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BAB QARDH (PTNJAMAN) """" 1

Pasal:Qardhadalatrsunahbagimuqridh$angmemberikan
pinjamarD dan mubahbagi muqtaridh $ang meminjam) " " " "' " " " "'2

Pasal: Qardhtidak satr kecuali dari orang yang diperbolehkan

membelanjakan hartLkarena qardh adalah transaksi terhadap

hartabenda, """""3
Pasal: Dalam qardh tidak berlaku Lhiyar ftebebasan memilih untuk

melangsungkan dan membatalkan akad),

PasatPemberiPinjamanbolehmemintapenggantihartayang
dipinjamkanseketika" """""""5
Pasal: Boleh melakuan qardh dalam barang yang bisa ditimbang

dan ditakar tanpa ada perbedaan pendapat "' : " " " " " " " " " " " " " " " " 6

Pasal:Adapunmeminjamkanmanusia(budak) """"""" 8

Pasal:Apabilaseseorangmeminjamdirhamataudinartanpa
diketahui timbangan @erat)nya, maka itu tidak diperbolehkan, . -... . " 9

Pasal:Wajibmengembatikandalamtakaranmaupuntimbangan
yang sepadan .-........... """' j""""" """""' 10

Pasal:Bolehmeminjamkanroti """""""" 1l

Pasal:Setiapqardhyangdisyaratkanadarryatambahandariyang
asliny4 makahukumnyaharam """"""""12
Pasal:Apabilaseseorangmemberipinjamantanpasyarat'lalu
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oftmg yang meminjam membayamya dengan yang lebih baik dari

segi kadar atau sifatrya, atau lebih rendah, dengan kerelaan masing-

masing,makaitudiperbolehkan ......... ......16

Pasal: Apabila di dalam transaksi qardh disyaratkan bahwa
peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu
termasuk tansaksi yang mengandung unsur riba maka tidak
diperbolehkan ............. ..........18

Pasal: Seandainya seseorang meminjam setengah dinar dari

seseorang, lalu dia menyeratrkan satu dinar kepada orang yang

meminjamkan dengan mengatakan, "Setengah dinar untuk

membayar utang, dan setengahnya lagi akutitipkan kepadamg

atau unfuk memesan suafu barang," maka sah hukumnya .............. I 8

Pasal: Seandainyaorang yang meminjam mengalami pailif lalu

diberinya pinjaman lagi seribu dinar agar dapat mencicilnya tiap

bulan dengan nominal tertentg maka itu diperbolehkan ................. 1 9

Pasal: Ahmad berpendapat mengenai orang yang meminjam
beberapa dirham kepada orang lain, kemudian dia
menggunakannya untuk membeli sesuatu dariny4 dan ternyata

dirham tersebut palsu, maka jual-belinya sah, dan peqiual (orang

yang memberi prnjaman) tidak perlu mengembalikan sesuatu

kepadapembeli (peminjam)........... ..........20

Pasal: Telah kami jelaskan bahwa peminj am mengembalikan yang

sepadan untuk barang-barang yang ada pad&rffiy&, ................... 2I
Pasal: Apabila seseorang memberi pi4iaman barang yang

membutuhkan biaya untuk mengangkufrry4 lalu dia menagihnya

dengan barang yang sepadan di daerah lain, maka peminjam

tidakwajibmelaksanakannya ..................22

Pasal: Seandainya seorang dzimmi memberi pinjaman khamer

kepada dzimmi yang lain, kemudian keduanya atau salah satunya

masuk Islam, maka pinjaman tersebut batal, dan peminjam tidak
wajibmembayarapapun ........23

f),16o
KITAB RAHN (GADAI).. 24
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Pasal: Boleh melakukan transaksi gadai saat mukim, sebagaimana

diperbolehkan saat dalam bepergian .................. ........26

Pasal: Gadaitidakwajib ........ ..................27

Pasal: Gadai tidakterlepas dari tigakondisi ................27

Masalah: AbuAl Qasim berkat4 Gadai tidak sah kecuali
dipegang oleh orang yang berlaku perintahnya ... . ... .. . . .29

Pasal: Seandainya penggadai dibatasi kebebasan fransaksinya

akibat pailit sebelum penyerahan barang, maka dia tidak boleh

menyerahkanrya .-.-...............32

Pasal: Apabila penggadai membelanjakan barang gadai sebelum

dikuasai penerima gadai, baik dengan menghibahkanny4 atau

menjualny4 atau membebaskanny4 atau menjadikannya mahar,

atau menggadaikannya lagi, maka gadai yang pertama batal. Baik
lawan transaksi itu telah menguasai hibah, barang terjual, dan

gadai kedua, atau belum menguasainya ....-.................32

Pasal: Kelanggengan penguasaan barang merupakan syarat gadai . 33

Pasal: Penerima gadai tidak berhak menerima barang yang

digadaikankecuali atas izinpenggadai ......35

Masalah: AbuAl Qasim berkata Sebelumnya telah dikemukakan,

"Apabila barang yang digadaikan termasuk barang yang bergerak,

maka cara penerimaannya adalah dengan mengarnbil dan

memindahkan dari penggadainya. Jika tidak termastrk barang

yang bergerak seperti rumah dan tanall maka penerimirunya
adalah dengan menghentikan tindakan-tindakan

terhadap barang itu." .......... .....................35

Pasal: Seandainya seseorimg menggadaikan sebuah saham dari

barang yang tidak bergerak, maka dia diberi kuasa untuk
melahrkan tidakan terhadap barang gadaiannya, baik mitra
saham itu hadir atau tidak

Pasal: Seandainyaseseoftmgme rumah,lalu
penggadai telah menyerahkan rumah kepada penerima gadai

sedangkan keduanya berada di dalamnya, lalu penggadai

keluar, makapenguasaanbarang telah sah ..................38

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikap suatu barang di
tanganpenerima gadai sebagai pinjamaq atautitipan, atau

AtMughni- f



ft thRflmvr"il

diambil tanpa izin atau semisalny4 maka gadai itu sall karena

penerima gadai adalah pemilik dan dibolehkan menguasainya ..... ... 3 8

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan barang yang ada

dalam tanggungan, sebagaimana barang yang diambil tanpa

izin"bararrypinj aman, barang yang ditahan dalam jual-beli yang

rusak, atau sedang ditawar, maka gadai itu sahdantidak ada

tanggungru ......... 40

Pasal: Boleh mewakilkan orang lain dalam mengtrasai atau

menerimabarang gadai -....--...41

Pasal: Apabila penggadai mengaku telah menyerahkan barang

yang digadaikan, atau penerima gadai mengaku telah menguasai

barang, maka pengakuarulya diterima dalam kondisi yang

dimungkinkankeduanyaberlakujujur ..... 4l
Pasal: Apabila seseorang menggadaikan dua barang, lalu salah

satunya rusak sebelum diserahterimakan, maka akad terhapus

atas barang yang rusak saj a tanpa barang yang masih ada ..... ........ 43

Pasal Apabila seseorang menggadaikan rumab lalu rumah itu
hanctr sebelun diserahterimakan, maka akad gadai tidak batal . .. . 43

Pasal: Setiap benda yang boleh diperjual-belikan, maka boleh

digadaikan ..........44

Pasal: Sah bagi seseorang untuk menggadaikan sebagian

bagiannya dari barang yang dimiliki bersama, sebagaimana sah

baginyauntukmenggandaikanselunrhbagiannya ...,....45

Pasal: Sah hukumnya gadai yang dilakukan oleh budak yang

murtad, pembunuh dalam peperangan, danpelakukejahatan ....-.. 45

Pasal: Sah menggadaikan mudabbarmenurut madztrab yang

kuat, berdasarkan diperbolehkannya menjual budak mudabbu ....47

Pasal: Mengenai budak mukatab, pendapat yang benar adalah

tidak boleh digadaikan ...........48

Pasal: Barangsiapa yang menggantungkan kemerdekaan

budaknya pada satu sifat yang ada sebelum adanya hak, seperti

menggantungkan kemerdekaan budaknya pada bulan sabit

Ramadhan, sedangkanjatuhnya hak adalah di akhir Ramadhan,

makagadainyatidaksah ........49

Pasal: Boleh menggadaikan budak perempuan tanpa
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menyertakan anakny4 dan juga menggadaikan anaknya saj a ' ' ' ' ' ' " 49

Pasal: Sah menggadaikan barang yang cepat rusak, baik barang

tersebut bisa diperbaiki dengan cara dikeringkan seperti anggur

dan kurma basah, atau tidak bisa diperbaiki seperti semangka

danmasakan """' 50

Pasal: Boleh menggadaikan perasan anggur, karena ia boleh

dijual ......... """"" 51

Pasal: Apakah sah menggadaikan buah sebelum tampak layak

dipetik tanpa syarat memotong atau memanennya dalam kondisi

masihhijau? """" 53

Pasal: Ada dua riwayat tentang menggadaikan mushaf "' " " " "' " " " 54

Pasal: Seseorang boleh meminjam sesuatu untuk digadaikannya . - -. 55

Pasal: Apabila pemberi pinj aman menebus gadai dengan

membayarkan utang penggadai dengan seizinny4 maka peminj am

wajib mengembalikankepadanya """"""'57
Pasal: Seandainya seseoftmg meminjam budak kepada orang lain

trntuk digadaikannya sebesar seratus, lalu dia menggadaikannya

padaduaorang,makahukurnnyasah...""""' """"""'58
pasal: Seandainya dua orang memiliki dua budah lalu masing-

masing dari keduaryra mengizinkan mitanya untuk menggadaikan

bagiannya dari salah satu duabudaktersebut, lalu keduanya

murggadaikan dua budak itu pada seseorang secara mutlak,

mafalaaainya satr ......-...'. """"""""""" 59

Pasal: Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak sah untuk

dijua1......... """""60
pasal : Adapun menggadaikan wilayah S awadut'haq dan tanatl

wakafkaum musliminmenurut madzhab yang shatrih adalah ia

tidak boleh dijual sehingga tidak boleh digadai " " " " " " 6 1

pasal: Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak diketahui,

karenaiatidakbolehdijual ......-....-... " """""""""""62
Pasal: Jika seseorang menggadaikan barang yang dibelinya pada

masakhiyar, makatidak sah ........... """"'63
Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan buah pohon yang

berbuah dua kati dalam setahun, tetapi salah satunyatidak bisa

dibedakan dengan yang lain, sedangkan dia menggadaikan buah
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yang pertama hingga batas waktu terjadinya pembuahan kedua

dimana keduanya tidak bisa dibedakan, maka gadai tersebut

bata1......... ..........63

Pasal: Seandainya seseoftmg menggadaikan manfaat-manfaat

dari rumahnya kepada orang lain selama sebulan, maka
hukumnyatidaksah ...,........ .....................64

Pasal: Seandainya seorang budak mukatab menggadaikan budak
lain yang akan dimerdekakan, maka gadainya tidak sah ................ 64

Pasal: Seandainya ahli waris menggadaikan warisan mayit, atau

menjualny4 sedangkanmayit memiliki utang, maka gadainya satr

menurutsalatrsatudariduapendapat .............. ...........64

Pasal Al Qadhi berkata, "Tidak satrmenggadaikan budak muslim
kepada orang kafir -......-.

786. Masalatr: Abu Qasim berkata" "Apabila barang gadai dikuasai

oleh dua orang yang saling mensyaratkan agar barang gadai

tersebut ada di tanganny4 maka barang gadai tersebut telah
dikuasai." ............66

Pasal: Jikakeduanyamenyimpan barang gadai di tangan dua
orangyangadil, makadiperbolehkan .......67

Pasal: Manakala wakil png adil itu tetap dalam kondisiny4 tidak
berubah dari amanalf dan tidak pula timbul permusuhan antan
dirinya dengan salah satu dari dua pelaku akad gadai, maka salah

satu dari keduanya tidak berhak mencabut gadai dari tangannya,

dantidakpulahakim(pihakberwenang) ....................67

Pasal: Seandainya wakil yang adil itu ingin mengembalikan

barang gadai kepada keduanya, maka itu adalah haknya, dan

keduanyaharus ................. 69

Pasal: Apabila barang gadai ada di tangan orang yang adil,
dan keduanya mensyaratkan agar orang yang adil tersebut

menjualnyasaatjattrhhalqmakahukumnyasah............................70

Pasal: Apabila dua pelaku gadai mengizinkan wakil yang adil
trnhrk menjual barang gadai dan keduanya telah menetapkan

mata uang, maka dia tidak boleh menyalahi ketetapan ke duarrya . . . 7 2

Pasal: Ketikapenggadai dan penerima gadai telah menetapkan

hargajual barang gadai, makawakil tidak boleh menjualnya
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lebihrendah .-..""74

Pasat Apabila wakil yang adil itu menjual barang gadai dengan

izin keduany4 lalu dia menyimpan hasil penjualan, lalu hasil

penjualan tersebut rusak di tangannya tanpa sengaja, maka dia

tidak bertanggung jawab, karena dia hanya orang kepercayaan "" 74

Pasal: Apabilawakil yang adil mengakutelah menyerahkan

hasil perdualan kepada penerima gadai, lalupenerima gadai

menyangkal, makaAl Qadhi danAbu Khaththab berkata

"Ucapannya yang terkait hak penggadai diterima sedangkan

ucapannya yang terkait dengan hak penerima gadai tidak

diterima" .-...--.""77

Pasat Apabila penerima gadai mengambil barang gadai tanpa

izin dari wakil, kemudian dia mengembalikan barang gadai

kepadany4makahilanglatrpertanggungandarinya "" 78

Pasal Apabila seorang kafir dzimmi berutang kepada seorang

aluslim, lalu dia dzimmi tersebut menggadailanklramer sebagai

jaminannya"makahukumnyatidaksah ""'79
Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Tidak boleh menggadaikan

harta orang yang mewasiatkan untuk menjaga hartany4 kecuali

kepadaorangyangterpercaya." ........ """79
Pasal: Adapun menebus gadai dengan harta anak yatim, maka hal

itubisaterjadi dalam akadjual-beli danpinjaman -.............-.....""' 80

Pasal: Hukum mukatab dalam kasus yang kami jelaskan sama

seperti hukum wali anak yatim. Dia berhak membelanjakan apa

yang ditanganya pada hal-hal yang memberi keuntungan baginya "' 8 I

Pasal: Seandainya harta anak yatim dijadikan gadai, lalu

pemegang w:lsiat menebrsnya unhrk anak yatim, maka itu

diperbolehkan. Apabila dia menebusnya untuk dirinya sendiri,

makaitutidakboleh ............:............--."" 81

Pasal: Seandainya pemegang wasiat atau hakim menggadaikan

harta anak yatim pada budak mukatab miliknya' atau pada

anaknyayangpalingtua,makasahhukumnya .-.-....'-' 82

Pasal: Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk

membayarkan utangryq lalu pemegang wasiat menggadaikan

sebagian dari hartanya kepada orang yang berpiutang, atau
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kepada orang larr, maka dia yang menanggung resiko .... - - -. - - -. - - - - - - 82

78 8. Masalah: AbuAI Qasim berkata' Apabila dia membayarkan

sebagian utang saja, maka gadai tetap dalam kondisi yang sama

untukutangyangmasihte,rsisa." -...-.-'......- 82

789. Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Apabila penggadai

memerdekakan budaknya yang digadaikan, maka budak

tersebut menjadi merdeka Jika dia memiliki harta yang senilai

dengan budak yang dimerdekakannya maka harta tersebut

diambiluntukdijadikangadai." .............. .-..................83

Pasal: Apabila penggadai membebaskan budak dengan izin
penerima gadai, maka kami tidak menemukan perbedaan

pendapat mengenai keabsahan pembebasan tersebut dalam

kondisi apapun .-....................85

Pasal: Trndakan penggadai selain pembebasan (budak), seperti

menjtral, menyeuakan, mengfuibahkan, mewakafkan,

menggadaikan dan selainny4 maka tindakannya tersebut

dianggapbatal .....86

Pasat: Penggadai tidak boleh menyetubuhi budak perempuannya

yang telah dia gadaikan, menunrt pendapat mayoritas ulam a . - -..... - 87

790. Ntasalah: AbuAl Qasim berkata: "Apabila budak tersebut gadis,

kemudian penggadai menyehrbuhinya hingp melahirkan analq maka

diakehrar dari gadai, danpenerima gadai mengambil barang yang

senilai dengan budak tenebw untuk dij adikan gadai." ................... 8 8

Pasal Apabilapersetubuhan dilakukan dengan izin penerima

gadat"maka budak tersebut keluar dari gadai, dan penerima

gadaitidakberhakapapun .....90

Pasat Seandairyra penerima gadai diizinkan untuk memukul

budak yang digadaikaa kemudian dia memukulnya, lalu budak

tersebut meninggal, maka dia tidak bertanggung j awab ..'.... -......... 9 I

PasaL Apabila penggadai mengakui telahmenyetubuhiny4 maka

diatidakterlepasdaritigakondisi.............. ................91

Pasal: Berdasarkan ijma' ftonsensus), tidak halal bagi penerima

gadaiuntukmenyetubuhibudakperempuan ...--.......-..94

79 I . Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Apabila budak yang digadai

melakukan perbuatan pidana, maka korban pidana lebih berhak
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792.

atas status perbuatannya daripada penerima gadai, sampai

haknya dipenuhi secara sempuma. Apabila tuannya memilih

untuk menebusnya dan dia melakukannya, maka dia tetap

menjadigadai." .............. --..---97

Pasal: Apabila tindak pidana dilakukan terhadap tuannya sendfui,

makadiatidakterlepasdariduakondisi............. ......100

Pasal: Apabila budak yang digadai melakukan perbuatan pidana

terhadap budak lain milik tuannya, maka tidak terlepas dari dua

kondisi """"""" 101

Pasal: Apabila perbuatan pidana dilakukan terhadap seseorang

yang diwarisi tuannya yang tidak sampai menghilangkan nyawa,

seperti memotong anggota badan atau pidana terhadap harta

bendanya, maka itu seperti perbuatan pidana terhadap orang lain.

Korban pidana tersebut berhak menuntut qishash apabila

perbuatan pidana mengakibatkan sanksi qishash, dan

memaafl<an dengan kompensasi harta milik selainnya -.......... .. ..... I 04

Pasal: Apabila perbuatan pidana dilalarkan terhadap budak

mukatab seorang tuan, maka itu seperti perbuatan pidana

terhadap anakny4 dan membuat budak tersebut lurnpuh seperti

kematian anak bagi tuan tersebut, sebagaimana yang telah kami
jelaskan ...'......-.105

Pasal : Apabila budak yang digadai melakukan perbuatan pidana

dengan izin tuannya, sedangkan budak tersebut termasuk orang

yang mengetatrui keharaman perbuatan pidana itq dan bahwa

dia tidak wajib menerima izin dari tuannya maka itu seperti

perbuatan pidana yang dilalcukan tanpa izin tuannya ..... ........... ... - I 0 5

Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Apabila budak yang

digadaikan itu dilukai atau dibunuh, maka pihak yang

bersengketa dalam kasus tersebut adalah tuannya. Apapun

yang diterima dari perbuatan tersebut (sanksi harta) dijadikan

sebagaigadai." ...................- 106

Pasal: Apabila seorang lakiJaki mengaku melakukan perbuatan

pidana terhad ap gadai,lalu penggadai dan penerim a gadar

menganggapnya berbohong, maka keduanya tidak memiliki hak

apapun ............-.109
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Pasal: Seandainya gadai berupa budak perempuan yang hamil,

lalu orang lain memukul perutrya hingga menggugurkanjanin

dalam keadaan mati, maka dendanya adalah sepersepuluh nilai
ibunya- Apabila dia menggugurkanjanin dalam keadaan hidup

dalam waktu yang memungkinkanjanin sepertinya dapat hidup,

kemudian meninggal, maka dendanya adalah senilai ibunya . ........ 1 I 0

7 93 : Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Apabila seseorang membeli

suatu barang dengan syarat pembeli menggadaikan kepada

peqiual suatu dari hartanya yang diketahui keduany4 atau dengan

syarat ada peqjamin yang menjamin pembayaran, maka jual-beli

tersebut diperbolehkan. Apabila pembeli menolak menyerahkan

gadai, ataupenjamin menolak untuk menanggullg, maka penjual

diberi pilihan antara membatalkanjual-beli atau

melangsungkannya tanpa gadai dan tanpa penj amin" .................. I I I
Pasal: Seandainyaada syarat gadai ataupenf amintertentg lalu

ternyata gadai atau penjarnin itu tidak seperti yang ditenfirkarl

makapenjualtidakwajibmenerimanya .................... ll3
Pasal: Apabila gadai mengalami suatu cacat atau berubah seperti

berubahnya perasan anggur menjadi k*ramer sebelum barang

dikuasai, maka penjual memiliki hak khiyar antara mengtrasai

barang tersebut dalam keadaan mengalami aib dan menerima
jual-belitanpagadai ............ 114

Pasal: Seandainya pembeli menemukan cacat pada gadai

sesudah terjadi cacat yang lain, maka dia berhak

mengembalikan barang gadai dan membatalkan jual-beli ............. 1 I 5

Pasal: Seandainya penjual dan pembeli tidak mensyaratkan

gadat,lalu pembeli dengan suka rela menggadaikan barangnya

dan penjual menguasai barangnya, maka hukumnya seperti

hukum gadai yang disyaratkan dalam jual-beli .. ... ..... 1 1 6

Pasal: Apabila keduanya berjual-beli dengan syarat agar objek
jual-beli dijadikan gadai untuk harga pembayarannya, maka itu
tidaksah ...........116

Pasal: Apabila dalam jual-beli pembeli mensyaratkan gadai yang

tidak sah" seperti gadai sesuatuyang diharamkan, tidakjelas, tidak

ada, dan tidak bisa diserahkan, atau sesuatu yang tidak ditunjuk, atau

E -AlMughni



-
pembeli mensyaratkan gadai objek jual-beli unhrk menjamin

pembayaranharganya... ................ j.--....' 118

Pasal: Syarat-syaratdalam gadai terbagi menjadi dua yaitu sah

dan rusak (tidak sah)

Pasal: Apabila pembeli menggadaikan kepada penjual seorang

budak perempuan, latu pembeli mensyaratkan agar budak b eruda

pada seorang perempuan atau muhrimny4 atau agar dia berada di

tangan penerima gadai atau orang lain sekiranya tidak

mengakibatkan khalwat dengan budak perempuan tersebut,

seperti seandainyapenerima gadai memiliki beberapa isti atau

selir, atau memiliki beberapa keluarga perempuanyang tinggal

bersamanya" maka itu diperbolehkan . . . -. 1 I 9

Pasal: Bagian yang kedua dari syarat-syarat yang tidak sah itu ...' I20

Pasal: Apabila penerima gadai mensyaratkan bahwa ketika hak

telahjatuh dan penggadai tidak melunasi utang, maka gadai menja

di hak penerima gadai, atau gadai dijual kepadanya dengan utang

y ang ada padapenggadai, maka syarat tersebut tidak sah - - - - - -. -. . - I22

Pasal: Seandainya orang yang berutang berkata' "Aku gadaikan

kepadamu budakku ini, dengan syarat engkau menarnbah tempo

bagikg'makagadaitersebuttidaksah ...-.....----.--...-123

Pasal Apabila seseoftmg meftInggung trtang seribu lalu ia

berkat4'?injamilahalar seribu lagi, dengan syarat aku

gadaikan kepadamu budakku ini seharga dua ribu .... -..... - - - - - - - - - -.. 123

Pasat Apabila gadai tidak sah dan penerima gadai telah

menguasainy4 maka diatidakwajib menanggung resikonya -. -.... 124

7 94. Masalah: AbuAl Qasim berkata:'?enerima gadai tidak boleh

mengambil manfaat dari barang gadai sedikit pun, kecuali gadai

yang dikendarai atau yang diperah susunyq sehingga boleh

mengendarainya dan memerah susunya sekadar makanan yang

diberikankepadanya." ...-.-...I25

Pasal: Apabila dalam akad gadai disyaratkan agar barang gadai

dimanfaatkan olehpenerima gadai, maka syarat tersebut tidak

sah............ ........127

Pasal: Kondisi kedua adalah gadai yang membutuhkan biaya

perawatan, sehingga hukum penerima gadai dalam
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memanfaatkannya itu disebabkan pengganti, atau tanpa

pengganti melainkan dengan izin penggadai, seperti bagian

sebelumnya .......127

Pasal: Adapun gadai yang tidak diperah dan tidak dikendarai

ituterbagimenjadiduamaqlm ......... ..-...129

Pasal: Apabila hewan gadai dibiayai penerima gadai secara

sukarel4 maka penerima gadai tidak mendapa&an imbal batik
sedikitpun ........130

Pasal: Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadai

dengan cara memperkerjakannya mengendarainy4 memakainy4
menyusui, memanfaatkanryra, mendiaminya" atau

tindakan-tindakan lai4 maka manfaat yang diperolehnya itu
dihitungsebagaiutang ........ .................... 131

795. Masalah: AbuAl Qasim berkat4 "Hasil sewa rumah, pelayanan

budak, kandungandalam perut kambing danselainnya, serta

buatrdipohonyangdigadaiitutermasukgadai." ....... 13I

Pasal: Apabila seseorang menerima gadai tanatr atau nrmah atau

selairurya, maka apa saja yang tercakup dalam jual beli itujuga
tercakup dalam gadai .......... 133

Pasal: Penggadai tidak boleh dihalangi untuk m
barang gadai dan mencegahnya dari kerusakan, atau

mengobatinyaapabiladibutuhkan ........... 136

796. Masalah: AbuAl Qasim berkat4 "Biaya gadai penggadai.

Apabila gadai berupa seorang budak, lalu dia meninggal, maka

penggadai yang merumggung kafannya. Apabila gadai berupa barang

yang harus disimpan, maka penggadai menanggung biaya sewa

tempatpenyimpanannya." .............. ........137

Pasal: Apabila gadai berupa buah-buahan yang membutuhkan

pengairan, perawatan dan panen, maka biayanya ditanggung

.........138

Pasal: Apabila barang gadai itu berupa hewan temak yang

membuhrhkan pejantan, maka penggadai tidak dipaksa unhrk
memenuhihalitu ............. .....139

Pasal: Apabila gadai berupa budak dan ia membutuhkan khitan,
sedangkan piutang segerajatuh tempo, atau temponyajatuh
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sebelum budak sembuh dari khitannya makabudak dicegah

untukdik*ritan ..'.140

Pasal: Apabila barang gadai berupa pohon kurma dan ia

membutulrkan penyerbukan, maka biayanya ditanggung

penggadai, dan penerima gadai tidak berbak melaran gpya . -....... - I 42

Pasal: Setiap tambahan yang wajib dibayarpenggadai, maka

apabila dia menolak untuk membayamya, hakim dapat

me,maksanya .............:.... -----143

797 . Mraszlah: AbuAl Qasim berkata' Apbila barang gadai itu

nrsak bukan karena tindakan pidana dai penerima gadai, maka

penerima gadai memperoleh pengganti bagi haknyapada waktu

haknyajatuh tempo, dan resiko ditanggung penggaaainya.

Apabila gadai nrsak akibat perbuatan penerima qadai yang

melebihi batas, atau tidak menjaganl"a dengro hati-hati, maka

diabertanggungjawab." .--.--144

Pasal: Apabilapenggadai telahmembaprkm seluruh hak, atau

penerima gadai membebaskannyadsi utnng, maka barang

gadai (apabilatidak diambil) tetap meqiadi amanah di
tangannya.. ....-...146

Pasal Apabila penerima gadai menguasai barang gadai, dan

mendapati barang gadai tersebut temyata milik orang laiq maka

dia waj ib mengembalikannya kepada pe'mift}n5ra dan akad

gadaibatal ........147

79S. Masalatr: AbuAl Qasim berkata ' Apabila kedua pihak

berselisih mengenai nilai barang gadai, maka perkataan yang

diterima adalah perkataan penerima gadai disertai sumpahnya.

Apabila keduanya berselisih mengenai nilai hak (utang), maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai disertai

Yang demikian itu apabilamasing-masing tidak

memilikibuktiyangmenguafkanucqlann;na-" ....---.--................... 148

Pasal: Apabila keduanya berselisih mengenai nilai barang gadar,

dimana penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu

budak ini," tetapi penerima gadai mengatakan, "Trdalg

melainkan budak ini dan budak yang lain " makape*ataan

yangditerimaadalahperkataan ..............' 150
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Pasal: Apabila dua pelaku akad gadai sepakat bahwa wakil
yang adil telahmenguasai barang gadai, maka gadai itu berlaku

bagi keduanya dan pengingkaran wakil yang adil itu tidak

menimbulkan dampak negatif, karena hak menjadi milik
keduanya ..........153

Pasal: Apabila seseorang mengklaim kepada dua orang, "Kalian

menggadaikan kepadaku budak kalian dengan piutangku pada

kaliarl" lalu keduanyamenyangkalny4 maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan keduanya ... '. I 54

Pasal: Apabila seseorang menggadaikan satu barang pada dua

orang, maka separoh barang itu menjadi gadai bagi satu pihak,

dan separoh yang lain bagi pihak yang lain. Manakala dia

mehmasi utang satah satuny4 maka bagiannya dari gadai telah

hilmg ..........--....155

Pasal: Seandainya dua orang mendakwa seseorang bahwa dia

menggadaikan budalaryapadakeduany4 lalu masing-masing

berkata'Dia menggadaikan budaknya kepadaku" bukan pada

temankrl" lalupemilikbudak meqrangkal kedtrany4 maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak

disertaisumpabnya .......-..-... 156

Pasat Apabila penerima gadai mengizinkan penggadai untuk

meqiual gadai sesudah r*angjatuhtempo, maka hukumnya

boletr, dan hakrya melekat pada hasil peqiualan gadai. Apabila

penerima gadai mengizinkan penggadai sebelum utangnya jatuh

tempo, lalupenggadai menjualnya maka gadai batal, dan dia

tidakwajibmenggantiry"a ...--157

799. Masalah: AbuAl Qasim be*at4'?enerima gadai lebihberhak

dari hasil penjualan barang gadai daripada semtra pihak yang

berpiutang, sampai dia melunasi hakny4 baik penggadai dalam

keadaanhidtrpatausudahmeninggaldunia" ......-.--..160

Pasal : Seandainya seseorang atau wakilnya menjual sesuatu dan

dia telah menerima pembayaran, atau wakil gadai yang adil

menjual gadai dan telatr menerima pembayaran, lalu pembayaran

itu nrsah namun terhalang tmtuk mengembalikanny4 maka

objekjual-beli tersebutmenjadi hak milik Dalam hal ini, pembeli

f -AlMughni



memiliki kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang

berpiutang .........161

Pasal: Barangsiapa menyewa sebuah nunah atau unta atau

sesuatu yang lain dengan bendany4 kemudian orang yang

menyewakan paiiit, maka penyewa lebih berhak atas benda
yang disewanya itu daripada pihak-pihak yang berpiutang sampai

ia menyempumakan haknya

Pasal: Seandainya seseorang menjual barang kemudian pailit
sebelum menyerahkanny4 maka pembeli lebih berhak terhadap

barang tersebut daripada pihak-pihak yang berpiutang, baik
barang itu adalatr barang yang ditimbang dan ditakar, atau

selainnya ...........163

#""=
KIIAB MUFLIS (PAILrr) 166

Pasal: Ketika seseorang wajib membayar utang-utang secara

tempo, sedangkan hartanya tidak bisa melunasiny4 lalu orang-
orang yang berpiutang kepadanya meminta hakim unhrk
membatasi pembela4f aanny4 maka hakim wajib memenuhi
permintaanmereka .............. 168

800. Masalah: AbuAl Qasim berkat4 "Apabilahakim telah
meyatakan seseorang telah pailit, lalu salah seorang yang

berpiutang menemukan harta bendany4 maka dia lebih berhak

atas harta benda tersebut kecuali dia mau membiarkannya, dan

dia menjadi teladan bagi orang-oftmg png berpiutang lainnya." . . 1 68

Pasal: Apakah hak pilih untuk menarik barang itu harus

dilalarkan s egerqatau memiliki waktu yang longgar? .... ... ....... .... I 70

Pasal : Apabila pihak-pihak yang berpiutang menyerahkan

pembayaran kepada pemilik barang agar meninggalkan barang

tersebut, makadiatidakwajibmenerimanya. ........ ...171

Pasal: Apabila orang yang pailit membeli suatu barang dari
seseorang sesudah ditetapkarurya pembatasan atas hak
transaksinya terkait dengantanggunganny4 maka penjual tidak
memiliki hak untuk menglapus akad lantarantidak bisa dilunasi
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pembayaranny4 baik dia mengetahui hal tersebut atau tidak - - . - - . 172

Pasal: Barangsiapa menyewa sebidang tanah untuk ditanaminya,

lalu dia pailit sebelum berlalu sedikit pun masa servany4 maka

pemilikbolehmembatalkansewa --.-..... .........."':""" 173

Pasal: Apabila seseorang memberi pinjaman orang lain

kemudian peminjam pailit sedangkan barang yang dipinjamkan

itu masih ada, maka pemberi pinjaman berhak menarik kembali

barangtersebut ............. """175
801 . Masalah: Abu Qasim berkata "Apabila barang dagangan telah

nrsak sebagiannya (di tangan pembeli), atau pembeli melakukan

penambahan dimana perkmbahannya itu tidak bisa dipisahkaa

sedangkan pembeli telah melunasi sebagian pembayarannya'

makapenjual dalam kasus ini samakedudukannya dengan

pihak-pihakyangberpiutanglainnya-" ...-.-...""""' "' 175

Pasal: Apabila pembeli telah menjual sebagian dari objekjual-

beli, atau menghibahkannya atau mewakafl<anny4 maka bagian

tersebutdianggaprusak """'177
Pasal: Apabila budak terluka maka berdasarkan pendapat Abu

Bakarpenjualtidakbolehmenarikkembali .-....-.-.."' 178

Pasal Seandainya seseorang membeli minyak talu

mencampumya dengan minyak lain, atau membeli gandum dan

mencampumya dengan gandum lain sehingga tidak bisa dipilall

makagugurlahhakuntukmenarikke,mbali -..."""""' 180

Pasal Apabila seseorang membeli biji gandum lalu ia

menggilingnya atau menanamnl4 atau me'mbeli tepung gandum

lalu membuatrya roti, atau membeli minyak lalu membtrafirya

menj adi sabun, atau pakaian lalu mengubahnya gamis, atau

membeli kain lalumembuatryra menjadi pakaian' ataumembeli

kayu lalu membuatrya men$ adi pinttl" atau membeli apa saj a lalu

membuatrya menjadi sesuatu yang mengubah nama asalny4

makagugurlahhakmenarikkembali """' 181

Pasal: Apabila objekjual-beli benrpa biji lalu menjadi tanaman'

atau tanaman lalu menj adi bij i, atau benih lalu tumbuh menj adi

pohon, atau telur lalu menetas menjadi anak unggas, maka

gugurlahhakuntukmenarikkembali """' 181

f -AtMughni



I

l
Pasal: Apabila seseorang membeli pakaian lalu mewamainy4

atau membeli gandum halus lalu mengadoninya dengan minyak . .. . I 82

Pasal: Apabila orang yang pailit membeli pewama lalu digunakan

untuk mewamai pakaiaq atau minyak lalu digunakan trntuk

mengadoni gandum, kemudian dia menjualny4 maka penjual

sama kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang

lainnla ..............183

Pasal: Seandainya orang yang pailit membeli pakaian, lalu dia

memutihkanny4 maka dia tidak terlepas dari dua kondisi ........... I 84

Pasal: Riwayat di atas dapat diarahkan kepada makna:

barangsiapa yang mendapati barangnya sesuai dengan sifatnya

dantidakmelekatpadanyahakoranglain............ ....187

Pasal: Seandainya seseorang membeli budak perempuan yang

mengandung, lalu pembeli tersebut pailit 
-sedangkan 

budak

tersebut dalam keadaan mengandung, latu nilai budak tersebut

bertambahkarenakehamilanini ........-.... 190

Pasal: Apabila objekjual-beli berupa pohon ktrmra atau pohon

apa saj 4 lalu pembeli paili! maka ia tidak terlepas dari empat

kondisi ..............191

Pasal: Apabila pihak-pihak png berpiutang mengakui bahwa

tanaman atau mayang adalah milik penjual, sedangkan mereka

tidak menyaksikanny4 atau menyaksikannya namun mereka

bukan orang-orang adil atau kesaksian mereka tidak bisa

dij adikan dasar keputusan, maka orang yang pailit bersumpah . .. . I 95

Pasal: Apabila seseorang membeli tanaman, lalu dia menanarnnya

di tanatrnya kemudian pailit, sedangkan tanaman itu belum

mengalami pertumbuhan, makapenjual tanaman itu berhak

menarikkembalitanamannya ........------.--203

Pasal: Apabila seseorang membeli tanah dari seseorang, dan

membeli tanaman dari orang lai& lalu pembeli tersebut meruuulm

tanaman di tanah tersebu! kemudian diapailit dan pohon

tersebut belum berkembang, maka masing-masing penjual

berhakmencabuthartanya .-.205

Pasal: Apabila pembeli pailit sesudah objekjual-beli keluar dari

kepemilikannya melalui jual-beli, hiball, wakaf, pembebasarl
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atau selainny4 maka penjual tidak berhak menarik kembali

barangnya .........209

Pasal: Penarikan kembali penjual terhadap objek jual-beli

merupakan penghapusan akadjual-beli. Penarikan barang ini
tidak membututrkan pengetahuan tentang objekjual-beli dan

kemampuan trntuk menyerahkanny4 dengan ketentuan tidak

adakesamaranobjekjual-beli denganbarang lain ....213

802. Masalatr: Abu Qasim berkata" "Barangsiapa yang memiliki suatu

hak berdasarkan seoftmg saksi, lalu dia tidak bersumpah, maka

pihak-pihak yang berpiutang tidak berhak bersumpah

bersarnanyauntukmemiliki hakbersaman5la." .........-213

803. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Apabila orang yang pailit

menanggung utang tempo, maka utang tenebtrt tidak jatuh

tempokarena Demikianjugadenganutangtempo

yar, g ditanggr:ng mayit apabila para ahli waris memberikan

jaminan" -..........214

804. I\dasalah: "setiap yang dilalcukan orangyang pailit terhadap

hartanya sebelum hakim menghentikan tindakarurya adalah

boleh(sah)." .............. .........219

Pasal: Diaqiurkan untuk menyiarkan pembatasan hak

transaksinya agar masyarakat menghindari tansa}si dengannya .. 225

Pasal: Apabila orang yang pailit ditetapkan menanggtrng suatu

hak berdasarkan bukti, maka pemilik hak tersebut bersekutu

denganpihak-pihakyangberpiutang ......225

Pasal: Seandainya hakim membagi harta orang yang pailit di
antara pihak-pihak yang berpiutang padany4 kemudian muncul

orang yang berpiutang lain, maka hakim membebankan bagian

orang tersebut pada bagian pihak-pihak yang berpiutang ............225

Pasal: Seandainyapembeli pailit dan diamemiliki rumahyang

disew4 lalu rumah itu hancur sesudah orang yang pailit itu
menerima biaya sewa, maka akad sewa unhtk masa waktu yang

tersisa batal, dan biaya sewa trntuk masa yang telah berlalu

menjadigugrrr ....226

805. Masalah: Abu Qasim berkata" 'T'{afkah orang yang pailit dan

orang yang ditanggung nafl<atrnya diambil dari hartanya dengan
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cara yang patut, sampai hartanya selesai dibagi di antara pihak-
pihakyangberpiutangpadanya." .......-...... ...............227

Pasal: Apabila orang yang pailit meninggal duni4 maka dia
dikafani dengan biaya yang diambil dari hartanya . . .. . .228

806. Masalah: Abu Qasim berkat4 *Trdak dijual rumah orang yang

pailit karena dia sangat butuh untuk menempatinya-" .......... ... .. ... 229

Pasal: Apabila orang yang pailit memiliki dua rumatr, dan ia
cukup menempati salatr satunya, maka yang lain dijual, ........... .... 23 4

Pasal: Apabila sebagian dari harta benda orang yang pailit rusak

di tangan orang kepercayaan, atau sebagian dari hartabendanya
dijual lalu hasil penjualannya dititipkan dan rusak di tanga
pemegang titipan, maka itu tanggrmgjawab orang yang pailit .......235

Pasal: Apabila harta orang png pailit telatr terkumpul, maka ia
dibagikan di antara pihak-pibak yang berpiutang padanya.

Apabila utang mereka samajenisnya dengan hasil penjualan,

makamerekamengambilhasilpenjualantenebut .....236

Pasal: Apabila harta orang png pailit telah dibagi-bagi rurmun

dia masih menanggung utang, sodangkan diamemiliki keahlian,

maka apakah hakim memaksanya rmtuk menjualjasanya agar

bisameltrnasiutangryra? .......236

Pasal: Orang yang pailit tidak boleh dipaksa untuk menerima
hadiatU sedekah, wasiat dan pinjaman Dan seorang perempuzul

tidak boleh dipaksa untuk menikah agarbisa mengambil
mahamya ..........239

Pasal: Apabila harta benda orang yang pailit telatr dibagi-bagi,
apakah pembatasan hak transaksinya terlepas dengan serta

merta, ataukah ia membuhrhkan pelepasan pembatasan hak
lransal<si? ..........241

Pasal: Apabila hakim menetapkan laisis finansialnya maka
tidak seorang pun berhak menuntuhya dan mengawas nya .........241

807. Masalatr: Abu Qasim berkata "Barangsiapa yang menanggung

suatu hak, lalu dia menyatakan dalam kondisi sulit, maka dia
ditahan sampai bisa mendatangkan kesaksian yang

menunjulkankondisisulitrya" .........-..... .................244

Pasal: Apabila orang yang dalarn keadaan lapang menolak trrnrk
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membayar utang, maka orang yang berpiutang padanya berhak

untuk membuntutiny4 menuntutry4 dan berkata kasar

kepadanya ........249

80 8. Masalah: Abu Qasim berkata "Apabila seseorang meninggal

dan ternyata dia pailit, maka tidak seorang pun dari pihak-pihak
yang berpiutang berhak mengambil harta bendanya." .. ... .......... ... 25 0

809. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Barangsiapa bermaksud

mengadakan perjalananjauh sedangkan dia menanggtng hak

yangjatuh tempo sebelum beral*rirnya masa perjalana4 maka

pemilikhakbolehmencegalrrya-" ............... .............253

,PQ?
KrTAB IrAJR (PEMBATASAI\I HAK TRANSAKSI) .............. ....25s
810. Masalah:Abu Qasimberkata" "Barangsiapayang dipandang .

telah cerdas, maka hartanya diberikan kepadanya apabila dia

telahbaligh-" ............... ........256

Pasal Apabita ditemukan keluamya sperma dari penis seoftrlg

kfurntsa (berkemaluan ganda) yang samar status genderny4

maka hal itu menjadi tanda baligh baginya dan keberadaannya

sebagai seorang laki-laki ......264

8l l- Nrlasatah: AbuQasim beftata"'tsegitupuladengan anak

percmpuan,meskipundiabelummenikah." .............. ..................266

Pasal: Menurut pendapat tekstualAl Khiraqi, perempuan yang

telah cerdas boleh membelar{akan seluruh harta bendany4 baik

dalambentukdermaatautukar-menukar .................. .................267

Pasal Apakatr isti boleh mensedekahkan sedikit dari harta

suaminyatanpaseizinqra? ....270

8 12. Masalah: Abu Qasim berkata "Yang dimaksud dengan kata

rusyd (cerdas) adalah kelayakan untuk mengelola hart abenda." . 27 3

Pasal: Kecerdasan anak yatim itu diketahui hanya dengan cara

mengqiinlaa ........274

8 13. Masalah: Abu Qasim berkat4'Apabiladiaberulang kali
melalarkan tindakan bodolu maka hak tansaksinya dibata si." . . - . .27 6

Pasal: Tidak ada yang berhak membatasi hak transaksi orang
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pnglemahakalkecualihakim .....-......-.-217

8 14. h[asalah: AbuAl Qasim berkata "Barangsiapayang

bermu'amalah dengannya sesudah dibatasi hak transaksinyq

maka orang tersebut dianggap menghancurkan hartanya

s€ndiri.,, ...........-279

Pasal Ketetapan untuk anak kecil dan orang gila sama seperti

ketetapanuntukorangyang lemahakal ......--..--....-...279

Pasal: Yang berhak mengawasi harta anak kecil dan orang gila

selama keduanya dibatasi hak transalsinya adalah ayah atau

penerima wasiatnya sepeninggal ayab, atau hakim ketika

keduaryratidakdit€mukan ...280

815. Ivlasalah: AbuAl Qasim berkata "Apabila orang yang dibatasi

baktransalsinyamengakui sesuatuyang mengakibatkan hadd

atau qishadq atau mencerai istriny4 maka pengalcuannya itu

bedakubaginJ&" .............. ....................280

Pasat Apabila orang yang lemah akal itu mengakui sesuatu yang

mengakibakan qishasll lalu orang yang diakui haknya itu

memaafl<andengankeppsll5stiharta -...281

PasaL Apabila dia melakukan khulu' (mengabulkan tuntutan cerai

istri dengan menerima kompensasi), maka khulu'-nya sah - . . . . . . . . . .282

Pasat Apabila dia memerdekakan budak, maka

tidak sah ....................282

Pasat Apabila dia menikab, maka pemikahannya sah" baik

d€t€anizinwaliryraatautanpaizinnya ...'283

Pasal: Tadbifl dan wasiat yang dilakukannya sah ....................... 2 8 3

816. Masalah: AbuAl Qasim berkata" "Apabiladia mengakui suatu

utang, maka dia tidak wajib membayamya selama hak

tansal<siryradibatasi." .........285

Pasal Apabilawali orang yang lemah akal mengizinkannyajual-

beli, apakahjual-belinyasah? ......... .......287

!. /

,iatLle
KITAB SHULH (PERDAMAIAIg ............289
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8 17. Masalah: Abu Qasim berkata, '?erdamaian yang dibolehkan

adalah penggugatmerriliki hak yang tidak diketahui tergugat, lalu

keduanya berdamai dengan sebagian dari hak tersebut. Apabila

tergugat mengehhui bahwa dia menanggung suatu kewajibarq

makaperdamaiannyabatal." ..................290

Pasal: Seandaiq,a penggugat menggugatkan titipan, atau

pinjamarl atau kelalaian dalam menjaga titipaq atau

mudharabah pada seseorang, lalu orang tersebut menyangkalnya

dan keduanya berdamai, maka perdamaiannya sah ...294

Pasal: Apabila orang yang tidak berperkara melakukan

perdamaian untuk menggantikan orang yang menyangkal, maka

sah............ ....................294

Pasal: Apabila orang ketiga berkata kepada penggugat, "Aku
adalah wakil tergugatuntuk bedamai denganmu menyangkut

barang ini, dan sebenamya ia telah mengakui gugatanmu, dan ia

menyangkalnyahau5nasecaraucapansaj4" ............... ..........-..... 298

S I 8. lvlasalah: AbuAl Qasim be*af4'tsarangsiapayang mengakui

suatu hak, lalu dia berdamai untuk sebagianny4 maka yang

de,mikian ihrbukanperdamaian, karena merupakan tindakan

mengambil hakorang lain dengan cara yang tidak bena{' ...........299

Pasat ApabilatergWat berrdamai dengan penggugat dengan

pelayanan brdaknya selama setahun, maka hukumnya sah. Yang

demikian ituadalah sena" dan kami telah menjelaskannya.

Apabila ia meqiual brdaknya pada satu tahun tersebut, maka

jual-belin5asah ........... .................. ......'.306

Pasal Apabila penggugat menggugat tan aman di tangan

seseorang; lalu tergugat m€ngahinya kemudian berdamai

dengan me,mberikanbeberapa dirham, maka perdamaian

tersebrf boleh menuns cara yang karenanyajual beli tanaman itu
diboletrkan ........307

Pasal Apabila tergpgat berdamai dengan penggugat dengan

objek yang bersifat tempo, dengan memberikan sebagiannya

dengankontan,makatidakdiperbolehkan ...............313

Pasal: Perdamaian dengan objek yang tidak diketahui hukumnya

adalah sah, baik dalam benhrk barang atau piutang, apabila
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tidak adajalanuntukmengetahuinya -.....314

Pasal: Adapun objek perdamaian yang bisa diketahui kedua

pihak, seperti warisan yang masih ad4 atau yang diketahui pihak

yang menanggung tetapi tidak diketahui empuny4 maka

perdamaian untuknya tidak sah manakala ia tidak diketahui . . - - . . . . 3 I 6

Pasal: Perdamaian unhrk setiap sesuatu yang boleh diambil
penggantinya adalah sah, baik yang boleh dijual atautidak .......... 3 l7
Pasal: Seandainya seseoftmg mengadakan perdamaian dengan

objek seratus dirham yang menjadi pertanggrrngan aki-bat

pengrusakan, dengan memberikan seratus dirham secarate, po,

maka hukumnya tidak boleh. Ia harus diberikan secara kontan . . . 3 I 8

Pasal: Seandainya seseorang mengadakan perdamaian wtuk
diyat qishash dengan memberikan seorang budalg lalutemyata

budak tersebut milik orang lailu maka pemilikhak qishash itu

menuntut nilai budak tenebut mentrnrt pendapat semuaulama

Apabila temyata budak tersebrrt telah merdek4 maka

ketentuannya sama ......... .....318

Pasal: Seandainya seseorang mengadakan perdamaian dengan

objek rumah atau budak dengan memberikan suatupengganti,

temyata pengganti itu milik orang lain, atau budak itumerdek4

maka penggugat menuntut balik nrmah atau apapunyang

menj adi obj ek perdamaian, atau nilainya apabila objek
perdamaianrusak ........ ..-.....319

Pasal: Seandainya seseorang berdamai dengan objek qishash

dengan memberikan seorang yang merdeka dimana kedua

pihak mengetahui tentang kemerdekaanny4 atau dengan seoftmg

budak dimana keduanya tahu bahwa budak tersebut milik orang

lain, atau keduanya berdamai dengan kompensasi tersebut untuk

objek selain qishas[ maka pemilik hak mentrrtut diyat atau apa

yang menjadi objekperdamaian........... ..-.................319

Pasal: Apabila seseorang mengadakan perdamaian dengan

orang lain dengan objek tempat saltran air di tanahnyadan

keduanya menjelaskan tempabry4 lebar dan panjangnya, maka

hukumnyaboleh ............ ..-...320

Pasal: Apabila seseorang mengadakan perdamaian dengan orang
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lain untuk mengalirkan air di permukaan tanatr akibat huj an pada

permukaan tanah orang lain tersebut atau di dalarn tanah melalui
pemrukaan, atau air di t nahnya melalui dalam tanahnya maka

hukumnyaboleh ..................321

Pasal: Apabila dia ingin mengalirkan air di tanah orang lain tanpa

ada kondisi darurat, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan

seizinpemiliktanah ......... .....322

Pasal: Tidak sah perdamaian untuk sesuatuyang tidak boleh
mengambilpenggantinya ......324

Pasal: Apabila dia mengklaim seseorang batrwa orang tersebut

adalahbudakryra,laluorangtersebtrt ,lalu dia
mengadakan perdamaian dengan orang tersebut dengan

sejumlah harta agar orang tersebut mengakui status budakny4
maka itu tidak boleb, karena yang demikian adalah

menghalalkanpngharam

Pasal: Seandainya dia mengadakan pedamaian dengan seorang

saksi agar saksi tersebut tidak memberikan kesaksian yang

makahukrmnyatidaksah ............326

Pasal: Tidak boleh membangun wanmg di jalan, tanpa aAa

perbedaanpendapat ............329

Pasal: Tidak boleh membangun warung dan membangun atap di atas

jalanyang tidak tembus kecuali dengan izinparapemiliknya ........329

Pasal: Tidak boleh menggali srmur pribadi di jalan yang tembus,

baik dijadikannya untuk air hujan, atau untuk mengeluarkan

sesuatuyang dimanfaatkannl"a atauuntukhallain.......................330

Pasal: Tidak boleh mengeluarkan saluran air kejalan besar, dan

tidak boleh mengeluarkannya ke jalan yang tembus kecuali
denganseizinparapemilikryra ................331

Pasal: Tidak boleh membuat celah dan pintupada dinding milik
bersama kecuali dengan izin sekutunya . ..332
Pasal: Mengenai melekatkan kayu padany4 apabila hal tersebut

membalrayakan dinding karena tidak mampu menahan, maka itu
tidak diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat yang kami
ketahui ..............332

Pasal: Mengenai meletakkan kayu pada dinding masjid, apabila
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ada dua syarat tersebut, maka ada dua riwayat ........334

Pasal: Barangsiapa yang memiliki hak untuk meletakkan kayu
pada suatu dinding, lalu hak tersebut hilang karena gugw atau

dicabut, atau karena dindingnya nurtull kemudian kembali
kepada kondisi semul4 maka ia berhak memasang kembali
kayupadadindingtersebut ....................335

Pasal: Seandainya dia berhak meletakkan kayunya pada

dinding orang lairl maka diatidak berhakmeminjamkannya
danmenyewakannya ...........336

Pasal Apabilapemilikdinding mengizinkan tetangganyauntuk

membangtur di atas dindingny4 ataumeletakkanpenutup di
atasny4 atau meletakkan kayu di tempat yang dia berhak

meletakkanny4makahukumnyaboleh ....................336

Pasal: Apabila seseorang diizinkan untuk meletakkan kayunya

atau membuat bangunan di atas dinding dengan memberi

pengganti,makaitudiperbolehkan .........338

Pasal: Apabila bangunan atau kayunya ternyata berada di atas

dinding milik bersam4 atau dinding tetanggany4 dan diatidak
mengetahui penyebabny4 maka ketika bangunan atau kayu itu
hilangmakadiaberhakmengembalikannya ..............339

819. Masalah: Abu Qasim berkata ' Apabila dua oftulg saling

menggugat sebuah dinding yang melekat pada bangunan masing-

masing, maka keduanya saling bersumpab dan dinding itu
meqjadi milik bersama. Demikianjika dinding tersebut terpisah

dari bangunan kedrnnya. Apabila dinding tersebut melekat pada

bangunan salah satuny4 maka ia menjadi miliknya disertai

sumpahnya." ............... ........340

Pasal: Apabila salah seorang dari keduanya memiliki bangunan

di atas dinding, seperti dindingyang dibangundi atas dinding,
kubahdansemisalny4makadindingitumiliknya ......342

Pasal: Apabila pemilik bangunan atas dan bangunan bawah

bersengketa tentang dinding-dinding bangunan bawah, maka

dinding-dinding tersebut adalah milik empunya bangunan

bawah ...............345

Pasal: Apabila pemilik bangunan atas dan bawah bersengketa
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mengenaitanggauntuknaik .................. ...................346

Pasal Apabila di antara keduanya terdapat dinding milik bersama

lalu ia runtu[ lalu salah satunya mentrrtut dinding itu dibangun

kembali dan yang lain menolak,rnaka apakah yang menolak itu
dipaksanntukmembangunnyakembali? .........-.........347

Pasal: Apabila di antara dua lahan tidak terdapat dinding lama
lalu salah satu pemiliknya menuntut yang lain untuk membangun

dinding untuk memisahkan lahan keduany4 lalu ia menolal<,

maka iatidak dipaksa membangunnya menurut satu riwayat .......3 52

Pasat Apabila kedunya sepakat unftrk membangrn dinding milik
bersama dengan biaya separoh-separoh, namun kepemilikan di
antara keduanya adalah sepertiga dan du a pertiga,maka

hukmnyatidaksah .............354

Pasal: Apabila di antara lahan terdapat sungai atau kanal atau

kincir air atau mata air dan ia perlu dibangun, maka ada dua

pendapt mengenai pemaksaan kepada pihak yang menolak . . . . . . 3 5 5

PasatApabilapemilik duapintu di gang saling bersengketa dan

menggugat sedangkanpadajalan tersebut tidak ada pintu selain

pintu keduanya" maka dalarn hal ini ada tiga pendapat ................ 3 5 8

PasaL Seseorang tidak boleh menggurakan apa yang menjadi

miliknya dengan carayang dapat merugikan tetangganya ......... .. -3 59

Pasat Apabila permukaan tanah seseorang lebih tinggi daripada

permulaantanatr orang lain, maka pemilik tanahyang lebih tinggi

tidak bolehnaik ke tanahnya sedemikian rupa sehingga bisa

melihatpermukaan tanahtetanggany4 kecuali dia membangun

tabirlmgmenutupinya .......... ................359

Pasal: Apabila ada lahan tembok di antara kedua rumalr, lalu
keduapemiliknya sepakat untuk membaginy4 maka itu
diperbolehkan ,..360

^fAtitb
KITAB IIAWAALAII (PENGALIHAN UTANG DAN
TANGGTJNGAT9 ....364

820. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Barangsiapa yang haknya

@ -AtMughni



,46

347

352

354

355

358

359

i359

,360

i364

AlMughni- @

dialilrkan pada orang yang menanggung hak yang sama lalu dia

rel4 makamuhiil telahbebas dari tanggungan selama-1amanya." .365

Pasat Apabila multaal mensyaratkan mubaal' alaih orang yang

kaya, lalu temyata dia orang yang miskin, maka muhtaal dapat

mengernbalikantanggungankepadamubiil ............--..373

Pasal: Seandainya muhtaat tidak menerima hawaalalr, kemudian

temyata mutraal' alaih adalah orang yang pailit atau telah

meninggal, maka ia kembali kepada muhiil tanpa ada perbedaan

p€xdapat... ........374

821. Masalah: Abu Qasim be*at4'tsarangsiapayang haknya

dialibkan pada orang yang kay4 maka dia waj ib menerima

pengalihantersebur" ............... .....----....-374

PasatApabila seseoftIng mengalibkan tanggungan seribu orang

lain kepada 7an|Iafu Taid mengalihkannya kepada Amr, maka

ba\ aalahsah .....376

Pasat Apabila seseorang membeli budalq lalu pembeli

mengalihkan pembayaran bagi penjual, kemudian temyata

budak tersebut berstans merdeka atau menjadi hak orang lain,

makajual-belibataldanhawaalahjugabatal ............377

Pasaft Apabila seseorang membeli budalq lalu pembeli

mengatihkan pembayaran bagr penjual kepada orang lain, lalu

penjual menerima pembayaran dari muhaal 'alaih, kemudian

pembeli mengembalikan budak kepada penjual karena ada cacat,

atau karena menyesal, atau ada perselisihan harga, maka muhaal

'alaihtelahterbebas dari utang ...............378

Pasal Apabila seseorang memiliki utang seribu yang ditanggung

orang kedu4 lalu penanggung tersebut mengalihkan pemilik

piutang, maka penanggung dan yang ditanggung telah bebas

daritanggungjawab ....'.......386

1

gatiq
BAB DITAMAAN (JAMTNA|I) ......................:..............................388

822. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Barangsiapa yang dijamin hak

darinya setelah diwajibkan" atau seseorang mengatakan, "Apa



F

yang kauberikan kepadanya itu mer{adi tanggungankq" maka

dia terikat dengan akad yang sah tersebut bahwa dia akan

memberikannya ...................388 
i

Pasal: Pengetahuanpenjaminterhadapkeduanyatidak :

dijadikanpertimbangan........ ..................390 
,

Pasal: Pasal ini berbicara tentang orang yang sah penjaminannya

dan yang tidak sah........

Pasal : Apabila utang yang kontan dij amin secara tempo .............. 40 4

Pasal: Apabila seseorang menjamin utang yang bersifat tempo

bagi orang lain" lalu satah satunyameninggal dunia" baik itu
penj amin atau yang drj amin, maka apakah utang pihak yang

meninggaldarikeduanyaitujatuhtempo?...................................406

823. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Yang terjamin kewajibannya itu
tidakterbebasdenganper{arninanpenjarrin." ..........407

Pasal : Empunya hak berhak menuntut siapa saj a yang

dikehendakinya di antara peqj amin dan yang dijamin ................ .. 4 I I

PasaL Apabila yang berpftrtang membebaskan yang terj amin

kewajibanny4 maka bebas pula pertanggungan penjamin

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam

masalahini ........411

Pasal: Kewajiban satu orang boleh dijamin oleh dua orang atau

lebib baik masing-masing dari mereka menjamin seltrnrh

kewajibanatausebagiannya ...................4I4

824. Masalah: Abu Qasim berkat4'Manakalape4iamintelah
menunaikan kewajibaq maka dia menuntut ganti terhadap yang

terjamin kevrajibannya" baik dia berkata kepadanya "Jaminlah

kewajibanku,"atautidak."............... ......415

Pasal Peqjamin menuntut ganti kepada yang terj amin

kewaj ibannya dengan nilai yang paling kecil di antara nilai

pembayarannyaataunilaiutang ..............417

Pasal: Apabila seseorang dijamin atas seizinny4 lalu penjamin

dituntut, maka dia berhak menuntut yang terj amin kewaj ibannya

untukmembebaskannya ....-.419

Pasal: Apabilapenjaminmenjaminpenjamin lain, lalu salah

seorang dari para peqiamin itu membayar utang, maka mereka
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825.

825.

semuahbas daripertanggungan ......,............ ............420

Pasal: Apabila seseorang me,miliki piutang seribu pada dua

orang, dimana masing-masing menanggung separonya" dan

masing-masing menanggrmg temannya, lalu orang yang

berpiutang itu membebaskan salah satunya dari utang, maka ia

terbebas darinya...... ........-...420

Pasal Apabilapenjarnin mengklaim bahwa diatelah membayar

utang, lalu yang terj amin haknya m€Nryangkal, sedangkan

penj amin tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dipegang

adalatrperkataanyangterjaminhakryra ....................422

Pasal: Penjaminan dan kafaalahtidak berlaku Htiar ................ 425

Masalah: Abu Qasim berkata'tsarangsiapa p4g memberi

kafaalatr (penanggungan) atas diri seseorang maka ia memiliki
kewaj iban apa yang menjadi tanggungan diri orang itu apabila

iatidakmenghadirkandiriorangtersehf." .....,......... ..................426

ldasalatr: Abu Qasim berkata'tsarangsiapa yang memberi

kafaalatr (penanggungan) atas diri seseorang maka ia memiliki
kewajiban apa yang menjadi tanggungan diri orang itu apabila ia

tidakmenghadirkandiri orangtersebut" .............. ....426

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Aku adalah penanggung

kehadiran fulaq atau diriny4 atau badannya" atau wajahny4"
maka dia menjadi penanggung untuk apa yang disebutkannya itu 427

Pasal : Kafaalah atas kehadiran fi sik orang yang terkem fuadd
hukumnya tidak sah, baik karena hakAll eln sepertr foadd 

^na
dan pencnrian, atau karena hak anakAdam seperi fuadd
tuduhanzinadanqishash ......429

Pasal : Tidak boleh kafaalah atas budak mukatab lantaran utang

kitabalr...... ........430

Pasal: Kafaalah hukumnya sah baik untuk sesuatu yang kontan

atau tempo, sebagaimana penjaminan itu sah baik untuk

kewajibanyangkontanatautempo ........430

Pasal: Apabila di dalam kafaalah ditetapkan tempat penyerahan

makfuul bilr, lalu kafiil menyerahkannya di tempat yang berbeda,

maka ia belum terbebas dari kafaalah .....432

Pasal: Apabila kafiil menjarnin hingga batas waktu yang tidak
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ketahui, makakafaalatrtidak sah .................: ............433
Pasal: Apabila seseorang memberi kafaalah kepada orang lain
hingga batas waktu ketika ia mendatangkan maldrul bih, dan
kalau tidak maka ia menanggung apa yang menjadi tanggungan
malfuulbilr,makahukumnyasah............ .................qj+
Pasal: Apabila kafiil mengatakan, "Aku memberi kafaalah atas

badan firlan, dengan syarat firlanyang selama inimenjadi kafiil itu
terbebas dari tanggungjawab, atau dengan syarat kamu
membebaskannya dari kafaalalL" maka hukumnya tidak sah .......435
Pasal: Seandainya dua orang memberi kafaalah atas seseoftrng,

makahukumnyasah ............ ..........-.......436

Pasal: Seandainya satu orang memberi kafaalah kepada dua
orang, lalu salah satu dari keduanyamembebaskanny4 atau

kafiil tersebut menghadirkan maldrul bih pada salah satu dari
keduany4makaiabelumterbebasdariyanglain ......437

Pasal: Keabsahan kafaalah membtfuhkan kerelaankafiil ............. 437

826. Masalah: AbuQasim be*at4' dpabilamaldnrl bihmeninggal
duniqmakapemberikafaalahtelahterbebas." .........438

Pasal: Apabila kafiil mengafakan,'Maldil bihtelah bebas dari
utangdankafaalahtelahgugur," ............... ..-.-...........439

Pasal Apabila makfuul lah mengatakankepada kafiil, *Aku

telatrmembebaskanmudadkafaalab"..........,.... .......440
Pasal: Apabila seorang dzimmi memiliki piffangbenryaldramer
pada &immi lairl lalu'lzimmi ketiga membai kafralab lalu
malfiul lah atau maldrul bih masuk Islam, maka kafiil dan
maldulbihtertebasdarinya .................440
Pasal: Apabila seseorang be*ata" "Berilah fulanuang seribq"
lalu yang disunrh itu melakukanny4 maka ia tidak meminta ganti
kepada yang menyund dan itu bukan menryakan kafaalah
baginya dan bukan pula penjaminan. Kecualijika iamengatakan,
'tserilahiadariku" ..-............ ..-..............441

Pasal: Apabila kapal berada di tengah laut dan di dalamnya
terdapat barang-barang, lalu sebagian orang yang ada di dalam
kapal itu melemparkan barangnya ke laut agar kapal menjadi
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rirgan, maka dia tidak menuntut ganti kepada siapaptrn, baik dia
melempar barangnya itu karena mengharapkan garrti, atau dengan
sukarela ............42

'=r.u,"?
KITAB S YAMKAH (KEMITRAAI\I AIAU PERSEROATg ........ 444

Pasal: Ahmad berkat4 "Orang Yatrudi danNasrani boleh diajak
syarikalq tetapi orangYahudi danNasrani tidak boleh diserahi
harta tanpa pengawasan dan mercka tidak boleh menjadi
pengelola tunggal, karena mereka biasa mempmaloikkan riba" .... 445

827. I'lasalah : Abu Qasim berkat4 "Syarikahabdan
bolelr-" ..............447
Pasal: Syarikah aMan ftemitaan fisik) sahmamkala ada

kesamaanpekerj:um............ ................. 450
827. Masalah: Abu Qasim be*at4 "Apabila dua cang bermitra

secara fisik dengan harta berasal dari salah secmg mitr4 atau
dengan fisik dan hart4 atau dengan harta yang berasal dai
keduanya dan fisik salatr seorang mitr4 atau dengan dua fisik
dan harta dari dua mita, baikj'-lah hata itu sama aau
berbeda" makahukumnya sah." ......... ....461
Pasal : Apakah salah seorang mitra boleh menjual secaa l<r€dit? . 474
Pasal: Apabila salah seorang mita mengambil bata
dengan akad mudlurabah, maka keuntungan melrjadi milikryra
dan kerugian menjadi tanggungannla, tanpa melibdan
kawarury4 karena dia memiliki hak t€rsebut sebagai

kompensasi dari pekerjaannya ...............477

Pasal: Syarikah temrasuk akad yang boleh (tidak mengikat). Ia
bisa batal lantaran salah seorang mitra meninggal dunia gila
terbatasi tansaksinya karena lemah akal, dan akibat dihapus
olehsalahsatumita ........ ....477
Pasal: Apabila salah seorang mitameninggal dunia d*n ia
memiliki seorang ahli waris yang brjalq maka ahli uads itu
berhak mengambil alih syarikall mitra png lainmengizinkannya
nntukme,ngelola ..................478
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Pasal: Hukum mudharabah sama seperti hukum syarikah'inan,

yaitu setiap hal yang boleh dilalarkan oleh syarik (mita) itu boleh

dilakukanolehmudharib ......481

Pasal: Apabiia seseorang menyerahkan uzulg seribu kepada

orang lain dan berkata, "Thmbahkan seribu darimtr' sedangkan

gunakanlah untuk bemiag4 nanti keuntungannya dibagi antara

kita; dua pertiganya untukmu dan sepertiganya unhrkmr.r"' maka

hukumnya boletu dan itu adalah syarikah dan qiradh - -.. -.. - - - - - - - - - - - - 482

Pasal: Apabila disyaratkan budak pemilik harta bekerja

bersamapengelol4makahukumnyasah .--.....-.--- -...-484

Pasal : Adapun syarikah mufow adhah ada dua macam . -. -. - - -. -. - - - - 48 4

S29. Masalah: Abu Qasim berkata "Keuntungan itu dib?gi sesuai

denganyangdisepakati keduapihak." -..-..-...-.-.- .--...-486 :

Pasal : Di antara syarat saltnya mudhar ab ah adalah menetapkan

bagianbagipengelola .--.--.--.490 
;

Pasal Apabila pemilik harta mengatakan, "Ambil-lah haftaku

sebagai mudharabah, untukmu satu bagian dari keuntungan' atau

kemitraan dalam memperoleh keuntunga4 atau satu bagian dari

keuntungan " maka hukumnya tidak sah karena tidak diketahui

besarannya Mudharabah tidak sah kecuali dengan pembagian

keuntunganpngdiketahui ---492

PasaL Apabila seseonlng mengatakilL *Ambillah hafia ini dan

gunatantatr unttrk berniaga, lalu selunrh keunfimgan untulcnu"'

makainidisebutqardh(utang),bukanqiradh .---.------493

Pasal: Seseorang boleh menyeratrkan hartanya kepada dua

orang sebagai mudharabah dengan satu akad- Apabila ia

mensyaratkan satu bagian keuntungan untuk kedua mita
tersebut untuk dibagi di antara keduany4 maka hukumnya sah -. 494

Pasal: Apabila dua seorang melakukan akad qiradh dengan satu

orang dengan modal sebesar seribu milik keduany4 maka

diperbolehkan ...:.---.-...---.. .--495

Pasal: Apabila keduanya mensyaratkan satu bagian keuntungan

bagi selainpengelola ------------495

Pasal: Hukum dalam syarikah sama seperti hukum dalam

mudharabah terkait kewaj iban mengetahui keuntungan yang
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ditetapkanbagimasing-masingmita ......496
830. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Kerugian itu dinilai menurut

besarkecilnyamodal." ........497

831. Masalah: Abu Qasim berkata, "Tidak boleh menetapkan salah

seorang mitra memperoleh kelebihan dari dirham." . . 498

832. Masalah: Abu Qasim berkata "Mudharib apabila menjual

secara tempo tanpa ada perintah, maka dia menanggung resiko
memrrut salah satu dari dua pendapat. Sedangkan menurut
pendapatyanglairUiatidakmenanggungresiko." .....500

Pasal: Pengelola tidak boleh membawa harta tersebut bepergian
menurut salah satudari duapendapat .............. .........502
Pasal: Hukum mudharib sama dengan hukum wakil, dalam arti
dia tidak boleh menjual dengan harga yang lebih rendah dari
harga standar dan tidak boleh membeli dengan harga yang lebih
tinggi dari harga standar, untuk barang-barang yang umum dijual
sehinggatidakadamuslihatdidalarnnya ...................505

Pasal: Apakahpengelola boleh menjual dan membeli dengan

selainmatauangdalamnegeri? ............... .................506

Pasal: Pengelola boleh membeli barang yang cacat apabila dia
melihatmaslatr,atdidalamnya .................507

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli budak yang akan
dimerdekakan dengan ditanggung pemilik harta tanpa seizinnya ... 508

Pasal: Apabila pengelola membeli budak perempuan yang

menjadi istri pemilik harta, makapembelian sah dan

pemikahannyabatal .......... ...509
Pasal: Apabila pengelola yang diberi izin membeli budak yang

akan dimerdekakan atas nama pemilik harta dengan seizinny4
maka pembelian sah dan budak tersebut dimerdekakan .............. 5 1 0

Pasal: Apabila mudharib membeli budak yang dibebaskan atas

namany4 makapembelian sah ............... 511

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli dengan pembayaran yang

lebihbesardaripadamodal ................... 5I2
Pasal: Mudharib tidak boleh menyetubuhi budak perempuan

dari hasil mudharabah, baik telah tampak keuntungan pada

hartamudharaboh ataubelum tampak ....................512
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Pasal: Pemilik hartajuga tidak boleh menyetubuhi budak

perempwmtersebut ..'..'.......513

Pasal: Apabila pemilik harta mengizinkan mudharib untuk

membeli sesuatu dari harta mudharabah, lalu dia membeli budak

peremprumuntukdijadikannyaselir,makahargayangdibayar 
:

unhrk membeli budak tersebut keluar dari mudharabah dan

menjadiutangdalampertanggungannya ...........-....-...513

Pasal: Masing-masing pemilik harta dan pengelola tidak boleh

menikahkanbudakperempuan .......-.....- 514

Pasal: Mudharib tidak boleh menyerahkan harta mudharabah

kepadaoranglainsebagaimudharabah -...................514

Pasal Apabila pemilik harta mengizinkan harta itu diserahkan

kepada orang lain sebagai mudharabah, maka diperbolehkan . . . . . 5I7

Pasal Pengeiola tidak boleh mencamptu harta mudharabah

dengan hartanya sendiri. Apabila ia melalarkannya dan tidak.bisa

memilall maka dia bertanggr:ng jawab karena harta mudharabah :

adalahamanab samasepertiwadi'ah(titipan) ...........- -.-----.-....-.-5I7 
i

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli khamer dan babi, baik i'
keduanyasama-samamuslim, atau salah seorang di antara ,

keduaryramuslimdanyanglaindzimmi.Apabilamelaktrkanny4 
"

makadiabertanggungjawab ..-..-.'......-..518 ,

83 3, Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang telah menjadi 
I

mudharib bagi seseorang, maka ia tidak boleh menjadi mudharib

bagi orang lain apabila tindakan tersebut dapat merugikan yang

pertama Apabila ia melakukannya dan beruntung, maka ia

mengembalikan keuntungan kepada syarikah dengan yang

pertama" ..........519

8 34. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Mudharib tidak memperoleh

keuntungansebelumseluruhmodaldikembalikan." ..-527

Pasal: Apabilapemilik modal membeli sesuatu dari harta

mudharabah trrh.rk diriny4 maka pembelian itu tidak sah

menurut salatrsatudari duariwayat -.......530

Pasal: Apabila mudharib membeli sesuatu dari harta mudharabah

bagi dirinya sedangkan keuntungan belum tampak pada harta

mudharabah,makahukumnyasah............ ......'.........530
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Pasal: Apabila salah seorang mim membeli sesuatu dari harta

syarikah, maka pembelian itu batal sebesar haknya . . - 5 3 1

Pasal: Seandainya salah seorang mitra syarikah menyewa rumah

atau kamng dari mihanya untuk digunakan menyimpan harta

syarikah,makadiperbolehkan ......---......531

835. Masalah: Abu Qasim berkata "Apabila pengelola membeli dua

barang, lalu memperoleh keuntungan dari satu barang dan

mengalami kemgian dari barang yang lain, maka kerugian

ditunrpidariketrrhurgan" ............... .-.-...532

Pasal: Apabila pemilik modal menyerahkan kepada mudharib

uang sebesar seribu sebagai mudharabah, kemudian dia

menyerahkan lagi kepadanya uang sebesar seribu sebagai

mudharabatr, dan dia mengizinkan mudharib untuk

menggabtrngkan keduanya sebelum seribu yang pertama

dibelanjakan" maka diperbolehkan dan keduanya menjadi

satumudharabah .................533

Pasal: Apabila seseorang melakukan qiradh pada waktu sakit,

maka hukumnya sah karena itu adalah akad yang dimaksudkan

untuk mencari karunia sehingga serupa denganjual-beli ....... -..... 5 3 5

Pasal: Apabila pemilik modal meninggal duni4 maka kita

mendahulukan hak pengelola daripada oftmg-orang yang

berpiutang padanya dan mereka tidak boleh mengambil sedikit

pundaribagianpengelola -.-.536

Pasal: Apabila mudharib meninggal dunia sedangkan harta

mudharabah tidak diketahui wujudny4 maka itu menjadi utang

dalam pertanggunganny4 dan pemilik modal sama

kedudukarrnya dengan orang-orang yang berpiutang lainnya

dalammenunhrthak........... -....-..-...........536

836. Masalah: Abu Qasim berkata 'Apabila tampak di tangan

mudharib ada kelebihan" maka dia tidak boleh mengambilnya

sedikitpunkecualidenganseizinpemilikmodal." --.-.-537

Pasat Apabila salah seorang mitra mudharabah menturtut

pembagian keuntungan, bukan modal, sedangkan yang lain

menolakny4 maka perkataanyang menolak itu didahulukan . - -.... 537

Pasal: Mudharabah termasuk akad yang drperbolehkan .............. 5 3 8
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Pasal: Jika qiradh batal dan harta itu berasal dari utang, maka

pengelolawajibmembayamya ....... j.........................540

Pasal: Apabila harta mudharabah rusak sebelum digunakan untuk' 
membeli, makamudharabahterhapus karenahartayangterkait

dengan akad telah hilang. Apapun yang dibeli pengelola sesudah

itu adalah miliknya dan pembayarannya menjadi tanggungannya .. 542

837. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila pemilik modal dan

mudharib sepakat bahwa keuntungan dibagi bersama dan

kerugian ditanggung bersama, maka keuntungan dibagi di antara

keduanya dan kerugian tetap dibebankan pada modal. " .......... ..,. 5 44

Pasal: Syarat-syarat dalam mudharabah ada dua macam, yaitu

syaratyangsahdanyangtidaksah... ......544

Pasal: Sahmenentukanbatas waktumudharabah .....545

Pasal: Apabila mudharib mensyaratkan nafl<ah bagi dirinya
makahukumnyasah ............ ..................546

Pasal: Di dalam mudharabah yang tidak sah terdapat tiga

ketentuan ..........549

8 3 8. Masalah: Abu Qasim berkata, "Tidak boleh mengakkan

kepada orang yang menanggung utang,'Dia mengadakan

mudharabah dengan utang yang ada padamu. "' .......................... 5 5 1

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada orang lain,
*Terimalah harta yang menjadi tanggungan fulan" dan gunakan

untuk mudharabah," lalu ia menerimanya dari fi.rlan dan

mengelolany4 maka hukumnya boleh mentrut pendapat

sehrnrhulama ....553

Pasal: Di antara syarat mudharabah adalah modal harus

diketahui jumlah dan nilainya. Ia tidak boleh tidak diketahui

secara pasti dan tidak pula diambil secara serampangan"

meskipunkeduapihakmenyaksikarurya ...................553

839. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang memiliki
wadi'ah @arang titipan) di tangan orang lain, maka dia boleh

mengatakan, "Gunakaniauntukmudharabah." ...........................554

Pasal: Seandainya di tangan orang lain ada harta yang diambil

tarrpa izin,lalu pemilik harta mengadakan mudharabah dengan

orang yang mengambilnya itu, maka hukumnya sah juga . ... . ......... 5 5 4
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Pasal: Pengelola adalah orang yang diberi kepercayaan untuk
mengelolahartamudharabah ..................555

Pasal: Apabila pengelola mengatakarq "Engkau mengizinkanku

untuk menjual secara tempo dan membeli dengan harga sepuluh,"

lalu pemilik modal mengatakan, 'tsukan, yang kuizinkan
kepadamu adalah menjual dengan kontan dan membeli dengan

lim4" maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

pengelola ..........556

Pasal: Apabila pengelola mengatakan,'Engkau telah

mensyaratkan untukku separohkeuntungan " lalu pemilik modal

mengatakan,"Tidahtetapisepertigany4" ..................................556

Pasal: Apabila pengelola mengklaim telah mengembalikan hart4
lalu pemilik modal menlangftalnya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan pemilik modal disertai sumpahnya . . . . . 557

Pasal: Apabila mudharib mensyaratkan biaya hidup, kemudian
mengakui bahwa selama ini biaya hidupnya berasal dari pribadi
dan dia ingin menuntut ganti, maka dia berhak atas pengganti .. . . . 5 60

Pasal: Apabila budak dimiliki dua orang, lalu seseorang

mengambil bagian salah seorang dari dua pemilik itu tanpa izin
dengan cara menguasai budak itu dan mencegah mitranya unhrk
memanfaatkanbudak .........563
Pasal: Apabila dua orang memiliki satu piutang karena sebab

yang sama, baik karenaakad, atauwarisan, ataukonsumsi,
atau selainnya, lalu salah satunya menerima sebagian piutang,

maka yang lain memiliki bagian (syadkah) atas piutang yang

diterimanyaitu ............. ........564

Pasal: Ada perbedaan pendapat dari Ahmad mengenai
pembagian utang dalam beberapapertanggrrngan .....567

-/ ,J. . O t- /
'^t;iiht r$tjJp

PASAL-PASaI, rnxrar(c ST;AK fANG DIBERI IZIN ......... 569

Pasal: Apabila seorang budak dizinkan untuk bemiag4 maka ia
tidak boleh menjual jasanya dan tidak pula menerima perwakilan
seseomng ..........570
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Pasal Apabilatuan melihat budaknya berniaga dan tidak
mencegahny4 maka itu bukan berarti budak tersebut diizinkan . . . 57 0
Pasal: rzin tidak tratal lantaranbudak melarikan diri dari tuannya . 571
Pasal: Budak yang diberi izin tidak boleh berbuat derma dengan
menghibahkan dirham atau memberi pakaian. yang dibolehkan
adalah menghibahkan makanan, meminjamkan kendaraanny4
dan mengundang oftrrg-orang selama tidak berlebihan ................ 5 7 I

//a

u?<jir!r(
BAB WAKALAH (PERWAiOAN) ......-..........

Pasal: Setiap orang yang sahmelakukan tindakan terhadap
sesuatu dangan sendiriryr4 dan sesuatu'itu temrasuk hal yang
bisa diwakilkan, maka sah mewakilkannya kepada seseoftmg,
laki-laki atauperempuan, merdeka atau budak" muslim atau
kafir.......... ........575
Pasal: Budak mukatab boleh memberikan perwakilan dalam
perkara-perlcara yang dia boleh menjalankannya sendiri ............ 57 6

840. Masalah: Abu Qasim berkata'tsolehmemberikanperwakilan
.lalam jual-beli, menuntr$halq membebaskan budalq
mencemikan isui, baik yang membrikan penvat<itan itu ada di
tempatatautidakadaditempat-".... -......576
Pasal Boleh memberikan perqakilan dalam msnunlut hab
menetapkan balq memp€rkarakan halq baik orang yang
mewakilkan itu ada di tempat afautidak ada di tempa! sehat
atau sedang sakit .......... .......579
Pasal: Setiap hal yang boleh diwakilkan itu boleh dilaksanakan,
baik di ha.lapan orang )'ang meumkilkannya atau tidak ............... 5 g2

Pasal Perrvakilan tidak sah kecuali dengan ij ab dan qabul .......... 5 g3

Pasal: Boleh mengaitkanperwakilan dengan syara! seperti
orangyangmewakilkanmengatakan ......594
Pasal : Perwakilan boleh dengan trpah dan tanpa upah ................. 5 g 5
Pasal: Perwakilan tidak sah kecuali untuk transalcsi tertentu ........ 5 g6

Pasal Apabila seseorang mewakilkan dua orang untuk
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melakukan satu tindakan" dan dia memberi masing-masing

batasan kerja tersendiri, maka masing-masing wakil boleh

berbuat dalam batasanyang diberikankepadanya "" 588

84 1 . Masalah: Abu Qasim berkata, "Wakil tidak boleh mewakilkan

kepada orang lain apa yang diwakilkan kepadanya, kecuali

perkaranya diserahkan kepadanya." """ 590

Pasal: Setiap wakil yang boleh mewakilkan orang lain itu tidak

bolehmewakilkanselainorangyangamanah ......... ."592

Pasal: Hukum yang bertaku bagi pembawa wasiat yang

mewakiikan apayang diwasiatkankepadanya -""""'592
Pasal: Wali dalam pemikahan boleh mewakilkan orang lain

dalam menikahkan perempuilllyang diwalikannya tanpa izinny4

baikwalitersebutadalahayahatauselainnya ..-......-..593

Pasal: Apabila orang yang memberi perwakilan mengizinkan

wakil untuk mewakilkan orang laia lalu wakil tersebut

memberikan perwakilan, maka wakil keduanya menjadi wakil

bagi orang yang memberi perwakilan ...--594

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain unhrk

menghadiri persidangarL maka tidak diterima pengakuannya

yang memberatkan orang yang memberinya perwakilan bahwa dia

telah menerima hak, dan tidak pula dalam kasus lain . -...... - - -. -.. - - - - 59 4

Pasal: Apabila dia mewakilkannya dalam menjual sesuatu' maka

diaberhakmenyerahkannya .-..............--596

Pasal: Apabila dia mewakilkannya untuk menjual sesuatu, atau

menuntut syufah, ataumembagi sesuatu ...-.......--....-597

842. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila wakil telah menjual

kemudian dia mengklaim pembayarannya rusak bukan karena

perbuatannya yang diluar kewenangan, maka dia tidak

bertanggung jawab. Apabila dia dituduh teledor, maka dia

benumpah."............... .-.--.-.-599

Pasal: Seandainya seseomng mewakilkan orang lain untuk

menjual seorang budak, lalu wakil menjualnya secara tempo, lalu

ofirng yang mewakilkan berkat4 "Aku tidak mengizinkan untuk

menjualnya kecuali secara tunai," lalu wakil dan pembeli

membenarkanny4 maka jual-beli tersebut tidak sah ... -............... 6 1 1
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Pasal: Apabila wakil telah menerima pembayaran, maka
pembayaran tersebut adalah amanah di tangannya. Ia tidak
berkewajiban untuk menyerahkarurya sebelum diminta, dan

tidak pula meranggungnya akibat ia menunda menye .. 612

843. Masalah: Abu Qasim berkata "seandainya seseorang menyuruh
wakilnya untuk menyerahkan harta kepada orang lairq lalu wakil
mengklaim telah menyerahkan harta itu kepadany4 maka
perkataannya yang memberatkan pemberi perintah tidak
diterimakecuali disertai denganbukti." ...616

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untrk
rnenitipkan barangny4 lalu wakil menitipkannya tanpa

menghadirkan saksi, maka para sahabat kami berkata, "Wakil
tidak bertanggung j awab manakala penerima titipan menyangkal
penitipan." .........618

Pasal: Apabila seseorang datang dan berkata" *Aku adalah

waris pemilik hak," maka apabila penanggtrng hak menyangkal

maka ia wajib benumpah bahwa dia tidak mengetahui

kebenaranucapanofimgyangdatangitu ..................62I

844. Masalah: Abu Qasim berkat4'?embelian wakil dari dirinya
sendiri tidak diperbolehkan, demikian pula pembawa wasiat." ... .623

Pasal: Hukum yang berlaku bagi hakim dan orang
kepercayaannya sama seperti huktrm yang berlaku bagi wakil . ... . 625

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menikahkannya dengan seorang perempuan, maka apakah wakil
boleh menikahkannyadengan a44k perempuannya sendiri? ......... 626

Pasat Apabila seseorang mewakilkannya untuk menjual

lalu orang lainmewakilkannya untuk membeli

seorang budak, makamenurut qiyas madzhab wakil tersebut

boleh membeli budak bagi orang pertama kepada orang kedua .. 626

Pasal: Apabila wakil diizinkan unhrk membeli dari dirinya
sendiri, makadiabolehmelalcukannya ...626

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan seorang budak untuk
membeli dirinya dari tuanny4 atau membeli budak lain dari
tuannya, lalu budak tersebut melakukannya, maka hukumnya

sah............ ........627
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Pasal: Apabila seseorang mewakilkan seorang budak untuk

memerdekakan dirinya, atau mewakilkan seorang istrinya

unhtk mencerai dirinya, maka sah hukumnya " " " " " " 628

Masalah : Abu Qasim berkata,'?embelian seseorang bagi

dirinya sendiri terhadap harta anaknya yang masih kecil

hukumnya boleh, dan begitu pula pembelian anak bagi dirinya

sendiridari ayahnya." """"" 630

Masalah: Abu Qasim berkata, "Apa yang dilakukan wakil

sesudah orang yang mewakilkan menghapus akad atau

meninggalduniaitumenjadibatal." ..-...........-... """"'632
Pasal: Ketika salah seorang dari wakil dan orang yang

mewakilkan keluar dari keberadaannya sebagai orang yang layak

berhansaksi, seperti gila atau dibatasi hak transaksinya karena

lemah akal, makahukumnya seperti hukum meninggal dunia " " "' 633

Pasal: Perwakilan tidak batal karena tindakan diluar

kewenanganterhadapmateriperwakilan ..-....."" """634
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan isninya unhrk menjual,

membeli, atauhal lain, lalu diamenceminyq maka perwakilan

tidakbatal

Pasal Apabila seorang muslim mewakilkan seorang kafu turtuk

melakukan sesuatu yang sah untr-rk dia laktrkaru maka hukum

perwakilantersebut adalah sah, baik orang kafirtersebut &immi,

fencari suak' harbi (wajib diperangi), ataumurtad, karena sifat

ualtia*Asyaratkandalam perwakilan ........."' """'636
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lainuntuk

memindahkan ktityq atau menjual budakny4 atau mengambil-

alih rumahnya dari frrlaru lalu ada bukti yang menunjukkan isti
tersebut dicerai, budak tersebut dimerdekakan, dan rumah telah

berpindah kepemilikan dari orang yang mewakilkan, maka

perwakilanitubatal ......... ""637

Pasal: Apabila barang yang diwakilkan unnrk ditansaksikan itu

rusak, makaperwakilan menjadi batal .....-...' """""" 638

847. Masalah: Abu Qasim berk ata,"ApabTla seseorang mewakilkan

orang lain untuk menceraikan istriny4 maka perwakilan itu ada

di tangan wakil sampai orang yang mewakilkan menghapus
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perwakilan atau menyetubuhi istrinya." ... 640
848. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa diwakilkanuntuk

membeli sesuatu, lalu dia membeli yang lain, maka orang yang
mewakilkan diberi pilihan unftrk menerima pembelian tersebut.
Apabila dia tidak menerim4 maka wakil berkewajiban
membayar. Kecuali jika wakil membeli sesuatuyang lain itu
dengan harta yang seharusnya digunakan untuk membeli,
sehinggapembelian tersebut batal." ........641
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menikahkannya dengan seorang perempuan, lalu wakil
menikatrkannya dengan peremptran larU atau menikahkannya
tanpa seizinny4 maka akad tidak sah datam kondisi apapun
menwut salah satu dari duapendapat .............. .........644
Pasal: Wakil tidak berhak melakukan tindakan kecuali yang
ditqjukkan oleh izin orang yang mewakilkannya secara verbal
ataumenurutkebiasaan .......645
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
melakukan akad yang tidak sah, maka wakil tidak berhak
melakukannya ...647
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual
seorang budak, atau hewan, atau properti, atau semisalnya, atau
membelinya, maka wakil tidak boleh melakukan akad atas

sebagiannya, karena perwakilan mencakup seluruhnya ............... 647
Pasal: Apabila seseorang menyerahkan beberapa uang dirham
kepada wakilnya dan mengatakarq "Gunakan dirham ini untuk
membeli seorang budak," maka wakil boleh membeli budak
dengan dirham itu sendiri, dan dalam pertanggungan ................... 648
Pasal: Apabila orang yang mewakilkan telah menentukan
pembelian dengan suatu mata uang atau secara kontan, maka
wakiltidakbolehmenyalahiperintahtersebut ...........650
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain rurtuk menjual
sebuah barang secara tempo, lalu ia menjualnya secara funai
dengan harga di bawah harga tempo, atau di bawah harg ayang
ditentukan orang yang mewakilkan, maka penjualan tersebut
tidak berlaku karena perwakilan menyalahi perintah orang yang
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mewakilkanrrya ...................651

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

dengan harga secara tunai, lalu wakil membelinya secara tempo

dengan harga yang lebih tingg dari harga tunai, maka pembelian

tidakterjadibagiorangyangmewakilkan .................652

Pasal: Wakil tidak boleh menjual dengan harga di bawah harga

standar, atau di bawah harga yang ditetapkan orang yang

mewakilkan. Wakil juga tidak boleh membeli dengan harga

yang lebih tinggi daripada harga standar, atau lebih tinggl dari

hargayangditetapkannya ....652

Pasal: Barangsiapa diwakilkan untuk menjual seorang budak

dengan harga seratus, kemudian dia menjualnya dengan harga

yanglebihtinggi,makaitusahhukumnya .................654

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain unhrk menjual

seorang budak dengan harga seratus, lalu wakil menjual

separohnya dengan harga seratus, atau memberikan perwakilan

secara bebas, lalu wakil menjual separohnya dengan harga

selunrhny4makaitudiperbolehkan....... ...................655

Pasat: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

budak tertentu dengan harga seratus, lalu wakil membelinya

dengan harga tima pulutU atau di bawah seratus, maka

diperbolelrkan -..656

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

budak yang disebutkan sifat-sifatrrya dengan harga seratus, lalu

wakil membeli budak dengan sifat dimalsud denganharga di

bawah seratus, maka diperbolehkan --..--657

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

seekor kambing dengan harga satu dinar, lalu wakil membeli dua

ekor kambing dimana nilai masing-masing kambing lebih rendah

dari satu dinar, maka pembelian tidak terjadi bagi orang yang

mewakilkan """'658
Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

suatu barang yang ditentukan sifatrya, maka wakil tidak boleh

membelinya kecuali dalam keadaan bebas cacat ................. -...... - 6 5 9

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli
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suatu barang tertentu, lalu wakil membelinya dan mendapatinya

dalam kead aan cacat,maka dimungkinkan wakil berhak
mengembalikannya ..............662

Pasal: Apabila wakil membeli sesuatu bagi orang yang

mewakilkannya dengan seizinny4 maka kepemilikan beralih
dari penjual kepada orang yang mewakilkan, dan tidak masuk
dalamkepemilikanwakil ......663
Pasal: Pasal ini membahas tentang kesaksian terhadap

perwakilan .,......665
Pasal: Apabila salah seorang saksi bersaksi bahwa orang yang

mewakilkan memberikan perwakilan pada hari Jum' at,

sedangkan saksi lain mengatakan bahwa ia mewakilkan pada

hari Sabtu, makakesaksiantidakterjadi ......... .........666
Pasal: Perwakilan dan pemberhentian tidak ditetapkan dengan

berita satu orang ..........

Pasal: Mendengarkan bukti perwakilan atas orang yang tidak
ada di tempat adalah sah hukumnya ..-...-669

Pasal: Kesaksian wakil yang memberatkan orang yang

mewakilkannya itu diterima karena tidak ada kecurigaan
terhadapnya ......670

Pasal: Apabila seorang budak perempuan dimiliki dua orang,

lalu keduanya bersaksi bahwa suaminya mewakilkan unhrk
mencerainy4 maka kesaksian keduanya tidak diterima, karena

keduanya mengupayakan manfaat bagi diri keduanya ................. 67 0

Pasal: Seandainya seseorang hadir dan mendakwakanharta atas

orang yang tidak ada di tempat di depan wakilny4 lalu wakil itu
mengingkarinya, lalu orang tersebut mengajukan bukti atas

dakwaannya, maka hakim memintanya bersumpah. Kalau dia
bersumpah, maka hakim memutuskan bahwa dia memiliki hak
atas hartayang didakwakannyaitu .........674

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Jualkan pakaian ini
dengan harga sepuluh, kalau ada lebihnya maka untukmu," maka
hukumnya sah dan wakil berhak atas kelebihan harga ................. 67 4
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KITAB MENGAKUI HAK...... ...--..---...-.....676

Pasal: Tidak sah pengakuan kecuaii dari orang yang berakal

sehatdanmemilikikebebasanmemilih ""677
Pasal: Pengakuan terhadap setiap orang yang ditetapkan

memilikihakitusahhukurnnya """""""' 684

Pasal: Apabila seseorang mengakui hak harta bagi bayt yang

dikandung seoftrng peremptuln, dan ia menghubungkan hak harta

itu dengan warisan atau wasiat, maka hukumnya sah " " "'' " "'' " "' 68 5

849. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang mengakui

sesuatu lalu dia mengecualikan sesuatu yang tidak sejenis, maka

pengecualiannya itu batat. ["ain halnyajika dia mengecualikan

dinardari dirham, ataudirham dari dinar-" """""""" 686

Pasai: Adapun pengecualian sebagian barang yang tercakup

dalam mustatsna minhu itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan

pendapatyangkami ketahui """""""""' 690

Pasal: Hukum pengecualian dengan seluruhpartikel pengecualian

itu sama seperti hukum pengecualian dengan partikel illa

ftecuali) .-:.""""""" """"""692
Pasal: Pengecualian tidak sah kecuali bersambung dengan

kalimatutamanya """"""""'693
Pasal: Pengecualian terhadap selunrh objek yang diakui itu

hukumnya tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat " " " " " " " " "' 693

Pasal : Apabila seseorang membuat pengecualian sesudah

pengecualian dan menyambung yang kedua dengan yang

pertam4 maka yang kedua itu ditambahkan atau dinisbatkan

kepadayangpertama """""695
850. Masalah: Abu Qasim berkat4 "Barangsiapayang didakwa

sesuahl, lalu dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku dan

aku telah membayamya," maka itu bukan pengakuan '" " " ' - " " " " ' 697

' Pasal :Apabiladiaberkat4 "Dahuludiamemilikihakpadaku

sebesar seribu," ialu diam, makahak seribu itu ditetapkan

menurut pendapat yang kuatpara sahabat kami """" 698
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Pasal : Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku
sebesar seribu dirham yang telah aku bayarkan kepadanya,,,
maka ia menanggrng kewajiban seribu dirham dan klaim tentang
pembayarantidak didengar............ ........699
Pasal : Pemyataan untuk menarik pengakuan itu tidak diterima
kecuali dalam kasus hadd sebagai hakAllah yang harus
dihindari ketika ada kesamaran dan harus dijatuhkan secara
hati-hati .................. .............701
Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Aku mengambil rumah
ini tanpa izin dari salah seorang di antuaZaiddan Umar, atau
rumah ini milik salah seorang dari keduany4" makapengakuan
tersebutsah .......704

851 . Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapamengakui sepuluh
dirham, kemudian diam dalamjangka waktu yang
memungkinkarurya untuk berbicara tentang hal itu" kemudian dia
mengatakan,'Zuyuf(dirham kualitas rendah), atau dirham kecil,
atau utang jatuh tempo satu bulan kemudian," maka dia
menanggung sepuluh dirham dengan kualitas yang baik, dengan
ukuranyangsempum4dansecaratunai."..................................707

852. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapayang mengakui
sesuatu dan dia mengecualikan bagian yang banyak, yaitu lebih
dari separoh, maka itu dianggap sebagai pengecualian terhadap
keseluruhan" sehinggapengetahuannyabatal." ..........72I
Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak
padaku sembilan puluh sembilan dirham," maka seluruhnya
adalah dirham. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan
pendapatdalammasalahini ............ .......727
Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak
padaku seribu dirham atau dirham, atau seribu dan kain atau
gandum," maka bilangan yang tidak diberi penafsiran itu sama
jenisnyadenganyangdiberipenafsiran ...729

853. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang mengatakan,
"Dia memiliki sepuluh dirham padaku," (tanpa kata 'hak')
kemudian mengatakan, "sebagai titipan"" maka perkataan yang
dipegangadalahperkataannya.".......................:......... ................730
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854. Masalah: Abu Qasim berkata, "Seandainya seseorang

mengatakan, "Ia memiliki hak seribu padaku"'kemudian dia

mengatakan, "sebagai titipan," maka ucapannya tidak

diterima-" """""731
Pasal : Apabila seseorang berkat4 "Ia memiliki hak padaku

seribu dalam budak ini," atau ia memiliki hak seribu dari budak

ini,"makaiadimintaipenjelasan """"""'734
Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Baginya seribu dalam

hartaku ini, atau dari hartaku ini," lalu ia menafsirkannya sebagai

utang, atau titipan, atau wasiat, maka ucapannya diterima " " " " "' 7 3 5

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dalam budak ini ada

syirkah (persekutuan atau kepemilikan bersama)," maka

pengakuannya sah, dan ia berhak menj elaskan pro sentasenya ..... 7 3 6

W'r"le.isn
PASAL: PENGAKUAI\ TERIIADAP OBJEK YANG

TIDAK JELAS ......... .................738

Pasal : Apabila seseorang mengakui tanggungan harta, maka

penafsirannya dengan sedikit atau banyak itu diterima ............. -.. 7 4 1

Pasal : Seandainya seseoftmg mengatakan, "Ia memiliki hak

padaku lebih banyak daripada harta fulan," lalu ia

menafsirkannya dengan lebih banyak secara bilangan atau nilai,

maka iamenanggungnya- Kata 'lebih' dapat ditafsiri dengan

apapun yang dimalsudkanny4 meskipun sebutir biji atau lebih

sedikitlagi . j.........-..'..- """"'743
Pasal : Seandainya seseoruag mengatakan, "Aku mengambil

darimu tanp aiz)n,atau aku menipumu"' maka dia tidak

menanggungapapun """"""748
85 5 . Masalah: Abu Qasim berkata, "Seandainya seseorang

mengatakan, "Dia memiliki gadai padaku"' lalu pemilik

mengatakan, "Bukan, tetapi titipan," maka perkataanyang

dipegang adalahperkataanpemilik-" """748
856. Masalah: AbuAl Qasim berkata, "Seandainya seseorang
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meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak, lalu sarah
satunya mengakui seorang saudara laki-raki atau saudara
perempuan, maka dia wajib menyerahkan kelebihanyang ada
ditangannyakepadaorangyangdiakuinyaitu.',.......... ............... 755

f'.vr4"?e.i,p
PASAL : S YARAT-SYARAT PENGAKUAI\ NASAB .................. 7s9

Pasal : Apabila mayit meninggalkan seorang anak, lalu anak
tersebut mengakui seorang saudar4 makanasabnya ditetapkan ..764
Pasal : Apabila seorang anak mengakui kedua saudaranya
secara sekaligus, lalu kedua saudara itu saling membenarkarl
maka nasab keduanya ditetapkan ..........764
Pasal : Apabila dua orang atrli waris yang adil memberi
kesaksian atas nasab orangyang bersekutu denganmereka
dalam memperoleh warisan, maka nasabnya ditetapkan apabila
kedua ahli waris tersebut tidak dicurigai bermaksud memetik
keuntungandarikesaksiannyaitu ...........766
Pasal : Apabila dua orang yang adil mengakui nasab seseorang
yang nantinya bersekutu dengan keduanya dalarn memperoleh
warisan, sedangkan ada ahli waris selain kedua saksi tersebug
maka nasab tidak ditetapkan kecuali jika keduanya benaksi
atas nasab tersebut ..............767
Pasal : Apabila seseorang mengakui nasab orang yang sudah
meninggal, dan orang tersebut masih kecil atau gil4 maka
nasabnya ditetapkan dan dia mendapatkan warisan .... - - -. - -..... .. .. . 7 67
Pasal : Apabila nasab telah ditetapkan dengan pengakuan,
kemudian orang yang mengakui itu menyangkal, maka
penyangkalannyatidakditerima ............... ..........-.....769
Pasal : Apabila seorang laki-laki mengakui nasab anak kecil,
maka dia tidak dianggap mengakui status perkawinan dengan
ibunya ...............770

857. Masalah:Abu Qasim berkata, ..Demikianpulq 
apabila

seseorang mengakui utang yang ditanggung ayahny4 maka
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diamenanggungutang sesuai nilaiwarisannya." ............... ............775

858. Masalah: AbuAl Qasim berkata, "Setiap pihak yang menurutku

ucapannya dipegang, maka seterusnya wajib bersumpah." ..........778

859. Masalah: Abu Qasim berkata, "Pengakuan terhadap utang di
waknr sakit me4jelang kematian itu seperti pengakuan di waktu

sehatapabilawrtuk selainahli waris." .....780

860. Masalah: AbuAl Qasim berkata, "Apabila seseorang mengakui

hak bagi ahli waris, maka ahli waris lairurya tidak wajib
menerimakecuali adabukti." .............. ...782

Pasal : Apabila seseorang mengakui maharyang standar atau

lebih rendah bagi istrinya maka pengakuan tersebut sah menurut

semuaulama .................. .,...783

Pasal : Pengakuan orang yang sakit terhadap ahli waris itu
hukumnya sah menurut salah satu dari dua riwayat .. . .7 86

Pasal : Lafazh-Iafazhyang karenanya pengakuan ditetapkan ....... 7 87
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BAB QARDH (PINJAMAN)'

Qardh adalah jenis pinjaman tanpa bunga (salafl- Qardh

diperbolehkan berdasarkan Sunnah danijma'. Adapun dalil dari Sunnah

adalah, Abu Rafi, meriwayatkan bahwaNabi sAW meminjam anak unta

kepada seorang laki-laki. KetikaNabi SAW menerima unta-trnta sedeka[

maka beliau menyuruhAbu Rafi ' untuk mengembalikan ganti anak unta itu

kepada laki-laki tersebut. LaluAbu Rafi' kembali kepada Rasulullah dan

be*at4 "Ya Rasulullall aku tidak mendapatlan kecuali unta yang memasuki

tahun kefujutr- " Maka beliau bersabda, "Beriftnn unta itu ftepadanya,

lwrena sebaik-baik orqng adalah yang paling baik membuyar utang."

(tIR.Muslimf

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

"Tdaklah seorang muslim memberi piniaman kepada muslim lainnya

t 
Qardh(loan/pinjaman) artinya engkau memberikan hartamu kepada orang lain

rupuyu aiu mengembalikannya kepadamu (Mu'iam Al wasith, Maktabah Shouruk

Dauliyah, hal 727, th. 2005). Qardh adalah menyerahkan harta sebagai bentuk

pertoLongan kepada orang yang akan memanfaatkannya, lalu dia mengembalikan

atau memberikan penggantinya (Mu'jam At Mushthalahat Al Iqtishadiyah wa Al
Islamiyah, Alibin Muhammad Al Jum'ah, Maktabah obeikan, hal426,th2000)-ed.

2 Status hadits telah disebutkan dalam pembahasan tentangjual- beli dengan cara

menyerahkan uang terlebih dahulu dan barang yang dimaksud diserahkan kemudian

(salam)
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sebanyakdua kali, melainlmn seperti sedekah satu kalL"

Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Pada

malam alat diperjalanknn (isra'), aku melihat di pintu surga tertulis

'sedekah dibalas sepuluh knli lipatnya, dan pinjaman dibalas dengan

delapan belas kali lipatnya'. Lalu aht bertanya, "Wahai Jibril, mengapo

pinjaman lebih utama daripada sedelmh? " Jibril menjawab, " Karene

orangyang meminta terkadang dia meminta dalam kBadaan memiliki

apa yang dimintanya, sedangkan orang yang meminjam tidak akan

meminjam kecuali lrarena kebutuhan. " (I{R. Ibnu Majah)3

Kaum muslimin sepakat tentang bole\nya qardh.

Pasal: Qardh adalah sunah bagimuqridh (yang memberikan

pinjaman) dan mubah bagimuqtaridh (yaog meminjam) berdasarkan

hadits-haditsyangtelahkaminukil,danhaditsyangdiriwayatkanAbuHtuairah

RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yqng menghilangkan

satu kesusahan di sntara kesusahan-kesusahan dunia dari seorang

muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kcsusahan di
antara kesusahan-ke sus ahan pada'hari Kiamat. Dan Allah senantiasa

menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong

saudaranya."a

DariAbu Darda', dia berkata, "Aku meminjamkan dua dinar lalu

dikembalika& kemudianmeminjamkannya lagi itu lebih aku sukai daripada

mensedekahkannya."

3 Muslim bab Dzikir dan Doa (4/38, no. 2074) dengan redaksi, "Barangsiapa
yang meringankan satu kesusahan seorang muslim, mako Allah akan meringankan
satu kesusahannyo... " Tirmidzi fild. 2 no. 193) dengan redaksi yang sama dengan
redaksi riwayat Muslim, Ibnu Majah (ild. I no. 225) denganredaksi, "Barangsiapa
meringankan satu kesusahan seorang muslim... " dan Ahmad dalam Musnad-nya

Qn54 dengan redaksi yang sama. dengan redaksi Muslim, dan hadits lain (21296)

denganredaksi, "Barangsiapayangmeringankansatukesusahansaudaranya..."
(?500, no.5l4). "

1 Status hadits telah dijelaskan.
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Oleh karena dalam pemberian pinjaman itu terdapat unsur

mengeluarkan mrslim yang lain dari kesrulitan, memenuhi kebunrhanny4 dan

memberi pertolonga kepadany4 maka hukum sunnatt, seperti sedekah. lmam

Ahmad berkata, "Orangyang dimintai pijaman lalu diatidak memberi, maka

tidak berdosa. Hal itu karena memberi pinjaman adalah menyerupai sedekah

sunah, sehingga tidak makruh bagi yang tidak memberinya- " Imam Ahmad

juga berkata, " Qardh bttkantermasuk meminta-minta. Maksudnya, bukan

termsuk hal yang makruh, karena Nabi SAW pernah melakukannya

berdasarkan hadits Abu Rafi '. Seandainya hal itu makrutU maka beliau pasti

menghindarinya. Juga karena qardhadalah mengambil sesuatu dengan

memberikan penggantiny4 sehingp menyenpai orang yang membeli dengan

utang yang menj adi tanggunganryra."

Ibnu Abu Musa berkata, "Aku tidak senang seandainya seseorang

memberikan amanat sesuatuyang tidak sanggry ditunaikannya Barangsiapa

ingin dipinjami, maka hendaknya mengetahui kondisi orang yang ingin

meminjam kepadany4 dantidak tertipu olehny4 kecuali yang dipinjam itu

adalah sesuatu yang sepele dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan

yang serupa." knamAhmad bed(at4 "Apabila seseorang meminjam untuk

orang lain, dan dia tidak memberitahu kondisi orang lain itu kepada orang

yang memberi pinjaman, maka itu tidak baik." Ia juga berkata, 'oAku tidak

menyukai seseorang meminj am unfuk saudara-saud atany a dengan

mengandalkan status sosialnya" Al Qadhi berkata "Maksudnya, apabila

orang yang dimintalan piqiaman igtidak dikenal sebagai orang yang menetapi

janji, karena hal itu dapat membahayakan harta orang yang memberi

pinjaman. NamurL jika orang yang rtimintakan pinjaman itu dikenal sebagai

orang yang menepati janji, maka tidak makruh, karena hal tersebut

merupakan upaya untuk membantu dan mengeluarkannya dari kesusahan.

Pasal: Qardhtidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan

membelanjakan harta ,l<trena qardh adalah transaksi terhadap harta

benda, sehingga tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan dengan

leluasa membenjakan hartanya" seperti jual-beli. Adapun hukumnya sama
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seperti hukum jual-beli dalam ijab dan qabul. Dalam tans aksi qardhboleh

menggunakan kata salaf atau qardh, karena keduanya disebutkan dalam

syari'at, danjuga setiap kata yang semakna dengan dua kata tersebut seperti

kalimat: Aku serahkan ini menjadi milikmu, dengan syarat engkau

mengembalikan penggantiny4 atau kalimat mengindikasikan kehendak

melakukan qardh. Seandainya seseorang mengatakan, "Aku serahkan ini
menjadi milikmu" tanpa menyebutkan keharusan mengembalikan

penggantinya" dan tidak ada pula indikasi yang menunj uk,kan qardh, maka

itu termasuk hibah. Seandainya peminjam dan yang meminjamkan itu
berbeda pendapat, maka yang dijadikan dasar adalah perkataan peminjam,

karena bukti adapadanyadan pengalihan kepemilikantanpa ada pengganti

adalahhibah.

Pasal: Dalam qardh tidak berlaku khiyar (kehebasan memilih

untuk melangsungkan dan membatalkan akad), karena orang yang

memberi pinjaman itu dalam keadaan menyadari bahwa keuntungan ada

pada pihak lain, sehingga hal itu menyerupai hibah, dan yang meminjam

boleh mengembalikannya kapan dia mau. Dengan demikian, tidak

membutuhkan adanya khiyar Di dalam akad qardh,kepmtlikan ditetapkan

jika harta itu zudatr diserahkan dan diterima oleh yang meminjam. Ini adalah

tansaksi yang mengikat bagi yang meminjamkan" dantidak mengikat bagi

yang meminjam. Seandainya yang meminjamkan ingin menarik kembali

hartanya, maka dia tidak berhak. Namur Imam Syaf i berkata, "Pemberi

pinjaman berhak menarik harta yang dipinjamkan, karena setiap Sesutu yang

dia berhak menuntut yang serupa dengannya, maka dia juga berhak

mengambilnyajika barang tersebut ada, seperti barang yang diambil tanpa

iz:n (ghas hob) dan' ariah (meminj amkan sesuatu yang dimanfaatkan tanpa

per,gganti)."

Menurut kami, orang yang memberi pinf aman telah menghilangkan

kepemilikannya dengan menetapkan pengganti tanpa ada khiyar,sehingga

dia tidak berhak menarik kembali harta miliknya itu, seperti barang yang

telatr dijual. hi berbeda dengan barang yang dianrbil tanpa i/n dan 'ariah,
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karena kepemilikan terhadap keduanya tidak hilang, dan pemiliknya tidak

berhak meminta barang yang semisal jika keduanya masih ada. Berbeda

dengan masalah yang kita bahas ini. Adapun orang yang meminjam harus

mengembalikan harta yang dipinjamnya kepada yang meminjamkan apabila

sifatnya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak teqadi cacat" dan karena

barang tenebut tetap seperti apa yang menjadi hak orang yang meminjamkan,

maka dia wajib menerimany4 seperti seandainya dia memberikannya kepada

orang lain. Dimungkinkan ofimg yang meminjam tidak harus menerima apa

yang tidak dicontohkan, karena qardh itu wajib dikembalikan sesuai nilai
jualnya menurut salah satu dari dua pendapat. Apabila yang meminjam

mengembalikan barang yang dipinjamnya maka dia belum mengembalikan

apa yang menjadi kewaj ibanny4 sehingga pemberi pinj aman pun tidak waj ib

menerimany4 seperti barang dagangan.

Pasal: Pemberi Pinjaman boleh meminta pengganti harta yang

dipinjamkan seketika, karenanya merupakan faktor yang mengharuskan

mengembalikan barang yang sam4 sehingga seketika itujuga menjadikan

pengembalian sebagai kewajiban, sama seperti pengerusakan barang.

Seandainya seseorang memberi pinjrman dalam keadaan terpisatr-pisah,

kemudian dia meminta pengembaliannya sekaligus, maka diperbolehkan,

karena seluruhnya diberikan pada saat yang sama. Hal ini serupa, jika dia

menjualnya dengan beberapa kali fiansalsi secara kontaru ke,mudian meminta

pembayarannya secara sekaligus. Sesungguhnya waktu qardh tidak

diakhirkan, ia aUn*an paaa waktunya Setiap trtang yang telah j atuh tempo

tidak ditanggutrkan dengan penangguhannya Pendapat ini dikemukakan Al

Harits Al'Akli, Al Auza'i, Ibnu Mundzir, dan Syaf i. Imam Malik danAl-

Laits berkata, "Semua transaksi itu akan ditangguhkan dengan adanya

penangguhan" sesuai sabda Nabi SAW " Orang-orang muhnin itu ter ikst

p ada sy ar at - sy ar at y an g m e re ks t e t ap kan. " Juga karena dua pihak yang

bertansalsi itumemiliki hak unhrk membatalkan atau melanjutkan, sehingga

keduanya pun memiliki hak lebih di dalamnyq seperti khiyar mai lis Qtak

membafalkan akad saatmasih di tempat tansal<si). Abu Hanifah berpendapat
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seperti pendapat kami dalam m asalah qardhdan pengganti barang yang
rusak. sedangkan dalam masalah harta barang yang dljual, upah, matrar,
dan kompensasi khulu', Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat
keduany4 karena tempo itu menuntut sebagian dari pengganti, sementara
qardh ndakmungkin adapenarnbahan danpenguranganpadapenggantinya

Adapun pengganti untuk barang yang rusak adalah wajib sama, tanpa
penambahan dan pengurangan. Karena itu, tidak bisa ditangguhkan.
sementara pengganti png boleh ada penambaban, maka boleh ditaraguhkan

Menurut kami, sesungguhnya hak itu tetap harus dilalsanakan tepat
waktu" sedangkanpenangguhan menpakan kebaikanpemberi prqiaman dan
j anji yang meminjam. Karena itu, ketentuan'secara langusng' itu tidak harus

dipenuhi, seperti seandainya seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang
lain untuk dimanfaatkan (' ariah).Datam hal ini tidak berlaku kata .syarat',

meskiptn telah disebutkannya. Adapun riwayat tersebut khusus berkaitan
dengan' ariah,sehingga sebagian hal yang diperselisihkan dtra pelaku akad
itu dikembalikan kepada hadits tersebut karena memiliki kesamium.

Menurut kami, ses,ai pendapatAbu Hanifah, boleh menambahkan
sesudah akad ditetapkan, sehingga menyerupu qardh.Adapun iqalah
(pembatalan akad) adalah menghapus akad dan memulai akad yang lain.
Hal itu berbeda dengan masalah kita ini. Adapun kedudtrkan trhiyar majlis
sama dengan memulai akad, dengan dalil bahwa l:hiar majtrs sah hanya
dengan 'menerima' barang yang disyaratkan penerimaannya, dan dengan
'menj elaskan' untuk barang yang ada dalam tanggungan.

Pasat Boleh melaku an qardh daram barang yang bisa ditimbang
dan ditakar tanpa ada perbedaan pendapat. Ibnu Mundzir berkata,
"setiap ulama yang kami catat pendapatnya sepakat tentang bolehnya
melalaskan qardhdalam f srasg yang mempunyai padanan, diantara barang-
barang yang ditimb*g, ditakar, dan makanan yang dikonsumsi. Juga
diperbolehkan dalam 5s1i2p png ditetapkan sebagai tanggungan dalam akad
salam, kecuali manusia. Pendapat ini dikemukakan Imam syaf i. Abu
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Hanifah berkata "Tidak boleh melakukan qardh selain barang-barang yang

ditimbang dan ditakar, karena barang-barang yang tidak dapat ditimbang

dan ditakar tidak memiliki padanag seperti mutiara."

Menurut kami, alasan tersebut tidak tepat, karena Nabi meminj am

seekor anak unta, padahal tidak bisa ditakar dan ditimbang. Selain itu, apa

yang ditetapkan dengan akad salam itu dapat dimiliki melalui jual-beli dan

ditentukanmelaluiper{elasanturtangciri-ciriny4 sehinggabolehdipinjanrkan

layaknya barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Pendapat mereka bahwa

barang tersebut tidak memiliki padanaa bertentangan dengan dasar huk-um

mereka, karena Abu Hanifah mengatakan, "seandainya seseorang

merusal*an pakaian orang laia maka diabertanggungjawab untuk mengganti

pakaian yang sama, dan diperbolehkan menyelesaikannya secara damai

dengan memberi yang lebih besar dari nilai pakaian tersebut. Sedangkan

barang yang tidak bisa ditetapkan dengan akad r alam sepertimutiara dan

sejenisnya, Al Qadhi berkata, "Boleh meminj amkanny4 dan orang yang

meminjam mengembalikan nilainya, karena sesuatu yang tidak ada

padanarurya dikembalikan sesuai nilainya- Mirtiara dan sejenisnya itu diukul

berdasarkan nilainya. Abu Khaththab berkata, "Tidak boleh

neminjamkannya lglena hal itu menghanrskan turtgk mengembalikan yang

serup4 sedangkan barang tersebut (mutiara) tidak memiliki padanan, dan

tidak ada riwayat tentang meminjamkan mtrtiara Selain itu" mutiara itu tidak

termasuk dal am maktn qardhyang disebutkan dalam riwaya! karena tidak

tennasuk barang yang dapat dimanfaatka& tidak bisa ditetapkan sebagai

tanggrrnan dalam akad salun,sehinggamemir{amkanmutiara tetap dilalang.

Perbedaan pendapat ini berpangkal dari dua pendapat tentang

kewajiban mengganti barang yang tidak ditakar dan timbang. Apabila kita

berpendapat bahwa yang wajib adalah mengembalikan barang yang serupa,

makatidak boleh meminjarnkan mtrtiara dan sesratuyang tidak bisa ditetapkan

dalam tanggungan melalui akad salom,karcrxatidakmungkinmengembalikan

barang yang serupa. Apabila kita berpendapat bahwa yang wajib adalah

mengembalikan nilainya, maka boleh meminjamkannya, karena bisa
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dikembalikan nilairyra Parapengihrt lmam syaf i juga menriliki dua pendapat

seperti ini.

Pasal: Adapun meminjamkan manusia (budak), Ahmad berkat4
'Meminjarnkan mereka adalah makruh menruut saya." Ada kemungkinan
maknrh yang dimaksud adal ah makrrth tanzih, dan peminjamannya sendiri
adalah satr. Ini adalah pendapat Ibnu Juraij danAl Muzani, karena budak
menryakan harta png bisa ditetapkan dalam tanggungan melalui akad salam,
sehingga meminjamkannya adalatr sall sama seperti memirf amkan hewan.
Adajuga kemungkinan bahwa malauh yang dimaksud LnamAhmad adalah
mal<nth tahrim (nram), sehingga hukum meminjarnkan mereka adalah tidak
sah.

Al Qadhi memilih pendapat ini karena tidak ada riwayat tentang
meminjamkan budak, karena bukan termasuk barang yang dimanfaatkan
Ada kemungkinan meminj arnkan budak laki-laki adalah satu dan tidak untrk
budak perempuan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan syaf i, kecuali
meminj amkan budak perempuan kepada muhrimnya, karena kepemilikan
dengan qardh itu tidak kuat, sebab tidak ada yang menghalanginya untuk
mengembalikan budak perempuru.r itu kepada pemiliknya, sehingga tidak
diperbolehkan menyetubuhinya. Sama seperti kepemilikan dalam masa
I&iyar Jika tidak boleh menyetubuhinya maka tidak sah meminjamkannya
karena tidak ada yang berpendapat lain. Selain itu kemaluan termasukperkara
yang harus disikapi dengan hati-hati. seandainya kita membolehkan
meminjamkan mereka, maka dapat mengakibatkan seseorang meminjam
seorang budak perempuffi, menyetubuhiny4 lalu mengembalikarurya pada
hari itujuga. Manakala dia butuh untuk menyetubuhinya, maka dia bisa
memi4iamnya lagi danmenyetubutriny4 lalu mengembalikannlE sebagaimana

seseorang meminjam barang untuk dimanfaatkannya lalu mengembalikannya

la8l^.

Menurutkarni, qardhadalatrtransaksipng kepemilikara
sehingga berlaku baik pada budak laki-laki atau perempuan, seperti akad-

E -AlMughni

iI



-r-

akad yang lain Kami tidak menerima alasan mengenai lematnrya kepemilikarl

karena iaberlakumutlak untrk semuatindakall Berbeda dengankepemilikan

di masa khiyar ucapan mereka "manakala peminjam mau, maka bisa

mengembalikannya" itu tidak bisa diterima, karena jika kita mengatakan

batrwa yang waj ib adalah mengembalikan nilainya" maka yang meminj am

tidakbolehmengembatikan budalq melainkanharus mengembalikannilainya

jika kita menerima ketentuan tersebut. Narnun' ketika pemirf am berma}sud

demikian, maka dia tidak boleh melakukannya, dan tidak sah hukumnya.

seperti seandainya dia membeli seorang budak perempuan untuk

disetubuhinya kemudian mengembalikannya dengan menukamya atau karena

memiliki cacat. Jika ini terjadi berdasarkan kesepakatan, maka tidak

menghalangi keabsahanny4 sebagaimanajika hal tersebut terjadi dalam jual-

beli, atau seperti orang yang memesan budak perempuan lain dengan

menyebutkan sifat-sifatny4 kemudian mengembalikan budak tersebut pada

waktu jatnh tempo. Seandainya ditetapkan b ahwa qardh itu tidak kuat dan

tidak membolehkan penetubuhan, maka tidak menghalangi unhrk diterapkan

pada budak-budak perempuan, seperti jual-beli pada m asa khiyar. Tidak

adanya orang yang berpendapat bahwa perkara tersebut berbeda, tidak

menjadi masalah, dan tidak adanya riwayat yang dinukil tentang paktik ini

juga bukan menjadi dalil, karena kebanyakan masalah meminjamkan hewan-

hewan tidak dinukil dalam riwayat, meskiprur masalah itu diperbolehkan'

Pasal: Apabila seseorang meminjam dirham atau dinar tanpa

diketahui timbangan (berat)nya, maka itu tidak diperbolehkan, karena

meminjam dirham itu wajib dikembalikan padanannya, dan apabila

padanannya tidak diketahui maka tidak mungkin bisa dibayar' Demikian

juga seandainya seseorang meminjam barang yang ditimbang atau ditakar

dengan asal-asalan, maka hal tersebut tidak boleh dengan alasan yang sama'

Seandainya dia mengukumya dengan suatu timbangan yang tidak dikenal

masyarakat, maka tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan timbangan

itu rusak sehingga pinj aman tidak bisa dikembaliakn dengan yang sepadan.

Imam Ahmad berpendapat mengenai sumber air yang digfrnakan secara
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bqgilirandiantarasatukatrmpadahari-haritertentr,lalusebagiandarimereka

perlu mengambil air tidak pada hari gilirannya. Imam Ahmad
memakruhkannya apabila air yang diambil itu tidak ditetapkan batasannya,

karena tidak mungkin mengembalikanyang samaApabila dirham digunakan

tansaksi menurut hitwrgan lalu ia dipinjamkan menurut hitungan, maka ia
dikernbalikan menunrt hitungan. Jika dipinjamkan berdasarkan timbangan,

maka dikembalikan berdasarkan timbangan. Ini adalah pendapat Hasan,

Ibnu Sirin dan Al Auza' i. Ayyub pernah meminj am beberapa dirham dari
Hammad bin zaid di Makkah berdasarkan hitungan , lalu dia membayirnya
di Basrah sesuai hitunganjug4 karena dia melunasinya seperti sebagaimana

meminjam sesuai caratransaksi masyarakat. Hal itu seperti jika mereka

bertransaksi dengan dirham berdasarkan timbangan, maka harus
dikembalikan berdasarkan timbangan.

Pasal: Wajib mengembalikan dalam takaran maupun timbangan
yang sepadan. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah

ini- Ibnu Mundzir berkata5, "semua ulam ayangkami catat pendapatnya

menyepakati bahwa barangsiapa meminjam sesuatu yan, lalu dibayar dengan

yang sepadan, maka diperbolehkan, dan pemberi pinjaman boleh
mengambilnya. Hal ini dikarenakan barang yang bisa ditimbang dan ditakar
apabila diambil tanpa izin dan rusak harus dikembalikan dengan yang

sepadan, begitu juga di sini. Adapun barang yang tidak bisa ditakar dan

ditimbang, dalam hal ini ada dua p endapat. Pertamn, wajib ditetapkan nilai
jualnya saat transaksi, karena tidak memiliki padanan, sehingga peminjam
menanggung sesuai nilai jualnya, seperti dalam kasus pengerusakan atau

pengambilan barang tanp aizn. Kedua, wajib dikembalikan dengan yang

sarna, karena Nabi sAW meminj am anak rurta kepada seorang laki-laki,
lalu beliau mengembalikan dengan yang sama. Hal itu berbeda dengan
pengerusakarl karena tidak ada toleransi di dalamnya sehingga wajib dibayar

dengan nilainy4 karena ia lebih terbatas, sedangkan pinjaman itu lebih mudah.

5 Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam kitab ,4 I ljna' (hlm. 107).
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Karena itu, dibolehkan nasi'ah di dalamnya untuk transaksi yang

mengandung unsw riba. Adapun yang dijadilan pegangan adalatr sifat-sifat

yang mendekatiny4 karena kesamaan yang hakiki itu hanya ada pada barang

yang ditakar dan ditimbang. Ketika tidak ada barang yang sepadan, maka

hans dibayar sesuai nilainy4 karena pada saat itu yang meni adi tanggungan

adalah nilainya. Apabila kita mengatakan wajib membayar menunrt niluioyq

makajug wajib dalam kasrs pinjaman, karena nilai menjadi tanggungann5/a-"

Pasal: Boleh meminjamkan roti. Abu Qilabah dan Malik memberi

keringanan dalam hal ini, sedangkanAbu Hanifah melarangnya.

Menurut kami, roti itu bisa ditimbang sehingga boleh dipinjamkaa

sama seperti barang-barang lainyang bisa ditimbang.Apabilaroti dipinjamkan

menurut timbangan, lalu dikembalikan dengan roti yang sepadan sesuai

timbangannya, maka diperbolehkan. Apabila seseorang mengambil roti

berdasarkanj umlah, lalu mengembalikannya juga berdasarkanjumlah, maka

menurutAsy-Syarif danAbu J a' fa4"Ada drn riwayat mengenai masalah ini.

Pertama, tidak boleh karena roti itu barang yang ditimbang, sama seperti

barang-barang lain yang ditimb ang. Kedua, boleh." IbnuAbu Musa ber{<at4

' Apabila diperhatikan betul agar piqi aman dibayar dengan yang serup4 maka

tidak membutuhkan timbangan, namun timbangan itu lebih saya sukai. Alasan

bolehnya hal itu berdasarkan riwayat dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku

bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para tetangga memlnj am roti dan

khamir (rotiyang adonannya diberi ragi), lalu mereka mengembalikannya,

ada yang lebih dan ada yang kurang. " Beliau menj awab, " Tidak apa-apa-

sesungguhnya yang demikian itu termasuk sesuatu yang dimanfaatkan

manusia secara ltmum, buknn dimaksudkan untuk melebihkan "6 Abu

Bakar dalam kitab Asy-Syafi menyebutkan hadits dengan sanadnya, dan

juga riwayat dalam kitab tersebut den gan sanadnyadari Mu'adz bin Jabal,

6 Abu Bkar meriwayatkannya dalam kitab I sy-Syaafi, dan Al Albani berkata dalam

kitab Al lrw a' (5 1232),"Sanadnya lemah"
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bahwa dia ditanya tentang meminjam roti dan Hnmia lalu dia menjawab,

" sublnrallah. hi tidak lain adalatr sebagiandari aktrlakyang muliaAmbiltah
yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil dan berikanlah

yang besar. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik membayar

utang. A k u mendengar Rasul ul I dr sAW bersabda denr i ki an. " 7 Selain itu,
roti termasuk barang yang dibutuhkan, dan sulit untuk memberlakukan

timbangan di dalamny4 maka yang berlaku adalah sikap toleransi, sehingga

hukurnnya boleh. Seperti masuk karnar mandi umum tanpamenetapkan satu

bayaran, menumpang kapal nelayan, dan lainnya.

Apabila disyaratkanuntuk membayar lebih banyak dari yang dipinjam

atau menambah sedikit dari yang diarnbilny4 maka itu haram

Demikianjugajika meminjamkan yang kecil dengan ma}sud agar peminjam

memberinya yang besar, karena pada prinsipnya hal tersebut diharamkan,

dan itu dibolehkan hanya ketika dalam kondisi sulit unhrk menghindarinya.

Apabila seseorang bennaksud (sengaja), atau mensyaratkan, atau bisa
memilah mana yang merupakan tambahan, maka sebenarnya ia bisa

menghindariny4 sehingga dilraramkan berdasarkan hukun asd. seperti jika
melakukannya dalam selain roti.

Pasal: Setiap qardh yang disyaratkan adanya tambahan dari
yang aslinya, maka hukumnya haram.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila pemberi

pinjaman mensyara&an peminjam untuk memberi tambahan atau hadiah,

lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan itq maka mengambil tarnbahan

tersebut adalah riba. Diriwayatkan dari ubai bin Ka' ab, Ibnu Abbas dan

Ibnu Mas'ud bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil

manfaat. Selain iQ pemberianpiqjarrran merupat<an akad yang mengandung

untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila

? Takhrij redaksi hadits ini teleh disebutkan dari haditaAbu Rafi'nomor 7 pada
pembahasan tentang'jual-beli dengan cara cdra menyerahkan uang terlebih dahulu
dan barang yang dimaksud diserahkan kemudian (salan)'.
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disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan

semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar atau sifat.

Seperti seseoftmg meminjamkan sesuatuyang pecahuntuk diganti dengan

yang bailg atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika pernberi

pinjaman mensyaratkan agar barang diseratrkan di tempat lain, padahal

membawanya ke tempat tersebut membutuhkan biay4 maka itu tidak

diperboletrkan Namgn, jika tidak membutuhkan biayauntuk membawanya"

makadiperbolehkan.

Ibnu Mundzir menuturkannya dari Ali, IbnuAbbas, Hasan binAli,

Ibnu Zubair, Ibnu Sirirl Affiurrahman binAswad AyyubAs-Silfrtiyani, Ats-

Tsarni,Ahmad" Ishaq. SementaraHasanAl Bastri, Maimun binAbu Syabib,

'AMah binAbu Lubabatr, Malik Al Auza'i dan Syaf i memakruhkannya

karena terkadang ada tambahan di dalamnya.

Imam Ahmad menyebutkan bahwa barangsiapa mensyaratkan

pmbayaran di negeri lain" maka tidak diperbolehkan. Namun, diriwayatkan

pendapat darinya mengenai diperbolehkannya karena menghasilkan maslahat

bagi keduanya. Atha'berkata, "Ibnu Zubair pernah meminjam beberapa

dirham dari satu kaum di Makkah, kemudian dia menulis surat kepada

Mush'ab bin Zubair untuk membayarkannya kepada mereka di Irak, lalu

mereka mengambil pembayaran itu dari Mush'ab. Ketika ditanya tentang

hal tersebut, Ibnu Abbas mengatakan tidak dilarang. Diriwayatkan dari Ali
RA bahwa dia ditanya tentang masalah yang sama, dan dia pun

menganggapnya tidak dilarang. Di antara ulilma yang menganggapnya tidak

dilarang adalah: Ibnu Sirin danAn-Nakha'i. Seluruhnya diriwayatkan oleh

Sa'id.

Al Qadhi menyebutkan bahwa orang yang membawa wasiat boleh

meminjamkan harta anak yatim di sebuah negeri, agar pengutang melunasinya

di negeri lain, supaya dia mendapatkan keuntungan berupa keamanan

perjalanan. Pendapat yang benar bahwa hal ini diperbolehkan, karena hal

tersebut memberi maslahat bagi keduanya, tidak mendatangkan mudharat

kepada salah satu dari keduanya. Syariat tidak mengharamkan maslahat
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yang tidak mengandung mudharat, bahkan mensyariatkarurya. Selain itu,

ftansaksi seperti itu tidak ada nash yang mengharamkanny4 dan tidak pula

termasuk dalam hal-hal yang dihararnkan nasll sehingga tetap dibolehkan.

Apabila pemberi pinjaman mensyaratkan agar peminjam menyewakan
rumatrnya kepadanya atau menjual sesuatu kepadany4 atau peminjam juga

memberikan pinjaman kepadany4 maka tidak diperbolehkan, karena Nabi
sAW melarang jual-beli yang disertai pinjaman (yaitu dengan mengatakan,

"Aku mer{ual barang ini dengan harga sekian kepadarnu dengan syarat engkau

memberi pinjaman fqordhl demikian kepadaku-ed.), karena ini termasuk

mensyaratkan akad (transaksi) dalam akad (tansaksi), dan ini tidak boleh.

sepertijika seseorang menjual nrmahnya dengan syarat pembeli menjualnya

kembali. Jikapemberi pinjaman menqrraratkanpeminjam untuk menyewakan

rumahnya kepadanya dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa, atau

dengan syarat peminjam menyewa rumah orang yang memberi pinjaman

dengan hargayang lebihtinggi dari harga sewayang sebenamya, atau dengan

syarat memberinya hadiaft, atau melakukan suatu pekerj aan untukny4 maka

ini sangat diharamkan. Apabila pemberi pinjaman melakukannya tanpa ada

syarat sebelum pelunasan, maka dia tidak boleh menerimanya, kecuali dia
memberinya kompensasi, atau menghitungnya sebagai bagian dari pelunasan

pinj arnanny4 kecuali sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di
antara keduanya sebelurn melakukan tansaksi, berdasarkan riwayat dari Al
Atsram, "Seorang laki-laki mempunyai piutang sebesar dua puluh dirham
pada seorang penjual ikaa lalu dia memberi hadiatr ikan kepada orang yang

pinjamaa dandiamenilainyahinggamencapai tigabelas dirham,

lalu Simak bertanya kepada lbnuAbbas, dan dia pun menjawab, *Berilah

dia tujuh dirham lagt.'o

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Umar memberi pir{aman kepada

tlbai binKa'ab sepuluhribu dirtram, laluubai binKa'ab memberinya hadiatl

dari hasil panennya, narrun Umar mengembalikan hadiatr itu kepadanya dan

tidak mau menerirnanlra. lvlaka lJbai mendatangi Umar dan berkat4 "Orang-

E HR. Baihaqi dalam kitabl s-Sunan(5/350).
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orang Madinah tahu bahwa kebunku adalah kebun yang pating baik buahnya"

dan kami tidak membutuhkaffrya. Lalu kengapa engkau menolak hadiah

kami?" Sesudah itu Ubai memberi hadiah kepada Umar, dan Umar pun

menerimanya-"

Diriwayatkan dari Zir bin Hubaisy, dia berkat4 "Aku berkata kepada

ubai binKa'ab, "Aku inginpergi ke negerijihad, yaitu Irak." MakaUbai

berkata,"sesungguhnya engkau akan mendatangi satu negeri dimana riba

telah merajalela disana. Jika engkau memberi pinjaman kepada seseorang'

lalu diamembayamya kepadamu dis€rtai hadiab makaterimalahpinjamanrnu

dan tolaklah hadiahnya." (FIR. Atsram)e

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Burdah, dari Abu Mus4 dia

b€rakt4 "Aku tiba di Madinafi, lalu aku bertemu denganAffiullah bin Salam."

lalu dia menyebutkan hadits yang di dalamnya dijelaskan" 'I(emudian Ubai

berkata kepadaku, "sesungguhnya engkau berada di sebuah negeri dimana

ribatelahmerajalela.Jikaengkau piutangpadaseseorang,lalu

dia memberimu hadiah sekanrng gandum, makajanganlah mengambilny4

karena itu adalah riba."

Ibnu Abu Mus akrkatZ"seandainya seseorang memberi pinjaman

kepada orang lain, lalu dia mempekerjakannya untuk melakukan suatu

pekerjaan, dimana dia tidak mungkin mempekejakannya sebelum

m€,mberinya pinjamarl maka ifirtermasuk membai piqitman ut'trk menganrbil

manfaat. Seandainya seseorang meminta dijamu oleh orang yang meminjam

kepadanya, dan hal itu tidak biasa mereka lalcukan, maka apa yang

dimakannya itu dihitung untuk membayar piqiamanny4 karena Ibnu Majah

meriwayatkan dalam Sunan-Nya dari Anas, bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

>s i.t:rlr J; '^E '1f { 61*:u ,:r';'€Li
.ui'& ";:r ^;. ,s; d{-"of lL ^&

;ii riy

\JW;
e HR Bukhari (7 13814),dikutip darii Fath Al Bari'
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"Apabila salah seorang dari kalian memberi pinjaman, lalu

orang yang diberi pinjaman itu memberinya hadiah atau

memboncengnya di atas kendaraan, maka janganlah dia

menaikinya dan menerintanya, kecuali hal itu telah menjadi

kebiasaan di antara keduanya sebelumnya."r0

Semua ketentuan ini berlakupada masa pemberian pinjaman (qardh).

Adapun setelatr pelunasan" maka seperti tambahan yang tidak disyaratkan,

sebagaimana yang akan karni jelaskan.

Pasal: Apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarato lalu

orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari
segi kadar atau sifatnya, atau lebih rendah, dengan kerelaan masing-

masing, maka itu diperbolehkan. Begitu juga diperbolehkan jika

menetepkan agar piutangnya dibayar melalui wesel @ill ofExchange) atau

dibayarditempatlain.

Ibnu Umar, S a' id bin Mus ayy ab, Hasan, An-Nakha' i, Asy- Sya' bi,

Azztrhi,Makbul, Qatadall Malik, Syaf i dan Ishaq memberi keringanan

dalam masalah ini. Abu Khaththab berkat4'iA.pabila pengutang membayar

dengan yang lebih baik atau menambahkan sesudah pelunasan tanpa

kesepakatan, maka ada dua riwayat. Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab,

IbnuAbbas dan Ibnu Umar bahwa dia harus mengambil yang sepadan dengan

r0 HR Ibnu Majah (213432) dalam Sunan-nya dan dalam kitab Az-Zawa'id. Di
dalatn sanad-nya terdapat Utbah bin Humaid Adh-Dhabbi yang dinilai lemah oleh

Ahmad dan Abu Hatim. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab Ats-Tsiqat,

sedangkan Yahya bin Abu Ishaq tidak diketahui statusnya. Hadils ini juga

diriwayatkan Baihaqi dalam kitab As-Sunan(5/350) agngg r9{a$ i, "g{lvt 
tf. ji tS1

q:t q. ot<-oi tr W;w i.ts 4; 'fu ti 'il;t;r,t ti:, 41g.rhti $:;
U3 ,F (Apabila satah r"orong iori kalian memberi piniaman, bLians aipiniami

itu'memberinya hadiah senampan makanan, maka janganlah ia menerimanya;
atau memboncengnya di atas kendaraannya, maka janganlah ia menaikinya,
kecuali telah menjadi kebiasaan di antara keduanya sebelum itu), dari hadits Anas

binMalik.
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yang dipinjanrkannya dan tidak mengambil kelebiharury4 karenajika dia

mengambil kelebihannya, maka merupakan pinjaman dengan mengambil

keurnngan"

Menunrt kami, Nabi sAW pernah memir{am anak unta dari seseorang

lalu beliau mengembalikannya dengan yang lebih baik. Beliau bersaM4

"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik membayar utong'"

(Muttafaq'Alaih)tr

Sedangkan lafazh Bukhari adalah, "Yang paling utama di antara

Irolian adalah yang paling baik membcyar utang."

Hal ini, karenabeliautidak menjadikantambatnn itu sebagai pengganti

dalam pinjamanny4 bukan sebagai sarana unhrk memperoleh pinjrnaq dan

bukan pula unttrk pelunasannya, sehingga tambahan tersebut halal, seperti

halnya j ika tidak ada pinj aman.

IbnuAbu Mirsaberkata, "Apabila yang meminjam memberi tambahan

sesudah melunasi dan mengembalikan pinjamannya, lalu dia memijam

kembali, maka yang memberi pir:f aman hanya boleh mengambil sesuai apa

yang dipinjarnkan. Apabila dia mengambil tambahan atau sesuatu yang lebih

baik dari yang diberikanny4 makahukumnya haram, menunrt satupendapat.

Jika orang tersebut dikenal sebagai orang yang baik dalam membayar utang,

maka tidak makruh memberinya pinjaman."

Al Qadhi berkata, ,,Menurut pendapat lain, hal itu makruh, karena

pemberi pinjaman sangat mengharapkan kebiasaan yang menjadi tabiat

peminjam."Alasan ini tidak benar, karenaNabi SAW dikenal sebagai orang

yang baik dalam membayar utang. Apakah adayangmengatakan bahwa

memberi pinjamankepadabeliau adatah makrutr hukumnya? Selain iQ orang

yang dikenal baik dalam membayar utang adalah orang yang paling baik.

Dialah orang yang paling pantas dipenuhi haj afiry4 dikabulkan perrnintaannya

u Status hadits telah dijelaskan pada pembahasan tentangjual beli dengan cara

salam.
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dan diberi jalan keluar dari kesusatrannya Oleh karena itu, tidak mungkin

hukum tambahan tersebut adalatr haram. Adapun yang yang dilarang adalatr

tambalmn yang diqraratkan Seandainya seseorang memberi pinjaman barang

pecah kepada orang lain, lalu orang lain itu membayar dengan barang yang

baik tanpa ada syarat, maka diperbolehkan. Jika dia membayar dengan

barang yang baik dengan takaran yang lebih sedikit dari barang yang diprqiam,

laluyang memberi pinjamanmengambitnya aanainyatat<an lwms, maka tidak

diperbolehkan. Ini adalah satu pendapat. Karena hal itu merupakan barter

barang dengan sesuatuyang lebih sedikit, sehingga dianggap riba.

Pasal: Apabila di dalam transaksi qardh disyaratkan bahwa

peminjam membayar lebih sedikit dariyang dipinjamkan, dan itu
termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak
diperbolehkan, karena dapat mengakibatkan tiadanya kesetaraan dalam

hal yang diharuskan ada kesataraan di dalamnya. Dalam hal lai4 j uga tidak

diperbolehkan. Ini adalah salah satu dari dua pendapat para pengikut Imam

Sya.f i. Pendapat yang lain mempertolehkan, karena pinj aman itu diadakan

untuk menolong yang meminjam, dan syarat pengurangan itu tidak

mengeluarkannya dari pokok masalah" berbeda dengan penambahan.

Menurut kami, qardh harus dikembalikan dengan yang sepadan,

sehingga syarat pengurangan itu bertentangan dengan keharusan itu, maka

tidak diperbolehkan, sebagaimana syarat penambahan.

Pasal: Seandainya seseorang meminjam setengah dinar dari
seseorang, lalu dia menyerahkan satu dinar kepada orang yang

meminjamkan dengan mengatakan, "Setengah dinar unfuk membayar

utang, dan setengahnya lagi aku titipkan kepadamu, atau untuk
memesan suatu barangr" maka sah hukumnya. Seandainya yang

memberi pinjaman menolak menerimanya, maka itu merupakan haknya,

karena dia menanggung mudharat dalam kepemilikan bersama atas dirham

tersebul Seandainyayang meminjam membeli suatubarang dengan setengah

dinarnya, maka diperbolehkan, kecuali jika hal itu termasuk persyaratan,
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yaitu dengan mengatakarl "Aku akan membayamru satu dinar dengan syarat

aku mengambil baju darimu dengan harga setengah dinar yang tersisa."

T ransalsi seperti ini dilarang karena pemiaiam tidak menyeralrkan satu dinar

secara uhrh kecuali agar orang yang memberi pinjaman memberinya selisih

antara satu dirham dan setengatrrya. Seandainya hal itu bukan menjadi syarat

maka diperbolehkan, karena membiarkan setengah dirhan pada pihak lain

sebagai titipan adalah diperbolehkan menurut hukum, sehingga keduanya

berserikat dalam kepemilikannya. Apabila keduanya sepakat untuk

memecahny4 maka boleh memecahnya- Apabila keduanya berselisilr, maka

salah satu dari keduanya tidak boleh dipaksa untuk memecahnya, karena

hal itu dapat mengurangi nilainya.

Pasal: Seandainya oran g yan g meminjam mengalami pailif lalu

diberinya pinjaman lagi seribu dinar agar dapat mencicilnya tiap bulan

dengan nominal tertentu, maka itu diperbolehkan, karena dia hanya

memperoleh manfaat dari peltrnasan yang memang menjadi haknya.

Seandainyatanggungaruryabenrya gandtrrr, kemudiandiberipitliffiIanbe'nrya

uang untuk membeli gandtun guna melunasi utangny4 maka itu jugatidak

diharamkan

Seandainya seseorang ingin mengirimkan nafl<atr kepada keluarganla,

lalu dia meminjamkan nafkatr itu kepada orang lain agar dia menyerahkan

nafkah itu kepada keluarganya, maka itu tidak dilarang apabila dia tidak

mengambil manfaat dari nafl<ah yang dipir{am tersebr$- Seandainya seseorang

memberi pi4jaman uang kepada penggarap ladangnya gwra membeli kerbau

untuk digunakan bekerja di ladang pemberi pinjaman, atau untuk membeli

benih untuk ditanam di ladang tersebut, jika dia mensyaratkannya dalam

qardh,maka,itudilarang,karenaituadalahmensyaratkansesuatuyangdiambil

manfaatrya, sehingga menyerupai tambahan. Apabila bukan syarat, maka

hnu Musa berkata, "Tidak boleh, karena itu adal ah qardh @tinjaman) yang

disertai unsur pengambilan manfaat." Dia berkata, "Seandainya yan.g

meminjam berkat4 '?iqiarni aku seribu, nanti sepertiganyaakanaku gunakan

untuk membeli tanatrmu dan aku tanami," maka ini t errnasuk akad yang
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buruk. Pendapat yang lebih kuat telah membolehkannya selama bukan

menjadi syarat karenakebutuhan-lah png memotivasinya- Sesungguhnya

orang png me,miqiam ifu harryra bermaksrd untuk me,lnperoleh manfrat untuk

diriryatetapiitumengakibatkanmanfaatbagi sehingpserupa

dengan mengambil Bill of exchange dan dilunasi di tempat lain Juga karena

cara tersebd memberikan maslahat bagi keduany4 seperti yang telah kami
jelaskan

Pasal: Ahmad berpendapat mengenai orang yang meminjam
beberapa dirham kepada orang lain, kemudian dia menggunakannya

untuk membeli sesuatu darinya, dan ternyata dirham tersebut palsu,

maka jual-belinyasah, dan penjual (orangyang memberi pinjaman)
tidak perlu mengembalikan sesuatu kepada pembeli (peminjam),
karena dirham tersebut adalatr dirhamnya, sehingga cacat itu menjadi

tanggungannya. Haknya pada pembeli hanyalah pembayaran dari apa yang

dipinjamkannya kepada pembeli. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa

dia melakukannya dengan sengaj4 yaitu ketika dia menjual barang kepada

pembeli dengan dirham tersebut dan dia mengetahui cacatnya. ["ain halnya
jika diamenjualryradengan hargayang menjadi tanggunganpembeli (tempo),

kemudian dia menerima dirham tersebut sebagai pembayaran untuk dirham

yang dipinjamkannya maka seharusnya dia memperoleh dirham yang tidak

cacat dan mengembalikan dirhan itu kepada pembeli. Sedangkan pembeli

berhak mengembalikannya kepada penjual unhrk melunasi utang, lalu harga

dari barang tersebut dalam tanggungan pembeli. Apabila dia menghitung

dirham itu sebagai pelunasan utang terhadap penjual dan dia melunasi
pembayaran barang dengan baik, maka diperbolehkan."

Ahmad juga berkata, "Seandainya seseorang memberi pinjaman

beberapa di*ram kepada orang lain dan berkat4 *Jika aku meninggal duni4
maka utangmu kuhalalkan," maka itu disebut wasiat. Jika dia berkata, "Jika
engkaumeninggal, maka utangmu kuhalalkan"" maka ifutidak sah, karena

yang demikian itu menrpakan pembebasan utang yang tergantung pada satu

syarat sedangkan menggantungkan pembebasan utang pada syarat itu tidak
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sah. Yang pertama disebut wasia! karena ia mengaitkan pembebasan utang

pada kematian dirinya dan hukum wasiat itu boleh."

Ahmad berkata, "seandainya seseorang memberi pinjaman uang

sembilanpuluh dinar dengan pembayaran seratus dinar, sedangkan keduanya

memiliki timbangan yang sam4 dan dinardinar tersebut tidak digrnakan di

suatu tempat melainkan berdasarkan timbangannya, maka hal itu

diperbolehkan. Jika ia dibelanjakan dengan nominalnya" maka tidak boleh.

Hal itu karena apabila ia dibelaqiakan di tempat sesuai nominalnya, maka

ada selisih atau tambalrarU karena sembilan puluh dinar dari seratus dinal itu

unflrkmelunasi sembilanpuhrh dinaryang dipinjamkannya dan sepuluh dinar

dianggap sebagai tambahan, sedangkan syarat adanyatambahan itu tidak

diperbolehkan. Jika dinar-dinar itu tidak dibelanjakan kecuali dengan

timbangan, maka tidak ada tambahan di dalamny4 meskipun bilangannya

banyak."

Ahmad berkata, "seandainya seseorang berkata, "Pinjamkan aku

kepada fi,rla4 nanti aku beri engkau sepulu[" makatidak dlarang. Seandainya

dia berkata, "Jaminlah aku, dan kau kuberi seribu," maka itu tidak boleh.

Hal itu karena ucapannya, "Pinjamkan aku kepada fulan, nanti kuberi

sepuluh," merupakanjl 'alah (semacam komisi) untuk melalcukan sesuafu

yang mubah, sehingga diperbolehkan. Seperti seandainya dia berkata,

"Bangunkan untukku tembok ini, dan kau kuberi sepuluh." Adaptrn dalam

hal jaminan, orang yang menjamin itu menanggung utang, dan jika dia

membayarkan utang pihak yang terj a4in, maka dia menj adi seperti utang-

Jika dia mengambil gantinya maka itu seperti pinjaman yang disertai unsw

mengambil manfaat, dan itu tidak boleh.

Pasal: Telah kami jelaskan bahwa peminjam mengembalikan

yang sepadan untuk barang-barang yang ada padanannya, baik

harganya muralr, atau mahal, atau sama. Seandainya barang yang dipinj amnya

itu masih ada, lalu dia mengembalikannya tanpa adacacat,maka wajib

diterim4 baik harganya telah berubah atau belum. Apabila cacat, maka tidak
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wajib diterima. Apabila yang dipinjam adalah uang atau dirham yang pecah

lalu penguasamelarangnya dan meninggalkarurya sebagai alat tansalsr, maka

pemberi pinjaman berhak atas nilainya, dan dia tidak wajib menerima uang

tersebtrt, baik uang itu masih ada di tanganpeminjam atautelahdihabiskannya

karena uang tersebut menjadi cacat (tidak berharga) dalam kepemilikan
peminjam. Ahmad menegaskan ketentuan ini dalam dirham yang pecah. Ia
berkat4 "Dirham itudiganti denganberapanilai padawaktudiambil, kernudian

peminjam memberikan nilainya. Baik nilainya telah berkurang sedikit atau

banyak. " Al Qadhi berkata, "Hal ini berlaku apabila masyarakat sepakat

untuk meninggalkannya. Namun, apabila masyarakat masih meqjadikannya

sebagai alat transaksi, sedangkan pemerintah melarangny4 maka dia wajib
mengarnbilnya-"

Imam Malik, Laits bin Sa'ad dan Syafi'i berkata, "Ia tidak berhak

selain yang sepadan dengan yang dipinjamkannya, karena itu bukan cacat

yang terjadi pada uang, sehingga diberlakukan sebagai penunman nilai."

Menurut kami, larangan pemerintah terhadap dfuham itu mencegah

pembelanjaannya dan membatalkan kapasitasnya sebagai kekayaan,

sehingga menyerupai dirham yang pecah atau rusak pada bagian-bagiannya

Mengenai harganya yang turun, hal itu tidak menghalangi pengembalianny4

baik penurunan itu banyak, seperti dahulunya sepuluh untuk satv daniq
menj adi dua puluh untuk safri daniq, atau sedikit Karena tidak terjadi sesuatu

padanya, melainkan harganya saja yang beruba[ sehingga menyerupai
gandum ketika meqf adi murah atau mahal.

Pasal: Apabila seseorang memberi pinjaman barang yang
membutuhkan biaya untuk mengangkutnya, lalu dia menagihnya
dengan barang yang sepadan di daerah lain, maka peminjam tidak
wajib melaksanakannya, karena dia tidak wajib mengangkutrya ke tempat

pemberi pinjaman di wilayah lain. Namun, jika dia menagihnya berdasarkan

nilainya, maka dia wajib melaksanakannya, karena tidak ada biaya unhrk
membawanya. Apabilapeminjam dengan sukarelamenyerahlcan balang yang
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sepadan sedangkan pemberi pinjaman tidak mau menerimany4 maka itu

adalah haknya, karena dia menanggung resiko dengan menguasai barang

tersebut. Karena barangkali dia butuh untuk membawanya ke tempat dia

meminjamkannya. Dan dia berhak menagih nilai di tempat dia

meminjamkannya karena itu adalah tempat dimana barang wajib diserahkan.

Apabila pinjaman itu berupa harga atau sesuatu yang tidak ada biaya

angkutry4 lalu pemberi pinjaman menagihnya sedangkan keduanya berada

di tempat yang berebda, maka peminjam wajib menyerahkan kepadanya,

karena menyerahkannya di satu tempat atau tempat lain adalah sama.

Pas al : Seandainy a seor ang dzimmi memberi pinj aman khamer

kepada dzimmiyang lain, kemudian keduanya atau salah satunya

masuk Islam, maka pinjaman tersebut batal, dan peminjam tidak

wajib membayar apapun, baikyang masuk Islam ituyang meminjam atau

yang lain, karena apabila peminj am itu yang masuk Islam, maka dia tidak

boleh dibebani membayar utang khamer, karena tidak ada unsur kekayaan

di dalamny4 dan diatidak wajib menggantinya karena khamertidak memiliki

nilai. Oleh karena itu, dia tidak menanggungnya ketika merusaknya- Jika

yang masuk Islam adalah pihak lain" maka dia tidak berhak atas pembayaran

khamer itu dengan alasan yang sama.
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KITAB RAHN (GADAI)

Katarahnsecara bahasa artinya tetap dan kekal. Katama'un rahin

artinya air yang tetap atau menggenang .Kala ni 'matun raahinah artinya

nikmat yang tetap atau kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa akar

maknanya adalah menatran dan mengikat. Allah berfirman,

"uv:.4vyalF

"TIap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."

(QS. Ath-Thuur (52): 2l)

@'aiuKq,f:F
"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas qpa yang telah

diperbuatnya. " (QS.Al Muddatsir (74): 38)

Seorang penyair berkata,

tAt i J,:)t ;:b|v 4;;t{1 d :s* \ er."*rvt
Ia meninggalknnrnu layalcnya gadai yong talr tertebus

Pada hari perpisahan, sehingga gadai itu tertutupt2

Penyair menyamakan kesetiaan dan ketertambatan hati seorang laki-

laki kepada seoftIng perempuan, karena begitu gandrungnya dia kepadany4

dengan gadai yang ditahan penerima gadai, lalu gadai itu telah memastikan

kepemilikan penerima gadai terhadap barang yang digadai karena penggadai

tidakmampumenebusnya

rzBait inimilikZuhair binAbu Salmadi dalamsyarh DiwanAbi Salma (hlm.33).
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Kata rahn menwutsyariat berarti harta yang dij adikan j aminan utang

untuk melunasi utang apabila or:ang yang benrtang tidak sanggrp mehnrasinya-

Transaksi ini dibolehkan menurutAl Qur'an, Sunnalr' dan ijma'.

Di dalamAl Qur'anAllah berfirrnan"

i2 ;i ",fi LiK b+* "ls f ;k B c4:

"Jilra kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaHah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

b erpiutang). " (Qs. Al Baqarah l2l 283)

Kataruhun dibaca juga rihaan adalahjamak dari katarahn,darr

kataruhun adalahjamak dari jamak. Ini adalah pendapatAl Fara'. Az-

Zajjaj berkat4 "Dimungkinkan kata ruhun adalah j amak dari kata r ahn,

seperti kata s uquf jamak dari kata s aq,f."

Dalam Sunnah,Aisyah RAmeriwayatkan

y \, ,k :,'J;'r'ri
tr c jzz z z

-e )t USJ

" S e s ungguhny a Ras ul ul I ah SAW m e mb el i m akanan dari s e o r a n g

Yahudi, dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya".

(Muttafaq'Alaih;tr

Abu Hurairah RAmeriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabdq

,(;'; ok ,!t ,#.3; p6
zi3; e$ ,kJ ,G_*'; ott li! c+].a+

"Punggung itu dinaiki karena pembiayaan terhadapnya jika
digadaikan. Dan susu diminum karena biaya perawatannya jika

.a,! ) t. olil;L '6rJ4; U 6?l *t

ijx-'r"lt Li
ffirt+i

r3 Status hadits telatr dijelaskan.
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digadaikan. Orangyang menaiki punggung dan minum susu itu

w aj ib m emb iy ai p e r aw at anny a. " (HR. Bukhari) 14

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

" Gadai tidak ditutup. "r5 (HR. Ibnu Majatt)

Berdasarkan ijma',Y'avmmuslimin menyepakati bolehnya tansaksi

gadai.

Pasal: Boleh melakukan transaksi gadai saat mukim,

sebagaimana diperbolehkan saat dalam bepergian. Ibnu Mundzirt6

berkat4'qKami tidak mengetahui seorang pun yang berbeda pendapat tentang

masalah ini selain Mujahid. Dia berkat4 "Gadai tidak dilakukan kecuali dalam

b"p"rgtu,u karena Allah mensyaratkan safar (bepergian) untuk gadai dalam

firrnan-Ny4 "Jika kamu dalom perjalanan (dan bermuamalah tidak

secdro tunai) sedong kamu tidak memperoleh seorang penulis, mal@

hendaklah ada barang tanggungqn yong dipegang (oleh yang

berpiutang). " (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Kami memiliki riwayatbahwaNabi SAW membeli makanan dari

seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya, dan

keduanya saat itu berada di Madinah. Juga karena gadai merupakan bukti

catatan yang boleh dilalnrkan dalam keadaan bepergiaq sehingga dibolehkan

juga saat mukim sama seperti jaminan. Disebutkannya'dalam perjalananl

safar'karena berdasarkan kondisi yang umum, dimana biasanya dalam

'a Imam Bukhari(4D512/fath)AbuDaud (3/3526)At-Tirmidzi(3/1254) Ibnu Majah
(2D44) Atunad dalam Musnad (2n28,472) dariHaditsAbu Hurairah.

15 Ibnu Majah (2/2441) sanad-nya lemah, karena di dalamnya ada Muhammad bin
HumaidAr-Razi, Malik dalam Muwaththa'(2/728113)Al Baihaqi(6144) dia berkat4

"Hadits ini mursal'. Saya katakana: meskipun demikian, Muawiyah yang disebutkan

secara mursal, bukan periwayat yang masyhur, sanadhadits tersebut adalah lemah.
t6 Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam kitab Al Ijma '/ (hal 109/ hadits 5 l9)i
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perjalanan tidak ditemukan jwu hrlis. Oleh karena itu, tidak disyaratkan

ketiadaanjuru tulis, dan iajuga disebutkan bersarnanya.

Pasal: Gadai tidak wajib, dan karni tidak mengetahui ada yang

menyelisihi hal ini, karena gadai menrpakan bukti utang sehingga tidak waj ib,

sama seperti jaminan. Adapun firmanAllah, " Maka hendaHah ada barang

tanggunganyang dipegang (oleh yang berpiutang) " merupakan petunjuk

bagi kita, bukan kewajiban, berdasarkan dalil firmanAllah, "Aknn tetapi

jilrn sebagian ksmu mempercayoi sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). " (Qs. Al
Baqarah [2]:283) Juga karenaAllah memerintahkannya saat tidak ada

catatan sementara cacatan itu tidak wajib, begitujuga penggantinya.

Pasal: Gadai tidak terlepas dari tiga kondisi.

Pertama,terjadi sesudah ada hak, sehingga hukumnya sah menurut

ijma',karena telah ada utang yang perlu dikuatkan dengan bukti, sehingga

dibolehkan sebagaimanajaminan. Juga karenaAllah berfurn ag " Jilca lamu

dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secaro tunai) sedang ksmu

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). " (Qs. Al Baqarah

[2]: 2S3). Allah menjadikan gadai sebagai ganti pencatatan/tulisan/clokumen,

sehingga kedudukannya adalah menggantikan kedudukan pencatatan sesudah

ada hak. Hal itu diindikasikan dalam aya! " Hai orang-orang yang beriman,

apabila ksmu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

d i t e n t ukan, h e n d akl ah kam u m e nu I i s kanny a. " (Q s. Al B aq aruh [2] : 282)

Di sini Allah menyebutkan parttkelfa'(maka) sebagai jawaban dari

perf elasan tentang utang-piutang.

Kedua, gadai terjadi bersamaan dengan akad yang mengakibatkan

utang-piutang, dengan mengatakan, "Aku jual pakaianku ini kepadamu

seharga sepuluh dirham dengantempo safu bularl agar engkau menggadaikan

kepadaku budakmu yang bernama Sa'ad." Lalu pihak kedua mengatakan,
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"Aku terima." Akad ini sah. Ini adalah pendapat Malik, Syaf i, dan para

ularna fikih rasional, karena kebutuhan menuntut keberadaan tansatsi gadai.

Karena seandainya tidak mengadakan akad gadai bersama dengan

ditetapkannya hak dan tidak disyaratkan di dalamnya, maka dia tidak bisa

menuntut komitmen pembeli terhadap akadny4 dan pilihan ada di tangan

pembeli, dan jika dia tidak mau membayarnyamaka jaminan itu dapat

menutupihak.

Ketiga, seseorang menggadaikan sebelum ada hak, dengan

mengatakan, "Aku gadaikan budal&u ini dengan sepuluh dirham yang akan

kau utangkan kepadaku"Akad tenebuttidak sah menurut pendapat tekstual

madzhfu, dan ini adalah pendapat yang dipilihAbu Bakar danAl Qadhi. Al

Qadhi mengatakan bahwa Ahmad menyebutkannya dalam riwayat Ibnu

Manshur. Ini juga pendapat Syaf i, danAbu Khaththab menentukan bahwa

pendapat tersebut benar. Ketika seseorang mengatakan, *Aku gadaikan

pakaianku kepadamu dengan sepuluh dirham yang engkau pinjamkan

kepadaku besok," kemudian dia menyeralkan pakaian itu kepada penerima

gadai, lalupenerima gadai meminjamkan sepuluh dirtram kepadanya, maka

terjadilah gadai. Ini adalah madziab Malik danAbu Hanifah, karena gadai

adalatr bukti suatu hak sehingga akadnya sah sebelum ada hak, sama seperti

j aminan. Atau akad tersebut sah untuk sesuatu yang akan terjadi pada masa

depan, seperti jaminan untuk barang yang menyusul.

Menurut kami, gadai adalah bukti untuk hak yang tidak ditetapkan

sebelumnya, sehingga tidak sah sebelum adanya akad, sebagaimana

kesaksian. Juga karena gadai itu mengikuti hak, sehingga tidak bisa

mendahuluiny4 sarna seperti kesaksian. Harga tidak bisa mendahului jual-

beli. Sedangkanpenanggungan itu dimungkinlcn ditolakkeabsahannya Kalau

pun kita menerima keabsahannya, namun masih ada perbedaan di antara

keduanya, yaitu bahwa penanggungan merupakan komitrnen harta secara

sukarela dengan ucapan saj4 sehingga sah tanpa ada hak yang ditetapkan,

sama seperti nadzar,dan itu berbeda dengan gadai.
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784. Masalah: cAbuAl 
Qasim berkata: Gadai tidak sah kecuali

dipegang oleh orang yang berlaku perintahnya."

Maksudny4 gadai itu tidak berdampak kecuali dengan menguasai

barang yang digadaikan. Pendapat ini dikemukakan Abu Hanifah dan Syaf i.
Sebagian salrabat kami mengatakan,'tsarang lang bisa ditimbang dan ditakm

itu tidak berdampak penggadaiannya kecuali dengan penguasaan atas barang

tersebut. Selain itu ada dua riwayat . Pertama, gadai tidak berdampak kecuali

dengan penguasaan atas barang. Kedua, gadai berdampak dengan akad

saj4 sama seperti jual-beli.

ImamAhmad menegaskan tral ini dalam riwayatAl N{aimuni. Al Qadhi
memahami pemyataanAl Khiraqi berlaku khusus barang yang bisa ditakar

dan ditimbang, dan itu tidak benar, karena pernyataanAl Khiraqi bersifat

umum, serta diikuti dengan penjelasan yang menunjukkan keumumannya.

Yaitu pernyataan, "Apabila barang yang digadai termasuk barang yang

bergerak, maka cara penguasaannya adalah dengan mengambil dan

memindahkannya dari orang yang menggadaikan. Jika tidak temrasuk barang

yang bergerak seperti rumah dan tanah, maka penguasaan terhadap adalah

dengan menghentikan tindakan-tindakan penggadai terhadap barang.

Imam Ahmad berkata, "Berkaitan dengan rumah dan budak
perempu:rn, apabila penerima gadai mengembalikannya kepada penggadai,

maka pada saat itu tidak lagi menjadi sesuatau yang digadaikan." Ini sama

seperti pendapatAl Khiraqi. Imam Malik berkata, "Gadai terjadi hanya

dengan akad sebelum penguasaan b**g, karena gadai adalah akad yang

sah dengan penguasaan barang, sehingga ia juga berdampak sebelum

penguas:uul barang, sama seperti jual-beli."

Menurut kami, dalam ayat, "Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Qs.Al Baqarah

[2] : 283) Allah mensifati gadai sebagai sesuatu yang dipegang. Juga karena

gadai adalah transaksi dalam pemberian manfaat yang membutuhkan

penerimaan, sehingga membufuhkan penguasaan atas barang, sama seperti

pinjaman. Juga karena hal tersebut dianggap sebagai gadai yang belum
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dikuasai barangnya sehingga tidak mengharuskan penguasaan. Sebagaimana

seandainya orang yang menggadaikan meninggal. Ia tidak serupa dengan

jual-beli, karena jual-beli adalah tukar menukar.

Maksud perkataanAl Khiraqi "dari orang yang berlaku perint altnya"

bahwa orang yang menggadaikan danmenguasai barang itu adalah orang

yang sah apa yang dilalrukannya terhadap harta bendany4 yaitu orang yang

merdeka, muknllaf dan dewasa, bukan orang yang dibatasi transaksinya

karena masih kecil atau gila atau bodoh atau bangkrut. Hal-hal tersebut

dipertimbangan saat penggadaian dan penguasaannya terhadap barang,

karena akad dan serah terima itu bukan perkara yang wajib, melainkan

diserahkan kepada kebebasan penggadai unftrk memilih. Apabila dia tidak

mampu membuat pilihan yang benar, maka tidak sah. Juga kar ena gadai

adalah satu benftrk aksi terhadap harta benda, sehingga tidak sah dilakukan

orang yang dibatasi hak aksinya tanp a ada izinseperti jual-beli. Apabila
salah satu dari dua pelaku gadai itu gila sebeium barang barang yang

digadaikan itu diserahkan atau meninggal, maka gadai tidak batal, karena

gadai adalah akad yang mengikat sehingga tidak batal disebabkan gila atau

meninggalnya salatr satu pihak yang berhansaksi. Sama seperti jual-beli yang

di dalam berlaku khiyar. Wali pelaku akad yang gila itulah yang

menggantikannya. Seandainya yang gila adalah yang menggadaikan, maka

lebih baik barang diserahkan kepadanya untuk dikuasai, seperti ketika
penguasuurll barang itu menjadi syarat dalam jual-beli yang penghapusan

akadnya dianggap merugikan" maka barang itu diserahkan kepadanya untuk

dikuasainya. Jika yang gila adalah penerima gadai, maka walinya yang

menguasai barangnya apabila sipenggadai menyetujui, tapi jika menolak,

maka tidak bisa dipaksa. Apabila penerima gadai meninggal, maka
penguasaan barang digantikan oleh ahli warisnya. Apabila yang menggadaikan

meninggal, maka tidak mengakibatkan para ahli warisnya untuk menguasainy4

karena mereka menggantikan kedudukan penggadai yang tidak harus

menguasaibarang.

Apabila mayit tidak memiliki utang selain utang ini, lalu pam ahli waris
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menyerahkan gadai untuk dikuasai penerima gadai, maka itu diperbolebkan

Jikapenggadai memiliki utang lain, maka menunrt madzhab yang hnt adalatl

ahli waris tidak boleh mengistimewakan penerima gadai dengan barang gadai

itu ImamAhmad menegaskanpendapat tersebut dalam riwayatAli bin Sa'id,

dan itu merupakan madztr,ab Syaf i. Mengenai hal iniAl Qadhi menyebutkan

riwayat laiq batrwa mereka boleh melakukanny4 berdasarkan riwayat Ibnu

Manshur dan Abu Thalib dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Apabila
penggadai meninggal dunia atau banglcug maka penerima gadai lebih beftak

atas barang daripada orang yang menaggung utang.Adanyapenguasaan

barang sesudatr kematian atau sebelumnya itu tidak dianggap." Hal ini tidak

bertentangan dengan yang dituturkanAli bin Sa'id, karena ia bersifat k*rusus

sedangkan yang ini benifat umum. Argumentasi dengan apa yang dituturkan

Ali bin Sa'id untuk kasus seperti ini sangat lemah karena kasus ini j arang

terjadi. Maka, bagaimana mungkin yang khusus itu bertentangan dengan

yang umum? Namun, dimungkinkan hukum ini berdasarkan riwayat yang

mempertimbangkan penguasaan barang yang tidak dapat ditakar dan

ditimbang, sehingga gadai itu valid sebelum barangnya diserahkan. Dengan

demikian, penggadai wajib menyerahkan barang untuk dikuasai penerima

gadai, dan ahli warisnya juga memiliki kewajiban yang sama. Ini berlaku

khusus untuk selain barang yang tidak bisa ditimbang dan ditakar. Adapun

tansaksi dimanagadai belum dinyatakan sah, makaparaahli waris tidak

boleh menyerahkan barang untuk dikuasai penerima gadai, karena orang

yang berutang itu utangnya dibebankan pada harta warisan sebelum timbul

kewajiban dalam gadai, sehingga barang tidak boleh diserahkan kepada

pnerima gadai tanpa ridha mereka Sama seperti ketika penggadai mengalarni

pailig kecuali jika kita berpendapat bahwa ahli waris berhak mempergunakan

harta warisan dan melunasi utang mayit dari harta mereka.

Barangkali ada yang bertanya, apa manfaat yang terdapat dalam

pendapat yang mengatakan gadai sah apabila barangtidak diseratrkan secara

khusus kepada penerima gadai?

Kami katalert manfaatrya adalah dimmgkinkan orang yang berutang
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itu rela menyerahkan barang kepada penerima gadai, sehingga terjadilah

akad gadai. Dalam semua kasus yang kami sebutkan, tidak ada perbedaan

antara sebelum ada izinmenguasai barang dan sesudahnya, karena izin itu

gugur disebabkan gila, mati, pingsan dan terbatasi kebebasan perbuatannya.

Pasal: Seandainya penggadai dibatasi kebebasan transaksinya

akibat pailit sebelum penyerahan barang, maka dia tidak boleh

menyerahkannya, karena penyerahan barang itu berarti memberikan

pembayaran kepada penerima gadai secara khusus, sementara dia tidak

boleh mengistimewakan sebagian debiturnya. Apabila dia dibatasi

kebebasannya karena bodoh, maka hukumnya seperti orang yang hilang

akalnya akibat gila seperti yang telah kauri paparkan. Apabilapenggadai

pingsan, maka penerima gadai tidak boleh menguasai barang, dan tidak

seorang pun boleh menyerahkan barang kepadanya untuk dikuasainya,

karena tidak ada perwalian bagi orang yang pingsan. Jika penerima gadai

pingsan" maka tidak seorang pun bisa menggantikan kedudukannya untuk

menguasai gadai, melainkan ditunggu sampai dia sadar. Apabila dia menjadi

bistr" tapi mampu menulis tulisan yang bisa dipahami atau membuat isyarat

yang bisa dimengerti, maka hukumnya seperti orang yang bisa bicara. Kalau

dia memberi izin penguasaan b{ual-beli yang di dalam berlaku khiyar.Wah

pelaku akad yang gila itulah yang menggantikarurya. Seandainya yang gila

adalah yang menggadaikan, maka lebih baik barang, maka barang boleh

dikuasai. Kalau tidak memberi izi4 maka tidak boleh. Namua jika hrlisan

dan isyaratryatidakbisa dipahami, maka barang tidak boleh dikuasai. Apabila

salah seorang dari mereka telah memberi izin trrtuk menguasai barang, maka

hukumnya seperti orang yang tidak memben izin,karena izin mereka itu

gugur lantaran apa yang terj adi pada mereka. Semua ini telah tercakup dalam

pemyataan Al Khiraqi 'orang yang berlaku perintahny4 ' dan tidak satu pun

di antara mereka itu yang berlaku perintahnya.

Pasal: Apabila penggadai membelanjakan barang gadai

sebelum dikuasai penerima gadai, baik dengan menghibahkannya,
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atau menjualnya, atau membebaskannya, atau menjadikannya mahar,

atau menggadaikannya lagi, maka gadaiyang pertama batal. Baik

lawan transaksi itu telah menguasai hibah, barang terjual, dan gadai

kedua, atau b elum men guasainya. Karena dia telah mengelgarkannya

dari kemurgkinan untuk melunasi utang dari hargabarang tersebut, atau

telah melakukan sesuatu yang menunjukkan maksudnya itu. Apabila dia

menggantungkan kemerdekaan budak pada kematian dirinya, atau

menyewakannya, atau menikahkannya dengan budak perempuan, maka

gadai tidak batal, karena tindakan ini tidak menghalangi sahnya jual-beli,

sehingga tidak menghalangi sahnya gadai. Juga karena hal tersebut tidak

menghalangi inisiatifgadai, sehingga tidak memutus keberlangsungan gadai,

sama seperti pemanfaatan gadai. Apabila seorang budak melakukan

mul<ntabahrT, maka keabsahan gadai tergantung pada budak mukntab

tersebut. Apabila kita mengatakan boleh, maka gadainya tidak batal, dan

apabila kita mengatakan tidak boletU maka gadainya batal, seperti seandainya

penggadai membebaskan budaknYa.

Pasal: Kelanggengan penguasaan barang merupakan syarat

gadai. Apabila penerim a gadnmengeluarkan barang dari kekuasaannya

dengan sadar, maka hilanglah komitnen gadai, namun akadnya masih ada

seolah-olah tidak ada penguasaan barang di dalamnya, baik dia

mengeluarkan barang dari kekuasaannya itu dengan cara menyewakanny4

atau meminj amkannya, atau menitipkanny4 atau selainnya Apabila barang

itu kembali, maka komitrnen itujuga kembali sesuai akad sebelumnya.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Manshur, "Apabila

seseorang menggadaikan sebuah rumah, kemudian pemiliknya

menyewakanny4 maka rumah itu tidak lagi menjadi barang gadai. Apabila

rumah itu telah kembali kepada pemiliknya, maka menjadi barang gadai

lagi."

r7 Penetapan harga dan waktu pembayaran yang harus diberikan budak untuk

menebus kemerdekaannya dari tuannya.
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Imam Ahmadjuga berkomentar tentang seseoftng yang

seorang budak perempuan, kemudian dia meminta penerima gadai untuk

mengirimkan budak perempuan itu untuk membuatkan roti, lalu penerima

gadai mengirimkannya, n:rmun penggadai menyetubuhinya. Jika ada kasus

demikian, maka budak tersebut berubah statusnya, bukan sebagai barang

gadailagi. Jika dia tidak menyetubuhinya, maka tidak apa-apa. Abu Bakar

berkat4 'Dalam kasus tersebut, budak perempuan tidak lagi menjadi gadai.

Apabila dia mengembalikan budak perempuan kepada penerima gadai, maka

dia kembali menjadi gadai." Di antara ulamayang mewajibkan kelanggengan

penguasaan barang gadai adalah Malik danAbu Hanifah, dan hi didasarkan

pada pendapat yang shahih. Adapur menurut pendapat yang mengatakan

bahwa penguasaan barang padapermulaan (awal fiansaksi) bukan

syara! maka lebih tepat untuk dikatakan bahwa kontinuitas penguasaan atas

barang tidak disyaratkan. Karena setiap syarat yang berlaku dalam kondisi

terus-menerus juga berlaku dalam permulaannya. Terkadang sesuatu yang

tidakdipertirnbangkandalamkontinuitasitudipertimbangl€npadapermulaarL

Abu Khathth,ab berkata "Apabila kita mengatakan bahwa penguasaan barang

merupakan syarat pada permulaan, maka ia juga syarat dalam kondisi

kontinrr"

Imam Syaf i berkata, "Kelanggengan penguasaan barang bukan

syara! karena gadai merupakan akad yang mempertimbangkan penguasaan

barang hanya di awalnya saj4 sehingga tidak kontinuitas, sama

seperti hibah."

Menurut kami, kelanggengan penguasaan merupakan syarat sesuai

fi rman Allah, " Malca he ndaHah ada b ar an g t an ggun gan y an g dip e gang

(oleh yang berpiutang) ." (QS Al Baqarah (2) :283) karena kelanggengan

merupakan salah satu dari dua kondisi gadai, sehingga penguasium secara

langgeng meqjadi syara! sebagaimana dipermulaan akad, karenapenguasaan

di awal akad itu menetapkan kepemilikan. Apabila kepemilikan telah tetap,

maka tidak perlu penguasaan yang kedua. Gadai itu dimaksudkan sebagai

bukti jaminan agar penerima gadai bisa menjualnya dan melunasi piutangnya
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dari hasil penjualan barangyang gadai.Apabilabarang gadai tidakada di
tanganny4 maka dia tidak bisa me4iualny4 dan jaminan pun tidak diperoleh.

Apabila barang gadai lepas dari tangan penerima gadai dengan cara yang

tidak benar, seperti diambil tanpa izin, dicuri, atau budaknya lari, atau

barangnya hilang, dan sejenisnya, maka gadai masih berlaku, karena hak
kuasa atas barang tersebut tetap ada, sehingga seolah-olatr tidak hilang.

Pasal: Penerima gadai tidak berhak menerima barang yang

digadaikan kecuali atas izin penggadai, karena penggadai tidak waj ib
menyerahkan barang keeada penerima gadai" sehingga izinryra mer{adi sesuatu

yang dipertimbangkan, sama seperti hibah. Apabila penerima gadai memaksa

untuk menerima barang yang digadaikan tanpa izin penggadai, maka

hukumnya tidak sah, dan ia sama kedudukannya dengan orang tidak
menguasai barang.Apabilapenggadai mengizinkan kemudianmenarik izinnya

sebelum barangtersebut diterima maka izinitume4f adi hilang. Jikadiamenarik

iirwrya sesudah barang yang digadaikan itu berada di tangan penerimanya,

maka itu tidak berpengaruh" karena gadai itu telah sah dengan diserahkannya

barang yang rligadaikan Setiry kali implikasi gdai inr hilang karena lepasnya

penguasaan, maka diberlalalkan izin untuk penguasaan yang kedu4 karena

pengrunaan ini adalah penguas:um yang mengakibatkan keabsahan gadai,

sama seperti penguasaan yang pertama. Izin itu bisa diganti dengan hal-hal

yang menunjukkannya, seperti penggadai mengirimkan budak kepada

penerima gadai, mengembalikan apa yang diambilnya dari penerim a gadai,

dan lain sebagainya, karena semua itu adalah pertanda izinny4 sehingga hal

itu sudah mencukupi, sama seperti undangan makan, dimana dengan

dihidangkankannya makanan di hadapan orang-orang yang diundang, telah

menggantikan kedudukan izin unhrk memakan makanan tersebut.

785. Masalah: "Abu Al Qasim berkata: Sebelumnya telah
dikemukakan, "Apabila barang yang digadaikan termasuk barang
yang bergerak, maka cara penerimaannya adalah dengan mengambil

dan memindahkan dari penggadainya. Jika tidak termasuk barang
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yang bergerak seperti rumah dan tanah, maka penerimaannya adalah

dengan menghentikan tindakan-tindakan penggadai terhadap barang

itu."

Intinya, penerimaan dalam gadai seperti halnya dalam jual-beli dan

hibah. Apabila barang bergerak, maka dengan memindahkannya atau

mengambilnya- Jikaberupauang atau sesuatuyang ringandan dapat dipegang,

maka dengan mengambilnya. Jika termasuk barang yang bisa ditimbang atau

ditakar lalu digadai dengan ditimbang atau ditakar, maka penerimaannya

dan penguasaannya adalah dengan ditimbang atau ditakar, sesuai dengan

sabda Nabi SAW, "Apabila knmu telah menentukan untuk ditimbang,

makq timbanglah." r8 Apabila seseorang menerima gadai barang tanpa

ditimbang, atau berupa pakaian atau hewan, maka penerimaannya adalah

dengan memindahkan baxang itu Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu'IJmat,

'^t;z ;; ry of pt y io' .p It W 6ry tSlr 4icur €f &

woU i i,qW *elarang knmi untuk menj ualnya sebelum memindahkannya

dari tempatnya." (Muttafaq'Alaih;tt

Apabila barang yang digadaiksn butcan barang yang ditimbang seperti

properti dan buah-buahan di atas pohorl makapenerimaannya adalah dengan

membiarkan sipenerima untuk melakukan apa yang disukainya tanpa ada

yang menghalangi, dengan cara membukakan pintu nrmah atau menyeratrkan

kunci kepadanya. Seandainya rumahtelah diserahkan dan di dalamnya

terdapat pakaian milik penggadai, maka penyerahan tersebut telah sah Karcna

keberadaan sesuatu milik penggadai di dalamnya itu tidak menghalangi

keabsahan penyeratran, sama seperti buah yang ada di pohon. Begitu juga,

seandainya seseorang menggadaikan binatang yang di atasnya terdapat

barang bawaan milik penggadai, lalu penerima gadai menyerahkan barang

tersebut kepada penggadai, maka penyerahan tersebut sah. Seandainya dia

juga menggadaikan barang bawaan yang ada di atas hewan kendaraan, lalu

r8 Status hadits telah disebutkan padamasalahT32.
te Status hadits telah disebutkan pada masalah 731.
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menyeftftkan hewan kendaraan kepada penerima gadai, maka penguasaan

atas barang itu sah, karena pengru$aan telah terjadi atas keduanya secara

brsamaan.

Pasah Seandainya seseorang menggadaikan sebuah saham dari

barang yang tidak bergerali, maka dia diberi kuasa untuk melakukan

tidakan terhadap barang gadaiannya' baik mitra saham itu hadir atau

tidalc Apabila barang bergerak seperti mtrtiara itu digadai separohny4 maka

penerimaan atas barang adalah dengan cara memegangny4 dan hal itu tidak

mungkin kecuali dengan kerelaan mitanya. Apabila mitanya rela maka dia

boleh memegangnya- Jika mitanya tidak rel4 narnun penggadai dan penerima

gadai rela sekiranya barang tersebut ada di tangan mitra" maka dipertolehkan

Mitra itulahyang mewakilinya dalam menguasai barang. Apabilamitra

tersebut bersengketa dengan penerim a gadar, maka pemerintah bertindak

adil dengan mengamankan barang bagi keduanya. Apabila penggadai

memegang barang gadai untuk penerima gadai, dan apabila kita berpendapat

bahwa kelanggengan penguasaan merupakan syarat gadai, maka tindakan

tersebut tidak sah. Jika kita berpendapat bahwa kelanggenganpenguasaan

itu bukan merupakan syarat, maka penguasaan atas barang itu sal:, karena

barang gadai telah ada di tangan, meskipun iajuga menguasai hak orang

lain. Sama seperti seandainya seseorang menggadaikan baju, lalu

menyerahkan kepada penerima gadai bersama pakaian milik orang lai4 dan

dia menerima keduanya secara bersamaan. Seandainya seseorang

menggadaikan pakaian, dan tidak bisa membedakan antara pakaian yang

digadai dengan pakaian lain, lalu penggadai menyerahkan salah satunya

kepada penerima gadai, maka penguasaan atas barang tidak sah, karena

penggadai tidak yakin bahwa dia telah menyerahkan barang gadai. Jika

terbukti bahwa barang tersebut adalah barang gadai, maka penyerahan

tersebut salr- Jika dia menyerahkankeduapakaiantersebut, maka telahterjadi

pengrasaan atas barang, karena dipastikan penggadai telah menyerahkan

baranggadai.
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Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan rumah, lalu
penggadai telah menyerahkan rumah kepada penerima gadai

sedangkan keduanya berada di dalamnya,lalu penggadai keluar, maka

penguasaan barang telah sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam

Syaf i. Abu Hanifah berpendapat tidak sah sampai penggadai menyerahkan

rumah kepada penerima gadai setelahpenggadai keluar dari ruma[ karena

selama dia berada di dalarn rumah, maka kekuasaanya terhadap rumatr itu

masih ada, sehingga belum terjadi penyerahan.

Menwut kami, penyeratran barang itu sah dengan ucapan, pemberian

kekuasaan terhadap rumah, dan tidak adanya faktor penghalang. Seperti

seandainya keduanya berada di luar rumah, dan apa yang dikemukakan

Abu Hanifah itu tidak benar. Tidakkah Anda melihat bahwa keluarnya

penerima gadai dari rumah itu tidak menghilangkan kekuasaarurya terhadap

rumah tersebut dan masuknya diake rumah orang lain itutidak menetapkan

kekuasaannya terhadap rumah tersebut? Selain iha keluarnya penggadai dari

rumah itu telah membuktikan ucapanny4 sehingga tidak ada grrnanya unhrk

mengulangi seralr-terima barang.

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan suatu barang di
tangan penerima gadai sebagai pinjaman, atau titipan, atau diambil
tanpa izin atau semisalnya, maka gadai itu sah, karena penerima

gadai adalah pemilik dan dibolehkan menguasainya, sehingga gadanya

adatah sata seperti seandainya barang itu ada ditangan penggadai. Pendapat

yang kuat dariAhmad adalah sahnya gadai dengan akad yang sama tanpa

memerlukan perintah tambahan. Ahmad berkata, "Apabila telah terjadi

penitipan barang di tangan penerima gadai sesudah akad, maka barang

tersebut menjadi barang gadai. Dimungkinkan terjadinyaperubahan hukum

bersarnaan dengan kelanggenganpenguasaan. Seperti seandainyapenggadai

dituntut mengembalikan titiparl lalu dia menyangkalnya" maka hukumnya

dapat berubah, dan barang titipan itu menjadi tanggungannya tanpa ada

perintatr tarnbahan. Seandainya yang menyangkal itu menarik ucapannya,

mengakui adanya titipar, dan berkata kepada pemilikny4 "Ambil titipanmu
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ini!"lalupemikiktitipanituberkat4'tsiarkan, akutitipkanbarangitupadamu

seperti sediakala dankamutidakperlumenanggungresiko," makahukumnya

berubah tanpa ada perintah tambahan. Al Qadhi dan para pengikut Imam

Syaf i berkata, "Barang tidak menjadi gadai sebelum berlalu masa yang

memungkinkan penerima gadai unhrk menguasai atau enerima barang. Bila

barang itu bergeralq maka hanrs telah lewat masayang memungkinkanunnrk

memindahnya. Apabila barang dapat ditimbang, maka harus telatr melewati

miNa yang memungkinkan untuk menimbangnya. Apabila barangnya tidak

bergerah maka hanrs melewati masa yang memungkinkan untuk serah terima-

Jika barang itu tidak ada di tempat, maka tidak disebut diterima atau dikuasai

sampai penggadai atau wakilnya menyerahkan barang kepada penerima

gadai, kemudian melewati masa yang memungkinkan unhrk menguasainya.

Karena akad membutuhkan penguas:uxl atau penerimaan atas barang, dan

itu terjadi dengan perbuatannya atau dengan pemberian kesempatan. Itu

saja sudah cukup, tidak perlu penguasa:m secara fisik. Apabila barang yang

digadaikanrusak sebelum melewatr nesayangmeinrngkirrkanrntukinen$msi

hrang, maka hal itu seperti rusaknya barang gadai sebelum diterima. Apakah

izin penggadai untuk menguasai barang itu dibutuhlcan? Ada dua kemungkinan"

Pertama, izinnya dibutuhkan karena dengan penggasaan itu akad menjadi

berdarnpul, sehingga penguasaan tidak satr tarrya ada nin. Seperti seandainya

barang itu ada di tangan penggadai, dan pengakuannya bahwa barang ada

di tangannya tidak cukup, seperti seandainya ia menguasai barang yang

diambil tampa izin di tangan orang yang mengambilny4 padahal dia mampu

untuk mengambil barang tersebut darinya . Kedua,ndakmembutuhkan izin

untuk menguasai barang, karena pengakuannya bahwa barang ada di

tangarurya itu merupakan izinnya untuk menguasai barang, karena izin kepada

penerima gadai untuk menguasai barang kemudian dia menarik iziwrya

sebelum masa yang memungkinkan diterimanya barang itu tidak

mengakibatkan sahnya gadai,sampai dia mengulangi dan memberi izin,

lalu berlalu waktu yang memungkinkannya untuk menguasai barang

sepertinya.
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Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan barang yang ada

dalam tanggungan, sebagaimana barang yang diambil tanpa izin,

barang pinjaman, barang yang ditahan dalam jual-beli yang rusako

atau sedang ditawar, maka gadai itu sah dan tidak ada tanggungan.

Pendapat ini dikemukakan oleh N{alik danAbuHanifatr. Asy-Syaf i berkata

"Tanggungan itu tidak hilang, dan hukurn gadai tetap adanya- Hukum yang

telah tetap di dalamnya itu tetap dalam kondisinya, karena tidak ada

kontradiksi antara tanggungan dan gadar,dengan dalil bahwa seandainya

penggadai menguasai ataumemengang barang gadai dengan sewenang-

wenang, maka barang itu merf adi layaknya barang yang diambil tanpa izin

(ghashab). Gadai itu tetap berlaku seperti sediakala, begitu juga pada

awalnya, karena ia merupakan salah satu dari dua kondisi gadai."

Menurut karni, penerima gadai diizinkan rurtuk memegangnya sebagai

gadai, agar tidak dirampas lagi, sehingga penerima gadai tidak

menanggungnya. Seperti seandainya penerima gadai telah menerima dari

penggadai, kemudian dia menyerahkannya kepada penggadai, atau telah

membebaskannya dari jaminannya. Alasan mereka bahwa tidak ada

kontradiksi antara penanggrrngan dan gadai itu tidak bisa diterima, karena

orang yang mengambil tanpa izin itutelah melanggarhak dantangannya hans

dij auhkan dari barang yang diambilnya sementara tangan penerima gadai itu

berhak dan syari'at menetapkan barang gadai itu sebagai haknya. Tangan

penerima gadai adalah pembawa amanah, sementara tangan orang yang

mengambil tanpa izin, peminjam, dan semisalnya adalah tangan yang

menanggung resiko. Ini adalah drn hal yang bertentangan.

Juga karena penyebab yang mengharuskan pertanggungjawaban itu

telah hilang, sehingga hilang pula pertanggungiawaban karena faktor

penyebabnyajuga tidak ada- Seperti seandainya dia telah mengembalikan

barang kepada pemiliknya. Hal itu karena penyebab pertanggungiawaban

adalah mengambil barang tanpa seizin pemilikny4 meminjarq dan semisalnya"

Sementara orang tersebut tidak lagi disebut pengambil barang tanpa izin dan

tidak pula pemfudam, sehingga hukum tersebut tidak lagi ada manakala faktor
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penyebabnya tidak ada dan terjadi sesuatu yang hgkumnya berlawanan

dengan hukum yang pertama- Tetapi ketika dia melanggar dalam gadai' maka

hanrs menanggung resikonya, bukan karena mengambil barang tanpa izin

dan bukanjuga karena meminjam. Di sini faktorpenyebab tanggungjawab

telahhilang, aan belun terjadi sesuatuyang mengharuskanry'4 sehingga ia

tidakada.

Pasal: Boleh mewakilkan orang lain dalam menguasai atau

menerima barang gadai. Wakil dapat menggantikan posisi penoima gadai

dalam hal komitmen barang gadai dan hukum-hukum yang berkaitan

dengannya- Seandainyapenerima gadai mewakilankepadapenggadai dalam

menguasai barang gadainya sendiri, maka itu tidak sah. Itu tidak disebut

penguasaan, karena barang gadai merupakanjaminan untuk melunasi hak

ketika penggadai tidak sanggup melunasinya. Jadi, apabila barang gadai

berada di tangan penggadai, maka maksudjaminan itutidak tercapai. Kami

telah menjelaskan dalam bab jual-beli bahwa seandainya pembeli

menyerahkan pembayaran secara gharar (tidak diftetahui subs tansinya)

kepada penjual dan berkata, "seluruh hakku ada pada barang ini," lalu dia

nelakukannya, maka hal tersebut dianggap sebagai penguasaan terhadap

barang. Demikianjuga yang berlaku disini-

Pasal: Apabila penggadai mengaku telah menyerahkan barang

yang digadaikan, atau penerima gadai mengaku telah menguasai

barang, maka pengakuannya diterima dalam kondisi yang

rlimungkinkan keduanya bertalim jujur. Apabila penggadai mengakutelah

menyerahkan barang, kemudian yang menerima gadai menyangkalnya dan

berkata 
..Kamu mengakui hal itu, padahal aku belum menerima apa-apa,"

atau penerima gadaimengaku telah menguasai atau menerima barang

kemudian penggadai menyangkal, maka yang drjadikan dasar adalah

perkataan orang yang diakui. Ada dua pendapat mengenai tunhrtan strnpah

kepada orang yang menyangkal . Pertama,tidak wajib bersumpah, karena

pengakuan itu lebih kuat daripada bukti keterangan. Seandainyaada
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keterangan dan orang yang disudutkan dengan kesaksian itu meminta agar

setenrnya bersumpah, makapemrintaannya itutidak dit€rima- Demikian pula

dengan pengakuan. Kedua, wajib bersumpah, dan ini adalah pendapat

Syafi'i, karena kebiasaan yang berlaku adalah seseorang itu bersaksi atas

dirinya bahwa ia telah menguasai barang sebelumnya, lalu dakwaannya

diterim4 dan seterunya wajib berstrmpah, bendasarkan kebiasaan yang telah

kemi sebutkan. Hal ini lebih baik, dan ia berbeda dengan keterangan, karena

keterangan itu tidak mernberi kesalsian terhadap hak sebehunnya Seandainya

keterangan itu difungsikan demikiaq maka itu btrkan merupakan keterangan

yangadil.

Al Qadhi berkata" "Apabila orang yang mengaku tidak ada di tempat

dan mengatakan, 'Aku mengaku karena wakilku mengirim surat yang

memberitahukan bahwa barang telah diterima, kemudian ternyata tidak
demikian"' maka kami dengar perkataannya dan meminta seterunya untuk

bersumpah." Ilri adalah pendapat sebagian sahabatAsy-Syaf i. namun, jika

keduanya berselisih pendapat tentang penguasaan barang, dan penerima

gadai be*ata'Dia telah menguasai barang' dan penggadai menyangkalny4

rnaka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang memegang

barang itu. Karena jika barang itu ada di tangan penggadai, maka menurut

ketentuan asalnya belum terjadi penyerahan barang, dan tidak ada sesuatu

yang mennjukkan sebaliknya. Jika barang itu telah ada di tangan penerima

gadai, maka telah terjadi penguasaan atau penyearhan barang, karena barang

itutidak ada di tangannya kecuali setelatr diserahkan.

Jika keduanya berselisih pendapat mengenai izia dimana penggadai

mengatakan, "Engkau mengambilnya tanpa izinku," dan penerima gadai

berkata "Tidak" tetapi dengan seizinmrl sedangkan barang yang digadaikan

berada di tangan penerima gadai, maka perkataan yang dijadikan dasar

adalah perkataan penerima gadai. Karena secara zhahir barang itu ada

padanya, dan akad telah terjadi, dan penguasaannya atas barang

menurjukkan bahwa dia benar. Dimungkinkan perkataan yang dipegang

adalah perkataan penggadai, karena ketentuan asalnya adalah tidak izin. Ini

@-AIMughni



adalatr madzhab Syaf i. Al Qadhi menyebutkan dua pendapat ini.

Pasal: Apabila seseorang menggadaikan dua barang lalu salah

satunya rusak sebelum diserahterimakan, maka akad terhapus atas

barang yang rusak saja tanpa barang yang masih ada, karena akad

pada kedua barang tersebut sah, hanya saja akad pada salah satunya

tertrapus, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi akad barang yang ma.sih

ada. Seperti jika seseorang membeli dua barang, kemudian dia

mengembalikan salah satunya kare tta cacat, atau karena ada khiyar, atau

dibatatkan. Penggadai diberi pilihan antara menyeratrkan barang yang masih

adaataumenatnnnya.

Apabila kerusakan terjadi sesudah barang yang lain diterima" maka

akad gadai berlaku. Jika gadai disyaratkan dalam jual-beli, maka pembeli

memiliki hak pilih, karena gadai terhalang untuk terlaksana secara sempwftt

Apabila pembeli rela" maka dia tidak memiliki hak menuntut untrk meminta

ganti barang yang rusak, karena gadai tidak berlaku di dalamnya. Barang

yang dikuasai itu menj adi gadai dengan seluruh harganya. Seandainya salah

satu dari dua barang rusak sesudah diterima, maka penjual tidak memiliki

haklhiyar,karena jika barang gadai itu rusak seluruhnya, maka dia tidak

mempunya h ak khiyar , apalagi j ika yang rusak adalah sebagiannya. Jika

kerusakannya terjadi sesudah barang yang lain diterima, maka terjadilah

gadai. Jika kerusakan salah satu barang sebelum barang yang lain diterima,

maka penggadai diberi pilihan antara menyerahkannya atau tidak. Apabila

diamenolak untuk menyerahkarxly4 makapembeli memilikihakpilih, seperti

jika barang yang kedua itu tidak rusak.

Pasal: Apabila seseorang menggadaikan rumah, lalu rumah itu

hancur sebelum diserahterimakan, maka akad gadai tidak batal,

karena nilai hartanya tidak hilang secara total, sebab pondasi dan puing-

puingnya masih ada. Dalam hal ini penerima gadai memiliki hak khiar jika

gadai disyaratkan dalam jual-beli, karena barang gadai menjadi cacat dan

berkurang nitai jualnya. Seandainya seseorang ber&anya, "Mengapa akad
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gadai tidak batal, sebagaimana batalnya akad sewa-menyewa?" maka kami

jawab bahwa sewa-menyewa adalah akad atas manfaat tempat tinggal, dan

manfaat itu terhalang sehingga akadnys batal karena tiadanya sesuatu yang

diakadkan. Sementara gadai adalah akad untuk memperoleh jaminan yang

terkait dengan benda yang mengandturg nilai, dan nilai tersebut masih ada.

Dengan demikian, pondasi dan puing-puing kayq batu dan semisalnya itulah

yang dianggap sebagai barang gadai, karena akad berlaku pada semua benda

termasuk puing-puing itu. Apa saja yang masuk dalam aka4 maka ia tetap

ada setelatr diseratrterimakan

Pasal: Setiap benda yang boleh diperjual-belikan, maka boleh

digadaikan, karena tujuan dari gadai adalah mengupayakanj aminan utang

agar utang itu bisa dilunasai dari hargajual barang gadai tersebut apabila

penggadai tidak sanggup melunasinya. Tujuan ini terlaksana dalam setiap

benda yang boleh dijual. Juga karena sesuatu yang menjadi objek jual-beli

itu j uga bisa menj adi obj ek gadai. Hal yang menj adi obj ek sesuatu itu j uga

bisa menjadi objek kegunaannya, kecuali ada faktor yang menghalangi

berlakunya, atau tidak terpenuhinya satu syarat sehingga hukumnya pun

menjadi hilang. Karena itu, sah menggadaikan musya '.20 Pendapat ini

dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila, Malik, Al Batti, Sawwar, Al Auza'i, Al
Anbari, Syaf i danAbu Tsaur. Sementara ulama ahli ra'yu berpendapat

bahwa tidak sah menggadaikannya, kecuali digadaikan kepada mitranya,

atau kedua mitra menggadaikannya kepada satu orang, atau seseorang

menggadaikan rumahnya kepada dua orang lalu keduanya menguasai atau

menerimanya bersama-sama. Karena jika tidak demikian, maka itu

merupakan akad yang tidak dicapai maksudnya sesuai makna yang melekat

padanya, sehingga akad tersebut tidak sah. Seperti seseorang menikah

dengan saudari sepersusuannya. Alasanny4 tujuan gadai adalah penguasaan

barang secara kontinu, sementara musya' tidakmemungkinkan penerima

gadai untuk menguasainya" karena mihanya akan mengambil alih darinya

20 Barang milik bersamayang tidak bisa dibagi-bagi.
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pada hari gilirannya" dan larena penguasaan secara kontinu menrpaka syarat

dalam gadai. Gadai yang demikian itu sangat memungkinkan hilangnya

kekuasaan penerima gadai atas barang yang digadaikan" sehingga tidak sah

menggadaikanny4 sama seperti barang yang diambil tanpa izin pemiliknya

Menurut kam i, musya' merupakan barang yang salah satu mitranya

boleh meqiual haknya" sehingga sah pula menggadaikanny4 sama seperti

barang yang bisa dipilah-pilah. Kalni tidak sependapat bahwa tujuan gadai

adalah menaharU melainkan rmtuk melunasi utang dali hafiajual bamng gadai

pada saat penggadai tidak sanggup membayar, dan musya'dapat diggnakan

untuk tujuan tersebut. Kemudian, pendapat mefeka itu gugur dengan

diperbobfrkannya menggadaikan budak yang membunuh dan murtad gadai

atas barang yang diambil tanpa izin, dan gadai atas barang milik orang lain

tanpa seizinnya tanpa ada perwaliarl karena sanua itu sah menurut mereka'

Pasal: Sah bagi seseorang untuk menggadaikan sebagian

bagiannya dari barang yang dimiliki bersama, sebagaimana sah

baginya untuk menggandaikan seluruh bagiannya. Seperti seseorang

separoh dari bagianny4 atau menggadaikan sehnuh bagiannlaa"

Sama seperti seseorang memiliki separoh rumah, lalu fi a menggadaikan

sebagian dari bagiannya. Al Qadhi berkata, "Dimungkinkan tidak sah

menggadaikan bagiannya dari suatu barang yang bisa dibagi, karena

dimungkinkan dua mitra membag barang, lalu gadai terjadi pada bagian

milikminaryra

Mentrnrt kami, sah menjualnya sehingga sah pula menggadaikannya.

sama seperti barang yang lain. PendapatAl Qadhi itu tidak benar, karena

penggadai dilarang untuk melalnrkan aksi dalam gadai dengan hal-hal yang

merugikan penerima gadai, sehingga dilarang melakukan pembagian yang

me'rugikag sebagaimana dilarang menjualnya-

Pasal: Sah hukumnya gadaiyang dilakukan oleh budakyang

murtad, pembunuh dalam peperangan, dan pelaku kejahatan, baik

kejahatannya itu sengaja atau tidak disengaja, baik terhadap nyawa atau
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yang lebih rendah darinya. Al Qadhi berkat4 "Tidak satr gadai yang dilakukan

oleh pembunuh dalam peperangan. Abu Bakar memilih pendapat bahwa

gadai yang dilalarkan pelaku kejahatan adalah tidak salq dan ini merupakan

madzhab Syaf i. Dasar perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah

perbedaanpendapat dalamjual-beli yang dilalrukannya- Hal ini telah dibahas

di tempatrya. Kemudiaq jikapenerima gadai mengetahui kondisi penggadai,

maka dia tidak memiliki hak khiyar, karena dia memasuki akad dalam

keadaan mengetahui inforrnasi, seperti pembeli ketika dia telatr mengetahui

cacat baran g yarLgdibelinya. Apabila penerima gadai tidak mengetahui,

kemudian dia mengetahui sesudatr budak yang murtad itu kembali Islam dan

sesudah pelakukejahatan itu ditebus, maka diajugatidak memiliki hak

khiyar,karena cacatnya telah hilang. Hal itu sama jika cacat pada barang

yang dijual itu telah hilang. Jika dia mengetahui sebelum cacatyang ada

hilang, maka dia boleh mengembalikannya dan membatalkan akad apabila

disyaratkan dalam akadjual-beli, karena syarat menghanrskan bahwa barang

itu tidak cacat.

Apabila penggadai menyerahkan barang kepada penerima gadai dalam

keadaan cacat, maka dia berhak membatalkan akad, sama seperti dalam

jual-beli. Apabila dia memilih untuk mempertahankannya, maka dia tidak

memiliki hak protes, karena apabila barang yang digadaikan rusak sebelum

diserahkan, makapenggadai tidak berhak atas penggantinya, apalagi jika

yang rusak adalah sebagiannya. Demikian pula, seandainya dia tidak tahu

sampai budak itu dihukum mati akibat murtad atau dikenai qishash,atalu

ditahan karena melalarkantindak kriminal, makapenerima gadai tidak berhak

menggugat

Al Qadhi menyebutkan bahwa menurut qias madzhab, dalam kasus-

kasus ini dia memiliki hak Wgat,berdasarkan analogi terhadap jual-beli.

Padahal masalahnya tidak demikian, karena barang yang dijual merupakan

pengganti dari harga yang dibayarkan. Apabila sebagian dari barang yang

drjual itu hilang, maka dikembalikan hargayangsesuai dengan yang hilang

itu, meskipun yang hilang adalah seluruhnya. Seperti ketika barang yang
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dijual itu rusak sebelum dikuasai pembeli, maka selurutr pembayaran hanrs

dikembalikan. Sedangkan barang gadai itu bgkaq merupakan pengganti.

Seandainya sehrnrturyarusak sebelum dikuasai, makapenggadai tidakbeftak

atas pengembalian apapun. Bagaimana mungkin ia berhak dikembalikan

pengganti terhadap sesu:fu yang tidak ad4 atau hilang sebagiannya?

Apabila sang tuan menolak menebus budaknyayang melakukan tindak

pidanq maka tidak boleh dipaksa- Tetapi budaknya itu dijual dalam kasus

pidana, karena hak korban pidana itu lebih didatrulukan daripada gadai,

sehingga perbuatan pidana itu seperti terjadi sesudatr transaksi gadai. Atas

dasar itu, apabila nilai suatu tanah hilang, maka ia dijual dan gadai menjadi

batal. Apabila gugatanmenghabiskan selunrhhargajual barang gadai, maka

barang gadai dijual dan gadainya batal. Apabila tidak menghabiskan

seluruhnya, makabarang dljual sesuai nilai denda, sedangkan selebihnya

menjadigadai.

Pasal: Sah menggadaikan mudabbafi menurut madzhab yang

kuat, berdasarkan diperbolehkannya menjual budak mudabbar.

NamunAbu Hanifah dan Syaf i melarangny4 karela dia menggantungkan

kemerdekaan budak dengan suatu sifat (meninggalnya sangan majikan),

seprtijika sang tuan menggantungkan kemerdekaanbudalarya dengan sifat

tertentu yang ada sebelum jatuh hak.

Menunrt karni, gadai adalah akad yang dimalsudkan untuk memenuhi

hak dari suatu barang, serupa dengan sewa-menyewa. Juga karena sang

tuan menggantungkan kemerdekaan budaknya dengan sifat yang tidak

menghalangi dipenuhinya hak (dalam gadai). Hal itu seperti seandainyadia

menggantungkan kemerdekaan budak dengan sifat yang ada sesudah hak

itu j atulr- Pendapat yang mereka kemukakan itu bertentangan dengan pokok

ini. Pemerdekaan budak sesudah kematian tuannya itu berbeda dengan

menggantungkan dengan sifat sebehunjatuh utang, karena gadai tidak

2t Mudabbar adalah budak yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan sesudah

tuannya meninggal dunia.
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menghalangi pemerdekaan budak berdasarkan sifat. Apabila dia

dimerdekakan, maka utang tidak bisa dilunasi dengan budak tersebut,

sehingga tujuannya tidak tercapai. Utang denganjaminan budak mudabbar

itu menghalangi pemerdekaannya dengan kematian sang majikaa dan utang

harus didahulukan daripada pemerdekaannya, sehingga hal itu tidak

menghalangi tercapainya maksud Hukurn yang berlaku ketika penerima gadai

mengetahui adanya tadbir atau tidak, sama seperti hukum yang berlaku

pada budak yang melakukan perbuatan laiminal. Ketika sang filan meninggal

sebelnnn meh:nasi utang, lalu budak z udobbw ifidibebaskan, maka gadairya

menjadi batal. Jika yang dimerdekakan adalah sebagian dari diri budak,

maka gadai tetap berlaku pada sebagiannya yang tersisa. Apabila sang tuan

tidak merniliki harta yang lebih unhrk melunasi utang, maka budak mudab b ar

dijual untuk melunasinya utang, dan perjanjian untuk memerdekakannya

mer{adi batal, karena utang lebih didahulukaru dan gadai tidak batal. Apabila

utang tidak mencapai seluruh nilai jual budak, maka ia dijual sesuai kadar

utang, kemudian dibebaskan darinya sepertiga dari sisany4 sedangkan sisanya

mitkahliwaris.

Pasal: Mengenai budak mukataF2, pendzpat yang benar adalah

tidak boleh digadaikan. Ini menurut madzhab Syaf i, karena kontinuitas

penguasmn barang gadai adalah syarat menurut pendapat yang benar, dan

hal tersebut tidak mungkin dilakukan pada budak mukatab. Al Qadhi
bed<ata, 'Menunrt qiyas madzh,ab, sah menggadaikannya. Ini adalah m adzlnb

Maliki, karena boleh menjualnya dan melunasi trtang dari hasil penjualannya.

Atas dasar itu, cicilan yang dibayar budak untuk menebus kemerdekaannya

menjadi gadai bersama dirinya. Apabila dia tidak mampu mencicil, maka

gadai berlaku pada dirinya dan hasil jerih payahnya. Apabila dia

dimerdekakan, maka cicilan yang dibayarnya itulah yang menjadi gadai,

seperti seandainya budak yang dimiliki bersama kedua orang tuanya itu

2 Budak yang telah diberi tuannya ketetapan waktu dan harga tertentu untuk
menebus kemerdekaan d irinya.
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bkuja lalu meningpl dunia.

Pasal: Barangsiapa yang menggantungkan kemerdekaan

budaknya pada satu sifat yang ada sebelum adanya halio seperti

menggantungkan kemerdekaan budaknya pada bulan sabit

Ramadhan, sedangkan jatuhnya hak adalah di akhir Ramadhan, maka

gadainya tidak sah, karenabudak tersebut tidak mungkin dijual ketika

hak gadaijatuh, dantidakpulamelunasi utang dari hasilpenjualannyaApabila

utang jatuh tempo sebelum ketetapan waktu kemerdekaannya, seperti

menggantungkan kemerdekaannya pada alfiir Ramadhan, sedangkan hak

jatutr di awal RarnadharU maka gadainya salU karenadimungkinkan meltur,asi

utang dari hasil penjualannya. Apabila ada dua kemungkinan, maka

menggadainya adalah sah menurut qiyas madzhab, karena dalam kondisi

tersebut objek gadai dimungkinkan masih ada hingga utangnya bisa dilunasi

dari hasil penjualanny4 sama seperti budak yang sakit dan zr udabbar.In

adalah madzhab Abu Hanifah. Namun, dimungkinkan gadainya tidak sah,

karena ada unsur gharar drdalamny4 karena ada kemungkinan budak itu

dimerdekakan sebelumjatuhnyahak. Parapengitut Syaf i berbedapendapat

mengenai kasus ini, sebagaimana yang telahkami jelaskan.

Pasal: Boleh menggadaikan budak perempuan tanpa

menyertakan anaknya, dan juga menggadaikan anaknya saja, karena

gadai tidak menghilanglon kepemilikan, sehingga dengan demikian pemisahan

antara budak perempuan dan anaknya itu tidak terjadi. Juga karena anak

bisa diserahkan bersama ibunya, dan ibunya bersama anaknya. Apabila

diperlukan untuk menjual budak perempuan tersebut, maka anaknya juga

ikut dijual bersamanya, karena menggabungkan dalam akad itu mungkin

diiahrkan Pemisatrankeduanyahukr:mnyahararn, sehinggaanakwajib dijual

bersama ibunya. Apabila keduanya dijual secara bersamaan, maka hak

penerima gadai darinya itu tergantung pada nilai jual budak tersebut. Apabila

nilai jual budak peremprum adalah seratus, sedangkan nilai anaknya adalah

lima puluh, maka nilai j ual budak perempuan itu adalah dua pertiga dari
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harga Apabila penerima gadai tidak mengetahui keberadaan anah kemudian

sesudatr itumengetatrui, maka diamemiliki hak urtukmernilihuntukmenolak

atau meneruskan transalsi, karena anak dianggap sebagai cacat bagi budak

perempwm, karena dia tidak bisa dijual tanpa dengan anaknya. Apabila
penerima gadai mempertahankanny4 maka sama seperti dia mengetatruinya

pada waktu akad, dan dia tidak punya hak selain budak perempuan saj a.

Apabila menolak, maka dia memiliki hak untuk membatalkan al€djual-beli,
j ika disyaratkan di dalamnya.

Pasal: Sah menggadaikan barang yang cepat rusalg baik barang

tersebut bisa diperbaiki dengan cara dikeringkan Seperti anggur dan

kurma basah, atau tidak bisa diperbaiki seperti semangka dan

masakan. Kemudian, jika barang gadai termasuk barang yang bisa

dikeringkaqmakapenggadaiwajibmeng karenaitutemrasuk

tugas untuk meqiaga dan mempertatrankannya- Tugas ini adalah kewajiban

penggadai, sama seperti biaya mengurus binatang. Jika barang gadai itu
tennasuk barang yang tidak bisa dikeringkan, maka segera dijual dan utang

dilunasi dari hargajualnya, j ika utangnya bersifat kontan ataujatuh tempo

sebelum barang tersebut rusak. Apabila utang tidak jatuh tempo sebelum

barang rusak, maka hargajualnya dijadikan sebagai jaminan, baik dalam

gadai itu disyaratkan untuk dijual atau tidak.

Para pengikut Imam Syaf i mengatakan, "Apabila barang gadai itu

termasuk kategori barang yang rusak sebelum jatuh tempo, lalu penerima

gadai mensyaratkan kepada penggadai untuk menjualnya dan hasil
penjualannya dijadikan penggantiny4 maka gadai dinyatakan sah. Apabila

tidak ada syarat, maka ada dua pendapat. Pertama, tidak sah karena

menjual barang gadai sebelum jatuh hak, itu bukan merupakan konsekeunsi

dari akad gadai, sehingga tidak wajib, dan gadainya tidak sah. Seperti jika
penggadai mensyaratkan untuk tidak menjualnya. Al Qadhi menyebutkan

dua riwayat mengenai hal ini, sama seperti dua pendapat tersebut.

Menwut karni, berdasarkan kebiasaan adalah menuntut agar barang
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gadai tersebut dijual, karena pemilik tidak mau merrbiarkan barang miliknya

menjadi rusak. Kalaumenjaganya dalamjual-beli ituhukumryawajib, maka

akad apapun dapat disamakan dengannya. Seperti mengeringkan barang

yang bisa kering, membiayai perawatan binatang, dan menj aga barang yang

membutuhkan per{ agaan- Namgrl j ika penggadai menqraratkan agar barang

gadai itu tidak dijual, maka gadai tidak sah, karena ia mensyaratkan suatu

hal png mengandung resiko kenrsakan atau tidak tercapainya tujgan gadai.

Seperti seandainya dia mensayratkan agar barang yang bisa kering itu tidak

dikeringkaq dan binatang tidak dipelihara- Jika yang kami jelaskan ini terj adi,

maka apabila dia mensyaratkan kepada penerima gadai mtuk menjualny4

atau mengizinkan untuk menjualnya sesudah akad, atau keduanya sepakat

hhwayang menjr:alnya adalatr penggadai atau selainnp, maka dipertolehkan

untuk menjualnya- Apabila tidak memungkinkan, makayang meqiual adalah

hakim dan hasil penjualannya dijadikan gadai. Utang tidak dibayar dengan

hasil penjualarurya, karena dia tidak berhak turtuk membayar utang sebelum

jatutrtempo. Demihanpulahukumnyajika seseorang menggadaikanpakaiaq

lalu dia Klawatir pakaian itu rusalq atau menggadaikan binatang, lalu khawatir

binatang itu mati. Mengenai orang yang menggadaikan pakaian yang

dikhawatirkan rusak seperti wol, makaAhmad berkata, "Sebaiknya dia

mendatangi pihak yang berwena0g, dan menyuruhnya r.rntuk menjual barang

ifir"

Pasal: Boleh menggadaikan perasan anggur' karena ia boleh

dijual. Resiko bahwa perasan anggur itu bisa hilang nilai kebendaannya itu

tidak menghalangi keabsahan gadainy4 sama seperti menggadaikan budak

yang sakit atau melakukan perbuatan pidana. Apabilaperasan anggur itu

berubah menjadi keadaan dimana ia tidak kehilangan nilai kebendaanny4

seperti menjadi cuka, maka gadai berlaku sesuai keadaannya. Apabila

menjadi khamer, maka hilanglah implikasi akad, dan khamer itu wajib

dibuang. Apabila dibuang, maka akadnya meqi adi batal. Tidak dahak kh$ar

bagi penerima gadai, karena kerusakan terjadi saat barang ada di tangannya.

Apabilaben$atrmenjadi cuka lagi, maka implikasi akadberdasa*anhulruIlt
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akad sebelumnya. Seperti seandainya barang gadai terlepas dari tangan

penerima gadai lalu kembali lagi. Apabila perasan anggur itu berubatr menjadi

khamer sebeh:m penerima gadai menguasuiryq maka gadai menjadi batal,

dan tidak kembali sah dengan kembalinya khamer itu menj adi cuk4 karena

akad tersebut merupakan akad yang lemalr, seperti kasus ketika salah satu

dari suami-isri masuk Islarn sebelum terjadi persetubtrhan.

Al Qadhi berkata, "Sesturgguhnya perasan anggur itu apabila berubah

menjadi kharner sesudah diserahkan, maka gadai menjadi batal. Kemudian,

apabila kembali menjadi cuk4 maka meqiadi milik empunya sebagai gadai

dengan akadyang lalu, karena iamenjadi hak milikberdasarkanhukum

kepemilikan yang pertam4 sehingga hukum gadai punkembali seperti semul4

karcna gadai ituhilang denganhitangnyakepemilitcan, sehingga iapunkembali

dengan kembalinya kepemilikan. Ini adalah madztr,ab Slaf i. Ivlalik danAbu

Hanifahmengatakan, "Iatetap sebagai gadai, karena iamemiliki nilai pada

waktu ia masih berupa perasan anggur. Ia tetap memiliki nilai, sehingga

kepemilikan itu tidak boleh hilang darinya. Seperti seandainya budak yang

melakukan perbuatan pidana itu murtad. Juga karena secara hukum hak

milik tidak hilang darinya. Karena itu" seandainya seseoftmg mengambilnya

tanpaizin kemudian khamer tersebut berubah menjadi cuka, maka ia tetap

mer{adi miliknya. Seandainya hak milik atas khamer itu hilang dariny4 maka

ia menjadi milik orang yang mengambilnya tanpa izin. Seperti seandainya ia

membuangnya, lalu seseorang mengumpulkannya" lalu khamer tersebut

berubah menjadi cuka di tanganny4 maka ia menjadi milik orang tersebut,

bukan orang yang menumpahkannya. Ini adalah pendapat kami yang

pertama. Saya tidak melihat adanya manfaat dari perbedaan pendapat

sesudah mereka sepakat bahwa ia kembali menjadi gadai setelah berubah

menjadi cuka. Menurut saya, pendapat bahwa tetapnya khamer tersebut

sebagai gadai lebih mendekati kebenaran, karena seandainya akad dinyatakan

batal, maka ia tidak menjadi sah lagi tanpa akad yang baru. Jika mereka

mengatakaq "Akad dimungkinkan kembali sah karena kembalinya alasan

yang ketiadaannya dapat membatalkan akad, seperti seandainya istri dari
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laki-laki kafir masuk Islam, maka dia keluar dari hukum akad karena

perbedaan agama. Apabila suami masuk Islam di masa 'iddah, maka

perkawinan tersebtrt kembali berdasarkan akad yang pertam4 karena faktor

prbedaan agama tersebut hilang." Jika mereka mengatakan demikiarU maka

kami katakan bahwa dalam kasus tersebut perkawinan tidak hilang dan al€d

tidak batal. Seandainya ia batal kecuali dengan berakhirnya'iddah,maka

akadtidakkembali sah kecuali denganakadyang baru Tetapi, akad tersebd

teryanfimg. Apabila suami masuk Islam di masa'iilafu makajelas bagi kita

bahwa akad nikah tidak batal. Apabila dia tidak masuk Islam, maka akad

menjadi batal. Di sini, kalian memastikan batalnya akad nikah'"

Pasal: Apakah sah menggadaikan buah sebelum tampak layak

dipetik tanpa syarat memotong atau memanennya dalam kondisi

nasihhijau?

. Ada dua pendap at- Pertama, boleh, dan ini adalah pendapat yang

dipilih Al Qadhi, karena unsur ghar ar $etidak-pastian) di dalamnya sangat

kecil. Hal itu dikarenakan, manakala buah tenebut nrsak, maka hakpenerima

gadai menjadi tanggungan penggadai. Selain itu karena menjualnya adalah

diperboletrkarU maka menggadaikaruryajuga diperbolehkan. Ketikahak telah

jatuh, maka ia dijual. Apabila penerima gadai memilih untuk menunda

penjualanny4 maka dia berhak akan hal itu . Kedun,ttdaksa[ dan ini adala]r

pndapat yang dinyatakan lmam Syaf i, karena ia tidak boleh diual, sehingga

tidak boleh pula digadaikan, sama seperti barang-barang lain yang tidak

bolehdijual.

Al Qadhi berkata, "Boleh menggadaikan barang yang drjual yang

disyaratkan untuk dipegang atau diterima 
-seperti 

barang yang ditimbang

dan ditakar sebelum diterimakan--, karena penggasaan barang adalatl halq

sehingga pembeli bi6a menerimanya kemudian menyerahkan kepada

penggadai untuk dikuasainya. Adapun dalam kasus jual-beli, hal itu dapat

mengakibatkan keuntungan dari barang yang iatidak menanggUng kerugian'

dan itu dilarang. Selain itu dimungkinkan gadainya tidak salU karena tidak

sahdijual.
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PasaL Ada dua riwayat tentang menggadaikan mushaf. Pertnma,

tidak sah menggadaikan mushaf. Sebagian ulama menukil pendapat dari Al

Qadhi, "Saya mengecualikanpenggadaikan mushaf, karenatujuan dari gadai

adalah melunasi utang dari hasil penjualannya, dan maksud tersebut tidak

dicapai kecuali dengan menjualnya, sedangkan mushaftidak boleh dijual."

Kedua, sah menggadaikannya. Al Qadhi mengatakan, "Apabila seseoftng

menggadaikan mushaf, maka penerima gadai tidak boleh membacanya

kecuali seizin penggadai." Pernyataan ini menunjukkan keabsahan

menggadaikan mushaf. Ini adalatr pendapat lnam Malih Syaf i, Abu Tsaur,

dan para ulama ahli ra' yu. Hal itu berdasarkan pendapat tentang sahnya

menjual mushaf, sehingga satr pula mengg seperti benda-benda

lairl

Pasal: Seseorang boleh meminjam sesuatu untuk
digadaikannya. Ibnu Murdzif3 berkata, "Setiap ulama yang kami catat

pendapatnya sepakat bahwa apabila seseorang meminjam kepada orang

lain sesuatu yang digadaikannya dengan beberapa dinar kepada seseorang

yang disebut namanya hingga waktu tertentu, maka itu diperbolehkan.

Seyogianya dia menyebutkan siapa penerima gadainya nilai yang diambilnya

dari gadai, jenisny4 dan masa gadainya. Karena kerugian itu bermacam-

macam, perlu disebutkan, sebagaimana gadai itu sendiri. Ketika pemilik

barang mensyaratkan sesuatu, kemudianpeminjam melanggar syarat dan

menggadaikanya dengan carayang tidak disyaratkan, maka gadai tidak salq

karena dia tidak diizinkan unflrk melalarkan gadai tenebut, sehingga seperti

orang yang tidak diizinkan rurhrk menggadaikan.

Ibnu Mundzir berkata, "Ulama menyepakati hal tersebut. Apabila

pemilik barang mengizinkannya untuk menggadaikan dengan nilai tertentq

namun nilai utang justeru lebih kecil, seperti seandainya pemilik
mengizinkannya menggadaikannya dengan seratus, lalu peminjam

menggadaikarurya dengan lima puluh, maka sah hukumnya. Karena orang

B Dalam kitab al-Ijna'(hlm. I10, no.526).
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iiyang diizinkan untuk menggadaikan dengan seratu, maka dia telah diizinkan

untuk menggadaikan dengan lima puluh. Jika dia menggadaikarurya lebih

dari yang diizinkan, seperti menggadaikannya dengan seratus lima puluh,

maka dimungkinkan gadainya batal secara k€seluruhan, karena menyalahi

instuksi. Seperti seandainya seseorang mengatakan, "Gadaikan beberapa

dinar," lalu dia menggadaikannya beberapa dirham, atau menyuruhnya

menggadaikannya secara kontan namun dia menggadaikarurya secara tempo,

atau menyuruhnya menggadaikannya secara tempo namun dia

menggadaikannya secara kontan, maka hukgmnya tidak sah. Begitu pula di

sini. Ini adalah pendapat yang dinyatakan Imam Syaf i. Kedua,gadai sah

untuk yang seratus, dan batal unhrk yang melebihinya, karena akad itu

mencakup apa yang boleh dan yang tidak boleh, sehingga akad tersebut

berlaku hanya pada yang diizinkan. Seolah-olah transaksinya dibedakan.

Kasus ini berbeda dengan pokok-pokok yang kami sebutkan, karena akad

tidak mencakup apa yang diizinkan, dan masing-masing dari kasrs ini terkait

dengan satu tujuan yang tidak ada pada kasus lain. Terkadang penggadai

mampu menebusnya secara kontarU dantidak sanggUp secaratempo. Begitu

juga sebaliknya. Bahkan terkadang ia mampu menebusnya dengan salah

satu dari dua mata uang tersebut, sehingga kewajiban itu tidak ada karena

adanyaperbedaan.

Dalam masalah kami, apabila gadai sah trntuk seratus yang diizinkarl

maka itu tidak menyalahi tujuan. Apabila pemilik barang memboletrkan gadai

secara mutlak tanpa menentukan, maka menurut Al Qadhi, gadainya sah,

dan dia boleh menggadaikannya sesuai keinginannya. Ini adalah pendapat

para ulama ahli ra'yu dan salah satu dari dua pendapat lnam Syafr'i.

Sedangkan pendapat yang lain adalah boleh sampai dia menjelaskan nilai

utang, sifatrya, j atuh temponya, dan batas akhir pelunasannya, sebab ini

sama kedudukannya dengan pertanggungjawaban, karena manfaat budak

itu meqjadi milik tuannya dan pinjaman adalatr sesuatu yang menghasilkan

manfaat. Ia hanya menghasilkan manfaat ketika dijadikanjaminan gadai.

Jadi, nilai gadai itu sama kedudukannya dengan pertanggungiawaban, dan
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awaban atas sesuatu yang tidak diketahui nilainya adalah tidak

satr.

Menurut kami, yang demikian itu adalah 'ariyah (meminjarnkan

manfaat tanpa ganti-ed), sehingga untuk keabsahannya tidak disyaratkan

unnrk menyebtrtan hal-hal tersebut sama seperti pinjaman untuk selain gadai.

Dalil bahwa akad tersebut adalah akad pir{aman adalah seseorang menguasai

milik orang lain untuk manfaat dirinya sendiri tanpa ada pengganti, sehingga

hal itu disebd pinjaman, sama seperti meirguasai barang untuk dimanfaatkan.

Pendapat me,rckabahwa itu adalatr pertanggungjawabaq adalah tidak benar,

karena pertanggungiawaban ada di dalam dzimmah. Juga karena

awaban itu wajib bagi yang menanggung resiko, sedangkan orang

yang meminjam budak boleh mengembalikan pinjamannya sebelum

digadaikakn, danpeminjam harus menebtsnya sesudah Apabila

mereka berpendapat bahwa manfaat dari budak adalah milik tuannya maka

kami katakan bahwa manfaat ifu bermacam-macam. Jadi, seseorang boleh

meminjam budak unfuk menghasilkan satu manfaat, sementara manfaat-

manfaat yang lain itu tetap menjadi milik tuannya. Seperti seandainya

seseorang meminjam budak orang lain unhrk menjaga barang-barang, dan

pada saat yang sama budak tersebut juga menjahit untuk tuannya, atau

melakukan pekerjaan yang lain untuk tuannya. Atau, seseorang meminjam

budak orang lain untuk meqiahitkannya tetapi budak tenebut juga menjaga

barangmiliktuannya

Barangkali ada yang berpendapat bahwa seandainya itu adalah

' ariyah, m*atidak boleh digadaikan" karena iatidak mengika! sedangkan

gadai itu mengikat. Kami katakan, pinjaman itu tidak mengikat dari pihak
peminjam, karenapemilikbudak memiliki hakuntukmenunhrt agarperrinjarn

menebus budaknya sebelum utanganya j atuh tempo . Juga karena terkadang

pinjaman itu bersifat mengikat, dengan dalil bahwa seandainya seseorang

memir{amkan kebun kepada orang lain untuk didirilcan bangunan di atasny4

atau sebidang tanatnnrfirk dijadikan pemakarnan atau rnrtuk ditanami tanaman

yang tidak dipanen dalam keadaan masih hijau Kalau demikiaru maka budak
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pinj aman itu satr digadaikan dengan apa yang dikehendakiny4 sampai waktu

yang dikehendakiny4 dan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena izin

itu mencakup hal-hal itu secara mutlalg dan tuanberhak menuntut penggadai

untuk menebus gadai, baik secara kontan atau tempo, saatjatuh tempo atau

sebelumny4 karena pinj aman tenebut tidak mengikat. Ketika hak telahjatutt

danpenggadai tidak menerima budalg makapenerima gadai boleh me4iual

gadai dan melun asi trtang dari hasil per{ualarurya sedangkan penggadai waj ib

membayarkan pertanggungiawaban kepada pemberi prqiarnan, yaitu nilai

benda yang dipinjam, atau semisalnya jika barang yang dipinjam itu

mempunyai padanan. Ia tidak mengembalikannya sesuai hargajualnya baik

dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai sebenamy4 atau lebih

tingg. Ini menurut salah satu dari dua pendapat. Pendapat yang benar adalah

jika dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai jual yang sebenamya,

maka dikembalikan menurut nilai yang sebenamya, karena pinj aman itu

dipertanggungiawabkan, sehingga peminjam bertanggung jawab atas

kekurangan harganya. Jika ia dijual dengan harga yang lebih tinggi, maka

dikembalikan menwut hargajual tersebut. Karena budak adalah milik pemberi

pinj amaru sehingga seluruh hargajualnyajuga menj adi miliknya. Demikian

pul4 seandainyapenerima gadai menggugurkan haknyaatas penggadai, maka

hasil penjualannya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila hasil

penjualannya digunakan untuk melunasi utang penggadai, maka dia

mengembalikannya kepada pemiliknya. Kewajiban menanggung

kekurangan itu tidak mengakibatkan ketentuan bahwa kelebihan dari

harga jual itu bukan hak pemilik budak. Seperti seandainya budak itu masih

unrh. Apabila barang gadai rusak, maka penggadai bertanggung jawab atas

nilainya, baik rusak karena keteledorannya atau tidak. Pendapat ini

dinyatakan olehAhmad. Hal itu karena menurutnya, pinjaman adalah

dipertanggungiawabkan.

Pasal: Apabila pemberi pinjaman menebus gadai dengan

membayarkan utang penggadai dengan seizinnya, maka peminjam

wajib mengembalikan kepadanya. Jika pemberi pi4jaman membayamya
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dengan suka rel4 maka dia tidak berkewajiban mengembalikan apapun.

Apabila pemberi pinjaman merrbalarkan trtang peminjam tanpa izinnya tetapi

denganharapanpelnir{am mengembalikannlr4 maka apakahpeminjam hanrs

mengembalikan? Ada dua riwayat yang didasarkan pada ketentuan ketika
pemberi pinjaman membayarkan utangnya tanpa izin peminjam. lendapat
png kuat di sini adalatr meirgembalikanrryra, karena pemberi pin$ aman berhak

menuntut kepada peminjam untuk menebus budaknya dan membayar utang

penebusannya. Apabila keduanya perselisih mengenai adanya izin, maka

ucapan yang dipegang adalah ucapan penggadai dengan disertai sumpah,

karena dia menyangkal. Jika penerima gadai memberi kesaksian yang

mengungtungkan pemberi pi4jaman, maka kesaksiannya diterima" karena

dengankesalaiannya itutidak meirdatangkanmanfaatdan tidakpula menolak

mudharat. Jika peminjam mengatakan, "Anda mengizinkanku
menggadaikarxtyasepulu["lalupemberipiaiamanmengatakan,'"Tidalqtetapi

lima," maka ucapan yang dlpegang adalah ucapan pemilik, karena dia
menyangkal adanyakelebihan. Pendapat ini dipegang oleh knam Syaf i,
Abu TMur, danpara ulaura ahli ra'yu- Apabila utangnyajatutr tempo, lalu dia

membayarnya dengan kotan dengan seizin penggadai, maka dia harus

membayamya dengan kontan Jika dia membayamya tanpa izin penggadai,

makaAl Qadhi berkata, "Iajuga harus mengembalikannya dengan kontan,

karena pemilik berhak menuntut agar budaknya ditebus secara kontan."

Pasal: Seandainya seseorang meminjam budak kepada orang
Iain untuk digadaikannya sebesar seratusr lalu dia menggadaikannya
pada dua orang maka hukumnya sah, karena menentukan nilai gadainya

bukan syarat, begitu juga menentukan penerima gadai. Selain itu
menggadaikan budak pada dua orang itu lebih kecil mudharatnya daripada

menggadaikannya pada satu orang, karena dia bisa menebus sebagiannya

dari satu orang dengan membayar utangnyq berbeda halnya seandainya dia

menggadaikannya pada satu orang. Atas dasar itrg apabila penggadai telah

membayar ukng kepada salah satunya" maka bagiannya dari gadai tersebut
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hilang, karena satu akad dengan dua orang itu sebenarnyamerupakandua

akad.

Seandainya seseoftmg meminjam seorang budak dari dua orang, lalu

dia menggadaikannya pada satu orang dengan seratus dirham, lalu dia

membayar separohnya untuk salah satu dari dua bagraq maka dalam hal ini

ada dua pendapat. Pertama,gadai belum ditebus , karena akad tersebut

adalah satu akad dari satupenggadai dengan satupenerima gadai, seperti

seandainya budak tersebut milik satu oran g. Kedua,separoh budak telah

ditebus, karena masing-masing dari dua pemilik itu mengizinkan agar

bagiannya digadaikan dengan lima puluh dirham. Jadi, gadai tidak boleh

lebih dari yang ditetapkan seandainya pemiliknya mengatakan dengan jelas,

"Gadaikanlah bagianku lima puluh dirham, jangan lebih!" Berdasarkan

pendapat ini, jikapenerima gadai mengetahui hal tersebut, maka diatidak

mempunyai hakkhiyar. Jika dia tidak mengetahui hal tersebut, dan gadai

disyaratkan dalam sebuah jual-beli yang mengandung hak lchiar, maka dia

memiliki hakkhiyar, karena masing-masing bagian dari gadai tersebut

merupakan jaminan bagi seluruh utang, dan hal tersebut sudah tidak ada

lagi. Seandainya dia menggadaikan budak tersebut pada dua orang, lalu dia

melunasi salah satunya, maka bagian masing-masing pemberi pinjaman itu

tertebus Jikadiamenebusseparohutangdarisalahsatupenerima

gadai, maka bagian salah satu dari dua pemilik itu telah tertebus. Ini menunrt

salah satu dari dua pendapat. Sedangkan mentrut pendapat yang lain adalah

bahwa separoh dari bagian masing-masing pemilik itu telah tertebus.

Pasal: Seandainya dua orang memiliki dua buda\ lalu masing-

masing dari keduanya mengizinkan mitranya untuk menggadaikan

bagiannya dari salah satu dua budak tersebut, lalu keduanya

menggadaikan dua budakitu pada seseorang secara mutlak, maka

gadainya sah. Apabila salah seorang pemilik mensyaratkan dengan

mengatakan, "Manakala akutelah membayar utang, maka tertebtrslah budak

yang aku gadaikan dan budak yang lain, atau menurut besaran sahamku dari

budak yang lain," maka ini adalah syarat yang tidak sah, karena dia
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mensyffatkan bahwa dengan membayar utang maka gadai atas utang pihak

lain itutertebus. Gadai itujugatidak sab l<arena syarat ini menrgikanpelrerima
gadai. setiap syarat yang rusak dan mengrrangi hak penerima gadai, maka
gadainyajuga tidak satr. Jika dia mensyaratkan agar tidak seorang ptrn dari
budak itu tertebus sampai seluruh utang terbayar, maka gadai inijuga tidak
satr, karena mensyaratkan 4gar barang gadai tetap ditahan tanpa ada utang
prry karenanya ia'ligarlaikan Namurl hal itutidakmengurangi hakpenerima
gadai. Apakah dengan demikian gadainya tidak sah? Dalam hal ini ada dua

pendapat.

Pasal: Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak sah unfuk
dijual, seperti budak perempwn yang mempunyai anak, harta wakaf dan

barangyang sudahdigadaikaa karenatujuandari gadai adalahunhrkmelgnasi

utang dari hasil penjualannya. Semua yang tidak boleh drjual, maka tidak
boleh digadaikan. seandainya seseorang menggadaikan sesuatu yang telah
digadaikan pada penerima gadai, maka itu juga tidak boleh. Seandainya
penggadai berkata kepada penerim a gadai,"Tambahlah utang untukku,
dimana bagianyang behrur tergadai padamu itumenjadi gadai unfirk utangku
ini dan utang yang pertam4" maka hal ini tidak diperbolehkan. pendapat ini
dipegangAbu Hanifah dan Muhammad, dan merupakan salah satu dari dua
pendapat hnam syaf i. Imarn Mali( AbuYusu{, Abu Tsaru, AI Muzani dan
Ibnu Mundzir berkat4 "Praktik tersebut tidak dilarang, karena seandainya

penerima gadai menambahkan, maka diperbolehkan. Begitujuga apabila
penerima gadai menambahkan utang gadai. Juga seandainya penerima gadai

membayar tebusan untuk budak yang melakukan tindak pidana dengan izin
penggadai, agar budak itu menjadi gadai untuk utang yang pertama dan
utang untuk menebusny4 maka itu diperbolehkan. Begitujuga di sini. Juga

karena gadai adalah mumi janrinaq sehingga boleh menarnbahkanny4 sama

seperti pertanggrurgan

Menurut kami, barang tersebut adalah barang yang sudah digadai,
sehingga tidak boleh menggadaikannya dengan utang yang iain. Seperti
seandainya seseorang menggadaikann)ra pada selain penerima gadai. Adapun

I
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menarnbahkan gadai ituboleh karenayang demikianitu adalah meningkatkan

jaminan, berbeda dengan masalah yang kita bahas ini.

Adapun budak yang melakukan tindak pidana itu sah ditebus untuk

dijadikan gadai guna biaya penebusan dan utang yang pertam4 karena gadai

tenebut tidak menghalangi melekatrya tanggung jawab pada budak tersebut

sebab fbktor perbuatan pidana itu lebih kuat. Juga karena wali korban pidana

itu berhak mentrntut agar gadaitersebut dtjual dan dikeluarkan dari gadai,

sehingga sama dengan gadai yang sah sebelum dikuasai. Penggadai boleh

menambahkannya ke dalam gadai yang dibolehkan sebelum jatuh tempo.

Maka, begitu juga jika gadai tersebut boleh karena kasus pidana. Gadai

berbeda dengan pertanggungan, karena seseorang boleh menanggung untuk

orang lain. Jika demikian, maka gadainya untuk hak yang kedua itu menjadi

gadai untuk hak yang pertama secarakhusus. Apabila ada dua saksi yang

meyakini kerusakannya memberi kesaksian, maka keduanya tidak berhak

memberi kesaksian. Apabila keduanya meyakini keabsahannya, maka

keduanya pun tidak berhak memberi kesaksian bahwa dia menggadaikannya

untuk dua utang secara mutlak. Tetapi, ia memberi kesaksian mengenai

kondisi, agar hakim memutuskannya.

Pasal: Adapun menggadaikan wilayah Sawadul 'Iraq dan tanah

wakaf kaum muslimin menurut madzhab yang shahih adalah ia tidak

boleh dijual sehingga tidak boleh digadai. lni adalah pendapat yang

dinyatakan Imam Syaf i. Hukum bangunan-bangunan yang ada padanya

samasepertihukumtanatritusendiri. Mengenai segalasesuatuselaintanalrry4

ataupohonyangbisadireboisasi, apabiladigadai dandijual secaratersendiri,

apakah hukumnya sah? Ada dua riwayat dalam masalah penjualannya.

Pertama,sah karena ia bersifat muflak (terpisah) . Kedaa,tidak boieh karena

ia mengikuti (melekat) pada apa yang tidak boleh dijual dan digadai, sehingga

seperti pondasi bagi dinding. Apabila ia digadaikan bersama tanahny4 maka

gadai untuk tanah batal. Apakah boleh menggadaikan pohon dan bangunan

menurut riwayat yang membolehkan penggadaiannya secara terpisah? Hal

tersebut didasarkan pada dua riwayat pendapat mengenai perbedaan
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ftansal<si, dan ini adalah madzhab Syaf i.

PasaL Tidak boleh nenggadaikan barang yang tidak diketahui,

karena ia tidak boleh dijual. Seandainya seseorang mengatakan, ccr{ku

menggadaikan geriba ini kepadamtl atau rumah ini, atau tembok tanaman

inibedlasisiny4"makatidaksatr,karenaiatidakdiketahuiisiryra Seandainya

dia tidak mengatakan, "Berikut isinya," maka sah menggadaikannya,

karena barangnya diketahui, kecuali jika barang tersebut termasuk

barang yang tidak bemilai, seperti geriba usang dan semisalnya- Seandainya

seseorang mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu salah satu dari

dua budak ini," maka tidak sah karena tidak ada penetapan. Secara garis

besar, apa yang pengetahuannya menjadi pertimbangan dalam jual-beli

itu juga dijadikan pertimbangan dalam gadai. Begitu juga kemungkinan

untuk menyerahkan barang. Karena itu, tidak sahmenggadaikan budak

yang melarikan diri, atau unta yang tersesat dan belum dimiliki.

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan seorang budak atau

menjualny4 danpenerima gadai atau pembeli meyakininya sebagai barang

yang diambil tanpa izin pemilikny4 namun temyata barang tersebut adalah

milik penggadai atau penjual, seperti seseorang menjual atau menggadaikan

budak ayahny4 namun temyata ayahnya telah meninggal sehingga budak

tersebut menjadi miliknya melalui pewarisan, atau seperti seseorang

mewakilkan orang lain untuk membelikan seorang budak dari tuannya,

kemudian orang yang memberi kuasa itu menjualkan budak atau

menggadaikannya dengan meyakininya bahwa budak tersebut adalah

milik tuannya yang pertam4 namun tindakannya ini berlangsung sesudah

wakilnya membeli budak tersebut, maka seluruh tindakan tersebut sah.

Karena tindakan tersebut dilakukan pemiliknya dan bersarnaan dengan

kepemilikannya atas barang tersebut sehingga hukumnya safu Sebagaimana

seandainya dia mengetahui hal tersebut. Namun, ada kemungkinan

tidak sah, karena keyakinannya itu salatr.

l

l

l
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Pasal: Jika seseorang menggadaikan barang yang dibelinya

pada mas a */r iy ar, makatidak sah, kecuali yang menggadaikan adalah

pembeliny4 dan hanya dia yang mem rlikthak khiyar, sehingga tindakannya

itu sah dankhiyarnyabatal. Pendapat ini dikemukakanAbu Bakar, dan

merupakan madzhab Syaf i. Demikian pula dengan penjualan dan

pembelajaannya. Seandainya pembeli mengalami pailit, lalu penjual

menggadaikan barang yang dia berhak untuk menariknya kembali, tetapi dia

melakukannya sebelum menarik barang (membatalkan transaksi), maka

hukumnya tidak sah, karena dia menggadail€n sesuatu yang tidak dimilikinya-

Begrtujuga jika seorang ayah menggadaikan barang yang telah dihibahkantrya

kepada anaknya sebelum dia menarik hibahnya, maka tidak satr, dengan

alasan yang telah kami sebutkan. Imam Syaf i dalam hal ini memiliki dua

pendapat. Pertama, sah karena dia berhak menarik kembali barang sehingga

pembelanjaannya terhadapnya itu memrnjukkan bahwa dia menarik kembali

barangtersebut.

Menurut kami, praktik tersebut adalah menggadaikan sesuatu yang

tidak dimilikinya tanpa izin pemilik, dan tidak ada kekuasaan terhadapnya,

sehinggatidak sah. Sepertijika suami menggadaikan separoh mahar sebelum

melalarkan persetubuhan.

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan buah pohon yang

berbuah dua kali dalam setahun, tetapi salah satunya tidak bisa

dibedakan dengan yang lain, sedangkan dia menggadaikan buah yang

pertama hingga batas waktu terjadinya pembuahan kedua dimana

keduanya tidak bisa dibedakan, maka gadai tersebut batal, karena

barang gadai tidak diketahui denganjelas ketikajatuh hak, sehingga utang

tidak bisa dilunasi dengan hasil penjualanny4 dan gadai tersebut tidak sah.

Seperti seandainya barang gadai tidakjelas saat terjadi akad. Apabila bakal

buah yang digadai itu ada pada waktu trarsaksi, dan bakal buah yang kedua

dapat dipilah dari yang pertarna,maka gadainya sah.Apabila panen buah

yang pertama beruntun sehingga tercampw dengan yang kedua dan sulit

untuk dipilah, maka gadai tidak batal karena ia telah terjadi secara sah,
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meskipun hrcampur dengan yang lain sehingga tidak bisa dipisahkan. Atas

dasar itu" apabila penggadai relajika buahnya menjadi gadai, atau keduanya

sepakat mana yang digadaikan di antara keduanya maka itu baik. Apabila

keduanya berselisih, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai disertai sumpah mengenai kadar gadai, karena ia menyangkal

kadar yang lebih besar, dimana ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak

yangmenyangkal.

Pasal: Seandainya seseorang menggadaikan manfaat-manfaat

dari rumahnya kepada orang lain selamasebulan, maka hukumnya

tidak sah, karena maksud dari orang yang menggadaikan adalah untuk

melunasi utang dari hasil peqjualan barang gadai, sementara manfaat tersebut

hilang pada waktujatuhnya hak. Seandainya seseorang menggadaikan uang

sewa rumahnya selama sebulan" maka itu tidak sah, karena upah tersebut

tidakjelas dan belum dimiliki.

Pasal: Seandainya seorang budak mukatab menggadaikan

budak lain yang akan dimerdekakan, maka gadainya tidak sah, karena

diatidak berhak menjualnya. Namun,AbuHanifah membolehkanny4 karena

mereka tidak tercakup dalam kitabslfa bersama budakmukatab tersebut.

Seandainya orang yang diberi izin menggadaikan budak pada orang yang

membebaskannya atas seizin tuan budak tersebut, maka gadai juga tidak

salg karena apa yang ada di tangannya itu adalah milik tuannya sehingga dia

telah menjadi merdeka dengan membeli dirinya kepada tuannya.

Pasak Seandainya ahliwaris menggadaikan warisan mayit, atau

menjualnya, sedangkan mayit memiliki utang, maka gadainya sah

menurut salah satu dari dua pendapat. Para pengikut Imam Syaf i
mengatakan, "Tidak sah apabila mayit menanggung utang yang

pembayarannya dapat menghabiskan seluruh harta peninggalanny4 karena

2a Penetapan harga dan waktu pembayaran yang harus diberikan budak untuk
menebus kemerdekaannya dari tuannya.

@ -AlMughni



adahak anakAdam yang melekat padany4 sehinggatidak sah menggadaikan

barang peninggalan tersebut, sama seperti barang yang digadaikan."

Menurut kami, yang demikian itu merupakan pembelanjaan terhadap

barang yang kebetulan merupakan miliknya, dan tidak ada satu hak yang

terkait dengannya, sehingga gadainya sah. Seperti jika dia menggadaikan

kepada orang yang murtad. Ia berbeda dengan barang gadai,karena ada

hak yang melekat padanya karena kehendak pemiliknya. Adapun dalam

masalah ini, hakyang melekat padanya bukan karena kehendakny4 sehingga

tidak menghalangi pembelanjaannya. Demikian pula setiap hak yang

ditetapkan bukan dengan ketetapan yang dia buat, seperti zakat dan denda

perbuatan pidana. Sehingga kondisi tersebut tidak menghalangi gadainya.

Apabila atrli waris itu menggadaikanny4 kemudian dia membayar hak

(utang) dengan harta selain harta warisan, maka gadai tetap pada kondisinya.

Apabila dia tidak membayar hak, maka orang-orang yang memberi utang

ituberhak mengambilnyadenganpaks4 karenahakmereka lebih didahulukan.

Hukum yang berlaku pada ahli waris itu sama seperti hukum yang berlaku

pada pelaku pidana Demikian pula hukumnya seandarnya dia membelaqjakan

harta warisan, lalu ada barang yang dijual maylt itu dikembalikan kepada

ahli waris karena barang itu cacat, atau ada hak yang baru melekat pada

harta peninggalan, seperti seseorang atau seekor binatangjatuh ke dalam

sumtnyang digali simayit di tempatyangbukanmiliknya sesudahkematianny4

maka hukumnya sam4 yaitu pembelanjaannya itu sah namun tidakterlaksana-

Apabila dia menunaikan hak dengan harta selain warisan, maka akad gadai

terlaksana. Jika tidak, maka jual-beli dan gadainya batal.

Pasal: Al Qadhi berkata, "Tidak sah menggadaikan budak

muslim kepada orang kafir." Namun, Abu Khaththab memilih pendapat

bahwa gadainya sah apabila keduanya mensyaratkan agar budak tersebut

berada di tangan seorang muslim, dan hakim (pihak berwenang) yang

menjualnya apabila pemiliknya menolak membayar utang. Pendapat ini lebih

kuat, karena tujuan dari gadai dapat dicapai tanpa ada mudharat.
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786. Masalah: Abu Qasim berkata, (Apabila barang gadai

dikuasai oleh dua orang yang saling mensyaratkan agar barang gadai

tersebut ada di tangannya, maka barang gadai tersebut telah
dikuasai."

Maksudny4 apabila dua pelaku gadai mensyaratlCIn agar baxang gadai

ada di tangan seseorang yang disenangi keduanya dan keduanya telah sepaka!

maka itu diperbolehkan" Orang tersebut menjadi wakil bagi penerim a gadar,

yang menggantikannya dalam menguasai barang. Manakala dia menguasai

barang gadai, maka pengrrasaannya itu sah menunrt safu kelompok. Di antara

mereka adalah Thawts,'Amrbin Dinar, Ats-Tsauri, IbnuMubarak, Syaf i,
Ishaq, Abu Tsaur, dan para ulanra ahli ra'yu. Hakam, Harits Al 'Ukli, Qatadalr
dan IbnuAbi Laila mengatakan, "Tindakannya itu tidak dianggap sebagai

penguasaan barang, karena penguasaan barang itu merupakan bagian dari

kesempumaan akad, sehingga tergantung pada salah satu dari dua pelaku

akad, sarna seperti ijab dan qabul.

Menurut ka{oi, barang tersebut telah dikuasai dalam suatu akad,

sehingga dalam hal ini boleh diwakilkan, berbeda dengan qabul, karena apabila

ijab diberikan kepada seseorang, maka qabul harus dari orang itu, karena

dialah yang diajak dalam ijab-qabul tersebut. Seandainya dia mewakilkan

orang lain dalam ijab-qabul sebelum ijab dilaksanakan, maka hukumnya

sah. Pendapat yang mereka kemukakan itu bertentangan dengan penguasaan

barang dalarn jual-beli, dimana penguasaan barang me4iadi pertimbangan di
dalamnya. Apabila demikian ketentuanny4 maka dua pelaku gadai boleh

menitipkan gadai pada orang yang boleh dijadikan wakil, yaitu orang yang

tindakannya diperkenankan, seoftmg muslim atau kafir, adil atau fasik, laki-
laki atau perempuan, tetapi tidak boleh anak-anak. Apabila keduanya

mewakilkan kepada seorang anak, maka ada atau tidaknya penguasaan

barang itu sama saja (tidak dianggap). Begrtujuga tidak boleh mewakilkan

budak tanpa izin tuanny4 karena segala manfaat dari budak itu adalah milik
tuanny4 sehingga manfaat-manfaat tersebut digunakan untuk merf aga barang

tanpa izin tuannya. Apabila tuannya mengizinkan, maka diperbolehkan.
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Mengenai budak mukatab,apabila dia menjaganya dengan menerima upab,
maka diperbolehkarl karena dia memiliki hak untuk bekerja dan membenlkan

manfaatrya tanpa izin tuannya. Apabila tanpa rpa[ maka tidak dipeftolehkm,
karena dia tidak berhak mendermakan manfaat dirinya.

Pasal: Jika keduanya menyimpan barang gadai di tangan dua
orang yang adil, maka diperbolehkan, karena keduanya boleh

narnun salatr satu dari keduanya tidak boleh menyimpa'n1a
sendiri-sendiri. Apbila salah satu dari keduanyamenyerahkan kepadapng
laia maka dia memikul tanggungjawab separohny4 karena inilah ukuran
dimana dia seharusnya bertanggung jawab. Ini adalah salah satu dari dua
pendapat parapengikut Imam Syaf i. Sedangkan menurut pendapat yang
lain, apabila salah satu dari keduanya relajika dipegang oleh yang laira maka
diperbolehkan- kri adalahpendapatAbuyusufdanMuhammad- AbuFlanifatr
berkata, "Apabila barang gadai termasuk barang yang bisa dibagi, maka
keduanya boleh membaginya. Jika tidak, maka masing-masing boleh
memegang seluruhnya, karena menjaganya secara bersamaan akan
mernberatkankeduaq,a sehinggaperintah ini dipahami bahwa masing-masing

dari dua wakil itu yang menjaga.

Menurut kami, apabila penggadai dan penerim a gadaitidak ridha
kecuali kedua wakil itu menjaga barang gadai secara bersama-sam4 maka
salahsatunyatidakbolehmeqiagasendiri-sendiri. Sepertiduapenerimawasiat

dimana salah sattrrya tidak bolehmembelanjalanwasiat. Mengenai pedapat
mereka bahwa meqjaga secara bersama-sama itu memberatkan keduany4
sesungguhnya barang gadai itu bisa diletakkan di tempatpenyimpanan dan
masing-masingmemasangsatugembokpadat€xnpat t€rsehtr-

Pasal: Manakala wakil yang adil itu tetap dalam kondisinya,
tidak berubah dari amm*, dan tidak pula timbul permusuhan antara
dirinya dengan salah satu dari dua pelaku akad gadai, maka salah
satu dari keduanya tidak berhak mencabut gadai dari tangannya,
dan tidak pula hakim (pihak berwenang), karena sejak awal keduanya
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telah menerima wakil tersebut. Jika keduanya sepakat untuk
memindahkanny4 maka diperbolehkaq karena hak tersebut adalatr milik
keduanya. Begitujuga seandainya barang gadai di tangan penerima gadai

dan keadaannya tidak berubab maka penggadai dan hakim tidak berhak

mencabutnya dari tangannya. Jika keadaan orang yang adil itu berubah

menj adi fasik, atau tidak mampu me4i4ga" atau terjadi permusuhan antara

dirinya dengan dua pelaku gadai, atau salah satunya, maka pihak yang

menurtut agar barang gadai dipindahkan dari tangannya itu berhak dipenuhi

tuntutannya, lalu keduanya menaruhnya di tangan orang yang mereka

sepakati. Apabilakeduaryab€rselisitL maka hakim meletatt<annya di tangan

orang yang adil. Jika keduanya berselisih pendapat mengenai perubahan

kondisi wakil, makahakim melakukanpenyelidikandanmengambil tindakan

sesuai yang dilihatqra. Demikian pula seandairyra barang gadai ada di tlngan

penerima gadai lalu terjadi penrbahan pada sifat amanah dan kemamprxmnya

untuk menjaga, makapenggadai berhak mengalihkanbarang gadai kepada

hakim untuk diletakkan di tangan orang yang adil. Apabila penggadai

mendakwakan perubahan kondisi penerima gadai, lalu penerima gadai

menyangkalnya, maka hakim melakukan oenyelidikan dan mengambil

tindakan sesuatu yang tamFak baginya- Jika wakil yang adil atau penerima

gadai meninggal, makaparaahli warisryratidakberhak memegangnya kecuali

dengankerelaan duapelaku gadai. Apabila keduanya sepakat untuk menanrh

barang pada orang yang adil, maka itu diperbolehkan karena merupakan

hak keduanya" sehingga unrsan barang gadai itu diserahkan kepada keduanya"

Apabila penggadai danpenerima gadai berbeda pendapat mengenai kematian

wakil yang adil itu" atau penerima gadai berselisih dengan ahli waris penerima

gadai, maka perkaranya diadukan kepada hakim agarhakim menaruh barang

di tangan orang yang adil. Jika barang gadai di tangan dua orang, lalu salatr

satunya meninggal atau keadaannya berubah menjadi fasik atau tidak mampu

menjaga, atau timbul pemrusuhan antara dia dengan salah seorang pelaku

gadai, maka kedudukannya digantikan oleh orang lain yang adil dan

dipasangkan dengan wakil adil png telah ada lalu keduaqra meqj aga barang

gadai secara bersama-sama-
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Pasal: Seandainya wakil yang adil itu ingin mengembalikan

barang gadai kepada keduanya, maka itu adalah haknya, dan

keduanya harus menerimanya. Ini adalah pendapat Imam Syaf i, karena

wakil tersebut adalah orang kepercayaan yang menjaga dengan sukarela,

sehingga tidak hanrs tetap menjaganya Jika keduanya tidak mau menerim4

maka hakim berhak trrhrk memaksa keduanya. Apabila keduanya tidak ada

di tempa! maka hakim menetapkan orang yang amanah untuk menyimpan

barang gadai keduanya" karena hakim itu memiliki kewenangan terhadap

orang yang tidak mau menjalakan kewajibannya. Seandainya wakil

menyeratrkan kepada orang yang amanah padahal keduanya tidak menolak

untuk mengernbalikan barang gadai, maka wakil, hakim dan yang menguasai

barang itu menanggung resikony4 karena hakim tidak memiliki hak kuasa

terhadap orang yang tidak menolak menjalankan kewajiban.

Demikianpul4 seandainya wakil yang adil itu meninggalkan barang

gadai pada orang laira padahal penggadai dan penerima gadai ada, maka

dia dan orang yang menguztsai barang itu menanggung resikonya. Apabila

kedr,nnyatidak mau menerim4 sedmgkanraatil yang adil itutidakmenemukan

hak lalu dia menaruh barang gadai pada orang lain, maka dia tidak menanggung

resikonya. Apabila salah satu dari dua pelaku akad tidak mau menerim4

maka wakil tersebut tidak boleh menyerahkannya kepada pihak lain. Jika

dia melakukannya, maka akan menanggung resiko. Perbedaan di antara

keduanya adalah: Salah satu dari keduanya itu menguasai barang untuk dirinya

sendiri, sedangkan wakil yatrg adil itu menguasai barang unhrk keduanya.

Ketentuan ini bertaku jika keduanya ada di tempat. Jika keduanya tidak

berada di tempat, maka hanrs dilihat terlebih dahulu; Apabila wakil yang adil

itu memiliki halangan seperti sakit, bepergian, atau semisalnya, maka dia

mengadukankepadahakim, lalu hakim mengambil alih gadai dariny4 atau

hakim mengangkat seorang wakil yang adil untuk menguasai barang bagi

duapelahr gadai. Apabila dia tidak menemukanhakim, maka dia menitipkan

gadai kepada seseoftrng menurut inisiatifirya. Dia tidak boleh menitipkan

b,arang gadai kepada orang yang tepercaya dengan keberadaan hakim. Kalau
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dia melakukannl'4 maka dia yang memnggung resiko. Jika dia tidak memiliki

halangan, sedangkan dua pelaku gadai tidak berada di tempat (pergi) sej auh

jarak diberbolehkannya mengqashar shalat, maka hakim mengambil alih

barang gadai darinya. Jika dia tidak menemukan hakim, maka dia

menyerahkan kepada orang yang adil. Jika kepergiannya kurang dari jarak

diperbolehkannya shalat qashar, maka keduanya dianggap berada di tempat

karena bepergian kurang dari jarak diberbolehkannya shalat qashar itu

dihukumi seperti.mukim. Jika salatr satunya ada di tempat danyang lain

tidak adadi tempat, makakeduanyadihukumi tidak beradadi tempa! dan

wakil tidak boleh menyerahkan barang gadai kepada pihak yang ada di

tempat. Dalam setiap bagian kasus ini, manakala wakil menyeratrl<an kepada

salah satu dari dua pelaku akad maka dia harus mengembalikannya kepada

wakil. Jika tidalq maka dia bertanggugnjawab atas hak pihak lain.

Pasal: Apabila barang gadaiada ditangan orangyangadil, dan

keduanya mensyaratkan agar orangyang adil tersebut menjualnya

saat jatuh hak, maka hukumnya sah. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu HanifatU Malik, dan Syaf i. Apabila penggadai mencabtrt mandat untuk

menjual dari wakil yang adil, maka pencabutan itu sah, dan wakil tersebut

tidak berhak menj ual. Pendapat ini dikemukakan lmam Syaf i. Sedangkan

Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa mandat tersebut tidak boleh

dicabut, karena perwakilannya itu telah menj adi salah satu hak gadai, sehingga

penggadai tidak berhak menggugrrkanny4 sama seperti hak-hak gadai yang

lain

IbnuAbu Musa berkat4 "Kami mengerti alasan semacam ini, karena

ImamAhmadmelarangmuslihatdibanyaktempatdalamkitabny4sedangriarr*

kebolehan menggugurkan hak itu dapat membuka pintu muslihat bagi

penggadai, dimana dia bisa mensyaratkan hal tersebut kepada penerima

gadai agar mau menerima gadai dariny4 kemudian sesudah itu dia mencabut

mandat tersebut. Namun" pendapat yang pertama-lahyang dinyatakan dari

Ahmad, karena perwakilan dalam gadai merupakan akad yang

diperboletrkaq sehingga tidak harus tetap pada akad tersebut, sama seperti
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perwakilan-perwakilan yang lain.

Keberadaannya sebagai hak penggadai tidak menghalangi

kebolehannya, seperti jika keduanya mensyaratkan gadai dalam jual-beli,

maka gadai tersebut tidak menjadi wajib. Begrtujuga seandainya penggadai

meninggal sesudah memberi izin, maka perwakilan menjadi batal. Menwut

qiyas madzhab, manakala penggadai mencabut mandat wakilnya untuk

menjual, maka penerima gadai memiliki hak untuk membatalkan akad jual-

beli yang hasil pembayarannya digunakan untuk gadai. Seseorang penggadai

menolak unfirk menyerahkan barang gadai yang disyaratkan dalamjual-beli.

Adapun;jika penerima gadai mencabut mandat dari wakil, maka mandat

tersebut tidak tercabut, karena orang yang adil tersebut adalah wakil

pnggadai, karena barang gadai itu menjadi miliknya. Seandainya

sajayang mengangkafirya menjadi wakil, maka itu sah, sehingga mandatrya

tidak tercabut oleh tindakan pihak lain, tetapi wakil tersebut tidak boleh

menjual barang gadai tanpa izinpenggadai. Demikianpula, seandainya

keduanya tidak mencabut mandat dari wakil, lalu jatuh hak, maka wakil

tidak menjualnya sebelum meminta izin kepada penerima gadai, karena

pnju,alan barang gadai itu rmtuk memenuhi hakny4 sehingga penjualannya

tidak dibolehkan sebelum penerima gadai mengizinkannya. Wakil tidak

membutuhkan izin baru dari penggadai menurut pendapat yang kuat dari

Ahmad, karena izin telah ada satu kali, dan itu sudah cukup, sama seperti

penvakilan dalam hak-hal lain

Al Qadhi menyebutkan pendapat lafu1 yaitu wakil perlu izin yang bau"

karena dia memiliki tujuan untuk memenuhi hak dari orang lain. Namun

pendapat yang pertama lebih kuat, karena satu kali izin sudah cukup selama

tidak diubah, dan tujuan bukan menjadi pertimbangan selama ada iztnyang

jelasyangmenyelisihiny4berdasar{<andalil seandainyaadaizinbafu Berteda

dengan penerima gadai, karena penjualan itu membutuhkan tuntutannya

terhadap hak. Demikianlah pendapat Imam Syaf i.

Pasal: Seandainya orang lain merusak barang gadai di tangan wakil
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yang adil, makapelaku menanggrng nilainya dan ia menjadi barang gadai

ditangannya Barang gadai itu tidak dipegang wakil, dan dia memiliki hak

untuk menuntutny4 karena nilai tersebut merupakan pengganti dari barang

gadai, dan dia berhak menahan barang gadai dan menjaganya Apabila dua

pelaku gadai mengizinkannyatrntuk meqjual barang gadai, makaAl Qadhi
berkata, "Menurut qiyas madztrab, wakil boleh mer{ual nilai barang gadai,

karcna boleh mer{uat hasil png timbul dari baxang gadai mengihrti pokokrya,

apalagi nilainya" Sementarapara sahabat knam Syaf i mengatakan,'Dia

tidak boleh berbuat demikiarU karena dia melalarkan pembelar{aan dengan

izin, sehinggatidak berhak menjual sesuatu yang tidak diizinkan untuk

menjualnya Sepeti diketahui, barang yang diizinkan untuk dijual itu telah

rusak, sedangkan nilainya itu sesuatu yang berbeda dari barang yang

dimaksud."Al Qadhi mengatakan bahwa dia telatr dizinkan untuk menjual

barang gadai, dan nilainya itujuga dianggap sebagai gadai, sehingga hukum

pokoknya (bara.tg gadai) dapat dilekatkan pada nilai tersebut, karena dia

berhak menuntut nilai tersebut dan melunasi utang penggadai dari hasil

penjualanny4 maka begitujuga dia boleh menjualnya. Apabila nilai itu sama

jenisnya dengan utang, dan wakil telah diizinkan trrtuk melunasi utang dari

hasil penjualan barang gadai, maka diajuga melunasi utang dengan nilainy4

karena nilai adalahpengganti barang gadai, sama dengan utang, sehingga

nilai itu serupa dengan hargapenjualan.

Pasal: Apabila dua pelaku gadai mengizinkan wakilyang adil
untukmenjualbarang gadai dan keduanya telah menetapkan mata

uang, maka dia tidak boleh menyalahi ketetapan keduanya. Apabila

keduanya bemelisifu dimana salah satunyamengatakar5 "Juallah barang gadai

dengan dirham," dan yang lain mengatakan, "Dengan dirharn," maka wakil

tidak boleh menerimapendapat salah seorang dari keduany4 karena masing-

masing memiliki hak. Penggadai merniliki hak kepemilikan, danpenggadai

memiliki hakjaminan danpelunasanhaknya- Jikaini terjadi, makaperkaranya

diajukan kepada hakim, lalu hakim menyunrh orang untuk menjualnp dengan

6a6 uang dalarn negeri, baik sama jenisnya dengan hak penerima gadai
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atauberbeda, baik sesuai denganucapan salah seorang dari keduanyaatau

tidak. Karenayang demikian itumerupakancarayang aman. Jikadi suatu

negeri terdapat dua mata uang, maka wakil menjualnya dengan mata uang

yang lebih dominan. Jika keduanya setara, maka Al Qadhi berkata, "Dia
menjualnya dengan mata uang sesuai ijtihadnya- Lri j uga merupakan pendapat

Imam Syaf i. Inilah yang paling aman. Apabila keduanya sama, maka wakil

menjualnya dengan mata uang yang sama jenisnya dengan utang. Apabila

mata uang tidak sama dengan jenis utang, maka hakim menetapkan jenis

mata uang dalam peqjualanny4 dan hukum yang berlaku bagi hakim adalah

sama seperti wakil, yaitu harus hari-hati dan tidak menjual lebih rendah dari

harga standar. Diantara bentuk penjualan adalah dengan tempo. Ketika hakim

melanggar ketentuan, maka dia memikul tanggungjawab yang sama seperti

tanggung jawab wakil yang melanggar ketentuan."

Al Qadhi menyebutkan riwayat lain mengenai penjualan barang gadai

secara tempo, yaitu diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi

wakil.

Sesungguhnya penjualan barang gadai secara tempo itu tidak sah,

karena penjualan di sini adalah untuk melunasi utang yang wajib dibayar

dengan segera, sedangkan penjualan secara tempo menghalangi tujuan

tenebut. Demikian pula pendapat kami mengenai wakil ketika menemukan

indikasi yang menunjukkan larangan menjual barang gadai secara tempo,

maka dia tidak boleh melalarkannya. Dua riwayat mengenai penjualan secara

tempo itu hanya ketika tidak ada indikasi-indikasi yang melarangnya. Dalam

setiap kasus, kami menetapkan bahwa penjualannya batal, dan barang yang

dibeli ituharus dikembalikanjika masih ada. Apabila barang yang telah dibeli

itutidakbisadikembalikaq makapenerima gadai memiliki hak untuk menuntut

tanggung jawab kepada siapaymgdikehendakinya, apakah itu wakil atau

pembeli, dengan yang paling rendah dari nilai gadai atau nilai utang, karena

dia menguasai nilai gadai itu untuk melunasi haknya, bukan untuk gadai.

Karena itu, dia tidak berhak menguasai lebih banyak dari piutangnya.

Sedangkan nilai selebihnya dari barang gadai itu menjadi milik penggadai.
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Pembeli bisa mengklaim kepada wakil atau penggadai. Apabila penerima

gadai telatr mengambil pelunasan piutangnya dari gadai, maka penggadai

mengklaim nilainya kepada siapayang dikehendakinya; wakil atau pembeli.

Apabilapembeli merunggung resiko barang gadai, makadiatidak margklaim
kepada siapapul karena nrsaknya bamng adalatr ditangannya- Apabila wakil
menanggung kenrsakan barang gadai, maka dia mengklaim kepada pembeli.

Pasal: Ketika penggadai dan penerima gadai telah menetapkan
harEa jual barang gadai, maka wakil tidak boleh menjualnya lebih
rendah. Nanrur,jika keduanya membebaslarl maka wakil boletr menjualnla

dengan lrarga stardar, afau lebih mahal. Pendapat ini dikemukakan oleh lnam
syaf i. Abu Hanifatr berkata, "wakil boleh mer{ualnya meskipun dengan

harga beberapa dfulnm. Dalam masalah pen akila& keputusan ada di tangan

wakil. Jika keduanya membebaskan, lalu wakil merf ual dengan harga yang

lebihrendah dari harga standaryang dapat ditolerir, makahnkumnya satr

dan dia tidak bertanggung jawab, karena biasanya harga itu tidak bisa
ditentukan secara aktuat. Apabila kekurangannya tidak bisa ditolerir, atau

dia mer{ual barang gadai dengan harta yang lebih rendatr dari }lang ditetapl@n

penggadai dan penerima gadai, makajual-belinya sah dan dia menanggung

seltruh kektrangan. Pendapat ini dikemukakan satrabat-satrabat kami.
Namnn, pendapat yang lebih kuat adalatr tidak sa[ karenajual-beli tersebut

tidak diizinkan" sehingga hal itu serupa dengan seandainya dia menyalatri
perintah untuk mqiualnyra dengan mata r:ang tertentu.

Pasal: Apabila wakil yang adil itu menjual barang gadai dengan
izin ftsduanyq lalu dia menyimpan hasil penjualanr lalu hasil penjualan
tersebut rusak di tangannya tanpa sengaja, maka dia tidak
bertanggungjawab, karena dia hanya orang kepercayaan, sehingga

kedudukannya seperti wakil. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat

mengenai hal ini. Kerusakan tersebut menjadi tanggungan penerima gadai.

Pendapat ini dikemukakan Imam Syaf i. SedangkanAbu Hanifah dan Malik
mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab penerima gadai,karena
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penjualan tersebut rmtuk kepentingannya.

Menurut kami, wakil tersebut adaiah wakil penggadai dalam
menjualkan, dan hasil penjualannya adalah miliknya, dan dia adalah orang
kepercayaarurya untuk memegang hasil penjualan tersebut. Apabila hasil
penjualannya rusak, maka ia mdadi tanggungan orang yang mewakilkan
kepadanya. Apabila wakil itu mengaku bahwa barang yang
dikuasakankepadanya mengalamikerusakan, maka ucapan yang dipegang
adalah ucapannya disertai sumpah, karena dia adalah pembawa amanah
dan tidak bisa dibebani untuk mengajukan bukti mengenai kerusakan tenebut.
Jika kita memaksanya untuk mengajukan bukti, maka itu memberatkannya"
dan barangkali mengakibatkan banyak orang tidak mau menerima amanah.

Apabila penggadai dan penerima gadai berselisih dengan wakil dalarn hal
penguasaan atas hasil penjualan, dimana keduanya mengatakan, "Ia belum
menerimanya daripenjual," sedangkan diamengakutelahmenerimany4 maka
ada dua pendapat. Pertamo, ucapan yang dipegang adalah ucapannya,
karena dia adalahpembawa atrwtah. Kedua, dakwaannya tidak diterima"
karenayang demikian itu berarti membebaskanpernbeli dari kewajiban
membayar, sehingga ucapannya tidak bisa diterim4 seperti seandainya dia
membebaskan pembeli dari kewajiban selain pembayaran. Apabila barang
yang dijual itu telah menjadi hak milik, maka tanggung jawab ada pada
penggadai, bukan wakil, apabila diatelahmemberitahukepadapembeli bahwa
dia adalah wakil. Begitujuga setiap wakil yang menjualkan harta orang lain.
kri adalah m adzlnb syaf i. Abu Hanifah berkat4 "Tanggungiawab dipikul
wakil, dan ucapan yang berlaku adalah ucapannya dalam hal perwakilan.
Apabilapembeli tahu sesudah pembayarannya rusak di tangan wakil, maka
tanggung jawab kembali kepada penggadai, sedangkan wakil tidak
bertanggung jawab apapun. Apabila ada yang bertanya, mengapa pembeli
tidak mengklaim kepada wakil karena diatelahmenguasai pembayaran
dengan cara yang tidak benar? Kami katakan, karena pembeli menyerahkan
pembayaran kepada wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang dipercaya
menerimanya untuk diserahkan kepada penerim a gadai.Karena ihr, dia tidak
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wajib menanggung resiko. Sedangkan bagi penerima gadai, telahjelas bahwa

akad gadai itu rusak. Karena apabila gadai merupakan syarat dalam jual-

beli, maka ad ahak khiyar di dalamnya. Jika tidak, maka haknya menjadi

gugur. Apabila penggadai bangkrut, baik dalam keadaan masih hidup atau

sudah meninggal, maka penerima gadai dan pembeli berkedudukan sama

sebagai debitor, karena hak mereka sama-sama menjadi pertanggungan,

sehingga mereka pun sama dalam hal pembagian harta penggadai di antxa

mereka. Namun, jika barang gadai menjadi hak milik sesudah pembayaran

diserahkan kepada penerim a gadar,maka pembeli kembali kepada penerima

gadai. Ini adalah pendapat Imam Syaf i. Abu Hanifah berkata, "Pembeli

mengklaim kepada wakil, lalu wakil mengklaim kepada penggadai atau

penerima gadai yang dikehendakinya-"

Menurut kami, fisik hartanya itu telah beralih kepada penerima gadai

dengan cara yang benar, sehingga protes diajukan kepadanya, seperti

seandainya penerima gadai menguasai barang dari penggadai. Tetapi jika

pembeli mengembalikan barang dikarenakan cacat, maka dia tidak bisa

mengklaim kepada penerima gadai, karena dia menerima hasil penj ualan

dengan cara yang benar, dan tidak pula kepada wakil karena dia hanya

orang keperc ayaan. Sebaliknya, dia mengklaim kepada penggadai. Apabila

siwakil sewaktu menjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa dirinya

hanyalah wakil, maka pembeli berhak mengklaim kepadanya, dan wakil

bisa mengklaim kepada penggadai apabila penggadai mengakuinya, atau

ada bukti yang menunj ukkannya. Apabila dia menyangkal, maka ucapan

yang dipegang adalah ucapan wakil disertai sumpah. Apabila dia menolak

untuk bersumpah, maka dia dikenakan sanksi. Atau sumpah dikembalikan

kepada pembeli. Apabila pembeli bersumpah dan mengklaim kepada wakil,

maka wakil tidak bisa menuntut penggadai karena dia telah mengaku bahwa

dia menzhaliminya. Menurut pendapatAl Khiraqi, ucapan yang dipegang

mengenai adanya cacat adalah ucapan pembeli dengan disertai sumpahnya.

Ini adalatr salatr satu dari duariwayat dariAhmad Apabilapembeli bersumpall

maka dia mengklaim kepada wakil, dan wakil mengklaim kepada penggadai.
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Apabila budak yang dijual itu rusak di tangan pembeli, kemudian temyata

budak itu dimiliki sebelum ditimbang harganya, makapihak yang diambil

haknya itu bisa melimpahkan pertanggungan kepada siapa yang

dikehendakinya dari pengambil hak, wakil, ataupenerima gadai. Namun,

pertanggungan itu lebih kuat pada pembeli, karena kerusakan terjadi di

tangannya. Ketentuan ini berlakujika dia mengetahui adanya pengambil hak

tanpa izin Jika dia tidak mengetahui, maka apakatr pertanggungan dilimpahkan

kepadanya atau pada orang yang mengambil? Ada dua riwayat mengenai

haltersebut.

Pasal: Apabila wakil yang adil mengaku telah menyerahkan

hasil penjualan kepada penerima gadai, lalu penerima gadai

menyangkal makaAl Qadhi danAbu Khaththab berkata, "Ucapannya

yang terkait hak penggadai diterima, sedangkan ucapannya yang

terkait dengan hak penerima gadai tidak diterima." Ini adalah madzhab

Syaf i, karena wakil tersebut adalah wakil penggadai dalam membayarkan

utang kepadapenerima gadai. Diabukan wakil penerima gadai dalam meqiual

barang, melainkandalam hal menjagabarang. Dengan demikian, ucapan

wakilyang memberafkanpenerima gadai terkait sesuatuyang tidak diwakilkan

kepadanya tidak dapat diterima. Seperti seandainya seseorang mewakilkan

orang lain untuk membayarkan utang, kemudian ia mengaku telah

menyerahkan pembayaran kepada orang yang memiliki piutang. SyarifAbu

Ja'far danAbu Khatlrthab mengatakan bahwa ucaparlrya yang memberatkan

penerima gadai dalam hal menggugurkanpertanggungan dari dirinya itu

diterima, tetapi tidak diterima terkait pelimpahan pertanggungan kepada

selainnya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, karena dia adalah orang

kepercayaan sehingga ucapannya unnrk menggugurkan pertanggungan dari

dirinya diterima. Sama seperti seseorang yang mengklaim telah

mengembalikan barang titipan. Atas dasar itu, apabila wakil bersumpah

kepadapenerima gadai, maka gugurlah tanggungjawab dminya, ketika tidak

ada bukti dari penerima gadai batrwa wakil tersebut menguasai pembayaran.

Berdasarkan pendapat pertama, penerima gadai bersumpah dan
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mengklaim kepada siapa yang dikehendakinya dari keduanya. Apabila dia

mengklaim kepada wakil, maka wakil tidak bisa mengklaim kepada

penggadai, karena penggadai akan mengatakan, "Penerima gadai

menzhalimiku dan mengambil sesuatu dariku dengan cara yang tidak benar."

Sehingga wakil tidak bisa mengklaim kepada penggadai, seperti halnyajika

dia mengambil harta lain. Apabila penerima gadai mengklaim kepada

penggadai, apakah penggadai bisa mengklaim kepada wakil? Perlu dilihat

terlebih datrulu. Jika penyerahannya kepada penerima gadai terjadi di depan

penggadai atau di depan saksi, lalu salai tersebut meninggal atau tidak berada

di tempat, maka penggadai tidak bisa mengklaim kepada wakil, karena dia

hanya orang kepercayaan dan tidak gegabah dalam pembayaran. Jika

penyerahan dilakukan dengan bukti atau kesaksian, tetapi tidak dihadiri

penggadai, maka ada dua riwayat mengenai hal ini. Pertama,penggadai

bisa mengklaim kepada wakil karena dia gegabah dalam pembayaran tanpa

disertai bukti, sehingga dia memikul tanggung jawab. Seperti seandainya

barang gadai rusak akibat keteledorannya. Dimungkinkan ini adalah maksud

pendapat Al Khiraqi. Barangsiapa menyuruh seseorang untuk menyerahkan

harta benda kepada orang lain, lalu dia mengaku telah menyerahkan harta

benda tersebut kepadanya, maka ucapannya yang memberatkan pemberi

perintah tidak diterima kecuali disertai bukti . Keduo, adalah penggadai tidak

bisa mengklaim kepada wakil, karena dia orang yang diberi amanah terkait

haknya, baik penggadai membenarkan atau mendustakan ucapannya yang

terkait penyeratran. Hanya saja, jika penggadai mendustakan ucapannya,

maka wakil waj ib bersumpah kepadanya.

Pasak Apabila penerima gadai mengambil barang gadai tanpa

izin dariwakif kemudian dia mengembalikan barang gadai kepadanya,

maka hilanglah pertanggungan darinya. Seandainya barang gadaiada

di tanganpenerima gadai, kemudian dia melakukan suatuperubalranpadany4

lalu dia menghilangkan perubahan tersebut, atau membawanya bepergian,

kemudianmengembalikannyakepadawakil, makapertanggungantidak hilang

darinya, karena dengan pengembalian ini, maka amanah telah lepas dari
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penerima gadai. Jadi, barang gadai tidak rusak akibat perbuatannya saat

berada di tangannya. Hal ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Jika dia

mengembalikan barang kepada wakil pemiliknya maka itu serupa dengan

mengembalikan kepada pemiliknya.

Pasal: Apabila seorang kafir dzimmi berutang kepada seorang

muslim, lalu dia dzimmi tersebut menggadaikan khamer sebagai
jaminannya, maka hukumnya tidak sah, baik barang gadai tersebut ada

di tangan seorang dzimmi atau selainnya. Bila penggadai yang dzimmi atau

wakilnya yang dzimmi menjualnya lalu orang yang memberi pinjaman itu
datang dengan membawa pembayarannya, maka penerima gadai wajib

menerimanya. Jika dia menolak" maka dikatakan kepadanya, "Silakan pilih,

kamu ambil atau kamu bebaskan." Karena orang-orang dzimmi apabila telah

saling menguasai barang dan pembayaran dalam akad-akad yang rusak itu
sama kedudukarurya dengan akad-akad yang satr" Umar RA pernah berkata

mengenai ahlu dzimmatr yang menyimpan khamer, "Biarkan mereka

mu$ualnya dan ambillah dari hasil penjualarurya."Apabila dia menggadaikan

khamer pada seorang muslim, lalu wakilnya menjualnya, maka penerima

gadai tidak boleh dipaksa untuk menerima hasil penjualanny4 karenajual-

beli tenebut tidak sah, tidak diakui dan tidak ada hukumnya.

787. Masalah: Abu Al Qasim berkata: "Tidak boleh
menggadaikan harta orang yang mewasiatkan untuk menjaga
hartanya, kecuali kepada orang yang terpercaya."

Penf elasanny4 wali anak yatim tidak boleh m harta anak

yatim tersebut kecuali pada orang yang tepercaya, dimana wali yatim

menitipkan harta pada orang yang tepercaya agar dia tidak mengambilnya

dengan cara yang tidak benar dan tidak lalai menjaganya. Al Qadhi berkata,

"Wali anak yatim tidak boleh menggadaikan hartanya kecuali dengan dua

syarat. Pertama, dia menggadaikannya kepada orang yang tepercaya.

Keduu, anak yatim memperoleh keuntungan dari gadai tersebut, yaitu

sekiranya diamembutuhkannafl<al1 ataubiayarenovasi rumahnyayang rusalq
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atau tanahny4 atau hewan ternakny4 dan lain sebagainya, sedangkan saat

itu hartanya tidak ada di tangan tetapi diharapkan kembali, atau ada hasil
yang dinantikanny4 atau dia memiliki piutang yang akanjatuh tempo, atau

memiliki barang dagangan yang diharapkannya terjual. Karena itu, walinya
boleh meminjam dan menggadaikan harganya- Apabila anak yatim tersebut

tidak memiliki sesuatu yang diharapkanny4 maka tidak ada keuntungan

baginya dari pinjaman tersebut. Kalau demikian, maka walinya menjual
sebagian dari harta pokoknya dan menggunakannya untuk nafcahnya Apabila

wali tidak menemukan oftmg yang meminjaminya melainkan orang yang

bisa membeli hartanya dengan tempo, dan itu lebih menguntungkan daripada

menjual harta pokokny4 maka wali boleh menjualnya dengan tempo, dan

menggadaikan sebagian dari hartarryra- Dalam hal ini, pemegang wasiag hakim

dan orang kepercapan anakyatim memiliki kedudukanyang sama- Demikian

puladengan ayah, hanya saja ayah bolehrnenggadaikan barangnyauntuk
anaknya, dan barang anaknya untuk dirinya. Adapun selain ayah tidak
demikian berdasarkan salah satu dari dua pendapat tersebut.

Pasal: Adapun menebus gadai dengan harta anakyatim, maka
hal itu bisa terjadi dalam akad jual-beli dan pinjaman. Kami telah

menj elaskan gadai yang demikian dalam akad pinj am padabab Musharr ah.

Gadai tersebut di dalam akadjual-beli terdapat tiga masalah . Pertamo,wali
merjual barang yang senilai seratus secara kontan dengan harga seratus atau

lebih rendah yang dibayar secara tempo, kemudian wali mengambil hasil

penjualantersebut sebagai gadai.Ini adalatrjual-beliyangtidak salq karena

menjualbarangsecarakontanitulebihbertnti-hati.Demikianpulaseandainya

wali menetapkan sebagian dari harga dibayar secara temp o. Kedua,wali
menjual harta yatim dengan harga serafus secara tunai dan sepuluh secara

tempo, dan menjadikanyang tempo itu sebagai gadai. yang demikian itu
dibolehkan, karena seandainya wali menjualnya seratus secara tunai maka

itu dibolehkan. Apabila wali menambahkannya, maka itu baik bagi anak

yatim, baik tambahan itu sedikit atau banyak. Kefigo,wali meqjual barang

yang senilai seratus itu dengan harta seratus dua puluh secara tempo, dan
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menjadikannya sebagai gadai. Yang demikian itujuga diboletrkan Al Qadhi
menyebutkan pendapat ini, dan ini adalah pendapat para pengikut Imarl
Syaf i. Sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh, karena praktik
tenebut mendatangkan resiko bagi harta anak yatim, danjud-beli tunai itu
lebihberbati-hati.

Menurut kami, ini adalah kebiasaan para pedagang. Kami
memerintahkannya untuk meniagakannya dan mencari keuntungaq dan ini
adalah salah satujalannya. Resiko itu hilang dengan adanya barang gadai.

Pasal: Hukum mukatab dalamkasusyangkami jelaskan sama

seperti hukum wali anak yatim. Dia berhak membelanjakan apa yang
ditangannya pada hal-hal yang memberi keuntungan baginya. Adapun

budak yang diberi lnry apabilatuannya menyeratrkan harta kepadanya untuk

diniagakanny4 atau tidak menyerahkan harga kepadany4 makaAl Qadhi
berpendapat, "Dia tidak boleh bertransaksi secara tempo, karena utang-

utangnya itu terkait dengan tanggung jawab tuannya, sehingga tuannya

menerimamudharat dari tindakanrryra itq karena utang itumengandurg resiko.

Lain halnya dengan bud ak mukatab."

Pasal: Seandainya harta anak yatim dijadikan gadai, lalu
pemegang wasiat menebusnya untuk anak yatim, maka itu
diperbolehkan. Apabila dia menebusnya untuk dirinya sendiri, maka
itu tidak boleh, karena dia tidak berhak membelanjakan harta anak yatim

bagi dirinya. Dia menanggung resiko, karena dia menguasainya dengan cara

yang tidak sebenamya- Apabila dia menebus gadai dengan harta anak yatim

tanpaadapenjelasan, makatebtrsan ituuntuk anak yatim. Apabila diamenebus

gadai dengan hartanya sendiri tanpa ada penjelasan, maka secarajelas dia

menarik gadai untuk dirinya sendiri. Apabila dia mengatakan, "Aku
menebusnyauntuk anak yatim," makaucalmnnya diterima-Apabilabarangnya

rusak sebelum dia berkata demikian, maka dia menanggung resiko. Apabila

dia mengatakan, "Aku menebusnya untuk anak yatim," sesudah barang

tersebut rusak seluruhnya atau sebagiannya, maka ucapannya tidak bisa
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diterim4 karena kami menetapkan pertanggungan itu secara lahiriah, sehingga

pertanggungan tersebut tidak hilang dengan ucapannya. Pendapat yang lebih

kuat mengatakan bahwa ucapannya diterima, karena dia orang keperc ayaan,

dan dia lebih mengetahui niatnya sendiri, sehingga ucapannya mengenai

penebusan sesudah barang yang rusak itu diterima, sama seperti ucapannya 
.

sebelumrusak.

Pasa} Seandainya pemegang wasiat atau hakim menggadaikan i

harta anakyatim pada budakmukatab miliknya, atau pada anaknya 
l

yang paling fua, maka sah hukumnya, karena pemegang wasiat itu tidak

memilikiperwalianterhadapkeduanya. 
l

Pasak Seandainya seseonang berwasiat kepada orang lain untuk 
i

membayarkan utangnya, lalu pemegang wasiat menggadaikan

sebagian dari hartanya kepada orang yang berpiutang, atau kepada

orang lain, maka dia yang menanggung resiko, karena dia tidak diizinkan

rnrtuk menggadaikanny4 sehingga dia png bertanggrmgjawab. Hal itu seperti

jika dia tidak diberi wasiat untuk membayarkan utang sima$.

788. Masalah: Abu Al Qasim berkata, ..Apabila dia
membayarkan sebagian utang saja, maka gadaitetap dalam kondisi
yang sama untuk utang yang masih tersisa."

Maksudnya, hak jaminan itu terkait dengan seluruh barang gadai,

sehingga barang gadai itu tetap ditahan karena seluruh hak dan setiap

bagiannya. Tidak ada sebagian pun dari barang gadai yang tertebus, sampai

selunrh utang dilunasi. Baik barang gadai termasuk barang yang bisa dibagi-

bagi atau tidak. Ibnu Mundzif 5 berkata, "Seluruh ulama yang kami catat

pendapatnya sepakat bahwa barangsiapa menggadaikan sesuatu, lalu dia

membayar sebagian dari utang, maka dia tidak boleh menarik sebagian dari

barang gadai. Tidak ada sebagian pun dari barang gadai yang keluar sampai

dia melunasi seluruh kewajibanny4 atau penerim a gadumembebaskannya

'z5 Dalam kitab Al ljma' (hlm. I 10, no. 528).
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dari tanggungan." Demikianpula pendapat Malik, Ats-Tsauri, Syaf i, Ishaq,

Abu Tsaur, dan ulama atrli ra'yu, karena barang gadai adalatrjaminan suatu

hak, sehingga gadai tidak bisa hilang kecuali dengan hilangnya seluruh

kewajiban, sama seperti pertanggungan dan kesaksian.

789. Masalah: Abu AI Qasim berkata: "Apabila penggadai

memerdekakan budaknya yang digadaikan, maka budak tersebut

menjadi merdeka. Jika dia memiliki harta yang senilai dengan budak
yang dimerdekakannyq maka harta tersebut diambil untuk dijadikan
gadai."

Maksudny4 penerima gadai tidak berhak memerdekakan budak yang

digadai, karena hal itu membatalkan hak penerima gadai terhadap jaminan.

Dan apabila ia memerdekakan budakny4 maka pemerdekaan itu terlaksana"

baik ia dalam keadaan lapang atau sempit secara finansial. Ahmad

mercdalsikan pendapat ini, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Synaik,

Hasan bin Shalih, para ulama ahli ra'yu, dan Syaf i dalam salah satu

pendapatnya: Hanya saja, Abu Hanifatr berkata, "Pemerdekaan yang

dilakukan penggadai yang kesusahan itu tidak terlaksana." Pendapat ini
dikemukakan SyarifAbu Ja'far, dan juga merupakan pendapat Malik dan

pendapat kedua Imam Syaf i. Karena pemerdekaannya itu menggugurkan

hak penerima gadai terhadap jaminan pada barang gadai dan penggantiny4

sehingga pemerdekaan itu tidak terlaksana. Juga karena pemerdekaan

tenebut merugikan penerima gadai, serta membatalkan hak selain pemilik.

Karena itr1 pemerdekaan budak yang digadai itu terlaksana untuk penggadai

yang dalam kondisi lapang, bukanpenggadai yang dalam kondisi kesulitan.

Sama seperti seseorang membebaskan bagiannya dari budak. Atha', Al Batti,

danAbu Tsatr berkata"'?embebasan budak yang digadai itu tidak terlaksana"

baik penggadai dalam kondisi lapang atau kesulitan." Inilah pendapat ketiga

dari Imam Syaf i, karena ia membatalkan jaminan, sehingga ia tidak

terlaksana, sama seperti jual-beli.

Menurut kami, pembebasan tenebut dilalcukan seoftrng pemilik yang
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diperkenankan melakukan tindakan dan sempuma kepemilikanny4 sehingga

pembebasan tersebut terlaksana, sama seperti membebaskan budak yang

disewakan- Juga karena gadai merupakan barang yang ditahan unirk melunasi

hak, sehingga pembebasan yang dilakukan pemilik itu terlaksana, seperti

barang dagangan yang ada ditangan penjual. Pembebasan budak itu berbeda

denganjual-beli, karena pembebasan budak itu didasarkan pada prinsip

taghlib dan sirayahz', dan itu terlaksana pada milik orang lain. Boleh

membebaskan budak yang dtjual sebeium dikuasai, budak yang melarikan

diri, budak yang tidak diketahui identitasnya, dan budak yang tidak bisa

diserahkan. Pembebasan budak j uga boleh disyaratkan pada beberap a syant,

berbeda denganjual-beli. Jika demikian adanya, maka apabila penggadai

yang membebaskan budak yang digadaikannya itu dalam kondisi lapang,

maka diambil darinya harta yang senilai dengan budak tersebut untuk

dij adikan pengganti budak sebagai gadai . Karena ia telah membatalkan hak

jaminan tanpa izin penerim a gadar,sehingga waj ib memberikan sesuatu yang

se nilai dengan budak tersebut. Seperti seandainya hak tersebut dibatalkan

oleh orang lairl atau seperti seandainya dia merusakkannya. Barang yang

senilai tersebut menjadi gadai, karena menjadi pengganti dari barang yang

digadaikan. Jika penggadai yang membebaskan budak yang digadaikannya

itu dalam kondisi sempit/kesulitan, maka nilainya meqjadi tanggungannya.

Jika diamemperolehkemudahan sebelum jatuhhak, maka nilai tersebut

diambil darinya dan dijadikan gadai, kecuali jika dia memilih untuk

mempercepat pelunasan utangny4 dan dia tidak memerlukan gadai. Apabila

dia memperoleh kemudahan sesudah jahrh hak, maka dia dituntut utang,

karena dengan pembayaran utang itu dia telah terbebas dari dua kewajiban

26 Taghlib bisa diartikan pelaziman. Contohnya, nasab itu ditetapkan dengan
pelaziman. Maksudnya, nasab itu ditetapkan dengan adanya situasi dan kondisi
yang memungkinkan persetubuhan, meskipun persetubuhan itu tidak pasti, dan nasab
tidak ditiadakan dengan kemungkinan tidak adanya nasab. Sedan gkan sirayah bisa
diartikan perembetan. Misalnya, jika seseorang membebaskan sebagian dari diri
budaknya, atau menceraikan sebagian dari diri istrinya, maka itu berarti ia
memerdekakan seluruh diri budak dan menceraikan seluruh diri istrinya-penerj.

I

I
I

I
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secara bersamaan. Patokan untuk menilai budak adalah saat dibebaskan,

karena sama seperti kondisi barang gadai yang dirusakkan. pendapat ini
dikemukakan Imam Syaf i. Abu Hanifah berpendapat mengenai penggadai

yang dalam kondisi sempit, bahwa penggadai meminta budak tersebut untuk
bekaja rnrtuk memperoleh harta senilai dirinya, kemudian mengembalikannya

kepadapenggadai. Hal ini berarti mengharuskan budak untuk bekerja,
padahal dia tidak berbuat apapun dan tidak pula melakukan kejahatan.
Membebankan utang kepada orang yang melakukan pengerusakan adalah

lebihkuat, sama seperti dalam kondisi lapang dan kasus-kasus pengenrsakan.

Pasal: Apabila penggadai membebaskan budak dengan izin
penerima gadai, maka kami tidak menemukan perbedaan pendapat
mengenai keabsahan pembebasan tersebut dalam kondisi apapun.
Karena larangan berlaku untuk mempertimbangkan hak penerima gadai,

dan ia telah mengizinkan sehingga haknya alas jaminan tersebut menjadi
gugur. Baik yang membebaskan itu dalam kondisi lapang atau sempit, karena

dia diizinkan unhrk melalnrkan sesuatu yang meniadakan haknya. Apabila
izin telah ada, maka haknya hilang. Ia telah rela melakukan sesuatu yang
meniadakanhakny4 sehinggatidak memperolehpengganti.Apabilapenerima

gadai menarik izin sebelum pembebasaq danpenggadai mengetahui bahwa
penerima gadai menarik izin, maka dia seperti orang yang belum diizinkan.
Apabila penggadai tidak mengetahui bahwa penerima gadai menarik innrrya
lalu dia membebaskan budak,, maka ada dua pendapat mengenainya,
berdasarkan pendapat mengenai pencabutan mandat dari wakil tanpa
sepengetatruannya. Apabila penerima gadai menarik izin sesudah budak itu
dimerdekakan, maka penarikan izinrryatidak berguna. perkataan yang
diterima adalah perkataan penerima gadai disertai sumpahnya, karena pada

mulanya tidak adaizrn. Seandainya penggadai berselisih dengan ahli waris
penerima gadai, maka perkataan yang diterima adalah perkataan ahli waris
penerima gadai juga, kecuali jika mereka bersumpah bahwa mereka
mengetahui, karena pembebasan itu tergantung pada perbuatan orang lain.
Apabila penerima gadai berselisih dengan ahli waris penggadai, maka
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perkataanyangditerimaadalatrperkataanpenerimagadaidisertaisumpatrnya-

Apabila dia tidak bersumpah, maka dia kalah lantaran penolakannya untuk

bersumpah.

Pasal: Tindakan penggadai selain pembebasan (budak), seperti

menjual, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan, menggadaikan

dan selainnya, maka tindakannya tersebut dianggap batal. Karena

tindakan tersebut membatalkan hak penerima gadai atas jaminan dengan

tidak didasari prinsip taghlib dan sirayah, sehingga pembebasan tersebut

tidak sah, sama seperti menghapus akad gadai.Apabila penerima gadai

mengizinkan pembebasan budak, maka pembebasan tersebut sah dan

gadainya batal, karenapenerima gadai mengizinkantindakanyangmeniadal<an

haknya, sehingga haknya batal karena perbuatarurya sendiri, seperti

pembebasan budak. Apabila penggadai menikahkan budak perempuan yang

digadaikanny4 maka hukumnyatidak sah. Ini adalahpendapat yang dipilih

Abu Khaththab, danpendapat lmam Malik dan Syaf i. Al Qadhi dan satu

kelompok sahabat kami mengatakan bahwa itu sah hukumnya dan penerima

gadai berhak melarang suaminya unhrk menggaulinya. Sementara mahamya

mer:$adi gadai bersama budak perempuan tersebut. Ini adalah madzhab Abu

Hanifah, karena ruang nikah itu berbeda dengan ruang akad gadai. Oleh

sebab itq sah menggadaikan budak perempu:ul yang telah dinikahkan. Juga

karena gadai itu tidak menghilangkan kepemilikan, sehingga gadai tidak

menghalangi pemikahaq sama seperti menyewakannya.

Menurut kami, menikahkan budak perempuan yang digadaikan

merupakan tindakan dalam gadai yang dapat mengurangi nilai gadai dan

merupakan penggunaan sebagian manfaatnya, sehingga penggadai tidak

berhak melakukannya tanpa kerelaan penerima gadai, sama seperti sewa-

menyewa. Pemikahan tersebut dapat mengurangi nilai jual budak perempuan,

karena dapat menganulir sebagian manfaatry4 menghalangi pembeli unnrk

menyetubuhinya dan kehalalanny4 mengharuskan pembeli untuk memberi

kesempatan kepada suaminya untuk menyetubuhinya di malam hari,

mengakibatkan resiko kehamilan dari persetubuhan itu yang dikhawatirkan
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menyebabkan kerusakan statusnya, menyibukkan budak tersebut dari

melayani tuaruryalantaran mendidik anaknya sehinggarasa sukaterhadapnya

menjadi hilang dannilaijualnyama1jadi berkurang ban}ak. Ba}rkanbarangkali

pemikatran tenebut menghalangi penjualannya secaratotal. Pendapat mereka

bahwa ruang akad nikatr berbeda dengan ruang gadai itu tidak benar, karena

ruang gadai adalatr ruangjual-beli, dan jual-beli itu mencakup penjualan

budak perempuan. Karena itq pembelinya diboletrkan untuk menyetubuhinya.

Menggadaikan budak perempuanyang telah dinikahkan itu sah, karenamasih

ada sebagian manfaatpada diriryq dan masih tetap menjadi objekjual-beli.

Sebagaimana sahnya menggadaikan budak yang disewakan. Gadai berbeda

dengan sewa, karena menikahkan budak perempuan yang disewakan ifu
tidak mempengaruhi tujuan dari sewa-menyewa, dan tidak menghalangi

penyewa untuk menikmati manfaat-manfaat yang menjadi haknya.

Sebaliknya, pernikahan tersebut dapat mempengaruhi tujuan gadai, yaitu

untuk melunasi utang dari hasil penjualannya" karena menikatrkarurya dapat

menghalangi penjualannl,a atau mengurangi lrarganya sehingga tidak murgftin

melunasi utang secara keselunrhan.

Pasal: Penggadai tidak boleh menyetubuhi budak
perempuannya yang telah dia gadaikan, menurut pendapat mayoritas

ulama.

Sebagian sahabat knam Syaf i mengatakan bahwapenggadai boleh

menyetubuhi budak yang telah berhenti haid dan yang masih kecil, karena

tidak mengakibatkan resiko pada diriny4 karena alasan larangan adalah

khawatir hamil lalu melatrirkan anak dari tuannya sehingga dengan demikian

budak tersebut keluar dari gadai, atau beresiko meninggal druri4 dan resiko

ini tidak ada pada budak perempuan yang sudah berhenti haid dan yang

masihkecil.

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Mundzir 27 berkat4

2? Dalam kitab Al ljna' (hlm. 110,no.522).
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"Lllama sepakat bahwa penerima gadai berhak melarang penggadai untuk

menyetubuhi budaknya yang digadaikan, karena seluruh budak yang

diharamkan untuk disetubuhi itu tidak ada perbedaan pendapat antara yang

telah berhenti haid, yang masih kecil, atau yang lain. Seperti yang sedang

menjalani masa iddah, yang dianggap bersih rahimnya dari kemungkinan

hamil, dan budak asing. Juga karena kondisi yang menyebabkan kehamilan

perempuan itu berbeda-beda dan kondisi tersebut tidak bisa dicegah. Karena

itu, persetubuhannya dilarang secara keseluruhan. Seperti diharamkannya

khamer karena memabukkan, dan sedikit khamer yang tidak memabukkan

pun dilarang, karena efek memabukkannya itu berbeda-beda. Apabila
penggadai menyetubuhi budak yang digadaikanny4 maka tidak adafoadd

baginya, karena budak tersebut diharamkan baginya karena suatu alasan

yang sifatrya sementar4 seperti budakyangsedang ihram atau sedangpuasa.

Dia tidak wajib membayhr mahar, karena penerima gadai tidak memiliki hak

terhadap manfaat budak, dan persetubuhannya tidak mengurangi nilai jualnya

sehingga seperti jika penerima gadai meminta budaknya unnrk melayaninya.

Apabila sebagian dari fisik budak mengalami kerusakan, atau ia berkurang

nilai jualnya, semisal penggadai memecah keperawanannya> maka dia

menanggung nilai yang dirusaknya itu. Jika mau, maka penggadai bisa

menjadikannya sebagai gadai bersamanya. Jika mau, maka dia bisa

menjadikan nilai tersebut sebagai pelunasan utang, meskipun belum jatuh

hak. Jika hak telahjatuh, maka dia harus menjadikannya sebagai pelunasan

utang, karena tidak ada manfaat menjadikannya sebagai gadai. Dalam hal

ini, tidak ada perbedaan pendapat antara budak yang masih kecil dan yang

sudatr dewasa.

790. Masalah: Abu Al Qasim berkata: "Apabila budak tersebut
gadis, kemudian penggadai menyetubuhinya hingga melahirkan anako

maka dia keluar dari gadai, dan penerima gadai mengambil barang
yang senilai dengan budak tersebut untuk dijadikan gadai."

Maksudnya, apabila penggadai menyetubuhi budaknya yang

digadaikannya, lalu budak tersebut melahirkan anak, maka dia keluar dari
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gadai, dan penggadai menanggung nilai jualnya ketika menghamilinya.

Sebagaimana jika budak laki-laki yang digadaikan terluka, maka dia

menanggung nilainya ketika melukainya. fidak ada perbedaan antara

penggadai yang dalam kondisi lapang atau sempit. Hanya saj4 penggadai

yang dalam kondisi lapang dianrbil darinya barang yang senilai dengan budak

tenebut, sedangkan penggadai yang dalam kondisi susah menanggung barang

yang senilai dengan budak. Ini adalah pendapat ulama ahli ra'yu, dan

pendapat Syaf i di sini sama seperti pendapatnya dalam kasus

memerdekakan budak. Hanya saja, ketika Imam Syaf i mengatakan batrwa

kehamilan itu tidak berdampak, maka itu berlaku bagi penerima gadai.

Adapun bagi penggadai, maka dampak itu ada, dimana dia tidak boleh

menyerahkannya kepada penerima gadai seandainya hak telahjatuh. Budak

yang hamil tersebut tidak boleh dijual, karena dia hamil dengan laki-laki

merdeka. Apabila dia telatr melahirkan, maka dia tidak boleh dijual sampai

sempuma menyusui anaknya. Kalau ada perempuan lain yang menyusuiny4

maka dia boleh dijual. Kalau tidak, maka dia dibiarkan sarnpai sempuma

menyusuinya, kemudian dijual sebagiannya sebesar utang penggadai,

sementara pada sebagian yang tersisa dari dirinya ditetapkan hukum budak

perempuan yang melahirkan. Apabila penggadai meninggal, maka dia

dimerdekakan. Apabila budak yang dijual ini kembali kepada penggadai

melalui warisan, jual-beli, atau hibah dan selainnya" atau dijual seluruhnya

kemudian kembali kepada penggadai, maka ditetapkan untuknya hukum

budak yang melatrirkan. Imam Malik berkata" "Apabila budak perempwm

yang digadaikan keluarke tempatpenerimagadai, maka diakeluar dari

gadai. Apabila penggadai menggaulinya" maka anaknya diambil dan budak

tersebutdijual.

Menurut kami, budak tersebut adalah ibudari anak-anak majikan

yang menggaulinya, sehingga tidak ditetapkan hukum gadai padanya Seperti

seandainya persetubuhan terjadi sebelum terjadi penggadaian. Atau kami

mengatakan satu makna yang menafikan gadai padapermulaanrry4sehingga

ia pun menafikan gadai untuk selama-lamanya, sama seperti wanita yang

merdeka.
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Pasal: Apabila persetubuhan dilakukan dengan izin penerima

gadai, maka budaktersebut keluar dari gadai, dan penerima gadai

tidak berhak apapun, karena dia telah mengizinkan perbuatan yang

menyebabkan hilangnya halG dan itu berarti dia mengizinkan hilangnya hak.

Karni tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini. Apabila

budak tersebut tidak hamil, maka dia tetap menjadi gadai. Jika ada yang

mengatakan bahwayang diizinkan adalahpersetubuha4 bukan menghamili,

maka kami katakan bahwa persetubuhan itulah yang mengakibatkan

keharnilaq dan kehamilan itu bukan kemauan penggadai. Karena itu, izin

terhadap penyebab kehamilan itu berarti izin terhadap kehamilan itu sendiri.

Apabila penerima gadai mengizinkan kemudian dia menarik izi*yq
maka dia seperti tidak memberi izin.

Apabila keduanya berselisih mengenai adanya rzn, maka perkataan

yang diterima adalah perkataan yang menyangkal adanya izin. Apabila

penerima gadai mengaku telah memberi izin, tetapi dia menyangkal

keberadaan anak sebagai hasil dari persetubuhanyang diizinkarurya itu, atau

mengatakan bahwa anak itu hasil dari suaminya atau zina,maka perkataan

yang diterima adalah perkataan penggadai dengan empat syarat. Pertama,

penerima gadai mengakui telah memberi izin. Kedua, penerima gadai

mengakui telah terjadi persetubuhan- Ketiga,penerima gadai mengakui

adanya kelahirun. Keempaf, penerim a gadaimengakui adanya satu masa

sezudahpersetubutranpng mernmgkinkanbudakperempuan itumelahirkan

Pada saat itrr' pengingkarannya tidak dianggap, dan perkataan yang diterima

adalah perkataan penggadai tanpa disertai sumpah, karena kami tidak

menisbatkan anak kepadanya dengan dakwaan, melainkan dengan syara'.

Apabila penerima gadai menyangkal salah satu syarat ini dan

mengatakan, "Aku tidak mengizinkan," atau mengatakan, "Budak itu tidak

disetubuhi ," atau mengatakan, "Belum berjalan satu waktu yang

memunghnkannya budak itu hamil sejak disetubuhi," atau mengatakan" "Ini

bukan anak budak tersebut, melainkan hanya meminjam saja," maka

perkataan yang diterima adalah perkataan penerima gadai. Karena pada

E -AlMughni



mulanya semua itu tidak ada, danjaminan itu tetap sah sampai ada bukti
yangjelas. lni adalah madzlrab Imam Syaf i.

Pasal: Seandainya penerima gadai diizinkan unfuk memukul
budak yang digadaikan, kemudian dia memukulnya, lalu budak
tersebut meninggal, maka dia tidak bertanggung jawab, karena

meninggalnya budak tenebut akibat perbuatan yang diizinkan" sehingga hal

itu seperti budak itu melahirkan dari persetubuhan yang diizinkan.

Pasal: Apabila penggadai mengakui telah menyetubuhinya,
maka dia tidakterlepas dari tiga kondisi.

Pertama, dia mengakuinya pada waktu akad, atau sebelum akad

berlaku Hukun dua kondisi ini mm4 dan hal itu tidak menghalangi keabsatran

akad, karena pada mulanya tidak ada keharnilan. Jika ternyata budak
perempuan itu mengandung seorang anak yang tidak dikaitkan dengan

pnggadai, maka gadai tetap pada kondisinya Begitujugajika anak dikaitkan

dengannya tetapi budak perempuan tersebut tidak menjadi ummu walad
(ibu dari anak yang dihasilkan dari persetubuhan dengan maj ikan). Misalnya"

penggadai menyetubuhinya saat dia masih menjadi istrinya, kemudian dia

memilikinya sebagai budak dan menggadaikannya. Jikaternyata budak
perempuan itu mengandung seorang anak yang karenanya ia menjadi ummu

walad,maka gadai dianggap batal dantidak adahakkhiymbagi penerima

gadai, meskipur gadai itu disyaratkan dalam jual-beli, karena dia memasuki

akad gadai disertai pengetahuan bahwa budakperempuan itu tidak bisa

menjadi gadai. Apabila budak perempuan itu keluar dari gadai karena sebab

yang diketahuinya, maka penerima gadai tidak memiliki hak khiyar.Sama

seperti jika budak yang digadai itu sakit lalu meninggal, atau melalukan pidana

lalu dikenai qishash. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat Imam Syaf i,
sedangkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa dia m emthkrlnk khtyar,

karena persetubuhan itu sendiri tidak menetapkan hak khiyar, sehingga

kerelaannya terhadap persetubuhan bukan berarti kerelaan terhadap

kehamilan yang terjadi darinya. Berbeda dengan perbuatan pidana dan sakit.

i
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Menurut kami, izin penerima gadai terhadap persetubuhan itu berarti

izin terhadap akibatnya dan kerelaannya terhadap persetubuhan itu berafii

kerelaan terhadap akibatnya.

Kondisi /redga adalah penggadai mengakui penetubuhan setelatr akad

gadai berlaku. Pengakuan ini diterima jikaterkait dengan kewajibannya,

dan tidak diterimajika terkait dengan kewajiban penerima gadai, karena dia

mengakui hal yang dapat menghapus akad yang telah berlaku bagi orang

lain, sehingga ucapannya tidak diterima. Hal itu seperti seandainya dia

mengakuinya sesudah menjual budak perempuan tersebut. Namun, ada

kemungkinan ucapannya diterima, karena dia mengakui terkait dengan

miliknya" dimarn hal itu tidak mengundang kecurigaan terhadapny4 karena

dia lebih membahayakan dirinya daripada manfaat yang diperoleh dengan

keluarnya budak perempwm tersebut dari gadai.

Pendapat yangpertama lebih benar, karenapengakuan seseorurg yang

merugikan orang lain itu tidak diterima. Demikian pula hukumnya ketika

mengaku batrwa dia mengambil budak perempuan itu dari orang lain tanpa

izin, atau budak perempu:ur tersebut melakukan tindakan pidana yang

tebusannyaterkait denganstatus budaknya. Mengenai hal ini, lmam Syaf i
mempunyai dua pendapat. Jika penggadai mengaku telah memerdekakan

budak itu, maka pengakuannya sah, dan budak perempuan tersebut keluar

dari gadai. Pendapat ini dikemukakanAbu Hanifah. Imam Syaf i dalam

salah satu dari dua pendapatrya mengatakan, '?engakuannya tidak diterima

dengan alasan batrwa pemerdekaannya tidak sah lantaran ia digadaikan."

Mentrut kami, seandainya seseorang membebaskan budakny4 maka

pembebasannya itu berlaku" sehingga pengakuanya mengenai pembebasan

tersebut diterima, sama seperti dalam kasus selain gadai. Juga karena

pengakuannya mengenai pembebasan budaknya itu sama kedudukarurya

dengan membebaskan budak itu sendiri, sehingga seperti seandainya dia

mengatakarl "Kamu merdeka."

Dimungkinkan pengakuan orang yang dalam kondisi sulit itu tidak

diterima, dengan alasan bahwa pembebasannya tidak berlaku. Mengenai
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setiap kasus dimana kami berpendapat bahwa perkataan yang diterima

adalah p'erkataan penggadai, Al Qadhi mengatakan, "Perkataan itu harus

disertai sumpatrny4 karena dimungkinkan dia berdusta. Mungkin saja dia

tidak diminta bersumpah, karena seandainya dia menarik pengakuannya,

maka penarikannya itu tidak diterima, sehingga tidak ada gunanya untuk

memintanya benumpatr. Para ulama pengikut Imarn Syaf i berbeda pendapat

mengenai permintaan sumpah kepadanya. Halam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat yang shahih menurut saya adalah, seandainya dia mengakui telah

membebaskan budak, maka dia tidak dimintauntuk bersumpah, karena

pengakuan tersebut sama kedudukannya dengan perkataannya, "Kamu

merdeka." Sehingga pengakuan tenebut tidak membuhrhkan sumpa[ seperti

apabila dia menyatakannya terus terang.

Apabila penggadai mengaku mengambil budak tanpa izin pemiliktyu,

atau budak melakukan melakukan tindak pidana, maka apabila orang yang

diambil budaknya dan orang yang menjadi korban pidana itu tidak

mendakwanya, maka ucapan penggadai tidak perlu dihiraukan. Apabila

keduanya mendakwanya, makakeduanya harus bersumpah, karena hak

yang didakwakan adalah hak keduanya. Apabila keduanya menarik

dakwaannya, maka penarikannya itu diterim4 sehingga sumpah terhadap

dahvaan ini sama seperti dalovaan-dakwaan yang lain. Apabila penggadai

mengaku menjadikan budak perempuannya sebagai ibu bagi anakny4 maka

dia harus bersumpalr, karena manfaat dari budak tersebut kembali kepadany4

yaitu kehalalan menyetubuhinya dan pelayanannya, sehingga dia wajib

bersumpah. Lain halnya dengan kasus sebelumnya. Jika kami berpendapat

bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan penerima gadai, maka dia

hanrs bersumpatr dalam kondisi bagaimanapun. Karena seandainyapenggadai

mengakui, maka tetaplah hak dalam gadai. Sumpahnya itu untuk meniadakan

pengetahuan, karena sumpah ini unfuk meniadakanperbuatan orang lain.

Apabila dia bersumpah, maka gugurlah dakwaan terhadapnya, dan hukum

budak tersebut tetap sebagai hak penggadai, karena seandainya gadai itu

kembali kepadany4 makahukum yang timbul dari pengakuannya itu berlaku
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padanya. Jika korban pidana atau orang yang diambil budaknya tanpa izin

itu ingin mendendanya seketika itu, maka itu hak keduany4 karena dengan

itu dia menolak untuk memenuhi kewajiban pidana, sehingga

wajib membayar dendanya, seperti seandainya dia membunuh budak

tersebut.

Pasal: Berdasarkan ijma' (konsensus), tidak halal bagi

penerima gadai untuk menyetubuhi budak perempuan, sesuai firman

Allah, "Kecuali terhadap istri-istri merekn dan hamba sahaya yang

mereka mihb." (Qs. Al Mu'minun [23]: 6) Budak tersebut bukan istrinya,

danbukan pula hamba sahaya yang dimilikinya. Apabila dia menyetubuhinya

dengan mengetahui bahwa hal itu haram, maka dia dikenakan hukuman,

karena gadai adalah jaminan utang, dan tidak ada celah diperbolehkan

menyetubuhinya. Karena menyetubuhi budak perempuan yang disewa saja

dapat menyebabkan hukuman, padahal memiliki manfaatry4 apalagi dalam

maslah gadai. Apabila penerima gadai mengaku tidak mengetahui

keharamannya dan dimungkinkan dia jujur karena tumbuh dewasa di

pedalaman atau baru masuk Islam, maka tidak dikenakan hukuman, dan

anaknya yang lahfu dari budak tersebut berstatus merdeka. Hal itu karena

penerima gadai menyetubuhinya dengan meyakini kebolehannya, seperti

seandainya dia menyetubuhinya karena mengira bahwa dia adalah budak

perempuannya. Adapun penerima gadai menanggung sesuatu yang senilai

dengan anak tersebut pada hari kelahirannya, karena keyakinannya bahwa

persetubuhan tersebut halal menghalangi penisbatan status budak pada anak

tersebut, sehingga dia menghilangkan status budak atas anak bagi tuanny4

dan penerima gadai menanggung nilainya, seperti orang yang tidak

memperoleh kej elasan mengenai kemerdekaan budak perempuan.

Apabila tidak dimungkinkankejujurannya" seperti orang yang tr:rnbuh

dewasa di negara-negara Islam dan bergaul dengan para ulama, maka

dakwaannya tidak diterima, karena tidak mungkin dia tidak mendengar

tentang hararnnya hal itq sehingga seperti orang yang tidak mengaku tidak

tahu. Anaknya tetap menjadi budak bagi penerima gadai, karena dia
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merupakanhastdzina.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam semua kasus yang kami jelaskarl

apakah persetubuhan itu dilaktrkan dengan izin penggadai atau tidak. Inilah
pendapat yang ditegaskan Imam Syaf i. Namun, dimungkinkan penerima

gadai tidak menanggung nilai anak itu saat ada izin untuk menggaulinya. Ini
adalahpendapat sebagianpengikut Imam Syaf i, karena adaizinuntuk
menggauli berarti telah mengizinkan apa yang diakibatkannya, dengan dalil
bahwa seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai turflrk menggauli

budak, lalu budak yang digadaikan itu hamil, maka gugurlah haknya dari
gadai. Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai memotong satu
jari, lalu lukanya merembet ke j ari yang lain, maka dia tidak menanggung

resikonya. Alasan pendapat yang pertama adalah, kewajiban tanggrrngjawab

tersebut menghalangi lahimya anak sebagai budak, dan penyebabnya adalatr

keyakinan penggadai akan halalnya persetubuhan dan apa yang
diakibatkannya dengan izinnya. Berbeda denganpersetubuhanyang diizinkan,

karena keluamya budak dari gadai adalah akibat kehamilan yang disebabkan

persetubuhan yang dibolehkan.

Mengenai mahar, apabila persetubuhan itu dilakukan dengan izin
penggadai, maka penggadai tidak berhak atas mahar. Abu Hanifah
berpendapat bahwa dia berhak atas mahar, karena pada mulanya mahar itu
wajib diberikan kepada budak perempuan, sehingga mahar tersebut tidak
gugur dengan izin orang lain. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syaf i
sama seperti dua pendapat tersebut.

Mentrut kami, penggadai mengizinkan sesuatu yang menyebabkan

haknya gugur, sehingga hak tersebut tidak wajib. Sama seperti seseorang

yang mengizinkanuntuk membunuhbudakperempu,anya- Juga karenapemift
budak mengizinkan untuk menggr.rnakan manfaat, sehingga dia tidak wajib
memperoleh penggantinya, seperti persetubuhan dengan wanita yang

merdeka dan melalui bujukan. Apabila persetubuhan dilakukan tanp a izin,
maka penggadai berhak atas mahar, baik pelaku memaksanya atau
membujuknya. Imam Syaf i berkata, "Mahar tidak wajib ketika
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persetubuhan dilakukan dengan bujukan, karenaNabi SAW melarang mahar

bagi pelacuf 8 
. Juga karena apabila fuadd waj ib dij atuhkan pada budak yang

disetubuhi, makamahartidak wajib diberikan, sama seperti wanitayang

merdeka.

Merurut kami, matrar waj ib diberilan kepada tuanny4 sehingga mahar

tersebut tidak gugur manakalapersetubuhan dilakukan dengan bujukan

kepada budak perempuan dan izinnya. Seperti jika budak tersebut

mengizinkan untuk memotong tangannya. Juga karena penerima gadai

mengambil manfaat yang dimiliki tuannya tanpauiwry4sehingga penerima

gadai harus menggantinya. Hal itu sepertijikapenerima gadai memaksany4

dan seperti denda menghilangkan kegadisannyajika budak tersebut masih

gadis. Hadits ini khusus berlaku bagi wanita yang dipaksa untuk berbuat

zina, karenaAllah menyebut demikian saat dia dipaksa. Allah berfirman,

" D an j anganl ah kamu p al<s a b u dak- b u da k w ani t am u unt uk m e l alatlcan

p e I a c uran, s edang m e re ko s e ndi r i me n gin gi ni ke s uc i an." (Qs. An-Nuur

Qg:33)
Mengenai pendapat mereka yang tidak mewajibkan adanya hukuman

dan mahar, maka kami katakan bahwa mahar untuk budak tersebut tidak
wajib. Dalam masalah yang sedang kita bahas ini, mahar tidak wajib baginya,

melainkan bagi tuannya. Ini berbeda dengan wanita merdeka, karena

seandainya mahar itu wajib, maka mahar itu wajib untuknya. Terkadang dia

menggugwkan haknya dengan bi*yqsedangkan di sini yang berhak tidak

mengizinkan. Juga karena kewajiban mahar untuk wanita merdeka itu
diberikan ketika dia dipaksa, dan gugur ketika tidak dipaksa. Begitu pula

dengan tuan budak di sini, karena gugurnya hak itu tergantung pada izinnya.

Sepatutnya mahar inr ditetapkan ketika tidak adaiziwrya, baik penggadai

menyetubuhinya dengan meyakini kehalalannya atau tidak, baik dia mengaku

samar atau tidak, karena malrar adalah hak anakAdam, sehingga tidak gug,r

dengan kesamaran. Budak ini juga tidak merf adi ibunya anak bagi penerima

28 Telah dijelaskan pada no. I 12 masalah 770.
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gadai, baik dia memilikinya sesudah persalinan atau sebelumnya, baik kita
menetapkan status budak atau merdeka pada anak, karena penerima gadai

menghamilinya saat dia bukan menjadi miliknya.

7gl. Masalah: Abu At Qasim berkata: 6.Apabila budak yang
digadai melakukan perbuatan pidana, maka korban pidana lebih
berhak atas status perbuatannya daripada penerima gadai, sampai
haknya dipenuhi secara sempurna.Apabila tuannya memilih untuk
menebusnya dan dia melakukannya, maka dia tetap menjadi gadai."

Maksudny4 apabila budak yang digadai melakukan perbuatan pidana

terhadap seseorang atau terhadap hartany4 dimana perbuatan pidana tersebut

terkait dengan status budaknya, maka hak pidana itu lebih didahulukan

daripada hak penerim a gadai.Kami tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat dalam masalah ini. Ini dikarenakan pidana lebih diutamakan

daripada hak pemilik, dan kepemilikan itu lebih kuat daripada gadai, sehingga

lebih kuat jika pidana lebih diutamakan daripada gadai.

Apabila ada yang mengatakan bahwa hak penerima gadai juga
didahulukan daripada hak pemilik, maka kami katakan bahwa hak penerima

gadai ditetapkan oleh pemilik berdasarkan akadnya, sedangkan hak
perbuatan pidana itu ditetapkan bukan dengan kemauannya dan lebih
diutamakan daripada haknya, sehingga hak perbuatan pidana itujuga lebih
diutamakan daripada hak yang ditetapkan dengan akadnya. Juga karena

hak perbuatan pidana itu k*rww untuk individu tertentq dimana hak tersebut

gugtn dengan tidak adanya individu tertenq sedangkan hak penggadai tidak
gugur dengan tiadanya individu atau benda tertentu (yang digadaikan),

sehingga keterkaitan hak perbuatan pidana itu lebih kuat.

Apabila terj adi perbuatan pidana yang mengakibatkari qishash, maka
wali korban pidana berhak unhrk mengambil hak secara sempuma. Apabila
dia menuntut qishash,maka gadai menjadi gugur, sama halnya jika barang

gadai rusak. Apabila wali korban memaafkan dengan kompensasi, maka
hak itu terkait dengan budak tersebut, dan menjadi seperti perbuatan pidana
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yang mengakibatkan sanksi hana. Dengan demikian, dikatakan kepada

tuannya, "Silakan pilih antara menebusny4 atau menyerahkannya untuk

dijual."

Kalau penggadai memilih untuk menebusny4 maka berapa yang dia

tebus? Ada dua pendap at. Pertama, dengan yang paling rendah diantara

nilaijual budak atau denda atas perbuatan pidananya. Karenajikanilai denda

lebih rendab" maka korban pidanatidak berhak menerima lebih besar daripada

denda pidananya. S eandainya nilai j ual budak lebih rendatr, maka ia tidak

wajib menanggung dendayang lebih besar daripada nilai dirinya karena apa

yang dibayarnya itu adalahpengganti dari budak, sehinggatidak wajib

menanggung lebih besar daripada nilaijualnya- Kedua,innrryamenebusnya

dengan membayar denda pidananya, berapapun besarnya, karena bisajadi

ada orang yang strka dengan budak itu, lalu membelinya dengan hargayang

lebih tinggi daripada nilai jualnya-

Apabila tuannya menebusny4 maka dia tetap menjadi gadai, karena

hak penerima gadai masih berlaku dengan masih adanya penyebabnya. Hak

korbanpidana lebih didahulukan karena kekuatannya. Jika hak itu telah

hilang, makahukum gadai muncul kembali, seperti hak orangyangtidak
memiliki gadai dan hak penerima gadai terhadap harta warisan orang yang

bangkrut. Apabila penerima gadai menggugurkan hakny4 maka muncullah

hukumFnglain

Apabila penggadai menolak rurtuk menebmnya, maka penerim a gadai

diberi pilihan antara menebusnya dan menyerahkannya. Apabila dia

menebusny4 maka berapa besar dia hanrs menebusnya? Dalam hal ini ada

dua pendapat. Apabila penggadai menebusnya dengan izin penggadai, maka

dia bisa meminta ganti kewajiban kepada penggadai, karena dia hanya

mentmaikan hak trntuk menggantikan penggadai dengan seizinny4 sehingga

bisa meminta pengganti darinya. Hal itu seperti dia membayarkan utang

penggadai dengan izinnya. Apabila dia menebusnya dengan sukarela, maka

dia tidak bisa minta ganti apapun. Apabila dia bemiat untuk meminta ganti,

apakah dia boleh melakukannya? Ada dua pendapat, seandainya dia
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membayarkan utang penggadai tanpa idnnya. Apabila tebusan itu dia bayar

lebih besar daripada kewajiban, maka dia tidak boleh meminta ganti kepada

penggadai menurut satu pendapat. Madzhab Syaf i adalah seperti yang kami

sebutkan dalam pasal ini, hanya saja penerima gadai tidak bisa meminta

ganti dari tebusan yang dibayarkannya tanpa seizin penggadai menurut satu

pendapat. Apabila penggadai mensyaratkan untuk mengganti, maka penerima

gadai meminta ganti menurut satu pendapat. Apabila penerima gadai

membayamya dengan izinnya tanpa syarat penggantian, maka ada dua sisi

pendapat di dalamnya. Yang demikian itu merupakan masalah pokok yang

telah disebutkan sebelumnya

Apabila penerima gadai menebusnya dan mensyaratkan agar gadai

berlaku untuk tebusan dan utang yang pertama, makaAl Qadhi berkata,

"Hal tersebut dibolehkan, karena korban pidana berhak menjual budak dan

membatalkan gadai, sehingga sama kedudukannya dengan gadai yang sah

sebelum dikusai, danpenambahan utang gadai sebelum gadai berlaku itu

hukumnya boleh- Jugakarena denda atas perbuatanpidanaterkait dengarury4

dan ia hanya berpindatr dari perkara pidana kepada gadai. Dan dimungkinkan

tidak sah, karena budak itu digadai untuk utang, sehingga tidak boleh

digadaikan untuk kedua kalinya bagi utang yang lain. Seperti jika seandainya

penggadai menggadaikannya untuk utang selain utang ini. Abu Hanifah

berpendapat bahwa tanggung jawab pidana budak yang digadaikan itu
ditanggung penerima gadai. Apabila dia menebusny4 maka dia tidak bisa

meminta ganti tebusan tersebut. Apabila penggadai menebusnya" atau budak

dijual dalam kasus perbuatan pidan4 maka gugrrlah utang gadai jika utang

tersebut sebesar tebusan, berdasarkan ketentuan asalnya bahwa gadai itu
termasuk tanggung jawab penerima gadai. Apabila pelaku pidana tidak

ditebus lalu dijual unhrk menebus sanlsi pidana yang menghabiskan seluruh

nilai jualnya, maka gadai menjadi batal. Apabila tebusan tidak menghabiskan

seluruh nilaijualnya, maka dijual sekadar nilai dendapidana, sementara

selebihnya sebagugadai,kecualijikatidakbisadijual sebagiannya, sehingga

keselumhan dirinya dijual dan sisa dari hasil penjualannya dijadikan gadai.
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Abu Khaththab berkat4 "Apakah dijual sekadar nilai denda pidan4 atau

dijual keseluruhanny4 lalu kelebihan dari denda pidana itu seb agu gadai?

Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pasal: Apabila tindak pidana dilakukan terhadap tuannya
sendiri, maka dia tidak terlepas dari dua kondisi.

Pertama, perbuatan pidana tersebut tidak mengakibatkan sanksi,

seperti perbuatan pidana yang tidak sengaj4 atau menyerupai sengaj4 atau

berupa pengerusakan harta benda sehingga tidak dianggap karena budak
itu juga harta tuannya, sehingga tidak perlu ditetapkan sanksi harta pada

hartanya sendiri.

Kedua, perbuatan pidana tersebut mengakibatkan sanlai, baik berupa

penghilangan nyawa atau yang lebih rendatr darinya- Apabila pidana terhadap

yang lebih rendah dari penghilangan nyawa, maka ada hak bagi sang tuan.

Apabila dia memaafl<an dengan kompensasi harta, maka qishash menjadi
gugur dan tidak ada sanksi harta, berdasarkan yang telatr kami sebutkan.

Begitu jugajika dia memaafl<an tanpa menuntut kompensasi. Apabila dia
ingin menuntut qishas[ maka itu adalatr hakny4 karena tuan tidak memiliki
hak untuk melakukan pidana terhadap budaknya, sehingga hak tersebut

ditetapkan baginya karenaperbuatanpidana budak terhadapnya- Juga karena

qishash itu wajib unhrk menjadikan pelakunya merasajera, dan di sini prlu
untuk melakukan itu terhadap budak agar tidak melalcukannya lagi terhadap

tuannya. Apabila dia menuntut qishas[ maka dia bertanggrrng jawab untuk
mengganti nilainya yang digadaikan dan melunasi utang, karena dia
mengeluarkan budak dari keberadaarurya sebagai gadai dengan kemauannya

sendiri, sehingga dia menanggung penggantinya, seperti jika dia
memerdekakan budak tersebut.

Apabila pidananya berupa penghilangan nyawa, maka para ahli waris

berhak menuntut qishash, dan mereka tidak boleh memaafkan dengan

kompernasi harta Al Qadhi menyebu&an pendapat laiq yaitu bahwa mereka

boleh memaafkan karena sanksi pidana itu jatuh pada budak milik selain

@J -AtMughni



mereka, sehingga mereka boleh memaafkan dengan kompensasi harta.

Seperti jika budak tersebut melakukan tindak pidana terhadap orang lain.

Imam Syaf i berpendapat seperti dua madzlrab tersebut. Apabila sebagian

dari ahli waris memaafl<an, maka qishash menjadi gugur. Apakatr yang tidak

memaafl<an itu berhak atas diyat (denda) yang menjadi bagiannya? Ada dua

pendapal dan madzhab Syaf i dalam masalatr ini seperti yang kami j elaskan.

Pasak Apabila budakyang digadai melakukan perbuatan pidana

terhadap budak lain milik tuannya, maka tidak terlepas dari dua
kondisi.

Pertama,budak korban pidana tersebut tidak dalam keadaan tergadai,

sehingga hukumnya sama seperti hukum pidana terhadap salah satu anggota

badan tuannya. Ia memiliki hak qishash apabila pidana yang dilakukan
mengharuskan qishash. Apabila tuan memaafl<an dengan kompensasi harta

atau selainnya, atau perbuatan pidana tidak mengakibatkan qishash, maka

kompensasi tersebut tidak berlaku. Baik budak korban pidana berstatus

qannan (budak yang dimiliki bersama ayahnya), ataumudabbar (yang
dijaqiikan tuannya untuk dimerdekakan sesudah tuarurya meninggal), atau

ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya).

Kedua, budak yang menjadi korban pidana dalam kondisi digadai.

Hal ini tidak terlepas apakah ia digadai penerima gadai budak pelaku, atau

digadai pada penerima gadai lain. Apabila budak korban digadai pada

penerima gadai budak pelaku dan perbuatan pidana mengakibatkan qishash"

maka tuannya boleh menuntut qishash. Apabila dia menturtut qishas[ maka

status gadai budak yang menjadi korban menjadi batal, dan dia wajib
menanggung nilainya untuk budak yang dikenai qishash. Apabila dia

memaafkan dengan kompensasi harta, atau pidana yang dilakukan
mengakibatkan sanksi harta, padahal keduanya merupakan gadai untuk satu

kewajiba& maka perbuatan pidana tersebut tidak dikenai hukuman, karena

ada hak yang terkait dengan masing-masing. Apabila salah satunya membunuh

yang lain, maka hak tetap melekat pada yang lain.
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Apabila masing-masing budak digadaikan untuk hak (utang) yang

terpisah, maka ada empat masalah di dalamnya. Pertamc, jika kedua hak
tersebut sama, dan nilai kedua budak tersebut sam4 makaperbuatanpidana

tidak dikenasi sanksi, baik kedua hak tersebut berbedajenisnya, seperti

salah satunya seratus dinar dan yang lain seribu dirham yang nilai jualnya

sama dengan seratus dinar; atau satu jenis. Karena tidak ada m
untuk menindak perbuatan pidana tersebut.

Kedua, kedua hak berbeda, namun nilai kedua budak itu sama.

Misalnya, utang salah satunya adalah seratus, dan utang yang lain dua ratus,

tetapi nilai masing-masing budak itu seratw. Apabila utang dalam gadai budak
yang membunuh itu lebih besar, maka utang tidak dialihkan kepada utang
gadai budak yang dibunuh, karena tidak ada kesengajaan di dalamnya.

Apabila utang gadai budak yang dibuntrtr lebih besar, maka utang tersebut

dialihkan kepada utang gadai budak yang membunu[ karena penerima gadai

memperoleh manfaat darinya. Apakah budak yang membunuh itu dijual dan

nilainya dijadikan gadai untuk menggantikan budak yang dibunuh, atau

dialihkan statusnya dalam kondisi seperti adanya (tidak dijual)? Ada dua
pendapat. Pertama, tidak dijual karena tidak ada gunanya menjualnya.
Kedua, dijtnlkarena barangkali dibeli dengan hargayang lebih besar daripada

harga yang semestinya. Apabila telah ditawarkan narnun tidak ada yang mau

membelinya dengan harga yang lebih besar, maka tidak dijual, karena tidak
adamanfaatnya.

Kaiga,kedua utang sama besamya dan nilai kedua budak berbeda,

dimana utang masing-masing adalah seratus, sedangkan nilai salah sahrrya

seratus dan nilai yang lain adalah dua ratus. Apabila nilai jual budak yang

dibunuh itu lebih besar, maka tidak ada manfaatrya untuk mengalihkannya,

sehingga tetap dalam kondisinya. Apabila nilai pelaku pidana lebih besar,

maka dijual sekadar nilai dendanya untuk dijadikan gadai bagi utang budak
yang menjadi korban, sedangkan sisanya menjadi gadai untuk utangnya.

Apabila penggadai dan penerima gadai sepakat untuk membiarkannya (tidak

meqjual) dan mengalihkan utang kepadanya" maka menjadi gadai unnrk dua
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utang. Apabila salah satu dari dua utang jatuh tempo, maka dijual dalam

kondisi apapuq karena apabila utangnya itu yang jaftrh tempo, maka dijual

untuk mehrnasi utangny4 sedangkan sisanya sebagai gadai unhrk utang budak

yang lain. Jika yang jatuh tempo adalah utang budak yang lain, maka ia pun

dijual untuk melunasi utang budak yang lain, dan sisanya sebagai gadai trntuk

utangry/a

Keempat, kedua utang berbeda dan nilai kedua budak juga berbeda.

Misalny4 utang salah satu budak adalah lima puluh dan yang lain delapan

puluh, sedangkan nilai salatr satunya adalah seratus dan yang lain dua ratus.

Apabila utang budakyang dibunuhlebihbesar, makautang itu dialihkan

kepada budak yang membunuh. Jika tidak, maka tidak. Adapunjika korban

digadaikanpada selainpenerima gadai budak yang membunu[ maka tuannya

berhak menunt ut qishash,karcna qishasft itu lebih didahulukan daripada

hak penerima gadai, dengan dalil bahwa perbuatan pidana yang

mengakibatkan sanlsi harta itu lebih didahulukan daripadahak gadai, apalagi

qishash. Apabila tuannya menuntut qishash, maka gadai dengan budak yang

menjadi korban itu batal, karena perbuatan pidana terhadapnya itu tidak
mengharuskan budak yang tidak dijadikan gadai itu menggantikan

kedudukanny4 dan sang tuan meftnggrmg harta senilai btrdak yang diqishash

untuk dijadikan gadai, karena dia membatalkan hak jaminan dengan

kemauannya sendiri. Tuanjuga berhak memaafkan dengan kompensasi harta

benda, sehingga perbuatan pidana tersebut seperti perbuatan pidana yang

mengakibatkan sanlai harta lalu sanlai harta tersebut dibayar dari peqjualan

budak, karena seandainya tuan melalarkan perbuatan pidana terhadap budak

tersebut, maka dia wajib membayar denda perbuatan pidananya untuk

memenuhi hak penerima gadai. Maka, penetapan kewajiban atas budaknya

itulebihkuat.

Apabila denda tidak menghabiskan seluruh nilai jual budak, maka dia

dijual sekadar nilai denda perbuatan pidana untuk menutupi utang penerima

gadai budak yang menjadi korban, sementara sisanya tetap pada penerima

gadainya. Apabila tidak mungkin menjual sebagiannya, maka dijual
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sebagiannya dan hasil penjualannya dibagi di antara keduanya sebagai gadai.

Apabila denda perbuatan pidana menghabiskan seluruh nilainy4 maka budak
yang melakukan pidana inr dipindah dan dij adikan gadai pada penerima
gadai budak yang lain. Dimungkinkan dia dijual jika mungkin ada orang
yang mau membelinya lebih besar daripada nilai jualnya yang sebenamya,

lalu kelebihan dari hasil penjualannya dijadikan gadai pada orang yang
menerima gadainya. Semua ini adalah pendapat Imam Syaf i.

Pasal: Apabila perbuatan pidana dilakukan terhadap seseorang
yang diwarisi tuannya yang tidak sampai menghilangkan nyawa,
seperti memotohg anggota badan atau pidana terhadap harta
bendanya, maka itu seperti perbuatan pidana terhadap orang lain.
Korban pidana tersebut berhak menuntut qishash apabila perbuatan
pidana mengakibatkan sanksi qishash, dan memaafkan dengan
kompensasi harta milik selainnya. Apabila sejak awal perbuatan pidana

itu mengakibatkan sanksi harta, maka ketentuan tersebut berlaku. Apabila
hak tersebut berpindah kepada tuannya budak karena kematian orang yang

berhak, maka baginya hak qishash seperti yang dimiliki korban yang

diwarisinya, dan memaafkan dengan kompensasi harta benda. Karena
melanggengkan itu lebih kuat daripada memulai, sehingga boleh ditetapkan
dengan kelanggengan itu apa yang tidak bisa ditetapkan pada permulaan.

Apabila perbuatan pidana berupa penghilangan nyawa terhadap diri
tuanny4 maka keputusan diberikan kepada tuarury4 dan dia memiliki hak
qishash dalam kasus yang mengakibatkan qishash. Apabila dia memaafkan
dengan kompensasi hartq atau perbuatan pidana mengakibatkan denda harta

sejak awal, maka keputusan ada di tangan tuarurya. Ada dua pendapat

mengenai m asalahim. Penama, keputusan diserahkan kepada tuarurya. Ini
adalah pendapat sebagian sahabat Syaf i, karenaperbuatan pidana dilalcrkan
terhadap orang lain, sehingga menyerupai pidana yang lebih rendah daripada

penghilangan nyawa. Kedaa, tidakadahak bagi tuanya untuk memperoleh
denda harta dari budaknya, dan diajuga tidak berhak memaafl<an dengan

kompensasi harta. Ini adalah pendapatAbu Tsaur, karena hak memaafl<an
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dan kompensasi adalah hak yang ditetapkan bagi seorang tuan sejak awal,

sehingga tidak berhak mendapatkan hak tersebut, seperti jika perbuatan

pidana dilakukan terhadap tuan tersebut.

Latar belakang dua pendapat tersebut adalah kewajiban hak tersebut

sejak awal, apakah ditetapkan bagi korban kemudian beralih kepada ahli

warisnya, atau memang sejak awal ditetapkan untuk ahli waris. Di sini ada

dua pendapat. Dalam setiap yang di dalamnya terdapat sanksi harta terkait

pidana terhadap budak, maka sanksi tersebut didahulukan darip ada gadai,

karena hak tersebut ditetapkan bagi yang diwarisi, lalu berpindah kepada

yang mewarisi. Bila ketentuan tersebut terbatas pada benftrk kasus ini, maka

penggadaitidakwajibm penggantigadai,karenasanksihartaitu

lebih utama daripada hak penerima gadai, maka qishash lebih kuat. Juga

karena qishash itu ditetapkan bagi yang diwarisi ftorban) dengan prioritas

yang melebihi hak penerima gadai terkait hak atrli warisnya.

Pasal: Apabila perbuatan pidana dilakukan terhadap budak

mukatab seorang tuan, maka itu seperti perbuatan pidana terhadap

anaknya, dan membuat budak tersebut lumpuh seperti kematian anak

bagi tuan tersebut, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Pasal: Apabila budakyang digadai melakukan perbuatan pidana

dengan izin fuannya, sedangkan budak tersebut termasuk orang yang

mengetahui keharaman perbuatan pidana ifu, dan bahwa dia tidak

wajib menerima izin darifuannya, maka ifu sepertiperbuatan pidana

yang dilakukan tanpa izin tuannya. Apabila budak tersebut bukan orang

Arab atau anak kecil yang tidak mengetahui, makatuarurya-lah yang dianggap

sebagai pembtrnuh, qishash dan diyat ditujukan kepadanya. Budak tersebut

tidak boleh dijual, baik tuannya dalam kondisi lapang atau sempit, seperti

seandainya tuan tersebut melakukan pembunuhan sendiri.

Al Qadhi menyebutkanpendapat lain, yaitubudaktersebut dijual bila

tuannya dalam kondisi sempit, karena budak tersebut yang melakukan
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perbuatan pidana. Pendapat yang shahih adalatr yangpertam4 karena budak
hanya merupakan alat. Seandainya perbuatan pidana itu dilekatkan padany4
maka ia dijual rurtuk membayar sanksi pidana tersebu! meskipun tuannya
dalam kondisi lapang. Hukum budak yang mengakui perbuatan pidana sama
seperti hukum budak yang tidak digadai yang mengakui perbuatan pidana
sebagaimana yang telah kami jelaskan.

I92-Masalah: Abu AI easim berkata: '(Apabila budak yang
digadaikan itu dilukai atau dibunuh, maka pihak yang bersengketa
dalam kasus tersebut adalah tuannya.Apapun yang diterima dari
perbuatan tersebut (sanksi harta) dijadikan sebagai gadai.',

Penj elasannya, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana
terhadap seorang budak, maka yang bersengketa adalah tuannya, karena
dialatr pemilik budaktersebut, dan denda yang wajib akibat perbuatan pidana
itu me4iadi miliknya- sementara penerima gadai hanp memiliki hakjaminar,,
sehingga budak tersebut seperti budak yang disewa dan dititipkan- pendapat

ini dikemukakan Imam Syaf i dan lainnya.

Apabila dia tidak mau menuntut, atau menangguhkan tuntutan, atau
tidak ada di tempat karena ada halangan yang menghalanginya untuk
menuntut, maka penerim a gaduberhak menunfutrya, karena hak penerima
gadai itu terkait dengan konsekeunsi tuntutan tersebut, sehingga berhak
menuntut haknya. Seperti seandainya yang melakukan perbuatan pidana
adalatr hrannya sendiri. Apabila perbuatan pidana itu mengakibatkan hukuman
qishash, maka tuannya berhak melahrkan qishash, karena qishash tersebut
adalah haknya. Hak tersebut ditetapkan supaya dia bisa melaksanakannya.
Apabila dia menjatuhkan qishash, maka darinya diambil nilai yang paling
rendah di antara keduanya, lalu dijadikan pengganti gadai. pendapat ini
ditegaskan ImamAhmad dalam riwayat Ibnu Manshur, sekaligus merupakan
pendapat Ishaq. Namun, mentrut madzhab syaf i, tuarurya budak tidak
menanggung kewajiban apapun, karena dia tidak menanggung kewajiban
harta dalam kasus perbuatan pidana, dan penerima gadai tidak berhak sama
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sekali. Penggadai tidak harus mengupayakan harta benda bagi penerima

gadai.

Menurut kami, penggadai telah merusak suatr hartayang menjadi hak

penerima gadai dengan cara membinasakan gadai. seperti seandainya

perbuatan pidana tersebut mengakibatkan sanksi harta Demikianlah hukum

yang berlaku apabila ditetapkan qishash bagi tuan untuk budaknya yang

digadaikan. Yang kami wajibkan adalatr yang paling rendah dari dua nilai,

karena hak penerima gadai itu terkait dengan harta, dan kewajiban dari

harta adalah yang paling rendalu karena apabila gadai lebih rendatr duinyq
makatidak adakewajibanyang lebih besar daripada nilainya- Apabilapelaku

pidana lebih rendah nilainy4 maka tidak ada kewajiban yang lebih besar

daripadanilainya

Apabila tuan hdak koftan pidana itu memaaflcan dengan kompensasi

hart4 maka itu satr. Denda yang harus dibayar adalatr yang paling rendah

dariduanilait€rsebutHaliniberlakujil@qishashdijatuhkmt€dndaptindakan

pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa. Apabila dijatutrkan terhadap

perbuatan melukai atau menanggalkan gigi, maka kewajiban yang hanrs

dibapr adalah png paling rendatr dari nilai denda luka atau nilai budak png
melakukanpidana

Apabila tuamya memaafl<an socara mtrtlalc, atau tidak ada kompensasi

harta, maka hukum yang berlaku didasarkan pada konsekuensi perbuatan

pidana yang dilakukan dengan sengaja- Apa itu? Apabila kita katakan bahwa

pidana itu mengakibatkan salatr satu dari dua hal, maka ditetapkan denda

harta Apabilakita katakan batrwaperbuatanpidana ituhanya mengakibatkan

sanksi qishas[ maka htrkum yang berlaku adalatr seola]r-ola]r tuan tersebut

telatr melakukan qishash" Jikakerrudian mengatakarq "Kemtrdianpenggadai

wajib menanggung nilainya", maka ia wajib di sini. kri adalatrpendapat yang

dipilih Abu Khaththab. Karena dengan perbuatannya itu dia telah

mengabaikanpengganti gadai, seolah-olah diamenjatulrkanqishashpadanya

Jika kita katakan bahwa penggadai tidak menanggung kewajiban apapurl

maka di sini dia juga tidak menanggung kewajiban apapun. Ini adalah

AlMughni- @



pendapat Al Qadhi dan m adzlnb syaf i. Karena kewaj iban tersebut adalatr

berupa mengupayakan harta benda, maka dia tidak bisa dipaksa.

Adapunjika perbuatan pidana itu mengakibatkan sanksi harta, atau

telah ditetapkan sanksi hana akibat memaafkan perbuatan pidana yang

mengharuskan qishash, maka hak penggadai dan penerima gadai ada

padany4 dan sanksi harta itu harus dibayar dengan mata uang yang berlaku

di tempat mereka. Sama seperti nilai barang-barang yang dirusak.

Seandainyapenggadai ingin berdamai untuk barang yang dirusak, atau

mengambil seekor hewan sebagai ganti barang yang dirusak, maka hal

tersebut tidak boleh kecuali dengan izin penerima gadai. Apabila penerima

gadai mengizinkan, maka boleh, karena hak keduanya tidak keluar dari

kedlanya. Apapun yang diterim4 maka ia dijadikan gadai sebagai pengganti

bagi gadai yang pertama.

Apabila penggadai memaafkan kewajiban yang berkenaan dengan

hart4 makaAl Qadhi berkata, "Hak penggadai gugrr, bukan hak penerima

gadai, sehingga darinya diarnbil harta png senilai dengan gadai untuk dijadikan

gadai." Apabila gadai hilang, maka denda dikembalikan kepada pelaku

pidana. Seperti seandainya penggadai mengakui bahwa budak yang digadai

adalah diambil tanpa seizin pemilikny4 atau pelaku perbuatan pidana.

Apabila penerima gadai meminta agar piutangnya dibayar dari dend4

maka dimungkinkan pelaku pidana menuntut kepada tuan budak korban
yang memaafl<an, karena hartanya telah hilang untuk melunasi utang tuan

budak tersebut, sehingga sia harus menanggungnya. Seperti seandainya

seseorang mengambil budak orang lain tanpa seizin pemiliknya atau

meminjamnya lalu menggadaikannya. Dimungkinkan pelaku pidana itu tidak

boleh menuntutrya, karena dia tidak melakukan terkait hak pelaku pidana

sesuatu yang mengakibatkan kewajiban tanggung jawab, dan ia hanya

meminta pembayaran utang karena suatu sebab yang dilakukan pelaku pidana

terhadap kondisi budak miliknya. Seperti seandainya seseorang melalcukan

perbuatan pidana terhadap budakny4 kemudian iamenghibahkannya kepada

orang lain, lalu budak tersebut mati akibat perbuatan pidana yang lalu.
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Abu Khaththab berpendapat bahwa pemberian maaf secara mutlak

tersebut sah, dan dari penggadai diambil sesuatu yang senilai dengan budak

tersebut untuk dijadikan barang gadai,karena dia menggugurkan piutang

dari orang yang memberinya utang, sehingga maaftersebut sah- Sama seperti

utang-utang yang lain. Ia berkata, "Tidak mungkin disebut gadai ketika tidak

ada hak penggadai di dalamnya, sehingga penggadai wajib menyerahkan

nilai, karena dia telah menghilangkan hak penggadai. Seperti apabila

penggadai merusak pengganti gadai."

Imam Syaf i berkat4'Maaftersebut tidak sah, karena hak penerima

gadai adapadanya Sama seperti gadai itu sendiri. Hal itu seperti seandainya

penggadai menghibatrkan gada atau gadardiambil tanpa izin lalu penggadai

memaafkan pengambilnya." Pendapat inilah yang paling shatrih.

Apabila penerima gadai mengatakan, "Aku gugurkan hakku dalam

gadail'maka gugurlah hak'nya, karena pernyataan itu memberi manfaat

kepada peng gadai,bukan mudharat. Apabila penerima gadai mengatakan,

"Aku menggugurkan denda atau aku membebaskannya," maka denda tidak

gugur, karena denda adalah hak penggadai, sehingga tidak gugur lantaran

orang lainmenggugurkannya. Apakah denganpemyataannya ini hakpenerima

gadai menjadi gugur? Dalam hal ini ada duapendapat. Peftoma,haknya

gugur. Ini adalah pendapatAl Qadhi. Karena pemyataan itu secara implisit

berarti menggugurkan haknya. Apabila hak selainnya tidak gugur, maka

haknya yang gugur, sepertijika dia mengatakan, "Aku menggugurkan hakku

dan hak penggadai." Kedua,tidak gugw karena maaf dan pembebasan

denda tersebut tidak sah, sehingga tidak sah pula implikasinya.

Pasal: Apabila seorang laki-laki mengaku melakukan

perbuatan pidana terhadap gadair lalu penggadai dan penerima gadai

menganggapnya berbohong, maka keduanya tidak memiliki hak

apapun. Apabila penerima gadai menganggapnya berdusta, sedangkan

penggadai menganggapnya benar, maka dia dikenakan denda sedangkan

penerima gadai tidak memiliki hak apapun di dalamnya. Apabila penerima
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gadai sendiri yang menganggapnya benar, maka haknya terkait dengan dend4

dan dia berhak untuk menguasainya. Apabila penggadai telah melunasi hak,

atau penerim a gadaimembebaskanny4 maka denda dikembalikan kepada

pelaku pidana, dan penggadai tidak memiliki hak apapun. Apabila pelaku

pidana telah melunasi kewajiban dendanya, maka pelaku pidana tidak bisa

menuntut penggadai, karena dia telah mengakui kepemilikan hak penggadai.

Pasal: Seandainya gadai berupa budak perempuan yang hamil,

Ialu oranglain memukul perutnya hinggamenggugurkan janin dalam

keadaan mati, maka dendanya adalah sepersepuluh nilai ibunya.
Apabila diamenggugurkan janin dalam keadaan hidup dalamwaktu
yang memungkinkan janin sepertinya dapat hidup, kemudian
menin ggal, maka dendanya adalah senilai ibunya. Tidak ada kewaj iban

menanggung penyusutan nilai akibat persalinan, karena penyusutan nilainya

itu tidak bisa dibedakan dari apa yang wajib ditanggung dari anaknya yang

meninggal tersebut. Dimungkinkan ada kewajiban menanggung penyusutan

nilai akibat persalinan, karena penyusutan tersebut terjadi akibat perbuatan

pelaku, sehingga dia wajib menanggungnya- Sepertijika dia mengambil budak

tersebut tanpa izin pemiliknya, kemudian melakukan perbuatan pidana

terhadapnya. Dimungkinkan dia menanggrrng nilai yang paling besar antara

penyusutan nilai atau denda kematian janinnya, karena bila pertanggungan

keduanya tidak bisa disatukan, maka dia wajib menanggung yang lebih besar.

Apabila yang digadaikan adalah binatang, kemudian seseorang

rnemukul perutnya lalu binatang tersebut menggugurkan anaknya dalam

keadaan mati, maka dendanya adalah sebesar nilai yang berkurang akibat

perbuatan pidana tersebut, tidak lebih. Denda yang wajib dibayarkan itu
rnenjadi gadai bersama induknya. Imam Syaf i berkata, "Apa yang wajib

dibayarkan karena berkurangnya nilai induk atau berkurangnya nilai binatang

itu dijadikan gadai bersama induknya. Begitujuga dendayang wajib berkaitan

dengan perbuatan pidana terhadap anaknya. Sedangkan denda yang terkait

dengan j anin induk itu tidak dij adikan gadai, karena yang berkembang pada

diri gadai itu tidak termasuk gadai.
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Menurutkami, yang demikianitumenrpakanpertanggunganyang wajib

karena perbuatan pidana terhadap gadu,sehingga diajuga termasuk gadai,

sama seperti kewajiban akibat penyusutan nilai yang disebabkan persalinan

dan penanggungan anak binatang. Pendapat mereka bahwa sesuatu yang

berkembang pada diri gadai bukan termasuk gadai itu tidak bisa diterima.

793. Masalah: Abu Al Qasim berkata: "Apabila seseorang

membeli suatu barang dengan syarat pembeli menggadaikan kepada

penjual suatu dari hartanya yang diketahui keduanya, atau dengan

syarat ada penjamin yang menjamin pembayaran, maka jual-beli

tersebut diperbolehkan. Apabila pembeli menolak menyerahkan

gadai, atau penjamin menolak untuk menanggung, maka penjual diberi

pilihan antara membatalkan jual-beli atau melangsungkannya tanpa

gadai dan tanpa penjamin."

Maksudny4 jual-beli dengan syarat gadai atau penj amin itu sah, dan

syarat tersebut juga sah, karena yang demikian itu termasuk bagian dari

maslahat akad yang tidak meniadakan tuntutannya- Kami tidak menemukan

perbedaan pendapat mengenai keabsalrannya apabila jelas. Karena itu, Al
Khiraqi berkata, "Keduanya sama-sama mengetatruinya dalam akad gadai

dan jaminan." Pengetahuan tentang gadai diperoleh dengan salah satu dari

dua cara, yaitu melihat, atau melalui penjelasan sifat-sifat barang, seperti

yang terjadi dalam akad pesanan. Di sini ada keharusan penguasaan barang.

Adapun penjamin itu diketahui melalui isyarat, atau dengan cara

memperkenalkan nama dan nasabnya. Ia tidak boleh dilakukan dengan

menyebutkan sifat, seperti mengatakan 'seorang yang kaya', tanpa menyebut

namanya, karena sifat tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Seandainya

pembeli mensyaratkan gadai atau penjamin yang tidak jelas, maka syaratnya

tidak sah, karena dia tidak memiliki penjelasan untuk dijadikan acuan.

Seandainya pembeli mengatakan, "Dengan syarat gadai salatr satu dari dua

budak ini", atau, "Salah seoftulg dari dua orang inilah yang menjaminkq"

maka itu tidak sah, karena bisa jadi maksud pembeli dan penjual berbeda,

sehingga akadtidak sah, sama sepertijual-beli. Ini adalatrmadzhab Syaf i.
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Dituturkan dari Malik danAbu Tsaur bahwa syarat gadai yang tidak
jelas itu adalah satr, dan pembeli wajib menyerahkan gadai kepadapenjual
yang senilai denganutang, karena gadai tersebut adalahjaminan, sehingga

syaratnya sah secara mutlak, sama seperti kesaksian.

MenurutAbu Hanifa[' Apabila pembeli mengatakarl'Dengan syarat

aku menggadaikan kepadamu salah satu dari dua budak ini," maka hukumnya
sall karenajual-beli yang dilahrkannya itu sah menurutlrya.

Mentrut kami, pembeli mensyaratkan gadai yang tidakjelas sehingga

akad tersebut tidak sah. Seperti seandainya dia mensyaratkan gadai sesuatu

yang ada di dalam kantong bajunya. Juga karena akad tersebut merupakan
akad yang dipenelisihkan objek akadnya, sehingga tidak sah, selain tidak
diketahui barangnya, sama seperti jual-beli, karena perbedaan pendapat

dalam dua masalatr ini sama.

Apabila hal ini telatr menjadi ketetapan, makajika pembeli memenuhi
syarat, lalu dia menyerahkan gadai, atau penjamin menanggungnya, maka
jual-beli tersebut berlaku. Apabila pembeli menolak menyerahkan gadai,
atau penjamin menolak menanggungny4 maka penjual memiliki hak pilih
antara membatalkanjual-beli atau menerimanya tanpa gadai dan penjamin.

Apabila dia rel4 maka jual-beli tersebut berlaku. kri adalatr pendapat

syaf i dan para ahli ra'yu, dan pembeli tidak wajib menyerahkan gadai.

Imam Malik danAbu Tsaur berkata, "Gadai itu berlaku apabila disyara&an
dalam akad jual-beli, dari pembeli dipaksa untuk menyerahkan gadai. Apabila
hakim menemukan barang gadai, maka dia menyerahkannya kepada penjual,

karena akad jual-beli itu telah berlaku padanya, sehingga menyerupai hak
pililL"

Al Qadhi berkata, "Terkecuali barang yang ditakar dan ditimbang.
Dalam hal ini berlaku gadai hanya dengan akad." pembahasan tentang
pendapat mereka telah dikemukakan di awal bab. selain itu, akad ini adalah

akad gadai, yang tidak berlaku sebelum terjadi penguasaan barang. Seperti

seandainya gadai tidak disyaratkan dalamjual-beli. Atau seperti gadai dengan
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barang yang ditakar dan ditimbang. Hak pilih dan tempo itu berlaku dengan

syarat, karenaiamengikutijual-beli, tidakberdiri sendiri. Sedangkangadai

itu merupakan akad tersendiri, bukan termasuk sesuatu yang mengikuti akad

jual-beli. Juga karena hak pilih dan tempo itu ditetapkan dengan ucapan,

tidak membutuhkanpenyeralran, sehingga ketetaparurya cukup dengan akad"

berbeda dengan gadai. Mengenai jaminan, tidak ada perbedaan pendapat

bahwa penj amin tidak waj ib menj amin karena dia tidak waj ib membayar

utang orang lain dengan syarat yang ditetapkan orang lain. Seandainya dia

berjanji kepada orang lain untuk menjamin, kemudian dia tidak

melakukannya, maka secarahukum tidak wajib. Seperti seandainya dia

menf anjikanuntuk meqjual sesuatu kepada orang lain, kemudian diamenolak

untuk melakukannya. Manakala pembeli tidak memenuhi syarat kepada

penjual, makaperf ual memiliki hak untuk membatalkan. Seperti seandainya

pembeli mensyaratkan suatu sifat pada pembayaran, kemudian dia tidak

memenuhi sifat tersebut. Juga karena pembeli merupakan salah satu dari

dua pelaku akad. Apabila dia tidak memenuhi syarat dalam akad, maka

lawannya memiliki hak pilifu seperti penf ual ketika mensyaratkan suatu sifat

pada barang yang dijual, lalu ternyata sifat yang ada tidak seperti sifat yang

disyara&an.

Pasal: Seandainya ada syarat gadai atau penjamin tertenfur lalu

ternyata gadai atau penjamin itu tidak seperti yang ditentukan, maka

penj ual tidak w aj ib menerimanya. Meskipun yang dihadirkan pembeli

lebih baik daripada yang disyaratkan, seperti dia menyerahkan barang yang

lebih tinggi nilainya daripada yang disyaratkan, serta penjamin yang lebih

tepercaya daripada yang dihrrjuk. Karena akad ini adalatr akad pada sesuatu

yang telah ditunjuk, sehingga penjgal tidak wajib menerima selainny4 sama

seperti jual-beli. Juga karena ada perbedaan tujuan dua pelaku akad dalam

menentukan barang dan penjamin. Di antara tujuan itu adalah agar mudah

menjualnya dan meltrnasi utang dali hasil penjualannya' Tujuan lain adalah

agar lebih ringan biaya perawatannya dan lebih mudatr menjaganya. Sebagian

penjaminadayang lebih menepati janji dan lebih mudahmemenuhi hak
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daripada sebagian yang lai4 sehingga penjual tidak wajib menerima selain

apa yang telah ditunjukny4 sama seperti akad-akad yang lain.

Pasal: Apabila gadai mengalami suatu cacat atau berubah
seperti berubahnya perasan anggur menjadi khamer sebelum barang

dikuasai, maka penjual memiliki hakkhiyar antara menguasai barang

tersebut dalam keadaan mengalami aib dan menerima jual-beli tanpa
gadai, dalam kasus ketikaperasan anggurberubahmenjadi khamer, atau

membatalkanjual-beli danmenolak sadai. Apabila diamengetatrui aib sesudah

menguasai barang, maka ketentuannya sama. Setelahmenguasai barang,

dia tidak berhak atas denda lantaran aib, karena gadai itu berlaku pada

sesuatu yang telatr dikuasai, yaitu barang yang ada. Sedangkan bagian yang

tidak ada itu tidak wajib diserahkan, sehingga tidak ada kewajiban denda

sebagai penggantinya. Berbeda dengan jual-beli.

Apabila barang yang digadaikan rusak a-tau mengalami cacat sesudah

dikuasai, maka tidak ada hak pilih bagi penjual. Apabila keduanya berbeda

mengenai waktu terjadinya cacat, dan hanya perkataan salah satu dari

keduanya yang dimungkinkan benar, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataannya tanpa disertai sumpah. Karena sumpah itu dimaksudkan untuk

menolak kemungkinan, sedangkan di sini tidak ada kemungkinan. Apabila

dimungkinkan perkataan keduanya benar, maka ketentuannya didasarkan

pada ketentuan dalam perkataan pendapat penjual dan pembeli mengenai

terjadinya cacat pada barang. Dalam kasus tersebut terdapat dua riwayat,

sehingga di sini pun ada dua pendap at. Pertama, perkataan yang dipegang

adalah perkataan penggadai. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan syaf i,
karena pada awalnya akad itu sah dan berlaku. Kedua, perkataan yang

dipegang adalah perkataan penerima gadai. Pendapat ini adalah hasil qiyas

terhadap pendapatAl Khiraqi mengenai masalah itu dalam jual-beli, karena

keduanya berbeda pendapat mengenai penguasiuul penerima gadai terhadap

bagian yang tidak ada, sehingga perkataan yang dipegang adalah

perkataarurya. Seperti seandainya keduanya berbeda pendapat mengenai

penguasaan terhadap sebagian yang terpisah dari gadai.
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Apabila keduanya berbeda pendapat mengenai waktu terjadinya

kerusakan, menurut penggadai terjadi sesudah barang dikuasai, dan mentrut

penerima gadai terjadi sebelumnya, maka perk ataanyangdipegang adalah

perkataan penerima gadai, karena dia merupakan pihak yang menyangkal

penguasaan barang. Apabila gadai berupa perasan anggur lalu berubah

menjadi khamer, lalu keduanya berselisih mengenai waktu perubahannya,

maka perkat aanyangdipegang adalah perkataan penggadai. Pendapat ini

ditegaskan olehAhmad. Al Qadhi mengatakan, "Dalam masalah ini terdapat

pendapat lain, bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima

gadai. Sama seperti perselisihan dalam jual-beli. Ini adalah pendapatAbu

Hanifah, karena pada dasarnya tidak terjadi penguasaan barang, seperti

seandainya keduanya berselisih mengenai waktutjadinya kerusakan banng."

Menurut kami, kedtranya menyepakati akad dan penguasaan barang,

tetapi berselisih mengenai sesuatu yang merusaknya. Karena itu" perkataan

yang dipegang adalah perkataan pihak yang menafikannya. Seperti apabila

keduanya berselisih mengenai syarat yang rusak. Perselisihan ini berbeda

dengan perselisihan keduanya mengenai terjadinya cacat dari dua sisi.

Pertama,di sini keduanya menyepakati penguasaan barang, kemudian

keduanya berselisih mengenai penguasaan sebagiannya yang tidak ada.

Kedua di sini keduanya berselisih mengenai sesuatu yang merusak akad

dan cacat. Kedua hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam perselisihan

tentang terj adinya cacat.

Pasal: Seandainya pembeli menemukan cacat pada gadai

sesudah terjadi cacat yang lain, maka dia berhak mengembalikan

barang gadai dan membatalkan jual-beli, karena cacat yang baru pada

milik penggadai itu tidak mengharuskan penerima gadai untuk menanggungny4

berbeda dengan obj ek j ual-beli.

Al Qadhi dalam masalah ini mengacu kepada dua riwayat berdasarkan

jual-beli. Sesuai pendapatnya bahwa penerima gadai tidak berhak

mengembalikan gadai, maka dia pun tidak berhak membatalkanjual-beli.
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Namun pendapat yang benar adalah yang kami sampaikan.

Apabila gadai mengalami kerusakan di tangan penerima gadai,

kemudian dia tahu bahwa gadai tersebut cacat, maka dia tidak berhak

membatalkan jual beli, karena dia terhalang untuk mengembalikan gadai.

Ada yang berpendapat bahwa karena gadai itu tidak ditanggung, maka

penerima gadai tidak berhalangan untuk mengembalikannya kare na adarrya

cacat. Jika dikatakan demikian, maka mentrut kami bahwa sebenamya yang

dipertanggungjawabkan adalah nilainya, karena akad terjadi bukan pada

kepemilikan barangnya, melainkan pada jaminannya, sehingga gadai itu
ditanggungj awabkan karena unsurj amin an. Adapun ketika gadai mengalami

cacat,lalu dia mengembalikannya, maka dia menerima penggantinya.

Sedangkan di sini dia tidak mengembalikan apapun. Seandainya kami

mewaj ibkan pengganti, maka kami pasti mewaj ibkan kepada penggadai

sesuatu yang tidak disyaratkannya pada dirinya.

Pasal: Seandainya penjual dan pembeli tidak mensyaratkan
gadai,lalu pembeli dengan suka rela menggadaikan barangnya dan

penjual menguasai barangnya, maka hukumnya seperti hukum gadai

yang disyaratkan dalam jual-beli. Barang gadai tidak diambil sedikit pun

dari penerima gadai sampai seluruh utangnya lunas, dan penggadai tidak

berhak menarik gadainya dan tidak pula melakukan tindakan terhad aprlya

kecuali dengan izin penerima gadai. Hanya saja, ketika penerima gadai

mengembalikarurya karena cacat atau selainnya, maka dia tidak berhak

membatalkanjualbeli.

Pasal: Apabila keduanya berjual-beli dengan syarat agar objek
juat-beli dijadikan gadai untuk harga pembayarannya, maka itu tidak
sah. Pendapat ini dikemukakan Ibnu Hamid, dan merupakan pendapat Imam

Syaf i. Karena apabila objek jual-beli disyaratkan penggadaiannya, maka

sesungguhnya ia belum menj adi milik pembeli. Baik pembeli mensyaratkan

untuk menguasai objek jual-beli kemudian menggadaikannya, atau

mensyaratkan untuk menggadaikannya sebelum menguasai barangnya.
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D iriwayatkan dari Ahmad, dia berkata, "Apabila obj ek j ual-beli ditahan

karena ada sisa pembayaran yang belum dilunasi, maka penjual dianggap

sebagai mengambil barang tanpa izin pembelinya, dan barang tersebut bukan

gadu,kecuali disyaratkan dalam jual-beli tersebut. Hal ini menunjukkan

keabsahan syarat di dalamnya, karenajual-belinya sah sehingga gadainya

juga sah. Al Qadhi mengatakan, 'Maksud riwayat ini adalah pembeli dalam

suatu akadjual-beli mensyaratkan gadai berupa barang selain objekjual-

beli, sehinggape4jual berhak menahan objekjual-beli sebelum dia menguasai

barang gadai. Apabila pembeli tidak memenuhi syarat, maka penjual

membatalkanjual-beli. Adapunjika ia mensyaratkan gadai terhadap obj ek

jual-beli dengan pembayarannya, maka tidak sah karena beberapa alasan.

Pertamn,objekjual-beli itu belum menjadi milik pembeli. Kedua,jvl-beli
mengharuskan pembayaran dari selain objek jual-beli, sedangkan gadai

tersebut menghanrskan pelunasan darinya . Ketig a, jual-beli mengharuskan

penyerahan objekjual-beli terlebih dahuh:, sedangkan gadai objek juat-beli

mengharuskan penjual untuk tidak menerima gadai sebelum menerima

pembayaran . Keempat,jual-beli mengharuskan penguasaan atas objekjual-

beli dalam keadaan ditanggung resikonya, sedangkan gadai mengharuskan

agar gadai itu tidak ditanggung resikonya. Semua ini mengakibatkan

kontadiksi hukum-hukum keduanya.

Riwayat yang kuat menunjukkan keabsahan gadainya. Mengenai

pendapat mereka bahwa barang tersebut belum dimiliki, maka kami katakan

bahwa pembeli mensyaratkan gadainya sesudah memilikinya.

Pendapat mereka bahwa jual-beli mengharuskan pelunasan

pembayaran dari selain objek jual-beli itu adalah tidak benar, karena jual-

beli itu mengharuskan pelunasan pembayaran secara mutlak (dari mana saja).

Seandainya pembeli berhalangan untuk meltrnasi pembayaran dari selain objek

jual-beli, maka dia bisa melunasinya dari hasil penjualannya.

Pendapat mereka bahwajual-beli mengharuskan penyerahan objek
jual-beli sebelum penyerahan pembayaran itu tidak bisa diterima. Kalaulah

pendapat ini diterima, maka hal itu tidak menghalangi penetapan jual-beli
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dengan syarat yang berbeda. Sebagaimana keharusan dalam jual beli adalah

pembayaran tunai dan kewajiban menyerahkan barang secara kontan.

Seandainya disyaratkan tempo, maka diperbolehkan. Begitujuga" keharusan

dalam jual-beli adalah ditetapkannya kepemilikan atas objekjual-beli dan

kemungkinan unhrk membelanj akannya. Namun, keharusan tersebut dapat

dihilangkan dengan syarat khiyar. lnilah jawaban terhadap alasan ketiga

dankeempat.

Adapun ketika gadai tidak disyaratkan dalamjual-beli, tetapi pembeli

menggadaikannya sesudahjual-beli, maka apabila gadai terj adi sesudahjual-

beli berlaku, adalah sah menurut pendapat yang kuat, karena sah

menggadaikannya pada orang lain, sehingga sah pula menggadaikannya

kepada penjual. Juga karena sah menggadaikarurya untuk selain harganya,

sehingga sah pula menggadaikannya untuk harganya. Apabila gadai sebelum

jual-beli berlaku, maka tergantung pada kebolehan membelanjakan objek
jual-beli. Bolehmenggadaikannyadalam setiapkasusjual-beli dimanapembeli

boleh membelanjakan objekjual-beli. Jika tidak, maka tidak boleh, karena

gadai adalah satu bentuk pembelaqiaaq sehingga menyerupai penjualannya.

Pasal: Apabila dalam jual-beli pembeli mensyaratkan gadai yang

tidak sah, seperti gadai sesuatu yang diharamkan, tidak jelas, tidak
ada, dan tidak bisa diserahkan, atau sesuatu yang tidak ditunjuk,
atau pembeli mensyaratkan gadai objek jual-beli untuk menjamin
pernbayaran harganya, maka ada dua riwayat mengenai tidak sahnyajual-

beli. Kedua riwayat tersebut telah diulas dalam penjelasan tentang syarat-

syarat yang rusak dalam jual-beli. Abu Khaththab di sini memilih pendapat

yang menyatakan rusaknya jual-beli. Ini juga merupakan pendapatAbu

i{anifah dan salah satu dari dua pendapat Imam Syaf i. Semua itu telah

dij elaskan sebelumnya.

Pasal: Syarat-syarat dalam gadai terbagi menjadi dua, yaitu
sah dan rusak (tidak sah). Syarat yang sah itu seperti barang gadai yang

dipegang oleh satu atau dua orang yang adil, atau lebih. Atau, barang gadai
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dijual oleh orang yang adil pada saat jatuh tempo. Kami tidak menemukan

perbedaan pendapat mengena keabsahan syarat ini. Apabila dia mensyaratkan

agar penerima gadai menjual gadai, maka syarat tersebut sah. Pendapat ini

dikemukakanAbu Hanifah dan Malik. Syaf i berkat4 "Tidak sah, karena

syarat tenebut berarti memberi perwakilan untuk suatu hal yang di dalamnya

ada dua kepentingan saling berbenturan, sehingga tidak sah. Seperti

seandainya penggadai mewakilan penerima gadai untuk menjualnya kepada

dirinya sendiri. Alasan benturan itu karena penggadai ingin supaya menatran

objek jual-beli dan hati-hati dalam menetapkan harga, sedangkan penerima

gadai ingin haknya segera dipenuhi dan barang cepat terjual.

Menurut kami, suatuhal yang boleh diwakilkankepada selainpenerima

gadai itujuga boleh diwakilkan kepadanya, sama seperti mewakilkannya

untuk menjualkan sesuatuyang bukan barang gadai. Juga karena barangsiapa

yang boleh disyaratkan untuk menahan, makajuga boleh disyaratkan untuk

membeli. Perbedaan kepentingan itu tidak membahayakanjika yang menjadi

kepentingan penerima gadai adalah haknya, yaitu piutangnya dilunasi saat

jatuh tempo dan barang seg€ra dijual. Ketika penggadai mewakilkan

penerima gadai padahal dia mengetahui kepentingannya, berarti dia telah

bersikap lapang dada terhadap penerim a gadai,dan memang hak tersebut

adalah miliknya. Seperti seandainya dia mewakilkan seorang fasik unftrk

menjualkan hartanya dan menerima pembayarannya. Kami tidak menerima

pendapat bahwa penggadai tidak boleh mewakilkan penerima gadai urtuk

menjual barang gadai kepada dirinya sendiri. Kalau kami menerima pendapat

tersebut, maka itu karena satu individu menjadi penjual sekaligus pembeli,

pemberi ijab sekaligus penyampai qabul, dan menerima pembayaran dari

dirinya unflrk dirinya. Bukan ini masalah yang kita bahas.

Pasal: Apabila pembeli menggadaikan kepada penjual seorang

budak perempuan, lalu pembeli mensyaratkan agar budak berada

pada seorang perempuan atau muhrimnyaratau agar dia berada di
tangan penerima gadai atau orang lain sekiranya tidak
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mengakibatkan khalwat dengan budak perempuan tersebut, seperti
seandainya penerima gadai memiliki beberapa istri atau selir, atau
memiliki beberapa keluarga perempuan yang tinggal bersamanya,
maka itu diperbolehkan, karena syarat tersebut tidak mengakibatkan
sesuatu yang diharamkan. Jika tidak demikian, maka syarat tersebut tidak
sah, karena mengakibatkan khalwat yang diharamkan, dan keamanan budak
tersebut tidak terjamin. Namun, gadainya tidak rusak, karena tidak
mengakibatkan pengurangan dan mudharat terhadap hak dua pelaku akad.

Hukum yang berlaku di dalamnya sama seperti seandainyapenerima gadai

menggadaikan budak perempuan tersebut tanpa syarat. Gadainya sah, dan

hakim menempatkan budak perempuan itu pada orang yang dibolehkan
tinggal bersamanya.

Apabila yang digadaikan adalah budak laki-laki, lalu penggadai
mensyaratkan tempat ting gaktyumaka itujuga diperbolehkan. Apabila dia
tidak mensyaratkan tempat tinggalny4 maka hukumnyajuga sa[ sama seperti

budak perempuan. Dimungkinkan tidak sah, karena budak perempuan itu
memiliki kebiaasan tersendiri, berbeda dengan budak laki-laki. Namun
pendapat yang pertama lebih shahih, karena apabila penggadai termasuk
orang yang dibolehkan tinggal bersama budak perempuan tersebut, maka

hukum yang berlakuunhrknya sama seperti budak laki-laki. Apabila penerima

gadai budak laki-laki itu adalah seorang perempuan yang tidak memiliki
suami, lalu penerima gadai tersebut mensyaratkan agar budak tersebut tinggal

bersarnanya sehingga mengakibatkan khalwat, maka syarat tersebut tidak
boleh. Jadi, keduanya adalah sirma.

Fasal: Bagian yang kedua dari syarat-syarat yang tidak sah

itu adalah seperti syarat meniadakan tuntutan gadai, syarat tidak boleh
menjual barang gadai ketikajatuh hak, atau tidak boleh melunasi utang dari
hasil penjualanny4 atau tidak boleh menjual barang gadai yang dikhawatirkan

rusak, atau syarat menjual barang gadai dengan harga berapa saja, atau

tidak boleh menj ual barang gadai kecuali dengan harg ayangdisetujuinya.

Semua ini adalah syarat-syarat yang rusak karena berlawanan dengan tuntutan
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akad, karena dengan dilaksanakannya syarat-syarat ini maka tujuan te,rsebut

tidak tercapai. Begitu pula jika disyaratkan hak pilih bagi penggadai, atau

akad tidak mengikat terhadap penggadai, atau penetapan waktu gadai, atau

sehari gadai berlaku dan sehari tidak, atau barang gadai ada di tangan

penggadai atau dia memanfaatkan barang gadai, atau barang gadai

dimanfaatkan penerim a gadu, atau barang gadai dipertanggungkan pada

penerima gadai atau orang yang adil. Semua syarat ini tidak sah, karena di

antaranya ada yang meniadakan tuntutan akad, ada pula yang tidak dituntut

aka4 dan adapulayangtidak pula termasuk maslahat akad. Apabila keduanya

mensyaratkan salah satu dari syarat-syarat tersebut, makaAl Qadhi berkata,

'Dirnungkinkan gadai rusak karena syarat tersebut dalam kondisi apapun,

karena pelaku akad menyia-nyiakan miliknya dengan syarat ini, sehingga

apabila hak tersebut tidak diserahkan kep adanyarmaka akadnya tidak sah,

karena tidak adanya kerelaan terhadap akad tanpa hak tersebut." Ada

pendapat yang mengatakan, apabila dia mensyaratkan gadai secara temporer,

atau gadai sehari dan tidak sehari, maka gadai tidak rusak."

Apakah gadai nrsak dengan syarat-syarat yang lain? Ada dua pendapat

berdasarkan syarat-syarat yang tidak sah di dalam jual-beli. Abu Khaththab

dalam kitab Ru'us Al Masa 'il menyatakan keabsahannya, dan pendapat ini
dikemukakanAbu Hanifah, karena Nabi SAW bersabda, "Gadai itu tidak

tertutup."2e Yaitu gadai yang di dalamnya ditetapkan syarat-syarat yang

tidak sah, namun gadai tersebut tidak dihukumi rusak.

Pendapat lain mengatakan bahwa syarat yang dapat mengurangi hak

penerima gadai itu dianggap batal. Sedangkan syarat yang tidak mengurangi

hak penerima gadai itu mengikuti dua sisi pendapat. lni adalah madzhab

Syaf i, karena disyaratkan bagi penerima gadai tambahan yang tidak sah,

sehingga apabila tambahan tersebut tidak sah, maka asal gadai itu tidak

batal.

2e Maksudnya tidak dihalangi untuk menebusnya.
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Pasal: Apabila penerima gadai mensyaratkan bahwa ketika hak
telah jatuh dan penggadai tidak melunasi utang, maka gadai menjadi

hak penerima gadai, atau gadai dijual kepadanya dengan utang yang

ada pada penggadai, maka syarat tersebut tidak sah. Pendapat ini
diriwayatkan dari Ibnu Umar, Syuraih, An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri,

Syaf i, dan ahli ra'yu. Kami tidak mengetahui adarryaseorang ulam ayang

berbeda pendapat dengan mereka. Dasar ketentuan ini adalah hadits yang

diriwayatkan Mu'awiyah binAbdullah bin Ja'far, dia berkata, "Rasulullah

SAWbersabda,

" Gadai tidak tertutup. "

Hadits ini diriwayatkanAlAtsram. Ia berkata, "Aku bertanya kepada

Ahmad, "Apa maksud hadits, *Gadai itu tidak tertutup." Ia menjawab,

"Seandainya aku tidak membayarmu beberapa dirham sampai waktu

demikian, maka barang gadai ini milikmu." Ibnu Mundzir berkata, "Inilah
makna hadits, " Gadai itu tidak tertutup" menurut Malik, Ats-Tsauri, dan

Ahmad.

Dalam hadits Mu'awiyah binAbdullah bin Ja'far disebutkan bahwa

seorang lakiJaki menggadaikan sebuah rumah di Madinahhingga batas waktu

tertentu, lalu batas waktu itu berlalu, dan dia berkata kepada orang yang

menerima gadai, "Rumahku untukmu." Maka Nabi bersabda,"Gadai itu

tidak tertutup."

Selain itu, syarat tersebut tidak sah karena dia mengaitkan jual-beli

pada sebuah syarat, karena penggadai menjadikan barang gadai sebagai

obj ek j ual-beli dengan syarat dia tidak membayar utang pada waktu j atuh

tempo, sedangkanjual-beli yang dikaitkan dengan syarat itu tidak sah. Apabila

dia menetapkan syarat ini, maka gadai tidak sah. Ada beberapa pengecualian

dimana gadai tidak rusak karena alasan-alasan yang kami sebutkan dalam

syarat-syarat yang tidak sah. Ini adalah pendapat yang kuat dari Abu
Khaththab dalam kitab Ru'us Al Masa'il.Diaberurgumen dengan sabda

.r:st i*l
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Nabi SAW "Gadai itu tidak tertutup," dengartmenafikan ketertutupannya,

bukan pokok gadainya. Jadi, hadits ini menunjukkankeabsahan gadai. Juga

karena penggadai telah merelakan barang gadainya dengan syarat ini. Kalau

syarat ini tidak sah, maka dia pasti lebih rela.

Menurut kami, gadai tersebut adalah gadai dengan syarat yang tidak

sah, sehingga tidak sah. Seperti seandainya dia mensyaratkan gadai hingga

jangka waktu tertentu, meskipun di dalam hadits Rasulullah tidak menetapkan

syarat tersebut pada permulaan akad, sehingga hadits ini bukan merupakan

argumen bahwagadai tersebut adalah sah.

Pasal: Seandainya orang yang berutang berkata, "Aku
gadaikan kepadamu budakku ini, dengan syarat engkau menambah

tempo bagiku," maka gadai tersebut tidak sah. Karena tempo tidak

berlaku dalam utang kecuali disyaratkan dalam sebuatr akad yang karenanya

tempo tersebut menj adi waj ib. Apabila tempo tidak berlaku, maka gadai

tidak sah, karena orang tersebut menjadikan tempo pembayaran utang

sebagai kompensasi gadai. Juga karena praktik tersebut menyerupai riba di

masajahiliyab, dimanamerekamenambah nilai utang agarmerekamenarnbah

temponya.

Pasal: Apabila seseorang menanggung utang seribu lalu ia
berkata, "Pinjamilah aku seribu lagi, dengan syarat aku gadaikan

kepadamu budakku ini seharga dua ribu," makaHambal mengutip

pendapat Ahmad bahwa utang tersebut tidak sah. Ini juga merupakan

pendapat Imam Syaf i, karena utang tersebut memicu satu manfaat, yaitu

jaminan unnrk utang seribu yang pertama. Apabila utang dinyatakan batal,

maka gadai juga batal. Barangkali adayang mengatakan, "Bukankah

seandainya dia memberi gadai untuk sesuatu yang diulangnya, maka itu
diperbolehkan?" Jika dikatakan demikian, maka kami katakan bahwa yang

demikian itu bukan utang yang memicu suatu manfaat, karena dampak

maksimalnya adalah menegaskan pelunasan utang, danutang itu menimbulkan

kewajiban pelunasan. Sedangkan dalam masalah kita ini, dia mensyaratkan
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dalam pinj aman pemberianjaminan unflrk utangnya yang pertam4 sehingga

berarti dia mensyaratkan j aminan unftrk sesuatu yang tidak mengharuskan

utang. Muhannamengutip pendapat bahwa pinjamantersebut sah. Barangkali

Ahmad menyatakan bahwa utang tersebut sah, dengan menganggap

syaratnya tidak sah agar tidak memicu manfaat dengan pinjaman, atau dia

menghukumi gadainya untuk utang seribu yang pertama saj a yang tidak salr"

dan menganggap sah gadai untuk selainnya.

Seandainya utang tenebut diganti denganjual-beli dengan mengatakarl

"Juallah budakmu ini kepadaku dengan harga seribu, dengan syarat aku

menggadaikan kepadamu budakku ini dengan seribu untuk membeli budak,

dan dengan seribu lain yang menjadi tanggungankq" makajual-beli tersebut

tidak sah menurut satu riwayat, karena hargajual tidak diketahui. Apabila

dia menj adikan harga budak adalah seribu dan manfaat, yaitu j aminan unhrk

utang seribu yang pertama, maka manfaat tersebut tidak jelas. Juga karena

dia mensyaratkan akad gadai dengan seribu yang pertama, sehingga tidak

sah. Seperti seandainya dia melangsungkan akad gadai secara terpis ah, atau

seandainya dia menjual rumahnya dengan syarat pihak kedua menjual

rumahnyakepadanya.

Pasal: Apabila gadai tidak sah dan penerima gadai telah
menguasainya, maka dia tidakwajib menanggung resikonya, karena

dia menguasainya berdasarkan hukum gadai. Setiap akad yang dalam kondisi

sah tidak ada pertanggungan di dalamnya, maka begitu pula ketika akad

dalam kondisi tidak sah. Apabil a gadubersifat temporer, atau disyaratkan

gadai menjadi hak penerima gadai setelah berakhir masanya, maka sesudah

itu gadai ditanggung resikonya. Karena gadai tersebut dikuasai berdasarkan

hukum jual-beli yang tidak sah, dimana hukum akad yang tidak sah itu sama

seperti hukum akad yang sah dari segi pertanggungan.

Apabila gadai berupatanall lalupenerima gadai menanaminya sebelum

jatuh tempo, maka itu seperti penanaman yang dilakukan orang yang

mengambil hak orang lain tanpa izin, karena dia menanam tanpa izin. Apabila
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dia menanam sesudahjahrh tempo dan penggadai telatr mensyaratkan bahwa

gadai menjadi haknya, maka dia menanam dengan izin, karena meskipun

jual-beli tersebut tidak sah namun dia telah mengandung izin penggunaan.

sehingga penggadai disun*r memilih antara tiga hal; mengakui tanaman itu

milik penerima gadai, atau mengambil dengan membayar nilainya, atau

memaksa penerima gadai untuk mencabut tanamannya dan menanggung

kekurangan yang timbul bagi penerim a gadai.

794.Masalah: AbuAl Qasim berkata: "Penerima gadai tidak
boleh mengambil manfaat dari barang gadai sedikit pun, kecuali gadai

yang dikendarai atau yang diperah susunya, sehingga boleh

mengendarainya dan memerah susunya sekadar makanan yang

diberikan kepadanya."

Ada dua hal yang dibicarakan dalam masalah ini. Pertama, gadai

yang tidak membutuhkan biaya perawatan seperti rumah, barang, dan

semisalnya. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin
penggadai dalam kondisi apapun. Kami tidak menemukan perbedaan

pendapat dalam masalah ini, karena barang gadai adalah milik penggadai,

dan begitu pula sesuatu yang tumbuh berkembang darinya dan manfaat-

manfaatnya. Orang lain tidak boleh mengambil nyatartpa izin pemiliknya.

Apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkannya

tanpa ganti, sedangkan kewaj iban gadai itu berasal dari utang, maka tidak

bole[ karena hal tersebut mengakibatkan utang yang memicu manfaat, dan

hukumnya adalah haram. ImamAhmad berkat4 "Aku memakruhkan utang

rumah, dan itu adalah mumi riba." Maksudnya, apabila rumah dij adikan

gadai unhrk utang lalu penerima gadai memanfaatkannya. Adapun j ika gadai

dilakukan untuk pembayaran objek jual-beli, atau kewajiban yang bukan

utang, lalu penggadai mengizinkan penerima gadai unhrk memanfaatkanny4

maka itu diperbolehkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan dan Ibnu

Sirin, danlshaq.

Apabila pengambilan manfaat itu disertai kompensasi, seperti penerima
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gadai menyewanya dari penggadai dengan sewa yang wajar tanpa ada unsur
bujukan, maka diperbolehkan. Kebolehan ini berlaku dalam gadai dan
selainnya. Apabila dia membujuknya, maka hukumnya seperti hukum
memanfaatkan gadai tanpa kompensasi. Hat itu tidak boleh dalam akad utang,
tetapi boleh dalam selairurya.

Apabila penerima gadai menyewanya atau meminjam rumah yang
digadai, maka mentuut lrndapat yang kuat dariAhmad adalatrrumah tersebut
keluar dari keberadaannya sebagai barang gadai.Ketika sewa ataupinjaman
itu selesai, maka rumah itu pun kembali menjadi gadai seperti sediakala.
Ahmad dalam riwayat Hasan bin Tsawab dariAhmad, bahwa apabila gadai

itu berupa rumah, lalu penerima gadai berkat4 "Tempatilah rumah itu dengan
sewa, dan sewa itu menjadi jaminan bagi hakku," maka gadai itu beralih
medadiutang.

Begitu pulajika penerima gadai menyewakannya kepada penggadai.

Ahmad dalam riwayat Ibnu Marxhw berkat4 "Apabila seseorang menerima
gadai rumah kemudian menyewakannya kepada pemiliknya, maka rumah
tersebut keluar dari keb eradaarvtyasebagai barang gadai. Apabila rumah itu
kembali kepada penerim a gadai,maka ia kembali menjadi barang gadai.',

Mentrut pendapat yang lebih kuat, ia tidak keluar dari keberadaannya

sebagai barang gadai apabila penerima gadai menyewanya atau
meminjamnya, karena penguasaan barang tetap berlangsmg, dan tidak ada

pertentangan di antara dua akad. PemyataanAhmad dalam riwayat Hasan
bin Tsawab dipahami bahwa penerima gadai mengizinkan penggadai untuk
menempatinya, sebagaimana pernyataannya dalam riwayat Ibnu Manshur.
Hal itu karena rumah tersebut terlepas dari tangan penerima gadai, sehingga

hilang sifat keajegannya karena hilangnya penguaasan. Berbedaj ika penerima

gadai menempati rumah tersebut. Ketika penerima gadai meminjam gadai,
maka gadai tersebut menjadi tanggungjawabnya. pendapat ini dikemukakan
oleh syaf i. AbuHanifah berkat4 "Tidak adapertanggungan baginya." Dasar
perbedaan pendapat ini adalah bahwa pinjaman itu ditanggung resikonya
menurut kami dan tidak ditanggung resikonya menurutAbu Hanifah.
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Pasal: Apabila dalam akad gadai disyaratkan agar barang gadai

dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka syarat tersebut tidak sah,

karena ia menafikan tuntutan gadai. Diriwayatkan dariAhmad bahwa syarat

tersebut boleh dalam akad jual-beli. Al Qadhi berkata, "Maksudnya adalah

seseorang mengatakan,'Aku menjual kepadamu baju ini satu dinar, dengan

syarat engkau menggadaikan kepadaku budakmu untuk melayaniku selama

sebulan.'Akad yang demkian adalah akad jual-beli dan sewa, sehingga

hukumnya sah. Apabila dia tidak menentukan harga, maka syarat tersebut

batal karenaharganyatidak diketahui." Imam Malik berkata, "Tidak ada

larangan menetapkan syarat dalamjual-beli untuk memanfaatkan gadai hingga

batas waktu, dan itu berlaku pada rumah dan tanah. Namun syarat tersebut

makruh urtuk hewan dan pakaian, dan makruh dalam akad utang."

Menwut kami, dia mensyaratkan dalam gadai hal yang menafikan gadai

itu sendiri, sehingga syarat tersebut tidak sah. Seperti seandainya dia

mensyaratkannya dalam utang.

Pasal: Kondisi kedua adalah gadai yang membutuhkan biaya
perawatan, sehingga hukum penerima gadai dalam memanfaatkannya

itu disebabkan pengganti, atau tanpa pengganti melainkan dengan

izin penggadai, seperti bagian sebelumnya. Apabila penggadai

mengizinkarurya unttrk membiayai dan memanfaatkan sekadar pembiayaarr

tersebut maka diperbolehkan. Karena pemanfaatan tersebut semacam barter.

Tetapi ketik andak adaizirq maka gadai terbagi menj adi dua; yaitu yang bisa

diperah susunya dan dikendarai, dan yang bukan. Adapun gadai yang diperah

susunya dan dikendarai, penerima gadai boleh membiayainya,
mengendar ainy a,dan memerah susunya sekadar pembiayaannya dengan

menjaga agar proporsional. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam

riwayat Muhammad bin Hakam dan Ahmad bin Qasim . Pendapat ini dipilih
Al Khiraqi, dan sekaligus merupakan pendapat Ishaq. Baik karena s€cara

kebetulan penggadai berhalangan membiayai karena tidak ada di tempat,

atau memang dia enggan membiayai, atau dalam keadaan penerima gadai

mampu mengambil biaya dari penggadai dan meminta izin kepadanya. Dari
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Ahmad diriwayatkan pendapat lain bahwa biaya yang dikeluarkan penerima

gadai itu tidak dihitung manakala dia dengan sukarela melakukannya, dan

dia tidak boleh memanfaatkan gadai sedikit pun. Ini adalah pendapatAbu
Hanifah, Malik dan Syaf i, berdasarkan sabda Nabi SAW, ,,Gadai itu
berasal dari penggadainya, dia memperoleh keuntungannyo dan
mencrnggung kerugiannya."3o Juga karena gadai tersebut adalah milik orang

lain yang tidak diizinkan baginya untuk memanfaatkannya, dan tidak pula

membiayainya, sehingga dia tidak berhak memanfaatkannya, sama seperti

bukanbarang gadai.

Menurut kami, Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan

dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda , punggung

hew an i tu di t un ggan gi ka ri n a b i ay a y an g dike luar knn untukny a ap ab i I a
ia digadai, dan susu di ambingnya itu diminum lantaran biaya
dikeluarlran untulvrya apabila ia digadai. Dan orangyong mengendarai
dan meminum itu wajib mengeluarlcan biaya.-31

Di sini Nabi SAW menjadikan manfaat gadai itu sebagai konsekuensi

dari biaya yang dikeluarkan, dan inilah letak perselisihannya. Jika dikatakan

bahwa maksudnya adalah penggadai mengeluarkan biaya dan dia boleh
mernanfaatkannya, maka kami katakan bahwa pendapat ini tidak benar

karena dua alasan. Pertama, dalarnsebagian redaksi hadits disebutkanjika

binatang tersebut digadai, maka penerima gadai-lah yang waj ib menyediakan

kebutuhannya. Smu yang ada di dalam ambingnya itu boleh diminum, dan

orang yang meminumnya waj ib dan mengendarainya itu waj ib membiayainya.

Jadi, Nabi SAW menetapkan bahwa yang membiayai adalah penerima gadn,

dan dial ah yang memanfaatkannya. Ke d ua,sabda Nabi S AW " I a nt ar qn

b iay a yang dilce luar knn untul*ty a" mengisyaratkan bahwa pemanfaatan

itu sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan, dan itu adalah hak

30HR.Daruquthni(3/33,hlm.133),Baihaqi (6/39),Hakim(2/51).AlAlbanidalam
kitab lrwa' Al Ghalil (1406) menilai haditsinimursal.

3r Status hadits telah disebutkan pada kitab Gadai.
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penerima gadai. Sedangkan biaya dan pemanfaatan penggadai itu bukan

dengan cara barter antara satu dengan yang lain. Juga karena biaya untuk

hewan itu wajib, dan penerima gadai memiliki hak di dalamnya, dan hakrlya

itu dapat ditutupi dari hasil yang keluar dari gadai dan kedudukan yang sama

dengan pemiliknya sebagai ganti dari kewajibannya. Hak tersebutjuga dapat

ditutupi dengan pemanfaatannya, sehingga pemanfaatan tersebut

diperbotehkan. Sebagaimana seorang wanita boleh mengambil hak nafl<ahnya

dari harta suaminya apabila su4minya enggan memberikarurya. Menggantikan

kedudukanpemilik itu dalam hal membiayai binatang dan dalam hal ini kami

berpegang pada hadits. Sesuatu yang dihasilkan dari barang gadai itu menjadi

milik penggadai, tetapi penerima gadai memiliki wewenang, karena dia

memiliki kekuasaan dan kewenangannya atas barang badai itu. Ketentuan

ini berlaku unhrk orang yang mengeluarkan biaya dengan mengharapkan

kembati. Adapun oftulg yang mengeluarkan biaya secara sukarela tanpa niat

mendapatkan timbal balik, maka dia tidak boleh memanfaatkarurya mentrut

satupendapat.

Pasal: Adapun gadaiyang tidak diperah dan tidak dikendarai

ifu terbagi menjadi dua macam, yaitu hewan dan selairurya. Adapun hewan

itu seperti budak dan semisalnya.Apakahpenerima gadai boleh mengeluarkan

biaya untuknya dan menjadikannya pelayan sekadar biaya yang telah

dikeluarkannya? Menurut madzhab yang kuat, hal tersebut tidak boleh.

Pendapat ini disebutkanAl Khiraqi dan ditagaskanlmamAhmad dalam

riwayatAtsram. Dia berkat4 "Aku mendengarAbuAbdullah ditanya tentang

seseorang yang menerima gadai budak, dan dia menjadikannya pelayan,

laluAbuAbdullah menjawab, "Gadai tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun,

dan hadits Abu Hurairah itu terkait k*rusus dengan gadai yang bisa dikendarai

dan diperah susrmyq serta diberi makan rumput." Aku bertanya kepadany4

"Kalau susu dan pengendaraarurya lebih banyak?" Ia menjawab, "Tidak

boleh, kecuali sekadar biaya yang dikeluarkan."

Hambal mengutip dari Ahmad bahwa penerima gadai boleh

memperkejakan budak. Pendapat ini dikemukakan Abu Tsaur dengan
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menambahkan, "Apabila pemiliknya menolak untuk memberinya nafl<ah.,'
Abu Bakar berkata, "Hambal berbeda dari jama,ah dan ketentuan bahwa
gadai tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun kecuali yang ditetapkan secara
khusus oleh syari'at," karena qiyas menunjukkan bahwa tidak boleh
memanfaatkan gadai sedikit pun, maka kami kembalikan gadai berupa hewan
yang diperah dan dinaiki itu kepada atsar. Adapun selain kedu anya, gadai
tetap pada koridor qiyas.

Jenis kedua adalah selain hewan, seperti rumah yang hancur lalu
dibangun kembali oleh penerima gadai. penerima gadai tidak mendapatkan
ibal balik sedikit pun menurut satu pendapat, dan dia tidak boleh
memanfaatkannya sekadar biaya yang dikeluarkannya, karena membangun
bangunan yang hancur itu bukan kewajiban penggadai, sehingga orang lain
tidak boleh menggantikannya dalam melakukan sesuatu yang tidak wajib
baginya. Apabila dia melakukannya, maka dianggap sebagai perbuatan
sukarela. Berbeda dengan hewan, dimana pemiliknya wajib mernbiayai
hidupnya-

Pasal: Apabila hewan gadai dibiayai penerima gadai secara
sukarela, maka penerima gadai tidak mendapatkan imbal balik sedikit
pun, karena dia benedekah sehinggatidak memperoleh penggantinya- Seperti
seandainya dia bersedekah kepada orang miskin. Apabila dia bemiat untuk
menuntut ganti dari pemiliknya --dan hal itu dilakukannya dengan izin
pemiliknya- maka dia berhak menuntut gantiny4 karena dia menggantikan
pemiliknya dalam membiayai hidup hewan dengan izin pemilikny4 sehingga
biayahidupituditanggungpemilik. Sepertiseandainyapemilikmewakilkannya

untuk berbuat demikian. Apabila penerima gadai melakukannya tanpa izin
pemiliknya apakah dia berhak menunflrt gantinya? Ada dua pendapat dalam
masalah ini, sesuai ketentuan yang berlaku ketika seseorang membayarkan
utang orang lain tanpa iziwrya, karena daram hal ini penerima gadai
rnenggantikan penggadai dalam menj alankan kewaj iban.

Abu Khaththab berkata, "Apabila penerima gadai mampu minta izin
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tetapi dia tidak mintaizrn maka dia dianggap telah melakukannya dengan

sukarela dan tidak memperoleh gantinya. Apabila diatidak mampu meminta

izin kepada pemitikny4 maka ada dua pendapat. Begitujuga ketentuan yang

berlaku ketika budak yang digadai itu meninggal, lalu dia mengafaninya.

Pendapat yang pertama lebih sesuai dengan madzhab, karena

ketidakmampuan untuk meminta izin kepada orang yang berutang itu tidak

dijadikan pertimbangan dalam membayar utang.

Pasal: Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadai

dengan cara memperkerjakannya' mengendarainya, memakainya,

menyuruhnya menyusui, memanfaatkannya, mendiaminya, atau

tindakan-tindakan lain, maka manfaatyang diperolehnya itu dihitung

seb a gai utan g. Imam Ahmad berkata, "Kewaj iban penggadai dikurangi

menurut besamya manfaat yang diambil penerima gadai, karena manfaat-

manfaat tersebut adalah milik penggadai. Apabila penerima gadai

mengambilny4 maka dia menanggung nilainya bagi penggadai, sehingga nilai

dan utang tersebut dikalkulasikan.

795. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Hasil sewa rumah,

pelayanan budak, kandungan dalam perut kambing dan selainnya,

serta buah di pohon yang digadai itu termasuk gadai."

Maksudnya, segala sesuatu yang dihasilkan gadai dan hasil sewa yang

diperoleh darinya itu menjadi gadai di tangan orang yang menguasai gadai,

sama seperti pokoknya. Apabila penjualannya diperlukan untuk melunasi

utangnya, maka ia dijual bersama pokoknya, baik hasil tersebut melekat

pada pokoknya seperti samin dan pengajaran, atau hasil tersebut terpisah

dari pokoknya seperti hasil j erih payah, uP*, anak dari budak perempuan,

buah-buahan, susu, wol, dan semisalnya. Pendapat serupa dikemukakan

olehAn-Nakha'i danAsy-Sya'bi. Ats-Tsauri dan ulama ahli ra'yu berkata,

"sesuatuyang berkembang dari barang gadai ikut dijual, sedangkan sesuatu

yang merupakan hasil jerih payah tidak ikut dijual, karena hasil jerih payah

itu berada dalam hukum mukatabah (penetapan harga dan waktu
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pembayaran yang harus diberikan budak untuk menebus kemerdekaannya
dari tuannya), istilad (menjadikan budak perempuan sebagai ibu dari
anaknya), dan tadbir (tuan menetapkan kemerdekaan budak sesudah
kematiannya), sehingga tidak diikutkan dalam gadai,sama seperti harta
bendapenggadai."

Imam Malik berkata, "Khusus anak budak diikutkan dalam gadai,
dantidak setiap yang berkembang dari barang gadai diikutkan dalam gadai,

karena anak itu mengikuti induknya dalam hak-hak yang telah ditetapkan,
seperti anak budakperempuan." Imam Syaf i, AbuTsaur, dan Ibnu Mundzir
berkata, "Hasil yang terpisah dari pokoknya dan hasil jerih payah tidak
disertakan dalam gadai, karena gadai adalah hak yang melekat pada
pokoknya dan hak tersebut dibayar dari hasil penjualan gadai, sehingga hak
itu tidak merembet kepada selain pokokny4 sama seperti hak bagi korban
pidarn."

Imam spf i berkata" "seandainya seseoftng menggadaikan unta yang
sedang hamil, lalu dia melahirkaru maka hasilnya keluardari gadai."Namurq
pendapatnya ini ditentang olehAbu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Di antara
argumentasi mereka adalah sabda Nabi sAW, *Gadai itu berasal dari
penggadainya, dia memperoleh keuntungannya dan menanggung
kerugiannya."32 sesuatu yang berkembang dari gadai itu adalah keuntungarq

sehingga dia menjadi hak penggadai. Juga karena sesuatu yang berkembang
dari gadai itu merupakan harta milik penggadai yang tidak diakadkan
bersamaan dengan akad gadai, sehingga tidak menjadi gadai, sama seperti
harta bendanya yang lain.

Menrnrt kami, gadai adalah hukum yang ditetapkan pada suatu barang
dengan akad pemiliknya, sehingga akad tersebut mencakup sesuatu yang
berkembang darinya dan berbagai manfaatny4 sama seperti kepemilikan
karenajrnl-beli dan selainnya. Juga karena sesuatu yang berkembang dari

32HRDaruquthni(3/33,hlm.133),Baihaqi (6/39),Hakim(2/51).AlAlbanidalam
kitab lrwa'AI Ghalil (1406) menilai haditsinimursal.
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gadai itu merupakan sesuatu yang baru dan tumbuh dari barang gadai,

sehingga termasuk gadai, sama seperti sesuatu yang melekat pada gadai.

Juga karena hak dalam gadai merupakan hak yang langgeng atas induknya

yang ditetapkan dengan kerelaanpemilikny4 sehingga hak tersebut merembet

kepada anak, seperti tadb ir danistilad.

Menurut kami, sesuai pendapat Malik, sesuatu yang berkembang itu

bersifat baru dan berasal dari barang gadai,sehingga hukum gadai itujuga

berimbas kepadanya, sama seperti anak. Sesuai pendapatAbu Hanifah,

gadu adalahakad yang menyertakan sesuatu yang berkembang dari barang

gadai, sehingga gadai itu menyertakan hasil jerih payah, sama seperti

pembelian. Mengenai hadits dalam hal ini, kami berpegang kepadany4 dan

bahwa keuntungan dan sesuatu yang berkembang dari gadai dan hasil jerih

payahgadai itu milik penggadai, tetapi padanya melekat hak gadai, sama

seperti pokoknya. Memang, barang gadai itu milik penggadai, tetapi ada

hak yang melekat padanya. Perbedaan antara hasil dan sesuatu yang

berkembang dari gadai denganharta gadai yang lain adalahhasil dan sesuatu

yang berkembang itu mengikuti gadai, sehingga padanya ditetapkan hukum

pokoknya. Adapun hak dalam perbuatan pidana itu ditetapkan tanpa kerelaan

pemilik, sehingga apayang ditetapkan di dalamnya itutidak merembet kepada

yang lain. Juga karena hak tersebut merupakan balasan atas pelanggarirl,

sehingga dikhususkan bagi pelaku pidan4 seperti qishash. Juga karena sifat

merembet dalam gadai itu tidak mengakibatkan pembayaran utang melebihi

utang itu sendiri, sehingga tidak banyak terjadi mudharat di dalamnya.

Pasal: Apabila seseorang menerima.gadai tanah atau rumah

atau selainnya, maka apa saja yang tercakup dalam jual beli itu juga

tercakup dalam gadai. Apabila pada tanah yang digadai terdapat sebatang

pohon, lalu penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu tanah

ini berikut hak-hak yang ada di dalamnya," atau menyampaikan perkataan

yang menunjukkan bahwa pohon itu masuk dalam gadai, maka ia masuk

dalam gadai. Apabila dia tidak menyampaikan perkataan demikian, apakah

pohon tersebut masuk dalam gadai? Ada dua pendapat, sesuai pendapat
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mengenai tercakupnya pohon dalam akadjual-beli.

Apabila seseorang menggadaikan sebatang pohon yang berbuah -
dan buah itu tampakjelas, maka dia tidak tercakup dalam gadai, sebagaimana

tidak tercakup dalam jual-beli. Apabila buahnya belum jelas, maka Imam
syaf i berkata, "Buah tersebut tidak tercakup dalam gadai dalam kondisi
apapun." SementaraAbu Hanifah berkat4 "Ia tercakup dalam gadai dalam

kondisi apapun," karena menurutrya, tidak sah gadai hanya pada pokoknya

saja, tanpa mencakup buah. Yang dimaksudAbu Hanifah adalah akad yang

sah, sehingga buah itu tercakup dalam gadai karena tuntutan keabsalran akad.

Menurut kami, pohon yang telah diserbuki tidak tercakup dalam j.ual-

beli, meskipunjual-beli itu kuat dan menghilangkan kepemilikan penjual,

apalagi dalam gadai yang lemah. Menurut Imam Syaf i, itu adalah akad

pada pohon, sehingga mencakup buah yang belum diserbuki, sama seperti
jual-beli. Gadai juga mencakup wol dan susu yang ad4 sebagaimana keduanya

tercakup dalam jual-beli. Begrtujuga dengan kandunga& dan seluruh macam
jual-beli, karena gadai adalah akad yang terjadi pada barang, sehingga

mencakup hal-hal yang mengikutinya, s€lma seperti jual-beli. Seandainya

gadai berupa ruma[ lalu rumahtenebut robob makapuing-puingnyamenjadi

barang gadai karena puing-puing tersebut adalah bagian dari rumalr, meskipun

digadaikan sebelum roboh. Seandainya seseorang menggadaikan sebidang

tanah yang di dalamnya terdapat pohon, maka ia termasuk gadai,baik ia
tumbuh karena upaya penggadai atau orang lain, karena pohon tersebut

termasuk sesuatu yang berkembang dari tanah.

Pasal: Penggadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai

dalam benhrk pelayanan, persetubuhan, menempati, dan selainnya. Iajuga
tidak berhak membelan$akannya dengan cara menyewakan" meminjamkan,

dan selainnya tanpa kerelaan penerim a gadai.Pendapat ini dikemukakan

Ats-Tsauri dan ulama ahli ra'yu. Imam Malik, IbnuAbu Laila, Syaf i dan

Ibnu Mundzir mengatakan, "Penggadai boleh menyewakan dan

meminj amkannya dalam masa yang tidak melewati batas waktunya. Apakah
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dia boleh mendiaminya sendiri? Ada perbedaan pendapat ulama mengenai

hal ini . Apabila gadai itu berupa budak, maka dia boleh memberikan manfaat-

manfaatrya kepada orang lain Apakah dia berhak memanfaatkannya sendiri?

Ada perbedaan pendapat menurut perbedaan pendapat tersebut. Dia tidak

boleh menyewakan pakaian dan apa saja yang bisa berkurang nilainya karena

dimanfaatkan. Ulama mendasarkan ketentuan ini pada ketentuan bahwa

manfaat-manfaat milik penggadai itu tidak tercakup dalam gadai, dan hak

penerima gadai tidak melekat padanya. Masalah ini telah dibahas sebelumnya.

Juga karena barang gadai adalah harta yang ditahan, sehingga pemiliknya

tidak berhak memanfaatkany4 sama seperti jual-beli yang ditahan bagi penjual

agar dia melunasi pembayarannya. Atau, kami katakan bahwa hal tersebut

adalah sejenis pemanfaatarg sehingga penggadai tidak berhak terhadapnya.

Seperti sesuatu yang mengurangi nilai gadai. '

Apabila dua pelaku akad gadai tidak menyepakati pemanfaatan gadai,

maka tidak boleh memanfaatkarurya, dan manfaat-manfaat gadai itu tidak

terpakai. Apabila gadai berupa rumah, maka ia dikunci, dan bila berupa

budak atau selainya, maka manfaat-manfaatnya diabadikan sampai gadai

ditebus. Apabila keduanya sepakat untuk menyewakan gadai atau

meminjamkaillya, maka itu diperbolehkan. kri adalah pendapat yang kuat

dari Al Khiraqi, karena akad gadai itu menjadikan manfaat rumah dan

pelayanan budak sebagai gadai. Seandainya manfaat keduanya tidak terpakai,

maka keduanya tidak membuahkan hasil. IbnuAbu Musa berkat4'Apabila
penggadai mengizinkan penerima gadai untuk meminjamkannya atau

menyewakannya, maka diperbolehkan, dan hasil sewanya dijadikan gadai.

Apabila penggadai menyewakannya dengan seizin penerima gadai, maka

dia keluar dari gadai menwut salah satu dari dua sisi pendapat. Sedangkan

sisi pendapat yang lain mengatakan tidak keluar. Seperti seandainya penerima

gadaimenyewakannya.

Abu Khaththab berkomentar tentangmusya '@arang milik bersama

yang tidak bisa dibagibagi) bahwa hakim yang menyewakanny4 mewakili

keduanya. Abu Bakar dalam kitab Al Khilaf mengatakan bahwa manfaat-
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manfaat gadai itu tidak dipakai sama sekali, dan keduanya tidak boleh
menyewakannya. Ini adalah pendapatAts-Tsauri dan ulama ahli ra'yu.
Mereka mengatakan, "Apabila penggadai menyewakan gadai dengan izin
penerima gadai,maka sewa tersebut mengeluarkannya dari gadai, karena
gadai menuntut penguilsinn barang gadai oleh penerima gadai atau wakilnya
secara kontinu. Maka, manakala ada akad yang mengakibatkan hilangnya
kontinuitas penguasiun, maka hilang pula akad gadai.

Menurut kami, tujuan dari gadai adalahjaminan utang dan melunasi
utang dari hasil penjualannya ketika penggadai tidak mampu memenuhi
kewajibanny4 dan hal ini tidak bertentangan dengan pemanfaatan barang
gadai, dan tidak pula menyewakannya dan meminjamkannya, sehingga
keduanya boleh dilalnrkan secara bersama-sam4 seperti pemanfaatan barang
gadai yang dilakukan oleh penerima gadai. Juga karena mengabaikan
manfaatnya itu sama dengan menyia-nyiakan harta benda, dan Nabi SAW
melarang untuk menyia-nyiakan harta benda.33 Juga karena barang gadai
adalah barang yang padanya melekat hakjaminaq sehinggatidak menghalangi
unhrk menyewakannyaapabila ditanggung dengan izinpemiliknya. Kami tidak
menerima pendapat bahwa gadai itu adalah menalran barang yang digadaikan,
tetapi merupakan wujud keterkaitan hak pada barang yang digadaikan
sehingga dicapai suatu jaminan, ddn itu tidak bertentangan dengan
pemanfaatannya. Meskipun kami menerima pendapat bahwa gadai itu
mengharuskan penahanan barang yang digadaikan, namun hal itu tidak
menghalangi penyewa unhrk me4iadi wakil penggadai dalam menahan barang
dan menjadi pihak yang memanfaatkan barang yang digadaikan.

Pasal: Penggadai tidak boleh dihalangi untuk memperbaiki
[aarang gadai dan mencegahnya dari kerusakan, atau mengobatinya
apabila dibutuhkan. Apabila gadai benrpa hewan bet'un dan membutuhkan
perkawinan, maka penggadai berhak mengawinkannya, karena tindakan ini

33 HR- Bukhari(10/5975), Muslim (3/1341),Ad-Duimie/27st),Ahmad(4D50-251,
255) dariMughirah bin Syu'bah.
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membawa maslahat bagi penggadai dan meningkatkan nilai gadai, dan yang

demikian itu mengakibatkan peningkatan dalam hak penerima gadai tanpa

menimbulkan mudharat. Apabila barang gadai itu berupa hewanjantan, maka

penggadai tidak berhak mengawinkannya tanpa izin penerima gadai, karena

yang demikian itu berafti pemanfaatan yang tidak mengandung maslahat bagi

gadai, sama seperti menggunakannya untuk bekerja, kecuali jika tidak

dikawinkannya pejantan itu dapat membahayakannya, maka hal itu

diperbolehkan, karena yang demikian itu seperti terapi baginya.

796. Masalah: Abu Al. Qasim berkata, "Biaya gadai ditanggung

penggadai.Apabila gadai berupa seorang budak,lalu dia meninggal,

maka penggadai yang menanggung kafannya. Apabila gadai berupa

barangyang harus disimpan, maka penggadai menanggung biaya

sewa tempat penyimpanannya. "

Maksudnya, biayayang diperlukan gadai berupa makanan, pakaian,

tempat tinggal, penjaga, tempat penyimpanannya dan lain-lain itu menjadi

tanggrrngan penggadai. Pendapat ini dikemukakan Imam Malik, Syaf i, Al
Anbari dan Ishaq. Abu Hanifah berkata, "Sewa tempat tinggal dan upah

penjaga itu ditanggrng penerima gadai, karena biayatersebut termasuk biaya

pengunaan barang dan penerimaan gadai."

Kami berpegang kepada sabdaNabi SAW, *Gadai itu berasal dari

penggadainya, dia memperoleh keuntungannya dan menanggung

kerugiannya."3a Lagipula, biaya dalam gadai itu termasuk bagian dari

nafkah, sehingga menjadi tanggungan penggadai, seperti makanan. Juga

karena gadai adalah milik penggadai, sehingga menanggung biaya tempat

tinggal danpenjagany4 sama seperti hartanya yang lainyang tidak digadaikan.

Apabila budak yang digadaikan itu malarikan diri, maka upah untuk orang

yang membawanya pulang itu ditanggrrng penggadai. Namun, Abu Hanifah

berkata" "Sebagian biaya ditanggung penggadai sesuai dengan amanahnya,

3a HRDaruquthni (3/33, hlm. 133), Baihaqi (6139),Hakim (2/51). AlAlbani dalam

kitab lrwa' Al Ghalil (1406) menilai hadits ini mursal.
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dan sebagian yang lain ditanggung penerima gadai sesuai dengan
pertanggungannya."Apabila dibutuhkan pengobatan bagi budak karena sakit
atau terluka, maka biayanya ditanggung penggadai. MenurutAbu Hanifah,
biaya pengobatan itu seperti biaya unhrk orang yang membawanya kembali
dari pelariannya. Ia mendasarkan pendapat ini pada ketentuan pokoknya,
bahwa tangan penerima gadai adalah tangan pemegang pertanggungan
sekadar piutangnya dalam gadai,adapun selebihnya adalah amanah yang
dititipkan kepadanya. Apabila budak yang digadai meninggal, maka biayanya
seperti pengurusan, kafan dan pemakamannya menjadi tanggungan
penggadai, sama seperti budak lain yang tidak digadaikan dan kerabatnya
yangmerdeka.

Pasal: Apabita gadai berupa buah-buahan yang membutuhkan
pengairan, perawatan dan panen, maka biayanya ditanggung
penggadai. Apabila membutuhkan pengeringan sedangkan hak penerima
gadai beltrm jat'h tempo, maka penggadai harus mengeringkanny4 karena
ia perlu untuk tetap menjadikan buarr tersebut sebagai barang gadai sampai
jatuh tempo. Apabila akan jatuh tempat, maka buah tersebut dijual dan
penggadai tidak perlu mengeringkannya. Jika keduanya sepakat untuk
menjualnya dan harganya dijadikan barang gadai denganjatuh tempo maka
itu diperbolehkan. Jika keduanya berselisih dalam hal itu, maka perkataan
orang yang minta barang tersebut untuk dibiarkaru lebih didahulukan, karena
akad membutuhkan hal itu, kecuali merupakan apayangdipindahkan
harganya dengan cara dikeringkan, sedangkan kebiasan yang adabarang
tersebut dijual dalam keadaan basah, maka ia dijual danharganyadijadikan
sebagai ganti. Jika keduanya sepakat untuk memotong buah-buahan itu pada
waltu tertentu maka keduanya boleh melakukanny4 baik hak itu telah ajtuh
tempo atau belum, baik yang lebih baik adalah memotongnya atau tidak
memotongnya, karena hak itu tidak keluar dari keduanya. Jika keduanya
berselisih, maka kami mendahulukan perkatan orang yang meminta yang
lebih maslahatjika hal itu belum jatuh tempo. Jika telahjatuh tempo maka,
kami mendahulukan perkataan yang meminta memotongny4 karenajika dia
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adalah orang yang menerima gadai maka berarti dia meminta haknya untuk

dipenuhi dan ituharus dilaksanakan. Jikadia adalahpenggadai, maka dia

memintapembebasantanggungannya dan memumilan kembali hak miliknya

dari penggadaian, dan memotongnya adalh lebih hati-hati, karena

menr bi akannya akan mengandun g un*r gharar. Hal ini disebutkan olehAl

Qadhi dalam pembahasan tentang 'orang yang pailit' dan ini merupakan

pendapat mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Ini termasuk dalam makna

tersebut, yaitu dimungkinkan untuk melihat buah yang dimaksud; jika akan

berktnang banyak karena dipotong, maka tidak bolehmemaksayang menolak

untuk memotongnya" karenahal itu merupakan pengerusakan, dan diatidak

boleh dipaksa untuk melakukan pengerusakan, sebagaiman dia tidak boleh

dipaksauntukmerusak rumabnya agarperabotannyadijual, ataumenyembelih

lcudanya untuk dijual dagingnya. Jika buatr itu termasuk apa yang tidak dapat

dimanfaatkan, maka tidak boleh dipotong dan tidak dipaksa untuk

memotongnya.

Pasal: Apabila barang gadai itu berupa hewan ternak yang

membutuhkan pejantan, maka penggadai tidak dipaksa untuk
memenuhi hal itu, karena dia tidak berkewajiban memenuhi apa yang

melebihi tanggungannya dalam barang gadai, dan hal itu bukan sesuatu yang

dibututrkan karena barang tersebut tetap seperti semula. Namun hal itu tidak

juga dilarang, karena tambahan bagi keduanya itu tidak mendatangkan

mudharat bagi yang menerima gadai. Apabilamembutuhkan penggerrbalaarl

maka penggadai harus menyediakan penggembal4 karena hal itu sama seperti

penyediaan rumput dan minumannya. Apabila penggadai bermaksud

membawanya pergi untuk menggembalanya di tempat lain, padahal di

tempatrya terdapat ladang penggembalaan yang cukup, maka penerima gadat

berhak mencegahnya, karena membawa pergi barang gadai itu berarti

menjauhkannya dari pandangan dan penguasaan penerima gadai.

Apabila tempatrya mengalami kekeringan sehingga penggadai tidak

menemukan makanan untuk membuat hewannya bertahan hidup, maka

penggadai boleh membawanya pergi, sebab tempat tersebut adalah tempat
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yang membahayakan karena dapat mematikan apabilapenggadai tidak
membawanyapergi, kecuali hewan gadai itu berada ditangan orang adil
yang diterima keduany4 atau orang adil yang diangkat oleh hakim. penggadai

tidak boleh membawanya sendiri. Apabila penggadai menolak membawanya
pergi, maka penerima gadai boleh membawany4 karena membiarkan hewan
gadai tetap di tempat tersebut dapat mengakibatkan kematiannya dan
hilangnya hak penerima gadai dan penggadai. Apabila keduanya bermaksud
membawa hewan gadai namun keduanya berselisih mengenai tempat yang
menjadi tujuannya, maka kami mendahulukan perkataan pihak yang
menunjukkan tempat yang lebih baik. Apabila keduanya sam4 maka kami
mendahulukan perkataanpenerima gadai. Namun lnam syaf i mengatakan,
'?erkataan penggadai lebih didahulukaru meskipun tempat yang terbaik bukan
tempat yang ditunjuknya karena dia lebih berhak terhadap hewan gadai itu"
kecuali jika hewan gadai itu berada di tangan orang yang adil (wakil).,'

Menurut kami, kekuasaan ada di tangan penerima gadai sehingga dia
lebih berhak, seperti j ika kedua pihak berada di satu negeri. siapapun yang
bermaksud memindahkan hewan gadai dari negeri tersebut, padahal negeri
tersebut subw, maka dia tidak berhak melakukannya. Baik dia bermaksud
memindahkanke tempatyang sama subumya, atauyanglebih subw, karena
tidak ada manfaat membawa hewan gadai pergi saat dimungkinkan untuk
tidak membawanya pergi. Apabila kedua pihak sepakat untuk
memindahkanny4 maka boleh memindahkanny4 baik pemindahan ini lebih
bennanfaat bagi hewan gadai atau tidak, karena hak keduanya tidak lepas
dari keduanya.

Pasal: Apabila gadai berupa budak dan ia membutuhkan khitan,
sedangkan piutang segera jatuh tempo, atau temponya jatuh sebelum
budak sembuh dari khitannya, maka budak dicegah untuk dikhitan,
karena ia dapat meng,rangi harganya dan mengandung resiko. Namun,
apabila budak yang dikhitan itu dapat sembuh sebelum utang jatuh tempo,
dan waktunya cukup tanpa ada kekhawatiran, maka dia berhak dikhitan,
karena khitan itu termasuk kewajiban, dapat menaikkan hurg*ya, dan tidak
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membahayakan penerima gadai. Adapun biayanya ditanggung penggadai.

Apabila budak yang digadai sakit dan membutuhkan obat, maka penggadai

tidak dipalsa untuk memberinya obat, karena tidak dapat dipastikan bahwa

obat itu menjadi penyebab bagi budak untuk tetap hidup, karena bisa jadi

budak itu sembuh tanpa pengobatan, berbeda dengan nafkah. Apabila

penggadai bermaksud mengobatinya dengan cara yang tidak menimbulkan

bahay4 maka tidak dilarang, karena pengobatan tersebut mengakibatkan

maslahat bagi keduanya tanpa merugikan salah satu pihak.

Apabila obatnya berupa sesuatu yang justru dikhawatirkan dapat

menyebabkan kematiannya, seperti racun, maka penerima gadai berhak

mencegahnya. Dan Apabila budak yang digadai membutuhkan/as hd, ata:u

hewan yang digadai membututrk an taudij,(membedatr kedua urat lehernya

hinggakeluardarah)atautabzigh(mengobatilobangyangterjadidibagian

dalam kaki hewan), maka penggadai berhak melakukannya selama tidak

dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Apabila diperlukan amputasi dengan

disertai pengobatan yang tidak dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka

itu diperbolehkan. Apabila timbul kekhawatiran, maka dia tidak boleh

dipaksa. Apabila hewan yang digadai terjangkit penyakit yang bisa

menggerogoti tubuhnya" maka penggadai berhak mengamputasinya, karena

kekhawatiran timbul dari membiarkannya, bukan memotongnya, karena

hewan tidak merasakan daging yang telah mati. Apabila ada bagian dari

tubuhhewan gadai yang membusuk, lalu orang yang atrli mengatakan bahwa

sebaiknya memotongnya dan itu lebih baik daripada membiarkannya, maka

penggadai berhak melakukannya. Bila tidak, maka dia tidak berhak

melakukannya. Apabila kedua opsi (memotong atau membiarkannya) sama-

sama mengkhawatirkan, maka penggadai tidak boleh memotongny4 karena

tindakan ini menimbulkan luka pada hewan gadai, dimana alasan untuk

melakukannya tidak lebih kuat. Apabila pada tubuh hewan gadai terdapat

belang atau jari lebih, maka penggadai tidak berhak memotongnya, karena

dapat menimbulkan kekhawatiran, sedangkan membiarkannya tidak

menimbulkan kekhawatiran. Apabila pada hewan gadai terdapat brok lalu

AlMughni- E



penggadai bermaksud memberinya salep yang diharapkan berdampak baik
serta tidak dikhawatirkan menimbulkan bahaya" seperti ter dan minyak yang
ringan, maka maksudnya itu tidak boleh dihalangi. Tetapi jika dikhawatirkan
menimbulkan bahaya" seperti mengolesinya dengan minyak yang banyak,
makapenerima gadai berhak mencegahnya. Al eadhi berkata, ,?enggadai

boleh melakukarurya tanpa izin penerim a gadai,karena dia memiliki hak
wrtuk mengobati hewan miliknya. Apabila dia enggan melakukannya" maka
tidak boleh dipaksa." Seandainya penerima gadai bennaksud mengobatinya
dengan obat yang menimbulkan dampak baik dan tidak dikhawatirkan
menimbulkan bahay4 maka tidak boleh dihalangi, karena tindakannya itu
untuk memperbaiki haknya dengan cara yang tidak merugikan pihak lain.
Namun jika diklrawatirkan menimbulkan bahay4 maka tidak diperkenankarq
karena tindakannya itu dapat membahayakan hak orang lain.

Pasal: Apabita barang gadai berupa pohon kurma dan ia
membutuhkan penyerbukan, maka biayanya ditanggung penggadai,
dan penerima gadai tidak berhak merarangnya, karenatindakannya itu
rnembawa maslahat tanpa menimbulkan mudtrarat. Apa sajayangjatuh benrpa
daun, pelepahdanmanggar, maka iatermas'k gadai, karena semuaifu adarah
bagian dari barang gadai atau sesuatu yang berkembang darinya. Tetapi
para sahabat Imam Syaf i mengatakan semua itu bukan bagian dari gadai,
berrJasarkan pendapat mereka bahwa sesuatu yang berkembang dari gadai
itu bukan termasuk gadai. pendapat tenebut tidak benar, karena daun kumra
itu termasuk bagian dari barang yang dikenai akad gadai, sehingga termasuk
bagian darinya, sama seperti pondasi dan puing_puing rumah.

Apabila barang gadai berupapohon anggur, makapenggadai berhak
memberinya anjang-anjang karena tindakannya ini untuk maslatratnya dan
ticlak menimbulkan bahaya.Adapun ranting pohon anggur itu termasuk gadai.
seandainya pohon-pohonnya rapat dan memotong sebagiannya dapat
berdampak baik bagi pohon yang disisakan, maka penggadai berhak
melakukannya. Apabila dia bermaksud memindatrkan seluruhpohon anggur,
maka dia tidak berhak rnelakukarury4 meskipun dikdtakan bahwa tindakan
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demikian itu lebih baik, karena bisajadi pohon anggur tidak melekat (tidak

hidup) di lahan yang banr" sehingga gadai itu menj adi hilang. Apabila penggadai

menolak melakukan semua ini, maka tidak bisa dipaksa, karena dia tidak

wajib melakukan sesuatu yang mengakibatkan penambahan nilai gadai.

Pasal: Setiap tambahan yang wajib dibayar penggadai, maka

apabila dia menolak untuk membayarnya, hakim dapat memaksanya.

Apabila dia tidak melalarkannyajug4 maka hakim boleh menyita sebagian

hartanya. Apabila dia tidak punya harta selain gadai,maka hakim menyita

gadai tersebut. Apabila penerima gadai memberikannya dengan sukarela,

maka dia tidak memperoleh pengganti apapun.

Apabila penerima gadai memberi nafl<ah dengan izin penggadai atau

dengan izin hakim ketika izinpenggadai tidakbisa diperoleh dengan berharap

memperoleh pengganti, maka dia memperoleh pengganti. Apabilaizin

keduanya tidak bisa diperoletq maka penerima gadai mengangkat saksi bahwa

dia mengeluarkan biaya supaya meherima penggantinya, dan dia berhak

menerimanya. Apabila dia mengeluarkan biaya tanpa meminta izin hakim

padahal itu memungkinkan, atau tanpa mengangkat saksi akan maksudnya

untuk meminta penggantinyapada saat tidak bisa meminta izin kepada hakim,

maka apakah dia berhak menuntut gantinya? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Apabila dia mengeluarkan biaya dengan izin penggadai, dengan

ketentuan gadai yang ada dijadikan gadai untuk biaya dan utang yang

pertama, maka ketentuan ini tidak sah, dan dia tidak bisa menjadi gadai

untuk biaya yang dikeluarkan dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila penggadai mengatakan, "Kamu mengeluarkan biaya dengan

sukarel4" sedangkan penerima gadai mengatakan, "Tidak, melainkan dengan

mengharapkan gantiny4" maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

penerima gadai, karena perselisihan itu terkait dengan niat penerima gadai,

dan dia lebih mengetahuinya. Tetapi penerima gadai w{ib bersumpah, karena

apa yang dikatakan penggadai itu mungkin yang benar.

Setiap biaya yang tidak wajib dikeluarkan penggadai, seperti biaya
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pengobatan, penyerbukan dan semisalnya, apabila penerima gadai
mengeluarkan biayanya, maka dia tidak berhak menuntut gantinya, baik
dengan niat menuntut ganti atau dengan sukarela.

797. Masalah: AbuAl easim berkata, ,.Apabila barang gadai
itu rusak bukan karena tindakan pidana dari penerima gadai, maka
penerima gadai memperoleh pengganti bagi haknya pada waktu
haknya jatuh tempo, dan resiko ditanggung penggadainya. Apabila
gadai rusak akibat perbuatan penerima gadaiyang melebihi batas,
atau tidak menjaganya dengan hati-hatio maka dia bertanggung
jawab."

Adapun jika penerima gadai melakukan tindakan yang melebihi
kewenangan terhadap gadai, atau lalai dalam meqf aganya hingga rusak, maka
dia bertanggung jawab. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat
mengenai hal ini. Juga karena gadai adalah arnanah di tangannya, sehingga
wajib menanggungnya apabila rusak karena perbuatanny4 atau kelalaianny4
sama seperti barang titipan.

Adapunjika gadai rusak bukan karenatindakannya dan bukan karena
kelalaiannya, maka dia tidak menanggung kerusakan itu, dan ia termasuk
harta penggadai. Hal itu diriwayatkan dariAli RA, dan dipegang oleh .Atha',

Az-Zvhi, Al A.uza'i, Syaf i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Namun,
diriwayatkan dari syurab An-Nalira'i dan llasan batrwa gadai itu ditanggrmg
dengan seluruh utang, meskipun utang itu lebih besar daripada nilai barang,
karena diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda ,,,Gadai itu
dengan apa yang ada di dalamnya.,' 3i

Malik berk ata," Apabila kerusakan gadai disebabkan perk a"uyang
figala seperti kematian dan kebakaran, maka itu adalah tanggung jawab
penggadai. Apabila dia mendakwakan kerusakannya akibat perkara yang

35 HR Baihaqi dalam kitab As-sunan (6/40) dan Daruquthni(3/33,hlm. 123). Di
dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ghalib, s"oring budak yang dianggap
pendusta dan sering memalsukan hadits. Juga terdapat Abdul Karim bin Rauh yang
dinilai lemah oleh Daruquthni.
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samar, maka dalavaannya tidak diterima dan dia yang menanggung resikonya-

Tetapi Ats-Tsauri dan ulama ahli ra'yu mengatakan bahwa penerima gadai

yang menanggwgnya denganmembayaryang paling kecil di antaranilai gadai

atau jumlah piutang. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab

RA. Mereka berargumen dengan riwayat Atha' bahwa ada seorang laki-

laki menggadaikan seekor kuda, lalu kuda itu mati di tangan penerima gadai.

Penerima gadai tersebut menemui Nabi SAW dan memberitahu kej adian

tersebut, lalu beliau bersabda, "Hahnu telah hilang."36 Jugakarena gadai

merupakan barang yang dikuasai untuk melunasi utang, sehingga karena itu

yang bertanggung jawab adalah orang yang menguas ainya,atau wakilnya.

Juga karena barang gadai itu dikuasai karena utang, sehingga ditanggung

resikony4 sama seperti objekjual-beli apabila ditahan agar pembayarannya

dihmasi.

Mentnut kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan dan Az-Ztrhndari Sa' id

bin Musayyab bahwa Rasulullah SAW bers abda," Gadai itu tidak tertutup,

pemililcnya memperoleh keuntungannya, dan dia pun menanggung

kerugiannya."3T Hadits ini diriwayatkanAtsram dari Ahmad binAbdullah

binYunus dari IbnuAbi Dzi'b, dan diriwayatkan Syaf i dari IbnuAbi Fudaik

dari IbnuAbi Dzi'b dengan lafazh,*Gadai itu berasal dari pemililmya

yang menggadailanrrya." Kalimat seterusnya sama. IbnuAbi Dzi'b berkata"

"Hadits yang sama sanadnya disebUtkan secaramaushul IbnuMusayyab

dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, atau hadits yang semakna dari Abu

Unaisah."

Juga karena gadai adalahjaminan utang, sehinggapenerima gadai tidak

bertanggung jawab, sama seperti kelebihan dari nilai utang, danjuga seperti

36 HR Baihaqi dalam kitab As-Sunan (6141) dan ia berkata, "Penjelasan Syaf i

cukup bagi kami mengenai kelemahan hadits ini."Az'Zalla'imenyebutkan hadits ini

dalam kitab ifas hb Ar-Rayah @1321).l+bdul Haq dalam kitab Al Ahkam mengatakan,

"Hadits inimursal dan lemah." Ibnu Qaththan dalam kitabnya mengatakan, 'oMush'ab

bin Tsabit binAbdullah bin Zubair statusnya lemah dan sering keliru menyitir hadits,

meskipun dia orang yang jujur."
37 Status hadits telah dijelaskan.
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penjamin dan saksi. Juga karena gadai tersebut dikuasai dengan satu akad

yang sebagiannya adalah amanah, sehingga seluruhnya dianggap sebagai

amanalr, sama seperti titipan. Mentrut Malik, akad yang tidak mengakibatkan

pertanggungan terhadap properti itujuga tidak mengakibatkan pertanggungan

terhadap emas, sama seperti titipan.

Sedangkan hadits Atha' itu berstatus mursal, dan pendapat Atha'

sendiri berbeda dari isi hadits yang diriwayatkarurya. Daruquthni berkata,

"Hadits tersebut diriwayatkan Isma'il bin Ummayyah yang berstatus

pembohong. Sebuah pendapat mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan

Mush' ab bin Tsabit yang statusnya lemah."

Dimungkinkan bahwa maksud sabda Nabi SAW dalam hadits Atha'

adalah hakmu padajaminan tersebut hilang, dengan dalil bahwa beliau tidak

bertanya tentang nilai piutang dan nilai kuda. Hadits Anas j ika shahih maka

dimungkinkan maksudnya adalah harta tersebut ditahan berikut apa yang

ada di dalamnya. Sedangkan barang yang digunakan untrk melunasi hak itu

menjadi milik penuntut hak, dan ia memperoleh segala sesuatu yang

berkembang darinya dan keuntungannya, sehingga iapun menang$urg resiko

dan kerugiannya. Berbeda dengan gadai danjual-beli sebelum pengrumatxl

barang.

Pasal: Apabila penggadai telah membayarkan seluruh hak, atau

penerima gadai membebaskannya dari utang, maka barang gadai

(apabila tidakdiambil) tetap menjadi amanah di tangannya. Pendapat

ini dikemukakan Syaf i. Tetapi Abu Hanifah berkat4 "Apabila penggadai

telah melunasi hak, maka barang gadai itu ditanggung resikonya. Apabila

penerima gadai membebaskan atau menghibahkan piutangny4 maka barang

gadai tidak ditanggung resikonya berdasarkan istihsan." Pendapat ini

ditentang penguasaan barang itu ditanggung resikonya oleh penerima gadai,

dimana penguasaan barang itu masih berlangsung, dan penggadai belum

membebaskannya dari penguasaan barang tersebut.

Mentuut kami, itu adalah amanah" tetap padakondisinya, dan penerima
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gadai tidak wajib mengembalikanny4 karena dia menguasainya dengan izin

pemiliknya dantidak memanfaatkannya sendiri. Jadi, barang tersebut seperti

titipan, berbeda dengan pinjaman, karena peminjam menggunakan

manfaatrya. Berbeda seandainya angin menerbangkan pakaian ke rumahny4

maka waj ib mengembalikan kepada pemiliknya, karena pemiliknya tidak

mengizinkan untuk menatr,annya.

Adapun dalam kasus ini apabila pemiliknya meminta orang yang

menguasainya untuk menyerahkan kepadanya, maka orang yang

menguasainya -baik 
penerima gadai atau wakil yang adil- wajib

mengembalikannyaapabilamemungkinkan.Apabilatidakmengembalikannya,

maka dia menanggung resikonya, sama seperti penerima titipan apabila

menolak untuk mengembalikan titipan saat pemiliknya memintanya. Apabila

penolakannya karena alasan yang dibenarkaq seperti keduanya dipisahkan

dengan perjalanan yang membahayakan, atau dipisahkan oleh pintu yang

terkunci dan tidak bisa dibuka, atau dia khawatir ketinggalan shalat Jum'at

atau jama'ah atau shalat fardhu, atau menderita sakit, atau mengalami

kelaparan, atau semacamnya, sehingga menunda penyerahan barang, lalu

barang tersebut rusak, maka dia tidak bertanggung jawab, karena dia tidak

teledor.

Pasal: Apabila penerima gadai menguasai barang gadai, dan

mendapati b aran g gadai tersebut terny ata milik oran g lain, maka dia

wajib mengembalikannya kepadapemiliknya, dan akad gadai batal.

Apabila dia menahannya padahal dia mengetahui pengambilan barang gadai

tanpa seizin pemiliknya hingga barang gadai tersebut rusak di tangannya,

maka dia bertanggungjawab terhadap barang gadai itu" Pemilik barang beftak

melimpahkan kewajiban kepada siapa yang dikehendakinya di antara

keduanya. Apabila dia melimpahkan tanggungiawab kepada penerima gadai,

maka penerima gadai boleh tidak menuntut siapapun. Apabila dia

melimpahkan tanggungiawab kepada penggadai, maka dia menunhrt kepada

penerimagadai.
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lpabila penerima gadai tidak mengetahui bahwa barang gadai diambil

tanpa seizin pemiliknya, lalu barang gadai tersebut rusak karena

keteledorannya, maka ketentuanya sama, karena kewajiban ditetapkan

padanya. Apabila barang gadai rusak bukan karena keteledorannya, maka

ada tiga pend apat. Pertama, dia menanggung kerusakannya, karena harta

orang lain rusak saat berada di bawah kekuas:umnya, sehingga kewajiban

ditetapkan padanya, seperti jika dia mengetahui bahwa barang tersebut

diambil tanpa seizin pemrliTmya. Kedua, dia tidak menanggung kerusakanny4

karena menguasai barang sebagai amanah tanpa sepengetahuannya, sama

seperti barang titipan. Atas dasar rtu" pemiliknya hanya bisa menuntut kepada

orang yang mengambilnya, bukan orang lain. Ketiga, pemiliknya berhak

melimpahkan kewajiban kepada siapa yang dikehendakinya di arfiara

keduanya, dan tanggungjawab ditetapkanpada orang yang mengambil.

Apabila dia melimpahkan tanggungjawab kepada orang yang mengambil,

maka dia tidak boleh menuntut kepada penerima gadai. Apabila dia

melimpahkan tanggungjawab kepada penerima gadai, maka penerim a gadar

bisa menuntut kepada orang yang mengambil, karena dia menipunya sehingga

tanggungj awab itu dikembalikan kepadany4 seperti orang yang ditipu tentang

kemerdekaan seorang budak perempuan.

798. Masalah: AbuAl Qasim berkata, "Apabila kedua pihak
berselisih mengenai nilai barang gadaio maka perkataan yang diterima

adalah perkataan penerima gadai disertai sumpahnya. Apabila
keduanya berselisih mengenai nilai hak(utang), maka perkataanyang

dipegang adalah perkataan penggadai disertdi sumpahnya. Yang

demikian itu apabila masing-masing tidak memiliki bukti yang

menguatkan ucapannya."

Maksudnya, apabila keduanya berselisih tentang nilai barang yang

digadaikan, kemudian barang gadai itu rusak dalam kondisi dimana penerima

gadai wajib memnggung kerusakan, yaitu ketika dia melakukan perbuatan

yang melampau kewenanganny4 atau tidak hati-hati dalam menyimparq maka

perkataan yang diterima adalah perkataan penerima gadai disertai sumpahny4
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karena dialah yang berpiutang. Juga karena dia adalahpihak yang menyangkal

kewaj iban untuk memberi tambahan di atas apa yang diakuinya, dimana

perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang menyangkal. Pendapat

ini dikemukakan Imam Syafi'i, dan kami tidak menemukan ulamayang

berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Apabila keduanya berselisih mengenai nilai hak (utang), seperti

penggadai mengatakan, "Aku gadaikan budakku ini seribg" lalu penerima

gadai mengatakan, "Tidak, tetapi dua ribu," makaperkataan yang diterima

adalah perkataan penggadai. Pendapat ini dikemukakan olehAn-Nakha'i,

Ats-Tsauri, Syaf i, Al Bitti, Abu Tsaur, dan ulama ahli ra'yu. Namun,

diceritakan dari Hasan dan Qatadatr bahwa perkataan yang dipegang adalah

perkataan penerima gadai selama tidak melewati harga barang gadai atau

nilainya. Pendapat serupa dikemukakan Imam Malik, karena lazimnya gadai

itu senilai dengan utang.

Menurut kami, penggadai adalah pihak yang menyangkal selisih yang

didakwakan penerima gadai, dimaan perkataan yang diterima adalah

perkataan pihak yang menyangkal, berdasarkan sabda Rasulullah SAW'

'&';lt )c: ic' ;'1 e\'t o6r &';cr-aly.:x..

.Y,;;t Je,At"6J3
" seandainya orang-orang diberi hanya knrena tuntutan mereka,

maka pasti ada satu lmum yang menuntut darah dan harta orang

lain, tetapi ketentuan yang berlaht adalah sumpah bagi orang

yang didakwd. " (HR. Muslim)38

Juga karena pada mulanya tidak ada tanggungjawab atas selisih seribu

ini, sehingga perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang

menafikannya. Seperti seandainya keduanya berselisih mengenai pokok

utang. Lagi pula, kelaziman yang dij adikan alasan itu tidak bisa diterima,

karena yang menjadi kebiasaan adalah menggadaikan sesuatu dengan yang

38 HR Muslim (9 197, no. 3228).
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lebih rendah daripada nilainya.

Apabila alasan-alasan ini kuat, maka perkataan yang diterima adalah

perkataan penggadai mengenai nilai barang yang digadaikannya, baik
keduanya sepakat bahwa penggadai menggadaikannya untuk semua

utangnyq atau keduanya berselisih.

Seandainya keduanya sepakat bahwa utangnya dua ribu, namun

penggadai mengatakan, "Aku menggadaikannya kepadamu untuk separo

dari dua ribu," dan penerima gadai mengatakan, *Tidak, melainkan kamu

menggadaikannya dengan dua ribq" maka perkataan yang diterima adalah

perkataan penggadai disertai sumpahnya, karena dia menyangkal untuk
melekabrya hak penerim a gadaiberupa uang seribu pada budakny4 dimana

perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang menyangkal.

Seandainya keduanya sepakat bahwa penggadai menggadaikan unfirk

separoh dari utang dua ribu, lalu penggadai mengatakan, "Itu untuk utang

yang bertempo," sedangkan penggadai mengatakan, "IJnfuk utang yang

kontan " maka perkataan yang diterima adalah perkataan penggadai disertai

sumpahny4 dan dia adalah pihak yang menyangkal. Juga karenaperkataan

yang diterima mengenai pokok gadai adalah perkataan penggadai, maka

begitu pula mengenai sifatrya. Ini berlaku j ika tidak ada bukti. Apabila satah

satunya memiliki bukti, maka keputusan diambil berdasarkan bukti itu tanpa

ada perselisihan pendapat dalam semua masalah ini.

Pasal: Apabila keduanya berselisih mengenai nilai barang gadai,

dimana penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu

budak ini," tetapi penerima gadai mengatakan,6'Tidak, melainkan
budak ini dan budakyang lain," maka perkataan yang diterima adalah

perkataan penggadal, karena dia menryakan pihak yang menyangkal. Kami

tidak mengetahui adanyaperbedaan pendapat dalam masalah ini. Apabila
penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu budak laki-laki ini,"
lalupenerima gadai mengatakarq'tsukan budak laki-laki ini, melainkan budak

perempuan ini," maka budak laki-laki tersebut keluar dari gadai karena
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pengakuan penggadai bahwa dia tidak menggadaikan budak laki-laki tersebut.

Lalu penggadai bersumpah bahwa dia tidak menggadaikan kepadanya budak

perempuiill tersebut, dan dia pun keluar dari gadai.

Apabila keduanya berselisih mengenai pengembalian barang gadai

kepada penggadai, maka perkat aar.yangdipegang adalah perkataannya

jug4 karena dia adalah pihak yang menyangkal. Begitujuga ketentuan yang

berlaku pada barang sewaan apabila penyewa mengaku telah mengembalikan

barang sewaaillya. Abu Khaththab berkata, "Dalam kedua masalah ini

dituturkan pendapat yang lain, bahwa perkataan yang dipegang adaiah

perkataanpenerima gadai dan penyewa mengenai pengembalian barang,

berdasarkan ketentuan yang berlaku pada mudharib (pengelola dana dalam

akad mudharabah) dan wakil lantaran upah yang diterimanya, apabila

keduanya mengaku telah mangembalikan." Padahal ada dua sisi yang be$eda

pada keduanya. Perbedaan di antara keduanya dan penerima gadai adalah

penerima gadai menguasai barang untuk memperoleh manfaat dari barang

tersebut. Sedangkan penyewa dan wakil itu menguasai barang untuk

memperoleh manfaat dari upah, bukan dari barang. Sedangkan mudharib

menguasai barang unnrk memperoleh manfaat dari keuntungannya, bukan

dari barang itu sendili.

Apabila keduanya berselisih tentang kerusakan barang, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai disertai

sumpahnya, karena dia berlaku sebagai pemegang amanah, danpenggadai

tidak bisa mengajukan bukti tentang kerusakannya, sehingga perkataan

penerima gadai mengenai kerusakannya diterima, sama seperti penerima

titipan.

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Aku menjual pakaian ini

kepadamu, dengan ketentuan kamu menggadaikan kepadaku dua budakmu

ini untuk melunasi pembayarannya," lalu pembeli mengatakan, "Bukan,

melainkan dengan satu budak ini saja," maka ada dua pendapat mengenai

masalah ini yang dituturkan AlQadhr. Pertama, keduanya saling bersumpah,
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karena ini adalatrperselisihanmengenaijual-beli, sehingga seperti perselisihan

mengenai harga. Kedaa, perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai, karena dia menyangkal syarat gadai budak yang mereka
penelisihkan, dimana perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak yang

menyangkal. Pendapat ini lebih benar.

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Engkau mengutus wakilmu,

lalu dia menggadaikan kepadaku budakmu ini dengan dua puluh, dan dia

telah menguasainy4" lalu penggadai mengatakan, "Aku tidak menyuuhnya

menggadaikan budak ini kecuali dengan sepuluh, dan aku tidak menerima

uang kecuali sepuluh," maka utusan tersebut ditanya. Apabila dia
membenarkan ucapan penggadai, maka harus bersumpah bahwa dia tidak

menggadaikan budak kecuali dengan sepuluh. Penggadai tidak wajib
bersumpah, karena dakwaan ditujukan pada orang lain. Apabila wakil
benumpatr, maka keduanya terbebas dari dakwaan. Apabila wakil itu enggan

untuk benumpal5 maka dia wajib menanggung sepuluh yang diperselisihkarl

dan tidak menuntut kepada siapapun, karena dia membenarkan penggadai

bahwa dia tidak mengambilnya, dan tidak pula menyuruhnya untuk
mengambilny4melainkanpenerimagadaiyangm Apabilawakil

membenarkan ucapan penerima gadai dan mengaku bahwa dia menyerahkan

dua puluh kepada penggadai, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penggadai disertai sumpahnya. Apabila dia menolak bersumpah,

maka diputuskan bahwa penggadai menanggung sepuluh untuk diserahkan

kepada penerima gadai. Apabila dia bersumpah, maka dia bebas dari

dakwaan" dan utusan menanggung kerugian sepuluh kepada penerima gadai,

karena dia mengklaim bahwa sepuluh yang diperselisihkan adalah hak

penerima gadai, dan penggadai-lah yang menztraliminya. Apabila utusan tidak

ada di tempat, atau tidak bisa disuruh bersumpah, maka penerima gadai

wajib bersumpah bahwa dia tidak mengizinkannya menggadaikan kecuali

dengan sepuluh, dan dia tidak menerima lebih dari sepuluh. Maka, gadai

pun tetap berlangsung urtuk sepuluh yang lain.
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Pasal: Apabila seseorang menanggung utang dua ribu, separohnya

dengan gadai dan separohnya tanpa gadai, lalu dia mengatakan, "Aku telah

membayar ut ang gadai," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Bukan,

tetapi yang kaubaym adalah utang yang lain," maka perkataan yang dtpegang

adalah perkataan penggadai disertai sumpahnya. Baik keduanya berselisih

tentang niat penggadai terhadap tindakannya itu, atau tentang kalimatnya'

karena penggadai lebih mengetahui niatrya sendiri dan sifat pembayarannya.

Juga karena dia mengatakan, "Utang yang tersisa tanpa gadai." Perkataan

yang dipegang mengenai pokok gadai adalah perkataannya, begitu pula

perkataan tentang sifat gadai.

Apabila membayar tanpa menentukan dan meniatkan apapun, maka

Abu Bakar berkata, "Ia bisa mengarahkannya untuk utang yang

dikehendakinya dari duajenis utang tersebut. Seseorang memiliki harta yang

ada di tempat dan yang tidak ada di tempat, lalu sia menunaikan zakat salah

satunya, maka dia bisa menentukan untuk harta mana dia mengeluarkan

zakat tersebut. Ini adalah pendapat sebagian sahabat Syaf i. Sementara

sebagian yang lain mengatakan, "Pembayaran itu untuk dua jenis utang

sekaligus, dimana masing-masing terbayar separohnya, karena keduanya

sama dalam hal pembayaran, sehingga keduanya pun sama dalam hal

pelunasan. Adapun jika penerima gadai membebaskannya dari salah satu

jenis utang, lalu keduanya berselisih, maka perkatarm yang dipegang adalah

perkataan penerima gadai berdasarkan perincian yang telah kami jelaskan

mengenai penggadai. Pendapat ini dikemukakanAbu Bakar.

Pasal: Apabila dua pelaku akad gadai sepakat bahwa wakil yang

adil telah menguasai barang gadai, maka gadai itu berlaku bagi

keduanya dan pengingkaran wakil yang adil itu tidak menimbulkan

dampak negatif, karena hak menjadi milik keduanya. Apabila salah

satu pihak mengatakar; "Wakil yang adil itu telah menguasainy4" sedangkan

pihak lain mengingkariny4 maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

pihak yang mengingkarinya. Seperti seandainya keduanya benelisih mengenai

penguasarm penerima gadai terhadap barang gadai. Seandainya wakil yang
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adil memberi kesa}sian bahwa penerima gadai telah menguasai barang gadai,

maka kesaksian wakil terhadap orang yang mewakilkarurya itu tidak diterima.

Pasal: Apabila di tangan seseorang terdapat seorang budak, lalu dia

berkata kepada tuannya, "Engkau menggadaikarurya kepadaku seribu," lalu

tuannya berkata, "Tidak, tetapi kau mengambilnya dariku tanpa izin, atau

meminjamnya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan tuan budak

tersebut, baik dia mengakui utang atau menyangkalnya, karena pada

muasalnya tidak ada gadai. Apabila tuan budak mengatakan, "Aku menjual

kepadamu budakku ini dengan harga seribu," tetapi orang tersebut

mengatakan, "Tidak, tetapi kamu menggadaikarurya kepadaku seribu"" maka

perkataan masing-masing terkait akad yang disangkalnya, dan sang tuan

mengambil budaknya. Demikian pula seandainya tuan budak mengatakan,

"Aku menggadaikannya kepadamu dengan seribu yang kaupinjamkan

kepadaku," sedangkan orang tersebut mengatakan, "Tidak, tetapi kamu

menjualnya kepadaku dengan harga seribu yang telah kauterima dariku,"

maka ketentuarurya sama. Pemilik budak mengembalikan seribu dan

mengarnbilbudaknya.

Pasal: Apabila seseorang mengklaim kepada dua orang,

"Kalian menggadaikan kepadaku budak kalian dengan piutangku

pada kalianr" lalu keduanya menyangkalnya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan keduanya.

Apabila masing-masing memberi kesaksian yang memberatkan

temannya, maka kesaksian masing-masing diterima apabila adil. Adapun

penerima gadai berhak bersumpah bersama masing-masing dari keduanya,

dan seluruh diri budak itu menjadi gadai,atau bersumpah bersama salah

satunya, sehingga bagian pihak yang lain itu menj adi gadai. Apabila salah

satunya mengakg maka gadai berlaku pada dirinya saja. Apabila oftmg yang

mengaku itu memberikan kesaksian yang memberatkan pihak yang

menyangkal, maka kesaksiannya diterima apabila dia adil, karena dengan

sumpahnya itu dia tidak mengupayakan manfaat bagi dirinya dan tidak pula
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menolak mudharat dari dirinya. Pendapat ini dipegang oleh para sahabat

Imamsyaf i.

Sebagian dari mereka mengatakan, "Apabila keduanya menyangkal

kesaksian masing-masing, maka harus dilihat, karena orang yang diberi

kesaksian mendakwakan bahwa masing-masing dari keduanya

menzhaliminya karena menyangkal haknya dari gadai. Apabila orang yang

diberi kesaksian itu menilai kesaksian masing-masing itu cidera, maka

kesaksian mereka terhadapnya tidak diterima."

Menurut kami, pendapat ini tidak benar, karena sangkalan terhadap

dakwaan itu tidak digunakan untuk menetapkan kefasikan terdakwa,

meskipun dia menanggung hak, karena bisa j adi dia lupa atau samar terhadap

apa yang didakwakan pendakwa atau yang disangkalnya. Begitu juga

seandainya dua orang saling mendakwakan sesuatu dan bersengketa

mengenainya, kemudian keduanya bersaksi di hadapan hakim, maka

kesaksian keduanya tidak ditolak, meskipun salah satunya berbohong.

Seandainya sifat fasik ditetapkan dengan kesaksian, maka tidak boleh

menerima kesaksian keduanya ketika diyakini ada cacat moral pada salah

satunya.

Pasal: Apabila seseorang menggadaikan satu barang pada dua

orang, maka separoh barang itu menjadi gadai bagi satu pihak, dan

separoh yang lain bagi pihakyanglain. Manakaladia melunasi utang

salah satunya, maka bagiannya dari gadai telah hilang, karena akad

seseofang dengan dua orang itu sama kedudukanya dengan dua akad.

Seolah-olah dia menggadaikan separoh barang kepada salah seorang darinya

secara tersendiri.

Apabila penerima gadai ingin berbagi ataupenggadai mengarnbil bagian

pihak yang telah dilunasi utangnya, dan gadai berupa barang yang tidak

berkurang nilainya lantaran dibagt, seperti barang yang ditimbang dan ditakar,

maka barang harus dibagi. Apabila gadai berupa barang yang berkurang

nilainya lantaran dibagi, maka tidak wajib dibagi, karena penerima gadai
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menanggung resiko dari pembagian tersebut. Barang tersebut di tangan salah

seorang penerima gadai, dimana separohnya adalah gadai dan separoh yang

lainadalahtitipan.

Apabila dua orang menggadaikan budaknya kepada satu orang, lalu

salah satunya melunasi utmgnya, maka gadai atas bagiannya telah tertebus.

Imam Ahmad berkomentar dalam riwayat Muhanna tentang dua orang yang

menggadaikan sebuah rumah pada seseorang dengan utang seribq lalu salah

satunya telah membayar dan yang lain belum. ImamAhmad berkat4 "Rumah

tersebut tetap menjagi gadai unhrk utang yang tersisa."

Abu Khaththab berkomentar tentang seseorang yang menggadaikan

budaknya pada dua orang, lalu dia melunasi utang salah satunya, "seluruh

rumah itu menjadi gadai pada pihak lain sampai dia melunasi utangnya."

Pendapat Ahmad dan Abu Khaththab ini diberlakukan pada kondisi

dimana penggadai tidak bisa berbagi dengan penerima gadai karena

mengakibatkan mudharat. Bukan berarti bahwa seluruh barang itu menjadi

gadai, karena tidak boleh dikatakan bahwa dia menggadaikan separoh budak

pada seseorang, lalu seluruh diri budak itu menjadi gadai. Seandainya dua

orang menggadaikan seorang budak milik mereka pada dua orang dengan

utang seribu, maka di sini terjadi empat akad, dan setiap seperempat dari

diri budak itu menjadi gadai denganutang dua ratus limapuluh. Ketikapihak

yimg menanggung utang membayamya, maka bagian tersebut terlepas dari

gadai. Pendapat ini dikemukakanAl Qadhi, dan inilahyang benar.

Fasal: Seandainya dua orang mendakwa seseorang bahwa dia

menggadaikan budaknya pada keduanya, lalu masing-masing

berkata, "I)ia menggadaikan budaknya kepadaku, bukan pada

temanku," lalu pemilik budak menyangkal keduanya, maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak disertai

sumpahnya. Apabila dia menyangkal salah satunya dan membenarkan yang

lain, maka dia menyerahkan budak kepada orang yang dibenarkannya dan

benumpah kepada yang lain. Apabila dia mengatakan, "Akutidak mengetahui
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mana di antarakeduanya," maka diabersumpah atas ketidaktahuannya,

dan perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang budak itu ada di

tangarurya disertai sumpahnya. Apabila budak ada di tangan keduany4 maka

masing-masing bersumpah atas separohnya dan separohnya menjadi gadai

padanya. Apabila budak berada di tangan selain keduanya, maka diadakan

undian di antara keduanya. Apabila dia yang menang dalam wtdian, maka

dia bersumpah dan mengambil budak tersebut. Seperti jika keduanya

mendakwakan kepemilikan atas budak tersebut.

Seandainya pemilik budak berkat4 "6Lo menggadaikan budakku pada

salah satu dari keduanya, kemudian aku menggadaikan kepada yang lain,"

namun dia tidak mengetahui mana yang lebih dahulu, maka ketentuannya

sama seperti di atas. Apabila dia mengatakan, "Yang ini lebih dahulu

mengadakan akad dan menguasai barang," maka dia menyerahkan budak

kepadanya dan bersumpah kepada yarlg lain." Apabila dia menolak

bersumpah dan budak ada di tangan yang pertama atau selainnya, maka dia

menanggung nilai untuk pihak yang kedua. Seperti jika dia mengatakan,

"Budak ini mihkzaLddan aku mengambilnya tanpa izin dari Umar," maka

dia menyerahkan budak kepada Zaid dan menanggung nilainya kepada Umar.

Apabila dia menolak bersumpah sedangkan budak ada di tangan pihak yang

keduE maka budak tersebut tetap di tanganny4 dan dia menanggung nilainya

kepada yang pertama, karena dia mengaku sesudah melakukan sesuatu yang

menjadi penghalang antara dirinya dan orang yang diakui huktyu, sehingga

dia wajib menanggung nilainya" sebagaimana telah kami katakan. Al Qadhi

berkata, "Apabila dia mengaku bahwa budak itu menjadi hak (gadai) bagi

selain orang yang mengussuioyq apakatr orang yang menguulsainya atau yang

diakui haknya itu boleh mentlrtut kerugian? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Seandainya dia mengakui hak salah satu dari keduanya, sedangkan budak

tersebut ada pada keduanya, maka separoh budak menjadi hak pihak yang

diakui haknya, sedangkan separoh yang lain ada dua pendapat mengenainya.

Pasal: Apabila penerima gadai mengizinkan penggadai untuk

menjual gadaisesudah utang jatuh tempo, maka hukumnya boleh,
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dan haknya melekat pada hasil penjualan gadai.Apabila penerima

gadai mengizinkan penggadai sebelum utangnya jatuh tempo,lalu
penggadai menjualnya, maka gadai batal, dan dia tidak wajib
menggantinya, karena penerima gadai mengizinkmnya melakukan sesuatu

yang bisamenggugrrkan haknya sepertijikapenerima gadai mengizinkannya

untuk memerdekan budak yang digadai, maka pemiliknya berhak mengambil

hasil penjualannya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syaf i. Sedangkan

menurutAbu Hanifah dan Muhammad, "Hasil per{ualanmenjadi gadai, karena

penggadai menjual barang gadai dengan izinpenerima gada,sehinggahaknya

padahasilpenjualanituharus ditetapkan, sepertijikautangtelahjatuhtempo."

Ath-Thahawi mengatakan, "Hak penerima gadai melekat pada barang gadu,

dan hasil penjualannya adalah penggantinya, sehingga hak tersebut wajib

melekat padany4 seperti seandainya seseorang merusaknya."

Menurut kami, yang demikian itu adalah tindakan yang dapat

membatalkan hak penerima gadai terhadap barang gadai yang bukan

merupakan milik penerima gadai. Apabila dia mengizinkannya, maka dia

telah menggugurkan haknya, seperti pembebasan budak yang digadai. Hal

itu berbeda dengan izin sesudahjatuh tempo, karena penerima gadai berhak

rnenjualnya, berbeda dari perusakan karena perusakan itu tidak diizinkan

oleh penerima gadai. Apabila penerima gadai mengatakan, "Yang aku maksud

dari izin secara bebas itu adalah agar hasil penjualannya menjadi gadai,"

maka dakwaannya tidak dihiraukan, karena izin secara bebas itu menunjuk

kepadajual-beli dengan penghapusan gadai. Pendapat ini dipegang oleh

ImamSyaf i.

Apabila dia mengizinkan untuk menjual barang gadai dengan syarat

hasil penjualannya dijadikan sebagai ganti, atau pembayaran piutangnya

dipercepat, maka hal itu diperbolehkan dan syarat tersebut berlaku. Apabila

keduanya berselisih tentang adanya izin, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan penerim a gadu, karena dia adalah pihak yang menyangkal .

Apabila dia mengizinkan penjualan barang gadai, tetapi keduanya berselisih

tentang syarat dijadikannya hasil penjualannya sebagai gadar,atau dipercepat
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pelunasan piutangnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai karena pada muasalnya tidak ada syarat. Namun, dimungkinkan

perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai, karena pada

muasalnyaj aminan itu tetap ada.

Apabila penggadai mengizinkan untuk menjual barang gadai kemudian

dia menarik izin sebelum barang gadai itu dijual, lalu penerima gadai tetap

menjualnya sesudah mengetahui bahwa penggadai menarik izinnya, maka
jual-belinya tidak sah. Apabila penerima gadai menjualnya sesudah penggadai

menarik izinny4 tetapi diatidak mengetahuinya, maka ada dua kemungkinan,

berdasarkan kctentuan yang berlaku pada pencabutan mandat wakil sebelum

dia mengetahuinya. Apabila keduanya berselisih mengenai penarikan izin
sebelum barang gadai terjual, makaAl Qadhi berkata, "Perkataan yang

dipegang adalah perkataan penerima gadai, karena pada muasalnya tidak
ada penarikan izin dan tidak ada penjualan sebelum penarikan iziq sehingga

keduaketentuanasal-muasal itusalingbertentangan, danbarangtetapmenjadi

gadai seperti sediakala. Ini adalahpendapat Imam Syaf i, dan ketentuan ini
berlaku untuk barang gadai yang tidak perlu dijual. Adapun barang gadai

yang perlu drjual, seperti barang yang dikhawatirkan rusak, ketika penerima

gadai mengizinkan penjualannya secara bebas, maka haknya ada pada hasil
penjualanny4 karenapenjualannya itu ditetapkan sebagai hak, sehingga seperti

barang gadai yang dijual sesudah utangjatuh tempo.

Pasal: Apabila utang telah jatuh tempo, maka penggadai wajib
membayar, karena utang tersebut menjadi utang kontan, sehingga dia wajib
melunasinya, sama seperti orang yang tidak melakukan gadai. Apabila dia
tidak melunasi utang dan mengizinkan penerima gadai atau wakil yang adil
untuk menjual barang gadai, maka dia boleh menjualnya dan haknya dilunasi

darihasilpenjualannya. Sisadarihasilpenjualannyaitumilikempunya.Apabila

masih ada sisa utang, maka itu menjadi tanggrrngan penggadai.

Apabila penggadai tidak mengizinkan penerima gadai atau wakil yang

adil untuk menjual barang gadai, kemudian dia mencabut mandat dari
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keduany4 maka dia dituntut unflrk melunasi utang dan menjual barang gadai.

Apabila dia melakukannya, maka selesai perkara. Namun, apabila tidak,

maka hakim melakukan tindakan sesuai kebijakanny4 yaitu menaharurya,

atau memberinya sanksi penjera supaya dia sendiri yang menjual atau orang

kepercayaannya. Ini menurut Imam Syaf i. Abu Hanifah berk atz,"Barang
gadai tidak drjual oleh hakim, karena kewenangan hakim adalah terhadap

orang yang menanggung kewajiban, bukan terhadap hartanya, sehingga dia

tidak bisa melangsungkan pedualannya tanpa izin pemiliknya. "

Menurut kami, itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada

penggadai. Apabila dia menolak menunaikan kewajiban tersebu! maka hakim

.menggantikan kedudukannya dalam menunaikan kewajiban, seperti

membayar utang dengan sejenis. Apabila dia membayar utang bukan dengan

gadai, maka gadai tertebus.

799. Masalah:AbuAl Qasim berkata,'(Penerima gadai lebih
berhak dari hasil penjualan barang gadai daripada semua pihakyang
berpiutang, sampai dia melunasi haknya, baik penggadai dalam
keadaan hidup atau sudah meninggal dunia."

Makzudnya apabilahartapenggadai tidak cukup urtuk melunasi utang-

utangnya, sedangkan orang-orang yang berpiutang mentrrtut hak mereka,

atau membatasi hak belanjanya karena pailit, lalu hartanya hendak dibagi-

bagi di antara merek4 maka yang diprioritaskan adalah orang yang memiliki
hak denda dalam kasus pidana yang terkait dengan seb4gian budak pengrrtang

yang pailit, dengan alasan yang telatr kami jelaskan sebelumnya.

Sesudah itu adalah hak orang yang memiliki gadai, dimana dia

diistimewakan dengan hasil peqjualannya daripada orang-orang lain yang

berpiutang, karena haknya melekat pada barang gadai dan pertanggungan

penggadai secara bersama-sama, sementara selainnya haknya adapada

pertanggungan saja, bukan pada barang gadai,sehingga hak penerima gadai

lebih kuat. kri adalah salah satu manfaat gadai yang paling besar, yaitu haknya

diprioritaskan saat pihak-pihak yang memiliki piutang berebut hak. Kami
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tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan ini adalah

madzhab Syaf i, ulama ahli ra'yu, dan selairurya. Karena itu, barang gadai

tersebut dijual. Apabila harganya sama dengan haknya, maka dia boleh

mengambilnya. Apabila ada kelebihan setelah utangnya dilunasi, maka

kelebihannya itu dikembalikan kepada pihak-pihak yang berpiutang. Apabila

utangnya masih tersisa, maka penerima gadai mengambil seluruh hasil

penjualan, lalu berbagi dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam

menuntut sisa piutangnya.

Sesudah itu, barangsiap ayangpadawaktu itu menguasai harta orang

yang pailit, maka dia lebih berhak atas harta tersebut, kemudian sisanya

dibagi di antara pihak-pihak yang berpiutang sesuai piutang mereka.

Seandainya di antara pihak-pihak yang berpiutang itu terdapat orang yang

utangnya ditetapkan lantaran perbuatan pidana orang yang pailit, maka dia

tidak didahulukan, dan kedudukannya sama seperti pihak-pihak yang

berpiutang lainnya karena denda pidananya itu terkait dengan pertanggungan

orang yang pailit, bukan pada hartanya sehingga utang tersebut sama sepeni

utang-utang yang lain. Berbeda dengan denda pidana budak, dimana ia terkait

dengan raqabah budak. Karena itu, dia lebih berhak daripada orangyang

haknya hanya terkait dengan pertanggungan. Dalam hak terhadap hasil

penjualan dan keistimewaannya, tidak ada perbedaan antara keberadaan

gadai masih hidup atau sudah mati, karena mendahulukan haknya itu karena

haknya terkait dengan btrffig, dan makna ini tidak berubah oleh faktor hidup

dan mati. Begitujuga dengan hak yang ditetapkan dengan makna tersebut,

seperti dendapidana.

Pasal: Seandainya seseorang atau wakilnya menjual sesuatu

dan dia telah menerima pembayaran' atau wakil gadai yang adil

menjual gadai dan telah menerimapembayaran,lalu pembayaran itu

rusak, namun terhalang untukmengembalikannya, maka objek jual-

beli tersebut menjadi hak milik. Dalam hal ini, pembeli merniliki

kedudukan yan g sama den gan pihak-pihak yang berpiutang, karena

haknya tidak terkait pada barang, sehingga kedudukannya seperti denda
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pidana orang yang pailit. Al Qadhi menyebutkan kemungkinan pendapat

lain, balwa ia lebih diutamakan daripada pihak-pihak yang berpiutang, karena

ia tidak rela dengan sekedar pertanggungan, sehingga lebih berhak, sama

seperti penerima gadai. Juga karena seandainya dia tidak didahulukan

ketimbang pihak-pihak yang berpiutang, maka masyarakat pasti enggan

membeli harta orang yang pailit karena takut harta mereka hilang, sehingga

minat unfi:k membelinya berk**g, sehingga berkurang pula harganya.

Karena itu, mendahulukan hak pembeli di atas pihak-pihak yang berpiutang

itu lebih bermanfaat bagi mereka. Ini adalatr salah satu pendapat para sahabat

Syaf i.

Menurut kami, hak ini tidak terkait pada barang, sehingga pembeli

tidak diutamakan, seperti orang yang menjadi korban pidana orang yang

pailit. Ia berbeda dengan peng gadai,karena haknya terkait dengan barang.

Alasan pertama yang mereka sebutkan itu runtuh dengan ketentuan dalam

denda pidana orang yang pailit, dan alasan kedua adalah maslahat yang

tidak ada dasarnya, sehingga hukum tidak bisa ditetapkan berdasarkan

maslahat yang demikian.

Adapunjika pembayarannya masih ada dan bisa dikembalikan, maka

wajib dikembalikan, dan pemiliknya sendiri yang berhak menerimanya.

Karena pada harta bendanya itu tidak melekat siapapun. Begrtu pul4 pemilik

barang yang merupakan hak milik itu mengambil barang tersebut. Ketika

wakil yang adil menjual harta orang yang pailit, atau menjual gadai, dan

temyat barang tersebut milik orang lain, maka tanggungjawab dilimpatrkan

pada orang yang pailit, sedangkan wakil tidak menanggung apapun, karena

dia hanya orang keperc ayaan.

Pasal: Barangsiapa menyewa sebuah rumah atau unta atau

sesuatu yang lain dengan bendanya, kemudian orang yang
menyewakan pailit, maka penyewa lebih berhak atas benda yang

disewanya itu daripada pihak-pihak yang berpiutang sampai ia

menyempurnakan haknya, karena haknya terkait dengan barang, dan
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manfaatnya dia miliki dalurm masa sew4 sehingga dia lebih berhak terhadap

barang sewaan. Seperti seandainya dia membeli sesuatu dari orang yang

pailit. Apabila untanya mati atau rumahnya hancur sebelum berakhir masa

sewa, maka sewa terhapus, dan dia berbagi dengan pihak-pihak yang

berpiutang dalam menuntut sisa sewa.

Apabila dia menyewa unta yang ada dalam penanggungan atau

selainnya, kemudian orang yang menyewakan pailit, maka penyewa sama

kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lainny4 karena haknya

tidak terkait pada barang. Ini adalah madzhab Syaf i, dan kami tidak

menemukan perbedaan pendapat mengenainya.

Apabila seseorang menyewakan rumah kemudian dia pailig lalu pihak-

pihak yang berpiutang dan orang yang pailit sepakat untuk menjual rumah

sebelum habis masa sewa" maka mereka berhak melaktrkannya, dan mereka

menjrnl rumah itu dalam keadaan disewa. Apabila mereka berselisih, maka

perkataan orang yang menuntut penjualan rumah seketika itu didahulukan,

karena yang demikian itu lebih hati-hati daripada menunda-nunda. Apabila

penyewa telatr menyelesaikan masa sewany4 maka pembeli mengambil alih.

Apabila mereka sepakat untuk menunda penjualan sampai masa sewa

berakhir, maka mereka berhak melalarkannya, karena hak itu milik mereka,

dan ia tidak keluar dari mereka.

Pasal: Seandainya seseorang menjual barang kemudian pailit

sebelum menyerahkannya, maka pembeli lebih berhak terhadap

barang tersebut daripada pihak-pihak yang berpiutang, baik barang

ifu adalah barangyangditimbang dan ditakar, atau selainnya, karena

pembeli telah memilikinya, dan kepemilikannya terhadap barang tersebut,

sehingga dia lebih berhak terhad apnya,sebagaimana seandainya dia telah

menguasainya. Tidak ada perbedaan antara sebelum pembayaraan diterima

atausesudahnya.

Apabila orang yang pailit itu menanggung pesanan lalu orang yang

memesan mendapati pembayarannya masih ada, maka dia lebih berhak atas
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pembayarantersebut, karena dia mendapati hartanya sendiri. Apabila dia

tidak mendapatinya, maka kedudukannya sama seperti pihak-pihak yang

berpiutang lainnya, karena haknya tidak terkait pada harta benda, dan

kepemilikannya tetap. Dia berbagr dengan pihak-pihak yang berpiutang atas

barang pesanan yang menj adi haknya, bukan pada pembayaran, sehingga

disisihkan untuk sekadar haknya. Apabila di antara harta orang yang pailit

terdapat harta yang sejenis dengan haknya, maka dia mengambilnya sesuai

haknya. Apabila tidak ada yang sejenis dengan haknya, maka disisihkan

untuknya sekadar haknya, lalu digunakan untuk membeli pesanan, lalu

pemesan itu mengambilnya. Ia tidak boleh mengambil harta yang disisihkan

itu" agar ia tidak menjadi pengganti bagi sesuatu yang dalam pertanggungan

berupa barang pesanan. Tidak boleh mengambil pengganti dari barang

pesanan. Apabila denganharta yang disisihkanitu dimungkinkan untuk

membeli lebih banyak daripada kadar yang dipesan karena murahnya harga

barang pesanan, maka dibelikan untuknya sesuai kadarpesanaq dan sisanya

dikembalikan kepada pihak-pihak yang berpiutang.

Contohny4 seseoftmg mengalami paili! dan memiliki satu dinar, namun

dia menanggung utang satu dinar kepada seseorang, dan menanggung utang

sepikul gandum pesanan untuk orang lain yang harganya juga satu dinar.

Maka, satu dinar orang yang pailit itu dibagi dua, separoh untuk pemilik

direar, dan separohnya disisihkan untuk orang yang memesan. Apabila harga

gandum murah sehinggaharga sepikul gandum adalah setengah dinar, maka

jelas bagi kitabahwahakpemesanitu sama dengan separohhak pemilik

dinar, sehingga dia tidak berhak dari dinar orang yang pailit itu kecuali

sepertiganya. Dengan sepertiga dinar itu dibelikan untuk dua pertiga pikul

gandum dan diserahkan kepadanya, sementata seperenam dinar lebihnya

diserahkan kepada pihak yang berpiutang lainnya.

Namun, apabilaharga gandum naik, sehinggaharga sepikul gandum

menjadi dua dinar, maka dia memiliki hak dua kali lipat dari hak pemilik

uiang dinar, sehingga dari dinar orang yang pailit itu dia memiliki hak dua

pe,rtiga, lalu digunakan untuk membelikan pesananny4 dan seperenam dinar
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dikembalikan kepada pihak yang berpiutang lainnya, karena bagian yang

disisihkan itu adalatrmilik orang yang pailit, sedangkan oftrng yang memesan

hanya memiliki sesuai haknya. Apabila ada lebihny4 maka itu milik orang

yang pailit, dan apabila kurang, maka dia yang menanggungnya.

Pasal: Abdullah binAhmad berkata, "Aku bertanya kepada ayahku

tentang seseorang yang menerima banyak gadai, sedangkan dia tidak

mengetahui para pemiliknya, dan tidak pula orang yang menggadaikannya

Ayahku menjawab, "Apabila tidak ada harapan untuk mengetahui mereka

dan atrli waris mereka, maka menurutku, sebaiknya barang gadai itu dijual

dan hasil penjualannya disedekahkan. Apabila sesudah itu pemiliknya

diketahui, maka dia diberi pilihan antarapahala dan pengganti. Pendapat

inilah yang saya pegang."Abu Harits menuturkan dariAhmad tentang gadai

yang ada padanya selama bertatrun-tahun sehingga dia lupa siapa pemiliknya

lalu dia menjualnya dan menyedekahkan sisanya sesudah melunasi utang.

Dari sini jelas bahwa haknya dipenuhi. Abu Thalib berkata, "Haknya tidak

dilturasi dari hasil penjualannya. Tetapi, apabilapemiliknya datang lalu dia

menuntutry4 maka dia memberikan barang gadai kepadanya dan menuntut

haknya. Tetapi jika dia mengadukan perkaranya kepada hakim, lalu hakim

menjrnlnyadanmelunasi halarya dari hasil penjualannya makayang demikian

itudiperbolehkan.
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KITAB MUFLIS

(PAtLtT)

Muflis (orang yang pailit) adalah orang yang tidak memiliki harta dan
tidak pula sesuatu untuk menutupi kebutuharurya. Karena itu, ketika Nabi
sAW bertanya kepada shahabatnya, "Tahukah kalian siapa itu orang yang
pailit?" Mereka menjawab, "ya Rasulullah orang yang pailit dikalangan karni
adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula harta benda.,' Beliau
bersabda, " Buksn itu orang yang pairit, tetapi orqng yang pairit adarah
orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa berbagai
kebaikan seperti gunung, tetapi dia juga menzharimi'orang ini,
menampar orang ini, dan mencederai kehormatan orang ini. Lalu yang
satu mengambil sebagian dari kebaikan-kebaikannya, dan yang rain
juga mengambil kebaikan-kebaikannya. Apabila masih ada tanggungan
baginya, maka sebagian dari dosa mereka diambir, raru ditimpakan
kepadanya, kemudian dia pun diseret ke neraka." Imam Muslim
meriwayatkan dengan maknanya.3e Jadi, ucapan mereka itu merupakan
penjelasan tentang hakikat orang yang pailit. Sabda Nabi sAW bukan itu
c,rang yangpailit' Adalah untuk melebih-lebihkan, bukan dimaksudkan unh:k
menafikan sesuatu yerrg sebenamya. Sebaliknya, beliau bermaksud bahwa
kepailitan akhirat itu lebih dasyat dan lebih besar, sehingga orang yang pailit
di dwria dibandingkan dengan orang yang pailit di akhirat itu seperti orang
yang kaya. Hadits yang serupa dengan ini adalah sabda Nabi sAw, ,,orang

yang kuat itu bukan orang yqng kuat bergulat, tetapi orang yong kuat

3e HR muslim (4/19gB,hrm. 59), Ahm ad daram Musnad-nya(2/303,334,372) dan
Baihaqi dalam kitab I s-Sunan (6/93).
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adalah orang yang bisa mengalahkan egonya saat marah."ao

Juga seperti sabda Nabi SAW " Orang yang i uara itu buknn orang

yanguntanya lari terdepan, tetapi orangyangjuaro adalah orangyang

diampuni dosanya."al

Juga seperti sabda Nabi S AW " Ke kny a an i t u b uknn b any ak hart a,

tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa."a2

Juga seperti perkataan penyair berikut inia3 :

Yang disebut mayit itu bukan omrxg yang mati lalu istirahat, tetapi mayit

adalah orangyang mati di antaraorang-orangyang hidup.

Orang yang demikian di sebut mu/lis (pailit), karena dia tidak memiliki

harta selain fulus (uang perak). Fulus merupakan jenis harta yang paling

rendah. Muflis dalam defenisi ulama fikih adalah orang yang utangnya lebih

banyak daripada hartanya, dan pengeluarannya lebih besar daripada

pemasukannya. Mereka menyebutnya orang yang pailit meskipun memiliki

harta benda karena harta bendanya itu seharusnya digunakan untuk melunasi

utangnyq sehingga seolah-olah dia tidak memiliki harta sama sekali. Defenisi

ini ditunjukkan oleh penafsiran Nabi SAW terhadap orang yang pailit di

akhirat, dimana beliau mengabarkan bahwa orang tersebut memiliki banyak

pahala seperti gunrurg, tetapi kebaikan-kebaikannya itu masih lebih rendah

dibanding dosa-dosa yang ditanggungnya, sehingga kebaikan-kebaikannya

itu dibagi di antara orang-orang yang memiliki utang padanya, lalu tidak ada

yang tersisa lagi baginya. Bisajadi ia disebutmuflis karena kondisinya yang

tidak mempunyai harta benda sesudah dia meltrnasi utangnya. Dimungkinkan

disebut demikian karena dia dihalangi untuk membelanjakan hartarya kecuali

dalam ukuran yang kecil dimana dia tidak bisa hidup kecuali dengan

pembelanjaan tersebut, seperti uang dan semisalnya.

ao HR Bukhar i (10 / 6 ll 4),Muslim (4/20 I 4) dan Ahmad dalam kitab Al Musnad (2/

236,268),dan Malik dalam kitabl I Muwaththa'(2/906) dariAbu Hurairah.
at Kami tidak menemukannya.
a2 HR Bukhar i (l I I 6446) dan muslim (2 17 26, 120\.
a3 Ibnu Manzhur menisbatkan syair ini kepada'Adi bin'Ala'.

i
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Pasal: Ketika seseorang wajib membayar utang-utang secara

tempo, sedangkan hartanya tidak bisa melunasinya,lalu orang-orang

yang berpiutang kepadanya meminta hakim untuk membatasi

pembelanjaannya, maka hakim wajib memenuhi permintaan mereka.

Dianjurkan agar pembatasan tersebut diumumkan secara luas, agar orang-

orang tidak bertransaksi dengannya. Apabila dia telah dibatasi

pembelanjaannya, maka ditetapkan empat hukum . Pertamo,terkaitnya hak-

hak orang yang berpiutang dengan harta bendanya . Kedua,larangan untuk

membelanjakan harta bendanya . Ketiga,barangsiapa yang menguasai salah

satu hartany4 maka dia lebih berhak terhadap harta tersebut daripada orang-

orang yang berpiutang lairurya apabila ditemukan syarat-syaratrya . Keempat,

hakim memiliki kewenangan untuk menjual hartanya dan melunasi utang

kepada para debitur. Dasar masalah ini adalah riwayat Ka'ab bin Malik

bahwa Rasulullah SAW membatasi pembelanj aan Mu' adzbinJabal dan

menjual hartanya. Al Khallal meriwayatkan hadits ini dengan sanad-nya.aa

Diriwayatkan dari AMunahman bin Ka'ab, dia berkata, "Mu'adz bin Jabal

termasuk pemuda terbaik dari kalangan kaumnya. Tetapi dia tidak bisa

menahan sesuatupun. Dia terus berutang sehingga hartanya tenrs habis untuk

melunasi utang. Kemudian orang-orang yang mengutanginya itu berbicara

kepada Nabi SAW. Seandainya ada seseorang yang tidak dituntut

kewajibannya karena orang lain, makamerekapasti tidak menuntut kewajiban

Mu'adzlantaran Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjual harta Mu'adz

untuk rnelunasi utang kepada mereka hingga Mu'adz tidak memiliki apa-

apa. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang berpiutang itu

menuntut kewajiban kepada Mu'adz ketika Rasulullah berbicara kepada

rnereka, karena mereka itu adalah orang-orang Yahudi.

800. Masalah: Abu AI Qasim berkata, "Apabila hakim telah

nneyatakan seseoran g telah pailit, lalu salah seorang yang berpiutang

a HRBaihaqi dalam kitab As-Sunan(6/a\ dan Hakim (4/110) dengan menilainya
shahih, dan Daruquthni (4/231).
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menemukan harta bendanya, maka dia lebih berhak atas harta benda

tersebut, kecuali dia mau membiarkannya' dan dia menjadi teladan

bagi orang-orang yang berpiutang lainnya."

Penjelasannya, ketika seorang yang pailit itu dibatasi hak belanjanya,

lalu sebagian orang yang berpiutang kepadanya itu menemukan barang yang

dijual dengan syarat-syarat yang disebutkan orang yang pailit tersebut, maka

orang tersebut memiliki hak untuk membatalkanjual-beli dan mengambil

barang tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman, Ali, Abu Hurairah.

Pendapat ini j uga dikemukakan oleh Urwah, Malik, Al Auza' i,Syaf i, Al

Anbari, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Hasan, An-Nakha'i, Ibnu

Syubrumah, dan Abu hanifah berkata bahwa dia menj adi contoh yang baik

bagi orang-orang yang berpiutang, karena penjual itu memiliki hak untuk

menahan pengw6:ulll pembayaran. Ketika penjual tersebut menyerahkan

pembayaran, maka dia telah menggugtrkan haknya untuk menahan, sehingga

tidak bisa menariknya kembali karena pailit, seperti penerima gadai apabila

menyerahkan gadai kepada peng gadai. Juga karena sia sama seperti para

debitur lainnya dalam faktor penyebab hak, sehingga sama seperti mereka

dalamkepemilikanhak.

Menurut kami, diriwayatkan dariAbu Hurairah RAbahwaNabi SAW

bersabda, " B ar angs i ap a y an g m en dap at i har t ab e ndany a p ada s e s e or an g

yang telah pailit, makn dia lebih berhak atas harta tersebut." (mutaffaq

'alaih)6

Ahmad berkata, " S eandainya hakim memutuskan bahwa dia sama

kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lairurya, kemudian dia

mengadukan kepada orang yang mengamalkan hadits ini, maka dia boleh

membatalkan keputusan hakim."

Juga karena akad ini bisa terkena penghapusan akad akibat iqalah

(pembatalan akibat penyesalan), sehingga dia bisa dibatalkan karenatidak

a5 HR Bukhar i (5 /2-24)dari Abu Hurairah, dan Muslim (3/ I I 93 ), Abu Daud (3 5 I 9),

Ibnu Majah (212358) dan Malik dalam kitabl I Muwaththa'(21278, hal. 88).
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adanya penukar, sebagaimana barang pesanan ketika tidak bisa

direalisasikan. Juga karena dia mensyaratkan gadai dalam jual-beli lalu dia

tidak bisa menyerahkannya, sehingga dia memiliki hak menghapus akad.

Padahal gadai adalah jaminan untuk pembayaran. Apalagi dengan

ketidakmampuan untuk menyerahkan pembayaran itu sendiri.

Objekjual-beli berbeda dengan gadai, karena menahan gadai itu hanya

sebagai bentukjaminan, bukan sebagai penukar, sedangkan pembayaran di

sini merupakan penukar barang. Apabila pembayaran tidak bisa dilunasi,

maka yang dituntut adalah penukamya.

Mengenai pendapat mereka bahwa pihak-pihak yang berpiutang itu

sama dalam faktor kepemilikan hak, kami katakan bahwa itu benar, tetapi

mereka berbeda dalam hal syarat. Karena masih adanya barang itu
merupakan syarat bagi hak untuk menghapuskan akad, dan syarat itu ada

bagi orang yang mendapati barangnya, bukan orangyang tidakmendapati

barangnya lagi. Apabila hal ini diterima, maka pembeli memiliki hak pilih.

Kalau mau, dia bisa menarik barang dagangannya. Jika tidak, maka dia

memiliki kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya.

Baik barang itu setara dengan harganya, atau lebih kecil, atau lebih besar.

Karena pailit menjadi sebab dibolehkannya menghapus akad, sehingga pailit

itutidakmengharuskanpenghapusan akad, sama seperti cacat dan syarat

ktriyar (hak pilih). Penghapusan akad tidak memerlukan keputusan hakim,

karena dia telah ditetapkan oleh nash, sehingga tidak memerlukan keputusan

hakim, seperti penghapusan akad nikah karena terbebasnya budak

perempun.
t

Pasal: Apakah hak pilih untuk menarik barang itu harus

dilakukan segera, atau memiliki waktu yang longgar? Ada dua

pendapat berdasarkan dua sisi pendapat mengenai hak pilih untuk

mengembalikan barang karena cacat. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pertama, hak pilih itu longgar waktunya, karena hak tersebut adalah hak

untuk menarik kembali yang objeknya adalah penukar, sehingga waktunya
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longgar, seperti menarik kembali hibah, Kedua, dilakukan dengan segera,

karena hak tersebut adalah hak yang ditetapkan dalam jual-beli akibat

penyusutan pada penukar, sehingga harus dilakukan dengan segera, seperti

pengembalian barang kae na ada casat l^agi pula kebolehan turtuk mentnda

eksekusi hak itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang

berpiutang, karena dapat mengakibatkan terhrndanya penyelesaian hak-hak

mereka. Sehingga menyerupai hak pilih untuk mengekskusi sytf'ah (hak

prioritas untrk membeli terlebih dahulu). Al Qadhi menegaskan pendapat

ini, sedangkan para sahabat Syaf i memiliki duapendapat seperti ini.

Pasal: Apabila pihak-pihak yang berpiutang .menyerahkan

pembayaran kepada pemilik barang agar meninggalkan barang

tersebut, maka dia tidakwajib menerimanya. Pendapat ini'ditegaskan

oleh Imam Ahmad, dan dipegang oleh Imam Syaf i. Imam Malik berkata,

"Ia tidak berhak menarik kembali barang, karena hal inr boleh hanya karena

adanya kekurangan pembayaran. Apabila pembeli telah menyerahkan

pembayaran secara utuh, maka dia tidak berhak menarik kembali barang,

seperti jika c acatyangada pada barang itu sudah tidak ada'"

Kami berpegang pada khabar yangkami riwayatkan. Juga karena

tindakan pihak-pihak yang berpiutang itu adalah kesukarelaan untuk

menyeratrkan hak dari orang yang tidak memiliki kewaj ibaa sehingga pemilik

hak tidak boleh dipaksa untuk menerimanya. Seperti seandainya suami tidak

mampu memberi nafkah, lalu nafkah itu diberikan orang lain. Atau budak

mukatab tidak mampu menebus kemerdekaannya, lalu orang lain

membayarkan kewaj ibannya kepada tuannya. Dengan demikian, pendapat

yang mereka kemukakan itu terbantah. Baik pihak-pihak yang berpiutang

itu membayamya dari harta mereka sendiri, atau mereka mengalokasikan

pembayarannya dari warisan, dan cara ini dapat merugikan pihak lain, karena

tidak adajaminan tiadanya utang lain sehingga dibebankan kepadanya.

Seandainya pihak-pihak yang berpiutang memberikan pembayaran

kepada orang yang pailit, lalu dia menyerahkannya kepada penjual, maka
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dia tidak memiliki hak untuk menghapus akad jual-beli, karena

ketidakmampuannya untuk menyerahkan pembayaran itu telah hilang,

sehinggahilangpulahakrnenghapus akadjual-beli. Seperti seandainyapihak-

pihakyangberpiutangm hakmerekapadanyalaludiasanggup

untuk menyerahkan pembayaran. Seandainya pihak-pihak yang berpiutang

menggugurkan hak-hak mereka, lalu sesudah itu dia sanggup untuk
menunaikan hak-hak mereka, atau dia dikasih harta sehingga mampu

menunaikan hak-hak mereka, atau harga barang-barangnya menjadi mahal

sehingga cukup untuk melunasi kewajiban kepada pihak-pihak yang

berpiutang, sehingga dia pun bisa membayar seluruh pembayaran, maka

penjual tidak memiliki hak menghapus akad karena sebabnya telah hilang.

Juga karena dia bisa memperoleh pembayaran barangnya dari pembeli,

sehingga penjual tidak memiliki hak menghapus akad, seperti seandainya

diatidakpailit.

Pasal: Apabila orang yang pailit membeli suatu barang dari
seseorang sesudah ditetapkannya pembatasan atas hak transaksinya

terkait dengan tanggungannya, maka penjual tidak memiliki hak
unfuk rnenghapus akad lantaran tidak bisa dilunasi pembayarannya,

baik dia mengetahui hal tersebut atau tidak. Juga karena dia tidak berhak

menuntut pembayaran yang telah diserahkannya, sehingga tidak memiliki
hak menghapus akad, seperti seandainya pembayaranya bersifat tempo. Juga

karena orang yang mengetahui suatu cacat itu memasuki akad dengan

kesadaran akan ketidai<rnamptran pembeli terhadap pertanggungarg sehingga

mirip dengan orang yang membeli barang cacat dan dia mengetahuinya.

Dalam kasus ini ada pendapat lain, yaitu dia memiliki hak pilih wrtuk

membatalkan akad, berdasarkan cakupan umum riwayat di atas. Juga karena

akad tersebut dilangsungkan pada waktu batalnya akad, sehingga haknya

terhadap pembatalan akad tidak gugur. Seperti seandainya seorang

perempwrn menikah dengan laki-laki yang miskin dan sulit untuk memberinya

naftah.

@-AtMughni



Dalam kasus ini juga terdapat pendapat ketiga; apabila dia menjual

barangnya kepada orang yang mengetahui kepailitannya maka pembeli tidak

memiliki hak menghapus akad. Namun, apabila dia tidak mengetahui

kepailitannya maka diamemiliki hak menghapw akad" seperti pembeli barang

yang cacat.lni berbeda dengan kasus menikah dengan laki-laki yang tidak

mampu memberi nafl<ah, karena nafl<ah itu selalu baru kewajibannya setiap

hari, sehingga kerelaan terhadap suami yang tidak mampu memberi nafl<ah

itu sama seperti kerelaan terhadap cacat suatu barang yang tidak wajib dia

terima. Hal itu berbeda dengan masalah yang sedang kita bahas . Mirip dengan

kasus ini adalah kasus ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang

tidak sanggup membayar mahar, lalu perempuan tersebut tela, namun

kemudian dia ingin menghapus akad.

Pasal: Barangsiapa menyewa sebidang tanah untuk
ditanaminya, lalu dia pailit sebelum berlalu sedikit pun masa servanya,

maka pemilik boleh membatalkan sewa, karena dia mendapati

barangnya. Apabila dia pailit sesudah masa sewa berakhir, maka pemilik

memiliki piutang biaya sewa. Apabila penyewa pailit sesudah sebagian masa

sewa berlangsung, maka pemilik tidak berhak membatalkan akad, sesuai

analogi pendapat kami terhadap objek jual-beli apabila sebagiannya rusak,

karena masa sewa di sini sama seperti objek jual-beli. Berlalunya sebagian

masa sewaitu seperti rusaknya sebagian objekjual-beli. Tetapi,lnasa sewa

yang berlalu itu dikenai biaya sewa yang wajar, karena tidak mungkin

menghindari berlakunya sebagian dari masa sewa.

Al Qadhi berpendapat bahwa barangsiapa menyewa sebidang tanah,

lalu menan aminya dan mengalami pailit, lalu pemilik membatalkan akad, maka

pemilik tanah harus membiarkan tanaman pihak yang pailit itu sampai masa

panen dengan sewa yang wajar, karena yang diakadkan adalah manfaat.

Sehingga apabila pemilik tanah menghapus a,kad, berarti menghapus akad

terkait sesuatu yang dimiliki penyewa dengan akad, sedangkan sesuatu

tersebut terhalang untuk dikembalikan kepada pemilikny4 sehingga penyewa

harus menanggung penukamya. Seperti seandainya penjual menghapus akad
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jual-beli sesudahpembeli merusak objek jual-beli, makahaknya adalah

nilainya, dan dengan demikian ia memiliki kedudukan yang sama dengan

pihak-pihak lain yang berpiutang. Demikian pula di sini, pemilik memiliki
kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang berpiutang untuk
memperoleh biaya sewa yang wajar, bukan yang disebutkan. Inilah madzhab

Syaf i.

Namun, madzhab kami tidak menunjukkan hal demikian, tidak
mempertimbangkan riwayat yang shahih, serta tidak benar dari segi qiyas.

Terkait dengan riwayat, Nabi SAW bersab da, " Barangsiapa yang

mendapati barangnya pada seseorang yang telah pailit, maka dia lebih

berhak atas barangnya itu."a6

Pemilik tanah dalarn kasus ini tidak menemukan barangnya, dan ia
pun tidak lebih berhak atas tanaman itu berdasarkan ijma', karena para

ulama menyepakati kewajiban membiarkan tanama4 dan tidak boleh menarik

balik barangnya. Juga karena makna sabda Nabi SAW, " Barangsiapa yang

mendapati barangnya" adalah mendapati dalam keadaan yang

rnemungkinkannya untuk mengambilnya, karena haknya terkait dengan

barang, dan memungkinkan tlrtuk mengembalikan barang yang merupakan

hartanya itu kepadany4 sedangkan kasus ini tidak demikian.

Dari segi analogi, penjual lebih berhak atas barangnya itu karena

terkaitrya hak peqiual pada barang dan dimungkinkan untuk mengembalikan

hartanya kepadanya dalam bentuk barang sehingga dia lebih urggul dibanding

pihak yang haknya terkait dengan pertanggungan semata. Sedangkan dalam

kasus ini, pemilik tanah tidak terkait haknya pada barang, dan tidak mungkin

mengembalikan tanaman kepadanya. Jadi, yang dikembalikan kepadanya

adalah nilainya, bukanbarang tersebut. Ini tidak dihxdukkan di dalam nash,

dan tidak pula di dalam maknanya. Jadi, menetapkan keputusan dengan

analogi ini merupakan keputusan yang tanpa dalil.

Seandainya seseorang menyewa orang lain untuk membawakan

a5 Keterangan hadits telah dijelaskan.
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barangnya ke tempat lain, kemudian penyewa itu pailit sebelum orang tersebut

membawa sesuatu pun dari barangny4 maka penyewa berhak membatalkan

akad sewajasatersebut. Apabila orang lain itu telah membawa sebagiarury4

atau telah menempuh sebagian jarak perjalanan, maka orang yang disewa

tidak berhak membatalkan akad, dan menurut analogiAl Qadhi, oftrng yang

disewa berhak membatalkan akad. Apabila dia membatalkan akad, maka

gugur darinya kewajiban untuk membawa barang yang tersisa, dan dia sama

dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam menuntut upah yang telatr

ditetapkan. Menurut analogi pendapatAl Qadhi, akad terhapus dalam semuir

kasus, danorangyang disewamemiliki kedudukanyang sama dengan pihak-

pihak yang berpiutang lainnya dalam menuntut upah atas barang yang telah

diangkuhy4 sesuai pendapatnya yang telah kami sebutkan dalam masalah

dimana kami menuturkan pendapatrya.

Pasal: Apabila seseorang memberi pinjaman orang lain
kemudian peminjam pailit sedangkan barang yang dipinjamkan itu
masih ada, maka pemberi pinjaman berhak menarik kembali barang

tersebut, sesuai sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang mendapati

barangnya ada pada seseorang yang telah pailit, maka dia lebih berhak

atas barangnya itu." Juga karena dia adalah pihak berpiutang yang

menemukanbarangyang menrpakanhartany4 sehinggabolehmengambilnya"

sama seperti penjual. Apabila seorang laki-laki memberi mahar kepada

seorang wanita dengan suatu barang, kemudian akad nikahnya terhapus

karena sebab yang timbul dari wanita tersebut, maka mahamya gugur. Atau
jika dia menceraikan sebelum menyetubuhinya, maka dia boleh menarik

kembali separohnya. Ketika wanita tersebut pailit, dan suami mendapati

hartanya, maka dia lebih berhak atas harta itu dengan alasan yang telah kami

jelaskan..

801. Masatah: Abu Qasim berkata, "Apabila barang dagangan

telah rusak sebagiannya (di tangan pembeli), atau pembeli melakukan

penambahan dimana pertambahannya itu tidak bisa dipisahkan,
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sedangkan pembeli telah melunasi sebagian pembayarannya, maka
penjual dalam kasus ini sama kedudukannya dengan pihak-pihakyang
berpiutang lainnya."

Maksudnya, penjual berhak menarik kembali barangnya itu dengan

lima syarat. Pertoma, objekjual-beli masih tetap utu[ tidak mengalami
kerusakan. Apabila obj ekjual-beli mengalami kerusakan sebagianny4 seperti

jari-jari budak terpotong atau matanya buta, atau sebagian pakaian rusak,

atau sebagian nunah hancur, atau pohon yang berbuah namun belum j elas

buahnya lalu buah tersebut rusak, atau semisalny4 maka penf ual tidak berhak

menarik kembali objek jual-beli, dan kedudukannya sama dengan pihak-

pihak yang berpiutang lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Ishaq. Tetapi

Imam Malik, Al A\za'i, Syaf i, Al Anbari mengatakan bahwa dia berhak

menarik kembali yang tersis4 dan kedudukannya sama dengan pihak-pihak

yang berpiutang lainnya dalam menuntut bagian yang rusak. Karena objek
jual-beli itu adalah barang yang dia berhak menarik kembali seluruhnya,

sehingga berhak menarik sebagianny4 seperti orang yang memiliki hak pilitr,

dan seperti ayatr terkait apa yang telah diberikan kepada anaknya.

Kami berpegang pada sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang
mendapati barangnya pada seseorang yang telah pailit, makn dia lebih

berhak atas barang mililmya lrrz. " Nabi SAW mensyaratkarurya'mendapatkan

barangnya', sedangkan dalam kasus ini penjual tidak mendapatkan barangnya.

Juga karena apabila dia mendapatkan barangny4 maka perselisihan di antara

keduanya terselesaikan dengan tindakannya menarik kembali barang tersebut.

Hal itu berbeda ketika dia mendapati sebagiannya saja. Tidak ada bedanya

apakah ia rela dengan yang ada sebagai ganti untuk seluruh pembayaran,
iltau mengambilnya menurutjumlah pembayaran yang diterimanya, karena

$J,arat untuk menarik kembali tidak ada.

Apabila objekjual-beli adalah dua item barang, seperti dria budak
atau dua pakaian, lalu salah satunya atau sebagian dari salah satunya rusak,

nnaka ada dua pendapat mengenai bolehnya menarik kembali yang tersisa

dari dua item barang tersebut. Pertama, dia tidak boleh menarik kembali.
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Pendapat ini dinukil Abu Thalib dari Ahmad. Ia berkata, "Ia tidak boleh

menarik kembali sisa barang, dan sama kedudukannya dengan pihak-pihak

yang berpiutang lainnya, katena dia tidak mendapatkan barangnya dalam

kondisi utuh, sehingga seperti seandainya barang yang dijual adalah satu

item. Juga karena sebagian objek jual-beli telah rusak, sehingga dia tidak

berhak menarik kembali. Seperti seandainya tangan budak yang dijual itu

terpotong."

Hasan bin Tsawab menukil pendapat Ahmad bahwa jika objek jual-

beli adalah satu pakaian, lalu sebagiannya rusak, maka sipenjual sama

kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lairurya. Apabila objek

jual-beli adalah parcel lalu sebagianya rusak, makapembeli mengambil yang

teris4 karena penjual mendapatkan bagian yang selamat, sehingga tercakup

dalam makna umum sabda Nabi SAW, " Barangsiapa yang mendapatknn

barangnya pada seseorang yang telah pailit, malw dia lebih berhak

atas barang mililvtya itu. " Juga karena bagian yang selamat itu merupakan

objek jual-beli yang ditemukan penjual, sehingga per{ual berhak menarik

kembali, seperti seandainya selunrh objekjual-beli selamat dan tidak rusak.

Pasal: Apabila pembeli telah menjual sebagian dari objek jual-

beli, atau menghibahkannya, atau mewakalkannya, maka bagian

tersebut dianggap rusako karena pembeli tidak mendapati hartanya secara

ttuh

Pasal: Apabila nilai kebendaan objek jual-beli menyusut karena

hilangnya satu sifat meskipun barangnya masih ada, seperti budak yang

menjadi kurus, atau lupa cara membuat sesuatu, atau memperoleh stafus

mulmtab, atau sudah tua, atau sakit, atau kesehatan akalnya terganggu,

atau seperti pakaian yang menj adi usang, maka pembeli tidak dihalangi trrtuk

menarik kembali, karena hilangnya sifat tidak mengeluarkannya dari

keberadaannya sebagai harga penjual. Tetapi, ia diberi pilihan antara

mengambilnya dalam keadaan kurang dengan kompensasi selunrh hakny4

atau mengambil seperti halnya pihak-pihak yang berpiutang dalam mentntut
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pembayamnnya secara utuh. Karena pembayaran tidak terpengaruh oleh

sifat objek jual-bgli, seperti gemuk atau kurus, pandai atau tidak pandai,

dan semacamnya, sehingga seperti penyusutanyang terjadi pada objekjual-

beli karena perubahan harga pasar.

Seandainya objekjual-beli adalah budak perempuan yang berstatus

janda kemudian pembeli menyetubuhinya tetapi tidak hamil, maka pembeli

berhak menarik kembali budak perempuan tersebut dengan alasan yang

telah kami kemukakan. Karena budak tersebut tidak mengalami suatu

kekuarangan dari segi fisik dan sifat. Apabila budak yang dijual itu gadis,

makaAl Qadhi berkat4 '?embeli berhak menarik kembali, karena dia telah

kehilangan satu sifat, tetapi tidak hilang satu bagian darinya. Hilangnya

kegadisan itu seperti ltrka"" NamunAbu Bakar berkat4'?embeli tidak berhak

menarik kembali, karena penjual telah menghilangkan satu bagian darinya,

sehingga seperti seandainya dia mencongkel matanya. Apabila penetubuhan

itu dilakukan oleh orang yang tidak pailit, maka itu seperti persetubuhan

yang dilakukan orang yang pailit.

Pasak Apabila budak terluka, maka berdasarkan pendapatAbu

Bakar penj ual tidak b oleh menarik kembali, karena telah hilang satu

bgian darinya yang mengakibatkan harganya berkurang. Hal itu seperti jika

mata budak itutercongkel, karena dari matanyatelahhilang satu bagian

yang ada gantiny4 sehingga pembeli tidak boleh menarik kembali. Seperti

jugajika tangan budak tersebut terpotong, karenajika budak tersebut

nnengalami penyusutan satu sifag makapenjual tidak berhak menarik kembali

budak tenebu! sebagaimana yang telah kami jelaskanterkait kunrsnya budak

atau lupa akan cara membuat sesuatu. Apalagi dalam kasus ini. Juga karena

rnnenarik kembali objek jual-beli yang dinyatakan dalam nash itu dapat

rnenghentikan perselisihan dan menghilangkan tansaksi di antara keduany4

sehingga kebolehan menarik kembali tidak ditetapkan pada objek jual-beli

yang tidak mengakibatkan tercapainya tujuan ini.

Al Qadhi berkat4 'Menurut qiyas madztrab, penjual berhak menarik
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kembali budak yang terluk4 karena dia hanya kehilangan satu sifat, sehingga

serupa dengan lupa cara membuat sesuatu dan usanguya pakaian." Apabila

penjual menarik kembali, maka kita lihat dan kita nilai terlebih dahulu; jika

lukanya itu termasuk luka yang tidak mengakibatkan denda, seperti luka

akibat peristiwa yang dikehendaki Allah, atau akibat perbuatan binatang,

atau akibat perbuatan pidana orang yang pailit, atau akibat perbuatan pidana

budaknya, atau perbuatan pidana budak atas diriny4 maka dia memperoleh

denda. Apabila lukanya mengakibatkan denda, seperti perbuatan pidana

yang dilakukan orang lain, maka penjual tatkala menarik kembali budaknya

itu sama kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam

menuntut senilai penyusutan harga budak. Perlu dilihat berapa nilai
penyusutannya, lalu pembeli mengembalikan harga senilai kekurangan

tersebut. Karena kekuarangan tersebtrt menj adi tanggungan pembeli terhadap

penjual.

Mungkin ada yang mengatakan, "Mengapa kaliantidak menetapkan

tlrtuk penjual denda yang ditanggung pelaku, karena seandainya tidak ada

kewajiban denda, maka penjual tidak menarik kembali apapun, sehingga

tidak boleh menarik lebih besar daripada denda?" Jika adayang bertanya

demikian, makakamijawab, "Ketikabudak itu dilukai orang lain (bukan

ahli waris), maka budak tersebut dipertanggwgiawabkan dengan dendanya

diberikan kepada orang yang pailit. Budak tersebut juga

dipertanggungiawabkan harganya oleh pembeli kepadapenjual. Jadi, pembeli

tidak boleh menanggungnya dengan denda. Apabila orang lain tidak melukai

budak itu, maka budak tidak dipertanggungj awabkan, sehingga tidak ada

kewajiban apapun karena hilangnya bagian dari dirinya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa denda ini tidak diberikan

kepada pembeli sebagai hasilny4 dimana dia tidak menanggungnya kepada

penjual?" Kami katakan, "Hasil adalah penukar atau ganti untuk manfaat-

manfaat budak, sedangkan manfaat-manfaat budak tersebut dimiliki pembeli

tanpa penukar. Sedangkan denda adalah penukar untuk sebagian dari

matany4 dan mata selunfinya itu dipertanggungkan denganpenukar. Karena

itu, dia bertanggung jawab kepada pembeli."
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Pasal: Seandainya seseorang membeli minyak lalu
mencampurnya dengan minyak lain, atau membeli gandum dan
mencampurnya dengan gandum lain sehingga tidakbisa dipilah, maka
gu gurlah hak untuk menarik kembali. Imam Malik berpendapat bahwa

penjual boleh mengambil minyaknya. Imam Syaf i berkata, "Apabila dia
mencampurnya dengan kualitas yang sama atau lebih rendah, maka hak
menarik kembali tidak gugur, dan penjual berhak mengambil barangnya

dengan timbangan atau takaran.

Apabila dia mencampurnya dengan kualitas yang lebih baik, maka

ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, hakayaterhadap barang

menjadi gugur. Imam Syaf i berkata" "Inilah pendapat yang saya pegang."

Mereka berdalil bahwa secara hukum barangnya itu masih ad4 sehingga

penjual berhak menarik kembali. Seperti seandainya barangnya itu terpisah.

Juga karena yang terjadi tidak lebih dari bercampurnya harta dia dengan

hartaoranglain, sehinggahalitutidakmenghalanginyauntukmenarikkembali.

Seperti seandainya seseorang membeli pakaian lalu mewamainya, atau

membeli tepung halus lalu mengencerkannya dengan air.

Menurut kami, penjual tidak menemukan barangnya sehingga tidak
berhak menarik kembali, karena yang diambilnya itu bukan barangnya,

melainkan penukar untuk hartany4 sehingga dia tidak memiliki keistimewaan

di antara pihak-pihak yang berpiutang lainnya, seperti seandainya hartanya

rusak.

Sabda Nabi SAW, " Barangs iapo yang mendapati b arangnya... "
malaudnya barangsiapa yang mampu dan mungkinuntuk mengambilnya dari

orang yang pailit, dengan dalil ketentuan yang berlaku bahwa seandainya dia

menemukan barangnya sesudah hilang kepemilikan orang yang pailit
terhadapnya, atau paku yang sudah dibuat untuk memaku pintu, atau batu

yang sudah dijadikan pondasi, atau kayu yang sudah dijadikan atap, atau

budakyang sudahdijadikan ibubagi anaknya. Yang demikian itubiladia
mengambil sesuatu yang sama timbangannya atau senilai dengannya" maka

sesungguhnya dia mengambil penukar hartanya. Jadi, yang diambilnya itu
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seperti pembayaran dan nilai. Ia berbeda dengan pakaian yang dicelup,

karena barangnya bisa diambil, begitujuga gandum halts, sehingga keduanya

berbeda.

Pasal: Apabila seseorang membeli biji gandum lalu ia
menggilingnya atau menanamnya, atau membeli tepung gandum lalu

membuatnya roti, atau membeli minyak lalu membuatnya menjadi

sabun, atau pakaian lalu mengubahnya gamis, atau membeli kain

lalu membuatnya menjadi pakaian, atau membeli kayu lalu

membuatnya menjadipintu, atau membeli apasaja lalu membuatnya

menjadi sesuatu yang mengubah nama asalnya, maka gugurlah hak

menarik kembali. Imam Syaf i berkat4 "Ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama, dan pendapat inilahyang aku ikuti, yaitu dia mengambil barangnya

dan memberi pembayaran senilai pekerjaan orang yang pailit terhadap

barangnya, karena barangnya masih ada, hanya saja namanya berubah,

sehingga serupa seandainya objekjual-beli berupa unta muda lalu menjadi

unta dewasa, atau berupa anak pohon kurma, lalu menjadi pohon kurma

yangberbuatr.

Menurut kami, penjual tidak mendapati barangnya sehingga dia tidak

berhak menarik kembali, seperti seandainya barangnya rusak. Juga karena

nama dan sifatnya telah berubah, sehingga tidak berhak menarik kembali.

Seperti seandainya dia menjual benih lalu benih itu turnbuh menjadi pohon.

Dasar qiyas mereka tidak kuat. Seandainya dasar qiyas mereka tidak cacat,

namun nama barang dalam sumber qiyas tersebut tidak berubah, sehingga

hal itu berbeda dengan masalah yang sedang kita bahas.

Pasal: Apabila objek jual-beli berupa biji lalu ryenjadi tanaman'

atau tanaman lalu menjadi biji, atau benih lalu tumbuh menjadi pohon,

atau telur lalu menetas menjadi anak unggas' maka gugurlah hak

untuk menarik kembali. Namurl Al Qadhi mengatakan bahwahak tersebut

tidak gugur. Ini adalah salah satu dari dua pendapat para sahabat Imam

Syaf i, karena tanaman adalah biji itu" dan anak unggas adalah telur itu sendiri.
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Menurut kami, penjual tidak mendapatkan barangnya sehingga tidak

bertrak menarikkembali, sepertijika seseorang menrsakny4 sehinggapenjual

mengambil nilainya. Juga karena biji itu merupakan benda yang diciptakan

Allah dantidak adapada waktujual-beli. Demikianpula dengan anak unggas.

Seandainya seseorang menyewa sebidang tanah lalumembeli benih
dan au, lalu dia menanami, mengairi dan menunggu panen, kemudian dia

mengalami pailit, maka para pemilik tanah serta penjual benih dan air itu
adalatr pihak-pihak yang berpiutang. Mereka tidak punya hak untuk menarik

kembali, karena mereka tidak lagi mendapati barang mereka seperti semula.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa penjual berhak menarik

kembali dalam kasus pembelian tanaman, makapeqjuat merunggung piutang

sewa dan pembayaran air, atau sesuatu yang senilai dengannya.

Pasal: Apabila seseorang membeli pakaian lalu mewarnainya,
atau membeli gandum halus lalu mengadoninya dengan minyak, maka

para sahabat karni mengatakan, "Penjual pakaian dan gandum halus itu
berhak menarik kembali barang keduanya." Ini adalah madzhab Syaf i,
karena barang keduanya masih ada, terlihat, dan tidak berubah namanya.

Pembeli yang pailit itu menj adi sekutu pemilik pakaian dan gandum dengan

nilai tarnbah yang diberikannya pada nilai kedua barang tersebut. Apabila
terjadi pertambahan nilai, maka pertambahan nilai itu menjadi haknya, dan

apabila terjadi pengurangan nilai, maka pengurangan itu menjadi
tanggrrgarxlya- Apabila nilai pakaian atau gandum halus itu berkurang, maka

penjual bisa memilih antara mengambil barangnya dalam keadaan berkurang

nilainya dan ia tidak memperoleh kompensasi apapun; atau tidak
mengambilnya dan kedudukannya sama dengan pihak-pihak yang berpiutang

lainnya, karena ini adalah penyusutan sifat, sehingga sama seperti budak
yangmenjadikurus.

Namuru dimungkinkan peqjual tidak berhak menarik kembali apabila

nilainyabertamball karenapada objekjual-beli itutelahmelekatnilai tambah

milik orang yang pailit, sehingga hal inr menghalangi penjual unhrk menarik
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kembali, seperti jika seandainya budak itu berubatr menjadi gemuk. Juga

karena menarik kembali barang di sini tidak mengakibatkan penjual bebas

dari sangkut paut dengan orang yang pailit, serta tidak mengakibatkan

tercapainyatujuan,yaitumenghentikanperselisihandanmenghapustan^saksi.

Sebaliknya, hal itu justeru bisa mengakibatkan mudharat persekutuan, dan

itu tidak terdapat dalam makna yang diteagaskan, sehingga tidak munglin

menisbatkannya kepada makna tersebut.

Pasal: Apabila orang yang pailit membeli pewarna lalu

digunakan unfukmewarnai pakaian, atau minyaklalu digunakan unfuk

mengadoni gandum, kemudian dia menjualnya, maka penjual sama

kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya. Para

sahabat Syaf i berkata, "Ia berhak menarik kembali, karena dia mendapati

barangnya-" Menurut merek4 seandainya dia membeli pakaian dan pewama

lalu mencelup pakaian dengan pewarna tersebuf maka peqiual masing-masing

menarik kembali barangrry4 dan penjual pewama benekutu dengan penjual

pakaian.

Apabila terjadi penyusutan, maka ia berasal dari pemilik pewama'

karena pewama-"latr yang terurai dan pakaian menjadi berkurang karenanya.

Apabila harga pakaian sepuluh dkham dan harga pewama lima dirham, lalu

nilai keduanyamenjadi duabelas dirham, maka pemilikpakaianmemperoleh

5/6 dan pemilik pewama memperoleh I /6 . Setelah iq pemilik wanla sama

kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang dalam menuntut

kekurangannya tiga dirham. Al Qadhi menyebutkan pendapat semacam ini

disuatutempat.

Menurut kami, penjual tidak menemukan barangnya sehingga tidak

boleh menarik kembali, seperti seandainya barang tersebut sudah rusak'

Juga karena pembeli telah mengubahnya menjadi komoditas yang berbeda,

sehingga penjualnya tidak berhak menarik kembali. Seperti seandainya

objeknya adalah batu yang telah dijadikan pondasi, dan paku yang telah

digunakan trrtuk memaku Pintu'
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Seandainya membeli pakaian dan pewama dari satu orang, maka para

sahabat kami mengatakan, "Tidak ada bedanya dengan dibelinya pewama

dari penjual yang bukan penjual pakaian." Berdasarkan pendapat mereka,
penjual pakaian saja yang menarik kembali, dan orang lang pailit itu menjadi
sekutunya dalam memiliki nilai tambah pewarna, dan penjual sama
kedu&kannya denganpihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam menunhrt

pewama Tetapi dimungkinkan dapat menarik kembali keduanya

dalam kasw ini, karena dia mendapati barang miliknya dalam keadaan terpilah

dari barang milik orang lain, sehingga dia berhak menarik kembali barangnya

sesnai dengan thab ax Juga karena alasan kasus yang di dalamnya ditetapkan

kebolehan menarik kembali itu terdapat di sini, sehingga dia berhak menarik
kembali dalam kasus sebelumnya. seandainya seseoftlng membeli rak dan
paku dari seseorang, lalu dia gunakan paku untuk memaku rak, maka
penjualnya berhak menarik kembali keduanya. Demikian pula dalam kasus

yangserupa.

Pasal: Seandainya orangyang pailit membeli pakaianr lalu dia
memutihkannya, maka dia tidakterlepas dari dua konilisi.pefiama,
nilainya tidak bertambah dengan perbuatannya tersebu! sehingga penjual
berhak menarik kembali, karena barangnya masih ada, namanya belum
berubab sebagiannya tidak rusal<, dan tidak tercampurdengan barang yang

lain, sehingga dia berhak menarik kembali. Seperti seandainya seseorang

mengajari budak yang dibelinya dengan suatu keahlian, namun nilai budak

tenebut tidak meningkat dengan keahlian tersebut. Baik nilai paleian tersebut

berkurang atau tidak, karena penyusutan terjadi pada sifat, sehingga tidak
menghalangi penjualnya untuk menarik kembali, seperti budak yang lrya
suatu keahlian atau menjadi kurus. Penarikannya itu tidak disertai dengan

kompensasi apapun.

Kedua, nilai pakaian bertambah dengan tindakannya itu, sehingga
penjual tidak berhak menarik kembali, berdasarkan qiyas terhadap pendapat

Al Khiraqi,'Ifurena pakaian mengalami suatu pertambatran yang tidak bisa

dipilah, sehingga penjual tidak berhak menarik kembali, seperti seandainya
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seorang budak berubatr menjadi gemuk. Juga karena penjual tidak mendapati

barangnya dalam keadaan terpilah dengan barang lain sehinggatidak bisa

menarik kembali, seperti penjual pewarna yang telatr digunakan untuk

mewamai, dan minyak yang telah digUnakanuntuk mengadoni gandum."

Al Qadhi dan para sahabatnya mengatakan, "Ia berhak menarik

kembali, karena mendapati barangnya, dan karena mendapati barangnya

dalam keadaan tidak berubah namanya dan tidak hilang substansinya,

sehinggamemiliki hakmenarikkembali, seperti seandainya diamewamainya-"

Berdasarkanpendapat mereka" apabila pemutihan itu dikerjakan ofilng

yang pailit atau dengan upah yang telah dibayamy4 maka keduanya menjadi

sekutu dalam kepemilikan pakaian. Apabila tadinya harga pakaian adalah 5

dirham, lalu berubah menjadi 6 dirham, maka orang yang pailit memiliki l/6

dan penjualnya memiliki 5/6. Apabila penjual memilih untuk membayar nilai

tambah itu kepada orang yang pailit, maka orang yang pailit wajib

menerimanya, karena dengan demikian dia terbebas dari mudharat

perserikatan tanpa merugikan pembeli. Seperti jika seandainya pemilik hak

sytf ' ah mercrbayarnilai bangtrnan kepada pembeli. Apabila dia tidak memililr'

maka pakaian dliual, dan masing-masing mengambil sesuai haknya.

Namun, apabila pekerjaan dilakukan pekerja yang belum dibayar

upahnya, maka pekerja tersebut boleh menahan pakaian agar upahnya

dibayar. Apabila nilai tambah pakaian sesuai dengan nilai upah, maka nilai

tambatr tersebut diberikan kepadanya. Apabila lebih rendatr, maka ia berhak

menahan pakaian sampai dibayarkan senilai pertambatran itu, dan dia sama

kedudukannya denganpihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam menrntut

sisanya. Apabila lebih banyak, seperti pertambahannya adalah2 dirham,

sedangkan upahnya I dirham, maka baginya upahnya, dan kelebihannya

adalah milik pihak-pihak yang berpiutang.

Pasal: Syarat keduabagi penjual untuk menarik kembali barang

adalah objek jual-beli tidak mengalami penambahan yang melekat, seperti

sifat gemuk dan besar, belaj ar keterampilan, menulis dan membac a, atau
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semisalnya. Ada perbedaan madzhab dalam masalah ini. Al Khiraqi
berpendapat batrwapenambahantersebut menghalangi penjual untukmenarik

kembali barangnya. Al Maimuni meriwayatkan dariAhmad bahwa kondisi
tersebut tidak menghalanginya untuk menarik kembali. kri juga merupakan

madzhab Malik dan Syafi'i. Hanya saja, Malik memberi pilihan kepada
pihak-pihak yang berpiutang unhrk memberikan kepada penjual barangnya

atau harganya. Mereka berargumen dengan riwayat di atas.

Oleh karena yang demikian itu merupakanpembatalan akad yang tidak
bisa dicegah oleh adanya pertambahan yang terpisall maka pembatalan akad

itujuga tidak bisa dicegah dengan adanya pertambahan yang meleka! seperti

pengembalian barang karenacacat.Ia berbeda dengan cerai, karena cerai

bukan pembatalan akad. Juga karena suami dapat merujuk pada istrinya,
sehingga haknya berlangsung secara sempurn4 sedangkan di sini dia tidak
bisa menarik kembali pembayarannya.

Menurut kami, yang terjadi adalah pembatalan akad disebabkan suatu

kejadian, sehingga penjual tidak berhak menarik kembali barangnya yang

telah mengalami penambatr,an yang melekat, seperti penghapusan akad nikah
lantaran ketidak mampuan finansial dan adanya hubungan persusuan. Juga

karena penambahan terjadi pada milik orang yang pailit, sehingga penjual

tidak berhak mengambilnya, seperti penambahan yang terpisah dan terjadi
akibat perbuatan pembeli. Juga karena pertambahan tersebut tidak berasal

dari pembeli, sehingga tidak berhak mengambilny4 sama seperti harta orang

yang pailit lainnya. Ia berbeda dengan pengembalian sebab cacat. Hal itu
dikarenakan dua alasan. Pertama,pembatalan akad di dalamnya berasal

dari pembeli, dan"ia rela haknya terhadap penambahan digugurkan dan

menyerahkannya kepada penjual, berbeda dengan masalah yang kita bahas.

Kedua, pembatalan akad dalam pengembalian akibat cacat itu, dikarenakan

faktoryang berbarengan dengan akad, yaitu c acatyanglama. Sedangkan
pembatalan akad di sini karena sebab yang baru, sehingga lebih menyerupai
pembatalan akad nikah dimana suami tidak berhak menarik kembali barang

yang telah mengalami pertambahan.
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Mengenai pendapat mereka bahwa suami tidak berhak menarik

kembali barang karena mudharat dapat dihindarkan darinya dengan

penyerahan nilai barang, pendapat tersebut tidak benar. Karena

terhindarkannya mudharat dengan cara lain tidak menghalanginya untuk

mengambil haknya dari barang. Seandainya dia memiliki hak terhadap

pertambahan, maka haknya terhadap pertambahan tersebut tidak gUggr

lantaran ia mampu untuk mengambil nilai pertambahan tersebut, seperti

pembeli barang yang cacat. Hanya saj4 sebaiknya diamengambil nilai barang

dalam keadaan mengalami nilai pertambahan, karena pertambalrran itu menjadi

haknya. Oleh karena dalam kasusnya tidak demikian, maka diketahui batrwa

faktor penghalang bagi suami untuk menarik kembali barang adalah

pertambahan tersebut milik peremPU&[ dan pertambahan ini tidak bisa

dipisahkan. Apalagi dalam kasus yang kita bahas ini, dimana pada

pertambahan itu melekat hak orang yang pailit dan pihak-pihak yang

berpiutang. Jadi, mencegah pembeli untuk mengambil pertambahan yang

bukan haknya itu lebih baik daripada menghalanginya dari pihak-pihak yang

berpiutangyang belum terlunasi hutang mereka dan dari orang pailityang

membutuhkan pembebasan tanggunganya pada saat kebutuhannya

mendesak.

Pasal: Riwayat di atas dapat diarahkan kepada makna:

barangsiapa yang mendapati barangnya sesuai dengan sifatnya dan

tidak melekat padanya hak orang lain. Dalam kasus ini, hak pihak-

pihak yang berpiutang melekat padanya karena adanya pertambahan. Yang

demikian itu berdasarkan dalil yang kami sebutkan batrwa apabila kerusakan

sebagian objek jual-beli itu menghalangi pembeli untuk menarik kembali

barang meskipun tidak ada mudharat yang diterima orang yang pailit dan

pihak-pihak yang berpiutang, maka apalagi mengambil pertambahan pada

objek jual-beli dan tidak mengembalikannya kepada pihak-pihak yang

berpirfang dan orang yang pailit. Juga karena apabila pembeli menarik kembali

objekjual-beli yang menyusu! maka diatidakmenarikkembali kecuali barang

yang drjualnya dan keluar darinya. Tetapi jika dia menarik kembali objek
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jual-beli dalam keadaan telah mengalami pertambahan, maka itu berarti dia

mengambil sesuatu yang tidak dijualnya dan menarik kembali sesuatu yang

tidak keluar darinya sehingga yang demikian itu lebihpantas unhrk dilarang.

Pasal: Adapun pertambahan yang terpisah seperti anak, buah
dan hasil jerih payah, hal itu tidak menghalangi penjual untuk menarik
kembali tanpa ada perbedaan pendapat di antara para sahabat kami.
Ini juga merupakan pendapat Malik dan Syafi'i, baik objek jual-beli

mengalami pengurangan karenanya atau tidak, jika penyusutan itu terjadi

hanyapada sifatrya.

Pertambahan tersebut menjadi milik orang yang pailit. Ini adalah

pendapat tekstual Al Khiraqi, karena dia melarang menarik kembali
pertambahan yang melekat pada barang karena ia adalah milik orang yang

pailit, apalagi dengan pertambahan yang terpisah. Ini juga merupakan
pendapatAbu Harnid danAl Qadhi, serta madzhab Syaf i. Pendapat inilatr
yangbenar.

Namun, Abu Bakar berkat4 '?ertambahan itu milik penjual." Ini juga

merupakan madzhab Imam Malik. Hambal mengutip dari Ahmad mengenai

anak budak perempuan dan keturunan hewan bahwa ia adalah milik penjual,

karena merupakanpertambatran sehinggamenjadi milik penjual, sama seperti

pertambahan yang melekat.

Menurut kami, itu adalah pertambahan yang terpisah dalam

kepernilikanpembeli,sehinggapertambahantersebutme4jadimilikny4seperti

seandainya dia mengembalikannya karena cacat. Juga karena kasus yang

kita bahas ini adalah pembatalan akad yang menyebabkan penjual berhak

menarik barangnya, sehingga dia tidak berhak menarik pertambahan yang

melekat, seperti penghapusan akadjual-beli karena cacat, khia4 atauiqalah

(pembatalan karena penyesalan), dan seperti penghapusan akad nikah
dikarenakan salah satu sebabnya. Sabda Nabi SAU " Manfaat itu menj adi
hak pembeli karena dia yang bertanggung jawab jika terjadi
kerusaknn " menunjukkan bahwa perkembangan dan hasil itu milik pembeli
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karena dia yang bertanggrurg jawab.

Mengenai pertambahanyang meleka! kamitelahmengemukandalilrDa

bahwa ia menjadi milik orang yang pailit. Hal ini mengandung penegasan

batrwa pertanrbahan yang terpisah adalah hak pembeli yang pailit.

Kemudian, seandainya kami menerima alasan mereka, namun

perbedaannya jelas, karena pertambahan yang melekat itu tercakup dalam

pembatalan akad dan pengembalian barang karenacacat,berbeda dengan

pertambahan yang terpisah. Tidak sepatutnya terjadi perbedaan pendapat

dalam masalah ini karenatelah jelas. PernyataanAhmad dalam riwayat

Hambal diaratrkan kepada makna bahwa penjual menjual budak perempun

atau binatang temak dalam keadaan mengandung, sehingga kedua anaknya

sama-sama menjadi objekjual-beli. Karena itq hanya dua pertambahan ini

saja yang disebut, bukan pertambatran yang lain.

Pasal: seandainya seseorang membeli seorang budak perempuan

yang mengandturg kemudian dia pailit--dan budak tersebut dalam keadaan

mengandung-, makapenjual berhak menarik kembali budak tersebut,

kecuali jika kandungan itu telah bertambah besar dan nilainya menjadi tinggi

karenanya, sehingga pertambahan ini dikategorikan sebagai pertambahan

yang meleka! sebagaimana telatr dijelaskan sebelumnya.

Apabila pembeli pailit sudah sibudak melahirkan" maka menurutAl

Qadhi, pembeli berhak menarik kembali keduanya dalam kondisi apapun.

Pendapat yang benar adalah, apabila kita mengatakan bahwa kehamilan itu

tidak ada hukumnya, maka anak merupakan pertambahan yang terpisah.

Maka, berdasarkan pendapat Abu Bakar, pembeli tidak dicegah untuk

menarik kembali keduanya. Berdasarkan pendapat selainnya, anak milik

pembeli yang pailit, sehingga dimungkinkan penjud tidak diperbolehkan

mengarnbil ibunya agar tidak mengakibatkan pemisahan antara ibu dan anak.

Dimungkinkan pula penjual menarik kembali ibu dan membayar nilai anak,

agar keduanya bersama-sama. Apabila penjual tidak melakukanny4 maka

ibu dan anaknya dljual, lalu hasil penjualannya dibagi sesuai nilai keduanya.
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Hasil penjualan ibu untuk penjual, dan hasil penjualan anak untuk orang

yangpailit

Jika kita mengatakan anak itu memiliki hukwn, dan pendapat inilah
yang benar berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan, makajika anak

dan ibu telatr mengalarni pertambahan nilai karena persalinan, maka hukum

keduanya sama seperti hukum objek jual-beli yang mengalami pertambahan

yang melekat. Apabila keduanya belum mengalami pedambahan, maka

penjual boleh menarik kembali keduanya. Apabila hanya salah satunya saja

yang bertambah, tidak dengan yang lain, maka pendapat dalam masalah ini
didasarkan dua riwayat mengenai kasus ketika objekjual-beli adalah dua

barang, lalu sebagian dari salah satunya rusak; apakah penjual juga dilarang

untuk menarik kembali yang tidak rusak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertuma, penjual boleh menarik kembali apa yang belum bertambah, dan

bukan yang telah bertambah, sehingga hukumnya seperti hukum menarik

kembali ibu, bukan anak. Kedua penjual tidak berhak menarik kembali

siapapun dari keduany4 karena dia tidak mendapati objekjual-beli melainkan

dalam keadaantelah mengalami pertambahan, sehingga terhalang untuk

menarik kembali, sama seandainya objekjual-beli itu adalah satu item. Apabila

obj ek j ual-beli adalah hewan, bukan budak perempuan, maka hukumnya

sama seperti hukum budak perempuzul. Hanya saj4 boleh memisahkan antara

anak dan induknya, sedangkan budak perempuan tidak demikian.

Pasal: Seandainya seseorang membeli budak perempuan yang

mengandung, lalu pembeli tersebut pailit-sedangkan budak tersebut

dalam keadaan mengandung, lalu nilai budak tersebut bertambah
karena kehamilan ini, maka pertambahan tersebut adalah pertambahan

yang melekat dan menghalangr penjual untuk menarik kembali berdasarkan

pendapatAl Khiraqi, dan tidak menghalanginya untuk menarik kembali

berdasarkan riwayat Al Maimtni.

Apabila dia pailit sesudah budak perempuan itu melahirkan, maka

anak yang lahir merupakan pertambahan yang terpisah, sehingga
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pertambahan tersebut adalatr milik pembeli yang pailit menurut pendapat

yang benar. Penjual tercegah untuk mengambil ibunya saja tanpa anaknya,

karena hal itu berarti memisatrkan keduanya. Ini adalah salah satu dari dua

pendapat Syaf i. Dimgngkinkan pembeli dapat menarik kembali ibunya saj4

berdasarkan pendapat yang telatr kami jelaskan sebelurnnya. Berdasarkan

pendapatAbu Bakar, pertambahan itu milik penjual, sehingga dia berhak

menarik kembali keduanya.

Al Qadhi berkata "Apabila kita menemukanbudak perempuan yang

dijual itu hamil, maka ketentuannya tergantung pada apakah kehamilan itu

memiliki hukum atautidak?Apabilahtamengatakaniatidakmemiliki hukurn,

maka ia diberlakukan sebagai pertambahan yang melekat. Apabila kita

mengatakan iamemiliki hukum, maka anak dihukumi sebagai pertambahan

yang terpisah; ditunggu hingga budak tersebut melatrirkan, dan ketentuan

untuk anak itu seperti seandainya penjual mendapati anak itu sesudah

dilahidcan-"

Apabila kehamilan terjadi pada selain anak Adam, maka boleh

memisahkan antara ibu dan anaknya sebagaimana telah dijelaskan.

Pasal: Apabila objek jual-beli berupa pohon kurma atau pohon

apa saja, lalu pembeli pailit, maka ia tidak terlepas dari empat kondisi:

Pertama, pembeli pailit sedangkan objek jual-beli masih dalam

kondisinya; belum mengalami perAmbatran, belum berbualr, dan tidak rusak

sebagiannya. Dalam kasus ini penjrnl berhakmenarik kembali.

Kedua,pada objek jual-beli terdapat buah yang sudah jelas, atau

mayang yang telah diSerbuki, dan pembeli mensyaratkannya, lalu ia

memakarury4 atau melalcukan tindakan tansaksi padanya atau rusak karena

bencana, kemudianpembeli mengalami pailit, makahukumnya seperti ia

membeli dua barang, lalu salah satunya rusak, kemudian dia pailit. Apakatt

penjual berhak menarik kembali pokoknya dan memiliki kedudukan yang

sama dengan pihak-pihak yang berpiutang lainnya dalam menuntut bagian

buah yang rusak. Ada dua pendapat. Apabila sebagiannya rusak, maka itu
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seperti selunrhnya rusak. Apabila sebagiannya bertambah atau tampak tanda-

tanda j adinya" maka itu adalah pertambahan yang melekat pada salah satu

dari duabarang.

Kefiga, penjual meqiual pohon kurma dalam keadaan telatr berbunga

tetapi belum dilalcukan penyerbukan, atau pohon apa sajayang telahberbuah

tetapi belum jelas. Buah tersebut tidak ser&a merta tercakup dalam jual-beli

yang tanpa syarat. Apabila pembeli pailit sesudatr buatr tersebut rusak, atau

sebagiannya rusalg atau mengalami pertambatran, atau sesudah tampak tanda-

tandajadinya, maka hukumnya seperti hukum rusaknya sebagian jual-beli

dan pertambahannya yang melekat. Karena obj ekj ual-beli dianggap sebagai

satu item. Karena itu, buah tersebut tercakup dalam jual-beli yang tanpa

syarat, berbeda dengan sebelumnya.

Keempot, pembeli menjual pohon kurma dalam keadaan tidak

bermayang lalu muncul mayangnya, atau pohon apa saja yang tidak berbuah,

lalu ia berbuah, maka dalam hal ini terdapat empat macam kondisi:

Apabila pembeli pailit sebelum ia menyerbukinya, maka mayang

tersebut merupakan pertambahan yang melekat dan mencegah

pendapat untuk menarik kembali berdasarkan pendapat Al Khiraqi,

sama seperti budak yang menjadi gemuk dan dewasa. Tetapi

dimungkinkan pendapat menarik kembali pohonnya, bukan

mayangnya, karenamayang itu dapat dipisahkan. Menjual mayang

secara tersendiri adalah sa[ dan ia seperti pohon yang telatr diserbuki,

berbeda dengan sifat gemuk dan dewzrsa. Ini adalah pendapat Ibnu

Hamid. Menurut riwayat Al Maimuni, kondisi tersebut tidak

rnenghalangi peqiual untuk menarik kembali dan mayang tersebut milik

penjual, seperti seandainya dia membatalkan akad karenaadanya

cacat. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syaf i, sedangkan

pendapat kedua adalah, dia boleh menarik kembali pokokny a saja,

bukan mayangnya. Demikian pula menurut mereka tentang

pengembalian barang karena cacat dan pengambilan hak syuf ' ah-

Apabila pembeli pailit sesudah penyerbukan dan buah tampak jelas,

1)

2)
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4)

maka hal tersebut tidak menghalangi penjual untuk menarik kembali

tanpa adaperbedaan pendapa! dan mayangnyamenjadi milik pembeli,

kecuali menurut pendapat Abu Bakar. Namun pendapat yang shahih

adalah yang pertama. Hal itu karena buah tidak serta merta tercakup

dalam jual-beli yang ditetapkan dengan kerelaan masing-masing,

apalagi dalam pembatalan akad yang terjadi tanpa kerelaan pembeli.

Seandainya seseorang menjual tanah yang kosong, lalu pembeli

menanaminy4 kemudian dia pailig maka penjual hanya berhak menarik

kembali tanah, bukan tanamannya, menurut salah saru pendapat,

karena tanaman adalatr hasil pekerj aan pembeli.

Apabila pembeli pailit sedangkan mayangnya belum diserbuki, maka

penjual tidak berhak menarikkembali sampai pembeli menyerbukiny4

seperti seandainya seseorang pembeli pailit sesudah menyerbuki

mayang, karena barang tidak berpindah kect'ali dengan keinginannya

dan perpindahan ini tidak diinginkannya kecuali sesudah

peqyerbukanrya-

Apabila penjual mengaku menarik kembali jual-beli sesudah

penyerbukan tetapi pembeli menyangkal, maka perkataan yang

dipegang adalahperkataan orang yang pailit disertai sumpahny4 karena

pada dasamya kepemilikannya tetap dan tidak hilang. Apabila penjual

berkata kepadanya, "Engkau menjual sesudah penyerbukan ini,"

sedangkan pembeli yang pailit mengatakan, "Tidak, tetapi

sebelumny4" maka perkataan yang dipegang adalatr perkataan petf ual

karena alasan ini. Apabila pihak-pihak yang berpiutang memberi

kesaksian yang menguntunkan orang yang pailit, maka kesaksian

mereka tidak diterima, karena mereka benrpaya menghasung manfaat

kepada diri mereka sendiri. Apabila merekamemberi kesaksian yang

menguntungkan penjual dan mereka adalah orang-orang yang adil,

maka kesaksian mereka diterima karena tidak ada kecurigaan dalam

dirimereka

Apabila pembeli pailit sesudatr memetik buah, atau bualurya hancur
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karena bencan4 atau sebab-sebab yang laiq maka penjual menarik
kembali pohonnya, dan buahnyamilik pembeli, kecuali berdasarkan

pendapatAbu Bakar. Dalam setiap kasus dimana buahtidak mengikut
kepada pohon, apabila pembeli menarik kembali pohon maka dia
tidak berhak menunfirt orang yang pailit untuk memetik buatr sebelum

masa panen. Demikianpula apabila dia menarik tanah dan di dalamnya

terdapat tanaman milik pembeli yang pailit, maka dia tidak berhak

menuntut pembeli yang pailit itu untuk mengambil tanaman sebelum

sempurna. Seperti seandainya dia menjual pohon dalam keadaan

berbuah, atau tanaman sedangkan pemilik tanaman itu tidak
menanggung suatu upah, karena dia meruuutm di tanahnya tanaman
yang wajib dibiarkan turnbulu sehingga seolaholah diatelah mengambil

manfaattanah secara sempum4 sehingga tidak wajib menanggungnya-

Apabila ketentuan ini berlaku, makajika orang yang pailit dan pihak-
pihak yang berpiutang sepakat untuk membiarkannya tumbuh atau

menebangnya, maka itu menjadi hak mereka. Apabila mereka
benelisih dimana sebagian dari mereka menuntut untuk menebangnya

dan sebagianyang lain menuntut untuk membiarkannya tumbuh, maka
perlu dilihat terlebih dahulu. Apabila pohon tersebut termasuk pohon
yang tidak memiliki nilai dalam keadaan terpotong atau nilairya rendall
maka pohon tidak ditebang karena menebangnya merupakan tindakan

menyia-nyiakan harta bend4 dimanaNabi SAW melarang kita untuk
menyia-nyiakan harta benda.

Apabila nilainya tinggi, maka ada dua pendapat . pertama,perkataan

pihakyangmenuntut didalulukan,karenadialebihberlati-

hati, karena adaunsw ghorar(ketidak-pastian) dalam membiarkannya

tumbuh Jugakarena apabilapihak yang menuntut unhrk menebangnya

itu adalatrpembeli yangpaili! makadiabermalaud untukmembebaskan

diri dari pertanggtngan. Apabila yang menuntut adalatr pihak-pihak
yang berpiutang, maka mereka menunhrt pelunasan hak mereka dengan

seger4 dan itu adalah hak mereka. Ini adalah pendapatAl eadhi dan
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mayodtas satBbat Syaf i. Kedua, dilihat terlebih dahulu tindakan mana

yang memberi keuntungan yang besar lalu dikerjakan, karena yang

demikian itu lebih bermanfaat bagi mereka semua- Dengan demikian,

dibolehkan meruuuxn pohon bagi pihak yang diwalikan.

Dalam kasus ini ada pendapat lain, yaitu apabila yang menuntut

penebangan adalah pihak-pihak yang berpiutang, maka tuntutan

mereka wajib dikabulkan, karena hak mereka telah jatuh tempo,

sehingga mereka tidak hanrs menundanya saat dimungkinkan untuk

melgnasi hak mereka. Apabila yang menuntut hanya orang yang pailit

saja, tidak mereka, sedangkan penundaan penebangan itu lebih

menguntungkanny4 makapohon tidak ditebang, karena mereka rela

hak mereka ditunda demi keuntungan bagi mereka dan orang yang

pailit. Apabila orang yang pailit menuntut tindakan yang merugikan

dirinya sendiri dan menghalangi pihak-pihak yang berpiutang untuk

memperoleh pertambahan yang diharapkan dari penundaan, maka

pihak-pihak yang berpiutang tidak wajib memenuhi tuntutan orang

1angpailit.

Pasal: Apabila pihak-pihak yang berpiutang mengakui bahwa

tanaman atau mayan g adalah milik penj ual, sedangkan mereka tidak

menyaksikannya, atau menyalisikannya namun mereka bukan orang-

orang adil atau kesaksian mereka tidak bisa dijadikan dasar

keputusan, maka orang yang pailit bersumpah, dan mayang ditetapkan

sebagai miliknya saja, bukan mereka, karena mereka mengakui bahwa

mereka tidak punya hak di dalamnya. Apabila orang yang pailit ingin

membayarkannya kepada salatr seoftmg dari mereka dan memberikan hasil

penjualannya kepadanya saja, maka itu hak orang yang pailit, karena

selebihnya dari mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki hak di

dalamnya. Apabila orang yang berpiutang tenebut tidak mau menerimany4

maka dia dipaksa wrtuk menerimanya atau membebaskan utangnya senilai

apa yang diberikannya itu. Kepadanya dikatakan, "Silakan pilih antara

mengambilnya ataumembebaskan utang senilai barang ini." Ini adalah
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madztrab syaf i, karena ketetapan hukum ini memberatkan orang yang pailiq

sehingga dia berhak membayar utangnya dari hasil penjualannya. seperti
seandainya budak mukatab membayar cicilan tebusan kemerdekaannya

lalu fuannya mengatakan, "Ini harta h aram," sedangkan budak m,ulratab

tenebut mengingkarinya-

Apabila orang yang pailit ingin membaginya di antara pihak-pihak yang

berpiutang, maka mereka wajib menerimanya ataumembebaskan trtang senilai

pembayaran tersebu! dengan alasan yang sama. Apabila mereka menerima

dalam benhrk buah, maka mereka harus mengembalikan apa yang mereka

peroleh kepadapenjual, karenamereka mengakui buah itu milikny4 sehingga

mereka wajib menyerahkannya kepada penjual. seperti seandainya mereka

mengakui pembebasan budak saat dalam kepemilikan pihak lain, kemudian

mereka membeli budak tersebut darinya.

Apabila orang yang pailit menjual buah dan membagi-bagikan hasil
penj ualannya kepada pihak-pihak yang berpiutang, atau membayarkannya

kepada sebagian dari mereka, makamerekatidak wajib menolak apayang

mereka ambil dari hasil penjualannya, karena yang mereka akui adalah

barangnya, bukan hasil penjualannya. Apabila sebagian dari pihak-pihak
yang berpiutang memberi kesaksian atau mengakui, tidak dengan sebagian

yang laiq maka hukum yang kamijelaskan di atas hanya berlaku untuk yang

bersaksi dan yang mengakui, tidak selainnya. Apabila orang yang pailit
menawarkan dalam bentuk buah, lalu mereka menolaknya, maka mereka

tidak waj ib menerimany4 karena yang waj ib mereka terima adalah pelunasan

utang dengan sesuatu yang sejenis dengan piutang mereka, kecuali di antara

mereka ada yang piutangnya sejenis dengan buah atau tanaman, seperti
pemberi utang atau pemesan, sehingga dia wajib menerima apa yang

ditawarkanorangyangpailititukepadanyaapabila sesuai dengansifathaknya-

Seandainya pihak-pihak yang berpiutang mengakui bahwa orang yang

pailit membebaskan seorang budaknya sebelum mengalami kepailitan, namun

orang yang pailit menyangkalnya, maka perkataan mereka tidak diterima,
kecuali ada dua orang yang adil di antara mereka yang bersaksi. Hukum
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yang berlaku bagi mereka dalam menerima budak atau mengambil hasil

pen$ualarurya apabila ditawarkan kepadanya sama seperti hukum seandainya

mereka mengakui bahwa hasil penjualan itu milik penjual. Demikian pula

apabila mereka mengakui sgatu barang yang ada di tangan orang yang pailit

bahwa barang tersebut adalah hasil curiarU pinjaman atau semacamny4 maka

hukumnya seperti yang telatr kami sebutkan.

Apabila mereka mengakui bahwa orang yang pailit membebaskan

budak sesudah pailit, maka ketentuannya tergantung pada keabsahan

pemhbasan budak yang dilalcukan orang yang pailit tersebut. Apabila kita

mengatakan pembebasannya tidak sah, maka pengakuan mereka tidak

memiliki dampak. Dan apabila kita mengatakan pembebasan mereka sah,

maka pengakuan mereka sama seperti pengakuan mereka terhadap

pembebasan budak sebelum kepailitannya. Apabila hakim memutuskan

pembebasannya itu sahatau tidak satr, makahukumnyaberlaku dalam kondisi

apapgn, karena hakim adalah pemutus dan mujtahid dalam masalah ini,

sehingga apa yang diputuskan hakim itu berlaku, serta tidak boleh

melanggarnya dan mengubalurYa.

Pasak Apabila orang yang pailit membenarkan batrwa peqjual menarik

kembali pohon sebelum melalarkan penyerbuka& namun pihak-pihak yang

berpiutang mendustakannya, maka pengakuan orang yang pailit tidak

diterima, karena hak mereka melekat pada buah yang telah jelas. Seperti

seandainya orang yang pailit mengakui pohon kurma. Dalam hal ini pihak-

pihak yang berpiutang harus bersumpah batrwa mereka tidak mengetahui

bahwa penjual menarik kembali sebelum penyerbukan. Juga karena dalam

zumpah ini merekabukanme'wakili pihakyang paili! tetapi sumpahitumenjadi

hak mereka sejak awal. Berbeda seandainya seseorang menggugat suatu

hak dan dia menghadirkan seorang saksi, maka dia tidak perlu bersumpah.

Pihak-pihak yang berpiutang tidak berhak bersumpah bersama orang yang

pailit, karena sumpah wajib bagi orang yang pailit. Seandainya mereka

bersumpah, maka mereka bersumpah untuk menetapkan hak bagi orang

lain, sedangkan seseorang itu tidak bersumpah unnrk menetapkan hak bagi
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orang lair Seseorangjugatidak bisa meqjadi wakil dalam benumpatro karena

perwakilan tidak bias masuk dalam hal sumpah.

Dalam masalah yang kita batras ini, pada dasamya hak mereka telah

melekat pada mayang, karena keberadaannya di tangan orang yang berutang

kepada mereka, dan melekat pada pohon kurmanya. Sedangkan penjual

menggugatkan sesuatu yang dapat menghilangkan hak mereka darinya,

sehingga mayang tersebut serupa dengan harta bendanya yang lain. Mereka

bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui, karena sumpah tenebut adalah

sumpah untuk menafikan utang dari maylt. Seandainya orang yang pailit
mengakui bahwa salah satu harta bendanl,a adalah milik orang lain, atau

milik sebagian dari pihak-pihak yang berpiutang kepadany4 lalupihak-pihak
yang berpiutang menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan mereka, dan mereka wajib bersumpah bahwa mereka tidak
mengetahui hal itu. Demikian pula seandainya orang yang pailit mengakui

bahwa pihak yang berpiutang lainnya memiliki hak sekutu dengan mereka

lalu mereka menyangkalnya, maka mereka juga wajib bersumpah, dan isi
stunpatrnya adalah mereka tidak mengetahui hal itu.

Apabila orang yang pailit mengaku telah membebaskan budaknya,

maka ketentuannya tergantung pada pendapat mengenai keabsahan

pembebasan budak oleh orang yang pailit. Apabila kita mengatakan

pembebasannya adalah salr, makapengakuarxlyajWa salr, dan budak tersebut

terbebaskan, karena barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dia juga

memiliki hak pengakuan terhadapnya. Juga karena pengakuan akan

pembebasan budak itu mengakibatkan kebebasan budak, sehingga seolah-

olah dia membebaskan budak seketika itu juga. Apabila kita mengatakan

pembebasarurya tidak sah, maka pengakuannya tidak diterima, dan pihak-

pihak yang berpiutang wajib bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui

hal itu. Dalam setiap kasus dimana kami berpendapat bahwa pihak-pihak
yang berpiutang wajib bersumpah, maka kewajiban itu berlaku bagi mereka

semua. Apabila mereka bersumpall maka mereka boleh mengambil barang.

Apabila mereka menolak untuk bersumpah, maka barang ditetapkan milik

@J -AtMughni



orang yang menggugat lantaran gugatanny4 kecuali kita berpendapat bahwa

sumpah itu dikembalikan kepada penggugat, sehingga dia bersumpah lalu

berhak atas barang.Apabila sebagian dari mereka sajayang bersumpah,

tidak dengan sebagian yang lain, maka yang bersumpah memperoleh

bagianny4 dan hularm orang yang menolak sumpah seperti yang telatr saya

jelaskan.

Pasal: Apabila orang yang pailit mengaku bahwa dia telah

membebaskan budaknya sejak sebulan, dan sesudah itu budak tersebut

bekerja dan memperoleh harta benda, lalu pihak-pihak yang berpiutang

menyangkal, maka apabila kita berpendapat bahwa pengakuannya tidak

diterima makapihak-pihak yang berpiutang bersumpab, lalu mereka memiliki

budak tersebut dan hasil jerih payatrnya. Apabila kita berpendapat bahwa

pengakuannya diterima maka itu terkait dengan pembebasan budak saja,

bukan terkait hasil jerih payahnya, dan pihak-pihakyang berpiutang berhak

bersumpah batrwa mereka tidak mengetatrui bahwa orang yang pailit telah

membebaskan budaknya sebelum memperoleh harta benda, lalu mereka

mengabil lrartabenda tersebut. Karena pengakuannya diterimaterkait dengan

pembebasannya saj4 bukan terkait hal lain, karenapembebasannya terhadap

budaknya adalah sah, dan karena kasus ini didasarkanpada prinsip taghlib

dan s irayahaT, sehingga pengakuannya terkait haria benda itu tidak diterim4

karena tidak adaprinsip tersebut di dalamnya- Jugakarenakita menempatkan

pengakuannya sebagai pembebasan budak seketika itq sehingga kebebasan

budak tidak ditetapkan baginya pada masa sebelumny4 sehingga hasil jerih

payahnya dihukumi sebagai milik tuannya. Seperti seandainya ia mengaku

a7 Taghlib bisa diartikan pelaziman. Contohnya, nasab itu ditetapkan dengan

pelaziman. Maksudnya, nasab itu ditetapkan dengan adanya situasi dan kondisi
yang memungkinkan persetubuhan, meskipun persetubuhan itu tidak pasti, dan nasab

tidak ditiadakan dengan kemungkinan tidak adanya nasab. Sedangkan sirayahbisa
diartikan perembetan. Misalnya, jika seseorang membebaskan sebagian dari diri
budakny4 atau menceraikan sebagian dari diri istrinya, maka itu berarti ia memerdakan

seluruh diri budak dan menceraikan seluruh diri istrinya-penerj.
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memerdekakan budakny4 kemudian mengakui sesuatu di tangannya sebagai

milihrya"

Pasal: Apabila objek jual-beli berupa tanah, lalu pembeli

membangunnya atau menanaminya, dan pailit, lalupembeli bermaksud

menarik kembali tanah itu" maka perlu dilihat. Apabila orang yang pailit dan

pihak-pihak yang berpiutang sepakat untuk mencabuttanaman dan bangUnan'

maka itu hak mereka, karcna hak mereka tidak terlepas dari mereka. Apabila

mereka mencabutnya, maka penjual berhak menarik kembali tanahnya

karena dia menemukan barangnya. Para sahabat kami mengatakan, "Ia

berhak menarik kembali sebelum pencabutan." Ini adalah madzhab Syafi'i.

Tetapi dimungkinkanpenjual tidak berhak menarik kembali sampai terjadi

pencabutan, karena sebelum pencabutan, penjual tidak mendapati barangnya

kecuali sibuk dengan milik pembeli. Seperti seandainya barang tersebut

berupa paku di pintu milik pembeli. Apabila kita mengatakan bahwa penjuat

berhak menarik kembali sebelum pencabutan, lalu mereka mencabutnya,

maka mereka wajib meratakan tanah dali galian danmenutupi penyusutan

tanah yang terjadi akibat pencabutan. Karena penyrsutan tersebut terjadi

disebabkan upayamembersihkan milik orang yang pailit, sehingga resikonya

ditanggung orang yang pailit. seperti seandainya anak untanya masuk ke

rumah orang lainhinggamenjadi besar, lalupemiliknya inginmengeluarkannya

tetapi tidak mungkin dilatcukan kecuali dengan merusak pintu. Maka, pintu

tersebut dirusak agar anak unta itu bisa dikeluarkan, dan pemiliknya

menanggung kekuarangan yang terjadi. Berbeda ketika penjual mendapati

miliknya dalam keadaan berkurang lalu menarik kembali barang tersebut,

maka dia tidak menarik kembali barang yang berkurang, karena penyusutan

itu terjadi pada milik orang yang pailit, dan di sini terjadi sesudah penjual

menarik barang. Karena itu, pihak-pihak yang berpiutang menanggungnya

dan penjual sama kedudukannya dengan pihak-pihakyang berpiutang lainnya

dalam menuntut penyusutan atau kekur4ngan.

Apabila kita mengatakan bahwa penjual tidak berhak menarik kembali

sebelum pencabutan, maka pihak-pihak yang berpiutang tidak wajib
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meratakan lobang dan menanggung penyusutan, karena mereka melakukan

hal tenebr:t padatanatr orangyang pailit sebelum penjual menarik kembaliny4

sehingga mereka tidak menanggung penyusutan. Seperti seandainya orang

yang pailit sendiri yang mencabutnya sebelum mengalami pailit. Adapunjika

orang yang pailit dan pihak-pihak yang berpiutang menolak untuk

mencabutnya, maka itu hak mereka, dan mereka tidak bisa dipaksa untuk

melalarkarury4 karenadiamenanam tanamanmenunrthaknya- Makra implisit

sabda Nabi SAW " Jerih payah yang zhalim itu tidak memp€raleh hak"

adalah: apabila ia tidak berbuat zhalim, maka dia memperoleh hak. Apabila

penjual memberi nilai tanaman dan bangunan agar semua menjadi milikny4

atau dia mengatakan, "Aku yang mencabut, dan aku'rnenanggung

penyusutarurya," makaj ika kita berpendapat bahwa peqjual berhak menarik

sebelum pencabutan, maka dia berhak melakukannya. Karena bangunan

dantanaman itu berada di tanatr milikny4 tetapi merupakan milik orang lain

dan terjadi berdasarkan hak, sehingga berhak mengambilnya dengan

membayarkan nilainy4 atau mencabutrya dan menanggung penyusutannya.

Sepertipemllkhaksyuf 'ahapabrlamengambiltanahsedangkanpadatanah

tersebft terdapat tanaman dan bangrrnan milik pembeli, dan seperti pemberi

pinj aman ketika ia menarik tanahnya setelatr peminjam menanaminya.

Apabila kita katakan bahwa dia tidak berhak menarik kembali sebelum

pencabutan, maka dia tidak berhak mencabut dengan menanggung

kompensasi (baik dengan membeli atau menanggung penyusutan), karena

bangunan dantanaman orang yang pailit itu ada dalam kepemilikannya,

sehingga dia tidak bisa dipaksa untuk menjualnya kepada penjual tersebut,

dan tidak pula unhrk mencabutnya. Seperti seandainya penjual tidak menarik

kembali tanahnya. Adapunjikaperf ual menolak untuk membayamy4 maka

gugrulah hak untuk menarik kembali. hri adalah pendapat Ibnu Humaid dan

salah satu dari dua pendapat para sahabat Syaf i. Al Qadhi mengatakan

bahwa dimungkinkan penjual berhak menarik kembali. Ini adalah pendapat

kedua Syaf i, karena dia mendapati barangny4 dan pada barangnya terdapat

harta pembeli dengan kedudukan sebagai sesuatu yang mengikuti barang
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penjual, sehingga hal itu tidak menghalangi penjual untuk mengambil

barangnya" seperti pakaian yang sudatr diwamai pembeli.

Menurut kami, penjual tidak mendapati barangnya dalam kondisi yang

memungkinkanqa untuk menganrbilnya secara terpisah dari harta orang lain,

sehingga dia tidak berhak mengambilnya. Seperti batu pada bangunan dan

pAcupaAapintu Juga tr<arenapenarikan barang tersebut dapat mengakibatkan

mudharat bagi pembeli danpihak-pihak yang berpiutang, danmudharat tidak

bisa dihilanlkan dengan mudharat. Juga karena penarikan barang ini tidak

mengakibatkan terhentinya persengketaan dan perselisihan. Berbedajika

penjual mendapati barangnya dalam keadaan tidak terpakai untuk sesuatu.

Mengenai pakaian yang telah diwarnai pembeli, kami tidak menerima

pendapat batrwa penjual boleh menarik kembali, sehingga masalah tersebut

seperti masalah yang sedang kita batras. Andaikata kami menerimany4 ada

dua perbedaan di antara ke dtarrya. Pertama, pewamaaritu telah melekat

kuat pada pakaian, sehingga wama itu menjadi seperti sifat pada pakaian.

Berbeda dengan bangumn dan tanaman, karena keduanya adalah item yang

berdiri sendii. Keduq pakaiantidak abadi, berbeda dengan tanatr.

Apabila kita mengatakan penjual tidak berhak menarik kembali, maka

masalah selesai. Apabila kita berpendapat boleh menarik kembali dan semua

pihak setuju untuk menjual tanaman dan bangunan, maka keduanya dijual

dan hasil penjualannya diserahkan kepada pembeli dan penjual, lalu masing-

masing mengambil sesuai haknya. Apabila salah seorang dari keduanya

menolak untuk menjual, maka kemungkinan dipaksa. Seperti seandainya

objek jual-beli berupa pakaian, lalu pembeli mewarnainya, maka pakaian

dijual untuk keduanya. Demikian pula dalam kasus ini. Tetapi dimungkinkan

pihak yang menolak itu tidak dipaksa, karena kemungkinan pihak yang

menunhrt penjualan itu meqjual miliknya secara tersendiri (terpisah), berbeda

dengan pakaian yang telah diwamai.

Apabila pakaian dan tanah tersebut dijual, maka hasil penjualannya

dibagi menurut nilai kedua barang;terlebih dahulu dinilai harga tanah tanpa

pohon dan bangunan, kemudian tanah tersebut dinilai dengan pohon dan
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bangruran yang ada di dalamnya. Harga tanah tanpa tanaman dan bangunan

adalah milik penjual, sedangkan selebihqra milik orang yang pailit dan pihak-

pihakyangberpiutang.

Apabila kitamengatakan batrwa pihak yang menolak meqiual itu tidak

bisa dipaksa, atau salah seorang dari keduanya tidak menuntut penjualarU

lalu keduanya menyepakati cara pembagian di antara keduany4 maka apa

yang keduanya sepakat itu diperbolehkan Apabila keduanya benelisilu maka

tanah milikpenjual, sedangkan tanaman dan bangunan milik orangyangpailit

dan pihak-pihak yang berpiutang. Mereka berhak masuk ke arae tanatnrntuk

mengairi tanaman dan memetik buall tetapi mereka tidak berhak memasukinya

untukjalan-jalan dantanpa keperluan- Peqjual berhak memasuki tanah untuk

merurnam tarraman dan apa saja yang dikehendakinya, adalah tanah itu adalatr

miliknya. Apabila mereka menjual pohon dan bangunan untuk seseorang,

maka hukum yang berlaku bagi mereka sama seperti hukum orang tersebut.

Seandainya orang yang pailit dan pihak-pihak yang berpiutang atau pembeli

di antara mereka membayar nilai tanah kepada penjual, agar dia menyeratrkan

tanah itu kepada merek4 maka penjual tidak wajib melakukannya, karena

harta pokoknya adalah tanah, sehingga dia tidak dipaksa untuk menjualnya,

berbeda dengan tanaman dan bangunan yang ada di dalamnya.

Pasal: Apabila seseorang membeli tanaman, lalu dia
menanamnya di tanahnya, kemudian pailit, sedangkan tanaman itu
belum mengalami pertumbuhan, maka penjual tanaman itu berhak

men arik kemb ali tanamannya, karena dia mendap ati harta bendanya.

Apabila penjual mengambil tanamannya, maka dia wajib meratakan tanah

dan menutupi yang timbul akibat dia mencabut tanaman, karena

kekurangan tersebut terj adi akibat upaya memilatr miliknya dari milik orang

lain

Apabila orang yang pailit dan pihak-pihak yang berpiutang

menyerahkan pembayaran kephda penjual tanaman agar mereka memiliki

tanaman tersebut, maka dia tidak bisa dipaksa untuk menerimanya, karena

AlMughni- |203|



apabila diamemilih untuk mengambil hartanya, memilah hartanya dari harta

merek4 dan menghilangkan mudharatnya dari merek4 maka mereka tidak

berhak mencegatrrya. Sama seperti pembeli ketika dia menanam tanaman

di tanah yang berlaku hak syuf'ah di dalarnnya" Apabila penjual tanaman

menolak unhrkmencabutry4 lalu mereka menyerahkanpembayaran kepada

penjual agar orang yang pailit itu memilikinya atau mereka ingin mencabut

tanaman dan menanggung kekurangan yang terjadi, maka mereka boleh

melakukannya. Demikian pula apabila mereka ingin mencabut tanaman itu
tanpa menanggung kekurangan yang timbul, karena orang yang pailit
membelinya dalam keadaan tercabut (tidak tertanam), sehingga dia tidak

wajib membiarkan tanaman itu tetap ada di tanahnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh mencabut

tanaman tanpa merumggung kekurangan, karena tanaman tersebut ditanam

dengan hak, sehingga serupa dengan penanaman yang dilalarkan orang yang

pailit di tanah yang dibelinya manakala penjualnya menarik kembali tanatr

tersebut.

Perbedaan di antara keduanya tampak jelas. Karena membiarkan

tanaman dalarn kasus ini adalah kewaj iban pemilik tanah. Sedangkan dalam

kasus sebelumnya, membiarkantanaman adalah hak baginya.

Apabila sebagianpihak-pihak yang berpiutang memilih untuk mencabut

tanaman, dan sebagian yang lain memilih untuk membiarkarrrya,maka

perkataan pihak yang menuntut pencabutan tanaman lebih dikedepankan.

Baik yang menuntut itu adalah orang yang pailit, atau pihak-pihak yang

berpiutang, atau sebagian pihak-pihak yang berpiutang. Karena membiarkan

tanaman itu mengakibatkan kerugian yang tidak seharusnya terjadi, sehingga

pihak yang menolak tidak wajib dipenuhi keinginannya-

Apabila tanamantelah berkembang, maka itu merupakan perlambalran

yang melekat dan menghalangi penjual untuk menarik kembali miliknya
menurut pendapatAl Khiraqi, dan tidak menghalanginya urtuk menarik

kembali mentrrut riwayatAl Maimuni.
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Pasal: Apabila seseorang membeli tanah dari seseorang, dan

membeli tanaman dari orang lain, lalu pembeli tersebut menanam

tanaman di tanah tersebut, kemudian dia pailit dan pohon tersebut

belum berkembang, maka masing-masing penjual berhak mencabut

hartanya, dan pemilik tanah berhak mencabut tanaman tanpa menanggullg

kekurangan yang terjadi akibat pencabutan tanaman sesuai yang telah kami

jelaskan, karena penjual tanaman itu menjualnya dalam keadaan tercabut,

sehingga dia tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali dalam keadaan

yang sama. Apabilapenjual tanaman ingin mencabut tanamannya dari tanah

tersebut, maka dia harus meratakan galian dan menanggung kekurangan

yang terjadi akibat pencabutan tanaman dengan alasan yang telah dijelaskan.

Apabila pemilik tanaman menyerahkan pembayaran kepada pemilik tanah

agar dia memiliki tanah tersebut, maka pemilik tanah tidak boleh dipaksa

untuk menerimanya, karena tanah adalah pokok harta, sehingga dia tidak

bisa dipaksa untuk menjualnya. Apabila pemilik tanah menyerahkan

pembayaran kepada pemilik tanaman agar memilikinya apabila pemilik

tanaman menolak untuk mencabutnya, maka itu diperbolehkan baginya,

karenapenanaman ituterjadi pada lahanmilik orang lain denganhak, sehingga

seperti penanaman yang dilakukan orang yang pailit di tanah milik penjual.

Tetapi dimungkinkan hal itu tidak boleh, karena dia tidak bisa dipaksa untuk

membiarkan tanaman itu apabila dia menolak untuk membayar nilainy4 atau

menanggung kekurangan yang terjadi, sehingga tidak boleh memilikinya

dengan membayarkan nilainya. Berbeda dengan kasus sebelumnya'

Pasal: Syarat ketigabagi penjual untuk menarik kembali barangnya

adalah penjual belum menerima pembayarannya sedikit pun. Apabila dia

telah menerima sebagian dari pembayarannya, maka haknya untrk menarik

kembali barang menjadi gugur. Pendapat ini dipegang oleh Ishaq dan Syaf i
dal am qaul qadim. Dalam qaul i adid, Imam Syaf i berkata, "Dia berhak

menarik kembali barang setara dengan sisa pembayaran, karena tiadanya

pembayaran menjadi penyebab seluruh barang ditarik kembali, sehingga boleh

menarik sebagian barang lantaran masih ada sisa pembayaran, seperti
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perceraian sebelum persetubuhan dalam perkara nikah. Imam Malik
batrwa penjual diberi pilihan antara mengembalikan pembayaran

dan menarik kembali selunrh barang atau mengambil kedudukan yang sama

dengan pihak-pihak yang berpiutang lairurya

Menurut kami, dia tidak berhak menarik kembali. Abu Bakar bin
AMurrahrnan meriwayatkan dariAbu Hurairatr RAbahwa Rasulullah SAW

bersabda,
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" Laki-laki mana yang menjual suatu barang, Ialu dia mendapati

barangnya ada pada seseorangyang telah pailit, sedangkan dia

belum menerima pembayarannya sama sekali, malca barang itu

menjadi mililorya. Apabila dia telah menerima sebagian dari
pembayarannya, maka kedudukannya s ama dengan pihak-pihak

yang berpiutang lainnya. " (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan

Daraquthni)48

Jugakarena menarik kembali barang senilai sisapembayaran itu berarti

membelah tansaksi dan merugikan pembeli, sehingga peqiual tidak berhak

menarik kembali barangnya. Apabila dikatakan bahwa tidak ada kerugian

bagi pembeli karena hartanya dijuul, dan barangnya itu tidak dipertahankan

baginya sehingga kemudharat baginya hilang, maka kami katakan bahwa

mudharat tersebut tidak bisa ditolak dengan penjualarl karena nilainya dapat

berkurang lantaran dibagi, dan barang dalam keadaan dibagi itu biasanya

at HR. Abu Daud (3/3522), Ibnu Majah (2/2359), Daruquthni (3/30). Isma'il bin
'Ayyasy mengatakan bahwa hadits ini rancu, dan sanadnya dari Az-Zvhri tidak kuat.

Status hadits ini hanyalah mursal. Lihat kitab lrwa' Al Ghalil (1442).
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tidak disukai pembeli, sehingga orang yang pailit dan pihak-pihak yang

berpiutang menanggung mudharat akibat penyusutan harga. Juga karena

pembagian barang itu menjadi penyebab terhapusnya akadjual-beli, sehingga

barang tidak boleh dibagi. Sama seperti pengembalian barang akibat cacat

danWiyar. Analogi satu kasts jual-beli terhadap kasus jual-beli yang lain itu

lebih kuat daripada menganalogikarurya kepada nikah.

Tidak ada perbedaan antara keberadaan objekjual-beli inr satu item

atau dua item, sesuai dengan hadits dan alasan yang telah kami jelaskan.

Apabila seseoftmg mengatakan, "Hadits kalian ini diriwayatkan oleh

Abu Bakar binAbdunahman dari Nabi SAW secaramursal, sedangkan

hadits mursal ifrttidak mengandung argumen," maka kami katakan bahwa

hadits ini juga diriwayatkan Malik dan Musa bin'Uqbah dari Az-h)hi datrr

Abu Bakar binAbdurrahman dari Abu Hurairah. Hadits ini juga disebutkan

oleh Ibnu Abdil Barr, dan dicantumkan Abu Daud, Ibnu Majah dan

Daruquthni dalam kitab -k'rtab Sunanmereka secara muttashil (tersarnbung

sanadnya). Jadi, riwayat sebagian perawi secara la ursal itutidakberdampak

negati{ karena perawi musnad memiliki tambahan yang tidak bertentangan

dengan sikap perawi hadits secara mrlrsal yang tidak menyebutkan tambahan

tersebut. Lagi pula, hadits mursalitudapat dijadikanhujjah, sehingga status

murs al-nyaitu tidak berdampak negatif.

Pasal: Syarat kee mp at"bagi penjual yang menarik kembali barangnya

hendaknya tidak ada hak orang lain pada barang tersebut. Apabila pembeli

menggadaikannya atau menghibahkannya kemudian dia pailit, maka penjual

tidak berhak menarik kembali barangnya. Seperti seandainya pembeli telah

menjualnya, atau memerdekakanya (ika objek jual-belinya budak). Juga

karena menarik kembali barang yang demikian itu dapat mengakibatkan

mudharat penggadai, dimana mudharat tidak bisa dihilangkan dengan

mudharat. Juga karena Nabi SAW bersabda,
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" Barangsiapa yang mendapati barangnya pada seseorang yang

telah pailit, maka dia lebih berhak atas barangnya itu."4e

Penjual dalam kasus ini tidak mendapati barangnya pada orang yang

pailit. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apabila piutang penerima gadai di bawah nilai gadai, maka selunrh

baxangdijuallaluhasilpenjualannyadigrmalianunhrkmelunasinya,dansisanya

dikembalikan kepada harta benda orang yang pailit, dan pihak-pihak yang

berpiutang bersekutu dalam kepemilikannya. Apabila sebagiannya dijual,

maka sisanyajuga harus dijual dan dibagikan di antara mereka, sementara

penjual tidak berhak menarik kembali barangnya. Al Qadhi berkata, "Dia

berhak menarik kembali barangnya." lni adalah madzhab Syaf i, karena

barang tersebut adalah barangny4 dan tidak ada hak orang lain pada barang

ihr.

Menunrt kami, dia tidak mendapati barangryra sehingga tidak berhak

mengambilnya. Seperti seandainya pitrtang itu menghabiskan selwuh hasil

penjualannya, karena rusaknya sebagian objek jual-beli itu menghalangi

penarikanny4 maka begitu pula hilangnya sebagian objekjual-beli lantaran

dijuallag.

Seandainya pembeli menggadaikan separohh diri budak, maka penjual

tidak berhak menarik kembali sisanya dengan alasan yang telah kamijelaskan.

Apabila objek jual-beli itu dua item, lalu dia menggadaikan salah satunya,

apakah penjual berhak menarik kembali sisanya? Ada dua pendapat

berdasarkan dua pendapat dalam kasus ketika salatr satu dari dua item barang

itumsak.

Apabila gadai telatr ditebus sebelum pembeli pailit, atau utangnya

dibebaskan, maka penjual berhak menarik kembali barangnya, karena dia

mendapati barangnya ada pada pembeli. Apabila pembeli pailit sedangkan

barang dalam keadaan tergadai, lalu penerima gadai membebaskan utang

ae Keterangan hadits telah dijelaskan.
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pembeli, atau orang lain membayarkan utangnya, maka penjual berhak

menarik kembali barangnya-

Pasal: Apabila objekjual-beli berupa budak,lalu pembeli pailit

sesudah melekat hak denda perbuatan pidana padanya, maka ada

dua pendapat dalam ma salahiru. Pertama, penjtaltidak berhak menarik

kembati budak tenebu! karcna terkaitrya gadai padabudak itu menghalangi

penarikanny4 padahal denda perbuatanpidana itu lebih didahulukan daripda

hak penerima gadai, sehingga dalam kasw ini lebih kuat ketentuannya bahwa

penjual tidak berhak menarik kembali. Pendapat ini disebutkan Abu

Khaththab. Kedua, denda perbuatan pidana itu tidak menghalangi penjual

untuk menarik kembali budak tersebut, karena denda merupakan hak yang

tidak menghalangi pembeli urtuk mentansalaikan budak tersebut, sehingga

Dia pun tidak menghalangi penjual unflrk menariknya, seperti utang yang

ada dalam tanggungan pembeli. Ia berbeda dengan gadai, karena gadai

menghalangi pembeli untuk mentansalsikanrya

Apabila kita berpendapat bahwa penjual berhak menarik kembali

budak tersebut, maka dia diberi pilihan antara menarik kembali dalam

keadaan berkurang nilainya karena denda perbuatan pidanq atau mengambil

kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang berpiutang dalam menuntut

pembayarannya. Apabila korban membebaskan dend4 maka penjual berhak

menarik kembali budak tersebut, karena dia mendapati barangnya dalam

keadaantidak terkait denganhak orang lain.

Pasal: Apabila p embeli pailit sesudah obj ek jual-beli keluar dari

kepemilikannya melalui jual-beli, hibah, wakaf' pembebasan, atau

selainnya, maka penjual tidak berhak menarik kembali barangnya,

karena dia tidak mendapati barangnya pada orang yang pailit; baik pembeli

tersebut bisa menarik kembali barang dengan hak lchiyar-nya atau ada cacat

pada pembayarafinya, atau karena dia memberikan barang itu kepada

anakny4 atau hal-hal lain dengan alasan yang telah kami jelaskan. Keluamya

sebagian barang dari kepemilikan itu sama seperti keluamya seluruh barang
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dengan alasan yang telah dijelaskan.

Apabila pembeli pailit sesudah semuanya kembali menjadi miliknya,

maka ada tiga pendapat di dalam hal iri. Pertamo,penjual berhak menarik

kembali berdasarkan khabar Juga karena ia menapati barangnya dalam

keadaan tidak terkait dengan hak orang lain, seperti seandainya pembeli

tidak menjualnya lagj. Kedua, penjual tidak berhak menarik kembali, karena

kepemilikan ini tidak berpindah kepadapembeli dari penjual, sehingga dia

tidak berhak membatalkan akadjual-beli. Para sahabat kami menyebutkan

dua pendapat ini, dan begitu pula para sahabat Syaf i. Ketiga, apabila

kepemilikan kembali kepada penjual karena sebab yang baru, seperti jual-

beli, hibah, warisan, wasiat, atau semisalnya, makapenjual tidak berhak

menarik kembali, karena barang itu tidak beralih kepada pembeli tersebut

dari pihak penjual. Apabila kepemilikan kembali kepada pembeli lantaran

penghapusan akad seperti iqalah (pembatalan akad karena penyesalan)

atau pengembalian barang karena cacat ataukhiya4 maka pembeli berhak

menarik kembali, karena kepemilikan ini disandarkan pada sebab.yang

pertama. Apabila akad yang kedua terhapus, maka dia tidak
mengimplikasikan kepemilikan, melainkan menghilangkan penyebab yang

menghilangkan kepemilikan pembeli, sehingga kepemilikan ditetapkan

berdasarkan penyebab yang pertama, sehingga penjual berhak menarik

kembali apa yang kepemilikannya ditetapkan dengan penjualannya.

Pasal: Apabila objekjual-belinya berupa separoh barang yang terkena

hak syuf' ah, maka ada tiga pendapat di dalamnya. Pertamo, penjual lebih

berhak atas separohh barang tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Humaid

yang didasarkan pada khabar. Juga karena apabila dia menarik kembali

barang tersebut, maka separohh barang itukembali kepadanya, sehingga

hilanglahmudharatdarisyafi '(ptemihkhaksytf 'ah),I<arenabarangtersebut

kembali seperti sediakala seperti sebelum terjadi jual-beli, dan persekutuan

pihak lain tidak terbarukan. Kedua, syaf lebih berhak. Pendapat ini

dikemukakanAbu Khaththab, karena haknya lebih didahulukan, sehingga

dia lebih berhak. Maksudny4 hak penjual itu ditetapkan dengan pembatasan
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hak tansaksi pembeli yang pailit, sedangkan hak syaf ' drtetapkandengan

jual-beli. Juga karena hak syaf inlebih kuat, karena dia berhak menggugat

untuk menguasai separohh barang dari pembeli dan dari orang yang

kepadanya pembeli tersebut mengalihl<ankepemilikan, sedangkan hakpenjual

itu terkait dengan barang saja selama barang tersebut ada di tangan pembeli.

Mudharat tidak hilang dari sy afi ' dengandikembalikannya kepada penjual,

dengan dalil bahwa seandainya pembeli menjualnya lagi kepada penjual,

atau menghibahkannya kepada penjual, maka hak syafi'tidakgugur. Juga

karenapenjual ituhanya berhak menarik kembali barang yang belum melekat

padanya hak orang lain, sedangkan barang ini telah melekat padanya hak

syafi'.

Ketiga, apabila syafi' menuntut syuf 'ah, maka dia lebih berhak,

karena haknya dikuatkan di sini dengantuntutan. Apabila dia tidak menuntut,

maka penj ual lebih berhak. Para sahabat Syaf i memiliki dua pendapat seperti

dua pendapat yang pertama" dan merekajuga memiliki pendapat yang ketig4

yaitu pembayaran diambil dari s/qf 'untuk diserahl<an kepada pert'ual, dengan

tujuan menggabungkan dua hak. Apabila syqf 'menghendaki separoh barang

yang terkena syuf 'ah, dan penjual menghendaki pembayarannya, maka

terjadilah apayangkami sebutkan. Tetapi hal ini tidak baik, karena hak

penjual itu terkait dengan barang. Apabila haknya beralih kepada

pembayaran, maka hak tersebut terkait dengan pertanggungan orang yang

pailit sehingga dia memiliki kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang

berpiutang dalam menuntut pembayaran tersebut.

Pasal: Apabila yang dljual adalah hewan buruan, lalu pembeli pailit

saat penjual sedang ihram, maka dia tidak boleh menarik kembali barangnya,

karena itu berarti mengambil alih kepemilikan atas hewan buruan, sehingga

hal tersebut tidak boleh dilakukan saat ihram, sama seperti membeli hewan

buruan.

Apabila penjual tidak dalam keadaan ihram tetapi berada di tanah

haram, sedangkan hewan buruan berada di luar tanah haram, lalu pembeli
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pailit maka penjual berhak menarik kembali hewan buruan tersebuf karena

yang diharamkan adalah hewan buruan yang berada di tanah haram,

sedangkan dalam kasus ini hewan tersebut bukan termasuk hewan buruan

di tanah haram, sehingga penarikannya tidak haram. Seandainya pembeli

berihram lalu pailit, dan di tangannya ada hewan br,ruan yang penjualnya

tidak sedang ihram, makapenjual bolehmengambilnya, karenatidak ada

faktor penghalang baginya-

Pasal: Apabila seseorang pailit sedangkan di tanganya ada barang

terutang dari penjual secara tempo, dan kita berpendapat bahwa utang tidak

jatuh tempo lantaran kepailitan, maka ImamAhmad dalam riwayat Hasan

bin Tsawab mengatakan, "H4rta tersebut ditalran sampai masa j atuh tempo,

lalu penjual memilih antara membatalkan akad atau membiarkarmya." Ini

adalah pendapat sebagian sahabat Imam Syafi'i, sedangkan redaksi dari

Syaf i adalah 'barang tersebut dijual untuk menutupi utang-utang yangjatuh

tempo'. Kami mendukung pendapat semacam ini, karena utang-utang

tersebut adalatr kewajiban yang benifat segera sehingga lebih didahulukan

daripada utang yang sifatnya tempo, sama seperti piutang orang yang tidak

mendapati barangnya. Pendapat yang pertama berdasarkankhabar Juga

karena hak penjual ini terkait pada barang, sehingga dia didahulukan daripada

orang lain meskipun pembayarannya tempo, seperti penerima gadai dan

korbanpidana.

Pasal: Ahmad berpendapat mengenai seseorang yang membeli

makamn se cara nasi' ah(memberikan harga terlebih datrulu dan barangnya

akan diterima kemudian), lalu dia melihat-lihatrya dan membolak-baliknya

kemudian berkata "Aku akan mengarnbilnya besolg" lalu per$ual meninggal

dunia dengan men:mggung utang, maka makanan tersebut milik pembeli,

danpihak-pihakyang berpiutang mengikutinya dalam menuntutpembayaran,

meskipun harganya murah. Demikianlah pendapatAts-Tsauri dan Ishaq,

karena kepemilikan atas itu ditetapkan bagi pembeli dengan pembelian, dan

kepemilikan penj ual menj adi hilang, sehingga pihak-pihak yang berpiutang
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pada penjual tidak bersekutu dengan pembeli dalam memiliki makanan

tersebut, seperti seandainya ia telah menerima makanan itu."

Syarat kelima bagi penjual untuk bisa rnenarik kembali barangnya

adalah orang yang pailit itu masih hidup. Perf elasan tentang masalah ini akan

disampaikan di akhir bab

Pasal: Penarikan kembali penjual terhadap objek jual-beli

merupakan penghapusan akad jual-beli. Penarikan barang ini tidak

membutuhkan pengetahuan tentang objek jual-beli dan kemampuan

untuk menyerahkannya, dengan ketenfuan tidak ada kesamaran objek

jual-beli dengan barang lain. Seandainya penjual menarik kembali objek

jual-beli yang tidak ada di tempat sesudah berlalu satu waktu dimana objek

jual-beli tersebut berubah, kemudian penjual pendapat barangnya dalarn

keadaannya dan tidak ada yang rusak, maka penarikannya itu satr. Apabila

dia menarik kembali budak setelah melarikan diri, atau unta sesudah lari,

atau kuda yang bertingkah liar, maka penarikannya salq dan barang tersebut

menjadi miliknya.Apabiladiamampu, maka diabolehmenganrbilryra-Apabila

ia pergi, maka ia terhitung sebagai harganya. Juga apabila terbukti barang

nrsak pada waktupenarikanny4 maka penarikannya tidak sab dan dia boleh

mengambil kedudrkan yang sama dengan pihak-pihak yang berpiutang dalam

menwrtut harta pembeli yang ada Apabila dia menarik objekjual-beli, tetapi

ia samar dengan barang yang lai& lalu penjual mengatakan, "lnilah objek

jual-belinya" sedangkan pembeli mengatakan, "Bukan, tetapi ini," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang pailit, karena dia

adalah pihak yang menyangkal kepemilikan atas apa yang didakwakan

penjual.

802. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang memiliki
suafu hak berdasarkan seorang saksir lalu dia tidak bersumpah, maka

pihak-pihak yang berpiutang tidak berhak bersumpah bersamanya

untuk memiliki hak bersamanya."
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N{akstrdnya orang yang pailit dalam hal gugatan itu saura seperti orang

lain. Apabila dia menggugat suatu hak yang dikuatkan dengan seorang saksi

yang adil, lalu dia bersumpatr bersama saksinya itu" maka harta ditetapkan

miliknya, dan pada harta tersebut terdapat hak-hak pihak-pihak yang

berpfutang.

Apabila dia menolak untuk bersumpa[ maka dia tidak bisa dipaks4

karena kita tidak mengetahui kejujuran saksi. Seandainya hak dapat

ditetapkan dengan kesaksiannya, maka orang yang pailit itu tidak perlu

bersumpah bersamanya, sehingga dia tidak dipaksa untuk bersumpah

mengenai sesuatuyang tidak diketahui kebenarannya, seperti dalam kasus

lain. Apabila pihak-pihak yang berpiutang mengatakan, "Kami akan

bersumpah bersama saksi," maka itu bukan hak mereka. Pendapat ini

dikemukakan Imam Syaf i dalam qaul jadid,sedangkan dalam qoal qadim

Imam Syaf i mengatakan" "Mereka bersumpah bersama saksi, karena hak

mereka melekat pada harta, sehingga mereka berhak bersumpah, sama

seperti para ahli waris yang bersumpatr mengenai harta sumber warisan

mereka.

Menurut kami, jika mereka bersumpah, maka itu berarti mereka

menetapkan hak milik urtuk orang lain karena hak mereka melekat pada

hak tersebut, sehingga dengan demikian mereka tidak boleh bersumpah.

Sama seperti seorang perempuan yang bersumpah untuk menetapkan hak

milik bagi suaminya, karena nafkahnya terkait dengan hak milik tersebut.

Juga seperti ahli waris sebelum kematian sumber warisan mereka. Sumpah

sebelum kematian sumber waris ifu berbeda dengan sumpah sesudah

kematiannya, karena harta berpindatr kepada mereka, dan dengan sumpah

mereka menetapkan kepemilikan bagi diri mereka sendiri.

803. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila orang yang pailit
menanggung utang tempo, maka utang tersebut tidak jatuh tempo

karena kepailitan. Demikian juga dengan utang tempo yang

ditan ggun g mayit apabila para ahli waris memberikan j aminan. "
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Maksudnya" utang tempo itutidakjatuh karena kepailitan orang yang

memnggung utang menunrt satupendapatyang dikemukakanAl Qadhi. Abu

Khaththab menyebutkan riwayat pendapat lain mengenainy4 batrwa utang

ternpo jatuh lantaran kepailitan. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan

diriwayatkan dari Syaf i, sama seperti dua madzhab tersebut. Mereka

berargumen bahwa pada kepailitan itu melekat utang, sehingga kepailitan itu

menjatuhkan tempo, sama seperti kematian.

Menurut kami, tempo adalah hak orang yang pailit, sehingga hak

tersebut tidak gugur karena kepailitannya, sama seperti hak-haknya yang

lain. Juga karena kepailitan itu tidak mengakibatkan haknyajatutU sehingga

dia pun tidak mengakibatkan kewajibannya jatuh, sama seperti orang yang

tidak pailit. Kami tidak menerima pendapat bahwa utang tempo itu jatuh

karena kematiarl sehingga sirma seperti masalatr yang kita batras. Kendati

kami menerima, namun ada perbedaan di antara keduanya bahwa

pertanggrrnganmayititutelahbatal,berbedadenganorangyangpailit.Apabila

ketentuaniniditetapkan,makajikaorangyangpailitdibatasihaktansalainya

para sahabat kami mengatakan, "Pihak-pihak yang berpiutang tempo tidak

bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang segera. Sebaliknya, harta

yang ada dibagi di antara pihak-pihak yang berpiutang seger4 dan kewajiban

yang tempo itutetap mer:$adi pertanggungannyahinggawaktujatutrnyatempo.

Apabila pihak-pihak yang berpiutang tidak membagi harta sampai utang

jatu[ maka semuapihak-pihak yang b€rpfutang benelartu dalam memilikinya.

Seperti seandainya orang yang pailit itu menanggung utang baru karena

melalarkan perbuatan pidana. Apabila kita mengatakan bahwa utang itujatuh

tempo, maka orang yang berpiutang kontan itu memiliki kedudukan yang

sama dengan pihak-pihak yang berpiutang memiliki kedudukan yang sama

dalam menuntut piutangny4 sama seperti oftng-orang yang berpiutang kontan

lainnya

Tetapi jika dia mati dalam keadaan menanggung utang yang bertempo,

maka apakah utang tersebut jatuh tempo karena kematiannya. Ada dua

pendapat dalam masalah ini. P ert ama, utang-utangnya tidak j atuh tempo
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manakalaahli waris memberijaminan Ini adalahpendapatlbnu Sirin,AMu[ah

bin Hasan, Ishaq dan Abu Ubaid. Sedangkan Thawus, Abu Bakar bin

Muhammad, Az-Ztfili dansa' id bin Ibrahims0 mengatakan bahwa utang itu

ditunda pembayarannya hingga jatuh tempo. Pendapat ini dituturkan dari

Hasan. Ada pula pendapat lain, bahwa utang jatuh ternpo lantaran kematian.

Pendapat ini dipegang olehAsy-Sya'bi,An-Nakha'i, Sawwar, Malik, Syaf i
dan para ulama ahli ra'yu. Karena utang tersebut tidak terlepas dari tiga

kondisi; apakah dia berada dalam tanggrngan mayit, atau dalam tanggungan

ahli waris, atau terkait (melekat) pada harta. Ia tidak boleh tetap berada

dalam tanggungan mayit karena tanggungannya telah runtuh dan tidak

dimungkinkan unhrk menuntut pertanggungan kepadanya. Tidak boleh pula

melekatkannya pada barang dan menundany4 karena hai itu mengakibatkan

mudharat bagi mayit dan pemilik utang, dan tidak pula memberi manfaat

bagi ahli waris. Mengenai mayit, Nabi SAW bersabda,

c. t / a t
c+t-4 i{f

"Mayit itu tergadai dengan utangnya, sampai utangnya itu

dibayar."5l

Mengenai larangan menunda hak orang yang berpiutang, hal itu

dikarenakan barang tersebut bisajadi rusak sehingga haknya gugur. Mengenai

ahli waris, sesungguhnya mereka tidak bisa memanfaatkan barang dan tidak

pula mentransaksikannya. Kalaulah mereka memperoleh manfaat, namun

50 Dia adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf Az'Zuhri, qadhi

Madinah. Dia seorang periwayat tepercaya dan banyak meriwayatkan hadits. Dia

meninggal wafat pada tahun 125 H. Kakeknya adalah Sa'id bin lbrahim bin Mus'id,

seorang periwayat yang tepercaya, qadhi di Wasith, dan meninggal tahun 101 H.
5t HR. Tirmidzi (3/1075) dengan redaksi, "Jiwa orang mulcnin itu tergantung

pada utangnya sampai utangnya itu dilunqsi. " Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu

Majah(2?413) danAhmad dalun Musnad-nya(440,445) dengan lafazh, "Jiwa anak

Adam itu senantiasa tergantung pada utangnya sampai dilunasi. " Juga diriwayatkan

olehAd-Darimi(2/2591) dan Hakim (2 127). AlAlbani menilainya shahih dalam kitab

Shahih Al Jami' (6779).

Attc/ .. o-l t.
aLg 6,ea- G,.>
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hal itu tidak menghalangi mayit dan pemilik piutang untuk memperoleh

manfaatryra-

Kami berpegang pada ketentran yang berlaku pada orang yang pailit

sebagaimana telah kami jelaskan. Juga karena kematian bukan merupakan

faktoryang menggugwlCInhalq melainkan sebagaiuraktuterjadiryaperalihan

kepemilikan kepada ahli waris. Nabi SAW b€rsabd4

"Barangsiapa yang meninggalkon suatu hak atau horta benda,

malra itu milikpara ahli warisnya."sz

Pendapat yang mereka kemukakan itu didasari denganmashlahah

mursalah (maslahat yang bebas dan tidak dijelaskan nash) tidak dibuhikan

dengan syari'at. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketidakbenaran

cara berpendapat seperti ini. Karena ittr" utang tersebut tetap berada dalarn

tanggungan maylt seperti sediakala, dan hak tersebut terkait dengan harta

bendany4 seperti terkaitrya hak pihak-pihak yang berpiutang pada harta

orang yang pailit ketika dia dilarang untuk bertansaksi.

Apabila para ahli waris ingin membayar utang dan komitmen untuk

membayamya kepada orang yang berpiutang, lalu mereka mentansaksikan

harta mayit, maka itu tidak diperbolehkan, kecuali orang yang berpiutang

re14 atau merekamenjamin hak denganjaminan yang nilainya bisa melunasi

utang, atau dengan gadai yang dijadikanjaminan untuk melunasi haknya.

Karena terkadang mereka itu tidak bisa melunasi utang, dan orang yang

pailit dan berpiutang itu tidak rel4 sehingga mengakibatkan hilangnya hak.

Al Qadhi mengatakan bahwa hak itu berpindah kepada peftanggungan

ahli waris karena kematian sumber waris merekatanpa ada syarat komitnen

52 HR. Bukhari(4/2298) dengan redaksi, "Barangsiopa meninggalkan suatu harta,

maka itu menjadi milik para ahli worisnya. " Hadits ini juga diriwayatkan muslim
dalam kitab Fara'idh (3/1237) dengan redaksi yang sama dengan redaksi Bukhari,

Tirmidzi (3/1 070) dan Ibnu M ajah (2D415).

z zt , t

^;rtt) )t1 Ji tL'!j v
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mereka terhadap orang yang hrpiutang, dan tidak sepatutrya seseorang itu

komit terhadap utang yang dia tidak berkewajiban dan tidak melalcukan

faktorpenyebabnya.

Apabila kita mengatakan bahwa utang jatuh tempo karena kematian,

lalu ahli waris ingin membayar utang dengan harta yang bukan warisan dan

memiliki warisan itu secara mumi, maka itu diperbolehkan bagi mereka.

Apabila mereka membayar utang dari harta warisan, maka itu juga boleh.

Apabila mereka menolak membayar utang, maka hakim me4iual sebagian

warisan untuk menutupi utang. Apabila seorang yang pailit meninggal dan

menanggung utang yang sebagiannya merupakan utang tempo dan

sebagiannya konkn, sedangkan kita berpendapat bahwa utang yang tempo

itujatuhlantarankematianorangyangpailit,makapihak-pihakyangberpfutang

itu memiliki kedudukan yang sama dalam menuntut pembayaran dari harta

warisarq lalu mereka membaginya sesuai nilai piutang mereka. Apabila kita

berpendapat bahwa utangyang tempo itu tidakjahrtr lantaran kematian orang

yang pailig maka perlu kita lihat terlebih datrulu. Apabila ahli waris memberi

j aminan kepada orang yang berpiutang tempo, maka hanya pihak-pihak

yang berpiutang kontan yang mendapatkan pembayaran dari harta warisan.

Apabila para ahli waris menolak memberi jaminan, maka utangnya j ahrh

tempo, dan ia bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang kontan, agar

tidak mengakibatkan gugumya piutangnya secara keselunrhan.

Pasa} Sebagian satrabat kami menutwkan ketentuan mengenai oftlllg

yang meninggal dalam keadaan menanggung utang; apakah utang itu

menghalangi peralihan warisan kepada ahli waris? Ada dua pendapat"

Pertama,kematian tidak menghalangi peralihan warisan kepada ahli waris

berdasarkan khabar. Juga karena keterkaitan utang dengan harta itu tidak

menghilangkan kepemilikan bagi pelaku perbuatan pidan4 penggadai, dan

orang yang pailit, sehingga diapuntidak menghalangi peralihanharta warisan

kepada ahli waris. Apabila atrli waris mentansaksikan harta warisan dengan

jual-beli dan selainnya, maka transaksi mereka sah, dan mereka wajib

membayar utang. Apabila utang tidak bisa dilunasi, maka transaksi mereka
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dibatalkan- Seperti seandainya tuan me4iual budaknya yang berbuat pidana

atau nishab yang dikenakan kewajiban zakat . Kedua, utang menghalangi

peralihan harta warisan kepada mereka berdasarkan firman Allah,

" (Pembagian-pembagian tersebut dt atas) sesudah dipenuhi wasiat yang

ia buat atau (dan) sesudah dibayai utangnya. " (Qs.An-Nisaa' (a): I l)
Di sini Allatr menetapkan warisan hgi ahli waris sesudah utang dihrnasi dan

wasiat dilalsanakaq sehingga kepemilikanmerekatidak ditetapkan sebeltm

kedua proses tersebut. Atas dasar itq seandainya para ahli waris bertansaksi

dengan harta warisan, makatansaksi mereka tidak sah, karena yang mereka

transaksikan adalatr harta orang lain, kecuali pihak-pihak yang berpiutang

mengizinkan mereka Sesrmgguhrya tansaksi yang dilalcukan pihak-pihak

yang berpiutang terhadap harta warisan itu tidak sah kecuali dengan izin

praahliwaris.

804. Masalah: "setiap yang dilakukan orang yang pailit
terhadap hartanya sebelum hakim menghentikan tindakannya adalah

boleh (sah).'

Maksud menghentikan tindakan di sini adalah membatasi hak

tansal<sinya. Kami akan memulai penjelasan tentang sebab orang yang pailit

itu dibatasi hak transaksinya. Apabila seseorang yang menanggung utang

diadukan kepada hakim, lalu pihak-pihak yang berpiutang meminta agar

hak transalsinya dibatasi, maka hakim tidak memenuhi permintaan mereka

sampai piutang-piutang mereka ditetapkan berdasarkan pengakuannya atau

dengan bukti. Apabila piutang-piutang mereka telah ditetapkaru maka hakim

memeriksa kekayaannya. Apabila kekayaannya cukup untuk melunasi

utangnya, maka dia tidak dibatasi hak transaksinya, dan dia diperintahkan

untuk membayar utangnya. Apabila dia menolak, maka hakim menahannya.

Apabila dia tidak mau membayar dan rela ditaharu maka hakim membaymkan

utangnya dari kekayaanya. Apabila hakim perlu menjual harta bendanya

untuk melunasi utangnya, maka hakim boleh menjualnya. Apabila nilai

kekayaannya di bawah nilai utang-utangnya yang bersifat tempo, maka dia

tidak dibatasi hak transaksinya, karena tidak ada hak untuk menuntutnya
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sehingga hak transaksinya tidak dibatasi karenanya. Apabila sebagiannya

tempo dan sebagiannya segerq sedangkan hartanya cukup untuk melunasi

utang yang segera, maka ia tidak dibatasi hak transaksinyajuga. Sebagian

sahabat Syaf i mengatakan, "Apabila tanda-tanda kepailitan telah tampak

karena kekayaannya sebanding dengan utangnya, sedangkan ia tidak

memperoleh nafl<ah kecuali dari hartanya itu" maka ada dua pendapat dalam

masalah ini . Pertamq, hak transaksinya dibatasi, karena secara kasat mata

hartanya tidak mampu untuk melunasi utang-utanglya, sehingga ia seperti

orang yang hartanya kurang.

Menurut kami, hartanya cukup untuk melunasi utang yang wajib

dibayarnya sehingga hak transaksinya tidak dibatasi, seperti seandainya

tanda-tanda kepailitan itu tidak tampak jelas. Juga karena pihak-pihak yang

berpiutang itu tidak murgkin unftrk menuntut hak mereka seketik4 sehingga

tidak ada kebutuhan untuk membatasi hak transaksinya. Tidak boleh

membatasi hak transaksinya tanpa bertanya kepada pihak-pihak yang

berpiutang kepadanya, karenahakim tidak memiliki kewenangan dalam

melakukan hal ini untuk kepentingan pihak-pihak yang berpiutang, sehingga

kerelaan mereka itu dijadikan pertimbangan- Apabilamerekaberselisih dimana

sebagiannya menuntut, tidak dengan sebagian yang lain, maka pihak yang

menuntut dikabulkan tuntutannya, karena itu adalah haknya. Pendapat ini

dikemukakan Malik dan Syaf i. Abu Hanifatr berkata" "Hakim tidak berhak

membatas hak tansaksinya. Apabila dengan ijtihadnya hakim memutuskan

untuk membatasi hak transaksinya, maka keputusan itu ditetapkan, karena

hakim adalah pengadil sekaligus mujtahid dalam perkara ini. Hakim tidak

memiliki hak untuk mentansaksikan harta orang yang pailit, karena dia tidak

merniliki kewe,nanganterhadapnya, kecuali hakim memaksanyaunhrkmenjual

hartanya apabila pelunisan utang itu tidak mungkin dilalarkan tanpa menjual

hartanya. Begitujuga, apabila orang yang dalam keadaan lapang itu enggan

membayar utang, maka hakim tidak berhak menjual hartanya, melainkan

menahannyaagfi orang itu sendiri yang menjual hartanya, kecualijika ia

menanggung utang dalam bentuk satu mata trang, sedangkanhartanya berupa
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mata uang yang befted4 sehingga dia membayarutang dinar dengan dirharn,

atau membayar utang dirham dengan dinar. Karena hakim berlaku sebagai

pengarah dan tidak memiliki kewenangan terhadapnya. Karena itrl hakim

tidak boleh menjualkan hartanya tanpa seizinnya, sama seperti orang yang

tidak menanggtng utang." Namun" pendapatAbu Hanifatr ini ditentang oleh

duasatrabatnya-

Kami berpegang pada riwayat Ka'ab bin Malik bahwaNabi SAW

membatasi hak transaksi Mu'adz dan menjual hartanya untuk melunasi

utangnya. Hadits ini diriwayatkanAl Khallal dengan sanodnya.sl

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA batrwa dia berkhutbah di

depan orang-orang, dan pembeli berkat4 "Ketahuilah batrwa Usaifi ' Juhainah

dengan keshalihan dan sifat amanatrnya telatr rela untuk dikatakan batrwa ia

telah terlilit utang dan tidak bisa keluar darinya. Maka, barangsiapa yang

memiliki piutang padanya, maka hedaklatr ia datang besok, karena kami

akan menjual hartanya dan membagikannya di antara pihak-pihak yang

berpitrtangpadanya"

Juga karena orang yang pailit itu terbatasi hak transaksinya dan perlu

untuk membayar utangny4 sehingga hakim boleh menjual hartanya tanpa

kerelaanya, sama seperti anak kecil dan orang yang tidak sehat akalnya.

Juga karena utang itu sejenis harta, sehingga boleh menjual hartanya untuk

mehrnasi utangny4 sama seperti pembayaran.Analogi merekadenganmenjual

dirham dengan dinar itu tidak sah.

Jika ketentuan dalam masalah ini berlaku, maka kami akan kembali

kepada masalah utama. Apa yang dilakukan orang yang pailit sebelum hak

transaksinya dibatasi berupa jual-beli, atau hibah, atau pengakuan, atau

pembayaran utang kepada sebagian pihak-pihak yang berpiutang, atau

selainny4 adalah boleh dan berlaku. Pendapat ini dipegang olehAbu Hanifall
Malik, dan Syaf i, dan kami tidak menemukan seorang ulama pun yang

berbeda pendapat dengan mereka. Juga karena orang yang pailit itu adalah

53 Status hadits telah dijelaskan pada Masalah 799.
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oftlng yang dewasa dan tidak terbasi hak tansaksiny4 sehingga tansaksinya

berlaku, sama seperti orang lain. Juga karena sebab larangan itu adalah

pembatasan hak transaksinya, sehingga larangan itu tidak mendahului

penyebabnya. Juga karena orang yang pailit tersebut termasuk oran gyarLg

sah bertransaksi dan belum dibatasi hak transaksinya, sehingga ia serupa

dengan orangyang banyak harta Apabila iamenyewakanunta ataurumahny4

makapersewaannya tidakterhapus oleh kepailitarS dan orang yang menyewa

lebih berhak terhadapnya sampai masa sewanya krakhir.

Pasal: Ketika orang yang pailit itu dibatasi hak transaksinya, maka

transaksinya terhadap sebagian dari hartanya tidak berlaku. Jika dia

berftansaksi dalam bennrkjual-beli, hibah, atau wakaf, atau memberi mahar

kepada seorang perempuan, atau semisalnya, maka transaksinya tidak satr.

Pendapat ini dikemukakanlmamMalik dan Syafi'i dalam satupendapat,

dan dalam pendapat lain dikatakan bahwatransaksinya itu ditangguhkan.

Apabila sisa hartanya cukup untuk melunasi utang kepada pihak-pihak yang

berpiutang, maka transaksinya sah. Kalau tidak, maka transaksinya batal.

Menurut kami, orang yang pailit tersebut dibatasi hak transaksinya

dengan keputusan hakim, sehingga tansaksinyatidak sah, sama seperti orang

yang lemah akal. Juga karena hak-hak pihak-pihak yang berpiutang itu terkait

pada harta bendanya, sehingga transaksinya terhadap harta benda itu tidak

sah, sama seperti barang yang digadaikan. Adapun jika dia bertransaksi

dengan pertanggungannya dengan cara membeli, atau meminjam, atau

menjamin, maka transaksinya sah, karena dia adalah orang yang memiliki

kelayakan untuk bertransaksi, hanya saja ada pembatasan terhadap haknya,

dan pembatasan tersebut berlaku pada harta bendanya, bukan pada

pertanggungannya. Namun, orang-orang yang memiliki piutang dalam

transaksi ini tidak bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang, karena

mereka rela dengan tarsaksi yang kondisinya demikian itu manakala mereka

mengetahui bahwa orang tersebut sedang dalam pailit dan bertransaksi

dengannya. Adapun orang yang tidak tahu" maka dia telah bertindak teledor,

karenakepailitanitulazimnyatersiarluas, danpertanggungannyaituditturtut
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sesudah pembatasan hak tarsaksinya dicabut darinya. Apabila dia mengakui

suatu utang, maka dia wajib membayarnya sesudah pembatasan tansaksi

dicabtrt darinya- Pendapat ini dinyatakan oleh ImamAhmad, dan menrpalan

pendapat Imam Malik, Mqhanrmad binHasan,Ats-Tsauri, dan Imam Syaf i
dalam satu pendapat. Dalam pendapat yang lain Imam Syaf i bakata'Mita

tar [al$i terebut benekunr dengan pihak-pihak yang berpiutang." Pendapat

ini dipilih oleh Ibnu Mundzir, karena itu adalahpiutang yang valid dan

dinisbatkan kepada masa sebelum pembatasan hak transaksi, sehingga

empunya piutang bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang, seperti

seandainya piutang itu ditetapkan dengan bukti.

Menurut kami, orang yang pailit tersebut dibatasi hak tansaksinya

. sehingga pengakuannya terhadap suatu utang mer{adi tidak satr" sama seperti

orang yang lemah akalnya" atau seperti penggadai yang mengakui gadai.

Juga karena pengakuan tenebut dapat menghapus hak orang lain, sehingga

tidak bisa diterimq atau menrpakan pengakuan yang menrgikan pihak-pihak

yang berpiutang sehingga tidak bisa diterima, sama seperti pengakuan batwa

sebagiantrartanyadigadai. Jtrgakarenapengakr:anrrytratersebutmencurigakaq

sehingga itu seperti pengakuan yang merugikan pihak lain. Pengakuan

berbeda dengan bukti, karena tidak ada kecurigaan terhadap bukti.

Seandainya orang yang pailit itu adalah pembuat sesuatq s€eerti tukang

permak pakaian dan hrkang tenun, dan di tangannya terdapat suatu barang,

lalu dia mengakui barang itu milik para empuny4 maka pengakuannya tidak

diterima, dan pendapat dalam masalatr ini sama seperti dalarn masalah

sebelumnya. Barang yang ada di tangannya itu dijual dan dibagikan di antara

pihak-pihak yang berpiutang. Adapun nilainya ditanggung oleh orang yang

pailit tersebut apabila dia mampu, sebab barang tersebut digunakan unhrk

membayar utangnya karena fbktor yang timbul dari dirinya, sehingga nilai

barang itu menjadi tanggunganya, seperti seandainya dia diizinkan untuk

berbuat demikian. Apabila orang yang pailit dihadapkan pada sumpah, lalu

dia menolak untuk bersumpah, kemudian dia diputuskan bersalah, maka

hukumnya seperti hukum pengakuannya
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Pasal: Apabila orang yang pailit membebaskan sebagian budaknya,

apakalr itu sah? Ada dua riwayat dalam hal ini. Pertama, pembebasannya

satr dan berlaku. kri adalah pendapatAbuYusufdan Ishaq. Karena itu adalah

pembebasan yang dilakukan seorang pemilik yang dewasa, sehingga

pembebasannya berlaku, sama seperti pembebasan yang dilalcukan sebelum

pembatasan hak transaksi. Pembebasan budak berbeda dengan transaksi-

tansaksi lainnya, karena dalam pembebasan budak berlaku prinsip taghlib

dan sirayah.5a Karena itu, pembebasan budak itu mererirbet kepada milik

orang lain, berbeda dengan tansaksi lain.

Kedua,pembebasannya tidak berlaku. Pendapat ini dikemukakan

oleh Malik, IbnuAbi Laila, Ats-Tsauri danAsy-Syaf i, serta dipilih oleh

Abu Khaththab dalam kitab Ru 'us Al Masa'il. Karcnaorang yang pailit itu

dilarang mendermakan hak pihak-pihak yang berpiutang, sehingga

pembebasannya tidak berlakq seperti tindakan dermawan orang sakit yang

menghabiskan selunrh hartanya. Juga karena orang yang pailit itu terbatasi

hak tansal<siny4 sehingga pembebasannya tidak berlakq sama seperti orang

yang lemah akal. kri berbeda dengan orangyang mencerai istinya. Mengenai

perembetannya terhadap milik orang lain, di antara syaratnya adalah

pembebasanbudak dilakukanorang yang dalam kondisi lapang dan dapat

diambil darinya harta senilai bagian mitany4 sehingga tidak mengakibatkan

mudharat. Seandainyapembebasan dilakukan orang yang dalam kondisi

sulit, maka pembebasannya tidak berlaku kecuali terhadap budak yang

dimiliknya, demi menjaga hak orang lain agar tidak hilang. Demikian pula

yang berlaku di sini, dan ini adalatr pendapat yang lebih benar.

il Taghlib bisa diartikan pelaziman. Contohnya, nasab itu ditetapkan dengan

pelaziman. Maksudnya, nasab itu ditetapkan dengan adanya situasi dan kondisi

yang memungkinkan persetubuhan, meskipun persetubuhan itu tidak pasti, dan nasab

tidak ditiadakan dengan kemungkinan tidak adanya nasab. Sedangkan sirayahbisa
diartikan perembetan. Misalnya, jika seseorang membebaskan sebagian dari diri
budaknya" ataumenceraikan sebagian dari diri isfiinya, maka ituberarti iamemerdakan

seluruh diri budak dan menceraikan seluruh diri istrinya-penerj.
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Pasal: Dianjurkan untuk menyiarkan pembatasan hak
transaksinya agar masyarakat menghindari transaksi dengannya,

agar tidak menimbulkan batraya bagi banyak orang karena harta mereka

hilang. Barangkali hakim png menetapkanpembatasanitu dicopotjabatannla

ataumeninggal, sehinggapembatasan itu ditangani hakim lain, dan dia tidak

perlu menetapkan pembatasan hak lagi.

Pasal: Apabila orang yang pailit ditetapkan menanggung suafu

hak berdasarkan bukti, maka pemilik haktersebut bersekutu dengan

pihak-pihak yang berpiutang, karena itu adalah utang yang ditetapkan

sebelum pembatasan hak transaksi. Seperti seandainya btrkti tenebut ada

sebelum pembatasan hak tansalcsi.

Seandainya orang yang pailit melakukan perbuatan pidana sesudah

hak nansaksinya dibatasi, dimana pidana tersebut mengakibatkan sanksi

ha.rta, maka pihak korban pidana bersekutu dengan pihak-pihak yang

berpiutang, karena hak korban pidana itu ditetapkan bukan karena

keinginannya" Seandainyaperbuatan pidana itu mengakibatkan qishaslU lalu

korban memaafl<an dengan kompensasi harta, atau pelaku yang pailit itu
berdamai dengan korban dengan kompensasi harta, maka korban juga

bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang, karena penyebabnya ada

bukankarenakeinginanpemilik yq seperti seandainyaperbuatan pidana itu
mengakibatkan sanksi harta secara langsung. Apabila dikatakaq 'Mengapa

kalian tidak mendatrulukan haknya daripada pihak-pihak yang berpiutang,

sebagaimana kalian mendahulukan korban pidana yang dilalarkan sebagian

budak orang yang pailit yang pailit?", maka kami jawab, "Karena hak yang

terkait dengan budak yang melakukan pidana inr melekat pada barangnyq

sehingga hak tersebut didahulukan. Sedangkan hak ini melekat pada

pertanggungaq sama seperti utang-utang yang lain.

Pasal: Seandainya hakim membagi harta orang yang pailit di
antara pihak-pihakyang berpiutang padanya, kemudian muncul orang

yang berpiutang lain, maka hakim membebankan bagian orang
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tersebut pada bagian pihak-pihak yang berpiutang. Pendapat ini

dikemukakan Lnam Syaf i dan dituturkan dari Imam Malik. Tetapi dituturkan

dari Malik pendapat lain bahwa ia tidak berbagi dengan mereka, karena

yang demikian itu berarti menggugurkan keputusan hakim.

Menunrt karni, dia adalatr orang yang berpitrtang yang seandainya hadir,

maka dia berbagi dengan mereka. Sehingga apabila dia hadir sesudah

pembagian, maka tetap berbagi dengan mereka. Seperti orang yang

berpiutang pada mayit yang hadir sesudah hartanya dibagi. Pembagian harta

yang dilalarkan hakim itu bukan keputusan hukum, melainkan sebuah cara

pembagian yang tampak mengandung kesalahan sehingga serupa apabila

harta warisan dibagi di antara para ahli waris kemudian muncul ahli waris

lairg atau serupa dengan wasiat yang telatr diserahkan kepada penerima wasiat

lalu muncul penerima wasiat lain.

Pasal: Seandainya pembeli pailit dan dia memiliki rumah yang

disewa, lalu rumah itu hancur sesudah orang yang pailit itu menerima

biaya sewa, maka akad sewa untuk masa waktu yang tersistbatal,
dan biaya sewa untuk masa yang telah berlalu menjadi gugur.

Kemudian, apabila penyewa menemukan hartanya, maka penyewa

mengambil senilai biaya sewa yang tersisa. Apabila tidak menemukan, maka

dia berbagi dengan pihak-pihak yang berpiutang untuk menuntut sisa sewa

tersebut. Apabila hal itu terjadi sesudah harta orang yang pailit dibagi, maka

bagiannya dibebankan pada bagian pihak-pihak yang berpiutang, karena

penyebab kewajibannya terjadi sebelum pembatasan hak transaksinya,

sehingga penyewa bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang.

Seandainya orang yang pailit menjual suatu barang dan telah menerima

pembayarannya, kemudian pailit, dan pembeli menemukan cacat pada

barangnya, lalu dia mengembalikan karena cacat tersebut, atau

mengembalikan barang dengan hak k'hiyari atau ada perselisihan harg 4 atau

semisalnya, lalu pembeli menemukan pembayarannya, maka dia boleh

mengambilnya. Karenajual-beli ketika terhapus maka hilanglah kepemilikan
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orang yang pailit atas pembayaran, seperti hilangnya kepemilikan pembeli

atas objek jual-beli. Apabila perkara tersebut terjadi sesudah orang yang

pailit membelar{akanrrya maka pembeli berselcutu denganpihak-pitrak png

berpiutang.

805. Masalah: Abu Qasim berkatar "Nafkah orangyang pailit

dan orang yang ditanggung nalkahnya diambil dari hartanya dengan

cara yang patu! sampai hartanya selesai dibagi di antara pihak-pihak

yang berpiutang padanya."

Maksudny4 apabila orang yang pailit dibatasi hak transaksinya dan

dia memiliki penghasilan yang culup untuk nafl<atr dirinya dan orang-orang

yang ditanggungnya, maka nafkatrnya diambil dari penghasilannya karena

tidak ada keperluan untuk mengeluarkan hartanya pada saat dia cukup

dengan penghasilannya, sehingga tidak boleh mengambil hartanya. Apabila

penghasilannya tidak mencukup nafl<atrnya maka kami menutupinya dari

hartanya. Apabila dia tidak memiliki penghasilan, maka nafl<atrnya diambil

dari hartanya selama masa pembatasan hak transal<sinya" meskiprm berjalan

lama, karena hana miliknya masih ada. Nabi SAW benabda"

JF nr; ,'l;i.i:;.r
"Mulailah dari dirimu, lalu orang yang engkau tanggung

nalknhnya." ss

Kita mengetahui batrwa di antara orang yang wajib dinafl<ahi adalah

ishinya Apabila nafl<atr dirinya lebih didatnrlukan daxipada nafkatr isfiinya

maka begitu pula nafl<atr dirinya didatrulukan daripadattak pihak-pihak yang

berpiutang. Juga karena orang yang hidup itu lebih kuat kehormatannya

daripadaorang yangmeninggal, karena orang yanghidry itudipertanggunglcn

hidupnya, sedangkan didahulukannya pengurusan jenazah dan biaya

pemakamannya itu merupakan perkara yang disepakati.

55 Status hadits telah dijelaskan pada masalah 460.
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Nafl<ah kerabatnya yang menjadi tanggungannyajuga didahulukan

daripada hak pihak-pihak yang berpiutang, seperti kedua orang tua dan

anak-anaknya, serta kerabat lain yang wajib dinafkahinya. Karena mereka

memiliki kedudukan yang sama dengan dirinya, karena dia akan

memperlakukan mereka seperti memperlakukan dirinya dalam hal

pembebasan dari status budak, sehingga nafkah mereka itu sama seperti

nafkah dirinya. Begitu juga, nafkah istrinya lebih didahulukan, karena

nafl<ahnya itu lebih kuat daripada nafl<ah kerabat yang lain, karena nafl<ahnya

wajib atas dasar saling memberi, dan di dalamnya terdapat makna memberi

kehidupan" sebagaimana makan yang terdapat dalam nafkah kepada kerabat.

Di antaraulamayangmewajibkannaftahbagi orang yang pailit, isninya"

dan anak-anaknya yang masih kecil dengan diambil dari hartanya adalah

Imam Abu Hanifah, Malik dan Syaf i. Kami tidak menemukan seorang ulama

pun yang berbeda pendapat dengan mereka. Kebutuhan mereka terhadap

pakaian juga harus dipenuhi, karena pakaian termasuk kebutuhan wajib.

Yang diwajibkan adalah memberi nafl<ah danpakaian dengan batasan paling

rendah yang biasa dimakan dan dipakai orang sepertinya dengan cara yang

patut. Nafkah danpakaian untuk istrinya adalah seperti yang diwajibkan

pada orang sepertinya. Minimal pakaian yang cukup baginya adalah baju,

celana dan penutup kepala seperti sorban atau peci atau selairuryayang

menjadi kebiasaannya, serta sendal untuk kakinya jika dia biasa

mengenakannya Apabila dia memerlukanjubah atau mantel untuk melindwrgi

badan dari cuaca dingin, maka diberikan kepadanya. Apabila dia memiliki

suatu model pakaian, sedangkan orang sepertinya tidak memakai pakaian

seperti pakaiantersebut, makapakaian tersebut dijual dan dia dibelikan

pakaian yang setara, lalu kelebihannya dikembalikan kepada pihak-pihak

yangberpiutang.Apabilapakaiantersebutdijual,laludiadibelikansepotong

pakaian dengan tidak menyisakan uangnya sedikit pun, maka pakaian

tenebut dibiarkan (tidak dijual), karena tidak ada manfaat rurtuk menjualnya.

Pasal: Apabila orang yang pailit meninggal dunia, maka dia

dikafani dengan biaya yang diambil dari hartanya, karena nafkahnya
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wajib diambil daritrartarryadi masahidrrynya sehinggapengurusanjenazabrya

sesudatr mati pun wajib dianrbil dari hartanya sarna seperti orang lain yang

tidak pailit. Demikian pul4 kafan orang yang menjadi tanggungannya waj ib

diambil dari hartanya. Tetapi dia tidak wajib mengafani isti, karena naftah

waj ib sebagai kompensasi dari kesenangan biologis yang diperolehnya.

Apabila kesenangan biologis itu tidak bisa diperoleh karena isfii meninggal

dunia, maka gugurlah nafkahnya. Ia berbeda dengan kerabat, karena

kekerabatan mereka itu abadi.

Apabila sqlah seorang budaknya meninggal dunia, maka dia wajib

mengafaninya dan mengurus jenazaturya karena nafkahnya bukan sebagai

kompensasi atas manfaat yang diperolehnya dari budak tersebut. Karena

itu, diawajib meirafl<ahi anakpng masihkecil dan budakyang dijual sebehm

terjadi serahterima

Mayt dikafani dengan tiga potong pakaian, sebagaimana dia

mengenakan tiga potong pakaian di masa hidupnya Tetapi dimungkinkan

mayit dikafani dengan satu pakaian yang menutupi selunrh tubuhrya' lcarcna

yang demikian itu cukup baginya sehingga tidak membutulrkan yang lebih.

Kafan berbeda dengan pakaian di masa hidup, katena orang yang hidup itu

harus menutup kepalanya. Membtrka kepala dapat mengakibatkan sakit

baginya berbeda dengan mayit. Nalkatr untuk orang yang pailit berlangsung

hingga hartanya selesai dibagi di antara pihak-pihak yang berpiutang, karena

kepemilikannya tidak hilang kecuali dengan dibagi-bagiqra harta. Madzhab

Syaf i dalam masalah ini mendekati apayang kami sampaftan.

806. Masalah: Abu Qasim berkata,'Tidak diiual mmah orang

yang pailit, karena dia sangat butuh untukmenempatinya-"

Maksudrya apabila orang yang pailit dibatasi hak transaksiry4 maka

hakim menjual harta bendanya. Dianjurkan agar orang yang pailit tersebut

ada sewaktu akadjual-beli karena empat alasan. Pertama, agar dia bisa

menglritung danmengont'olryra- Kedua,dialebihmengetahui

harga barangny4 mana yang kualitasnya bagus dan mana yang kualitasnya
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rendah. Apabila dia hadir saat transaksi, maka dia bisa memperkenalkan

barangnya kepada orang lain. Ketiga, agar banyak orang yang berminat,

karena membeli dari pemiliknya itu lebih disukai p embeh. Keempat,lebrh

menentamkanjiwanya dan menenangkan hatinya-

Pihak-pihak yang berpiutangjuga diar{urkan untuk dihadirkan karena

empat alasan. Pertama, harta tersebut dijual untuk mereka. Kedua,

barangkali mereka ingin membeli sesuatu darinya, sehingga mereka bisa

menaikkan harganya, sehingga hal itu lebih bermaslahat bagi mereka dan

orang yang pailit . Ketiga,lebih menentramkan jiwa mereka dan lebih

menjauhkan kecurigaan . Keempot, barangkali di antara mereka ada yang

mendapati harta bendany4 sehingga dia bisa mengambilnya.

Apabila hakim melakukanjual-beli tanpa kehadiran mereka semu4

maka itu diperbolehkan, karena jual-beli itu diwakilkan kepadanya dan

diserahkan kepada ijtihadnya Barangkali ijtihadnya sampai kepadakeputusan

yangberbeda,danmenurutryalebihbaikjual-beliitudilakukansegerasebelum

menghadirkanmereka

Hakim menyuruh pihak-pihak yang berpiutang untuk menugasi

seseorang untuk mengumumkan penjualan barang. Apabila mereka saling

rela dengan kehadiran satu orang yang tepercaya, maka hakim dapat

melaksanakannya. Apabila mereka menyepakati orang yang tidak tepercay4

maka hakim hans menolaknya. Apabila adayang bertany4 "Mengapa hakim

menolaknya, sedangkan para empunya hak menyepakatinya, seperti

seandainya penggadai dan penerima gadai menyepakati barang yang digadai

untuk dljual orang yang tidak tepercaya, maka hakim tidak bisa protes?"

Apabila ada pertanyaan demikian, maka kami jawab bahwa hakim di sini

memiliki kewenanganuntukmengawasi danberijtihad. Karenabisajadi murcul

orang yang berpiutang lain sehingga haknya melekat padabarang yang dijual.

Karena itu, hakim mengawasinya. Berbeda dengan gadai, dimanahakim

tidak memiliki kewenangan untuk mengawasinya.

Apabila orang yang pailit memilih seseorang, dan pihak-pihak yang

berpiutang memilih orang lairl maka hakim mengakui yang tepercaya di antara
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keduanya. Apabila keduanya tepercay4 maka didatrulukan yang sukarela

di antarakedrunya Apabila keduanya sukarelq maka keduanya sama-sama

dihadirkan. Apabila keduanya melakukan karena upalr, maka didatnrlukan

yang lebih tatru dan lebih tepercaya. Apabila keduanya sama-sama tatu dan

tepercay4 maka didatrulukan yang melihat di antara keduanya.

Apabilahakim menemukan orang yang strkarelamelalokanny4 maka

masalahnya selesai. Jika tidak, maka upaturya diambil dari harta orang yang

paili! karenajual-beli ini adalah kewajibarurya sebagai sarana untuk melunasi

utangnya" Ada perdapat 1ang mengatakan batrwa upalurya dianrbil dari baitul

mal, karena jual-beli ini termasuk perkara-perkara maslahat bersama.

Demikian pula hukum yang berlaku untuk penjaga barang, penjaga hasil
penjualan, penganght barang, dan semisalnya-

Dianjurkan agar setiap hrang drjual di pasamya; pakaian dijual di
pasar pakaiaq buku dijual di pasar br*rg dan semisalnl'a- Kalena penjualan

barang di pasamla masing-masing itu lebih mengandung kehati-batiaq lebih

banyak pencarinya dan lebih diketatrui harganya. Apabila hakim rnei{ual
barang bukan di pasarryra dengan harta yang standar, maka diperbolehkan,

karena tujuannya adalatr terjadi transaksi, dan barangkali ijtihad hakim
menemukan bahwa tindakan demikian itu lebih membawa maslahat.

Seandainya orang yang pailit mengatakan, "Jual-latr pakaianku di pasar ini
dengan harga sekian " lalu hakim menjualnya di pasar lain dengan harga

yang ditetapkan orang yang pailit, maka itu juga diperboletrkan.

I{akim meqiualnf dengan mata uang domestilq lcarena lebitr tersedia

Apabila di suatu negara terdapat beberapa mata nang, maka hakim nneqiual

dengan mata uang yang dominan Apabila kedudukannl'ra sam4 maka hakim

menjualnya dengan mata uang yang sejenis dengan utang. Apabila barang

mengalami pertambahan di masa khiyaa maka hakim memaksa orang

kepercayaan untuk membatalkan akad, karena dia bisa menjualnya dengan

suatu harg4 sehingga tidak boleh menjualnya dengan lrarta yang lebih rendah

darinya- Seperti seandainyabarangtersebtrtmengalamipertanrbatransebelum

akad.Apabilabarangmengalami sesudatrakadyangrnengikat,
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maka dianjurkan orang kepercayaan itu untuk meminta pembeli agar

membatalkan akad danpembeli dianjurkan untukmemenuhi permintaannya.

Karena hal itu terkait dengan maslahat orang yang pailit dan pembayaran

utangryra-

Hendaknya hakim memulai penjualan dari budak yang melakukan

perbuatan pidana, kemudian nilai terendah di antara harga budak tersebut

dan denda perbuatan pidananya itu diserahkan kepada korban pidana.

Adapun kelebihannya dikembalikan hakim kepada pihak-pihak yang

berpiutang. Selanjutnya hakim me4jual gadai lalu memberi penerima gadai

senilai piutangnya- Adapun kelebihannya dikembalikan hakim kepada pihak-

pihak yang berpiutang. Apabila masih ada sisa piutanglya, maka penerima

gadai tenebut mengambil kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang

berpiutang. Selanjutnya, hakim menjual barang yang cepat rusak seperti

kurrna basah, karena membiarkannya lamalama dapat membuatrya rusak

secara pasti. Selanjutnya, hakim menjual binatang, karena binatang itu
beresiko mati dan hidupnya membuh:hkan biaya.Selar{uftrya hakim menjual

perabotan karena dikhawatirkan tersentuh tangan lalu rusak. Selanjutnya

hakim menjual barang-barang yang lain, karena tidak dikhawatirkan rusak,

dan membiamya lama-lamadapat membuatrya lebih dikenal dan lebih banyak

peminatrya

Manakala hakim menjual suatu barang milik orang yang pailit, dan

utang milik satu orang saj4 maka hakim menyerahkannya kepadanya, karena

tidak ada perlunya untuk menunda-nunda penyerahan. Apabila orang yang -

pailit itu memiliki beberapa pihak yang berpiutang dan hakim bisa membagi

hasil penjualan di antara merek4 maka hakim membaginya di antara mereka

dantidak menunda-nundanya.Apabila hakim tidak bisa membaginya di antara

mereka, maka hakim menitipkannya pada orang yang tepercaya sampai

terkumpul hasil penjualan yang bisa dibagi, lalu hakim membaginya di antara

mereka. Apabila penjagaannya membutuhkan biay4 maka biaya diserahkan

kepada orang yang menjaganya.

Apabila hal ini sudahjelas, maka kami akan kembali kepada masalah



pokok. Kami katakan bahwa rumah sangat perlu untuk tempat tinggalnya

itu tidak dijual. Pendapat ini dikemukakanAbu Hanifah dan Ishaq. lbtapi
Syuraih, Malik dan Syaf i berpendapat bahwa rumah tersebut dijual, dan

sebagai gantinya dia disewakan rumah. Pendapat ini dipilih Ibnu Mundzir.

Karena Nabi SAW bersabda mengenai orang yang membeli buatr-buahan

lalu sesudah itu dia banyak berutang. Beliau bersaMa kepada orang-orang

yang berpiutang kepadanya, "Ambillah apayang kalian dapati. "16 Dan

buah-buahan tersebut adalah sebagian dari barang yang mereka dapati. Juga

karena buah tersebut adalah harta benda orang yang pailit, sehingga wajib

digunakan unfuk membayar utangnya, sama seperti harta bendanya yang

lairl

Menunrt kami, nrmah adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari orang

yang paili! sehingga dia tidak bisa dialokasikan untuk melunasi utangny4

sama seperti pakaian dan makanan pokok. Hadits tersebut menetapkan

suatu keputusan mengenai barang, dan dimwrgkinkan orang tersebut tidak

memiliki properti dan budak. Dimungkinkan bahwa sabdaNabi SAW
"Ambil-lah apa yang kalian dapati, " maksudnya apa-apa yang bisa

disedekahkan kepadany4 karena keterangan sebelumnya menunjukkan

demikian. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,
" Bersedelrshlah kalian kepadarrya. " Lalu mereka bersedekatr kepadany4

namun sedekatr itu tidak sampai melunasi utangryq lalu beliau bersaM4
" Ambillah apa yang kalian dapati. " Malsudnya apa-apa yang bisa kalian

sedekahkan kepadanya. Tampaknya, dia tidak diberi sedekah rumalu

meskipun dia membutuhkan tempat tinggal, dan tidak pula pelayan meskipun

dia membututrkan pelayanan. Juga karena hadits ini terkait khusus dengan

pakaian dan makananpokok bagi orang yang pailit, sehinggapadanya kami
mengqiyaskan perkara yang diperselisihkan. Sementara mereka itu

dengan hadits tersebu! dan juga dengan ketentuan sewa tempat

tinggal. Seluruh harta bendanya itu sangat diperlukannya. Hal itu berbeda

dengan masalatr yang kita balras.

56,4l Mundziri menyebutkannya dalam kitab Al ljma'(ll}).
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Pasal: Apabila orang yang pailit memiliki dua rumah, dan ia
cukup menempati salah satunya, maka yang lain dijual, karena dia
tidakperlu menempati rumah tersebut. Apabila rumatrnya luas, dimana orang
sepertinya dalam kondisi seperti demikian tidak pantas menempatiny4 maka
rumah tersebut dijual dan dia dibelikan rumah yang sesuai, kemudian sisanya
dikembalikan kepada pihak-pihak yang berpiutang. Sama seperti pakaian
miliknya apabila mahal harganya dan orang sepertinya tidak pantas memakai
pakaian seperti itu.

Seandainya rumah dan pelayan yang dibutuhkannya adalah barang
sebagian pihak-pihak yang berpiutang, atau seluruh hartanya merupakan
barang pihak-pihak yang berpiutang dimana ia pailit untuk memb ayuharga-
hnganya,lalu para empunya mendapati barang-barang tersebut, maka
mereka berhakmengambilnya dengan syarat-syarat yang teiah kami sebutJraq

berdasarkan sabda Nabi SAW, " Barangsiapa yang mendapati
barangnya pada seseorang yang telah pailit, maka ia tebih berhak atas
barangnya itlt."57

Juga karena haknya melekat pada barang, sehingga ia lebih kuat
sebabnya daripada orang yang pailit. Juga karena kesulitan membayar iqu
merupakan faktor penyebab per{ual berhak membatalkan tansaksi, sehingga
melekatrya kebutuhan pembeli pada barang tidak menghalangi penjual untuk
menarik kernbali barangnya, sama seperti sebelum penguasaan barang, dan
seperti pengembalian karena cacat dan khiyar Juga karena mencegah
mereka mengambil barang mereka itu dapat membuka pintu kelicikarl dimana
orang yang tidak memiliki harta benda bisa membeli dengan utang pakaian
untuk dikenakanny4 rumah untuk ditinggaliny4 budak untuk melayaniny4
kuda untuk dinaikiny4 dan makanan bagi dirinya dan keluarganya, lalu para
pemiliknya dilarang mengambilnya karena padanya melekat kebutuhan
pembeli, sehingga harta mereka hilang dan pembeli menjadi kaya karenanya.
Karena itu, barangtersebut diambil dan tidak adayang disisakan sedikit
pun, karena itu adalah harta benda orang lain, sehingga mereka lebih berhak

57 Keterangan hadits telah dijelaskan pada masalah g00.
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terhadapny4 seperti seandainya barang tersebut ada di tangan merek4 atau

orang yang pailit itu mengambilnya dari mereka lecara ghashab (tanpa izin).

Pasal: Seandainya orang yang pailit memiliki keahlian untuk mencari

nafkah bagi dirinya dan orang yang dinafkahinya, atau dia mampu untuk
memperoleh nafl<ah dengan cara meqjadi pekerja upalran atau menjadi wakil
seseorang, atau memperoleh nafl<ah dengan cara-cara yang mubah dan cukup

unhrk diriny4 maka hartanya tidak disisakan untuk dirinya, Apabila dia tidak

mampu melakukan apa yang kami sebutkan, maka disisakan untuknya dari

hartanya sekadar keperluannya. Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud

mengatakan, "Disisakan untuknya makanan pokok unfuk mempertahankan

hidupnya. Apabila dia memiliki keluarga yang wajib dinafkahinya, maka

disisakan untuknya nafkah yang cukup bagi mereka. " Dalam riwayat Al
Maimuni, Imam Ahmad berkata, "Disisakan untuknya sekadar untuk
menyambung hidupnya, dan selebihnya dijual." Ketentuan ini berlaku bagi

para orang tua dan orang-orang yang kondisinyatidak memrmgkinkan mereka

untuk bekerja dengan badan mereka. Seyogianya kebuhrhannya itu diambil

dari harta benda yang tidak melekat padanya hak sebagian mereka, karena

orang yang haknya melekat pada barang itu lebih kuat sebab kepemilikanya

daripada orang lainyang tidak demikian.

Pasal: Apabila sebagian dari harta benda orangyang pailit rusak
di tangan orang kepercayaan, atau sebagian dari harta bendanya
dijual Ialu hasil penjualannya dititipkan dan rusak di tangan pemesang

titipan, maka itu tanggung jawab orang yang pailit. Pendapat ini
dikemukakan Imam Syaf i, tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta

dalam bentuk barang adalah milik orang yang pailit, sedangkan harta dalam

benhrk dirham dan dinar adalah milik pihak-pihak yang berpiutang. Mughirah

mengatakan bahwa dinar adalah milik empunyapiutang dinar, dan dirham
adalah milik empunya piutang dirham.

Mentrut kami, dinar dan dirham adalah milik orang yang pailit, dan

pertambahan nilainya merljadi milik orang yang pailit, sehingga kerusakannya
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dihiturg sebagai hartany4 sama seperti hana dalam bentuk barang.

Pasal: Apabila harta orang yang pailit telah terkumpul, maka

ia dibagikan di antara pihak-pihakyang berpiutang padanyaApabila

utang mereka sama jenisnya dengan hasil penjualan, maka mereka

mengambil hasil penjualan tersebut. Apabila di antara mereka ada yang

piutangnyaberbedajenisdenganlrasilpenjualan, sepertipitliamanyangbukan

pembayaran, namun dia rela untuk menerima penukar haknya dari hasil

penjualan, maka diperbolehkan. Apabila dia tidak mau menerima dan

menuntut yang sejenis dengan hakry'4 maka dia dibelikanbarang yang sejenis

dengan piutangnya- Seandainya orang yang berpitang iengin mengambil dari

harta yang terkumpul, lalu orang yang pailit mengatakan, *Aku tidak

mehrnasimukecuali denganyang sejenis denganpintangmq"makaperkataan

orang yang pailit itu didahulukaq karena pehmasan ini dilatar belakangi bafieq

sehingga pelunasan hanya boleh dengan kerelaan keduarryra-

Apabila di antara pihak-pihak yang berpiutang ada orang yang

piutangnya benrpa pesanan, maka ia tidak boleh mengambil kecuali yang

sejenis dengan hakny4 meskipun keduanya saling rela rmtuk menyerahkan

penukamya. Karena pesananan yang ada dalam tanggugnan itu tidak boleh

diganti denganyang lain, berdasarkan sabdaNabi SAW, "Barangsiapa

yang memesan sesuatu, maka dia tidakboleh mengalihkannya kepada

yang lain." 5t

Pasal: Apabila harta orang yang pailit telah dibagi-bagi namun

dia masih menanggung utang sedangkan dia nemiliki keahfan, maka

apakah hakim memaksanya untuk menjual jasanya agar bisa

melunasi utangnya? Ada dua riwayat dalam hal ini.

Pertama, hakim tidak memaksanya. kri adalatr pendapat Imam Malik

dan Syaf i, berdasarkan firmanAllah, "Dan jika (orang berutang itu)

dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."

58 Status hadits telah dijelaskan dalam Masalah779.
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(Qs.AlBaqarah Q):280)

Juga berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id bahwa seorang laki-laki

membeli buah-buahan, lalu dia banyak utang. Maka, Nabi SAW bersabda,

"Bersedekahlah kalian kepadanya. " Lalu mereka pun bersedekah

kepadanya, tetapi sedekah yang terkumpul tidak cukup untuk melunasi

utangnya. Maka Nabi SAW bersaMa, " Amb il-l ah apa yang kalian dapati,

dan tidak ada yang bisa kalian lakukan kecuali itu. " se (HR. Muslim)

Juga karena ini adalatr masalah menc at'.harta, sehingga hakim tidak

bisa memalsanya, sama seperti menerima hibah dan sedekah. Sebagaimana

seorang perempuan tidak boleh dipaksa menikah supaya dia menerima

matrar.

Kedua,hakim memaksanya untuk menghasilkan harta benda. hi
adalah pendapat Umar binAbdulAziz, SawwarAlAnbari dan Ishaq, karena

Nabi SAW menjual Surraq unhrk melunasi utangnya. Surraq adalah seorang

laki-laki yang masuk Madinah. Disebutkan bahwa diamemiliki harta bend4

lalu orang-orang memberinya utang sehingga dia terlilit utang namun hartanya

tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian Nabi SAW

menamainya Surraq dan menjualnya dengan lima unta.60 Padahal orang

merdeka itu tidak bisa dijual. Dipastikan bahwa yang beliaujual adalah

manfaat-manfaat dirinya.

Juga karena manfaat-manfaat itu sama kedudukannya dengan barang

dalam hal keabsahan akad, keharaman mengambil zakat, dan penetapan

kekayaan dengannya. Mak4 begitu pula dalam hal pelunasan utang dengan

manfaat-manfaat tersebut. Juga karena penjualan jasa merupakan akad

tukar-menukar, sehingga orang yang pailit boleh dipaksa unhrk melakukanny4

sama seperti menjual harta bendanya untuk melunasi utangnya. Juga karena

penjualanjasa merupakan tindakan menyewakan apa yang dia sanggup

5eAl Mundziri menyebutkanya dalam kitab Al Ijma '(l l0).
60 HR Hakim (2/54) dengan komentar bahwa hadits ini shahih menurut kiteria

Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak menyantumkannya dalam kitab masing-
masing. Penilaiannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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sewakan, sehingga orang yang pailit bisa dipaksa rmfirk menjual jasa dirinya

guna melunasi utangny4 sama seperti menyewakan budak yang menjadi ibu

bagi analarya. Juga klarena orang yang pailit tersebut sanggup rurtuk melunasi

utangryq sehingga ia wajib melunasiny4 sama seperti orang yang memiliki

sesuafu trrtuk melunasi utangnya.

Barangkali ada yang berkata bahwa hadits Surraq zansz,ti (dihapus)

dengan dalil bahwa orang merdeka tidak boleh dijual. Danjual-beli tersebut

terjadi pada kemerdekaanya, dengan dalil bahwa dalam hadits dijelaskan

batva pihak-pihak yang berpiutang berkata kepada pembelinya "Apa yang

kaulalokan kepadanya?' Pembeli itu menjawab, "Aku membebaskannya."

Me'reka berkata'Kami lebih anhud darimuuntukmembebaskanrrya-" Mak4

merekapun membebaskan Surraq. Jika dikatakan demikian, maka kami

katakan batrwa penetapan nas akh ini benifat kemungkinan, dan itu tidak

boleh. Tidak ada ketetapan bahwa penjr.ralan orang merdeka itu boleh dalam

syariat kit4 sehingga mematrami kata 'menjual' di sini dalam arti menjual

manfaat-manfaatnya itu lebih mudah daripada mer{ual kemerdekaannya.

Karena menghilangkan mudhaf dankalimat dan menyebut rn udhaf-ilaih-

nya adalah gaya bahasa yang populer di dalam Al Qur'an dan ungkapan

Arab. Seperti firman Allah, " D an telah dire sapkan lce dalam hati mereko

itu (kecintaan menyembah) anak sapr. " (Qs. Al Baqarah (2): 93)6r Juga

seperti finnan Allah, "Akan tetapi sesungguhnya kebailcan itu ialah

beriman kepada Allah. " (Qs. Al Baqaratr (2): 177)62 Juga seperti frman
AllalL " Dan taryalah (Wnduduk) negeri. " (Qs. Yuusuf(I2): 82)63

6r Terjemalr harfiah ayat ini adalah "Dan dircsapkan ke dalam hati mereka anak
sapi. " Nash Al Qur'an di sini hanya menyebutkan mudhaf ilaih, yaitulafazh anak
sapi, dan menghilangkan mudhaf-ny4 yaitu lafazh kecintaan untuk menyembah.

62 Terjemah harfiah ayat ini adalah "Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu
ialah orangyangberiman kepadaAllah."NashAl Qur'andi sini hanyamenyebutkan
mudhaf ilaih, yaitu lafazh orang yang beriman lepada Allah, dan menghilangkan
mudhaf-ny4 yaitu lafazh keimanan.

63 Terjemah harfiah ayat ini adalah "Dan tanyalah negeri. " Nash Al Qur'an di sini
hanyamenyebutkan mudhaf ilaih, yaitulafazh negeri, danmenghilangkanmudhaf-
ny4 yaitu lafazh penduduk
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Demikian pula perkataan orang yang membeli Sunaq, "Aku
membebaskannya," maksudnya dari hakku padanya. Lalu mereka pun

membebaskannya, padahal mereka tidak memiliki apa-apa selain piutang

padanya.

Mengenai firman Allah, "Maka berilah tangguh sampai dia
berlrelapangan " (Qs.Al Baqarah Q):280),dimungkinkan masalah ini
tidak tercakup dalam makna umtun ayat tersebut. Karena hukum yang berlaku

dalam masalah ini adalah hukum orang kaya yang enggan memb ayar zakat,

gugumya kewajiban nafkah terhadap kerabatnya serta kewajiban dirinya
menafkahi keluarganya. Sedangkan pembicaraan mereka adalah tentang

perkara barang, dimana hukumnya tidak ditetapkan kecuali untuk perkara

serupa, dan tidak ditetapkan bahwa orang yang berpiutang itu memiliki
penghasilan yang melebihi kadar kebutuhan dirinya.

Adapun masalah menerima hibah dan sedekah, hal itu dapat

mengakibatkan seseomng makanjas4 dimana hati orang-orangyang memiliki
harga diri pasti menolakny4 dan itu berbeda dengan masalah yang kita balras.

Jika demikian adany4 maka hakim tidak memaksa kerja kecuali orang yang

bisa bekerja dan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan dirinya dan

kebututrankeluargayangditanggungnafl<ahny4 sebagaimanatelahdijelaskan.

Pasal: Orang yang pailit tidak boleh dipaksa untuk menerima
hadiah, sedekah, wasiat, dan pinjaman. Dan seorang perempuan tidak
boleh dipaksa unfuk menikah agar bisa mengambil maharnya, karena

haltersebutmenimbulkanbahayadimana memakanjasalantaran

menerima hadiah, sedekah dan wasiat, atau menanggung pengganti dari
pinjarnan, serta mengakibatkan kepemilikan suami atas ishi dalam nikah dan

kewajiban-kewajiban isti terhadap suami.

Seandainya seseoftng menjual sesuafu dengan qyarat Htiar,kemudran
diapailit, maka khiyartetap dalam kondisinya Cidak berubah), dan dia
tidakdipaksaunflrkmelalcukansesuatuyangmembawa baginyq

baik mengembalikan atau melangsungkan akad, karena kepailitan



menghalanginya untuk melangsungkan akad bang tetapi diafidak terhalang

urtuk melangsrurgkan (tidak membatalkan) akad. Apabila orang yang pailit

menjadi korban perbuatan pidana yang mengakibatkan sanksi harta" maka

harta tersebut ditetapkan dan hak pihak-pihak yang berpiutang melekat

padanya. Tidak sah baginya untuk memaafl<an pelaku. Apabila perbuatan

pidanatersebtrtmengakibatkansanksi qishastr, makadiadiberipilihanantara

qishash dan memaafkan, dan tidak dipaksa untuk memaafkan dengan

kompensasi harta, karena pemaksaan tersebut dapat meniadakan qishash

yang harus dijatuhkanuntuk maslahat dirinya. Apabila dia menturtut qishasb

maka pihak-pihak yang berpiutang tidak memperoleh apapun. Apabila dia

memaafl<an dengan kompensasi hart4 maka harta itu ditetapkan dan hak

pihak-pihak yang berpiutang melekat padanya. Apabila dia memaafkan

secara mutlak, maka ada dua pendapat yang didasarkan pada dua riwayat

pendapat mengenai implikasi perbuatan pidana sengaja. Apabila kita

mengatakan batrwa htrkumanrryra adalah qishash saja, maka tidak- ditetapkan

sesuatu pun, dan qishash menjadi gugur.Apabila kita mengatakan bahwa

hnkumannya dalam salah satu dari dua hukuman, maka dfietapkandiyat

untuknya, dan hak pihak-pihak yang berpiutang melekat padany4 karena

maafnya terhadap qishash itu mengakibatkan penetapan diyat vrfi*nya,
dan menggugrrrk an diat ituttdak sah.

Apabila seseorangmenghibahkan sesu,atu dengan ryarat suatu imbalarl

kemudian dia pailit dan imbalan itu diberikan kepadanya, maka dia wajib

menerimanya. Dia tidak boleh menggugurkannya, karena dia menerima

imbalan itu sebagai pengganti dari apa yang diberikan, sehingga wajib

menerimany4 sama seperti pembayaran dalam jual-beli.

. Orang yang pailit juga tidak boleh menggugurkan sebagian dari

pembayaran jual-beli, atau biaya sewa dalam akad sewa, dan tidak pula

menoima pembayaran dalam kualitas png lebih rendah, dan menerima barang

pesanan yang sifat-sifatnya lebih rendall kecuali seizin pihak-pihak yang

berpiutang kepadanya. Madzhab Syaf i dalam setiap perincian masalah ini

sama seperti madztnb kami.
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Pasal: Apabila harta benda orang yang pailit telah dibagi-bagi,
apakah pembatasan hak transaksinya terlepas dengan serta merta,
ataukah ia membufuhkan pelepasan pembatasan hak transaksi? Ada
dua pendapat dalarn masalah ini.

Pertama, pembatasan hak transaksinya terlepas dengan pembagian
harta bendanya, karena dia dibatasi hak transaksinya lantaran hal tersebut.

Apabila kepemilikannya telah hilang, maka hilang-lah sebab pembatasan
hak transaksinya, sehingga hilang pula pembatasan hak transaksi, seperti
hilangnya pembatasan hak transaksi bagi orang yang gila ketika penyakit
gilanya hilan g. Kedua, pembatasan hak transaksinya tidak hilang kecuali
dengan keputusan hakim, karena dialah yang menetapkannya, sehingga
pembatasan hak tansalcsi tidak hilang kecuali dengan keputusanny4 seperti
orang yang dibatasi hak transaksinya lantaran lemah akal. pembatasan hak
tansaksi di sini berbeda dengan pembatasan hak trarsalai orang gil4 karena
pembatasan tersebut ada dengan sendirinya, sehingga ia hilang dengan
hilangnya sifat gila. Juga karena habisnya harta benda orang yang pailit itu
membututrkanpengetatruandanpenyelidikan, sehinggahaltersebtrttergantng
pada hakim, berbeda dengan pembatasan hak tansaksi karena gila.

Pasal: Apabila hakim menetapkan krisis finansialnya, maka
tidak seorang pun berhak menuntutnya dan mengawasinya. pendapat

ini dikemukakan Imam syaf i. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa
pihak-pihak yang berpiutang kepadanya berhak unhrk mengawasinya tanpa
menghalanginya untuk bekerja. Apabila dia purang ke rumahnya lalu
mengizinkan mereka untuk masulg maka mereka masuk rumah bersamanya.

Apabila tidak, maka mereka boleh mencegahnya masuk rumalr, berdasarkan
sabdaNabi SAW,

o.dt:trit"'*;t-U,
"Empunya hak memiliki kekuasaan tangan dan lisan." 6a

s HR Daraquthni(3133,133), Al Baihaqi dalam kitab I s-sunan(6/51). AlAlbani
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Menurut kami, barangsiapa yang empunya hak tidak berhak

menuntutnya, maka empunya hak juga tidak berhak mengawasi dan

membuntutinya, seperti seandainya utangnya bersifat tempo. Hal ini
didasarkan pada firman Allah, "Maka berilah tangguh sampai dia

berlcelapangan " (Qs. Al Baqaratr (2): 280) Barangsiapayang wajib diberi

maka haram menrurtutry4 seperti orang yang utangnya benifat

tempo. Mengenai hadits di atas, ada komentar yang dimukakan Ibnu Mundzir.

Selanjutrya, kami memahami hadits ini berlaku untuk orang yang dalam

kondisi lapang, dengan dalil yang telah kami sampaikan. Diriwayatkan s@ara

shahih bahwa Nabi SAW bersabda kepada pihak-pihak yang berpiutang

pada orang yang membeli buatr-buahan, lalu dia menanggung banyak utang,

"AmbilJah apa yang Imlian dapati, dan kalian tidak bisa melahtkan

apapun selainhal itu. "os (FIR. Muslim danAt-lirmidzi)

Apabila pembatasan hak transaksinya telah dilepaskan, maka tidak

seonmg pun berhak menuntut dan membrurtutinya sampai dia memiliki lrarta

benda Apabila mereka datang kembali tidak lama sestrdah pembatasan hak

transaksinya itu dicabut, lalu mereka menggugat batrwa dia memiliki

kekayaan, maka gugatan mereka tidak dianggap sampai mereka

membuktikan penyebabryra. Apabila mereka datang sezudah waktu berjalan

lam4 lalu mereka mengklaim bahwa dia memiliki kekayaan, atau mereka

menggugathaltenebuttidak lama sestrdahpembatasannladihilangkandengan

menjelaskan penyebabny4 maka hakim menghadirkan orang yang pailit

tenebtrt dan bertanya kepadanya. Apabila dia menyangkal, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah. Karena

pembatasan hak transaksinya tidak dilepas sampai tidak tersisa sedikit pun

milnmya.

Apabila dia mengaku memegang suatu harta benda dan mengatakan,

"Ini milik fulan, dan aku adalah wakilnya, atau mitranya dalam akad

mudharabah, " dan fulan yang diakui haknya itu ada di tempat, maka hakim

dalam kitab .Dw a' Al Ghalil (1406) menilai hadits ini nrzrsal.
65Al Mundziri menyebutkannya dalam kitab Al ljna'(ll0).
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bertanya kepadanya. Apabila dia membenarkan ucapan orang yang pailit,

maka kekayaan tersebut miliknya. Hakim memintanya bersumpah, karena

dimungkinkan keduanya berkonspirasi untuk berkata demikian guna

menghindarkan tuntutan dari orang yang pailit. Apabila orang yang diakui

haknya ifu mengatakan, "Itu bukan milikku," maka kita mengetahui

kebohongan orang yang pailit, sehingga seolah-olah dia mengatakan,'Tlarta

ini milikku," sehingga pembatasan hak transaksi kembali dikenakan

kepadanya apabila pihak-pihak yang berpiutang menuntutrya.

Apabila dia mengaku memegang harta benda milik orang yang tidak

ada di tempat, maka keputusannya ditunda sampai orang yang tidak ada di

tempat itu d atang,kemudian dia ditanya sebagaimana ketentuan yang telah

kami jelaskan terkait orang yang berada di tempat. Manakala pembatasan

hak transaksi dikenakan kembali padanya karena utang-utang baru yang

ditanggungnya maka pihak-pihak yang berpiutang dalam pembatasan hak

tarlsal<si yang pertama bersekutu dengan pihak-pihak yang berpiutang dalam

pembatasan hak tansaksi yang kedua, hanya saja kelompok yang pertama

berbagi dalam menuntut sisa piutang merek4 sedangkan kelompok yang

kedua berbagi dalam menuntut seluruh piutang mereka.

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa pihak-pihak yang berpiutang

dalam pembatasan hak yang pertama tidak disertakan dalam kelompok

orang-orang yang memiliki hak baru sampai kelompokyangpertama itu

dilunasi piutangrya. Kecuali orang yang pailit itu memperoleh warisan atau

menerima denda perbuatan pidana, sehingga pihak-pihak yang berpiutang

bersehrtu dalam memilikinya

Menurut kami, hak mereka sama-sama ditetapkan dalam

pertanggungannya, sehingga mereka pun sama dalam hal perolehan hak

tersebut, seperti orang-oftIng yang haknya ditetapkan dalam satu pembatasan

hak transaksi, dan seperti kesamaan mereka dalam memperoleh hak dari

warisan atau denda perbuatan pidana. Juga karena hasil usahanya merupakan

kekayaan miliknya, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang sama di

dalamny4 sama seperti warisan.
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807. Masalah: Abu Qasim berkata, .,Barangsiapa yang
menanggung suatu hakr lalu dia menyatakan dalam kondisi sulit,
maka dia ditahan sampai bisa mendatangkan kesaksian yang
menunjukkan kondisi sulitnya."

Maksudnya, barangsiapa yang menanggung utang kontan" lalu dia
dituntut untuk membayamy4 namun dia tidak membayamy4 maka hakim
dapat melalnrkan penyelidikan terhadapnya; apabila di tangannya terdapat
kekayaan yangjelas, maka hakim menyunrhnya membayar utang. Apabila
dia menyatakan bahwa kekayaan tersebut milik orang lain, maka kami telatr
menjelaskan ketentuannya dalam masalah sebelumya-

Apabila hakim tidak menemukan kekayaan yang jelas, lalu dia
mengklaim pailit, dan orang yang berpiutang padanya membenarkan
ucapannya, maka dia tidak ditahan, wajib diberi penangguhan, dan tidak
boleh memburhsinla, berdasarl€n firmanAllab, " Danjika (orang benttotg
itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berlcelapangan. " (Qs. Al Baqarah l2l: 290) dan berdasarkan sabda Nabi
sAw kepada orang-orang yang memiliki piutang pada seseorang yang
banyak utangny4 "Ambillah apa yang knlian dapati, dan rrarian tidak
bisa melahtkan apa-apa selain itu."66 Juga karena tujuan penahanan
adalah untuk menetapkankepailitan atauurtuk melunasi utangnya sedangkan

kepailitannya telah ditetapkan dan pelunasan utang tidak bisa dilakukan,
sehingga tidak ada gunanya menahan orang yang pailit tersebut.

Apabila orang yang berpiutang padanya mendustakan ucapannya,
maka tidak terlepas dari dua kemungkinan; dia diketahui memiliki harta,
atau tidak diketahui. Apabila diketahui memiliki harta karena utang terjadi
lantaran pertukaraq seperti pinjaman danjual-beli, atau diketahui memiliki
sumber harta yang lain, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
orang yang berpiutang dengan disertai sumpaturya. Apabila dia bersumpah
bahwa orang yang pailit itu memiliki hartq maka dia ditahan sampai ada

6 Lihat hadits sebelumnya.
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kesaksian yang menunjukkan kepailitannya. Ibnu Mundzit'T berkata,

"Mayoritas ulama dari berbagai negeri dan qadhi yang kami cacat

pendapatrya menyetujui penahanan dalam perkara utang. Di antara mereka

adalah Imam Malik, Syaf i, Abu Ubaid, Nu'man, Sawwar, Ubaidullah bin

Hasan." Pendapat inijuga diriwayatkan dari Syuraih danAsy-Sya'bi. Tetapi

Umar binAbdul Aziz mengatakan, "Hartanya dibagi di antara pihak-pihak

yang berpiutang, dan dia tidak ditahan." Pendapat ini dipegang oleh AMullah

bin Ja'far dan Laits bin Sa'ad.

Menurut kami, yang kuat adalah perkataan pihak yang berpiutang,

sehinggaperkataanyang dipegang adalah perkataanny4 sama seperti gugatan-

gugatan yang lain. Apabila kesalsian menunjukkan bahwa harta orang yang

pailit rusak, maka kesaksian mereka diterima, baik kesaksian itu dilakukan

orang yang ahli, atau tidak, karena kerusakan itu dapat dilihat oleh orang

yang atrli danyang tidak. Apabila orury yang berpiutang menurtut agar oftrng

yang pailit bersumpah, maka tuntutannya tidak dikabulkan, karena hal itu

berarti mendustakan kesaksian. Apabila kesaksian menunjukkan

kepailitannya, maka kesaksian tersebut telah cukup, dan kepailitannya

ditetapkan. Apabila kesalsian tidak menunjukkan kepailitanny4 melainkan

kerusakan h arta saja,dan orang yang berpiutang memintanya bersumpah

atas kepailitanny4 dan bahwa dia tidak memiliki harta benda yang lain" maka

dia diminta bersumpah atas hal tersebut, karena hal tersebut bukan yang

ditud ukkan oleh kesaksian. Apabila kesaksian tidak menunjukkan kerusakan

kekayaan, melainkan kepailitan, maka kesaksian tidak diterima kecuali dari

orang-orang yang ahli dan memiliki pengetahuan lebitr, karena masalah ini

termasuk masalatr-masalatr samar yang biasanya hanya diketatrui oftng-oftrng

yang ahli. [ri adalah madzhab Syaf i, dan dituturkan dari Malik bahwa dia

berkat4 "Kesaksian mengenai kepailitan tidak didengar, karena kesaksian

tersebut untuk menafikan sesuatu, sehingga tidak didengar, sirma seperti

kesaksian bahwa orang yang pailit tersebut tidak memiliki utang."

67 Ibnu Mundzir menyebutkannya dalamkitab Al Ijma'(1141524).
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Kami berpegang pada riwayat Qabishah bin Muklmriq batrwa Nabi

SAW bersabda kepadanya,

q
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"Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu ttdakhalal lcecuali

untuksalah satu dari tiga orang; Yaitu seseorangyangmempunyai

tanggungan, maka halal baginya untuk meminta sampai dia

memperoleh, kemudian berhenti meminta; seseorang yang

tertimpa musibah sehingga hartanya habis, maka halal baginya

untuk meminta sampai dia memperoleh mata pencaharian; dan

seseorang yang menderita kemiskinan, hingga ada tiga orang

yang ahli dari kaumnya mengatakan, "Fulan telah mengalami

kemi skinan, " s e hingga hal al b aginya untuk memint a s ampai di a

memperoleh mata pencahari an. "0r (FIR. Muslim dan Abu Daud)

Mengenai pendapat mereka batrwa kesaksian rnrtuk menafikan sesuatu

itu tid4k diterim4 kami berpendapat bahwa ia tidak ditolak secara mutlak'

Karena seandainya saksi menyebut seseorang sebagai pewaris mayit, dan

tidak ada pewaris mayit selainny4 maka kesaksian tersebut diterima. Selain

itq kendati kesaksian ini mengandung penafian, namun ia menetapkan satu

kondisi yang jelas dan dijadikan pertimbangan karena pelakunya

6s HRDaruquthni(3l33,133), Baihaqi dalam kitabl s-Sunan(6-39), Hakim(2/51).
AlAlbani dalankitab lrwa'Al Ghalil (1406) menilai haditsinimursal.
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menyaksikan. Berbeda ketika saksi benaksi batrwa seseorang tidak memiliki

hak, maka kesaksian ini tidak dipertimbangkan, dan tidak dijadikan bukti

unhrk mengetatrui suatu kondisi. Hal tersebut berbeda dengan masalatr yang

kita bahas. Kesaksian tentang suatu kondisi itu didengar. Pendapat ini

dipegang oleh Syaf i. NamunAbu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian

tentang kondisi itutidak didengar, dan orang yang pailit ditahan selama

sebulan, riwayat lain mengatakan tiga bulan, dan riwayat lain mengatakan

empat bulan, sampai hakim menduga kuat bahwa seandainya orang yang

pailit memiliki harta bend4 maka diapasti menunjukkannya.

Mentrut kami, setiap kesaksianyang boleh didengar sesudahmasa

yang lama itujuga boleh didengar pada saat itu juga, seperti kesaksian-

kesalaianyang lain.

Seandainya pendapat yang mereka kemukakan itu benar, maka tidak

dibutuhkan sumpatr. Apabila orang yang berpiutang berkata; "Bersumpahlah

untukku bersama sumpahnya bahwa dia tidak memiliki harta," maka dia

tidak diminta bersumpah menurut pendapat tekstual ImamAhmad. Namun,

ImamAhmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim mengenai seseorang

yang menghadirkan beberapa saksi untuk menetapkan suatu hak, lalu orang

yang berpiutang berkata, "Mintalah dia untuk bersumpah," bahwa orang

tersebut tidak diminta bersumpah, karena teks hadits mengatakan,

" Ket erangan w aj ib b agi p enggugat, dan sumpah w aj ib b a gi or ang y ang

menyangkal."6e AI Qadhi mengatakan, "Baik kesaksian menunjukkan

kerusakan harta benda atau kepailitan." Ini adalatr salah satu dari dua pendapat

Imam Syaf i, karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang diterima,

sehingga dengan adanya kesaksian itq maka orang yang pailit tidak diminta

bersumpah. Seperti seandainya kesaksian menunjukkan bahwa ini adalah

budakny4 atau ini adalah rumahnya.

6e HR Bukhari (5/2514) dengan redaksi, "Sesungguhnya Nabi SAW
menetapkanbah sumpoh itu wajib bagi pendahoa. " Hadits ini juga diriwayatkan
Imam Muslim (311336) dan Ibnu Maj ah(12/2331) dengan lafazh, "Tetapi sumpah itu
wajib bagi terdakwa."
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Namuq dimungkinkan dia diminta untuk bersumpa[ dan ini adalatr

pendapat kedua Imam Syaf i, karena dimungkinkan diamemiliki harta benda

yang luput dari kesaksian. Menurut say4 dia boleh dipaksa unhrk benumpah

mengenai kepilitannya dalam kasus kesalsian yang menunjukkan kenrsakan

harta bendanya. Tetapi paksaan sumpah itu tidak berlaku dalam kesaksian

yang menuqiukkan kepailitannya, karena apabila kesaksian menunjukkan

kerusakan harta bendanya, maka dia menjadi seperti orang yang tidak

ditetapkan memiliki pokok harta, atau sama kedudukannya dengan orang

yang diakui orang yang berpiutang bahwa harta bendanya rusak dan dia

mengklaim memiliki harta benda yang lain, atau memperoleh harta benda

yang baru sesudah harta benda tersebut rusak. Seandainya tidak ada

kesalsian dan orang yang berpiutang mengakui kerusakan hartany4 rutmun

dia memiliki harta selain harta tersebut, maka dia wajib bersumpah. Begitu

juga ketika ada kesaksian, maka kesaksian itu tidak memberi dampak lebih

padapengakuan.

Apabila kewajiban yang ditetapkan btrkan didasari transaksi tukar-

menukar, seperti denda perbuatan pidana, mengganti nilai barang yang

dirusak, mahar, atau pertanggungan, atau pengganti lthulu'bila orang yang

pailit adalatr peremprxn; dan apabila dia tidak diketatrui memiliki hart4 maka

dia bersumpah bahwa dia tidak memiliki harta, dan ia pun dilepas dan tidak

ditatnn. Ini adalah pendapat Syaf i dan Ibnu Mundzir. Tetapi j ika kesaksian

menunjukkankepailitanny4 makakesaksian itu diterima dan dia tidak diminta

bersumpatr dengan alasan seperti yang telahdijelaksan. Apabila kesaksian

menunjukkan bahwa dia memiliki harta lalu rusak, maka dia tidak perlu

bersumpah dengan alasan seperti yang telah kami sampaikan. Begitujuga

seandainya orang yang berpiutang mengakui hal itu. Dan kami rnencukupkan

pada sumpahnya karena menurut prinsip dasarnya tidak ada harta,

berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda kepada Habbah dan Sawa'

binKhalidbinSawa',

iiA- i;t 'Jt'rV 6i')T *Vr 6 a;ilt a LV i
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;r hr f;;.e iGFv i ;,
"Janganlah kalian berputus asa terhadap rezeki selama lcepala

lcolian masih menggeleng, karena anakAdam diciptakan dalam

lreadaan tidakmemiliki apa-apa selain htlitnya, kemudian Allah
memberinya red<i." 70

Ibnu Mundzir berkata, '?enahanan adalah sanksi, sedangkan kami

tidak mengetahui dia memiliki dosa yang pantas diberi sanksi, dan menwut

prinsip dasamya adalatr tidak ada harta baginya. kri berbeda dengan masalah

pertam4 dimana menunrt prinsip dasamya adalatr ia memiliki har4 sehingga

ia ditahan sampai diketahui kemana perginya harta tersebut."Al Khiraqi

tidak membedakan dua kondisi ini, melainkan mengarahkan pendapatnya

pada apa yang telah kami sampaikan karena adanya dalil yang menunjukkan

perbedaan.

Pasal: Apabila orang yang dalam keadaan lapang menolak

untuk membayar utang maka orang yang berpiutang padanya berhak

untuk membuntutinya, menuntutnya, dan berkata kasar kepadanya

dengan mengatakan, "Hai orang zhalim" dan semisalny4 berdasarkan saMa

Nabi SAW,

b'rs UIL')^J .t*t;t I
"Penangguhan orang yqng punya untuk rr*Ooyo, utorg itu

menghalallran hukumannya dan kehormatawq/o. "7 I

Maksud dari hukuman adalah menahannya, dan maksud dari

70 HR Baihaqi dalam kitab As-Sunan (6140), Daruquthni (3/32,123). Di dalam
sanadnya terdapat Ahmad bin Ghalib, seorang budak yang pembohong dan
memalsukan hadits. Juga terdapat Abdul Karim bin Rauh yang dinilai lemah oleh
Daruquthni.

7r HR Bukhari (5/74) Abu Daud (313628), dari 'Amr bin Syarid dari ayahnya, dan

Nasa'i (7/4703).
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kehomratanrryra adalah halal menyinggung kehormatannya dengan perkataan

yangkasar.

Nabi SAWjugabersabda,

"r"'4'
"Penangguhan orangyang koya untukmembayar utang adalah
suatu kezhaliman."T2

Nabi SAWjugabersabda,

',lt;,'pl 
-u.ot

"Sesungguhnya empunya hak itu memiliki hak untuk
berbicara."Tt

808. Masalah: Abu Qasim berkata, (Apabila seseorang
meninggal dan ternyata dia pailit, maka tidak seorang pun dari pihak-
pihakyang berpiutang berhak mengambil harta bendanya."

Inilatr syarat kelima kepemilikan hak untuk menarik kembali barang
dari orang yang pailit, yaitu dia masih hidup. Apabila ia telah meninggal,
maka penjual sama kedudukannya dengan pihak-pihak yang berpiutang lai4
baik ia mengetahui kepailitannya sebelum meninggal lalu dia dibatasi hak
tansaksinya lalu dia meninggal, atau dia meninggal dan temyata dia pailit.
Pendapat ini dikemukakanMalik dan Ishaq.

Syaf i mengatakan batrwa penjual berhak membatalkan akad dan
menarik kembali barang, berdasarkan riwayat Ibnu Khaldatr Az-ztmqi qadrn
Madinah, dia berkata, "Kami menemui Abu Hurairah untuk bertanya
mengenai seorang sahabat kami yang pailit, laluAbu Hurairah menjawab,

?2HRBukhari (4D287),mslim(3/1t97)AbuDaud(3345),Tirnidzi(3/1308),Nasa,i
(7/4705),Ibnu Majah (2/2404),Daruquthni dalam kitab sunan-nya(212596), lthmad
Q /260, 3 8 0), dan Malik dalam kitab A I Muw atht ha, (2 / 67 4). S ana d-nya s ha hi h.

73 HRBukhari (42306),Muslim (3/1225, 120) danAhm ad(6D68).
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"Inilah yang diputuskan Rasulullatr SAW

.tzz z : ..
oJ*_1 t:! eeL^r

?.
"Siapa saja yang meninggal atau pailit, maka pemilik
barang lebih berhak atas barangnya apabilo dia mendapati

barangnya."Ta

Mereka berdalil dengan konteks umum sabda Rasulullah SAW,

lz.zz
a-r.V

"Barangsiapa mendapati harta bendanya ada pada seseorang

yang pailit, mqkn dia lebih berhqk terhadap barang itu."

Juga karena akad ini dapat dikenai pembatalan karena penyesalan,

sehinggadiapunbolehdibatalkankarenapenukartidakbisadiberikan, seperti

seandainya barang pesanan tidak bisa diberikan. Juga karena kepailitan

merupakan sebab adanya hak membatalkan akad, sehingga boleh

membatalkan akad karena kepailitan sesudah kematian, sama seperti

pembatalan akad karena cacat.

Menurut kami, Abu Bakar binAbdunahman bin Harits bin Hisyam

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW mengenai orang yang

parlit,

:s At i;i yrtt +6'ot1'o$
"Apabila dia meninggal, maka pemilik barang memiliki
kedudukan yang sama dengan pihak-pihak yang berpiutang
I ainnya. "75 (HR. Abu Daud)

7a HRAbu Daud (3/3519) Ibnu Majah (2/2359). AlAlbani menilainyashahih, dan
sanadnya shahih.

75 HR Abu Daud (3/3520) dengan sanad yang shahih.
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Abu Yaman meriwayatk an dari Az-Zubaidi, dart Az-Zl.ftri, dari Abu

Salmalt dariAbu Hurairalr, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabd4

fr'

'Barangsiap yang meninggal dunia, dan padanya terdapat harta

seseorang dalam bentuk barang, baik dia telah menerima

pembayarawtya sedtkit atau belum menerima pembayaran, moka

pemilik barang tersebut sama lceduduknnnya dengan pihak-pihak

yang berpiutang. "76 (HR Ibnu Majah)

Juga karena pada harta tersebut melekat hak selain orang yang pailit

danpihak-pihak yang berpfutang yaitupara ahli waris, sehinggahartatenebtrt

serupa dengan barang gadai. Sementara hadits mereka itu tidak diketahui

sanad-nya.Demikianlah komentar Ibnu Mundzir. IbnuAMil Bar berkata,

' Tladits ini diriwayatkanAbu Mu'tamir dmr Azfttraqi, diman Abu Mu'tamir

tidak dikenal sebagai ulam4 dan hadits tersebut tidak diamalkan berdasarkan

tJ me', karena hadits ini menetapkan barang milik empunya hanya dengan

kematian pembeli tanpa ada syarat kepailitannya, ketidakmampuan untuk

membayarny4 dan tidak adanya penerimaan pembayarannya.

Masalahnya berbeda menurut selunrh ulama, kecuali yang dituturkan

dariAl Ishthakhri,TT salah seorang sahabat Imam Syaf i, bahwa dia berkata,

'?emilik barang berhakmenarik kembali barangrya apabilapembelimeninggal

dunia danjika pembayarannya terlambat." Ini adalatr pendapat yang janggal

dari ulama dan bertentangan dengan Sunnah. Kami berpegang pada hadits

yang lajn, dan bahwa pemilik barang itu lebih berhak atas barangnya apabila

?6 HR Ibnu Majah (2/236) dengan sanad yang shahih. Lihat kitab,Irwa' Al Ghqlil
(sD7t).

77Abu Sa'id Hasan binAhmad bin YazidAl Ishthakhri, salah seorang tokoh dalam
madzhab Syaf i. Dia meniggal dunia di Baghdad tahun 328 H. Lihat kitab Thabaqat
Asy-Syaf iyyah Al Kubra (3 l2l0-253).
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dia mendapatinya pada orang yang pailit. Sedangkan dalam masalatr yang

hta bahas ini, ia tidak mendapati barangnya pada orang png pailig melainkan

pada abli warisny4 sehingga riwayattenebtil tidak menjangkauq'a Riwayat

tersebut secara implisit hanya menunjukkan bahwa ia tidak berbak menarik

kembali barangnya. Sesudah itq hadits tersebut benifat mutlak (umtun).

Sedangkan hadits kami memberi batasan padanya dan mengandung

tambahan, dimana tambahan dari periwayat yang tepercaya itu dapat

diteriima Ia membedakan antara kondisi hidup dan mati karena dua alasan.

Pertamo, kepemilikan sewaktu hidup ada di tangan orang yang pailit,
sedangkan sesudah mati ada di tangan onnglain Kedua, pertanggungan

orang yang pailit di sini gugur dan tidak bisa kembali, sehingga

mengistimewakan penjual untuk menarik kembali barangnya itu
mengakibatkan banyak mudharat bagi pihak-pihak 1lang bapiutang, dan itu

berbeda sewaktu dia masih hidup.

809. Masalah: Abu Qasim berkatar "Barangsiapa bennaksud

mengadakan perj alanan iauh sedan gkan dia menanggung hak yan g

jafuh tempo sebelum berakhirnya masa perjalanan, maka pemilik
hak boleh mencegahnya."

Maksudnya, orang yang menanggung hak apabila bermaksud

mengadakan perjalanan jauh, dan orang yang berpiutang padanya ingin

mencegahny4 maka kita melihat apabilajatuhnya utang itu sebehrm waktu

kedatangannya dari perjalanan, seperti pergi haji dantidak pulang kecuali

pada bulan Shafar, sedangkan utangnya j atuh tempo pada bulan Muharram

atau Dzulhijj a[ maka orang yang berpiutang berhak mencegahnya untuk

melalokan perjalanaq karena dia menanggung kenrgian akibat tertundaryra

hakdariwaktunya.

Apabila orang yang berutang itu mengajukan penjamin yang kay4

atau menyerahkan gadai untuk mehrnasi utang pada saatjatnh tempo, maka

dia boleh mengadakanperjalanan, karena mudharat hilang dengan tindakan

tersebut. Adapunjika utang tidak jatutr tempo kecuali setelah kepulangan
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dari perjalanan, seperti utang jatuh tempo pada bulan Rabi'ul Awwal
sedangkan dia datang pada bulan Shafar, maka kita lihat terlebih dahulu.

Apabila perjalanannya untuk berjihad, maka orang yang berpiutang boleh
mencegahny4 kecuali adapenjamin atau gadai, karenaperjalanan ini beresiko

kematian syahid dan hilangnya nyaw4 sehingga tidak menjamin terpenuhinya

hak. Namun, apabila perjalanarurya bukan untuk jihad, maka menurut
pendapat yang kuat dari Al Khiraqi orang yang berpiutang tidak berhak

mencegahnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari

Ahmad. Karena perjalanan ini tidak mengindikasikan keterlambatan

pembayaran hak pada waktunya, sehingga pemilik hak tidak boleh

mencegahnya melakukan perjalanan, sama seperti perjalanan yang dekat

dan pergi shalat Jum'at. Imam Syaf i berkata, "Pemilik hak tidak boleh

mencegahnya mengadakan perjalanan, dan tidak pula menuntut penjamin

apabila utangnya tempo dalam kondisi apapun, baik utang jatuh tempo

sebelum tiba dari perjalanan atau sesudahny4 baik perjalannya untukjihad
atau selainny4 karena dia tidak berhak menuntut utang, sehingga tidak berhak

mencegahnya melakukan perjalanan dan tidak pula menuntut penjamiq sama

seperti perjalanan yang aman lagr dekat."

Menunrt kami, itu adalah perjalanan yang menghalangi pelurasan utang

pada waktunya, sehingga pemilik hak boleh mencegahnya apabila ia tidak
meyakinkannya denganpenjamin atau gadai, sama seperti perjalanan sesudah

hakjahrhtempo. Juga karena orang yang berutang itu tidak berhak mentrnda

utang dari waktunya, sedangkan perjalanan yang diperselisihkan itu
mengakibatkan penundaan pembayaran utang, sehingga dia tidak boleh

mengadakan perj alanan.
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KITAB HAJR

(PEMBATASAN HAK TRANSAKSI)

Kata fotj r se,cara batrasa berarti mencegah dan mempersempit. Karena

itq sesuatu yang haram disebut &i'r Allah berfirm aty '' Dan merekn berkata,

'Hijran mahjuuraa. " (Qs. Al Furq aan(25):22) Maksudnya sesuatu yang

har:am dan diharanrkan Akal dalam bahasaAxab diseht &ii A[ah berfimarL

" Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh

orong-orong yang berakal. " (Qs. Al Fajr (89): 5) Akal disebut ftiir
(penghalang) karena ia mencegatr empunya unhrk melakukan sesuatu yang

bunrk dan berbahaya akibatrya. Menurut syari' at,h'ata fuaj r berarti mencegah

seseorang turhrk membelanj akan atau mentansaksikan hartanya.

Pembatasan hak transaksi ada dua macam, yaitu pembatasan hak

transaksi karena hak dirinya sendiri, dan pembatasan hak hansaksi karena

hak orang lain. Pembatasan hak transaksi karena hak orang lain itu seperti

pembatasan hak transaksi orang yang pailit karena hak pihak-pihak yang

berpiutang padany4 dan pembatasan hak transaksi orang yang sakit untuk

mendermakan kekayaarurya lebih dari sepertig4 ataumenghibahkan sesuatu

kepada seorang ahli waris karena hak ahli waris yang lain, pembatasan hak

transaksi terhadap mulatab dan budak karenahak tuarurya, dan penggadai

dibatasi hak transaksinya pada gadai karena hak penerima gadai. Masing-

masing dari mereka dibahas dalam bab-bab tersendiri.

Adapun orang yang dibatasi hak transaksinya karena hak dirinya itu

seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang lemah akal. Bab ini khusus

berbicara tentang mereka. Pembatasan hak transaksi bagi mereka bersifat

umum, karena mereka dilarang membelanjakan harta mereka dan

menggunakan pertanggungan mereka Dasar pembatasanhak tansaksi bagi
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mereka adalah firmanAllah, "Dan janganlah kamu serahrran kepada
orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai poknkkehidupan. "
(Qs. An-Nisaa' (4): 5) dan ayat sesudatrnya.

' sa'id bin Jubair dan Ilcrimah berkat4 "Maksudnya adalarr harta anak
yatim yang ada padamu. Janganlah engkau berikan kepadanya, dan berilah
dia nafl<ah darinya. Dalam ayat tersebut, harta disebut sebagai milik wali,
padahal ia bukan milik mereka, karena mereka adalah orang-orang yang
mengelolanya. Maksud firmanAlla[ "Dan ujilah anakyatim itu" adarah

ujilatr mereka dalam hal meqjaga kekayaan mereka- FirmanAllah, " sampai
merelra cukup umur untukkowin" maksudnya sampai mereka menjadi
laki-laki dan perempuan dewasa. FinnanAllah" " Kemudian j ika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas" (Qs.An-Nisaa' ():6) maksudnya
kalian melihat dan mengetahui kepandaian mereka menjagaharta benda,

dan kelayakan mereka untuk mengelola sumber kehidupan mereka.

810. Masalah: Abu Qasim berkata, ,.Barangsiapa yang
dipandang telah cerdas, maka hartanya diberikan kepadanya apabila
dia telah baligh."

Pembahasan masalah ini terbagi dalam tiga pasal.

Pertama, tentang kewajiban menyeratrkan harta kepada orang yang

dibatasi hak transalcsinya ketika sudatr cerdas dan baligh" Dalam masalatr ini
tidak ada perbedaan pendapat. Ibnu Mun&ir7s mengatakan, '?ara ulama
sepakat tentang hal tersebut, danAllah telatr memerintahkannya di dalam
nash Kitab-Nya, yaitu dalam finnan-Nya, "Don ujilah anakyatim itu
sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahlranlah kepada merelm harta-hartanya." (Qs.An-Nisaa' [a]: 6)
Juga karena pembatasan hak transaksi padanya itu karena ketidak-
mampuannya urhrk membelaqiakan hartanya sesuai maslatrat untuk menjaga

78 Dalam kitab AI ljma' hlm. ll3.
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hartanya. Dengan dua alasan ini, dia mampu untuk membelanjakan dan
menjaga hartanya, sehingga pembatasan tersebut hilang karena faktor
penyebabnya hilang. Keputusan hakim tidak diperlukan terkait hilangnya
pembatasan hak transaksi bagi orang gila manakala ia telah berakal sehat.

Keputusan hakim juga tidak diperlukan pada anak manakala dia telah cerdas

dan baligh. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i. Imam Malik berkata,

'?embatasan hak transaksi tidak hilang kecuali dengan keputusan hakim."
krijugamerupakanpendapat sebagian sahabat syaf i, karena diamemerlukan

ijtihad dan pengamatan. untuk mengetahui baligh dan sifat cerdas dibutuhkan

ijtihad, sehinggapengetahuan tentangnya tergantung pada keputusan hakim,
sama seperti hilangnyapernbatasan hak transaksi bagi orang yang lemah
akal.

Menurut kami, Allah telah memerintahkan unftrk menyerahkan harta

kepada mereka pada saat baligh dan cerdas, sehingga persyaratan keputusan

hakim merupakan penambahan yang menghalangi penyerahan harta pada

waktu hal tersebut wajib tanpa keputusan hakim. Ini bertentangan dengan

nash. Juga karena pembatasan hak transaksi itu tanpa keputusan hakim,
sehingga pembatasan tersebut hilang tanpa menunggu keputusan hakim,
seperti pembatasan hak transaksi bagi orang yang gila. Dengan demikian,
dia berbeda dengan orang yang lemah akal. Abu Khaththab menyebutkan
bahwapembatasanhak tansalsi bagi orangyang lemah akal ituhilang dengan

hilangnyakelemahan akal. Namunpendapat yangpertamalebih kuat sehingga

pembatasan hak tansaksi itu terbagi menjadi tiga bagran; satu bagian hilang
tanpa keputusan hakim, yaitu pembatasan hak tansaksi bagi orang gila; satu

bagian tidak hilang kecuali dengan keputusan hakim, yaitu pembatasan hak
transaksi bagi orang yang lemah akal; dan satu bagian diperselisihkan, yaitu
pembatasan hak transaksi bagi anak kecil.

Kedua, harta anak yatim tidak diseratrkan kepadanya sebelum ada

dua hal, yaitu baligh dan kecerdasan, meskipun dia telah menjadi tua. Ini
adalatr pendapat mayoritas ulama. Ibnu Mr-rndzife berkat4 'Mayoritas ulama

7e Dalam kitab Al ljma' hlm. | 13.
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dari berbagai negeri seperti Hijaz,Irak, Syam dan Mesir melihat perlunya

pembatasan hak transaksi bagi setiap orang yang mengharnbtr-hambwkan

hartany4 baik dia masih kecil atau sudah besar." Ini adalah pendapat Qasim
bin Muhammad binAbu BakarAsh-Shiddiq, danpendapat ini dipegang

oleh Malik, Syaf i, Abu Yusufdan Muharnmad. Al Jauzajani dalam kitabnya

mengatakan, "Qasim bin Muhammad pemah menangani perkara seorang

tua dari suku Quraisy yang memiliki keluarga dan kekayaan. Qasim tidak

membolehkannya mengelolahartanya karena akalnya yang lemah." Ibnu Ishaq

berkata, "Aku pemah melihat seorang tua datang kepada Qasim bin
Muhammad dan berkata, "Wahai Abu Muhammad, serahkan hartaku

kepadaku, karena orang sepertiku tidak pantas diwalikan." Maka Qasim
bin Muhammad menjawab, "Sestngguhnya engkau orang yang rusak." Lalu

diamengancam akanmenceritakan istriryratigakali danmembebaskan selunrh

budaknya apabila Qasim tidak menyerahkanhartanya, maka Qasim bin
berkata kepadanya, "Kami tidak boleh menyerahkan hartamu sedangkan

kamudalam kondisi dernikian" Kemudiandiamengutus oranguntuk menemui

istrinya dan berkata, "Ia bebas, dan aku tidak bisa menaharmya untukmu

sedangkan kamu tidak mengucapkan cerai baginya." Lalu utusan tersebut

menemui istri orang tua itu dan mengabarkan hal tersebut kepadanya.

Kemudian Qasim bin Muhammad berkat4'Mengenai budakmu, kamutidak

berhak memerdekakannya." Lalu dia menatnn budaknya."

Ibnu Ishaq berkata, "Seseorang tidak dianggap memiliki aib kecuali

karena kelemahan akalnya." Abu Hanifah berkata, "Hartanya tidak

diserahkan sebelum usia 25 tahun, dan manakala dia bertransaksi maka

fransaksinya sah" Apabiladia telah merrcapai rsia 25 tahuU makapembatasan

hak transaksi dilepas darinya, dan hartanya diserahkan kepadanya,

berdasarkan firmanAllah , " Danjanganlah kamu dekati harta anakyatim,

lrecuali dengan carayang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. "
(Qs. Al An'aam (6): I52) Orang yang telah mencapai usia 25 tahun itu telah

mencapai kecerdasannya dan telah pantas menjadi kakek. Juga karena ia

adalah orang yang merdeka, sudah baligh, berakal sehat dan mukallaf,
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sehingga hak transaksinya tidak dibatasi, sama seperti orang yang cerdas.

Menurut kami, Allatr berfirm an, " Dan uiilah anak yatim itu sampai

merelrn culatp umur untuk kawin. Kemudian jilra menurut pendapatmu

merelra telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah

lrepada merekn harta-hartanya. " (Qs. An-Nisaa' [4] : 6) Allah mengaitkan

penyerahan harta benda itu dengan dua syarat. Hukum yang terkait dengan

dua syarat itu tidak berlaku tanpa keduanya' Allah berffiman, "Dan

janganlah l<nmu serahkan kepada orang-orangyang belum sempurna

aknlnya. " (Qs.An-Nisaa' (a): 5) Maksudnya harta benda mereka. Allah

juga berfi rm an, " Jika yang b erut an g itu orang yang lemah akalnya at au

lemah (readaannya) atau dia sendiri tidakmampumengimlaknn, makn

hendaHah walinya mengimlaknn dengan juiur" (Qs. Al Baqarah (2):

282) Allah menetapkan perwalian atas orang yang lemah akal.

Juga karena dia adalah orangyang menghambur-hamburkan hartanya

sehingga hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya, seperti orang yang

umurnya kuran g dml 25 tahun.

Mengenai ayat yangdijadikan hujjah, sesungguhnya ayat tersebut

memberi indikasi dengan lafaztrry4 danlafazhnyatidak mengaibkan demikian

Selanjutnya, ayat tersebut menurut ij ma ' berbicara khusus tentang kasus

usia di bawah 25 tahtn karena alasan lemah akal, tetapi lemah akal itu masih

ada setelah usia 25 tahun, sehingga ayat ini harus mencakup usia di atas 25

tahun. Seperti seandainya ayat berbicara khusus tentang orang yang gila

karena kegilaannya di bawah25 tahun, maka diajuga mencakup penyakit

gila di atas25 tahun. Dalil manthzg (eksplisit) itu lebih kuat daripada dalil

maJhum (implisit) yang dikhwuskan.

Pendapat mereka mengenai kepantasannya menjadi kakek itg tidak

mengandung alasan yang mengimplikasikan hukum (penafran pembatasan

hak transalcsi), dan ia tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan acuan dalarn

ryariat- Jadi, itu adalahmenetapkan hukum dengan cara mengada-ada. Selain

itn, status kakek itu mungkin terjadi pada usia di bawah 25 tahun, karena

ada seorang perempwm yang menjadi nenek pada usia 2l tahun. Dengan
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demikian, qiyas mereka batal dengan adanya status kakek bagi orang yang

usianya di bawah 25 tahun. Alasan yang mengharuskan pembatasan hak
transaksi di bawah usia 25 tahun itujuga mengharuskan pembatasan hak
transaksi di atas 25 tahun. Jika hal ini telah menjadi ketetapan, maka
transaksinya dan pengakuannya tidak sah.

NamunAbu Hanifah berpendapat bahwajual-beli dan pengakuannya

sah, hanya saja harta bendanya tidak diserahkan kepadany4 karena orang

yang sudah baligh itu tidak dibatasi haknya, melainkan hanya dilarang
menyerahkan hartanya kepadanya sesuai dengan ayat di atas. Mengenai
pengakuan" para satrabat kami berpendapat bahwa pengakuan itu berdampak

padanya sesudah pembatasan hak tansaksinya dihilangkan darinya apabila

diatelahbaligh.

Menurut kami, harta bendanya tidak diseratrkan kepadanya karena

tidak ada sifat cerdas pada diriny4 sehingga transaksi dan pengakuannya

tidak sah, sama seperti anakkecil danorang gila- Jugakarena apabilatarsalsi
dan pengakuannya sah, maka habislah harta bendanya, dan larangan trrtuk
menyerahkan hartanya kepadanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Juga

karena seandainya transaksinya berlaku, maka hartanya boleh diserahkan

kepadany4 sama seperti orang yang cerdas. Tetapi, larangan menyerahkan

harta kepadanya itu untuk menjaga hartanya. Apabila larangan itu tidak
mengakibatkan terjaganyaharta maka hartanya wajib diserahkan kepadanya

berdasarkan hutom asal mula.

Ketigaterkait dengan masalah baligh. Status baligh diperoleh anak

laki-laki dan percmpuan dengan salatr satu dari tiga hal. Ada dua hal khusus

bagi anak perempuan. Tiga hal yang sama-sama terjadi pada anak laki-laki
danperempuan adalah: Pertam4 keluamyamani dari kemahran. Mani adalah

air yang memancar dan darinya manusia dicrptakan. Manakala air mani itu
keluar, baik dalam keadaanlerjaga atau tidur, akibatpersetubuhan atau mimpi,
atau sebab yang lain, maka ia telah baligh. Kami tidak mengetahui adanya

perbedaanpendapat dalam masalah ini. Dasar pendapat ini adalah firman
Allah, "Dan apabila anak-analvnu telah sampai umur baligh, tnakn
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hendaklah mereks meminta izin." (Qs. An-Nuur Q\: 59)

Juga firman Allah, " D an or ang-orang yang b e lum b al i g di antttr o

kamu. " (Qs.An-Nuur (24): 58)

Juga berdasarkan sabda Nabi SAW " P eno (kew aj ib an) di angknt

dari tiga golongan manusia; dari anak kecil sampai dia bermimpi.. "80

Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepad aMu' adz, " Ambillah satu

dinar dari setiap anakyang sudah bermimpi." (HR,Abu Daud)

Ibnu MundziCl berkat4 '?ara ulama sepakat bahwa berbagai perkara

fardhu dan hukum itu wajib bagi anak yang sudah berrnimpi dan berakal. Ia

berlaku bagi anak perempuan manakala telah haid. Mengenai rambut yang

tumbuh di sekitar kemaluan anak laki-laki dan perempuan yang sepatutnya

dihilangkan denganpisau cukur, atau bulu-buiuhalus, hal itutidak dijadikan

acuan untuk menentukan status baligh, karena ia bisa tumbuh pada anak

kecil. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Syaf i dalam sebuah

pendapat. Abu Hanifah berkata, "Tumbuhnya rarnbut tidak dij adikan acuarq

karena ia serupa dengan tumbuhnya rambut di seluruh badan."

Menurut kami, ketika Nabi SAW menetapkan hukum kepada Sa'd

bin iVlu'adz terkait Bani Quraizhah, maka beliau memutuskan untuk

menghukum rnati tentara mereka dan menawan keluarga mereka. Beliau

menyuruhn),a unfi.k membuka kemaluan mereka. Barangsiapayang rambut

kemaluannya telah tumbuh, maka dia termasuk kelompok prajurit, dan

barangsiapa rambutkemaluannya belum tumbuh, maka dia dimasukkan ke

dalam kelompok keluarga.

Athiyyah Al Qurazhi berkata, "Aku dibawa menghadap Rasulullah

SAW pada peristiwa Quraizhah, lalu mereka menyangsikan statusku. Lalu

Nabi SAW mernerintahkan agar aku diperiksa. apakah rarnbut kemaluanku

sudah tumbuh'? Kemudian mereka memeriksaku, namun mereka tidak
rnendapati rambut kernaluanku sarna sekali, sehingga mereka memasukkankn

80 Riwayat ini telah disebutkan pada masalah 401 bab Sedekah Sapi.
srIbnu Mundzir menyebutkannya dalam kitab Al lima 'hlm. 130.
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ke kelompok keluarga." Riwayat ini disepakati maknanya.s2

Umar RA pernah menulis surat kepada pegawainya, "Jangan

mengambil j izyahkecvahdari orang yang telatr berctrkur." Muhammad bin
Yahya meriwayatkan bahwa ada seorang anak dari kalangan Anshar
menyanjtng-nyanjung seomng perempuan dalam syaimya Lalu ia diadukan

kepada Umar, namun Umartidak mendapati rambut kemaluannya. Maka,

Umar berkata, "Seandainya rambut kemaluanmu telah tumbuh, maka aku

pasti menge nakan fuadd padamu. "

Juga karena keluamya rambut kemaluan itu biasanya diikuti dengan

baligh. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama, sehingga keluarnya

rambut perempuan itu merupakan pertanda balighnya seorang anak, sama

seperti mimpi. Juga karena keluarnya rarnbut itu ada dua macam: ada yang

bersambung, dan ada yang terputus.

Perkara apa sajayang dianggap sebagai tanda baligh bagi orang-orang

musyrilg maka dianggap sebagai tanda baligh bagi orang-orang muslim, seeerti

mimpi danusia Terkaitusia batasanbaligh bagi anak laki-laki danperempuan

adalatr lima belas tahun. Pendapat ini dipegang oleh Al Auza'i, Syaf i, Abu
Yusufdan Muhammad. Dawud berkata'"Tidak ada batasanrsia untuk baligtl

berdasarkan sabda Nabi SAW, "Pena diangkat dari tiga golongan

manusia; dari anak kecil sampai ia bermimpi -.. "83

Penetapan baligh dengan selain usia itu bertentangan dengan@tabar

kri adalatr pendapat Malik. Para sahabat mengatakan, "Batasan usia baligh

adalah tujuh belas atau delapan belas."Ada dua riwayat dariAbu Hanifah

mengenai anak laki-laki. Pertama, tujuh belas tahun . Kedua, delapan belas

tatnrr. Sedangkan untuk anak perempuan adalatr delapan belas tahwr dalam

kondisi apapun. Semua itu tidak benar, karena batasan tidak ditetapkan

kecuali dengan ketentuan nash atau kesepakatan" sedangkan dalam hal ini
tidak ada ketentuan nash dan kesepakatan.

E2 HR Abu Daud (414404), Ibnu Majah (2/2541), Tirmidzi (411584), dan Ahmad
dalanMusnad-nya(4/310) dariAd-DarimiQn464).AlAlbani menilaihadits ini shahih.

t3 Riwayat ini telah disebutkan pada masalah 401 bab Sedekah Sapi.
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Karni berpegang pada riwayat bahwa Ibnu Umar berkata, *Aku

menghadap Rasulullah SAW saat aku berusia empat belas tahun, namun

beliau tidak membolehkankrr berperang. Lalu aku menghadap beliau saat

aku benrsia lima belas tahuru lalu beliau mengizinkanku" (Muttafaq Alaih)u

Dalam lafazh lain Ibnu Umarberkata, "Akumenghadap kepada beliau

saat aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku dan telah

melihatku sebagai anak yang telah baligh. Lalu aku menghadap beliau pada

perang Khandaq sewaktu aku berusia lima belas tahun, dan beliau pun

membolehkanku-"

Umar binAbdul Anzmengfuafu,anriwayat ini dan menulis surat kepada

para pegawainya agar tidak menerapkan kewajiban kecuali pada anak yang

telah mencapai usia lima belas tahun . Atsar ni diriwayatkan lnam Syafr'i

dalam kitab Mumad-ny adan Tirmidzis5 dengan berkomentar bahwa hadits

tersebuthasan shahih.

Diriwayatkan dariAnas bahwaNabi SAW bersaMa, " Apabila anak

telah sempurna usianya lima belas tahun, makn berlalaiah hak dan

kew aj ib annya, dan foadd dib erl alatkan padanya. "86

Juga karena usia merupakan alasan yang karenanya seorang anak

mencapai baligb dan berlaku pada anak laki-laki dan perempuan, sehingga

keduanya sama, sama seperti mimpi basah. Mengenai pendapat yang

dikemukakan para sahabatAbu Hanifah, apayangkami riwayatkan itu
jawaban bagi mereka Apa yang dijadikan argumen oleh Datrd

tidak menghalangi penetapan status baligh dengan selain mimpi apabila

s HR Bukhari (5 D664), Muslim (3 / I 49, 9 I ), Abu Daud (4 I 4406), Ahmad dalam
Mus n a d-ny a (2/ I 7), dan Ibn u Majah (2 / 2 5 43).

85 HR Tirmidzi (4/l7ll). Abu 'Isa berkata, "Status hadits lshaq bin Yusuf adalah
has an-shahih-gharib yangbersumber dari Sufyan Ats-Tsauri." Hadits ini juga dinilai
shahih oleh Al Albani.

85 HR Baihaqi (6/57) dari Anas dengan redaksi, *Anak kecil apabila telah mencapai
usia lima belas tahun,maka fuadd dilaksanakan padanya." Menurutnya, sanadhadits
lemah dan tidak shahih.
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didasari dengan dalil. Karena ittr, tumbuhnyarambut kemaluan merupakan
tandabalieh.

Mengenai haid, ia menrpakan tanda baligb dan lerni tidak menemukan
perbedaan pendapat dalam hal ini. Nabi SAW bersabda,

/}}L.f.c;t;?"rkt
"Allah tidakmenerima shalat perempuan yang telah haid kecuali
dengan memakai keru&mg. "E7 ([lR Tirmidzi, dan menunrtrya hadits

nihasan)

Kehamilan juga merupakan tanda baligh, karena Allah telah
memberlahrkan kebiasaan bahwa seorang anak tidak tercipta kecuali dari
air laki-laki dan airperempuan. Allah berfim ary " Makn hendaHah mamtsia
memperhatilran dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air
yang terpancar; yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. "
(Qs. Ath-Thaariq (86): 5-7)

Nabi SAW telah mengabarkan hal tersebut dalam berbagai hadits.
Manakala seomng perempt an ]p6il, maka dia dihukumi baligh sejak saat

harxl

Pasah Apabila ditemukan keluamya sperma dari penis seorang
kh untsa (berkemaluan ganda) yang samar status gendernya, maka
hal itu menjadi tanda baligh baginya dan keberadaannya sebagai
seorang laki-laki Apabila ditemukan keluamya cairan dari vaginanya atau

dia mengalami hai4 maka itu menrpakan tanda balighnya dan

sebagai seoftmg perempuan.

Al Qadhi mengatakan, "Keluarnya cairan dari salah satunya bukan
merupakan tanda baligh. Apabila cairan keluar dari keduany4 maka banrlah
ia disebut baligh." Ini adalah madzhab Imam Syaf i, karena bisajadi vagina

87 Status hadits telah dijelaskan pada masalah 190 Jilid I.
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yang mengeluarkan cairan itu menrpakan organ tubutr tambahan.

Menurut kami, keluarnya air seni dari salah satu dari dua kemaluan

merupakan tanda keberadaannya sebagai laki-laki atau perempuan, terlebih

lagi keluarnya cairan dan haid. Apabila ditetapkan keberadaannya sebagai

laki-laki dengan keluarnya spemra dari penisnya, atau sebagai perempwm

dengan keluamya haid dari vaginanya, maka ia telah baligh. Juga karena

keluamya cairan dari perempuan dan haid dari laki-laki merupakan perkara

mustahil, sehingga hal tersebut dijadikan bukti unhrk menetapkan status.

Apabila status telah ditetapkan, maka dengan serta merta ia menjadi tanda

baligb Seperti seandairyrajeniskelaminitutelahditetapkansebelumkeluamya

cairan dan haid. Juga karena cairan yang keluar itu adalah air mani dari penis

dan haid dari vagin4 sehingga menjadi tanda baliglr, sarna seperti air manis

yang keluar dari anak laki-laki normal, dan haid yang keluar dari anak

perempuall normal. Juga karena mereka menerima bahwa keluamya cairan

dari keduanya secara bersamaan merupakan tanda baliglt" sehingga keluamya

dari salah satunya saja itu lebih kuat indikasinya.

Disebut lebih kuat indikasinya karena keluamya cairan dari keduanya

mengakibatkan pertentangan kedua indikasi dan pengguguran keduany4

karena tidak bisa dibayangkan haid dan sperma keluar secara bersamaan,

sehingga dipastikan salatr satunya merupakanpembuangantubuhyang kehra

tidak dari tempatrya. Dalam hal ini, indikasi salah sahrnyatidak lebih kuat

daripadayanglain, sehinggaindikasikedr,nnyagugur, sepertidubuktiketika

bertentangan. Juga seperti air seni ketika ia keluar dari dua saluran secara

bersamaan. Berbeda ketika ia keluar dari salatr satunya saja, karenaAllah

telah menjadikan kebiasaan bahwa haid keluar dari vagina perempuan pada

waktu baligh, dan sperrna keluar dari penis laki-laki ketika haid. Apabila

cairan itu keluar tanpa ada cairan lain yang kontradiksi, maka statusnya bisa

ditetapkan berdasarkan indikasinya. Sama seperti hukum keberadaarurya

sebagai laki-laki dengan keluamya air seni dari penisny4 dan keberadaannya

sebagai perempuan dengan keluamya cairan dari vaginanya. Juga seperti

hukum baligh untuk anak laki-laki dengan keluamya sperma dari penisny4
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dan baligh untuk anak perempuan dengan keluarnya haid dari vaginanya.

Atas dasar itu, apabila keduanya keluar secara bersrmaan, maka tidak
ditetapkan keberadaannya sebagai laki-laki atau perempuan, karena dua
indikasi itu bertentangan, sehingga seperti seandainya air seni keluar dari
duakemaluan.

Apakah baligh itu ditetapkan karena keluamya sperma dan haid dari
kedua kelamin? Ada dua pendapat. Pertama baligh ditetapkan. Ini adalah

pendapatyang dipilihAl Qadhi danmerupakanmadzhab Syaf i. Karena

apabila ia laki-laki, maka sperma telah keluar dari penisnya. Apabila dia
perempuan, maka dia telah hai d. Kedua, baligh tidak ditetapkan, karena

itu bukan haid dan bukan sperm4 sehingga tidak mengandung

indikasi. Kontadil<si keduanya menunjukkan hal tenebut, sehingga hilanglatr

indikasi keduanya terhadap baligh, seperti hilangnya indikasi keduanya

terhadap status laki-laki atau perempuan

811. Masalah: Abu Qasim berkata, .(Begitu pula dengan anak
perempuan, meskipun dia belum menikah."

Maksudny4 apabila anak perempuan telatr baligh dan ditengarai telatr

cerdas sesudah baligh, maka hartanya diserahkan kepadanya dan
pembatasan hak tansaksinya dihilanglall meskipun dia belum menikatr.

kri adalatr pendapat'Atha',Ats-Tsauri,Abu Hanifa[ Syaf i dan Ibnu
Mundzir. TetapiAbu Thalih menguip dari Ahmad"'Tlartanya tidak dis€rahkan

kepadanya sesudatr baligh, sampai dia menikah dan melahirkan, atau telah

melewati satu tahun di rumah suami." Pendapat ini diriwayatkan dari Umar,

dan dipegang oleh Syuraih, Asy-Sya'bi dan Ishaq. Karena diriwayatkan
dari Syuraih bahwa dia berkat4 "umar bin Khaththab memerintahkanku

agar aku tidak mernbolehkanperempuan memberikan harta sampai ia tinggal

satu talnrn di rumah suaminya, atau melahirkan seorang anak." Atsar ir:i-

diriwayatkan Sa'id dalam Sunan-nya, dan tidak diketahui adanya ulama
yang berbeda pendapat, sehingga ia menjadi ijma'." knanrMalik berkata,

'iHartanya tidak diseratrkan kepadanya sampai menikah dan disetubuhi
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suaminya. Karena setiap kondisi dimana ayah berhak menikahkannya tanpa

seizinny4 maka pembatasan hak fiansalsinya tidak dilepas, sama seperti

perempuan yang masih kecil. "

Kami berpegang pada cakupan umum makna firm an Allah, " Dan

ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. "

(Qs.An-Nisaa'(4):6)

Juga karena dia adalatr anak yatim yang telah baligh dan diyakini telatt

cerdas, sehingga hartanya diserahkan kepadanya, sama seperti anak laki-

laki. Juga karena dia telatr baligh dan cerdas, sehingga boleh membelanjakan

hartanya sama seperti perempuan yang telah disetubuhi suaminya- Kendati

hadits itu shahih, namun tidak diketahui tersebar di kalangan sahabal dan

karenanya petunjuk Kitab dan qiyas tidak ditinggalkan. Dalam hal ini hadits

Umar itu dikhustskanunfirk laranganmemberi, sehinggatidak mengakibatkan

larangan menyerahkan harta kepadanya dan larangan baginya unttrk

bertransaksi. Pendapat Malik tidak bisa dijadikan pegangan, dan ia hanya

bersandar pada pemaksaan ayatr kepada anak perempuan untuk menikah,

dan kami melarang hal tersebut. Kendati karni menerima pendapat tersebut,

namun ayah hanya memaksa anak perempwmnya menikah karena pilihan

anak untuk menikah dan maslahat-maslahat pernikahan tidak diketahui

kecuali dengan campn tangan ayah" Jual-beli dan mu'arnalah lain itu mungkin

terjadi sebelum menikatl Atas dasar riwayat ini, apabila anak perempuan

belum menikah, maka dimrmgkinkan pembatasanhaktansaksi tidak dilepas

dariny4 mengacu pada cakupan umum hadits Umar. Jugakarena tidak ada

syarat wrtuk menyerahkan harta bendany4 sehingga harta bendanya tidak

boleh diserahkan kepadanya, seperti seandainya dia belum cerdas. Tetapi

Al Qadhi mengatakarl "Menurutku" harta bendanya diserahkan kepadanya

apabila dia telah cerdas dan dewasa."

Pasal: Menurut pendapat tekstuat AI Khiraqi, perempuan yang
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telah cerdas boleh membelanjakan seluruh harta bendanya, baik
dalam benfuk derma atau fukar-menukar. kri adalah salah satu dari dua

riwayat pendapat dad Ahmad, dan merupakan madzlnbAbu Hanifah, Syaf i
dan Ibnu Mundzir. Ada riwayat pendapat lain dari Ahmad, bahwa ia tidak

boleh mentransaksikan harta bendanya tanpa penukar lebih dari sepertiga

kecuali seizin suaminya Pendapat ini dipegang oleh Malik. Darinya dituturkan

pendapat tentang seorang perempuan yang bersumpah memerdekakan

budaknya sedangkan iatidak memiliki budak lain, lalu dia melanggar sumpall

dan dia memiliki suami, lalu suaminya itu mengembalikan budak itu kepadanya-

Imam Malik berkata, "Suaminya berhak mengembalikan budak itu
kepadanya, dan ia tidak boleh memerdekakan budaknya, karena

diriwayatkan bahwa istri Ka'ab bin Malik mendatangi Nabi SAW dengan

membawa perhiasarurya, lalu Nabi SAW bersabda, "Seorang peremprxill

tidak boleh memberi sampai suaminya mengizinkan. Apakah kau telah

meminta izin kepada Ka'ab?" Ia menj awab, "Sudah." Kemudian Rasulullatr

SAW mengutus orang unnrk menemui Ka'ab dan berkata, "Apakah ia telah

mengizinkannya mensedekahkan perhiasannya?" Ka'ab menjawab, "Ya."

Mak4 Rasulullah SAW pun menerimanya.88 (FIR Ibnu Majah)

Diriwayatkan pula dariAmr bin Syu'aib, dari ayatrya, dari kakekny4

bahwa Rasulullah SAW saMa dalam sebuah l'tutbah beliau, " Seorang istri

tidak boleh memberilmn hartanya kecuali seizin suaminya, karena

suamiJah pemilikpengayomannya. " Hadits ini juga diriwayatkanAbu

Daud dengan lafazhnya dari Abdullah bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

" Seorang perempuan tidak boleh nemberi kecuali seizin suaminya. "8e

Juga karena hak suami melekat pada harta istri, karena Nabi SAW

bersabda, "Wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya dan

agamanya. "e0 Biasanya, suami menaikkan mahar istri karena hartanya,

E8 HR Ibnu M ajah (2/2389) dalam kitab I z-Zawa 'id. Di dalam sanadnya terdapat
Yahya, dan iatidak dikenal di kalangan anak-anak Ka'ab. Jadi, sanad hadits ini lemah.

te HR Abu D aud (3 /3 5 47), N asa' i (5 I 25 3 9), dan Ahmad dalam Mus na d-ny a (2 / 17 9,
184) dalam versi yang panjang, dan sanad hadits shahih.

e0 IIR Bukhari (9/509), Muslim (2/1086), Abu Daud (2/1047), Ibnu Majah (l/1858),
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karena apabila suami mengalami kesulitan untuk memberinya nafkah, maka

istri bisa memberi tanggrrng kepadanya sehinggahal itu sama kedudukannya

dnegan hak para ahli waris yang melekat pada hana orang yang sakit.

Menurut kami, Allah telah berfirmart, "Kemudian jika menurut

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka

serahlranlah kcpada mereka harta-hartaFtya." (Qs. An-Nisaa' (4): 6)

Ayat ini secara gamblang berbicara tentang peniadaan pembatasan hak

tarxaksi dan pembebasan mereka untuk bertransal$i. Diriwayatkan seqra

shahih batrwa Nabi SAW bersabda, " Wahai kaum w anita, bersedekohlah

kalian meskipun dari perhiasan kalian. "er Sesungguhnya mereka

bersedekab lalu sedekatr mereka diterima beliau tanpa bertanya dan meminta

perincian.

Zainab istriAbdullatr dan wanita lain yangjugabemamaZainab pematt

mendatangi Nabi SAW danbertany4 apakah boleh kaum wanita bersedekatr

untuk suami mereka dan anak-anak yatim mereka? Beliau menjawab,

'Boleh." Beliautidak menyebutkan syarat ini kepada mereka.

Juga karena orang yang hartanya wajib diserahkan kepadanya karena

telah cerdas itu boleh mentansaksikan hartanya tanpa izin, seperti anak kecil.

Juga karenaperemprxn itu termasuk orang yang memiliki hak tansalcsi, dan

suarninya tidak berhak atas hartany4 sehingga tidak berhak membatasi hak

ftansaksinya dengan seluruh hartanya sama seperti saudari perempuannya.

Hadits yang merekajadikan pegangan itu lemah, dan Syu'aib tidak

mengalami masa hidrryAMullatr bin 'Amr, sehingga statusnya adalatr rmtrsal.

Iagi pula hadits ini dipahami bahwa isti tidak bolehmemberilanhafia suarni

tanpa seizinnya, dengan dalil bahwa dia boleh memberikan kurang dari

sepertiga dari hartanya, padahal mereka tidak memiliki hadits yang

Nasa'i(6/3230),Ad-Darimi(2/2170)danAhmaddalam Musnad-nya(2/428)dari/tbu
Hurairah.

er HRBukhari(3/1466),Muslim (2/684), Tirmidzi (3/635), Nasa'i(512582) dengan

lafazh serupa, Ibnu Majah (l/1834),Ad-Darimi (l/1654),Ahmad dalarn Musnad-nya
(6 I 3 63, 3 / 5 02) dui Zainab isti Abdullah bin Mas' ud.
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menunjuldgnbatasanlaranganpadasepertiga. Jadi, batasansepertigatersebut

mengada-mengada, tidak ada ketentuan di dalamnya, dan tidak didasari
dalil. Analogi mereka terhadap orang sakit tidak benar dengan beberapa

alasan. Pertama,sakit merupakan faktor yang bisa mengakibatkan pemlihan

harta kepada atrli waris melalui pewarisan, sedangkan hubungan pemikahan

menjadikan suami sebagai bagian dari ahli waris. Jadi, pemikahan hanyalah

satu satu dari dua sifat 'illat (alasan qiyas) sehingga hukum tidak bisa
ditetapkan hanya dengannya. Sebagaimana tidak ditetapkan hak bagi
perempwm untuk membatasi hak transaksi suaminya, dan tidak pula bagi

seluruh ahli waris tanpa ada fakror sakjtt. Kedua, tindakankedermawanan

orang yang sakit itu tergantung. Apabila ia sembuh dari sakitnya, maka
kedermawanannya itu sah. sedangkan di sini mereka membatalkan
kedermawanan dalam kondisi apapun, padahal perkara cabang tidak boleh

lebih dari perkara pok oknya. Ketiga, pendapat yang mereka kemukakan
itu terbantah dengan kenyataan bahwa istri memanfaatkan harta suaminya,

dan dia memiliki hak naftah dari suaminya. Pemanfaatan isti terhadap harta

suaminya itu lebih banyak daripada pemanfaatan suami terhadap harta isninya
namun istri tidak boleh membatasi hak transaksi suami. Alasan ini tidak
terdapat di dalam masalatrpokok. Padahal, di antara syarat keabsatran analogi

adalah adanya alasan yang menetapkan hukum dalam perkara pokok dan

cabang secara bersama-sama.

Pasal: Apakah istri boleh mensedekahkan sedikit dari harta
suaminya tanpa seizinnya? Ada dua riwayat dalam h^l i$. Pertnmo, trJleh
karena 'Aisyah berkat4 "Rasulullah SAW bersabd a, " Manakala seorang
istri berinfokdari harta suaminya dengan tidakmerusak, maka baginya
pahala sedekah, dan bagi suaminya pahala yang sama lantaran apa
yang telah diusahkannya, dan bagi istri lantaran apa yang
diinfaklrannya. Orangyang menyimpan juga memperoleh pahala yang
soma, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun." e2 Di sini Nabi

,,HRBukhari (3/1425), Muslim(2n l0)Abu Daud (2/1685), Tirmidzi(3/671) dengan
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SAW tidak menyebut masalah 
*izin."

Diriwayatkan pula dari Asma' bahwa dia datang kepada Nabi SAW

dan bertanya "Ya Rasulullah, aku tidakpun)4a apa-apa selain yang dijatahkan

Zubair kepadaku Apakah aku berdosa sekiranya aku memberikan sebagian

dari yang dijatahkan Zubair kepadaku?" Beliau menjawab, " Berikanlah

semampumu, dan janganlah melebih-lebihkan sehingga kamu

leesulitan. " (Muttafaq'Alaihltt

Diriwayatkan bahwa seorang perempuim menemui Nabi SAW dan

befianya,*Ya Rasulullab" sesungguhnya karni ini adalahtanggungan suami-

suami kami dan ayatr-ayatr kami. Maka apa yang halal bagi kami dari harta

benda mereka?" Beliau menjawab, "Kurmq basah untukkamu malcnn

dan lramu hadiahkan. "ea

Lagi pula, yang menjadi kebiasaan dalam perkara ini adalah sikap

toleran dan lapang hati, sehingga hal tersebut memiliki kedudukan yang sama

dengan izin secara terang-terangan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa

menyuguhkan makanan di depan para undangan jamuan makanan itu
menggantikan izin secara terangterangan untuk memakannya.

Adapun riwayat kedua adalah tidak boleh, karenaAbu UmamahAl

Bahili berkata "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda " Seorang istri

tidakboleh menginfakkan sesuatu pun dari rumahnya kecuali dengan

izin suaminya. " Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan

makanan?" Beliau menj awab, " Itu adalah harta benda kito yang paling

utama.'as

lafazh serupa" Nasa'i (5/2538) dengan lafazh serupa, Ibnu Majah (2/2294) dan/thmad
dalan Musnad-nya(6/44) dari hadits 'Aisyah.

e3 HR Bukhar i (3 / I 43 4), Muslim (2/7 I 4), Nasa' i (5/25 50), Ahm ad dalam Mus nad-
nya (6 / 3 45, 246, 3 5 3) dari hadits Asma' b inti Abu B akar.

s HR Abu Daud (2/1686) dan Hakim dalam kitab Al Mustadrak (4/134) tanpa
memberi komentar. Al Albani menilainya lemah.

e5 HRAbu Daud (3/3565), Tirmidzi (3/670),Ibnu Majah Q12295),Ahmad dalam
kitab Musnad-nya (5 /267) dari Abu Umamah dengan sanad hasan.
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Nabi SAW juga bersabda, "Harta seorong muslim tidak halal
kecuali didasari jiwa yang lapang. "e6

Nabi SAW juga bersabda, "SesungguhnyaAllah mengharamkan

di antara lralian darah dan harta benda kalian, seperti keharaman hari
lmlian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini."e7

Juga karena kedermawanan tersebut adalah dengan harta orang lain

tarpaseizinnya sehinggatidakbolelr, sarnasepertiyangdilakukanperempuan

yangbukanisti.

Namun, pendapat yang pertama lebih tepat karena hadits-haditsnya

bersifat ktnsus dan shatritr, dimana hadits yang khusus itu lebih didahululon

daripada hadits yang umum, serta menjelaskan bahwa yang maksud dari

hadits umum tersebut tidak mencakup benhrk yang kfiusus ini. Hadits khusus

dalam riwayat ini lemah. Selain itu" menganalogikan isti pada selainnya itu
tidak benar, karena menurut hukun kebiasaan istri membelanjakan harta

suarninya dan mensedekahkannya saat suami ada di rumah atau tidak ada di

rumah, dan izin yang didasari hukum kebiasaan itu sama kedudukannya

dengan izin yang sebenamya, sehingga seolah-olatr suami berkata kepada

istirya, "laln:kanini."Apabila suami melarangnya danmengatakaq'Tangan

bersedekah dengan hartaku, sedikit atau banyak," maka istri tidak boleh

berseekah, karena laranganyang tegas itu meniadakan izin yang didasari

hukumkebiasinn.

Seandainya di rumah suami terdapat orang yang menggantikan

kedudukan isti, seperti budak perempuanny4 saudarinya atau pelayannya

yang mengurus rumah dan makanan fuannya, maka kedudukannya sama

seperti istri dalam hal-hal yang telatr kami kemukakaq karena adanya alasan

pada dirinya Seandainya isEinya dilarang mengunrs rumatr suaminya seperti

istri yang diberinyamakan denganjatah dantidak dibolehkannya untuk

$ HR Ahmad dalam k itab Mus n ad-ny a (5 / 7 2), D antquthni (3 I 2 6), B aihaq i d al am
kitab As-Sunan (6/100). Hadits ini memiliki jalur-jalur riwayat lain yang dituturkanAl
Albani dalam kitab lrwa' AI Ghalil (1459). Status hadits iniadalahshahih.

e7 Status hadis telah dijelaskan pada masalah 591 .
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mengambil makananny4 serta dilarang membelar{akan harta suaminy4 maka

istri tersebut tidak boleh mensedekahkan hartanya sama sekali, karena

tiadanya makna tersebut pada dirinya.

812. Masalah: Abu Qasim berkata, "Yang dimaksud dengan

l<atarusyd (cerdas) adalah kelayakan unfukmengelola harta benda."

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Matik
dan Abu Hanifah. Hasan, Syaf i dan Ibnu Mundzir berk ata, "Kata rusyd

(cerdas) malaudnyakeshalihan dalam agama dankepatutan untuk mengelola

harta benda, karena orang fasik tidak disebut cerdas, dan karena kerusakan

agarnanya itu menghalangi kepercayaan terhadapnya unhrk menj agahata
bendany4 sebagaimana sifat tersebut menghalangi kepercayaan terhadap

ucaparurya dan perwaliannya atas orang lai4 meskipun dia tidak diketahui

berbohong dan boros."

Menurut kami, Allah berfirman, "Kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka

serahlrnnlah lcepada mereks harta-hartanya." (Qs.An-Nisaa' [ ]: 6)

IbnuAbbas berkata, 'Maksudnya kepatutan untuk mengurus harta benda

mercka" Mujahid be*at4'Makstrdnya apabila anak yatim itu telatr berakal."

I^agi pul4 penetapan ini dengan kata nakirah(indefinit). Barangsiapa

yang bisa mengtrnrs hartany4 maka pada dirinya terdapat sifat cerdas. Juga

karena sifat adil fteshalihan) tidak dijadikan pertimbangan secara kontinu
dalarnmeirilaikecerdasananak, sehinggadiaptmtidakdijadikanpertimbangan

di awalny4 sama seperti sifat zuhud terhadap dunia. Juga karena anak yatim

yang telatr cerdas itu mampu mengelola harta bendany4 sehingga ia serupa

dengan orang yang adil (shalih). Hal itu dikuatkan dengan alasan bahwa
pembatasan hak transaksinya itu tidak alin adalah untuk menjaga hartanya.

Jadi, yang ditekankan di dalamnya adalah apakatr ia menghambur-hamburkan

hartanya atau menjaganya. Mengenai pendapat mereka bahwa orang fasik

itu tidak dianggap cerdas, kami katakan bahwa ia tidak cerdas terkait
agamanya. Adapun terkait harta benda dan penjagazlya,maka ia telah
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dianggap cerdas. Pendapat ini pun terbantah dengan kenyataan orang kafu,

dimana ia btrkan orang yang cerdas, namun tidak dibatasi hak tansaksinya

lantaran ketidak-cerdasannya itu. Seandainya sifat adil (shalih) merupakan

syarat dalam menilai kecerdasan, maka hilanglah sifat cerdas dengan

hilangnya sifat adil, seperti menjaga harta. Selain itu, larangan menerima

perkataannya tidak mengakibatkan larangan untuk menyerahkan harta

kepadanya. Karena orang yang dikenal banyak berkata keliru dan sering

lup4 atau yang suka makan di pasar, menjulurkan kedua kakinya di tempat-

tempat perkumpulan, dan orang-oftmg semacnm mereka itu tidak diterima

kesaksian merek4 namun harta mereka diserahkan kepada mereka. Apabila

hal ini telatr diterim4 maka orang fasik apabila menggunakan hartanyauntuk

maksiat, seperti membeli khamer dan alat-alat permainan, atau

menggunakannya untuk melakukan kerusakan, maka dia bukan orang yang

cerdas karena dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa manfaat. Apabila

kefasikannya tidak demikian, seperti berbohong, enggan zakat dan

meninggalkan shalat tetapi ia menjaga hartany4 maka hartanya diserahkan

kepadanya. Karena tujuan dari pembatasan hak transaksi adalah menjaga

hartanya, sedangkan hartanya telah terjaga tanpa pembatasan hak

transaksinya. Karena itu, seandainya sifat fasik timbul sesudah hartanya

diserahkan, maka hartanya tidak diambil lagi darinya.

Pasal: Kecerdasan anakyatim itu diketahuihanya dengan cara

mengujinya, berdasarkan fimranAllatr , " Dan ujilah arckyatim itu sampai

merelra culwp umur untuk lcawin. " (Qs. An-Nisaa' [a]: 6) Arti kata

wabtalu adalah ujilatr, sebagaimana firmanAllatr, "supaya Dia menguji

kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalrrya. " (Qs.Al Mulk

[67]:2)

Cara mengujinya adalah dengan menugasinya melaktrkan transat$i-

transalcsi yang biasa dilakukan anak-anak sepertinya. Apabila dia termasuk

anak pedagang, maka ditugasi melakukan jual-beli. Apabila dia telah

melakukarurya berulang-ulang tanpa pemah tertipu dan tidak menghambu-

hamburkan apayang ada di tangannya, maka dia dianggap telah cerdas.
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Apabila dia termasuk anak-anak pembesar dimana orang-orang sepertinya

jauh dari pasar, maka diberi uang saku untuk jangka waktu tertentu agar

digunakannya untuk kepentingan-kepentingannya. Apabila dia disiplin dan

membelaqjakan uangnya sesuai kebutuhannya maka iadianggap telah cerdas.

Apabila dia anak perempwm, maka ia diberi tugas seperti tugas yang

diseralrkan kepadawanitapengunrs keluarg4 seperti menye'wajasapenenun,

menugasinya membeli kapas dan hal-hal serupa. Apabila dia mampu

mengonfrol apa yang ada di tangannya dan memenuhi hak orang yang menjadi

wakilny4 maka dia dianggap telatr cerdas.

Waktu dilakukannya pengujian adalah sebelum baligh menurut salah

satu dari dua riwayat pendapat, dan ini merupakan salah satu dari dua

pendapat para sahabat Syaf i, karenaAllatr berfirman, " Dan ujilah anak

yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kowin. Kemudian jika
menurut pendapatmu merelm telah cerdas (pandai memelihara harta),

malra serahknnlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa'

[a] : 6) Secara tekstual, ayat ini menunjukkan bahwa penguj ian terhadap

mereka itu dilakukan sebelum baligh berdasarkan dua alasan. Pertoma,

Allah menyebut mereka dengan katayatamaa (atak-anak yatim), dan

mereka disebut yatim hanya ketika belum baligh . Kedua, masa pengujian

mereka adalah sampai mereka baligh, dan itu ditunjukkan olehkatafuatta

(sampar) sehinggahalitumenrnrjukkanbahwapengujianitudilakukansebelurn

baligh. Juga karena penundaan pengujian hingga sesudah baligh dapat

mengakibatkan pembatasan hak tansaksi pada anak yang telatr baligh dan

cerdas, karena pembatasan hak transal<si itu berlangsung sampai dilakukan

pengujian terhadapnya dan diketahui kecerdasannya. Adapun pengujiannya

sebelum baligh itu mencegah pembatasan hak transaksinya pada anak yang

telah baligh dan cerdas, sehingga pendapat ini lebih kuat.

Tetapi, yang diuji hanyalatr anak yang telah menginjak remaja serta

dapat menalarjual-beli dan membedakan maslahat dan kerusakan. Ketika

walinya mengizinkannya, lalu ia bertransaksi, maka transaksinya sah

sebagaimana telah kami j elaskan. Imam Ahmad pada suatu kesempatan
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memberi isyarat bahwa pengujiannya adalah sesudah baligh, karena

transaksinya sebelum baligh dianggap sebagai transaksi anakyang belum

ditengarai bisa menalar. Para sahabat Syaf i berbeda pendapat mengenai

waktu pengujian menjadi dua pendapat seperti yang karni jelaskan.

813. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila dia berulang kali
melakukan tindakan bodoh, maka hak transaksinya dibatasi."

Maksudnya, ketika anak yatim telah dihilangkan batasan hak

transaksinya karena telah cerdas dan baligh, dan hartanya diserahkan

kepadany4 kernudian dia kembali lemah akal, maka pembatasan hak ftnsalsi
kembali dikenakan padanya. Pendapat ini dipegang oleh Qasim bin
Muhammad, Malik, Syaf i, Al Auza'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Abu Yusuf

dan Muhammad. Tetapi Abu Hanifah berkat4 "Pembatasan hak tansaksi

tidak diberlakukan lagi bagi anak yang telah baligh dan berakal, dan

transaksinya berlaku." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin danAn-

Nakha'i, karena dia adalah orang merdeka danmuknllaf sehingga hak

transaksinya tidak dibatasi, sama seperti orang yang cerdas.

Kami berpegang pada ijma' para sahabat. Urwah bin Zubair
meriwayatkan bahwaAMullahbin Ja'far membeli suatu barang, laluAli RA
berkata, "Aku pasti akan menemui 'Utsman agar dia membatasi hak

tansalcsinya." [^alu AMullah bin Ja'far menemui Zubair dan berkat4 "Aku
membeli suatubarang danAli ingin menemuiAminrl Mulaninin Utsman RA
untuk memintanyamembatasi hak transalcsiku." N{aka Zubairberkat4 "Aku
mitamu dalamjual-beli." KemudianAli mendatangi'Utsman dan berkata

"Sesungguhnya Ibnu Ja'far melakukan jual-beli, maka batasilah hak

kansaksinya." Laiu Zubair berkata "Aku adalah mitranya dalam jual-beli."

Lalu Utsman berkata, "Bagaimana mungkin aku membatasi hak transaksi

orang yang bermita dengan Zubair?"

trmamAhmad berkata, "Aku tidak mendengar riwayat ini kecuali dari

Abu YusufAl Qadhi." Ini adalah sebuah kisah dimana kisah semacam ini
sangat masyhur, dan tidak seorang ptrn di masa mereka yang menentang
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kisah ini, sehingga hal tersebut menj adr ijma'.

Lagi pula, yang dibicarakan di sini adalah orang yang lemah akal

sehingga hak tansaksinya dibatasi, seperti seandainya dia memasuki masa

baligh dalam keadaan lemah akal, karena alasan dibatasi hak transaksinya

apabila dia memasuki masa baligh dalam keadaan lemah akal adalah sifat
lemahakal itu sendiri, dan ituada. Jugakarena seandainya sifat lemahakat

itu berbarengan dengan baligh, maka hal tersebut menghalangi penyeratran

harta kepadanya. Apabila sifat lemah akal itu baru muncul, maka hartanya

wajib diarnbilalih darinya, sama seperti sifat gila. Ia berbeda dengan orang

yang cerdas, karena seandainya kecerdasannya berbarengan dengan

balighnya, maka hartanya diserahkan kepadanya.

Pasal: Tidak ada yang berhak membatasi hak transalsi orang
yang lemah akal kecuali hakim. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syaf i.
NamunMuhammad mengatakan, rraterbatasi haktansalsinya denganhanya

melakukan pemborosan, karena pemborosan merupakan penyebab
pembatasan hak transaksi, serupa dengan gila."

Menurut kami, pemborosan itu berbeda-beda dan keadaannya
diperselisihkaa danpenetaparurya membutulrkan ijtihad. Apabila suatu sebab

membutuhkan ijtihad, maka ia tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan

hakim, seperti permulaan masa impoten pada laki-laki. Juga karena
pembatasan hak transaksi ini dipereelisihkan" sehingga ia tidak ditetapkan
kecuali dengan keputusan hakim, sama seperti pembatasan hak transaksi
orang yang pailit. Ia berbeda dengan gila, karena menentukan gila tidak
membutrhkan ijtihad, dan tidak ada perselisihan mengenainya. Manakala
orang yang lemah akal itu dibatasi hak tansaksirya kemudian kernbali c€rdas,

maka pembatasan hak transaksi dicabut darinya dan ia tidak dicabut kecuali
dengan keputusan hakim. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i. Tetapi Abu
Khattrthab berkata" '?embatasan hak tansaksi hilang dengan hilangnya sifat

lemah akal, karena ia merupakan sebab pembatasan hak tansalcsi, sehingga
pembatasan hak transaksi itu hilang dengan hilanguya penyebabnya,
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sebagaimana yang berlaku pada anak kecil dan orang gila."

Menurut kami, pembatasan hak transaksi tersebut adalah dengan

keputusan hakim, sehingga ia tidak dicabut kecuali dengan keputusan hakim
juga, seperti pembatasan hak transaksi orang yang pailit. Juga karena

kecerdasan itu membutuhkanpengamatan dan ijtihad untuk mengetahuinya

dan hilangnya pemborosanny4 sehingga hal tersebut sama seperti perrnulaan

pembatasan hak transaksinya. Ia berbeda dengan anak kecil dan orang gil4
karena pembatasan hak transaksi pada keduanya tanpa keputusan hakim,

sehingga pembatasan tersebut dapat hilang tanpa keputusannya. Juga

seandainya kita menggantungkan tansalsi manusia pada keputusan hakim,

maka sebagian besar manusia akan terbatasi hak transaksinya. Imam Ahmad

berkata, "Orang tua yang lanjut usia dan nalarnya lemah dibatasi hak

transaksinya-" Maksudnya, apabila seseorang telah lanjut usia dan nalamya

terganggrr, maka dia dibatasi hak tans&iryq sama kedudukarurya dengan

orang gil4 karena dengan kondisi png demikian itu ia tidak mampu mengelola

harta bendanya wrtuk maslatrat dan tidak mampu menjaganya, sehingga dia

serupa dengan anak kecil dan orang yang lematr akal.

814. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang

bermu'amalah dengannya sesudah dibatasi hak transaksinya, maka

orang tersebut dianggap menghancurkan hartanya sendiri."

Maksudny4 apabila hakim telah membatasi hak tansaksinya" maka

diaqjurkan agar pembatasan tersebut dipersaksikarU agar masalahnyajelas

sehingga muamalahnya dihindari. Apabila hakim berpikirbatrwa sebaiknya

dia menyuruh penyeru untuk mengumumkannya agar masyarakat

mengetahuinya" maka dia boleh melakukannya. NamurU kesaksian tidak

disyaratkan, karena terkadang masalah ini tersebarkarena kemasyhurannya

dan pembicaraan dari mulut ke mulut.

Apabila hak transaksi orang yang lemah akal itu telah dibatasi, lalu dia

melakukanjual-beli, maka jual-beli tersebut tidak sah. Hakim menarik

kembalihartayangdiju,alnya danmengembalikan apabilamasih
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ada. Apabila orang yang lemah akal merusak pembayararl atau ia rusak di
tanganny4 maka itu adalah tanggung jawab pembeli, sementara orang yang

lemah akal tersebut tidak'menanggung apapun. Demikian pula apa yang

diambilnya dari harta orang lain dengan kerelaan pemiliknya, seperti yang

diambilnya dengan akad pinjaman, pembelian, dan selainnya. Hakim
mengembalikannyajika masih ada. Apabila telatr rusak, maka itu menjadi
tanggung jawab pemiliknya, baik dia mengetahui pembatasan hak transaksi

tersebut atau tidak mengetahui. Karena apabila dia mengetahui, maka dia
telatr bertindak teledor dengan menyerahkan hartanya kepada orang yang

dibatasi hak transaksinya. Apabila tidak mengetahuinya, maka diajuga
dianggap teledor, karena masalah ini diduga kuat kemasyhuranya.

Yang demikian itu berlaku apabila pemiliknya memberi kekuasaan

orang yang lematr akal itu pada hartanya. Tetapi apabila kerusakan terjadi di
tangarurya tanpa didasari keinginan dari pemiliknya, yaitu tanpa pelimpahan

kekuasaan seperti titipan dan pinjaman, makaAl Qadhi memilih pendapat

bahwa orang yang lemah akal tersebut bertanggung jawab apabila dia
merusaknya, ata! barang itu rusak karena keteledorannya. Karena dia
merusaknya tanpa didasari keinginan dari pemiliknya sehingga sepeti jika
penguasaan barang itu dilalnrkan tanpa keinginan dari pemiliknya. Tetapi

dia tidak bertanggungjawab, karena dia membiarkan barang
terkena resiko rusak di tanganny4 dan karena dia memberinya kekuasaan
padanya, sehingga sama seperti objek jual-beli. Adapun barang yang

diambilnya atau dirusaknya tanpa ada keinginan dari pemiliknya, seperti

mengambil tanpa izin dan perbuatan pidana maka orang yang lematr akal itu
bertanggung jawab, karena tidak ada keteledoran dari pemiliknya. Juga

karena anak kecil dan orang gila berbuat demikian, maka keduanya wajib
bertanggung jawab, apalagi dengan orang yang lemah akal. sepeti inilatl
madztrab Syaf i dalam semuakasus ini.

Pasal: Ketetapan untuk anak kecil dan orang gila sama seperti
ketetapan unfuk orang yang lemah akal dalarn hal tanggrurgjawab atas

harta orang lain yang dirusaknya tanpa seizin pemiliknyq atau barang yang
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dianrbilnya tanpaiztnlalu rusak di tangannya; dan dalam hal tidak adanya

tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di tangannya dengan didasari

keinginan dari pemiliknya dan pelimpahan kekuasaan, seperti pemb ayaran,

objek jual-beli dan utang. Adapun titipan dan pinjaman itu tidak menjadi
tanggung j awab baginya apabila rusak akibat keteledorannya. Tetapi apabila

dia merusakny4 maka ada dua pendapat mengenai tanggung jawab baginya.

Pasal: Yang berhak mengawasi harta anak kecil dan orang gila
selama keduanya dibatasi hak transaksinya adalah ayah atau
penerimawasiatnya sepeninggal ayah, atau hakim ketika keduanya
tidak ditemukan. Adapun orang yang lemah akal, apabila dibatasi hak

transaksinya dalam keadaan masih kecil, dan pembatasan hak transaksinya

itn ciitenrskan karena kelemah,an akalnya maka yang menj adi wali di dalamnya

atlalah orang-orang yang kami sebutkan. Apabila pembatasan hak
transaksinya diperbami sesudah dia baligh, maka yang berhak mengawasi

liarta bendanya adalah hakim, karena pembatasan hak transaksi tersebut

rnembutuhkan keputusan hakim, dan hilangnya pembatasan juga
mrembutuhkan keputusan hakim, sehingga demikian pula pengawasan harta

bendanya.

815. Masalah: dbu Ai Qa"rim berkata, ,,dpalrila orang yang
tlibatasi hak transaksinya mengaX<ui sesuatu yang nilengakibatkan

fuadd atau qishash, atau mencerai istrinya, maka pengakuannya itu
berlaku baginya."

Maksudnya, orang yang dibatasi hak transaksinya karena pailit atau

lernah aftai apabila ,rnengakui sesuatu yang mengakibatkan lyodd atauqishash,

seperti zina, rnenctui, minurn khamen menuduh zina, membunuh dengan

sengaj4 memotong tangan atau hal-hal serup4 maka pengakuarurya diterima

dan hukum perbuatan tersebut diberlalcukan padanya seketika itujuga. Kami
tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu Mundzires

eE Ibnu Mundzir menyebutkannya dalam kitab Al ljma'(hlm. 1 1a).
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berkat4 "Terjadi ijma'atrli ihnu yang kami hafal pendapatrya dari mereka

bahwa pengakuan orang yang dibatasi tansaksinya terhadap dirinya adatah

diperbolahkan jika pengakuannya berkenaan dengan zin4 pencurian, minum
khamer, atau menuduh orang lain berzina, atau pembunuhan, dan hukuman
akan ditegakkan kepadanya." Ini adalah pendapat Imam Syafi,i, Abu Tsaur,

dan ahlira yu sayatidakmengetahui yang menyelisihi mereka Hal itukarena
dia tidak tertuduh dalam hak dirinya. Adapun pembatasan dirinya dalam
tunsaksi adalah berkenaan dengan hartany4 makapengakuannya atas dirinya
diterimajikaberkanaandenganselainhart4meskipundiamencerail<anistrinya

mentrnrt pendapat mayoritas ahli ilmu IbnuAbu Laila berkata: perceraiannya

tidak terjadi, karena kemaluan itu dapat diberlakukan seperti harta
berdasarkan dalil, bahwa dia memilikinya dengan harta, maka benarjika
kepemilikarurya itu akan hilang dengan hartajuga" dan dia tidak memiliki hak
unirk melakukan sesuafu yang berkaitan dengannya seperti halnya harta.

Menurut kami, bahwa perceraian bukan merupakan tindakan yang
berkenaan dengan harta sehingga tidak dapat diberlakukan sepertiny4 maka
tidak dilarang melakukannya, seperti pengakuan tentang hukuman dan
qishash. Adapun dalil bahwa ia tidak diberlakukan seperti harta bahwa
seorang budak dibenarkanunhrk bertindak dalam hartameskipuntidak seizin
hnnnya bahkan dilarangnya. Dia adalatr orang mukallafyang menceraikan
istrinya dalam keadaan tidak dipaksa, maka percerainnya terjadi seperti
budak.

Pasal: Apabila orang yang lemah akal ifu mengakui sesuatu
yang mengakibatkan qishashr lalu orang yang diakui haknya itu
memaalkan dengan kompensasi harta, maka dimungkinkan tidak ada

kewajiban dend4 karena maaftersebut adalah maafterhadap suatu qishash
yang pasti, sehingga salr, sebagaimana ketika qishash itu ditetapkan dengan

bukti. Dimungkinkan maafirya itu sah, agar hal itu tidak dijadikan perantara

untuk mengakui hakhartabenda dimana orang yang dibatasi hak tansaksinya
dan orang yang diakui haknya itu berkomplot unhrk mengakui adanya qishash

dan memaafl<an dengan kompensasi harta. Juga karena kewajiban tersebut
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adalatr kewaj iban harta benda yang sandarannya adalatr pengakuaq sehingga

kewajiban tenebtrt tidak ditetapkan sama seperti pengakuan akan kewajiban

sejak awal. Berdasarkan pendapat ini, kewajiban qishash tidak gugur, dan

tidak adakewajiban harta benda dalam kasus tersebut.

Pasal: Apabila dia melakukan khulu' (mengabulkan tuntutan

cerai istri dengan menerima kompensasi), maka khulu'-nya szh.

Karena apabila talak yang tidak mengakibatkan sesuatu saj a satr, maka apalagi

dengan khulu' yang mengakibatkan kewajiban harta. Hanya saja,

kompensasinya tidak diserabkan kepadanya. Apabila kompensasinya

diserahkan kepadanya, maka pengusaannya tidak sah. Apabila dia

merusaknya, maka dia tidak bertanggung jawab, dan istri belum tercerai

lantaran kompensasi itu diserahkan kepadany4 dan kerusakan itu menj adi

tanggungan istri apabila suami yang lemah akal itu merusakkannya, atau

kompensasi rusak di tangannya, karena istri memberinya peluang untuk

merusaknya-

Pasal: Apabila dia memerdekakan budak, maka
pemerdekaannya tidak sah. lni dalam pendapat Qasim binMuhammad

dan Syaf i. Namu,nAbu Khaththab menuturkan satu riwayat pendapat lain

dari Ahmad bahwa pernerdekaarmya sah, karena pemerdekaan ini dilalrukan

seorang mukallaf danmemegang kepemilikan secara sempuma sehingga

pernerdekaannya sah, sama seperti pemerdekaan yang dilakukan penggadai

danorangyangpailit.

Menurut kami, pemerdekaan budak merupakan transaksi terhadap

harta bendanya, sehingga pemerdekaan tersebut tidak sah, sama seperti

transaksinya yang lain. Juga karena pemerdekaan merupakan tindakan

kedermawanan, sehingga serupa dengan hibah dan wakaf. Juga karena dia

dibatasi hak transaksinya agar hartanya terjaga, sehingga pemerdekaarurya

tidak sah, sama seperti anak kecil dan orang gila. Ia berbeda dengan orang

yang pailit dan penggadai, karena pembatasan hak transaksi pada keduanya

lantarahakorang lain.
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Pasal: Apabila dia menikah, maka pernikahannya sah, baik
dengan izin walinya atau tanpa izinnya. Pendapat ini dipegang olehAbu
Hanifah. NamunAbu Khaththab mengatakan,'?ernikahannyatidak sah tanpa

izin walinya." Ini adalah pendapat Syaf i danAbu TMur. Karena pemikatran

merupakan tindakan yang mengakibatkan kewajiban harta, sehingga

pemikahan tidak sah tanpa izin waliny4 sama seperti pembelian.

Mentrnrt kami, pemikahan bukan akad kebendaarU sehingga sa[ sama

seprlt Htulu 'dan cerainya Seandainya akad ini mengakibatkan kewajiban

harta karena terjadi akibat pertanggungan, namun hal tersebut tidak
menghalangi sahnya akad, sebagaimana kewajiban harta itu terjadi karena

cerai.

Pasal: Tadbife dan wasiat yang dilakukannya sah, karena hal

tersebut mengandung maslahat, karena menryakan perbuatan taqarub kepada

Allah dengan harta bendanya sesudah dia tidak membutuhkannya.

Tindakannya untuk menjadikan budak perempuannya sebagai ibu bagi
anaknyajuga sah, dan budak perempuan tersebut dimerdekakan sesudah

kematiannya. Karena apabila tindakan ini sah dilakukan orang yang gil4
maka terlebih lagi orang yang lemah akal.

Diajuga berhak menuntut qishash, karena qishash disyariatkan untuk
mengobati sakit hati dan menuntut balas, dan dia termasuk orang yang memiliki

hak terhadapnya. Ia juga berhak memaafkan dengan kompensasi harta,

karena maafmenghasilkan harta benda bukan membuang-btrangnya. Tetapi

apabila dia memaafl<an tanpa kompensasi harta benda" maka dilihat terlebih
dahulu. Jika kita mengatakan bahwa yang wajib adalah qishash itu sendiri,

makamaafrryatenebut sah" karena tidak dianggap sebagai membuang-buang

harta. Apabila kita mengatakan bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua

hal (qishash atau kompensasi harta), maka maafnya terhadap kompensasi

harta tidak sah dan ada kewajiban harta. Seperti seandainya qishash gugur

lantaranmaafyang diberikan salah satudari dua sekutu.

e Tuan membebaskan budaknya sesudah tuan tersebut meninggal dunia.
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Apabila dia melakukan ihram untuk haji, maka ihramnya sall karena

dalam hal ini ia adalah seorang mukallafyang melalcukan ihram untuk haji,
sehingga ia serupa dengan yang lain. Juga l@ena ihxam adalah ibadah sehingga

sah dilahrkanny4 sama seperti ibadah-ibadahnya yang lain.

Kemudian, jika dia melalarkan ihram untuk haji wajib, maka sebagian

hartanya diserahkan kepadanya agar kewajiban tersebut gugur damya.

Apabila dia melalcukan ihram untuk haji sunnall makabiaya hidupnya dalam

perjalanan sama seperti biaya hidupnya waktu dirumah diserahkan kepadany4

karena ihramnya itu tidak mengakibatkan mudharat. Apabila biaya
perj alanannya lebih besar daripada biaya hidupnya sewaktu mukim, laiu dia

berkat4 "Aku akan bekerja untuk memenuhi seluruh biaya hidupny4" maka

biaya hidupnya itu diberikan kepadanya, karena hal tersebut tidak
mernbahayakan hartabendanya-Apabila dia tidak memilikipenghasilan, maka

waiinya berhak menghalalkannya (mengeluarkannya dari ihram), karena

ihramnya itu membuang-buang kekayaan. Caranya tahallul adalah dengan

puasa, sama seperti orang yang mengalami kesulitan finansial, karena dia

dilarang membela4jakan hartanya. Tetapi dimturgkinkan walinya tidak berhak

menghalalkannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi budak ketika ia
ihram tanpa seizin nrannya.

Apabila dia rnelanggar sumpahnya, atau menarik zhihar yang

diucapkannya, atau wajib membayar kafarat akibat pembunuhan atau

persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan, maka dia membayar kafarat

dengan puasa dengan aiasan yang sama. Apabila ia membayar kafarat

dengan memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin, maka

tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i. Karena ia dilarang membayar

kafarat dari harta bendanya, sempa dengan orang yang paitit. Tetapi ada

pendapat lanbahwakafarar-nya sah dengan cara memerdekakan budak,

berdasarkan pendapat kami bahwa pemerdekaan yang dilalarkanrrya itu sah.

Apabila dia menadzarkan ibadah fisik, maka dia wajib
mengerjakannya, karena pembatasannya itu tidak terkait dengan fisiknya.

Tetapi j ika dia bernadzar untuk bersedekalr, maka nadzarnya tidak sa[ dan
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dia membayar kafarat dengan puasa- Apabila pembatasan hak transaksinya

dicabut sebelum dia membayar kafarat dalankasus-kasus ini, maka dia

waj ib memerdekakan budak apabila ia mampu. Dan implikasi dari pendapat

para sahabat kami adalah ia wajib memenuhi nadzarnya, berdasarkan

pendapat mereka mengenai orang yang mengakui kewajiban harta sebelum

pembatasan hak transaksi dilepaskan darinya, kemudian sesudah itu
pembatasan tersebut dilepaskan darinya. Di sini ia wajib menjalankan

nadzarnya itu. Tetapi apabila pembatasan hak transaksinya dilepaskan

sesudah ia membayar lrafarat, maka ia tidak menanggung kewajiban apapun.

Seperti seandainya ia membayar kafarat dengan puasa, lalu pembatasan

hak tansaksi dilepaskan darinya.

Pasak Apabila dia mengakui adanya hubungan nasab dengan seorang

anak, maka pengakuannya diterim4 karena itu bukan pengakuan yang terkait

harta benda dan bukanpulapembelanjaara sehinggapengakuannya diterim4

sama seperti pengakuannya terhadap fuadd dan cerai. Apabila nasab

ditetapkan, maka dia memiliki kewajiban-kewajiban nasab seperti nafkah

dan selainny4 karena kewajiban ini terjadi dengan serta merta, mengikuti

apa yang sah dilakukany4 sehingga serupa dengan nafl<ah untuk istri.

816. Masalah: AbuAI Qasim berkata, "Apabila dia mengakui
suatu utang, maka dia tidak wajib membayarnya selama hak
transaksinya dibatasi."

IMalsudny4 apabila orang yang lematr akal mengakui kewaj iban harta

seperti utang, atau sesuatu yang mengakibatkan kewajiban harta seperti

perbuatan pidana yang tidak sengaja dan serupa dengan sengaja, merusak

harta orang laiq mengambilnya tanpa izin danmencuri, makapengakuarurya

tidak diterim4 karena dia dibatasi hak fiansaksinya demi kebaikan dirinya
sehingga pengakuannya terhadap kewaj iban harta itu tidak sab sarna seperti

anak kecil dan orang gila. Karena seandainya kita menerima pengakuannya

terkait kewajiban harta, maka hilanglah tujuan pembatasan hak transaksi,

karena dia telah membelar{akan hartaya kemudian mengakuiqra, lalu orang



yang diakuinya itu mengarnbilnya. Juga karena dia mengakui sesuatu yang

dilarangmelalnrkantarsal<sinya sepertipengakuanpenggadaiterhadaputang

dan orang yang pailit terhadap kewajiban harta. lnplikasi dari pendapatAl

Khiraqi adalah dia bertanggung jawab atas apa yang diakuinya sesudah

pembatasan hak transaksinya dicabut, dan itu merupakan pendapat yang

kuat dari para sahabat kami danpendapatAbu Tsaur. Karenaiamukallaf

(dibebani) dengan apa yang tidak wajib baginya dalam kondisi tersebut

sehingga ia menjadi wajib baginya sesudah pembatasan hak transaksinya

dicabut. Seperti budakyang mengakui utang, penggadaiyang mengakui gadai

lain dan orang yang pailit terhadap kewajiban harta.

Tetapi dimungkinkan pengakuannya tidak sah dan dia tidak dikenai

hukum sama sekali. Ini adalah madzhab Syaf i, karena dia dibatasi hak

transaksinya lantaran tidak memiliki kecerdasan sehingga hukum

pengakuannya tidak berlaku padanya sesudah pembatasan hak transaksinya

dicabut, sama seperti anak kecil dan orang gila. Juga karena tidak berlakunya

pengakuannya dalam kondisi tersebut ditetapkan untuk menjaga harta

bendanya dan mencegah kemudharatan baginya. Seandainya pengakuaillya

berlaku sesudah pembatasan hak transaksinya dicabut, maka pembatasan

tersebut tidak memiliki m anfaatselain menunda mudharat baginya hingga

kondisi yang sempurna. Berbeda dengan orang yang dibatasi hak

tansalsinya karena hak orang lain pada hartanya dimana faktor penghalang

itu hilang dengan hilangnya hak pada hartanya, sehingga implikasi

pengakuannya itu ditetapkan. Sedangkan daiam masalah yang kita bahas

ini, hukum tidak ada karena ada cacat dalam pengakuan, sehingga

keberadaannya tidak ditetapkan sebagai faktor penyebab. Dengan hilangnya

pembatasan hak transaksi, maka faktor penyebab tersebut tidak sempuma,

sehingga hukum pun tidak ditetapkan karena penyebabnya cacat.

Sebagaimana dia tidak ditetapkan sebelum pembatasan hak transaksinl'a

dicabut. Juga karena pembatasan hak transaksi karena hak orang lain itu

tidak menghalangi penggunaan mereka terhadap pertanggllngan merek4

sehingga dimungkinkan memperbaiki pengakuan mereka terkait

pertanggungan mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan
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mudharat bagi orang lain, dengan cara berkomitnen sesudahhakpada harta

tersebut hilang. Sedangkan pembatasan hak transaksi di sini untuk
kepentinganny4 lantaran akalnya lematr dan tidak mampu membelanjakan

hartanya dengan baik, dan mudharat tidak bisa dihindarkan kecuali dengan

membatalkan pengakuannya secara keseluruhan, sama seperti anak kecil
danoranggila.

Mengenai keabsahanpengakuannya terkait sesuatu antara dirinya dan

Allah, maka apabila dia mengetahui keabsahan apayang diakuinya seperti

utang yang ditanggungnya akibat perbuatan pidana, atau utang yang

ditanggungnya sebelum pembatasan hak transaksinya, maka dia harus

membayamya. Karena dia mengetahui bahwa dia menanggung suatu hak

sehingga wajib membayarnya, seperti seandainya dia tidak mengakuiya.

Apabila dia mengakui ketidakabsahan pengakuanny4 seperti mengetahui

bahwa dia mengakui sebuah utang, padahal dia tidak menanggung utang,

atau mengakui suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukannya, atau
mengakui sesuatuyang tidak wajib ditanggungnya seperti merusak harta

orang yang menyerahkan hartanya kepadanya dengan akad pinjeman atau
jual-beli, maka dia tidak waj ib membayamy4 karena dia tahu bahwa dia
tidak menanggung utang, sehingga tidak memiliki kewajiban apapun, seperti

seandainya dia tidak mengakuinya.

Pasak Apabila wali orangyang lemah akal mengizinkannya jual-
beli, apakah j ual-belinya sah? Ada dua pendapat dalam 6ns;1ah ini.

Pertama,jual-belinya sah, karenajual-beli adalatr akad pertukaran,

sehingga dia berhak melakukannya dengan izin, sama sep€rti pemikahan.

Juga karena ia adalah orang yang berakal namun dibatasi hak transaksinya"

sehingga tarsaksinya dengan izin sab" apalagi dalarnjual-beli. Juga karena

seandairyra kita melarang trarsalcsinya dengan izin, makakita tidak memiliki
caxa untuk mengetatrui kecerdasannya dan mengujinya.

Kedua, jual-belinya tidak sah karena pembatasan hak transaksinya

disebabkan pemborosan dan ketidakpandaiannya dalam membelanjakan
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harta. Apabila ia diizinkan, maka itu berarti ia diizinkan untuk melakukan

sesuatu yang tidak mengandung maslahat, sehingga tidak sah. Seperti

seandainya ia diizinkan untuk meirjual sesuatu senilai lima belas dirham. Imam

Syaf i memiliki dua sisi pendapat seperti ini.
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(PERDAMAIAN)

titr-;
KITAB SHULH

Shulhatau perdamaian adalah akad untuk mencapai perbaikan

hubungan di antara drn pihak png berselisitr" Perdamaian me'miliki beberapa

macam, yaitu: perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir,

perdamaian antara orang yang adil dan orang yang berbuat zhalim, dan

perdamaiandi antara suami-ishi apbila diL*rawatirkan terjadi perceraian di

antarakeduanya.

Allalrberfirmaru r:+, i;-bT \i;ti're"Ft e y6* ob
" Apabila ada dua kelompok orang-orang muslim saling berselisih, maka

damailenlah di antara kcduanya. " (Qs.Al Hujtrat [a9]: 9)

.;- oi$ t+ y ritil'ti (irrt q.b.:y Jitb'ia o.b

F&tt"v&q6.
"Dan jika seorang khawatir aknn nusuz atas siknp tidak acuh

dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan

perdamaian yang s ebenar-benarnya. " (Qs. An-Nisaa' {a} : I 28)

Abu Hurairatr meiiwayatkan bahwa Rasulullah SAW benabda

,ff 'rl'6; ?? ':"b lf ,?9 o."t*.Jlt '; &,
6r

"Perdamaian di antara kaum Muslimin itu boleh:, kecuali

perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang haram, atau
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menghalalkan sesuatu yang haram." (HR. Tirmidzi dengan

menilainya has an- s hahi h)tw

Diriwayatkan dari Umar batrwa ia menulis surat kepadaAbu Musa
dengan isi yang sama Para imam menyepakati kebolehanperdamaian dalam
kasus-kasus yang kami sebutkan di atas, dan masing-masing memiliki
hukumnyatenendiri. Bab ini membalrasperdamaian duapihakyang benelisih
mengenai harta benda, dan ia memiliki duajenis, yaitu perdamaian di atas

pengakuan dan perdamaian di atas penyangkalan. Al Khiraqi tidak
menjelaskan perdamaian kecuali dalam kasus penyangkalan saja.

817. Masalah: Abu Qasim berkata, ,,Perdamaian yang
dibolehkan adalah penggugat memiliki hak yang tidak diketahui
tergugatr lalu keduanya berdamai dengan sebagian dari haktersebut
Apabila tergugat mengetahui bahwa dia menanggung suatu kewajiban,
maka perdamaiannya batal"

Maksudnya, perdamaian atas penyangkalan itu sah. pendapat ini
dipegangoleh Malik danAbu Hanifah. Tetapi Syaf i mengatakan, *Tidak

sah, karena orang yang berdamai dengan cara demikian itu melakukan
pertukaran terhadap sesuatu yang tidak ditetapkan sebagai miliknya sehingga

pertukaran tersebut tidak sah, seperti seandainya ia menjual harta orang

lain. Juga karena akad tersebut adalah akad pertukaran dimana salah satu

pihak tidak memperolehpengganti, sehingga akad tenebut batal, sama seperti

perdamaian atas sanksi fuduhan zina.

Kami berpegangpadamakna umum saMaNabi SAW, " perdamaian

di antara luum Muslimin itu boleh. " Makna umum hadits ini mencakup
bentuk perdamaian ini. Barangkali ada sebagian ulama yang mengatakan,

"Tetapi, Rasulullah SAW bersabda, 'Kecuali perdamaian yang
menghalalkan sesuatu yang haram,'danlafazh ini mencakup bentuk

rm HRAbu Daud (3/3594) dan Tirmidzi (3/1352). ltbulsa menilai bahwa hadits ini
hasan-shahih. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah Q/2353), Ahmad dalam
Musnad-nya (2/366) dengan sanad yang shahih.
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perdamaian ini, karena penggugat tidak berhak mengambil harta tergugat,

laluhartatersebtrtmenjadi halal karenaperdamaian"Apabila mereka berkata

demikian, maka kami katakan bahwa kami tidak menerima calarpan lafazi

hadits tenebut terhadap benhrk perdamaian ini. Memaknai hadits sesuai

yang mereka sebutkan itu tidak benar karena dua alasan. Pertama, kasus

ini ditemukan di dalam perdamaian dengan maknajual-beli, dimana halal

bagi masing-masing pihak apayang sebeh.rmryra dihararnl<an bagi keduan)'a-

Begrtujuga perdamaian dengan makna hibalu dimana orang yang diberi itu

halal baginya apa yang haram baginya sebelum perdamaian. Begitu juga

perdamaian dengan makna pengugguran, dimana salatr satu pihak boleh

meninggalkan apa yang sebelumnya wajib baginya. Kedua, seandainya

denganperdamaian itu sesuatu yang haram menjadi halal, makaperdamaian

tersebut salu karenaperdamaianyang tidak sah itutidak mengubah sesuatu

yang haram merf adi halal. Jadi, maksud pengect'alian dalam hadits ini adalatl

perdamaian yang dengannya dieroleh sesuatu yang haram, namun ia tetap

pada keharamannya. Seperti seandainya seseorang berdamai atas

perbudakan orang yang merdeka, atau menghalalkan barang yang

ainaramtcan, atau berdamai dengan khamer dan babi. Sedangkan perdamaian

yang kita batras itu tidak demikian. Meskipun mereka tidak berpendapat

demikian, namunmereka membolehkan oftmg yang memiliki hak dimana

orang yang berpiutang menyangkalnya untuk mengarnbil sebagian dari

hartanya sesuai nilai haknya itu atau lebih rendah. Kalau yang demikian itu

boleh baginya padahal tanpa ada keinginan dan tanpa sepengetatruan pihak

lah, makaterlebih lagijilo dengankerelaannya" Demikianpula, kalaupenukar

menjadi halal saat orang yang berpitang mengakui, makaterlebih lagi saat

haknya disangkal dan ia tidak bisa memperoleh haknya kecuali dengan

perdamaian. Juga karcna penggugat di sini mengambil pengganti bagi haknya

yang ditetapkan baginya sedangkan tergugat menyerahlan pengganti untuk

menghindarkan hal buruk darinya dan menghentikanperselisihan. Syari'at

tidak mengharamkan hal demikian sama sekali. Juga karena perdamaian

tersebut adalatr perdarnaian yang sah ketika dilakukan dengan orang yang

tidak berperkar4 sehinggaperdamaian dengan pihak seterujuga sall sama
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seperti perdamaian atas pengakuan. Tegasnya, kalau perdamaian dengan

orang yang tidak lain saja sah, padahal dia tidak membutuhkannya, maka

terlebih lagi perdamaian dengan orang yang berseteru dengarurya, dimana

dia memiliki kebtrtuhan terhadapnya.

Mengenai pendapat mereka bahwa perdamaian adalah akad tukar-

menukar, makakami katakan: Untuk hak keduanya atau salah satunya?

Yang pertama dilarang, dan yang kedua bisa diterima. Hal ini karena

penggugat mengambil pengganti dari orang yang menyangkal, karena dia

mengetatrui bahwa haknya ada pada orang yang menyangkal tersebut. Jadi,

apa yang diambilnya itu adalah penukar bagi haknya, dan pihak yang

menyangkal meyakini batrwa dia menyerahkan har.ta benda rnrtuk

perseteruan dan sumpah, dan menyelamatkanya dari perbuatan buruk
penggugat. Jadi, perdamaian ini lebih merupakan solusi bagiya, dan tidak

mustahil terjadi pertukaran bagi salah satu dari dua pelaku akad, tidak pada

yang lain. Seperti seandainya seseoftrng membeli seorang budak dimana

pembeli memberi kesaksian mengenai kemerdekaannya, maka jual-beli

tersebut sah, dan merupakan akad pertukaran bagi penjual dan pembebasan

perbudakan bagi pembeli.

Begitupula dalam kasus ini. Apabila demikian, makaperdamaiantidak

sah kecuali penggugat meyakini bahwa apa yang didakwakannya itu benar,

dan togugat meyakini bahwa ia tidak menanggtng hak, sehingga ia memberi

sesuatu kepada penggugat untuk menebus sumpahnya, menghentikan

perseteruan, menjaga dirinya dari kehinaarU dan dari datang ke majlis hakim.....
Karenajiwa-jiwa yang memiliki kehormatan pasti sulit untuk melalarkan itu

semua. Mereka melihat bahwa menghindarkan diri dari mudharat itu
merupakan maslahat yang paling besar bagi mereka, dan syariat tidak

melarang mereka urtuk menjaga kehormatan dan menolak kebunrkan dengan

cara memberikan materi. Sementara penggugat mengambil materi sebagai

pengganti bagi hak yang pasti baginya, dimana syariat tidak melarang hal

tersebut juga. Baik yang diambilnya itu sama jenisnya dengan haknya, atau

berbeda jenis dariny4 baik senilai haknya atau dibawahnya. Kalau dia
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mengambil seswltu yang samajenisnya dan senilai dengan haknya" maka ia

telah mengambil seluruh hakna. Apabila dia mengambil seswltu yang lebih

rendah, maka dia menerima sebagiannya dan merelakan sebagian yang lain.

Apabila ia mengarnbil sesuatu yang berbeda jenis dari hakrS'a maka ia telah

menganrbil pengganti bagi haknya. Ia tidak boleh mengambil sesuatu yang

sejenis dengan haknya dalam ukuran yang lebih banyak dari yang

didakwakannya karena kelebihan ini tidak ada kompensasiny4 sehingga

dia telah berbuat zhalim. Tetapi apabila yang diambilnya berbeda jenis

aaritratnya, maka bole[ dan itu dianggap sebagaijual-beli bagi penggugat

karena dia yakin batrwa ia menarnbilnya sebagai pengganti, sehingga pdanya

berlaku hukum pengakuan.

Apabila yang diambil adalah sebagian dari rumah atau benda yang

tidak bergerak, maka wajib berlaku syuf'ah di dalannya. Apabila dia

menernrkan cacat padaqa, maka dia bertrak mengembalilcnn),a dan menarik

kembali gugatannya. Bagi pihak yang menyangkal halitu berarti pembebasan

dari kesalahan, karena dia menyerahkan materi untuk menebus srrmpabnya

dan menghindarkan diri dari mudharat, bukan sebagai pengganti dari hak

yang diyakini penggugat, sehingga berlaku hukum pengakuan.

Apabila dia menemukan cacat pada barang yang dijadikan

perdamaiarl maka dia tidak berhak melimpahkan tanggungiawabnnya pada

penggugat, karena ia meyakini bahwa ia tidak mengambilnya sebagai

pengganti. Apabila barang yang dijadikan perdamaian adalah sebagian dari

snatu barang, maka tidak berlaku s/4f ' ah dr dzlanrry4karena dia meyakini

bahwa kepemilikannya tidak hilang, dan dia tidak memilikinya dengan

perdamaian. Seandainya tergugat menyerahkan apa yang didakwakan atau

sebagianny4 maka tidak berlaku hukumjual-beli, dan tidak pula syuf ah di

dalamnya Karenapenggrrgat meyakini batrwa sebagianhaknyatelah dilunasi,

dan dia mengarnbil barang miliknya dengan menarik kembalinya dari orang

yang memegang barang tersebut. Jadi, itu bukanjual-beli, seperti menarik

kembali barang yang diambil tanpa izin.

Nanurt jika salah seorang dari keduarryra berdust4 seperti penggugat
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menggugat sesuatu padatral dia tahu bahwa sesuatu tersebut bukan miliknya
atau penyangkal menyangkal suatu hak padatral dia tatru batrwa hak tersebut
menjadi tanggtngarury4 maka perdamaian tersebut batal dari segi esensinya.

Karena apabila penggugat telatr berdusta, maka apayangdiambilnya itu
dianggap sebagai memakanharta orang lain dengan carayangtidak benar.
Ia mengambilnya dengan berbuat jahat, zhalim dan gugatan palsu, bukan
sebagai pengganti bagi haknya, sehingga ia haram baginya, seperti orang
yang mengancam hendak membunuh orang lain agar bisa mengambil hartanya

Apabila penggugat benar dan tergugat mengetahui kebenarannya dan
haknya, lalu tergugat menyangkalnya agar haknya berkurang, atau
membujuknya agar merelakan sebagiannya, maka itu adalatr memakan hak
dan mengambil harta dengan cara yang batil, sehingga apa yang diambilnya
itu haram dan perdamaiannya batal. Harta penggugat tidak menjadi halal
baginya karena penyangkalan tersebut. Al Khiraqi mengatakan, "Apabila
dia mengetahui hak penggugat lalu ia menyangkalny4 maka esensi perdamaian

batal. Tetapi secara lahir, perdamaian tersebut sah, karena kita tidak
mengetahui esensi kasus, dan sesunggutrnya hukum itu dibangundi atas aspek-

aspek lahiriah, dan yang tampak dari seorang muslim adalah yang baik-
baik."

Pasal: Seandainya penggugat menggugatkan titipan, atau
pinjaman, atau kelalaian dalam menjaga titipann atau mudharabah
pada seseorang,lalu orang tersebut menyangkalnya dan keduanya
berdamai, maka perdamaiannya sah, sesuai dengan alasan yang telah
kamijelaskan.

Pasal: Apabila orang yang tidak berperkara melakukan
perdamaian untuk menggantikan orang yang menyangkal, maka
perdamaiannya sah, baik dia mengakui kebenaran gugatan penggugat,

atau tidak mengakuiny4 dan baik dengan seizin tergugat atau tanpa :zitnya.
Tetapi para sahabat Syaf i mengatakan, "Yang sah adalahjika orang yang

tidak berperkara itu mengakui kebenaran dakwaan penggugat." Ketenttnn
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ini didasa*an pada ketentuan perdamaian orang yang menyangkal, dan kami

telahmenjelaskannya.

Kemudian" perdamaian itutidak terlepas dari objek utang atau barang.

Apabila bentuk perdarnaian ini dengan objek utang, maka ia satr, baik dengan

izin penyangkal atau tanpa izinnya Karena membayarkan utang orang lain

itu boleh, baik dengan izinnya atautanpa izinryra- KarenaAli danAbu Qatadah

pernah membayarkan utang seorang mayit, dan Nabi SAW

membolehkannya.ror

Apabila perdamaianyang dilaln:kanpihak ketiga dengan objek barang

dengan seizin pihak yang menyangkal, maka itu seperti perdamaian yang

dilakukannya karena wakil menggantikan kedudukan orang yang memberi

perwakilan. Apabila tanp aizin maka itu berarti menyelamatkan orang yang

menyangkal dari perselisihan dan membebaskannya dari gugatan, dan itu

hukumnya boleh. Dalam kedua kasus, apabila orang lain mengadakan

perdamaian tanpa izin orang yang menyangkal, maka dia tidak berhak

menuntut ganti darinya, karena ia melakukan sesuatu yang tidak wajib

dilakukannya untuk orang yang menyangkal tersebut. Al Qadhi danAbu

Khaththab mendasarkannya pada dua riwayat pendapat mengenai ketentuan

ketika pihak ketiga membayarkan utangnya yang pasti tanpa seizin orang

yang berutang. Tindakan ini tidak baik, karena belum ditetapkan kewajiban

atas orang yang menyangkal, dan ia tidak wajib menyerahkan hak kepada

penggugat. Bagaimana mungkin dia wajib menyerahkan hak kepada orang

lain? Juga karena orang ketiga tersebut melakukan untuk orang yang

menyangkal sesuatu yang tidak wajib baginya, sehingga orang ketiga itu

dianggap melakuliannya dengan sukarel4 seperti seandainya dia bersedekah

untuk orang yang menyangkal tersebut. Barangsiapa yang mengatalan batrwa

tor Hadits Ali diriwayatkanAl Baihaqi dalam kitab ls-San an (6/73), Ad-Daruquthni
(3/78). Seluruh sanad haditsAli lemah, sebagaimanayang dikatakan Baihaqi bahwa
riwayat-riwayat mengenai Abu Qatadah yang menanggung utang mayit itu lebih
shahih. Sedangkan haditsAbu Qatadah diriwayatkan oleh Bukhari(42289,2295) dari
Salamah bin Akwa' dan Ahmad dalan Musnad-nya (3/330), Hakim dalam kitab l/
Mustadrak (2/58), dan Baihaqi dalam kitab As-Sunan (617 5).
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dia boleh meminta ganti, maka dia menganggapnya seperti penggugat dalam
menggugat orang yang menyangkal. Adapun pendapat yang mewajibkannya
meminta ganti dari apa yang telah dibayamya adalah pendapat yang tidak
berdasar sama sekali. Karena kewajiban maksimal bagi orang yang
membayarkan utang orang lain adalatr menggantikan kedudukan orang yang
berpiutang sedangkan orang yang berpiutang di sini belum ditetapkan hakny4
dan tidak ada kewajiban membayamya,dan belum ditetapkan baginya
kebolehan apapun selaingugatan saja. Maka, begitupula di sini.

Syarat bolehnya gugatan adalah diketahuinya kejujuran penggugat.
Adapunjika kejujurannya tidak diketahui, maka dia tidak boleh menggugat
sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya. Adapunjika ada orang lain yang
mengadakan perdamaian dengan seizinnya, maka orang tersebut menjadi
wakilny4 danpenvakilan dalam kasus tersebut hukumnya boleh. Kemudian,
jika dia membayarkan kewajibannya dengan seizin tergugat, maka dia bisa
menuntut ganti kepada tergugat. Ini adalah pendapat syaf i. Apabila dia
membayarkannya tanpa izirurya dan dengan sukarel4 maka dia tidak berhak
menunhrt ganti kepadanya- Apabila dia membayarkannya dengan niat meminta
ganti, maka ketentuannya mengikuti dua riwayat pendapat tentang orang
yang membayarkan utang orang laintanpa izinny4 karenatelah ada kewajiban
bagi orang lain tersebut unfuk membayar utang dengan akad perdamaian.
Berbedajika dia mengadakan perdamaian dan membayarkan utangnya tanpa

seizinnya, maka dia telah menunaikan sesuatu yang tidak wajib ditunaikan
orangyangmenyangkal.

Pasal: Apabila orang ketiga berdamai dengan penggugat untuk
kepentingan dirinya agar apa yang dituntut itu mer$adi miliknya (dibelinya),

maka tidak terlepas dari dua kondisi; apakah dia mengakui kebenaran gugatan

penggugat atau tidak mengakuinya. Apabila dia tidak mengakuinya, maka
perdamaian tidak sah, karena itu berarti orang ketiga itu membeli dari
penggugat sesuatu yang tidak ditetapkan sebagai miliknya, dan dia tidak
menghadapisu,atuperselisihanyangsepatutryadihindarkandarinya sehingga

senpa dengan membeli sesuatu milik orang lain darinya Apabila dia mengakui
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kebenaran gugatannya dan objek gUgatan adalah utang, maka perdamaiannya

tidak sah, karena itu berarti dia membeli sesuatu yang penjuat tidak mampu

untuk menyerahkannya. Juga karena hal itu berarti menjual piutang atas

seseorang yang tidak berada dalam pertanggungannya. Namun di antara

sahabat kami ada yang mengatakan sah, tetapi pendapat ini tidak baik.

Karena menjual piutang yang diakui atas seseorang yang piutang tersebut

tidak berada dalam pertanggungannya adalahtidak sall terlebih lagi menjual

piutang orang yang menyangkal dan tidak bisa diserah-terimakan.

Apabila objek gugatan adalah barang, kemudian pihak ketiga berkata

kepada penggugat, "Aku mengetahui kejujuranmu, maka berdamailah

denganku untrk barang tersebut, karena aku mampu memhbaskan barang

itu dari orang yang menyangkal," maka para sahabat kami berpendapat

bahwa perdamaian tersebut sah. Ini adalah pendapat Syaf i. Hal itu karena

dia membeli darinya sesuatu yang menjadi miliknya dan ia mampu

menyerahkannya. Kemudian, apabila orang ketiga itu mampu untuk

mengambilny4 maka perdamaian berlaku. Tetapi jika dia tidak mampg maka

penggugat berhak membatalkan akad, karena orang ketiga tidak menyerahan

kepada penggugat apa yang diakadkarury4 sehingga dia berhak menuntut

penggantinya. Tetapi, dimtngkinlanjika temyata orang ketigatersebut tidak

mampu menyerahkanny4 maka akad perdamaian tidak sah. Karena syarat

'mampu' tidak ada pada waktu akad, sehingga akad tidak satr- Seperti

seandainya dia membeli budak orang lain, lalu temyata budak tersebut

melarilan diri atau mati.

Seandainya dia mengakui gugatan pendapat tetapi tergugat tidak bisa

membayarny4 maka perdamaian tidak sah, karena itu berarti ia membeli

sesuatu yang tidak bisa diserah-terimakan, sehingga serupa dengan membeli

budak yang kabur dan unta yang lepas. Apabila ia membelinya dengan

meyakini batrwa ia tidak sanggup menguasai barangnya, kemudian temyata

dia mampu menguasainy4 makajual-beli tersebut sab karenajual-beli adalatr

mengupayakan sesuifu yang mtgrgkin untuk diserah-terimakan, sehingga

hukumnya sah, seperti seandainya kita mengetahui hal tersebut. Tetapi
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dimungkinkan jual-beli tersebut tidak sah, karena ia mengira syarat tidak
ada, seperti membeli budak yang dikiranya orang merdeka, atau dikiranya
budak orang lain namun temyata ia adalah budak penjual. Dimungkinkan
ada perbedaanantaraorang yang mengetahui bahwa jual-beli tidak sah

lantaran tidak mampu unhrk menyerahkan barang, dengan orang yang tidak
mengetahuinya- Karena orang yang mengetahui hal tenebut meyakini ketidak-

absahanjual-beli, sehinggajual-belinya tidak sah, karena ia bermain-main
dengan ucapannya dan meyakini tidak-absahannya. Dan barangsiapa yang

tidak mengetahui hal tersebu! dan meyakini bahwajual-beli sa[ dan temyata

syarat-syarat jual-beli terpenuhi, makajual-beli sah, seperti seandainya ia
mengetahui bahwa objekjual-beli dapat diserahkan.

Pasal: Apabila orang ketiga berkata kepada penggugat,,,Aku
adalah wakil tergugat untuk berdamai denganmu menyangkut barang
ini, dan sebenarnya ia telah mengakui gugatanmu, dan ia
menyangkalnya hanya secara ucapan saja," maka menurutpendapat
yang kuat dariAl Khiraqi adalatrperdamaiantersebuttidak sah. Karena dia
menyangkal gugatan dengan ucapan agar penggugat terkurangi sebagian

haknya, atau membelinya dengan harta yang lebih rendah. Jadi, perbuatan

tersebut berarti mengambil hak orang lain dengan carazhalim dan sewerung-

wenang. Hal itu berarti dia berkata kepada penggugat, "Aku mengetahui
gugatanmu benar dan barang ini milikmu" tetapi aku tidak menyerahkannya

kepadamu dan tidak mengakuinya di hadapan hakim agar kamu berdamai

denganku dan menerima sebagiannya atau penggantinya."

Namun, Al Qadhi mengatakan sah, dan ini adalah madzhab Syaf i.
Mereka berkat4 "Kemudian tergugat dilihat dulu. Apabila ia membenarkan

ucapanpihak ketig4 maka ia memiliki barang, kerugiandikembalikan kepada

orumg orang ketigadan tergugat lantaran apa yang telah dibayarkan orang
ketiga apabila dia mengizinkan penyerahan. Apabila dia menyangkal
memberinya izin unftrk membayar kepada penggugat, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya, dan hukumnya

orangketigaitu sama seperti oftlngyang membayarutang orang laintanpa
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izinnya. Apabila tergugat menyangkal perwakilan, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah, dan orang ketiga

tersebut tidak berhak menuntut ganti darinya dan tidak ditetapkan sebagai

pemilik barang. Adapunhukwn kepemilikan barang itu dilihat dari segi esensi.

Apabila tergugat mewakilkan orang ketiga untuk membeli, maka dia

berhak memiliki barang, karena dia membeli barang dengan izin tergugat,

sehingga penyangkalannya tidak menciderai kepemilikan barang, katena

kepemilikannya telatr ditetapkan sebelum penyangkalannya, dan tergugat

berbuatztralimkepadapihakketigadengan annya.Tetapiapabila

tergugattidak mewakilkanorang ketig4 maka orang ketigatidak memilikiny4

karena ia membelikan untuk tergugat sebuah barang tanpa iziwrya.

Dimungkinkan kepemilikan barang itu tergantung pada perkenan tergugat,

sebagaimanapendapatkami mengenai orang yang manbelikan sesuatu unhrk

orang lain tanpa izinnya dengan pembayaran berada dalam tanggungannya.

Apabila orang lain itu memperkenankanny4 maka pembayaran menjadi

tanggturgarurya. Apabila dia tidak memperkenankanny4 maka pembayaran

menjadi tanggrmgan orang yang membelinya.

Apabila orang ketiga berkata kepada penggugat, "Tergugat telah

mengetahui kebenaran gugatanmu" dan dia memintamu unfuk berdamai

denganny4 dan diatelahmewakilkankuuntuk pendamaianini," lalupenggugat

berdamai dengan orang ketiga tersebut, maka perdamaiantersebut satr, dan

hukurnnya seperti yangtelah kami jelaskan. Karena di sini tergugat tidak

menolak untuk memberikan hak, bahkan dia mengakuinya dan berdamai

dengan penggugat untuk hak tersebut, dengan disertai kedermawanan

penggugat, sehingga seperti seandainya tergugat tidak menyangkal hak.

818. MasalahAbu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang

mengakui suatu ha\ lalu dia berdamai untuk sebagiannya, maka

yang demikian itu bukan perdamaian, karena merupakan tindakan

mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar."

MalsudnSra barangsiapamengakui suatu hak tetapi dia menolak turtuk
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menyerahkan hak tersebut sampai dia diajak berdamai sebagianny4 maka

perdamaiannya tidak sah, karena dia berdamai untuk sebagian hartanya

dengan sebagian yang lain, dan ini tidak masuk akal. Baik dengan kalimat
perdamaian, atau dengan kalimat pembebasan utang, atau dengan kalimat

hibatr yang disertai syara! seperti kalima! "Aku membebaskanmu dari utang

lima ratus, atau aku memberimu lima ratus dengan syarat engkau memberiku

sisanya."

Seandainya dia tidak menetapkan syarat, hanya saja dia tidak
memberikan sebagian haknya kecuali jika sebagian yang lain digugurkan,

maka akad tersebutjuga haram, karena yang demikian itu berarti mengarnbil

hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Ibnu Abi Ishaq berkata,

'?erdamaian untuk sesuatu yang diakui berarti mengambil hak orang lain
dengan cara yang tidak benar. Manakala orang yang diakui haknya

berkewajiban meninggalkan sebagian haknya, lalu ia meninggalkannya tidak

dengan hati yang lapang, maka apa yang diambil itu haram. Apabila orang

yang diakui haknya itu merelakan haknya dengan lapang dad4 maka boleh.

Hanya saja, itu bukan perdamaian, dan tidak tercakup dalam kategori
perdamaian sama sekali."

Al Khiraqi tidak menyebut perdamaian kecuali yang disertai
penyangkalan, sesuai dengan bentuk yang telah kami jelaskan. Mengenai

pengakuaq apabila telgtrgat mengakui suatu hak dan ia membayamya dengan

yang sejenis, maka itu disebut pelunasan utang. Apabila dia memb aymnya

tidak denganyang sejenis, maka itudisebuttukar-menukar. Apabilapenggugat

membebaskannya dari sebagian haknya dengan sukarela dan meminta

pembayaran sisany4 maka itu disebut pembebasan utang. Apabila pendapat

memberikan sebagian dari barang dan mengambil sebagianyang lain dengan

lapang hati, maka itu disebut hibatr. Jadi, yang demikian itutidak disebut

perdamaian. Pemyataan serupa dikemukakan Ibnu Abu Musa. NamunAl

Qadhi dan para sahabatnya menyebutnya perdamaian, dan itu merupakan

pendapat Syaf i dan selainnya Perbedaan pendapat terjadi pada penyebtrtan,

sedangkan substansinya disepakati, yaitu melalarkan sesuatu selain melunasi
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hak dan menggugurkannya dengan carayang sah, danhal tersebut memiliki

tiga bentuk, yaitu tukar-menukar, pembebasan, dan hibah.

Yang disebut tukar-menukar adalatr tergugat mengakui barang yang

di tangannya sebagai milikpenggugat ataumengakui utang kepadanya,

kemudian keduanya sepakat mengganti barang atauutang itu dengan yang

lain. Tukar-menukar memiliki tiga bentuk.

Pertama, tergugat mengakui salah safu dari dua mata uang, lalu dia

berdamai dengan memberikan mata uang yang lain. Misalny4 dia mengakui

seratus dirham, lalu dia berdamai dengan memberikan sepuluh dinar. Atau
dia mengakui sepuluh dinar, lalu dia berdarnai dengan memberikan seratus

dirham.Ini adalatrtansalai yang di dalamnyaberlaku syarat-syarattransal$i

yang lain semacam serah-terima di tempat tansaksi dan semisalnya.

Kedua, tergugat mengakui hak penggugat dalam bentuk barang lalu
dia berdamai dengannya dengan pembayaran, atau ia mengakui hak
penggugat dalam bentuk pembayaran lalu dia berdamai dengan memberi

barang. Yang demikian itu adalahjual-beli yang di dalamnya berlaku hukum-

hukum jual-beli. Apabila tergugat mengakui hak penggugat dalam bentuk

utang lalu dia berdamai dengan memberi apa yang dijelaskan dalam

pertanggungan, maka tidak boleh dipisah-pisah sebelum serah-terim4 karena

yang demikian itu berarti menjual utang dengan utang

Ketigo, tergugat berdamai dengan penggugat dengan memberinya hak

menempati rumah, atau pelayanan budak dan semisalnya, atau tergugat

melalarkan suatu pekerjaan tertentu bagi penggugat Yang demikian itu disebut

sew4 dan padanya berlaku hukum-hukum sewa. Apabila nunah atau budak

tersebut rusak sebelum dimanfaatkan, maka tergugat wajib mengembalikan

apa yang menjadi objek perdamaian. Apabila ia rusak sesudah sebagian

dari manfaatnya digunakan" maka sewa untuk sisa manfaat menjadi batal.

Seandainya ia berdamai dengan menikahkan penggugat dengan budakny4

dan penggugat tersebut irang yang boleh menikah dengan budak, maka

hukumnya salr, dan objek perdamaiannya menjadi matrar bagi budak tenebut.

Apabila pemikalran terhapus sebelum terjadi persetubuhan karena suatu hal
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yang dapat menggugurkan kewajiban matrar, maka suami menarik kembali

apayang menjadi objekperdamaian. Apabila dia mencerainya sebelum

persetubutran, maka dia menarik kembali separohnya.

Apabila yang mengakui hak adalah seorang perempuan, lalu dia

berdamai dengan penggugat dengan cara penggugat menikahinya, maka

hukumnya diperbolehkan. Seperti seandainya yang diakuinya adalah cacat

pada barang yang dijualnya, lalu dia berdamai dengan penggugat dengan

cara menikatriny4 maka hukurnnya satr. Apabila cacat pada barang itu hilang,

makaperempuan tersebut memperoleh dendany4 karena nilai dari cacat itu
menjadi maharny4 sehingga dia menarik kembali nilai dari cacat tersebut,

bukan mahar yang sepadan baginya. Apabila cacat tidak hilang tetapi

pemikahannya terhapus karena hal yang dapat menggugurkan maharnya,

maka penggugat berhak mentrntut ganti dari nilai cacat tersebut.

Bagian kedua adalah pembebasan utang, yaitu tergugat mengaku

menanggung utang, lalu penggugat mengatakan, "Aku membebaskan

separohnya, atau sebagian tertentu darinya, dan berikanlah sisanya

kepadakg" makahukumnya sah apabilapembebasantersebut bersifat mutlak

tanpa ada syarat. lnamAhmad berkat4'Apabila seseorang memiliki pitrtang

pada orang lain" lalu orang lain itu tidak memiliki harta untuk meltmasinya,

lalu orang pertamamerelakan sebagian haknya danmengambil sisany4 maka

yang demikian itu boleh bagi keduanya.'? Seandainya seorang qadhi berbuat

demikian, maka dia tidak menanggung dos4 karena Nabi SAW berbicara

kepada orang-orang yang berpiutang pada Jabir agarmereka merelakan

piutang mereka, lalu mereka pun merelakan separohnya.r02

r02 HR. Bukhari dalam kitab Sfrahih-nya(5/2395), dan di dalamnyatidak terdapat
perkataan Nabi SAW kepada orang-orang yang berpiutang agar mereka merelakan
separo piutang mereka. Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab I I Hibah (5/2601)
dengan lafazh, "Ayahku terbunuh dalam keadaan menqnggung utang... " Lalu Nabi
SAW meminta orang-orang yang berpiutang padanya agar mereka menerima buah
dari kebunku dan menghalalkan utang ayahku." Hadits ini juga diriwayatkan Abu
Daud (3/2884) dengan redaksi yang sama dengan redaksi Imam Bukhari, dan Ibnu
Majah (2 I 2434), dan Ahmad dalam Mus n a d-nya (3 /3 I 3 ).
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Juga karena adanyahadits tentang orang yang terlilit utang, danNabi

SAW bertemu dengannya dalam keadaan kesulitan. Kemudian beliau

memberi saran kepada oftmg-oftng yang berpiutang padanya agar menerima

separohnya, lalu mereka pun menerima pembayaran separoh dari orang

tersebtrt.ro3 Apabila seorang qadhi berbuat demikiarl maka hukumnya boleh

qpabilauntukkepentingan danmemerhatikankeadaankeduanya

Yunus meriwayatkan dariAMullah bin Ka'ab, dari ayahnya" bahwa

ia menangih utang kepada IbnuAbi Hudud di masjid, lalu keduanya berstrara

keras hingga Rasulullah SAW mendengamya. Kemudian Rasulullah SAW

keluar menemui keduanya dan memanggil, "Ya Ka'ab." Ka'ab menjawab,

'T-abbaik, ya Rasulullah" Kemudian beliau menyarankan" "Relakan separoh

utangmu" Ia menjawab, o'Aku telah melaln:kanrya, ya Rasulullah"" Kemudian

Rasulullah SAW bersabda kepada ayahku, "Berdirilah, dan berilah dia
holv)u.'zlot

Apabila pendapat mengatakaq "Dengan syarat engkau menyerahkan

sisanya kepadaku," maka perdamaian batal, karena dia tidak merelakan

sebagian dari hak kecuali agar tergugat membayar sisany4 sehingga seolatr-

olah ia menawarkan sebagian haknya dengan imbalan sebagian yang lain.

Bagian ketiga adalatr hibalr, yaitu ketika penggugat memiliki barang

di tangan tergugat, lalu penggugat mengatakan, "Aku berikan kepadanu

separohny4 maka berikan kepadaku harga separohnya," maka perdamaian

tersebut sa[ dan hal tersebut dianggap baginya sebagai syarat-syarat hibah.

Tetapi jika diamemberlakukannya sebagai syarat makatidak satr. kri adalah

pendapat Syaf i. Karena apabila dia mensyaratkanpembayaran dalam hibatu

tG Ibnu Hajarmenyebutkannyadalam kitabl I Mathalib Al 'Aliah(l/1395) dengan
menisbatkannya kepadaAbu Bakar binAbu Syaibah. Ia berkata, "Hadits ini terdapat
dalam kitab Shahih Al Bukharitanpalafazi 'dua uqiah'. " Al Bushiri berkata" *Di

dalam sanadnya terdapat Zum'ah bin Shalih yang dinilai lemah olehAhmad." Ibnu
Hajar dalam kitab At-Taqrlb berkat4 "Status hadits lemah."

ts HRBukhari (l/471), muslim (3/1192),Abu Daud (3/3595),IbnuMaj ah(2n429),
Ad-Darimi (22587),dan Ahmad dal am Musnad-nyt (6/390).
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maka diamenjadikan hibatr itu sebagai pengganti pembayaran, seolatr-olah

dia menukar sebagian haknya dengan sebagian yang lain. Jika dia
membebaskan tergugat dari sebagian utang, atau menghibahkan sebagian

barang kepadanya dengan kalimat perdamaiaq seperti tergugat mengatakarl

"Berdamailah denganku dengan memberikan piutangmu kepadaku, atau

separohnrmahmuini," laluperT ggugatmengatakan, "Aku berdamai denganmu

dengan apa yang kausebutkan," maka perdamaian tidak sah. pendapat ini
disebutkanAl Qadhi dan lbnuAqil, dan menrpalan pendapat sebagian sahabat

syaf i. Tetapi mayoritas dari mereka mengatakan bahwa perdamaian tersebut

boleh, karena apabila perdamaian tidak boleh dengan kata damai, maka ia

keluar dari keberadaannya sebagai perdamaian, dan lafazh tersebut tidak
memiliki keterkaitan lag d"rgat yq sehingga tidak disebutperdamaian Tetapi

ketika perdamaian dilakukan dengan kata perdamaian, maka ia disebut
perdamaian karena adanya kata tersebut, meskipun maknanya berbeda,

seperti hibah dengan syarat pembayaran. Kata perdamaian itu
mengimplikasikan ftrkar-menukar hanya jika ada perhrkaran. Ketika tidak
ada tukar-menukar, maka ia tidak disebut perdamaian. Sesungguhnya arti
perdamaian adalah kesepakatan dan kerelaan, dan terkadang hal ini dapat

dicapai tanpa adapengganti. Seperti pengalihankepemilikan apabila dengan

pengganti maka disebut jual-beli, dan apabila tidak ada pengganti maka
disebuthibah.

Sesungguhnya kataperdamaian itu mengimplikasikan tukar-menukm,

karena apabila seseorang mengatakan, "Berdamailatr denganku dengan

menghibahkan ini, atau supaya engkau memberikan separoh barang ini,"
dan semisalny4 maka dia memasukkan unsrn barter di dalamnya sehingga

menjadi seperti perkataan, "Jual-lah kepadaku denganharga seribu"Apabila
dia menambahkankata'dengan ketentuan', maka iamengganfikankata syarat.

Sama seperti firmanAllah, "Moka dapatkah kami memberikan sesuatu

pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding qntara kami
dan mereks? " (Qs. Al Katrfi (18): 94) Kedtranya tidak boleh, dengan dalil
ketentuan seandainya dia mengucapkan kata syarat atau tukar-menukar

@| -^dtMughni



secara tegas. Pendapat mereka bahwa yang demikian itu disebut perdarnaian

adalah ditolak. Kalaulah ia disebut perdamaiaq makapenyebutan itu benifat

majazkarena ia mengandung pemutusan perselisihan dan penghilangan

permusuhan. Mengenai pendapat mereka bahwa perdamaian tidak

mengimplikasikan tukar-menukar, kami tidak menerima pendapat tersebut.

Kalaupun kami menerimany4 tetapi hrkar-menukar itu menggrrnakan kata

"dengan", atau "supaya", ata! semisalnya. Sedangkan perdamaian

membututrkan kata yang menur{ukkannya

Pasak Apabila seseorang menggugat orang lainterkait sebuatr rumalr,

lalu orang lain itu berdamai dengannya dengan memberikan sebagian ruma[

atau bangunan kamar di tingkat dua, atau dengan cara penggugat

menempatinya selama satu tahun, maka perdamaian tersebut tidak sah.

Karena tergugat berdamai dengan penggugat dari miliknya atas miliknya

atau manfaat miliknya. Apabila tergugat menyunrh penggugat tinggal, maka

itu adalah sukarcla, dan diabisamengeluarlcannyakapan sajadiamau Apabila

dia memberikan sebagian dari rumah berdasarkan pendapat ini, maka dia

bisa mengambilnya kembali kapan saja dia mau. Karena tergugat

memberikannya kepada penggugat sebagai ganti untuk hal yang tidak

sepatutrya diberi pengganti.

Apabila diamelalnrkannya dalam bentuk perdamaiandengan meyakini

batrwa yang demikian itu wajib baginya disebabkan sewa selama dia tinggal,

dan sewa rumah yang ada di tangannya karena dia mengambil rumah itu

dengan akad yang rusak, maka hal tersebut serupa dengan objek jual-beli

yang diambil dengan akad yang tidak sah, dan seperti menempati rumah

dengan akad sewa yang tidak satr. Apabila ia membangun sebuah kamar di

lantai dua maka dia dipaksa unhrk merobohkannya

Seandainya keduanya bersepakat untuk berdamai dimana tergugat

menyerahkan bangunan sebagai ganti, maka boleh. Apabila ia membangu

kamar dengan tanah tuan rumah dan alatnya, maka dia tidak berhak

mengambil bangunannya, karena ia adalatr milik empunya rtrmatr. Apabila
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dia bermaksud meruntuhkan bangunan, maka diatidak boleh melakukannya

apabila pemilik rumatr membebaskannya dari tanggung jawab atas apa yang

dirusaknya. Dimungkinkan dia berhak meruntuhkanny4 seperti pendapat

kami mengenai oftrng yang mengambil milik orang laintanpa izin.

Pasal: Apabila tergugat berdamai dengan penggugat dengan
pelayanan budaknya selama setahun, maka hukumnya sah. yang

demikian itu adalah sewa, dan kami telah menjelaskannya.Apabila
ia menjual budaknya pada satu tahun tersebut, maka jual-belinya
sah danbudaktersebut menjadi milikpembeli dalam keadaantidak bisa

dimanfaatkan selama sisa tahun, dan penyewa berhak menyempurnakan
pemanfaatannya hingga berakhir masa sewa. seperti seandainya dia
menikahkan budak perempuannya kemudian menjualnya. Apabila pembeli

tidak mengetahui hal itu" maka ia memilikthakfas lhkarena yang demikian

ituadalahaib

Apabila dia memerdekakan budaknya di tengah masa tersebut, maka

pemerdekaannya berlaku, karena budak tersebut adalah miliknya yang sah

dijualnya sehingga sah pula dibebaskannya" Penggugat yang diaj ak berdamai

itu berhak menggenapi pemanfaatannya hingga akhir masa sewa, karena

tergugat memerdekakan budaknya sesudah dia mengalihkan kepemilikan
manfaatnya kepada orang lain, sehingga seperti seandainya dia
memerdekakan budak yang telah dinikahkannya dengan laki-laki merdeka.

Budak tersebut tidak bisa menuntut apapun pada tuannya, karena ia masih

meqj adi milikny4 dan manfaat dirinya pada waktu itu milik orang lain Apabila

manfaat-manfaatrya rusak karena pemerdekaan, maka dia tidak menuntut

apapun. Apabila dia memerdekakan budaknya dalam keadaan tersita
manfaatnya, maka ia juga tidak bisa menuntut, seperti seandainya ia
membebaskan pada suatu waktu atau dalam keadaan dua tangannya

terpotong, atau membebaskan budak perempurul yang telatr dinikahkan.

Al Qadhi dan Ibnu Aqil menyebutkan sisi pendapat lain, bahwa dia
berhak menuntut kepada tuannya upah yang wajar. Ini adalah pendapat
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Syaf i. Karena pembebasan itu mengakibatkan hilangnya kepemilikan tuan

dari dirinya dan manfaatrya. Ketika budak tersebut tidak bisa memperoleh

manfaat dirinya, maka seolah-olah tuannya menghalanginya untuk

memperoleh manfaat dari dirinya"

Menunrt kami, pembebasannya itutidak berdampak bagi budak yang

dibebaskan kecuali kepemilikan atas diri, sehingga pembebasan itu
berpengaruh kecuali pada kepemilikan atas diri. Seperti seandainya dia

mewasiatkan kepemilikan diri budak kepada seseorang, dan manfaatnya

kepada orang lain, lalu pemilik diri budak itu membebaskanya. Seperti

seandainya ia memerdekakan budak perempuan yang dinikahkannya.

Mengenai pendapatmereka bahwapembebasan itu mengakibatkan hilangrya

kepemilikan atas manfaat, maka kami katakan bahwa pembebasan

berdampak demikian apabila manfaat itu menjadi miliknya. Adapun jika
manfaat itu dimiliki orang lain, makapembebasarurya tidak mengakibatkan

hilangnya sesuatuyang tidak ada.

Apabila terbukti bahwa budak itu dimiliki orang lain, maka perdamaian

jelas batal karena rusaknya pengganti, danpenggugat dapat menuntut apa

yang diakui tergugat.

Apabila penggugat mendapati budak dalam keadaan cacat yang

mengakibatkan manfaatrya berkurang, maka dia berhak mengembalikannya

dan membatalkan akad. Apabila tergugat berdamai dengan menyeratrkan

budak itu sendiri, maka perdamaian sah, dan itu disebut jual-beli. Hukum

ketika budak itutemyata dimiliki orang lain atau ada cacatpada dirinya

adalah seperti yang telatr kamijelaskan.

Pasal: Apabila penggugat menggugat tanaman di tangan
seseorang, lalu tergugat mengakuinya kemudian berdamai dengan

memberikan beberapa dirham, maka perdamaian tersebut boleh

menurut cara yang karenanya jual beli tanaman itu dibolehkan. Kami
telah menjelaskannya dalam bab jual-beli. Apabila tanaman itu berada di

tangan dua orang, lalu salah satunya mengakui separohnya kemudian
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berdamai dengan memberikan kepadanya sebelum bizinya masak, maka

tidak boleh. Karena apabila ia berdamai dengan penggugat dengan syarat

yang tersisa, atau tanpa syarat memotong, maka perdamaian tidak boleh,

karena buah tersebut tidak boleh dijual. Apabila dia mensyaratkan untuk

memotongny4 maka perdamaian tersebutjuga tidak boleh, karena ia tidak

bisamemotongnyakecuali dengan memotong tanaman milik orang lain.

Seandainya tanaman di tangan seseorang, lalu tergugat mengakui

separohnya milik pengguga! kemudian dia berdamai untnk separoh tenebtrt

dengan memberikan hak guna separoh tanah agar seluruh tanaman menjadi

milik orangyang mengakui, dimanahak gunatanah dibagi duadi antara

keduany4 maka apabila dia mensyaratkan pemotongan maka tidak boletr,

karena seluruh tanaman adalah milik orang yang mengakui, sehingga syarat

pemotongan dibolehkan. Tetapi ada kemungkinan tidak boleh, karena pada

tanaman itu terdapat bagian yang bukan merupakan objek jual-beli, yaitu

separoh tanaman yang tidak diakuinya, dan ia berada di antara separoh

sisany4 sehingga syarat untuk memotongnya tidak sah. Seperti seandainya

dia mensyaratkan pemotongan tanaman yang lain di tanah yang lain.

Apabila tergugat berdamai unhrk separoh tanaman 1lang diakui dengan

memberikan hak guna sehrnrtr tanah dengan syarat tanaman tersebut dipotong,

agar tanatr itu diserahkan kembali kepadanya dalam keadaan kosong, maka

hukurruryra sa[ karenapemotongan sehluh tanaman itu dimiliki dengan hukurn

perdamaiarl dan pemotongan sisanya untuk mengosongkan tanah.

Apabila tergugat mengakui seluruh tanamarl lalu dia berdamai untuk

separohnya dengan memberikan hak guna separoh tanah, agar tanah dan

tanamanterbagi di antarakeduany4 dan iamensyaratkan pemotongan selunrtr

tanaman" maka dimungkinkan boleh, karena keduanya telah mensyaratkan

pemotongan setiap tanaman dan penyeratran tanah dalam keadaan kosong.

Tetapi dimungkinkan tidak boletr, karena sisa tanaman itu bukan objek jual-

beli, sehingga syarat pemotongannya dalam akad tidak sah.
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Pasal: Apabilaranting-ranting pohonnya sampai ke ruang tanah milik

orang lain, atauruang dindingnyayang dimiliki bersam4 atau pada dinding

itu sendiri, maka pemilik pohon wajib menyingkirkan ranting-ranting tersebut

baik dengan mengembalikannya ke ruang tanahnya sendiri atau dengan

memotongny4 karena ruang adalah milik empunya lahan, sehingga pernilik

pohon w{ib menghilangkanbagian yang mengganggu milik orang lairl sarna

seperti lahan.

Apabilapemilikpohon engganmenghilangkanny4 makatidak dipaksa

karena yang demikian itu timbul bukan dari perbuatannya, sehingga tidak

dipaksa untuk menghilangkannya Seperti seandainya dia bukan pemiliknya

Apabila ada sesuatu yang rusak akibat ranting tersebut, maka diajuga tidak

meftmggungkerugiannya-

Tetapi dimungkinkan dia dipaksa untuk menghilangkannya dan

merux.lggung kerusakan yang diakibatkannya apabila dia telah diperintahkan

unhrk menghilangkannya tetapi tidak melalcukannya berdasarkan ketentuan

yang berlaku ketika dindingnya miring ke tanah orang lain 
-sebagaimana

yang akan kami jelaskan. Berdasarkan dua pendapat tersebut, apabila

pemiliknya menolak untuk menghilangkarurya" maka pemilik ruang boleh

menghilanglcnnya dengan salah satu du cara tenebut, karcna ranting tersebut

sama kedudukannya dengan binatang temak yang mastrk rumahny4 dimana

ia berhak mengeluarkannya. Begitu pula di sini. Ini adalah madzhab

Slaf i.

Apabila memrurgkinkan baginya untuk menghilangkan ranting tanpa

merusak dan memotong, dan tidak dengan susah payah, maka dia tidak

boleh merusaknya. Sebagaimana jika memungkinkan baginya untuk

mengeluarkan binatang ternak tanpa merusak, maka ia tidak boleh

merusaknya. Apabila dia merusaknya dalam kondisi demikian, maka dia

menanggung kerugiannya. Apabila tidak mungkin baginya untuk

menghilangkan ranting kecuali dengan merusaknya, maka dia boleh

melalcukannya, dan dia tidak menanggung.apapm, karena dia tidak wajib

mendiamkan harta orang lain di tempat miliknya.
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Apabila pemilik ranting berdamai dengan objek memberinya tempa!
dimanapemilik ranting memberi pengganti tertentrl makapara sahabatkami
berbeda pendapat mengenainya- Ibnu Hamid dan Ibnu 'Aqil berkat4 "Boleh,
baik ranting itu basah atau kering. Karena tidak definitif-nya objek
perdamaian itu tidak menghalangi keabsatrannya karena ia tidak menghalangi

serah-terima. Berbeda dengan pengganti, dimana ia membutuhkan
pengetahuan tentangnya karena wajib diserahkan. Juga karena kebutuhan
terhadap perdamaian tersebut, karena hal tersebut sering terjadi di lahan-
lahan yang berdampingan, dimana memotong ranting itu terkadang
mengakibatkan kerusakan dan mudharat, dan tambahan yang baru terjadi
itu sifatrya bisa ditolerir. seperti kegemukan yang terjadi pada binatang yang

disewa untuk dikendarai atau ruang yang disewa untuk ditempati.

Tetapi Abu Khaththab berkat4 '?erdauraian tersebut tidak sah daram

kondisi apapun, baik rantingnya basah atau kering. Karena ranting yang
basah itu terus berkembang, dan ranting yang kering itu terus menyusut dan
barangkali hilang selunrhnya-"

Al Qadhi berkata, "Apabila rantingnya kering dan nienempel pada

dinding, maka perdamaiannya sah, karena perkembangannya tidak
rnenimbulkan resiko. Perdarnaian dengan objek selain itu tidak sah, karena
ranting yang basah itu berkembang setiap waktu. Adapunranting yang tidak
menempel di dinding itu tidak satr diperdamaikan" karena ia mengikuti ruang
udara. Ini adalah m adzaab Syaf i. Menurut madzhab Ahmad adalah sah,

karena tidak definitifirya objek perdamaian itu tidak menghalangi keabsaban

perdamaian apabila tidak ada cara unhrk mengetahuinya- Yang demikian itu
karena ada kebutuhan terhadapny4 dan objek perdamaian itu tidak perlu
diserahkan. Demikian pula di sini. Ruang udara itu seperti lahan dalam
keberadaannya sebagai milik empunya, sehingga ia boleh dijadikan objek
perdamaian, sama seperti lahan.

Pasal: Apabila tergugat berdamai dengan penggugat dengan objek
pemberian ruang bagi ranting, dengan memberikan safu bagian tertenfu dari
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buatr di ranting tersebut, atau dengan seluruh buahny4 makaAl Marwadzi

dan Ishaq bin Ibrahim menukil dari Ahmad bahwa ia ditanya tentang hal

tersebut, laluAhmad berkata, "Aku tidak tahu, dan dimungkinkan sah."

Perkataan serupa dikemukakan Maklul. Ia menukil dari Ahmad bahwa ia

berkata, "Manakala sebatang pohon menaungi suafu kaum, maka mereka

prurya pilihan antara memotong bagian yang menaungi atau memalan bualnrya

Tetapi dimungkinkan tidak sah. Ini adalatr pendapat mayoritas ulama

dan dipegang oleh Syaf i, karena penggantinya tidak jelas. Buatr-buahan

tersebuttidakdiketatruikuantitasnya danbagrandarinyajugatidakdiketahui

kuantitasnya Padahal di antara syarat perdamaian adalah penggantinya jelas.

Juga karena objek perdamaian tidak jelas, karena bisa bertambah dan

berubah seperti yang kami jelaskan.

Alasan pendapat pertarna batrwa hal ini sering terjadi pada lahan-

lahan 1ang bodampingan dan ada kebutuhan terhadapny4 dimana mernotong

ranting dapat mengakibatkan kerusakan, sehingga perdamaian boleh

dilakukan meskipun objeknya tidakjelas, seperti perdamaian dengan objek

aliran air huja4 dan perdamaian terhadap warisan yang hilang dan hak-hak

yang tidak diketahui dan tidak adajalan untuk mengetahuinya

Pendapat yang kuat menurutku adalah perdamaian di sini safu dengan

arti masing-masing pihak membolehkan pihak lain apa yang diberikannya.

Jadi, pemiliknrangudaramembolehkanpemilikpohonurtukmendiamkarurya

dan dia tidak memotongnya dan menghilangkannya. Sedangkan pemilik

pohon membolehkan pemilik ruang udara untuk memakan buahnya. Yang

demikian itu tidak dalam arti jual beli, karena jual-beli tidak sah dengan

objek yang tidak ada atau tidakjelas, sedangkan buah-buatran pada waktu

akad tidak ad4 tidakjelas, dan tidak pasti. Sebalikny4 masing-masing pihak

berhak menarik kembali apa yang telah diberikannya dan menarik ucapanny4

karena yang demikian itu sekadar perkenan masing-masing terhadap

temannya, sehingga sama kedudukannya dengan ucapan masing-masing

kepada temannya, "Tempatilah rumahku, dan aku menempati rumahmg"

tanpa menetapkan batas waktunya dan tidak menyebutkan syarat-syarat
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sewa. Atau seperti ucapan, "Aku membolehkanmu memakan buah dari
kebunku, maka bolehkan aku memakan buah dari kebunmu." Begitu juga
dengan ucapan, "Biarkan aku mengalirkan air di tanahmu, dan kau bisa
mengairi dan meminum darinya. " Atau perkataan-perkataan serupa- Karena
semua ini sering dibutuhkan. Sedangkan mengharuskan pemilik rantung
memotong rantingnya itu dapat mengakibatkan mudharat besar dan
pengrusakan harta dalam jumlatr yang banyak. sementara membiarkannya
tanpa manfaat itu dapat mengakibatkan mudharat bagi pemilik ruang udara.
Pendapat yang saya kemukakan ini mengompromikan dua perkara dan
memperhatikan kepentingan dua pihak, dan itu sesuai dengan dasar-dasar

syariat sehingga pendapat ini lebih kuat.

Pasal: Begitu juga hukum yang berlaku pada setiap akar pohon
seseorang yang memanjang ke tanah tetangganya, baik menimbulkan
mudharat seperti mempengarutri tempat kerj4 dinding sumur dan pondasi
dinding menghalangi pohon milik empunya tanah untuk bisa berdiri kokoh;
atau tidak menimbulkan mudharat. Hukum memotong akar dan perdamaian
untuknya sama seperti hukum ranting. Hanya saja akar tidak berbuah. Apabila
keduanya sepakat bahwa akamya yang tumbuh atau bagian tertentu darinya
meqiadi milik empunya tanah, maka itu seperti perdamaian dengan objek
buah-buahan seperti yang telatr karni jelaskan.

Berdasarkan pendapat kami, apabila keduanya berdamai, lalu telah
berjalan satu waktrr kemudian pemilik pohon menolak menyeratrkan pohon
yang tumbuh dari akarkepada ernpunya tanalr, makadia menanggung sewa
yang wajar. Karena pemilik pohon membiarkan pohon itu di tanatr orang
lain. Manakala dia tidak menyerahkan pohon itu kepadany4 maka pemilik
tanah berhak menuntut sewa yang wajar. seperti seandainya dia memberikan
sesuatu dengan pengganti, lalu pemilik pohon tidak menyeratrkan pengganti
kepadanya. Begitu juga hukum yang berlaku pada orang yang dindingnya
miring ke ruang udara orang laiq atau sebagian kayunya menonjol ke nxmg
udaraoranglain.
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Pasal: Apabila tergugat berdamai dengan penggugat dengan

obj ek yang bersifat tempo, dengan memberikan sebagiannya dengan

kontan, maka tidak diperbolehktn. Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar

memaknrhkannya- Ibnu Umar berkata "Umar melarang balang dijual dengan

piutang. " Sa' id bin Musayyib, Salim, Hasan, Asy-Sya'bi, Malik, Syaf i,

Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Hasyim, Abu Hanifatr dan Ishaq berpendapat

demikian

Tetapi diriwayatkan dari IbnuAbbas, An-Nakha'i dan Ibnu Sirin

bahwa perdamaian tersebut tidak dilarang. Diriwayatkan dari Hasan dan

Ibnu Sirin bahwa keduanya tidak melarang penggugat mengambil barang

sebelum jatuh tempo piutangnya, karena keduanya merupakan jual-beli

barangdengansesuatuyangadadalamtanggr:ngarr, sehinggajual-belitenebtrt

sah. Seperti seandainya dia membeli barang dengan harga yang wajar'

Barangkali Ibnu Sirin berargumen bahwa mempercepat penyerahan barang

itu dibolehkan, dan menggugurkan sebagian hak semata juga dibolehkan,

sehingga boleh menyatukan keduanya. Seperti seandainya keduanya

melakukan hal tersebut tanpa kesepakatan.

Menurut kami, tergugat menyerahkan senilai yang dihapusya sebagai

pengganti dari menyegerakan sesuatu yang ada dalam tanggungannya,

sedangkan menjual sesuatu tempo dengan penyegeraan itu tidak boleh.

Sebagaimana dia tidak boleh memberi penggugat sepuluh dirham kontan

dengan imbalan dua puluh dirham secara tempo. Juga karena dia menjual

kepadanya sepuluh dengan dua puluh, sehingga tidak boleh, seperti

seandainya objekjual-beli itu cacat.

Ia berbeda dengan ketentuan ketika tukar-menukar itu dilakukan tanpa

kesepakatan dan tanpa akad, karena masing-masing dari keduanya sukarela

memberikan haknya tanpa pengganti. Kebolehan tukar-menukar tersebut

tidak mengakibatkan kebolehan tukar-menukar dalam akad atau dengan

disertai syarat, seperti jual-beli dua irham. Ini berbeda dengan ketentuan

ketika membeli barang dengan harga yang wajar, karena dia tidak mengambil

pengganti dari sesuatu yang kontan
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Adapunjika tergugat berdamai dengan penggugat dengan objek seribu

dirham secarakontan, dengan memberikan separohryra secara tempo, apabila

dia melakukannya dengan sukarela maka pengguguran hak tersebut sah"

dantidak mengakibatkantempo, karena sesuatuyang kontan itutidak me4jadi
tertunda karenapenundaa4 sesuai yang telah kami jelaskan. Apabila dia
melakukannya karena tergugat menolak memberikan haknya tanpa
perdamaian, atau tergugat mensyaratkannya dalarn pelunasan, maka tidak
ada yang gugur dari haknya seperti yang kami jelaskan di awal bab. Abu
Khaththab menyebutkan dua riwayat pendapat tentang masalah ini, dimana

riwayat pendapat yang shahih adalah tidak satr. Tetapi perincian yang kami
kemukakanlebihkuat.

Pasal: Perdamaian dengan objek yang tidak diketahui
hukumnya adalah sah, baik dalam bentuk barang atau piutang, apabila
tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Imam Ahmad berpendapat

mengenai seseorang yang berdamai dengan objek sesuatu. Apabila dia tahu

bahwa objek itu lebih besar daripada yang diseralrkanny4 maka tidak boleh,

kecuali jika dia menggantungkan perdamaian pada pengetahuan tentangny4

kecuali objek tersebut tidak diketahui substansinya. Abdullah menukil
pendapat dari Ahmad bahwa apabila gandum kasar tercampur dengan gandun

halus, lalu keduanya digiling, maka apabilakeduanya diketahui takaranny4

maka dilalarkanjual-beli dan masing-masing diberi senilai hartanya kecuali

keduanya berdamai dan saling merelakan.

IbnuAbu Musa berkat4 "Ferdamaian yang boleh adalatr perdamaian

istri terhadap maharnya yang tidak ada penjelasan mengenainya, dia dan

para ahli waris pun tidak tahujumlahnya. Begrtujuga dengan dua orang yang

pernah melakukan transaksi, sedangkan masing-masing tidak mengetahui

hitungan hak dan kewaj iban yang telah lama terjadi, sehingga boleh diadakan

perdamaian di antara keduanya. Beginrjuga orang yang menanggung suatu

halq sedangkan iatidak mengetahui nilainy4 makaiaboleh berdamai dengan

objek hak tenebut baik empunya hak mengetahui nilai haknya tetapi tidak

memiliki bukti, atau tidak mengetahuinyu Pihak yang menerima mengatakan,
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"Kalau aku punyahak padanrq maka aku halalkan." Danyang menyerahkan

berkat4'l(alau kamu mengambil dariku lebih banyak daripada hakmg maka

akuhalalkan."

Tetapi hnam Syaf i berkata, *Tidak 
sah perdamaian dengan objek

yang tidak diketahui, karena perdamaian adalah cabang dari jual-beli, dan

jual-beli dengan objek yang tidak diketahui itu tidak sah."

Mentrut kami, diriwayatkan dari Nabi SAW batrwa beliau bersabda

kepada dua orang laki-laki yang berselisih mengenai warisan yang telah lam4

"Hendaklah kalian bersekutu dan bersaudara, dan hendalcnya salah

s e orang dar i kalian m enghal alkan t emannya. " tos

Ini adalah perdamaian dengan objek yang tidakjelas. Juga karena

ituadalahmenggugurkan hak, sehinggaperdamaianuntuk sesuatu

yang tidakjelas itu sah, seperti pembebasan dan cerai. Juga karena apabila

perdamaian dengan objek yang jelas itu sah dan hak bisa diserahkan, maka

terlebih lagi perdamaian dengan objek yang tidak jelas. Juga karena apabila

objeknya diketahui, maka keduanya memiliki jalan untuk keluar dari

perselisihan dan salah satunya membebaskan yang lain tanpa perlu

mengadakan perdamaian. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan manakala

objeknya tidak diketahui. Seandainya tidak diadakan perdamaian, maka

dapat mengakibatkan hilangnya harta dengan asumsi ada harta di antara

keduanya dimana masing-masing tidak mengetahui ukruan haknya

Kami tidak menerima keberadaan perdamaian sebagai jual-beli atau

cabang dari jual-beli, karena perdamaian itu tidak lain adalah pembebasan

hak. Kalaupun kami menerima keberadaannya sebagai jual-beli, maka jual-

beli dengan objek yang tidak jelas itu sah manakala dibutuhkan. Dengan

dalil j ual-beli pondasi dinding dan dinding zumr.u serta apa yang bisa dimakan

di dalamnya- Seandainya seseoftmg merusak sekaranjang makanan tanpa ia

t05 HRAbu Daud (3/3 584), Ahmad dalam Musnad-nya (6/320), Baihaqi dalam kitab
As-Sunan (6/66), dan Hakim (4/95). Lihat kitab lrwa' Al Ghalil (1423), dengan status

hasan.
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mengetahui ukurarurya, lalu pemilik makanan berkata kepada orang yang

merusaknya, "Aku menjual makanan yang ada dalam tanggunganmu ini
dengan harta beberapa dirham, atau dengan pakaian ini,,, maka hukumnya
sah. Jika demikiaq apabila pengganti dalam perdamaian itu termasuk sesuatu

yang tidak perlu diserahkan, dan tidak ada cara untuk mengetatruiny4 seperti

dua orang yang berselisih mengenai warisan yang telah lama atau hak-hak
yang 1am4 atau suatu barang yang masing-masing tidak mengetahui kadar

haknya, maka perdamaian tanpa pengetahuan kedua pihak tersebut sah,

sesnai dengan Ahab ar dan alasan yang telah kami kemukakan. Apabila objek
perdamaian termasuk sesuatu yang membutuhkan penyerahan, maka
perdamaian tidak sah manakala objeknya tidak diketahui. Ia harus jelas,

karena menyerahkan objek itu wajib, sedangkan ketidak tahuan itu
menghalangi penyerahannya dan mengakibatkan perselisihan, sehingga

maksud perdamaian itu tidak bisa dicapai.

Pasal: Adapun objek perdamaian yang bisa diketahui kedua
pihalq seperti warisan yang masih ada, atau yang diketahui pihak
yan g menan ggun g tetapi tidak diketahui empunya, maka perdamaian
untuknya tidak sah manakala ia tidak diketahui. hnamAhmad berkat4
".dpabila seorang perempuan diajak berdamai unnrk bagian seperdelapan

dalam warisny4 maka tidak sah" Imam Ahmad berargumen dengan perkataan

Syuraih, "Apabila seorang perempuan diajak berdamai untuk bagian

seperdelapannya dalarn warisan, sedangkan ia tidak mengetatrui warisan

yang ditinggalkan suaminy4 maka seluuhnya mengandung keraguan"

Ahmadjuga berkata, "Apabila suatu keluarga mewarisi kekayaan,

rumah dan selainnya, lalu mereka berkata kepada seseorang dari mereka,

"Kami keluarkan kamu dari warisan dengan memberimu seribu dirham,"
maka aku memakruhkannya. Tidak boleh membeli sesuatu pun darinya,
sedangkan ia tidak tahu Barangkali perempwm itu mengira bahwa warisan

yang ditinggdkan sedikit, dan orang yang menawarkan tahu bahwa harta

warisan tersebut banyalg dan dia tidak boleh membeli sarnpai perempuan

itu mengetatrui apa harta warisan untuknya."
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Seseorang itu hanya boleh berdamai dengan orang lain untuk sesuatu

yang ia tidak ketahui, dan ia tidak mengetahui perhitungan di antara keduanya

Atau seseorang yang mengetahui haknya pada orang lain, sedangkan orang

lain tersebut tidak mengetahui, lalu dia berdamai dengannya. Adapunjika

dia tahu tetapi tidak mengajaknya berdamai, maka itu berarti dia mengambil

hak orang dengan cara yang tidak benar. Hal itu karena perdamaian itu
boleh pada kondisi tidak tahu dikarenakan adanya kebutuhan terhadap

perdamaian untuk membebaskan tanggung jawab dan menghilangkan

perselisihan. Ketika dimungkinkan untuk mengetahuinya, maka tidak ada

kebutuhan terhadap perdamaian dalam kondisi tidak tahu, sehingga

perdamaian tersebut tidak salr, sama seperti jual-beli.

Pasal: Perdamaian untuk setiap sesuatu yang boleh diambil
penggantinya adalah sah, baikyang boleh dijual atau tidak. Jadi, sah

mengadakan perdamaian dengan objek denda akibat perbuatan pidan4 atau

menempati rumah, atau cacat pada aib. Ketika seseorang mengadakan

perdamaian trrhrk sesuatu yang mengakibatkan qishash dengan memberikan

lebih besar atau lebih kecil dari diyatry4 maka hrkumnya sah. Diriwayatkan

bahwa Hasan, Husain dan Sa' id bin Ash memberikan kepada orang yang

memiliki hak qishash atas Hudbatr bin Khasyram sebanyak tujuh diyat, lalu

orang tersebut tidak mau menerimanya.

Adapunjika seseoftmg mengadakan perdamaian r.rntuk pembunuhan

yang tidak sengaja dengan memberi lebih besar daripada diyaftrya dalam

bentuk yang sejenis, maka tidak boleh. Begitujuga seandainya seseorang

membinasakan budak ataumerusak sesuatq lalu dia mengadakan

rnrtuknya dengan memberi lebih besar dari nilainya dalam bentuk yang sejenis

denganny4 maka hukumnya tidak boleh. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i.
Tetapi Abu Hanifah berkata, "Boleh karena dia mengambil pengganti dari

sesuatu yang dirusak, sehingga ia boleh menerima lebih besar daripada

nilainya seperti seandainya dia menjual sesuatu tersebut."

Menurut kami, diyat dan nilai itu ditetapkan dalam pertanggungan,
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sehingga seseorang tidak berdamai untuknya dengan menerima lebih banyak

dari diyat tersebut dalam bentuk yang sejenis, seperti tanggungan yang

bersumber dari pinjaman atau harga untuk barang yang dijual. Juga karena

apabila ia mengambil lebih banyak dari diyat, maka dia telah mengambil
haknya berikut tambahan yang tidak ada kompensasinya, sehingga yang

demikian itu dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
Adaptrnjika dia mengadakan perdamaian dengan menerima sesuatu yang

berbedajenis dengan diyat dalarn ukuranyang lebih banyalq maka huktmnya

boleh, karena yang demikian itu adalahjual:beli. Seseorang boleh membeli

sesuatu dengan lebih besar daripada nilainya atau lebih kecil.

Pasal: Seandainya seseorang mengadakan perdamaian dengan

objek seratus dirham yang menjadi pertanggungan akibat
pengrusakan, dengan memberikan seratus dirham secara tempo,
maka hukumnya tidak boleh. Ia harus diberikan secara kontan.
Pendapat ini dipegang oleh Imam Syaf i. Tetapi diriwayatkan dariAhmad

bahwa hukumnya boleh. Ini juga merupakan pendapatAbu Hanifatr, karena

diamengganti barangyang dirusak dengan seratus dirham secaratempo,

sehingga hukumnya boleta seperti seandainya pemilik barang menjual barang

itukepadanya.

Mentrrut kami, pemilik barang memiliki hak atas orang yang merusak

berupanilai barangyang dirusak, yaitu seratus dirham secarakontan, dan

sesuatuyang kontan itu tidak meqiadi tempo karena dijadikantempo. Apabila

kitamenjadikannyasebagaijual-beli,makaituberartimenjualpiutangdengan

piutang, dan itu tidak boleh.

Pasal: Seandainya seseorang mengadakan perdamaian untuk
diyatqishash dengan memberikan seorang budako lalu ternyata budak
tersebut milik orang lain, maka pemilik hak qishash itu menuntut
nilai budak tersebut menurut pendapat semua ulama.Apabila temyata
budak tersebut telah merdeka, maka ketentuannya sama. Pendapat
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ini dipegang olehYusufdan Muhammad. Tetapi,AbuHanifatr berkata bahwa

pemilik hak qishash itu menuntut diyat, karena perdamaiannya tidak sah,

sehingga ia menuntut objek perdarnaiaq yaitu diyat.

Menurut kami, dia tidak bisa menyerahkan apa yang dijadikannya

pengganti diyat sehinggamenuntutnilaipengganti, seperti seandainyatemyata

budak tersebut telatr dimiliki orang lain.

Pasal: Seandainya seseorang mengadakan perdamaian dengan

objek rumah atau budak dengan memberikan suatu pengganti,

terrryata pengganti itu milik orang lain, atau budak ifu merdeka" maka

penggugat menuntut balik rumah atau apapun yang menjadi objek

perdamaian, atau nilainya apabila objekperdamaian rusak. Karena

perdamaian di sini pada hakikatnya adalah jual-beli, sehingga apabila

penggantinya ternyata milik orang lain atau merdeka (bila berupa budak),

makajual-beli tersebut tidak satu dan dia menarik kembali apa yang dijadilcn

objek perdamaian. Berbeda dengan perdamaian dengan objek qishash,

karena ia bukan jual-beli, melainlan mengambil pengganti dari pengguguran

qishash.

Apabila seseorang membeli sesuatu, lalu ia mendapatinya dalam

keadaan cacat, lalu dia berdarnai dengan penjual dengan menerima budak,

dan temyata budak tersebut milik orang lain atau telah merdek4 maka pembeli

menuntut ganti rugi atas cacat tersebut. Seandainya yang menjual adalah

perempuan, lalu dia bersedia menikah dengan pembeli sebagai ganti bagi

ganti rugi cacat barang lalu sesudah itu cacat tersebut hilang, maka perempuan

tersebut menuntut ganti rugi cacat tersebut, bukan mahar yang wajar, karena

ia telah rela ganfi rugr cacat itu sebagai mahamya.

Pasal: Seandainya seseorang berdamai dengan objek qishash

dengan memberikan seorang yang merdeka dimana kedua pihak
mengetahui tentang kemerdekaannya, atau dengan seorang budak
dimana keduanya tahu bahwa budaktersebutmilikorang lain, atau
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keduanya berdamai dengan kompensasi tersebut untuk objek selain

qishash, maka pemilik hak menuntut diyat atau apa yang menjadi
obj ek perdamaian. Karena perdamaian di sini tidak sah, dan keduanya

mengetahui ketidak-satrarurya sehingga adanya perdamaian itu seperti tidak

adanya

Pasal: Apabila seseorang mengadakan perdamaian dengan

orang lain dengan objek tempat saluran air di tanahnya dan keduanya

menjelaskan tempatnya, lebar dan panjangnya, maka hukumnya
boleh, karena yang demikian itu berarti menjual tempat di tanahnya Dalam

hal ini tidak diperlukan penjelasan tentang kedalamannyq karena apabila

seseorang memiliki tempat tersebut maka ia berhak mendalamkannya,

sehingga dia berhak meninggalkanpadanya apa saja yang dimauinya.

Apabila dia mengadakan perdamaian dengan objek pengaliran air di
sebuah parit pada tanah milik orang lain namun kepemilikan tanah tetap di

tangannya, maka hal tersebut adalah sewa tanah sehingga disyaratkan

penetapan m6any4 karena inilatr ketentuan dalam sewa-

Apabila tanatr berada di tanatr omng lain dengan akad sewa" maka ia

boleh mengadakanperdamaian dengan orang ketiga dengan objek pengaliran

air padanya dalam sebuatr parit yang telah tergali dalam jangka waktu yang

tidak melewati masa sewanya. Apabila parinrya belum tergali, maka ia tidak

boleh berdamai unhrknya, karena tidak boleh membuat galian parit pada

tanah yang dikuasainya dengan akad seum- Tetapi bila tanah yang

adalah wakaf, maka Al Qadhi berkata, "Ia seperti penyewa. Ia berhak

mengadakan perdamaian untuk mengalirkan airpada parit yang telatr tergali

dalam jangka waktu tertentq dan iatidak boleh menggali parit baru" karena

dia tidak memilikiny4 melainkan hanya menikmati manfaatqra, sama seperti

tanahsewaan.

Semua ini adalatr madzhab Syaf i. Pendapat yang lebih kuat

mengatakan boleh menggali parit baru, karena tanah itu adalatr tanatrny4

dan dia berhak menggunakannya sesuka hatinya, selama dia tidak
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mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Berteda dengan penyew4

dimana ia menggunakan tanah sesuai yang diizinkan kepadanya. Jadi, orang

yang menerima wakaf itu sama kedudukannya dengan penyewa apabila dia

diizinkan utuk manggali.

Apabila penerima wakafmeninggal di tengah masa wakaf, apakah

oftmg yang menerimaperalihan itu bethak membatalkanperdamaian di masa

yang masih tersisa? Ada dua sisi pendapat yang didasarkan pada ketentuan

ketika seseorang menyewakan tanatr dalam satu mas4 lalu ia meninggal di

masa sewa. Apabila kita mengatakan bahwa pengambil alih wakaf itu boleh

membatalkan akad perdamaian lalu ia membatalkannya, maka mitra

perdarnaian menunhrt ganti kepada atrli waris orang yang diaj aknya berdamai

dengan nilai yang tersisa dari masa sewa. Apabila kita mengatakan bahwa

dia tidak berhak membatalkan akad perdamaian, maka pengarnbil alih wakaf

menunhrt ganti kepada ahli waris.

Pasal: Apabila seseorang mengadakan perdamaian dengan

orang lain untuk mengalirkan air di permukaan tanah akibat hrijan

pada permukaan tanah orang lain tersebut, atau di dalam tanah

melalui permukaan, atau air di tanahnya melalui dalam tanahnya,

maka hukumnya boleh apabila air yang mengalir itu diketatui, baik dengan

cara melihat atau mengetahui jaraknya. Karena air itu berbeda kecil dan

besamya pemtukaan, dan tidak bisa mengontrolnya kecuali dengan cara

demikian. Disyaratkan mengetahui tempat yang darinya air mengalir ke

permukaan, karena hal tersebut berbeda-beda. Dan tidak dibutuhkan

menyebutkan masanya, karena ada kebutuhan terhadap praktik ini.

Dibolehkan akad atas manfaat pada saat dibutuhkan tanpa ditetapkan

waktunya, sebagaimana di dalam pernikahan. pemilik air tidak memiliki

tempat aliranny4 karena dengan akad ini ia tidak bisa memiliki seluuh manfaat

aliran, berbeda dengan parit. Keduanya berbeda karena air yang ada di

parit itu tidak membutuhkan pengukur, karena pengukurannya dapat dicapai

dengan pengukuran parit itu sendiri. Jadi, air tidak mungkin mengalir di parit

kecuali menurut kapasitas parit itu sendiri. Sedangkan air yang ada di
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permukaan ifu membufuhkan informasi mengenai ukuran permukaan, karena

padanya dapat mengalir air, sedikit atau banyak.

Apabila permukaan yang dialiri air itu adalah sewaan atau pinjaman

dari seseorang, makatidak bolehmengadakanperdamaian rnrtukmengalirkan

air di atasnya, karena pemiliknya mengalami mudharat dari perdamaian

tersebut. Penggtrnajugatidak diizinkan, sehingga Diatidak boleh melakukan

hal laia berbeda dengan airyang ada di parit yang telah tergali, karena tidak

mengakibatkan mudharat bagi tanah. Apabila air permukaan itu mengalir

pada sebidang tanah, maka dimungkinkan ia tidak boleh mengadakan

perdamaian untuk hal tersebut karena apabila dia perlu menggali, maka ia

tidak boleh menggali tanah orang lain Juga karena hal tersebtrt mengakibatkan

kerugian bagi selain pemilik tanah, sehingga barangkali mengakibatkan

tanggungan bagi pemilik tanah. Tetapi dimungkinkan boleh apabila ia tidak

memerlukan galian dan tidak mengakibatkan mudtrarat, karena yang de,rnikian

itu sama ke dengan mengalirkan air di parit yang telah tergali.

Praktik ini tidak boleh kecuali dalam jangka waktu yang tidak melebih

masa sewanya, sebagaimanayang kami jelaskan mengenai pengaliran air di

parit.

Pasal: Apabila dia ingin mengalirkan airdi tanah orang lain
tanpa ada kondisi darurat, maka hukumnya tidak boleh kecuali

dengan seizin pemilik tanah. Apabila karena kondisi darurat, seperti

seseorang memiliki tanah pertanian yang memiliki sumber air nanrun tidak

memiliki akses selain tanah tetangganya, maka apakah ia boleh

melakukannya? Ada dua pendapat. Pertama, tidak boleh karena yang

demikian itu adalah perbuatan pada tanah orang lain tanpa izi*yq seperti

seandainya tidak ada kondisi darurat yang mendorongnya, karena hajat

semacam ini tidak membuat harta orang lain menjadi boleh, dengan dalil

tidak boleh menanam tanaman di tanatr orang lain, mendirikan bangunan di

atasny4 dan tidak pula memanfaatkan sedikit pwr dari manfaatmanfaatnya

yang haram baginya sebelum ada kebutuhan ini. Kedua, boleh karena
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diriwayatkan batrwa Dhatrhak bin Khalifah mengalirkan air dari Uraidhtffi

lalu ia berrraksud melewatkan aliran tersebut di tanah Muhammad bin
Musallamatr. Tetapi ia menolalg lalu Dhatrtrak berkata kepadarqa" 'Mengapa

kau melarangkq sedangkan hal ini bermanfaat bagimu. Kau bisa minum

sepuasnya, dan ia tidak membahayakanmu?" Namun, Muhammad tetap

menolak. Akhirnya Dhahhak berbicara kepada Umar, lalu Umar memanggil

Muhammad binMusallamah dan menyunfinya unhrk membiarkan tindakan

Dhahhak. Namun m berkat4 "Tidak, demiAllah." Umar berkata kepadanya"

"Mengapa kau larang saudaramu melakukan hal yang bermanfaat baginya,

dan ia memberimu manfaat. Kau bisa minum darinya kapan saja?" Namun

Muhammad tetap berkat4'Tidak, demiAllatr." Maka Umar berkat4'Demi
Allall biarkan ia melewati tanahmq meskipun di atas perubnu." Ialu Umar

menyunrh Dhahhak untuk melewatkan aliranmelalui tanatrnya danDhahhak

pun melakukannya."roT Atsar ini diriwayatkan Malik dalam kitab AI
Muwaththa'dan Sa'id dalam kitab ls-Sznan. Namun pendapat yang

pertama lebih kuat qiyasny4 dan pendapat Umar itu bertentangan dengan

pendapat Muhammad bin Maslamah. Ia selaras dengan prinsip-prinsip

syari'at sehingga lebih kuat.

Pasal:Apabilaseseorang perdamaiandenganoranglain

agarbisamengairi tanaturya dari sungai milik orang laintersebut sehari atau

dua hari, atau dari mata aimy4 dan ia menetapkan batasan yarry bisa diketahui,

makaAl Qadhi berkata, "Tidak boleh karena air itu bukan milik pribadi,

tidak boleh menjualnya sehinggatidak boleh mengadakan perdamaian

untuknya. Juga karena air itu tidakjelas." Diajuga berkata, "Apabila dia

mengadakanperdamaian untukmemperolehbagian dari mata airatau sungai,

seperti sepertiga atau seperempat, maka hukumnya boleh. Hal tersebut

dianggap jual-beli lahan, dan air mengikuti lahan tersebut." Tetapi

dimungkinkan boleh mengadakan perdamaian untuk pengairan dari sungai

dan parit orang lain, karena ada kebuhrhan yang mendorongnya. Lagl pulq

t6 Sebuah mata air di Madinah.

'07 HR Malik dalam kitab l/ Muwaththa' Q/724133).
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air itu termasuk barang yang boleh diambil penggantinya, dengan dalil

seandainya ia mengambil air dari geriba atau dari bejana orang tersebut.

Selain itu" perdamaian unhrk sesuatu yang tidak boleh dijtral itu hukumnya

boleb dengan dalil perdanraian untuk denda dari perbuatan pidana sengaja

dan yang senpa Dan dibolehkan pula perdamaian untuk sesuatu yang tidak
jelas.

Pasal: Tidak sah perdanaian untuk sesuatu yang tidak boleh

mengambil penggantinya, seperti seorang laki-laki mengadakan

perdarnaian dengan seorang perempwm agar mengakui status pemikahan,

karena perdamaian tersebut menghalalkan sesuatu yang haram. Juga karena

seandainya perempuiul tersebut menginginkan pengganti bagi dirinya dari

akad ini, maka hukumnya tidak boleh.

Apabila pihak perempwm memberikan pengganti kepada pihak laki-

laki agar menghentikan dakwaan ini, maka ada dua pendapat.

Pertama, tidak boleh karena perdamaian yang didasari penyangkalan

itu untuk menebus sumpah bagi orang yang menyangkal, sedangkan dalam

kasus ini perempuan tersebut tidak wajib bersumpah. Perdamaian bagi

pendakwa adalah agar dia mengambil pengganti sebagai kompensasi atas

hak yang didalcwakannya sedangkan lepasnya hak kemaluan dari kepemilikan

suami itu tidak memiliki nilai (bukan hak). Yang dibolehkan dalarn kasus ini

adalahklrulu 'karena adanya kebutuhan bagi perempuan untuk menebus

dirirya-

Kedua, sah. Pendapat ini disebutkanAbu Khaththab dan lbnuAqil,

karena pendakwa mengambil pengganti dari haknya yaitu nikall sehingga

boleh, sama seperti pengganti Htulu'. Pihak perempuan memberikan

pengganti itu rmtuk menghentikan perselisihan dan menghindari perlakuan

buruk laki-laki. Barangkali sumpah bisa dibebankanpadanya apabila hakim

memandang perlu akan hal itu. Juga karena sumpah itu disyari'atkan bagi

perempuan menurut salah satu dari dua pendapat. Manakala perempuan

berdamai dengan laki-laki untuk hal tersebut, maka adanya pernikahan
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ditetapkan dengan pengakuannya ata:u dengan bukti. Apabila kita

mengatakan bahwa perdamaian tersebut tidak satr, maka pernikatran tetap

dalam kondisinya, karena tidak ada cerai dari suami, dan tidak ada ldtulu'.

Apabila kita mengatakan bahwa perdamaian tersebut salt, maka kemungkinan

tersebutjuga ada. Karena itq dimtrngkinkan status pemikalmn itu dijelaskan

dengan cara suami mengambil pengganti, karena ia mengambil pengganti

atas pemikalran yang dimilikinya" sehingga yang demikian itu drsebn kJwlu'.

Seperti seandainya perempun mengakui pemikahan, lalu dia melalarkan

Htulu'.

Seandainyaperempuan mengakubatrwa suamirya telatr mancerainya

tiga kali, lalu suarni mengadakanperdamaian dengannya dengan memberi

sejumlah harta agar ia mencabut dakwaannya" maka hukumnya tidak boleh-

Karena ia tidak boleh memberikan dirinya kepada suami yang mencerainy4

baik dengan pengganti atau tanpa pengganti. Dan seandainya ia menyerahkan

sejumlah harta kepada suami agar suami mengakui perceraiannya, maka

tidak boleh menurut salah satu dari dua sisi pendapat. Sedangkan menurut

yang lain adalah boleh, seperti seandainya perempuan itu memberikan

pengganti kepada suaminya agar menceraikannya tiga kali.

Pasal: Apabila dia mengklaim seseorang bahwa orang tersebut

adalah budaknya, lalu orang tersebut menyangkal, lalu dia

mengadakan perdamaian dengan orang tersebut dengan sejumlah

harta agar orang tersebut mengakui stafu s budaknya, maka itu tidak

boleh, karena yang demikian adalah menghalalkan yang haram,

karenamenjadikan orangmerdeka sebagai budak itusendiri tidak boleh"

baik dengan pengganti atau tidak.

Apabila tergugat memberikan harta benda kepada penggugat agar

diamenghentikan dakwaannya, maka sah, karena boleh membebaskan

budaknya dengan kompensasi harta benda. Pihak yang membayar itu

disyariatkan untuk menolaft 5rmpah yang wajib baginya dan perseteruan

yang ditujukan kepadanya.
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Seandainya dia mendakwa seseorang bahwa dia berutang seribu, lalu
orang tersebut menyangkalny4 lalu ia menyerahkan sesuatu kepada orang
tersebut agar mengakui utang, maka tidak sah. Apabila dia mengakui, maka
dia wajib membayar utang yang diakuinya itu" dan mengembalikan apa yang
telatr diambilny4 karena dengan pengakuan itu terbukti bahwa sangkalannya
bohong, dan diamenangg'ng utang seribu, sehingga wajib membayarnya
tanpa harus menerima pengganti. Dia tidak boleh mengambil pengganti dari
melakukan sesuatu yang wajib baginya. Apabila orang yang menyangkal
memberikan sejumlah harta sebagai perdamaian atas dakwa annya,maka
hukumnya sah, dan hal tersebut tidak dijelaskan sebelumnya.

Pasal: Seandainya dia mengadakan perdamaian dengan seorang
saksi agar saksi tersebut tidak memberikan kesaksian yang
memberatkannya, maka hukumnya tidak sah, karena perdamaian ini
tidak terlepas dari tiga kondi si. pertama,ia mengadakan perdamaian dengan
saksi agaria tidak memberikan kesaksian yang memberatkannya tentang
suatu hak yang karenanya kesaksian tersebut menjadi wajib, seperti utang
sesama manusia atau hakAllatr yang tidak gugur dengan sesuatu yang sama
seperti zakat dan selainnya. Maka tidak boleh menyembunyikan kesaksian
dan tidak boleh mengambil pengganti dari kesaksian, sebagaimana tidak
diperbolehkan mengambil pengganti untuk bisa minum khamer dan
meninggalkan shalat. Kedua, dia berdamai dengan saksi agar tidak
memberikan kesaksian yang memberatkannya dengan berbohong padahal
dia wajib meninggalkan kesaksian palsu. Karena itu, saksi tidak boleh
mengambil pengganti dari kewajiban tersebut. Sebagaimana seseorang tidak
boleh mengadakan perdamaian dengan orang lain agar tidak membunuhnya
dan merampas hartanya . Ketiga, dia mengadakan perdamaian dengan saksi
agar tidak memberikan kesaksian yang memberatkannyadengan sesuatu
yang mengakibatkan fuaddseperti zina dan mencuri. Maka, saksi tidak boleh
mengambil pengganti darinya, karena itu bukanhaknya sehingga diatidak
boleh mengambil penggantiny4 sama seperti hal-hal lain yang bukan haknya.
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Seandainya pencuri, pezrna dan peminum khamer mengadakan

perdamaian dengan seseorang dengan memberi hana benda agar tidak

diadtrkan kepada penguas4 maka perdamaian tenebut tidak sah, dan orang

tenebut tidak bolehmengambil pengganti darinya.

Apabila seseorang mengadakan perdamaian agar tidak dij attfin fuadd

tudutran zina" makaperdamaiantersebut tidak sah, karena apabila hak milik

Allatr maka tidak boleh mengambil penggantinya, sama sepefti ftadd zirn

dan mencuri. Meskipun itu adalah haknya, maka tidak boleh meminta

penggantinya karena hak badd tudtftan zina itu bukan hak harta benda.

Karena itn" fuaddtersebuttidak gugur dengan adanya pengganti, berbeda

dengan qishash. Juga karena baddndrftwzina itu disyari'atkan untuk

merrbersitrkan kehomrafarl sehingga kehomrahn itu tidak bisa ditukar dengan

hartabenda.

Apakah badd gtryttr dengan perdamaian? Ada dua pendapat

berdasarkan perbedaan pendapat mengenai keberadaannya sebagai hak

Allah atau hak anakAdam . Apabila fuaddmerupakan hakAllah, maka dia

tidak gugur lantaran perdamaian anakAdam dan penggugufturnya, sama

seperti fuadd zina dan pencurian. Apabila fuadd merupakan hak anak

Adam, maka bisa gugur lantaran perdamaian dan pengguguranny4 seperti

qishash-

Apabila seseorangmengadakan perdamaian untuk hak syuf all maka

perdamaian tersebut tidak sah, karena hak syuf'ah adalah hak yang

disyari'atkan scaraberlainan dari prinsipprinsip Spf i untuk menghindarkan

mudharat perseroan. Apabila seseorang rela terkena mudharat, maka hak

tenebut gugur tanpa ada pengganti, sama seperti badd tlrdtrhanzina- Hanya

saja, di sini hak tersebut gugur menurut satu alasan saja, yaitu karena

keberadaannya sebagai hak Adam.

Pasal: Tidak boleh membrntj anafudrjalanyangtembus, yaitu ember

yang ada di ujung-ujung kayuyang ditancapkan di dinding dan ujung-ujungnya

keluar ke jalan, baik hal tersebut biasanya mengganggu orang yang lewat
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atau tidak. Tidak boleh pula memasang sibathtos di atas dinding di jalan,
yaitu yang menutupi seluruh ruang udara di atas kedua dinding, baik kedua
dinding itu adalah miliknya atau bukaq baik imam mengizinkarurya atau tidak.

Tetapi lbnuAqil mengatakan, "Jika tidak mengakibatkan mudharat,
makahukumnya bolehasalkan diizinkan imam, karenadia adalah wakil
masyarakag sehingga izinnya memiliki kedudukan yang sama dengan izinnya
oftng-oftulg yang berandil dalam memiliki jalan yang tidak tembus @untu)."
Abu Hanifah berkat4 "Boleh selama tidak mengakibatkan mudharat. Tetapi
bila ada seorang dari kaum musliminyang keberatan, m akasibathtersebut
waj ib dilepas. " S ementara Malik, Syaf i, Al Auza' i, Ishaq, Abu yusuf dan
Muhammad mengatakan, "Boleh selama tidak menimbulkan mudharat bagi
pengguna jalan, tidak seorang pun boleh melarangnya. Karena ia
memanfaatkan sesuatu yang tidak seorang pun memilikinya tanpa
menimbulkan mudharag sehingga diperboletrkan. sama seperti berjalan dan
dudukdijalan."

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan tidak menimbulkan
mudharat. sebagian ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika di
jalan yang dilalui pasukan dan angkutan b*ffig, dimana apabila pasukan

berkuda melewatinya dan tombaknya dalam keadaan berdiri, maka tidak
sampai menyentulurya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada

batasan tertentq melainkan sekiranya tidak mengganggu tandu yang ada di
atas unta dan angkutan barang.

Menunrt kami, itu adalatr bangunan pada suatu lahan milik umum tanpa

izin, sehinggatidakboletr" sepertimembangunteras dijalanyangtidaktembts
tanpa izin pemiliknya. Ia berbeda dengan lewat di jalan, karena jalan itu
dibuat turtuk dilewati, dan ia tiak menimbulkan mudharat. Mengenai duduk,

seseorang tidak mungkin selamanya duduk di jalan, dan tidak mungkin
menghindari duduk dijalan. Kami tidak menerima bahwa bangunan ini tidak
menimbulkan mudharat, karena dia bisa membuat jalan menjadi gelap dan

roE Atap di antara dua tembok yang dibawahnya terdapat jalan umum.
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menghalangi cahaya, dan barangkali ia jatuh menimpa orang yang lewat,

atau sesuatu jatuh darinya. Terkadang tanah di bawahnya menjadi tinggi

karena waktu, sehingga bangunan tersebut membentur kepala orang yang

lewat dan menghalangi kendaraan yang mengangkut barang dan memutus

jalan kecuali bagi pejalan kaki. Kami sering melihat kejadian ini. Apapun

yang mengakibatkan mudharat pada kondisi kedua itu harus dicegah sejak

awal. Seperti seandainya seseorang bermaksud membangun dinding yang

miring ke jalan sehingga dikfrawatirkan jatuh menimpa orang yang lewat.

MenurutAbu Hanifah, itu adalatr bangunan yang didirikan pada hak benama.

Seandainya sebagian pemiliknya menolak, maka tidak boleh. Karena itu,

bangunan tersebut tidak boleh tanpa izin mereka. Seperti seandainya

seseorang meiniringkandindingnyake nrang trdarapdarumahmilik bersama"

Hal itu karena hak anakAdam tidak boleh digunakan orang lain tanpa

seizinny4 meskipun berupa harta tak bergerak. Sebagaimana ia tidak boleh

ketikadilarang.

Pasal: Tidak boleh membangun warung di jalan, tanpa ada

perbedaan pendapat, baik jalan tersebut luas atau sempit, baik imarn

mengizinkann),a atau tidak, kareira itu adalah bangunan pada milik orang lain

tanpa seizinnya. Juga karena dapat mengganggu pengguna jalan,

mempersempit mereka, dan menghal4ngi, sehingga tidak boleh, seperti

seandainya j alan tersebut sempit.

Pasal: Tidak boleh membangun warung dan membangun atap

di atas j alan yang tidak tembus kecuali den gan izin para pemiliknya.

Pendapat ini drpegang Syaf i, apabilajalan tersebut tidak memiliki pintu.

Apabila memiliki pintu" maka para sahabat Syafi'i berbeda pendapat

mengenainya. Di antara mereka ada yang melarangny4 dan di antara mereka

ada yang membolehkan untuk memasang ember di luar dan atap.

Mentrnrt kami, itu adalah bangrman di nrang udara suatu kaum tertentu"

seperti seandainya iatidak memiliki pintu. Kami tidakmenerima dasaryang

merekajadikan acuan qiyas. Adapun jika para pemilikjalan mengizinkan,
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maka diperbolehkan, karena hak jalan ada di tangan mereka, sehingga

hukumnya boleh dengan izin mereka, seperti seandainya pemiliknya satu

orang.

Apabilaparapemilikjalan perdamaiandenganpengganti

tertentu, makahukumnyaboleh. TetapiAl Qadhi danpara sahabat Syaf i
mengatakantidak boleh, karenayang demikian ituberarti menjual rubng

udara tanpa menyertakan lahan.

Menurut kami, dia membangun di jalan yang tidak tembus itu dengan

izin merek4 sehingga hukum perdamaian tersebut boleh, seperti seandainya

mereka mengizinkannya tanpa ada pengganti. Juga karena ruang udara

tersebut milikmerek4 sehingga mereka bolehmengambil penggantiny4 sama

seperti lahan. Jika demikian, maka hukumnya boleh dengan syarat diketahui

seberapa jauh ember itu menjorok keluar dan seberapa tingginya. Begitu
juga hukumnya yang berlaku apabila seseorimg mengeluarkannya ke milik
seseorang, maka hukumnya tidak boleh tanpa izinnya, dan boleh dengan

izirulrya, baik dengan pengganti atau tanpa pengganti apabila diketahui

ukurannya.

Pasak Tidak boleh menggali sumur pribadi di jalan yang tembus,

baik dijadikannya untuk air hujan, atau unfuk mengeluarkan sesuatu

yang dimanfaatkannya, atau untuk hal lain, sesuai alasan yang telah

kami sampaikan. Apabila dia menggalinya untuk kepentingan umat Islam

atau untuk kepentingan jalan, seperti menggalinya agar orang-orang dapat

mengairi tanaman dari aimy4 atau agar penggunajalan dapat minum dariny4

atau unhrk menampung air huj an agar tidak menggenangi j alan, maka perlu

dilihatterlebihdahulu.Apabilajalannyasempiqataudiamenggalinyaditempat

yang dilewati orang sehingga dikhawatirkan seseorang atau seekor binatang

j atuh ke dalamnya, atau mempersempit ruang jalan mereka, maka tidak

diperbolehkan, karena mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.

Apabila dia menggalinya di sudut jalan yang luas, dan menutupinya dengan

sesuatu yang bisa mencegah orangjatuh ke dalamny4 maka diperbolehkan,
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karena hal tersebut memberi manfaat tanpa menimbulkan mudharat, sama

seperti meratakan jalan dan membangun tempat singgah di pinggir jalan.

Adapun jika membuatnya di jalan yang tidak tembus, maka tidak

diperbolehkan kecuali dengan seizin para pemiliknya. Karenajalan yang

tidak tembus itu adalah milik satu komunitas tertentg sehingga tidak boleh

melakukan hal tersebut tanpa izin mereka, seperti seandainya dia

melakukannya di kebun seseorang. Seandainya para pemilik jalan

mengadakan perdamaian untuk hal tersebut dengan menerima pengganti,

maka hukumnya boleh, baik ia menggali sumur untuk dirinya sendiri guna

memmprmg air hujan dari rumahnya, atau untuk diambil airny4 atau untuk

kepentingan para pengguna jalan. Demikian pula jika dia melakukan hal

tersebut pada milik seseorang.

Pasal: Tidak boleh mengeluarkan saluran air ke jalan besar,

dan tidak boleh mengeluarkannya ke jalan yang tembus kecuali

dengan seizin para pemiliknya. TetapiAbu Hanifah, Malik, dan Syaf i
mengatakan boleh mengeluarkan saluran air ke jalan besar. Karena Umar

RApernahmeleruati rumahAbbas, dan saat ituAbbas telahmemasang saluran

air ke jalan, lalu Umar mencabutnya. LaluAbbas berkata, "Mengapa kau

mencabutny4 sedangkan Rasulullah SAW pernah memasangnya dengan

tanganbeliau sendiri?" Umarberkat4 "DemiAllall akutidak memasangnya

kecuali dengan memikulnya" Lalu dia membungftuk dan menaikkan saluran

di atas punggungny4 lalu memasangnya.r@

Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW, maka orang lain boleh

melakukannya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan

perbuatan tersebut bagi beliau. Juga karena ada kebutuhan yang

mendorongnya dan tidak mungkin mengembalikan air ke dalam rumatr. Juga

karena masyarakat mengerjakan hal tersebut di semua negara Islam tanpa

adayangmenentangnya.

toe HRBaihaqi dalamkitabl s$unan(6166) danHakim(3/331).Iaberkat4 "Bukhari

dan muslimtidak menjadikan riwayatAbdurratrman bin Zaid binAslam sebagai dalil."
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Menurut kami, ini adalah penggunaan ruang udara yang dimiliki
bersama dengan orang lain tanpa iziwrya, sehingga tidak boleh. Seperti
seandainya jalan tersebut tidak tembus. Juga karena hal tersebut dapat
menimbulkan mudharat bagi jalan dan penggunanya, sehingga hukumnya
tidak bolelr, seperti membangun teras di jalan yang menimbulkan mudharat
bagi penggunajalan. Mudharatrya sangat jelas, karena aimya bisa mengenai

pengguna jalan, dan barangkali ada air kencingnya atau air najis sehingga
mengakibatkan najis pada merek4 membuat jalan licin dan becek. Hadits di
atas menyangkut satu kasus saj4 sehingga dimungkinkan berkaitan dengan
jalan yang tidak tembus, ataujalan diperbaiki sesudah dipasang saluran air,

sehingga dimungkinkan hal tenebut hukumnya bolelr, karena ada kebunrhan

terhadapnya dan telah menjadi kebiasaan sejalan dengan hadits tersebut.

Pasal: Tidak boleh membuat celah dan pintu pada dinding milik
bersama kecuali dengan izin sekutunya, karena hal tersebut berarti
memanfaatkan milik orang lain untuk hal yang menimbulkan mudh arat.ra

tidak boleh membuat lobang pada tiang di dinding, tidak boleh mengadakan

tempok di atasnya dan menutupinya, dan tidak pula melakukan tindakan
apapun padanya. Karena hal tersebut merupakan tindakan pada dinding
yang dapat mengakibatkan mudharat padanya sehingga hukumnya tidak
boleh, sama seperti merobohkannya. Ia tidak boleh melakukan sesuatu pun
pada dinding tetangganya. Karena apabila dia tidak boleh melakukannya
pada sesuatu yang dia memiliki hak padanya maka terlebih lagi pada sesuatu

yang ia tidak memiliki hak padanya.

Apabila dia mengadakan perdamaian untuk hal tersebut dengan

memberi ganti, maka diperbolehkan. Sedangkan bersandar pada dinding
danmenyandarkansesuatuyangtidakmemb itutidakdilarang,
karena tidak menimbulkan mudharat dan tidak bisa dihindari, sama seperti

berteduhdi bawahnya.

Pasal: Mengenai melekatkan kayu padanya, apabila hal
tersebut membahayakan dinding karena tidak mampu menahan,
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maka itu tidakdiperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapatyang

kami ketahui, sesuai alasan yang telatr kami sebutkan. Juga karena Nabi

SAW bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak

pula membahayakan orsng lain."tto

Apabila tidakmembahayakan dinding, hanya sajatidak ada kebutuhan

untuk meletakkan kayu pada dinding tersebut karena bisa meletakkannya

pada tempat lain, maka mayoritas satrabat kami mengatakan tidak boleh. Ini

juga merupakan pendapat Syaf i danAbu Tsaur. Karena hal terebut berarti

memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya tanpa ada kebtrhrhan, sehingga

hukunnya tidak boleb sama seperti membangun dinding di atasnya. Namun

IbnuAqil mengisyaratkan kebolehanny4 karenaAbu Hurairah meriwayatkan

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari knlian

melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya."rrl

(Muttafaq 'Alaih)

Juga karena sesuatu yang dibolehkan lantaran ada kebutuhan umum

itu tidak dianggap sebagai kebutuhan yang sesturgguhny4 seperti mengambil

separoh bagian dari sesautu dengan hak sytf 'ah daipembeli, penghapusan

akad dengan khiyar atau sebab cacat, menjadikan anjing untuk berbtru,

diperbolelrkannya akad. salam, keringanan bagi musafir, dan lain sebagainya-

Adapun ketika ada kebutuhan yang mendorong untuk meletakkan

kayu pada dinding tetangganya atau dinding milik bersama, dimana tidak

mungkin memasang atap tanpa meleta}kan kayu pada dinding tersebut, maka

ia boleh melalrukannya tanpa izin sekutu. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i
dalam qaul qadim. Sedangkan dalam q aul j adid Syaf i berkata, "Ia tidak

rr0Akan dijelaskan secara rinci padano.26.
rrr HR Bukhari $ Da$) dnMuslim (3/136, 1230) dariAbu Hurairah denganlafazh,

"Janganlah salah seorang dari kalian melarang tetanggqnya untukmenyandarkan

ksyu di tembolorya." Hadits inijugadiriwayatkanAbu Daud(313634) dengan lafazh,
"Apabila salah seorang dari kalian meminta izin kepada saudaronya untuk
menyandarkan kayu di temboknya, makajanganlah saudaranya itu melarangnya."
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/2337) dengan lafazh menyandarkon, lbnu
'AbdilBan(10/215), Baihaqi dalarnkitabl s-Sunan(6168, 157) danAhmad dalam kitab

AI Musnad(31480).
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boleh meletakkannya." lni adalatr pendapatAbu Hanifah dan Malik. Karena

hal tersebut berarti memanfaatkan milik orang lain meskipun tidak
menimbulkan mudharat sehingga hukumnya tidak boleh, sama seperti

menanam tanaman di lahan orang lain.

Menurut kami hukumnya boleh berdasarkan riwayat yang ada Juga

karena hal tersebut berarti memanfaatkan dinding tetangganya dengan cara

yang tidak membahayakannya, serupa dengan bersandar padanya dan

berteduh di bawahnya. Ia berbeda dengan menanam tanaman, karena ia

membahayakan dan tidak dibutuhkan.

Jika demikian, makaAl Qadhi danAbu Khaththab mensyaratkan

ketoleharuryadengancatataniamemilikitigadinding, sedangkantetangganya

rnemiliki satu dinding. Hal ini tidak terdapat dalam pendapatAhmad. Tetapi

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Daud, "Janganlah tetangga itu
menghalanginya apabila tidak menimbulkan mudharat dan dindingnya tetap

berdiri." Juga karena terkadang atap tidak bisa didirikan pada dua dinding
jika keduanya tidak saling berhadapan, atau rumahnya luas sehingga perlu

membuatpalang padanya kemudian meletakkan kayu di atas palang tersebut.

Pertimbangan perkara ini dengan alasan yang kami sebutkan itu lebih kuat

daripada pertimbangan mengenai memasang atap tanpa palang. Tidak ada

perbedaan dalam hal yang kami jelaskan antara orang yang telah baligh dan

anak yatim, dan antara orang gila dan yang berakal, dengan alasan yang

telahkami sampaikan.

Pasal: Men genai meletakkan kayu pada dindin g masj id, apabila

ada dua syarat tersebu! maka ada dua riwayat dariAhmad mengenainya.

Pertama, boleh, karena apabila hal tersebut boleh dilakukan pada milik
tetangga sedangkan haknya itu didasari sifat pelit dan sempit hati, maka

terlebih lagi pada hak-hak Allah yang didasari dengan toleransi dan

kemudahan. Kedua, tidak boleh. Pendapat ini dikutip Abu Khaththab.

Karena menurut qiyas, larangan terhadap hak setiap orang itu
mengimplikasikan larangan terhadap hak tetangga sesuai dengan riwayat
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yang menjelaskan masalah ini, sehingga masalatr lain wajib berada dalam

koridor qiyas. Pendapat ini dipilihAbu Bakar.

NamunAbu Khaththab mengeluarkan dari riwayat ini satu alasan

mengenai larangan meletakkan kayu pada dinding milik tetangga. Karena

apabila ada larangan meletakkan kayu pada dinding milik umum, padahal

yang meletakkan itu memiliki hak padanya maka larangan meletaltcan kayu

pada milik pribadi itu lebih kuat. Juga karena apabila ada larangan untuk

meletakkan kayu pada hak Allah, padahal hakAllatr itu didasari toleransi

dan kemudahan karena kemurahan-Nyu, maka larangan pada hak anak

Adam yang diliputi sifat bakhil dan sempit dada itu lebih kuat. Namun

madztrab yang pertama lebih kuat.

Barangkali ada yang mengatakan, "Mengapa kalian tidak

membolehkan membuka celah dan pintu pada dinding dengan

mengqiyaskanya kepada meletakkan kayu?" Apabila dikatakan demikian,

Makkah akami katakan karena kayu itu dapat menguatkan dinding dan

bermanfaat baginya. Hal itu berbeda dengan celah dan pintu yang dapat

melemahkan dinding, karena ia tetap terbuka. Adapun yang terbuka akibat

kayu itu dapat ditutup dengannya. Juga lcarena meletalkan kayt pada dinding

itu sangat dibutuhkan, berbeda dengan hal lain.

Pasal: Barangsiapa yang memiliki hak untuk meletakkan kayu

pada suatu dinding, lalu hak tersebut hilang karena gugur atau

dicabu! atau karena dindingnya runtuh, kemudian kembali kepada

kondisi semula, maka ia berhak memasang kembali kayu pada

dinding tersebut. Karena sebab yang membolehkannya meletakkan kayu

itu kontinr, sehingga hak t€rsebut prm benifat kontinu Apabila sebab tersebut

H*g, seperti ada kekhawatiran timbul bahaya pada dinding, atau tidak ada

keperluan terhadapnya, maka tidak boleh rnemasang kayu lagi karena

hilangnya sebab yang memboletrkan. Apabila dikfiawatirkan dinding rurfuh

sesudah meletalkan kayupadanya, atautidak perlu meletakan kayupadanya

maka kayu tersebut harus dihilangkan, karena hal tersebut membayakan
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milik orang lain Apabilatidak dil'tawatirka& tetapi tidak ada perlunya untuk

membiarkan kayu pada dinding, maka tidak wajib menghilangkanny4 karena

dapat menimbulkan kerugian bagi pemilikryu, sedangkan membiarkannya

itu tidak menimbulkan kerugran bagi pemilik dinding. Berbeda seandainya

dikhawatirkan dinding tersebut runhrh.

Pasal: Seandainya dia berhak meletakkan kayunya pada
dinding orang lain, maka dia tidak berhak meminjamkannya dan
menyewakannya, karena dia berhak berbuat demikian lantaran
kebutuhannya yang mendesak urflrk meletakkankayunya, dan tidak memiliki
kebutuhan unhrk meletakkan kayu orang lain.

Begitu juga, dia tidak berhak menjual haknya untuk meletakkan

kayuny4 dan tidak pula berdamai untuknya dengan pemilik dinding atau

orang lain. Karena ia dibolehkan menggunakan hak orang lain lantaran
kebutuhannya, sehingga ia tidak boleh berbuat demikian padanya, sama

seperti makanan orang lain ketika dibolehkan unhrknya lantaran darurat.

Seandainya pemilik dinding ingin meminjamkan dinding atau

menyewakannya dengan cara yang menghalangi orang yang berhak itu trrtuk
meletakkan kayunya, maka hukumnya tidak boleh. Karena hal tersebut

mengakibatkan empunya hak unhrk menggunakan haknya, seolah-olah dia

menghalanginya-

Seandainya pemiliki dinding ingin merobohkan dinding tanpa ada

keperluannya, maka dia tidak berhak berbuat demikian, karena dapat

mengakibatkan seseorang kehilangan hak. Apabila dia perlu merobohkan

dindingnya karena dikhawatirkanruntuh atau condong ke tempat lain, atau

untuk tujtran yang sah, maka itu haknya, karena pemilik kayu itu ditetapkan

haknya dengan syarat tidak merugikan pemilik dinding. Manakala
mengakibatkan kerugian, maka hak tersebut hilang karena syaratrya hilang.

Pasal: Apabila pemilik dinding mengizinkan tetangganya untuk
membangun diatas dindingnya, atau meletakkanpenutup di atasnya,
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atau meletakkan kayu di tempatyang dia berhak meletakkannya,

maka hukumnya boleh. Apabila tetangga tersebut melakukan apa yang

diizinkan baginya, maka pinjaman bersifat mengikat. Apabila pemberi

pinjaman bermaksud memintanya kembali, maka itu tidak diperbolehkan,

dan peminj am tidak wajib menghilangkan apa yang telah dituatry4 karena

iziwtya menunjukkan kontinuitas. Lagi pula, melepaskannya dapat

mengakibatkan kerugian baginya" sehingga pemberi pinjaman tidak berhak

meminta balik. Seperti seandainya dia meminjamkan tanah untuk dijadikan

makam dan ladang, maka dia tidak berhak menuntut memindahkan mayit

dan tanaman tanpa ada j aminan.

Apabila dia ingin menghancurkan dinding tanpa ada kebuflrhan, maka

itu tidak boleh, karena peminjam berhak membiarkan kayunya tetap pada

dinding itu, dan hal tersebut tidak membahayakan. Apabila dinding ditengarai

akan roboh, maka dia boleh merobohkannya, dan pemilik bangunan dan

kayu wajib menghilangkannya. Apabila dinding dibangun kembali, maka

perrinjarn tidak batrak mengembalikan bangunan dan kayunya kecuali dengan

izin yang baru, baik membangunnya dengan alatrya sendiri atau dengan alat

orang lain. Demikian pula seandainya peminjam mencabut kayu, atau kayu

itujatuh dengan sendiriny4 maka diatidakberhakmengembalikannyakecuali

dengan izin yang banr. Karcm larangan mencabut itu lantaran mengakibatkan

kerugian, sedangkan di sini kayu tercabut bukan karena perbuatannya,

sehingga seperti pohon yang ditanam di kebun lalu tercabut. kri adalah salatr

satu dari dua pendapat para sahabat Syafi'i. Dalam pendapat yang lain

mereka berkata, "Ia boleh mengembalikannya, karena haknya bersifat

langgeng." Padahal tidak demikian, karena pemilik kayu berhak kayunya

dibiarkan lantaran danrat untuk menghindari bahaya pencabutanny4 dan di

sini kayu tersebut tercabut dengan sendirinya, sehingga hak tersebut tidak

tetap. Apabila pemilik dinding mencabtrfirya dengan sewenang-wenang, maka

pemilik kayu berhak mengembalikarurya, karena ia dihilangkan dengan

melanggarhak, sehingga hak pemilik kayu tidak gugur karena pelanggalan

tersebut. Apabila kayu dihilangkan orang ketig4 maka pemilik kayu tidak
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berhak mengembalikannya tanpa izinpemilik dinding, karenakayu itu hilang

bukan karena pelanggaran hak, sehingga serupa seandainya iajatuh dengan

sendirinya.

Pasal: Apabila seseoran g diizinkan untuk meletakkan kayunya
atau membuat bangunan di atas dinding dengan memberi pengganti,
maka itu diperbolehkan. Baik sebagai sewa unhrkjangka waktu tertentu,

atau sebagai perdamaian untuk meletaltcan kayu selama-lamanya. Manakala

kayu atau bangunan itu hilang, maka dia berhak mengembalikannya, baik
karenakayuitujatull ataudindingnyajatull atauselainryra- Karenadiaberhak

membiarkarurya tanpa pengganti

Bangunan tersebut perlu diketahui lebar dan panjangnya serta bahan-

bahannya apakah tanah liat atau batu bata danhal-hal serup4 karena semua

ini berbeda-beda, sehingga perlu diketahui secarajelas.

Apabila dinding yang di atasnya terdapat bangunan atau kayu itu nrrtuh
di tengatr masa sewa dengan kondisi yang tidak bisa dibangun kembali, maka

terhaptxlah sisa sewany4 danpemilik kayu meminta kembali sisabiaya sewa.

Apabila dinding dibangun kembali, maka dia mengembalikan senilai masa

sewa. Apabila pemilik kayu dan bangunan berdamai dengannya untuk
mendirikanbangunanya atau memasang kayunya denganmemberikan sesuatu

yang diketahui jurnlahnya maka hukumnya boleh. Sebagaimana diboletrkan

perdamaian untuk menurunkannya, baik kompensasi perdamaian untuk
membangunnya itu sama seperti kompensasi perdamaian untuk
rnentrrunkanny4 atau lebihkecil, atau lebih besar. Karena ini adalahpengganti

dari manfaat yang menj adi haknya.

Demikian pula, seandainya seseorimg memiliki saluran air di tanah

orang lain, lalu pemilik tanah berdamai dengan pemilik hak salwan air itu
untuk menghilangkannya dari tanahnya maka hukumnyaboleh. Apabilakayu

atau dinding telah runhrh, lalu pemilik dinding berdamai dengannya agar ia

tidak membangunnya lagi, maka diperbolehkan. Karena ketika dia boleh

menjual hak tersebut kepada pemilik dinding, maka diajuga boleh berdamai
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unttrk hak tersebut, karena perdamaian adalatrjual-beli.

Pasal: Apabila bangunan atau kayunya ternyata berada di atas

dinding milik bersama, atau dinding tetangganya' dan dia tidak

mengetahui penyebabnya, maka ketika bangunan atau kayu itu hilang

maka dia berhak mengembalikannya. Karena tampaknya bangunan atau

kayu tenebut diletakkan sesuai hak, baik berupa perdamaian atau selainnya.

Sehingga sesuatu yang jelas ini tidak hilang sampai diketahui hal yang

membatalkannya. Demikian pula seandainya temyata saltran aimya berada

di tanatr orang laiq atau aliran air permukaannya berada di permukaan tanatr

orang lain, maka itu menjadi haknya. Karena tampaknya ia melakukannya

sesuai hak, sehingga sama kedudukannya dengan kepemilikan yang pasti.

Apabila keduanya berselisih apakah hal itu terjadi sesuai hak atau dengan

melanggar hak, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik

kayu, bangunan dan aliran air dengan disertai sumpahnya, katena aspek

latrir berpihak kepadanya.

Pasal: Apabila seseorang mengklaim sebuatr rumatr di tangan dua

orang bersaudara, lalu salah satunya menyangkal danyang lain mengakui,

kemudian ia mengadakan perdarnaian dengan orang tersehfi untuk apa yang

telah diakuinya dengan menerima pengganti, makaperdamaian tersebut satl

dan saudaranya berhak mengambil dengan hak syttf 'ah.

Tetapi dimungkinkan untuk dibedakan antara kondisi ketika

an bersifat mutlak, dengan kondisi ketika dia mengatakan, "lni

milik kami dan kami meramrisi sehrnrtrrya dari ayah kami, atau saudara kami."

Bisa dikatakan batrwa apabila pen:yangkalan benifat mrllalq maka saudaranya

berhak menggunakan hak syuf'ah. Apabila ia mengatakan, "Kami

mewmisinya dari ayah kami," maka dia tidak memiliki hak syuf ah, karena

penyangkal mengklaim bahwa rumah tersebut milik saudaranya yang

mengakui. Perdamaian tersebut batal, dan dia tidak memiliki hak syuf ah.

Alasan pendapat yang pertama adalah secara hukum rumah tersebut

ditetapkan milik penggugat, dan ia telatr menuntut kepada orang yang
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mengakui jual-beli, dan dia mengakui bahwajual-beli tenebut sa[ sehingga

ditetapkan hak syuf ah di dalamnya. Seperti seandainya penyangkalan itu
bersifat mutlak. Dimungkinkan bagian orang yang mengakui itu berpindah
keapda penggugat dengan carajual beli, atau hibah atau dengan suatu sebab,

sehingga penyangkalan pihak yang menyangkal atau pengakuan pihak yang

mengakui tidak saling menafikan, seperti kasus penyangkalan secara mutlak.
Pendapat ini lebih tepat.

819. Masalah: Abu Qasim berkata, ,,Apabila dua orang saling
menggugat sebuah dinding yang melekat pada bangunan masing-
masing, maka keduanya saling bersumpah, dan dinding itu menjadi
milik bersama Demikian jika dinding tersebut terpisah dari bangunan
keduanya. Apabila dinding tersebut melekat pada bangunan salah
safunya, maka ia menjadi miliknya disertai sumpahnya."

Maksudnya, apabila dua orang saling mendakwakan dinding yang

berada di antara milik keduanya, dan dinding tersebut s^ma-sama melekat
pada bangman keduanya tanpa bisa dipisahkan, seperti melekatrya bangunan

dengan tanah lihat, atau keduanya sama-sama tidak melekat pada dinding
dengan kondisi seperti di atas, melainkan ada celah lebar di antara keduany4

sebagaimana di antara dua dinding yang salah satunya melekat pada yang

lain, maka keduanya pihak memiliki kedudukan yang sama dalam
Apabila salatr seorang dari keduanya tidak memiliki bukti, maka

keduanya saling bersumpatr, lalu masing-masing memiliki separoh dinding,

karena tangan masing-masing menguasai separoh dinding lantaran dinding
itu berada di tangan keduanya. Apabilamasing-masing bersumpah untuk
semua dinding bahwa dinding itu miliknya, bukan milik temannya, maka

hukumnya bolell tetapi dinding itu tetap dibagi di antzua keduanya. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah, Syaf i, Abu Tsaur, Ibnu Mund zk, dansaya tidak
menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini.
Hal itu karena apabiia dua pihak yang berselisih tentang suatu benda itu
salah satunya tidak memiliki bukti, maka perkatarn yang dipegang adalah
perkataanorangyangmemegangbendatenebutdisertai .Apabila
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bendatersebut ada di tangan keduanya, maka masing-masing memiliki

sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataan mengenai

separohnya dengan disertai surnpahnya.

Apabila salatr satunya memiliki bukti, maka dinding tersebut ditetapkan

menjadi miliknya Apabila masing-masing memiliki bukti yang kontadffi
maka keduanya menjadi seperti orang yang tidak memiliki bukti. Apabila

keduanya memiliki bukti dankedganya menolak zumpall maka dinding tetap

milik keduanya seperti sediakala. Apabila salah seorang dari keduanya

bemurnpah danyang lain menolalq maka gugatan oftmgyangmenolak sumpah

itulelah, dan seluutrdinding mqjadi milikpihaklainApabiladindingmelekat

padabangunan salah seorang dari keduanya" makadinding itumiliknya

dengan disertai sumpahnya. ini menurutAbu Hanifatr dan Syaf i. Abu Tsar:r

berkata, "Ia tidak bisa menarik kembali dengan akad, dan perkataannya

tidakdihiraukan."

Menurut kami, secara lahir banggnan dinding ini dibangun sebagai satu

kesatuan. Apabila sebagiannya milik seseorang, maka sisanyajuga miliknya.

Sedangkan bangunan lain yang terpisah danjelas bahwa ia dibangun secara

tersendiri, maka seandainya ia dibangun bersamaan dengan dinding maka ia

pasti melekat padanya. Jadi, jelas batrwa itu bukan milik empunya dinding

yang diperselisihkan, sehingga kedudukannya harus dikuatkan. Apabila

seseorang bertanya, "Mengapa kalian tidak memberikan dinding itu

kepadanyatanpa sumpah?" maka kami katakan karena hal itujelas, tetapi

tidak yakin. Karena dimungkinkan salatr seorang dari keduarya membangun

dinding untuk temannya dengan strkarela berbarengan dengan membangun

diodirgtyq atau dahulu dinding itu miliknya lalu ia memberikanya kepada

temannya, atau ia membangunnya dengan upah. Karena ifu, sumpah

disyari'atkan lantaran adanya kemungkinkan, sebagaimana ia disyari'atkan

terkait hak pemegang barang dan semua orang yang diwajibkan benumpah.

Adapunjika dinding itu melekat pada salah satu dari kedua bangunan

dengan pelekatan yang tidak mungkin dibuat baru" seperti bangunan dengan

batu bat4 maka dari dinding yang telatr terbangun itu bisa diambil separoh
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batu bata, atau diganti dengan dengan batu bata yang baik yang

menghubungkan dua dinding. Al Qadhi berkat4 "Denganpelekatan ini, tidak

ada dugaanlebihkut bahwapemilikdindingmelalokanlnl ini untukmemiliki

dinding milik bersama." Menurut pendapat yang kuat dari Al Khiraqi, hal

tersebut diduga kuat dengan adanya pelekatan ini, sebagaimana hal tersebut

diduga kuat dengan adanya pelekatan yang tidak mungkin bam dibuat. Karena

secara lahir, pemilik dinding itu tidak membiarkan orang lain melakukan

tindakan pada dindingnya dengan mencabut batu batanya, mengubah

ban$manny4 dan melalokan sesuatu yang menunjukkan kepemilikannya,

sehingga kepemilikan empunya dinding harus dikuatkan dengan adanya

pelekatan ini, sebagaimana ia dikuatkan dengan fakta penguasaan tangan.

Meskiptn dimungkin terjadi penguasaan tangan secara ztralim dengan cara

mengambil tanpa lr;iaatau mencuri, atau meminj am, atau menyew4 rxrmun

hal tersebut tidak menghalangi penguatan kepemilikannya dengan adanya

penguasaantangan.

Pasal: Apabila salah seorang dari keduanya memiliki bangunan
diatas dinding,seperti dindingyang dibangun diatas dinding, kubah
dan semisalnya, maka dinding itu miliknya. Pendapat ini dipegang Syaf i,
karena meletakkan bangunan itu sama kedudukannya dengan penguasinn

tangan, karena sama-sama memetik manfaat darinya, sehingga sama

kedudukannya denganbarangbawaan di atas kendaraan dantanaman di
tanah. Juga karena secara lahir seseorang itu tidak membiarkan orang lain

membu,atbangunandiatasdindingnya"Begitujugaapabilaiamernilikipenrfrtp

di atasnya. Seandainya di dasar tembok terdapat kayu yang ujunya berada

di bawah dinding yang menjadi milik salah seorang dari keduanya, atau ia
memilikt azoj (sejenis banguun) di atasny4 maka dinding 1aqg dipenelisihkan

itu adalah miliknya. Karena secara lahir, kayu itu milik orang yang mendirikan

dinding di atasny4 sehingga banguran yang di atasnyajuga merjadi miliknya-

Pasal: Apabila salah seorang dari keduanya memiliki kayu yang

diletakkan pada dinding, maka para sahabat kami mengatakan bahwa
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dakwaannya tidak lebih kuat dengan hal tersebut. Ini juga merupakan

pendapat Syaf i. Karena pemasang kayu itu termasuk hal yang diboletrkan

bagi tetangg4 dan terdapat khabar yangmelarang tetangga untuk meletald<an

kayu pada dinding. Dan menurut kami, hal tersebut merupakan hak yang

wajib diberi jalan, sehingga hal tersebut tidak menguatkan dakwaan, sama

seperti menyandarkan barang pada dinding, memplasternya dan

Tetapi dimungkinkan hal tersebut menguatkan dakwaan. Ini adalah

pendapat Malik. Karena ia memanfaatkan dinding dengan meletal&an harta

bendanyapada dinding tersebut, sehingga ia serupa dengan orang yang

mendirikan bangunan di atasnya dan menarutm tanaman di tanah. Adanya

syari'at yang melarang seseorang mencegah tetangganya melakukan hal

tenebut bukanmerupakan dalil tentang hak orulg yang mencegah. Alasanny4

kita menjadikan tindakan seseorang meletakkan sesuatupada dinding sebagai

bukti keberadaan tindakantersebut merupakan hak yang abadi, hingga ketika

sesuatu itu hilang maka ia boleh mengembalikannya. Jugakarena keberadaan

tindakan tersebut sebagai hak itu disyaratkan adanyakebutuhan untuk

meletakkannya. Apabila tidak ada kebutuhan, maka pemilik dinding boleh

melarangnya. Mengenai toleransi, sesungguhnya kebanyakan orang tidak

toleran terhadap hal tersebut. Karena itr:" ketikaAbu Hurairah meriwayatkan

hadits dari Nabi SAW, maka mereka menggelengkan kepala sebagai tanda

tidak suka. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku lihat kalian

berpaling darinya? Demi Allah, aku pasti akan mencapakkannya di antara

pundak-pundak kalian." Mayoritas ulama fikih tidak mewajibkanpemberian

jalan untuk menggunakan hak ini, dan mereka mengarahkan hadits pada

hukurn maknrlr bukan haram. Juga karena dinding itu dibangun untuk manfaar

manfaat tersebut, sehingga dakwaan dapat dikuatkan dengan adanya

pemanfaatan. Para sahabatAbu Hanifah berkat4 "Dakwaan seseorang tidak

dikuatkan dengan adanya satu ranting yang melekat dinding, karena dinding

tidak dibuat untuk hal tersebut. Tetapi, dakwaan dapat dikuatkan dengan

adanya dua ranting yang melekat pada dinding, karena dinding dibuat unhrk

halyangdemikian-"
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Mentrrut kami, kayu itu diletalt<an pada dinding, sehingga sedikit atau

banyaknya kayu itu sama-sama menguatkan dakuraaru sama seperti bangunan

Pasal: Dakwaan tidak diunggulkan dengan keberadaan bagian dalam

mengarah ke salah seorang dari keduanya dan bagian luar, tidak pula dengan

keberadaan batu-bata yang utuh menghadap ke milik salatr seorang dari

keduanya dan potongan-potongan batu-bata mengarah ke yang lain, dan

tidak pula dengan adanya tambatan tali yang menarik pondok. Pendapat ini

dipegangAbu Hanifah dan Syaf i. Tetapi Abu Yusufdan Muhammad be*ata

'Dinding itu dihukumi sebagai milik orang yang bagian muka dinding dan tali

yang menarik pondok itu mengarah kepadanya. Karena Namr bin Haritsalt

At-Timimitt2 dari ayahny4 bahwa ada suatu kaum yang mengadung perkara

mereka kepadaNabi SAWmengenai tend4 lalu beliau mengutus Hudzaifah

bin Yaman untuk memutuskan perkara merek4 kemudian Hudzaifah

memutr:skan dinding milik orang png tambafan tali penrik pondok mengarah

kepadanya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman kembali kepada Nabi SAW

dan memberitatru beliau, lalu beliau bersaM4 " Kau benar dan bertindak

bailc "tt3 Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majatr. Iajuga meriwayatkan hadits

serupa dari Ali. Juga karena menurut kebiasaan yang berlaku, barangsiapa

yang membangun dinding maka ia akan mengaratrkan bagian depan dinding

kepadanya.

Kami berpegang pada cakupan umum saMa Nabi SAW "BuHi

rr2 Yang benar adalah Namran bin JariyatrAt-Tamimi, seb4gaimanayang disebutkan

dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Daruquthnr, sebagaimana akan

dijelaskan nanti.
rr3 HR Ibnu Majah (212343). Di dalam kitab Az-Zm,aiddisebutkanNamran bin

Jariyah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab I ts-Tsiqat.Ibnu Qaththan berakta,

"Hal ihwalnya tidak diketatrui." As-Sindi berkat4 "Para perawi meninggalkan riwayat
Dahsyam bin Qarran, sedangkan Syadz Ibnu Hibban termasuk perawi yangtsiqah."
Daruquthni berakta, "Tidak ada yang meriwayatkannya selain Dahsyam bin Qiran
yang statusnya lemah, dan sanadnya diperselisihkan." Menurutku, sanad hadits ini
sangat lemah karena ia berasal dari jalur Dahsyam bin Qanan dari Namran bin Jariyah

dari ayahnya.

@J -AlMughni



wajib diberikan pendala,va, dan sumpah wajib bagi orang yang

menyangkal. " tr4 hJgakarena seandainya kedua pihak bersekutu dalam

memiliki tembok, maka bagian muka tembok dan tambatan tali pondok itu

pasti mengarah ke salah satunya, karena tidak mungkin mengarah kepada

keduanya, sehingga indikasinya terhadap kepemilikan gugur, sama seperti

pemberian plaster Juga karena bagian muka tembok itu untuk perhiasan,

sehingga serupa dengan plaster. Hadits yang merekajadikan pegangan itu

tidak dinilai kuat oleh para ulama riwayat, dan sanadnya tidak diketahui,

sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mundzir. Asy-Syalanjittt berkata, "4ku

menyampaikan hadits ini kepadaAhmad, tetapi ia tidak menerimanya.

Kemudianaku kepadalshaqbinRabawailr,laluiaberkat4

"Ini bukan hadits." Ia tidak menilainya shahih. Sedangkan hadits Ali
mengandung kdtik. Mengenai kebiasaan yang mereka jadikan argumen,

justeru yang menjadi kebiasaan adalah menghadapkan muka tembok ke

luar agar dilihat orang, sebagaimana seseorang memakai pakaian dengan

bagian yang terbaik berada di luar dan tampak oleh manusia agar mereka

bisa melihatnya dengan tujuan berhias diri. Jadi, kebiasaan yang mereka

maksud tidak mengandung dalil.

Pasal: Dahvaanjuga tidak bisa dikua&an dengan adanya pemasangan

plaster dan renovasi, dan tidak pula dengan keberadaan salah seorang dari

keduanya memiliki penutup yang tidak dibangun di atas batu bat4 karena

hal tersebut termasuk sesuatu yang ditoleransikan dan bisa dibuat kemudian

(menltsul).

Pasal: Apabila pemilik bangunan atas dan bangunan bawah

bersengketa tentang dinding-dinding bangunan bawah, maka dinding-

rra HR Bukhari(5/25U) dan Muslim (311336) dengan lafazh, "Sumpahwajib bagi
terdakwa. " Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmi dzi (3/14342), Ibnu Majah (2/2321),

Daruquthni (4/157), Baihaqi dalam kitab As-Sunan (8/279). Al Albani dalam kitab
Irwa' Al Ghalil (2685) menilai hadits ini shahih.

tt5 Dia adalah Isma'il bin Sa'idAsy-Syalanji.
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dinding tersebut adalah milik empunya bangunan bawah, karena dialatl

pihak yang memanfaatkannya dan dindingdinding tersebut termasuk bagian

dari nnnah, sehingga ia milik empuryra nnnah" Dan apabila keduanya berselisih

tentang dindingdinding bangunan atas, maka iajugamilik empunyabangumn

atas dengan alasan yang sama.

Apabila keduanya bersengketa mengenai atap bangunan bawah, maka

keduanya saling bersumpah, dan atap tersebut menjadi milik bersama.

Pendapat ini dikemukakan Imam Syaf i. Tetapi Abu Hanifatr berkat4'Atap

tersebut milik empunya bangunan bawah, karena atap itu berada di atas

milikny4 sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Seperti

seandainya keduanya bersengketa mengenai sadel di atas kendaraan, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik kendaraan." Tetapi

dituturkan dari Malik bahwa atap tersebut milik empunya bangunan bawah.

Dan dituturkan pula darinya bahwa ia milik empunya bangunan atas, karena

ia duduk di atasny4 menggunakarurya dan tidak bisa tinggal kecuali dengan

ataptersebut.

Menurut kami, atap tersebut memisahkan antara dua bangunan

keduany4 kedr:anya sama-sama memanfaatkany4 dan iatidak melekat pada

bangunan salah satunya dengan kelekatan sebagian bagian dari bangunan,

sehingga atap tersebut milik bersama, seperti dinding di antara dua rumatr.

Pendapat mereka bahwa atap tersebut milik empunya bangrrnan bawah tidak

itu gugur dengan adanya dinding-dinding bagian atas, dan ia tidak serupa

dengan sadel di atas kendaraarU karena tidak ada yang memanfaatkan sadel

selain pemilik kendaraan, dan sadel tidak dibuat kecuali untuk pemanfaatan

tersebut, sehingga sadel itu berada dalam penguasaannya. Sedangkan atap

dimanfaatkan masing-masing pihak, karena ia ibarat langit bagi pemilik

bangunan bawah yang menaunginy4 dan ibarat bumi bagi pemilik bangunan

atas yang menopangny4 sehingga keduanyamemiliki kedudukanyang sama

dalammemilikiryia-

Pasal: Apabila pemilik banguran atas dan bawah bersengketa

@J -AtMughni



mengenai tangga untuk nailg maka apabila di bawatrrya tidak ada properti

milik empunya bangunan bawalr, seperti tangga yang dipaku dan teras, maka

ia milik empunya bangunan atas saj a. Karena dialah y*g menguasai dan

menggunakan, karena tangga tersebut adalah alat unhrk naik bagi empunya

bangruran atas, tidak lain. Alas tangga itujuga mejadi milikny4 karena hanya

diayangmemanfaatkan.

Apabila di bawah tangga terdapat lipatan yang dibangun untuk

dijadikanpijakan bagi orang atas, maka ia milik bersama keduanya keduanya

sama-sama menguasainya- Juga karena ia merupakan atap bagi orang bawah

dan pijakan kaki bagi orang atas, sehingga sama seperti atap yang ada di

antara keduanya. Dan apabila di bawahnya terdapat lengkungan kecil yang

tangga itu tidak dibangun untuknya melainkan unhrk dijadikan properti untuk

merumpung air dan semisalny4 maka ia milik empwrya bangunan atas, karena

ia dibangrlr untuk kepentinganrya saja. Dan dimtrngkinkan ia milik bersam4

karena keduanya sama-sama menguasai dan memanfaatkan, sehingga seperti

atap.

Pasak Seandainya keduanya berselisih mengenu musannaht I 6 6t 1214

sungai salah seorang dari keduanya dan tanah yang lain, maka keduanya

saling bersumpah, dan bendungan tersebut milik bersama, karena ia adalatt

penyekat antaxa dua mililg sehingga ia seperti dinding di antara dua bangunan-

Pasal: Apabila di antara keduanya terdapat dinding milik
bersama lalu ia runtuh, lalu salah satunya menuntut dinding itu
dibangun kembali dan yang lain menolakomaka apakah yang menolak

itu dipaksa untuk membangunnya kembali? Al Qadhi berkata, "Ada

dua riwayat pndapat. Pertama, ia dipaksa untuk membangunnya kembali.

Pendapat ini dikutip Ibnu Qasim, Harb dan Sindi." Al Qadhi berkata,

"Pendapat ini lebih shahih." Ibnu'Uqail berkata, "Para sahabat kami

116 Bendungan yang dibangun untuk membendung air bah atau sungai, dan memiliki
pintu air yang dapat dibuka sesuai kebutuhan.
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memegangpendapattersebtrt.Malik demikiamdalarnsalatrsatu

dari dua riwayatrya, dan Syaf i dalam qaul qadim-nya. Sebagian sahabat

Syaf i memilihpendapat ini dan merrilairyra shahilr" Karena ketidak-mauannya

untuk membangur dinding itu menimbulkan kerugian, sehingga ia harus

dipaksa. Sebagaimana seseorang dipaksa trrtuk membagi dinding apabila

salah satu pihak menuntutnya, atau dipaksa merobohkan apabila

dikhawatirkan dinding itu roboh menimpa keduanya, berdasarkan sabda

Nabi SAW, " Ti dak b ol eh membahayakan diri s endiri dan orang lain. " 117

ttTHadits ini diriwayatkan'Ubadah bin Shamit,Ibnu'Abbas,Abu Sa'idAlKhudri,
Tsa'labah bin Abu Malik Al Qardhi dan Abu Lubabah. Adapun hadits 'Ubadah
diriwayatkan dari jalur Musa bin 'Uqbah, dari Ishaq bin Yahya bin Walid, dari 'Ubadah
secara marfu'. Hadits ini dicantumkan Ibnu Majah (212340),Ahmad dalamMusnad-
inya (5/326). Sanad ini terputus karena Ishaq bin Yahyatidak pemah bertemu dengan

'Ubadah.
Adapun hadits Ibnu 'Abbas diriwayatkan Ibnu Majah (212341) danAhmad dalam

Musnad-nya (l/313) dari jalur Jabir Al JU'fi dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, dan di
dalamnya terdapat tambahan: sanad hadits lemah karena lemahnya Jabir Al Ja'fi.
Hadits Ibnu 'Abbas ini juga diriwayatkan Daruquthni (4/228) dari jalur Dawud bin
Hushain dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Al Hafizh dalam kitab At-Taqrib berakta,
"Dawud bin Hushain adalah perawi tsiqahkecuali menurut 'Ikrimah."

Menurutku, hadits ini diriwayatkan dari 'Ikrimah, tetapi tidak dipermasalahkan
dalam kitab I sy-Syawahid. Tetapi, ia memiliki jalur riwayat lain yang disebutkan Az-
Zaila'i dalam kitab i/as hb Ar-Rayah (4/384,3 85) dari Samak dari 'Ikrimah dari Ibnu
'Abbas. Kondisi Samak sama seperti kondidi Dawud bin Hushain dalam
meriwayatkannya dari ik. Al Hafizh dalam kitab I t-Taqrib berkat4 "Dia orang yang

sangat jujur, n:rmun riwayatnya dari 'Ikrimah saja yang simpang-siur."
Adapun haditsAbu Sa'id Al Khudri diriwayatkan darijalur'Utsman bin Muhammad

bin 'Utsman bin Rabi'ah bin Abu Abdurrahman Ar-Razi dari Abdul 'Azizbin
Muhammad Ad-Darawardi dari 'Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abu
Sa'idAl Khudri. Hadits ini dicantumkanDaruquthni (4D28)Baihaqi(6/69),Hakim (2/
857). 'Utsman bin Muhammad ini meriwayatkan hadits sendirian., dan statusnya
lemah sebagaimana yang dikatakan Daruquthni. Hadits ini juga dicantumkan Malik
dalam kitab I I Muwoththa'(21745,30) dari 'Amr binYahyaAl Mazini dari ayahnya
secara madu '. Dan ini adalah hadits mursal yang shahih sanadnya.

Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin 'Ayyas dari
Ibnu 'Atha'dari ayahnya dari Abu Hurairah. Hadits ini dicantumkan Daruquthni (4/
228). Az-Zaila'i dalam kitab Nashb Ar-Rayah mengatakan, "Status 'Ayyas
diperselisihkan." Dan lbnu 'Atha'dimaksud adalahya'zub bin 'Atha'binAbu Rabah
yang statusnya lemah, sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh dalam kitab I t-Taqrib.
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Orang ini dan sekutunya sama-sama menderita kerugian lantaran ia tidak

mau membangun dinding itu lagi.

Adapun riwayat pendapat kedua adalah ia tidak dipaksa. Dikutip dari

Ahmad keterangan yang menunjukkan hal tersebut dan ia lebih kuat dalilnya

dan merupakan madzhab Abu Hanifatr. Karena kepemilikan tersebut tidak

memiliki kemuliaan dalam dirinya sehinggapemiliknyatidak dipaksa unnrk

membiayainya, seperti seandainya dia memilikinya sendiri. Juga karena itu

adalah membangun ulang dinding, sehingga ia tidak dipaksa melalarkanny4

sama seperti membangun dinding dari awal. Juga karena paksaan itu tidak

terlepas dari kepentingan dirinya, atau kepentingan tetangganya, atau

kepentingan keduanya. Ia tidak boleh dipaksa untuk kepentingan dirinya,

Adapun hadits Jabir disebutkan Al Haitsami dalam kitab Al Mujmo'(4/ll0).
Iaberkata, "Hadits ini diriwayatkan Thabrani dalam kitab Al Ausath, dan di dalam
sanadnya terdapat Ibnu Ishaq yang statusnya tsiqah tetapi dipalsukan."

Adapun hadits 'Aisyah RA diriwayatkan Daruquthni (4i I l0) dari jalurAl Waqidi
dari Kharijah bin Abdullah bin Sulaiman bn Zaid bin Tsabir dari Abu Rijah dari
'Amrah dari 'Aisyah. Di dalam sanadnya terdapatAl Waqidi yang statusnya matruk
(ditinggalkan). Tetapi hadits ini memiliki jalur riwayat lain. Al Haitsami
menyebutkannya dalam kitab Al Majma' (4/ll0) dan berkata, "Thabrani
meriwayatkannya dalam kitab At Ausal&. Samd bin Ahmad bin Rusydin adalah Ibnu
Muhammad bin Al Hajjaj bin Rusydin. Ibnu 'Adi berkat4 "Mereka mendustakannya."

Adapun hadits Tsa'labah diriwayatkan Thabrani dalam Mu'jam-nya, dari
Muhammad bin Abu Shaigh Al Makki dari Ya'qub bin Humaid bin kasih dari Ishaq

bin Ibrahim maula Muzayyanah dari Shafivan bin Sulaim dari Tsa'laah bin MalikAl
Qarzhl Az-Zaila'imenyebutkannya dalam kitab Nashb Ar-Rryah@1385)dan statusnya

lemah. Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Ibrahim. Al Hafizh dalam kitab lt-
Taqrib berkata, "Hadits ini lemah."

Adapun hadits Abu Lubabah diriwayatkan Wasi' bin Hibban darinya. Hadits ini
dikeluarkan Abu Daud dalam kitab Al Marasil (hlm. 29a) dengan lafazh, "Tidak
boleh membahayakan diri sendiri dalqm Islam, dan tidak boleh membahayakan
orang lain. " Sanad hadits terputus antara Wasi' dan Abu Lubabah. Lagi pula, di
dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq yang statusnya pemalsu hadits.

Hadits dengan jalur riwayat lebih dari sepuluh ini meskipun lemah secara satu per

satu, namun banyak di antaranya yang tidak parah kelemahannya. Apabila
sebagiannya digabung dengan sebagian yang lain, maka hadits ini menjadi kuat
karenanya dan meningkat ke derajat shahih. An-Nawawi dalam kitab Al Arba'in An-
Nawawiyyah menilai hadits ini hasan. Jadi, hadits ini bisa dibilang shahih.
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dengan dalil kondisi ketika ia memiliki dinding itu sendiri. Tidak pula untuk

kepentingan orang lai4 seperti seandainya tetangganya memiliki dinding itu
sendiri. Jikamasing-masingtidak diwajiblcanmembangurdinding, makabegtu

pula jika keduanya sama-sama memilikinya bersama.

Ia berbeda dengan pembagian harta bersama, karena hal tersebut

untuk menghindarkan mudharat dari keduanya dengan cara yang tidak
menimbulkan mudahrat. Sedangkan membangun dinding itu mengandung

mudharat karena ada biaya. Ia tidak wajib dipaksa untuk menghilangkan

mudharat dengan hal yang tidak mengandwrg mudhara! sebagaimana ia tidak

bisa dipaksa trntuk menghilangkan mudharat dengan hal yang mengandung

mudharat, dengan dalil pembagian harta bersama yang mengakibatkan

mrdlmrat.

Ia juga berbeda dari meruntuhkan dinding apabila dikhawatirkan

runhrh, karena dikhawatirkanjatuhnya dinding itu menimpa sesuatu yang

bisa rusak, sehingga ia diwajibkan unhrk menghilangkannya. Karena itq ia
dipaksa untuk merobohkarury4 meskipun ia sendiri yang memiliki dinding,

berbeda dengan masalatr yang kita bahas ini. Kami tidak menerima batrwa

ketidak-mauannya untuk membangun kembali dinding itu mengakibatkan

mudharat, karena mudharat itu terjadi akibat keruntuhannya. Ketidak-

mauannya itu hanya mengakibatkan tidak tercapainya manfaag dan hal ini
tidak menghalangi seseorang rmtuk enggar5 dengandalil kondisi permulaan

Kalau pun karni menerima bahwa ketidak-mauannya itu menimbulkan

mudharat, maka pemaksaannya juga menimbulkan mudharat, sedangkan

mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat. Terkadang orang yang

enggan itu tidak memperoleh manfaat pad dinding, atau mudharat yang

diterimanya lebih besar daripada manfaat. Atau ia dalam kondisi sulit dan

tidak memiliki sesuatu untuk membangun dinding, sehingga hal tersebut

membebaninya biaya padahal dia tidak mampu.

Berdasarkan riwayat pendapat ini, apabila salah seorang dari keduanya

menolak" makatidak dipaksa. Apabila sekunurya ingin membangun dinding,

maka ia tidak boleh mencegahny4 karena sekutunya itu memiliki hak dan
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bekas-bekas dinding di tanah sehingga tidak boleh dil arang.Iajuga boleh

membangun dinding dari reruntuhannya apabila ia maq dan membangunnya

dengan alatrya. Apabila salah satu pihak tenebut membangun dinding dengan

reruntuhan dan alat sekutunya, maka dinding itu milik bersama seperti

sediakala. Karena yang dibiayainya adalah yang rusak, dan itu adalah bekas,

bukan benda yang dimilikinya. Apabila dia membangunnya dengan alatrya

sendiri, maka dinding menjadi miliknya pribadi, dan ia boleh rnelarang

sekutunya untuk memanfaatkannya dan meletakkan kayupadany4 karena

dinding tersebut adalah miliknya. Apabila iahendak merobohkanny4 maka

bila ia membangururya dengan alatrya sendiri, maka hukumnya boleh karena

dinding itu adalah miliknya sendiri. Apabila sekutunya mengatakan, "Aku
beri kamu separoh nilai dinding, dan kamujangan merobohkanny4" maka

dia tidak boleh dipaksa menerimanya, karena ketika tidak dipaksa unhrk

membangunnya, makajuga tidak dipaksa membiarkannya tetap berdiri.

Apabila orang ketiga bermaksud merobohkannya atau memaksa
pembangunnya untuk merobohkarury4 maka hukumnya tidak boleh menurut

dua pendapat. Karena apabila orang ketiga itu tidak berhak melarang

membangunnya, maka ia tidak berhak memaksa pembangunnya unfuk
merobohkannya.

Apabila seseorang memiliki hak pemanfaatan dan meletakkan kayu
pada dinding, lalu ia berkata kepadanya, "silakan pilih antara menerima

dariku separohnilainya dan membiarkanku memanfaatkan dinding dan

meletakkan kayu padanya, atau kau cabut dindingmu agar kita bisa

membangun kembali dinding milik bersam4" maka dia wajib menerimany4

karena ia tidak berhak membatalkan haknya dan pemanfaatarurya terhadap

bangunan. Tetapi jika ia tidak bermaksud memanfaatkannya, tetapi ia
menuntut pembangunnya untuk membayar denda atau nilai, maka
pembangunnya tidak harus memenuhi tuntutannya. Karena bila dia tidak
dipaksa untuk membangun, maka terlebih lagi dia tidak dipaksa membayar

denda Kecualijika dia diizinkan untuk membangun danmembiayai, sehingga

wajib membayar sesuai yang diizinkan.
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Berdasarkan riwayat pendapat pertama, manakala dia menolak

membayar, maka hakim memaksanya. Bila dia tidak melakukanny4 maka

hakim mengambil sebagian hartanya dan digunakan unhrk membiayainya.

Apabila dia tidak memiliki harta dan sekutunya membiayainya dengan izin
hakim, atau dengan izinny4 maka sekutu menturtut ganti darinya manakala

ia mampu. Apabila dia bermaksud membangunny4 maka sekutunya tidak
bolehmelarangnya.

Mengenai biaya, apabila dia mengeluarkannya dengan sukarela,

maka tidak boleh meminta ganti. Apabila dia bemiat meminta ganti,

maka apakah dia berhak memintanya? Ada dua pendapat, berdasarkan

ketentuan ketika dia membayarkan utang sekutunya tanpa izinnya. Apabila

dia membangumya untuk kepentingan dirinya dengan alat sekutuny4 maka

itu milik bersama. Apabila dia membangunnya dengan alatnya sendiri,

maka itu milik pribadi. Apabila dia ingin merobotrkanny4 maka itu haknya,

kecuali sekutunya menyerahkan kepadanya separoh nilai dinding, sehingga

ia tidak berhak merobohkannya. Karena apabila dia dipaksa untuk
membangunny4 maka terlebih lagi dia bisa dipaksa untuk membiarkannya

tetapberdiri.

Pasal: Apabila di antara dua lahan tidak terdapat dinding lama,

lalu salah satu pemiliknya menuntut yang lain untuk membangun

dinding unfuk memisahkan lahan keduanya, lalu ia menolak, maka

ia tidak dipaksa membangunnya menurut satu riwayat. Apabila dia

ingin membangunnya sendiri, maka ia tidak berhak membangun kectrali di
latrannyasendiri,karenaiatidakbolehmelakukantindalonpadamilikpribadi

tetanggany4 dan tidak pula pada milik bersarna. Saya tidak menemukan

perbedaan pendapat dalam masalatr ini.

Pasal: Apabila banguran bawah milik seseorang dan bangunan atas

milik orang lain, lalu atap yang memisahkan keduanya runtuh, lalu salah

satunyamenurtutyanglainwtuk,makaapakahyangmenolak
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itu bisa dipaksa? Ada dua riwayat pendapat, sama seperti dinding di antara

dua rwnah. Syaf i memiliki duapendapat seperti duariwayattenebut. Apabila

dinding bawah runtuh lalu pemilik bangunan atas menuntut untuk

membangunnya kembali, maka ada dua pendapat mengenainya . Peftama,

ia dipaksa. Ini adalah pendapat Malik,Abu Tsaur dan salah satu dari dua

pendapat Syaf i. berdasarkan riwayat pendapat ini, ia dipaksa untuk

membangnnnya sendiri, karena dinding itu adalah milik prib adinya. Kedua,

ia tidak bisa dipaksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Apabila pemilik

bangunan atas ingin membangunnya, maka ia tidak dilarang menurut dua

riwayat pendapat. Apabila ia membangunnya, maka dinding itu seperti

sediakala. Apabila ia membangrrnnya dengan alatnya, maka diriwayatkan

dari Ahmad bahwa pemilik bagian bawah dilarang-maksudnya sampai ia

membayar nilainya-sehingga dimungkinkan ia tidak boleh mendiaminya.

Ini j uga merupakan pena han. Karena rumah itu dibangun untuk ditinggali,

sehingga dia tidak berhak menempa.ti, sama seperti orang lain. Dimungkinkan

ia bermaksud memanfaatkan dinding{inding secara klnsus seperti memasang

kayu, memaku pasak, dan membuka celah, dan ia berhak meninggali rumah

itu tidak melakukan tindakan terhadap milik orang lain. Ini adalah madzhab

Syaf i. Karena tinggal dimaksud adalah berdiam di sekitar dinding-dinding,

dan itu serupa dengan bemaung dengan dinding dari luar.

Adapunjikapemilikbangrnanbawatrmenuntut dindittg

dan pemilik bangunan atas menolak, maka ada dua riwayat pendapat.

Pertama, dia tidak dipaksa membangrnnya dan tidak pula membantunya.

Ini adalah pendapat Syaf i, karena dinding tersebut adalah milik empunya

bangunan bawah secara pribadi, sehingga orang lain tidak dipaksa untuk

membangunnya dan membantunya, seperti seandainya dia tidak berada di

atasnya. Kedua, dia dipaksa untuk membantunya dan membangun

bersamanya. Ini adalah pendapat Abu Darda' . Karena itu adalah dinding

yang keduanya sama-sama memanfaatkannya, serupa dengan dinding di

antaraduarumah.

Pasal: Apabila di antara dua rumah terdapat satu dinding milik salatt
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satudarikeduanl'4 kemudiandindingituruntulr,lalusalatrsatudarikeduanya

meminta yang lain untuk membangunnya atau membantu dalam

namun ia menolak, maka ia tidak dipaksa karma

yang menolak adalah pemiliknya, maka ia tidak bisa dipaksa untuk
membangun kembali milik pribadinya, sama seperti dinding orang lain.

Apabila yang menolak adalah pihak lain, maka ia tidak dipaksa untuk
membangun dinding milik orang lain dan tidak pula membantunya. Hal ini
tidak berlaku pada dinding bangunan bawah dimana pemiliknya dipaksa

untuk membangunnyameskipuniamemilikinya sendiripribadi. Karena secara

lahir,pemilikbangunanatasmemilikihakuntukmerrbiarkandindingnlaberdiri

di atas dindingdinding bangunan bawatr selama-lamany4 sehingga pemilik

bangruran bawah harus memberi jalan bagi halmlaa. Berbeda dengan masalatr

yang kita bahas. Apabila pemilik dinding ingin membangunnya atau ingin

merobohkan dinding sesudah membangunnya, maka tetangganya tidak
berhak mencegahny4 karena dinding itu adalatr miliknya pribadi. Apabila
tetangganya bermaksud membangunnya, atau merobohkannya, atau

melakukan tindakan padanya, maka hukumnya tidak boleh karena ia tidak

memilikihakpadarya

PasaL Manakala salah seorang dari dua sekrru merobohkan dinding

atau atap yang ada di antara keduany4 maka dilihat terlebih dahulu. Apabila

dikhawatirkan runtuh dan harus dirobohkan, maka yang merobohkannya

tidak menanggrurg apapun, dan keadaan seperti seandairyra ia nnrfuh seirdiri.

Karena ia melalarkan kewajiban dan menghilangkan mudharat yang terjadi

akibat dinding. Apabila ia merobohkannya bukan karena

alasan tersebut, maka wajib membangunnya kembali, baik dia
merobohkarurya karena ada keperluan atau bukan" baik dia berkomitmen

untuk mengembalikannya atau tidak, karena mudharat terjadi akibat

perbuatannya sehingga ia wajib mengembalikan dinding tersebut.

Pasal: Apabila kedunya sepakat untuk membangun dinding
milik bersama dengan biaya separoh-separoh, namun kepemilikan
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di antara keduanya adalah sepertiga dan dua pertiga, maka hukumnya

tidak sah. Karena itu berarti dia mengadakan perdamaian atas sebagian

miliknya dengan sebagian yang lain, sehingga tidak sah. S eperti seandainya

seseorang mengakui dalcwaan tentang sebuahrumall lalu penggugat berdamai

dengan tergugat dengan ketentuan penggugat mendiami rumah tersebut.

Seandainya keduanya sepakat masing-masing pihak boleh membebani

dinding dengan apayang saja dimauinya, makatidakboleh karenatidak

definitifrrya beban yang diletakkan pada dinding. Karena bisa jadi ia
membebaninya dengan beban-beban yang tidak sanggup ditahan dinding.

Dan apabila keduanya sepakat unhrk menggunakan separoh-separoh, maka

htrkumnyaboleh.

Pasal: Apabila di antara lahan terdapat sungai atau kanal atau

kincir air atau mata ai4 dan ia perlu dibangun, maka ada dua pendapat

mengenai pemaksaan kepada pihakyang menolak. Dituturkan dari

Abu Hanifah bahwa dia dipaksa urtuk membiayai, karena mitranya tidak

mungkin untuk membaginy4 sehingga mengakibatkan kerugian bagi mita
yang lain, berbeda dengan tembok, dimana keduanya bisa membaginya.

Namun lebih baik adalah diratakan, karena pembagian halaman itu bisa

merugikan keduanya, sedangkan pembiayaannya justeru lebih memberi

manfaat bagi keduany4 sehingga keduanya memiliki kedudukan yang szlma

Hukum yang berlakupadakincir angin dan kincir air itu sama seperti hukum

yang berlaku pada tembok, sebagaimana telah kami jelaskan.

Adapun sumur dan sungai, masing-masing mita berhak membiayai

perawatannya. Apabila dia membiayainy4 maka dia tidak berhak melarang

mitanya untuk mengambil airbagiannya karena air itu memancardari milik

keduanya, dan salah satunya hanya memiliki keistimewaan adalah

memindahkan tanah liat darinya, namtrn dia tidak boleh melakukan apaptn

pada pokok bendanya, sehingga serupa dengan dinding ketika seorang mitra

dengan alatrya. Hukum mentrntut kembali biaya di sini sama

seperti hukum menuntut kembali biaya yang dikeluarkan untuk dinding

sebagaimana telah dij elaskan.
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Pasat Apabila dua orang memiliki duapintu di koridor (alan sempit)
yang buntu, dimana salah satu pintu berada di ujung koridor tersebut dan
yang lain ada di dalamny4 maka orangyang berada di dekatpintu ituberhak
memindalrlanpintwryrake dekatpintukoridor, karenadia bertrakmemperoleh

akses langsung ke pintunya yang lama. Manakala dia bermaksud
memindatrkan pintunya ke tempatrya semul4 maka itu merupakan haknya,

dan hak tersebut tidak gugrr. Apabila dia ingin memindahkan pintunya ke
depan koridor, maka itu tidak diperbolehkan. pendapat ini dinyatakan Imam
Ahmad, karena dia memajukan pintunya ke tempat dimana dia tidak
memperoleh akses. Tetapi dimungkinkan hal itu boleh, karena dia berhak
meletakkan pintunya pada waktu pertama kali membangun pada tempat
mana saj a yang dimauinya- Jadi, membiarkan pintu berada di satu tempat itu
tidak menggugurkan haknya. Sebagaimana mengalihkan pintu setelah

membukanya tidak menggugurkan hak tersebut. Juga karena dia berhak
selunrh dinding sehinggatidak terhalang untuk meninggikan

dinding hanya pada ternpat pintu saja.

Adapunpemilik pintu kedua, apabila dibagian dalam koridor itu
terdapat pintu milik orang laia maka hukurnnya seeerti pernilik pintu pertama-

Tetapi apabila tidak adapintu laiq maka boleh mengubah pintuqrake tempat

mana saja, karena pintu tersebut berada sesudah pintu pertam4 dan tidak
ada yang komplain selama berada di belakang pintu pertama- Berdasarkan

kemungkinan yang kami seburtkar\ maka masing-masing berhak melalarkan

haltersebut.

Seandainya masing-masing membuka pintu lain di rumahya, atau

membagi rumatrnya menjadi dua rumah dimana dia membuka pintu untuk
masing-masing rumah, maka diperbolehkan apabila dia meletakkan kedua
pintu itu di tempat aksesnya. Apabila rumah salah satu dari keduanya
menjorok ke jalan yang tembrs atau koridor yang tembus, lalu dia membuka

satu pintu di temboknya menuju jalan tersebut, maka diperbolehkanjuga,
karena dia memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. Apabila
dikatakan bahwa tindakan ini dapat mengganggu pengguna gang, karena dia
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menjadikan gang tembus dari jalan, maka kami katakan bahwa gang tersebut

tidak tembus, melainkan rumahnya yang tembus, dan tidak seorang pun yang

berhak menjadikan rumahnya sebagai akses.

Adapun jika pintunya berada di pinggir jalan besar, dan rumahnya

menjorok ke koridor yang tidak tembus, lalu dia membuka pintu ke koridor

untuk memperoleh akses, maka tidak diperbolelrkan, karena dia tidak memiliki

hak pada gang yang terkadang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tetapi

dimungkinkan hal itu diperbolehkan, sebagaimana kami sampaikanpada

pendapat di atas.Apabila dia membukapintururnahbukan untukmemperoleh

akses, atau membuat pintu yang dikunci atau jeruji, maka diperbolehkan,

karenadiaberhak seluruhdinding, apalagi sebagiannyasaja.

IbnuAqil berkat4 "Menurut say4 hal tersebut mungkin tidak diperbolehkan,

karena bentuk pintu lambat laun dapat digrrnakan sebagai bukti atas hak

akses, sehingga merugikan pengguna gang, berbeda dengan menghilangkan

tembok, karena itu tidak mengindikasikan apapun.

Pasal: Apabila seseorang memiliki dua rumah yang menempel dan

saling membelakangi, dan pintu masing-masing berada di koridor yang tidak

tembus, lalu diamenghilangkan sekat di antarakeduanya dan menjadikarurya

satu rumalq maka itu diperbolehkan. Apabila diamembukapintu dari masing-

masing rumah itu agar bisa memperoleh akses dari masing-masing koridor,

maka itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan olehAl Qadhi,
karena hal tersebut menetapkan akses pada jalan yang tidak tembus dari

rumah yang tidak memiliki jalan. Juga karena hal tersebut barangkali dapat

mengakibatkanhak syuf al menurut pendapat ulama yang menetapkan

sytf ' ah denganj alan bagi masing-masing rumah di koridor rumah yang lain.

Tetapi dimungkinkan hal tersebut diperbolehkan, karena dia berhak

menghilangkan selunrh sekat, apalagi sebagiannya saj a- Alasan larangan yang

kami sampaikan itu gugw dengan adanya kasus ketika pemilik rumah

menghilangkan selunrh dinding. Dalam setiap kasus yang menunrt kami dia

tidak berhakmelakr:kanny4 apabilapenggrrnajalanmengadakan
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dengannya dengan kompensasi tertentu, atau mercka mengizinkannya tanpa
kompensasi, maka itu diperbolehkan.

Pasal: Apabila pemilik dua pintu di gang saling bersengketa
dan menggugat, sedangkan pada jalan tersebuttidakadapintu selain
pintu keduanya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat.

Pertama, gang dari ujung depan ke pintu yang berada di ujung depan
gang itu dibagi di antara keduanya, karena keduanya memiliki hak akses
pada jalan tersebut. Sedangkan sesudatrnya hingga ujung belakang milik
pihak lain, karena alaesjalan tenebut hanya miliknya sehingga dia memiliki
kuasa dan hak guna. Kedua, dari ujung depan hingga akhirtembok pihak
pertama dibagi di antara keduany4 karena jalan yang berada di samping
tembok itu milik keduanya, dimana keduanya memiliki hak gunapadany4
dengan alasan bahwa orang pertama boleh membuka pintu pada tembok
mana sajapng diinginkanrrya sedangkan bagian setelahujungtembok adalah
milik pihak kedua, karena ia tidak berada di pelataran pihak pertama dan ia
tidak memiliki hak akses kesana. Ketiga, seluruh gang dibagi di antara
keduanya, karena keduanya s:rma-sama memiliki hak kuasa dan hak guna.
Demikianlatr pula hukum yang bedaku apabila seseorang mendiami lantai
atas dan orang lain mendiami lantai bawalr, dan penghuni lantai atas memiliki
tangga di tengah pelataran rumah, lalu keduanya bersengketa mengenai
pelataran tersebut. Bagian dari tangga ke pintu pelataran dibagi di antara
keduany4 sedangkan bagian sesudah tangga hingga ujung dalam pelataran
mengikuti dua pendap at. Pertama, milik penghuni lantai bawah. Kedua,
dibagi di antara keduanya. Apabila tangga berada di sisi dalam pelataran,
maka pelataran dibagi di antara keduanya karena ada hak kuasa dan hak
gunakeduanya- Berdasarkanpendapat yang mengalakan batrwa ujung depan
gang itu ktrusus untuk pemilik pintu depaq maka hendaknya dia mengganti
pintunya dengan pintu yang khusus. yaitu membuat koridor pintu, atau
memasukkan daun pintu ke dalam rumah sehingga tidak mengganggu
tetangganya, serta tidak meletakkan sesuafu di atas temboknya, karena
tembok itu adalah milik pribadinya-
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Pasal: Seseorang tidak boleh menggunakan apa yang menjadi

miliknya dengan cara yang dapat merugikan tetangganya, seperti

membangun kamarmandi antara rumah-rumahwarg4 atau membuka pabrik

roti di antara dua penjual parfum, atau menjadikannya tempat pengolahan

kayu karena dapat menggetarkan tembok-tembok dan merobohkanny4 atau

menggali sumtr di samping sumur tetangganya sehingga dapat menyedot

airya. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabatAbu Hanifah. Ada riwayat

lain dari Ahmad bahwa tindakan-tindakan di atas tidak dilarang. Pendapat

ini dipegang oleh Syaf i dan sebagian sahabatAbu Hanifah, karena itu adalah

tindakan atas milik pribadi, tidak ada hak orang lain yang melekat padany4

sehingga tidak dilarang. Seperti seandainya dia memasak makanan di

rumahnya dan atau membuat roti. Tetapi mereka menerima larangan pekerjaan

yang menggunakan alat ketuk (seperti palu) karena dapat merobohkan dan

merapuhkantembok.

Kami berpegang pada sabda Nabi Saw., "Tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan orang lain." Semua tindakan ini
membahayalan tetangga sehingga dilarang, seperti kehrkan keras yang dapat

menggoncang tembok, mengairi tanah yang dampaknya dapat merusak

tembok tetanggany4 atau menyalakan api yang dampaknya dapat membakar

rumah tetangga. Para ulama mengatakan, "Di sini api yang dinyalakannya

besar-besar dan air yang disiramnya itu dapat merembet kepada milik orang

laia sehingga seperti seandainya ia merembetkannya dengan sengaj a. Menrnrt

kami, asap adalah bagian dari api yang dinyalakannya, sehingga dengan

demikian ia mengirimkan asap ke milik tetangganya. Adapun asap roti dan

masakan itu mudharatnya kecil, tidak mungkin dihindari, dan harus ada

tolerarui di dalamnya.

Pasal: Apabila permukaan tanah seseorang lebih tinggi daripada

permukaan tanah orang lain, maka pemilik tanah yang lebih tinggi
tidak boleh naik ke tanahnya sedemikian rupa sehingga bisa melihat
permukaan tanah tetangganya, kecuali dia membangun tabiryang
menufupinya. Imam Syaf i berkat4 "Diatidakhanrs membuattabir, karena
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ini adalah sekat di antara keduany4 sehingga salatr satunya tidak dipaksa

untuk membuatry4 sama seperti pemilik tanatr yang lebih rendatr.

Menurut kami, tindakan tersebut merugikan tetangganya sehingga

dilarang, sama seperti melalnrkan ketukan keras yang menggoncang tembok.

Hal itu dilarang karena dia mengamati dan melihat privasi tetangganya,

sehingga sama dengan melihatrrya dari celah pintu larangan hal ini ditrndul*an
oleh sabda Nabi Saw., " seandairqta seseorang mengintipmu lalu kamu

melemparnya dengan batu hingga matanya tercongkel, maka knmu
tidak berdosa. 'rr8 Ini berbeda dengan pemilik tanatr yang lebih rendah,

karena tindakannya tidak membayakan pemilik tanah bagian atas, dan tidak
pula mengarnati rumalurya-

Pasal: Apabila adalahan tembok di antara kedua rumahr lalu
kedua pemiliknya sepakat untuk membaginya, maka itu
diperbolehkan; baikkedtranya secaramemanjangataumelehr,

karena pelataran tersebut adalah milik keduanya, dan ia tidak keluar dari
kuasa keduanya. Apabila keduanya berselisih dimana yang satu meminta
dibagi, yaitu dia diberi separo panjang pada seluruh lebar, dan yang lainjuga
menerima hal yang sama, maka para satrabat kami mengatakan, '?ihak yang

menolak boleh dipaksa untuk membagi." Ini merupakan madzhab Syaf i.
Karena pembagian tersebut tidak merugikan. Apabila keduanya berbagi,

makakeduanyadiundi.

N{asing-masing me,rnperolehbagiann}a sesuai wdiar Tetapijile lahan

tersebut telah didirikan bangrurarl maka tidak ada penjelasan Apabila belum

ada bangunanny4 maka masing-masing boleh mendirikan bangrman pada

bagiannya. Apabila masing-masing bermaksud memasukkan sebagian

pelatarannya ke dalam rumahnya, maka itu diperbolehkan. Apabila masing-

masing ingin menambah temboknya dari pelataran bagiannya maka itu j uga

diperbolehkan"

rrt HR Bukhari (1216902),Muslim (3/l 669, 2158)danAhmad dalam Musnad-nya
(2n$,428).



Namurt dimungkinkan oftrng yang menolak itu tidak dipaksa berbagi,

karena pembagian itu mengakibatkan kepemilikan pribadi masing-masing

atas sebagian tembok yang berhadapan dengan milik mitanya dan hilangnya

kepemilikan mitranya, sehingga dia mengalami kerugian, karena dia tidak

memiliki kuasa atas tembok yang menutupi miliknya. Barangkati salah satu

mita tidak membangrrn tembokny4 sehinggamasing-masing masing-masing

terbuka Atau dia membangun tembok, tetapi melarang meletakkan kayu di

atasnya, dan ini adalah sebuah kerugian. Tidak ada aturan syariat yang

memaksa pihak yang menolak.

Barangkali ada yang berkata, jika masing-masing bermitra, maka

mereka boleh melarang mitanya untuk meletakkan kayunya di atas ternbok.

Kami katakan, apabila dia memiliki pancang di atas tembok untuk meletakkan

kayunya atau memanfaatry4 maka masing-masing tidak berhak melarang

mitayang lain. Sedangkan dalam kasus ini, masing-masing berhak melarang

mitanya. Adapunjika salah satu pihak menuntut pemb4gian secara melebar,

yaitu masing-masing memperoleh setengah lebar lahan tembok dengan

panjang yang utub, maka kami melihat terlebih dahulu Apabila lahan tembok

tidak cukup untuk dua tembok, maka pihak yang menolak tidak dipaksa

untuk membaginya. Para ulama berbeda pendapat. IbnuAqil memilih

pendapat bahwa dia boleh dipaksa Ini merupakan pendapatyang kuat dari

Syaf i. Karena yang diperselisihkan adalah latran temboh sehingga dia boleh

dipaksa untuk membaginy4 sama seperti latnn nmnh.

Menurut kami, pembagian lahan tembok dapat mengakibatkan

mudharat, sehingga pihak yang menolak tidak boleh dipaksa membaginy4

sama seperti rumah kecil. Alasan yang mereka kemukakan itu terbantatr

dengan alasan ini. Apabila lahan ctrkup untuk dua tembok, dimana masing-

masing memperoleh bagian yang cukup untuk membangun tembok, maka

ada dua pendapat mengenai pemaksaan terhadap pihak yang menolak.

Pertamo, dia dipaksa. Pendapat ini dikemukakanAbu Khaththab, katena

pembagiannya tidak mengakibatkan mudharat, karena masing-masing

memperoleh bagian yang cukup untuk memenutri kebutuhannya. Sehingga
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serupa dengan latran rumatr dimana masing-masing pihak memperoleh basao
yang cukup unhrk membangun rum ah. Kedua, dia tidak dipaksa. pendapat

ini dikemukakan olehAl Qadhi, karenapembagian ini tidak bisa diundi.
Seandainyakita mengundi di antara keduanya, makatidak adajaminan
m'asing-masing memperoleh bagian yangadadi sisi tanah tetangganya.

Sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya- Seandainyakitamemaksanyaunhrk

membagi, makakitaberarti memaksanyauntukmengambil hgianlang b€rada

di sisi rumah tanpa undian, dan ketenhran ini tidak memiliki padanan. para

sahabat Syaf i memiliki dua pendapat seperti dua pendapat ini.

Manakala keduanya berbagi lahan secara memanjang, lalu masing-
masing membangin tembok untuk dirinya" lalu ada lobang di antara keduany4

maka salah satunya tidak dipaksa untuk mentrtupny4 dantidak pula dilarang

untuk menutupny4 karena menutup lobang itu sama kedudukannya dengan

membangun tembok di lalrannya.

Pasak Apabila adatembok di antarakeduany4 lalukeduanya sepakat

untuk membaginya secara memanjang, maka itu diperbolehkan, dan diberi
tanda antara bagian keduanya. Apabila keduanya sepakat untuk membaginya

secara melebar, maka para sahabat kami mengatakan bahwa pembagian

tersebut hukumnya boleh, karena hak ada di tangan keduany4 tidak keluar
dari merek4 sehingga serupa dengan lahan. Tetapi dimungkinkanpembagian

tersebut tidak boleh, karena pembagian itu harus dengan memilah bagian

satu pihak dari bagian pihak lain. Sehingga memungkinkannya untuk
memanfaatkan bagiannya, bukan bagian temannya. Sedangkan di sini
bagiannya tidak bisa dipilah, dan salah satu pihak tidak bisa memanfaatkan

sendiri bagiannya. Karena apabila dia meletakkan kayunya pada salah satu

sisi tembok, maka bebannya menimpa selwuh bagian tembok. Apabila dia
membuka satu lobang yang dapat melemahkannya" maka seluruh tembok
menjadi lemah. Apabila sebagiannya jatuh, maka bagian yang lain pun

terancarnjatuh.

Apabila salah satu pihak menutut pembagiannya, dan yang lain
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menolak, makaAl Qadhi menyebutkan bahwa hukum yang berlaku pada

tembok itu seperti hukum yang berlaku pada lahannya. Dia tidak dipaksa

unhrk membagi tembok, kecuali salatr satu pihak menuntut pembagiannya

secara memanjang. Tetapi dimungkinkan dia juga tidak dipaksa untuk

membaginya Ini merupakan salah satu dari dua sisi pendapat para sahabat

Syaf i, karena apabilakeduapihak memotong tembok di antara keduany4

maka keduanya merusak satu bagian dari tembok tersebu! danpihak yang

menolak tidak dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Seperti seandainya

keduanya bermitra dalam memiliki sepotong kain, lalu salatr satu pihak

menuntr$ agakaintersebut dipotong. Tetapijikatidakdipotong dankeduanya

meletaltcantandapada bagiantengahny4 maka pemanfaatr salah satu pihak

terhadap bagiannya itujuga menrpakan pemanfaatan terhadap bagian pihak

lairl

Alasan pendapat pertama adalatr dia dipaksa untuk membagi rumah

dan membagi tembok yang mengelilinginya Begrtujug denganpembagian

kebun dan temboknya Ia tidak dipaksa untuk melakukan pemotongan yang

membahalakan Sebalikny4 cukup diberi tanda garis di antara bagian masing-

masing. Hal itu tidak mengakibatkan salah satu pihak memanfaatkan bagian

pihak lain, meskipun bagian yang satu menempel pada bagian yang lai4

dengan dalil yang bertaku pada tembok yang menempel pada dua nrmah.
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xQrLLs
KITAB HAWAALAH (PENGALIHAN UTANG

DAN TANGGUNGAN; IIS

Legalitas fuawaalahditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma,. Di
dalam Sunnah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

*:4 e\Ll r1il;Yr,& 1,'"W
"Penundaan orang kaya untuk membayar utang adalah suatu
kczhaliman. Apabila salah seorang dari rralian dialihlmn utongnya
kepada yang kaya, maka hendaknya mengikuti." (Muttofaq
'alaih)t2o

Dalam redaksi lain disebutkarl

'J:AJ:q,p=,tiV
"Barangsiapa yang haknya dialihkon kepada yang kaya, maka

he ndalcrty a m e ne rim a p e ngal ihan t e r s e b ut.,' tzr

Para ulama menyepakatibolelnya forwaalahsecara garis besar. r22

tte flawaalah adalah akad pengalihan utang oleh mufuiit kepada muftaal ,alaih.
Muftiil adalah pihak yang berutang pada transaksi hawaitan tuIufuaat ,alaih adalah
pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhiir. Mufuaar adalah pihak yang
berpiutang pada transaksi fuawaalah; disebut juga mufutaal_ penerj.

r20 HR. Bukhari (4/2287),Muslim daram pembahasan ten tuig *iooqoot (3 / I lg7),
AbuDaud (313345),T'Emidzi (3/1308), Nasa'i (7/4705),sertalbnu Majui,,aa-o*irnt,
Abu Daud dan Malik.

'2' HRAhmad (2/463\ dan Baihaqi (6/70) dengan sanad yang shahih.
r22 Lihat Ibnu Manzhur dalam kitab I I ljma' bab flawaaiah.-
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Katafuawaalahterumbil dari kalimat tafowiil al haq min dzimmatin ilaa

dzimmotinyang berarti pengalihan hak dari suatupertanggungan kepada

pertanggungan yang lain.

Menurut sebuah pend apat, ftaw aalah maslk dalam kategori jual-

beli, karena muftiil membeli apa yang ada dalam tanggungannya dengan

apayang menjadi miliknya dalarn pertanggunganmufuaal 'alaih. Boleh

menunda penguasaan barang sebagai benhrk keringanan, karena dasamya

adalah belas kasih, sehingg avnstx khim maj lis masttkke dalamnya karena

alasantersebut.

Pendapat yang benar adalah akad fuawalaah merupakan akad

penyertaan yang berdiri sendiri, tidak ditumpangkan pada akad lain. Karena

seandainya ia adalah jual-beli, maka hukumnya tidak boleh karena

keberadaannya sebagai barter utang dengan utang, dan tentu tidak boleh

dipilatr-pilah sebelum penguasaan barang, lcarena ia merupakanjual-bet riba

dengan yang sejenisnya. Tentu 5g1ja fuow aalahboleh dilalcukan dengan kata

' menj ual' , dan tentu saj a boleh dilakukan dua dua j enis harta sama seperti

selurutr jual-beli. Juga karena Lafazh fuaw aalahmemberi makna peralihan,

bukanjual-beli. Atas dasal ifia forwaalahtidak termasuki ketenttnrt khim
dan ia mengikat begitu akad tedadi. lni lebih mendekati pendapatAhmad

dan dasardasar hukumnya.

Di dalam furwaalah harus adamufulil danmuhtaal 'alaih- Syarat

satny a fuaw aal ah adalah kerelaat mufoli I tanpa ada perbedaan pendapat,

karena dialatr yang menanggung halq dan ia tidak memiliki keharusan untuk

menentukan cara pembayarannya. Adapun muhtaal danmubaal 'alaih

tidak dipertimbangkan kerelaanny4 sebagaimana yang akan kami jelaskan

nmfi.

820. Masalah : Abu Qasim berkata, "Baran gsiapa yang haknya

dialihkan pada orang yang menanggung hak yang sama lalu dia rela,

maka mu\iil telah bebas dari tanggungan selama-lamanya."

Di antara syarat salnya forw aal ahada empat, yaitu:
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Pertama, adanya kesamaan di antara dua hak, karena fom,uaalah
adalah peralihan dan pemindahan hak, sehingga hak tersebut dipindah sesuai

sifatnya. Ada tiga aspek yang dinilai terkait dengan kesamaan hak. yang

pertama adalah kesamaan jenis, dimana orang yang berutang emas itu
mengalihkan tanggungan dalam benhrk emas jug4 dan orang yang berutang
perak mengalihkan tanggungan dalam bentuk perakjuga. Seandainya orang
yang berutang emas mengalihkan dalam bentuk perak, atau orang yang
berutang perak mengalihkan dalam bentuk emas, maka tidak sah. yang tredua

adalah penamaan sifat. Seandainya orang yang berutang barang yang utuh
mengalihkan dalam bentuk barang yang rusak, atau orang yang berutang
uang Mesir mengalihkan dalam bentuk uang Amir, maka tidak sah. yang

ketiga adalahkesamaan dari segi kontan dan tempo. Dalam hal ini, kesamaan

wakrujatuh temponyajuga dipertimbangkan. Jika salah satunya kontan dan
yang lain tempo, atau salah satunya tempo hingga sebulan dan yang lain
tempo hingga dua bulan" maka fuawaalahtidak sah. Seandainya kedua hak
bersifat kontan, lalu muhtaal disyaratkan untuk menerima haknya atau
sebagiannya sebulan kemudian, maka fuawaatahtidaksah, karena yang
kontan tidak bisa ditempokan. Juga karena salah satu pihak mensyaratkan
sesuatu yang seandainya telah ada dalam perkara itu sendiri maka hawaalah
tidak sah. Begitu pula seandainya ia mensyaratkannya.

Apabila perkara-perkara ini telah terpenuhi, maka fuawaarahmenjadi
sah. Seandainya keduanya sama-sama rela, dalam xti muhiil membayar
muftaal 'alaih sestatuyang lebih baik dari h.rkryq atawufutaalrela tanpa
ada kesamaan sifat, atau pihak yang menanggrrng kewajiban tempo itu rela
untuk menyegerakannya" atau orang yang memiliki hak yang kontan itu rela
ditempokan, maka hukumnya boleh. Karena semua itu boleh dalam akad
utang-piutang, sehingga kebolehannya dalam akad fuaw aarqh lebthklnt.

Apabila muftiil atau mufuaa I meninggal dwri4 maka hak yang sifatrya
tempo itn tetap dalam kondisinya. Apab lla mufuaal 'alaih mernnggaldunia,
maka ada dua pendapat mengenai jatuhnya hak.

Kedua adalahftawaalah dilakukan untuk utang yang pasti. Hanya

@ -AtMughni



saj4 akad salam(pesanan) tidak mengakibatkan dan tidak menjadi dasar

satnyabawaalah,l<arenatrtang salam itgtidak tetap, karena ia bisa dihapus

ketik a muslah fihtidak terpenuhi . flau, aalahuntuk utang yang demikian itu

tidak sal1 IGI€na baw aalah ndaksah kecuali unttrk utang yang boleh diambil

penggantinya, sedangkarr salam tidak boleh diambil penggantinya

berdasarkan saMa Nabi SAW,

"Barongsiapa memesan sesuatu, maka ianganlah
mengalihlrannya kepada yang lain. " t23

Haw aalahatas budak mulmatab dengan hart a Htabah hukumnya

tidak sah, karena utang tersebut tidak tetap, karena budak tersebut bisa

saja enggan membayamya dan gtrgur karena ketidak-mampuannya. Tetapi

fuawaalah untuk budak mukatab dengan utang selain utang kitabah

hukumnya sah, karena hukum budak tersebut sama seperti hukum orang

yang merdeka dalam masalah utang-piutang. Apabila budak mukaatab

mengalihkan tuannya dengan naj m t}a yangtelatrjatuh tempo padanya maka

hukumnya salr dan budak mukatab tesebuttelatr bebas dari pertanggungan

akibat fuawaalahtersebut, dan yang demikian itu sama kedudukannya

dengan penguasaan barang.

Apabila seorang percmpuan mengalihkan utangnya kepada $aminya

dalam bentuk malrarnya sebelun iq maka foawaalahtidak sah, karena hak

malrar tersebut tidak tetap. Apabila suami sendiri yang mengalihkan utang

isti kepada matrar yang hanrs dibayamy4 maka htrkumnya salq karena dia

r23 HR. Abu Daud (3/3468) dengan lafazhAslafa(mengutangi) dan Ibnu Majah (2/

2283) dengan sanad yang lemah.
t2a Najm secara bahasaberarti bintang. Dahulu orangArab menjadikan kemunculan

bintang sebagai waktu jatuh tempo utang dan selainnya. Seseorang mengatakan,

"Kalau bintang telahmuncul, makautangmu kepadakujatuhtempo." Bintang dimaksud

adalah bintang Tsuraya. Ketika Islam datang, Allah menetapkan bulan sabit sebagai

patokan waktu mereka.

:? JLt.U-lo ,j/ €Pl';
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berhak menyerahkan mahar kepada istri , danfuawaalahnya dengan mahar

itu sama kedudukannya dengan penyerahan mahar. Apabila istri mengalihkan

utang pada suami sesudah persetubuhan, maka hukumnya sa[ karena mahar
tersebut sudahtetap.

Apabila penjual mengalihkan utangnya kepada pembayaran yang
ditanggung pembeli dalam masa khiyar, maka hukumnya tidak sah

berdasarkan qiyas (analogi) terhadap apa yang telah sayajelaskan. Apabila
pembeli yang mengalihkan utangnya kepada barang yang ditanggung penjual,

makahukumnya sah, karenapengalihan itu sama kedudukannya seperti
pelunasan, dan dia berhak melunasi sebelum jual-beli tetap.

Apabila penjual mengalihkan utangnya kepada pembayaran yang
ditanggung pembeli, kemudian penjual menemukan cacat, maka tidak pasti

fuawaalah tersebut batal, karena pembayarannya telah tetap dan jual-beli
telah mengikat. Kebolehan membatalkan fuawaalah hanya ada ketika
pembeli mengetahui adanya cacat. Dimungkink an fuawaalahtenebut batal
karena penyebab kebolehan membatalkan fuawaalah adalahcacat pada

objek jual-beli, dan ia telah ada pada waktu akad ftawaalah.

Dalam setiap kasus dimana orang yang menanggung utang yang tidak
tetap mengalihkannya kepada orang lain, seperti utang kepada istri yang
pernikahannya terhapus karena faktor dari diri istri, atau pembeli yang
membatalkan j ual-beli dan mengembalikan obj ek jual-beli, maka apabila

foawaalah terj adi sebelum serah-terim a dalj. mufuaal 'alaih,maka ada dua

sisi pendapat. Pertama, fuawaalah batal karena tidak ada manfaat jika

foow aalah tercebtrt tetap berlaku, dan mufuiil mengembalikan utangnya pada

mufuaal' alaih. Kedua, tidak batal, karena tanggungan telah berpindah dari
muhi i l,sehingga tanggungan tersebut tidak bisa kembali kepadanya, dan

telah ditetapkan bagi muhtaal sehingga hak tersebut tidak lepas darinya.

Juga karena fuawaalah itu sama kedudukannya dengan serah-terim a. Jadi,
seolah-olah mufuiil telahmenyerahkan utang kepada mufttaal, dan muhtaal
telah mengambil dari dari mufuaal 'alaih. Baik ada halangan untuk
menerimanya dat'. mufuaal 'alaih atau tidak. Tetapi apabila kejadiannya
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sesudah penguasaan barang, maka fuau,aalahndakbatal menunrt satu sisi

pendapat,danmufuiilmenunhrthakkepadamufttaal-

Pasah Apabila orang png tidak memiliki rrang melak:'fu,atforw aalah

bagi seseorang kepada orang lain yang memiliki utang pada pengali[ maka

itu bukan disebut ftawaalah,melainkan wakalah (perwakilan) dimana

hukum-hukum wakalah berlaku di dalamnya, karena fuawaalah secara

bahasa berarti beralih dan berpindalrnya hak, sementara di sini tidak ada

hak yang berpindah. Hanya saja, wakalah boleh dilakukan dengan kata

hawaalahhrernkeduanya memiliki arti yang sarn4 yaitu hak wakil rrntuk

menuntut orang yang menanggung utang, sarna seperti hak mutal unfuk

menunfut muf;aol 'alaih.Beralihnyahak kepadawakil itu sama seperti

beralihnya hak kepada muftiil.

Apabilaorangyangtidakmenanggrrngr*angmengalitrkankepadaorang

yang tidak menanggung utang, maka itu juga tidak disebut fuawaalah-

Pendapat ini diredaksikan Ahmad. Maka, mufuaal 'alaih tidak wajib

membayar, dan mufttaal ttdakwaj ib menerima ftaw aal ah,Yarern hau' aal ah

adalah akad tukar-menukar, sementara di sini tidak ada pertukaraa melainkan

utang. Apab rla mufttaalmenerima utang dariny4 maka ia mengembalikan

kepada muf;!4 karena ini adalah utang . Apbila nufotaal membebaskannya

dan ia tidak menerima apapun, maka pembebasan itu tidak ada artiny4

karena pembebasan tenebut ditujukan k€pada orang png tidak menanggung

utang.Apabila mufolaal menerima utang dari mubaal 'alaih kemudian

menghibalrkannya kepada muluaal' alaih, mak'a mufoaal'alail menuntut

kepada muftiit,t aretn mufu aal itu pada hakikatrya benrtang kepada muftiil,

hanya saja harta itu kembali kepada mubaal' alaihk'aternakad yang berdiri

sendiri. Dan dimungki*an mufuaal' alaih tidak menag rhkepada muhi il
karena iatidak meminjam apapun darinya.

Apabila orang yang tidak menanggung utang itu mengalihkan, maka

itu disebut perwakilan dalam pinjaman, baaukan fuawaalah, karena

hmtaalahitu harus ada utang-piutang, sedangkan keduanya tidak ada di
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sini.

Pasal: Syarat fuawaalah ketiga adalah harus dengan harta yang

diketahui, karena seandainya fuawaalahitu adalah jual-beli maka ia tidak

sah untuk harta yang tidak diketahui. Apabila fuaw aalahitu adalah peralihan

hak, maka penyerahan hak dijadikan pertimbangan di dalamny4 sedangkan

tidak diketahuinya harta menghalangi hal tersebut. Jadi, ftawaalah itu sah

untuk setiap sesuatu yang ada padanannya dalam pertanggungan akibat

pengrusakan, seperti pemb ayann biji-bijian dan minyak. flowaalahtidak
sah kecuali tnrtuk sesuatu yang sah dij adikan akad, salam (premesanan), karena

ia tidak ditetapkan dlam pertanggturgan.

Di antara syarat fuawaalah adalah adanyakesamaan di antara dua

utang. Adapunyang ditetapkan dalam pertanggungan dalam akadsalam

selain barang-barang yang memiliki padananny4 seperti barang yang diukur

dengan hasta dan yang bisa dihitung, maka ada dua sisi pendapat mengenai

keabsahanhawaalah. Pertam4 tidak sah karena kesamaan tidak ditemukan

di dalamnya. Karena itu, seseorang yang merusaknya tidak wajib

menanggungnya dengan barang yang sama. Ini adalah pendapat yang kuat

dalam madzhab Syaf i. Ked ua, sah sebagaimana disebutkan A1 Qadhi,

karena hak tersebut adalah hak yang tetap dalam pertanggungan, sehingga

serupa seandainya barang memiliki padanan.

Bisa jadi kedua sisi pendapat ini bermuara pada perbedaan pendapat

mengenai barangyang digunakan untuk membayar utang harta-hartatersebtrt.

Apabila mufuiil menmggrrng utang unta akibat diyat, dan ia punya piutang

pada orang lain berupa unta yang sama umumya, maka menwutAl Qadhi

hukumnya s ah. Karerm forw aalah denganbarang dengan sifat minimal dari

segi usi4 nilai dan sifat-sifat lain. SedangkanAbu Khaththab mengatakan

tidak sah menurut salah satu dari dua sisi pendapat, karena unta tersebut

tidak diketahui. Juga unta itu tidak tennasuk barang-barang yang ada

padananya, yang ditanggung dengan barang yang sama dalam kasus

pengurasakan, dan ia tidak ditetapkan dalam pertanggungan dalam akad
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salam.

Apabilamufolitberutang unta dari kasus diyat, dan dia berpiutang

pada orang lain unta yang sama dari hansaksi utang-piutang, maka apabila

kita berpendapat batrwa utang itu boleh dikembalikan dalam bentuk nilai,

maka fuawaalah tidak sah karena ada perbedaan jenis. apabila kita

berpendapat bahwa utang itu dibayar dengan barang yang sama maka

pendapat Al Qadhi menunjukkan keabsahan fuawaalah, karena

dimurgkinkan hak dibayar sesuai sifatrya olehmufoaal 'alaih.Juga karena

pilihandalam ituadapadaorangyangmenanggungutang,dania

telalr rela untuk menyerahkan apa yang menjadi hak z ufttaal 'alaih dalaut

pertanggungan pengutang. Jika sebalikny4 dimana pemberi utang mengalihkan

kepada unta diyat, maka tidak sah. Karena apabila kita mengatakan bahwa

dalam utang itu boleh dalam bentuk nilai, makajenisnya berbeda. Apabila

kita mengatakan utang harus dibayar dengan yang serupa, maka pemberi

pinjaman berhak memperoleh sesuatu yang sama {engan apa yang

dipinjamannya dari segi sifat dan nilainya sementara orang yang menanggung

diyat tidak hanrs demikian.

Pasal: Syaratfuawaalah keempat adalah dia mengalihkan dengan

kerelaannya, karena hak itu menjadi tanggungannya, sehingga tidak wajib

membayar hak tersebut dari sumber utang yang ditanggUng mufoaal' alaih.

Tidak ada perbedaanpendapat dalam masalah ini.

Apabila syarat- syarat ftaw aal aft telatr terpenuhi selurut[rya dan sall

mak,a muftiiltelah bebas dari tanggungan menurut pendapat mayoritas ulama

fikib kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Hasan, bahwa dia tidak melihat

fuawaalah sebagai pembebas tanggungan, kecuali mu@aal

membebaskannya. Diriwayatkan dari Zufr bahwa dia berkata " flawaalah

tidak bisa memindahkan hak," dan ia mendudukkan fuawaalah sama seperti

pertanggungan. Namun pendapat ini tidak benar karena katafuawaalah

terambil dari kata tafuwiilul haqyangberarti pemindahanhak, berbeda

dengan dlwmaan (pertatrgggngan) dimana ia terambil dari kalimat dlwmmu
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dzimmat in il a dzimm atin y angberafii menggabungkan tanggrngan kepada

tanggungan lain. Jadi, masing-masing terkait dengan indikasi lafazhnya.

Apabila ditetapkan bahwa hak telah berpindah, maka ketka mufutaal

telah rela terhadap howaalahdan tidak mensyaratkan kelapangan rezeki

bagi mufoiil, maka hak tersebut tidak kembali lagi kepada muhiil selama-

lamanya, baik ia bisa melunasi hak tersebtu atau tidak disebabkan enggm,

pailit, meninggal dunia atau selainnya. Ini adalah pendapat yang kuat dari Al

Khiraqi, dan pendapat ini dipegang oleh Laits, Syaf i, Abu Ubaid dan Ibnu

Mundzir.

Dari Ahmad diriwayatkan pendapat yang menunjukkan bahwa apabila

mufuaal 'alaih parlit danmufuaal tidak mengetahui hal itu, maka dia bisa

mengembalikan tanggungan kepad a mufuiil, kecuali j ika ia ridha sesudah

mengetahui. Pendapat ini dipegang oleh satu kelompok sahabat kami.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Malik. Seperti seandainya ia membeli

suatu barang, lalu ia mendapati barang tersebut dalam keadaan cacat. Juga

karena muhiil merrtpmya, sehingga mufutaal berhak mengembalikannya

kepadamuhifl, seperti seandainya ia menutupi cacat pada barang jualan.

Syuraih, Asy-Sya'bi danAn-Nakha'i mengatakan, "Ketika mufoaal

'alaihpailitataumeninggal,makamufutaalkembalikepadamuhiil."Abu

Hanifah berk ata, " Muhtaal kembali kepada mufuil dalamdua kondisi, yaitu

ketkamuhaal 'alaihmeninggal dalam keadaan pailit, dan ketika mufoaal

' alaih mengingkarinya dan bersumpah di hadapan hakim." Abu Yusuf dan

Muhammad berkata, " Mufut aal mengembalikan tuntutan kepada muhii I

dalam dua kasus tersebut, dan ketika z ufuaal 'alaih dibatasi hak belanjanya

karena pailit, karena dia meriwayatkan dari Utsman bahwa ia ditanya tentang

seseorang yang dialihkan piutangnya, kemudian mufuaal 'alaih merungal

dalam keadaan pailit. Utsman menjawab, "Ia menuntut balik haknya, tidak

ada kerusakan bagi harta seorangmuslim." Juga karena akad tersebut adalah

akad tukar-menukar, maka pengganti belum diserahkan kepada dua pihak

yang mengadakan akad tukar-menukar, sehingga ia berhak membatalkan

akad seperti seandainya dia tukar-menukar pakaian, namun pakaian tenebut
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belum diserahkan kepadanya.

Menwut kami, Flaznkakek Sa'idbinMusayyab memiliki piutang pada

Ali RA laluAli mengalihkanpiutang tenebut kepada seseorang, lalu mubaal

' alaih menirrygal Kemudian Hazr memberitatruAli, laluAli berkata'I(anru

memilihkan sesuatu yang buruk bagi kami. SemogaAllah menjauhkanmu."

KemudianAli menjauhinya semata karena ia telah m elakkanfoawaalah

terhadap piutangnya, dan Ali tidak memberitahunya bahwa ia berhak

mengembalikan tanggtrngan kepada Ali. Juga karena fuaw aalah adalah

pembebasan dari utang yang di dalamnya tidak ada serah terima dari orang

yang menanggung utang, dan tidak pula dari orang yang membayarkanny4

sehinggadi dalarnnyatidak ada ketentuanuntuk mengembalikan tanggungan

kepda muftiil,seperti seandainya z ufutaal membebaskan muhiil dari utang.

Hadits utsman di atas tidak shahih, diriwayatkan Khalid bin Ja'far

dari Mu'awiyah bin Qunah dari utsman. Tidak benar bahwa Mu'awiyah

bin Qunah mendengarnya dari Utsman. Ia meriwayatkan bahwa Utsman

berkata tentang fuawaalah atau kafaalah.Ketetangan ini menunjukkan

kebimbangan, dan itu tidak shahih. Kalaupun riwayat ini benar, namun ia

bertentangan dengan ucapanAli. Pendapat mereka b ahwabawaalah adalah

akad tukar-menukar itutidak benar, kalena hal itu berimplikasi pada menjual

utang dengan utang, dan itu dilarang. Ia berbeda dengan tukar-menukar

pakaian, karena di dalarn akad ini terdapat pengus&m barang dimana

kontinuitas akad tergantung padanya, sedangkan di sini foawaalah sama

kedudukannya dengan penguasaan barang. Kalau tidak, maka itu disebut

menjual utang dengan utang.

Pasal: Apabila mufrlaal mensyaratl<an mufuaal 'alaih orang

yang kaya, lalu ternyata dia orang yang miskin, maka muhtaal ilapat

mengembalikan tanggungan kepada rn ufiiil.Pendapatini dipegang oleh

sebagianulamamadzhab Syaf i. sedangkan sebagianyang lainmengatakan

tidak boleh mengembalikan tanggungan, karena fuawaalah tidak boleh

dikembalikan lantnan muhaal' al aih dalamkondisi sulit.
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Apabila muftt aal tidak mensyaratkan mufuaal' alaih orarrgyang kaya,

maka tanggungan tidak bisa dikembalikan kepada muftiil. Seperti seandainya

ia mensyaratk an mufuaal' alaih adalahseorang muslim. Ia berbeda dengan
jual-beli, karenapembatal dalam jual-beli dapat ditetapkan karena faktor
kesulitan, tanpa ada penetapan syarat, berbeda denganhawaalah.

Kami berpegang pada sabda Nabi SAW, " Umat Islam itu menurut

syarat- syar at me re ko. " t2s

Juga karena dia mensyaratkan sesuatu yang mengandung maslahat

akad pada waktu akad tukar-menukar, sehingga ditetapkan hak membatalkan

karena syarat tersebut tidak ada. Seperti seandainya mensyaratkan sebuah

sifat pada objekjual-beli. Terkadang dengan syarat itu ditetapkan sesuatu

yang tidak ditetapkan dengan akad secara mutlak (tanpa syarat), dengan

dalil penetapan syarat pada objek jual-beli.

Pasal: Seandainya mafutaal tidak menerima hawaalah,
kemudian ternyata malaal'alaih adalah orangyang pailit atau telah
meninggal, maka ia kembali kepada mufuiil tanpa ada perbedaan

pendapat, karena dia tidak wajib m eneima fuawaalahkepada orang yang

tidak kaya karena hal itu mengakibatkan mudharat baginya. Dan Nabi SAW

hanya menyuruh menerima haw aalah apabila utang dialihkan kepada oftxtg

yang kaya.

Seandainya utang dialihkan kepada orang yang kaya namun orang

yang berpiutang tidak menerimanya sampai mufoaal 'alaihmisk,tn, maka

mufut aal juga berhak mengembalikan tanggungan kepada mufuil menurut

pendapat yang kuatAl Khiraqi, karena ia mensyaratkan kebebasanmufuiil

dari tanggrurgan dengan kerelan mufutaal.

821. Masalah:Abu Qasim berkata, "Barangsiapayang haknya

r25 HR Bukhari secara mu'allaq (41527) dalam kitab Sewa, lalu sanadnya
disambungkan olehAbu Daud(3/3594),Hakim(2149} Baihaqi (6/79),IbnuAdi dalam
kitab Al Kaml (5/68). Lihat kitab lrwa' Al Ghalil (1303), status hadits shahih.
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dialihkan pada orangyang kayq maka diawajib menerima pengalihan

tersebut.tt

Yang dimaksud dengan al mali i' (otwrgyangkaya) adalah orang yang

sanggup melunasi utang. Nabi SAW bersabda dalam haditsnya,

" Sesungguhnya Allah berfirman,'Barangsiapa memberi pinjaman

kcpada orang yang kaya, bukan yang tidak berpurryto."126

S eorang penyair berkat4

Qdt.v_)t ',rit;-i;t, ^41 
.;ij €A t)+i

z 7 ./

Englrau memperlama pembayaran terhadapht, sedangkan kau

orang kaya

Dan aku memperbagus pembayari wahai wanita yang

berselempangt2T

Maksud kat a malii 'ah adalah mampu melunasi utang. Tampaknya

yang dimaksudAl Khiraqi dengan kata al malii'dr sini adalatr orang yang

mampg tidak mengingkari dan tidak menwrda-nunda Saat mena8fu*an kata

al malii ', Ahmad berkata, "AI malii 'adalah orang yang tercukupi dengan

hartanya dapat drpegang ucapanny4 dan semacam itu."

Apabila utang dialihkan kepada orang yang demikian sifatry4 maka

mufutaal danmuftaal 'alaihwajib menerimanya, dan kerelaan keduanya

tidak dijadikan pertimbangan. Tetapi Abu Hanifah mengatakan bahwa

kerelaan keduanya dijadikan pertimbangkarq karena ini adalah akad tukar-

menukar, sehingga kerelaan dari dua pihak yang berakad dijadikan

126 HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Musafir (l/522,171) dengan
lafazh, "Barangsiapa yang memberi utang kepada orang yang tidak miskin dan
orang yang tidak zhalim ... " Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam riwayat
lain disebutkan, "Barangsiapa yang memberi pinjaman kepada orang yang tidak
miskin dan tidak zhalim ... " Hadits yang terakhir ini diriwayatkan dari Sa'd bin Sa'id.

r27 Bait syair ini milik Dzurrummah atau Ghailan bin 'Uqbah bin Buhais yang
dijuluki Abu Harits. Dia adalah salah seorang pujangga cinta Arab yang masyhur.
Temannya yang dimaksud dalam syair adalah Mayyah binti Fulan bin Thalbah bin

Qais bin 'Ashim bin Sinan. Lihat D iwan Dzirrummah (21306).
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pertimbangan- Imam Malik dan Syaf i berkata" "Kerelammufuaal dijadikan

pertimbangan, karena hak ada dalam pertang gmganmuful'il, sehingga haknya

tidak boleh dipindahkan kepada selainnya tanpa kerelaan mufttaal.

Sebagaimana dia tidak boleh dipaksa untuk mengambil pengganti setelah

ditawarkan." Mengenai muftaal' alaih,Malik berkat4 "Kerelaannya tidak

dipertimbangkan, kecuali jika mufutaal adalah musuhnya." Syaf i memiliki

dua pendapat mengenai pertimbangan terhadap kerelaan muftaal' alaih.

Pertnma, dipertimbangan. Pendapat ini dituturkannya dart Az-Zrrhi. Karena

ia adalatr salah satu pihak yang mer{adikan fugwaalah ittterlaksana sehingga

ia serupa dengan muhiil. Kedua, tidak dipertimbangan, karena mufuiil

menempatkanmuhtaal dalam hal menerima sebagai pengganti dirinya,

sehingga tidak dibutuhkan kerelaan orang yang merxanggung hak, sama seperti

perwakilan."

Kami berpegang pada sabdaNabi SAW, "Apabila salah seorqng

dari kalian dialihkon utangnya kepada yang knya, maka hendahtya

mengilcuti. " Juga karena muhil bisa meluhasi hak yang ditanggungnya

dengan dirinya sendiri dan wakilnya, dan ia telah menempatkxrmufuaal

'alaih sebagaipengganti dirinya dalam menyerahkan hak, sehingg amuftaal

'alaih wajib menerimanya. Seperti seandainya dia mewakilkan seseorang

untuk meltrnasinya. Berbeda dengan kasus ketika dia ingin memberinya

pengganti dari apa yang ada dalam tanggungannya dalam bentuk tawaran,

karena dia memberinya apa yang tidak wajib baginya, sehingga dia tidak

harus menerimanya.

Pasak Apabila seseorang mengalihkan tanggungan seribu orang

lain kepada Zaid,lalu Zaid mengalihkannya kepada Amr, maka

[awaalah sah karena hak orang kedua itu bersifat tetap dalam

pertanggungan, sehingga dia boleh mengalihkmnya, sama seperti yang

pertama. Demikian pulq seandainya laki-laki itu mengalihkan 'Amr kepada

Zaid untuk memberikan apa yang dipastikan miliknya daiam pertanggungan

Zaid maka hukumnya sah juga sesuai alasan yang kami sebutkan. Perputaran
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antara mufutaal dan muftiil tidak mengakibatkan mudharat.

Pasal: Apabila seseorang membeli budak, lalu pembeli

mengalihkan pembayaran bagi penjual, kemudian ternyata budak

tersebut berstatus merdeka atau menjadi hak orang lain, maka jual-

beli batal d an lawoalahjuga batal. Karenajelas bagi kita bahwa pembeli

tidak menanggung pembayaran.

Penetapan status merdeka budak itu didasarkan pada bukti atau

kesepakatan mereka. Apabila mublil danmuftaal 'alaih sepakat bahwa

budak tersebut merdeka tetapi mufttaal memdustakan keduanya, dan

memang tidak ada bukti mengenai status merdekanya, maka ucapan

keduanya yang merugikan mufutaal itu tidak diterima, karena keduanya

menggugnrkan hak mufuaal. Seperti seandainya pembeli menjual budak itu

lagi, kemudian pembeli dan penjualnya mengaku bahwa budak tersebut

merdeka" maka ucapn keduanya yang merugikan pembeli yang kedua tidak

diterima. Apabila keduanya mengajukan bukti, maka bukti tersebut tidak

didengar karenakeduanya sejatiryratelatrmendustakan bukti tenebut dengan

keterlibatan keduanya dalam jual-beli. Apabila budak itu sendiri yang

mengajukan bukti kemerdekaannya, maka bukti itu diterima dan haw aal ah

menjadibatal.

Seandainya mufolaal membernrkan keduany4 tetapi dia mengklaim

bahwa fuaw aal ah y angdilaktrkan bukan untuk pembayaran budak, m aka

perkataan yang diterima adalatr perkataan muftltaal dengan disertai

sumpahnya. Karena para prinsipnya fuawaalah itu sah dan keduanya

mengklaim bsw aalah tersebut batal, sehingga prhak mufttaal lebih kuat.

Apabila keduanya mengajukan bukti bahwa fuawaalah yang dilakukan

adalah untuk pembayaran budak, maka bukti tersebut diterima karena

keduanya tidak mendustakan bukti tersebut.

Apabila mufuiil dan mufuaal sama-sama mengatakan bahwa budak

tersebut merdeka, tetapi mufuaal' alaih mendustakawtyarmaka perkataan

keduanya yang merugikan muftaal' alaih terkutkemerdekaan budak itu
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tidak diterim4 karena yang berlaku adalah pengakuan dari selain keduanya.

Dan fuaw aalahbatal karena kesepakatan orang yang diturtut kembali utang

dan orang yang menuntut ganti utang (sepakat) atas hak menuntut ganti,

sedangkan mufuaal 'alaih mengakui bagi mufutaal utang yang dimana

mufttaaltidakmembenarkanmufoaal'alaihmengenaiutangtersebut.

Apabila mufutaal dan muftaal' alaih mengakui kemerdekaan budak,

maka budak tersebut menjadi merdeka karena adanya pengakuan orang

yang memegang kuasa atas kemerdekaannya, karena terlibatrya mufutaal

bersama mufoaal' alaih dalam akad, foaw aalahmenunjukkan pengakuan

akan bebasnya tanggung jawab muhiil, sehingga mufutaal tidak berhak

menuntut ganti kepad a mufuiil.

Pasal: Apabila seseorang membeli budak, lalu pembeli
mengalihkan pembayaran bagi penjual kepada orang lain, lalu penjual

menerima pembayaran dari mufuaal 'alaih, kemudian pembeli

mengembalikan budak kepada penjual karena ada cacat, atau karena

menyesal, atau ada perselisihan harga, maka mafuaal'alaih telah

terbebas dari utang, karena penjual menerima pembayaran darinya dengan

seizin pembeli, dan pembeli menuntut ganti kepada penjual.

Apabila pembeli mengembalikan budak sebelum penjual menerima

pembayaran, maka Al Qadhi berpendapat,* flaw aalah menjadi batal, hak

pembeli masih dalam pertang gngan muftaal' alaihdan penjual bebas dari

tanggungjawab, sehinggadiatidaklagimemilikipitrtangdantidakpulatrtang

karena fuawaalah dilakukan untuk pembayaran barang, sedangkan

pembayaran tersebut telah gugur akibat pembatalan akad" sehingg a foawaalah

wajib batal karena hilangnya hak penjual dari harta yang menjadi objek

foaw aalah.Tetapi Abu Khaththab berkata, * 
flawaalahtidak batal menurut

salah satu dari dua pendapat, karena pembeli mengganti penjual untuk apa

yang ada dalam tanggungannya dengan apayangmenjadi haknya dalam

tanggrrngan muftaal' alaih,dan pembeli tidak mengalihkan haknya kepada

penjual dengan pengalihan yang sah. Jadi, penjual telah terbebas dari
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V

pembayaxaq dan mufoeal' al aih telahterbebas dari utang pembeli. Jadi, hal

tersebut tidak batal karena terhapusnya akad yang pertama. Seperti

seandainya mufuaal 'alaih membayarnya berupa pakaian dan telah

menyerahkan pakaian itu kepadany4 kemudian akad terhapus, maka pembeli

tidak menwrtut ganti pakaian tersebut. Demikianpula di sini.

Jadi, apabila kita mengatakan fuaw aalahbatal, maka mufuiil mentxfirt
utangnya kep ada muftaal 'alaih dan antara keduanya dengan penjual tidak

adalagt mu' amalah. Dan apabila kita mengatakan tidak batal, maka pembeli

menuntut balik pembayaran kepada penjual, dan penjual mengambil

pembayaran dari mufuaal' al aih. Apabila penjual menuntut ganti, kemudian

pembeli mengalihkan" maka hukumnya sah dimanapembayaran ditanggung

orang kepadanya pembeli mengalihkan, dan penf ual teftebas dari tanggungan,

lalu pembeli kembali kepada orang yang berutang kepadanya.

Adapun jika masalah tetap dalam kondisinya, tetapi penjual

mengalihkan hak orang ketiga pada pembeli, kemudian pembeli

mengembalikan budak yang dibeli, maka ada dua sisi pendapat mengenai

bowaalah. Pertama, tidak batal karena dengartfoawaalahpembeli telah

bebas dari pertanggungan hak penjual, dan hak menjadi tanggungannya

kepada orang ketiga yang dalam hal ini berlaku sebagai muhtaal, sehingga

seperti seandainya pembeli telah menyerahkannya kepada mufuiil. Karerc
itq pembeli menuntut pembayaran kepada penjual, dan menyeralrkan kepada

muhtaal apa yang dialihkannya. Kedua, hawaalah batal apabila

pengembalian terjadi sebelum penguasaan barang karena gugurnya

pembayaran yang dialihkan. Juga karena tidak ada gunanya jrka brw aalah

tersebut dilangsungkan di sini, sehingga penjual menuntut ganti utangnya dan

pembeli terbebas dari keduanya, sama seperti masalah sebelumnya. Dan
jika kita mengatakan tidak batal,lalu pembeli yang berlaku sebagai mufuaal

' alaih itl mengalihkan pembayaran kepada penjual, maka hukumnya sah

dan pembeli terbebas dari keduanya.

Pasal: Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain, lalu dia
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kepada orang ketiga untuk memegangny4 kemudian ia berbeda

pendapat dengan pihak yang diberi iziq dimana orang pertama mengatakan,

"Aku mewakilkanmu untuk memegang piutangku dengan kata'memberi
perwakilan', lalu orang yang diberi izin mengatakan, 'Tidak, tetapi kamu

telalr mengalihkanku dengan kata' howaalah',atau sebalikny4 dimana orang

pertama mengatakan, 'Aku alihkan utangmu,' lalu orang yang diberi izin
mengatakan,'Tidak, melainkan kamu mewakilanku,' makaperkataan yang

dipegang adalah perkataan orulg yang mendakwakan perwakilan di antara

keduanya dengan disertai sumpahnya Karena dia mendakwakan tetapnya

hak pada kondisi semula dan mengingkari peralihan hak, dan menurut

prinsipnya keputusan ada padanya.

Apabila salah seorang dari keduarryra memiliki bukti, maka bukti itulah

yangdijadikandasarkeputusan,karenapelselisihankeduanyaterkaitmasalah

lafazb dan hal itu bisa dibuktikan

Apabila keduanya sepakat bahwa muhiil mengatakan, "Aku telah

mengalihkan piutangmu dengan harta yang menjadi hakku pada Zard,"

kemudian keduanya berselisih, laht mufulil mengatakan, "Aku hanya

meurakilkanmu unnrk menyimpannya untukku," danpihak lain mengatakar;

"Tidak, melainkan kamu mengalihkan pfutangku kepadamrf ' maka pedsataan

yang dipegang adalah perkataan pihak yang mendakwakan fuawaalah

menurut salah satu dari dua sisi pendapat, karena indikasi latririatr berpihak

kepadanya, karena lafazhyang digunakan secara hakiki menunjukkan

hawaalah,bvkanwakaalah(perwaktlan),sehinggalafazhtersebutharus

dipahamisesuaimakna .Sepertiseandainyakeduanyaberselisih

mengenai rwnatryang ada di tangan salatr seorang dari keduanya.

Sedangkan menurut sisi pendapat kedua adalah perkataan yang

dipegang adalah perkataan mufuiil, karena pada dasarnyahak mufuiil ittr
tetap ada padamufuaal 'alaih, dan muhtaal mendakwakan peralihan hak

tersebu! sedangkan mufuiil menyangkaLny4dimana perkataan yang dipegang

adalah perkataan orang yang menyangkal.

Berdasarkan pendapat pertama, muhtaal bersumpah, haknya
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ditetapkan dalam tanggungan mufuaal' alaih,ia berhak menuntutnya, dan

hak tersebut gugur dari mufuiiit Berdasarkan pendapat kedua, muhiil

bersumpah, dan haknya tetap ada dalam pertang gmganmufuaal 'alaih.

Mentrut kedua pendap at, apabila muht aal telahmenguasai harta dari

muftaal' alaih lalu nxak saat di tanganny4 maka masing (mufoiil dan mufoml

' alaih) terbebas dari kawannya dan tidak bertanggung j awab. Baik kerusakan

itu karena keteledoran muhtaal atau tidak. Karena apabila barang yang

diserahkan itu rusak akibat keteledoran, dan mufutaal adalah pihak yang

benar, maka ia telah men:sak hartanya sendiri . Apabrlamufttaal adalah pihak

yang salah, maka salah seorang dari keduanyaditetapkan haknya dalam

pertanggurgan yang lain, seperti hak yang ada dalam pertanggungannya,

sehinggakeduanya salingmenuntutkerugiandangugurlahhakmasing-masing.

Apabila barang itu rusak bukan karena keteledoran,makamufutaal telah

memegang haknya, dan barang yang diserahkan itu nrsak di tangannya . Mublil

bebas darinya dengan fuawaalah, danmufuoal 'alaih bebas dari muhiil

karena telah menyerahkan barang.

ApabilamufuiTl mengatakan, "Harta itu rusak di tangan wakilku bukan

karena keteledorarl" maka dia tidak bertanggung jawab. Apabila harta tidak

rusak, maka dimun gkirkan mufulil tidakberhak menuntutnya, karena dia

mengakui b ahwa mufoaal 'alaih memiliki piutang padanya seperti j uga dia

memiliki piutang padamuftaal 'alaih. Dia berhak untuk menguasainya,

sehingga tidak ada manfaatrya menguasainya dat'. muhaal' alaih kemvdran

menyerahkan lagi kepadanya.

Tetapi dimungkinkan mufuiilffinkmengarnbilnya dai mufuaal' alaih,

dan mufu aal berhak menuntut piutangnya kepada mufuil Sebuah pendapat

mengatakanbahwamufui/berhakmengambilnyadarimufuaal'alaih,darr

muhtaal tidak berhak menuntut piutangnya karena ia mengakui kebebasan

muf;lil darinya disebabkan bawaalah.Namunpendapat ini tidak benar

karena meskipr:n mufutaal mengakihal itu namun dia mendalawakan bahwa

ia menerima harta ini dai mubaal 'alaihbt*iartdengan hak, dan dia berhak

NMughni- @



untuk menuntutnya pada muftiil. Berdasarkan dua pendapat, mufttaal
berhak menuntut seperti harta yang diterim anya dari mufoaal' alaih menwat
pendapat keduany4 sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkanrryrra Bukti
keterangan tidak memiliki tempat dalam masalah ini, karena keduanya tidak
berselisih mengenai lafazhyang didengar dan perbuatan yang terlihat,
melainkan z ufolil mendakurakansatu bukti, sedangkan masalatr ini tidak
perlu dibuktikan untuk menetapkan ada atau tidak adanya.

Pasal: Apabila masalah bahwa sebaliknya, dimana mufulil
"Alar me,ngalihkan tfrangmtr," lalu nufuaol mengfrakaA'tsukaq

melainkan kamu mewakil*ankq" maka di dalamnyajuga ada duapendapa!

dengan alasan seperti yang sayajelaskan di atas.

Apabila kita mengatakanbah perkataan yang dipegang adalah

perkataan mufuiil, maka dia bersumpah dan terbebas dari hak mufutaal,

danmufutaal berhak mengambil harta daxi mufuaal 'alaihuntuk dirinya,
karcna hal png demikian itu boleh baginya berdasarkan perkataan keduanl'a.

Apabila dia mengambilny4 maka harta itu meqiadi miliknya sesuai haknya-

Apabila kita mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalatr

perk'ataan mufutaal, lalu dia bersunpah, maka dia berhak menwrtut haknya

kepada mufuiil dan menuntut mufuaal' alaih,karena bisajadi ia bertindak
sebagai wakil, dan bisajadi bertindak sebagai mufuaal.

Apabila ia telah menerima harta dari mufuaal 'alaih sebelum

menerimanya dai muftiil,maka dia boleh mengambil apa png dikuasainya

untnk dirinya sendiri, karena mufolil mengatakan, "Harta itu milikmu,"
sedangkan rz ufuaal mengatakano'Barang itu adalah amanatr yang kryegang,

dan aku ptrnya barang yang sama pada temannya." Secara implisit, muhiil
telah mengizinkan mufutaal wfiikmengarnbilnya-

Apabrla mufutaaltelah mengambilnya untuk diriny4 maka tercapailah

tuj uannya, dan ia tidak boleh mengambil apapun dari mufuil.Dan apabila

mufttaal jugamemperoleh pelunasan dai mufuil, maka zzft / menrurhrt ganti

kepada muhtaal menurut salah satu dari dua pendapat. Karena telah
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I ditetapkan perwakilan dengan sumpah mufu aal, danlak mufui il masrhberada

dalam tanggungan mufoaal 'alaih.Ini adalah sisi pendapat yang pertama.

S edangkan mentrut sisi pendapat yang kedu4 muftiil tidakboleh menuntut

ganti kepada muhtaal, karena dia telah mengakui bahwa ia telah terbebas

dari hak muhtaal, hanya saja multaal menzhaliminya dengan mengambil

apa yang menjadi tanggungannya. MenurutAl Qadhi, pendapat pertama

lebihbenar.

Apabila mufut aal telah meneima fuaw aal ah lalu haw a al ah tersebut

rusak di tangannya akibat keteloderan, atau ia merusaknya maka gugurlah

haknya menurut dua sis pendapat. Karena apa.bila dia melahrkan hak, maka

ia telah merusak haknya. Apabila dia berbuat kelirq maka dia telah merusak

sesuatu yang serupa dengan piutangny4 sehingga sesuatu tersebut menjadi

tanggungarurya,lalukeduapihak salingm .Apabrlaftawaalah

rusak bukan karena keteledorannya, maka menurut sisi pendapat yang

pertama haknya gugur, karena hartanya telah rusak di tangannya. Menurut

sisi pendapat yang kedua, dia berhak menuntut ganti haknya padamuhiil,

danmuhiil tidak berhak menuntut kepada muhaal 'alaih karena ia telah

mengakui kebebasan zufoaal 'alaihdari trtang.

Pasal:Apabilamufuiildmmuhtaalsepakatbahwamuhiilberkata,

"Aku mengdlihkan piutangmg" namun keduanya benelisih, dimana salah

satunya mengatakan, "Ifu adalah fuaw aalah sesvai dengan lafazhnya," dan

yang lain mengatakan, "Tidak, tetapi perwakilan dengan menggunakan kata

mengalihkan @ow aalah)," maka perkataan yang dipegang adalatr perkataan

orang yang mendakwakan fuawaalah, menurut safu pendapat. Karena

pengalihan piutang itu tidak mengandung perwakilan, sehingga perkataan

orang yang mendawakanpenvakilan itu tidak diterim aBak mufuiTmengakui

utang mufutaal, atau ia mengatakan, "Kamu tidak punya piutang padaku."

Karena perkataan mufuiil,"Aku mengalihka piutangmu" itu menunjukkan

pengakuan akan piutan g mufu aal, sehingga pengingkarannya terhadap
piutang tersebut sesudah itu tidak diterima. Tetapi jika dia tidak menyebut
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'piutangmu', melainkan mengatakan,'Aku mengalihkanmq' kemudian ia

mengatakan, "Kautidak punyapiutangpadaku" danyang sayamalaud adalatr

perwakilan dengan menggunakan kata ftaw aalah," atatia mengatakan,

"Aku bermaksud mengatakaq "Aku mewakilkanmu," tetapi lidahku keseleo

sehingga aku mengatakan, "Aku mengalihkanmu," sedangk an mufutaal

mendakwakan batrwa itu adal ah fuaw aalahterhadap piutangny4 dan batrwa

piutangnya itu benar adanya padamuhiil,maka apakah itu menunjukkan

pengakuan akan utang atau tidak? Ada dua pendapat mengenai masalah ini,

dan alasan masing-masing telah disebutkan sebelumnya.

Pasal: Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain, lalu dia

menuntut utangnya, lalu orang yang berutang itu berkata, "Aku telah

mengalihkan piutangmu padaku kepada firlan yang tidak ada di tempat,"

sementara yang berpiutang menyangkal, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Apabila orang yang

menanggung utang itu memiliki bukti tentang dalavaanny4 maka didengar

dakwaannya untuk menggugurkan hak mufuiil padanya.

Apabila seseorang mendakwakan dan mengatakan, "Fulan yang tidak

ada di tempat itu mengalihkan piutangku kepadamtq" laluyang didakwa itu

menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Apabila

pendakwa mengaj ukan bukti, maka bukti itu diterima terkait dengan halarya

dan hak flrlan yang tidak ada di tempat itu. Karena dengan bukti itu orang

yang tidak ada di tempat dapat diputuskan perkaranya, dan orang yang

didakwa waj ib membayar kepada mufu aal.

Apabila yang mendakwa itu tidak memiliki bukti, lalu terdakwa

menyangkal, apakah dia wajib bersumpah? Ada dua sisi pendapat

berdasarkan ketentuan seandainya ia mengakui; apalmh dia waj ib membayar

atau tidak. Ada dua sisi pendap at dt srni. Pertamn, terdakwa wajib membayar

kepada pendakwa, karena ia mengakui utangnya dan kewajiban untuk

membayar kepada pendakwa, sehingga ia wajib membayar kepada

pendakwa, seperti seandainya ada bukti. Kedua, terdakwa tidak wajib
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membayar kepada pendakwa, karena tidak ada jaminan sekiranya muhiil

tidak menyangkal, sehingga ia harus berhati-hati untuk dirinya sendiri. Seperti

seandainya orang pertarna itu mengatakarq "Aku adalahwakilnya firlan untuk

menerima pembayaran utang darimu," lalu ia membenarkannya, tetapi dia

mengatakan, ..Akutidak mau menyerahkannya kepadamu," maka apabila

kita mengatakan bahwa terdakwa harus memb ayar saat ada pengakuan,

maka ia harus bersumpah saat menyangkal. Apabila terdalava bersumpah,

maka iaterbebas dari tanggungjawab dan muhtaal tidak berhak menuntut

kepada muhiil, karena muhtaal telah mengakui kebebasan

tanggungiawabnya. Demikian pula, jika kita mengatakan ia tidak wajib

bersumpah, maka muhtaal tidak berhak menrxxtut ganti kepada mufuiil.

Kemudian dilihat terlebih dahulu kondisi muhiil; apabila dia

membenarkan pendakwa bahwa ia mengalihkan piutang muhtaal, maka

fuawaalah ditetapkan baginya, karena kerelaan mufuaal 'alaih tidak

dipertimbangkan. Dan apabila muhiil menyangkal fuawaalah, maka ia

bersumpah dan gUgurlah hukum ftaw aalah. Apabrla mufoaal' al aih menolak

bersumpaft, maka keputusan dij atuhkan padanya karena penolakannya itq

dan mufu aal menuntut hak dat'' mubiil.

Kemudian, apabila mufuil membenarkan pendakw4 maka tidak ada

pembicaraan. Apabila ia menyangkal fuaw aalah, maka perkataan yang

dipegang adalah perk ataannya,dan ia berhak meminta hak dari mufuaal
,alaih,karcrvmubaal'alaihmengaktihakmukiildanmendalcwakanbahwa

mufutaal menzhaliminya, sementara p iutang muftt aaltetap ada pa da mufuiil.

Apabilamufoii/menyangkalbahwamufutaalmemilikipiutangpada

muhiil,maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya tanpa disertai

sumpah, karenamuhtaal mengakui kebebasan muhiil dari utang, karena

mufutaal telah memperoleh pelunasannya dari mufu aal' alaih -

Apabila mufuiil mengakui piutang, maka muhtaal tidak berhak

mentrntutnya, karena dia telah mengakui bahwa muhiil telahbebas dari

tanggUng j awab karem foaw aal ah, dan mufoiilmembenarkan mufuaal' al aih

lorlhvta mufutaaltelah menztraliminya dan meminta pembayaran darinya tanpa
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ada hak, sementara mufu aal mengklaim bahwa mufulf/ telah mengambil

darinyajuga tanpa ada hak, dan bahwa ia wajib mengembalikan kepadanya

apayang diambil darinya, sehingga seyogianya mufuaalmengaasai harta

dan menyerahkarurya k epada muftaal' alaih.

Apabila muftaal' alaih membenark an mufutaal terkait fuaw aalah,

dan mufuaal' alaih telah memb ayantya,kemudian mufuiil menyangkal

fuaw aalah, maka muhiil bersumpatr dan menuntut kepada mufuaal' alaih.

Sedangkan hukum tuntutan utang yang ditanggung muftiil itusesuai dengan

kami j elaskan sebelumnya-

Pasal: Apabila seseorang memiliki utang seribu yang ditanggung

orang keduar lalu penanggung tersebut mengalihkan pemilik piutang,

maka penanggung dan yang ditanggung telah bebas dari tanggung
jawab, karenahawaalahitu seperti penyerahan, dan hukum yang berlaku

di sini sarna seperti hukum dalam kasusketikautangnyadibayarkan.

Apabila utang seribu itu ditanggung dua orang, masing-masing

menanggunglimaratw,dan menjadipenjaminbagiyanghnr,

lalu salah satu dari keduanya mengalihkan seribu" maka keduanya terbebas

secara bersama-sam4 seperti seandainya keduanya telah membayamya.

Apabila pemilik utang seribu mengalihkan orang yang berpiutang

kepada salah satu dari dua oftrng, dimana masing-masing menanggung utang

seribu, makafuawaalah sah,karena utang pada masing-masing itu telah

ditetapkan.

Apabila ia mengalihkan kepada keduanya secara bersamaan, En
mufutaal meminta pembayaran dari keduanya atau dari salah sahrnya mana

saja yang dikehendakinya,maka fuaw aalahini juga sah menurutAl Qadhi,
karena itulahyang terbaik di sini secarakualitas, bukan dari segi batas waktu

dan bilangan. Yang demikian itu adalah untuk menambah keperc ayaan,

sehingga hal tersebut tidak menghalangi keabsahan fuawaalah, seperti

ftawaalahyangdilakukan orang yang kesulitan kepada orang yang lapang.
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Sementara menurut sebagian sahabat Syaf i, forwaalahtersebut tidak sah

karena ada kelebihan di dalamnya, dimana mufutaal diberi pilihan untuk

meminta pembayaran dari kedu,any4 atau dari siapa saj a yang dikehendakinya

dari keduanya Hal itu seperti seandainya orang yang berutang mengalihkan

utang pada dua oftillg, dirnana mufuil memiliki piutang seribu pada masing-

masing, supaya mufuaal meminta pembayaran dari siapa saja yang ia

kehendaki. Pendapat yang pertama lebih tepat.

Perbedaan di antara kasus di sini dengan kasus ketika orang yang

berutang seribu mengalihkannya dengan dua ribu (selanjutrya disebut kasus

kedua) adalah tidak ada kelebihan di antara keduanya di sini, sedangkan

dalam kasus yang kedua ada selisih. Juga karena objekfuawaalah disini
adalah seribu tepat, sedangkanftawaalah pada kasus kedua tidak ada

penunjukan. Juga karena apabila salah satu dari keduanya telah membayar

seribg maka dia telah melunasi selunrh utang. Sedangkan dalam kasus kedu4

ketika salah satunya telah membayar, maka masih tersisa apa yang menjadi

tanggtrngan orang kedua.

Seandainya masing-masing dari dua orang itu bukan penjamin bagi

temannya, lalu orang yang berutang mengalihkankepadakeduanya, maka

fuowaalah sah tanpa ada masalah, karena ketika ia berhak meminta

pembayaran seribu dari satu orang, maka ia juga berhak meminta

pembayaran dari keduanya, sama seperti dua wakil.
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822. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang dijamin

hak darinya setelah diwajibkan, atau seseorang mengatakan, ttApa

yang kauberikan kepadanya itu menjadi tanggungankur" maka dia

terikat dengan akad yang sah tersebut bahwa dia akan
memberikannya

Kata dham aan berarti menggabungkan pertanggungan penj amin

kepadapertanggunganterjamin dalam komitnenuntukmenunaikanhak orang

lah, sehingga hak tersebut ditetapkan dalam pertanggungan keduanya secara

bersarna-sarn4 dan empunya hak berhak menuntut siapayang dia kehendaki

di antarakeduanya.

Kata dhamaan terambil dari kata dhamm yang berarti
menggabungkan. Al Qadhi berkata, "Kata dhamaan terambil dari kata

tadhmiin, karena pertanggungan penjamin menjamin hak. Dasar

kebolehannya adalahAl Qur'an, Sunnah dan rjma'. Di dalarnAl Qur'an
Alahberfirman,

@b5aUisf',P+:6di
"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aht menjamin terhadapnya. " (Qs.

Yusuf ( I 2): 72) IbnuAbbas berkata, "Kata za' iim dalamayat tersebut b€rarti

penjanrin"

Adapun di dalam Sunnab diriwayatkan dari Nabi SAW batrwa beliau

bersabda,

i,v /:lt
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"Penjamin adalah orangyang berutang. "tzt lHRAbu Daud dan

Timidzi dengan status has an-shahih)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Salamah binAlAlava', bahwaNabi

SAW mendatangijenazah seseorang untgk menshaliatinya, lalubeliaubertany4

'Apakah dia menanggung utang?" Mereka menjawab, "Y4 dua dinar." Nabi

SAW bertanya "Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utang dua

dirham itu?" Merekamenjawab, "Tidak." MakaNabi SAWmundur, dan

seseorang bertanya, "Mengapa engkau tidak menshalatinya?" Nabi SAW

menjawab, "shalatku tidak bergUna baginya karena dia masih memiliki

tanggungan. Kecuali salah seorang dari kalian berdiri dan menjaminnya."

LaluAbu Qatadah berdiri dan berkata "Utang itu aku yang menanggungny4

ya Rasulullah." Maka Nabi SAW ptrn menshalatinya.

Umat Islam menyepakati kebolehanpenjaminan secara garis besar,

ftrmun mereka berbeda pendapat mengenai cabang-cabangnya yang akan

kamijelaskan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata dhamiin, kafiil, qabiil,

hamiil , za 'iim dan shabiir memiliki arti yang sam4 yaitu penj amin. Di dalam

jaminan haru s ada dhaamln (penjamin), madhmuun' anhu (yang dtjamin)

danmadhmuun lah (orang yang dijamin hak.nya).

Dalam penjaminanjuga harus ada kerelaanpenjamin. Apabila dia

dipaksa untuk menjarnin, maka penjaminan tidak sah. Sedangkan kerelaan

yang terjamin kewajibannya itutidak diperhitungkan. Kami tidak mengetahui

adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena seandainya utangnya

dibayar tanpa izin dan kerelaanny4 maka hukumnya sah. Maka, begitu pula

seandainya dia dijamin. Kerelaan orang yang dijamin haknya juga tidak

diperhitungkan. Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa kerelaan

orang yang dijamin haknya itu diperhitungkan, karena penjaminan adalah

untuk menetapkan harta bagi seseorang, sehingga harta tidak ditetapkan

'28 HRAbu Daud (3/3565),Ibnu Majah (2D405), Tirmidzi (3/1265), danAhmad

dalam Musnad-nya (5 D67, 293). Sonadhadits shahih.

AlMughni- |3s9|



kecualidengan ataukerelaanorangyangmenggantikannya,sama

seperti jual-beli. Pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat Syaf i adalah

seperti duamadzhab di atas.

Menurut kami, Qatadah menjamin utang tanpa kerelaan orang yang

dijamin haknya dan tidak pula yang terjamin kewajibannya, narnun Nabi
SAW membolehkannya. Begitu pula riwayat dariAli RA. Juga karena

penjaminan adalatr kepercayaan dimana penguasaan barang tidak menjadi

perhitungan di dalamnya, sehingga sama seperti kesaksian. Juga karena

penjaminan tersebut adalah penjaminan utang, sehingga menyerupai

penjaminan sebagian ahli waris terhadap utang mayit kepada orang yang

tidak ada di tempat, dimana merekatelah menerimanya

Pasal: Pengetahuan penjamin terhadap keduanya tidak
dijadikan pertimbangan. Al Qadhi berkata, '?engetatruan tentang

keduanya dipertimbangkan, agar tatru apakah yang terjamin kewajibannya

itu orangyang pantas diberi kebaikan atautidalq dan agarmengetahui oftng
yang dijamin haknya sehingga bisa menyerahkan hak kepadanya.

Kami berpegang pada haditsAli danAbu Qatadatr, dimana keduanya

menjarnin kepada orang yang tidak dikenal keduanya atas orang yang juga

tidak dikenal keduanya Juga lwena peqiarninan menpakan tindakan sukarela

untuk komit membayar sejumlatr harta sehinggapengetahuan orang yang

diberinya dengan sukarela itu tidak dipertimbangkaq sama seperti nadzar.

Pasal: Masalah yang dibatras Al Khiraqi menunjukkan beberapa

hukum. Di antararrya adalah keabsabanjamfuran atas sesuatu yang tidak jelas,

sesuai kalirnat png dihtipnla, "Apa png katrberikan kepadanya itu meqiadi

tanggrrnganku." Ini adalatr sesuatu yang tidak jelas. Ketika seseoftrng

mengatakan, "Alumeniaminunhrkmu atas hartamuyangmerfadi tanggungan

fularU atau yang ditetapkan menjadi tanggungannya atau yang ditunjukkan

oleh bukti atau yang diakuinya sebagai milikmu, atau yang dicatat dalam

kalendermg" maka penjaminan sah. Pendapat ini dipegang olehAbuHanifatr
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dan Malik. Sedangkan Ats-Tsawi, Laits, Ibnu Abi Laila, Syaf i dan Ibnu

Mundzir mengatakan tidak sah, karena penjampinan adalah komitmen

terhadap harta benda, sehingga ia tidak sah dalam keadaan tidak definitif,

sama seperti harga dalam jual-beli.

Kami berpegang pada firman Allah, "Don siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban

unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Qs. Yusuf [12]: 72) Bahan

makanan seberat beban unta itu tidak diketahui secara pasti, karena berat

unta itu berbeda-beda. Kami juga berpegang pada sabda Nabi SAW,

" P enj amin adalah orang yang berutang. " Juga karena penjaminan adalah

komtimen terhadap hak yang ada dalam pertanggungan tanpa ada tukar-

menukar, sehingga hukumnya satr unhrk sesuatu yang tidak diketahui secara

pasti, sama seperti nadzar dan pengakuan. Juga karena penj aminan itu sah

dikaitkan dengan mudharat dan bahaya yaitupenjaminan terhadap perjanjian.

Apabila seseorang mengatakan, "Lemparkan barangmu ke laut, aku yang

menjaminny4" atau mengatakan, "Berikan pakaianku kepada pengemis ini,

aku yang menjaminny4" maka penjaminan atas barang yang tidakjelas itu

sah, sama seperti pembebasan budak dan cerai.

Hukum lain yang ditunjukkan masalah yang dikemukakanAl Khiraqi

adalah keabsahan peqiaminan atas sesuatu yang tidak wajib, karena maksud

dari kalimat "apa yang kaube,rikan" adalah apa yang akan kauberikan nanti,

dengan indikasi bahwaAl Khiraqi menghubungkannya denganyang terjamin

kewaj ibannya sesudah kewaj iban itu j ahrh padanya Jadi, hal itu menunjukkan

bahwa yang dijamin itu bukan kewajiban yang telahjatuh itu. Seandainya

maksud dari kalimat tenebut adalah apa yang telah diberikannya pada waktu

yang lampaq makna arti kedua masalah ini adalah sama, atau salah satunya

tercakup ke dalam yang lain.

Perbedaan ada di dalarn masalah ini, dan dalil kedua pendapat sama

seperti masalah sebelumnya. Hanya saj 4 mereka mengatakan bahwa kata

dhamaan (penjaminan) adalah menggabungkan tanggungan kepada

tanggungan lain dalam pelunasan utang. Apabila yang terjamin kewajibannya
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itu belum menanggmg apapun, maka tidak ada penggabungan tanggungaq

sehingga hal tersebut tidak disebut sebagai penjaminan. Menurut kami, dia

telahmenggabungkanpertanggunganryaakepadapertanggmganpngterjamin

kewajibannya, dimana penjamin memiliki kewajiban apa yang menjadi

kewajibarurya, dan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai tanggungan

yang terjamin kewaj ibarurya itu juga ditetapkan dalam tanggungan penjamin.

Ini saja sudah eukup. Lagi pula, mereka menerima penjaminan atas apa

yangdilemparkanke dalam laut sebelum jatuhkewajiban, dalam kalimat
yang dikutipnya, "Lemparkan barangmu ke laut, aku yang menjarninnya."

Para sahabat Syaf i dalam salah satu dari dua sisi pendapat menerima

penjaminan gaji sebelum bekerja dan sebelum ada kewajiban apapun.

Hukum lain yang ditqf ukkan masalatr yang dianglotAl Khiraqi adalah

bahwa apabila penjaminan telatr sah, maka penjamin wajib memb ayar apa

yang dijaminnya dan orang yang dijamin haknya itu berhak menuntutrya.

Kami tidak mengetatrui adanya perbedaanpendapat dalam masalah ini. hilah
manfaat penjaminan, dan hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW,
"Penjamin adalah orang yang berutang, " dan oleh akar makna lafazh
dhamaan.

Hukum lain adalah keabsahan penjaminan atas setiap orang yang

ditetapkan menanggung kewajiban, baik hidup atau mati, kaya atau pailit,

berdasarkan cakupan umum lafaztr. kri adalatr pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Tidak sah menjamin utang mayit kecuali dia

meninggalkanhartauntrk melurasirya- Apabiladiameninggalkanhartayang

cukrry untuk mehurasi sebagian utang saj4 maka per{aminan untuknya sah

sebesarhartayang ditinggalkannya Karena utang tersebut adalatr utang yang

gugw, sehingga penjaminannya tidak ryfu seperti seandainya utang tenebut

gugur lantaran dibebaskan Juga karena pertanggungan mayit itu telatr nrrtutr

dan tidak bisa ditegakkan lagr sesudahny4 sehinggatidak ada lagr utang.

Sementna dhamaanatau penjaminan adalatr menggabungkan pertanggungan

kepada pertanggrmgan lain.

Kami berpegang pada hadits Abu Qatadatr danAli, dimana keduanya
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menjamin utang mayit yang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk

melunasi utang, dan Nabi SAW menganjurkan mereka untuk mer{aminnya

dalam hadits Abu Qatadah dengan bersaMa, "Kecuali seorang dari kalian

berdiri dan menj aminnya?" SaMa Nabi SAW ini mengandr:ng indikasi yang

gamblang dalam masalatr ini. Juga karena utang tersebut adalatr utang yang

pasti, sehingga penjaminannya sa[ seperti seandainya mayit meninggalkan

harta yang cukup unhrk melunasi. Bukti kepastiannya adalah seandainya

seseorang sukarela membayar utangny4 maka orang yang berpiutang boleh

menagihnya.

Seandainya seseorang menjamin orang lain dalam keadaan hidup

kemudian ia meninggal, maka pertanggungan penjamin tidak bebas. Dan

seandainyapertanggrurganyang terjarnin kewajibannya itubebas, maka bebas

pula pertanggurgan penjamin Masalatr ini b€rbeda dari masalah yang mereka

sebutkan.

Hukum lainyang ditunjukkanAl Khiraqi adalahkeabsatmnpenjaminan

atas setiap hak, maksudnya hak-hak harta benda yang wajib, atau yang

akan menjadi wajib, seperti pembayaran di masa khiyar dan sesudahnya

upah, mahar sebelum persetubuhan dan sesudahnya. Karena hak-hak ini

bersifat mengikat, dan kemungkinan gugurnya hak-hak tersebut tidak

menghalangi penjaminanny4 seperti pembayaran dalam jual-beli sesudatt

beraldrirnya masa khiyariyang dimungkinkanjual-beli tersebut digugurkan

karena adanya cacat atau penyesalan. Semua pendapat ini dipegang oleh

Slaf i.

Pasat Pasal ini terkait hal-hal yang satr dijarnin Penjaminania 7 (upah)

dalam akad ja'alah, musabaqaft (perlombaan) dan munadhalah

(pertandingan) hukumnya sah Pada sahabat Syaf i dalam salah satu dari

dua sisi pendapat mengatakan bahwa penjaminan tersebut tidak satr, karena

ia tidak berakhir pada kewajiban, sehingga penjaminannya tidak salr, sarna

seperti harta ki t aab ah.tze

r2e Harga yang harus diberikan budak untuk menebus kemerdekaannya dari tuannya.
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Menurut kami, penjaminan tersebut satr berdasarkan firmanAllah,
"Darn siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

malranan (seberat) beban unta, dan alat menjamin terhadapnya." (Qs.

Yusuf(I2):72)

Juga karena penjaminan tersebut akan bennuara pada kewajiban

apabila yang terjamin kewajibannya melakukan pekerjaan tersebut. Yang

tidak wajib itu adalah pekerjaannya, sedangkan hartanya wajib dengan

adanya pekerjaan tersebut, dan objek penjaminan adalatr harta bukan

pekerjaan.

Peqj aminan atas dendaj ianayah(laiminal) htrlcumnya sab, baik berupa

uang seperti nilai barang yang dirusak, atau berupahewan seperti dalam

diyat. Tetapipara salrabat Syaf i mengatakan bahwa tidak satr penj aminan

hewan yang waj ib dalam peir,an diat karcna hewan tersebut tidak diketahui

secara pasti. Namun di atas telah dijelaskan dalil tentang keabsahan

penj arninan atas sesuatu yang tidak diketatrui secara pasti. Selain itu, unta

yarlgwajibdalampertanggunganitudiketatruiunrwdanjumlatrrya seAangtan

ketidak-pastian akan wama dan sifat-sifat permanen lainya tidak berdampak

mudtrarat. Karena ia hanya wajib memberikan unta dengan wama dan sifat

minimal, sehingga dengan demikian unta itu dianggap diketatrui secara pasti.

Demikian pula dengan hewan-hewan yang lain Juga karena ketidak-tatnran

secarapastiakansifat-sifathewanitutidakmenghalangikermajibanryrauntuk

mengganti hewan yang dirusak, sehingga hal itu tidak menghalangi

kewajibannya untuk memberikan hewan kepada yang berhak lantaran

komihen(penjaminar).

Penjaminan atas nafl<atr isti hukumryra sah, hik nafletnrntuk hai ini
atau di waktu yang akan datang. Karena nafkah hari ini hukumnya wajib,

dan nafkatnrntuk wakttr yang akan datang itu akan bermutrapda kehanrsan

Oranglaang meijaminbeftewajibanmemberi apapngwajib dibedlen suami

menunrt qiyas maddrab. Al Qadhi berkata, "Apabila seseorang menjamin

nafl<atr untuk masa yang akan datang, maka ia tidak wajib memberi naftatl
kecuali dalam ukurarr yang disanggupi orang yang krisis keuangan, karena
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ukr:ranselebihnyaitugugurakibatkrisiskeuangan Iniadalatrmadztrab Sya.f i
menurut pendapat dimana ia mengatakan sah menjamin nafkah.

Menurut kami, menjamin sesuatu yang tidak wajib itu hukumnya sah.

Kemungkinan tidak adanya kewajiban menambahkan (di atas ukwan

minimal) itu tidak menghalangi keabsahan penjaminannya dengan dalilif 7

dalam akadji'alah, mahar sebelum persetubuhan, dan jual-beli di masa

khiyan

Adapun nafkatr di masa lalu apabila nafl<ahtersebut hukumnya wajib,

baik menurut keputusan hakim, atau karena kita berpendapat wajib tanpa

ada keputusan hakim, maka penjaminarulya satr. Kalau tidak wajib, maka

penj aminannya tidak satr.

Sah menjamin harta salam menurut salah satu dari dua riwayat,

sedangkan menunrt riwayat yang laint idak salr, karena hal itu mengakibatkan

permintaan peltrnasan atas barang pesanan kepada selain pemesaq sehingga

hukumnya tidak boleh, sama seperti bowaalah. Namtrn pendapat yang

pertama lebih shahih, karena harta salam adalatr utang yang waj ib sehingga

penjaminarurya, sama seperti upah dan harga barang.

Penjaminan atas harta kitabahhukumnya tidak sah menurut salah

satu dari dua riwayat. Ini adalah pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama-

Sedangkan menurut riwayat yang lain hukumnya sal1 karena yang dijamin

adalah utang yang ditanggung budak mulwtab,sehinggapenjaminannya sall

sama seperti utang-utang lain yang ditanggungnya. Pendapat yang pertama

lebih benar karena hart a kitab ah itu tidak wajib dan tidak bermuara pada

waj ib. Karena bud ak mukatab itu bisa menyatakan diri tidak mampu dan

menolak membayamya. Apabila subjek utamanya sendiri tidak wajib, maka

apalagpenjaminnya.

Sah menjamin barang-barang yang ditanggung seperti barang yang

diambil secara tidak sah dan pinjaman. Pendapat ini dipegang oleh Abu

Flanifah dan Syaf i menunrt salatr satu dari dua sisi pendapat. Dalam pendapat

lain Syaf i mengatakantidak salq karena barang-barang tersebut tidak tetap
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dalam pertanggungan. Yang bisa dijamin adalah sesuatu yang telah tetap

dalam pertanggungan. Kami menggunakan kata ditanggung di sini karena

artinya seseorang wajib menanggung nilainya apabila barang itu rusak,

sedangkan nilai itu tidak diketahui secara pasti.

Mentrut kami, barang tersebut menjadi tanggungan atas orang yang

memegang barang, sehingga sah penj aminannya sarna seperti hak-hak yang

telahtetap dalafiI pertanggungan. Mengenai pendapat merekabatrwabarang-

barang tersebut tidak tetap dalam pertanggungan, kami katakan bahwa

penjarninan itu pada hakikatrya adalah menjamin penyelamatan barang dan

pengembaliarury4 komitnenuntuk menghasilkanbarang atau nilainya pada

saat barang itu rusak. Ini termasuk sesuatu yang sah dijarnin, sama seperti

garansi dalam jual-beli, dimana penjaminannya hukumnya satr. Penjaminan

ini pada hakikatnya adalah komitnen untuk mengembalikan pembayaran

atau penggantinya apabila objek jual-beli ternyata mengandung cacat atau

menjadi hak orang lain.

Adapun berbagai amanah seperti titipan, barang sewaan, syarikah,

mudharabah serta barang yang diserahkan kepada penjahit, apabila

seseoftrng menj aminnya tanpa melakukan melakukan tindakan mengubah

pada barang tersebu! maka penjaminan tidak sah, karena ia tidak menjadi

tanggungan atas orang yang memegang barang tersebut, maka begitu pula

bagipeqiamin.

Apabila seseorang menjaminnyadan yang dijaminmelalarlrantindakan

yang mengubah pada barang, maka pendapat yang kuat dari Ahmad

menunjukkan keabsahan penjaminan. Karena ia berkata dalam riwayat

Atsrarn tentang seseoftLng yang menerima pakaian dari orang-orang (untuk

dijahit), lalu penjamin berkata kepada seseorang, 'Berikan pakaianmu

kepadanya aku yang merf ami4' lalu orang tersebut berkata "Dia menj amin

apa yang diseratrkan orang kepada penjahit tersebut." Maksudnya apabila

dia melakukan tindakan yang mengubah atau pakaian tenebut rusak akibat

. Karena itu, apabila pakaian rusak bukan karena keteledoran

dari penjahit, dan bukan karena perbuatannya, maka penjamin tidak
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berkewajiban apapun sesuai alasan yang telah kamijelaskan. Tetapi apabila

pakaian itu rusak karena keteledorannya, maka dia wajib menanggugnnya,

dan penj aminnya pun waj ib menanggungnya. Hal itu karena pakaian tersebut

menjadi pertanggungan atas orang yang di tangannya pakaian itu berada,

sehingga penj aminnya waj ib menanggungnya, sama seperti barang yang

diambil tanpa izin dan barang pinjaman. Hal ini pada hakikatnya adalah

penjaminan atas sesuatu yang belum wajib, dan kami telah menjelaskan

kebolehannya.

Boleh menjamin garansi objekjual-beli bagi penjual kepada pembeli,

atau bagi pembeli kepada penjual. Penjaminan kepada pembeli berarti

menjamin pembayaran yang waj ib akibat jual-beli sebelum penyerahannya.

Apabila pembayarannya itu mengandung cacat,temyata milik orang lain,

maka tuntutannya diarahkan kepada penjamin. Penjaminan bagi penjual

kepada pembeli berarti seseorang menjamin untuk mengembalikan

pembayaran manakala temyata objekjual-beli itu milik orang lain, atau

dikembalikan karena cacat, atau denda akibat cacat.

Jadi, penjaminan atas garansi dalam dua kasus tersebut adalah

penjaminan atas pembayaran atau sebagian dari pembayaran bagi salah satu

dari dua pihak. Kata' uhdah (gannsi) itu beralti lembaran yang berisi cacatan

perjanjian jual-beli, dan di dalamnya disebut harga. Dalam garansi itu

disebutkan pembayaran yang dijamin. Di antara ulama madzhab yang

membolehkan penjaminan atas garansi secara garis besar adalahAbu Hanifall

Malik dan Syafi'i. Sementara sebagian dari ulama madzhab Syafi'i

melarangnya karena itu adalah penjaminan atas sesuatu yang tidak wajib

dijamin, penjaminan atas sesuatuyang tidak diketahui secarapasti, dan

penjaminan atas barang. Tetapi kami telahmenjelaskan kebolehanpeqiaminan

atas semuaifu.

Juga karena ada kebutuhan terhadap kepercayaan bagi penjual'

Kepercayaan adatigamacam, yaitu kesaksian, gadai dan penjaminan.

Kesaksian tidak dibisa dijadikan untuk melunasi hak, sedangkan gadai dalam

jual-beli hukumnya tidak boleh karena dapat mengakibatkan objekjual-beli
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tergadai selarna-lamanya. Maka" tidak ada yang tersisa selain penjaminan.

Jugakarenatidak adayang dijamin selain apayang telahwajib pada

pada waktu akad, karena yang terkait dengan penj aminan adalah hukum

ketika temyata objekjual-beli itu milik orang lain atau mengandung cacat

pada waktu akad- Ketika terj adi demikiaq maka apa yang waj ib pada waktu

akad itulah yang dijamin, dan dampak dari ketidak+ahuan itu dapat

dihilangkarUkarenaobjekjual-belitelahdijaminseluruhnya.Apabilatemyata

sebagian dari objek jual-beli itu milik orang lain, maka penj amin waj ib

membayar sebagian dari yang drjaminnya.

Ketika hal ini telah mantap diterim4 maka penjaminan atas garansi

bagi penjual kepada pembeli sebelrrn dan sesudah serah-terima pembayaran

itu hukumnya sah. Lnam Syaf i mengatakan bahwa penjaminan sah hanya

sesudah serah-terimapembayaraq karena sebelum serah-terima seandainya

temyata objek jual-beli itu milik orang lain maka penjual tidak menanggung

kewajiban apapun- Pendapat ini didasarkan pada penjaminan atas sesuatu

yang tidak wajib apabila bermuara pada wajib sepertij a' alah.

Lafazhyang digunakan dalam penjaminan garansi adalah, "Aku
menjamin garansiny4 atau menjamin garansi bagimu."

Kata'uhdoh (garansi) itusendiri berarti dokumenyang di dalamnya

tertulis tansalsipernbelian- Demikianlahpenafsiranparaahli bahas4 sehingga

penjaminannya kepada pembeli tidak sa[ karena dokumen tersebut adalah

miliknya Namun pendapat ini tidak benar karena garansi menurut peng$maan

sehari-hari berarti penjaminan pembayaran, dan kalimat umum itu dipahami

menurut istilah yang digunakan, bukan menurut makna bahasanya.

Sebagaimana riwayat ketika bersifat mutlak atau umum maka ia dipahami

menund kondisi yang melingkupiny4 bukan menurut teksny4 meskipun teks

ihrlah yang dipaparkan.

Apabila yang dijamin adalatr kebebasan objekjual-beli dari penghalang

transaksinya, makaAbu Bakar berpendapat bahwa penjaminan tersebut

tidak sah. Karena apabilatemyata budakyang dibeli itu merdek4 atau barang
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yang dibeli itu milik orang lain, maka penj amin tidak bisa membebaskannya

dari kepemilikan empunya, dan hukumnya tidak boleh. Imam Ahmad

berpendapat mengenai seseoftmg yang menjual seorang budak laki-laki atau

perempuan, danpenjamin menjamin kebebasan dari penghalang tansalsinya.

Ia mengatakarq "Bagaimana mungkin dia bisa membebaskannya dari faktor

penghalang transaksi jika temyata budak tersebut merdeka."

Apabila yang dijamin adalah garansi objekjual-beli dan kebebasarurya

dari faktor penghalang tansalcsi, maka penjaminan atas kebebasanrya ihrlah

yang batal. Apakah penjaminan untuk garansi sah? Ada dua pendapat

berdasarkan perbedaan transaksi.

Apabila penjaminan atas garansi ditetapkan satr, maka pembicaraan

selanjutnya adalah mengenai apa yang wajib bagi penjamin. Maksud kami,

hak pembeli trrtuk meminta kembali pembayarannya itu tidak terlepas dari

sebab yang baru terjadi sesudah akad, atau yang menyertai akad. Adapun

sebab yang baru terjadi itu seperti rusaknya objek jual-beli yang bisa

ditimbang dan ditakar di tanganpenjual, ataukeduanya sama-sama menyesali

jual-beli. Dalam hal ini, pembeli mentrntut kepada penjual, bukan penjamin,

karena hak ini belum ada pada waktu akad. Yang dijamin penjamin adalah

hak yang ada pada waktu akad. Tetapi dimungkinkan pembeli menuntut

kepada penjamin karena penjaminan atas sesuatu yang tidak wajib itu

hukumnya boletr, dan ini adalah salah satunya

Adapun j ika dipicu sebab yang menyertai aka4 maka perlu dilihat

terlebih dahulu. Apabila dipicu suatu sebab dimana penjual tidak melakukan

keteledoran di dalamnya, seperti objek jual-beli itu dikenahak syuf 'ah,

maka pembeli mengambil pembayaran dari syafi ', dan ia tidak menuntut

kepadapenjual dantidak pulapenjarnin. Apabilayang terjamin kewajibannya

itu tidak menanggung kewajiban apapun, maka apalagi penjaminnya.

Jika kepemilikan pembeli hilang dari objekjual-beli karena sebab yang

menyertai akad lantaran keteledoran penjual disebabkan adanya hak orang

lain atas obj ek j ual-beli, atau budak yang dijual itu temyata merdek4 atau ia

dikembalikan karena c acatlarta,maka pembeli berhak menuntut kepada
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penjamin Inilah yang dimaksud dengan penj aminan atas garansi.

Apabila pembeli ingin mengambil ganti rugi atas cacat, maka iajuga

menuntut kepada penj amin, karena apabila penj amin waj ib menanggrmg

seluruh pembayaran" maka iajuga wajib merumggung sebagiannya apabila

pembeli berhak atas sebagian pembayaran tersebut dari yang terjamin

kewajibannya. Baik ternyata selunrh objekjual-beli itu milik orang lain, atau

sebagiannya saja. Karena apabila temyata sebagiannya saja yang menjadi

milik orang lain, maka akad batal untuk keseluruhannya menurut salah satu

dari dua riwayat pendapat karena seluruh barang itu telah keluff dari tangan

pembelilantaranadanyakepe,milikanoranglainatasbarangtersebut. Menunrt

riwayat yang lain, akad atas keseluruhannya batal, tetapi dia berhak

mengembalikanryra-Apabiladiamengembalikan selunrhny4 makahukumnya

sama seperti yang pertam.a Apabila dia menahan bagian yang dimilikinya

maka dia berhak menunhrt ganti atas sebagian yang laiq seperti seandainya

dia mendapati objekjual-beli mengandung cacat.

Seandairyra seseorangmenjual suafirbendaatau memi4iamkan sesuatu

kepada orang lain dengan syarat barangnya itu digadai pada penjual, lalu

seseonrng menjamin unfuk menyerahkan gadai, maka penjaurinan tersebut

tidak sah, karena penerima gadai tidak wajib menguasainya dan

menyerahkanny4 sehinggapeqiamin tidak berkewajiban melalarkan sesuatu

yang tidak waj ib bagi yang dijamin itu sendiri.

Apabila seseorang me4iamin pembeli atas nilai sesuatu yang muncul

kemudian pada objek jual-beli seperti bangunan atau tanaman, maka

hukumnya salU baik yang meqiamin itu adalah penjual atau orang lain Apabila

tanah yang dibeli itu ditanai atau didirikan bangunan di atasnya, sedangkan

pembeli telah berhak atas objekjual-beli, maka pembeli menuntut kepada

penjamin atas nilai yang rusak atau berkurang. Pendapat ini dipegang oleh

Abu Hanifah. Tetapi Syaf i berpendapat bahwa hukumnya tidak sa[ karena

itu adalah penjaminan atas sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, dan

penj amirnn atas sesuatu yang belum waj ib. Namun kami telah menj elaskan

kebolehan hal tersebut.
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Pasal: Pasal ini berbicara tentang orang yang sah

penj aminannya dan yang tidak sah. Penj aminan sah dilakukan orang

yang boleh bertransaksi atas hartanya baik laki-laki atau perempuan. Karena

penjaminan adalah akad dengan objek harta benda sehingga sah dilalcukan

oleh peremprum., sama seperti jual-beli.

Penjaminan tidak sah dilalrukan orang gila dan oru€ yang sakit parah,

serta anak kecil yang belum bisa menalar, tanpa ada perbedaan pendapat,

karena penjaminan mengakibatkan kew{iban harta sesudah akad, sehingga

tidak sah dilakukan oleh merek4 sama seperti nadzar dan pengakuan.

Penjaminan juga tidak sah dilakukan orang yang terbatasi hak

transaksinya. Pendapat ini dikemukakanAbu Khaththab, dan merupakan

pendapat Syaf i. TetapiAl Qadhi mengatakan sah, dan kgvvaliban tersebut

dijatuhkan sesudah pembatasan hak transaksinya dicabut, karena apabila

pengakuannya terhadap hak orang lain sah dan kewajibannya dijatuhkan

sesudah pembatasan hak transaksinya dicabut, maka begitu pula

penjaminannya. Namun, pendapat yang pertama lebih kuat, karena

penjaminan itu mengakibatkan kewajiban harta sehiagga tidak sah dilalrukan

orang yang terbatasi hak tansaksiny4 sama sepertijual-beli. Ia tidak serupa

dengan pengakuan terhadap hak orang lain, karena berarti

pemberitahuan akan hak yang telah ada sebelumnya

Adapun anak kecil yang sudatr menalar tidak sah penjaminannya

menurut pendapat yang benar dari dua pendapat. Ini adalah pendapat Imam

Syafi'i. Para sahabat kami mendasarkannya pada dua riwayat mengenai

keabsahan pengakuan dan segala macam transaksinya dengan izin walinya.

Semua ini tidak sah karena mengakibatkan kewajiban harta, dimana dia

tidak memperoleh dariny4 sehingga tidak sah dilalcukannya sama seperti

derma dan nadzar. Berbeda denganjual-beli.

Apabila penjamin (anak) dan yang dijamin berselisih mengenai waktu

penjaminan sesudah balig[ dimana anak mengatakan, "Sebeltun bdig]r,"

sedangkan yang dijamin mengatakan sesudah baligtt, makaAl Qadhi berkat4

"Menurut analogi pendapat Ahmad, perkataan yang dipegang adalah
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perkataan yang terjamin kewajibanny4 karena terjadinya akad itu

menguatkan kedudukannya" sehingga perkataan yang dipegang adalah

p€*atamn),a, seperti seandainya keduaqra berselisih mengenai syarat yang

tidaksah-

Tetapi dimungkinkan perkataan yang dipegang adalah perkataan

penjamia karena pada pinsiprya segala s€suatu itu tidak ada (dalam hal ini

stds baligh), dan ia tidak menmggrrng kewajiban- Ini adalah pendapat Imam

$raf i, dm pendqs ini tidak senrya dengan kasus ketika keduanya b€rselisih

mengenai syaratyangtidak sab karenakedua orang yang berselisih itu

sebenaqramenyepakati pentingnyatransaksi terebut, dan secara lahiriah

kduanya tidak melalukan transaksi kecuali transaksi yang sah, sehingga

ped@an pftak 1ang m€ngklaim sabm5a transaksi itulah yang kuat. Di sini,

kedrnnya lalu berselisih mengenai kelal,akan,transaksi, sedangkan pihak

l'mgmendakuakmkelEakmumlsiiurtidak merriliki indikasi lahiryang

dijerlikannya sandaran, dan tidak pula prinsip dasar untuk dijadikannya

nrj"kan, sehinggA dak$aann5ra tidak dihatkan.

Hukrm 1ang bedakubagi ormgyang diketahui kondisinya gila sama

seperti hukum Fngbedahbagi mak kecil- Apabilatidak diketahui kondisi

gilanya, maka perkataan yang dipegang adalatr perkataan yang terjamin

keurajibanryra karcna pada prinsipnya segala sesuatu itu tidak ada (dalam

halinipen5akitgita).

Adapun orang yang terbatasi hak transaksinya karena pailit,

pe4iaminan sah, dan kewajibannya dijahrhkan sesudah pembatasannya

dihilangkan, karena dia termasuk orang yang layak berhansaksi, dan yang

terkena pembatasan adalah harta bendanya, bukan pertanggungannya,

sehingga senpaenganpenggadai, dimana tansaksinyaterhadap selain harta

yang digadai itu hukumnya sab- Seperti seandainya dia berutang, atau

mengakui hak orang lain, atau me.mbeli dengan pertanggrngan

Pe.qiamirran tidak sah dilakukan oleh smrang budak tanpa izin tuanny4

baik dia &:b€ri izin untuk bemiag dautidak diberi izin Pendapat ini dipegang

oleh IbnuAbi Laila, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Tetapi dimungkinkan
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hukumnya salr, dan kewajibannya dijatutrkan sesudah dia merdeka. Ini adalah
salah satu dari dua sisi pendapat Imam Syaf i. Karena budak tersebut
termasuk orang yang memiliki hak tansalcsi, sehingga tansaksinya sah selar.na
tidak mengakibatkan mudharat bagi tuannya, seperti pengakuan tentang
pengerusakan barang milik orang lain.

Alasan pendapat yang pertama adalah penjaminan merupakan akad
yang mengakibatkan kewajiban hart4 sehingga hukumnya tidak sah tanpa
izin tuannya, sama seperti pernikahan. Abu Tsaur berkata, ..Apabila 

dari
sumber pemi aga*r,maka hukumnya boteh. j ika selain itu, maka hukumnya
tidak boleh. Apabila dia menjamin dengan seizin tuannya, maka
diperbolehkan, karena seandainya tuannya mengizinkannya untuk
bertransaksi, maka hukumnya sah."Al eadhi berkata, .,Menurut qiyas
madzhab, harta itu terkait dengan diri budak.,, IbnuAqil berkat4 .Menurut

madzhab yang kuat dan qiyas madzhab,penjaminan itu terkait dengan
pertanggungan flrarurya." Abu Khaththab berkata, ..Apakah terkait dengan
diri budak atau pertanggungan tuannya? Ada dua pendapat, sama seperti
budak itu bennang dengan seizin tuannya Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
Apabila tuannya mengizinkannya melakukan penj aminan agar pembayaran
diambil dari harta yang ada di tangannya, maka hukumnya sah, dan
pe4iaminan itu berada dalam pertanggr.rngan tuannya, terkait dengan harta
yang ada di tangan budak. Seperti terkainrya hak dalam kas usjinayahpada
diri budak." seperti seandainya orang merdeka berkat4 ..Aku menjamin
utang bagimr:" dengan ketentuan kamu mengambil sebagian dari hartaku,,,
makahukumnyasah.

Adapun budak mukat ab tidak satr melakukan penj aminan twrya izn
tuannya, sama seperti budak yang tidak hendak dimerdekakan, karena
penjaminan adalah kerelaan untuk menanggung kewajiban harta, sehingga
serupa dengan nadzar sedekah tanpa memiliki harta. Tetapi dimungkinkan
penjaminan tersebut sah, dan kewajibannya dijatuhkan sesudah dia
dimerdekakan, sama seperti pendapat kami mengenai budak pada umumnya.
Apabila bu dak mukat aD menj amin dengan seizin tuannya, maka ada dua

l
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pndapat. P erta mn, hukumnya tidak sah, karcna barangkali penj aminannya

itu mengakibatkannya tidak bisa menebus kemerdekaannya. Kedua,

hukumnya sah, karena hak keduanya tidak keluar dari keduanya.

Mengenai orang sakit, apabial sakitnya tidak mengkhawatirkarl atau

bukan sakit menjelang ajal, maka hukumnya sama seperti orang yang sehat.

Apabila sakitnya adalah sakit menjelang ajal yang mengHrawatirkan" maka

hukum penjaminannya sa:na seperti hukum dermanya, yaitu sepertiga dari

seluruh hartanya. Karena per{aminan adalah kerelaan untuk menanggrurg

harta yang bukan merupakan kewajibanny4 dan dia tidak mengambil
pengganti darinya sehingga senpa dengan'hibah'.

Apabila isyarat orang yang bizu bisa diphani, rnaka pe4iaminannya

sah, karena jual-beli, pengakuan dan dermanya salL sehingga sahpula
penjaminannya sama seperti orang yang bisa berbicara- Penjaminan tidak

ditetapkan dengan tulisan saja tanpa disertai iqrarat yang dipahami bahwa

dia bermaksud untuk menj amin, karena bisajadi dia menulis karena iseng

atau mencoba pena, sehingga penjaminan tidak ditetapkan berdasarkan

kemungkinkan. Adapun orang yang tidak dipahami isyaratrya tidak sah

melalcukan pen$aminarq karena peqiaminannyatidak dipatmmi. Juga karena

seluruh tansaksinya tidak sab, sama seperti penjaminannya

Pasal: Apabila utang yan g kontan dij amin secara tempo, maka

hukumnya sah, dan utang tersebut bersifat kontan bagi yang terjamin

kewajibannya danbenifattempo bagi penjarnin- P€milikhak berhakmenuntut

kepada yang terjamin kewajibanny4 bukan kepada penjarnin. Pendapat ini
dipegang olehlmam Syaf i. ImarnAhmadberyendapat mengenai seseomng

yang meqjamin sesuatuyang ditanggung fulaa bahwapeqiamin t€rsebut akan

membayamya dalam tiga tahtur- N{ak4 utang tersehf menjadi tanggunganrryA

dan dia membayar sebagaimana yang dijaminnya

Alasannya adalah riwayat lbnuAbbas, bahwa ada seorang laki-laki
berkewajiban membayar sepuluh dinark€padaorangpng memberinyautang

di masa Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut berkata, "Akutidak punya apa-
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apa untuk kuberikan kepadamu." Lalu pemberi utang berkat4 "Demi Allalq

aku tidak akan meninggalkanmu sampai kamu bayar utangmu kepadaku,

atau kamu hadirkan seorang penjamin." Lalu laki-laki tersebut membawanya

kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Berapa lama

kamu meminta tangguh kepadanya?" Ia menj awab, "Satu bulan." Nabi SAW

berkata, "Kalau begitu, aku yang menjamin." Lalu datanglah orang tenebut

pada waktu yang drj anj ikan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Darimana

kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari Ma'din." Nabi SAW bersabda,

"Tidak ada kebaikan padanya." Lalu Nabi SAW membayar utangnya." (FIR

Ibnu Maj ah dalam S un an -ny a)t 3 o

Juga karena dia menjamin harta dengan akad tempo, sehingga

pembayarannya pun tempo sama seperti j ual-beli. B arangkali ada yang

mengatakan: Bagi kalian utang yang kontan tidak bisa dijadikan tempo, lalu

bagaimana utang kotan itu menj adi tempo bagi penj amin, atau bagaimana ia

ditetapkan dalam pertanggungan penjamin secara tidak sesuai dengan yang

ada dalam pertanggungan yang dijamin? Kami jawab bahwa suatu hak itu
bisa me4jadi tempo pada awal ditetapkannya apabila dilakukan dengan akad,

dan inilah awal ditetapkannya hak atas penjamin, dan hak tersebut tidak

ditetapkan kontan baginya. Apa yang ada dalam pertanggungan penjamin

itu boleh berbeda dengan apa yang ada dalam pertanggungan yang terjamin

kewajibarury4 dengan dalil kasus seandainya yang terjamin kewajibannya

itu meninggal sedangkanutangnya benifat tempo, Bilaketentuan ini diterima,

dan utang bersifat tempo selama satu bulan, lalu seseorang menjaminnya

menjadi dua bularU maka orang yang dijamin haknya itu tidak berhak menuntut

penjamin hingga dua bulan kedepan. Apabilapenjamin membayamya sebelum

jatuh tempo, maka dia berhak menuntut ganti secara kontan. Pendapat ini
didasarkan pada riwayat yang mengatakan bahwa apabila penjamin

membayar utang terjamin tanp aizin,maka dia boleh memintanya kembali.

Menurut riwayat yang lain, dia tidak boleh memintanya kembali sebelum

jatuh tempo, karena dia tidak diizinkan untuk membayar sebelum jatutr tempo.

r30 HR. Ibnu Majah (2/2406), danAbu Daud(3/3328) dengan saradyangshahih.
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Apabila utang itu bersifat tempo, lalu penjamin menjaminnya secara

kontan, maka utang tidak menjadi kontan, dan penjamin tidak wajib
membayamya sebelum jatuh tempony4 karenapenjamin adalah kelanjutan

dari yang dijamin, sehingga penjamin tidak berkewajiban apa yang tidak
wajib bagi yang dijamin. Juga karena seandainya yang dijamin itu dipaksa
untuk menyegerakan pembayaran utang tersebut, maka dia tidak wajib
menyegerakannyq apalagi denganpenjamin Juga karena penjaminan adalah

komitmen terhadap utang dalam pertanggungan, sehingga penjamin tidak
wajib melakukan apa yang tidak wajib bagi yang dijamin. Karena itq apabila

dia membayamya secara kontan, maka dia tidak boleh memintanya kembali
sebelum jatuh tempo, karena pnnjaminannya itu tidak mengubah utang dari

statustemponya

Perbedaan antaramasalah ini dengan masalah sebelumnya adalah

bahwa utang yang kontan itu tetap dalam pertanggungan dan berhak dibayar
kapan saja waktunya. Apabila seseorang me4jarninnya secara tempo, maka
ituberartidiaberkewajibanterhadapsebagianyangditanggrrngyangterjamin

kewajibannyany4 sehingga hukumnya sah, seperti seandainay utang
berjumlah sepuluh lalu dia menjamin lima darinya. Sedangkan utang tempo
tidak berhak ditagih kecuali pada waktunya Apabila seseorang meqjaminnya

secara kontan, maka ia itu berarti ia menanggung sesuatu yang tidak wajib
bagi yang terjamin kewajibannya, sehingga serupa kasus ketika utang

berjumlah sepuluh lalu dia menjamin duapuluh. Satu pendapat mengatakan

bahwa dimungkinkan penjaminan utang yang tempo secara kontan itu sah,

sebagaimana sahnya penjaminan utang png kotan secara tempo berdasarkan

analogi salah satunyaterhadap yang lain Tetapi kami membedakan keduanya

dengan faktor yang menghalangi analogi.

Pasal: Apabila seseorang menjamin utang yang bersifat tempo
bagi orang lain,lalu salah satunya meninggal dunia, baik itu penjamin
atau yang dijamin, maka apakah utang pihakyang meninggal dari
keduanya itu jatuh tempo? Ada dua pendapat yang telah disebutkan
sebelumnya- Apabila kita mengatakan bahwa utang j atutr tempo bagi mayit,
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maka iatidakjatuhtempo bagiyang lain, karena utangtidak jatuhtempo

atas seseorang karena kematian orang lain. Apabila yang meninggal adalah

yang dijamin, maka orang yang berpiutang tidak berhak menuntut penjamin

sebelum jatuh tempo. Apabila dia membayamya sebelumjahrh tempo, maka

dia dianggap sukarela menyegerakan pembayaran. Apakah orang yang

berpiutang berhak menuntut yang terjamin kewajibannya sebelum jatuh

tempo? Ketentuan dalam kasus ini dilarikan kepada dua riwayat mengenai

oftmg yang membayar utang tanpa seizin oftrng yang menanggungnya.

Apabila yang meninggal adalah penjamin lalu orang yang berpiutang

menuntut pembayaran utangnya dari hartawarisny4 maka ahli warisnya tidak

berhak menuntut yang terjamin kewajibannya sampai jatuh tempo, karena

utang tersebut tempo baginya, sehingga dia tidak boleh dituntut sebelum

jatuh temponya. Ini adalah madzhab Syaf i. Dituturkan dari Zufar bahwa

mereka berhak menturtut yang terjamin kewajibanny4 karena ia meliba&an

penjamin ke dalam penjaminan meskipun dia tahu bahwa utang tersebut

jatuh tempo karena kematian penjamin.

Mentrut kami, itu adalah utang yang tempo sehingga yang terjamin

keraajibannyaitutidakdituntut sebelumjatuhtempo, seperti seandainyatidak

meninggal dunia- Mengenai alasan Zufar bahwa yang terj amin kewaj ibannya

melibad<an perf amin ke dalam penjaminarL kami katalan bahwa ia melibatkan

penjamin dalam utang yang tempo, sedangkanjatuhtemponya itu dipicu

sebab dari dirinya" sehingga hal inr seperti seandainya utang dibayar sebelum

jatuhtempo.

823. Masalah: Abu Qasim berkata, 'oYang terjamin
kewaj ib annya itu tidak terbebas den gan penj aminan penj amin."

Maksudnya, yang terjamin kewajibannya itu tidak terbebas dari

tanggungjawab lantaranpenjaminan itu sendiri, sebagaimanapengalih utang

terbebas dari tanggungjawab lantaran pengalihan utang itu sendiri sebelum

serah-terima pembayaran. Sebaliknya, utang ditetapkan dalam pertanyaan

penjamin, namun dia tetap ada dalam pertanggungan yang terjamin
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kewaj ibannya Pemilik hak dapat menuntut siapa yang dikehendakinya dari

keduanya, baik pada waktu masih hidup atau sesudah mati. Pendapat ini
dipegang olehAts-Tsauri, Syaf i, Ishaq, Abu Ubaid dan para ulama ahli
ra';ru

Abu Tsaur mengatakan bahwa penjaminan sama seperti pengalihan

utang. Keduanya sama-szrma mengalihkan hak dari pertanggungan yang

terjamin kewajibannya danpengalih utang. Pendapat ini dituturkan dari Ibnu

Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan Daud. Mereka berargumen dengan apa

yang diriwayatkanAbu Sa'idAl Khudri, dia berkat4

'lkmi bersarna Nabi SAW untuk mengrrnrsij enazah.Ketikajenazah

itu diletakkanuntuk dishalati, maka beliau bertany4' Apakah temanmu ini
merumggung tfrang?" Merekamenjawab, "Y4 duadirtrarn." Beliaubersabd4

"Shalatilah teman kalian ini." Lalu Ali berkat4 "Utangnya menjadi
tanggunganku" ya Rasul. Aku yang menjamin" I^alu Rasulullah SAW berdiri

dan menshalatinya. Kemudian beliau menghampiri Ali dan bersabda,
"Semoga AIIah membelasmu dengan yang lebih baik, dan menebus

gadaimu sebagaimana engkau menebus gadai saudaramu. " Lalu ada

yang bertanl'4 'Ya Rasuhrlla[ apakah ini khusus untukAli, atau untuk semua

orang?" Beliau menjawab, "LJntuk semua orang." (flRAd-Daruquthni)t3t

Fladits ini menunjukkan batrwa yang terj amin kewaj ibannya itu terbebas

lantaran penjaminan itu sendiri.

knam Ahmad dalam kitab Al-Musnad menwayatkan dari Jabir, ia
berkat4 "Seorang sahabat kami meninggal duni4 lalukami mendatangi Nabi

SAW agar beliau menshalatinya. Kemudian beliau maju selangkah dan

bertany4 ' Apakah iamenanggung utang?" Kami menjawab, "Dua dinar."

r3r HR Daruquthni (3147). Di dalam sanadnya terdapat ,Atha, bin .Ajlan yang
statusnya lemah. Hadis ini juga diriwayatkan Baihaqi dalam kitab As-sunan (6/73)
dariAbu SaidAl Khudri.Ia berkata, "Hadits ini berkisar padaAbdullahAl washifi
yang statusnya sangat lemah. Hadits ini juga diriwayatkan Baihaqi dari Ali bin Abu
Thalib dan berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Atha' bin Ajlan yang statusnya
lemah."
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Lalu beliau menj auh. Kemudian Abu Qatadah menanggung utang dua dinar

tersebut. Ia berkata, "Dua dinar itu aku yang tanggung." Maka Rasulullah

SAW bssabda, "Hak orang yang berpiutang telah ditetapkan, dan

mayit terbebas dari utang? " Abu Qatadah berkata, "Ya." Kemudian beliau

menshalatinya. Setelah itu beliau bertany4 "Bagaimana ceritanya utang dua

dinar itu?"Abu Qatadatr me4jawab, "Ia meninggal kemarin. . . " Kemudian

Abu Qatadah menemui beliau esok harinya dan berkata, "Aku telah

melunasinya." Lalu Rasulullah SAW bersabd4 " Sekarang latlitnya telah

dingin."r32

Hadits ini secara tegas menunjukkan kebebasan yang terjamin

kewajibannya, sesuai sabdaNabi SAW "Dan orang mayit terbebas dari

utang dua dinar. . . " Juga karena itu adalah satu utang, sehingga apabila ia

telah berada dalam tanggungan yang kedu4 maka tanggrrngan yang pertama

telahbebas, sama seperti utang yang dialihkan. Juga karena utang yang satu

itu tidak jatuh tempo dua kali.

Menurut kami, yang terjamin kewajibannya tidak bebas dengan

jaminan itu sendiri, sesuai dengan sabda Nabi SAW,

t., . ot a. o. t'?.t ctl- t o.
4P s.b]t- ci- e.l* AAtt :/Pl L*,ij

"Jiwa orang mulqnin itu tergantung pada utangnya sampai

utangnya itu dib ayar " r33

Juga sabda Nabi SAW dalam khabar Abu Qatadah, "Sekarang

Iwlitnya sudah dingin, " ketika ia mengabari beliaubatrwa ia telah membayar

trtangmayit

tr2 HR Abu Daud (3/3343) secara ringkas, Ahmad dalaurfl Musnad-nya (3/330),

Baihaqi dalam kitabAs-Sunan(6/74), Hakim dalam kitabl I Mustadrak(2158).Kahnya,
hadits ini shahih sanadnya tetapi Bukhari dan Muslim tidak menyantumkannya dalam

kitab shahih masing-masing. Penilaiannya ini disepakati olehAdz-Dzahabi. Al Haitsami

menyebutkannya dalam kitab Al Majma' (3/39) dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan
Abu Daud secara ringkas, serta Ahmad dan Al Bazzar dengan sanad hasan."

'33 HRTirmidzi(311078),IbnuMajah (2 /2413),ltlmaddalamMusnad-nya(2/44A),
Ad-Darimi (212591) danHakim(2127). Sanad hadits shahih.

AlMughni- @



Juga karena penjaminan itu adalah kepercayzum, sehingga ia tidak

mengalihkan hak, sama seperti kesaksian. Adapun Nabi SAW menshalati

mayit yang dijamin utangnya itu karena dengan penjaminan maka ia telah

memiliki sesuatu turhrk melunasi utangny4 dan Nabi SAW hanya tidak mau

menshalati orang yang berutang tanpa meninggalkan sesuatu unhrk melunasi

utangnya-

Mengenai sabda Nabi SAW kepad a Ali, " Semo ga All ah menebus

gadaimu sebagaimana engkau menebus gadai saudaromu,"
sesungguhnya sabda beliau ini terkait dengan kondisi dimana Nabi SAW

tidak menshalatinya- KetikaAli telah menjamin utang mayit, maka Nabi SAW

melepasnya dari kondisi tersebut atau yang semakna. Dan mengenai sabda

Nabi SAW, "Mayit itu bebas dari utang dua dirham," maksudnya adalah:

kamu (Ali) yang dihlrtut utang ters€but Hal ini sebagai penegasan mengenai

adanya kewajiban dalam tanggungan Ali dan kewajibannya untuk
membayarnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam rangkaian hadits,

ketikaAbu Qatadah mengabari beliau batrwa ia telah membayar utangnya,

"Sekarang kulitrya sudah dingin. "

Dhomaan (penjaminan) berbeda dengan bawaalah (pengalihan

utang), karena dhqmaan terambil dari kata dhamm yang berarti
menggabungkan, maksudnya adalah menggabungkan dua pertanggungan

dalam keterkaitan hak pada dua pertanggungan tersebut dan ditetapkannya

hak di dalam dua pertanggungan tersebut. Sedan gkan foaw aalah terarnbll

dari kata t a h aw w u I y angberarti beralih.

Mengenai pendapat mereka bahwa satu utang tidak dibebankan pada

dua tempat kami berpendapat bahwa boleh mengaitkan hak pada dua tempat

untuk menambah kepercayaan, seperti mengaitkan utang gadai pada gadai

itu sendiri dan pada pertanggungan penggadai.

Abu Bakar bin AMul' Azizberkat4"Bagi orang yang masih hidup, ia

tidak terbebas dari tanggung jawab lantaran penjaminan semata menurut

satu riwayat pendapat. Adapun bagi mayit, ada dua pendapatmengenai

kebebasannya dari tanggungan lantaran penjaminan semata. Pertama, ia
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terbebas hanya lantaran penjaminan itu semat4 sebagaimana dinyatakan

Imam Ahmad dalam riwayat Yusufbin Musa, berdasarkan &n Hnbar yang

telah kami sebutkan. Juga karena manfaat penjaminan bagi mayit adalah

membebaskan tanggungj awabnya, sehingga seyogianya manfaat tersebut

diperoleh dengan adanya penjaminan semata. Berbeda dengan orang yang

masihhidup, karenatujuandari penjaminan baginya adalahuntuk memberikan

kepercayaan batrwa hak orang lain dihnaikan, dan ditetapkannya hak dalam

dua pertanggungan itu semakin menguatkan kepercayaan . Kedua, ia tidak

terbebas dari tanggungj awab kecuali dengan pembayaran sesuai alasan yang

telah kami sebutkan. Juga karena ini adalah penj aminan, sehingga yang

terj amin kewaj ibannya tidak bebas dari tanggung j awab karena penj aminan

itu sendiri, sama seperti orang yang masih hidup."

Pasal: Empunya hak berhak menuntut siapa saja yang

dikehendakinya di antara penjamin dan yang dijamin. Ditutrukan dari

Malik dalam salah satu dari dua riwayat darinya, bahwa penjamin tidak

ditntut kecuali bila empunya hak tidak bisa menuntut yang terjamin

kewajibarxry4 karena penjamin adalah kepercayaan, sehingga tidak diminta

menunaikan hak kecuali apabila empunya hak tidak bisa memperoleh

pelunasan dari yang bersangkutan, sama seperti gadai.

Menurut kami, hak tersebut telatr ditetapkan dalam pertanggungan

penjamin, sehingga empurya hak berhak menuntutny4 sama seperti yang

Juga karena hak tenebut telah dit€tapkan dalam pertanggungan

keduanya, sehingga ia berhak menuntut siapa yang dia kehendaki dari

keduanya seperti penj amin apabila ia tidak bisa menuntut yang terj amin

kewaj ibannya- Ia tidak serupa dengan gadai, karena gadai adalah harta orang

yang menanggung hak. Btrkan orang yang memiliki tanggrrngan yang ia trurtu!

melainkan orang yang berutang agar dia membayar utangnya dari gadai atau

dari selainnya.

Pasal: Apabilayang berpiutang membebaskan yang terjamin
kewajibannya, maka bebas pula pertanggungan penjamin. Kami tidak

NMughni- @



mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena

penjamin mengikuti yang dijamin dan penambatrkepercayaan Apabila subjek

utamanyatelahbebas, makabebaspula samaseperti gadai.

Apabila yang berpiutang membebaskan penjami4 makayang dijamin

tidak terbebas dari pertanggungan, karena yang dij amin adalah subj ek utama,

sehingga dia tidak terbebas karena dibebaskannya pihak alternatif dari

tanggungjawab. Juga karena penjamin adalah kepercayaanyang bisa runtuh

tanpa ada permintaan pelunasan utang darinya. Jadi, subjek utama tidak

bebas dari pertanggrurgan, sama seperti gadai ketika diaterhapus tanpa ada

permintaan pehurasan terhadapnya

Siapa saja di antara penjamin dan yang terjamin kewajibannya itu

menunaikan hak, maka keduanya terbebas dari orang yang dij amin haknya"

karena haknya adalah satu Apabila orangpng dijaminhaknyatelah meminta

pelunasan satu kali, maka hilanglah keterkaitannya pada keduanya, seperti

seandainya seseorang menuntut pelunasan hak yang menjadi alasan gadai.

Apabila orang yang berutang mengalihkanutang, makapenjamin danyang

dijamin terbebas seluruhny4 karen ahaknya satu. Apabila ia telah meminta

pelunasan satu kali, maka hilanglatr keterkaitannya pada keduanya, seperti

seandainya dia meminta pelunasan utang gadai. Apabila salah satu dari

penjamin dan yang dijamin mengalihkan utang, maka keduanya terbebas,

karena pengalihan utang itu sama seperti pelunasan utang.

Pasal: Apabila penjamin menjamin penjamin lain, maka hukumnya

sah, karena itu adalah utang yang wajib dalam pertanggungan penjamin

pertam4 sehingga utang tenebut sah dijamia sama seperti utang-utang yang

lain. Dalam hal ini, hak ditetapkan dalam tiga pertanggungan; siapa di antara

mereka yang bisa melunasinya, maka mereka semua bebas dari
pertanggungan, karena haknya satu. Apabila dia telah dilunasi satu kali, maka

tidakwajib dilunasi sekali lagi.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan yang terjamin

kewaj ibannya, maka kedua penj amin bebas dari pertanggwgm, karena
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keduanya adalah altematif. Apabila penerima membebaskan penjamin

pertama dari pertanggungan, maka kedua penjamin sama-sama bebas,

namun yang terjamin kewajibannya tidak bebas sesuai alasan yang telah

dijelaskan. Apabila orang yang dijamin haknya itu membebaskan penjamin

kedua dari pertanggungan, maka hanya dia yang bebas dari pertanggungan.

Ketika kebebasan dari pertanggungan itu diperoleh melalui pembebasan,

maka orang yang dijamin haknya tidak menuntutnya kembali, karena

penuntutan kembali ituharus disertai utang sedangkan di dalam pembebasan

itutidakadautang.

Kafaalaht3a sama kedudukanya dengan dhsmaan (penjaminan)

dalam perspektif makna-makna tersebut seluruhnya. Namun kafaalah

memiliki satu ketentuan tambahan, yaitu ketika mal{uul' anhu mentnggal,

maka kedua kafiil-nyabebas. Apabila knfiil yangprtama meninggal duni4

maka kafiil yangkedua bebas dari pertanggungan, bukan rz alcfuul 'anhu.

Karena kepercayaan itu nurtuh tanpa ada penturtutan hak, sehingga serupa

dengan gadai. Apabila yang meninggal adal ah kafiil kedramaka hanya dia

yang bebas dari pertanggungan.

Pasal: Apabila yang terjamin kewajibannya berbalik menjamin

penjamin,ataumalcfuul'anhuberbalikmenjaminknfi il,makapenjaminan

tidak sab karcna penjaminan tersebut mengakibatkan penetapan hak dalam

pertanggunganny4 sementara hak tersebut telahmer{adi kewajibannya. Hal

tersebut tidak bisa diterima akal sehat. Juga karena yang terjamin

kewajibannya adalah subjek utama dalam utang ini, sehingga dia tidak boleh

menjadi pihak altematif di dalamnya-

Apabila yang terjamin kewajibannya itu berbalik menjamin penjamin

untuk utang yang lain, atau melakukan kafaalah wrttk hak yang lain, maka

l3aAkad penjaminanyang diberikan oleh penanggung(kafiil) kepadapihak ketiga
untuk memenuhi kewaj iban pihak kedua atau yang ditanggung (malcfuul 'anhu, ashil) ;
Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
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hukumnya boleh karena tidak ada alasan tersebut di dalamnya.

Pasal: Kewajiban safu orang boleh dijamin oleh dua orang atau

Iebih, baik masin g-masin g dari mereka menj amin seluruh kewajiban
atau sebagiannya. Apabila masing-masing dari mereka menjamin seluruh

kewajiban, maka masing-masing dari mereka terbebas dari pertanggungan

manakala salah seorang dari mereka menunaikannya-

Apabila yang terjamin kewajibannya itu dibebaskan dari tanggung
jawab, maka semua penjaminjuga bebas dari tanggungjawab. Apabila yang

dibebaskan adalah seorang penj amin saj 4 maka hanya dia yang bebas dari
pertanggungan, sementara yang lainnya belum bebas dari pertanggungan,

karena para penjamin itu bukan pihak alternatif bagr penjamin yang

dibebaskan tersebut, sehingga mereka tidak bebas karena kebebasanny4

sama seperti yang terjamin kewajibannya.

Apabila salah seorang dari mereka meqiamintemannp, maka itutidak
boleh, karena hak ditetapkan dalam pertanggungannya berdasarkan
penjaminannya yang utam4 sehingga pertanggungan tidak boleh ditetapkan

untuk kedua kalinya. Juga karena ia adalah subjek utama yang dijamin,
sehingga dia tidak boleh menjadi pihak altematifdi

Seandainya satu orang diberi kafaalah oleh dua orang, maka itu
diperboletrkan, dan masing-masing kafi il bolehmemberi kafaatoh kepada
temanny4 karemkafaalahitu terkait dengan fisikny4 bukan dengan sesuatu

yang ada dalam pertanggungannya. Kafiil manayang dapat menghadirkan

maffiul bih, makabebaslah ia, dan bebas pulatemannya dan kafaalah.

Karena temannya itu adalah pihak alternatif dariny4 dan ia tidak terbebas

dari menghadikan malfuul bih, karena ia adalatr subjek utama di dalamnya
Apabllamalfunlberbalikmembeilcafaalahkepadakofi il,makahukumnya

tidak boleh, karenamaffil adalah subjek utama dal am kafaalah, sehingga

tidak boleh menjadi pihak alternatif baginya dalam hal yang dr-kafaalah-
kan.Tetapiapabilamalcfurzlberbalikmemberikafoalahbukanpadaobjek

yang sirma, maka hukumnya boleh, karena dalam hal ini mal{uulbvkan
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merupakan pihak altematif darinya.

824. Masalah: Abu Qasim berkata, "Manakala penjamin telah
menunaikan kewajiban, maka dia menuntut ganti terhadap yang
terjamin kewajibannya, baik dia berkata kepadanya, ,.Jaminlah

kewajibankur" atau tidak. "

Maksudnya, apabilapenjamin telah membayar utang dengan maksud

akan meminta ganti kepada yang terjamin kewajibannya. Adapun jika dia
membayar utang dengan sukarela tanpa berniat meminta ganti, maka dia

tidak boleh meminta ganti apapuq karena dia melalarkannya dengan sukarel4

serupa dengan sedekah, baik dia menj amin dengan perintah yang terj amin
kewaj ibannya atau tanpa perintahnya.

Apabila dia membayar utang dengan niat meminta ganti, maka tidak
terlepas dari empatkondisi sebagai berikut:

Pertama, penjamin menjamin atas perintah yang terjamin
kewajibannya dan membayar atas perintahnya. Maka, ia berhak meminta
ganti kepadanya, baik yang terj amin kewaj ibannya itu berkata kepadanya,

'Taminlah kewajibankq atau tunaikanlah kewajibanku," atau tanpa menyebut

apapun Pendapat ini dipegang oleh Malilq Syaf i danAbu Ytsuf Abu Hanifah

dan Muhammad berkat4 "Apabila yang terjaminkewajibannya mengatakan,

"Jaminlah kewajibanku, dan bayarlah utangku," maka penjamin meminta
ganti kepadanya. Tetapi apabila yang terjamin kewajibannya mengatakan,

'tsayarlah orang ini," maka penjamintidak menuntut ganti kepadanya, kecu ali

yang terjamin kewajibannya itu mitra penjamin untuk meminta utang
kepadanya dan menitipkan sesuatu padanya. Karena perkataarury4 "Jaminlah

kewajibarku dan bayarlah utangku" menwrjukkan pengakuan hak penjamin.

Apabila tidak menyebutketentuan apapun, maka seolah-olah dia berkata,

"Hibahkan kepada orang ini, atau berdermalah kepadanya." Apabila dia
mitranya, maka perlamin meminta ganti berdasarkan kebaikao karena bisa
jadi dia menyuruh mitanya itu unhrk membayarkan utangnya.

Menurut kami, penj amin menj amin dan membayar kewaj iban atas
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perintah yang terjamin kewajibanny4 sehingga serupa ketika dia mendesak

penjamin, atau berkata, "Jaminlah kewajibanku." Pendapat yang

dikemukakanAbu Hanifah danMuhammad tidak benar, karena apabilayang

terjamin kewajibannya menyunrhnya unhrk menjamin, maka penjaminan itu

tidak lain adalah rurtuk sesuatu yang menjadi tanggungannya. Perintahnya

unhrk membayar utang sesudah itu terkait apa yang dijaminnya, sehingga

yang terjamin kewajibannya wajib membayar apa yang telah dibayar

penjamirL seperti seandainya yang terjamin kewajibannya menyatakan hal

ini secarategas.

Kedua, penjamin menjamin sesuai periitah yang terjamin

kewajibanny4 dan membayarnya tanpa perintahnya, maka dia berhak

meminta ganti darinya- Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syaf i
dalam salah satu dari beberapa sisi pendapat darinya. Sisi pendapat yang

kedua adalah ia tidak meminta ganti, karena ia membayar kewajiban tanpa

perintah yang terjamin kewajibannya, seperti seandainya dia

mendennakannya. Pendapat ketiga adalah apabila dia terhalang unhrk

menyatakan meminta ganti dari png terjamin kewaj ibanrrya, lalu membayar

kewajibanny4 maka dia berhak meminta ganti. Kalau tidak terhalang dan

tidak melakukannya maka dia tidak bertrak meminta ganti, karena itu adalah

pembayaran dengan sukarela.

Menurut kami, apabila yang terjamin kewajibannya mengizinkan

penjaminan, maka izin itu mengandung izin unhrk pembayaran, katena

penjarninan itu mengakibatkan kewajiban bagi penjamin turhrk membayar,

sehingga ia boleh meminta ganti, sebagaimana seandainya yang terjamin

kewajibannya mengizinkannya membayar secara tegas.

Ketiga, penjamin menjamin tanpa perintah yang terjamin

kewajibanny4 namwr dia membayar kew{iban atas perintahnya- Penjamin

ini berhak meminta gantijuga. Sementara menurut pendapatyang kuat dalam

ha Syaf i ia tidak berhak meminta ganti, karena perintahnya unhrk membayar

itu tidak terkait dengan apa yang wajib karena penjaminannya.

Menurut kami, penjarnin membayar utang atas perintah yang terjamin
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kewajibannya, sehingga berhak meminta ganti, seperti seandainya diatidak

menjamin, atau ia menjamin atas perintahnya. Mengenai pendapat mereka

bahwa izirrrya untuk membayar itu terkait apa yang wajib karena

penj aminannya maka kami katakan bahwa yang waj ib karena penj aminannya

itu adalah membayar utangny4 bukan sesuatu yang lain. Manakala penjamin

membayarkan utangnya dengan izinnya, maka dia wajib memberikan ganti

kepadapenjamin.

Keempat, penjamin menjamin dan membayar utang tanpa perintah

yang terj amin kewaj ibannya. Ada dua riwayat pendapat mengenai kasus ini.

Menurut pendapat pertam4 dia memperoleh ganti dari apa yang telah

dibayarkannya. Ini adalah pendapat Malik, AMullah bin Hasan dan Ishaq.

Menurut pendapat kedua, dia tidak memperoleh ganti apapun. Ini adalah

pendapatAbu Hanifab Syaf i dan Ibnu Mundzir, dengan dalil haditsAli dan

Abu Qatadah. Seandainya keduanya berhak memperoleh ganti dari mayit,

maka itu menjadi piutang keduany4 sehingga pertanggrrngan mayit tetap

terbebani oleh piutang keduany4 sama seperti terbebaninya pertanggungan

mayit dengan utang orang yang terjamin haknya, dan Nabi SAW tidak
menshalatinya. Juga karena pembayaran yang demikian itu adalah

kederrnawanan, seperti seandainya ia memberi makanhewan temaknya dan

budaknya tanpa perintah pemiliknya. Sementara alasan pendapat yang

pertama adalah pembayaran tersebut membebaskan dari utang yang wajib,

sehingga menjadi tanggrngan orang yang berkewajiban, sama seperti hakim

ketika membayarkan utangnya karena dia menolak. Mengenai kasus Ali
danAbu Qatadah, keduanya menj amin dan membayarutang dengan sukarela.

Keduanya membayar utang mayit dengan maksud untuk membebaskannya

dari tanggungan, agar Nabi SAW menshalatinya. Selain itu, keduanya tahu

bahwa mayit tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya. Orang

yang berderma tidak mendapat ganti apapun. Penelisihanpendapat ini tentang

orang yang bemiat meminta ganti.

Pasal: Penjamin menuntut ganti kepada yang terjamin
kewajibannya dengan nilai yang paling kecil di antara nilai
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pembayarannya atau nilai utang. Karena apabila yang lebih kecil adalah

nilai utang, maka kelebihannya tidak waj ib, dan itu berarti penj amin sukarela

membayarkanya. Apabila pembayarannya lebih kecil, maka dia menerima

ganti dari apa yang diutangkannya Karena itr.r' apabila oftrng yang berpiutang

membebaskanny4 maka dia tidak mendapatkan ganti apapun. Apabila dia

membayartfrang denganinisiatiftyasendiri, maka iamempe,roleh ganti dengan

yang paling rendah di antara nilai pembayarannya atau nilai utang.

Apabila dia membayar utang yang ditangguhkan sebelumjatuh b-po,
maka dia tidak boleh meminta ganti sebelum batas waktunya, karena dia

tidak wajib memperoleh sesuatuyang lebih banyak daripada yang diperoleh

orang yang berpiutang. Apabila dia mengalihkan utang, maka pengalihan itu
sama kedudukannya dengan seralr-terim4 dan ia memperoleh ganti dengan

yang paling rendah diantara nilai yang dialihkannya atau nilai utang, baik

orang yang berpiutang telah menerimanya dari muluaal 'alaih, atau dia
membebaskanny4 atau dia tidak bisa memintapelunasan lantaran pailit atau

membangkang,karena luau,aalah itu sendiri sama seperti seratr-terima

Pasal: Seandainya dua orang menanggung utang seratus dimasa

masing-masing menanggung separohny4 dan masing-masing menjamin

temannya aras apa 1ang ditanggungn)"A lalu salatr seorang darinya membalar

utang tersebut, maka gugurlatr kewajiban dari semuany4 dan orang yang

membayar ituberhakatas gantinya dari orangyang dijarninnya. Namun

menurut salah satu dari dua pendapat, dia tidak berhak atas gantinya dari

temanny4 karena diatidak me4iaminnya dan tidak mendapatkan izin untuk

membayar. Apabila dia meminta ganti dari orang yang dijaminnya" maka dia

meminta ganti kepadatemannya itu separoh apabiladiamer{aminnya dengan

seizirurya, karena dia menjaminnya dengan seizinnya dan yang menjamin

membayarkan utangnya Sedangkan menurut riwayat pendapat yang kedu4

dia berhak memperoleh ganti serafus dari temanny4 karena seratus tersebut

menjadi haknya atas orang yang dibayarkannya, sehingga dia berhak

memperoleh ganti seratus, sama seperti pokoknya.
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Pasal: Apabila seseorang dijamin atas seizinnya, lalu penjamin
ditunfut maka dia berhak menuntutyang terjamin kewajibannya untuk
membebaskannya, karena penjamin wajib membayarkan utangnya lantaran
perintah yang terjamin kewajibannya, sehingga dia berhak menuntut untuk
dibebaskan tanggungannya.

Apabila penjamin tidak ditmh4 maka dia tidak berhak menuntut yang
terjamia karena ketika penjarnin berhak meminta ganti pembayaran utang
sebelum jatuh tempo, maka diajuga tidak berhak menuntut yang terjamin
kewajibannya sebelum ia sendiri dituntut.Ada satupendapat lain dalam
masalah ini, yaitu dia memiliki hak menuntut, karena dia memikul
pertanggungan dengan seizin orang yang drjamin, sehingga dia berhak
menuntut untuk dilepaskan dari pertanggungannya. seperti seandainya
seseorimg meminjam budak lalu menggadaikanny4 maka tuannya berhak
menuntut peminjam untuk menebusnya dan membebaskannya dari gadai.
Maka, pembebasan dari pertanggungan dalam masalah ini lebih kuat.
Pendapat ini tidak benar karena penjaminan berbeda dengan 'ariyah
(pinjaman), karena tuan budak memperoleh mudharat lantaran terhalang
menggunakan manfaat-manfaat dari budaknya yang dipinjam, sehingga ia
menuntut hal-hal yang dapat menghilangkan mudharat darinya. Sementara
penjamin tidak gugur sedikit pun dari manfaat-manfaatnya lantaran
penjaminan

Apabila seseorang menjamintanpa adaperintah dari yang terjamin
kewajibanny4 maka dia tidak berhak menuntut yang terjamin kewajibannya
sebelum pembayaran dalam kondisi apapun, karena ia tidak memiliki hak
unhrk dituntutrry4 dan tidak pula memikul pertanggungannya dengan perintah
yang terjamin kewajibannya, sehingga seperti orang yang tidak memiliki
hubungan apapun. Sebuah pendapat mengatakan bahwa pendapat ini
didasarkan pada dua pendapat mengenai penjamin meminta ganti kepada
yang terjamin kewajibannya atas apa yang telah dibayarkannya. Apabila
kita mengatakan ia tidak berhak meminta ganti, maka dalam kasus ini dia
tidak boleh meminta ganti sama sekali. Apabila kita mengatakan dia berhak
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meminta ganti, makahukumnya seperti hukum orang yang menjamin atas

perintatryangterjarninkeuaiibanryrasebagaimanatelatrdiperincisebelumnya-

Pasal: Apabita penjamin menjamin penjamin lainr lalu salah

seorang dari para penjamin itu membayar utang, maka mereka semua

bebas dari pertanggungan. Apabila yang terjamin kewajibannya membayar

utang, maka dia tidak meminta kembali dari siapapun. Apabila penjamin

pertama yang membayar trhng, maka dia meminta ganti kepada yang tef amin

kewajibanny4 bukan orang yang menjaminnya. Apabila yang membayar

adatah penjamin kedua maka dia meminta ganti kepada penjamin pertam4

kemudian penjamin pertama meminta ganti kepada yang terjamin

kewajibanny4apabilamasing-masingdarikedr,ranya penjamin

yangkedua-

Apabilapnglsxjamin fteu4iibannyatidak memberinyaizin" maka ada

dua pendapat mengenainya. Apabila penjamin yang pertama mengizinkan

peqiamin }ang kedua nmun}ang terjamin kermjibannya tidak mengizinkan,

atau png terj amin kew4iibamya mengizinkan penjaminnya tetapi penjamin

tersebut tidak mengizinkan penjamin yang kedua maka yang diberi izin itu

merrinta ganti k@a ymg memberi izilU sementara yang lain tidak meminta

ganti, menunrt salah salah satu dari dua riwayat.

Apabila png terjamin keurajibannya mengizinkan penjamin kedua

unhrk menjamin, seaan$anpeqiaminpertamatidak mengizinkannyauntuk

menjamr4 maka dia meminta ganti kepada yang terjamin kewajibannya,

bukan kepada penjamin pertam4 karena dia hanya meminta ganti kepada

orang yang mengizinkann)'4 bukan png lain

Pasal: Apabila seseorang memiliki piutang seribu pada dua

orang, dimana masing-masing menanggung separonya, dan masing-

masing menanggung temannya, lalu orang yang berpiutang itu

membebaskan salah satunya dari utang, maka dia terbebas darinya,

dan temannya terbebas dari penjaminannya tetapi tetap menanggung utang

limaratusribu
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Apab'a salatr satrrya membayar lima ratus, atau orang yang berpiutang
membebaskannya darinya, dan ia menenfukan pembayaran dengan
kalimatrya atau dengan keterangan mengenai pokok dan penjarninan, makapembayaran itu dianggap sebagai pembayarannya

Apabila dia tidak menyebutkan keterangan apapun, makadimungkinlcnpembalaran ataupembebasan utang itu unt'k siapa saja yang
diinginkan dari keduanya. seperti orang yang m"rr"rr*i* zakat untuk
satu nishab, sedangkan ia memiliki dua nishab, sarah satunya di tempat danyang lain tidak di tempa! maka dia bisa mengarahk anz*atitu kepada
nishab mana yang dikehendakinya. Tetapi dimungkinkan (dalam kasus ini)separohnya untuk membayarpokok (diri ,"nairi; dan separohnya untukpenjaminan, karena pembayaran dan pembebasan utang tanpa keterangan
itu unftrk sehrnrhpertanggunga4 sehingga dibagi d,a yang mer{adi patokan
dalam pembayaran utang adalah kata yang digunakan pembayar utang danniatny4 dan begitrpura yang menjadi patokan daram pembebasan utangadalah kata yang digunakan dan niat orang yang membebaska utang.
Manakalamereka berselisihtentang hur rt r, mut aperkataan yang dipegang
adalah perkataan orang yang ucapan rtan niaftrya menjuai putok_.

Pasat Seandainya seseoftng mendakwakan piutang seribu atas duaoft.''g' salah satunya ada di tempat dan yang lain tidak ada di tempat, danmasing-masingmenjadi peqiamin temanrya, laluyang berutang yang ada ditempatmengakui hal it', maka yang berpiutang berhak mengamb' seribu
darinya-

Apabila orang yang tidak di tempat itu datang laru mengakuiny4 maka
temannyayang ada di tempat itu meminta ganti separoh darinya. Apabila dia
menyangkar, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya disertai
smnpatnya

Apabila orang yang ada di tempat itu menyangkal utang, makaperkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai umpahnya.
Apabila ada bukti yang memberatkannl,a lalu orang yang berpiutang meminta
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pelunasan darinya, maka ia tidak menuntut ganti apapun dari orang yang

tidak ada di tempat, karena karenadenganpenyangkalan itu diamengakui

bahwa dia tidak memiliki hak atas temannya yang tidak ada di tempat, dan

pendakwa-lah yang menztr,aliminya

Apabila orang yang tidak di tempat itu datang, dan orang yang ada di

tempat menarik kembali sangkalanryr4 maka dia berhak meminta pelunasan

dari orang yang tidak di tempat, karena dia mengklaim suatu hak padanya

yang dia akui, sehingga berhak mengambil hak itu darinya.

Apabila tidak ada bukti yang memberatkan orang yang ada di tempat,

maka diabersumpah danbebas dari tanggungjawab. Apabila orang yang

tidak di tempat datang lalu menyangftaljuga maka dia bersumpah dan bebas

dari tanggrng jawab. Apabila ddia mengakui, maka wajib membayar seribu.

Sebagian sahabat Syaf i mengatakan, "Iatidak wajib membayar selain lima

rahs utang pokok, bukan utang yang didaminrrya karena utang tersebut gugur

dari yang terjamin kewajibannya disebabkan sumpahny4 sehingga gugur

pula dari orang yang menj aminnYa

Menurut kami, dalam kasus ini dia mengakui utang dan orang yang

berpiutang mengklaimnya Se$urgguhnya sumpah itu menggugur{<an tuntutan

darinya secara lahir, namuntidak menggugurkan darinya hak yang ada dalam

pertanggungannya- Karena itq seandainya ada bukti yang memberatkannya

sesudah bersumpa[ maka dia dan penjarnin merumggung kewajiban-

Pasak Apabila penjamin mengHaim bahwa dia telah membayar

utang, lalu yang terj amin haknya menyangkal, sedangkan penjamin

tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan yang terjamin haknya, karenapenjamin mengklaim telah

menyerahkan harta kepada orang yang tidak mempercayainya, sehingga

perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menyangkal. Dia

berhak menuntut kepada siapa saja dari keduanya (penjamin atau yang

terj amin kewaj ibarurya).

Apabila dia menuntut kepada yang terjamin kewajibannya, apakah
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penjamin berhak menuntrs ganti atas apa yang telah dibayarnya? Kita lihat

terlebih dahulu; apabila yang terjamin kewajibannya tidak mengakui

pembayara4 maka penjamin tidak menuntut ganti kepadanya. Apabila ia

mengakuipe penjaminmemtayartanpaadabukti dan

tidak dihadiri yang terjamin keuajibanny4 maka dia tidak menuntut ganti

kepadanya, baik yang terjamin kewajibarurya itu membenarkannya atau

mendustakanny4 karena diamengizinkannya untuk membayarkan utang.

Apabilapeqiaminmemba5ruut-ngderrgm dis€rtai bukti, makahak ditetapkan

berdasarkan bukti tersebut Tetapi jika bukti itu tidak ada di tempat, atau

saksi pembayaran telah meninggal maka penjamin meminta ganti kepada

yang terjamin kewajibanrya" karena dia mengakui bahwa penj amin tidak

melalarkan keteledoran-

Apabilapeqiami" membEludengan el65i ditolakkil€nape*arayang
jelas, seperti frsik 1mgn5l&, makapeqianin tidakmemperoleh ganti karcna

keteledorannya, karena keberadaan bukti ini sama seperti tidak adanya.

Apabila bukti itu ditolak karena perkara yang 5amilr, seperti fasik yang

tersembunyi, ataukesaksian dipemetisfrkaq seperti ia mempersaksikan dua

orang budal<" atau satu orang saksi sehingga kesaksian itu ditolalq atau saksi

telah meninggal atautidak ada di tempat maka dimungkinkan penjamin

menuntut ganti, karena dia telah membayar utang dengan bukti dan saksi

yang mengikuti keturtuan syari'ag dimana penilaian positifdan negatif itu
tidak menj adi wewenangn)xa- Tetapi dimungkinkan dia tidak menuntut ganti,

karena dia mempersaksikan orang yang kesaksiannya tidak dapat

mengakibatkan ditetapkannya hak

Apabila penjamin membayar tanpa ada saksi dan bukti di hadapan

yang terj arnin kewajibannla, maka ada dua pfrapl. Putanu, dia mennrtut

ganti. Ini adalah madzhah S1af i, kaena apabila ymg terjamin kewajibanrnya

itu hadir, maka kehati-batian itumenjadi tugasrya Apabila dia tidak berhati-

hati padahal ia ada" maka dialah yang teledor, buka penjamin. Kedua,

penjamintidakmenuntrrtganti,karenadiamelalarkan yangtidak

membebaskan dad pertang$mgaq sehingga se,perti seandainya dia
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utang tanpa dihadiri yang terjam in kewajibannya.

Adapun j ika yang terjamin haknya menturtut ganti kepada penj amin,

lalu dia memintapehrnasan sekali lagi, makapenjaminmenuntut kepada yang

terjamin kewajibannya atas apa yang dibayarkannya untuk kedua kalinya,

karena dengan pembayaran itu dia telah membebaskan pertanggungan yang

terjamin kewajibannya secara lahir. Al Qadhi mengatakan,'Dimungkinkan

dia berhak meminta ganti dengan apa png dibayarnya pertama kali, bukan

yang kedua, karena denganpembayaran yang pertama itulah diperoleh

kebebasan dari pertanggungn ." Parasababat Syaf i memiliki duapendapat

seperti ini, dan pendapat yang ketiga adalah penjamin tidak memperoleh

ganti apapun sama sekali, karena pembayaran yang pertama

membebaskannya secara lahir, dan pembayaran yang kedua

membebaskannya secara makna

Menurut k"mi, penjamin membayarkan utang yang terjamin

kewajihnnya dengan seizimp- Jadi, penjamin telah membebaskannya dari

sisi luar dan esensirrya, sehinga p€qiamin berhak menuntut ganti

seperti seandainya ada bukti yang menguatkannya- Pendapat yang pertama

lebihkuatkarena yangmembebaskansecaramalcnaitulahyang

menimbulkan hak gand sehinggahak t€rs€butjuga ditetapkan dengan sisa

yang membebaskanpertanggmgandari segi luanrya.

Apabila yang terjamin haknya mengakui pembayaran, rurmun yang

terjamin kewaj ibannya menyangkalny4 maka penyangkalannya itu tidak

dihiraukan, karena apa png ada dalam pertanggungannya adalah hak yang

terjamin haknya. Apabila dia mengaku telah menerima pembayaran dari

perdamin, makaituberatidiamengalnibahwahakyang miliknya itumenjadi

milikpenjamin, sehingga wajib diterima, karena itu adalah

pengakuan atas haknya sendiri. Tetapi dimungkinkan pengakuannya tidak

diterima, karena penjamin mengHaim sesuatu yang karenanya dia berhak

memperoleh ganti dari yang ter;amintewqiibannya sehinggaperkataan yang

terjamin haknya itu menryakan kesaksian atas perbuatan dirinya, sehingga

perkataannya tidak diterima Pendapat yang shahih adalah pendapat yang
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pertam4 dan kesaksian seseorang atas perbuatan dirinya itu satu sarna seperti

kesaksian wanita yang menyusui atas perstsuan yang dil dan hal

itu ditetapkan dengan riwayat Uqbah bin Harits.r35

Pasal: Penjaminan dan kafaalah tidak berlaku khiyar,karena
Hiyar itu drtetapkmagar seseoftulg mengetahui ketrntungan di dalamny4
sementarapenj algflrnda'i,y'qdiltelah benar-benarmengetahui bahwakeduanya

tidak memperoleh keuntungan. Juga karena penjaminan adalah akad yang

tidak membutuhkan qabul, sehingga tidak tr,rlaku lltiar di dalamny4 sama

seperti nadzar. Pendapat ini dipegang olehAbu Hanifah dan Syafi'i, dan

kami tidak mengetahui adanya seseorang yang berbeda pendapat dengan

mereka.

Apabiladisyaratkankhiyardalampenjaminandankafaalah,maka

Al Qadhi be*at4 'Menunrtku, kafaalahtercebutbatal-" Ini adalah madzhab

Syaf i, karena itu adalah syarat yang menafikan tujuanny4 sehingga syarat

tersebut batal. Seperti seandainya disyaratkan agar kafiilndak membayar
apa yang menjadi tanggungan mal{uul bih. Halitu karena tujuan dari
penjaminan dan kafaalahadalah komitmen untuk memberikan apa yang

dijaminnyadan sementara/rftiarmenafikantujuantersebut.

Tetapi dimtrngkinkan syaratnya yang batal dn lafaal ah sah, sebagaimana

pendapatkami mengenai syarat-syaratyang rusak dalamjual-beli. seandainya

lrnfi il mengal<ribahwa ia memberi kafaal ah dengan syarat liliyaa maka ia
wajib menanggung kafaalah dan syaratnya batal, karena dengan
pengakuannya itu telatr mencapai apa yang dibatalkannya

Pasal: Apabila dua orang menjamin satu orang atas utang seribu
dengan disertai syarat, dimana keduanya berkata kepada yang terjamin
haknya "Kami j amin hakmu seribu yang ditang gng Zar{" maka masing-

masing menjami separohnya. Apabila mereka bertig4 maka masing-masing

r35 HR Bukharidalam Fathul Bari (915104), Tirmidzi (3/l l5l),Ad-Darimi(2/2255),
dan Ahmad dalam kitab Mas nad-nya (4/7, 384).
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menjaminsepertiganya

Apabila salah seorang dari mereka berkata, "Aku dan dua orang ini
menjamin hakmu seribq" lalu duayang lain diam, maka diamenjamin sepertiga

dari seribu, dan dua yang lain tidak menanggung apapun. Apabila masing-

masing dari mereka berkata "Masing-masing dari kami menjamin seribu

bagimu," maka ini adalah penjaminan bersama dan sendiri-sendiri. Yang

terjamin haknya berhak menuntut masing-masing senilai seribuj ika dia mau.

Apabila salah seorang dari meneka membayar seribu atau sebagianny4 maka

dia tidak menuntut ganti kecuali kepada yang terj amin kewaj ibannya" karena

masing-masing dari mereka adalatr penjamin utam4 bukan penjamin bagi

penjaminyanglain

825. Masatah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang memberi

kafaalah (penanggungan) atas diri seseorang, maka ia memiliki
kewajiban apayang menjadi tanggungan diri orang itu apabila ia tidak

menghadirkan diri orang tersebut."

Maksudny4 kafaalahatas kehadiran diri orang itu hukumnya sah

menunrtper,dapatmayoritas ulama- hri adalahmadzhab Syurailr,l\4alilqAts-

Tsauri, Laits dan Abu Hanifah. Syafr'i dalam sebagian pendapatnya

mengatakan, " Kafaalah ataskehadiran badan itu lemah-" Para sahabat Syaf i
berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah menurut satu pendapat. Yang

dimaksud Syaf i bahvtakofaalaft tersebut lemah dari segi qiyas, karena

sesungguhnya ia ditetapkan berdasarkan ijma' dan atsar. Adapalayang

memiliki dua pendapat mengenainya- Pertama, tidak sah karena itu adalah

Iafaalah untuk sesuatuyang sah, sama seperti kafaalah atas wajah dan

badan dua sal<si.

Menurut kami, lafaalah tersebut sah berdasarkan firm an Nlahr " AIw

sekali-kali tidak akon melepaskannya (pergi) bersama-samq kamu,

sebelum lramu memberiknn kepadaku janji yang teguh atas nama Allah,

bahwa lamu pasti aknn membcrwqnyq kepadaku kembali, kecuali jika
lrnmu dikepung musult. " (Qs. Yuusut lI2): 66)
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Juga karena apa yang wajib diserahkan karena suat akd itu wajib

diserahkan karena akad kafaalah, seperti harta benda. Apabila ketentuan

iniditerim4makamanakalakafi iltidakbisamenghadirkanmakfuulbih
padahal dia hidup, atau dia menolak untuk menghadirkanny4 maka dia

menanggnng apa yang wajib bagi makfuul bih. Namun mayoritas lama

mengatakan bahwa ia tidak menanggung utang. Dalam hal ini karni berpegang

pada cakupan umum sabda Nabi SAW, "Orang yang menjamin itu
menanggung utang. " Juga karena ini adalah salah safu dari dua macam

kofaalah sehingga mengakibatkan kofaalah,sama seperti kafaalah dengan

harta.

Pasal: Apabila seseorang berkata, *Aku adalah penanggung

kehadiran fulan, atau dirinya, atau badannyq atauwajahnyq'maka
dia menjadi penanggung untuk apayang disebutkannya itu.Apabila
dia menanggung kehadiran kepalanya atau janflrngnya, atau organ yang

tanpanyaseseorangtidakbisahidrry, ataudengansebagianbesardarihrbutrnya

seperti sepertiga atau seperempatnya, maka knfaalah sah karena ia tidak

mungkin menghadirkan semua itu kecuali dengan menghadirkan orangnya

Apabila sesmrang menanggung kehadiran satu organ dimana seseorang

bisa hidup sesudah organ itu dihilangkan, seperti tangan dan kakinya maka

ada dua pendapat. Pertoma, pertanggungan tersebut sah. Ini adalah

pendapatAbu Khaththab dan salah satu dari dua sisi pendapat Syafi'i.
Karenaiatidakmungkinmenghadirkanorgan-organitusesuai sifatnyakectrali

dengan menghadirkan selunrh badanny4 sehingga serup a dengan kafaalah

atas wajah dan kepalanya. Juga hukum tersebut berkaitan dengan

keseluruharu sehingga hukumnya ditetapkan manakala disandarkan pada

sebagianny4 sama seperti cerai dan pembebasan budak- Kedua, tidak satr

karena dia bisa menghadirkan organtubuhtersebut tanpa menghadirkan

keselunrhantubuhnyadandiatetaphidup.AtQadhi "Kafoalah

atas sebagian badan itu tidak sah, dankafaalahtidak sah kectrali atas seluruh

badan, karena sesuatu yang tidak menjalar itu tidak sah manakala disebut

secara tersendiri, sama seperti jual-beli dan sewa.
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Pasal: Penjaminan atas badan setiap orang wajib hadir di majelis

bakim karena utang yang wajib itu hukumnya safu baik utang itu diketahui

secara pasi atau tidak diketahui. Namun sebagian ulama madzhab Syaf i
ttdzk sah kofaalah bagi setiap orang yang memiliki utang yang

tidak diketahui secara pasti, karena terkadang malcfuul bihtidakdapat
dihadi*aq sehingga penanggung wajib membayar utang sedangkan utang

itu tidak bisa dituntut darinya karena tidak diketahui secara pasti.

Menurut kami, kofaalah di sini untuk fisik, bukan untuk utang,

sedangkan fisik itu diketahui secara pasti, sehingga kafaalahtersebut tidak

batal karena ada kemungkinan. Juga karena kami telah menjelaskan bahwa

menjamin sesuatu yang tidak diketahui secara pasti itu hukumnya sah, dan

kafaoloh yangsayajelaskan itu adalah komitnen untuk membayar sejumlah

harta sejak awal. Maka, penjamin yang tidak terkait dengan harta benda

sejak awal itu lebih kuat keabsahannya.

Kafaalah atas seorang anak dan orang gila itu hukumnya sah, karena

terkad^ng keduanyawajib dihadirkan di majelis hakim rurhrk diberi kesalsian

atas pengrusakan yang dilakukanny4 dan izin walinya menggantikan izin
keduanya. Kafaalah atas tubuh orang yang ditahan dan orang yang tidak
ada di tempat hukumnya juga sah, namun menurut Abu Hanifah tidak
sab-

Menurut kami, setiap akad kepercayaan yang sah saat objeknya ada

di tempat itu juga sah saat objeknya tidak ada di tempat. Penahanan atas

seseorang itu sama seperti gadai. Juga karena penahanan itu tidak
untuk diserahkan karena yang tertahan itu bisa diserahkan

atas pedntahhakim atauperintah orang yang menahannya, kemudian setelah

itu dikembalikan kepadanya, sehingga terpenuhi dua hak sekaligus. Orang

yang tidak ada di tempat itu juga bisa disusul lalu dihadirkan apabila
kepergiannya masih diketahui kabar beritanya. Apabila tidak diketahui
kabar beritanya maka per! amin menanggung apa yang menj adi tanggrngan

terjamin Pendapat ini dikemukakanAl Qadhi, dan di tempat lain ia berkata,

'llatidak menanggung apa yang meqjadi tanggungan terjamin sampai berlaku
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masayang memungkinkannya unhrkmengembalikanterjamin, tetapi diatidak

melakukannya."

Pasal: Kafaalah atas kehadiran fisik orang yang terkena fuadd
hukumnya tidak sah, baik karena hakAllah seperti hadd zina dan
pencurian, atau karena hak anakAdam seperti foadd tuduhan zina
dan qishash. Ini adalah pendapat may ulama, di antara mereka adalah

Syuraih dan Hasan. Pendapat ini juga drpegang oleh Ishaq, Abu 'Ubaid,
Abu Tsaur, dan para ulama ahli ra'yu (rasional). Pendapat ini juga
dikemukakan Syaf i terkaithadd /+llah.

Pendapat Syaf i mengenuftoddanakAdam berbeda-beda. Di satu

tempat ia mengatakan bahwa ti dak sah kafaalah terkait hadd anak Adam
dan li'en. Dandi tempat lain ia mengatakan bahwa boleh menjarnin atas

orang yang menanggung kewaj iban atau fuadd, karenaitu adalatr hak anak

Adam sehingga kafaalah-nyasalr, sama seperti hak-hak anakAdam lainnya

Kami berpegang pada apa yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu.aib
dari ayatrry4 darikakekny4 dariNabi SAW bahwabeliaubersaMa "ndok
ada lafaalah dalam badd."na

Juga karena yang dij amin itu adalah badd, sehingga kafaalah-nya
tidak sah, sama sepert i fuadd karena hak Allah. Juga karena kafaalah in
untuk memperoleh kepercayaan, sementara hadd in dasamya adalah

menggugurkan dan menghindarkan syubhat, sehingga upaya memperoleh

kepercayaan tidak berlaku di dalamnya. Juga karena badd ad ahkewajiban

yang tidak bisa dipenuhi oleh penjamin apabila ia tidak bisa menghadirkan

'36 HR Baihaqi dalam kitab As-Sunan (6177). Menurutnya, AbuAhmad .Umar bin
Abu 'UmarAd-Dimasyqi adalah orang yang ditolak haditsnya oleh paraperawitsiqah.
Ia juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan sendiri oleh 'umar binAbu 'umarAl Kala'I,
yaitu salah seorang syaikh dari para perawi yang majhul, dan riwayat-riwayatnya
berstatus munkar (ditolak)." Ibnu'Adi meriwayatkanya dalam kitab Al Kamil (s/22)
dan menilainya cacat. Ia berkata, "Hadits ini majhul, dan saya tidak mengetahuinya
diriwayatkan dari umar bin Abu Umar selain para periwayat yang juga majhut.
Sebagaimana hadits ini diriwayatkan dari periwayat-periwayat yan g majhul lain, d,an
hadits-haditsnya ditolak dan tidak dihafal.,'
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makfuul bih, sehingga kafaalah atas orang yang terkena fuadd zina itu

hukumnyatidak salr.

Pasal: Tidak bole h kafaatahatas budak mukatablantaran utang

kitobah, karena ia tidak wajib hadir, sehingga kafaalah atas diri budak

mukatab itutidakboleh, sama seperti kafaalah atas utang kitabah.

Prczlz Kufadah hukumnya sah baik unfuk sesuatu yang kontan

atau tempo, sebagaimana penjaminan itu sah baikuntukkewajiban

yangkontan atau tempo

Apbnakafaolahtidak disertai keterangan, maka ia bersifat kontan,

kil€nasetiap akadpngme,miliki kemrurgkinankotan ituapabilatidak disertai

keffiangm maka dia ment4iuldran sifat kontan, seperti harga dan penjaminan.

Apabila seseorang memberikan knfaalah secara kontan, maka dia boleh

dihmfit untrk menghadirkan mal{uul bih.

Apabila dia telah nengbdirkannya sedangkan di sana ada pihak yang

mengfulangi secara zlr,aim, maka pemberi kofaalah belum terlepas darinya,

dnnaAruI bh ndakwqib menyerahkannya, karena dia tidak memperoleh

t{um1a- Apabila tidak ada pihak yang menghalangi ztralim, maka ia waj ib

menerimmya Apabila dia menerimany4 mak a kafiil terbebas dari kafaalah.

IbnuAbu Musa b€*ata"'Ia tidak bebas sebelun malfuul I ah (or ang y ang

ditanggung haknya) mengatakan, "Aku telah membebaskanmu

terhadapnya atau aku telah menyerahkannya kepadamu, atau aku telah

mengeluarkan dirlku dzri kafoalah-nya." Namun, pendapat yang shahih

adelah pendapat png pertam4 karena ini adalah akal atas suatu perbuatan,

*hngga knfiil terbebas dengan adanya perbuatan yang diakadkan, sama

sepertisewaApabrlamal{uullahmenolakmenerimrty4makakafi iltelah

behs karena ia telah menghadirkan apa yang waj ib diserahkannya kepada

orang yang berpiutang kepadanya, dan ia telah memintanya untuk

menerimanya dengan cara yang tidak mengakibatkan mudharat sehingga

terbebas daimaffiul lah.
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Sebagian sahabat kami mengatakan, "Apbila z al{uul lah tidak mau

menerimany4 makaknfil ikanduaorang atas penolakanny4

dan dia pun bebas, karena ia telah melalarkan apa yang diakadkan sehingga

dia terbebas darinya." Al Qarlhi mengatakan, "Kafiil meneadukan kepada

hakim, lalu hakim menyerahkan na{uul bihkepada malfuul loh. Apabila

ia tidak menemukan hakim, maka iamempersaksikan dua saksi bahwa

dia telah menghadirkan makfuulbrZ namun makfuul lah menolak

menerimanya" Pendapat yang perhma lebih slrahila karena dengan adanya

empunya hak maka ia tidak wajib menyerahkannya keapda penggantinya

seperti hakim atau selainryra.

Apabila kafaalah bersifat tempo, maka kafiil tidak wajib
menghadirkan malcfuul bihsebehrm batas 5ama seperti utang

yang diungguhlor epaUita tempm5ratelahjdrh lalu kafiil mmrghadtl/ramtya

dan menyerahkannya, maka ia telah terbebas. Ap abila maffiul bih tidak
ada di tempat atau murtad dan bergahmg &ngan dantl harbi (negeri yang

wajib diperangi) maka kafiil ndakdhmt keu,qiihnnay sampai berlangsung

masa yang memungkinkannya rmtuk mengembal *an m alcfuul b ih. Ibnu
Syubrumah mengatakan, 'Ia ditahan seketika itujug4 karena kewajiban

telah ditanggrurgrrya."

Menurut kami, kemungkinkan untuk menyerahkan menjadi
pertimbangan dalam kewajiban untuk menunaikan hak. Apabila hak yang

ditanggung bersifat kontan seperti utang, maka apabila telah lewat masa

yang memungkinkannya untuk menghadirkan maffiul bihtetapi dia tidak

menghadirkanny4 atau ia pergi dan tidak diketahui kabar beritany4 atau ia

menolak menghadirkanrya padahal ia mamprl maka ia dihnrtut kewajibannya

Para sahabat Syaf i mengatakan, "Apabila kepergiannya tidak bisa

ditelusuri j ejaknya dan tidak diketahui tempalnla" maka kafi il tidak dituntut

untuk menglradirkanny4 daniatidakmenmggungkewajiban apapun- Apabila

dia menolak menghadirkannyapadahal mamFtr" maka dia ditahan. Kami
telah mengajukan dalil tentangjatunrDapertanggungan pada bab sebelumnya.

Apabila ia menghadirkan mol{uul bihsebelum batas waktunya, dan tidak
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ada mudharat yangtimbul dari penyerahan malcfuul bih, makadia wajib

melakukannya. Apabila timbul mudharag seperti saksi orang yang periutang

tidak ada di tempat, atau bukan pada hari dibukanya majlis hakim' atau

utangnya bersifat tempo dan tidak mungkin dittgih, atau m alfuul I ah telah

berjanj i tnrtuk memberi tanggutr, maka ndfinl lah ldakwaiib menerimanya'

Sebagaimana pendapat kami tentang orang yang membayardang yang tempo

sebelumjatrfitempo.

Pasak Apabila di dalam tufoalnhditetapkan tempat penyerahan

makfuul bih,l?ilu kaJiil menyerahkannya di tempat yang berbeda,

maka ia belum terbebas dari kafaalnh. Pendapat ini dipegang olehAbu

Yusuf dan Muhammad. Al Qadhi berkata, * ApabIIa knfiil menghadirkan

makfual bihdi tempat lain di negeri yang sama, dan dia menyerahkannya

kepada m alcfuul I ah, maka dia bebas dali knfaal ah." Sebagian sahabat

kami mengatakan, "Manakala fr47til menghadirkan mal{uul bih di suatu

tempat, dan di tempat itu ada penguasany4 maka ia telah terbebas dari

kafaalah,karena ia tidak bisa menolak untuk hadir di majlis hakim, dan

dimungkinkan untuk mengajukan bukti di dalamnya. Sebuah pendapat

mengatakan, apabila menghadirkan maffaul bihdL suatutempat dapat

menimbulkan mudharat b ag ma{wn bh, rnakt kofilbelum bebas dengan

menghadirkannya di tempat tersebd- Kalau tidak menimbulkan mudharat

maka trafiil telahterbebas. Sama seperti pendapat kami mengenai kasus

ketka trafi i/ menghadirkannya sebelum jafuh tempo. Para sahabat Syaf i

pengalami perbedaan pendapat seperti png tetah kami sebutkan-

Menurut kam i, kofi il &syaruttranunnrk menyeratrkan malfiiul b ih dt

suatu tempa! namun ia menyerahkannya di tempat yang berbeda, sehingga

ia belum terb ebas dai. trnfaalah. Juga karena ia telah menyerahkan di suatu

tempat dimana m alcfuul I ah tidakmampu mengajukan bukti-bukti karena

ketidakhadiran saksi-saksi atau sebab yang lain- Terkadangmalcfuul bih

lari dan ia tidak bisa menahannya- Ia berbeda dengankasusketkakafiil

menghadirkannya sebelum batas waknrny4 karena ia mempercepat dalam

melaksanakan hak sebelum waktuny4 sehingga itu lebih bagus - Apabila hal
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tersebut tidak menimbulkan mudharat, maka makfuul lah wajib
menerimanya-

Apabila kafaalahtanpa syarat, maka kafiil wajib menyerahkannya

di tempat akad, sama seperti salam. Apabila iamenyerahkannya di tempat

lain, maka itu seperti ia menyerahkannya di selain temp atyangditetapkan.

Apabila malcfuul bih ditahan oleh selain hakim, maka kafiil tidakwajib

menyerahkannya dalam keadaan ditahan, karena penahanan itu menghalangi

malcfuul lah untuk menuntut haknya. Apabila ia ditahan oleh hakim lalu

hakim menyerahkannya kepa da kafiil dalam keadaan ditahan, maka knfiil
wajib menyerahkannya. Karena penahanan oleh hakim tidak menghalangi

maffiul lah untuk memrntut haknya. Apabila hakim meminta untuk

menghadirkanny4 maka kafiil menSndtkanrry ake majelis hakim, dan hakim

memutuskan perkara keduanya, kemudian mengembalikannya ke tahanan.

Apabila hak maffiul lah digugatkan kepadanya, maka hakim menahannya

karena hak yang pertama, atau karena hak malcfuul lah.

Pasal: Apabila koJiilmenjamin hingga batas waktu yang tidak
ketahui, mal<a kafaalah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.
Hal itu karena malcfuul lah tidak memiliki waktu dimana dia berhak

menuntutnya. Demikian pula dengan penjaminan. Apabila kafiil
menetapkannya hingga masa peneq maka ada dua sisi pendapat, sama seperti

batas waktu dalam jual-beli. Pendapat yang paling kuat dalam kasus di sini

adalah sah. Karena itu adalah perbuatan baik tanpa mengharap ganti, dan

tidak ditetapkannya batas waktu baginya itu tidak menghalangi tujuan akad,

sehnggalrafaalahtersebutsahsamasepertinadzar.Demikianpulasetiap

akad dengan batas waktuyangtidak diketahui namun tidak menghalangi

fi:juankafaaloh.

Muhanna meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang memberi

kafaalah kepada orang lain dan berkata, "Kalau aku tidak bisa
mendatangkannya pada waktu demikian, maka apayangditanggungnya

menj adi tanggunganku. " Ahmad berkata, "Aku tidak tahu ketentuan dalam
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masalah ini. Tetapi kalau ia mengatakan, '?adajam sekian," maka ia wajib

menanggungnya'" Jadi, Ahmad meredaksikan penetapan jam' dan tidak

berkomentar mengenai penetapan waktu. Barangkali yang dimaksud adalah

waktu yang luas atau waktu terjadinya sesuatu' seperti waktu panen dan

semisalnya.Adapunjikaiamengatakan,..Waktuterbitnyamataharidan

semisalnya," maka hukumnya sah' Apabila ia mengatakan' "Besok' atau

bulan demikian,,' maka yang dimaksud adalah awal bulan, sesuai yang kami

j elaskan dal am kitab s al am.

Pasal : Ap abila ses eo ran g memb eti k afa alah kep ada oran g lain

hinggabataswaktuketikaiamendatangkanmakfualbih,dankalau
tidak maka ia menanggung apa yang menjadi tanggungan makfuul

bih,ma|ahukumnyasah.PendapatinidipegangolehAbuHanifahdan

Abu yusuf. Mtrhammad bin Hasan dan Syaf i mengatakan b ahwa lwfaal ah

tersebut tidak sah, dan ia tidak wajib menanggung apa yang menjadi

tanggunganmakfuulbih,karenayangdemikianituberartimengaitkan
penjaminan denganresiko sehingga hukumnya tidak sah, seperti seandainya

dia mengaitkan penj aminan den gan kedat atgan Zaid'

Menurutkami,akadyangdemikianitumengakibatkanberlakunya

kafaatah sehingga persyaratan tersebut sah' Seperti seandainya ia

mengatakarr,..Kalaualrutidakbisamendatangkannyapadawaktudemikiarr,

makakamubolehmenahanku.,,Akarperbedaanpendapatdisiniadalah

perbedaanpendapatapakahyangdemikianitumengakibatkankafaalah

atau tidak, dan kami telah mengajukan dalil mengenainya'

Adapun j ka trnfi il mengatakan, "Kalau aku mendatangkanny a pada

waktudemikian,makaakumenjadikartilatasfisiknyafulan,atauaku
menjamin apayangmenjadi hakmu atas firlan " atau diamengatakarL "Kalau

Zaid datang, maka aku menjamin apa yang hakmu pada fulan' atau jika

orangyanghajiitu<latangmakaakumenjadikafiilatasfulan,,'atauia
mengatakan,..Akumenja&l<afiilatasfulanselamasebulan,"makaAlQadhi

berkata, "Kafaalahtidak sah' Ini juga merupakan madzhab Syaf i dan
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Muhammad bin Hasan. Hal itu karenakafaalahtersebut beresiko, sehingga

tidak boleh mengaitkan penj aminan dan kafaalah denganresiko, seperti

turunnya utang dan berhembusnya angin. Juga karenakafaalaft itu untuk

menetapkan hak anakAdam tertentu, sehingga tidak boleh mengaitkannya

dengan syarat dan tidak boleh menetapkan waktunya, sama seperti hibah.

SyarifAbu Ja'far danAbu Khaththab berpendapat sah. Ini juga merupakan

pendapatAbu Hanifah danAbuYusuf Karena ia menyandarkan penjaminan

pada sebab keberadaan sehingga hukumnya sah, sama seperti penjaminan

atas kebutuhan hidup. Namun pendapat pertama lebih dekat qiyasnya.

Apabila kafill mengatakan, "Aku memberi kafaalah atas fulan jika
aku tidak mendatangkannya pada waktu demikian. Jika tidak, maka aku

menjadi kafil atas firlan, atau menjamin kewajiban harta fulan," maka kedua

bent* lrafaal ah inL tidaksah menurut Al Qadhi, karena yang pertama adalah

kafaalah yang ditetapkan waktu berlakunya, dan yang kedua tergantung
pada syarat. Abu Khaththab mengatakan kedua bentuk akad tersebut sah.

Adapun j ika kafi iI mengatakaq "Aku memberi knfaal ah atas salah seorang

dari dua orang ini," maka hukumnya tidak sah menurut pendapat semua

ulama, karena tidak j elas kondisi dan kesudahannya.

Pasal: Ap abila kaJiil mengatakan, "Aku memberi kafaalah atas

badan fulan, dengan syarat fulan yang selama ini menja di kafiilitu
terbebas dari tanggung jawab, atau dengan syarat kamu
membebaskannya dari kafaalah," maka hukmmnya tidak sah, karena

ia menetapkan satu syarat yang tidak waj ib dipenuhi, sehingga syarat tersebut

tidak sah, dantrafaalaft menjadi tidak sah karenanya. Tetapi dimungkinkan

knfaal ah tersebut sah, k arena knfi il mensyaratkan pengalihanjaminan yang

ditanggung kafiit pertarna kepada dirinya. Karena itu, ia tidak menanggung

kafa a I a h kecuali m affi ul I ah membebask an kafi i I y ang pertama. Karena
ia memberi knfaalah dengan syarat demikian, maka kafaalahnya tidak
ditetapkan tanpa syaratnya itu.

Ap abi I a kafi i I mengatakan, "Aku m emberimu kafa a I a h atas orang
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yang berpiutang ini, dengan syarat kamumembebaskanku darikafaalah

atas fulan," atau, "aku menjamin piutangmu ini dengan syarat kamu

membebaskanku dari penjaminan piutang yang lain, atau dengan syarat kamu

membebaskanku dari lafaalah atas fi.ilan," maka di dalamnya berlaku dtra

sisi pendapat. Namtur sisi pendapat yang paling kuat adalah tidak satU karena

ia mensyaratkanpenghapusan akad di dalam akad, sehinggatidak sah. Sama

seperti jual-beli dengan syarat penghapusan akadjual-beli yang lain. Demikian

pula seandainya ia mensyaratkan dalam kafaalah atau penjaminan agar

makfuul lah atau maffiul bih memberi kafaalah atas kewajiban yang

lain, atau menjamin utangnya, atau menjual sesuatu tertentu kepadany4 atau

menyewakan rumahnya kepadany4 maka hukumnya tidak sah berdasarkan

alasan yang kami sebutkan.

Pasal: Seandainya dua orang memberikafaalah atas seseorang,

maka hukumnya sah. Siapa saja di antara mereka yang membayar utang,

maka dua yang lain terbebas dari tanggung jawab, berdasarkan alasan yang

telah kami terangkan dalam bab penjaminan.

Apabllamalcfuulbihmenyerahkandirinya,makaduakafil/tersebut

bebas, karena ia telah melakukan apayangwajib bagi dua kafiilkarena

dirinyayaitumenghadirkandirinyasendiri, sehinggapertanggungankeduanya

bebas, seperti seandainya maffiul b ih membayar utang.

Seandainya salah seorang dan dua kafilmenghadirk an maffiul bih,

maka yang lain belum bebas, karena salah satu dari dua penjaminan telah

teriepas tanpa ada pelunasan utang, sehingga penjaminan yang lain belum

terlepas. Seperti seandainya n alcfuul lahmembebaskan salah sahrrya, atau

salah satu dari dua gadai tertebus tanpa ada penunaian hak. Ia berbeda

dengan kasus ketika malcfuul bihmenyerahkan dirinya, karena makfuul

bih adalahsubjek utama bagi keduanya. Apabila subjek utamanya bebas

dari apa yang dipertanggungkannya, maka kedua subjek cabangnyajuga

bebas. Sementara di sini, masing-masing kafiil ibrtidak merupakan subjek

cabang dari yang lain, sehing gayang satu tidak bebas karena kebebasan



yang lain. Karena itu, seandainyamalcfuul bih dibebaskan, maka kedua

knfiil-nyabebas. Dan seandainya salah satu dari duaknfiil dibebaskan,

maka hanya dia yang bebas, tidak dengantemannya.

Pasal: Seandainya satu orang memberi kafoaloh kepada dua

orang,lalu salah satu dari keduanya membebaskannya, atau kaJiil
tersebut menghadirkan makfual bih pada salah satu dari keduanya,

maka ia belum terbebas dari yang lain. Karena akad satu orang dengan

dua orang itu sama kedudukannya dengan dua akad, sehingga ia berkewajiban

untuk menghadirkan makfuul bih pada keduanya. Apabila ia
menghadirkannya pada satu orang saja, maka ia terbebas darinya dan hak

yang lain masih ada, seperti seandainya ia berada dalam dua akad, dan

seperti seandainya ia menjamin utang kepada dua orang, lalu ia membayar

hak salah satunya.

Pasal: Keabsahan kofaalah membutuhkan kerelaan kaftil,
karena kewajiban tidak dibebankan padanya sejak awal kecuali dengan

kerelaannya. Kerelaan malcfuul lahtidak diperhitungkan, karena knfaaloh

adalah j aminan baginya, selnngga kafaalah ifi sah tanpa ke rclaan m alcfuul

lah di dalamnya, sama seperti kesaksian. Juga karena kafaalah adalah

komitmen terhadap hak tanpa ada pengganti, sehingga kerelaan makfuul
lah tidak drperhitungkan di dalamnya, sama sepert i nadzan

Mengenai kerelaan makfuul bih, ada dua pendap at. Pertama,
kerelaannya tidak diperhitungkan, sama seperti dalam dhamaan atau

penjaminan. Keduu, kerelaannya diperhitungkan. Ini adalahhab Syaf i.
Karena tujuan kafaalah adalah untuk menghadirkanrrya. Apabllakafiil
memberi knfaalah tanpa seizin makfuul bih,maka ia tidak wajib hadir
bersama lrnfiz7. Juga karem knfaalahitu menetapkan suatu kewajiban bagi

maffiul bih, yaitu hadir bersama lmfiil tanpa kerelaannya, sehingga hal itu
tidak boleh, seperti seandainya utang dibebankan padanya. Ia berbeda

dengan penjaminan, karena penjamin menunaikan hak dan ia tidak
membutuhkan yang terj amin kewaj ibannya.
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Berdasarkanduapendapat,ketikaknfaalahdilal&andenganseizin

malcfuul bih,lalukafiil ngnmenghadirkannya, maka ia wajib hadir bersama

l(nfiil ,karena kafiil menggunakan pertanggungannya lantar an maffiul bih

dengan seizinny4 sehingga dia harus membebaskan pertanggungan tersebut.

Seperti seandainya seseorang meminjam budak orang lain lalu
menggadaikannya dengan seizinnya, maka ia harus menebusnya apabila

tuannyameminta.

Apabilaknfaalahtanpaseizinmalcfuulbih,makakitalihatterlebih

dahulu. Apab ila m a lcfu u I I a h memintanya, m aka m a ffi ul b i h w ajib hadir

bersarnakafll, karena kehadirannya adalah hak bagimalcfuul lah, dandia

memnta lafiil mewakilinya untuk meminta kehadiran maffuul bih. Apabila

maffuul lahtidak memintany4makamaffuul bihtidak wajib hadir bersama

kofiil, karena dia tidak menggunakan pertanggungan knfiil, dan kafiil
sendirilah yang menggunakan pertanggungannya menurut keinginannay

sendiri, sehingga dengan demikian tidak boleh ditetapkan suatu kewajiban

atas orang lain.

Apabila malcfuul lahberkata, "Hadirkan makfuul bih," makaini
adalah perwakilan untuk menghadirkannya, dan maffiul bih wajlb hadir

bersamanya, seperti seandainya makfuul lah mewakilkan kepada orang

yang tidak terlibat. Apabila ia berkata, "Keluarlah dari kafaalahmu," maka

dimungkinkan itu adalah perwakilan untuk menghadirk an maffiul bih,sanra

seperti lafazh pertama; dan dimungkinkan sebagai tuntutan pembayaran utang

yang ditanggungnya, bukan perwakilan, sehinggamalcfuul bift tidak wajib

hadir bersamanya.

826. Masalah: Abu Qasirn berkata, "Apabila makfual bih

meninggal dunia, maka pemberi kaf,aalahtelah terbebas."

llaksuclnya, apabila matcfuul bihmeninggal dunia, maka gugurlah

kafaalah dan kafiil tidak menanggung apapun. Pendapat ini dikemukakan

oleh Syuraih, Asy- Sya' bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah dan

Syaf i' i. S ementara Hakam, Malik dan Laits berpendap at bahw a kafi il w ajib
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menanggrmg utang yang ditanggul z alcfuul bih. Pendapat ini diriwayatkan

dari Ibnu Syuraih, karena kafiil adalahpenjamin hak. Apabila pelunasan

tidak mungkin dilakukan pihak yang menanggung utang, maka yang

melunasinya adalah penjamin, sama seperti gadai. Juga karena kefiil tidak

bisa menghadirkan maffiul bih, sehingga kafiil menanggung apa yang

menjadi kewajiban n affiul bih, seperti seandainya malcfuul bih tidak ada

ditempat.

Menurut kami, kewajiban hadir itu telah gugur dari malcfuul bih,

sehingga kafiilprnbebas dari kewajiban, seperti seandainya malcfuul bih

telah terbebas dari utang. Juga karena apa yangditanggungnya lantaran

malcfuul bihitu dari subjek utama itu telah gugur, sehingga subjek cabang

pun bebas dari pertanggungan, seperti penjamin apabila yang terjamin

kewajibarurya telah membayar utang, atau telah dibebaskan dari utangnya.

Ia berbeda dengan kasus ketika malcfuul bihtidakada di tempat, karena

kewajiban untuk hadir tidak gugur darinya. Ia juga berbeda dengan gadai,

karena pada gadai dikaitkan hak harta sehingga hak tersebut dilunasi dari

barang gadai.

Pasal: Apabila kaJiil mengatakan, " Makful bih telah beb as dari
utangdzn kafoaluh telahgugur," atau mengatakan, "Ia tidak menanggung

utang lagi ketika saya memberinya kafoalah," lalu makfuul lah

menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya, katena

pada asalnya kafaalah itu sah dan utang itu ada. Namwr dia wajib bersumpah.

Apabila dia menolak bersumpah, maka dia dikalahkan dalam gugatan.

Dimungkinkan dia tidak diminta bersumpah dalam kasus ketrka kafiil
mendakwakan bahwa dia telah membei kafaalahkepada orang yang tidak

menanggulrg utang, karena itu berafit kafiii mendustakan dakwaannya sendiri.

Karena orang yang membei kafaalah kepada seseorang itu berarti mengakui

utangnya. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, karena apayang

didakwakannya itu memiliki dua kemungkinan.

Pasal: Apabila makfuul lah mengatakan kepada kaftilr "Aku
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telah membebaskanmu dari kafaalahr" maka dia telah bebas, karena

hak yang ada adalah hakmaffiul lah, sehingga hak itu gugur lantaran ia

menggugurkanny4 sama seperti utang.

Apabila m affi ul I ah mengatakan, "Kamu telah membebaskanku

untuk berbuat kepadanya, atau kamu telah mengembalikannya kepadaki,"

maka kafi i I juga telah bebas, kar ena m affiul I a h telah mengakui bahwa

haknya telah dipenuhi, sehingga ia seperti orang yang mengakui hal tersebut

dalam penjaminan. Demikian pula jtkamaffiul lahberkata, "Kamu telah

bebas dari utang yan g kamu kafa a I a h -kan."

Yang terbebas dari pertanggungan dalam kasus-kasus in adalah kofi il,

bvkan m a ffi u I b i h dan ini bukan pengakuan dari m a ffi u I I a h b ahw a dia
telah menerima hak. Ini adalah pendapat Muhammad bin Hasan. Sebuah

pendapat mengatakan bahwa ini adalah pengakuarS yaitu dalam kasus ketika

malcfuul lah berkata, "Kamu telah bebas dari utang yang kamu knfaalah-

kan." Namun pendapat yang pertama lebih shahih, karena malcfuul bih

tidak mungkin terbebas dari hak tanpa ada serah-terima hak, dengan

pembebasan hak oleh yang berhak, atau dengan kematianmalcfuul bih.

Adap un j ik a m a kfu u I I ah b erkata kepada m a lcfu u I b i h, " Aku telah
membebaskanmu dari hakku padamu, atau kamu telah bebas dari utang

yang kautanggutrg," maka ia terbebas dari kewajiban dan kafaalahpun

hiiang. Karena lafazh tersebut mencakup segala sesuatu yang ditanggung

makfuul bih. Apabilamalcfuul lah mengatakan, "Kamu bebas dari utang

y ang dikafa a I a h -kan fu lan, " maka m alcfuul b ih dan kafi i I -ny a beb as dari

pertanggungan.

Pasal: Apabila seoran gdzimmimemiliki piutang berupa khamer

1tad,a dzimmi lain, lala dzimmi ketiga memberi kafaalah,lala makfuul
lalt atau makfuul Drft masuk Islam, maka kaJiil dan makfuul bih
terbebas darinya. Abu Hanifah berkata, "Apabila malcfuul lah masuk

Islam, maka tidak seorang pun dari kafiil danmalcfuul bihyangterbebas

dari pertanggungan, dan keduanya wajib membayar nilai khamer, karena itu
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adalah waj ib, dan tidak ada pengguguran dan pelunas an, serta malfuul lah
juga tidak melakukan sesuatu yang menggugurkan haknya sehingga ia tetap

dalamkondisinya.

Menurut kam i, m alcfuul blft seorang muslim sehingga ia tidak waj ib
membayar khamer, seperti seandainya ia telah masuk Islam sebelum terjadi

lrafaalah. Apabila makfuul bih telah terbebas, maka kafiil-nya juga

terbebas. Seperti seandainya iatelah membayar utang, ataumalcfuul lah
membebaskannya dari utang. Juga karena seandainya maffiul lahmasuk

Islam, maka keduanya (kafiil dan malcfuul bih) terbebas dari tanggung
jawab. Begitu pula seandainya maffiul bih yang masuk Islam. Apabila
knfiil sajayang masuk Islam, maka ia sendiri yang bebas darikafaalah,
karena tidak boleh membebankan pembayaran Khamer padanya sedangkan

iatelatrmasuk Islam.

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Berilah fulan uang seribu,"
lalu yang disuruh itu melakukannya, maka ia tidak meminta ganti
kepadayang menyuruh, dan itu bukan merupakan kafoalah baginya
dan bukan pula penjaminan. Kecuali jika ia mengatakan, ,,Berilah ia
dariku." Abu Hanifah berkata, "Yang disuruh meminta ganti dari yang

menyuruh apabila ia adalah mitrany4 karena biasanya ia meminjam kepada

mitanya.

Merurut kami, dalam kasus ini ia tidak mengatakan, "Berilah ia darikg"
sehingga yang menyunrh tidak menanggung penjaminan, seperti seandainya

ia bukan mitanya. Apabila ia memiliki hak harta pada orang yang disurutrrya

lalu berkata, "Berikan harta itu kepada fulan," maka ia menanggung
penjaminan. Jadi, penjaminan itu bukan karenaperkataan ini, melainkan

karena ia memiliki hak pada orang yang disurulurya, dimana ia wajib
membayamya.

Pasal: Apabila kapal berada di tengah laut dan di dalamnya
terdapat barang-barang, lalu sebagian orangyang ada di dalam kapal
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ifu melemparkan barangnya ke laut agar kapal menjadi ringan, maka
dia tidak menuntut ganti kepada siapapun, baik dia melempar
barangnya itu karena mengharapkan ganti, atau dengan sukarela.
Karena ia telah merusak hartanya sendiri dengan kemauannya sendiri tanpa

ada penjaminan. Apabila sebagian dari mereka mengatakan kepadanya,

'temparkan barangmg" lalu ia melempamy4 makahukumnya sam4 karena

yang menluruh itu tidak memaksanya untuk melempamya, dan dia tidak
menjamin

Apabila ia mengatakan, "Lemparkan barangmu dan aku yang

menjaminnya," lalu dia melempamya, maka yang menyumhnya itu
menanggung hartanya. Pendapat ini dikemukakan olehAbu Bakar. Karena

penjaminan terhadap sesuatu yang belum wajib itu hukumnya sah. Apabila
iamengatakan,"kmparkan akudanparapenumpangkapalakan

menjaminnya," Ialu yang disuruh melalilkanny4 makaAbu Bakar berkat4
"Yang menyuruh itu saj a yang menanggungnya, kecuali j ika yang lain ikut
menjamin dengan sukarela." AI Qadhi berkata "Apabila penjaminan secara

kolektif, maka yang menyunrh itu tidak menanggung selain bagiarmya saja"

karena ia tidak menanggung seluruhnya, melainkan hanya menanggung

bagiannya saja, dan ia memberi pemyataan atas nama seluruh penumpang

kapal bahwa mereka semuamenjamin barangny4 sehingga ia hanya menjamin

sebagiannya saja, dan perkataannya mengenai kewajiban selainnya tidak
diterima

Apabila penjaminan bersifat kolektif dan perorffiBon, yaitu dengan

rnengatakan, "setiap orang dari kami menjamin barangmu atau nilainya,,'

maka orang yang mengatakan ihrlah yang menjamin semua barang, baik ia
berkata demikian sedangkan selebihnya mendengamya lalu mereka diam,

atau mereka mengatakan, "Kami tidak mau," atau mereka tidak mendengar.

Karena diamnya mereka itu tidak mengakibatkan mereka menanggung

kewaiiban.

Pasal: Muhanna berkata, "Aku bertanya kepadaAhmad tentang
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seseorang yang memiliki piutang pada orang lain sejumlah seribu dirham,

lalu orang yang berutang itu mengadakan dua oran g kafiil dimana masing-

rnasing berlaku sebagai kafiil sekaligus penjamin, sehingga orang yang

berpiutang itu ingin meminta haknya kepada siapa saja dari keduanya. Lalu,

orang yang berutang itu mengalihkan utangnya kepada orang lain; bagaimana

hukumnya? Ahmad menjawab, "Kedua kafiil itubebas." Aku bertanya,

'Apabila muhaal'alaih meninggal dan tidak meninggalkan apapun?"Ahmad

menj awab, "Orang yang berpiutang tidak memperoleh apa-apa, dan uang

seribu dinar itu hilang."
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KITAB SYARIKAH

(KEM ITRAAN ATAU PERS EROAN)

Syarikah adalahkemitaan dalam memiliki atau mengelola' Legalitas

syarikah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'' Allah

berfirman di dalamAl Qur'an,
tl z - / I - tz

9-EJt 6i6?i4
"Malm merekn bersekutu dalam yang sepertiga itu. " (Qs. An-

Nisaa'[a]:D)

i &sir-r;'uif $ 4 A" 
-#,* ;,i:iX G rg Ly

iq#3e,t+Hi
"Don sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada

sebahagian yang lain, kecuali orang orong yang beriman dan

mengerjalmn amalyang saleh; dan amat sedikitlah merekn ini."
(Qs. Shaad l38l:24)

Katakhulathaa' dalanayat di atas berarti orang-orang yang berserikat

atau bermitra. Di dalam Sunnah diriwayatkan bahwa Barra' bin 'Azib dan

Zaid binArqam bermita dan membeli emas secara kontan dan tempo. Ketika

berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, makabeliau memerintahkan

keduanya, "Yang dibeli dengan kontan perbolehkanlah, sedangkan yang

dibeli dengan tempo itu kembalikanlah."l3T

r37 HR Ahmad dalam Musnad-nya (4/371) dengan sanad yang shahih menurut

kriteria Bukhari dan Muslim.
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Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

JG t;9 ,'+V 6Ll'F n " e&"1\ ,t:: (l
t;-e*. d --? ,+G t-.,;li'i

" Allah b erfirman,' Aku adalah yang ke ti ga dari dua orang yang

bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak
mengkhianati temannya. Apabila salah seorang dari keduanya

mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari antsra
keduanya." (HRAbu Daud)r3s

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

" Tangan Allah di atas dua orang yang b ermitra s elama fu duanya

tidak saling mengkhianeti." t3e

Umat Islam menyepakati kebolehan syariknh, dan yang mereka

perselisihkan adalah jenis-jepsnya yang akan kami jelaskan nanti.

Syarilrah ada dua mac am,yaifi syarikahkepemillkandan syarikah

akad. Bab ini membacasyarikah akadyangterdiri dari limajenis, yaitu

'anan, abdan, wujuh, mudharabah dan mufawadhaft. Setiap jenis

ryarilwh irutidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang boleh membelanjakan

hartanya, karena akad-akad ini adalah akad terhadap pembelanjaan harta,

sehingga ia tidak sah dilalarkan oleh orang yang tidak boleh membelanjakan

hartanya, seperti j ual-beli.

Pasal: Ahmad berkata, "OrangYahudi dan Nasrani boleh diajak

138 HRAbu Daud (3/3383), Hakim dalam kitab I I Mustadrak(2/52),Balhaqi(6178-
79). Sanad hadits lemah. Llhatkitab lrwa' Al Ghalil (1468).

'3e HR Ad-Daruquthni (3135). Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Said bin
Hayyan At-Tamimi yang menurut Adz-Dzahabi dalam kitab Al Mizan hampir tidak
dikenal.
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syarikah, tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh diserahi harta
tanpa pengawasan dan mereka tidak boleh menjadi pengelola funggal,

karena mereka biasa mempraktikkan riba." Pendapat ini dikemukakan

Hasan danAts-Tsauri. Sedangkan Syaf i memakruhkan syar ikahbersarna

mereka secara mutlak, karena ia meriwayatkan dari Abdullah binAbbas

bahwa dia berkata, "Aku memakruhkan seorang muslim mengadakan

syarikah dengan Yahudi," dan tidak diketahui ada seorang sahabat yang

menentang pendapatnya. Juga karena harta Yahudi dan Nasrani itu tidak

baik, karena mereka menjual khamer dan mempraktikkan riba, sehingga

interaksi dengan mereka hukumnya makruh.

Menurut kami hukumnya boleh, dengan berpegang p ada apayang

diriwayatkanKhallal dengan sanadnya dari 'Atha', ia berkata, "Rasulullah

SAW melarang syarikalz dengan orang Yahudi dan Nasrani, kecuali jual-

beli di tangan orang muslim."rao

Juga karena alasan makrutrrya adalah ketika mereka mempraktikkan

riba, jual-beli khamer dan babi. Alasan ini tidak pada syarikahyangdi
dalamnya pihak muslim atau wakilnya terlibat, dan perkataan Ibnu 'Abbas

dapat dipahami demikian, karena ia memberi alasan bahwa orang-orang

Yahudi dan Nasrani itu mempraktikkan riba. Demikian pula hadits yang

diriwayatkanAtsram dariAbu Hamzah dari Ibnu 'Abbas, bahwa dia berkata

"Janganlah kalian meng adakan syarikah denganseorang Yahudi, Nasrani

dan Majusi, karena mereka itu mempraktikkan riba, dan bahwa riba itu
tidak halal.':t4r Iri adalah pendapat seorang sahabat yang tidak pasti berlaku

luas di kalangan mereka, dan mereka tidak menjadikannya sebagai argumen.

Pendapat mereka bahwa harta benda orang-orang Yahudi dan Nasrani

trdak baik itu tidak benar, karena Nabi SAW bermu'amalah dengan mereka.

Beliau pemah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dengan

gandum yang beliau ambil untuk keluarganyala2, mengutus orang lain untuk

raoHR IbnuAbi Syaibah dalam Mushaf-nya(6l9 secaramauquf

'a' HR Baihaqi (5/3 3 5) darikitab Jual-b el i.
r42 HR Bukhari (412068), Muslim (311226)bab Musaqah. Takhrij hadits telah
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berutang dua pakaian kepada orang Yahudi lain,la3 dan beliau juga pernah

dijamu oleh seorang Yahudi dengan roti dan daging.laa Padahal Nabi sAW
tidak memakan kecuali yang baik-baik. Khamer dan daging keledai yang
mereka perjual-belikan sebelum mengadakan syqvlkolxdengan seorang
mu-slim ituhasil penjualannyahalal, ka.renarnerekameyakini kehalalannya.

Karena itu, Llmar bin Khaththab RAberkata, "Tinggalkanlah jual-belinya,

dan ambillah pembayarannya."

Adapun khamer yang diperjual-belikan oleh orangYahudi dan Nasrani
dengan harta s y a r i ka h atau mu dhar ab sh itu, maka j ual-belinya tidak sah,

dan ia menanggung penjaminan. Karena akad yang dilakukan wakil ituberlaku
untuk orang yang mewakilkan, sedangkan seorang muslim itu tidak sah

kepemilikannya atas khamer dan daging babi. Sehingga seperti seandainya

wakil tersebut membelikan bangkai atau bermu'amalah dengan sistem riba.
Adapun yang samar hal-ihwalnya sehingga tidak diketahui, maka menurut
prinsipnya hukumnya boleh dan halal.

Mengenai orang Majusi, Ahmad memakruhkan syarikah d,an

mu'amalah dengannya. Ia berkata, 'oAku tidak menyukai pergauran dan
mu'amalah dengan orang Majusi, karena ia menghalalkan apa yang tidak
dihalalkan orang Yahudi dan Nasrani." Hambal berkata,'?amanku berkata,
' Janganlah kamu mengadakan syariknh dan mudharab ahdengan orang
Majusi. Demikianla[ Allah Mahatahu." Maksudnya, ia menganjurkan untuk
tidak bermua'amalahdengan orang Majusi dan memakruhk an syarikah
dengannya. Tetapi kalau seseorang melakukannya, maka hukumnya sah
karena transaksinya sah.

827 . Masalah : Abu Qasim berkata,,r syarikah ub danh'kumnya
boleh."

Makna syarikah abdan ftemitraan fisik) adalah dua orang atau lebih

dijelaskan secara lengkap pada Masalah772.
ra3 HR Tirmid zi (3 I 1213) danNasa, i (7 / 4642).

'aa HRAhmad dalam Musnad-nya(3/210,211,27a) dengan sanad yang shahih.
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bermitra dalam pekerjaan, seperti para hrkang yang bermitra untuk bekerja

di tempat kerj a mereka. S eberapapun rezeki yang diberikan Allah kepada

mereka, maka rezeki tersebut dibagi di antara mereka. Apabila mereka

bermitra dalam lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, seperti

pertukangan, mengambil buah-buahan dari pegunungan, penambangan, serta

pencwian di darul harbi (negeri yang wajib diperangi), makahukumnya boleh.

Pendapat ini dinyatakanAhmad dalam riwayatAbu Thalib. Ia berkata "Tidak

dilarang suatu kaum bermitra secara fisik, sedangkan mereka tidak memiliki

harta benda, seperti para pemburu dan para pemikul barang. Nabi SAW

pun mengadakan syarikah arfiaraAmmar, Sa'ad dan Ibnu Mas'ud. Sa'ad

datang membawa dua tawanan, sedangkanAmmar dan Ibnu Mas'ud pulang

tanpa membawa apa-apa.

Ahmad menafs kkan sifat ryarikahdalam pampasan perang. Ia berkata"

"Keduanya bermitradalam memiliki rampasan di korbanyang diperoleh

keduanya, karena pembunuh memiliki sendiri rampasan tersebut, tanpa

melibatkan para ghanim (penerima hak rampasan) yang lain. Pendapat ini

dipegangolehMalik.

Abu Hanifah berkata, "Syarikah dalam pertukangan hukumnya sah,

tetapi ryaril<oh atas benda-benda mubah @oleh diambil) itu hukumnya tidak

sah, seperti mencari rumput dan merampas harta musuh. Karena tujuan dari

ryariknh adalah perwakilan, sedangkan perwakilan dalam hal-hal tersebut

hukumnya tidak sah, karena orang yang mengambilnya itulah yang

rnemilikinya. Syaf i berkat4 "Selunrh syarikah abdanhukumnya tidak sah,

karena itu adalah sy arikoh bukan atas harta benda, sehingga hukumnya

tidak sah, seperti seandainya pekerjaan-pekerjaan pertukangan yang

dilakukan itu berbeda-beda. "

Kami berpegang pada apa yang diriwayatkanAbu Daud danAtsram

dengan sanad keduanya dari Abu'Ubaidah bin Abdullah, ia berkata, "Aku

mengadakan syariknhdengan Sa'ad danAmmar dalam perang Badar. Pada

waktu ih:" aku danAmmar pulang tanpa membawa papun, sedangkan Sa'ad

membawa dua tawanan." Kejadian seperti ini tidak mungkin luput dari
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pengetahuan Rasulullah sAw, dan beliau mengakui perbuatan mereka itu.
Lalu, bagaimana mungkin pendap atyangmengatakan bahwa mereka itu
memiliki sendiri (monopoli) harta syarikahdi dalamnya?

Sebagian ulama madzhab syaf i mengatakan bahwa harta rampasan

dalam perang badar adalah milik Rasulullah sAw, dan beliau berhak
memberikannya kepada siapa saja yang diinginkannya, sehingga
dimwrgkinkan beliau melakukan hal tersebut karena alasan ini. Kami katakarl
jawaban unhrk yang pertama (harta rampasan milik Rasulullah SAW) adalah

bahwa harta rampasan dalam perang Badar itu tadinya milik orang yang
mengambilnya sebelumAllah mengadakan syarikah dt antaramereka. Karena

itu, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, " B aran gs iapa m e n gamb il
sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya. "ra5 Ketentuan ini berlaku
untuk benda-benda yang mubah (boleh diambil) bahwa barangsiapa yang
lebih dahulu mengambil sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya. Dan
dimungkinkan Allah me ngadakan syarikah diantara mereka untuk harta
yang tercecer yang mereka peroleh. Hanya saja, pendapat yang pertama
lebih shahih, sesuai perkataan IbnuMas'ud, "Sa'ad datang membawa dua
tawanan, sedangkan aku danAmmar tidak memb awa apa-apa.,,

sedangkan jawaban untuk perkara kedua (Rasulullah berhak
memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya), sesungguhnyaAllah

memberikan harta pampasan kepada Nabi-Nya SAW sesudah mereka
memperoleh pampasan perang dan berselisih pendapat mengenainya. saat
itu Allah menurunkan ayat, "Merekn menanyakan kepadamu tentang
(pembagian) harta ramposan perang. Katakanlah, 'Harta rqmpasan
perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.' " (es. Al Anfaal [8] : l ) Syarikah
yang diadakan para sahabat terj adi sebelum itu.

Keabsahan ryarr'fraft ditunjukkan dengan kenyataan bahwa seandainya
harta pampasan itu milik Rasulullah sAW, maka tidak terlepas dari dua hal;

'45 HR Baihaq i (6/315).Ia berkata, "Saya tidak mengingat perawi yang meriwayatkan
ini. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas hadits yang berlainan lafazhnya;, ilAlbani dalam
kitab Irwa' Al Ghalil berkata, "sekarang saya belum mengetahuinya.,'
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beliau membolehkan mereka untuk mengambilnya sehingga harta pampasan

itu mer{adi seperti harta yang mub ah, atau beliau tidak membolehkan mereka
untuk mengambilnya. Lalu, bagaimana mungkin mereka mengadakan

syarilcah untuk sesuafu yang bukan milik merek a? Khabar intmengandum
argumen yang mematahkan pandapatAbu Hanifahjuga, karena mereka
mengadakah syarikah atas benda-benda yang mubah, danatas sesuatu
yang bukan merupakan pertukangan. Abu Hanifah melarang syariknh
demikian. Juga karena pekerjaan adalah salah satu dari dua sisi mudharabah,

sehingga syarikah ataspekerjaan itu hukumnya sah, sama seperti syarikah
atas harta benda. MenurutAbu Hanifah, keduanya mengadakan syariknh
dalam mengupayakan sesuatu yang mubah,sehingga hukumnya sah. seperti

seandainya keduanya mengadakan syarikah dalam menjahit dan
pertukangan.

Kami tidak menerima pendapat bahwa perwakilan dalam benda-benda

yang mubalr itu tidak sah, karena seseorang boleh menyuruh orang lain
unhrk memperolehnya dengan upah. Begitu pula menyunrh orang lain tanpa

kompensasi itujuga sah apabila salah seorang dari keduanya melakukarurya

dengan sukarel4 sama seperti perwakilan dalam menjualkan hartanya.

Pasal: Syarikah abdun (kemitraan fisik) sah manakala ada
kesamaan pekerjaan. Adapun ketika pekerjaannya berbeda-beda, maka
AbuKhaththab berkata, "Tidak sah." Ini adalahpendapatMalik. Karena
fi\uan syariksh adalahpekerjaan yang diterima masing-masing pihak itu
wajib baginya dan wajib bagi temannya, danmasing-masing pihak dituntut
untuk mengerj akan pekerj aan tersebut. Apabila salah seorang mifta menerima

suatu pekerjaan, padahal keatrlian keduanya berbeda dimana yang lain tidak
bisa mengerjakanny4 maka bagaimana mungkin dia waj ib mengerjakannya?

Atau, bagaimana mwrgkin dia dituntut melalcukan sesuatu yang tidak mampu

dikerjakannya?

Tetapi Al Qadhi berpendapat bahwa syarikoh tersebutsah karena
keduanya bermitra dalam mengupayakan sesuatu yang mubah, sehingga
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hukumnya sah, seperti seandainya pekerjaan yang dilakukan itu sama. Juga

karena dalam melakukan pekerjaan yang disepakati itu, terkadang salah
satu pihak lebih pandai daripada yang lain, dan barangkali salah satunya
menerima apa yang tidak mungkin dilakukan dilakukan mitrany4 narnun hal
itu tidak menghalangi keabsahannya. Maka, begitujuga ketika pekerjaan
keduanyanya berbeda.

Mengenai pendapat mereka bahwa masing-masing mitra wajib
melakukan pekerjaan yang diterima temannya, Al eadhi mengatakan,
"Dimungkinkan hal tersebut tidak wajib, karena keduanya sama seperti dua
wakil, dengan dalil keabsahan keduanya untuk mengambil hartamubah,
dan tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya."Apabila kita mengatakan
bahwa masing-masing mitra wajib melakukan pekerjaan yang diterima
temanny4 maka dimungkinkan dia menghasilkanpeke{aan itu dengan upall
atau melalui orang yang mau melakukan untuknya dengan sukarela.
Kebenaran pendapat ini ditunjukkan dengan kondisi ketika salah seorang
mitra berkata, "Aku yang menerima pekerjaan, dan kamu yang bekerja,,'
maka syariknhtersebut sah, dan masing-masing mitra melakukan pekerjaan
yang berbeda dari yang dikerjakanmitranya.

Pasal: Apabila salah seorang mitra berkata, .,Aku yang menerima
pekerjaan, dan kamu yang mengerjakan, nanti upahnya dibagi antara aku
dan kamu," maka syarikahtersebut sah. Namun Zufar berkata, "Tidak sah,

dan yang bekerja tidak memperoleh bagian yang disebut, melainkan hanya
berhak atas upah standar."

Memrut kami, tanggung jawab itu menjadi faktor seseorang berhak
atas keuntungan, dengan dalll syarikah abdan Q<emitraan fisik) itu sendiri.
Penerimaan suatu pekerjaan itu mengakibatkan tanggung jawab bagi yang
menerima" dan karena itu ia berhak memperolehkeuntungan, sehingga sama
seperti ia menerimaharta dalam akad mudharabah. pekerjaan itu juga
membuat pelakunya berhak atas keuntungan, seperti pek eqaanmudharib,
sehingga kedudukan pekerjaannya itu sama sep ertimudharaboh.
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Pasal: Keuntungan dalam syarikah abdan itu sesuai yang mereka
sepakati, apakah dibagi sarna atau ada selisih, karena pekerj aan adalah faktor
seseorang memperoleh keuntungan. Perbedaan keduanya dalam volume
kerja hukumnya boleh, sehingga perbedaan keduanya dalam memperoleh
keuntungan juga boleh. Masing-masing mitra berhak menuntut upah, dan
pemberi kontrak kerja berhak menyerahkan upah kepada masing-masing
rnitra. Kepada siapa saja pemberi kontrak itu menyerahkan upah, maka ia
telah terbebas darinya.

Apabilaupah yang diperoleh itu rusak di tangansalah seorang mitra
tanpa ada keteledoran, maka itu tanggung jawab bersam4 karena keduanya
adalah seperti wakil dalam menuntut upah. pekerjaanyang diterima masing-
masing mitrajuga tanggung jawab bersama, dimana masing-masing dapat

dituntut pekerjaan itu dan wajib mengerjakannya. Karer:r, syariknhini tidak
terlaksana kecuali dengan didasari tanggungjawab, dan tidak ada sesuatu di
dalamnya yang menjadi landasan terlaksananya syarikah sebagaimana
tanggungjawab itu melandasinya. Jadi, seolah-olah syarikahitu mengandung

langgung jawab masing-masing mitra atas mitra lain terkait apa yang wajib
baginya. Al Qadhi berkata, "Dimungkinkan salah satu mitra tidak wajib
melakukan apa yang wajib bagi mitra lain, dengan alasan yang telah kami
sebutkan sebelumnya."

Adapun ketika upah tersebut rusak akibat kesengajaan salah seorang

mitra, atau akibat keteledorannya, atau upah itu rusak saat dalam
pengusaannla dengan caru yangmengakibatkan tanggung jawab, maka
tanggung jawab tersebut dipikulnya sendiri. Apabila salah seorang mitra
mengaku apa yang di tangannya sebagai milik bersama, maka sesuatu itu
dibagi antaradirinya dan mitranya, karena yang berkuasa dalam dirinya,
sehingga pengakuannya terhadap apayangada di tangannya itu diterima.
Tetapi pengakuanya terhadap sesuatu di tangan mihanya itu tidak diterima,
clan tidak pula utang yang ditanggungnya, dengan alasan yang sama.

Pasal: Apabila salah seorang mitra yang bekerja dan yang lain tidak,
maka hasilnya tetap dibagi dua. Ibnu'Aqil berkata,'?endapat ini dinyatakan
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ImamAhmad dalam riwayat Ishaq bin Hani'. Dia ditanya tentang dua orang
yang bermitra dalam pekerjaan fisik, lalu salah seorang mitra menghasilkan
sesuafu sedangkan yang lain tidak. Ia berkata, "ya, ini sama kedudukannya
dengan hadits Sa'ad dan Ibnu Mas'ud. Mat<sudny4 mereka bersekutu nzrmun
sa'ad membawa dua tawanan sedangkan dua yang lain gagal.', Juga karena
pekerjaan itu menjadi tanggung jawab masing-masing mina secara bersama-
sama, dengan dengan pertanggungan masing-masing itulah ia wajib
memperoleh upah, sehingga upah itu milik keduany4 sebagaimana tanggung
jawab itu dipikul keduanya, sedangkan yang bekerja itu membagi temannya
untuk mengerjakan bagianny4 dan hal itu tidak menghalangi keberhakannya.
Seperti orang yang mengupah seorang penjahit untuk memendekkan
pakaianny4 lalu penjahit terebut meminta tolong seseorang untuk bersama-
sirma memendekkan pakaian tersebut. Maka, upah itu hanya untuk penjahit
yang diupah saja, demikian pula di sini. Baik ia meninggalkan pekerjaan
karena sakit ataukarena sebab lain.

Apabila salah seorang mitra meminta mitra yang lain untuk bekerja
bersamany4 atau menyunrh orang lain untuk bekerja menggantikanny4 maka
itu adalah haknya. Apabila salah seorang mitra menolak bekerja maka yang
lain berhak membatalkan akad. Tetapi dimungkinkan ketika salah seorang
mitra meninggalkan peke{aan tanpa ada alasarl maka ia tidak memperoleh
bagian dari upah yang dikerjakan temannya tanpa keterlibatan dirinya itu.
Karena seseorang bermitra dengan orang lain itu agar keduanya bekerja.
Apabila salah seorang mitra meninggalkan pekerjaan, maka dia tidak
melaksanakan syarat pada dirinya, sehingga ia tidak berhak atas kompensasi
yang diperuntukkan baginya. Hal itu bersifat mungkin hanya ketika salah
seorang mitoa meninggalkan pekerjaan karena ada alasan, karena dia tidak
bisa menghindari alasan tersebut.

Pasal: Apabila dua orang bermitra, dimana masing-masing memiliki
seekor hewan untuk disewakarurya, lalu berapapun rezeki yang diberikan
Allah itu dibagi di antara keduany4 maka hukumnya sah. Apabila keduanya
menerima pesanan untuk mengangkut barang tertentu ke tempat tertentu



dalam pertanggungan keduany4 kemudian keduanya mengangkut barang di
atas dua hewan tersebut atau selainnya, maka hukumnya sa[ dan upah dibagi

di antara keduanya sesuai yang mereka syaratkan. Karena kesediaan
keduanya untuk mengangkut itu menetapkanjaminan dalam pertanggugnan

keduanya, dan keduanya boleh mengangkat barang itu dengan punggung
hewan manapw. syarilahitu terlaksana berdasarkan tanggungjawab, seperti

syariknh wujuh.

Apabila keduanya menyewakan hewannya itu untuk memikul sesuatu

dengan upah tertentu, maka syarikah tidak sah, dan masing-masing
rnemperoleh upah atas hewannya. Karena masing-masing tidak mendapati

tanggung jawab pengangkutan dalam pertanggungan masing-masing,
meskipun pembeli berhak atas manfaat hewan yang disewanya. Karena itu,
akad sewa terhapus akibat kematian hewan yang disewanya. Juga karena

syarikah itu terlaksana berdasarkan tmggung jawab dalam pertanggwrgan

keduanya, atau berdasarkan pekerjaan keduanya, sedangkan transaksi ini
bukan didasari oleh salah satu dari dua alasan tersebut. Karena tidak ada

tanggung jawab yang dibebankan pada keduanya, dan keduanya juga tidak
melakukan secara fisik apa yang menghasilkan upah sebagai kompensasinya.

Juga karena syarikahitu mengandung perwakilan, dan perwakilan dengan

cara yang demikian itu tidak sah. Karena itu, seandainya seseorang

rnengatakan, "sewakan budakmu, nanti hasil sewanya dibagi antara aku
dan kamu," maka syarikah tersebut tidak sah. Seperti seandainya ia
mengatakan, "Ju,al-lah budakmu, dan hasil penjualannya dibagi antara kita,"
maka hukumnya tidak sah. Tetapi dimungkinkan syarilwh tersebut sab, seperti

seandainya keduanya bermitra atas huta mub ah y ang mereka peroleh dengan

pekerjaan fisik. Apabila salah seorang mitra membantu temannya untuk
mengangkutkan dan memindall maka ia memperoleh upah sepertiny4 karena

pekerjaan tersebut adalah manfaat-manfaat yang diberikannya dengan sem.i-

akad.

Pasal: Apabila penjahit memiliki alat dan yang lain memiliki tempat

usaln, lalu keduanya bermitra dengan ketentuan keduanya bekerj a dengan
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alat milik peqi ahit di tempat usaha mitany4 lalu hasil usahanya dibagi berdua

maka hukumnya sah, dan upah yang diperoleh sesuai yang mereka syaratkan.

Karena syarikah itu terjadi pada pekerjaan keduanya, dan pekerjaan

merupakan faktor seseorang memperoleh keuntungan dalam syarikah,

sementara alat dantempat tsaha br-rkan faktor seseorang memperoleh sesuatu"

karena keduanya digunakan untuk pekerjaan bersam4 sehingga sama seperti

dua hewanyang disewakan kedua mitra untuk mengangkut sesuatuyang

keduanya turun tangan dalam mengangkutrya . Apablla syariknh rusak maka

apa yang diperoleh itu dibagi sesuai upah pekedaan masing-masing, serta

upah tempat usaha dan alat.

Apabila salah seorang mitra memiliki alat dan yang lain tidak, atau

salah seorang mita memiliki tempat usaha dan yang laintidak, lalu keduanya

sepakat untuk bekerja dengan alat atau di tempat usaha tersebut, lalu

penghasilannya dibagi du4 maka hukumnya boleh sesuai alasan yang telah

kamipaparkan.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain

untuk digrrnakannya bekerja, lalu rezeki yang dikaruniakanAllah itu dibagi

separoh atau dua pertiga, atau memrut persyaratan yang mereka tetapkan,

maka hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan Imam Ahmad dalam riwayat

Atsram, Muhammad bin Abu Harb, dan Ahmad bin S a' id. Ia menukil dari

Al Auza'i keterangan yang memlrjukkan hal tersebut. Sementara Hasan dan

An-Nakha'i memakruhkanpraktik tersebut. Syaf i, AbuTsaur, hnu Mtur&ir
dan para ulama ahli ra'yu mengatakan tidak sah, dan seltruh hasilnya tetap

menjadi milik empunyahewan, karenapengangktrtanihrlah yang membuatrya

berhak memperoleh kompensasi, sementara orang yang bekerja itu
memperoleh upah standar. Yang demikian itu bukan termasuk bagian dari

syariknh, kecuali dilaksanakan dengan akad mudharabah, sedangkan

mudharabah dengan 'urudh 116 itu hukumnya tidak sah. Juga karena

ra6 Barang-barang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, juga bukan berupa hewan
dan properti.



mudharobahitu dengan pemiagaan btrffig, sementara hewan tersebut tidak

boleh dijual dan tidak boleh dikeluarkan dari kepemilikan empunya. Al Qadhi

berkata, "Ketidak-absahannya itu dapat didasarkan pada ketetapan bahwa

mudhqrabah dengan 'urudh itu tidak sah." Karena itu, apabila sewa hewan

itukarena bendanya, maka sewa tersebut milik empunya. Apabilapekerja

rnenerima pesanan tnrtuk membawa sesuatu lalu mengangkutrya di atas hewan

itn, atau membawa sesuatu yang mubahdi atasny4 lalu ia menjualny4 maka

upah dan hasil penjualan menjadi miliknya, dan ia harus membayar sewa

yang standar kepada pemilik hewan tersebut.

Menurut kami, hewan itu adalah benda yang bisa berkembang

(menghasilkan sesuatu) dengan digunakan untuk bekerj 4 sehingga akad atas

hewan tersebut dengan kompensasi sebagian dari hasilnya itu hukumnya

sah, sama seperti dirham dan dinar, dan sama seperti pohon dalam akad

mus aqah dan tanah dalam akad muzara' ah.

Mengenai pendapat mereka bahwa yang demikian itu tidak termasuk

kategori syariknhdan bukan pul a mudharab ah, karnikatakan benar, tetapi

ia menyerup ai musaqah dan muzara' ah. Pemiliknya bisa menyerahkan harta

bendanya kepada orang yang mengelolanya dengan kompensasi sebagian

dari hasil perkembanganny4 dimana wujud bendanya itu sendiri masih tetap.

tr)engan demikian, jelas bahwa menganalogikan syarikah ini pada

rnudharabah dengan 'urudlt itu tidak sah, karena mudharabaft itu dengan

perdagangan dan pengelolaan modal, sementara syariknh ini berbeda

rlarinya.

Al Qadhi di tempat lain berkomentar mengenai seseorang yang

menyewa seekor hewan untuk dibuatrrya bekerja dengan sewa separoh atau

sepertiga dari rezeki yang dikaruniakanAllah kepadanya bahua hukumnya

boleh. Saya tidak menemukan dasar bagi pendapat ini, karena syarat

kealosahan sewa adalah diketahuinya kompensasi dan ditetapkannya masa

riewa atau pekerjaan, dan hal tersebut tidak ada di sini. Juga karena ini
adalah akad yang tidak dinashkan, serta tidak dalam pengertian akan yang

dinashkan. Jadi, dia seperti akad-akad yang invalid lainnya. Hanya saja,
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sqwa.

yang dimaksudnya dengan sewa di sini adalah mu'amalah sesuai cara yang

telah disebutkan.

Imam Ahmad mengisyaratkan dalil yang menguatkan sikapnya yang

menyerupakan akad semacam ini dengan muzara'ah.Iaberkata, "Tidak

ada larangan pembagian hasil dalam jahitan pakaian itu dengan sepertiga

atau seperempat, sesuai dengan hadits Jabir RA bahwa Nabi SAW memberi

jatatr kepada Khaibar separoh dari hasil panennya-r47 Hadits ini menunjukkan

batrwa bagi hasil penjahitan pakaian itu sama kategorinya dengan hadits ini,

dan akad serupa juga dibolehkan karena serupa dengan musaqah dan

muzara'ah, bvkan kepada serupa dengan mudharabah dan tidak pula

Abu Daud menukil pendapat dari Ahmad mengenai seseorang yang

memberikan kudanya dengan memperoleh bagian separoh dari harta

parnpasan perang. Ahmad berkata, "Saya berharap hal tersebut tidak
dilarang." Ishaq bin Ibrahim berkata, "AbuAbdullah berkata, "Apabila
ketentuannya separoh atau seperempat, maka hukumnya boleh." Pendapat

ini j uga dikemukakan oleh Al Auza' i. Ahmad bin Sa' ad menukil pendapat

dari Ahmad mengenai orang yang menyerahkan budaknya kepada seseomng

untuk digunakannya bekerj4 lalu pemilik budak tenebut meperoleh sepertiga

atau seperempat hasil yang didapat, bahwa hukumnya boleh. Alasannya

adalah seperti yang kami paparkan dalam masalah hewan.

Apabila seseorang menyerahkan kainnya kepada penjahit untuk

dibuatrya menjadi beberapapakaian dan dijualny4 dengan ketentuanpenjahit

memperoleh separoh dari keuntungannya sesuai hak pekerjaannya, maka

hukumnya boleh. Pendapat ini diredaksikan Ahmad dalam riwayat Harb.

Apabila seseoftrng menyerahkan benang kepada penenun unhrk ditenunnya

menjadi kain dengan memperoleh sepertiga, atau seperdelapan, atau

seperempat dari kain tersebut, maka hukumnya boleh. Pendapat ini juga

diredaksikan olehAhmad. Sementara itu, Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i

i

I

ra? HRAbu Daud (3/3408) dengan sanadyang shahih.
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tidak membolehkan sedikit pun dari akad-akad tersebut, karena penukamya

tidak diketahui s ecara pasti, dan pekerj aannya j uga tidak diketahui secara

pasti. Namun kami telah memaparkan alasan keboiehannya.

Apabila ia j uga menyerahkan uang beberapa diiham selain bagi hasil

dari kain yang dihasilkan, maka hukumnya tidak boleh. Pendapat ini
diredaksikan oleh Ahmad, dan ada riwayat pendapat darinya yang

mengatakan boleh, tetapi pendapat yang pertama-lah yang benar. Abu Bakar

berkat4 "Ini adalatrpendapat lamalmam Syaf i. sedangkanriwayat selainnya

itulah yang dijadikan sandaran."

Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah berkata, "Tidak

dilarang menyerahkan pakaian untuk dijatrit dengan bagi hasil sepertiga atau

seperernpatrya." Ia ditanyatentang seseoftmg yang memberi kain uriluk dijahit

dengan upah sepertiga ditambah satu atau dua dirham, dan dia menjawab,

"Sayamemakruhkanny4 karenahal ini tidak dikenal." Bagian sepertiga

apabila tidak disertai dengan sesuatu maka menurut kami hukumnya boleh,

sesuai hadits Jabir RA bahwa Nabi SAW memberi bagian separoh hasil

bumi kepada penduduk Khaibar.

AbuAbdullatr ditany4'tsagaimana kalau penenuntidak mau menerima

sebelum bagian sepertigauntuknya ituditambah dengan satu dirham?" Ia

menjawab, "Kalau begitu, hendaknya ia menetapkan bagian untuknya

sepertiga ditambah seperduapuluh atau semacam ifil"Atsram meriwayatkan

dari Ibnu Sirin, An-N ak,ha' i, Az-Zuhri, Ayyub dan Ya'la bin Hakim, bahwa

mereka membolehkan hal tersebut. Ibnu Mundzir berkata, "Hasan

memakruhkan semua ini. " Abu Tsaur dan ulama ahii ra' yu mengatakan,

"Semua ini tidak sah." Pendapat ini dipilih Ibnu Mundzir dan Ibnu 'Aqil.

lv(ereka mengatakan, "Seandainya seseorang menyerahkan jaring kepada

nelayan unhrk berburu ikan dengan bagi hasil separoh, maka seluruh hasil

tangkapan milik nelayan, dan pemilik jaring memperoleh sewa standar.

Sedangkan pendapat berdasarkan qiyas yang dinukil dariAhmad adalah

syarikohtersebut sah, dan rezeki yang diperoleh nelayan itu dibagi di antara

keduanya sesuai yang mereka syaratkan, karena jaring adalah benda yang
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dapat berkembang (menghasilkan) jika digunakan untuk bekerja, sehingga

boleh menyerahkannya kepada orang lain dengan kompensasi sebagian dari

hasil yang diperolehnya, sama seperti tanah.

Pasal: Apabila seorang mitra memiliki hewan kendaraan dan yang

lain memiliki pelana dan ladang rumput, lalu keduanya bermitra untuk
menyewakan hewan kendaraan tersebut dengan hasil dibagi separoh-separoh

di antara keduanya, maka syarikahtersebuttidak sah, karena ini adalah

benda-benda yang tidak bisa dimiliki bersama, sehingga tidak pula
manfaatnya. Karena yang demikian itu berarti satu pihak mengatakan,

"Sewakan kendaraanmu lalu sewanya dibagi di antara kit4 dan aku sewakan

ladang rumputku lalu sewanya dibagi di antara kita." Seluruh sewa menjadi

milik empunya kendaraarq karena diatatr pemilikpokokny4 sedangkan yang

lain memperoleh upah standar yang diberikan oleh pemilik hewan tersebut,

karenadia memperoleh manfaat-manfaat dari mitanya itu dengan suatu akad.

Yang demikian itu berlaku ketika keduanya menyewakan kendaraan

berikut pelana dan rumputrya dalam satu akad. Adaptn seandainya masing-

masing menyewakan miliknya secara sendiri-sendiri, maka masing-masing

memperoleh hasil sewa dari miliknya. Begitujuga seandainya seseorang

berkata kepada mitranya, "sewakan budakku, dan hasil sewanya dibagi
dua," maka hasil sewanya tetap menjadi milik empunya budak, sedangkan

mitranya memperoleh upah standar. Demikian pula ketentuan yang berlaku

untuk seluruh j enis benda dan barang.

Pasal: Apabila adatigaorang bermitra, dimanayang satu memiliki
hewan, yang kedua memiliki sumber air, dan yang ketiga memiliki tenaga

(pekerjaan), denganketentuanrezekiyang diberikanAtlahitudibagi di antara

mereka, maka hukumnya sah menurut qiyas pendapatAhmad. Ahmad
mengatakan kasus seseorang menyeratrkan hewan kepada orang lain untuk
dibuatrya bekerj a dengan ketentuan hasilnya dibagi dua bahwa akad tersebut

sah. Kasus ini (tiga mitoa) sama seperti kasus tersebut. Karena mita pertama

menyerahkan hewannya untuk dibriat bekerj4 danmita kedua menyerahkan
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mata air yang merupakan barang yang bisa berkembang (menghasilkan)

apabila diberdayaka4 sehingga sama seperti hewan. Kemudian rezeki yang

dikaruniakanAllah itu dibagi di antara mereka sesuai yang mereka sepakati.

Ini adalah pendapat Syaf i. Juga karena keduanya adalah pemberi perwakilan

kepada pekerja untuk mengupayakan dan menghasilkan sesuatu yangmubah

dengan alat yang diberikan dua mita kepadany4 sehingga seperti seandainya

seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya.

Demikian pula, seandainya ada empat orang yang bermitra, dimana

mitra pertama memiliki tempat usah4 mita kedua memiliki gilingan" mitra

ketiga memiliki baghl, dan mitra keempat memiliki tenaga (pekerjaan), dan

semuaitudigunakantrrtukjasapenggilingan,lalurezekiyangdiberikanAllah

itu dibagi di antara mereka, maka hukumnya sah, dan pembagian di arfiara

mereka itu sesuai yang mereka syaratkan.

Tetapi Al Qadhi berkata, "Akad tersebut tidak sah untuk kedua

masalah." lni merupakan pendapat yang kuat dari Syaf i. Karena akad ini

tidak mungkin disebut musyarakah dan tidak pulamudharabah. Karena

dalam akad musyarakah dan mudharabahmodalnyatidak boleh berupa

'urudhlas dan karena di antara syarat musyarakah danmudharabah adalah

kembalinya modal pokok dalam keadaan utuh, dengan arti tidak diperoleh

suatu keuntungan apaprm sampai pemilik modal memperoleh kembali modal

pokoknya secara utuh. Sedangkan pengairan di sini bisa menjadi usang dan

berkurang. Akad ini juga tidak bisa disebut sewa, karena sewa itu

membutuhkan ketetapan waktu dan biaya sewa yang pasti, sehingga kalau

disebut sewamaka itutidak sah.

Atas dasar itu, seluruh hasil dalam masalah pertama adalah milik

empunya air. Karena ketika menciduk air dalam wadah, maka dia

memilikinya. Apabila dia menjualnya, maka hasil penjualannya menjadi

milikny4 karena hasil penjualan itu adalah pengganti dari air miliknya, dan

dia harus membayar kepada kedua temannya upah yang standar, karena dia

ra8 Barang-barang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, juga bukan berupa hewan

dan properti.
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menggunakan fasilitas milik keduanya dengan pengganti yang belum
diseralrkan kepada keduanya, sehingga keduanya berhak atas bayaran yang

standar, sama seperti sewa-sewa lain yang tidak sah.

Adapun dalam masalah kedua, apabila mereka menggiling makanan

bagi seseorang dengan menerima upah, maka diberlakukan menurut akad

sewa. Apabila pekerjaan itu diterima oleh salah seorang dari merek4 dan ia
tidak menyebut teman-temannya (melibatkan mereka) baik secara ucapan

atau dalam niat, maka seluruh upah menj adi miliknya dan ia harus membayar

sewa standar kepada teman{emannya. Apabila ia melibatkan mereka dengan

ucapan atau dalam niat saja, maka itu seperti ia melakukan akad dengan

setiap pihak di antara mereka secara sendiri-sendiri, atau menyewa alat dari

mereka semua, lalu ia berkata, "Aku menyewa tenaga kalian untuk
menggilingkan makanan ini untuku dengan upah sekian." Maka, upah itu
dibagi di antara mereka seperempat-seperempat, karena masing-masing dari

mereka wajib menggiling seperempat makanan dengan menerima seperempat

upah, dan masing-masing dari mereka harus menyerahkan kepada temannya

sepermpat dari upah standar.

Apabila dia mengatakan, "Aku menyewa tempat usaha, bagal,
penggiliran dan mengupah orang ini dengan biaya sekian, untuk menggtling
makanan sekian," maka hukumnya sah, dan upah dibagi di antara mereka

sesuai upah standar merek4 dimana masing-masing dari mereka memperoleh

hak sesuai bagiannya menurut salah satu dari dua pendapat. Sedangkan

menurut sisi pendapatyang lain adalah, hasilnya dibagi seperempat-

seperempat di antara mereka, berdasarkan ketentuan bahwajika seseorang

menikahi empat wanita dengan satu mahar, ataumembebaskan empat budak

dengan satu tebusan, maka apakah pengganti tersebut dibagi seperempat,

atau masing-masing menanggung sesuai nilainya. Ada dua pendapat di sini.

828. Masalah: Abu Qasim berkata, (Apabila dua orang bermitra
secara fisik dengan harta berasal dari salah seorang mitra, atau
dengan fisik dan harta, atau dengan harta yang berasal dari keduanya

i
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dan lisik salah seorang mitra, atau dengan dua fisik dan harta dari
dua mitra, baik jumlah har"ta ifu sama atau berbeda, maka hukumnya

sah."

Sahabat-sahabat kami menyebutkan syarikah yang boleh itu ada

empat, dan kami telah menyebutkan satu j enis di antaranya , yaitu syarikah

abdan. Tigajenis syariknh selebihnya disebutkanAl Khiraqi dalam lima

b agian. Ti ga di antar amy a adal ah m u d h ar a b a h, y aitu s y a r i ka h antaru dua

fisik dengan harta bersal dari salah satunya, atau ryarikah antara fisik dan

harta,atausya:riknh antaraduaharta dan fisik salah seorang mitra.

Jeni s lainny a adalah s y a r i ka h w uj uh, y aita, s y ar i knh antara dua fi sik

dengan harta berasal dari selain keduanya. Ai Qadhi berkata, "Makna

syarikah bagian ini (syarikah wujuh) adalah seseorang menyerahkan

hartanya kepada dua orang secua mudhar ab ah, sehtngga keduanya bemrita

dalam memperoleh keuntungan dengan orang lain, karena keduanya apabila

mengarnbil harta orang lain itu denganjaminan nama baik keduanya, maka

keduanya tidak berserikat dalam hata selain keduany4 dan ini dimungkinkan.

Pendapat yang kami kemukakan itu memiliki alasan, karena keduanya

bermitra di dalam apayangkeduanya ambil dari harta orang lain. Kami

memilih penafsiran ini, karena pendapat Al Khiraqi dengan proporsi ini
rnencakLrp berbagai mac ant syarikah yang sah. Memrut penafsiranAl Qadhi,

ia tidak mencakup salah satuje ns syarikah,yaittt syariknh wujuh dimana

^jenis tersehut terrnasuk mudharabah. Juga karenaAl Khiraqi menyebutkan

s7'arikah itu akad di antara dua orang, dan itulah yang benar menurut

penafsiran kami. Sedangkan menurut penafsiranAl Qadhi, dan itu bisa

diiakukan di antara tiga orang, dan itu berlawanan secara jelas dengan

pemyataanAlKhiraqi.

Bagian kelima adalahketika dua fisik bermiha denganhartabgrasal

dari kedua mitra. Yang demikian itu disebut syarikah 'inan,dan itulah

sy a r i lrn h yang di sepakati ke absahannya. Adapun sya r i kah w uj uh adalah

dua orang bermitra atas apa yang keduanya beli dengan nama baik keduanya

dan kepercayaan pada pedagang terhadap keduanya, tanpa keduanya
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memiliki modal, dengan ketentuan apa yang keduanya beli itu dibagi separolg

atau seperti ga, atauseperempat, atau semisalnya,'lalu keduanya menjual

bagiannya itu. Lalu, seberapapun rezeki yang dikaruniakanAllah, maka itu

dibagi di antarakeduanya. Hukum syarikah ini adalahboleh, baik salah

seorang miha menentukan apa yang dibeliya itu bagi temannya, menetapkan

ukuranny4 atau menetapkan waknrny4 menyebutkan bagian hartanya, atau

tidak menyebutkan sama sekali, melainkan cukup mengatakan, "Apa yang

akubeli itudibagi di antarakita."

Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur berpendapat tentang dua

orang yang bermita atas modal milik orang lain, denganketentuan apayffig

dibeli masing-masing itu dibagi di antara keduany4 bahwa hukumnya boleh.

Pendapat ini dikemukakan olehAts-Tsauri, Muhammad bin Hwain dan Ibnu

Mundzir. SementaraAbu Hanifah berkata, "Tidak sah sampai salah seorang

mitra menyebutkan waktunya atau hartanya, ataujenis pakaiannya." Malik

dan Syaf i berkata, "Disyaratkan menyebutkan syarat-syarat perwakilan,

karena syarat-syarat perwakilan itu diperhitungkan dalam akad tersebut,

yaitu menenhrkanjenis dan syarat-syarat perwakilan lainnya."

Menurut kami, keduanya bermita dalam membeli barang, dan masing-

masing mita mengizinkantemannya untuk membeli barang,sehngga syarikah

tersebut sah, dan apa yang keduanya beli itu dibagi di antara keduanya,

seperti seandainya ia telah menyebutkan syarat-syarat perwakilan."

Pendapat mereka bahwa perwakilan tidak sah kecuali dengan

menyebutkan harga danjenis barang itu tidak benar berdasarkan riwayat

kami. Kalaupun kami menerima pendapat tersebut, syarat-syarat tersebut

berlaku dalam perwakilan tersendiri. Adapun perwakilan yang tercakup di

dalam syarikah, syarat-syarat tersebut tidak berlaku di dalamnya, dengan

daIll mudharabah dan syariknh 'inan, karena mudharabah dan syarikah

' inan itumengandwrgunsur perwakilaq namun syarat tersebut tidak dijadikan

pertimbangan di dalamnya. Begitu pula dalam kasus ini.

Atas dasar itu, seandainya seseorang berkata kepada mitranya, "Apa

saja yang kubeli hari ini, maka dibagi separoh-separoh antara aku dan kamu,"
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atau dia tidak menyinggung masalah wakfu, lalu mitranya itu berkat4 "Y4"
atau dia mengatakan, "Apa saja yang kubeli maka dibagi separoh-separoh

antara aku dan kamu," maka hukumnya boleh dan itu adalah sya riknhyang

sah. Karena hal tersebut diizinkan dalam perniagaan, dengan ketentuan

komoditas dibagi di antara keduanya. Inilah makna syariknh, dan hal tersebut

berarti mewakilkan mitranya untuk membeli separoh barang dengan separoh

harga, sehingga diaberhak atas keuntungan dari komoditas tersebut, baik

dia menyebutkan secara khusus jenis komoditas atau tanpa menyebutnya.

Demikian pula seandainya kedua mitra berkata, "Apa saja yang kita

beli atau yang salah seorang dari kita membelinya maka itu dibagi di antara

kita," maka itu juga merupakansyarikahyang sah. Dalam hal pengelolaan,

hak dan kewajiban, pengakuan dan perseteruan, serta hal-hal lain, keduanya

berlaku sebag u mita syarikah' inan, sebagaimana yang akan kami paparkan

nanti. Siapa di antara keduanya yang mengeluarkan tem awrya dat'. syarikah,

maka temannya itu keluar, karena temannya itu adalah wakilnya. Yang

demikian itu disebut syarikahwujuh. Disebut demikian karena keduanya

membeli apayangmereka beli itu dengan nama baik keduanya.Katajah

dan w aj hu n memi liki arti y ang s ama. Kalimat fu I a n w aj i hun berarti fu I an

orang yang merniliki kehormatan. Allah berfirman tentang diri MusaAS,
"Dun adalah dia seorang yong mempunyai keduduknn terhormat di

si s i Allah. " (Qs. Al Ahz aab [33]: 69)

Dalam sebuah atsar diterangkan bahwa MusaAS berkat4 "Ya Rabbi,

jika kehormatanku diciptakan di sisi-Mu, makaAku memohon kepada-Mu

dengan hak Nabi Ummi yang Engkau utus di akhirat zaman." LaluAllah

mewahyrkan kepadanya, "Kehormatanmu tidak diciptakan di sisi-Ku, dan

sesunggulrrya engkau adalah orang yang memiliki kedudukan terhormat di

sisi-Ku."

Pasal: Bagian yang kedua adalah dua orang bermitra secara fisik
dengan harta berasal dari keduanya. Jenis syariknh yang ketiga ini adalah

syariknh 'inan. Artinya, dua orang bermitra dengan harta berasal dari
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keduanya, dengan ketentuan keduanya mengelola hartra tersebut secara aktif

dan keuntnngan dibagi di antara keduanya. Syariknhlnboleh menurut ijma'

yang disebutkan Ibnu Mundzir.Yang diperselisihkan adalah sebagian

syaratnya saja, serta alasan mengapa ia disebut syarikah 'inan. Sebuah

pendapat mengatakan bahwa disebut demikian karena kedua mitra sama

dalam hal kepemilikan harta dan pengelolaan, seperti dua penunggang kuda

ketika menyamakan kudanya dan keduanya berjalan benama-sam4 sehingga

taling kekarg keduanya (dalam bahasaArab disebut 'inan) itu sama. Al Farra'

mengatakan, "Kata' inan memiliki akar makna' ar adha yarrg maknanya

berkisar pada muncul, menghadap dan menimpa. Kalimat 'anat li hajah

berarti aku mengalami suatu hajat. Jadr, syarikah ini disebut demikian karena

masing-masing mitra tampak baginya untuk bersekutu dengan temannya."

Pendapat lain mengatakan bahwa kata ' inan teramb il dankata mu ' ananah

yang berarti mu' aradhah (menyaingi). Kalim at' anantu fulanan berarti

aku menyainginya dengan seperti harta dan pekerjaanny4 dimana masing-

masing dari duamita itumenyaingi temarurya denganharta danpekerjaannya

Thmpaknya pendapat ini kembali kepada definisiAl Farra'.

Pasal: Tidak ada perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya

modal dalam bentuk dirham dan dinar, karenakeduanyamerupakannilai

harta benda dan alat pembayaran dalam jual-beli. Umat manusia sama-sama

menggunakannya sej ak zaman Nabi SAW hingga zaman kita sekarang tanpa

ada yang memprotes. Sedangkan' urudhl ae tidakboleh dijadikan syariknh

menurut madzhab yang kuat. Pendapat ini dinyatakan Imam Ahmad dalam

riwayatAbu Thalib dan Harb, dan dituturkannya dari Ibnu Mundzir. Ibnu

Sirin, Yahya binAbu katsir, Ats-Tsauri, Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur dan para

ulama alrli ra'yu memakruhkannya. Hal itu karena syarilwhtersebut berlaku

atas benda' urudh,atau nilainy a, atatrhargapembayarannya.

Syarikah tidak boleh dilakukan pada benda' urudh, karena syarikah

rae Barang-barang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, juga bukan berupa hewan

dan properti.
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itu menuntut pengembalian modal pokok atau padanarurya pada saat

penghitungan terakhir, sedangkan 'urudh ifu tidak memiliki padanannya.

Terkadang nilaijenis barang salah satudari duamita itubertambalu sedangkan

yang lain tidak, sehingga pertambahan itu merembet kepada seluruh

keuntungan atau seluruh harta. Dan terkadang ia berkurang, sehingga

mengakiba&an mitra lain ikut merasakan dampak pada harga barang miliknya
yang tidak mengrurtungkan.

Syariknhtidak boleh dilakukan atas rulai 'urudh, karena nilainya tidak

bisa dipastikan sehingga dapat menimbulkan perselisihan, dan terkadang

sesuatu itu dihargai lebih besar daripada nilai sebenamya. Juga karena nilai
salah satu dari kedua harta itu terkadang bertambah sebelum dijual, sehingga

pihak ikut memiliki barang yang dimilikinya sendiri.

Syarikah juga tidak boleh dilakukan atas pembayarannya, karena

pembayaran itutidak ada pada waktu akad, dankeduanya belum memilikinya.

Juga karena apabila yang dimaksudnya adalah pembayaran yang digunakan

untuk membeli 'urudh, maka sesungguhnya ia keluar dari kedudukannya

dan menjadi miiik penjual. Apabila yang dimaksudnya adalah pembayaran

yang digunakan untuk membelinya, maka itu akan menjadi syarikahyang

tergantung p ada syarut,yaitu penjualan barang, dan hal tersebut hukumnya

tidakboleh.

Ada riwayat lain dariAhmad, yaitu bahwa syarilah danmudharabah

iru boleh dilakukan pada 'untdh, dan nilainya pada waktu akad itu dij adikan

sebagai modal. Ahmad berkata, "Apabila dua mitra meng adakan syariknh

dalam mengelola 'urudh, maka keuntungan dibagi sesuai yang mereka

syaratkan." Pendapat ini dipilih olehAbu Bakar danAbu Khaththab. Ini
iuga meriwayatkan pendapat Malik dan lbnuAbi Laila, serta dipegang oleh

T'hawus, Al Auza'i dan Hammad bin Abu Sulaiman dalam perkara

mudharsbaft. Karena maksud dari syariknh adalah kebolehan dua pihak
untuk mengelola dua harta secara bersama-sam4 dan dibaginya keuntturgan

dua harta itu di antara dua mitra. Hal ini dapat terjadi pada 'urudh,

sebagaimana ia dapat terjadi pada pembayaran, sehingga syariknh dan
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mudharqbah dengan 'urudh itu wajib sah, sama seperti syarikah dengan

pembayaran. Pada saat penghiturgan terakhir, masing-masing mina kembali

kepada nilai hartanya pada saat akad, sebagaimana kita menetapkan nishab

zakafiy a adalah se suai dengan nilainya. "

Syafi'i berkata, "Apabila 'urudh itu termasuk benda yang memiliki

padanaa seperti bij i-bijian dan minyak, maka ryariknhdengannya hukumnya

boleh menurut salah satu dari dua sisi pendapat. Karena iatermasuk barang

yang memiliki padanan, serupa dengan akad-akad yang lain, dan pada waktu

penghitungan terakhir yang dikembalikan adalah padanannya. Dan apabila

'urudh tidakmemiliki padanannya, maka hukumnya tidak boleh menurut

satu sisi pendapat, karena ia tidak mungkin dikembalikan dengan

padanannya."

Mennrut kami, ini adalah satujenis syar iknh, sehingga' urudh yang

memiliki padananrya dan yang tidak itu sama saja. Lagi pul4 Imam Syaf i
telah menerim abahwa mudharab ah dengan modal berupa' urudh iattdak
boleh. Juga karena'urudh itu bukan alat pembayaran, sehingga syirkah

dengannya tidak boleh, sama seperti barang yang tidak memiliki padanannya.

Pasah Hdaxn naqirahls| sama seperti hukum 'urudh,karena nilainya

bisa bertambah dan berkurang. Begitu pula hukum mata uang yang dicampq

apakah campurannya sedikit atau banyak. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i.

Abu Hanifah berkata, "Apabila campurannya kurang dari separoh, maka

hukumnya boleh. Dan apabila banyak, maka hukumnya tidak boleh, karena

yang berlaku adalah yang mayoritas menurut berbagai kaidah ushul. "

Menurut kami, barang itu telah dicampur, sehingga sama seperti

seandainya campuran itu lebih banyak. Juga karena nilainya dapat bertambah

atau berkurang, serupa dengan 'urudh. Pendapat mereka bahwa yang

berlaku dalam yang mayoritas itu tidak benar, karena meskipun cilmpuran

perak itu lebih sedikit namun hukumnya dalam zakat tidak gugur. Begitujuga

r50 Potongan emas dan perak yang dicairkan.
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dengan emas. Hanya saja, pencampuran yang sangat sedikit untuk
kemaslahatan mata uang, seperti campuran perak sebesar biji pada mata

uang dinar itu tidak diperhitungkan, karena hal itu tidak bisa dihindari dan

tidak memengaruhi terhadap riba dan selainnya.

Pasal: Syarikah dengan frrlus (enis mata uang kuno) hukumnya tidak

sah. Pendapat ini dikemukakan olehAbu Hanifall Syaf i, hnu Qasim sahabat

Malik. Namun ada pengecualian dibolehkan apabila laku. Ahmad berkat4

"Saya tidak memperkenankan salamdengan objek fulus, karena ia serupa

dengan sharf (pembelian emas dengan perak). Ini adalah pendapat

Muhamrnad bin Hasan danAbu Tsaur. Hal itu karena fulus adalah alat

pembayaran, sehingga syarikah dengannya itu diperbolehkan, sama seperti

dirham dan dinar. Dimungkinkan syarikah dengan fi.rlus itu hukumnya boletr,

baik masih laku atau tidak, berdasarkan kebolehan syarikah dengan 'urudlt.

Alasan pendapat pertama adalah kadang kala fulus itu laku dan kadang-

kadang tidak, sehingga serupa dengan' urudh. Apabila kita mengatakan

syarikah dengan firlus itu sah, maka apabila fi.rlus itu laku, maka modal dinilai

mentnut padanannya. Apabila tidak laku, maka nilainya seperti 'urudh.

Pasal: Modal syarikah tidak boleh tidak diketahui dan tidak pula
tarrpa ditakar, karena modal syarikah itu harus dikembalikan pada waktu
penghitungan terakhir, dan hal itu tidak mungkin dilakukan ketika modalnya

tidak cliketahui nilainya secara pasti dan tanpa takar. Syarikah dengan modal

berupa harta yang tidak ada di tempat dan piutang juga tidak boleh, karena

hartatersebuttidakmungkindikelolaseketikaitujuga danitulahyangmenjadi

tujuansyarikah.

Fasal : Ke samaan j enis dua harta tidak disyaratkan bagi keabsahan

syarikah, melainkan boleh salah satu mifa memberikan dinar dan yang lain

rnemberikan dirham. Pendapat ini diredaksikanAhmad, dan dipegang oleh
I{asan dan Ibnu Sirin. Syaf i berakta, "syarikah tidak sah kecuali jika dua
jenis harta itu sama, berdasarkan ketentuan bahwa pencampuran dua harta
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merupakan syaxat syarikall dan hal itu tidak mungkin dilalrukan kecuali pada

harta yang samajenisnya." Tetapi kami tidak mensyaratkan hal tersebut,

asalkan dua harta itu memiliki pembayaran yang sama, sehingga syarikah

dengan keduanya hukumnya sah, sama seperti syarikah dengan harta yang

satujenis. Manakala dua mita itu menghentikan syarikah, maka yang satu

memperoleh dinamya dan yang lain memperoleh dirhamnya, kemudian

keduanya berbagi sisanya. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad. Ia berkata,

"Yang satu mengambil kembali dimamya dan yang lain mengambil kembali

dirhamnya." Ia berkata, "Demikianlah pendapat Muhammad dan Hasan."

Al Qadhi berkata "Apabila kedtranya ingin menghentikan syarikafu maka

keduanyamenilai barang dengan mata uang negeri, danmenilai harta masing-

masing pihak sesuai mata uang negeri, dan penilaian itu dilakukan ketika

keduanya memindahkan alat pembayaran kepada mata uang negeri."

Menurut kami, itu adalah syarikah yang sah dimana moralnya berupa

alat pembapran, sehingga pengembalianryra pun harus sej enis dengan modal

yang diberikan, seperti seandainyajenis dua harta itu sama.

Pasal: Kesamaan nilai dua harta tidak disyaratkan dalam syarikah.

Pendapat ini dikemukakan Hasan, Asy-Sya' bi, An-Nalfia' i, Syaf i, Ishaq

dan ulama ahli ra'yu. Sedangkan sebagian sahabat Syaf i mengatakan,

"Kesamaan nilai dua harta itu disyaratkan."

Menurut kami, keduanya adalah drn harta yang dapat dihargai dengan

alat tukar yang sam4 sehingga akad syarikah atas dua harta yang berbeda

nilainya itu, seperti seandainya keduanya sama.

Pasat Tidak disyaratkan dua harta itu dicampur apabila kedua mitra

telah menenhrkan dan menghadirkan kedua harta. Pendapat ini dipaparkan

olehAbu Hanifah dan Malik. Hanya saja, Malik mensyaratkan agar kedua

mitra meletakkan tangan (berhak mengelola) pada harta itu, dengan

meletakkannya di tempatrsaha keduanya atau di tangan wakil masing-masing.

Namun Syaf i berkat4 "Syarikah tidak sah sampai kedua mita mencampur
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dua harta karena apabila keduanya tidak mencampur dua hart4 lalu harta

salah seorangmita rusak, atau nilai harta seorang mita bertarnbatr dan yang

lain tidak, maka syarikah tidak sah, seperti seandainya harta syarikah itu

berupa barang yang bisa ditakar.

Menurut kami, itu adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari

keuntungan, sehingga tidak disyaratkan penqlmpuran harta di dalamnya,

sama seperti mudharabah. Juga karena ini adalah akad untuk mengelol4

sehingga tidak disyaratkan untuk mencampur, sama seperti wakalah

(perwakilan). Menunrt Malik, peletakan tangan dua mita atas harta bukan

termasuk syarat, sama seperti wakalab- Pendapat mereka batrwa kerusakan

atau pertambahan yang terjadi pada harta satu mitra itu bukan menjadi

tanggungan dan kernrtungannya saj4 melainkan menjadi tanggungan bersam4

karena syarikah mengakibatkan kepemilikan masing-masing mitra atas

separoh harta temanny4 sehingga kerusakan dan pertambahan itu menjadi

tanggungan dan keunhngan bersama- TetapiAbuHanifahberkata" "Manakala

salah satu dari dua harta itu rusak, maka ia menjadi tanggung jawab

penriliknya"

Mentrut kami, peletakan tangan dan pertanggungan maupakan salah

satu implikasi syarikah sehinggahal itumelekatpada dua mitz, sama seperti

keuntqngan, dan seperti seandainya dua harta itu telah tercampur.

Pasal: Manakala syarikah telah terjadi secara tidak sah, maka kedua

mifra berbagi keunttrngan sesuai jumlah modal masing-masing, dan masing-

masing mita itu menuntut upah pekerjaannya kepada temannya. Pendapat

ini dinyatakanAhmad dalam masal ah mudharabah, dan dipilihAl Qadhi.

Inijuga menrpakanmadztrabAbuHanifah dan Syaf i, karenayang disepakati

itu gugur dalam akad yang tidak sah. Sama seperti jual-beli yang tidak sah

manakala objekjual-beti rusak di tangan pembeli.

Kecuali jika harta masing-masing mitra dapat dipilah dan

keunflngannya diketahui, sehingga dia berhak atas ketnrtungan dari hartanya.

Seandainya dia memperoleh dari sebagian hartanya keturtungan yang dapat
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dipilah, sedangkan keuntungan sisanya tercampur, maka ia memperoleh

keuntungan dari hartanya yang dapat dipilih, dan memperoleh keuntungan

sisanya sesuai bagiannya.

Syarif Abu Ja'far memilih pendapat bahwa keduanya berbagi

keuntungan sesuai yang mereka syaratkan, dan masing-masing mitra tidak

memperoleh upahpekerjaannya dari mita lain. Ia memberlalnrkan syarikah

ini sebagai syarikah yang sah dalarn semua hukumnya. Ia berkata, "Karena

Ahmad berkata bahwa apabila dua orang mengadakan syarikah dalam

pengelolaan'urudh,makakeuntungan dibagi sesuai yang me,reka syaratkan."

Ia berargumen bahwa itu adalah akad yang sah karena tidak adanya

pengetahuan, sehingga apa yang disyaratkan dalam akad yang rusak itu

berlaku, sama seperti pernikahan. Madzhab yang pertama dikemukakan

oleh Al Qadhi, dan pemyataanAhmad dapat diarahkan maknanya kepada

riwayat lain mengenai penilaian sah terhadap mudharabahdengan 'urudh.

Karena menurutprirsipny4 keuntungan harta setiap hartaitu milik empunya,

karena keuntungan itu adalah sesuatu yang berkembang dari harta tesrebut.

Hanya saja, prinsip ini ditinggalkan karena akad yang sah. Manakala akad

tidak sah, maka hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip tersebut.

Sebagaimana ketikajual-beli tidak sah, maka kepemilikan masing-masing

penjual danpembeli tidak lepas dari hartanya.

Pasal: Syarilarh 'inan didasarkan pada perwakilan dan amanah,

karena masing-masing menyerahkan hartanya kepada mitranya yang

danmengizinkanrryaaunhrk rnengelolahrtanya- Di antara ryarat

saltnya syarikah' inan adalahmasing-masing mengizinkan mitranya uttuk

mengelola- Apabiladiamengizinkan mitranya secaramuflak unhft melalarkan

semuajenis pemiagaarl maka mitanya itu boleh merrgelolanya untuk semua

jenis pemiagaan Apabila dia menentukanjenis, atau macam, atau tempafiry4

maka minanya harus mengelola hartanya sesuai yang ditentukannya ihl tidak

boleh yang lain. Karena ini adalah pengelolaan dengan izin, sehingga dia

harus mengikuti izin, sarna seperti wakil.
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Masing-masing boleh melalrukanjual-beli dalam bentuk musaw amah,

murabahah, tauliyah, muwadha'alt, darr bentuk apapun manakala ia

melihat maslahat di sana. Karrna ini adalahkebiasaanparapedagang. Masing-

masing juga menahan barang dagangan, pembayaran, menahan keduany4

menagih utang, mengalihkan, menerima pengaliharl mengembalikan karena

cacat terhadap jual-beli yang ditangainya sendiri atau ditangani mihanya. Ia
juga dapat menyewakan moral syarikah dan menyewa, karena manfaat-

manfaat itu diberlakukan sebagai bend4 sehingga ia sama seperti jual-beli.

Masing-masing juga berhak menuntut upah bagi keduanya, atau yang

keduany4 karenahak-hak akad itutidak terkait khusus dengan

pelakuakad saja.

Pasal: Masing-masing mitra tidak boleh melakukan kitabahsl

terhadap budak, dan tidak boleh memerdekakannya dengan kompensasi

harta benda atau selainnya, tidak boleh menikahkan budak. Karena ruang

lingkup syarikah adalah pemiagaan, sedangkanjenis-jenis tindakan ini bukan

merupakan perniagaan, apalagi menikahkan budak, karena ia murni

Masing-masing minajuga tidak boleh memberi utang dan menolong,

karena itu adalah perbuatan kedermawanan, sedangkan mitra tidak boleh

berderma dari harta syarikah. Masing-masing mitra juga tidak boleh

menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk transaksi mudharabah,

karena mudharabaft itu menetapkan hak pada harta dan memberi orang

lain hak atas keuntunganny4 sedangkan mita syarikah tidak boleh berbuat

halseperti itu

Masing-masing mitra j uga tidak boleh mencampur harta syarikah

dengan harta pribadinya, dan tidak pula dengan harta orang lairl karena hal

itu mengakibatkan timbulnya hak pada harta syarikah, dan itu bukan termasuk

pemiagaan yang diizinkan. Ia tidak boleh mengambil dan memberikan harta

r5r Menetapkan hargayang harus diberikan budak untuk menebus kemerdekaannya
dari tuannya-
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dalam bentuk bon, karena hal tersebut mengandung balraya yang tidak

diizinkm.

lvlasing-masing mitrajuga tidak boleh tierutang denganjaminan harta

syarikatr. Kalau dia melalcukanny4 maka utang itu menjadi miliknya" dan ia

memperoleh kewrtungarurya dan menanggung kerugiarurya. Ahmad dalam

riwayat Shalihberkomentar tentang seseorang yang berutang seribu dengan

jam inan nama baiknya, bahwa utang tersebut milikny4 dan ia memperoleh

keuntungannya dan menanggung kerugiannya." Tetapi Al Qadhi berkata,

"Apabila ia berutang, maka utang itu menjadi tanggungan keduany4 dan

menjadi hak keduany4 karena utang tenebut adalatr mengalihkan

kepemilikan harta dengan hart4 sehingga sama seperti sharf(menlual emas

dengan perak)-" Sedangkan redaksi Ahmad berlawanan dengan ini. Juga

karenahal tersebut berarti iamemasukanke dalam syarikahhartayang lebih

besar daripada yang disetujui mitra untuk bermitra di dalamnya, sehingga

hukumnya tidak bolelq sepeti seandainya salah seorang mita itu memasukkan

uang seribu miliknya ke dalam harta syarikah. Ia berbeda dengan sharf
karenasharfberarti menjual dan mengganti barang dengan barang lain,

sehingga hal tersebut sama seperti menjual pakaian dan dirham.

Masing-masing mitrajuga tidak boleh mengakui hak orang lain atas

harta syarikalr" Apabila dia melakukannya maka dia yang bertanggrxrgjawab,

tidak denganmitanya. Baik diamengakui hak berupabarang ataupiutang,

karena yang diizinkan mitranya adalah perni agaan, sedangkan pengakuan

hak ihr tidak termasuk perni agaan.

Apabila dia mengakui aib pada barang yang dijualnya, maka

pengakuannya itu diterima. Demikian pul4 pengakuan wakil mengenai aib

terhadap orang yang memberinyaperwakilan itu diterima. Pendapat ini
diredaksikan olehAhmad. Begrtujuga, apabila ia mengakui sisa pembayaran

atas barang yang terjual, atau selunrtrny4 atau upah orang yang menjajakan

atau pengangkutnya, atau hal-hal semacam ini, maka seyogianya

pengakuannya itu diterima, karena yang demikian itu termasuk perkara-

ped<ara yang menyertai pemiagaarg sehingga dia berhak melala:kanny4 sama
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seperti menyerahkan barang yang terjual dan harga barang.

Apabila barang dikembalikan kepadanya karena aib, maka dia boleh

menerimanya, danjuga boleh memberi kompensasi dari cacat tersebut, atau

menurunkan hargarrya, atau menunda pembayarannya karen a ada cacat,

karena hal ini lebih rendah resikonya daripada barang dikembalikan. Apabila

ia menwunkan harga sejak awal, atau menggugurkan piutang keduanya dari

orang yang berutang kepada keduanya, maka hal itu berlaku bagi dirinya

saja, bukan bagi mitany4 karena tindakan ini adalah kedermawanan, dan

kedermawanan itu boleh bagi dirinya pribadi, bukan bagi mitanya. Apabila

keduanya memiliki piutangyangjahfi tempo lalu salah seorang dari keduanya

menanggung bagiannya dari piutang tersebut, maka diperbolehkan. Pendapat

ini dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad, namun Abu Hanifah

berpendapat tidak boleh.

Menurut kami, dia menggugurkan haknya untuk menuntut, sehingga

hukumnya sahjika dilakukan atas nama pribadi, sama seperti pembebasan

utang.

Pasal: Apakah salah seorang mitra boleh menjual secara

kredit? Pendapat mengenai masalah ini didasarkan pada dua riwayat,

berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wakil dan mudharib, dan kami

akanmenjelakannanti.

Apabila ia membeli barang tempo dengan uang yang ia memiliki

padanannya, atau dengan uang yang tidak sejenis, atau ia membeli dengan

sesuatu yang memiliki persamaannya dan ia memiliki barang yang sama,

maka hukumnya boleh, karena apabila dia membeli dengan suatujenis alat

pembayaran yang samajenisnya dengan yang dimilikinya, maka itu berarti ia

membayar dari apa yang ada di kedua tangannya, sehingga tidak

mengakibatkan pertambahan dalam syarikah.

Apabila dia tidak memiliki uang atau barang berpadanan yang sej enis

dengan yang digunakannya unflrk membeli, atau ia memiliki suatu barang lalu

meminjarn barang lain untuk membeli, maka pembelian itu khrsus baginya
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dan ia sendiri yang memperoleh untung dan menanggung resiko, karena ia

meminjam barang tersebut denganjaminanharta syarikah" sedangkan iatidak

berhak melakukan hal tersebut sebagaimana telatr kami jelaskan.

Namun pendapat yang lebih kuat adalah manakala ia memiliki bagian

dari harta syarikatr itu yang memungkinktmrya untuk membayar harga dari

harta tersebut dengan cara menjualnya, maka hukumnya boleh" karena ia

bisa membayamya dari harta syarikall sehingga senrpa. seandainya ia memiliki

uang. Juga karena ini adalah kebiasaan pada pedagang yang tidak bisa

dihindari.

Apakah masing-masing mitra boleh membawakan barang kepada

kafilah dagqng atau menitipkan barang? Ada dua pendapat . Pertnmu, boleh

melakukannya karena hal tersebut merupakan kebiasaan para pedangan,

dan terkadang ada kebutuhan untuk menitipkan barang. Kedua, tidak boleh

karena bukan termasuk syarikah dan mengandrurg resiko. Pendapat yang

benar adalah bahwa penitipan barang dagangan itu boleh ketika dibutuhkara

karena yang demikian itu merupakan tuntutan syarikah, serupa dengan

menyerahkan barang dagangan kepada ekspedisi.

Ada dua pendapat mengenai pemberian perwakilan atas barang yang

bisa ditangani sendiri, berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wakil. Sebtratr

pendapat mengatakan bahwa seorang mitra boleh mewakilkan, dan ia

berbeda dengan wakil, karena seandainya wakil boleh memberikan

perwakilan, maka itu berarti memanfaatkan hukurn akad itu urtuk melakukan

akad yang snma. Sedangkan mitra memanfaatkan akad syarikah untuk

melalcukan sesuatu yang lebih khusus dan lebih rendah, karena perwakilan

itu lebih khusus daripada akad syarikah.

Apabila salah seorang mitra mewakilkan orang lairl maka mitra yang

lain boleh menghentikanny4 karena masing-masing miha memiliki hak atas

hak temannya untuk memberi perwakilan, maka begitu pula dengan

menghentikan perwakilan. Apakah salah seorang mita boleh menggadaikan

harta syarikah untuk utang keduanya, atau menerima gadai untuk piutang

keduanya? Ada duapendapat, dan pendapat yang paling shahih adalah boleh
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melalcukannya ketika dibututrkaru karenatujuan menggadaikan adalah unnrk

melunasi utang, dan tujuan dari menerima gadai adalah untuk memperoleh

pelunasan utang, dan setiap mitra itu berhak melakukan penulasan dan

menuntut pelunasan, sehingga ia berhak melalarkan apa yang dimaksudkan

untuk kedua hal tersebut. Pendapat yang kedua adalah tidak boleh melakukan

keduahal tersebut karena mengandung batraya. Tidak ada perbedaan apakah

hal ini dilalflrkan oleh orang yang melangsungkan akad atau oleh oarang lain,

karena penguasaan barang itu termasuk hak-hak akad, sedangkan hak-hak

akad itu tidak khusus bagi pelaku akad, maka demikian pula yang

dimaksudkan untuk hal tersebut.

Apakah masing-masing mitra boleh membawa bepergian harta

syarikah? Ada dua pendapat yang akan kami paparkan dalam bahasan

tentang mudharabah.

Mengenai iqalah Qrembatalanjual-beli karena penyesalan), pendapat

yang paling kuat adalah dia berhak melakukannya, karena apabila iqalah

merupakan jual-beli, maka ia berhak melakukan jual-beli. Apabila ia

merupakan pembatalan akad, maka ia berhak membatalkan akad dengan

mengembalikan barang karena cacat apabila ia melihat pengembalian barang

itu mengandung maslahat. Maka, begitu pula dengan penghapusan akad

dengan iqalah apabila ia memperoleh keuntungarr, karena terkadang ia

membeli sesuatu yang menurutnya ia telah ditipu. Tetapi dimungkinkan ia

tidak berhak melakukarurya apabila kita mengatakzn bahwa pengembalian

karena iqalah itu termasuk kategori penghapusan akad, karena faskh itu

tidak termasuk pemiagaan.

Apabila mitranya berkata kepadanya, "Bekerjalah menurut

pendapatru," maka ia boleh melalarkan setiap tansa}si yang termasuk dalam

pemiagaan, seperti menitipkan barang pada kafilah dagan g, rnudharab ah,

musyarakah, mencampurnya dengan hartanya, membawanya bepergian,

menitipkannya, j ual-beli secara kredit, gadai dan menerima gadai, iqalah

dan semacarnnya. Karena ia dibebaskan unhrk berpendapat dalam mengelola

sesrni tunhrtan syarikalr, sehingga ia bolehmelakukan apa sajayang termasuk
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kategori pemiagaan Adapun pengalihan kepemilikan tanpa ada barter, seeerti

hibah, mengrnangi harga tanpa manfaat mengutangi orang lain, membebaskan

budak, melakukan kitabah terhadap budak, menikatrkan budak dan

selainny4 maka ia tidak berhak melalmkarmy4 karena ia dibebaskan untuk

menggunakan pendapatrya dalam bemiag4 sedangkan ini bukan termasuk

pemiagaan.

Pasal: Apabila salah seorang mitra mengambil harta
dengan al<ail mudharabahrmaka keuntungan menjadi miliknya dan

kerugian menjadi tanggungannya, tanpa melibatkan kawannya,

karena dia memiliki hak tersebut sebagai kompensasi dari
pekerj aannya, dan itu bukan termasuk harta yang mereka mitakan. Namun

para sahabat kami berpendapat tentang mudharabah, "Apabila ia
mengadakan mudharabah dengan orang lain, maka ia mengmebalikan

keuntungan yang diperolehnya dalam syarikah dengan mita pertama apabila

hal itu mengakibatkan mudharat bagi mita pertama. Mak4 ketentuan yang

samaberlakudi sini."

Pasal: Syarikah termasuk akad yang boleh (tidak mengikat).

Ia bisa batal lantaran salah seorang mitra meninggal dunia, gila,

terbatasi transaksinya karena lemah akal, dan akibat dihapus oleh

salah satu mitra, karena syarikah adalah akad yang boleh, sehingga bisa

batal denganhal-hal tersebut, sama seperti perwakilan.

Apabila salah seorang mitra menghentikan temannya, maka yang

dihentikan itu terhenti, sehingga ia tidak berhak mengelola kecuali yang

menjadi bagiannya, sementara yang menghentikan itu boleh mengelola

sehn:hny4 karena yang dihentikan itu belum mencabut izirurya Hal ini berlaku

apabila harta syarikah itu berupa dirham dan dinar. Apabila berupa barang,

makaAl Qadhi berkata, "Menurut pendapat yang kuat dari Ahmad bahwa

yang dihentikan itu tidak serta merta terhenti, dan dia masih be,r*rak melakukan

transaksi sampai menguangkan barang, sama sepe rti mudharib manakala

dihentikan oleh pemilik harta" Dan seyogianya dia memiliki hal bernansal<si
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jual-beli, bukan barter dengan barang lain, atau melakukan transaksi yang

tidak menguangkan barang. "

Abu Khaththab memaparkan, "Yang dihentikan itu serta mertaterhenti

secaramutlak." Ini adalah madzhab Syaf i, karena syarikah adalah akad

yang boleh, sehingga serupa dengan perwakilan. Atas dasar itr:" apabila kedua

mitra sepakat untuk menjual dan membagi, maka keduanya boleh

melakukannya. Apabila salah seorang mitra meminta dibagi danyang lain

meminta dijual, makayang meminta dibagi itu dituruti permintaannya bukan

oftng yang meminta dijual. Barangkali ada yang bertany4 bukankah apabila

pemilik harta itu menghap vs mudharab ah lalu ia meminta pengelola untuk

menjual barang maka permintaannya itu dipenuhi? Jawabny4 sesungguhnya

hak pengelola dalam mudhorabah in adapada keunhrngan, dan keuntungan

tidak tampakjelas kecuali dengan dijualnya barang, sehingga pengelola berhak

menjualnya karena perolehan haknya tergantung pada penjuaian. Sedangkan

dalam masalah yang kita bicarakan ini, keuntungan yang diperoleh dapat

ditemukan masing-masing mitapada bagiannya dari barang tersebut sehingga

masing-masing mita tidak dipaksa untuk menjual barang.

Pasal: Apabila salah seorang mitra meninggal dunia dan ia

memiliki seorang ahli waris yang bijak, maka ahli waris itu berhak
mengambil alih syarikah, mitra yang lain mengizinkannya untuk
rnengelola, dan ia berhak menuntut pembagian. Apabila ada wali yang

menaunginya, maka walinya itu menggantikan kedudukannya dalam

mengelola syarikah. Hanya saja, wali tersebut tidak boleh rnelalarkan apapul

kecuali yang mengandung maslahat bagi yang diwalikannya.

Apabila mita yang meninggal dunia itu telah mewasiatkan harta syarikah

atau sebagiannya kepada orang tertentu, maka penerima wasiat itu sama

seperti ahli waris dalam hal-hal yang kami paparkan. Apabila dia

mewasiatkannya bukan kepada orang tertentu seperti golongan fakir, maka

pembawa wasiat tidak boleh mengizinkan pengeloiaan harta wasiat, karena

dia telah wajib menyerahkan harta tersebut kepada mereka, sehingga dia
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harus menyisihkan bagian mereka dan membagi-bagikannya di antara

mereka. Apabila mitra yang meninggal itu menanggung utang yang terkait

dengan harta peninggalannya maka ahli wasiat tidak boleh melangsungkan

syarikatr sampai utangnya dibayar. Apabila ahli waris membayar utang dari

selain harta syarikah, maka dia boleh menyempurnakan syarikatr. Apabila

dia membayramya dari trarta sprikall maka ryarikah batal untuk harta sebesar

yang diambilnya untuk pembayaran utang.

Pasal: Bagian kefiga adalah keminaan badan dan hart4 dan inilah

yang disebut mudharabah, danterkadang disebutqiradh. Yang dimaksud

dengan mudharab ah adalah *seorang menyerahkan hartanya kepada orang

lain unttrk diniagakanny4 dengan ketentuan keunhrngan yang diperolehnya

itu dibagi di antara keduanya sesuai yang mereka syaratkan.

Penduduk kak menyebufirya mudharaba[ diambil daikala dharaba

fil ardhi yang berarti berjalan di bumi untuk bemiaga. Allah berfirman,

"Don orang-orang yang berjalan di mul<a bumi mencari sebagian

karunia Allah. " (Qs. Al Muzzammil [73]: 20) Dimungkinkan kata

mudharabahterambil dart Adh-dharbu fi ar-ribhi bi s ahmin yangberarti

berbagi saham, maksudnya masing-masing mitra memiliki bagian dari

keunhrngan-

Penduduk Hij az menyebutrya qiradh. Sebuah pendapat mengatakan

bahwa kata qiradhmemiliki akar makna memotong. Kalimat qaradha al-

fa' ru atslsaubaberartitikus merobek pakaian. Seolah-olah pemilik harta

mengiris sepotong dari hartanya dan menyerahkannya kepada 'amil atau

pengelola, dan mengiris sepotong keuntungan untuknya. Pendapat lain

mengatakan bahwa kata ini memiliki akar makna al musawah wal

muw azanahyang berarti menyamai dan mengimbangi . Kalimat taqaradha

asy-sya'irantberartikeduasyairitusaling satusamalaindengan

syaimya. Sini pengelola memberikan tenaga danpemilik harta memberikan

modal, sehingga keduanya seimbang.

Para ulama menyepakati kebolehan ln udharabah secara garis besar.
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Ijma' ini disebutkan Ibnu Murdzir.tsz Diriwayatl@r dari Humaid binAMullall
dari ayahny4 dari kakekny4 bahwa' Umar bin Khaththab memberinya harta

anak yatim dalam transaksi mudharabah trntuk dikelolanya di lrak.r53

Malik meriwayad<an dmtzddbnAslarn, dari ayalrrya bahwaAbdullah

dan'Lhaidullah bin'Umar bin Khaththab RA berangkat bersama pasukan

menuju Irak. Kemudian ia meminjam uang dari Abu Musa dan

menggwrakannya untuk membeli barang. Lalu keduanya membawa barang

itu ke madi dan menjualny4 dan keduanya memperoleh keunfturgan. Lalu

'IJmar bermaksud mengambil modal dan keuntungan seluruhnya. Lalu
keduanya berkata, "seandainya harta terebut rusak, maka kamilah yang

menanggungnya. Lalu, kenapa keuntungarurya tidak untuk kami?" Lalu

seseorang berkata, "YaAmirul Mu'minin, sebaiknyaAnda menjadikannya

sebagai qiradh." 'Umar menjawab, "Aku telah menjadikannya qirodh."

Lalu ia mengambil separoh ketrrtungan dari keduanya.rsa

Semua riwayat ini menunjukkan kebolehan qiradh. Diriwayatkan dari

Malikr55, dari 'Ala'binAbdtnrahman, dari ayahnya, dari kakekny4 bahwa

Utsman me lakrtkan q i r a dh dengannya.

Diriwayatkan dari Qatada[ dari Hasan, bahwaAli brkat4 "Apabila

mudharib keliru" maka ia tidak bertanggung jawab. Keduanya menurut apa

yang keduanya syaratkan." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Hakim bin

Hizzarn, bahwa keduanya qiradh, dan tidak ada seorang sahabat pun yang

menentang praktik tersebut.

Jadi, keboletran mudharab ah intelahdisepakati ulama. Juga karena

masyarakat membutuhkan mudharabah, karena dirham dan dinar tidak

152 Lihat kitab Al Ijma'karyalbnu Mundzir, hlm. I I I .

t53 HR Baihaqi dalam kitab I s-Sunan (11498, 499) dari jalur Syaf i, dari sebagian
ulama lrak, dari Humaid bin Abdullah bin 'Ubaid Al Anshari, dari ayahnya, dari
kakeknya, bahwa '{Jmar bin Khaththab. ..

t 5a HR Malik d alarn kitab A I Muw ah t ha' (2/6 8 7), B aihaq i dalam kitab Ma' r ifuh A s -
Sunan (4/497,498), danjuga dalam kitab As-Sunan Al Kubra (6/110, I 11).

t55 HRMalik dalam kitabl/ Muwaththa'Q/688), Baihaqi dalamkitab As-Sunan(6/
lll), dan Az-7-aila'i menyebutkannya dalam kitab lVas& b Ar-Rayah (41 ll 5).
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berkembang kecuali dengan diputar dan diniagakan, sedangkan tidak setiap

orang yang memilikinya itu pandai berdagang. Juga karena tidak setiap orang

yang pandai berdagang itu memiliki modal. Karena itu, mudharabah

dibutuhkan oleh kedua belah pihalq sehinggaAllah menqari'atkarurya untuk

memenuhi dua kebutuhan tersebut. Jika hal ini telah diterima, maka

mudharabah sah dengan menggunak anlafazh mudharabah dan qiradh,

karena keduanya adalah lafaztr yang dipemtungkan baginya; atau dengan

lafazh yang menunjuklen makna mudharabalu karcna tujuannya

adalah makna, sehingga boleh digunakan kata yang menunjukkan makna

tersebut, sama seperti kata tamlikfilbaf '(pelimpahan wewenang untuk

melalarkan j ual-beli).

Pasal: Hukum mzdhorabah sama seperti hukumsyarikah 'inan,
yaitu setiap hal yang boleh dilakukan oleh syarik (mitra) itu boleh

dilakukan oleh mudharib, dan setap hal yang dilarang dilakukan syarik

itu j uga dilarang dilakukan oleh mudharib. Apa saj a yang diperselisihkan

dalam syarikah 'inan jugaberlaku di sini. Apa saja yang boleh menjadi

modal syarikahjuga boleh menjadi modal mudharabah, dan apa saja yang

tidak boleh dijadikan modal syarikah juga tidak boleh dijadikan modal

mudharabah, sesuai yang telah rinci.

Pasal: Bagian keempat adalah mitra dengan harta dari dua pihak

dan tenaga dari salah seorang mita. Bentuk ini adalah gabungan dari syarikah

dan mudharabah, dan hukumnya sah.

Seandainya modal terkumpul tiga ribu dirham, salah seorang mitra

memiliki seribu dirham dan yang lain memiliki dua ribu dirham, lalu pemilik

dua ribu mengizinkan pemilik seribu untuk mengelolanya dengan ketentuan

keuntungan dibagi separoh-separoh, maka hukumnya sah. Pemilik seribu

memperoleh sepertiga keuntungan sebagai hak hartanya, dan sisanya yaitu

dua pertiga keuntungan dibagi di antara keduany4 dimana pemilik dua ribu

memperoleh tiga perempat bagian dan pengelola mendapatkan seperempat

bagan. Hal itu karena ia memberilan separoh keuntungan kepadapengelol4

l
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sehingga kami menetapkannya dalam enarn saham. Tiga di antaranya untuk

pengelol4 yaitu dua saham dari hartanya sendiri dan satu saham diperolehnya

dari pengelolaannya terhadap harta mitranya. Sementara bagian untuk

mitanya adalah empat saham, dimana satu saham (seperempatrya) diberikan

kepadapengelola.

Barangkati ada yang bertanya bagaimarn mudhorab ah tersebut boleh

sedangkan modalnya milik bersama? Kami katakan" kepemilikan bersama

itu menghalangi kebolehan mudharabah hanya ketika kepemilikan bersama

itu bukan dengan pengelola, karena hal tersebut menghalanginya untuk

mengelola- Berbeda ketika kepemilikan benama itu dengan pengelol4 karena

hal tersebut tidak menghalanginya untuk mengelola, sehingga tidak

menghalangi keabsahan z udharab ah.

Apabila pemilik modal mensyaratkanpengelola mendapatkan sepertiga

keuntungan saj4 maka harta temannya itu menla& bidha aft (titipan dagang)

di tangannya" htkart mudharabah, knenz mudharab ah hartya te4adi ketika

keuntungan dibagi separoh-separoh di antara keduanya. Adapun ketika ia

mengatakan, "Keuntungan hartamujadi milikmu dan keuntungan hartaku

j adi milikku," lalu pihak lain menerimany4 maka itu drsebut b i dha' ah, tidak

lain. Semua pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Imam Malik berkata,

"Tidak boleh menggabungkan syarikah dengan qiradtg sebagaimana tidak

boleh mengabungkan akad sewa ke dalamnya."

Menurut kami, keduanya tidak menjadikan salah satu dua akad itu

sebagai syarat bagi akad yang lain, sehingga kami tidak melarang dua akad

tersebut digabungkan, seperti seandainya harta itu terpilah.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan uang seribu kepada

orang lain dan berkata, n'Tambahkan seribu darimu, sedangkan

gunakanlah unfuk berniaga, nanti keuntungannya dibagi antara kita;

dua pertiganya untukmu dan sepertiganya untukmur" maka

hukumnya boleh, dan itu adalah syarikah dan qiradh. Namun para

sahabat Syaf i berpendapat tidak salr, karena apabila syarikah terjadi atas



hart4 maka mengikuti harta bukanpekerjaan.

Menurut kami, kedtranya sama dalam hal modal, namun salah sahurya

memiliki kelebihan dalam hal pekerjaan, sehingga ia boleh mendapatkan

keuntungan yang lebih besar seperti seandainya ia tidak memiliki harta.

Pendapat mereka bahwa keuntungan mengikuti harta itu tidak benar,

melainkan ia mengikuti modal dan tenaga" sebagaimana keuntungan itu
diperoleh dengan modal dantenaga. Apabila selain mengelola mensyaratkan

untuk dirinya dua pertiga keuntungan, maka tidak boleh. NamunAl Qadhi
berkata boleh berdasarkan pada bolehnya ketidaksamaan keuntungan

keduanya d alarn syarikah 'inan.

Menr:nrt kami, diamensyaratkan dirinyamemperoleh satu bagian dari

keuntunganyang tidak sebanding sehingga hukunnya tidak sah Sama seperti

ia mensyaratkan keuntungan dari harta pengelola sendiri. Ia berbeda dengan

syarikah 'inan, karena dalam syarikah 'inan pekerjaan dilakukan oleh

dua mitra, sehingga keduanya boleh berbeda dalam hal keuntungan karena

adanya perbedaan keduanya dalam pekerjaan, berbeda dengan masalah

yang kita bahas. Seandainya keduanya menetapkan keuntungan dibagi

separoh-separoh di antara keduanya tanpa menyebut kata mudharabah, maka

hukumnya boleh, tetapi hal itu disebut 6 idha' ah *bagumarntelah dijelaskan

Tetapi seandainya keduanya menyebut kata mudharabah, maka akad tidak

sah menurut alasan yang akan kami jelaskan.

Pasal: Bagian kelima adalah syarikah dengan dua tenaga dan modal

berasal dari salah seorang mita. misalny4 seandainya salah seorang mitra

mengeluarkan uang seribg lalu dua mita mengelolanya bersarna-sama, dan

keuntungan di antara keduany4 maka hukumnya boleh. Pendapat ini
diredaksikan Ahmad dalam riwayat Abu Harits. Itu disebut mudharab ah

karena pemilik harta berhak atas apa yang disyaratkannya dari keuntungan

dengan pekerjaarurya pada harta orang laiq dan inilah hakikat mudharabah.

AbuAMullah bin Hamid, Al Qadhi danAbu Khaththab berpendapat bahwa

apabila pemilik harta mensyaratkan untuk bekerja bersama pengelol4 maka
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tidak sah. Ini adalah madzhab Malik,AlAuza'i, Syaf i, ulama ahli r&'YU,

Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Ibnu Mundzir berkata, " Mudharabah tidak

sah sebelum pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola dan

membebaskannya mengelola harta, karena mudharabah itu menuntut

penyerahan harta kepada mudharib. Apabila pemilik harta mensyaratkan

ikut bekerj4 maka itu berarti dia tidak menyerahkan harta kepada mudharib,

karena dia masih meletal&an tangan (menguasai) pada hartanya, sehingga

hal tersebut bertentangan dengan tujuan mudharabah" Al Qadhi menalavilkan

pendapatAhmad danAl Iftiraqi bahwa pemilik harta itu ikut bekerja bukan

berdasarkan syarat.

Mentnut kami, pekerjaan adalah salah satu dari dm n:ktxr mudharaball

sehingga salah seorang mita boleh melalcukannya sendiri saat ada dua perkara

dari pihak lain, seperti harta benda. Pendapat mereka bahwa mudharabah

menuntut penyerahan harta kepada pengelola itu tidak benar. Yang dituntut

dari mudharabah adalah membebaskan pengelolaan atas harta pihak lain

dengan kompensasi sebagian dari keuntungannya, dan hal ini dapat dicapai

saat kedua mitra sama-sama bekerja. Karena itu, seandainya ia menyerahkan

hartanya kepada dua orang dengan akadmudharabah, maka hukumnya

sah, dan penyerahan harta itu tidak kepada salah seoftmg dari keduanya.

Pasal: Apabila disyaratkan budak pemilik harta bekerja

bersama pengelola, maka hukumnya sah. Ini adalah pendapat yang kuat

dari Syaf i, dan pendapat mayoritas sahabat. Sementara sebagian dari

merekamelarangny4 dan itu adalah pendapatAi Qadhi, karena tangan budak

tersebut sama seperti tangan tuannya. Abu Khaththab berkata, "Ada dua

pendapat di dalamnya. Yang pertama adalah bolehkarenayangdikelola

budak tersebut adalah harta tuanny4 sehingga dia boleh menyertakan budak

dalam pekerjaan, sebagaimana dia boleh menambahkan hewan untuk

digunakanryra mengangkd.

Pasal: Adapun qyarikah mdawodhah adtdua macam.
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Pertama, kedua mitra bermita dalarn semuajenis syarikah, seperti

keduanya menggabungkan atnara syarikah 'inan, syarikah wujuh dan

syarikah aMan. Hukumnya sah karena setiap jenis syarikah itu satr dilalarkan

sendiri-sendiri, sehingga sah pula digabungkan denganjenis syarikah yang

lainryra-

Kedua,kedua pihak memasukkan ke dalam syarikah itu persekutuan

atas setiap hal yang diperoleh masing-masing pihak seperti warisan" barang

terpendam dan barang temuar; serta masing-masing pihak wajib melakukan

apayangwajib bagi temannya seperti tebusan akibat perbuatan pidana,
jarninan atas hartayang diambil tanpa izin, mengganti barang yang dirusak,

utang jaminan atau kafaalah. Akad ini tidak sah. Pendapat ini dikemukakan

oleh Syaf i. sementara Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah
membolehkanny4 dan pendapat tersebut dituturkan dari Malik.

Abu Hanifah menetapkan beberapa syarat unhrkny4 yaitu keduanya

harus merdeka dan muslim, harta keduanya dalam syarikah sam4 keduanya

mengeluarkan selumh miliknya dari jenis syarikab, yaitu dirham dan dinar.

Mereka berargumen dengan khabar yang diriwayatkan dari Nabi SAW
bahwa beliau bersabda, "Apabila knlian melalatkan mufawadhah, maks

Iakuknnlah dengan b aik. "1s6

Juga karena syarikah ini merupakan satujenis syarikah yang memiliki
nama khusus, sehingga hukumnya sah, sama seperti syarilcah' inan.

Menurut kami, akad tersebut tidak sah dilakukan antara dua orang

kafr, atau antara orang kafir dan muslim, sehingga tidak sah pula dilakukan

oleh sesama muslim, sama seperti akad-akad yang tidak sah lainnya. Juga

karena akad semacitm itu tidak dijelaskan dalam syari'at sehingga tidak sah

sebagaimana telah kami sebutkan. Juga karena mengandung resiko yang

tinggi, sehingga hukumnya tidak sah, sama seperti bai'ul ghararlsT.

ts6 Az-Zaila'i dalam kitab //as hb Ar-Rayah (3 /47 5) menyebutkan sabda Nabi SAW,
"Lakukanlah mufawadhah, karena ia lebih membesarkan berkah." Menurutnya,
status hadits ini gharib.

t57 Menjual resiko seperti menjual ikan di air dan burung di udara.
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Penjelasan tentang resikonya adalah masing-masing menanggung kewajiban

yang ditanggrurg temanny4 dan terkadang ia menanggung kewajiban yang

tidak bisa dijalankannya. Juga karena keduanya telah memasukkan usaha-

usaha yang janggal. Mengenai lchabar diatas, kami tidak mengetahuinya,

dan tidak pula diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Selainitu,

hadits ini tidak mengandung petunjuk bahwayang dimaksudnya adalah akad

ini, sehingga dimungkinkan maksudnya adalah tukar-menukar dalam

pembicaraan (dialog). Karena itu, di dalam khabar diriwayatkan,

"Janganlah kalian berdebat, karena perdebatan itu berasal dari

syetan. " Mengenai qiyas yang mereka gunakaq sesungguhnya qiyas tersebut

tidak benar, karena nama khusus yang dimilikinya itu tidak menrnjukkan

keabsahannya, sama seperti lnl-lcr,li munab afuah, mulomasah dan seluruh

jenis jual-beli yang tidak sah lainnya. Sementara ittt, syarikah 'inan sah

dilakukan oleh orang-orang kafr, juga oleh orang kafr dan orang muslim,

berbeda dengan akad ini.

829. Masalah: Abu Qasim berkatar "Keuntungan itu dibagi

sesuai dengan yang disepakati kedua pihak "
Maksudnya adalah dalam semuajenis syarikah. Tidak ada perbedaan

pendapat mengenai hal tersebut dalam syarikah murdi. Ibnu Mundzirrs8

berkata, '?ara ulama sepakat bahwa pengelola boleh mensyaratkan kepada

pemilik harga separoh keuntungan atau separonya, atau berapa saja yang

keduanya sepakati, sesudah bagian tersebut diketahui secara pasti. Juga

karena karena hak mudharib atas keuntungan itu disebabkan pekerjaanny4

sehingga apa yang keduanya sepakati itu boleh, baik sedikit atau banyak,

sama seperti biaya sewa dalam akad sewa dan bagian buah dalarn akad

musaqah danmuzara'ah.

Adapun dalam syarilrnh 'inan 
-yaitu 

syarikah dengan dua tenaga

dan dua harta kedua pihak boleh menetapkan keuntungan berdasarkan harta.

t58 Lihat kitab AI ljma'karyalbnu Mundzir, hlm. l1l.

@J -AlMughni



Keduanya boleh sama dalam hal keuntungan meskipun keduanya berbeda

dalam masalah hartajugaboleh befteda dalam masalah keurtungan meskipun

harta keduanya sama Pendapat ini dikemukakanAbu Hanifatr- Namun Malik

dan Syaf i mengatakan bahwa di antara syarat sr.lnya syarikah 'irnn ailalah

keuntungan dan kerugian itu diukur sesuai dengan harta karena ketrrtungan

adalahsyarikahinimengikutihart4dengandalilbatrwaakadsyarikahtersebut

sall dantidak adanyapenentuanpembagian keuntrurgan itutidakboleh diubah

dengan syarat, sama sepefti w adhi' ah.

Menurut kami, pekerj aan atau tenaga itu termasuk faktor seorang mita

memperoleh keuntungan, sehingga kedua mitra boleh berbeda dalam hal

keuntungan meskipun keduanya sama-sama bekerja, sama seperti dua

mudharib tertradap satu orang. Hal itukarena salah seorang mita itu terkadang

lebih memahami perdagangan daripada yang lain serta lebih kuat bekerja,

sehingga ia boleh mensyaratkan keuntungan lebih besar sebanding dengan

pekerjaanny4 sebagaimana iamensyaratkan keunttngan sebagai kompensasi

dari pekerjaanmudhariD. Tegasnya, yang diakadkan dalam syarikah ini

harta dan pekerjaan, dan masing-masing memiliki satrr bagian dari keuntungan

apabilasendiri.

Yang demikian itu berlaku apabila keduanya membuat kesepakatan.

Adapun jika tanpa membuat kesepakatan, maka ketika tidak ada syarat di

antarakeduanya untuk membagi dan mengukur keuntungan, maka kita

mengukw keuntungan berdasarkan harta karena tidak adanya syarat. Kalau

ada syara! maka itulah yang j adi patokarl sehingga pembagian dikembalikan

kepada syarat tersebut, sama seperti mudharabah dimana keuntungan

dikembalikankepada syarat. Apabila syarattidak ada" dimana ia berkata,

"Keuntungan dibagi antara kita"" maka keuntungan dibagi separoh-separoh

di antara keduanya. Ia berbeda dengan w adhi' ah,karena wadhi' ah tidak

terkait kecuali dengan harta, dengan dalil yang ada dalam mudharabah.

Adapun syarikoh abdan, yang diakadkan adalah pekerjaan semata.

Terkadang kedua mitra berbeda-beda pekerjaanny4 dan terkadang samq

sehingga kesamaan atau perbedaan hasil yang keduanya sepakati itu
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diperbolehkan, sebagaimana telah kami paparkan dalam pasal tentang

syarilrah 'inan.Babkan di sini lebih kuat karena syarikah itu terjadi pada

pekerjaan semada.

Adapun syarikah wujuh, pendapat Al Khiraqi secara umum

menu4jukkan bolehnya kesamaan dan perbedaan ketmtungan sesuai yang

keduanya sepakati. Pandapat ini didasarkan pada qiyas madzlrab. Karena

seluruh syarikatr inr keuntungan di dalanrnya dibagi sesuai yang keduanya

sepakati, maka begitu pula di sini. Juga karena syarikah wujuh itu terjadi

pada pekerj aan dan selairury4 sehingga pembagian yang keduanya sepakati

itu boleh, sama seperti syarikah 'inan. Namun Al Qadhi berkata,

'I(euntungan di antara keduanya sesuai dengan nilai kepemilikan keduanya

dalam barang yang dibeli, karena keuntungan itu diperoleh berdasarkan

pertanggungan, karena syarikah wujuh ini terjadi pada pertanggungan saja,

karena keduanya tidak memiliki harta bend4 sehingga keduanya bermita

dalam pekerjaan. Sedangkan dalam pertanggungan itu tidak ada perbedaan

besar dan kecil, sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam hal keuntungan.

Menurut kami, syarikah wujuhadalah syarikah atas pekerjaan,

sehinggapembagiankeunhrngan sesuai kesrykatankeduamita ituhukurnnya

boleh, sama sepert i sy ar i ka h- syar ikah y anglain. Mengenai pendapat Al

Qadhi bahwa kedua miha tidak memiliki harta untuk mereka kelola, kami

katakan bahwa keduanya bermitra untuk bekerja di masa mendatang untuk

mengelola apa yang keduanya ambil (ptnjam) denganjaminan nama baik

keduany4 sebagaimana seluruh syar ikah ittpekerj aan di dalamnya adalah

mengelola apayang akan datang kemudian. Begrtujuga di sini.

Adapun mudharabah yartgdi dalamnya terdapat syarikah, yaitu

syariknhdengan harta dari dua pihak dan tenaga dari salah seorang mitra,

seperti masing-masing mina mengeluarkan uang seribu dan salah seoftmg

mina mengizinkan kawarurya untuk mengelola harta tersebut, maka seberapa

pun keuntungan yang mereka syaratkan bagi pengelola asalkan lebih dari

separoh maka hukumnya boleh, karena ia juga berlaku sebagai mudharib

terhadap temarunya dengan mengeluarkan uang sebesar seribu sebagai modal,
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dan pengelola mudharab ah itu memperoleh keurhurgan yang disepakati

keduanya tanpa ada perbedaan pendapat.

Apabila keduanya mensyaratkan keuntungan bagi pengelola kurang

dari separoh, maka itu tidak boleh, karena ia berhak atas keuntungan atas

dasar pekerjaan dan modal, sementara bagian yang lebih dari separoh yang

disyaratkan itu diberikan kepada pihak yang tidak bekerja dan bukan sebagai

kompensasi baginya, sehingga syaratnya batal.

Apabila keduanya menetapkan keuntungan dibagi separoh-separoh

di antara keduany4 maka ini bukan.r/ar ikoh darlfukan pula mudhar ab ah,

karern syariknh trean itu menuntut agar keduanya bermita dalam hal modal

dan pekerjaan, sedangkan mudharabah menuntut agar pengelola

memperoleh bagian dari keunturgan sebagai kompersasi atas pekerj aarrtya.

Sedangkan dalam kasus ini, keduanya tidak memberikan bagiar bagi

pengelola sebagai kompensasi terhadap pekerjaannya. Keduanya hanya

menetapkan keuntungan sesuai dengan nilai modal masing-masing, sementara

tenaga pengelola dianggap sebagai derma, dan itu merupakan tindakan

menyia-nyiakan tenaga orang. Tetapi hal itu boleh apabila bukan karena

pengganti dari pinjaman. Apabilapengelola meminjam seribu atau sebagiannya

dari mitranya, maka itu tidak boleh, karena ia menj adikan tenaga pengelola

sebagai ganti dari utangnya, dan hal tersebut hukumnya tidak boleh.

Adapunjika syarikahteyadi dengan tenaga dari dua mitra dan modal

dari salah satunya, seperti seorang mitra mengeluarkan seribu lalu keduanya

bekerja untuk mengelolany4 maka pengelola yang tidak memiliki modal itu

memperoleh keunhrngan sesuai yang mereka sepakati, karena dia mumi
mudharib , seperti seandainya pemilik harta tidak ikut bekerj a bersamanya,

sehingga tercapailah apa yang kami kemukakan bahwa keuntungan dibagi

di antara keduanya sesuai yang keduanya sepakati dalam seluruhjenis
syariknh, baik yang kami sebutkan dalam bab mudharabah yang di
dalamnya terdapat syarikah sebagaimana telah kami terangkan, atau

selainnya-
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Pasal: Di antara syarat sahnya mudharabah adtla,h

menetapkan bagian bagi pengelola, karena dia berhak atas bagian

keuntungan berdasarkan syara! dimana bagian tersebut tidak ditetapkan

kecuali dengan syarat. Seandainya seseorang mengatakan, "Ambillah harta

ini sebagai mudharabah," tanpa menyebutkan bagian keuntungan bagi

pengelol4 maka seluruh keuntungan milik pemodal, dan itu adalah akad

w adhi' ah,sementara pengelola memperoleh upatr yang standar. Pendapat

ini dinyatakan lnarn Ahmad" dan merupakanpendapat Ats-Tsaui, Syaf i,

Ishaq, Abu Tsaur, dan para ulama ahli ra'1nt. Sedangkan Hasan, Ibnu Sidn

danAlAuza'i mengatakan, 'I(etmtungan dibagi di antaxa keduanya separoh-

separoh. Karena seandainya dia mengatakarl "Keunturgan dibagi di antara

kita"" makapembagian di antara keduanya adalah separoh-separoh, sehingga

begitu pula seandainya dia tidak menyebutkan apapun.

Meurut kami, mudharib memperoleh bagian berdasarkan syarat,

sedangkan syarat tersebut tidak ada .Kata" mudharabah" yangdisebutkan

pemilik harta menunjukkan bahwa pengelola memperoleh bagian yang tidak

diketahui dari ketnrtungarq sehtngga mudharabaft tersebut tidak sah. Seperti

seandainya pemilik harta mengatakan, "Kamu memperoleh satu bagian dari

kermtungan."Adapunjika iamengatakan, "Keuntungan dibagi di antarakit4"

maka mudharabah tercebut sah, dan keuntungan dibagi separoh-separoh

di antara keduanya, karena pemilik harta menambahkan satu frase yang

menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak lebih besar bagiannya daripada

pihak lain, sehingga frase tersebut menunjukkan kesamaan bagian. Seperti

seandainya ia mengatakan, "Rumahku ini dibagi antara aku dan kamu."

Apabila pemilik harta menetapkan bagian bagi pengelola dan

mengatakan, 'tJntukmu sepertiga keunhmgan, atau seperempatry4 atau satu

bagian tertentu," maka sisanya milik pemilik harta, karena ia berhak atas

keuntungan karena modalnya, karena sisa tersebut adalah hasil yang

berkembang dari hartanya. Sementara pengelola memperoleh keuntungan

berdasarkan syarat, sehingga seberapapun yang disyaratkan baginya maka

sebesar itulatr yang diperolehnya, sedangkan sisanya adalah milik pemodal
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berdasarkan hukum asal.

Apabila bagianpemilik harta ditetapkan, seperti dia mengataka4 "Aku
memperoleh sepertiga keuntungan," tanpa menyebutkan bagian unfuk
pengelola, maka ada duapendapatdi dalamnya. Pertama, mudharabah

tidak sah, karena pengelola itu memperoleh hak berdasarkan syarat,

sedangkan tidak ada bagian apapun yang disyaratkan baginya, sehingga

mudharabaft tersebut tidak sah. Kedua, mudharabaft tersebut sah dan

sisanya milik pengelola. Ini adalah pendapatAbu Tsaur dan para ulama ahli

ra'yu, karena itu milik keduany4 tidak ada orang lain yang berhak

atas keuntungan tersebut. Apabila bagian salah seorang di antara keduanya

telah ditetpakan, maka sisanya milikyang lain berdasarkan apayang dipahami

dari lafazh. Sebagaimanahal tersebut dipahami dari firmanAllat! "Jikn orang

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. " (Qs.An-Nisaa'

[a] : 1 1). Dapat diketahui bahwa sisa bagian warisan tersebut milik bapaknya.

Juga karena seandainya seseorang mengatakan, "Aku mewasiatkan uang

unhrk Zaid dan Umar; bagian untuk Zaidadalahtiga puluh," maka sisanya

milik Umar. Begitujuga yang berlaku di sini.

Apabila pemilik harta mengatakan, "untukku separoh dan untukmu

sepertiga," tanpa menyebut siapa yang berhak atas seperenam sisany4 maka

mudharabah sah, dan bagian seperenam itu tetap menjadi milik pemilik

harta. Karena seandainya dia tidak menyebutkan siapa yang berhak atas

selunrh sisanya sesudah menyebutkan bagian bagi pengelol4 maka seluruhnya

menjadi milik pemilik harta. Maka, begitu pula seandainya dia menyebutkan

sebagiannya dan tidak menyebut sebagian yang lain.

Apabila dia mengatakan, "Ambillah harta ini sebagai mudharabah

dengan pembagian sepertiga atau separoh," atauia mengatakan, "Dengan

pembagian sepertiga atau seperempat," maka mudharabah sah, dan yang

berhak menentukan adalah pengelola" karena syarat itu dimaksudkan untuk

dirinya. Pemilik harta berhak atas keuntungan berdasarkan hartany4 bukan

berdasarkan syarat, sedangkan pengelola berhak atas keuntungan karena
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pekerjaannya, sedangkan pekerjaannya itu bisa banyak dan bisa sedikit.

Besar dan kecilnya bagian bagi pengelola ditetapkan dengan syarat sehingga

syarat tersebut adalatr miliknya.

Manakala dua mitra mensyaratkan satu bagian untuk salah seorang

mit4 namun keduanya berselisih mengurai siapa yang memperoleh bagian

yang disyaratkan tersebut, maka itu adalah untuk pengelol4 baik sedikit

atau banyal<, karena alasan yang sama.

Apabila pemilik harta mengatakan, *Ambilah hartaku ini sebagai

mudharabah, untukmu sepertiga keuntungan dan sepertiga sisany4" maka

hukumnya sah, dan dia memperoleh lima persembilan, karena inilah

maksudnya. Apabila ia mengatakan, "Untukmu sepertiga keuntungan dan

seperempat sisanya," maka untuknya separoh. Apabila pemilik harta

mengatakan,'lmhlkmu seperempat keunfungan dan seperempat sisanya,"

maka itu berarti dia memperoleh tiga setengah perdelapan, baik keduanya

mengetahui hihng-hitungan atau tidak mengetahuinya" karena angka-angka

tersebut adalatr bagian-bagian yang jelas, seperti seandainya dia menetapkan

angka lima puluh. Madzhab Syaf i dalam masalah ini sama seperti madzhab

kami.

Pasal: Apabila pemilik harta mengatakan, 6'Ambil-lah hartaku

sebagai mudharabalr, untukmu satu bagian dari keuntungan, atau

kemitraan dalam memperoleh keunfungan, atau satu bagian dari
keuntunganr" maka hukumnya tidak sah karena tidak diketahui

besarannya. Mudharabah tid,ak sah kecuali dengan pembagian

keuntungan yang diketahui. Apabila diamengatakan, "Ambil-lah hartaku

sebagai mudharabah, dan untukmu seperti yang disyaratkan bagi fulan,"

dan keduanya mengetahui hal tersebut, maka hukumnya sah, karena

keduanya menturjuk kepada bagian tertentu yang keduanya ketahui. Apabila

keduanya tidak mengetahuinya, atau hanya salah seorang saja yang

mengetahuiny4 milrc mudhar abaft tidak sah karena bagian turtuk pengelola

tidakdiketahui.
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Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Ambillah harta ini dan
gunakanlah unfuk berrriaga, lalu seluruh keuntungan unfulcnur" maka
ini disebut qardh (utang) bukan qiradh, karenaperkataannya"ambil-
lah harta ini dan gunakanlah untuk berniaga" bisa digunakan untuk
mudharabah dan akad utang, namun ia dibarengi dengan kalimatyang
menunjukkan hukum utang, sehingga kalimat ini diarahkan kepada hukum
tersebut. Apabila ia mengatakan, "Dan kamu tidak memikul pertanggungarg"

maka ini adalah akad utang dengan syarat tidak ada pertanggungan, sehingga

utang tersebut tidak tertiadakan lantaran adanya syarat tersebut. Seperti
seandainya ia mengatakannya secara gambang "Ambil-latrhartaku ini sebagai

utang, dan kamu tidak memikul pertanggungan."

Apabila dia mengatakan, "Ambil-lah hartaku ini, gunakanlah unhrk

bemiaga, dan seluruh keuntungan untukku," maka itu adal ah ibdha ' (titip
niaga) karena ia menyertakannya dengan frase yang menunjukkan hukum
ibdha', sehingga kalimat tersebut diarahkan kepadanya. Apabila ia

"Dan kamu memikul pertanggunganny4" maka yang dititipinya
itu tetap tidak memikul pertanggunganny4 karena aka c tersebut menunjukkan

amanah yang tidak dipertanggungkan, sehingga hal tersebut tidak hilang
meskipunadasyarat.

Apabila dia mengatakan, "Ambil-lah hartaku ini rebagar mudharabah,

dan seluruh keuntungan adalah untukku, atau unfukmu"" maka ifu adalah

akad yang tidak sah. Pendapat ini dikemukakan Syaf i. namunAbu Hanifah

berkat4 "Apabila ia mengatakan,'selunrh keuntungan unftrkkq"' maka ifu
adzlah ib dhs' yang salr, karena ia menetapkan huk'rn ib dln' seltnggakalimat

tersebut diarahkan kepada akad ibdha', sama seperti kalimat sebelumnya.

Dan menurut Malik, itu adalah mudharab ah yangsah dalam dua bentukny4

karena keduanya termasuk kategori qiradh. Apabila pemilik harta
mensyaratkan bagr salah seorang mita, maka seolah-olah ia menghibahkan

bagiankepadayanglain,sehinggahaltersebuttidak keabsahan

akad.

Menurut kami, mudharabaft itu mengimplikasikan keuntungan yang
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dibagi di antara dua mitra. Apabila dia mensyaratkan batrwa hanya salah

seorang mitra yang memperoleh keuntungan, maka dia telatr mensyaratkan

sesuatu yang meniadakan implikasi akad sehingga akad tenebut tidak sah.

Seperti seandainya ia mensyaratlan selunrh keuntrxrgan dalam symikoh' inan

menjadi milik salah seorang mita. Ia berbeda dengan kasus ketika pemilik

harta tidak mengatakan kata mudharabah, karena kalimat di atas bisa bisa

menunj ukkan hukum ibdha ' dan qiradh, berbeda seandainya ia menyebut

katz mudharabah secarategas. Pendapat yang dikemukakan Malik tidak

benar, karena hibatr itu tidak satr sebelum adanya objek yang dihibahkan.

Pasal: Seseorang boleh menyerahkan hirtanya kepada dua

orang sebagai mudharabah dengan satu akad. Apabila ia
mensyaratkan satu bagian keuntungan untuk kedua mitra tersebut

untukdibagi di antara keduanya, maka hukumnya sah.Apabila dia

mengatakan, "untuk kalian sekian dan sekian dari ketrntungan," tanpa

murjelaskan bagaimana bagian itu dibagi di antara keduany4 maka bagian

itu dibagi separoh-separoh di antara keduanya, karena tidak adanya

perf elasan detail mengenai pembagian di antara keduanya itu menunjukkan

kesamaan bagian. Seperti seandainya dia berkata kepada pengelolanya,

"Keuntungan dibagi di antara kita"

Apabila dia mensyaratkan sepertiga keuntungan untuk mita pertam4

seperempat bagian untuk mitra kedua, dan sisanya untuk dirinya, maka

hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakanAbu Hanifatr dan Syaf i. Namun

Malik berkat4 "Tidak sa[ karenakeduanya mitra tersebut bersekutu dengan

fisik untuk melakukan pekerjaan, sehingga keduanya tidak boleh dibeda-

bedakan dalam besamya keunfiurgan, sama seperti dua mita dal an syarilwh

abdan.

Menurut kami, akad seseorang dengan dua orang itu sama

kedudukannya dengan dua akad sehingga dia boleh menetapkan unhrk salah

seorang mitra akad bagian yang lebih besar daripada mitra akad yang lain,

seperti seandainya ia hanya berakad dengan satu mitra. Juga karena kedua

@-AtMughni



mitra tersebut memperoleh keuntungan berdasarkan pekerjaan, dan bisa

jadi keduanya berbeda dalam hal besar dan kecilnya pekerjaan, sehingga

keduanya boleh berbeda dalam hal memperoleh kompensasi, sama seperti

dua orang buruh. Kami juga tidak menerima ketentuan kesamaan bagian

dalam syariknh abdan. Sebaliknya, ketentuannya sama seperti ketentuan

dalam masalah yang kita bahas ini, yaitu keduanya boleh berbeda

keuntungannya. Selain itu, perbedaan kedua kasus ini adalah dalam kasus

tersebut hanya terdapat satu akad, sedangkan dalam kasus ini terdapat dua

akad.

Pasal: Apabila dua seorang melakukan akad qiradh dengan

satu orang dengan modal sebesar seribu milik keduanya, maka

diperbolehkan. Apabila keduanya mensyaratkan pengelola memperoleh

keuntungan yang sama dengan keduanya, maka diperbolehkan. Apabila salah

seorang pemilik harta mensyaratkan separoh keuntungan bagi pengelola,

sedangkan pemilik harta yang lain mensyaratkan sepertiga keuntungan, maka

juga diperbolehkan, dan sisa keuntungan dari modal menjadi milik masing-

masing.

Apabila keduanya mensyaratkan sisa keuntungan dibagi separoh-

separoh di antara keduanya, maka itu tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan

rnadzhab Syaf i, sementara penjelasanAl Qadhi menyiratkan kebolehanny4

dan pendapat tersebut dituturkan dari Abu Hanifah danAbu Tsaur.

Menurut kami, sisa keuntungan salah seorang pemilik harta adalah

separoh, sedangkan sisa keuntungan yang lain adalah dua pertiga. Apabila

keduanya mensyaratkan kesamaan b agian,maka itu berarti salah seorang

pemilik harta mensyaratkan satu bagian dari keunhngan hartanya untuk pemilik

harta yang lain tanpa ada pekerjaan yang dilakukannya, sehingga tidak

diperbolehkan. Seperti seandainya salah seorang pemilik harta mensyaratkan

seluruh keu:rhmgan dari modalnya menjadi miliknya.

Pasal: Apabila keduanya mensyaratkan satu bagian
keuntungan bagi selain pengelola, maka perlu dilihat terlebih dahulu.

I
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Apabila keduanya mensyaratkannya rmtuk budak salah seorang mit4 atau

untuk dr.rabudak milik keduanya, maka hukumnya sah, dan itumerupakan

syarat bagi tuannya. Apabila keduanya menetapkan keuntungan dibagi di

antara keduanya dan di antara dua budak milik kedranya dengan pembagian

sepertiga, maka pemilih budak memperoleh dua pertiga dan mitra lain

memperoleh sepertiga Apabila keduanya menryaradran keuntungan itu ufiik
orang laiq atau untuk anak salah seorang mitr4 atau isftiryra, abu kerabatry4

dan keduanya mensyaratkannya beke$a bersama pengelol4 maka hukumnya

sah, dan keduanya berlaku sebagai pengelola. Apabila keduanya tidak

mensyaratkannya bekerja, maka mudharaba, tidak sah. Pendapat ini
dikemukakan Imam Syaf i. Namun dituturkan dari paraulama ahli ra'yu

bahwa hukumnya sah, dan bagian yang disyaratkan turtuk orang lain itu
menjadi milik pemilik harta baik dia mensyaratkan bagian tersebut untuk

kerabat pengelol4 atau rmtuk kerabat pemilik harta, atau orang lain (non-

muhrim). Karena pengelola tidak berhak kecuali apa yang disyaratkan

baginya, pemilik harta berhak atas keuntungan berdasarkan asal-muasal,

dan orang lain tidak berhak apapun, karena seseorang berhak atas

kermtungan itu berdasarkan modal atau pekerjaan, sedangkan dia tidak

temrasuk salah satunya Mak4 apapun yang disyaratkan untukny4 dia tidak

berhak memperolehny4 sehingga kembali kepada pemilik harta, seperti

seandainya pemilik harta tidak menyebutnya

Menurut kami, itu adalah syarat yang tidak sah yang kembali kepada

ketrntungan, sehingga akad tidak sah karenanya. Karena ia menetapkan satu

syarat dalam hal keuntungan yang tidak berdampak, sehingga akad tersebut

tidak sah- Hukum yang berlaku dalam syarikah sama seperti hukum yang

berlaku dal am mudhorabah terkut apa yang kami jelaskan.

Pasal: Ilukum dalam syarikah sama seperti hukum dalam
mudharabah terkait kewajiban mengetahui keuntungan yang

ditetapkan bagi masing-masing mitra. Flanya saj4 apabila kedua mita
syarikoh tidak menetapkan syarat dan tidak mehyinggung masalah

keunfungan" maka keuntungan dibagi di antara keduanya menurut besar
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kecilnya mo dal.Dalam syarikah wuj uh,keuntungan dibagi menurut besar

kecilnya kepemilikan keduanya pada barang yang dibeli, karena keduanya

memiliki patokan yang menjadi rujukan keduanya dan menjadi tolok ukur

untuk mengukur keuntungan.

Berbeda dengan mudharabah, karena keunhrngan di dalamnya tidak

bisa diukur dengan modal dan pekenazn karena keduanya berbedajenis,

sehingga tidak diketahui kadar masing-masing. Adapun dalan syarikah

abdantidakada modal unflrk menetapkan keuntungan, sehingga keuntungan

bisa ditetapkan menurut pekerjaan, karena pekerjaan salah seorang mitra

sejenis dengan pekerjaan mitra lain. Keduanya sama dalam hal pekerjaan,

sehingga hal itu menjadi patokan yang menjadi acuan keduanya. Tetapi

dimungkinkan bagian keuntungan tidak dinilai berdasarkanpekerjaaq karena

terkadang pekerjaan itu berbeda-beda besar kecilnya. Lain halnya dengan

modal, dimana penetapan keuntungan dapat diukur menurut modal,

sebagaimana dalam akad mudharab ah.

830. Masalah: Abu Qasim berkata, "Kerugian itu dinilai
menurut besar kecilnya modal."

Maksudnya, kerugian dalan syarikahbagimasing-masing mita itu
berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Apabila modal keduanya

sama besarnya, maka kerugian ditanggung separoh-separoh di antara

keduanya. Apabila modal keduanya adalah sepertiga dan dua pertiga, ;naka

kerugianjuga demikian. Kami tidak mengetahui adanya perbed;ran pendapat

dalam masalah ini di antara para ulama. Pendapat ini dipegang olehAbu

Hanifah, Syaf i dan selainnya. Dalam syarikahwujuh,kerugian diukur

menurut besar kecilnya kepemilikan (saham) masing-masing dalam barang

yang dibeli, baik keuntungan dibagi di antara keduanya atau tidak, dan baik

kerugian itu akibat kerusakan barang atau berkurangnya hargajual dari harga

beli, atau karena sebab yang lain.Kerugian dalam mudharaboh itu
dibebankan pada modal secara khusus, sedangkan pengelola tidak

menanggung apapun, karena kerugian itu berarti berkurangnya modal, dan
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itu khusus terjadi pada harta empunya modal, sementara pengelola tidak

memiliki apapun di dalamnya, sehingga kekurangan itu terjadi pada harta

pemilik harta bukan yang lain. Keduanya hanya berrnitra pada hasil yang

diperolelg sehingga senpa dengan musaqah dan mtaara'ah, dimanapemilik

tanah dan tanaman bermita dengan pengelola dalam memiliki tanaman dan

buah yang keluar. Apabila pohonnya nrsak, atau sebagian dari anah itu nsak

sebab rcnggelam atau sebab yang laiq maka pengelola tidak tidak menangung

apapun.

831. Masalah: Abu Qasim berkata, "Tidak boleh menetapkan

salah seorang mitramemperoleh kelebihan dari dirham."

Maksudnya manakala bagian untuk salah seorang mita adalah dfuham

dengan jumlah tertenhl atau bagian untuknya ditambah dengan beberapa

dirham, seperti seseorang mensyaratkan bagi dirinya satu bagian tertentu

ditambah sepuluh dirham, maka syarikah menjadi batal. Ibnu Mundzirrse

berkata, "Setiap ulama yang kami catat pendaprtrrya sepakat untuk

nnembatalkan qiradh apabila salah seorang mitra atau kedua mitra

mensyaratkan bagi dirinya beberapa dirham denganjrunlahtertentu. Di antara

ulama yang kami cacat pendapahrya tentang hal ini adalah Malik, Al Arza'i,

Syaf i, Abu Tsaur, dan para ulama atrli ra'yu.

Jawaban terhadap kasus ketika salah seorang mitra mengatakan,

"Kamu memperoleh separoh keunfungan dikurangi sepuluh dirham, atau

separoh keuntwrgan ditarnbah sepuluh dirham" itu seperti jawaban terhadap

kasus ketika ia mensyaratkan beberapa dirham secara terpisah. Syarat

tersebut tidak sah karena dua alasan. Pertama, apabila dia mensyaratkan

dirham denganjumlah tertentr" maka dimungkinkan dia tidak memperoleh

keuntungan selain dirham tersebuf sehingga dengan demikian ia mengambil

selunrh keuntungan. Bahkan dimungkinkan ia tidak memperoleh trntung,

sehingga ia mengambil bagian dari harta modal. Terkadang dia memperoleh

rre Lihatkitab Al ljma' hkn. I I l.
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untung yang banyak, sehingga orang yang disyaratkan memperoleh dirham

itu mengalami kerugian. Kedua, bagian untuk pengelola itu seyogianya

ditetapkan menunrt bagian atau prosentase ketikatidak dimungkinkan untuk

ditetapkan mentrut bilangan. Apabila bagian atau prosentase tersebut tidak

diketahui secara pasti, maka akad tidak sah seperti seandainya bilangan

tidak diketahui secara pasti dalam kasus yang disyaratkan bilangan tersebut

diketatrui secarapasti. Jugakarenaketikapengelolamensyaratkanbagi dirinya

dirham dengan jumlah tertentu, maka bisa jadi ia kurang semangat dalam

mencari keuntungankarena sudahtidak berguna lagi baginya dan iatelah

memperoleh keuntungan tanpaharus bekerja keras. Hal itu berbeda ketika

keuntungan untrknya ditetapkan berdasarkan bagian atau prosentase.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan kepada mitanya trang sebesar

dua ribu unhrk akad mudharabah, denganketentuan masing-masing mitra

memperoleh keunhngan seribg atau dengan ketentuan salah seorang mita
memperoleh keuntungan berupa satu dari dua pakaian, atau keuntwtgan satu

dari dua pisau, atau keuntungan pemiagaan selama sebulan atau setahun,

atau semacam itu, maka syarat dan lz udharabahtersebuttidak sah, karena

terkadang keuntungannya berupa benda yang disebutkan, dan terkadang

berupa benda yang berbeda, sehingga hanya salah seorang mina saj a yang

beruntung. Hal itu berlawanan dengan tujuan syariknh, dan kami tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apabila pemilik harta menyerahkan uang seribu kepada mitanya dan

berkat4 "Untukmu keuntungan separohny4" maka hukumnya tidak boleh.

Pendapat ini dipegang oleh Syafi'i. NamunAbu Hanifah danAbu Tsaur

mengatkan boleh, karena separoh keuntungan itu sama dengan keuntungan

dari separohnya, sehingga persyaratan tersebut boleh. Seperti seandainya ia

mengungkapkan makna tersebut dengan kalimat yang berebda.

Menurut kami, pemilik harta mensyaratkan salah seorang mitra

memperoleh keutungan dari sebagian harta, tidak dari sebagianyang lain,

sehingga hukumnya tidak boleh. Seperti seandainya dia mengatakarq "Kamu
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memperoleh kermtungan d6i lima ratus ini." Juga karena bisajadi ia hanya

mengelola separoh modal lalu memperoleh keuntungan, dan tidak
memanfaatkan separoh modal yang lain. Berbeda dengan syarat separoh

ketrrtungan, karena syarat terseht tidak mengakibatkan hanya salah seomng

mitrasajayangmemperoleh darimodal.

832. Masalah: Abu Qasim berkatar"Mudhorib apabila menjual
secara tempo tanpa ada perintah, maka dia menanggung resiko
menurut salah satu dari dua pendapat Sedangkan menurut pendapat

yang lain, ia tidak menanggung resiko."

N{aksudny4 apbrla mudlwrib dan mita lain dalam mengelola dimana

dia harus melakukan jual-beli secara tunai atau tempo, atau mengatakan,

"Dengan mata uang negeri ini," atau ia menyebutkan mata uang yang lain,

maka itu diperbolehkan, dan pengelola tidak boleh menlalahi syarat tersebr$

karena dia mengelola menurut izin sehingga tidak boleh melalcukan selain

yangdiizinkan, samasepertiuakil. Jugakarenalmltersebtrttidakmenghalangi

tqluan mudharabah, dan biasanya hal tersebut dimaksudkan untuk
memperolehmanfaat.

Apabila pemilik harta tidak menyebutkan ketentuan tersebut, maka

tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehannya melahrkan j ual-beli

secara tunai. Sedangkan dalam jual-beli secara tempo, ada dua pendapat di

dalamnya. Pertama, pengelola tidak boleh rnelakukanrryu.trri adalah

pendapat Malilq lbnuAbi Iail4 dan Syaf i. Karenapengelola adalah wakil

dalam jual-beli sehingga ia tidak boleh melakukanjual-beli secara tempo

kecuali dengan izinyangtegas, sama seperti wakil. Hal itu karena wakil
tidak boleh melakukan tarsaksi kecuali menrrut yang digariskan dan secara

hati-hati, sedangkanjual-beli secara tempo itu mengandung resiko terhadap

harta benda. Situasi dan kondisi menunjukkan batasan terhadap kalimat
umum tersebul sehingga seolaholerh ia mengatakan, "Jual-lah secara tunai."

Kedua, dia boleh melakukan jual-beli secara tempo. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah dan pendapat yang dipilih Ibnu 'Aqil. IIal itu karena izin pemilik
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harta dalam maga dan mudharabahitu merujuk kepada pemiagaan biasa"

dan inilatr kebiasa:m para pedagang. Juga karena tujuan dari jual-beli adalah

dan keuntungan dalam jual-beli tempo itu lebih besar. Ia berbeda

dengan perwakilan tanpa syarat, dimana dia tidak khusus bertujuan mencari

keuntungarl melainkantujuannyaadalatruntukmemperolehpembayaran saja.

Apabila dimungkinkan pembayaran diperoleh tanpa resiko, maka itu lebih

baik, berbe da dengan mudharab ah.

Apabila pemilik harta mengatakan, "Bekerj alah dengan inisiatifing"

maka dia boleh melalcukanjual-beli secara tempo. Begitujugajika pemilik

harta mengatakan kepada pengelola, "Berfransaksilah sesukarnu." Namun

Syaf i mengatakan, "Ia tidak boleh melakukan jual-beli secara tempo dalam

dua kasus ini, karena dia mengandung resiko sehingga hukumnya tidak bolel!

seperti seandainya pemilik harta tidak mengatakan hal tersebut.

Menunrt kami, jual-beli secara tempo itu tercakup dalam kalimat umum

yang disampaikan, dimana situasi dan kondisi menunjukkan kerelaan pemilik

harta terhadap pengelola untuk bertransaksi menurut pemikirannya dan

melakukan berbagai jenis pemiagaan, dan jual-beli tempo adalah salah

satunya. Ketika kita mengatakan bahwa ia boleh melakukanjual-beli secara

tempo, makajual-beli tersebut sah. Manakala pembayarannya ada, maka

dia tidak wajib bertanggung jawab, kecuali ia bertindak teledor dengan

menjual kepada orang yang tidak dipercayainya atau tidak dikenalnya,

sehingga ia bertanggung jawab atas harga yang seharusnya dibayar pembeli.

Apabila kita mengatakan bahwa ia tidak boleh melakukan jual-beli secara

tempo, makajual-beli tersebut tidak sah, karena dia melakukan apa yang

tidak diizinkan baginya, sehingga serupa denganjual-beli yang dilakukan

orang lain. Kecuali mentuut pendapat yang mengatakan bahwajual-beli yang

dilakukan orang lain itu tergantung perkenan empunya. PendapatAl Khiraqi

menunjukkan kemungkinan jual-beli tersebut sah, karena ia hanya

rnenyebutkan pertanggungan, tanpa menyebutkan ketidakabsahan j ual-beli.

Bagaimana pun, pengelola itu wajib bertanggungjawab, karena hilangnya

pembayaran itu akibat kelalaiarurya, sehingga apabila kita mengatakanjual-
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beli tidak sah, maka ia menanggung nilai barang yang dijual (harga pokok)

apabila ia tidak sanggup menarik kembali barang tersebut, baik karena

barang tenebut ntsalq atau karena pembeli menolak mengembalikan barang

kepadanya. Apabila kita mengatakan tidak sah, maka dimungkinkan dia

juga menanggung nilai barang yang dijual, karena dalam jual-beli ini yang

hilang tidak lebih banyak daripada nilai barang, dan tidak ada yang terjaga

manakala tidak dilahrkanjual-beli selain nilai barang. Sementara tambahan

harganya (margin laba) tidak ditanggungnya. Tetapi dimungkinkan dia

menanggung harga jual, karena harga jual itu telah ditetapkan dengan jual-

beli, dan tidak diperoleh lantaran keteledoran penjual. Harga jual kurang

dari nilai barang, maka kewajiban itu beralih kepadany4 dengan dalil bahwa

seandainya pembayaran diperoleh, maka dia tidak menanggung apapun.

Pasal: Pengelola tidak boleh membawa harta tersebut bepergian

menurut salah satu dari dua pendapat. Ini adalah madzhab Syaf i. Hal

itu karena membawanya bepergian dapat menimbulkan resiko dan bahaya

atas harta tersebut. Karena itu diriwayatkan,

"Sesungguhnya rnusafir dan hartanya itu benar-benar berada

dalam ancaman kehancuran, kecuali yang dilindungi Allah. " 160

Sedangkan diatidak boleh membah,ayakan harta tanpa izin pemiliknya

Menurut pendapat yang kedu4 dia boleh membawa harta tersebut beperyian

apabila tidak mengklrawatirkan. Al Qadhi mengatakan bahwa rnenurut qiyas

t50 Al Albani dalam kitab lrwa' Al Ghalil (1545). Menurutnya, hadits ini lemah
sekali.HaditsinidiwayatkanAs-SalafidalamkitablkhbarAbiAl'Ala'AlMa'ridati
jalurAl Ma'ri, dan hal ihwalnya diketahui. Demikian pula,Abu ManshwAd-Dailami
dalam kitabnya Musnad Al Firdaas berargumen dengan hadits dari selain jalur riwayat
Al Ma'ri. An-Nawawi dalam kitab Syarh Al Muhatlzdzab mengkritik riwayat ini dan

berkata, "Ini bukan khabar dari Nabi SAW, melainkan perkataan seorang generasi

salaf." Konon, dia adalah Ali bin Abu Thalib. Demikianlah yang dijelaskan dalam
kitab At-Ta I khrslr (3/9 8).

;a ?tr ;, u vt .^li p li;,7Ar'oy
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madzhab hukum membawa harta mudharabah itu boleh berdasarkan

ketentuan membawa pergi titipan. kri adalah pendapat Malik, dan dituturkan

dari Abu Hanifah. Karena izin tanpa embel+mbel itu diarahkan kepada hal-

hal yang telah menjadi kebiasaan, dan menurut kebiasaan perniagaan itu
dilakukan dengan bepergian dan di kampung halaman. Juga karena kata

mudharab ah itu terambil daikata dharaba fil-ardhi yangberarti bepergian

di muka bumi, sehingga pengelola berhak melalarkannya berdasarkan izin

yang tidak disertai syarat dan ketentuan.

Kedua pendapat ini berlaku pada kasus tanpa syarat dan ketentuan.

Adaptur ketika pemilik hartamengizinkan bepergian atau melarangny4 atau

ada indikasi yang menun$ukkan salah satu dari dua hal tersebut, maka yang

berlaku adalah yang ditunjukkan oleh indikasi tersebut dan apa yang

diperintahkannya, dan apa yang dilarangnya itu hukumnya haram.

Ia tidak boleh membawa harta bepergian dalam kasus yang

mengkhawatirkan mentrut dua pendapat. Demikian pula seandainya pernilik

harta mengizinkannya untrk bepergian tanpa disertai syarat dan ketentuan,

maka ia tidak boleh melakukan perjalanan melewati j alur yang menakutkarl

dan tidak pula menuju negeri yang menakutkan. Apabila dia melalarkanny4

maka bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya, karena dia melanggar

batas dengari melalnrkan apa yang tidak boleh dilahrkannya.

Apabila dia bepergian dengan menempuh jalur yang aman, maka

hukumnya boleh dan biayanya ditanggung sendiri. Pendapat ini dikemukakan

oleh Ibnu Sirin dan Hammad bin Sulaiman, dan merupakan pendapat yang

kuat dari madzhab Syaf i. Sedangkan Hasan, An-Nakha'i, Malik, Ishaq,

Abu Tsaur dan para ulama atrli ra'yu mengatakan bahwa biaya perjalanannya

diambil dari harta tersebut menurut cara yang ma'ruf apabila ia hendak

mengungsikannya dari dalam negeri, karena perjalanannya itu demi harta

tersebut, sehingga biayahidup diambil dari hartatersebut, sama seperti upah

kurir.

Menurut kami, biaya hidupnya itu khusus bagi dirinya sehingga dia

sendiri yang menanggungnya, sama seperti biaya hidup saat mukim, upah
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tabib dan pembayaran obat. Juga karena ia berhak atas satu bagian tertentu

dari keuntungan, sehingga ia tidak berhak atas keuntungan selain itu. Juga

karena seandainya ia berhak atas biaya hidup, maka hal itu bisa
mengakibatkan hanya sendiri yang memperoleh keuntungan apabila

mudharabah tidak memperoleh keuntungan selain biaya hidup yang

diberikan kepadanya. Adapun jika dia mensyaratkan biaya hidup baginya,

maka itu adalah haknya, dan ia memperoleh apa yang ditetapkan baginya

berupa makanan, pakaian, kendaraan dan selainnya.

Ahmad dalam riwayatAl Atsram berkata, "Saya suka sekiranya dia

mensyaratkan biaya hidup yang terbatas. Tetapi seandainya dia tidak

membatasi, maka hukumnya sah." Ia memperoleh nafkahnya berupa

makanan, tidak berup pakaian. Ahmadjuga berkat4 "Apabila pemilik harta

mengatakaq "Diamemperoleh nafl<a[" maka dia diberi naftah." Seseorang

bertanya kepada Ahmad, "Apakah dia juga memperoleh pakaian?" Ia

menjawab, "Tidak, dia hanya memperoleh nafkah makanan." Apabila
perjalanannyajauh sehingga membutuhkan pakaian baru, maka pendapat

yarg kuat dariAhmad menunjukkan kebolehannya. Karena ketika dikatakan

kepada Ahmad, "Dia tidak mensyaratkan memperoleh pakaian kecuali ia

berada di negeri yang jauh, dan tinggal dalam waktu yang lama sehingga

membutuhkan pakaian?" Ahmad menjawab, "Apabila pemilik harta

mengizinkan pengelola unhrk mengambil nafl<ah, maka ia melakukan apa

yang tidak membebani harta pemilik harta, dan itu bukan tujuannya. Inilah

maknanya."

Al Qadhi danAbu Khaththab berkata, "Apabila dia mensyaratkan

memperoleh nafkah, maka ia memperoleh semua bentuk nafkah berupa

makanan dan pakaian dalam batasan yang ma' ruf. " Alwrad berkata,' Dia
mengambil nafkah menurut kebiasaan dia menafl<ahi dirinya sendiri, tanpa

berlebihan dan tanpa membahayakan harta pemilik harta."

Imam Ahmad tidak mengeluarkan pendapat mengenai ukuran nafl<ah"

karena harga berbeda-bed4 terkadang rendah dan terkadang tinggi. Apabila

kedua pihak berbeda pendapat mengenai ukuran nafkah, maka Abu
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Khaththab berkat4 "ukuran nafl<atr makanan adalah seperti orang memberi

makanan saat membay ar kafarat, dan ukuran naA(ah pakaian adalah dengan

kualitas paling rendah yang dipakai orang sepertinya."Apabila dia membawa

harta dirinya sendiri bersarna harta mudharabah, atau ia membawa

mudharab ah lafua atau b idha'aft milik orang lain" maka nafkah dibebankan

pada dua harta tersebut menurut ukuran masing-masing, karena nafl<atr

diberikan karena dia dalam perjalanan, sedangkanperjalanannya itu untuk

mengelola dua hart4 sehingga nafl<ahnya harus dibagi sesuai kadar dua harta

tersebut kecuali pemilik harta telatr mensyaratkan bahwa dia memperoleh

nafl<ah meskipun tahu akan kondisi tersebut.

Seandairyra pemilik harta mengizinkan pengelola untuk bermusafir ke

tempatyang telah ditentukan atau tempat yang tidak ditentuka4 kemudian

dalam perj alanan itu dia bertemu dengan pemilik hart4 baik di tempat tenebut

atau di tempat lain, dan pada saat itu hartanya telah terjual seluruhny4 lalu
pernilikharta mengambil lrartanyadanpengelolamenuntuhyatrntuk memberi

biaya pulang ke negeriny4 maka dia tidak berhak atas biaya pulang, karena

dia berhak atas nafkah selama keduanya dalam akad qiradh, dan akad

tersebut telah tidak ada. Karena ittr" seandainyapengelola meninggal duniq
maka pemilik harta tidak wajib mengafaninya. Tetapi sebuatr pendapat

mengatakan batrwa dia berhak atas biaya pulang, karena pemilik harta telah

mempe, oleh biayaperjalananpulang-pergi dan selainny4

dengan menyunrhnya pergi ke tempat yang diizinkanny4 dengan meyakini

bahwa dia berhak atas biaya perjalanan pulang-pergi. Apabila biaya tersebut

dihentikarU makapengelola mengalami kenrgian

Pasal: Hukum mudharibsama dengan hukum wakil, dalam
arti dia tidak boleh menjual dengan harga yang lebih rendah dari
harga standar dan tidak boleh membeli dengan harga yang lebih tinggi
dari harga standar, untuk barang-barangyang umum dijual sehingga
tidak ada muslihat di dalamnya. Apabila dia melalrukanny4 maka
diriwayatkan dari Ahmad batrwajual-beli tersebut sah dan mudharib ata.u

wakil menanggung kekuranganny4 karena kerugian itu telatr tenrtupi oleh
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pertanggungan atas kekurangan. Menurut analogi, jual-beli tersebut tidak

sall hi adalah madztrab Syaf i, karena itu adalahjual-beli yang tidak diizinkan,

sehingga serupa denganjual-beli yang dilalarkan oleh orang lain yang tidak

memiliki hubungan. Atas dasar itu" apabila dia tidak mengembalikan barang

dagangan, maka dia menanggung selisih harganya juga. Apabila dia bisa

mengembalikannya, maka dia mengembalikan apabila masih ada, atau

mengembalikan nilainya apabila telatr rusak. Pemilik trarta berhak menuntut

siapa yang dikehendakinya antara pengelola atau pembeli. Apabila dia

mengambil nilai barang dari pembeli, maka pembeli menuntut ganti harga

dari pengelola. Apabila pemilik barang menuntut ganti nilai barang dari

pengelol4 maka pengelola menarik kembali barang kepada pembeli dan

mengembalikan pembayaran kepadanya, karena kerusakan terjadi di

tangannya

Adapun dalam jual-beli yang manusia banyak melalarkan muslihat di

dalamnya, maka hal tersebut tidak dilarang, karena dia tidak mungkin

menghindarinya. Jika dia membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada

harga standar dengan barang yang sama, maka itu menjual. Apabila dia

membeli dengan pertanggungan, maka itu menjadi pertanggrurgan pengelol4

bukan pemilik harta, kecuali jika pemilik harta mengizinkanny4 sehingga

barang tersebut menjadi miliknya. Ini adalah pendapat yang kuat dari Al
Khiraqi. Al Qadhi mengatakan, "Apabila dia tidak memberi keterangan

sewaktu membeli, dan tidak menyebut nama pemilik harta maka hukumnya

sama. Apabila pengelola berterus-terang kepada penjual bahwa dia membeli

barang untuk fulan, makajual-beli tenebut tidak satr juga.

Pasal: Apakah pengelola boleh menjual dan membeli dengan

selain mata uang dalam negeri? Dalam hal ini ada duapendapat. Pertama,

boleh apabila ia melihat ada maslahat di dalamnya dan keuntungan dapat

diperoleh dengan cara tersebut. Sebagaimana dia boleh menjual barang

dengan barang serupa dan membelinya dengan barang serupa. Apabila kita

mengatakan bahwa dia tidak boleh melakukannya lalu dia melakukannya"

maka hukumnya seperti hukum ketika membeli atau menjual dengan selain
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harga standar. Apabila pemilik harta mengatakan kepadanya, "Lalntkan

menurut pendapatrnu," maka dia boleh melakukannya. Apakah dia boleh

bercocok tanam? Dimungkinkan ia tidak boleh melakukannya, karena

mudharabahketika tidak ada batasan itu tidak dipahami ditujukan kepada

cocok tanam. Diriwayatkan dari Ahmad mengenai orang yang menyerahkan

uang seribu kepada orang lain dan berkata, "Gunakanlah uang ini untuk

bemiaga sesukamu"" lalu dia bercocok tanam dan memperoleh keuntungan"

maka mudharabaft hukumnya boleh dan keuntungan dibagi di antara

keduanya.

Al Qadhi berkata, "Alasanny4 perkataan pemilik hart4 "Gunakanlah

untuk berniaga sesukamu" ifu mencakup cocok tanam, karena ia termasuk

cara-cara yang diharapkan menghasilkan keuntungan. Atas dasar itu,

seandainya seluruh harta habis nntuk bercocok tanam, maka dia tidak wajib

bertanggung jawab.

Pasal: Pengelola boleh membeli barang yang cacat apabila dia

melihat maslahat di dalamnya, karena yang menjadi tujuan adalah

keuntungan, dan terkadang keuntungan itu ada pada barang yang cacat.

Apabila dia membeli barang dengan mengiranya baik dan temyat a cacat,

maka dia boleh melakukan apa yang menurutrya mendatangkan maslahat,

yaitu mengembalikan barang karena cacat, atau menahan barang dengan

mengambil ganti rugi atas cacat tersebut. Apabilapengelola dan pemilik harta

berbeda pendapat mengenai mengembalikan barang, lalu salah seorang dari

keduanya menuntut dan yang lain tidalg maka dilalarkan sesuai pertimbangan

dan keuntungan, karena yang menjadi tujuan adalah keuntungan, sehingga

perintah tersebut mencakup transaksi yang mengakibatkan keuntungan.

Adapun bila dua mitra syariknh berselisih mengenai pengembalian

barang yang caca! maka orang yang menunhrtpengembalian barang itu berhak

mengembalikan bagiarurya dan yang lain berhak menahan bagiarurya, kecuali

j ika penjual tidak tahu bahwa pembelian itu untuk &nmita syrtkoh, sehingga

dia tidak wajib menerima pengembalian sebagiannya. Karena kondisi yang
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tampak menunjukkan bahwa akad tersebut untuk orang yang

melangsunglranrry'4 sehinggatidakbolehmenimpakanmdhaatpadapenjrral

dengan cara membelah transaksi. Seandainya orang yang melangsungkan

akad inginmengembalikan sebagian objekjual-beli, makahukumnya seperti

hukum ketika mita syartkah-nya menginginkan hal tersebut, sebagaimana

telatrkamirinci.

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli budak yang akan

dimerdekakan dengan ditanggung pemilik harta tanpa seizinnya,

karena pembelian tersebut mengakibatkan kerugian baginya. Apabila dia

membelinya dengan seizinpemilik hafi4 maka hukrmnyasahkarcnapemilik

harta itu boleh membelinya sendiri. Apabila ia mengizinkan orang lain untuk

membeliny4 maka hukumnya bolelU lalu budak tersebut merdekakan atas

nanra pemilik hanag danmudhqabah atasharta senilai hargabudaktertnprs,

karenaharta tersebut telah musnah danmenjadi pertanggrrnganpemilik harta

Apabila harta budak itu menghabiskan seluruh hartamudharabah,maka

mudhorabqhterhapus. Apabila ada keuntungan dalam hartatersebut, maka

pengelola mengambil bagiannya dari harta tersebul

Apabila pembelian dilakukan tanpa seizin pemilik hart4 maka

dimtmgkinkan pembelian tersebut tidak sah apabilapembayaranya benpa

barang, karcna pengelola membeli sesuatu yang diatidakboleh membeliny4

sehingga sama kedudukannya dengan membeli sesuatu dengan harga yang

lebih tinggi dari harga semestinya. Juga karena iztn dalam mudhorab ah in
unhrk membeli sesuatu yang bisa dijual kembali dan diperoleh keuntungan

darinya, sehingga izin tersebut tidak mencakup izin membeli budak yang

hendak dimerdekakan. Apabila dia membeli budak tersebut dengan

pertanggungan" maka pembelian terj adi bagi yang melakukan akad, dan dia

tidak boleh membayar dengan harta mudharabah- Apabila dia
melakukannya, maka dia bertanggung jawab. Pendapat ini dikemukakan

Syaf i danmayoritas ulama TetapiAl Qadhi mengatakan,'?endapat yang

kuat dariAhmad menunjukkan keabsahan pembeliantersebut karena budak

adalah harta yang dapat dinilai dan diakadkan, sehingga pembeliannya sah,
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seperti seandainya dia membeli budak yang pemilik harta bemadzar untuk

memerdekakannya, baik dia mengetahui hal tersebut atau tidak

mengetahuinya. Karena harta mudharabahrusak akibat dirinya. Dalam

perusakan yang mengakibatkan pertanggwrga4 tidak ada perbedaan antara

pengelola mengetatrui atau tidak mengetahui.

Ada dua pendapat mengenai apa yang menjadi tanggungiawabnya.

Pertama, nilai budalq karenakepemilikan atasnya telahpasti kemudian harta

(budak) tenebut mtsna[ seperti seandainya dia memusnahkan harta tenebut

dengan perbuatannya. Kedua, harga beli yang dibayarnya, karena

kecerobohannya terjadi dengan pembelian dan membayar harga terhadap

objekjual-beli yang bisa musnah akibat dibeli, sehingga ia menanggung apa

yang dilakukannya secara ceroboh.

Manakala tampak keuntungan dalam harta mudharabah, maka

pengelola memperoleh bagiannya dari keuntungan tersebut. Abu Bakar

berkata, "Apabila pengelola tidak mengetahui bahwa budak tersebut akan

dibebaskan denganpertanggungan pemilik harta maka dia tidak bertanggurg

jawab, karena kerusakan harta tedadi karena alasan yang ada pada objek

jual-beli dimarapembeli tidakmengetahuinya sehinggatidakmenanggungny4

seperti seandainya dia membeli barang yang cacat dan tidak mengetahui

cacatnyalalu barang tersebut hancur karena cacat tersebut." Ia berkata,

"sangat beralasan sekiranya tidak bertanggung jawab, meskipun dia tahu."

Pasal: Apabila pengelola membeli budak perempuan

yang menjadi istri pemilik harta, maka pembelian sah dan

pernikahannya batal. Apabila pembelian terjadi sebelum persetubuhan,

apakah suami waj ib memberikan separoh mahar? Ada dua pendapat dalam

masalah ini, yang akan kami jelaskan di tempat lain. Apabila kita mengatakan

wajib, maka dia menuntut ganti kepada pengelola, karena dia menjadi

penyebab ditetapkannya kewajiban mahar padanya sehingga dia menuntut

ganti kepadanya, seperti seandainya perempuan tersebut merusak

pemikahannya karena persusuan.
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Apabilapengelolamembeli brdak laki-laki pngmenjadi suami pemilik

harta maka pembelian satr dan pemikahan terhapus, karena wanita tersebut

memiliki suaminya- Pendapatini dipegang olehAbuHanifah.Imam Syaf i
berkat4'?embeliantidak sahjika dilalailcntanpa seizinpemilik hart4 l€r€na

izin yang diberikan menyangkut pembelian sesuatu yang dia memperoleh

keuntungan di dalamnya sementara membeli suaminya itu mengakibatkan

kerugian baginya, karena suami itu dapat menghapus pernikahannya dan

merugikannya, dan gugurlah haknya atas nafkah dankiswah, sehingga

pembelian tersebut tidak salU sama seperti pembelian bdak yang merupakan

anakpffflikharta.

Mentrrut kami, pengelola dalam hal ini membeli sesuatu yang dapat

ditrpayakan keuntungan darinya sehingga hukumryra boleh, seperti seandairyra

ia membeli budak yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pemilik

harta- Pengelola tidak bertanggulg j awab atas pembelian yang menggugr.nkan

mahar dan nafkah, karena hal tersebut tidak kembali kepada faktor

mudharabaft, melainkan karena faktor lain. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara pembelian dengan pertanggungan atau dengan harta

mudhar ab ah itu sendiri.

Pasal: Apabila pengelola yang diberi izin membeli budak yang

akan dimerdekakan atas nama pemilikhartadengan seizinnya, maka

pembelian sah dan budak tersebut dimerdekakan. Apabila budak yang

diizinkan unhrk dibeli itu menanggung utang yang menghabiskan seluruh

nilainya dan apa yang ada di tanganny4 dan kita mengatakan bahwa utang

tersebut terkait dengan dirinya, maka pengelola harus menyerahkan nilai

budak yang dimerdekakannya itu kepada orang-orang yang berpiutang,

karena dialah yang merusak harta mereka lantaran budak tersebut

dimerdekakan. Apabila pemilik harta melarangnya membeli budak tersebut,

maka pembelian batal, karena dia boleh membelinya berdasarkan izin dan

izin tersebut telah hilang dengan adanya larangan.

Apabilapemilik hartamemberi izintanpa batasan, makaAbuKhaththab
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berkata, "Pembeliannya sah, karena budak yang sah dibeli tuannya itu sah

pula dibeli oleh orang yang diberinya izir:, sama seperti orang lain yang tidak

memiliki unrsan dengannya-" kri adalahpendapatAbuHanifatrapabilapemilik

harta mengizinkannya bemiaga dan tidak memberi harta kepadanya- Namtrn

Al Qadhi mengatakan tidak sah karena hal tersebut merusak harta sang

tua& karena izinnya itu terkait hal-hal yang memberi keuntungan baginy4

sehingga ia tidak mencakup hal-hal yang mengakibatkan kerusakan. Ini

berbeda dengan pengelola mudharabah,karena dia menanggung nilai

sehinggamudtrarattersehshilang.lnarnS],iaf imemilikidtrapendapatseeerti

dua pendapat tersebut. Apabila dia membeli budak perempuan yang

merupakan istri pemilik hart4 atau budak laki-laki yang merupakan suami

pemilik hart4 apakah itu sah? Pendapat dalam masalah ini juga didasarkan

pada dua pendapat tersebut, seperti membeli budak yang akan dibebaskan

denganpembelian.

Pasal: Apabila madharib membeli budakyang dibebaskan atas

namanya, maka pembelian sah. Tetapi bila tidak tampak keuntungan dalam

harta mudharabah, maka tidak budak tersebut tidak dimerdekakan sama

sekali. Apabila tampak keuntungan dalam hana mudhar ab ah, maka ada

dua pendapat yang didasarkan pada ketentuan ketika pengelolamudharabah

memiliki keuntungan. Apabila kita mengatakan dia berhak atas keuntungan

setelah dibagi, maka budak tersebut tidak dimerdekakan karena dianggap

tidak memilikinya. Apabila kita mengatakan bahwa dia berhak atas

keuntungan begitu keuntturgan itu tampak, maka ada dua pendapat. Pertamn,

budak tersebut tetap tidak dimerdekakan. Ini adalah pendapatAbu Bakar.

Karena kepemilikannya atas budak tersebut belum sempurna, karena

keunhrngan itu menjadi pelindtng bagi modal, sehingga budak tersebnt tidak

bisa dibebaskan dengan alasan tersebut. Keduo, budak tersebut dibebaskan

menurut bagian yang diperoleh pengelola dari ketrntungan apabila ia dalam

kondisi sulit secara finansial, dan sisanya me4jadi tangggungannya apabila ia

longgar secara finansial, karena dia memiliki budak tersebut akibat

perbuatannya, sehingga budak tersebut dibebaskan atas namanya, seperti

i

)
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seandainya dia memhli budak tersebut dengan hartanya sendiri. Ini adalah

pendapatAl Qadhi dan madzhab para sahabatAbu Hanifah. Tetapi menurut

merek4 ia diminta benrsaha memperoleh sisa pembayaran budak apabila ia

dalam kondisi sulit secara finansial.

Kani b€rpegang pada satu pendapat seperti pendapat mereka: apabila

pengelola membelinya sedangkan tidak tampak ketrntungan pada harta

mudharabah, kemudian keuntungan tampak sesudah itu dan budak masih

tetap diperdagangkan, maka ia seperti seandainya keuntungan itu tampak

pada waktu pembelian hnam syaf i berkat4 "Apabila dia membeli budak

sesudah keuntungan itu tampak, maka pembelian tidak tidak sah menurut

salah satu dari dua pendapat, karena hal itu mengakibatkan pengelola

mengekskusi haknya sebehrn pemilik harta.

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli dengan pembayaran yang

lebih besar daripada modal, karena izin tidak menjangkau pembayaran

yang lebih besar dari modal. Apabila modalnya sebanyak seribu lalu dia

mernbeli budak dengan lrarga seribu" kemudian membeli budak lain dengan

harga uang seribu yang sama, maka pembelian yang kedua ini tidak sah,

karena dia membelinya dengan harta yang seharusnya diserahkan dalam

jual-belipertama.

Apabila dia membeli budak dengan pertanggungannya' maka

pembelian sah dan budak tersebut menjadi milikny4 karena ia membelinya

dengan pertanggungannya kepada orang lain sesuatu yang tidak diizinkan

pemilikhartauntukdibelinya,sehinggaperrbelianituberlakubaginya.Apakah

pembelian itu tergantung pada perkenan pemilik harta? Ada dua pendapat,

danmadztrab Syaf i seperti yang telahkamijelaskan.

Pasal: Mudharib tidak boleh menyetubuhi budak perempuan

dari hasil mudharabohrbtiktelah tampak keuntungan pada harta

mudhmobahatau belum tampak Apabila ia melalcukanny4 maka ia harus

membayar matrar dan dikenai ta' zir (sanksi penj era). Apabila budak tersebut

hamil akibat perbrntannya sedangkan belum tampak keuntungan pada harta
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mudharabah, maka anaknya mer{adi budak karena budak perempuan hatnil

darinya dalam status tidak ada kepemilikan atau semi-kepemilikan baginya

atas budak tersebut. Budak tersebut juga tidak menjadi ummuwalad6l

karena alasan yang sama. Tetapi jika telah tampak keuntungan pada harta

mudharabah, maka anak lahir dalam keadaan merdeka dan budak

perempurul tersebut menj adi ummu w alad, dan mudharib wajib membayar

nilainya. Pendapat serupa dikemukakan Sufyan dan Ishaq. AI Qadhi berkat4

"Apabila keuntungan belum tampak padaharla mudharab ah,maka ia harus

dkenu foadd, karena ia menyetubuhi budak yang bukan miliknya dan tidak

pula semi-miliknya. Pendapat yang dinyatakan dari Ahmad adalatr ia dikenai

ta'zir karena tampaknya keuntungan itu didasarkan pada taksiran,

sedangkan taksiran belum pasti, karena dimungkinkan harga barang (dalam

hal ini budak) lebihtinggi dari hargataksiran, danituberarti menolakfoadd

dengan sesuatu yang samar.

Pasal: Pemilik harta juga tidak boleh menyetubuhi budak
perempuan tersebut, karena persetubuhan dapat mengurangi nilainya

apabila budak tersebut gadis, serta menimbulkan resiko budak tersebut kehrar

dari mudharab ah danltrlangkepemilikannya. Apabila dia melakukannya,

maka tidak dikenai fuaddkarenabudak tersebut adalah miliknya. Apabila

budak perempuan itu melahirkan anak darinya, maka ia menjadi ummu

walad dananaknya lahir dalam keadaan merdeka. Budak tersebut keluar

dali mudharabah,ntlainya dihitung, dan digabungkan dengan sisa harta.

Apabila dalam hartamudharabah itu ada keuntungan, makapengelola

memperoleh bagiannya dari harta tersebut.

Pasal: Apabila pemilik harta mengizinkan mudhanD untuk
membeli sesuatu dari harta mudharabahrlalu dia membeli budak
perempuan untuk dij adikannya selir, maka harga yang dibayar untuk
membeli budak tersebut keluar dari mudharaboh dan menjadi utang

16r Budak perempuan yang dimerdekakan karena melahirkan anak dari tuannya.

Kemerdekaannya itu karena anaknya lahir dalam keadaan merdeka-penerj.
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dalam pertanggungannya, karenahalalryra penetubuhan itu tidak diperoleh

kecuali dengan kepemilikan atas kemaluan berdasarkan firman Allah,
"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budakyang merelm miliki."
(Qs. Al Mu'minuun [23]: 6)

Pasal: Masing-masing pemilik harta dan pengelola tidak boteh

menikahkan budak perempuan karena dapat mengtrani nilainya Masing-

masing j uga tidak boleh memberikan j anj i kepada budak laki-laki untuk

memerdekan dirinya dengan memberi bayaran yang disepakati berdasarkan

alasan yang siuna. Apabila keduanya menyepakati hal tersebut, maka

diperbolehkan karena hak mereka tidak keluar dari keduanya.

Pasal: Mudharib tidak boleh menyerahkan harta mudhsrabah

kep ad a o ran g lain seb a ga i mudh ar a b a h. P endapat ini dinyatakan oleh

Ahmad dalam riwayatAtsram, Harb danAbdullah. Dia berkata, "Apabila
pemilikharta makadiperbolehkan.Apabilatidak,makatidak

boleh." Al Qadhi mengemukakan satu alasan mengenai kebolehannya

berdasarkan hukum wakil memberikan perwakilan kepada wakil lain tanpa

izin yang mewakilkan, namun alasan ini tidak benar. Qiyasnya terhadap wakil
tertolak karena dua alasan. Pertama, pemilik harta di sini menyerahkan

hartanya sebagu mudharabah,lalu pengelola menyerahkan harta tersebut

kepada orang lain sebagai mudharabah, sehingga pengelola keluar dari

statusnya sebagai mudharib atas harta tersebut, berbeda dengan wakil.
Kedaa, transaksi ini menimbulkan hak bagi orang lain atas harta tersebut,

padahal tidak boleh melakukan ftansaksi yang menimbulkan suatu hak atas

harta seseorang tanpa seizinnya. Pendapat ini dipegang olehAbu Hanifah

dan Syaf i, dan saya tidak menemukan ulama lain yang berbeda pendapat

denganmereka.

Apabila pengelola melakukannya, lalu hartanya tidak rusak dan tidak

pulatampak padany4makadiaharursmengembalikannyakepada

pemiliknya dan tidak memperoleh hak dantidakpulamenanggturg kewajiban

apapun. Apabila harta tersebut rusak atau menghasilkan keuntungan, maka
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SyarifAbu Ja'far berkata, "Ia dipertanggungiawabkan dan yang mengelola

seperti orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin. Pemilik harta boleh

menuntut siapa saya di antara keduanya untuk mengembalikan harta apabila

masih ada, ataumengembalikan penggantinya apabila rusak atau tidak

mungkin dikembalikan. Apabila dia menuntut orang pertama dan

membebankan nilai barang yang rusak kepadanya, sedangkan orang kedua

tidak mengetahui duduk perkarany4 makapemilik hartatidak menuntut ganti

kepada orang kedua, karena orang pertama menyerahkan harta kepada

orang kedua sebagai amanah. Tetapi apabila orang kedua mengetahui

masalahnya, maka pemilik harta menuntut kepadanya, karena dia menerima

harta orang lain dengan carayangtidak semestinya dan barang tersebut

rusak di tangannya, sehingga dia ditetapkan bertanggung j awab. Apabila

pemilik harta melimpahkan tanggung jawab pada orang kedua dan dia

mengetahui duduk perk aranya, maka pemilik harta tidak menuntut ganti

kepada orang pertama. Apabila dia tidak mengetahui masalahny4 apakah

pemilik harta menuntut kepada orang yang pertama? Saya memiliki dua

pendapat. Pertomu, pemilik harta menuntut kepada orang pertama karena

dia menipunya, seperti seandainya dia menipunyaterkait kemerdekaan

seorang budak perempuan . Kedua, pemilik harta tidak menuntubrya karena

kerusakan terjadi di tangan orang kedua sehingga pertanggungan ditetapkan

padanya.

Apabila harta tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan

menjadi milik pemilik harta, sedangkan mudharib yang pertama tidak

memperoleh apa-ap4karena dia tidak memiliki harta dan pekerj aan. Apakah

mudhar ib kedua berhak atas upah standar? Ada dua pendapat. P ertama,

dia berhak atas upah standar karena mengelola harta orang lain dengan

kompensasi yang belum diserahkan kepadanya, sehingga berhak tas upah

standar seperti mudharabah yalrtg tidak sah. Kedua, tidak berhak atas

apapun, karena dia mengelola harta orang lain tanpa seizinnya, sehingga

tidak berhak atas kompensasi, sama seperti orang yang mengambil harta

orang larntanpa izinnya. Ia berbeda de ngan mudhar ab ahkarena mudharib
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mengelola harta pemodal dengan seizinny4 baik membeli dengan harta itu

sendiri atau dengan pertanggungan (utang).

Dimungkinkan apabila dia membeli dengan pertanggungan maka

keunturgan tersebut menjadi milikny4 karena dia memperoleh keuntungan

dari apayang dibeliryradenganpertanggunganny4 dimanapembelian tersebut

tidak ted adi untuk orang lain, sehingga serupa seandainya dia tidak membayar

harga dengan menggunakan harta pemodal. SyarifAbu Ja'far berkata, "Ini
adalah pendapat mayoritas ulama. " Maksudnya adalah pendapat Malik,

Syaf idanAbuHanifah.

Dimungkinkan j ika dia mengetahui perkarany4 maka pengelola tidak

memperoleh apapun, sama seperti orang yang mengambil harta orang lain

tanpa seizinnya. Apabila dia tidak mengetahui perkaranya, maka dia berhak

atas upah standar dengan dibebankan pada mudhoriD yang pertama, karena

dia menipunya dan mempekerj akannya dengan kompesansi yang belum

diperolehnya, sehingga mudharib pertama itu wajib membayar upah

kepadanya, seperti seandainya mudharib pertama itu mempekerj akannya

unhrk mengelola hartanya sendiri.

Al Qadhi berkat4 "Apabila dia membeli dengan harta mudharabah,

maka pembelian tersebut tidak sah. Apabila dia membelinya dengan

pertanggrurgan, kemudian harta mudharabahtelah menjadi uang tunai, dan

pemilik harta telah mensyaratkan mudharib memperoleh separoh keuntungarq

lala mudhariD menyerahkan harta itu kepada orang lain dengan ketentuan

separoh keuntungan milik pemodal dan separoh yang lain dibagi di antma

keduanya, maka hai tersebut sesuai yang mereka sepakati. Karena pemodal

rela dengan separoh keuntungan sehingga tidak diberikan lebih dari itu,

sementara dua pengelola itu memperoleh apa yang mereka sepakati. Ini

adalah pendapat lama Imam Syaf i, dan ini tidak sej alan dengan prinsip-

prinsip dasar madzhab. Pendapat ini juga tidak sejalan dengan redaksi

Ahmad, karenaAhmad mengatakan, 'Keuntungan itu tidak mumi di tangan

mudharib .' ' Juga karena mudharib pertama tidak merniliki pekerjaan dan

harta, padahal keuntungan dalam mudharabahtidak diperoleh kecuali
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dengan salah satu dari pekerjaan dan harta. Sementara pengelola kedua

mengelola harta orang lain tanpa izin dan syaratry4 sehingga ia tidak berhak

atas apa yang disyaratkan oleh orang lain baginya Seperti seandainya orang

yang mengambil harta orang lain tanpa izin menyerahkan harta tersebut

kepadanya sebagai mudharabah. Juga karena apabila dia tidak berhak

atas apa yang disyaratkan pemilik harta baginya dalam mudharabah yang

tidak salU maka terlebih lagi dengan apa yang disyarafkan baginya oleh orang

lain tanpa seizin pemilik harta-

Pasal: Apabila pemilik harta mengizinkan harta itu diserahkan

kepada orang lain sebagai mudharabah, maka diperbolehkan.
Pendapat ini dinyatakan Ahmad, dan kami tidak menemukan adanya

perbedaan pendapat mengenainya. Dalam hal ini, pengelola pertama menj adi

wakil bagi pemilik harta. Apabila dia menyerahkan harta kepada orang lain

tanpa mensyaratkan satu bagian keuntungan bagi dirinya maka hukumnya

sah. Tetapi apabila dia mensyaratkan satu bagian keuntungan bagi dirinya

maka hukumnya tidak sah karena dia tidak mengeluarkan harta dan tenaga,

sedangkan keuntungan itu diperoleh dengan salatr satu dari harta dan tenaga.

Apabila pemilik harta mengatakan, "Kelolalah berdasarkan

pendapatrnrl atau dengan cara yang diilhamkanAllah kepadamu," maka dia

boleh menyerahkan harta kepada orang lain sebagaimudharabah,karena

bisajadi orang yang diserahinya itu lebih piawai daripada dirinya. Tetapi

dimungkinkan hal tersebut tidak boleh, karena kalimat, "Kelolalah

berdasarkan pendapatmu" maksudnya adalah mengerai cara mudharab ah,

jual-beli dan macilm-macam pemiagaan, sedangkan tindakan menyerahkan

harta kepada orang lain itu mengeluarkannya dari mudharabah, selnngga

izin pemilik harta itu tidak mencakup tindakan seperti ini.

Pasal: Pengelola tidak boleh mencampur harta mudharabah

dengan hartanya sendiri. Apabila ia melakukannya dan tidak bisa

memilah, maka dia bertanggung jawab karena harta mudharsbah

adalah amanah, sama seperti wadi'ah (titipan). Apabila pemilik harta
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mengatakan kepadanya, "Kelolalah sesuai pendapatnu," maka dia boleh

melalarkannya. hi adalah pendapat Malik, Ats-Tsauri, dan para ulama ahli

ra'yr. Namun Syaf i mengatakan bahwa ia tidak boleh melakukannya, dan

dia bertanggung jawab apabila melakukanny4 karena yang demikian itu
bukan temrasuk pemiagaan.

Menurtu kami, bisajadi pengelola berpikir bahwa lebih baik baginya

untuk mencan pur hartanya dengan hxta mudharabah,sehinggatansaksi

ini tercakup dalam katima! "Kelolalah sesuai pendapafinu." Demikian pula

pendapatmengenaimusyarakahbih(objeksyarikah)yangiatidakberhak

melakukannya, kecuali pemilik harta mengatakan, "Bekerjalah sesuai

pendapatmu," sehingga dia berhak melalrukannya.

Pasal: Pengelola tidak boleh membeli khamer dan babi, baik
keduanya sama-sama muslim, atau salah seorang di antara keduanya

muslim dan yang lain dzimmi Apabila melakukannya, maka dia

bertanggung jawab. Pendapat ini dikemukakan Imam Syaf i. NamunAbu

Hanifah berkata, "Apabila pengelolanya adalah dz i m m i, maka j ual-beli

klramer yang dilakukannya salr" karena kepemilikan berpindah kepada wakil,

dan hak-hak akadterkait dengannya." SedangkanAbuYrxufdan Muhammad

berkat4 "Pembelian khamer yang dilakukarurya sah karena kepemilikan

khamer itu beralih kepada wakil, tetapi penjualannya tidak sah karena itu

berarti dia membeli sesuatu yang bukan miliknya dan bukan milik orang

yangmewakilkannya-

Menurut kami, apabila pengelolanya muslim, maka itu berarti dia

membeli khamer, sedangkan dia tidak sah membeli dan menjual khamer.

Apabila dia seorang dzimmi, maka itu berarti dia membeli untuk seorang

muslim apa tidak boleh dimilikinya sejak awal, sehingga pembelian tersebut

tidak sa[ seperti seandainya pengelola membeli babi. Juga karena khamer

itu diharamkan sehingga ia tidak boleh membeliny4 sama seperti babi dan

bangkai, karena sesuatu yang tidak boleh dijual itu tidak boleh dibeli, seperti

bangkai dan darah. Apa saja yang boleh dalam syarikah itu boleh dalam
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mudharabah, dan sebaliknya apa sajayang boleh dalammudharabahitl)

boleh dalam ryarilmh.Begitu pul4 apa saja yang dilarang dalam salah satunya

itu juga dilarang dalam yang lain, karena mudharabah adalah syarikah,

dan berdasarkan masing-masing adalah perwakilan dan amanah.

833, Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang telah

menjadi madharib bagi seseorang, maka ia tidak boleh menjadi

mudharib bagi orang lain apabila tindakan tersebut dapat merugikan

yang pertama. Apabila ia melakukannya dan berunfuog, maka ia

mengembalikan keunfungan kepada syarikoh dengan yang pertama"

Malrsudny4 apabila dia telah mengambrl mudharabah dari seseomng,

kemudian m enganrbrl, mudharab ahyang lain dari orang laiq lalu yang pertama

mengizinkarq maka itu diperbolehkan. Apabila yang pertama mengizinkannya

danmudharabah kedua itu tidak merugikannya, maka hukumnya boleh

tanpa ada perbedaan pendapat. Apablla mudharabahkedtnitu merugikan

pemilik harta yang pertama dan dia tidak mengizinkan, seperti harta yang

kedua banyak jumlahnya sehingga menghabiskan waktunya untuk

meniagakan harta yang pertama, atau harta yang pertama banyak jumlalrrya

sehingga ketika ia sibuk mengurus harta yang lain maka dia tidak bisa

mengelolanya secara sempurna, maka hal tersebut tidak boleh baginya.

Namun mayoritas ulama fikihmengatakan boleh, karena mudharabahadalah

akad yang tidak mengakibatkannya memiliki seluruh manfaatnya, sehingga

hal tersebut tidak menghalanginya melalrukan mudharab ahyang lain, seperti

seandainya akad tersebut tidak menimbulkan kerugian, dan seolah-olah dia

adalah orang upahan bersama.

Menurut kami, mudharabaft itu didasari dengan tujuan untuk

memperoleh danmengembangkanharta.Apabiladiamelakukan

hal-hal yang menghalangi tujuantenebu! makahukumnyatidakboleh. Seperti

seandainya ia bermaksud mengelola barang. Ia berbeda denganmudharabah

yang tidak mengandung mudharat. Atas dasar ih4 apabila dia mengerjakannya

dan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dikembalikan ke
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dalam syarikahyarrg pertama dan dibagi di antara keduanya. Setelah itu

dilihat keuntungan dalan mudhorabahkedua lalu diseratrl<an kepada pemilik

harta sebagai bagian urtuknya. Kemudian mudharib mengambil bagiannya

dari keuntungan dan ditambahkan ke dalam keuntungan mudharabah

pertama, lalu ia berbagai keuntungan itu dengan pemilik mudharabah

pertam4 karena dia berhak atas bagiannya dari keuntungan lantaran manfaat

yang diperoleh dengan akad yang pertam4 sehingga pembagian di antara

keduanya sama seperti keuntungan harta yang pertama. Adapun bagian

keuntungan pemilik harta kedua diserahkan kepadany4 karena tindakan di

luar kewenangan yang dilakukan mudhorib ndakmenggugurkan hak pemilik

harta yang kedua. Juga karena seandainya kita mengembalikan keuntungan

pemilik harta yang kedua ke dalam qtarikahyang pertama, maka mudharat

hanya menimpa pemilik harta yang kedua, sehingga mudharib tidak

mengalami mudharat apapun padahal dia yang melalcukan tindakan diluar

kewenangan, bahkan dia memperoleh manfaat apabila yang pertama

mensyaratkan separoh keuntungan dan yang kedua mensyaratkan sepertiga

kennhnrgan. Jugakarenatidak terlepas dari duakondisi; apakah zudharabah

yang kedua itu dihukumi batal atau sah. Apabila batal, maka seluruh

keuntungan milik pemilik harta sedangkan z udharib memperoleh upah

standar. Apabila kita menghukuminya berbeda, maka bagian keuntungan

pemilik harta diserahkan kepada sesuai tuntutan akad dan syarat. Kalkulasi

tersebnt mengimplikasikan pmilik mudharab ah yang peftamatidak berhak

atas apapun dari pemilik mudharabah yang kedua, karena keuntungan itu

diperoleh dengan harta atau pekerjaan, sedangkan ia tidak memiliki andil

harta atau pekerjaan dalam mudharabah kedua. Tindakan diluar

kewenangan mudharib hanya karena dia meninggalkan pekerjaan dan

melalaikan harta yang pertama dan hal ini tidak mengakibatkan kompensasi.

Seperti seandainya dia sibuk mengrrusi hartanya sendiri, atau mengupah

dirinya sendiri, atau meninggalkan pemiagaan untuk bermain, atau sibuk

belajar, atau hal-hal lain. Seandainya hal tersebut mengharuskan kompensasi,

maka dia pasti mengharuskan sesuatu yang ditetapkan ukurannya dan tidak
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berbeda-beda" tidak tergantung pada keuntungannya dalan mudharab ah

yangkedua.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan hartanya kepada orang

lain sebagai mudharabah rlaludia mensyaratkan memperoleh nalkah'

lalu orang ketiga berbicara kepada mudharib agardia membawakan

barang dagangannya atau mengadakan mudharabah yang tidak
menimbulkan mudharat, maka ImamAhmad berpendapat bahwa apabila

dia mensyaratkan nafl<alu maka dia menjadi orang sewaan bagi pemilik harta

yang pertama, sehingga dia tidak boleh mengambil barang dagangan dari

orang lain, karena barang dagangan itu akan menyita wakhr dan tenaganya

untuk mengurusiharta mudharabah. " Ada yang bertany4 bagaimanajika

tidak menyita waktu dan tenaganya? Imam Ahmad menjawab, "Aku lebih

sukajika itu tidak terjadi kecuali dengan seizin pemillkmudharabah,karcna

barang dagangan itu pasti mengakibatkan kesibukan. Hal ini hanya sebatas

anjuran. Kalau dia melakukan, maka tidak menanggung apapun karena tidak

mengakiba&an mudharat bagi pemilik mudharab ah.

Pasal: Apabila seseomng mengambil mudhar ab ah dartseseorang,

kemudian ia mengambil barang dagangan dari orang ketig4 atau mengelola

dan meniagakan hartanya sendiri, maka keuntungan dari harta barang

dagangan adalah untukpemiliknya, dan kerintungan dari hartanya sendiri

adalah unnrk dirinya sendiri.

Pasal: Apabila dia mengambil uang seratus dari seseorang sebagai

qiradh, kemudian ia mengambil dari ora,ng lain uang sebesar seratus, lalu

masing-masing uang seratus itu dibelikannya seorang budak, lalu dua budak

tersebut tercampur dan tidak bisa dibedakan, maka keduanya berdamai

atas kedua budak tersebut. Seperti seandainya seseorang memiliki gandum,

lalu gandum orang laintumpah di atasnya. Dalam masalah iniAl Qadhi

menyebutkan dua pendapat. Pertamo, keduanya menjadi miha dalam

kepemilikan dua budak tenebut, seperti seandainya keduanya bermina dalam
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akad jual-beli, lalu keduanya menjual budak tersebut dan membagi

pembayarandiantarakeduanya-Apabilaada didalamny4maka

bagian wrtuk pengelola diserahkan kepadanya dan sisanya dibagi separoh-

separoh di antara kedu artya. Kedud, kedua budak itu milik pengelola dan

dia wajib mengembalikan modal, lalu keuntungan menjadi miliknya dan

kerugian mer{adi tanggungannya Imam Spf i memiliki duaperdapat seeerti

dua pendapat ini. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, karena

kepemilikan masing-masing pada salatr satu dari dua budak itu telah pasti,

sehinggakepemilikanitutidakhilangdarisehrnrtnryraatausebagiannyalantaan

kesamaran tanpa ada kerelaannya. Seperti seandainya kedua budak tersebut

tidak berada dt tangan mudharib -Juga karena seandainya kita memberikan

budak tersebut kepada z udharib, makaitu berarti kecerobohannya menjadi

penyebab dia memonopoli keuntungan dan orang yang dilanggar haknya

tidak memperoleh apa-apa. Padahal jika sebaliknya maka itu lebih baik.

Jika kita menetapkan dua pemilik harta itu sebagai mitra maka implikasinya

adalah salah satunya mengambil keuntungan dari harta yang lain tanpa

kerelaannya, padahal dia tidak memiliki harta dan pekerjaan di

Pasal: Apablla mudhorib melalarkan tindakan di luar kewenangan

dan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya, atau membeli sesuatu

yang dilarang untuk dibeli, maka dia bertanggungjawab atas harta menurut

pendapat mayoritas ulama. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Hru, Hakim

bin Hizam, Abu Qilabah, Nafi', Iyas, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Hakam,

Hammad, Malik, Syaf i, Ishaq dan para ulama ahli ra'yu. Namun,

diriwayatkan dari Ali bahwa orang yang dilibatkan dalam keuntungan itu
tidak memikul tanggung jawab. Pendapat semaknajuga diriwayatkan dari

HasandanAz-hftn.

Mentrnrt kami, dia mengelola harta orang laintanpa seizinnya sehingga

wajib bertanggung jawab, sama seperti orang yang mengambil harta orang

lain tanpa izin. Kami tidak berpendapat bahwa iaberrnitra dalam memperoleh

keuntungan, sehingga ia tidak tercakup dalam perkataanAli RA. Manakala

ia membeli sesuatuyang tidak diizinkan lalu ia beruntung makakeuntungan
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menjadi milik empunya harta. Pendapat ini dinyatakanAhmad dan dipegang

oleh Abu Qilabah dan Nafi '. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa keduanya

menyedekahkan keuntungan. Pendapat ini dipegang olehAsy-Sya'bi, An-
Nakha' i, Hakam dan Hammad.

Al Qadhi berkata, "Pendapat Ahmad bahwa keduanya
menyedekahkankeuntungan itu sebagai perwujudan sifat wara', dan itu milik
empunya harta." Ini adalah pendapatAl Auza'i. Iyas bin Muawiyah dan

Malik berkata, "Keuntungan itu dibagi sesuai yang disyaratkan keduanya,

karena yang dilakukannya itu semacam tindakan diluar kewenangan sehingga

tidak menghalangi keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai yang

disyaratkan keduanya. Seperti seandainya dia memakai pakaian dan

mengendarai hewan tunggangan, padahal dia tidak boleh melalarkan dua hal

tersebut."

Al Qadhi berkata 'Apabila dia membeli dalam pertanggungan (utang),

kemudian harta itu habis terjual, maka keuntungan menjadi milik emptrnya

harta. Apabila ia membeli dengan harta modal, maka pembelian tidak sah

menunrt salah satu dari dua riwayat. Sedangkan menurut riwayat yang lain,

tergantung pada perkenan pemilik harta. Apabila dia memperkenankannya,

maka pembelian sah. Bila tidak, maka tidak sah." Madzhab yang pettama

dinyatakan Ahmad dalam riwayat Atsram. Abu Bakar berkat4 "Tidak ada

yang meriwayatkan pendapat bahwa pengelola menyedekahkan keuntungan

selain Hambal." Ima Ahmad berargumen dengan hadits UrwahAl Bariqi,
yaitu yang diriwayatkan Abu Labid dari Urwah bin Ja'ad, dia berkata" 'T.{abi

SAW menjumpai sebuahpasar hewan, lalu beliau memberiku uang satu dinar

dan bersabda, "wohai (Jrwah, pergilah ke pasar hewan itu dan belikon

untuk knmi seekor kambing betina. " Lalu aku mendatangi pasar hewan

itu dan menawar kepada pemilik kampung, lalu aku membeli dua kambing

betina dengan hargasatu dinar. Lalu aku datang dengan menggiring dua

kambing. Lalu aku bertemu dengan seorang laki-laki dijalan, lalu ia menawar

satu kambing, dan aku pun meqjualnya seharga satu dinar. Mak4 aku datang

dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Aku berkata, "Ya

AlMughni- @



Rasulullatr" ini dinar kalian" dan ini kambing kalian." Rasulullah bertanya

" B agaimana kamu melahtkonnya? " Maka aku menceritakan kejadian

itu kepada beliau, lalu beliau berdoa, "Ya Allah, berikahilah iabat-
tangannya pada w aktu akad. "t6z Hadits ini diriwayatkanAtsram.

Juga karena keuntungan tersebut adalah hasil yang berkembang dari

hartaoranglaintanpaseizinpemiliknyasehinggakeuntungantersebutmenjadi

hak pemiliknya. Seperti seandainya dia mengambil gandum tanpa izin

pemiliknya lalu menanamnya

Mengenai mudharib, ada dua pendapat. Pertama, dia tidak

memperoleh apa-apa,karena melakukan akad yang tidak diizinka4 sama

seperti orangyang mengambil harta orang laintanpa izin Pendapat ini dipilih

AbuBakar. Kedua, dia memperoleh upah karena pemilik hart:a rela dengan

jual-beli dan mengambil keuntungan" sehingga pengelola berhak memperoleh

kompensasi, seperti seandainya ia mengakadkannya dengan izin. Ada dua

pendapat mengenai besarnya upah. Pertama, upah standar selama tidak

menghabiskan seluruh kewrtungan, karena dia mengerjakan sesuatu yang

karenanya berhak memproleh kompensasi, dan bagian yang ditetapkan itu

tidah diseralrkan kepadanya sehingga diaberhak atas upah standar, seperti

dalam mudharab aft yang tidak sah. Kedua, dia memperoleh yang paling

sedikit di antara bagian yang disepakati atau upah standar. Karena apabila

yang lebih rendah adalah bagian yang disepakati, maka itu berarti ia telah

rela terhadapnya, sehingga tidak berhak lebih banyak dari itu. Apabila yang

lebih rendah adalah upah standar, maka tidak berhak lebih dari itu karena

dia tidak melakukan apa yang diterimanya dengan kerelaan.

Apabila dia bermaksud membeli untuk dirinya sendiri, maka dia tidak

memperoleh upah menurut satupendapat. Al Qadhi danAbuKhattrthab

berkat4'Apabila dia membeli dalam pertanggrngan (utang), kemudianharta

162 HRBukhari(6/3642),ltbu Daud (3/3384) dan lbnu Majah(2n402). Di dalam

riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan, "Lalu Rasulullah SAW mendoakan berkah

untuknya." Ia berkata, "seandainya dia membeli debu, maka dia pasti memperoleh

keuntungan darinya." Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dalam Musnad-nya (4/

376).
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tersebut habis terjual, maka dia tidak memperoleh upatr menurut satu

pendapat. Apabila dia mernbeli dengan harta modal, maka ada dua pendapat

Pasal: Pengelola wajib menangani sendiri setiap hal yang mentrut

kebiasaan m udharib menganganinya sendiri, seperti menghamparkan dan

melipat kain, menjajakannya kepada pembeli, tawar-menawar dengan

pembeli, mengakadkanjual-beli dengannla" menerimapembapran darinya

mengencangkan ikatankantong, menutupny4 menyimpannya di kotak, dan

hal-hal semacam itr Untukmelakukanrya diatidak merrpe,rolehupahkarena

dia berhak atas keuntungan sebagai kompensasinya. Apabila ia mengubah

seseorang untuk melalnrkan hal tersebut maka upah itu menjadi tanggungan

pribadinya karena pekerjaan tersebut adalah kewajibannya.

Adapun pekerjaan-pekerjaan yang biasanya pengelola tidak
mengerjakannya sendiri, seperti memanggil k*ralayak untuk melihat barang

dagangan (promosi) dan memindahkannya ke tempat penginapan, maka

pengelola tidak wajib melakukanny4 dan ia boleh menyewa orang unhrk

mengerjakannya Pendapat ini dinyatakanAhmad. Hal itu karena pekerjaan

dalam mudharabah tidak disyaratkan karena sulitnya untuk
mensyaratkannya" sehingga hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan.

Apabila pengelola mengerjakan sesuatu yang tidak wajib dikerjakannya

dengan sukarel4 maka ia tidak memperoleh upah. Apabila dia melakukannya

untuk upah, maka dia juga tidak memperoleh apa-apa menurut pendapat

yang dinyatakan dadAhmad. Namwr para sahabat kami mengeluarkan satu

pendapat bahwa dia memperoleh upah berdasarkan ketentuan yang berlaku

bagSmita syarikohbahwa apabila melalcukan sendiri pekerjaan yang tidak

wajib baginya, apakah dia memperoleh upah atas pekerjaannya itu? Ada

duapendapat dankasus yang kita bahas ini sama seperti kasus ini. Pendapat

yang benar adalah pengelola tidak memperoleh upah dalam dua kasus

tersebut, karena ia melakukan pada harta orang lain sesuatu yang tidak
diberikan kompensasinyq sehingga dia tidak berhak apaptrn sama seperti

orang yang tidakmemiliki hubungan di dalamnya.
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Pasak Apabila harta mudharabahdicuri atau diarnbil tanpa iziq maka

mudharib wajib mencarinya dan mengadukannya ke pengadilan mentrrut

salah satu dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, dia

tidak wajib melakukannya karena mudharabah adalah akad atas

perniagaan, karena ia tidak mencakup pengaduan ke pengadilan. Namun

pendapat yang pertama lebih kuat, karena akad tersebut menuntut upaya

menjaga harta, dan hal itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengadukan

ke pengadilan dan menuntutnya, apalagi jika ia tidak ada di tempat bersama

pemilik hart4 baik karena mudlwrib yangbepergian atau pemilik hartayang

bepergian, karena tidak ada yang menuntutkan pemilik harta kecuali

mudharib. Apabila dia enggan melakukanny4 maka harta tersebut hilang.

Karena itu, apabila dia tidak melakukan pengaduan dan pencarian dalam

kondisi ini, maka dia menanggungny4 karena ia menyia-nyiakan dan ceroboh

terhadapnya.Apabilapemilik harta ada di tempat dan ia mengetahui hal

tenebul maka pengelola tidak waj ib mencariny4 serta tidak menanggungnya

apabila dia tidak mau mencarinya, karena pemilik harta lebih kuat

kepentingannya daripada wakilnya.

PasaL Apabila pengelola membeli seorang budak wfiik mudharab ah,

lalu budak tersebut dibunuh oleh budak milik orang lain, sedangkan belum

tampak keuntungan pada harta mudharabaft, maka keputusannya ada di

tangan pemilik harta. Jika mau, dia bisa menuntut qishash, danj ika mau, dia

bisa memaafkan tanpa kompensasiharta, dan mudharabah atas budak

tersebut batal karenahilangnya modal. Batrkanjika mau, dia bisa memaafl<an

dengan kompensasi harta.

Apabila dia memaafkan dengan kompensasi harta yang sama besamya

dengan modal, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, maka mudharabah

tetap dalam kondisi yang sama, dan keuntungan dibagi di antara keduanya

menurut yang keduanya syaratkan. Karena dia menemukan pengganti modal,

sehingga seperti seandainya ia mendapati penggantinya denganjual-beli.

Apabila keuntungan telah tampak pada budak yang dibunuh tersebut,
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maka keputusan qishash ada di tangan keduanya, begitujuga dengan

keputusan perdamaian, karena keduanya adalah mitra dalam kepemilikan

budak tersebut dan hukum mengenai terhapus dan tetapnya mudharabah

itu sesuai yang telah dijelaskan.

834. Masalah: Abu Qasim berkata, uMudharib tid,ak
memperoleh keuntungan sebelum seluruh modal dikembalikan."

Maksudny4 mudharib tidak berhak mengambil sedikit pun dari

keuntungan sampai dia menyerahkan modal kepadapemiliknya. Manakala

nilai modal berkurangnya, tetapi dia memperoleh keuntungan, maka

kekurangan tersebut ditutupi dari keuntungan, baik kerugian dan keunhrngan

itu diperoleh dalam satu kali transaksi, atau kerugian diperoleh dalam satu

transaksi dan keuntungan diperoleh dalam transaksi yang lain, atau salah

satunya diperoleh dalam satu perjalanan dan yang lain diperoleh dalam

perjalanan yang lauU karena makna keuntungan adalah sesuatu yang lebih

dari modal. Kalau tidak ada yang lebih, maka itu tidak untung. Kami tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Mengenai kepemilikanpengelola atas bagiannya dari keuntungan hanya

karena ia tampak sebelum pembagian, menurut madzhab yang kuat
kepemilikannya tersebut ditetapkan. Pendapat inilah yang disebutkan Al

Qadhi sebagai madzhab, dan dikemukakan olehAbu Hanifah. NamunAbu

Khaththabmenrffuftanriwayat laiq bahwa iatidakmanilikibagiankeuntungan

kecuali melalui pembagian. Ini adalah madzhab Malik. Sedangkan Imam

Syaf i memiliki dua pendapat seperti dua madzhab tersebut, dan dia

berargumen bawah seandainya dia memilikinya rnaka hanya dia sendiri yang

memperoleh keunhngan" dan pastilah dia menjadi syarikbagy pemilik hart4

seperti dua syarik dalam syarikah 'inan.

Menurut kami, syarat dalam mudharabah adalah sah sehingga apa

yang merladi implikasinya itu ditetapkan, yaitu pengelola memperoleh satu

bagian dari keuntungan. Apabila keuntungan itu ada, maka dia wajib
memperolehnya berdasarkan syarat tersebu! sebagaim am musaqi $nnyuam
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tanaman dalan akad musaqah)memperoleh bagian dari buah-buahan begttu

buah-buaban itu tampak. Pendapat ini juga didasarkan pada qiyas terhadap

setiap syarat yang sah dalam akad. Juga karena keuntungan tersebut dimiliki,

sehinggapasti adapemilikrya" se,mentarapemilikhartatidakmemiliki seluruh

keuntungan menurut kesepakatan, dan tidak ditetapkan hukum-hukum

kepemilikan baginya, sehingga keuntungan tersebut wajib mejadi milik
mudharib. hgakarena dia berhak menuntut pembagian, sehingga ia menj adi

pemilik seperti salatr seorang s/arik dalam syarikah 'inan.Pemilik harta

tidak boleh melarang pengelola untuk memiliki bagian keurtungan tenebut

sama seperti bagian keuntungan bagi pemilik harta. Dengan demikian, dia

tidak boleh memonopoli keuntungannya. Juga karena seandainya ia

mengambil seluruh keuntungan, maka itu berarti ia mengambil hak dari

keuntungan secara lebih besar daripada yang disyaratkan untuknya,

sedangkan dengan syarat itutidak ditetapkan sesuatu yang bertentangan

dengan syarat tersebut.

Imam Ahmad berkata, "Apabila mudharib menyetubuhi budak

perempuan dari harta mudhwab ah, maka apabila belum tampak ketrntungan

padahata mudharabah, maka budak tersebut (apabila melahirkan anak)

tidak dapat menj adi ummu walad. Tetapi apabila telatr tampak keuntungan

padaharta mudharab ah, maka budak tersebut me njadi urnmu w al ad. Hal
ini menunjukkan bahwa pengelola memiliki bagian dari keuntungan itu

berdasarkan tampaknya keuntungan padaharta mudhar ab ah."

Pasal: Apabila pengelola menyerahkan uang seratus dirham kepada

seseorang sebagai mudlurabah,lalu diamengalami kerugian sepuluh dlham,

lalupemilik modal mengambil uang sebesar sepuluh dirham dari hartatersebut,

maka kerugian tersebut tidak dijadikan pengurang modal, karena bisajadi

dia untung sehingga kaugian tersebut dapat tertutupi. Tetapi, modal tersebut

berkurang dengan apa yang diambil pemilik moclal, yaitu sebesar sepuluh

dirham. Danperbandingannya adalah dengan kerugian, yaitu satu dirham

dan sembilan dir.ham. Sementara modal masiht ersisa delapan puluh delapan

dirham ditambah delapan persembilan dirham.
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Apabila pemilik modal mengambil sepamh dari sembilan puhrh dfuttam

yang tersis4 maka modal tersisa lima puluh dirham, karena dia mengambil

separoh modal sehingga gugurlah separoh kenrgian. Apabila dia mengambil

lima puluh, maka modal tersisa empat puluh empat ditambah empat

persembilan.

Demikianpula apabila dia unhng kemudianpemilikmodal menganrbil

sebagian hartany4 maka apa yang diambilnya itu berasal dari keuntungan

dan modal. Seandainya modalnya berjumlah seratus dhham, lalu diperoleh

keuntungan sebesar dua puluh dirham, lalu pemilik modal mengambil dua

puluh dirham, maka modalnya tersisa delapan puluh tiga ditambah sepertiga

karena ia mengambil seperenam harta, sehingga modal juga berkurang

seperenarnnya, yaitu enam belas ditambah dua pertiga, dan bagiannya dari

keuntungan sebesar tiga dirham ditambatr sepertiga.

Seandainyapemilikmodal mengambil enam puh:h dirham, makamodal

tersisa lima puluh dirham, karena dia mengambil separoh modal sehingga

tersisa separoh modal.Apabila dia mengambil lima pulutr, maka modal tersisa

lima puluh delapan ditambah sepertiga, karena dia mengambil seperempat

modal ditambah seperenamnya, sehingga terisa sepertiga ditambah

seperempatnya, yaitu sejumlah yang kami sebutkan.

Apabila dia mengambil enam puluh dirham, kemudian sisanya merugi

sehingga menjadi empat puluh dirham, lalu pengelola mengembalikannya

maka ia memiliki hak pada pemilik modal sebesar lima dirham, karena

mudharabah padayang telah diambil pemilik modal itu telah terhapus,

sehingga keuntungannya tidak digunakan untuk menutupi kerugian dari apa

yang ada di tangannya, karena keuntungan tersebut telah terpisah darinya,

danpemilikmodaltelahmengambil sepuluhdi*ram darikeuntunga4sedangkan

seperenam dari yang diambilnya adalah keuntungarq sehingga sepuluh dfulram

itu dibagi di antara keduanya. Apabila dia tidak mengembalikan seluruhnya

sebesar empat puluh dirham, melainkan ia mengembalikan sebesar dua puluh

kepada pemilik modal, maka modal tersisa dua puluh lima.
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Pasal: Apabila pemilik modal membeli sesuatu dari harta

m udh ar obalr untuk dirinya, maka pembelian itu tid ak sah menurut

salah satu dari dua riwayat. Ini merupakan pendapat Syaf i. Namun

menurut riwayatpng lain pembelian tersebtrt satr, danpendapat ini dipegang

oleh Malik, Al Auza'i danAbu Hanifatr, karena hak n udharib telahmelekat

pada harta mudharabaft, sehingga boleh membelinya. Seperti seperti

seandainya dia membeli dari budak mukatabnya, atau dari budaknya yang

aiizi*annyayang menanggulg utang.

Meinrrut kami, pemilik modal itu memiliki har+a, mudhmabah *hiulrgga

pembeliannya terhadap miliknya sendiri itu tidak sa[ sama seperti ia membeli

sesuatu dari wakilnya dan budaknya yang diberinya izin yang tidak

menanggmg utang. Ia berbeda dengan budak mukatab,karena tuan tidak

memiliki apa yang ada di tangan budak mukatab, dan karena itu tuan tidak

membayarkan zakatrya, dan tuan boleh mengambil hak syuf' ah darinya.

Sedangkan budak yang diberi izin, tuannya tidak boleh membeli sesuatu

darinya dalam kondisi apapun. Tetapi dimungkinkan pembelian tersebut sah

apabila utang-utang budak itu menghabiskan selunrh pembayaran, karena

onng-oftmg yang berpiutang mengambil apa yang ada di tangarrnya. Namun

pendapat yang benar adalah pendapatyang pertama, karenakepemilikan

tuan beltrrr hilang darinya

Pasal: Apabila mudharib membeli sesuatu dari harta

mudharsbahbagi dirinya, sedangkan keunfungan belum tarnpak pada

harta mudharabah, makz hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan

Ahmad, dan dipegang oleh Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Ishaq, serta

dituturkan dari Abu Hanifah. Namun Abu Tsaur berpendapat bahwa jual-

beli tersebut tidak sah karen amudharib sama kedudukarurya dengan syarik

(mitra dalam syarikah).

Mentrrut kami,hartamudharabsh adalah milik orang lain sehingga

sahmembeliny4 seperti seandainya seorang wakil membeli sesuatu dari orang

yang mewakilkannya. Ia berkedudukan sebagai syarik hanya ketika
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keuntungan telatr tampalq karena dia hanya bermita denganpemilik modal

dalam memiliki keuntungaq bukan pada harta pokok Manakala keuntungan

telah tampak padaharta mudharabah, maka pembeliannya sama seperti

pembelian salah seorang syarth sesuei alasan yang telah kami jelaskan.

Pasal: Apabila salah seorang mitra membeli sesuatu dari harta
syarikah, maka pembelian itu batal sebesar haknya, karena harta

tersebut adalah miliknya. Lalu" apakah pembelian tersebut sah pada bagian

mitranya? Ada dua pendapat dalam masalah ini, berdasarkan pembedaan

tansalai. Namun dimungkinkan sahuntuk selunrhny4 berdasdrmketentuan

bahwa pemilik modal boleh membeli sesuatu dari harta mudhuabahuntuk

dirinya Apabila salah seorang mit.z syarilahmembeli bagianmitaryra, maka

diperbolehkan karena inr berarti diamembeli milik orang lain Tmam Ahmad

berkomentar tentang dua mitra ^qya rikah makanandimana salah seorang

mitra ingin menj ual bagiannya kepada temanny4 bahwa apabila keduanya

tidak mengetahui takaran makanan tersebut, maka tidak dilarang. Tetapi

apabila keduanya mengetahui takaxannya, maka ia harus ditakar. Maksudnya

barangsiapa mengetahui ukuran sesuatr, maka tidak boleh meqiualryra dengan

raupan. Apabila dia menjualnya kepada mitranya dengan takaran dan

timbangan, maka diperbolehkan.

Pasal: Seandainya salah seorang mitra syarikoh menyewa
rumah atau karung dari mitranya unfu k digunakan menyimpan harta
syarikah, maka diperbolehkan. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad dalam

riwayatShalih.

Apabila dia menyewa mitanya untuk memindahkan makanan, atau

menyewa budaknya atau hewannya, maka ada dua pendapat. Pertama,
boleh karena kalau dia boleh menyewa selain hewanuntuk kepertmn t€rsebut,

maka juga boleh menyewa hewan untuk keperluan tersebu! sama seperti

harta orang lain yang tidak memiliki hubungan syarikah. Kedua,tidak boleh,

karena dalam kasus ini upah atau sewa tidak wajib kecuali denganpekerjaaa

sementara pekerj aan dengan obj ek harta bersama itu tidak mungkin dibalas
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jasany4 karena bagian milik orang yang menyewa tidak bisa dipilah dari

bagian orang yang menyewakan. Kalau begitu, upah tidak waj ib. Terkait

sewarumah dankarung, yang menjadi pertimbangan di dalamnyabukan

terjadinya pekerjaan, melainkan sewa itu wajib karena barang diletakkan di

dalam rumah atau karung, sehingga objek akad dapat diserah-terimakan.

835. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila pengelola membeli

dua barang, lalu memperoleh keunfungan dari satu barang dan

mengalami kerugian dari barang yang lain, maka kerugian ditutupi
dari keuntungan."

Maksudnya, apabila seseorang menyerahkan uang dua ribu kepada

mudharib,lalu dia membeli dua orang budak dengan harga masing-masing

seribu, lalu dia memperoleh keuntungan dari salah seorang budak dan

mengalami kerugian dari budak yang lain, atau budak itu mati, maka kerugian

wajib ditutup dari keuntungan, dan mudharib tidak berhak atas apapun

kecuali sesudah genap dua ribu. Pendapat ini dikemukakan Syaf i, kecuali

dalam kasus ketika salah seorang budak meninggal dunia, dimanapara

sahabatrya menyebutkan pendapat yang kedua, bahwa yang meninggal itu

dihitung sebagai modal, karena ia adalah pengganti dari uang seribu.

Seandainya uang seribu itu rusak, maka ia terhitung sebagai modal. Maka,

be gitu j uga dengan penggantinya.

Mentrut kami, budak tersebut meninggal setelah pengelola memutar

qiradh dan membelanj akan harta dengan pemiagaan, sehingga kematiannya

i6r dianggap sebagai bagian dari keuntungan. Seperti modalnya berupa satu

dinar, lalu digunakan pengelola untuk membeli dua barang. Juga karena itu

adalah dua barang yang kerugian salah satunya ditutup dengan keuntungan

yang lain, sehingga kerusakannya ditutup dengan keuntungan, seperti

seandainya modalnya berupa uang satu dinar. Juga karena itu adalah modal

yang sahr" sehinggamudhanb tidak berhak atas keuntungan darinya sebelum

menggenapi jtunlah modal seperti yang kami sebutkan.

Adapun jika uang seribu dari dua ribu itu rusak sebelum dibelikan dan
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dikelola, atau sebagiannya rusak, maka mudharabah pada bagian yang

rusak itu terhapus, dan modalnya adalah yang masih tersisa saja Namun

sebagian ulamamadztrab Syaf imengatakan bahwa menunil mdztmb Syaf i
bagian yang rusak itu dihitung termasuk keuntungan dan sekaligus modal

dua ribu, karena harta tersebut telah diubahnya menjadi qiradh sesudah

serah-terima, sehingga tidak ada perbedaan antara ia rusak sebelum

dibelanj akan atau sesudahnya.

Menurut kami, itu adalahhartayang rusak sebelum dibelanjakan,

sehingga yang dihitung sebagai modal adalah yang masih tersisa" seperti

seandainya serah-terima itu tidak terjadi. Ia berbeda dari kasus sesudah

uang itu dibelanjalan, karcnapengelolatelahmernutamya dalam pedagangan

dan menggunakan untuk akad yang dimaksudkan untuk memperoleh

keurflmgan.

Pasal: Apabila pemilik modal menyerahkan kepada rz udharib

uang sebesar seribu sebagai mudhorabaft, kemudian dia
menyerahkan lagi kepadanya uang sebesar seribu sebagai

mudharoboh, dan dia mengizinkan mudhartb untuk menggabungkan

keduanya sebelum seribu yang pertama dibelanjakan, maka

diperbolehkan dan keduanya menjadi satru mudharabah, seperti

seandainya pemilik modal menyerahkan trang dua ribu itu sekaligus. Tetapi

apabila uang seribu yang pertama itu telah dibelanj akan untuk membeli

barang, maka hukumnya tidak boleh karena hukum mudharabahyarrg

pertama telah tetap, sehingga keuntungan dan kerugiaannya itu berlaku hanya

pada seributersebut. Sehinggapenggabungan uang seribuyang keduakepada

yang pertama itu mengakibatkan tertutupinya kerugian salah satunya dengan

yanglain.

Apabila pemilik modal mensyaratkan hal tersebut dalam mudhsabah

yang kedua, maka syarat tersebut tidak sah. Apabila mudharabah yang

pertama telah dituntaskan, maka boleh ditambah dengan uang seribu yang

kedua karena alasan tersebut telah hilang. Apabila pemilik modal tidak
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mengizinkan mudharib menggabungkan keduany4 maka dia tidak boleh

melakukannya. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad.Ishaq berkata, "Ia

boleh melakukannya sebelum membelanj akan uang seribu yang pertama"

Mentrnrtkani, menyendirikan masing-masingmodal dengan satuakad,

sehingga keduanyaterhitung dua akad dimanamasing-masing akan memiliki

hukumnya tersendiri, dan kerugian salah satunya tidak ditutupi dengan

keuntungan yang lain, seperti seandainya pemilik modal melarang

penggabungan dua modal.

Pasah Atsnm berkata "Aku mendengarAbuAMullah ditanya tentang

seorang mudharib yang untung dan rugi berkali-kali, lalu dia menjawab,

'Kerugian itu dikembalikan kepada keuntungan, kecuali jika dia telah

menyerahkan hartakepdapemilikny4 lalupemiliknyamengembalikanharta

itu kepadanya lagi, lalu pemilik harta bed€t4' Gunakan modal ini lagi.' Maka

keuntungan sesudah itu tidak digunakan untuk menutupi kerugian yang

pertama. Saya tidak mempersoalkan cara ini sama sekali. Adapun jika

pengelola tidak menyerahkan kepada pemilik modal, maka penghitungan

rmh.mg-rugi itu dilalolffin sampai keduanya melalulcan perhitungan semircam

serah-terima. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sirin. Ada yang bertanya,

"Bagaimana itu dianggap sebagai perhitungan seperti serah-terimd!" Para

ulama menj awab, "Yaitu ketika harta telah j elas. Maksudnya, harta telah

laku terjual, lalu keduanya melakukan perhitungan sesuai penjualan tersebut.

Kalau matl maka pemilik modal bisa mengambilnya." Ada yang bertany4

' Apakah keduanya menghitung menunrt barang?"AbuAbdullah menjawab,

"Keduanya tidak menghitung kecuali menurut hasil penjualan, karena harga

barang itu terkadang turun dan terkadang turun."

Abu Thalib berkatd, "Ahmad ditanya, "Ada seseorang rnenyerahkan

uang sepuluh ribu dirham kepada orang lain sebagai mudharabah, lalu dia

merugi hingga uangnya tersisa seribu saja. Kemudian pemilik modal

menghitungnya. Kemudian ia berkata kepada mudharib, "Pergilah dan

kelolalah uang ini." Lalu dia memperoleh keuntungan. Bagaimana
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ketentuannya?"Ahmadmenjawab,'?emilik modal berbagi durynmudharib

dalam kelebihan dari seribu. Maksudnya, apabila uang seribu itu telah tunai

dan ada di tanga4 maka apabilapemilikrya mau maka ia bisa mengambilnya

(serah-terima). Perhitungan inilah yang seperti serah-terima, sehingga

perintahnla untuk melala:kan mudhmabahdalam kondisi ini adalahperintatr

yang banr nntuk mudharabahyang kedua Seperti seandainyapemilik modal

telah menerimanya dari mudharib kemudiim mengembalikannya kepada

mudlnrib. Adapnsebeltun rtu, mudlnrib ndakmemperoleh apapun sampai

menggenapi sepuluh ribu diftam.

Seandainya pemilik mo dal dan mudharib berbagSkeuntungan, atau

salah satunya mengambil sesuatu dari keunfungan dengan seizin temanny4

sedangkan mudharabah tetap dalam kondisinya, kemudian mudharib
membawa harta itu bepergian lalu ia merugi, maka mudharib wajib
mengembalikan keuntungan yang diperolehnya, karena tampakjelas bagi

kita bahwa yang diambilnya itu bukan keuntungan selama kerugian belum

tertutupi.

Pasal: Apabila seseorang melakukan qiradh padawaktu sakit,
maka hukumnya sah karena ifu adalah akad yang dimalaudkan unfuk
mencari karunia, sehingga serupa dengan jual-beli. Pengelola
memperoleh keuntunganyang disyaratkan baginy4 meskipun melebihi syarat

yang sewajamya. Kalau tidak ada syarat, maka dihitung sepertigany4 karena

keunhrngan itu tidak diperoleh dari harga pemilik modal, melainkan diperoleh

dengan pekerj aanmudharl'D untuk mengelola harta. Kalau keuntungan yang

disyaratkan itu ada, maka menjadi milik pengelola. Berbeda ketika dia

condong (berlebihan) kepada orang yang diupah dalam memberi upa[ maka

apa yang diberikannya secara berlebihan itu dihiturg sepertiganya saj4 karena

upah tersebut diambil dari hartanya.

Seandainya orang yang sakit itu mensyaratkan dalam musaqah dart

muzora aft keuntungan yang lebih banyak dari upah standar, maka

dimungkinkan tidak batasi menjadi sepertiganya, karena buah-buahan itu
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muncul dari milik keduany4 sama seperti kermtungan dalam mudharabah.

Tetapidimungkinkankeuntr.urgandibatasisepertiganyakarenabualr-buatran

adalah sesuatu yang keluar dari benda miliknya sedangkan keuntungan itu

tidak keluar dari benda, melainkan diperoleh dengan cara dikelola"

Pasal: Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka kita

mendahulukan hak pengelola daripada orang-orang yang berpiutang

padanya, dan mereka tidak boleh mengambil sedikit pun dari bagian

pengelola, karena dia memiliki keuntungan setelah keuntungan itu tarpak

padaharta mudharab ah, sehingga m enladi syarikdalam memilikiny4 dan

pemilik modal tidak hak apapun atas bagian pengelol4 dimanapemilik modal

juga seperti syarik dalanmemiliki hartanya Juga karena hak pengelola itu

terkait dengan substansi h.gq bukan pada pertanggungan, sehingga lebih

didahulukan seperti hak dalam perbu,atan pidana Juga karena haknya tenebrf

telah melekat padaharta sebelum pemilik modal meninggal dunia sehingga ia

lebih didatrulukan, sama seperti hak gadai.

Pasal: Apabila mudhorib meninggal dunia sedangkan harta

mudharabah tidak diketahui wujudnya, maka itu menjadi utang dalam

pertanggungannya, dan pemilik modal sama kedudukannya dengan

orang-orang yang berpiutang lainnya dalam menuntut hak. Namun

Imam Syaf i berkat4 " Iuludlwrib Edak bukewajibtt up*p,ro, karenapemilik

modal tidak berhak atas apapun dalam pertanggungan mudharib saat dia

masih hidup, dan kemunculan haktersebut tidak diketahui setelah meninggal

duniq karena dimungkinkan harta tersebut telah musnah.

Menurut kami, pada dasarnya harta tersebut masih ada di tangarurya

dan tercampur dengan harta warisan, nannm tidak ada cara untuk mengetahui

substansinya sehingga ia meqiadi utang, sama seperti barang titipan ketika

substansinya tidak diketahui. Juga karena tidak ada alasan untuk

menggugurkan hak pemilik modal, karena pada dasamya hak itu tetap ada

dan tidak ada faktor yang meniadakannya. Jgua tidak ada jalan untuk

memberiryra dalarn wt{ud barang dari harta ini, karena dimungkinlan barang



yang diberikan itu bukan berasal darihartamudharabah. Maka tidak ada

yang tersisa selain haknya itu melekat pada pertanggungan.

836. Masalah:Abu Qasim berkata, "Apabila tampakditangan
mudh arib ada kelebihan, maka dia tidak boleh men gambilnya sedikit
pun kecuali dengan seizin pemilik modal."

Maksudny4 apabila keuntungan telah tampak dalam mudharabah,

makamudharibtidak bolehmengambil sedikitpun darinyatanpa izin pemilik

modal. Kami tidak mengetatrui adanya perbedaan pendapat di antara ulama

dalam masalah ini. Ia tidak berhak mengambilnya karena tiga alasan.

Pertomn, ketrrtungan tersebut adalah per{aga (cadangan) bagi harta modal,

karena tidak adajaminan untuk tidak merugi, sehingga keuntungan tersebut

digunakan untuk menutupinya. Dengan demikian, kelebihan tersebut tidak

dianggap sebagai keuntungan final. Keduo, pemilik modal adalah mifianya
sehingga mudharib tidak boleh membagi sendiri. Ketiga, kepemilikan

mudharib atas kelebihan tenebut belum valid, karena sangat mwrgkin harta

tersebut keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian modal. Apabila
pemilikmodal makadipeftolehkankarenahakadaditangan

keduanya dan tidak keluar dari keduanya

Pasal: Apabila salah seorang mitra mudharabai menuntut
pembagian keuntungan, bukan modal, sedangkan yang lain
menolaknya, maka perkataan yang menolak ifu didahulukan. Karena

seandainya yang menolak adalah pemilik modal, maka tidak adajaminan

bahwamodal tidak mengalami kenrgian, sehinggakemgianitu bisa ditrnrpinya

dengan keuntungan. Seandainya yang menolak adalah pengelol4 maka tidak

ada jaminan bahwa dia tidak berkewajiban mengembalikan apa yang

diambilnya itu pada saat itu tidak mampu mengembalikannya. Tetapi kalau

keduanya saling rela, maka hukumnya boleh karena hak tersebut milik
keduanya, baik keduanya sepakat untuk membagi seluruhnya, atau

sebagainnya, atau masing-masing mengambil satu bagian tertentu untuk
menafl<ahidirinya.
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Manakala tampak kerugian pada harta atau seluruhnya rusak, maka

pengelola wajib mengembalikannya denganjumlatr yang paling kecil antara

jurnlah yang diambilryra atau separoh kenrgian harta apabila keduanya berbagi

keunhrngan separoh-separolr- Pendapat ini dipegang olehAts-Tsauri, Syaf i
dan Ishaq. NamunAbu Hanifah berkat4'?embagian keuntungantidak boleh

dilakukan sampai pemilik modal memperoleh selurutr modalnya." Ibnu

Mundzir berkata'Apabilakeduanya bobagi keuntrngan sedangkan pemilik

modal belum menerima pengembalian modalnya maka mayoritas ulama

mengatakan batrwa pengelola mengembalikan keuntungan sampai pemilik

modal memperoleh selurutr hartanya"

Menurut kami, pembagian tersebtrt boletu karena harta tersebut milik

keduanya, sehingga keduanya boleh berbagi sebagiannya, sama seperti dua

mit:a syarikaft. Atau, kami memang mengatakan bahwa keduanya adalah

mitra syarikaft, sehingga keduanya boleh berbagi keuntungan sebelum

kalkulasi akhir, seperti dua mita dalam syarikah 'inan.

Pasal: Mudharabaft termasuk akad yang diperbolehkan, dan ia

menjadi batal manakala salah seorang mita mambatalkarrry4 atau meninggal

dunia, gila, dan terbatasi hak transaksinya karena lemah akal. Karena dia

mengelola harta orang lain, sama seperti wakil. Tidak adaperbedaan apakah

pembatasan hak transaksi itu terjadi sebelum mengelola hart a mudharabah

atau sesudalrnya . Apabrla mudhar abafr terhapus dan harta telah terjual namtn

tidak adakeuntungan di dalamny4 makapemilik modal mengambilnya.

Apabila ada keuntungan di dalamnya, maka keduanya berbagi keuntungan

menurut yang keduanya syaratkan. Apabila mudharabah terhapus

sedangkan hart a mudharabaft masih berupa barang, lalu keduanya sepakat

untuk menjualnya atau membaginya, maka hukumnya boleh. karena hak

tersebut milik keduanya, tidak keluar dari keduanya.

Apabila pengelola menuntut peaiualan danpemilik modal menolakny4

padahal telah tampak keuntungan pada hart a mudharabaft, maka pemilik

modal dipaksa untuk menjual. Ini adalah pendapat Ishaq danAts-Tsauri.
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Karena hak pengelola pada keuntungan, dan hak tersebut tidak tampak

jelas kecuali denganmenjual barang. Tetapi kalaukeuntungan itutidaktampak

jelas, maka pemilik modal tidak dipaksa untuk menjualny4 karenapengelola

tidak memiliki hak di dalamnya, dan pemilik modal telah rela dengan

barangnya itu, sehingga dia tidak dipaksa untuk menjualnya. Ini adalah

pendapat yang kuat dari madzhab Syaf i. Namun sebagian dari ulama

madzlrab Syaf i mengatakan, "Ada pendapat yang lain, yaitu pemilik modal

dipaksa menjual barang, karena barangkali ada nilai lebih di dalanrny4 atau

adayarg berkenan membelinya lalumenaikkanhargarya" sehinggapengelola

memperoleh keuntungan dari jual-b€li tersebut.

Menurut kami, mudharibhanya berhak atas keuntwrgan hingga masa

penghapusan akad, dan keuntungan itu tidak diketahui kecuali dengan

kalkulasi. TidakkahAnda melihat bahwa oftmg yang meminjam sesuatu itu

apabila menanam atau membangun, atau orang yang membeli sesuahr" maka

oftmg yang memberi pinjam dan pemilik hak syuf ah berhak membayarkan

nilainya, karena ia berhak atas tanah. Maka, begitu pula di sini. Apa yang

mereka kemukakan tentang kemungkinan bertambahnya nilai, atau ada orang

yang ingin menaikkan harganya, maka sesungguhnya hal tersebut terjadi

sesudah akad dibatalkan, sehingga pengelola tidak berhak atas tambahan

tersebut.

Apabila pemilik modal menuntut penjualan danpengelola menolakrry4

maka ada dua pendapat. Pertama, pengelola dipaksa urflrk menjual barang.

Ini adalah pendapat Syaf i, karena dia wajib mengembalikan harta dalam

keadaan tunai sebagaimana ia mengambilnya. Kedua, dia tidak dipaksa

apabilatidak ada keuntungan, atau ia menggugurkanhaknya dari keunhngan

Karena dengan pembatalan akad itu pengelolaannya telah hilang, dan dia

tidak memiliki sangkut paut lagi dengan harta tersebut. Serupa dengan wakil

ketika dia membeli sesuatu yang harus dikembalikannya, sehingga

perwakilannya hilang sebelurn ia mengembangkan sesuatu itu.

Seandainya modalnya berupa dinar lalu berubah menjadi dirham, atau

sebaliknya modalnya berupa dirham lalu berubah menjadi dinar, maka
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dianggap sebagai barang sebagaimana telah dijelaskan. Apabila modal telatr

berubah menjadi tunai, maka pengelola tidak wajib mentrmaikan modal

sisanya, karena sisanyaitu adalahmilik bersama di antarapengelola dan

pemilik modal, dan mita syuilah trdakwajib mentunaikan harta mitanya

Jugakarenadiawajibmentrnaikanmodal sryayabisamengembalikanmodal

sesuai sifatry4 sedangkan alasantssehs tidak ada dalam kewrtungan.

Pasal: Jikt qiradh batal dan harta itu berasal dari utang, maka

pengelola wajib membayarnya, baik adakeuntungan dalam harta itu atau

tidak Ini menpkanpendapatlmam Spf i.AbuHanifahberkat4 "Jika ada

keutungan maka wajib melunasinya, danjika tidak ada maka tidak wajib

melunasiny4 karena dia banya seperti uiakil.

Mentnut krmi, bahwa mudharabah itu mengharuskan untuk

mengembalikan modal seperti semula sodangkan rsang itu tidak seperti mata

uang sehingga hanrs dihrnaikaq sebagaimanajika terlihat ada keuntungan

dalam harta ihr, dan sebagaimanajugajika modal itu berupa harta benda,

dan wakil telah membedakannya" maka dia tidak wajib mengemhlikan harta

seperti yang ada ditanganrya Untuk itr dia tidak wajib meqiual harta benda.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pembatalan itu dari pekerj a atau

pemodal jka dia membayar sebesar modal. Atau jika utangnya sebesar

keuntungan yang didapat atau lebih kecil, maka pekerja (pengelola) tetap

wajib membayamy4 karena dia berhak mendapat bagian keuntunganjika

ada untungnya yang dimrurgkinkan rmtuk dibagi antara keduanya, dan itu

dapat tercapai setelah utang png ada diluasi.

Pasal: Siapa saja di antara dua mitra qiradh meninggal dunia atau

gS,la maka qiradh menladrbatal, karena qiradh adalah akad yang sifatrya

boleh (sukarela), sehingga akad tersebut batal dengan meninggalnya salah

satunya atau gil4 sama seperti perwakilan. Apabilayang meninggal atau

yang gila adalah pemilik moda[ latu ahli waris dau walinya ingin menenrskan

akad hingg ahartz qiradhmenjadi tunai, maka itu diperbolehkan. Dalarn

kasus ini, modal dan bagian kermtungan pemilik modal dijadikan sebagai
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modal, sementara bagian keuntungan pengelola menjadi harta syarikah

musyo' ahbgSnyu Stafis mtsya aft ini tidak terhalang karena syarik sekaligrrs

menjadi pengelola, dan hal tersebut tidak menghalang' pembela4iaan.

Apabila harta berupa barang dan para ahli waris ingin meneruskan

akad qiradh, maka menurut pendapat Ahmad hukumnya bole[ karena dia

berpendapat dalam riwayatAli bin Sa'id bahwa apabila pemilik modal

meninggal dunia maka pengelola tidak boleh melakukanjual-beli kecuali

dengan seizin para ahli warisq'a- Flal ini menunjukkan bahwa pengelola tetap

pada akad qiradh-nya. Inilatr pendapat yang dinyatakan Syaf i. Hal itu

karena akad ini adalah penyempumaan akad, bukan akad dari awal (banr).

Juga karena yang dilarang adalah qiradh dengan obj ek 'urudht63, karena

pada saat kalkulasi terakhir ia perlu mengembalikannya kepada bentuk yang

sama saat modal diserahkan, atau dibagi, dan yang demikian itu berbeda-

beda seiring dengan perbedaan waktu. Sedangkan alasan tersebut tidak

terdapat di sini, karena modalnya bukan berupa' urudh danhrtktnvryatetzp -

TidakkahAnda berpendapat bahwa pengelola boleh menjualnya agar bisa

menyeratrkan modal dan membagi sisanya?

NamunAl Qadhi menyebutkanpendapatyang laia yaitu ahli waris

tidak boleh meneruskan akad, karena qiradh telahbatal dengan kematian

pemilik modal. Yang demikian itu adalah pengadaan akad qiradhdari awal

dengan obj ek' urudh Pendapat ini lebih mendekati qtyas.Karemseandainya

hafta qiradhtelahtedual dalam bentrft turai, maka ituberarti memulu qiradh

baru, dan bagian keuntungan pengelola menj adi syarikahbaginya, dimana

dia memilikiryra secarapribadi tanpamelibatkanpemilikmodal. Apabilahafia

qiradh telahmenjadi tunai dengan mengalami kerugian atau keru.sakan, maka

ia menjadi modal yang ada pada waktu akad qiradhdimutai. Seandainya

kita membolehkan mernulai qiradh dr sin\sedangkan aturan keduaqra adalah

qiradh yangpertama, maka bagian kermtungan pengelola tidak menjadi

miliknya pribadi, bagian keuntungan keduanya menjadi harta bersama di

163 Barang-barang yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, jugabukan berupa hermn

dan properti.
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antara keduanya, dan modal yang berupa 'urudh itu diharga lebih besar

daripada nilainya dalam kasus ketika harta itu berkurang. Yang demikian itu

tidak boleh dalam akad, qiradh tanpa ada perbedaan pendapat. Pendapat

Ahmad di atas dapat ditakwili batrwa ia menjual dan membeli dengan seizin

para ahli waris, sama seperti jual-beli yang dilakukannya sesudahqiradh

terhapus.

Adapun j ika yang meninggal atau gila adalah pengelol4 lalu pemilik

modal ingin meneruskanqiradhbersama ahli warisnya atau waliny4 maka

apabila harta qiradh telah menjadi tunai, itu diperbolehkan, sebagaimana

pendapat kami dalam kasus ketika pemilik modal meninggal dturia. Tetapi

jkaharta qiradh dalambentuk barang, maka tidak boleh memulai qiradh

kecuali dengan cara yang dibolehkan untuk memulai qiradh dengan objek
'urudh.Yaitu harta 'urudh itu dinilai dan nilainya dijadikan sebagai modal

pada waktu akad. Karena yang melakukan pekerjaan telah meninggal dunia

atau gila, dan pekerj aannya telah lenyap tanpa meninggalkan pokok untuk

menjadi acuan bagi ahli warisnya. Hal ini berbeda ketika yang meninggal

dunia adalah pemilik modal, karena harta qiradh itu ada dan manfaat-

manfaatnyajuga ad4 sehingga akad bisa diteruskan dan harta bisa dijadikan

acuan bagi ahli waris.

Apabila harta qiradhtelahmenjadi tunai, maka boleh memslu qiradh

dari awal apabila dia memilih demikian. Apabila keduanya tidak memulainya

dari awal, maka alili waris pengelola tidak boleh melalarkanjual-beli, karena

yang diterima oleh pemilik modal adalah pemikiran muw arrit s-nya. Apabila

pemilik modal tidak rela dengan penjualan yang dilalnrkan ahli waris, maka

dia bisa mengadukan kepada hakim untuk menjualkannya. Adapunj ika yang

meninggal adalah pemilik modal, maka pengelola tidak boleh melakukan

pembelian karena qiradh telah terhapus. Sedangkan penjualan, hukumnya

serta hukum penaksiran danpembayaran utang itu seperti yang kami jelaskan

ketka mudharabaft dihapus saat pemilik modal masih hidup.

Pasal: Apabila harta mudharabai rusak sebelum digunakan
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untuk membeli, maka mudhorabalr terhapus karena harta yang

terkait dengan akad telah hilang. Apapun yang dibeli pengelola

sesudah itu adalah mitiknya dan pembayarannya menjadi

tanggungannya, baik dia mengetahui hartamudharabahsebelum pehrnasan

harga atau tidak mengetahuinYa.

Apakatr pembeliantenehstsgantung padaperkenanpemilik modal?

Ada dua pendapat . Pertama,apabila pemilik modal memperkenankanny4

maka pembayaran menjadi tanggungannya dan mudlnrabah tetap dalam

kondisi yang sama. Tetapi apabila ia tidak memperkenankannya, maka

pembayaran menjadi kewajihnpengelola- Kedua,pen, beliantersebut milik

pengelola dalam kondisi apaPun.

Apabila dia membeli sesuatu untuk mudharabah lalu harta

mudharabahrusak sebelum peltrnasarq maka pembelian untuk mudharabah

dan akadnya tetap, dan pemilik modat berkewajiban membayar harganya.

Dalam kasrs ini yang menjadi modal adalah harga yang dibayar, bukan harta

yang rusak, karena yang pertama telah rusak sebelum dikelola. Ini adalah

pendapat sebagian ulama madzhab Syaf i, namun sebagian dari mereka

mengatakan bahwa yang meqiadi modal adalah harga yang dibayar dan halta

yang rusak. Pendapat serupa ditr*urkan dari Abu Hanifatr dan Muhammad

binHasan.

Menwut kami, harta tersebut rusak sebelum dikelol4 sehingga bukan

termasuk modal, seperti jika nrsak sebelum digunakan unhrk membeli.

Seandainya dia membeli dua budak lalu salah seorang budak

meninggal, maka kerusakannya atau kerugiannya itu akan ditutupi dari

keuntungan, dan modal tidak berkrrang akibat kematiannya' karena modal

lenyap sesudah ia dibelanjakan- Apabila kedua budak itu mati, maka

mudharabafr terhapus karena seluruh harta mudharabah telatr hilang.

Apabila sesudah itupemilik modal menyerahkan lagi uang sebesar seribu

dirham, maka uang seribu dirham itulah yang menjadi modal, tanpa

ditambahkan dengan mudliar ab ah y arrg pertama, karena ia telah terhapus

lantaran hartanya musnab-
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837. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila pemilik modal dan

mudharib sepakat bahwa keuntungan dibagi bersama dan kerugian
ditanggung bersama, maka keuntungan dibagi di antara keduanya

dan kerugian tetap dibebankan pada modal"

Maksudny4 manakala pemilik modal mensyaratkan kepadamudhnrib

untuk menanggung harta atau menanggung satu bagian dari kerugian, maka

syarat tersebut batal tanpa ada perbedaan pendapat, dan akadnya tetap

sah. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad, dan merupakan pendapatAbu

Hanifah dan Malik. Namun diriwayatkan dariAhmad bahwa akad menjadi

nsak karena ryarattenebut. Pendapat serupa diflArkan dari Syaf i, karena

itu adalah syarat yang tidak sah, sehingga mengakibatkan tidak sahnya

mudharabaft, seperti seandainya disyaratkan salah seorang mitra
memperoleh tambahan keuntungan berupa beberapa dirham. Namun

madzhab yang lebih kuat adalah yang pertama.

Menurut kami, itu adalah syarat yang tidak mempengaruhi

ketidaktahuan akan keuntungan, sehingga akad tidak menjadi rusak

Sebagaimanapernilik modal mensyaratkankomitnen (tidak boleh

membatalkan) terhadap mudharabah. Ia berbeda dengan syarat
memperoleh tambahan berupa beberapa dirham, karena apabila syaratnya

tidak sah maka bagian masing-masing dari keuntungan itu tidak diketahui

secarapasti.

Pasal: Syarat-syarat dalam mudharabahada dua macam, yaitu
syarat yang sah dan yang tidak sah. Syarat yang sah seperti pemilik
modal mensyaratkan pengelola untuk tidak membawa harta bepergian, atau

tidak meniagakannya kecuali di negeri tertentu, atau untuk barang yang

ditetapkanny4 atau agar dia tidak membeli kecuali kepada orang tertentu.

Semua syarat ini sah, baikjenis barang tersebut tersedia secara umum atau

tidab baik orang png diturjuknya untuk dibeli barangnya itu memiliki banyak

persediaan atau sedikit. Pendapat ini dipegang olehAbu Hanifah. Namun

Malik dan Syaf i berpendapat bahwa seandainya pemilik modal
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mensyaratkanagdr pengelola tidak membeli kecuali kepada seseorang

tertentu atau membeli barang tertentu atau sesuatu yang tidak umum

keberadaanny4 seperti permata merah dan kuda zebr4 maka syarat tersebut

tidak sah, karena ia menghalangi tuj vanmudharabah,yaifiimemutar harta

dan mencari keuntungan, sehingga syarat tersebut tidak sah. Seperti

seandainya ia mensyaratkan agal pengelola tidak berjual-beli kecuali dengan

fularu atau tidak menjual kecuali dengan harta ia membelinya.

Menurut kami, itu adalah m udlurabahy,hvstsyang tidak menghalangi

keuntungan secara total, sehingga mudharaDah tersebut sah. Seperti

seandainyape,milikmodalmensyaratkanagarpelrgelolatidakbemiagakecuali

padajenis barang tertentuyang tersedia secara umum. Jugakarena ini adalah

akad yang sah dibatasi secara khusus padajenis tertentu" sehingga sah pula

dibatasi secffa kfiusus pada orang tertentu dan barang tertenhl sama seperti

perwakilan. Pendapat mereka batrwa syafat ters€but menghalangi tujuan itu

tidak bisa diterima. Ia hanya memperkecil peluang tercapainya tujuan, dan

itu tidak menghalangi keabsahannya, seperti membatasinya secara khusus

pada jenis tertentu. Ia berbeda dengan kasus ketika pemilik modal

mensyaratkan agar pengelola tidak menjual kecuali dengan hmga beli, karena

iamenghalangi keuntungan secaratotal. Demikianpulajikaiaberkata'Tangan

karnujual kecuali kepada fulan, danjangankamu membeli kecuali dari firlarL"

maka syarat ini juga menghalangi keuntungan, karena ia tidak menjual apa

yang dibelinya kecuali dengan harga yang lebih rendah- Karena itrl seandainya

pemilik modal mengatakan,'Tanganlatrkarnujual kecuali kepada orang yang

kamu membelinya dari orang itu"" maka syarat tersebut tidak sah-

Pasal: Sah menentukan batas waktu mudharabcfr, misalnya

pemilik modal mengatakaq "Aku meng adah,an mudhorabaft denganmu atas

uang dirham ini selama setahtrn. Apabila waknr setahun telah habis, maka

janganlah kamu melakgkan jual-beli." Muhanna berkat4 "Aku bertanya

kepadaAhmad mengenai seseorang membeli orang lain uang sebesar seribu

dirham untuk mudlnrabahselama sebulan. Orang itu mengatakaq "Apabila

waktu sebulan telah berlaln, maka ia me niadi qardhun (utang). " Ahmad
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menjawab, "Tidak dilarang." Aku bertanya lagi,'Bagaimana kalau waktu
sebulan telah habis sedangkan harta mudharabah masih berupa barang?"

Ia meqiawab, '?engelola menjual barang itu dan menjadi utang.',

Abu Khaththab mengatakan, "Ada dua pendapat mengenai keabsahan

syarat penetapanwakfii. Pertama, syarat tersebut sah. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah . Kedua, syarat tersebut tidak sah. Ini adalah pendapat Syaf i
dan Malik, serta pendapat yang dipilihAbu HafshAl'Akbari.

Ketidakabsahan ini didasari tiga alasan. pertama, itu adalah akad
yang terjadi secara mutlak. Apabila pemilik modal mensyaratkan
penghentianny4 maka ia tidak sah" sama sep erttntkah. Kedua,pembatasan

waktu bukan bagian dari nrntutan akad, karena yang menjadi tuntutan akad

adalah modal terjual menjadi tunai. Apabilapemilik modal melarangnya untuk

menjualnya, maka ia tidak menjadi tunai. Ketiga, syarat ini dapat

mengakibatkan kerugian bagi pengelola, karena terkadang keuntungan
diperoleh dengan cara membiarkan barang lebih lama dan menju,alnya sesudah

setahun, sehinggakeuntunganitugagal diperolehkarenawaktwryatelahhabis.

Memrrut kami, itu adalah pengelolaan yang boleh dibatasi pada satu
jenis barang, sehingga ia pun boleh dibatasi dari segi wakfu, sama seperti
perwakilan. Alasan pertama yang mereka kemukakan itu gugur dengan

ketentuan yang berlaku dalam perwakilan dan titipan. Sementara alasan kedtra

dan ketiga gugur dengan kebolehan membatasiny apadasatu jenis barang,

karena pemilik modal boleh nnelarang pengelola unnrk melakukanjual-beli
di setiap waktu apabila ia rela mengambil hartanya dalam bentuk barang.

Jadi, ketika ia mensyaratkan hal tersebut, maka sejatinya dia mensyaratkan

sesuatu yang menjadi tuntutan akad sehingga hukumnya sah. Seperti

seandainya dia mengatakan, "Apabila waktu satu tahun telah habis, maka
jangan membeli sesuatu." Mereka menetima keabsahan syarat tersebut.

Pasal: Apabila mudharib mensyaratkan nafkah bagi dirinya,
maka hukumnya sah, baik saat berada di kampung halaman atau saat

bepergian Namun lnam Syaf i rnengatakan bahwa syarat nafl<ah saat berada
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di kampung halaman itu tidak sah.

Menurut kami, pemiagaan di kampung halamanmerupakan salah satu

dari dua be ntvk mudharabah, sehingga pensyaratan nafkah di kampung

halaman itu hukumnya sah, sama seperti saat dalam perj alanan. Juga karena

syarat nafkah tersebut sebagai kompensasi diri pekerj aarrnya, sehingga

hukumnya boletr, seperti seandainya seseorang mensyaratkannya dalam akad

perwakilan.

Pasal: Syarat yang tidak sah terbagi menjadi tiga kategori:

Pertama, syarat yang meniadakan tujuan akad, seperti mensyaratkan

komitmen (tidak boleh membatalkan) terhadap mudharabah, atau pemilik

modal tidak memutuskan hubungan selama jangka waktu tertentu, atau

pengelola tidak menjual kecuali dengan harga pokok atau lebih renda[ atau

pengelola tidak menjual barang kecuali kepada orang yang darinya ia membeli

barang tersebu! atau pengelola tidak boleh membeli atau menjual, atau pemilik

modal mengharuskannya membeli barang yang dipilihny4 atau syarat yang

semacam itu. Semua syarat ini tidak sah karena melalaikan tujuan

mudhorab ah, yaitu keuntungan" atau menghalangi penghapusan yang menurut

hukum asal adalah boleh.

Kedua,sya.rat yang mengakibatkan tidak diketahuinya keuntungan,

seperti mudharibmensyaratkan satu bagianyang tidakjelas dari keunhrngan,

atau keuntungan salah satu dari dua usaha, atau keunhrngan yang bersumber

dari modal seribu di antara modal dua ribu, atau keuntungan dari salah satu

dari dua budak, atau keuntungan dari salah satu dari dua perj alanan dag*g,

atau keuntungan yang diperoleh selama satu bulan tertentu, atau hak salah

satu mitra n udharabahdiambil dari seorang budak yang dibelinya, atau

disyaratkan salah seorang mitra memperoleh beberapa dirham ditambah

seluruh haknya atau sebagianny4 atau mensyaratkan safu bagian keuntungan

untuk orang yang tidak terlibat di dalamnya. Ini adalah syafat-sya.rat yang

tidak sah karena mengakibatkan tidak diketahuinya secara pasti hak masing-

masing dari keuntturgan, atau bahkan tidak memperolehnya sama sekali,
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karena di antara syarat mudharabaft adalahkeuntungan diketahui secara

pasti.

Ketiga, syarat yang bukan termasuk maslahat dan tuntutan akad,

seperti pemilik modal mensyaratk an mudhariD melakukan mudharabah

untuknya atas harta yang lain, atau mengambil hartanya sebagai barang

dagangan atau utang, atau melayaninya mengerjakan sesuatu tertenh4 atau

memanfaatkan sebagian barang, seperti memakai pakaiflL meminta dilayani

budak, dan mengendarai hewan kendaraan. Atau seperti mudharib

mensyaratkan kepada pemilik modal unflrk menjamin harta atau satu bagian

dari kerugian, atau manakala ia menjual barang maka ia lebih berhak atas

pembayaranny4 ilau mudharib mensyaratkan sesuatu dari hal-hal tersebut.

Semu itu adalah syarat yang tidak satr, dan karni telah menyebutkan banyak

di antaranya di tempat lain. Manakala salah satu pihak menetapkan satu

syarat yang mengakibatkan tidak diketahuinya keuntungan secara pasti, maka

mudharab ahtidak sah, karena ketidakabsahan itu terjadi pada kompensasi

yang diakadkan, sehingga hal tersebut j uga mengakibatkan ketidakabsahan

akad. Seperti seandainya ia mengeluarkan modal berupakhamer atau babi.

Juga karena ketidakpastian tersebut menghalangi serah-terima, sehingga

mengakibatkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Apa yang akan

diserahkan kepada mudharib tidak diketahui secara pasti.

Adapun syarat-syarat yang tidak sah selain ketiga kategori di atas,

rnenurut ma dzhab y angdinyatakan dari Ahmad berdasarkan riwayat yang

paling kuat darinya adalah bahwa akad itu sah. Pendapat ini dikutipAtsram

dan selainnya dariAhmad. Karena akat tersebut sah dilakukan dengan objek

yang tidak diketahui secara pasti, sehingga akad tersebut tidak bisa dibatalkan

oleh syarat-syarat yang tidak sah, sama seperti pernikahan, pembebasan

budak dan perceraian. NamunAl Qadhi danAbu Khaththab menyebutkan

riwayat lain bahwa syarat-syarat yang tidak sah di luar tiga kategori di atas

juga mengakibatkan akad tidak sah, karena syarat tersebut adalah syarat

yang tidak satr, sehingga mengakibatkan mer{adi akad tidak sah, sama seperti

syar:at keuntungan tambahan berupa dirham dalam jumlah tertentq atau syarat
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agar mudharib mengambil barang dagangan milik pemilik modal. Hukum
yang berlaku dalam syariknh sama seperti hukum yang berlaku dalam
mudharabah.

Pasal: Di dalam mudharabah yangtidak sah terdapat tiga
ketentuan:

Perlama, apabila pengelola membelar{akan modal, maka itu berlaku,
lgrenapemilik modal mengizinkarya untuk melakukan hal tersebur Kalarrygn
akad batal, namrur izintetap ada, sehingga dengan izin itupengelola berhak
membelanjakanny4 sama seperti wakil. Ada yang berpendapat, seandainya

seseorulg melakukanpembelianyang tidak sahkemudian dia mengelolany4
makapengelolaannyaitu tidak valid" meskipunpenjual telah mengizinkannya

untuk mengelola. Menanggapi pendapat tersebut, kami katakan karena
pembeli itu mengelola atas nama pemilik, bukan berdasarkan izin. Apabila
pembeli mengizinkanny4 maka itukarenadiamemiliki barangyang diizinkan.
Apabila dia tidak memilikinya, maka tidak sah. Di sinilah pemilik modal
mengizinkannya untuk mengelola milik diriny4 dan syarat invalid yang
ditetapkannya itu tidak diberlakukan dalam mene imaizrakarena pemilik
modal mengizinkannya melakukan pengelolaan untuknya-

Kedua,seluuh keuntungan milikpemodal, karena keuntungan tenebut
adalahhasilyangberkembangdarimiliknya. pengelolaberhakataskeurtr:ngan

hanya berdasarkan syarat. Apabila mudharabahtidak sah, maka syarat
tidak berlaku, sehingga diatidak berhak sedikit pun dari keuntungan, dan
hanya memperoleh upah standar. Pendapat ini dinyatakanAhmad, dan
merupakan madzhab Syaf i. Namun SyarifAbu Ja'far memilih pendapat
bahwa keuntungan itu dibagi di antara keduanya sesuai yang mereka
syaratkan. Ia berargumen dengan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad,
bahwa dia mengatakan, "Apabila keduanya berserikat dengan objek harta
benda maka keuntungan dibagi sesuai yang keduanya syaratkan-" Ia berkat4
"syarikah ini tidak sah." Ia juga berargumen bahwa itu adalah akad yang
sah meskipun ada unsur ketidak-pastiaq sehingga substansinya ditetapkan
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dalam kondisi ia tidak sah, sama seperti pemikahan. Ahmad berkata,
"Pengelola tidak memperoleh upah, dan seluruh hukum mudharabahinr
dijadikan seperti hukum mudharabahyang sah." Kami telah memaparkan
hal tersebut.

Al Qadhi Abu Ya'la mengatakan,'Madzhab yang benar adalah yang
kami tuturkan, sementar pendapat Ahmad dapat ditakwilkan bahwa ia
menganggap syarilah dengan harta benda selain dinar dan dirham itu sah."
Dituturkan dari Malik bahwa ia kembali kepada qiradh yang wajar.
Dituturkan dad Malik bahwa apabila pengelola tidak memperoleh keuntungan

maka dia tidak mendapatkan upah. Implikasinya adalah apabila dia
memperoleh keuntungan maka akan memperoleh bagian yang paling kecil di
antara yangdisyaratkannya atau upah standar. Dimungkinkan pendapat
semacam ini berlaku bagi kami. Karena apabila yang lebih kecil adalah yang
disyaratkannya, maka ia telah rela dengan bagian tersebut, sehingga tidak
berhak lebih banyak, seperti seandainya dia sukarela melakukan kerja
tambahan.

Menurut kami, penyebutan keuntungan adalah salah satuhal yang
mengikuti (konsekuen si) mudharabah, atau salahsatu rukunnya. Apabila
mudharabah tidak sah, maka tidak sah pula rukun-rukunnya dan hal-hal
yang mengikutiny4 seperti shalat. Dalam pemikahan, kami tidak menerima
pendapat yang mengatakan wajib membayar mahar yang disebut ketika
akadnya tidak sah. Apabila bagian yang disebutkan itu tidak wajib, maka
wajib untuknya upah standar, karena dia bekerja untuk memperoleh bagian
yarg disebutkan. Apabila dia tidak memperoleh bagian yang disebut, maka
pekerjaannya harus dikembalikan kepadanya, namun hal tersebut tidak
mungkin dilahrkan sehingga nilainya yang wajib dikembalikan, yaitu upah
standar. Ketentuan ini berlaku baik telah tampak keuntungan pada hana
mudhar ab ah atau belum tampak.

Adapunjik a mudharib rela pekerjaannya tidak diberi kompensasi,
seperti pemilik rnodal mengatakan, "Aku mengadakan q iradh denganmu,
tetapi seluruh keunfungan untukku," maka menurut pendapat yang shahih
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mudharib dtsinitidak memperoleh apa-apakarena iamengerjakannya dengan

sukarel4 seperti seandainya ia menolong pemilik modal untuk mengerjakan

sesuatu, atau menjadi wakilnya tanpa upah, atau membawakan bidha'ah

miliknya-

Ketiga, terkait dengan masalah pertanggungan. Pengelola tidak

memikul pertanggunganunhrk barang yang rusak bukan karena tindakannya

di luar kewenangan dan kecerobohannya. Karena apa saja yang

dipertanggungkan dalam akadnya yang sah, maka dalam akadnya yang tidak

sahjuga dipertanggungkan Begitujug4 apa sajayangtidak dipertanggungkan

dalam akadnya yang tidak sah, maka tidak dipertanggungkan pula dalam

akadnya yang tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Namun

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa dia tetap dipertanggungkan.

Menurut kami, mudharabah adalah akad yang tidak
dipertanggungkan manakala sah, sehingga tidak dipertanggungkan pula

manakala tidak sah, sama seperti perwakilan. Juga karena apabila

mudharabahtidak sah, maka ia menjadi ijarah (sewa-menyewa) dan orang

yang disewa itutidak menanggung apayang rusak bukankarena perbuatannya

yang melampaui kewenangan Maka begrtupula di sini.Adapun jik<a syariknh

itu rusab maka kami telatr menjelaskannya sebelum ini.

838. Masalah:Abu Qasim berkata, "Tidakboleh mengatakan

kepada orang yang menanggung utang, 'Dia mengadakan

mudhorabaft dengan utangyang ada padamu."'

Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, dan merupakan pendapat

mayoritas ulama. Kami tidak menemukan ulama yang berbeda pendapat

dalammasalahini.

I bnu M undzi rrn berkat4 "Setiap ulama yang kami catat pendapatnya

sepakat bahwa seseorang tidak boleh menjadikan piutangnya pada orang

lain sebagai mudharabah.Di antara ulama yang kami catat pendapatnya

f s Lihat kitab Al ljma'karya Ibnu Mundzir, hlm. I I l.
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adalah Atha', Hakam, Hammad, Malik, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur dan

para ulama ahli ra'yu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syaf i. Namun

sebagian sahabat kami mengatakan bahwa dimungkink an mudharab ah

tersebut sa[ karena apabila orang yang berutang (pengelola) membeli sesuatu

wfitk mudharobah,maka dia membelinya dengan seizin pemilik harta, dan

ia menyerahkan pembayaran piutang itu kepada orang yang oleh pemilik

piutang diizinkan untuk diserahi piutang tersebut, sehingga pertanggungan

orang yang berutang itu telah terbebas dariny4 dan orang yang berpiutang

menjadi seperti seandainya dia menyerahkan barang kepada orang yang

berutang dan berkata, "Juallah barang ini dangunakan hasil penjualannya

wfiikmudharabah."

Para sahabat Syaf i mengganti kemungkinan ini dengan kemungkinan

bahwa pembelian itu dilakukan untuk pemilik harta, dan mudharib

memperoleh upah standar, karena ia mengaitkan pembelian tercebut dengan

syarat. Menurut mereka, mengaitkan qiradh dengan syarat itu hukurnnya

tidak sah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama,

karena harta yang ada di tangan orang yang berutang itu hak pemilik modal.

Harta itu menjadi milik orang yang berpiutang hanya dengan serah-terima,

sedangkan di sini tidak ada serah-terima.

A.pabila orang yang berpiutang mengatakan, "sisihkan harta yang

menjadi hakku padamq dan aku mengadakan qiradh denganmu" lalu orang

yang berutang itu melalcukannya dan membeli sesuatu dengan barang harta

tersebut nntuk mudharabah, maka pembelian tedadi unnrk pembeli, karena

ia membeli untuk orang lain dengan hartanya sendiri, sehingga pembelian itu
terjadi unhrk dirinya Jika dia membeli dalam pertanggrngannya (utang), maka

demikian pula ketentuannya. Karena itu adalah akad qiradh atas apa yang

tidak dimiliki pemberi perintah, dan dikaitkannya pada syarat dimana dengan

syarat itu dia dianggap tidak memiliki harta.

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada orang lain,
"Terimalah harta yang menjadi tanggungan fulan, dan gunakan untuk
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mudharabahr" lalu ia m€nerimanya dari fulan dan mengelolanya,

maka hukumnya boleh menurut pendapat seluruh ulama. Yang

diperintahtenebut berlaku sebagi wakil dalam menerimapemhyaranutang

dan orang kepercayaannya karena dia menerimanya dengan seizin pemifmya

dari orang lain, sehingga ia boleh menjadikannya mudharaboh. Seperti

seandainya pemilik modal mengatakan, "Terimalah hada dari budakkq dan

gunakan untuk mudharabah." Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada

Ahmad tentang seseorang yang berkat4 "Pinjami aku uang seribu dirham

selama sebulan, kemudian sesudah itu akan mer{adi rzudharabah." Imam

Ahmad menjawab, "Tidak sah. Hal itu karena apabila ia meminjaminya,

maka itu menjadi utang baginya, dan kami telah menyebutkan bahwa tidak

boleh melakuk an mudhar ab ah denganutang yang ditanggung pengelola.

Seandainya ia mengatakan, "Gunakan wtr*.mudhmabaft selama sebulan,

kemudian sesudah itupinjamlalr," maka hukumnya bolehdengan alasan yang

telahkamisampaikan.

Pasal: Di antara syarat mudharabah allalah modal harus

diketahui jumlah dan nilainya. Ia tidak boleh tidak diketahui secara

pasti dan tidak pula diambil secara serampangan, meskipun kedua

pihak menyaksikannya. Pendapat ini dipegang oleh Syaf i. Abu Tsaur

dan para ulama ahli ra'yu mengatakan boleh apabila kedua pihak

menyaksikannya. Pendapat yang dipegang mengenai nilai modal adalah

perkataan pengelola dengan disertai sumpahnya, karena ia adalah orang

kepercayaan pemilik modal. Perkataan yang dipegang adalah perkatimmya

terkait apa yang ada di tanganny4 dimana hal itu menggantikan kedudukan

pengetahuan tentang nilai modal.

Mentnut kami, modal tersebut tidak diketahui sehingga mudhorqbah

tidak satr, seperti seandainya keduanya tidak menyaksikannya Hal itu karena

tidak diketahui berapayang harus dikembalikan kepadapemilik modal pada

saat kalkulasi terakhir. Juga karena hal tersebut dapat memicu terjadinya

perselisihan mengenai nilainya, sehingga hukumnya tidak sah, seperti

seandainya modal diserahkan dalam kantong. Pendapat yang mereka
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kemukakan itu terbantah dengan ketentuan yang berlaku dalam akad salam,

dan dengan ketentuan yang berlaku ketika mereka tidak menyaksikannya.

Pasal: Seandainyapemilik modal menaruh dua kantong yang masing-

masing berisi hartayang diketahui duiryq lalu diaberkat4 "Aku mengadakan

qiradh denganmuatas salah satukantong ini," makahukumnyatidak sah.

Baik isi kedua kantong tersebut sama atau berbeda Karena itu adalah akad

yang keabsahannya terhalang oleh ketidaktahuan, sehingga akad yang

demikian atas harta yang tidak pasti itu hukumnya tidak boleh, sama seperti

jual-beli.

839. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang

memilil<rwadi'ah (b*angtitipan) di tangan orang lain, maka dia boleh

mengatakan, "Gunakan ia untuk rz udharabah."

Pendapat ini dipegang oleh Imam Syaf i,Abu Tsaur dan ulama ahli

ra'1ru. Namun, Hasan mengatakan tidak boleh sampai pemilik barang itu
menerimany4 berdasarkan analogi kepada utang.

Menunt kami, barang titipan itu adalah milik empunyamodal sehingga

ia boleh mengadakan mudharabahdenganyang dititipinya atas barang titipan

tersebut, seperti seandainya barang tersebut ada di hadapannya lalu ia
berkata, "Aku mengadak an qiradh dengarunu atas trang seribu ini," dengan

menunjuk ke sudut rumah. Ia berbeda dengan utang, karena harta tidak

me4jadi milik orang yang berpiutang kecuali dengan cara menguasainya.

Seandainya barang titipan itu rusak akibat keteledoran orang yang

dititipi dan berada dalam pertanggungan, maka pemilik barang tidak boleh

mengadakan mudharabahatas barang tersebut, kecuali ia telah menjadi

utang.

Pasal: Seandainya di tangan orang lain ada hartayang diambil
tanpa izin, lalu pemilik harta mengailal<an mudharuboh dengan orang

yang mengambilnya itu, maka hukumnya sah juga, karenaituadalah



harta pemilik modal dimana dia boleh menjualnya kepada orang yang

mengarnbilnyatanpa izin dan siapa $ayang mampumenganrbil hrtatersebut

darinya sehingga serupa dengan barang titipan Apabilaharta tersebut rusak

dan menj adi dalam pertanggungan, maka mudharab ah atashnLztersebut

tidak boleh karena ia telah menjadi utang. Manakala pemilik harta

mengadakan mudharabah atas harta yang diambil tanpa izia makahilanglah

pertanggungan akibat mengambil tanpa izin lantaran akadmudharabah

semata. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah. Namun Al Qadhi

mengatakan batrwapertanggrngan akibat mengambil tarya izin itutidak hilang

kecuali dengan membayarkan harga kepada pemiliknya kri juga menrpakan

madzhab Syaf i. Kuena qiradhtidak meniadakanpertanggungan dengan

dalil ketentuanyang berlaku seandainyapengambilmelalnrkantindakan diluar

kewenangan terhadap harta tersebut.

Pasal: Pengelola adalah orangyang diberi kepercayaan untuk
men gelo la harta m u dh ar ab a h, karcna dia membelanj akan harta orang

lain dengan seizirurya tanpa menggunakan manfaatrya secara pribadi. Jadi,

dia adalah orang keperc ayaan sama seperti wakil. Ia berbeda dengan oftLng

yang meminjam, karena orang yang meminjam itu menguasai barang untuk

dimanfaatkannya secara pribadi, sedangkan di sini manfaat dibagi di antara

keduanya. Atas dasar itu, perkataan yang dipegang adalah perkataannya

mengenai nilai modal. Ibnu Mundzir berkat4 "Setiap ulama yang kami cacat

pendapatrya sepakat bahwa perkataan yang diberlalarkan adalah perkataan

pengelola mengenai nilai modal." Demikian pula pendapatAts-TMrni, Ishaq

dan para ulama ahli ra'yu. Kami juga berpendapat demikian- Juga karena

dia didalova memegang sesuatu dan menyangkalny4 dimana perkataan yang

berlaku adalah perkataan pihak yang menyangkal. Begitu jug4 perkataan

yang dipegang adalah perkataannya terkait kerusakan harta yang

didakwakannya, atau kerugian di dalamnya, terkait pengkhianatan dan

keteledoran yang didakwakan padanya, serta terkait dakwaannya bahwa ia

membeli barang untuk dirinya atau mudharabah, karena yang menjadi

perselisihan di sini adalah niatnya, sementara ia lebih mengetahui niatrrya"
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tidak seorang pun yang mengetahui niatnya selain dirinya sendiri. seperti
seandainya drn suami-isti benelisih pendapat mengenai niatmenikah dengan

kata kiasan cerai. Juga karena pengelola adalah orang kepercayaan dalam
melakukan pembelian, sehirrgga perkataan yang dipegang adalah
perkataannyam, sama seperti wakil. seandainya iamembeli budak lalu
pemilik modal mengatakan, "Aku melarangmu untuk membelinya," lalu
pengelola menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataarury4

karenapada dasarnyatidak ada larangan. Kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat dalam semua masalah ini.

Pasal: Apabila pengelola mengatakan,,,Engkau mengizinkanku
untuk menjual secara tempo dan membeli dengan harga sepuluh,"
lalu pemilik modal mengatakan,,,Bukan, yang kuizinkan kepadamu
adalah menjual dengan kontan dan membeli dengan lima,,'maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan pengelola. pendapat ini
dinyatakan olehAhmad dandipegang olehAbu Hanifah. Tetapi dimungkinkan
perkataan yang dipegang adalah per{<ataan pemilik modal. Ini adalah pendapat

Syaf i. Karena menuru asal-muasalnya tidak ada izin, dan karena perkataan

yang dipegang dalam masalah ini adalah perkataan pemilik modal, begitu
juga terkait sifat izin tersebut. Menurut kami, kedua pihak menyepakati
masalah izin namun berselisih mengenai sifatry4 sehingga perkataan yang

dipegang adalah perkataan pengelola. Seperti seandainya pemilik modal
mengatakan, "Aku melarangmu membeli budalg" lalu pengelola menyangkal

larangantersebut.

Pasal: Apabila pengelola nnengatakan, ..Engkau telah
mensyaratkan untukku separoh keuntungan," lalu pemilik modal
mengatakan, "Tidak, tetapi sepertiganyar,, makaada dua pendapat

yang diriwayatkan dari Ahmad . Pertnma,perkataan yang dipegang adalah
perkataan pemilik modal. Pendapat ini dinyatakannya dalam riwayat Ibnu
Manshur dan Sindi. Pendapat ini juga dipegang olehAts-Tsauri, Ishaq, Abu
Tisaug para ulama ahli ra'yr, Ibnu Mubarak dan Ibnu Mundzir. Hal itu karena
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pemilik modal menyangkal seperenam lebihnya dan syarat untuk

memberikanny4 dimana perkakan yang dlpegang adalah perkataan pihak

yang menyangk al. Keduu,apabila pengelola mendakwakan nilai yang setara

upah standar dengan tarnbahan yang biasanya orulg-oftng saling mencurangi

untuk memperoleh harta sejumlah itu maka perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Apabila ia mendakwakan lebilU makaperkataan yang dipegang

adalah perkataannya terkait bagianyang sama dengan upah standar. Namwr

Syaf i mengatakarq "Keduanya saling bersumpah karena keduanya berselisih

pendapat mengenai pengganti akad, sehingga keduanya harus saling

bersumpah, sama seperti dua orang yang berjual-beli." Kami berpegang

pada sabda Nabi SAW "Tetapi sumpah itu wajib bagi orang yang

didakwa."165 Juga karena perbedaan pendapat itu terkait dengan

mudharabaft, sehingga keduanya tidak saling bersumpah, sama seperti

perkara-parkara yang diperselisihkan dua pihak sebagaimana telah kami

jelaskan. Dua pelakujual-beli itu kembali kepada harta pokok masing-masing,

berbeda dengan masalah yang sedang kita bahas ini.

Pasal: Apabila pengelola mengklaim telah mengembalikan

harta, lalu pemilik modal menyangkalnya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan pemilik modal disertai sumpahnya.

Pendapat ini dinyatakanolehAhmad- Sedangkanpara sahabat Syaf i memiliki

dua pendap at. Pertama, szrma seperti pendapatkani. Keduo,perkataannya

diterima, karena ia adalah orang kepercayaan. Juga karena sebagian besar

manfaat itu diperoleh pemilik modal, sedangkan pengelola itu seperti orang

yang diberi titipan. Menunrt kami, pengelolamenguasai modal untuk manfaat

dirinya, sehingga perkataan yang dipegang terkait pengembalian modal itu

tidak diterim4 sama seperti orang yang meminjam. Juga karena pemilik modal

165 HR Bukhari(52514),Muslim (3/1336, l7l l) dengan lafazh, "Sumpah ituwajib
bagi terdahata." Tirmidzi (311342),Ibnu Majah (2/2321), Ad-Daruquthni (4/157),

Baihaqi (8/279) dengan lafazhyangsama dengan hadits di atas. AlAlbani dalam kitab
Irwa' Al Ghalil mengatakan bahwa hadits ini shahih.

AlMughni- |557|



adalah pihak yang menyangkal, dimana perkataan yang dipegattg adalah

perkataan pihak yang menyangkal dengan disertai strmpahnya. Kalaupun

pendapat di atas diterim4 namun mudharib tidak menguasai modal kecuali

untuk manfaat dirinya, dan ia tidak mengambilnya untuk manfaat pemilik

modal.

Pasal: Apabila pengelola mengatakarl "Aku memperoleh keuntungan

seribu," kemudian itu dia mengatakan, "Aku merugi seribu," maka

perkataannya itu diterima, karena ia adalah orang kepercayaan yang

ucapannya diterima terkait kerusakan barang, sehingga ucapannya terkait

kerugian itujuga diterim4 sama seperti wakil. Apabila ia mengatakarg "Aku

keliru, atau lupa," maka perkataannya tidak diterima, karena dia telah

mengakui hak bagi seseorang, sehingga perkataannya untuk mencabut

pengakuannya itu tidak diterima. Seperti seandainya dia mengakui bahwa

jumlah modal adalah seribu dirham, kemudian ia mencabut pengakuannya

itu. Seandainya pengelola merugi dan berkata kepada seseorang, "Pinjami

aku unhrk menggenapi modal untuk latur$ukkan kepada pemilikny4 karern

aku takut ia mencabutnya dariku jika ia mengetahui kerugiannya," ialu ia

menunjukkannya kepada pemilik modal dan berkata, "fni modalmu,"

kemudianpemilikmodal mengambilny4 maka itumeqjadi hakny4 danucapan

pengelolauntukmencabutpe itutidakditerima.Kesaksianorang

yang memberi pinjaman juga tidak diterima, karena ia mengupayakan

kepentingan bagi dirinya- Iajuga tidak berhak menuntutpemilik modal, karena

pengelola telah memilikinya dengan akad pinj am, kemudian menyerahkarurya

kepada pemilik modal. Sebaliknya, yang memberi pinjaman itu menuntut

ganti dari pengelol4 bukanyang lain.

Pasal: Seandainya seseorang menyerahkan harta kepada dua orang

sebagn qiradhatas separohny4 lalu harta tenebut terjual tunai meqiadi tiga

ribu dirham, lalu pemilik modal mengatakan,'Modalnya dua ribq" lalu salah

seorangdaripengelolamernbenarkannyadanyanglain "Tidak,

tetapi seribu"" maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak yang
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menyangkal disertai sumpatrnya. Apabila ia bersumpah bahwa modalnya

berjumlah seribu dan keuntungannya dua ribu, maka bagian orang yang

menyangkal adalah lima ratus, dan sisanya adalah dua ribu lima ratus.

Kemudian pemilik modal mengambil dua ribu, karena pihak yang lain
membenarkannya bahwa modalnya adalah dua ribu. I^alu lima ratus sisanya

dibagi antarapemilik modal dan pengelola lain itu; dua pertiga untuk pemilik

modal dan sepertiga untuk pengelola. Pengelola mendapat seratus enam

puluh enam ditambah du apertigadan pemilik modal mendapat tiga ratus

tiga puluh tiga ditambah sepertiga. Apa yang diambil pihak yang benumpah

dengan jumlah yang lebih besar daripada bagian pihak pengelola yang lain

kedudukannya seperti barang yang rusak bagi keduanya, dimana barang

yang rusak dalam mudharabah itu terhitung sebagai keuntungan. Ini adalah

pendapat Syaf i.

Pasal: Apabila pemilik modal menyerahkan uang seribu kepada

seseorang unfirk diperdagangkan kemudian ia memperoleh keunhmgan, lalu
pengelola mengatakan, "Itu adalah pinjaman, untungnya untukku semua,"

sedangkan pemilik modal mengatakan, "Itu adalah qiradh, dan keuntungan

dibagi di antarakit4" makaperkataan yang dipegangadalahperkataan pemilik

modal, karena ia memiliki harta tersebut, dimana perkataan yang dipegang

mengenai kapasitas harta itu keluar dari tangannya adalah perkataan pemilik

modal. Apabila dia bersumpah, maka ketrrtungan dibagi di antara keduanya.

tetapi dimungkinkan kedua pihak bersumpah, dan pengelola memperoleh
j umlah yang paling banyak di antara kewrtungan yang disyaratkanny4 atau

upah standar. Karena apabila yang lebih banyak adalah bagian keuntungan,

makapemilik modal dalam kasus ini mengakuinya saat iamengklaim selunrh

keunhngan. Apabilayang lebih banyak adalah upah standar, makaperkataan

yang dipegang terkait dengan pekerjaannya adalah perk ataannyadengan

disertai sumpalrrya Sebagaimana perkataan yang dipegang terkait

harta pemodal adalah perkataan pemodal. Apabila pengelola bersumpah,

maka perkataannya diterima terkait ia bekerja dengan syarat ini, dan ia
bekerj a untuk tuj uan yang belum diserahkan kepadany4 sehingga ia berhak
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atas upah standar. Apabila salah seorang dari keduanya mengajukan bukti

akan dakwaannya, maka redaksiAhmad dalam riwayat Muhanna adalah

keduanya saling berhadapan dan keuntungan dibagi separoh-separoh di antara

keduanya. Apabila pemilik modal mengatakan, "Ihr adalah barang dagangart'

sedangkan pengelola mengatakan, "Tidak, melainkan qiradh," maka

dimungkinkan perkataan yang dipegang adalah perkataan pengelol4 karena

dialah yang mengelolanya rurtuk pemilik modal, sehingga perkataan yang

diterima terkait pekerjaan tersebut adalah perkataan pengelola. Tetapi

dimrmgkinkan keduanyabersumpa[ danpengelolamemperolehyang paling

kecil; bagian keuntungan atau upah standar. Karena ia tidak mendakwakan

lebih banyak dari bagiankeurtungan, sehingga iatidak berhak atas tambahart

Apabila yang lebih kecil adalah upah standar, maka akad tersebut tidak

ditetapkan sebagai qiradh, sehingga ia memperoleh upah standar atas

pekerjaannya. Apabila pemilik modal mengatakan, "Itu adalah barang

dagangan," sedangkan pengelolamengatakan, "Itu adalahpinjaman " maka

masing-masing bersumpah untuk menyangkal dakwaan seterunya, dan

pengelola memperoleh upah standar saja, tidak lebih. Apabila mengalami

kerugian atau barangnya rusak, lalu pemilik modal mengatakan, "Itu adalah

pinjaman," sedangkan pengelola mengatakan, "Itu adalah qiradh, atau

bidha'ah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik modal.

Pasal: Apabila mudharib mensyaratkan biaya hidup, kemudian

mengakui bahwa selama ini biaya hidupnya berasal dari pribadi dan

dia ingin menuntut gantirmaka dia berhakatas pengganti,baikharta

masih ada di tangarurya atau telah diserahkan kepada pemiliknya- Pendapat

ini dipegang olehAbu Hanifatr apabila harta masih ada di tanganny4 dan ia

tidak berhak atas pengganti apabila harta telah dikembalikan. Menurut kami,

pengelola adalah orang kepe rcayaan, sehingga perkataan yang dipetang

tentangmasalahtersebutadalah seperti seandainyahartamasih

ada di tangannya. Juga seperti pembawa wasiat apabila ia mendakwakan

nafkah atas anak yatim.
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Pasal: Apabila ada seorang budak milik dua orang lalu salah seorang

pemilik menj ualnya atas perintah mitany4 dan ia mengatakarl *Aku belum

menerima pembayarannya," sementara pembeli mengklaim telah
menyerahkan pembayaran, dan klaimnya itu dibenarkan oleh mitranay yang

tidak menjualnya maka pembeli telah terbebas dari separoh hartanya karena

mitapeqiualtelahmengalnri bahwawakilnyatelahmenerimahakny4 sehingga

pembeli telah terbebas darinya- Seperti seandainya mifia penjual itu mengaku

bahwa ia telah menerima sendiri pem . Dan yang tersisa adalah

perselisihan antara penjual, mitranya dan pembeli. Apabila mitranya itu
menggugatnya dan mendakwanya dengan mengatakan, "Kamu telah

menerima bagianpembayaranku," lalu yang digugat itu menyangkal, maka

perkataanyang dipegang adalatr perkataannya dengan disertai sumpah apabila

pendakwa tidak memiliki bukti. Apabila penggugat memiliki bukti, maka

perkara dimenangkan untuknya, dan kesaksian pembeli terhadapnya tidak
diterima, karena ia memiliki kepentingan dengan sumpahnya itu. Apabila
penjual menggugat pembeli, lalu pembeli mengklaim bahwa ia telah
menyerahkan pembayaran kepadanya, lalu penjual menyangkal, maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual disertai sumpahnya karena

ia adalah pihak yang menyangkal. Apabila dia bersumpah, maka dia
mengambil separoh pembayaran dari pembeli, sementara mitranya tidak ikut
memilikiny4 karena ia mengakui bahwa ia telah mengambilnya secara zhalim,

sehingga ia tidak berhak ikut andil dalam memilikinya. Apabila pembeli

memiliki bukti, maka keputusan didasarkan pada bukti tersebut, dan

kesaksian mitranyaterhadapnyatidak diterimakarena iamemiliki kepentingan

dengan kesaksiannya itu Barangsiapa memberi kesalsian prg menimbulkan

manfaat bagi diriny4 maka kesaksiannya batal dalam setiap perkara. Dalam
hal ini tidak ada perbedaan apakah gugatan terhadap mitra itu dilakukan
sebelum gugatan terhadap pembeli atau sesudahnya. Apabila pembeli
mendakwakan bahwa miha penjual telah menerima pembayaran darinya
lalu penjual membenarkarurya, maka harus dilihat terlebih datrulu. Apabila
penjualmengizinkanmitanyauntukmenerima makakasrsini
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seperti kasus sebehrmnyaApabilapeqiual tidak mengizinkan mitanya untr.rk

menerima pembayaran, maka pembeli belum terbebas dari pertanggungan

harga, karena penjual tidak mewakilkan mitranya untuk menerima

pembayaran. Seperti seandainyapembeli menyerahkan pembayaran kepada

orang yang tidak memiliki sangkut paut. Perkataan pembeli yang

rnemberatkan mitra penjual tidak diterima karena mitra penjual

menyangkalny4 dan peqi"al bertrak menuntut sesuai bagianny4 tidak lebilu

karena ia mengakui bahwa mitranya telah menerima hakny4 dan pembeli

wajib menyerahkan bagiannya kepada pembeli. Tidak dibutuhkan orang

kepercayaan karenapembeli telah mengakui batrwa hak pembeli masihtetap.

Apabila pembeli telah menyerahkan kepada mita penjual, maka ia belum

terbebas dari pertanggungan Apabila penjual telah menerima hakny4 maka

mitanya memiliki hak sekunr atas apa yang telah diterimany4 karena piutang

itu milik keduanya dan ditetapkan dengan satu sebab. Tetapi dimungkinkan

mita penjual tidak bersekutu memiliki apa yang diterima penjual, karena

masing-masing berhak atas pembayaran untuk bagian yang dimiliki sendiri-

sendiri, sehingga mitanya tidak benektuu dalam memiliki pembayaran yang

diterima penjual, seperti seandainya masing-masing mita merlual bagiannya

sendiri dalarn satu transaksi. Ia berbeda dengan warisan, karena penyebab

hak para ahli waris itu bisa dibagi-bagi, sehingga para ahli waris tidak boleh

membagi-baginya. Sedangkan dalam kasus ini, haktersebut dapat dibagi-

bagi. Karena apabilape4jual adalah dua orang, maka itu sama kedudukannya

dengan dua akad. Juga karena waris adalah pengganti dari orang yang

diwarisinyasehinggaapayangditerimaolehorangyangdiwarisinyaitudimiliki

seluruh ahli waris secara bersama-sama. Berbeda dengan masalah yang

sedang kita bahas, karena apa yang diterima penjual itu unnrk dirinya sendiri.

Apabila kita mengatakan bahwa mitra penjual bersekutu dalam memiliki

apa yang diterima penjual, maka ia harus bersumpah bahwa dia belum

meminta peltrnasan haknya kepada pembeli, dan dia mengambil separoh

dari apa yang diterima penjual, lalu menuntut sisa haknya kepada pembeli

apabila ia juga bersumpah kepada penjual bahwa ia tidak menerima sesuatu

pun dari pembeli. Orangyang bagiannya diambil (penjual) tidak berhak
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menuntut kepada pembeli atas ganti dari apa yang diambil mitany4 karena

dia mengakui bahwa pembeli telah terbebas pertanggungannya dari hak

mitznya dan mitanya itu mengambil darinya secara zhalim, sehingga ia tidak

menuntut apayang diambil darinya secarazhalim itukepada orang lain.

Apabila pembeli menggugat mitra penjual dan mengklaim bahwa dia telah

menerima pembayaran dariny4 dan dia memiliki bukti, maka bukti tersebut

dijadikan dasar keputusan, dan kesaksian penjual yang menguntungkan

pembeli diterima apabila ia adil. Karena dalam hal ini ia tidak mengupayakan

manfaat bagi dirinya dan tidak pula menghindari mudharat. Apabila terbukti

bahwa mitanyatelah menerima pembayaraq maka iatidak berhak menturtut

mitany4 karenamitanya itu bukan wakilnya dalam menerima pembayaran,

sehinggaapayang diterimanya itu bukan untukpenjual. Demihanlahpendapat

yang dikemukakan sebagian sahabat kami. Menurutkg kesaksian penjual

yang menguntungkan pembeli itu tidak diterima, karena ia menghindari

mudharat persekutuan mitranya atas apa yang diterimanya dari pembeli.

Apabila tidak ada bukti lalu pembeli bersumpah, maka penjual mengambil

separoh pembayaran dari penjual. Apabila dia menolak, maka pembeli bisa

mengambil separoh pembayaran dari mitra penjual yang menerima
pembayaran.

Pasal: Apabila budak dimiliki dua orang, lalu seseorang

mengambil bagian salah seorang dari dua pemilik itu tanpa izin
dengan cara menguasai budak itu dan mencegah mitranya untuk
memanfaatkan budalg kemudian mitra yang memiliki separoh budak dan

yang mengambil tanpa izin itu menjual budak tersebut dalam satu transaksi,

maka ftansaksi itu sah untuk bagian mitra, dan tidak sah untuk bagian pihak

yang mengambil tanpa izin. Apabila mitra mewakilkan kepada pihak yang

mengambil tarrpaizin,atau sebaliknya pihak yang mengambil tanpa izin
mewakilkan kepada mitra untuk menjual budak, lalu dia menjual budak
tersebut seluruhnya dalam satu tansaksi, makajual-beli tersebut tidak sah

untuk bagianpihak yang mengambil tanpa izin menurutpendapatyang benar.

Apakah penjualan itu sah untuk bagian mitra? Ada dua pendapat yang
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didasarkan ketentuan yang berlaku pada tansaksi yang dipilah-pilah- Karena

transaksi di sini terjadi satu kali (sekaligus), dan penjualan tidak sah untuk

sebagianny4 sehingga tidak sah pula unttrk sisanya. Berbeda jika pemilik

dan pengambil tanpa izin itu sarna-sama menjual, sehingga terj adi dua akad.

Karena akad seseorang dengan dua orang itu berarti dua akad. Seandainya

pengambil tanpa izin itu menyebutkan kepada pembeli bahwa ia dijadikan

wakil untuk menjual separohnya, maka penjualan sah untuk bagian pihak

yang mengizinkan, karena akad tersebut seperti akad yang tersendiri.

Pasal: Apabila dua orang memiliki satu piutang karena sebab

yang sama, baik karena akad, atau warisan' atau konsumsi, atau

selainnya, lalu salah satunya menerima sebagian piutang, maka yang

lain memiliki bagian (syarikah) atas piutangyang diterimanya itu.

Inilah madziab yang kuat. Namun diriwayatkan dari Ahmad keterangan yang

menurjukkanbahwa salah satunya bolehmengarnbil haknyatanpamelibatkan

yang lain, dan yang lain itu tidak ikut memiliki apa yang diambilnya itu. Ini

adalah pendapatAbuAliyah, Abu Qilaball Ibnu Sirin danAbu LJbaid. Imam

Ahmad pemah ditanya, "Aku dan temanku menjual sebuah barang yang

kami miliki bersam4 lalu pembeli memberikan hakku kepadaku dan berkata

"Ini hakmu sendiri, dan hak mitramu akan kuberikan kepadanya nanti.'

Bagaimana hukumnya?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak bole,h." Ada yang

bertanya, "Bagaimana jika salah seorang pemilik barang menangguhkan

pembeli, atau membebaskannya dari haknya, sedangkan temannya tidak?"

Ia menjawab, "Boleh." Ada yang bertanya, "Abu Llbaid berkata, 'Ia boleh

mengambil sedangkan temarurya tidak apabila ia boleh memberi tangguh,

dan boleh membebaskarurya dari hak. Bagaimana pendapatmu?'Ahmad

berpikir sejenak lalu menjawab,'Ini serupa dengan warisan apabila sebagran

ahli waris telahmengarnbi! sedangkanyang lainbelum mengambil. hnu Sirin'

Abu Qilabah danAbu'Aliyah mengatakarL'Barangsiapa mengambil sesuatu'

maka itu adalah bagiannya." Imam Ahmad berkata, 'Aku melihatnya

mengemukakan argumen untuknya dan ia memboleltkannya. "'Abu Bakar

berkat4 '?endapat yang berlaku menurutku sesuai yang diriwayatkan Harb
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dan Hambal bahwa hukumnya tidak boleh." Pendapat inilah yang benar,

danAhmadtelah menyatakannya secarategas di awal riwayat ini, dan ia

tidak menyatakan secara tegas untuk mencabut pendapatnya itu. Hal itu
karena apa yang diambil salah satu pihak itu tidak boleh me4jadi bagianny4

karena hal tersebut berargi membagi utang dalam pertanggungan tanpa

kerelaan mita yang lai4 sehingga yang diambil dan yang tersisa adalah milik
bersama- Pihak yang tidak menerima berhak menuntut separoh kepada pihak

.yang 
mengambil, baik apa yang diambilnya itu masih ada di tangannya atau

telah keluar dari tangannya untuk digadai, atau membayar utang, atau

selainnya. Iajuga berhak menuntut kepada orang yang berutang karena hak

masih ada dalam pertanggungannya bagi keduanya secara sama

kedudukanny4 sehingga orang yang berutang itu tidak boleh menyerahkan

hak salah satunya kepadayang lain. Apabila salah satu pihaktelahmengambil

haknyadari orang yang berutang, maka diatidak boleh memntut mitranya,

karena haknya ada pada salah satu dari dua tempat (miha dan orang yang

berutang). Apabil a dia memilih salah satunya, maka haknya dari yang lain
gugur. Pihak yang mengambil tidak boleh mencegah mitranya untuk meruntut

kepada orang yang berutang dengan mengatakan, "Nanti akan kuberi kau

separohdari yangkuterima-" Sebalikny4 dia memiliki hakpilih untukmenwfut

siapa saja di antara keduanya. Apabila ia telah menerima sesuatu dari mitanya
maka mitatersebut menwrtut yang samakepada orangyang benrtang.Apabila

pembayaran yang diterima rusak di tangan orang yang menerima, maka

haknya ditetapkan padany4 dan dia tidak boleh melimpatrkan tanggungjawab

kepada mitra, karena haknya seukuran dengan apa yang diambilnya itu.
Mitranya bersekutu dengannya dalam memilikinya hanya ketika pembayar:an

itu tetap pada asalnya sebagai milik bersama. Apabila salah seorang mitra
membebaskan haknya, maka orang yang berutang terbebas darinya karena

yang demikian itu sama kedudukannya dengan rusaknya hak tersebut, dan

orangyang berpiutang tidak bisa menuntutnya sama sekali. Apabila salah

seorang mitra membebaskan sepersepuluh utang, kemudian ia menerima

sebagian pembayaran utang, maka kedua pihak berbagi atas pembayaran

tersebut sesuai prosentase hak masing-masing dari sisa piutang. Pihak yang
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membebaskan memperoleh empat persembilan, dan mitranya memperoleh

lima persembilan.Apabila keduanya menerima separoh pembayaran,

kemudian salah satu mitra membebaskan sepersepuluh utang, maka

pembebasannya itu berlaku pada seperlima sisany4 dan sisanya dibagi di

antara keduanya dengan pembilang delapan; yang membebaskan haknya

memperoleh tiga perdelapan, dan mifanya memperoleh lima perdelapan.

Sisa pembayaran yang diterima keduanya akan dibagi menurut pembagian

ini. Apabila salah seorang mitra itu membeli pakaian dengan bagiannya dari

piutang, maka pihak lain berhak membatalkan pembelian. Apabila pihak

yang membeli itumernberikankepadanya separohpakaiandanjual-beli tidak

batal, maka ia tidak berkewajiban membayar separoh yang lain. Apabila

pihak lain membolehkan jual-beli agar memiliki separoh pakaian, maka

ketentuannya didasarkan pada jual-belifudlruli, apakah ia tergantung pada

perkenan atau tidak? Apabila salah seorang mitra menanggutrkan haknya

dari piutang, maka diperbolehkan, karena seandainya ia menggugurkan

haknya, itu diperbolehkan, apalagi menangguhkan. Apabila sesudah itu

mitanya menerima sebagian pemb ayaran maka dia tidak boleh meminta

bagiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi. Namun menurut

pendapat yang lebih kuat, dia berhak mentlrtutry4 karena utang yang kontan

itu tidak menjadi tempo ketika dia ditangguhkan, sehingga keberadaan

penangguhan itu seperti tidak adanya. Adapun jika kita berpegang pada

pendapat yang lain, dan kita mengatakan bahwa apayangditerima oleh

salah seorang mina itu menjadi milikny4 dan yang lain tidak ikut memilikiy4

maka alasannya adalahhak yang adadalarn pertanggunganitutidak bisa

berpindah kepada barang, kecuali barang itu diserahkan kepada orang yang

berpiutang atau wakilnya. Apa yang diterima oleh salatr seorang mitra maka

mitranfiatidakmemilikihakuntukmengrrasairrya,tidakpulawakilnyasehingga

tidak ditetapkan haknyapada apa yang diterima salah seorang mitra tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran itu menguasai barang berdasarkan hak,

sehingga seperti seandainya utang itu terjadi karena dua sebab, dan yang

demikian itu bukan pembagian utang dalam pertanggungan. Flaknya

ditetapkan hanya dengan penguasium atas pembayaran" sehingga serupa
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dengan tindakarurya untuk membebaskan haknya. Juga karena seandainya
pihak yang tidak menerima itu memiliki hak atas pembayuim yang diterima
pihak lain, maka haknya tidak gugur lantaran rusak, sama seperti hak-hak
yang lain. Juga karena penerimaan pembayaran ini tidak terlepas dari dua
kondisi; berdasarkan hak atau tanpa hak. Apabila penerimaan pembayaran
berdasarkan hak, pihak lain tidak ikut memilikiny4 seperti seandainya utang
terjadi karena dua sebab. Apabila tidak berdasarkan hak, makapihak lain
juga tidak berhak menuntutnya, karena haknya ada pada pertanggungan,
bukan pada barang, seperti seandainya seseoftng mengambil harta darinya
tarrya nn. Atas dasar itu, apa saja yang diterima dan dikuasai seorang mitr4
maka mitanya yang lain tidak memiliki hak di dalamny4 dan ia tidak boleh
mengarahkan tuntutan kepadanya. Apabila salah seorang mitra membeli
pakaian dengan bagian piutangny4 maka pembelian tenebut sah dan mitanya
tidak berhak membatalkan pembelian. Apabila dia menerima pembayaran
lebih besar daripada haknya tanpa seizin mitranya, maka orang yang
berpiutang tidak terbebas dari kelebihannya

Pasal: Ada perbedaan pendapat dari Ahmad mengenai
pembagian utang dalam beberapa pertanggungan. Riwayat yang
disebutkan Hambal adalah tidak boleh, dan pendapat inilah yang benar.
Karena pertanggungan itu tidak dibagi secara adil dan setara, sedangkan
pembagian itu menuntut kesetaraan. Adapun pembagian tanpa arla kesetaraan

itu termasuk kategori jual-beii, sedangkan menjual utang dengan utang itu
hukumnya tidak boleh. Atas dasar itu, seandainya kedua mitra berbagi,
kemudian sebagian harta rusak, maka orang yang hartanya ifu mengarahkan
tuntutan kepada pihak yang tidak rusak hartanya. pendapat ini dipegang
oleh Ibnu Sirin danAn-Nakha'i, dan Harb menuturkan kebolehannya Hal
itu karena perbedaan tidak menghalangi pembagian, seperti seandainya yang
berbeda adalah barang. Atas dasar itu, pihak yang hartanya rusak tidak
mengarahkan tuntutan kepada orang yang hartanya tidak rusak, apabila
masing-masing pihak telah membebaskan haknya dari temannya- semua ini
berlaku apabila utang berada dalam beberapa pertanggwrgan. Adapun jika
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ia berada dalam satu pertanggungan, maka dia tidak bisa dibagi, karena

tujuan pembagian adalah memenuhi hak, dan hal tersebut tidak mtrngkin

terj adi dalam satu pertanggurgan.
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PASAL-PASAL TENTANG BUDAK YANG
DIBERI IZIN

Seorang tuan boleh mengizinkan budaknya untuk berdagang tanpa

ada perbedaan pendapat yang kami ketahui, karenapembatasan hak transaksi

bagi budak itu hanya karena hak tuannya, sehingga budak itu boleh

berhansaksi dengan seizin tuannya Pembatasan itu dilepas darinya sebesar

apayang dluinkan kepadany4 karena transaksinya itu hanya boleh dengan

seizin tuannya, sehingga pembatasan itu dilepas darinya sebesar apa yang

diizinkan tuannya, sama seperti wakil. Apabila tuan menyerahkan harta

kepadanya untuk digunakannya bemiaga, maka dia boleh melakukan jual-

beli dan bemiaga. Apabila tuan mengizinkan budaknyatrntuk membeli sesuatu

dalam pertanggungan tuannya, maka itu diperbolehkan. Apabila tuan

menentukan satu jenis harta yang menjadi objek niaganya, maka

diperboletrkan, dan diatidak boleh bemiaga dengan objekyang lain. Pendapat

ini dikemukakan Syaf i. Tetapi Abu Hanifah berkata, "Ia boleh bemiaga

dengan objek yang lain, dan pembatasan tersebut dilepas darinya secara

mutlak, karena izin tuannya itu berarti membebaskannya dari pembatasan

hak transaksi, dan pembebasan secara mutlak itu tidak bisa dibagi-bagi,

sama seperti balighnya anak kecil. Menurut kami, budak tersebut bertransaksi

dengan izin dari seseorang, sehingga ia wajib membatasi tansaksinya pada

objek yang diizinkanny4 sama seperti wakil dan mudharrb. Pendapat yang

disampaikan Abu Hanifah itu terbantah dengan ketentuan ketika tuan

mengizinkan budak untuk membeli pakaian untuk dikenakannya, atau

makanan untuk dimakannya. Pemberian izin itu berbeda dengan balighnya

seorang anak, karena dengan balig tenebut hilang alasan yang mengakibatkan

pembatasan transaksi. Sedangkan dalam kasus yang kita bahas ini, yang

menjadi penyebab pembatasan adalah perbudakan, dan itu masih ada. Jadi,

AtMughni- [569|



yang sepadang dengan balighnya anak adalah kemerdekaan budak. Seorang

budak itu bertransaksi berdasarkan izin temannya. Tidakkah Anda melihat

bahwa seorang anak ketika ia baligh maka ia bisa menerima akad nikah

(qabul), berbeda dengan budak?

Pasal: Apabila seorang budak dizinkan untukberniaga, maka

ia tidak boleh menjual jasanya dan tidak pula menerima perwakilan

seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh hnam syaf i. NamunAbu

Hanifah membolehkankeduanyakarena iabertransaksi untuk dirinya sendiri,

sehingga ia berhak melakukan dua hal tersebr$ sama seperti budak mukatab.

Menurut kami, itu adalah akad atas dirinya, sehingga tidak berhak

melakukannya dengan izin tiugq sama seperti menjual dirinya sendiri dan

menikah. Pendapat mereka bahwa ia bertansaksi untuk dirinya sendiri itu

tidak bisa diterima. Sebaliknya, dia bertransaksi untuk tuannya. Dengan

demikian, ia berbeda dengan budak mukatab yang bertransaksi untuk dirinya

sendiri. Karena itu, dberhak menjual kepada tuannya.

Pasal: Apabila tuan melihat budaknya berniaga dan tidak

mencegahnya, maka itu bukan berarti budak tersebut diizinkan.
pendapat ini dikemukakan oleh Imam syafi'i. SedangkanAbu Hanifah

berpendapat bahwa budak tersebut menjadi diizinkarL karena tuannya tidak

berkata apa-apatentang haknya sehingga hal itu dianggap menggugurkan

haknya sama seperti pernilik hak syuf ahketikatidakberkata apa-apauntuk

menuntut syuf ah. Mentrut kami, itu adalah transaLsi yang membuftrhkan

izirL sehingga diamnya tuan tidak dapat menggantikan kedudukan izin. Seperti

seandainyapenggadai menjual barang gadai dan penerima gadai diam saja,

atau penerima gadai menjual barang gadai dan penggadai diam saja. Juga

seperti transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubtngan

apapun. Ia berbeda dengan syuf atr, karena syuf ah gugrr dengan berlalunya

waktu apabila iamengetahuiny4 karena syuf ah itu harus dieksekusi dengan

segera.
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Pasal: Izin tidak batal lantaran budak melarikan diri dari
tuannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaf i. NamunAbu Hanifah

mengatakan bahwa izin tersebut batal, karena hal tersebut menghilangkan
kewenangan tuan darinya dalam bemiaga, dengan dalil bahwatuannya tidak
boleh menjualnya, menghibahkan, dan menggadaikanny4 sehingga serupa

seandainya tuarurya itu menjualnya.Menurut kami, kaburnya budak dari
tuannya itutidak menghalangi pemberian izin dari awal, sehingga hal tersebut
juga tidak menghalangi keberlangsungan izin, seperti seandainya budak
tersebut diambil orang tanpa izin, atau ditahan lantaran utang yang

atau yang ditanggung orang lain Alasan yang mereka kemudian

itu tidak benar, karena penyebab perwalian itu masih adq yaitu statusnya

sebagai budak. Lagi pula, budak yang kabw dari tuannya itu boleh dijual
dan digadai kepada orang yang sanggup menangkapny4 sedangkan budak
yang diambil tanpa izin itu tidak sah untuk dijual dan digadaikan.

Pasal: Budakyang diberi izin tidak boleh berbuat derma dengan
menghibahkan dirham atau memberi pakaian. Yang dibolehkan adarah

menghibahkan makanan, meminjamkan kendaraannya, dan
mengundang orang-orang selama tidak berlebihan. Pendapat ini
dipegang olehAbuHanifah. Namun Imam Syaf i mengatakan, ..Semua itu
tidak boleh kecuali dengan seizin tuannya, karena ia mendermakan harta

miiik tuarurya sehingga hukumnya tidak boleh, sama seperti menghibahkan

dirham tuannya. Menurut kami, Nabi SAWpernah memenuhi undangan

seorang budak.r6Abu Sa'id, mantan budakAbu Usaid m bahwa

dia menikah dan undangan pernikahannya dihadiri oleh banyak sahabat

Rasulullah SAW. Di antara mereka adalahAbdullah bin Mas'ud, Hudzaifah
danAbu Dzan Iajuga mengimami shalat mereka, padahal wakhr itu ia masih

'56 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/6696),dan Hakim dalam kitabl I Mustadrak
((2/466).Ia berkata, "Hadits ini shahih sanadnya namun Bukhari dan Muslim tidak
menyantumkannya dalam kitab shahih masing-masing." penilaiannya ini disepakati
olehAdz-Dzahabi. Didalam sanadnyaterdapatMuslim bin KaisanAlMala,iAlA'war.
Menurut Fallas, haditsnya ditinggalkan.
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menj adi budak. Peristiwa ini diriwayatkan Shalih dengan sanadnyar6T dalam

kitab At Masa'iltaryanya. Juga karena hal ini telah menjadi kebiasaan di

antaruparapedagang sehingga diperbolehkan, maka seorang istri boleh

mensedekahkan potongan-potongan roti dari rurnah suaminya'

t67 HR Baihaqi dalam kitab I s-Sunan (3/126).
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BAB WAKALAH (PERWAK| l_AN)

Wakalah atau perwakilan diperbolehkan berdasarkan Al
Qur'an" Sunnall dan ijma'. Di dalarn Al Qur an Allatr berfirrnan,

t'4r';TU ;t6.;Jr't ;rli\U'6 dl
"sesungguhnya zatkat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakin
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat." (Qs. At-Taubah [9]:
60) Di dalam ayat tersebut, Allah membolehkan pekerjaan untuk
mengelola zakat, dan yang demikian itu sama kedudukarurya dengan mewakili

orang-orang yang berhak menerima zakat. Allahjuga berfimran,

cGL 5rl -4 -$1 *):.i 4::P 6';t e',ci bt45

49trrL#
"Maks suruhlah salah seorang di antara knmu pergi lce l<nta dengan

membawa uqng perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah

malrsnan yang lebih baik, maka hendaHah dia membawa makanan

itu untulonu. " (Qs. Al Kahfi [ I 8] : 1 9) Ayat tersebut menjelaskan tentang

perwakilan. Adapun di dalam Sunnah, Abu Daud, Atsram dan Ibnu Majah
meriwayatkan dari Zubair bin Khinig dari Abu t abid Lumazah btnZabbar,
dari Urwah bin Ja'ad, dia berkat4

,'Jru ,t)6-: d,W(
,11

La-rU :

,r:ij;ioa
Jl
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ic , ,;; 1Uti ,*Pr .y; ,# ,*:;l
tuV )Q\"..'&, ^:o'X,'* 4,4v,)6:

,JG .EC' ::i ,€in-: ui, ,,1t ,.yt ti ,ai
; iurr,.'"6tst ,JG .Lf' ;:'a :Jv s;5 ''br

a -.-o.,yv
"Didatangkan binatang dan barang dagangan dari luar kepada Nabi

SAW, lalu beliau merrberilanrang satu dinar dan berkata " Ya' Urw ah,

dat anglah ke t empat b arang-b arang itu dan b eliftan ksmi s e elar

kambing. " Lalu aku mendatangi tempat itu dan menawar kepada

pemiliknya, lalu aku membeli dua karnbing dengan satu dinar. Lalu

aku pulang dengan menggfuing dua karnbing. Lalu aku bertemu dengan

seorang laki-laki dijalan,lalu diamenawar satukambing, dan aku

pun menjualnya seharga satu dinar. Maka, aku rnenemui Nabi SAW

dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Aku berkat\"Ya

Rasulullah, ini dinar Engkau, dan ini kambing Engkau." Rasulullah

bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Maka aku

menceritakan kejadian itu kepadabeliau, lalu beliau berdo 4 " Ya Allah,

b e rikahil ah t r ans aks i nya. "

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir binAbdullah, ia berkata, "Aku

bermaksud pergi ke Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullatr SAW

dan berkata kepadany4 "aku ingin berangkat ke Khaibar." Lalu beliau

bersabda, "Temuilah wakilku dan ambillah darinya lima belas

Irant ong latrmo. Jika ia memint a tanda darirnu, maka le t akkanl ah

tanganmu di atas tulang selangkanya."r6s

r6s HRAbu Daud (33632) dengan status lemah . Di dalam sanadnya terdapat Ibnu

Ishaq, seorang pemalsu hadia.
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Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mewakilkan'Amr
bin UmmayyahAdh-Dhamari untuk menerima nikah (qabul)denga Ummu

Habibah, dan mewakilkanAbu Rafi' untuk menerima pemikahan dengan

Nlaimunatr

Selain itu, umat Islam juga menyepakati kebolehan perwakilan secara

garis besar. Juga karena ada kebutuhan terhadap perwakilan, karena setiap

orang tidak mtmgkin melakukan setiap hal yang dibuftrhkannya, sehingga

ada kebutuhan terhadap perwakilan.

Pasal: Setiap orang yang sah melakukan tindakan terhadap
sesuatu dengan sendirinya, dan sesuatu itu termasuk halyang bisa

diwakilkan, maka sah mewakilkannya kepada seseorang, laki-laki
atau perempuan, merdeka atau budak, muslim atau kafir. Adapun

orang yang melakukan tindakan berdasarkan izin seperti budak yang diizinkan,

wakil, mudharib, maka mereka tidak termasuk kategori. Tetapi seorang

budak sah memberikan perwakilan atas apa-apa yang dimilikinya, bukan

apayangdimiliki tuannya seperti menceraikan dan khulu'. Demikian pula

hukum yang berlaku bagi orang yang dibatasi hak tansaksinya karena lemah

akal. Ia tidak boleh dijadikan wakil kecuali untuk hal-hal yang ia boleh

melakukannya, seperti cerai dan khulu', meruxfirtfoadd, dansemisalnya.

Setiap hal yang dilalarkannya sendiri danbisadiwakilkan, maka dia

boleh menjadi wakil bagi orang lain untuk melakukanny4 kecuali orang fasilg

dan ia sah menerima pernikahan bagi dirinya sendiri. Al Qadhi menyebutkan

bahwa dia tidak sah menerima pernikahan untuk orang lain. Sedangkan

pendapat Abu Khaththab menunjukkan keboleh arnya,dan pendapat ini
didasarkan pada qiyas. Para sahabat Syafi'i dalam hal ini memiliki dua

pendapat seperti duapendapat di atas.

Adapun mewakilkan orang fasik dalam ij ab itu tidak boleh, kecuali

menurut pendapat yang menetapkan perwalian bagi orang fasik. Para sahabat

Syaf i dalam hal ini menyebutkan dua pendapat. Salah satunya boleh

mewakilkannya karena dia bukan seorang wali. Sedangkan alasan lainnya
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dia adalah orang oftIng yang memberi ijab, serupa dengan wali. Juga karena

diatidakbolehmelangsungkanitusendiri,sehinggadiaprntidakbolehmeqiadi

wakil, karena dia seperti perempuan.

Mewakilkan perempuan untuk menceraikan dirinya sendiri dan

perempwilt lain itu hukumnya sah. Mewakilkanbudak untuk menerima

pemikahan (qabul) itu hukunrnya sah, karena dia terrnasuk orang yang boleh

menerimapemikahanturtukdiriryasendiri.Hanyasaja'haltersebuttergantung

pada izin tuannya, untuk memperoleh kerelaan terhadap terkaitrya hak-hak

pada budak tersebut.

Barangsiapa yang tidak berhak melakukan tinda*an terhadap sesuatu

bagi dirinya sendiri, maka dia tidak sah dijadilgn wakil di dalamny4 seperti

perempwm dalarn ijab-qabul pernikahan, orang kafir dalam menikahkan

perempuan muslimalU serta anak kecil dan orang grla dalam semua hak.

Pasal: Budakrzz katabboleh memberikan perwakilan dalam

perkara-perkara yang dia boteh menjalankannya sendiri. Iajuga boleh

menjadi wakil dalam akad dengan diberikan upatr, karena itu termasuk

pekerj aan untuk memperoleh harta dan budak mukat ab tidakdilarang untuk

bekerja. Ia tidak boleh menf adi wakil bagi orang lain tanpa upatr tanpa izin

tuannya, karena upah itu seperti manfaat harta benda milik tuannya, dan ia

tidak boleh memberikan manfaat itu kepada kompensasi.

Budak boleh menjadi wakil dengan izin tuannya, dan tidak boleh

memberi perwakilan tanpa izin tuannya- Apabila dia diizinkan untuk bemiag4

maka diperbolehkakn karena izin dalam pemiagaan itu tidak mencakup

perwatitan

perwakilan anak kecil yang sudah mampu menalar hukumnya boleh

apabila walinyamengizinkannya rurtuk memberikan perwakilarU karena dia

termasuk orang yang satr melakukan tansaksi.

840. Masalah: Abu Qasim berkata, cBoleh memberikan

pervakilan dalam jual-beli, menuntut ha\ membebaskan budakt
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menceraikan istri, baikyang memberikan perwakilan itu ada di tempat
atau tidak ada di tempat."

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai
kebolehan memberikan perwakilan dalam j ual-beli. Kami telah menyebutkan
dalil mengenai hal itu yang bersumber dari ayat dan hadits. Juga karena ada
kebutuhan untuk memberikanperwakilan dalam jual-beli, karena terkadang
perwakilan itu diberikan orang yang tidak pandai berniaga, atau dia tidak
bisa keluar ke pasar. Terkadang dia memiliki harta tetapi tidak pandai
berdagang, atau terkadang dia pandai berdagang tetapi tidak memiliki waktu
luang, atau terkadang dia tidak pantas melakukan perdagangan karena
seoftrng perempuan atau dapat tercemar nama baiknya karena perdagangan.

Karena itu, syariat membolehkan perwakilan karena funtutan kebuhrhan,
dan untuk menghasilkan maslahat bagi manusia yang diciptakan untuk
beribadah kepada Allah.

Boleh memberikan perwakilan dalam hav,aalah, gadai,
pertanggun gan, syarikah, w adi' ah, mudharab ah, mus aq ah, j i, al ah,
ij a r a h, utang, perdamaian, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, penghapusan
akad dan pembebasan pertanggungan. Karena selunrhnya memiliki makna
yang sama dengan jual-beli, dalam arti ada kebutuhan. sehingga hukum
perwakilan dalam jual-beli itu diberlakukan pada hal-hal tersebut di atas.
Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal-hal tersebut.

Boleh memberikanperwakilan dalam pernikahan, yaitu dalam ijab
dan qabul, karena Rasulullah SAW mewakilan Amr bin ummayyah dan
Abu Rafi ' untuk menerima pemikahan bagi Rasulullah sAw. Juga karena
kebutuhan mendorong keberadaanperwakilan, karena barangkali seseorang

membutuhkan pemikahan dari tempat yang jauh, dimana ia tidak rnungkin
pergi ke tempat pemikahan tersebut. Nabi SAW menikahi ummu llabibah,
dan pada saat itu Ummu Habibah berada di negeri Habasyah.

Boleh memberikan perwakilan dalam cerai, khurul rujuk dan
pembebasan budak, karena ada kebutuhan terhadapnya. Sama seperti
kebuhrhan terhadap perwakilan dalam jual-beli dan pemikahan.
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Boleh memberi perwakilan untuk mengupayakan perkara-perkara yang

muba[ seperti menghidupkan lahan yang mati, mengalirkan air, berburu dan

mencari rumput, karena itu adalah mengambil kepemilikan atas suatu harta

dengan faktor yang tidak ditenflrkan, sehingga boleh mewakilkanny4 sama

seperti memberi dan menerima hibah.

Boleh memberi perwakilan dalam menuntut qishash, fuadd, tuduhan

zina, baik orang yang mewakilkan itu ada di tempat atau tidak ada. Karena

hak-hak tersebut adalah hak anak Adam. Juga karena ada kebutuhan

terhadap perwakilan atas hal-hal tersebut, karena orang yang memiliki hak

itu tidak pandai untuk menuntutrya" atau tidak ingin menanganinya sendiri.

Pasal: Boleh memberikan perwakilan dalam menuntut hak,

menetapkan ha\ memperkarakan hak, baik orang yang mewakilkan

itu ada di tempat atau tidak ada di tempat, sehat atau sedang sakit.

Pendapat ini dipegang oleh Malik, Ibnu Abi Lail4 Abu Yusuf, Muhammad

dan Syaf i. AbuHanifahberkata'?ihak seterubolehmenghalangi pelimpahan

perkara oleh wakil kepada pengadilan apabila orang yang mewakilkan ada

di tempat, karena kehadirannya di majelis hakim dan perdebatan dengannya

merupakan hak bagi seterunya di majelis hakim, sehingga tidak boleh

mengalihkan tugas tersebut kepada orang lain tanpa kerelaannya, seperti

utang yang ditanggungnya." Menurut kami, itu adalah hak yang boleh

diwakilkan, sehingga empunya hak boleh mewakilkan orang lain tanpa

kerelaan seteruny4 seperti saat ia tidak ada di tempat atau sakit, dan seperti

rnenyerahkan utang yang ditanggungnya. Juga karena perwakilan ini telah

menj adi ij ma' parasahabat, dimana Ali RA mewakilkan' Aqil kepada Abu

Bakar RA dan berkata, "Apa yang diputuskan sebagai haknya maka itu

menjadi haknya, danapayang diputuskan sebagai kewajibannya maka itu

menjadi kewajibanku." Ali RAjuga mewakilkanAbdullah bin Ja' far kepada

Utsman dan berkata, "sesungguhnya perseteruan itu mengakibatkan

kebinanaan, dan sesungguhnya syetan pasti menghadiri perseflruan itu, dan

sesungguhnya aku benar-benar tidak ingn menghadiri perseteruan tersebut."

Kisah-kisah ini tersebar luas, namun tida ada satu riwayat pun yang
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menjelaskan penolakan terhadap perwakilan tersebut. Juga karena ada

kebutuhan terhadapnya, karena terkadang seseorang memiliki hak, atau

didaicrva, sedangkan ia tidak pandai berdebat, atau tidak ingin menanganinya

sendiri.

Boleh memberikanperwakilan dalam pengakuan. Para sahabat Syaf i
memiliki duapendapat. Salah satunya tidak boleh memberikan perwakilan

dalarn pengakuan, karena itu merupakan pemberitaan tentang suatu hak

sehingga tidak boleh memberikan perwakilan di dalamnya, sama seperti

kesaksian.

Menurut kami, itu adalah penetapan hak dalam pertanggungan dengan

ucapan, sehingga boleh memberikan perwakilan di dalamnya, sama seperti

jual-b€li. Ia berbeda dengan kesaksian, karena kesaksian tidak menetapkan

hak, melainkan sekedar berita akan adanya hak atas orang lain.

Pasal: Tidak sah memberikan perwakilan dalam kesaksian, karena

kesaksian itu terkait dengan diri saksi, karena kesaksian itu merupakan berita

tentang apa yang dilihat dan didengamy4 dan fungsi ini tidak bisa dijalankan

oleh wakilnya. Apabila ia mewakilkan orang lain untuk bersaksi, maka wakil

itu berarti saksi atas kesaksiannya, karena dia mengemukakan apa yang

didengamya dari saksi utama, dan bukan seorang wakil.

Tidah sah memberikan perwakilan dalam sumpah dan nadzar, karena

keduanya terkait dengan diri orang yang benumpatr dan bemadzar,sehingga

senrpa dengan ibadah fisik dan sanksi pidana. Tidah sah memberikan

perwakilan dal arn ila ' , qasamah Gumpah) dan li 'an (sumpah laknat suami-

istri), karena semua itu termasuk jenis sumpah. Tidah sah memberikan

perwakilan dalam perkara giliran di antara isti-isti, karena ia terkait dengan

fisik suami untuk hal-hal yang tidak bisa dilalarkan oleh orang lain.

Tidak sah memberikan perwakilan dalam persusuan, karena persusuan

itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang menyusui dan bayi yang disusui.

Karena persusuan itu memiliki kaitan khusus dengan tumbuhnya daging dan

tulang bayi yang disusui tersebut dengan air susu perempuan yang
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menyusuinya.

Tidah sah memberikan perwakilan dal arn zhihar kuena zhiharadalah

perkataan yang munkar dan palsu, sehingga tidak boleh dilahrkan dan tidak

boleh mewakilkan orang lain untuk melakukarurya.

Tidak sah memberikan perwakilan dalam mengambil hak orang lain
tanpa seizinnya karena itu diharamkan, dan tidak pula dalam perkara-perkara

pidana dengan alasan yang sama. Begitu pula dalam setiap perkara yang

diharamkan, karena orang yang mewakilkantidak boleh melakukanya,

sehingga tidak bolehjuga bagi wakilnya.

Pasal: Adapun hak-hak Allah yang berupa foadd seperti fuadd zina

dan pencurian, maka boleh memberikanperwakilan dalam melalsanakarurya-

Karena Nabi SAW bersabda,

ti;; t:s' .ti,*j.-ru
c . ti.. ..1: o '.,.o.1 o o,l
t-).a-> J 4. yV cc^l:-oV ,_,-*l

"Pergiloh, hai Unais, untuk menemui istri laki-laki ini. Apabila
dia mengakui, maka rajamlah. " Lalu Unais pergi menemuinya,

dan wanita tersebut mengaku, lalu dia pun menyuruh orang untuk

merajamnya." (Muttafaq' Alaih)16e

Nabi SAWjuga menyuruh orang-orang untuk merajam Ma'iz, lalu

rnereka merajamnya. Utsman pernah mewakilkanAli untuk menjatuhkan

foadd minum khamer pada Walid bin Uqbah. Ali j uga mewakilkan Hasan

untuk melakukan hal yang sama namun Hasan menolfuyu, namun Hasan

menolaknya, sehingga ia mewakilkan kepadaAbdullah bin Ja'far,lalu dia

rnelaksanakanny4 sedangkanAli sendiri menghitungnya.

Juga karena ada kebutuhan terhadapnya, karena imam tidak

r5e I{t Bukhari(4/2314,2315), Muslim (3/4133,1697, 1698), Nasa'i (8/5426), Ibnu
Maiah Q D5 a9), dan B aihaq i (8 D| 3, 2 1 9, 222, 22 5).

'-'?r Lp ,rr ;f"r ;1 $r c-:^;i
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mungkinkan menjalankannya sendiri.

Boleh mewakilkan orang lain untuk menetapkanfoadd. NamunAbu

Khaththab mengatakan tidak boleh perwakilan dalam men etapkan foadd.

Ini juga merupakan pendapat Syaf i, karcnafoadd itu gugur dengan adanya

kesamaran, dan kita diperintahkan untuk menghindari fuaddmanakalaada

kesampatan, sedangkan perwakilan itu mengakibatkan jattthnya foadd.

Kami berpegang pada hadits.Unais, dirnana Nabi SAW

mewakilkannya untuk menetapka n fua dd sekaligus melaks anakannya.

Pembelian bersabda, "Kalau dia mengaku, maks rajamlah. " Hal ini
menunjukkan bahwa saat itu fuadd belttrn ditetapkan, dan Nabi SAW

mewakilkan Unais untuk menetapkarurya sekaligus melaksanakannya. Juga

karena apabila hakim mewakilkan orang lain, maka perwakilan tersebut

mencakup m asalah hadd. Kalau per-wakilan dengan cara umum itu mencakup

fuadd, maka apalagijika perwakilan diberikan secara khusus. Wakil

menggantikan kedudukan orang yang mewakilkan dalam menghind an badd
karena ada kesamaran-kesamaran.

Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan harta seperti zakat,

sedekah, nadzar dan kafarat, maka boleh mewakilkan orang lain untuk

mengutipnya dan membagi-bagikannya. Orang yang mengeluarkannya pun

boleh mewakilkan orang lain untuk mengeluarkannya dan menyerahkannya

kepada yang berhak. Seseorang boleh berkata kepada orang lain, "Keluarkan

zakat hartaku dari hartamu." Karena Nabi SAW mengutus para petugasnya

untuk mengutip sekedatr dan membagi-bagikannya. Beliau bersabda kepada

Mu' adz ketika mengutusnya ke Yaman,

zI
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diambit dari orang-orang kaya di antora mereka, untuk

dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Apabtila merekq menaati perintahmu, makaiauhilah harta benda

mereka yong mulia. Dan takutlah kamu akan doa orang yclng

teraniaya, karena tidak ada hijab antara doa tersebut dan Allah. "

(Muttafaq 'Alaihllo

Boleh mewakilkan orang lain dalam h{i manakala oftmg yang dihajikan

itu tidak memiliki harapan untuk bisa berhaji sendiri. Demikian pula dengan

umrah. Boleh juga mewakilkan haji sesudah orang yang dihajikan itu

meninggaldunia-

Adapun ibadah-ibadah fisik yang mumi seperti shalat, puasa dan

bersuci dari hadats, maka tidak boleh mewakilkan orang lain karena ibadah-

ibadah tersebtrt terkait dengan fisik orang yang berkewajiban, sehingga tidak

bisa digantikan oleh orang lain. Hanya saja, puasa nadzar boleh dilakukan

untuk orang yang telah meninggal, dan itu bukan perwakilan. Karena

seseorang tidak boleh mewakilkan dan menjadi wakil dalam puasanadzar.

Perwakilan dalam shalat hukumnya tidak boleh kecuali shalat Thawafdua

raka'at karena mengikuti haji. Ada dua pendapat mengenai mengerjakan

shalat nadzar dan i'tikaf nadzar untuk orang yang sudah meninggal. Tidak

boieh mewakilkan orang lain dalam bersuci kecuali dalam menuangkan air

dan menyampaikan air ke anggota badan, serta dalam mensucikan najis dari

badan, pakaian dan selainnYa.

Pasal: Setiap hal yang boleh diwakilkan itu boleh dilaksanakan'

baikdi hadapan orangyang mewakilkannya atau tidak. Pendapat ini

dinyatakan Ahmad dan merupakan madzhab Malik. Namun para sahabat

kami mengatakan bahwa qishash dan sanksi tuduhan zina itu tidak boleh

dilakukan tanpa dihadiri orang yang mewakilkan. Pendapat ini juga

r70 HR Bukhari dalam kitab Zakat (3/1395,311496), Muslim dalam kitab Iman(ll
2g6,h1m.50),AbuDaud(2/1584),Tirmidzi(3/625),danAhmad dalantMusnad-nya(ll

233) dengan sanad Yang shahih.
i

l
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diisyaratkan oleh Ahmad, dan merupakan pendapat Abu Hanifah dan

sebagian ulama madzhab Syaf i. Karena dimungkinkan orang yang

mewakilkan itu memaafkan saat ia tidak ada di tempat, sehingga sanksi

tersebut gugur. Kemungkinkan ini merupakan sesuatu yang samar yang dapat

mencegah pelaksanaan. Juga karena memberi maafmerupakan perkara yang

dianjurkan, sehingga apabila orang yang mewakilkan hadir di tempat maka

dimungkinkan ia kasihan kepada penerima sanksi sehingga ia memaafl<annya.

Namun pendapat yang pertama adalah madzhabyangkuat, karena apa saja

yang boleh dilaksanakan di hadapan orang yang mewakilkan itu boleh

dilaksanakan tanpa kehadirarurya, seperti fuadd dan hak-hak lain, sedangkan

kemungkinan maaf itu sangatjauh. Timpaknya, seandainya dia memaafl<an,

maka diapasti mengutus orang dan memberitahu wakilnyamengenai maafiry4

dan mentrut ketentuan dasamya maaf itu tidak ada sehingga ketidak-hadiran

omngyang mewakilkanitutidak memengaruhi. TidalkahAndamelihat bahwa

para qadhi Rasulullah SAW itu memutuskan perkara di berbagai negeri dan

menjatuhkan foadd yang barangkali bisa dihindari karena kesamaran-

kesamaran, selain kemungkinan adanya nasaWt atau penghapusan hukum?

Demikian pula, tidak diperlukan kehati-hatian dalam menj afiil'kan fuadd

dengan menghadirkan saksi-saksi, meskipun dimtngkinkan mereka menarik

kesaksian mereka, atau terjadi perubahan ijtihad hakim.

Pasal: Perwakilan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul,

karenaperwakilan adalah akad yang terkait dengan hak masing-masing wakil

dan orangyang mewakilkaq sehingga iamembutuhkan ijab dan qabul seperti

dalamjuai-beli.

Ijab boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafazh yang

menunjukkan izirg seperti menyuruh melakukan sesuahr, atau ia mengatakan,

"Aku mengizinkanmu untuk melala:kannya." KarenaNabi SAW mewakilkan

Urwah bin Ja'ad untuk membeli kambing dengan kata 'belikan'.

Allah mengabark an p ar a A s hba b u I Kahfi bahwa rnereka berkata,

"Makn suruhlah salah seorang di antara komu pergi ke kota dengan
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membawa uong perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah

malrsnan yang lebih baik, malu hendaklah dia membawa maksnan

itu untuhnz." (Qs. Al Kahfi [18]: 19) Karena kata 'mengutus' itu
menunjukk an izin,sehingga ia sama kedudukannya dengan kalimat, "Aku
mewakilkanmu."

Qabul dapat dilakukan dengan mengucapkaq "Aku terim4" dan setiap

kata yang menunjukkan makna tenebut. Qabul juga boleh dengan melakukan

setiap perbuatan yang menunjukkan qabul, seperti melakukan apayang

diperintahkan orang yang mewakilkan. Karena orang-orang yang diwakilkan

Nabi SAW itu tidak dituturkan mengucapkan qabul dari mereka, selain

tindakan mematuhi perintahnya. Juga karena perwakilan adalah izin untuk

melakukan tindakan, sehingga qabulnya boleh dengan perbuatan, seperti

makanmakanan.

Qabul boleh dilakukan dengan segera atau tidak. Misalnya, seseorang

rnenerima kabar bahwa orang lain mewakilkannya untuk menjual sesuatu

sejak setahun yang lalu, lalu wakil tersebut menjualnya atau ia mengatakan,

"Akuterima"Atau orang yang mewakilkan menyunrh wakil turtuk melal<ukan

sesuatu, lalu wakil tersebut melahrkannya sesudahjangka waktu yang lama.

Karena qabul yang dilakukan para wakil Nabi SAW terhadap perwakilan

pembelian adalah dengan perbuatan, dan perbuatan itu terj adi secara berj arak

dari waktu pemberian perwakilan pembelian kepada mereka. Juga karena

perwakilan adalah izin unhrk melakukan tindakan, dimana izin itu tetap ada

selama orang yang mewakilkan tidak menariknya, sehingga serupa dengan

perkenan. Semua ini juga merupakan madzhab Syaf i.

Pasal: Boleh mengaitkan perwakilan dengan syarat, seperti

orang yang mewakilkan mengatakan, "Kalau orang yang haji itu datang,

maka jualkan makanan ini. Jika datang musim utang, maka belikan kami

mantel. Apabila hari IdulAdha tiba" maka belikan kami hewan kurban. Apabila

keluargaku meminta sesuatu darimu, maka berikan kepada mereka. Apabila

masuk bulan Ramadhan, maka aku mewakilkanmu untuk melakukan hal
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ini." Pendapat ini dikemukakan olehAbu Hanifah. Namun Syaf i mengatakan

tidak sah. Tetapi j ika wakil melakukan tindakan, maka tindakannya itu sah

karena ada izin. Apabila wakil tersebut diupah, maka upah yang disepakati

itu gugur, dan ia memperoleh upah standar. Karenaperwakilan adalah akad
yang dengannya wakil berhak melakukan tindakan di masa hidup, sehingga

serupa dengan jual-beli.

Kami berpegang pada riwayat bahwa Nabi SAW bersabda,

z zz Ja
t.o/ . ig/( >*.9 . l:9 rjl.9 c J, iJ U -t - -J

"Pemimpin kalian adalah Zaid. Apabila dia terbunuh, maka
digantikan Jafar Apabila dia terbunuh, malw digantikan oleh
Abdullah bin Rawahah." r71

Juga karenaperwakilan adalah akad yang hukumnya berlaku bagi
wakil, yaitu kebolehan dan kebsahan bertindak, sehingga pengaitan
perwakilan pada syarat itu hukumnya sah. Seperti seandainya orang yang

mewakilkanmengatakan, "Kamujadi wakilku unhrk mer{ual budakku apabrla

orang yang haji itu datang." Juga karena seandainya ia mengatakan, .,Aku

mewakilkanmu unftrk membeli benda ini pada waktu ini," maka hukunmya
sah tanpa ada perbedaan pendapat. Apa yang diperselisihkan dalam pasal

ini semakna dengan bentuk perwakilan tersebut. Juga karena perwakilan
adalah izin untuk bertindak, sehingga serupa dengan wasiat dan pelimpahan
jabatan. Selain itta perwakilan adalah akad yang sah tanpa upab dan pelakunya

tidak harus kerabat, sehingga perwakilan dengan upah itujuga sah, sama

seperti perwakilan yang terlaksana seketika.

Pasal: Perwakilan boleh dengan upah dan tanpa upah, karena
Nabi SAW mewakilkan unais dalam melaksanak an hadd, Urwah dalam

r7r HRBukhari(7/4261) dari hadits Ibnu'umar,Ahmaddalam Musnad-nya(l/233),
dan Nasa'i (5/180) dalam kitab P erjalananbab Apabila pemegang Benda terbunuh,
Apakah Benda itu Diambil-alih orong Lain tanpa perintah Imam." Sanad hadits
shahih. Ahmad juga meriwayatkannya (51299) dari hadits Abu eatadah.

/ ./ t.uls-; a t;tAr *+ '1"'t;
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membeli kambing, sertaAmr danAbu Rafi' dalam menerima pemikahan itu

tanpa upah. Dan Nabi SAW mengutus para pegawainya untuk mengutip

zakat dan memberikan upah kepada mereka. Karena itu, kedua anak paman

beliau berkata kepada beliau, "seandainya engkau mengutus kami untuk

mengutip zakat, maka apakah kami akan berikan kepadamu apa yang

diberikan orang-orang, dan kami memperoleh apayangyang diperoleh

orang-orang?" Yang keduanya maksud adalah upah.

Apabila perwakilan dengan upah, maka wakil berhak atas upah ketika

menyerahkan apa yang diwakilkan kepadanya kepada orang yang

mewakilkan apabilaapayang diwakilkan itu bisa diserahkan, seperti kain

yang dianyamkannya atau dij ahitkanya. Ketika wakil menyerahkannya

kepada orang yang mewakilkan, apabila objek perwakilan itu termasuk

sesuatu yang bisa diserahkan, maka ia berhak menerima upah. Apabila

penjahit ituadadi rumahorang yang mewakilkan, makamakasetiap kali

pgnj ahit itu melakukan suatu pekerj aan yang bisa diserah-terimakan, maka

wakil berhak atas upahketikapenjahit itu selesai meqjahit.

Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual atau membeli

sesuah:" atau haji, maka dia berhak atas upah apabila telah mengerjakannya,

meskipun ia belum menerima pembayaran dalam penjualan. Apabila orang

yang mewakilkan mengatakan, "Kalau kamu telah menjual pakaian ini,

menerima pembayarannya, dan menyerahkannya kepadaku, maka kamu

memperoleh upah," maka wakil tidak berhak atas upah sampai ia

menyerahkan pembayaran kepada orang yang mewakilkannya. Kalau ia

tidak bisa menyerahkan, maka dia tidak berhak atas apapun karena syaratnya

tidak ada.

Pasal: Perwakilan tidak sah kecuali untuk transaksi tertentu.

Apabila seseorang mengatakan, "Aku mewakilkanmu dalam segala sesuatu"

atau dalam setiap perkara kecil dan besar, atau dalam setiap transaksi yang

boleh bagiku atau dalam setiap hal yang boleh kulalarkan," maka hukumnya

tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i danAbu Hanifah. Namun
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IbnuAbi Laila mengatakan tidak sah, dan orang yang diberi perwakilan

demikian berhak melakukan apa yang ditunjukkan lafazh tersebut, karena

ini adalah lafazh umum sehingga ia sah melalarkan apa saja yang ditunjukkan

lafazhtersebut. Seperti seandainyadiamengatakan, "Jualkanseluruhhartaku."

Menurut ini, perwakilan demikian itu mengandungunsur gharar

(ketidak-j elasan) dan b ahayayangbesar, karena lafazh tersebut mencakup

tansaksi menghibatrkan hartany4 menceraikan isti-isfiny4 memerdekakan

budaknya, dan menikah dengan beberapa perempuan. Semua itu

mengharuskannya memberikan banyak mahar dan pembayaran yang besar,

sehingga besar bahayanya.

Apabila dia mengatakan, "Belikan aku apa yang kausuka," maka

hukumnya tidak sah, karena terkadang wakil membelikan apa yang tidak

sanggup dibayarnya. Namun diriwayatkan pendapat dari Ahmad yang

menunjukkan keabsahanny4 berdasarkan pendapatnya tentang dua orang

yang salah satunya berkata kepada temanny4 "Apa saja yang aku beli dibagi

di antara kita. Imam Ahmad berkata, "Hukumnya boleh dan saya

menyukainya." Jugakarena syarik dan mudharib adalah wakil dalam

membelikan apa saja yang dikehendakinya Atas dasar itu, wakil tidak berhak

membeli kecuali dengan harga standar atau lebih rendah, tidak boleh membeli

kecuali yang sanggup dibayar oleh orang yang memberinya perwakilarl serta

tidak boleh membeli kecuali apayang mentrutrya mengandung maslahat.

Apabila seseorang mengatakan, "Jualkan selwuh hartaku dan terima

selunrh piutangku," maka hukumnya sah karena selunrhharta dan piutangnya

dapat diketahui. Apabila dia mengatakan, "Jualkan hartaku mana saja yang

kauinginkan, dan peganglah piutangku mana saja kaukehendaki dari

piutangku,'' maka hukumnya boleh, karena apabila boleh mewakilkan selunrh

harta maka apalagi mewakilkan sebagiannya.

Apabila dia mengatakan, "Peganglah seluruh piutangku, dan piutang

yang akan terjadi," maka hukumnya sah. Para sahabat Syaf i mengatakan,

"Apabila dia mengatakan, 'Jualkan hartaku mana saja yang kauinginkan,"

maka hukumnya tidak boleh. Apabila dia mengatakan,'Budakku yang mana
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saja,' maka diperbolehkan karena budak itu terbatasi dengan jenisnya.

Menurut kami, apa saja yang boleh diwakilkan seluruhnya itu juga

boleh diwakilkan sebagianny4 seperti budak.

Apabila dia mengatakan, "Belikan aku seorang budak Turki, atau

pakaian model Harawi," maka hukumnya sah. Apabila ia mengatakan,

"Belikan aku seorang budak, atau sehelai pakaian" tanpa menyebutkan
j enisnya, maka hukumnya j uga sah. Namun Abu Khaththab mengatakan

tidak sah. Ini adalah m adzhab Syaf i. Hal itu karena objek perwakilan tidak

jelas.

Menrut kami, itu adalah perwakilan untuk membelikan seorang budak

sehingga tidak disyaratkan menyebukanjenisnya, sama seperti qiradh.

Dalam perwakilan tidak ada syarat menyebutkan harta. Pendapat ini

dikemukakan boleh Al Qadhi. Namun Abu Khaththab mengatakan,

'?erwakilan tidak sah sebelum menyebutkan besamya harga." Ini merupakan

salah satu dari dua pendapat para sahabat Syaf i. Karena satu j enis budak

itu memiliki harga yang berbeda-beda.

Menrut kami, apabila seseorang telah menyebutkanjenisnya, maka

ia telah mengizinkan wakil unftrk membeli dengan harga yang paling tinggi,

sehingga kesamarannya kecil. Juga karena menentukan harga itu dapat

menimbulkan mudharat, karena terkadang wakil tidak menemukan budak

dengan harga yang disebutkan. Ulama yang mensyaratkan penyebutan harga

itu membolehkan penyebaran harga tertinggi dan terendah.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan dua orang untuk
melakukan satu tindakan, dan dia memberi masing-masing batasan

kerja tersendiri, maka masing-masing wakil boleh berbuat dalam

batasan yang diberikan kepadanya karena ia diberi izin untuk berbuat

sesuai batasan tersebut. Tetapi apabila pemberi perwakilan tidak
menyebutkan batasan kerja tersendiri, maka masing-masing tidak boleh

bekerja sendiri-sendiri, karena pemberi perwakilan tidak mengizinkannya

bertindak demikian. Dia hanya boleh melakukan apayang diizinkan oleh

I

i
@J -AlMughni



pemberi perwakilan. Pendapat ini dikemukakan Syaf i dan ulama ahli ra'yu.

Apabila dia mewakilkan keduanya untuk menj aga hartanya, maka

keduanya menjaganya secara bersamaan, karena perkataannya, 'Kalian

berdua kerjakan ini' menunjukkan bahwa keduanya sama-sama

melakukannya selama memungkinkan. Perkataan ini berbeda dengan

perkataan, 'Aku menjual kepada kalian berdua,' dimana apa yang dibeli itu

dibagi di antara keduanya, karena tidak mungkin keduanya sama-sama

memilikinya, sehingga dibagi di antara keduanya.

Apabila salah seorang wakil tidak ada di tempat, maka yang lain tidak

boleh melakukan, dan hakim tidak boleh mengutus orang yang amanah unhrk

bergabung dengan wakil yang ada agar keduanya melakukan bersama-sama.

Karena orang yang memberi perwakilan adalah orang yang dewasa dan

boleh bertindak, sementara hakim tidak memiliki perwalian atasny4 sehingga

hakim tidak boleh menambahkan seorang wakil tanpa ada perintahnya. Ia

berbeda dengankasts ketika salah seorangpembawa wasiat meninggal &miq

dimana hakim berhak menambahkan seorang yang tepercaya bersama

pembawa wasiat yang masih hidup agar keduanya bertindak benama-sirm4

karena hakim memiliki hak untuk mengawasi hak mayit dan anak yatim.

Karena itu, seandainya mayit tidak menitipkan wasiat kepada seorang pun,

maka hakim dapat mengadakan orang kepercayaan unttrk mengurusi anak

yatim.

Apabila salah seorang wakil mendatangi hakim dan yang lain tidak

ada di tempat, lalu dia mendakwakan perwakilan bagi keduanya dan

mengajukan bukti, maka hakim mendengarkan dakwaannya itu, dan

menetapkan adanya perwakilan bagi keduanya. Wakil yang hadir itu tidak

boleh bertindak sendirian. Apabila wakil yang lain itu hadfu, maka keduanya

bertindak secara bersama-sama, dan tidak perlu mengajukan bukti lagi,

karena hakim telah mendengamya. Jika ada yang mengatakan bahwa ini

adalah keputusanyang diberikankepada orangyang tidak di tempat, maka

kami katakan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja karena mengikuti hak

pihak yang hadir. Sebagaimana hakim boleh memutuskan wakaf yang
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ditetapkan bagi anak yang lebih lahir lantaran orang yang berhak atasnya

pada.waktu keputusan itu dibuat. Begitujuga di sini.

Apabila wakil yang tidak ada di tempat itu menyangkal perwakilan,

atau ia mengundurkan diri, maka wakil yang lain tidak boleh bertindak.

Pendapat yang kami kemukakan ini juga dikemukakanAbu Hanifah dan

Syaf i. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah

ini, dan seluruh tindakan dalam masalah ini hukumnya sama.

Abu Hanifah berkata, "Apabila dia mewakilkan keduanya untuk

melalcukan gugatan, maka masing-masing dapat melakukan gugatan sendiri-

sendiri."

Menurut karni, yang memberi pemakilan itutidakrela dengantindakan

salah seorang di antara keduanya, serupa denganjual-beli.

841.. Masalah: Abu Qasim berkata, "Wakil tidak boleh

mewakilkan kepada orang lain apa yang diwakitkan kepadanya,

kecuali perkaranya diserahkan kepadanya."

Pemberian perwakilan tidak terlepas dari tiga benhrk . Pertama, yang

memberi perwakilan melarang wakilnya untuk memberikan perwakilan,

sehingga wakil tidak boleh melakukannya tanpa ada perbedaan pendapat.

Karena apa yang dilarangnya itu tidak tercakup ke dalam izfutrrya,sehingga

hukumnya tidak boleh, seperti seandainya dia tidak mewakilkannya.

Kedua, yang memberi perwakilan mengizinkan wakilnya untuk

memberikan perwakilan, sehingga wakil boleh melakukannya, karena itu

adalah akad izin kepadanya untuk memberi perwakilan, sehingga ia boleh

melakukannya, sama seperti tindakan yang diizinkan baginya. Kami tidak

rnengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Apabila ia

mengatakan, "Aku mewakilkan kepadamu, maka lakukan apa yang kamu

mau," maka wakil tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain. Namun

para sahabat Syaf i mengatakaq "Ia tidak boleh mewakilkan kepada orang

lain menurut salah satu dari dua pendapat, karena perwakilan menuntut

tindakan yang dikerjakan wakil sendiri. Dan perkataan, "Lakukan apayffig
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kaumau" kembali kepada apa yang menjadi tuntutan perwakiian tersebut,

yaitu bertindak sendiri.

Mentrut kami, ini adalah lafazh umum yang mencakup apa saja yang

dia mau, seperti mewakilkan kepada orang lain.

Ketiga, dia memberikan perwakilan secara mutlak. Perwakilan ini

tidak terlepas dari tiga macam . Pertama, pekerjaan yang diwakilkan itu

termasuk pekerjaanyang wakil merasa terhormat untrk melalarkanny4 seperti

pekerjaan fisik bagi orang-orang terhormat yang biasanya enggan melainrkan

pekerjaan tersebut, atau wakil tidak mampu melakukannya karena tidak

menguasainya, atau pekerj aan-pekerjaan yang serupa. Di sini wakil boleh

mewakilkan kepada orang lain, karena apabila pekerj aan yang diwakilkan

itu tidak dikuasai oleh wakil, maka izin beralih kepadaapayang menjadi

kebiasaarl yaitu meminta orang lain menggantikarurya. Kedua, pekerjaan

yang diwakilkan dapat dikerjakan sendiri oleh wakil, hanya saja ia tidak

mampu mengerjakan seluruhnya karena banyak dan tersebar. Maka wakil

boleh mewakilkan orang lain, karena perwakilan tersebtrt menuntut kebolehan

mewakilkan orang lain, sehingga ia boleh mewakilkan orang lain untuk

mengerjakan seluruhnya. Seperti seandainya yang memberi perwakilan itu

mengizinkan wakil untukmewakilkan orang lain dengan menggunakan

lafazlnya. NamunAl Qadhi mengatakan, "Menurutku, dia hanya boleh

mewakilkan orang lainpekerjaan selebihnya dari yang bisa dikerjakannya

sendiri. Karena mewakilkan orang lain dibolehkan lantaran ada kebutuhan,

sehingga hal tersebut dibatasi sesuai kebutuhan, berbedajika memang ada

iztn.Parasahabat Syaf i memiliki duapendapat seperti duapendapat ini.

Ketiga, di luar dua macam ini, yaitu yang bisa dikerjakannya sendiri dan ia

tidak enggan melakukarrnya. Apakah ia boleh mewakilkan kepada orang

lain? Ada dua pendapat. P ertama, tidak boleh. Pendapat ini dituturkan oleh

Ibnu Manshur. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Syaf i.
Karena yang memberi perwakilan tidak mengizinkannya untuk mewakilkan

orang lain, dan hal tersebut tidak tercakup dalam izinnya sehingga hukumnya

tidak boletu seperti seandainya yang memberi perwakilan melarangnya. Juga
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karena perwakilan adalah menaruh kepercayaan unhrk melakukan apa yang

dapat dilahrkan wakil, sehingga dia tidak boleh melimpahkan pekerjaan itu

kepada orang yang tidak dipercayai pemberi perwakilan, sama seperti titipan.

Kedua, boleh. Pendapat ini diriwayatkan oleh Hambal, dan dikemukakan

oleh IbnuAbi Laila, dengan cacatan wakil tersebut sakit atau tidak ada di

tempat. Karena wakil dapat bertindak sendiri, sehingga memiliki hak atas

tindakan itu untuk menggantikan orang lain, sama seperti pemilik. Pendapat

yang pertama lebih kuat, dan wakil tidak serupa dengan pemilik, karena

pemilik dapat bertindak sendiri atas apa yang dimilikinya sesuka hati, berbeda

denganwakil.

Pasal: Setiap wakilyang boleh mewakilkan orang lain itu tidak
boleh mewakilkan selain orang yang amanah, karena yang memberi

perwakilan itu tidak mungkin berpikir untuk memberikannya kepada orang

yang tidak amanah, sehingga kebolehan wakil untuk mewakilkan orang lain

itu dibatasi dengan cara-cara yang mendatangkan keuntungan. Seperti izin

untuk menjual itu dibatasi dengan ketentuan menjual dengan harga standar,

kecuali yang memberi perwakilan telah menentukan siapa yang harus

diberikan perwakilan oleh wakil tersebut, sehingga wakil boleh mewakilkan

orang yang ditunjuk tersebut meskipur bukan orang yang amanah, karena

pemberi perwakilan telah memutuskan.

Apabila wakil memberi perwakilan kepada orang lain yang amanah,

namun sesudah itu dia berkhianat, maka dia harus menghentikanny4 karena

membiarkannya bertindak dengan khianat itu mengakibatkan hilangnya hak

dan keteledoran, sedangkan perwakilan menuntut kepercayaan terhadap

orang yang amanah, sedangkan orang tersebut tidak amanah sehingga wajib

dihentikan.

Pasal: Hukum yang berlaku bagi pembawa wasiat yang

mewakilkan apa yang dirvasiatkan kepadanya, serta hukum yang berlaku

bagi hakim yangmenangani peradilan dalam mewakilkanhakim lain itu sama

seperti hukum yang berlaku bagi wakil terkait hal-hal yang telah kami bahas
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secara rinci. Hanya saj4 pendapat yang dinyatakan dariAhmad dalam sebuah

riwayat Muhanna adalah boleh. Inijuga merupakanpendapat Syaf i mengenai

pembawa wasiat, karena pembawa wasiat itu benindak berdasarkan

perwalian. Dalilnya adalah pembawa wasiat itu bertindak dalam hal yang

tidak ditetapkan baginya, sedangkan wakii tidak bertindak kecuali dalam

hal yang telah digariskan baginya. Namun pendapat yang menggabungkan

keduanya itu lebih kuat, karena pembawa wasiat itu melakukan tindakan

terhadap harta orang lain dengan izin, sehingga serupa dengan wakil.

Pembawa wasiat hanya melatarkan tindakan yang ditunjukkan oleh wasiat,

sebagaimana wakil hanya melakukan tindakan sesuai yang ditunjukkan

pewakilan.

Pasal: Wali dalam pernikahan boleh mewakilkan orang lain

dalam menikahkan perempuan yang diwalikannya tanpa izinnya, baik

wali tersebut adalah ayah atau selainnya. Al Qadhi berpendapat

mengenai orang yang perwaliannya bukan perwalian ii bar @oleh memaksa);

apakah dia seperti wakil. Menurut Al Qadhi, ketentuan ini didasarkan pada

dua pendapat yang dinyatakan tentang wakil. Para sahabat Syaf i memiliki

dua pendapat dalam mas alahirn. Pertsmd, ia tidak boleh mewakilkan orang

lain kecuali dengan seizin perempuan yang diwalikannya, katena ia tidak

berhak menikahkan kecuali dengan seizinrrya, serupa dengan wakil.

Menurut kami, perwalian wali dalam pemikahan itu bukan bersumber

dari perempuan yang diwalikannya, sehingga tidak diperlukan izirr;yabagi

wali untuk mewakilkan orang lain, sama seperti ayah. Yang demikian itu

berbeda dengan wakil. Juga karena wali tersebut melakukan tindakan

berdasarkan perwalian syar'i, serupa dengan hakim. Juga karena hakim

berhak menyerahkan akad pernikahan kepada orang lain tanpa seizin

perempum, begitujuga wali. Pendapat yang mereka kemukakan itu terbantah

dengan ketentuan yang berlaku bagi hakim. Perkara yang izin perempuan

berlaku di dalamnya itu bukan perkara yang diwakilkan, dengan dalil bahwa

wakil tidak memerlukan izin perempuan untuk menikahkannya, sehingga

dalam hal ini wakil sama seperti orang yang memberi perwakilan.
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Pasal: Apabila orangyang memberi perwakilan mengizinkan
wakil untuk mewakilkan orang lain, lalu wakil tersebut memberikan

perwakilan, maka wakil keduanya menjadi wakil bagi orang yang
memberi perwakilan. Karena perwakilannya tidak terhentikan oleh

kematian wakil pertama dan tidak pula akibat diberhentikannya wakil
pertama. Wakil yang pertamajuga tidak bisa menghentikanwakil yang kedu4

karena wakil yang kedua itubukanwakil yangpertama.

Tetapi j ika yang memberi perwakilan mengizinkan perwakilan untuk

mewakilkan orang lain bagi dirinya sendiri, maka hukumnya boleh. Wakil

kedua itu menjadi wakil bagi yang memberi perwakilan, dimana ia terhentikan

karena kematian wakil pertama dan ketika diberhentikan. Apabila yang

memberi perwakilan meninggal, atau wakil pertama diberhentikan, maka

keduanya terhenti, karena keduanya adalah perpanjangan dari yang memberi

perwakilan, tetapi salah seorang wakil itu juga merupakan perpanjangan

bagi wakil yang lain, sehingga hukum keduanya hilang karena hilangnya

sumberkeduanya.

Apabila wakil pertama mewakilkan orang lain tanp a adaiztnsecara

lisan, melainkan telah menjadi tradisi, atau menurut pendapat yang

membolehkan wakil mewakilkan orang lain'tanpa adaizm, maka wakil kedua

adalah wakil bagi wakil pertama. Hukum wakil kedua itu seperti hukum

dalam kasus ketika wakil pertama diberi izin untuk mewakilkan orang lain

bagidirinya-

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menghadiri persidangan, maka tidak diterima pengakuannya yang

rnemberatkan orangyang memberinya perwakilan bahwa iia telah

menerima hak, dan tidak pula dalam kasus lain. Pendapat ini
dikemukakan Malik, Syaf i dan IbnuAbi Laila. NamunAbu Hanifah dan

Muhammad berpendapat bahwapengakuarurya di majelis hakim diterima

dalam kasus selain kasus foadd dan qishash. Abu Yusufberpendapat bahwa

pengakuannya diterima, baik di majelis hakim atau di tempat lain, karena
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pengakuan adalah salah satu dari duajawaban terhadap dakwaan, sehingga

sah dilalrukan oleh wakil, sama seperti penyangkalan.

Menurut kami, tujuan dari pengakuan adalah untuk memutuskan

perseteruan dan menafikannya, sehingga wakil tidak berhak melahrkannya

dalam perseteruan, sama seperti pembebasan hak. Ia berbeda dengan

penyangkalan, karena penyangkalan tidak memutuskan perseteruan. Wakil

berhak melakukannya dalam kasus fuadd dan qishash, dan di luar majelis

hakim. Juga karena wakil tidak berhak menyangkal dengan carayang

menghalangi orang yang memberi perwakilan untuk memberikan pengakuan.

Seandainya dia berhak mengakui, maka orang yang memberinya perwakilan

pasti terhalang untuk memberikan sangkalan, sehingga keduanya berbeda.

Wakil juga tidak berhak mengadakan perdamaian atas suatu hak, dan

tidak pula membebaskan hak, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami

ketahui, karena izin dalam persidangan tidak mengimplikasikan apapun dari

tindakan-tindakan tersebut.

Apabila dia mengizinkan wakil unhrk mengklaim suatu hak, maka dia

tidak berhak menerima penyerahan hak tersebut. Pendapat ini dipegang oleh

Syaf i. NamwrAbu Hanifah berpendapat bahwa wakil berhak menerimany4

karena tujtran dari klaim adalah menerimapenyeraharmya dan memperolehnya

Mentuut kami, menerima hak itu tidak meqjadi implikasi dar izin secara

lisan maupun tradisi, karena tidak setiap orang yang diridhai pemberi

perwakilan untuk mengklaim hak itujuga diridhainya unnrk menerima hak.

Apabila dia mewakilkannya untuk menerima hak laluorang yang

menanggung hak itu menyangkal, maka ia menjadi wakil dalam mengklaim

hak menurut salah satu dari duapendapat. Pendapat ini dipegang olehAbu

Hanifah. Menurut pendapat yang lain, wakil tersebut tidak boleh mengklaim.

Ini merupakan salah satu dari dua pendapatpan sahabat Syaf i, karena

menerima hak dan mengklaim hak adalah dua hal yang berbeda, sehingga

wakil dalam salah satunya bukan merupakan wakil dalam hal yang lain.

Sebagaimana wakil dalam menerima hak itu tidak menjadi wakil dalam

persidangan.
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Alasan pendapat yang pertama adalah wakil tidak mungkin menguasai

hak kecuali dengan mengklaim hak, sehingga izin untuk mengklaim hak itu

didasarkan pada kebiasaan. Juga karena pengrasaan atas hak itu tidak bisa

dilakukan kecuali dengan mengklaim hak, sehingga wakil berhak

melakukanya, seperti seandainya ia diwakilkan turtuk membeli sesuatu maka

ia berhak untuk menaksir h urganya, atau seandainya ia diwakilkan untuk

menjual sesuatu maka dia berhak menyerahkannya.

Tetapi ciimungknkan bahwa apabila orang yang memberi perwakilan

mengetahui pengingkaran orang yang menanggung hak, rnaka izin itu

menguasai hak itujuga sekaligus izin untuk mengklaim hak dan mengadakan

gugatan, karena ia mengetahui bahwa penguasaan hak itu tergantung pada

dua hal tersebut. Apabila orang yang memberi perwakilan tidak mengetahui

hal tersebut, maka izinnya tidak mengandung perwakilan untuk melaukan

dua hal tersebut, karena ia tidak tahu bahwa pengusaan atas hak tergantung

pada duahal tersebut.

Tidak ada perbedaan antara hak berupa barang atau utang. Namun

sebagian sahabatAbu Hanifah mengatakan, "Apabila ia me'*akilkannya untuk

menguasai barang, maka iatidak berhak untukmengklaimnya, karena ia

adalah wakil dalam hal memindah barang tersebut, senrpa dengan wakil

untukmemindahisti."

lv{emuut kami, dia adalah wakil untuk menguasai hak, sehingga serupa

dengan wakil dalam menerima pembayaran utang. Pendapat yang mereka

kemukakan itu terbantah dengan ketentuan perwakilan dalam menerima

pembayaran utang, karena ia adalah wakil dalarn menerima pembayaran

utang sekaligus dalam memindahkannya kepada pemberi perwakilan.

Fasal: Apabila dia mewakilkannya dalam meniual sesuatu, maka

dia berhak menyerahkannya, karena perwakilan secara mutlak dalam

menjual itu menunjukkan penyerahan, karena penyerahan adalah kelanjutan

dari penjualan. Wakil tidak berhak membebaskan pembayarannya. Ini juga

merupakan pendapat Imam Syaf i. NamunAbu Hanifah mengatakan bahwa
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dia berhak melalnrkannya.

Menurut kami, pembebasan harga bukan bagian dari jual-beli, dan

bukan termasuk penyempumajual-beli, sehingga perwakilan dalam penjualan

itu bukan merupakan perwakilan dalam pembebasan harga, seperti
pembebasan tanpa menerima pembayarannya sedikit pun. Mengenai
penerimaan pembayaran, Al Qadhi danAbu Khaththab mengatakan bahwa

ia tidak mungkin melakukannya. lni adalah salah satu dari dua pendapat

para sahabat Imam Syaf i, karena terkadang seseorang mewakilkan
penjualan kepada orang yang tidak dipercayainya menerima pembayaran.

Atas dasar itu, apabila wakil berhalangan untuk menerima pembayaran dari

pembeli, makawakil tidak berkewajiban apapun. Dimungkinkan wakil berhak

menerima pembayaran karena hal tersebut termasuk implikasi jual-beli,

sehingga wakil berhak melakukannya, sama seperti menyerahkan barang

yang drjual. Atas dasar itu, dia tidak boleh menyerahkan barang yang dijual
kecuali setelah menerima pembayaran atau menyaksikannya. Apabila dia
menyerahkannya sebelum menerima pembayaranrry4maka dia bertanggung

jawab. Menurut pendapat yang kuat, kasus ini harus dilihat terlebih dahulu.

Apabila kondisi menunjukkan boleh menerima pembayaran, seperti
perwakilan untuk menjual pakaian di pas.ar yang jauh dari tempat pemberi

perwakilarl atau menjual harta milik bersama yangpembayararurya bisa hilang
jika wakil tidak menerimany4 makaperwakilan tersebut sekaligus merupakan

izin unftrk menerima pembayaran. Manakala wakil tidak menerimanya, maka

ia bertanggung jawab, karena kondisi menunjukkan bahwa pemberi

perwakilan itu menyuruhnya untuk menjual agar dia memperoleh
pembayarannya, sehingga ia tidak relajika pembayarannya itu disia-siakan.

Karena itu, orang yang berbuat demikian dianggap menyia-nyiakan dan

teledor. Tetapi jika kondisi tidak menunjukkan hal tersebut, maka pembeli

tidak boleh menerima pembayaran.

Pasal: Apabila dia mewakilkannya untuk menjual sesuatu, atau
menuntut syuf'ah, atau membagi sesuatu, maka ada dua pendapat.

Pertama, dia berhak mengklaimnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah

i
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mengenai pembagian dan tuntutan syuf'ah, karena wakil tidak bisa

memperoleh apa yang diwakilkan kepadanya kecuali dengan melakukan

kJaim. Kedua, dia tidak berhak melalarkannya. Ini adalah pendapat sebagian

sahabat Syafi' i. Karena salah satunya dapat dilakukan tanpa melakukan

yang lain, sehingga izin untuk salah satunya tidak mengandung izin untuk

yanglain.

Pasal: Apabila dia mewakilkannya trnhrk membeli sesuaflr" maka dia

berhak menyerahkan pemb ayarannya,karena penyerahan pembayaran itu

termasuk penyempuma dan kewajiban dalam membeli, sama seperti

penyerahan barang dalam penjualan. Hukum menerima objekjual-beli sama

seperti hukum menerima pembayaran dalam jual-beli, sebagaimana pendapat

yang telah dijelaskan.

Apabila wakil membeli seorang budak dan membayamya secara

kontan, namun temyata budak tersebut bukan milik penjual, apakah wakil

berhak menggugat penjual atas harga yang telah dibayamya? Ada dua

pendapatdalamhal ini.

Apabila wakil membeli sesuatu dan menerimanya, lalu dia menunda

penyerahan pembayaran tanpa ada alasan lalu pembayaran tersebut rusak

di tanganny4 maka dia menanggungnya. Apabila dia memiliki alasaq seperti

pergi iurtuk rnenyelematkan seseorang lalu pembayaran ifu rusak, atau hal

semacam itu, maka ia tidak bertanggung j awab. Pendapat ini dinyatakan

oleh Ahmad. Karena dalam kasus pertama 
-bukan 

kasus yang kedua.-

clia bersikap teledor dalam memegangnya, sehingga dia bertanggurg jawab,

berbeda apabila diatidak teledor.

Pasah Apabila dia mewakilkannya untuk menerima pembayaran utang

dari seseorang lalu orang tersebut meninggal, maka perkataannya dilihat.

Apabiia ia mengatakaq "Ambillah hakku dali frrlarl" makawakil tidak berhak

mengambilnya dari ahli warisnya, karena iatidak diperintahkan demikian.

Tetapijika dia mengatakan, "Ambillah hakku yang merf adi tanggungan fiIaq"

maka ia berhak menuntut alrli warisnya dan menerima pembayaran, karena
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menerima pembayaran dari ahli waris itu berarti menerima hak yang

ditanggungmayit.

Barangkali ada yang mengatakan, seandainya dia berkata, "Ambil-
lah hakku dari Zaid," laluZaidmewakilkan seseorang untuk menyerahkan

hak kepada wakil, maka wakil berhak menerimanya darirwakilnyaZaid.

Padahal, ahli waris adalah pengganti dari mayit, sehingga ahli waris itu seperti

wakilnya. Menanggapi hal ini, kami katakan bahwa apabila wakil
membayarkan dengan seizin orang yang mewakilkan, maka sama

kedudukannya dengan ia menyerahkan pembayaran itu sendiri, karena ia
mendudukkan wakil pada kedudukan dirinya. Sedangkan dalam kasus ini
tidak demikian, karena hak telah berpindah kepada para ahli waris, sehingga

ada hak untuk menuntut mereka bukan dalam kapasitas mereka sebagai

pengganti mayit. Karena itu, seandainya dia bersumpah tidak melakukan

sesuatu, maka sumpah itu batal dengan apa yang dilalarkan wakilnya untukny4

tetapi sumpah itu tidak batal dengan apa yang dilakukan atrli warisnya.

842. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila wakil telah menjual
kemudian dia mengklaim pembayarannya rusak bukan karena
perbuatannya yang diluar kewenangan, maka dia tidak bertanggung
jawab.Apabila dia dituduh teledor, maka dia bersumpah."

Apabila wakil dan yang mewakilkan berselisih, maka perselisihan

tersebut tidak keluar dari lima bentuk:

Pertama, keduanya berselisih mengenai kerusakan pembayaran,

dimana wakil mengatakarq "Hartamuyang ada di tangankurusak di tangankrf

ataupembayaran yang kuterima dari penjualan barangmu rusak di tangankq"

lalu yang mewakilkan mendustakan ucapannya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan wakil dengan disertai sumpahny4 karena wakil
adalah orang kepercayaan. Ini termasuk kasus yang tidak bisa dibuktikan,

sehingga dia tidak dibebani untuk mengajukan bukti, sama seperti orang
yang menerima titipan. Demikian pula orang yang memegang sesuatu milik
orang lain sebagai amanah, seperti ayah, pembawa wasia! orang kepercayarul

I

I
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hakim, penerima titipan, syarik, mudharib,pnerima gadai, penyew4 orang

upahan bersama. Hal itu karena seandainya ia dibebani untuk mengajukan

bukti, maka manusia enggan untuk membawa amanah padahal hal tersebut

dibutuhkan. Dengan demikia4 mantsia akan menghadapi kesulitan. Al Qadhi

mengatakan, "Kecuali dia mengklaim rusak karena perkarayangjelas, seperti

kebakaran, perampokan, dan semisalnya. Makq dia waj ib mengaj ukan bukti

mengenai keberadaan perkara tersebut. Setelah ih1 perkataan yang drpegang

adalah perkataannya menyangkut kerusakan barang karena alasan tersebut."

lni juga merupakan pendapat Syaf i. karena keberadaan perkara yang jelas

itu tidak bisa disembunyuikan, sehingga tidak ada halangan untrrk mengajukan

buktimengenainya.

Kedua, keduanyaberselisih mengenai tindakan wakil yang diluar

kewenangan, keteledorannya dalam menjaga, tindakannya yang menyalahi

perintah yang mewakilkan. Seperti seseorang menuduh wakilnya, "Kamu

membebani hewan kend araa\di luar kemampuannya, atau memuatinya

dengan sesuatu milikmu, atau kamu teledor dalam menjaganya" atau kamu

memakai pakaiaq atau aku telah memerintahkanmu untuk mengembalikan

harta tetapi kamu tidak melakukannya, dan semisalnya." Dalam kasus ini,

perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil juga disertai sumpahnya

berdasarkan alasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Juga karena ia

menyangkal apa yang didakwakan kepadanya, dimana perkataan yang

dipegang adalah perkataan pihak yang menyangkal.

Manakala ditetapkan kerusakan terj adi di tangannya tanpa melakukan

tindakan diluar kewenangan, baik karena ucapannya diterima, atau karena

pengakuan orang yang mewakilkannya, atau karena ada bukti, maka dia

tidak bertanggugnjawab; baik yang rusak adalahbarangyang diperintatkannya

untuk dijual, atau dia menjual barang dan menerima pembayarannya lalu

pembayaran tersebut rusak di tangarurya; dan baik dengan upah atau tanpa

upah. Karena dia adalah wakil bagi pemilik dalam menguasai barang dan

membelerrjakanny4 sehingga kerusakan di tangannya sama seperti kerusakan

di tangan pemiliknya. Kedudukannya sama seperti penerima titipan,
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mudharib,dan semisalnya. Apabila teledor, maka dia bertanggung jawab.

Demikian pula dengan selunrh pembawa amanah.

Seandainya wakil menjual suatu barang dan menerima
pembayarannya, lalu pembayaran tersebut rusak bukan karena tindakannya

yang diluar kewenangan, dan ternyata objek jual-beli itu milik orang lain,

maka pembeli menuntut pengembalian pembayaran kepada orang yang

mewakilkan, bukan kepada wakil, karena objek jual-beli tersebut adalah

miliknya, sehingga tuntutan pengembalian itu terarah kepadanya, seperti

seandainya dia menj ualnya sendiri.

Kefiga, keduanya berselisih mengenai pembelanjaan, dimana wakil
mengatakan, "Aku telah menjual baju itu dan menerima pembayaran, lalu
pembayaran tersebut rusak," sedangkan yang mewakilkan mengatakan,

"Kamu belum menjualnya dan belum menerima pembayarannya," atau ia
mengatakan, "Kamu telah menjualnya, tetapi kamu belum menerima
pembayarannya," maka perk ataanyangdipegang adalah perkataan wakil.
Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Hamid, dan merupakan pendapat para

ulama ahli ra'yu. Karena wakil berhak menjual dan menerima pembayaran,

sehingga perkataan yang dipegang tentang kedua hal tersebut adalah
perkataannya. Sebagaimana diterimanya perkataan wali perempuan yang

dipaksa menikah (boleh memaksa nikah) mengenai pemikahannya. Tetapi

dimungkinkanperkataan wakil tersebut tidak diterima. kri adalah salah satu

dari duapendapat para sahabat Syaf i. Karena dalam hal ini wakil mengakui

hak orang lain atas orang yang mewakilkanny4 sehingga perkataannya tidak
diterima. Seperti seandainya wakil mengakui utang atas orang yang
mewakilkannya

Apabila dia mewakilkannya unflrk membeli seorang budak, lalu wakil
membelinya, lalu keduanya berselisih mengenai harganya dimana wakil
mengatakan, "Aku membelinya dengan harga seribu," tetapi orang yang
mewakilkan mengatakan, "Tidak, melainkan dengan harga lima ratus,', maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil berdasarkan alasan yang

telah kami sebutkan. TetapiAl Qadhi mengatakan, o?erkataan 
yang dipegang
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adalah perkataan orang yang mewakilkan, kecuali dia telah menetapkan

harga pembelian dengan mengatakan, "Belikan aku seorang budak dengan

harga seribu," lalu wakil mengklaim bahwa dia membelinya dengan harga

tersebut. Maka, perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil. Kalau

tidak, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang

rnewakilkan. Karena barangsiapa yang perkataannya tentang pokok sesuatu

itu dipercaya, maka perkataannya mengenai sifat sesuatu itujuga dipercaya.

lmam Syaf i memiliki dua pendapat seperti dua pendapat ini. Abu Hanifah

berkata, "Apabila pembelian dalam dalam pertanggungan (utang), maka

perkataan yang dipegang adalah perkata:Ln omng yang mewakilkan, karena

dia berutang dan dituntut atas pembayarannya. Apabilawakil membeli dengan

hartayangsama, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil

karena dialah yang berutang, karena dia dituntut untuk mengembalikan

kelebihan dari lima ratus.

Menurut kami, keduanya berselisih mengenai pembelanjaan wakil,

sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataannya. seperti seandainya

keduanya berselisih mengenai penjualan. Juga karena wakil adalah orang

kepercayaan dalam membeli, sehingga perkataan mengenai harga adalah

perkataannya, sama sepeft i mudharib.Sebagaimana seandainya orang yang

mewakilkan berkata, "Belikan dengan harga seribu." Ini mentrut pendapat

AiQadhi.

Keemp at, keduanya berselisih mengenai pengembalian, dimana wakil

mendakwa telah mengembalikannya, namun orang yang mewakilkan

nr.enyangkalnya. Apabila perwakilan tanpa upah, maka perkataan yang

djpegang adalah perkataan wakil karena ia menguasai harta untuk kepentingan

penniiiknya, sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataannya, sama

seperti penerima titipan. Apabila perwakilan dengan upah, maka ada dua

penclapat. Pertoma, perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil karena

ia adalah seorang wakil, sehingga perkataan yang dipegang adalah

perkataarurya, sama seperti kasus yang pertama. Kedua, perkataannyatidak

diterima, karena ia menguasai harta untuk kepentingan dirinya, sehingga
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perkataan bahwa dia telah mengembalikan barang tidak diterima, sama

seperti pemiqjam. Baik keduanya berselisih mengenai pengembalian barang,

atau mengenai pengembalian pembayararurya

Para pembawa amanah itu terbagi menjadi dua macam . Pertamo,

orirng yang menguasai harta unhrk kepentingan pemilikny4 bukan yang lain,

seperti penerima titipan dan wakil tanpa upah. Perkataan mereka mengenai

pengembalian itu diterima, karena seandainya perkataan mereka tidak
diterima maka manusia pasti enggan menerima amanah-amanah tersebut,

sehingga manusia menghadapi kesulit an. Keduo, orang yang memperoleh

manfaat dari memegang amanah, seperti wakil dengan upah, mudharib,
orang upahan bersama, penyewa dan penerima gadai. Mengenai mereka

ada dua pendapat yang disebutkan olehAbu Khaththab. Al Qadhi berkata,

'?erkataan penerima gadai, penyewa dan mudharib mengenai pengembalian

barang tidak diterima, karenaAhmad telah menyatakan pendapat tentang

mudharib dalam riwayat Ibnu Manshur. Juga karena orang yang menguasai

harta untuk kepentingan dirinya itu tidak diterima ucapannya terkait
pengembalianharta.

Seandainya wakil menyangkal telah menerima hart4 kemudian terbukti

dia telah menerimany4 atau dia sendiri mengakuiny4 lalu dia mendalavakan

telah mengembatikan harta, atau harta tersebut rusak, maka ucapannya tidak

diterima. Karena pengkhianatannya dikukuhkan dengan penyangkalannya.

Apabila ia mengajukan bukti mengenai dakwaannya mengenai pengembalian

barang atau kerusakan barang, apakah buktinya itu diterima? Ada dua

pendapat. Pertamo, buktinya tidak diterima, karena ia telah mendustakan

bukti itu dengan penyangkalannya. Karena ucapanny4 "Aku tidak menguasai

barang" menyiratkan penjelasan bahwa ia tidak mengembalikan sesuatu.

Kedua, buktinya diterim4 karena ia mengklaim pengembalian dan kerusakan

barang sebelum ada pengkhianatawrya.Apabila ia menyangkal dengan

mengatakan, "Kamu tidak memiliki hak apapun padaku, atau kamu tidak
memiliki sesuatu pun padaku," maka perkataannya didengar dengan disertai

sumpahnya, karena jawabannya tidak mendustakan perkataan tersebut.
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Karena seandainya barang itu rusak, atau dia telah mengembalikan, maka

pemilik tidak memiliki hak apapun padanya, sehingga kedua perkataan

tersebut tidak kontradiksi. Kecuali dia mendakwakan telah

mengembalikannya atau barang rusak sesudah mengatakan, "Kamutidak

memiliki apapun padaku"" sehingga perkataannya tidak didengar j uga karena

telah nyata kebohongan dan pengkhianatannya.

Kelima, apabila keduanya berselisih mengenai pokok perwakilan,

dimana wakil mengatakan, "Kamu mewakilkanku," dan orang yang

mewakilkan menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang mewakilkan, karena pada dasarnya tidak ada

perwakilan, sehingga tidak ditetapkan bahwa wakil itu adalah orang

kepercayaannya agar perkataannya yang memberatkan orang yang

mewakilkan itu diterima.

Seandainya dia mengatakan, "Aku rnewakilkanmu dan telah

menyerahkan harta kepadamu," lalu wakil menyangkal semua itu, atau

pengakui adanya perwakilan dan menyangkal penyerahan harta kep adanya,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan alasan yang

sa]na.

Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Kamu

mewakitrkanku untuk menikahkanmu kepada firlanah dengan mahar sekian

lalu aku melakukannya," dan perempuan tersebut j uga mendakwakan hal

.vang sarna, namtur orang yang mewakilkan menyangkalny4 maka perkataan

3,nng dipegang adalah perkataannya. ImamAhmad menyatakan pendapat

lni dan berkat4 "Karena wakil mendakwakan hak bagi orang lain."Adapun

iika perempuan tersebut mengklaimnya, maka seyogianya orang yang

mer.vakilkan diminta bersumpah, karena perempuan tersebut mendakwakan

: ,ratrar dalam pertanggungan omng yang mewakilkan. Apabila ia bersurnpah,

iiiaka iatidak wajib membayar mahar, dan wakil pun tidak memiliki kewajiban

ltpaprur karena dakrvaan perempuan tertuju kepada orzmg yang mewakilkan,

dan hak-hak akad tidak melekat pada wakil."

Ishaq bin Ibrahim mengutip dariAhmad bahwa wakil wajib membayar
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separoh mahar, karena wakil dalam pembelian bertanggung jawab atas

pembayaran, dan penjual berhak menuntut pembayaran kepadanya. Begitu
juga di sini. Namun pendapat yang pertama lebih kuat karena alasan yang

telah kami sebutkan. Ia berbeda dengan pembelian, karena pembayaran

merupakan tujuan dari penjual, dan biasanya dia meminta segera dan

mengambilnya dari orang yang melangsungkan pembelian. Sementara

pemikahan berbeda dengan pembelian dalam hal-hal ini selunrhnya. Tetapi
j ika wakil menanggung mahar, maka dia berhak menungut pengembalian

separohnya kepada orang yang mewakilkan, karena ia menanggungnya atas

nama oftmg yang mewakilkan, dan orang yang mewakilkan mengakui bahwa

mahar itu ada dalam pertanggungannya. Pendapat ini dipegang olehAbu
Hanifah danAbu YusufAsy-Syaf i. Muhammad bin Hasan berkat4 "wakil
wajib membayar seluruh mahar, karena perceraian tidak terjadi dengan

penyangkalan orang yang mewakilkan, sehingga pernikahan itu secara

substansinal terjadi, sehingga seluruh mahar wajib dibayar.

Menurut kami, wakil berhak menceraikan. Apabila orang yang

mewakilkan menyangkal, maka itu berarti ia mengakui keharaman perempuan

tenebut baginy4 sehingga sama kedudukarurya dengan mengesahkan sesuatu

yang haram. Ahmad berkata, "Perempuan tersebut tidak boleh menikah
sampai orang yang mewakilkan menceraikan, karena barangkali
penyangkalannya itu bohong. Secara lahiriah hal ini menunjukkan keharaman

bagi perempuan tmtuk menikah sebelum dicerai, karena dia mengakui bahwa

dirinya telah menjadi istri orang yang mewakilkan, sehingga pengakuannya

itu dipegang, danpenyangkalan orang yang mewakilkan itu bukan merupakan

cerai.

Apakah orang yang mewakilkan wajib mencerainya? Dimungkinkan
dia tidak wajib mencerainya, karena pemikahan tidak ditetapkan baginya.

Seandainya pemikahan ditetapkan, maka ia pun tidak wajib mencerai.
Dimungkinkan ia wajib mencerai untuk menghilangkan kesamaran dan
kerugian bagi perempuan dengan cara yang tidak mengandungkerugian bag
orang yang mewakilkan, sehingga serupa dengan pemikahan yang tidak satr.
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Seandainya wakil mengklaim bahwa fulan yang tidak ada di tempat

mewakilkarrnya untuk menikahkan dengan seorang perempuan, lalu wakil

menikahkannya dengan perempuan tersebut, kemudian orang yang

mewakilkan itu meninggal, maka perempuan tersebut tidak mewarisinya,

kecuali para ahli warisnya membenarkan pemikahan tersebut, atau

dikukutrkan dengan bukti.

Apabila orang yang mewakilkan mengakui perwakilan untuk

menikahkaq namun diamenyangkal bahwawakil telahmenikahkanny4 maka

perbedaan di sini terkait dengan tindakan wakil. Perkataan yang dipegang

adalah perkataan wakil, sehingga pemikahannya dikulruhkan di sini. Namun

Al Qadhi mengatakarq "Pemikahan tidak dihkuhkan." Ini adalah pendapat

Abu Hanifah. Dia tidak terhalang untuk mengajukan bukti (berupa saksi)

atas pernikahan tersebut, karena tidak sah tanpa ada saksi." Ia menyebutkan

bahwaAhmad meredaksikan pendapat ini dan mengisyaratkan redaksinya

tentang kasus ketika orang yang mewakilkan rnenyangkal perwakilan dari

pokoknya.

Menurut kami, keduanya berselisih mengenai tindakan wakil terhadap

apa yang diperintahkan kep adanya,sehingga perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Seperti seandainya orang yang mewakilkan mewakilkannya

unhrk menjual pakaian, lalu dia mengklaim bahwa diatelah menjualnya; atau

rnewakilkannya untuk membeli seorang budak dengan harga seribu, lalu ia

mengklaim membelinla dengan harga seribu. RedaksiAhmad yang disebutkan

Al Qadhi mengenai kasus ketika orang yang mewakilkan menyangkal

perwakilan, redaksi tersebut tidak tepat untuk kasus ini, karena adanya

perbedaan hukum-hukum di antara dua bentuk kasus tersebut, sehingga

redalsi untuk salerh satunya bukan merupakan redaksi untuk yang lain. Alasan

yang dikemukakannya juga tidak berdasar sehingga tidak bisa dijadikan

acuiln.

Seandainya seorang lakiJaki tidak ada di tempat, lalu datang laki-laki

lain menemui istri orang pertama dan menyebutkan bahwa suaminya telah

mencerainya secxa ba'ia dan laki-laki pertamajuga mewakilkannya untuk
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memperbahanri pemikahannya denganmahar seribg laluperempuantenebut

mengizinkanpemikahanny4laluiamengakadkan danwakil

menjaminmahar seributersebut, lalu suaminya datang danmenyangkal semua

itu, maka perkataan yang dipegang adalah perk ataannya,dan pernikahan

yang pertama tetap pada kondisinya. Sesuai analogi terhadap apa yang kami

jelaskan, apabila perempuan tersebut membenarkan ucapan wakil, maka

wakil wajib membayar seribu. Kecuali jika suaminya mencerainya secara

ba'in sebelum yang kedua menyetubuhinya. Pendapat ini dituturkan dari Malik

dan Zufar. Namun dituturkan dari Abu Hanifah dan Syaf i bahwa penanggung

tidak berkewajiban apapun, karena ia adalahperpanjangan dari orang yang

dijaminnya. Orang yang dijamin itu tidak berkewajiban apapun, sehingga

demikian pula perpanj angannya.

Menunrt kami, wakil mengakui bahwa ada hak dalam tanggungan orang

yang dijamin, dan bahwa ia menjamin hak tersebut, sehingga ia berkewajiban

membayar apa yang diakuinya itu. Seperti seandainya ia mendakwa

seseorang bahwa ia meqjamin kepadanya seribu atas orang lai4 lalu penjamin

mengakui adanya penjaminan, keabsaharurya, dan tetapnya hak dalam

tanggungan orang yang dijamin. Dan seperti seandainya ia mendakwakan

syuf 'ah atas orang lain terkiat sebidang tanah yang dibelinya, lalu penjual

mengakui adanya penjualan, namun pembeli menyangkalnya, maka syafi '

berhak atas syuf 'aft menurut yang paling benar di antara dua pendapat.

Apabila perempuan tersebut tidak mendakwakan keabsahan apa yang

dikemukakan wakil, maka iatidak menanggung apapun. Tetapi dimungkinkan

bahwa yang digugurkan pertanggungannya di sini, maka pertanggungannya

juga digugurkan dalam kasus ini. Barangsiapa yang diwajibkan
pertanggungarurya dalam kasus ini, maka juga diwajibkan dalam kasus yang

lain, sehingga ada perbedaan pendapat di dalamnya. Allah Mahatahu.

Keenam, keduanya berselisih mengenai sifat perwakila4 dimana orang

yang mewakilkan mengatakan, "Aku mewakilkanmu unhrk menjual budak

laki-laki ini," sedangkan wakil mengatakan, "Tidak, melainkan budak

perempuan ini," atau orang yang mewakilkan mengatakan, "Aku
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mewakilkanmu untuk menjual dengan hargadua ribu," sedangkan wakil

mengatakan, "Tidak, melainkan dengan hatgaseribu," atau orang yang

mewakilkan mengatakan, "Aku mewakilkanmu untuk menjualnya secara

kontan," sedangkan wakil mengatakan, "Tidak, melainkan secara tempo,"

atau orang yang mewakilkan mengatakan, "Aku mewakilkanmu untuk

rnembeli seorang budak laki-laki," sedangkan wakil mengatakan, "Tidak,

melainkan budak perempuan," atau orang yang mewakilkan mengatakan,

"Aku mewakilkanmu unflrk membeli dengan harga lim4" sedangkan wakil

mengatakan, "Tidak, melainkan septiluh."Al Qadhi berkat4 '?erkataan yang

dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan." Ini adalah m adzhab

Syafi i, para ulama ahli ra'yu, dan Ibnu Mundzir. Abu Khaththab berkata,

"Apabila orang yang mewakilkan mengatakan,'Aku mengizinkanmu untuk

menj ual secara tunai, atau membeli dengan harga lima,' sedangkan wakil

mengatakan, 'Tidak, melainkan kau mengizinkanku untuk menjual secara

tempo, atau membeli dengan harga sepuluh,' makaperkataan yang dipegang

adalah perkataan wakil. Pendapat ini dinyatakanAhmad dalam masalah

mudharabah, karena wakil adalah orang kepercayaan dalam transaksi,

sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataan terkait dengan sifatrya.

Sama seperti penjahit ketika dia berkata, "Kamu mengizinkanku untuk

membuatrya menj adi jubalr," sedangkan pemesan mengatakan, "Tidak, tapi

garnis."

Dituturkan dari Malik bahwa apabila barang diperoieh maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan oftng yang mewakilkan. Apabila

barang tidak diperoleh, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

wakil, karena apabila barang tidak diperoleh, maka wakil bertanggung jawab,

dan pada dasamya pertanggungan itu tidak ada Berbedajika barang tersebut

ada. Namtn pendapat yang pertama lebih tepat karena dua alasan . Pertama,

keduanya berselisih mengenai perwakilan yang didalcrvakan wakil, dan pada

dasamya perwakilan itu tidak ad4 sehingga perkataan yang dipegang adalah

perkataan pihak yang meniadakannya. Seperti seandainya orang yang

mewakilkan tidak mengakui adanya perwakilan selainnya . Kedua, kedtnnya
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berselisih mengenai sifat ucupan ofing yang mewakilkarl sehingga perkataan

yang dipegang mengenai sifat ucapannya adalah perkataan orang yang

mewakilkan. Sebagaimana seandainya suami-isti berselisih mengenai sifat

cerai.

Atas dasaritu, apabilawakil "Akumembelikanmubudak

perempuan ini dengan seizinmu," lalu orang yang mewakilkan mengatakan,

"Aku tidak mengizinkanmu kecuali untuk membeli selain budak perempuarq"

atau wakil mengatakan, "Aku membelikanmu dengan harga dua ribu"" lalu
ofturg yangmewakilkanmengatakarl "Akutidakmengizinkanmumembelinya

kecuali dengan harga seribu," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang mewakilkan, dan ia harus bersumpah. Apabila
bersumpah, maka dia terbebas dari pembelian.

Kemudian, pembelian itu tidak terlepas dari pembelian dengan harta

atau dalam pertanggungan (utang). Apabila pembelian dengan harta" maka
jual-beli batal dan budak perempuan dikembalikan kepada pembeli apabila

iamengakuinya- Apabila diamendustakannya bahwapembelian itu dilalarkan

untuk orang lain, atau dengan harta orang I antarryaizimy4maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan penjual. Karena secara lahir, apayang ada

di tangan seseorang itu miliknya. Apabilawakilmendakwakanbahwa ia
mengetahui hal fu maka penjual diminta bersumpah bahwa wakil

dengan harta orang yang mewakilkan, karena ia bersumpah untuk menafikan

perbuatan orang lain, sehing ga y ang disumpahkannya adalah ketidak-
tahuannya. Apabila dia benumpah, makajual-beli dipertahankarU dan wakil
menanggung pembayarannya bagi orang yang mewakilkannya dan
menyerahkan pembayaran kepada penjual. Sementara budak perempuan

tersebut tetap di tangannya, namun ia tidak halal baginya,karena bisa jadi
penjual jujur sehingga budak tersebut milik orang yang mewakilkan, atau
penjual berbohong sehingga dia tetap menjadi milik penjual.

Apabila wakil ingin menjadikan budak perempuan tersebut halal
baginy4 maka dia membelinya dari orang yang secara hakiki memiliki budak

tersebut. Apabila ia menolak menj ualny4 maka perkaranya diadukan kepada
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hakim untuk membujuknya menjual budak itu kepada wakil tersebut, agar

ditetapkan kepemilikan baginya secara lahiratr dan hakiki, dan agar apa yang

ditetapkan baginya dalam pembayarary sebagai kompensasi untuk apayarry

diambil pihak lain secara zhalim. Apabita pihak lain menolak untuk menjual,

maka dia tidak dipaksa, karena ini adalah akad yang didasari sikap saling

rela.

Apabila wakil mengatakarl'Kalau budak perempu:m ml milikku" maka

aku telah menjualnya kepadamq" atau orang yang mewakilkan mengatakan,

"Kalauakum untukmembelinyadenganhargaduaribu" maka

aku menjualnya kepadamu," rnaka ada dua pendap at. Pertama, hukumnya

tidak sah. Ini adalah pendapatAl Qadhi dan sebagian ulam amadzfnb Syaf i.

Karena jual-beli tersebut tergantung pada syarat. Kedua, hukumnya sah

karena ini adalah perkara yang terjadi dan keduanya mengetahui

keberadaannya, sehingga tidak masalah jika perkara tersebut dijadikan

sebagai syarat. Seperti seandainya ia mengatakan, "Kalau budak perempu:ul

ini adalah milikkq maka aku menjualnya kepadamu." Demikian pula setiap

syarat yang keduanya mengetahui keberadaannya, karena ia tidak

mengakibatkan terj adinya j ual-beli dan keraguan terhadapnya.

Adapunjika wakil membelinya daiam pertanggungan, kemudian dia

melunasi pembayaran, maka pembelian tersebut sah dan wakil menanggung

kewajiban secara lahir. Adapun secara hakiki, apabila wakil bohong dalam

dal'rvaannya, maka budak perempu:lrl tersebut menjadi miliknya, karena ia

rnembelinya dalam pertanggurgannya tanpa perintah orang lain. Apabila dia

jujtr, maka budak perempuan tersebtrt milik orang yang mewakilkan. Apabila

rvakil hendak menjadikan budak perempuan itu halal baginya, maka dia

membelinya dari orang yang mewakilkan, sebagaimanatelah kami jelaskan.

Setiap kasus dimana secara hakiki budak perempuan menj adi milik

onrng yang mewakilkaru lalu diamenolak untuk menjualnya kepadawakilny4

ciimana budak perempuan tersebut ada di tangan wakil, padahal sebenamya

dia miiik orang yang mewakilkaq dan ia menanggung pernbayarannya kepada

wakil, maka cara yang paling mudah adalah ia mengizinkan hakim untuk
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menjualnya dan melunasi hak wakil dari hasil penjualannya. Apabila budak

perempuan tersebut milik wakil, maka ia telah memberijin untuk menjualnya

Apabila dia milik orang yang mewakilkan, maka hakim menjualnya untuk

melunasi utang yang penanggungnya enggan membayamya. Pendapat lain

mengatakan cara yang berbeda dari yang kami jelaskan, tetapi ini adalah

cara yang paling mendekati kebenaran

Apabila wakil membeli budak tersebut dari hakim dengan haknya yang

ada pada orang yang mewakilkan, maka diperbolehkan, karena dalam kasus

ini dia berkedudukan sebagai pemberi perwakilan, sehingga seperti

seandainya wakil itu membelinya dari orang yang mewakilkan.

Pasal: Seandainya seseorang mewakilkan orang lain untuk
menjual seorang budakr lalu wakil menjualnya secara tempo,lalu
orang yang mewakilkan berkata, "Aku tidak mengizinkan untuk
menjualnya kecuali secara tunai," lalu wakil dan pembeli
membenarkannya, maka jual-beli tersebut tidak sah, dan orang yang

mewakilkan berhak menuntut pengembalian budak kepada siap ayangia

mau di antara keduanyajika budak masih ada, atau menuntut nilainya apabila

budak sudah rusak (meninggal). Apabila oruu.lg yang mewakilkan mengambil

nilai dari wakil, maka wakil menuntut kepada pembeli, karena kematian

terjadi di tangan pembeli, sehingga pertanggungan ditetapkan padanya.

Apabila orang yang mewakilkan mengambil nilai dari pembeli, maka pembeli

tidak menuntut kepada siapapun.

Jika wakil dan pembeli mendustakannya dan mendakwakan bahwa

dia mengizinkan penjualan secara tempo, maka memrut pendapatAl Qadhi

dia diminta bersumpah. Dia meminta pengembalian barang j ika masih ada.

Apabila telah rusak, maka dia menuntut nilainya kepada siapa yang ia mau

di antara keduanya. Apabila dia menuntut kepada pembeli, maka pembeli

menuntut kepada wakil unnrk mengembalikan pembayaran yang diambilnya

dari pembeli, tidak yang lain, karena ia belum menyerahkan barang kepada

pembeli. Apabila wakil menanggung, maka orang yang mewakilkan tidak

I
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menuntut kepada pembeli sama sekali, karena wakil telah mengakui kabsahan

jual-beli dan penangguhan pembayaran, dan bahwa penjual telah

menzhaliminya dengan menuntut pengembalian kepadanya. Perwakilan hanya

berhak menuntut pembayaran sesudah jatuh tempo. Apabila jatuh tempo,

maka wakil menuntut kepada pembeli berupa yang paling kecil di antata

nilai budak atau harga yang disepakati. Karena apabila nilai budak lebih

kecil, maka pembeli tidak berutang lebih besar dari itu, sehingga wakil tidak

boleh menuntut lebih besar daripada yang ditanggung pembeli. Apabila

har ganyalebih kecil, maka wakil mengakui kepada pembeli bahwa wakil

tidak berhak lebih besar daripada harga tersebut, dan bahwa orang yang

mewakilkan telah menzhaliminya dengan mengambil kelebihan dari harga,

sehingga ia tidak boleh menuntut kepada pembeli dengan kezhaliman yang

dilakukan orang yang mewakilkan kepadanya.

Apabila salah satu dari wakil dan pembeli mendustakan orang yang

mewakilkan, maka orang yang mewakilkan berhak menuntut kepada pihak

yang membenarkan dan bersumpah kepada pihak yang mendustakan. Ia

menuntutpengembaliansesrlaiyangkamisebutkan.Haliniberlakujikapembeli

rnengakui bahwa wakil tersebut adalah wakil dalam jual-beli. Tetapi jika

pembeli menyangkalnya dan mengatakan, "Yang kaujual kepadaku adalah

haltamu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan

disertai sumpahnya bahwa ia tidak mengetahui keberadaan penjual sebagai

wakil, dan dia tidak menuntut apapun kepadanya.

Pasal: Apabila wakil telah menerima pembayaran, maka

pembayaran tersebut adalah amanah di tangannya. Ia tidak

herkewajiban untuk menyerahkannya sebelum diminta, dan tidak pula

menauggungnya akibat ia menunda menyerahkannya. Karena orang

yang mewakilkan merelakan pemb ayarunitu berada di tangan wakil, dan

dia tidak menarik kerelaannya itu. Apabila orang yang mewakilkan

rnemintanya dan wakil menangguhkan pengembaliannya padahal

memungkingkan, lalu pembayaran tersebut rusak, maka ia menanggungnya.

Apabila wakil menjanjikan untuk mengembalikannya, kemudian dia
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mengklaim, "Aku telah mengembalikannya sebelum dimir*4 atau pembayaran

rusak," maka perkataannya tidak diterim4 karena dia mendustakan dirinya

denganjanjinyauntukmengembalikan. Tetapi apabila orang yang mewakilkan

membenarkannya, maka dia terbebas dari tanggung jawab. Apabila

mendustakannya, maka perkat:um yang dipegang adalah perkataan orang

yang mewakilkan. Apabila wakil mengajukan bukti, apakah buktinya itu

diterima. Ada dua pendapat . Pertama, buktinya diterim4 karena seandainya

orang yang mewakilkan membenarkannya maka ia terbebas. Maka, begitu

jugajika ia mengajukan bukti. Juga karena bukti merupakan salah satu dari

dua argumen, sehingga dengan bukti ia ter.bebas dari tanggungjawab, sama

seperti peng akrsan. Kedua, buktinya tidak diterim4 karena dia mendustakan

bukti itu dengan janjinya untuk membayar. Adapun jika orang yang

mewakilkan membenarkannya, maka dia telah mengakui kebebasannya,

sehinggatidak ada lagi yang menggugat.

Apabila dia tidak berjanji mengembalikan, tetapi dia menahanny4 atau

enggan mengembalikanny4 kemudian sesudah itu diamengklaim bahwa

pembayarannya rusak, maka ucapannya tidak diterima, karena dia

bertanggungjawab akibat menahan pembayaraq dan iatidak amanah. Tetapi

jika dia mengajukan bukti tentang dalwaannya bahwa pembayaran tersebut

telah dikembalikan atau rusak, maka buktinya didengar karena dia tidak

mendustakan bukti tersebut.

Pasal: Imam Ahmad dalam riwayat Abu Harits berkata tentang

seseorang yang memiliki piutang beberapa dirham pada orang lain, lalu dia

mengirim utusan untuk menerimapembayaranutangtersebut, dan orang yang

berutang mengirimkan uang beberapa dinar bersama utusan tersebut, lalu

uang itu hilang di tangan utusan tersebut. MenurutAhmad, uang tersebut

dianggap sebagai harta orang yang berutang, karena orang yang berpiutang

tidak menyuruhnya unflrk menukar tersebut. Inr menjadi tanggurgan orang

yang berutang karena ia menyerahkan uang kepadautusan dalam bentuk

yang tidak diperintahkan orang yang berpiutang. Karena orang yang

berpiutang menyuruh utusan untuk menerima apa yang ada dalam
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pertanggungaflly4 yaitu dalam bentuk dirham, rutmun onmg yang berutang

tidak menyeralrkany4 tetapijusteru menyeratrkan dalam bentuk dinar sebagai

ganti dari sepuluh dirham. Penukaran ini membutuhkan kerelaan pemilik
pirfang, dan diabelum mengizinkan, sehingga utusantersebtrt meqiadi wakil

orang yang berutang dalam menyeralrkan dinar kepada orang png berpilrtang

dan menukarkannya. Apabila dinar tersebut rusak di tangan wakil orang

yang berutang, maka itu menjadi tanggungannya. Kecuali utusan tersebut

mernberitahu orang yang berutang bahwa pemilik piutang mengizinkannya

untuk menerima dinar sebagai ganti dari dihram, sehingga pada saat itu menj adi

tanggung j awab utusan, karena utusan itu mengelabuhinya dan mengambil

dinar dalam kapasitas sebagai wakil bagi utusan.

Apabila utusan menerima dari orang yang berutang dalam bentuk

dirharn yang memang diperintahkan kepadanya, lalu uang tersebut hilang

dari tangan utusarU maka dia menjadi tanggrrngan pemilik piutang, karena

uang tersebut hilang dari tangan wakilnya-

ImamAhmad dalam riwayat Muhanna berkomentar tentang seseorang

yang memiliki piutang berupa uang beberapa dinar dan beberapa pakaian

pada orang lain, lalu dia mengirim utusan kepadanya danberkat4 "Ambillatl

uang satu dinar dan safu pakaian darinya." Lalu utusan tersebut mengambil

uang dua dinar dan dua pakaian, lalu uang dan pakaian itu hilang. Maka,

tanggung jawab ada di pundak orang yang memberinya dua dinar dan dua

pakaian yang dibawa pulang oleh utusan tersebut. Maksudnya, dia

menanggung dinar danpakaianyang melebihi apayang disr:nrhnya- Tanggung

jawab dibebankan padanya karena dia menyerahkan satu dinar dan satu

pakaian kepada orang yang tidak diperintahkan agar ia menyerahkan dinar

dan pakaian itu kepadanya. Orang yang berutang menuntut ganti kepada

utusan, karena ia mengelabuhinya dan kerusakan terjadi di tangannya,

sehingga tanggung jawab ditetapkan padanya. Orang yang mewakilkanjuga

berhak melimpahkan tanggung jawab pada wakil, karena dia bertindak

melampui batas dengan menerima apayang tidak diperintahkan kepadanya

untuk diterima Apabila wakil menanggungny4 maka orang yang mewakilkan
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tidak menuntut kepada siapapun, karena kerusakan terjadi di tangan wakil,

sehingga tanggung jawab ditetapkan padanya.

Imam Ahmad berkomentar tentang seseorang yang mewakilkan orang

lain untuk membayarkan utang gadainy4 dan ia sendiri tidak ada di tempat,

lalu wakil mengambil gadai, lalu gadai tenebut rusak di tangan wakil. Imam

Ahmad mengatakan, "Wakil telah berbuat salah dalam mengambil gadai dan

ia tidak bertanggungjawab. Dia tidak bertanggrurgjawab karena itu adalah

gadai yang tidak sah. Penguasaan barang dalam akad yang tidak sah sama

seperti penguas:um barang dalam akad yang sah. Manakala penguasaan

barang dipertanggungjawabkan dalam akad yang sah, maka ia juga

dipertanggungjawabkan dalam akad yang tidak sah. Dan manakala ia tidak

dipertanggungjawabkan dalam akad yang sah, maka ia juga tidak

dipertanggungjawabkan dalam akad yang tidak sah.

Al Baghawi menutwkanpendapat dariAhmad tentang seseoftmg yang

memberi orang lain beberapa dirham untuk dibelikannya seekor kambing,

lalu dirham tersebut dicampumya dengan dirhamnya lalu keduanya hilang,

maka ia tidak bertanggungjawab apapun. Apabila salah satunya yang H*g,
yang manapun itu" maka ia bertanggungjawab. Al Qadhi berkata '?endapat

ini ditakwili bahwa iamencampur dirham dengan apayang bisa dipilah

darinya." Dimungkinkan apabila orang yang mewakilkan mengizinkannya

menqrmpumya. Adapunjika dia mencampumya dengan dirham yang tidak

bisa dipilah darinya tanpa seizinnya, maka wakil jawab, sama

seperti barang titipan. Ia wajib jawab hanyajika salah satunya

hilang, karena ia tidak tahu bahwa yang hilang itu adalah dirham orang yang

mewakilkan, sedangkan menurut prinsip dasamya dirham itu tetap ada. Arti
tanggung jawab ini di sini adalah dia mengganti dirham yang hilang dari

dirhamnya sendiri. Adapun menurut takwil yang lain, yaitu jika wakil
mencampumya dengan dirham yang dapat dipilah darinya makajika dirham

orang yang mewakilkan saja yang hilang, diatidak batanggungjawab, karena

dirham tersebut hilang bukan karena perbuatannya yang melampaui

kewenangan.
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843. Masalah: Abu Qasim berkata, "Seandainya seseorang

menyuruh wakilnya untuk menyerahkan harta kepada orang lain,
lalu wakil mengklaim telah menyerahkan harta itu kepadanya, maka

perkataannya yang memberatkan pemberi perintah tidak diterima
kecuali disertai dengan bukti."

Maksudny4 apabila dia mewakilkan seseorang urtuk membayarkan

utangnya, dan dia menyerahkan harta kepada wakil untuk diserahkannya

kepada orang yang berpiutang, lalu wakil mengklaim telah melunasi utang

dan menyerahkan harta kepada orang yang berpiutang, maka perkataannya

yang memberatkan orang yang berpiutang tidak diterima kecuali dengan

bukti, karena wakil tersebut bukan orang kepercayaannya, sehingga

perkataannya yang memberatkan orang yang berpiutang menyangkut

penyeratran harta kepadanya itu tidak diterima. Seperti seandainya orang

yang mewakilkanmergklaim hal tersebut.

Apabila orang png berpiutang benumpatr, maka dia berhak menunhrt

orang yang mewakilkan, karena pertanggungannya belum bebas dengan

menyerahkan harta kepada wakilnya. Apabila wakil telah menyeratrkannya,

apakah orang yang mewakilkan berhak menuntut kepada wakilnya? Dilihat

terlebih dahulu. Apabila wakil mengklaim telah membayarkan utang tanpa

ada bukti, maka orang yang mewakilkan berhak menuntut wakil apabila dia

membayar utang tanpa dihadiri orang yang mewakilkan.

Al Qadhi berkata, "Baik orang yang mewakilkan membenarkan

ucapan wakil bahwa dia telatr menunaikan kewajiban, atau mendustakan

ucapannya." Ini adalah pendapat Imam Syaf i, karena orang yang

mewakilkan mengizinkannya untuk melakukan pembayaran yang

membebaskaruryadari utang, dan itutidak ada.

Pendapatlain dariAhmad,bahwaorangyangmeunkilkan

tidak menuntut wakil apapun, kecuali jika ia menyuruhnya untuk

mempersaksikan pembayaran utang dan ia tidak melahrkannya.

Berdasarkan riwayat ini, apabila dia membenarkan wakil terkait
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penyerahan harta, maka dia tidak menuntut apapun kepada wakil. Apabila

dia mendustakan wakil, maka perk atantyutgdipegang adalah perkataan

wakil disertai sumpahnya- kri adalah pendapatAbu Hanifafr dan satu pendapat

para sahabat Syafi'i, karena dia mengklaim telah melakukan apayarry

diperintabkan orang yang mewakilkanny4 sehingga perkataan yang dipegang

adalah perkataannya. Seperti seandainya orang yang mewakilkan
meqjual pakaiannya, lalu diamengakutelah meqiualnya- Alasan

pendapat yang pertama adalah wakil teledor lantaran tidak mempersalaikan

pembayaran utang, sehingga dia bertanggungjawab. Seperti seandainya dia

teledor dalam menjual barang dengan harga di bawah standar.

Barangkali ada yang bertanya, mengapa orang yang mewakilkan

menyurutrnya untuk mempersalcsikan? Karni katakan batrwaperintahmutlak

(tanpa keterangan) untuk membayar utang itu mengimplikasikan hal tenebut,

karena pembayaran utang tidak ditetapkan kecuali dengan kesaksian,

sehingga perintah tersebut menjadi seperti perintah untuk menjual dan

membeli. Hal itu mer{adi implikasi dari kebiasaarU bukan dari kalimat umum.

Demikian pula yang berlaku dalam kasus ini.

Menurut analogi terhadap pendapat yang kedua, perkataan wakil
mengenai pembayaran utang itu diterima, tetapi ia tetap bertanggungjawab

karena keteledorannya, bukan karena ucapannya ditolak. Atas dasar itu,
seandainya pembayaran dilah*an di hadapan orang yang mewakilkarq maka

wakil tidak bertanggung jawab apapun, karena sikapnya yang tidak
menghadirkan saksi dan tidak hati-hati itu diterima oleh orang yang

mewakilkan.

Demikian pula seandainya orang yang mewakilkan mengizinkannya

melakukan pembayaran tanpa menghadirkan saksi, maka wakil tidak
bertanggung jawab, karena pemyataan tegas orang yang mewakilkan itu
lebih didahulukan daripada apa yang ditunjukkan oleh kondisi. Demikian
pulajika wakil telah mempersalsikan orang-orang yang adil atas pembayaran

utang, lalu mereka meninggal atau tidak ada di tempat, maka dia tidak
bertanggungjawab karena tidak teledor. Apabila dia mempersaksikan orang
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yang diperselisihkan kekuatan kesaksiannya untuk menetapkan halq seperti

satu orang saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan duaperempuan, maka

apakah ia terbebas dari tanggung jawab? Ada dua pendapat.

Apabila wakil dan orang yang mewakilkan berselisih, dimana wakil

mengatakan, "Aku membayar utang di depanmu," sedangkan orang yang

mewakilkan mengatakan, "Tidak, melainkan tanpa kehadirankq" atau wakil

mengatakan, "Kamutelah mengizinkanku membayar utangtanpa adabukti,"

sedangkan orang yang mewakilkan menyangkal izin tersebut, atau wakil

mengatakan, "Aku telah menghadirkan beberapa saksi atas pembayaran

utang," sedangkan orang yang mewakilkan menyangkalny4 maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan karena pada

dasamya keputusan itu ada di tangannya.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menitipkan barangny4 lalu wakil menitipkannya tanpa menghadirkan

saksi, maka para sahabat kami berkata, *Wakil tidak bertanggung
jawab manakala penerima titipan menyangkal penitipan." Sementara

perf elasanAl Khiraqi menunjukkan bahwa perkataannya yang memberatkan

pemberi perintah tidak diterima, dan ini merupakan salah satu dari dua

pendapat para sahabat Syaf i, karena titipan tidak ditetapkan kecuali dengan

bukti, sehingga sama seperti utang. Namun para salrabat kami mengatakan,

"Tidak benar jika masalah ini dianalogikan kepada utang, karena ucapan

penerima titipan terkait pengembalian dan kerusakan barang titipan itu

diterima sehingga tidak ada grnranya untuk mengupayakan dokumen, berbeda

dengantrtang."

Seandainya wakil mengatakan,'oAku telah menyerahkan harta kepada

penerima titiparl" sedangkan orang yang mewakilkan mengatakan, "Kamu

belum menyerahkanny4" maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

wakil, karena keduanya berselisih mengenai tindakan wakil dan apa yang

diwakilkan kepadany4 sehinggaperkataanyang diterima mengenainya adalatl

perkataanwakil.
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Pasal: Apabila seseorang menanggung utang dan menerima titiput ,
lalu datang seseorurg yang mengaku bahwa dia adalahwakil pemilik utang

dan titipan untuk mengambil keduany4 dan uakil tersebut mengajukan bukti

mengenai pengakuarurya itu, maka dia wajib menyeratrkan utang dan titipan

itu kepadanya. Apabila wakil tersebut tidak menunjukkan bukti, maka dia

tidak wajib menyerahkannya kepada wakil tenebut, baik dia membenarkan

bahwa ia adalatrwakil orang 1larg berpiutang atau mendtrstakannya. Pendapat

ini dipegang oleh Syaf i. Namun Abu Hanifah berkata, '?pabila dia

membenarkannya, maka dia wajib menyerahkan pembayaran utang

kepadanya. Mengenai pengembalian titipan, ada dua pendapat. Pendapat

yang paling masyhur adalatr ia tidak wajib menyerahkanna."Abu Hanifah

berargumen bahwa penerima titipan itu mengakuinya memiliki hak untuk

meminta, sehingga dia wajib menyerahkannya, seperti seandainya dia

mengakui orang yang datang itu sebagai alrli waris pemilik barang.

Menurut kami, penyerahan tersebut tidak membebaskannya dari

tanggung jawab, sehingga hukumnya tidak wajib, seperti seandainya hak

tersebut berupa barang. Seperti seandainya dia mengakui batrwa orang yang

datang itu adalah pembawa wasiat bagi anak yang belm baligh. Pengakuan

ini berbeda dengan pengakuan tentang keberadaannya sebagai ahli waris

pemilik barang, karena hal tersebutmenjamin kebebasan penerima titipan

dan utang, karena ia mengakui bahwa tidak ada hak bagi orang lain.

Adapunjika dia menyangkal perwakilan orang yang datang tersebut,

maka wakil tersebut tidak diminta bersumpah. Namun Abu Hanifah

mengatakan bahwa dia diminta bermmpatr. Awal mulaperbedaan pendapat

ini adalah perbedaan pendapat mengenai kewajiban menyerahkan harta

manakala dia membenarkan orang yang datang tersebut. Ulama yang

mewajibkannya menyerahkan harta ketika dia membenarkan itu
mengharuskan wakil untuk bersumpah didustakan, sama seperti hak-hak

yang lain. Ulama yang tidak mewajibkannya menyerahkan harta ketika
membenarkan itujuga tidak menghanrskan wakil untuk bersumpatr manakala

ia didustakan karena tidak ada gunanya bersumpah.
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Apabila penerimatitipan dan penanggung utang itu menyeratrkanharta

kepada wakil, baik dengan membenarkan ucapannya atau mendustakarury4

lalu orang yang mewakilkan datang dan membenarkan wakil, maka orang

yang menyerahkan itu terbebas dari tanggung jawab. Apabila orang yang

mewakilkan mendustakan wakil, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan orangyang mewakilkan disertai sumpatrnya.Apabiladia bersumpah

dan hak tersebut berupa barang yang masih ada di tangan wakil, maka dia

boleh mengambilnya, dan berhak menuntut siapa yang dia mau untuk

mengembalikan barang tersebut. Karena orang yang menyerahkan barirng

itu menyerahkannya kepada yang tidak berhak, sedangkan wakil memegang

harta tersebut. Apabila dia menuntut orang yang menyerahkan barang, maka

dia berhak menuntut wakil dan mengambil barang dari tangannya untuk

diseratrkannya kepada pemiliknya.

Apabila barang rusak atau terhalang untuk dikembalikan, maka

pemiliknya berhak menuntut penggantinya kepada siapa yang dia mau di

antara keduany4 karena orang yang menyerahkan itu menanggungnya akibat

penyerahan tersebut, dan orang yang menerima memegang sesuatu yang ia

tidak berhak memegangnya- Siapapun di antara keduanya yang memnggung,

maka dia tidak menuntut kepada yang lain, karena masing-masing

mendakwakan bahwa apayang diambil oleh pemilik harta itu adalah

kezhaliman, dan mengakui bahwa temannya tidak melakukan sesuatu yang

di luarkewenanga4 sehinggamasing-masing tidak boleh menurtut temannya

akibat kezhaliman orang lain, kecuali orang yang menyerahkan itu

menyerahkan harta kepada wakil tanpa mempercayai perwakilan yang

dik{aimnya- Apabila dia menanggung, maka dia mentnrtut kepada wakil karena

tidak mengakui perwakilanny4 dan perwakilannya tidak dikukuhkan dengan

bukti. Apabila wakil yang menanggung, maka dia tidak menuntut kepada

orangyangm

Apabila orang yang menyerahkan membenarkan klaim wakil, tetapi

wakil melakukan tindakan diluar kewenangan terhadap barang, maka

tanggung jawab ditetapkan padanya. Apabila dia menanggung, maka dia
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tidak menuntut kepada siapapun. Apabila orang yang menyeratrkan itu yang

menanggung, maka dia bisa menunfut kepada wakil, karena meskipun ia

mengakuibahwa wakil tersebutmenerimabarang secara sah, namun dia

wajib menanggung karena keteledorannya dan tindakannya yang di luar

kewenangan. Mak4 orang yang menyeralrkan dapat be*ata'?emilik barang

menzhalimiku dengan menuntutku," dan dia memiliki hak atas wakil yang

memang diakuinya, sehingga bisa mengambil hak itu untuk menutupi

kewajibannya

Adapunjika yang diserahkan itu berupa utang, maka pemiliknya tidak

menuntut kecuali kepada oftrng yang menyerahkan saj4 karena hak pemilik

piutang itu ada dalarn pertanggungan oftmg yang menyerahkan, dan ia tidak

terbebas dari pertanggungan lantaranmenyerahkanpembayarankepada selain

wakil pemilik hak. Apa yang diambil wakil itu adalah harta orang yang

menyerahkan dalam anggapan pemilik halq sementara wakil dan orang yang

menyerahl€n bahwahartateaebuttelahmer{adimilikernpunya

hak, dan batrwa ia menztralimi oftmg yang menyerahkan dengan mengambil

sesuatu dariny4 sehingga orang yang menyeratrkan menuntut kepada wakil

terkait apayang diambil wakil darinya, dan ituuntukmenutupi apayang

diambil pemilik hak darinya. Apabila harta yang diserahkan kepada wakil itu

rusak di tangan wakil, maka orang yang menyerahkantidak mentrrtut kepada

siapapun karena dia mengakui bahwa wakil tersebut adalah orang

kepercayaan yang tidak menanggung resiko, kecuali harta tersebut rusak

karena tindakanny a yang melampaui kewenangan dan keteledorannya,

sehingga orang yang menyerahkan dapat menuntut kepadanya.

Pasal: Apabila seseorang datang dan berkata, "Aku adalah

waris pemilik hak " maka apabila penanggung hak menyangkal maka

iawajib bersumpah bahwa dia tidakmengetahui kebenaran ucapan

orang yang datang itu, karena sumpah di sini unhrk menafikan perbuatan

orang lain, sehinggayang menjadi materi sumpah adalah ketidaktahuan.

Seandainya dia membenarkan orang tersebut, maka dia wajib menyerahkan

hak kepadanya. Manakala dia wajib menyerahkan pada saat membenarkan,
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maka dia wajib bersumpah pada saat menyangkal.

Apabila diamembenarkan bahwa orang tersebut adalah ahli waris

pemilik hak, dimana ia tidak memiliki ahli waris selain orang tersebut, maka

penanggung hak wajib menyerahkan hak kepadanyatanpa ada perbedaan

pendapat yang kami ketahui. Karena dia mengakui hakny4 dan dia terbebas

dari tanggrrngjawab denganpenyenhan ini, sehinggawajib menyerahkannya-

Seperti seandainya pemilik hak sendiri yang datang.

Adapunjika seseorang datang dan berkata"'?emilik hak mengalihkan

hakku kepadamu," lalu penanggung hak membenarkannya, maka ada dua

pendapat di dalamnya. Pertama, dia tidak wajib menyerahkan hak kepada

orang tersebut, karena penyerahan hak kepadanya tidak membebaskannya

dari unggungjawab. Jugakarena dimungkinkanmuhil datang lalu menyangkal

fuawaalah,atau ia menanggungnya, sehingga serupa dengan orang yang

mengklaim perwakilan . Kedua, penanggung hak wajib menyerahkan hak

kepadany4 karena ia mengakui bahwa hak itu miliknya, bukan milik oftmg

lain. Apabila kita mengatakan penanggung hak wajib menyerahkan hak pada

saat dia mengakui, maka dia wajib berzumpatrpada saat menyangkal. Apabila

kita mengatakan penanggung hak tidak wajib menyerahkan hak pada saat

dia mengakui, maka diatidak wajib bersumpah pada saat menyangkal karena

tidak ada gunanya. Seperti inilah ma&hab Syaf i.

Pasal: Barangsiapa yang dituntut hak, lalu dia menolak untuk

menyerahkannya sebelum orang yang menerima hak menghadirkan saksi

atas serah-terima hak tersebut, maka dilihat terlebih dahulu. Apabila hak itu

ditanggungnya tanpa ada bukti, maka qadhi tidak wajib menghadirkan saksi,

karena hal itu tidak mengakibatkan kerugian baginya. Karena manakala

pemilik hak mendakwakan hak atas orang yang menyerahkan sesudah ihl
maka dia tidak berhak atas apapun, dan perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang menyerahkan dengan disertai sumpahnya. Apabila

hak teresbut ditetapkan dengan bukti, dan orang yang menanggung hak itu

diterima ucapannyaterkait pengembalian seperti penerima titipan dan wakil
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tanpa upah, maka hukumnya sama. Karena manakala ia dituntut suatu hak,

atau ada bukti yang menguatkanny4 maka perkataanyang dipegang tentang

masalatr pengembalian adalatr perkataannya. Adapunjika dia temrasuk orumg

yang tidak diterima perkataannya terkait pengembalian barang, atau ada

perbedaan pendapat mengenai diterimanya ucapannya, seperti orang yang

mengambil tanpa iziq peminjam dan penerima gadai, maka dia tidak wajib
menyerahkan apayang adapadanya kecuali dengan menghadirkan saksi,

agir oftrng yang menerima hak tidak menyangkal penerimaan hak.

Perkataan orang yang menyeratilGm tentang pengembalian barang tidak

diterima. Apabila dia mengatakarq "Ia tidak memiliki hak apapun padaku,"

maka dia harus mengajukan bukti. Atau jika dia menghadirkan saksi atas

dirinya bahwa barang telah diterima, maka dia tidak wajib menyerahkan

dokumen hak kepada orang yang menanggung hak, karena bukti penerimaan

itu telah menggugurkan bukti yang pertama, dan cacatan hak itu adalah

miliknya, sehingga dia tidak wajib menyerahkannya kepada orang lain.

844. Masalah: Abu Qasim berkata, "Pembelian wakil dari
dirinya sendiri tidak diperbolehkan, demikian pula pembawa wasiat "

Maksudnya, barangsiapa yang diwakilkan untuk menjual sesuatu,

maka wakil tersebtrt tidak boleh membelinya sendiri menurut salah satu dari

dua pendapat yang dituturkan Muhanna. Ini adalah m adzhab Syaf i dan

para ulama ahli ra'yu. Demikian pul4 pembawa wasiat tidak boleh membeli

bagi dirinya sesuatu dari harta anak yatim menurut salah satu dari dua

pendapat. Ini juga merupakan madzhab Syaf i. Namun dituhrkan dari Malik
danAl Auza'i pendapat yang membolehkan keduanya. Sedangkan menurut

pendapat kedua dari Ahmad, wakil dan pembawa wasiat boleh membeli

dengan dua syarat, yaitu: Pertoma,melebihkanharganya di atas penawaxan.

Kedua,yang melakukanpenawaran adalah orang lain. Al Qadhi berkata,

"Dimungkinkan syarat keberadaan yang menawarkan adalah orang lain itu
hukumnya wajib, dan dimungkinkan sebatas anjuran."Namunpendapat yang

pertama lebih mendekati madzhabnya yang kuat. Abu Khaththab berkata,
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"syarat kedua adalah ia mengamanatkan orang lain unfuk menjualnya" dan

dia sendirimenjadi salah seorang di antaraparapembeli.

Barangkali ada yang bertnyqmengapa ia boleh menyerahkan harta

kepada orang lain untuk dijualkan, dan itu berarti perwakilan, sedangkan

wakil tidak boleh mewakilkan orang lain? Kami katakan, boleh mewakilkan

untuk hal-hal yang dia tidak bisa menangani sendiri perkara-perkara semacrlm

itu, dan penawaran atau promosi itu termasuk perkara yang kebanyakan

orang tidak menjalankannya sendiri.

Menurut riwayat ini, apabila dia mewakilkan seseorang untuk

membelikannya, dan ia sendiri yang menjualnya, maka hukumnya boleh,

karena dia menjalankan perintah oftmg yang mewakilkannya untuk menjual,

dan tujuannya untuk memperoleh pembayaran pun tercapai, sehingga

hukumnya boleh seperti seandainya barang tersebut dibeli orang yang tidak

merdliki huhmgan denganryra"

Abu Hanifah be*at4'?embawa wasiat boleh membeli, tidak dengan

wakil, karenaAllah berfinnan, "Danianganlah kamu mendekati harta

anak yatim, kecuali dengan cara yong lebih baik (bermanfaat)."Apabila

pembawa wasiat membeli harta anak yatim dengan harta yang lebih tinggi

daripada harga standar, maka itu berarti ia mendekati harta anak yatim

dengancara yang lebih baik. Juga karena pembawa wasiat adalah pengganti

dari ayalq danpembelian yang demikian ituboleh bagi ayatr sehingga boleh

pula bagi penggantinya-

Sementara alasan pendapat yang kedua adalatr bahwa tadisi dalam

jual-beli adalah seseorang menjual kepada orang lain, lalu dalam kasus ini

perwakilan dilimpahkan pada penjual, sebagaimana dia mengatakannya

durgan tegas, 
*Jual-lah barang ini kepada orang lain." Juga karena pembelian

yang demikian itu dapat mengundang kecurigaan dan ada dua tujuan yang

saling bertentangan dalam dirinya dalam penjualannya, sehingga hukumnya

tidak bolelU seperti seandainya pemilik barang melarangnya- Pembawa wasiat

itu seperti wakil dalam arti tidak menangani penjualan harta orang lain

manakala ia mengelolanya. Bahkan kecurigaan terhadap pembawa wasiat
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itu lebih kuat, karena wakil hanya dicurigai tidak membeli dengan harga
yang paling tinggi, tidak lebih dari itu. sementara pembawa wasiat selain
dicurigai dalarn hal ini, juga dicurigai membeli harta anak yatim padahal anak
yatim tidak memperoleh keuntungan dari penjualan hartany4 sehingga lebih
kuat larangannya. Pada saat itq pembawa wasiattidak dianggap mendekati
harta anak yatim dengan cara yang lebih baik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
bahwa ia berkata tentang seseoftmg yang memberikan wasiat kepada orang
lain warisan berupa kuda, lalu pembawa wasiat itu berkata, "Belilatr kuda
ini." Ibnu Mas' ud berkata"'oTidak boleh."

Pasal: Hukum yang berlaku bagi hakim dan orang
kepercayaannya sama seperti hukum yang berlaku bagi wakil. Hukum
yang berlaku dalam penjualan salah seorang dari mereka kepada wakilny4
atau anaknya yang masih kecil, atau anak yang diwalikanny4 atau kepada
wakil anak tersebut, atau kepada budaknya yang diizinkan itu seperti hukum
yang berlaku dalam penjualan kepada dirinya sendiri. semua itu didasari
oleh dua pendapat, berdasarkan ketentuan peqiualan kepada diri sendiri.

Adapun hukum penjualan kepada anaknya yang sudah besar, atau
orang tuany4 atau budak rn ukatab-ny4maka para sahabat kami mengatakan

bahwa mereka itu termasuk kategori yang didasari dua pendapat tersebut.
Sementara para sahabat Syaf i memiliki dua pendapat tentang mereka. Abu
Hanifah berkata, "wakil boleh meqjual kepada anaknya yang sudah besar,

karena dia menjalankan perintatr orang yang mewakilkannya dan mengikuti
tradisi dalam menjual kepada orang lain sehinggahukumnya sah, seperti
seandainya ia mer{ual kepada saudaranya. Yang demikian itu berbeda dengan

menjual kepada wakilny4 karena dalam kasus ini pembelian itu terjadi bagi
dirinya sendiri. Begrtujuga dengan penjualan kepada budaknya yang diizinkan
dan kepada anak yang diwalikarurya bagi dirinya sendiri. Karena dia adalah
pembeli bagi dirinya sendiri. Alasan kesamaan di antara mereka adalah sama-

sama mengundang kecurigaan,dan kecenderungan untuk tidak membeli
dengan harga yang paling tinggi. Begitu juga, kesaksiannya tidak diterima.
Hukum dalam kasus ketika seseorang membeli untuk orang yang
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mewakilkannya itu seperti hukum menjual harta orang yang mewakilkan

kepadany4 karena alasan keduannya s4ma.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menikahkannya dengan seorang perempuan, maka apakah wakil
boleh menikahkannya dengan anak perempuannya sendiri? Hukum

masalah ini dianalogikan kepada hukum yang telah kami sebutkan mengenai

wakil penjualan, apakah dia boleh menjual kepada anaknya atau tidak. Abu

Yusuf dan Muhammad berpendapat boleh. Alasan dua pendapat ini adalah

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila perempuan yang diwalikan

wakil itu mengizinkarurya untuk menikahkannya dengan dirinya sendiri atau

dengan anaknya, maka ada dua pendapat dalam hal ini, berdasarkan

ketentuan yang disebutkannya terkait penf ualan. Begitupula, jika seseorang

mewakilkan orang lain untuk menikahkan anak perempuannya, maka

hukumnya seperti di atas.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkannya untuk menjual

budaknya, lalu orang lain mewakilkannya untuk membeli seorang

budak, maka menurut qiyas madzhab wakil tersebut boleh membeli

budak bagi orang pertama kepada orang kedua, karenadiatelah diberi

izin oleh duapihak akad, sehingga ia boleh menggantikan keduanya apabila

tidak tercurigai, sama seperti seorang ayah membeli harta anaknya bagi dirinya

sendiri. Seandainya dua orang yang saling menggugat mewakilkannya dalam

mengadakan dakuraanbagi keduany4 maka menunrt qiyas hukumnyaboleh,

karena dia bisa mengklaim bagi salah satunya dan memberi jawaban bagi

yang lain, sertamengajukan argumenmasing-masing. Para sahabat Syaf i
memiliki dua pendapat dalam masalah ini.

Pasal: Apabila wakil diizinkan untuk membeli dari dirinya

sendiri, maka dia boleh melakukannya. Namun para sahabat Syaf i
dalam salah satu dari dua pendapat mengatakan tidak boleh, karena ada

dua kepentingan yang tarik-menarik, yaitu mengupayakan harga yang muratr
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bagi dirinya dan mengupayakan harga yang mahal bagi orang yang
mewakilkan. Keduanya saling bertentangan, sehingga keduanya saling
mencegah. Menurut kami, wakil tersebut diwakilkan untuk melakukan
tindakanbagi dirinyasendiri sehinggahukumnyaboletr, seperti seoranglaki-
laki mewakilkan istrinya untuk mencerai dirinya sendiri. Juga karena alasan
larangan iniberasal daripembeli bagi dirinyasendiri dalam suatukasus karena
unsur kecurigaan, karena hal itu menunjukkan ketidak-relaan orang yang
mewakilkan tatradappembelaqiaan ini, dan menunjuftftan keluamyatindakan
ini dari cakupan umum lafazh dan izinnya. sedangkan datam kasus ini, orang
yang mewakilkan telah memberi izin secara tegas sehingga apayang
ditudukkan oleh situasi dan kondisi itu tidak ada apalagi kalimatrya secara

tegas menunjukkan hal yang berbeda. Mengenai alasan mereka bahwa ada
kontradiksi di antarapembelian danpenjualaru kami katakan bahwa apabila
orzmg yang mewakilkan telah menetapkan harganya lalu wakil membelinya
dengan harga tersebut, maka hilanglah tujuan mengupayakan harga yang
tinggl. Karena tidak ada keinginan untuk membeli dengan harga yang lebih
tinggi daripada harga yang telah dicapai. Apabila orang yang mewakilkan
belum menentukanharga kepadany4 makaper{ualanterikat dengan ketentran
harga standar, seperti seandainya wakil menjual kepada orang lain. para

sahabat kami menyebutkan pendapat tentang kasus ketika seseorang
mewakilkan seorang budak untuk membeli dirinya sendiri dari tuannya.
Menurut satu pendapat, hukumnya tidak boleh. Maka, perkara yang sama
diberlakukan di sini. Namun pendapat yang benar adalah yang kami
kemukakan.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan seorang budak untuk
membeli dirinya dari tuannya, atau memberi budak lain dari tuannya,
lalu budak tersebut melakukannya, maka hukumnya sah. pendapat

ini dipegang olehAbu Hanifah dan sebagian ulamamadzhab Syaf i. Sebagian
dari mereka mengatakan tidak boleh, karena tangan budak itu seperti tangan
hurnnya, sehingga serupa seandainya seseorang mewakilkan budak tersebut
untuk membeli dari dirinya sendiri. Karena itu, seseorang itu dihukumi dengan
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apa yang ada di tangan budaknya. Para sahabat kami juga menyebutkan

satu pendapat. Menurut kami, budak yang diberi perwakilan itu boleh

membeli seorang budak dari selain tuannya, sehingga dia juga boleh

membelinya dari tuannya sendiri, sama seperti orang yang tidak memiliki
hubungan. Kalaudia bolehmembeli budak lai4 maka diajuga bolehmembeli

dirinya sendiri. Seperti seorang perempuan ketika boleh diberi perwakilan

untuk mencerai perempuan lai4 maka diajuga boleh diberi perwakilan unhrk

menceraikan dirinya sendiri. Alasan yang dikemukakanpara sahabat kami

tidak benar, karena sdtu-satunya pertimbangan di sini adalah meqjadikan

perwakilan kepada seorang budak seperti perwakilan kepada tuannya,

padatral kami telah menjelaskan keabsahan perwakilan tuan turhrk membeli

danmenjual dari dirinyasendiri, apalagidi sini.Atas dasaritu, apabilabudak

mengatakan, "Aku membeli diriku untuk Zaid," lalu tuannya danZaid
membenarkan, maka hukumnya sah, danZwd wajib membayar harganya.

Apabila tuannya mengatakan, "Kamu tidak membeli dirimu kecuali bagi

dirimu sendiri," maka budak tersebut merdeka lantaran ucapannya dan

pengakuannya terhadap hal yang mengakibatkan budak tersebut merdeka.

Budak tersebut menanggung harga kepada tuanny4 karena Zaid tidak wajib

membayar hargakarena budak tersebut tidak diperolehnya, dan karena

tuarurya tidak mendakwakan harga kepada Zaid, sehingga harga itu menjadi

kewajiban budak. Karena secara lahiriah, barangsiapa yang melangsungkan

akad, maka apayangdiakadkan itu menjadi miliknya. Apabila tuannya

membenarkannya sedangkan Zaid mendustakanny4 maka pendustaannya

itu perlu dilihat. Apabila yang didustakan adalah perwakilan, maka dia

bersumpah lalu bebas, dan tuan berhak menghapus per{ualan dan menarik

kembali budaknya karena tidak mungkin ada pembayaran. Tetapi apabila

Zaid membenarkan ucapan budak terkait perwakilan, namun
mendustakannya terkait ucapannya bahwa budak tersebut membeli dirinya

bagiT,aid,maka perkataan yang dipegang adalah perkataan budak, karena

ucapan wakil terkait tindakan yang diizinkan baginya itu diterima.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan seorang budak untuk

t,
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memerdekakan dirinya, atau mewakilkan seorang istrinya untuk
mencerai dirinya, maka sah hukumnya. Apabila dia mewakilkan budak
untuk memerdekakan budak-budakny4 atau mewakilkan seorang isti unhrk
mencerai istri-istriny4 maka budak tersebut tidak boleh memerdekakan
dirinya, dan istri tersebut tidak boleh mencerai dirinya. Karena ketika
perwakilan bersifat mutlak, maka ia ditujukan kepada selain wakil. Tetapi
dimungkinkan keduanya boleh melakukan hal tersebut, mengikuti cakupan
umum lafazlnyasebagaimana wakil boleh menjual kepada dirinya sendiri
menurut salah satu dari dua pendapat. Apabila seseorang mewakilkan orang
yang berutang untuk membebaskan dirinya dari utang, maka hukumnya satr,

karena ia mewakilkannya unhrk menggugurkan hak dari dirinya sehingga
serupa dengan mewakilkan budak unfirk membebaskan dirinya. Apabila dia
mewakilkan orang yang berutang trrfuk membebaskan orang-orang yang
berutang kepadany4 maka dia tidak boleh membebaskan dirinya dari utang.
Sebagaimana seandainya dia mewakilkannya untuk menahan oftulg-oftrng
yang berutang kepadany4 maka ia tidak boleh menahan dirinya. seandainya
ia mewakilkannya untuk menggugat merek4 maka ia tidak menjadi wakil
untuk menggugat dirinya sendiri. Tetapi dimungkinkan dia berhak
membebaskan dirinya dari utang berdasarkan alasan yang telah kami jelaskan

sebelumnya. Apabila dia mewakilkan orang yang ditanggung kewajibannya
untuk membebaskan orang yang menanggung kewajiban, lalu dia
membebaskannya dari pertanggungan, maka hukumnya sah, tetapi orang
yang ditanggung kewajibannya itu tidak bebas dari kewajiban. Apabila dia
mewakilkan penanggung untuk membebaskan orang yang ditanggung
kewajibannya, atau mewakilkan penjamin trrtuk membebaskan orang yang
dijamin kewajibanny4 lalu dia membebaskanny4 maka hukumnya satr.

Pasal: Apabila dia mewakilkannya unfirk mengeluarkan zakat kepada
oftlrlg-oftmg miskin sedangkan wakil termasuk orang miskin, atau berwasiat
kepadanya untuk membagi sepertiga hartanya kepada suatu kaum sedangkan
pembawa wasiat itu adalah bagian dari kaum tersebut, atau menyerahkan
harta kepadanya dan menyuruhnya untuk membagikan harta itu kepada oftrng
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yang dikehendakinya, maka redaksi pendapat dari Ahmad mengatakan

batrwa iatidak boleh mengambil sesuatupun dari harta tersebut. knamAhmad

berkata'Apabila seseorang memegang harta unhrk oftutg-orang miskin dan

sarana-sarana kebaikan, sedangkan ia orang yang membufuhkan, maka ia

tidak boleh mengambilnya sedikit pun, karena dia diperintahkan untuk

menunaikannya kepada orang lain." Hal itu karena kalimat mutlak orang

yang mewakilkan itu menunjukkan pemberian harta kepada orang lain.

Namurq dimungkinkan diabolehmengambil apabila iatercakup dalam kalimat

umum, seperti dalam masalah-masalah yang telatr dijelaskan. Juga karena

alasan yang mengakibatkannya berhak itu ada padanya, dan kalimat yang

dikemukakan pun mencakup ditiryu, sehingga dia boleh mengambil, sama

seperti orang lain. Dimungkinkan hal itu dikembalikan pada apa yang

ditunjukkan kondisi. Manakala diduga kuat bahwa maksud orang yang

mewakilkan itu mencakup dirinya dan orang lain, maka dia boleh

mengambilnp- lvlanakaladidtrgalarat batrwamaksud orang yangmewakilkan

tidak mencakupny4 maka ia tidak boleh mengambil. Manakala dua hal itu
sarna kuatry4 maka ada dua kemungkinan. Apakatr dia boleh memberikan

harta itu kepada anaknya, ayal'nya, atau istrinya? Ada dua pendapat di
dalamnya. Pertama,boleh karena mereka tercakup lafazh umum, dan ada

alasan yang mengakibatkan kebolehan memberikan harta itu kepada mereka.

Adapun orang yang wajib dinafkahi wakil selain mereka itu boleh diberi

zakat,sebagaimarn mereka boleh diberi harta sedekah sunnah.

E45. Masalah: Abu Qasim berkata, "Pembelian seseorang bagi

dirinya sendiri terhadap harta anaknya yang masih kecil hukumnya
boleh, dan begitu pula pembelian anak bagi dirinya sendiri dari
ayahnya." Maksudnya, ayahmembeli bagi dirinya sendiri harta anaknya

yang ada dalam pengasuhannya, serta menjual hartanya sendiri kepada

anaknya. Ini merupakanpendapatAbu Hanifah, Syaf i, Malik danAlAuza'i.

Mereka menambahkan kakek, dimana mereka membolehkannya melalarkan

dua hal tersebut. Namun Zufarberkat4 "Tidak boleh, karena hak-hak akad

itu melekat pada pelaku akad, sehingga tidak boleh melekat padanya dua
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hukurn yang berlawanan. Juga karena tidak boleh seseoftrng melalcukan ij ab

sekaligus qabul terhadap satu akad, sebagaimana ia tidak boleh menikatrkan

anak pamannya dengan dirinya sendiri." Menurut kami, orang ini menjadi

wali dengan sendirinya, sehingga dia boleh memerankan dua pihak dalam

akad, seperti seorang ayah yang menikahkan putrinya dengan budaknya

yang masih kecil, tuan yang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak

perempuannya. Kami tidak menerima alasan yang dikemukakan Zufar
mengenai melekatnya hak-hak akad pada pelaku akad bagi orang lain.

Adapun kakek, ia tidak memiliki perwalian atas cucuny4 sebagaimana akan

kami jelaskan di tempatny4 sehingga kedudukannya seperti orang asing.

Juga karena kecr.rigaan antara ayah dan anaknya tertiadakan karena di antara

watak ayah adalah ibah terhadap anaknya, condong kepadanya, dan

meninggalkan kepentingan dirinya demi kepentingan anaknya. Karena itu
hukumnya boleh. Ayah berbeda dengan kakek, pembawa wasiat, hakim
dan orang kepercayaannya, karena kecurigaan pada mereka tidak
tertiadakan. Adapun memerankan dua pihak dalam akad itu hukumryra boleh

dengan dalil ketentuan pokok yang kami sebutkan. Kami tidak menerima

pendapat yang dikemukakan Zufar batrwa tidak boleh seseorang menikahkan

ptrtri pamarurya dengan dirinya sendiri. Sebaliknya hal tersebut boleh dengan

dalil batrwaAbdunahman bin'Auf berkata kepada putri Qarizh,'Apakah
kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian

berkata "Aku menikahimu"rz Kalaupun kami menerim4 maka hal itu karcna

kecrnigaan di dalamnya tidak tertiadakan

r72 HR Bukhari dalam kitab Nikah (8/94) secara muthlaq.Ibnu Hajar dalam kitab
Fathul Bari berkata, "Ibnu Sa'ad menyambung sanadnya dari jalur Ibnu Abu Dzi,b
dan berkata, "Maka, pernikahannya boleh." Ibnu Sa'id menyebut Ummu Hakim
termasuk perempuan yang tidak perempuan dari Nabi sAW, melainkan dari istri-istri
beliau. Saat menuturkan riwayat hidup Ummu Hakim, Ibnu Sa'ad tidak menyinggung
lebih banyak daripada yang tertera dalam berita ini. Ibnu Sa'ad menyebut nama Ummu
Hakim dalam deretan istri-istri Abdurahman bin Auf dalam riwayat hidupnya beserta
nasabnya. Ia mengatakan, "IJmmu Hakim binti Qarizh bin Khalid binAbdu Halif bin
Zuhrah;'
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846. Masalah : Abu Qasim b erkata,'nApa yan g dilakukan wakil
sesudah orang yang mewakilkan menghapus akad atau meninggal
dunia itu menjadi batal." Maksudnya, perwakilan adalah akad yang

sukarela dari duapihak, sehingga orangyangmewakilkan bolehmenghentikan

wakilnya kapan saj4 dan wakil boleh berhenti kapan saj4 karena ia diizinkan

unnrk melakukan tindakan, sehingga masing-masing memiliki hak untuk

membatalkannya. Sebagaimana wakil diizinkan urhrk memakan makanan

orang yang mewakilkan. Per"wakilanjuga batal akibat kematian salah seorang

di antara keduanya, siapapun itu, dan gila permanen. Tidak ada ada

perbedaan pendapat dalam semua ini sejauh pengetahuan kami.Jadi, ketika

wakil melalcukan tindakan sesudah orang yang mewakilkan menghaus akad

atau meninggal dunia, maka apa yang dilakukan wakil itu batal apabila ia

mengetahui hal tersebut. Apabila ia tidak mengetahui bahwa penghentian

dirinya dan kematian orang yang mewakilkarq maka ada dua pendapat dari

ImamAhmad" Imam Syafi:i juga memiliki dua pendapat tentang masalah ini.

Sedangkan pendapat yang kuat dari Al Khiraqi dalam masalah ini adalah

wakil tersebut terhentikan dengan sendirinya, baik ia mengetahui atau tidak.

Manakala dia melakukan tindakan dan temyata tindakannya itu terjadi

sesudah ia diberhentikan atau orang yang mewakilkannya meninggal duni4
maka tindakannya itu batal, karena yang demikian itu adalah penghapusan

akad yang tidak memerlukan kerelaan lawan akad sehingga tidak memerlukan

pengetahuanny4 seperti cerai dan pembebasan budak. Adapun riwayat kedua

dariAhmad adalatr wakil tersebut tidak terhenti sebelum mengetahui kematian

orang yang mewakilkan dan pemberhentiannya. Pendapat ini dinyatakan

Ahmad dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, karena seandainya wakil
terhentikan sebelum dia mengetahui, maka hal itu berdampak mudharat

baginya sebab terkadang dia telah melalarkan beberapa tindakarL lalu temyata

batal. Barangkali yang dijualnya adalah budak perempuan, lalu dia disetubuhi

oleh pembeliny4 atau makanan lalu dimakan oleh pembelinya atau barang-

barang lain dimana pembeli telah melakukan tindakan terhadapnya sehingga

diawajib menanggung. Dalam hal ini pernbeli danwakil sama-samamengalami

mudharat. Juga karena wakil itu bertindak atas perintah orang yang
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mewakilkan, dan hukum pembatalan perintah tidak ditetapkan bagi yang

diperintah sebelum ia mengetahuinya, sama seperti penghapusan akad.
Berdasarkan riwayat ini, ketika wakil melakukan tindakan sebelum dia
mengetahui penghapusan akad, maka tindakannya itu valid. Diriwayatkan
dari Abu Hanifah bahwa apabila orang yang mewakilkan memberhentikan

wakilnya, maka wakil tidak terhentikan sebelum dia mengetahuinya dengan

alasan yang telah kami jelaskan. Apabila wakil berhenti dengan sendirinya,
maka ia tidak dianggap berhenti kecuali di hadapan orang yang
mewakilkannya. Karena dia bertindak atas perintah orang yang mewakilkan,
sehingga tidak satr mengembalikanperintahtidak di hadapannya sama seperti

penerima titipan dalam hal pengembalian titipan. Kami berpegang pada

argumen di atas. Mengenai penghapusan akad, ada dua pendapat seperti
duapendapat di atas. Namun, keduanya berbeda, karenaperintah Syari' itu
mengindikasikan ketenhrarr bahwa meninggalkanperintahtersebut menrpakan

maksiaf dan seseorang tidak dianggap maksiat ketika tidak mengetahuinya.

Sedangkan dalam kasus ini, pemberhentian wakil itu mengindikasikan
pembatalantindakan, sehinggahal itutidakterhalangiolehketidaltahuannya-

Pasal: Ketika salah seorang dari wakil dan orang yang
mewakilkan keluar dari keberadaannya sebagai orang yang layak
bertransaksi, seperti gila atau dibatasi hak transaksinya karena
lemah akal, maka hukumnya sepertihukummeninggal dunia. Karena
dia tidak memiliki hak transaksi, sehingga orang lain pun tidak berhak
melakukan transal<si yang bersumber darinya. ImamAhmad berkomentar
tentang masalah syarika[ "Apabila salah seorang dari keduanya ragu, maka
itu seperti pemberhentian. Apabila wakil dibatasi hak transaksinya karena
pailit, maka perwakilan tetap dalam kondisinya, karena wakil tidak keluar
dari keberadzwrnya sebagai orang yang layak bertransaksi. Apabila orang
yang mewakilkan dibatasi hak transaksinya dan objekperwakilan adalah
harta bendanya, maka perwakilan batal karena terputusnya hak tansaksinya
pada hartanya sendiri. Apabila objek perwakilan adalah gugatan, pembelian

dalam tanggungan (utang), cerai, khulu ', atau qishash, maka perwakilan

i

t
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tetap berjalan, karena orang yang mewakilkan memiliki kewenangan untuk

melakukannya" dan ia berhak mengangkat pengganti dalam melakukarurya

dari awal, sehingga kelangsungannya pun tidak terhenti.

Apabila wakil menjadi fasik, maka dia tidak terhenti, karena dia

termasuk orang yang memiliki kewenangan unhrk bertransaksi, kecuali

perwakilan dalam perkara yang dapat tereduksi akibat kefasikan, seperti

ijab dalam akad nikah. Mak4 wakil tersebut terhentikan akibat kefasikanny4

atau kefasikan orang yang mewakilkannya karena ia telah keluar dari

kewenangan bertansalsi. Apabila seseorang menjadi wakil urtuk menerima

(qabul) bagi orang yang mewakilkan, maka wakil tidak terhentikan akibat

kefasikan orang yang mewakilkan, karena ia tidak meniadakan kebolehan

qabulnya- Apakah wakil itu terhentikan akibat kefasikan dirinya sendiri? Ada

dua pendapat. Apabila dia menj adi wakil dalam perkara yang mensyaratkan

amanah, seperti wakil untuk mengelola harta anak yatim, harta wakafunnrk

orang-orang miskin, dan semisalnya" maka dia terhenti akibat kefasikannya

dan kefasikan orang yang mewakilkannya akibat keduanya keluar dari

kewenangan untuk bertansaksi. Apabila seseorang menjadi wakil bagi wakil

lainuntukmengelolahartanyasendiri,makaiaterhentikanakibatkefasikannya

karena wakil tidak berhak mewakilkan orang fasik. Dia tidak terhenti akibat

kefasikan orang yang mewakilkannya (wakil pertama), karena orang yang

mewakilkannya adalah wakil pemilik harta, dan perwakilan itu tidak

tergugurkan oleh kefasikan.

Perwakilan tidak batal akibat tidur, mabuk dan pingsan, karena hal-

hal tersebut tidak mengeluarkan wakil dari kewenangan bertransaksi.

Perwaliantidak ditetapkanpadanya kecuali mabuk itu akibat perbuatan fasik,

sehingga ketentuan yang berlaku di dalamnya itu memiliki tekanan lebih

daipada apa yang telah kami paparkan di atas.

Pasal: Perwakilan tidak batal karena tindakan diluar
kewenangan terhadap materi perwakilan, seperti mengenakan pakaian

dan mengendarai hewan. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Syaf i.
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sedangkan pendapat yang kedua adalah perwakilan tersebut batal, karena

perwakilan adalatr akad amanah, sehingga ia batal karena tindakan diluar

kewenangan, sama seperti titipan.

Menurut kami, apabila wakil telah melakukan tindakan atau tansaksi,

maka dia melakukan tindakan dengan izin orang yang mewakilkannya,

sehingga hukumnya sah, seperti seandainya ia tidak melahrkan tindakan di

luar kewenangan. Perwakilan berbeda dengan titipan dari segi bahwa titipan

adalah amanah mumi, sehingga amanah itu tertiadakan oleh tindakan di luar

kewenangan dan khianat. Sementara perwakilan adalah izin untuk melakukan

tindakanyang amanatr-Apabilaamanahituhilangakibattindakan

diluar kewenangan, maka izin tetap dalam kondisinya. Atas dasar itu,

seandainya seseorang mewakilkannya untuk menjual pakaian lalu ia
maka iamenanggung resiko. Tetapijika diaberhasil mer{ualry'4

maka penjualannya sah dan ia terbebas dari pertanggungan karena pakaian

tenebu telah menjadi milikpembeli.Apabila diatelatrmenerimapembaFrarL

maka pembayaran itu menjadi amanatr di tangannya yang tidak menjadi

pertanggungan baginya" karena dia menerima pembayaran denga izin orang

yang mewakilkan dan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan

terhadapnya.

Apabila pemilik harta menyerahkan harta kepadanya untuk dijualnya

danmewakilkannya untuk membeli sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu diluar

kewenangan terhadap pembayaran, maka dia menanggung resikonya.

Apabila dia gunakan untuk membeli sesuatu dan menyerahkannya, maka

pertanggrrngannya hilang, dan ia memegang barang yang dijual itu sebagai

amanah. Apabila adacacat pada barang yang dijual lalu dikembalikan

kepadany4 dan dia menemukan cacat pada alat pembayarannya lalu pembeli

mengembalikannya kepadany4 lalu wakil memegang pembayaran tersebu!

maka pembayaran tersebut dipertanggungkan, karena akad yang

menghilangkanpertang$mgan itutelahhilang, sehingga apapnghilang darinya

itukembalilagi.
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Pasal: Apabila seseorang mewakilkan istrinya untuk menjual,

membeli, atau hallainr lalu dia mencerainya, maka perwakilan tidak

batal, karena hilangnya ikatan pemikahan tidak menghalangr perwakilan

dari awal, sehingga dia pun tidak menghentikan keberlangsungannya.

Apabila seseorang mewakilkan budaknya lalu setelah itu dia

memerdekakarury4 maka budak tersebut tidak terhentikan dari perwakilan

dengan alasanyang sama. Tetapi dimungkinkan diaterhentikan, karena

perwakilan terhadap budak bukan perwakilan dalam arti yang sebenamy4

melainkan menggunakan hak pemilik, sehingga penggunaan hak itu gugur

dengan hilangnya kepemilikan. Apabila dia menjual budak tenebut, maka

kepemilikaruryaberalih ke tangan orang yang tidak mengizinkan perwakilan

tuan yang pertam4 dan ditetapkannya kepemilikan orang lain atas budak

tenebut menghalangi pematitannya tanpa izinnya, sehingga keberlangsungan

perwakilan tersebut terputus.

Seperti inilah dua pendapat dalam kasus ketika seseorang mewakilkan

budak oftmg lain kemudian dia menjualnya. Pendapat yang benar adalah

perwakilan tenebut tidak batal, karena tuannya budak mengizinkannya untuk

menjual hartany4 dan kemerdekaan itu tidak membatalkan izin. Demikian

pulajika tuan budak tersebut memerdekakannya. Hanya saj4 apabila pembeli

rela budak tersebut tetap memegang perwakilan, maka perwakilan itu tetap.

Apabila tidak rela akan hal tersebut maka perwakilan menj adi batal.

Apabila seseorang mewakilkan budak orang lain lalu ia
memerdekakannya, maka perwakilan tidak batal menurut satu pendapat.

Karena ini adalah perwakilan dalam arti yang seberulmya, dan kemerdekaan

tidak meniadakan perwakilan tersebut. Apabila orang yang mewakilkan

membeli budak dari tuannya maka perwakilan tidak batal karena kepemilikan

budak ada di tangan orang yang mewakilkan, dan itu tidak meniadakan

izinnya kepada budak unhrk melalcukan jual-beli.

Pasal: Apabila seorang muslim mewakilkan seorang kafir untuk

melakukan sesuatu yang sah untuk dia lakukan, maka hukum
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perwakilan tersebut adalah sah, baik orang kafir tersebut dzimmi,

pencari suaka, harbi (wajib diperangi), atau murtad, karena sifat adil
tidak disyaratkan dalam penvakilan. Demikian pula dengan utang, sama

sepertipembelian.

Apabila seseorang mewakilkan seorang muslim lalu ia murtad, maka

perwakilan tidak batal, baik wakil yang murtad itu bergabung dengandarul-

harbi (negara yang wajib diperangi) atau tetap di negaranya. Tetapi Abu
Hanifah berkata, "Apabila ia bergabung dengan darul-harbl, maka

perwakilannya batal karena dia telatr menjadi bagian dari mereka."

Menurut kami, wakil yang murtad tersebut satr melakukan transaksi

bagi dirinyasendiri, sehinggaperwakilannyatidakbatal, seperti seandainya

ia tidak bergabung dengan darul-harbi. Juga karena kemurtadan itu tidak

menghalangi perwakilan, sehingga dia pun tidak menghalangi
keberlangsunganny4 sama seperti orang-onmg kafir lainrya.

Apabila orang yang mewakilkan itu mtutad, maka penvakilan tidak

batal jika objeknya adalatr hal-hal yang dia berhak melahrkannya sendiri.

Adapun wakil yang mentransaksikan hartanya, maka ketentuannya

didasarkan pada ketentuantansal<si orang yang murtad itu sendiri. Apabila

kita mengatakan tansaksinya sah, maka perwakilannya tidak batal. Apabila

kita mengatakan transaksinya tergantun gizin maka perwakilannya juga

tergantung izin. Apabila kita mengatakan hansaksinya batal, maka

pen^akilanntajtrgabatal.Apabila diamewakilkan dalam kondisi telatrmua4
maka ada tiga pendapat yang sama.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
memindahkan istrinya, atau menjual budaknya, atau mengambil-alih

rumahnya dari fulan, lalu ada bukti yang menunjukkan istri tersebut

dicerai, budak tersebut dimerdekakan, dan rumah telah berpindah
kepemilikan dari orang yang mewakilkan, maka perwakilan itu batal,

karena hak transaksi orang yang mewakilkan telah hilang, sehingga hilang

pulaperwakilannya.
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Pasal: Apabila barang yang diwakilkan untuk ditransaksikan

itu rusali, maka perwakilan menjadi batal, karena objekperwakilan

telah hilang sehingga hilang pula perwakilannya Seperti seandainya seseomng

mewakilkan orang lain turtuk menjual budak, lalubudak tenebut meninggal.

Seandainya seseorang menyerahkan dinar kepada orang lain dan

unhrk membeli sesuatr" laludinartenebutrusak, atauhilang,

atau diutang dan ditransal<sikan wakil, maka perwakilan menjadi batal, baik

dia meumkilkannya rnrtuk merrbeli dengan dinar itu sendiri atau secara mutlak

Karena seandainya dia mewakilkarurya unhrk membeli dengan dinar itu

sendiri, maka pembelian dengan dinar itu menjadi terhalang sesudah dinar

itunrsat sehinggaperwakilannya menjadi batal.Apabila dia mewakilkarurya

secara mutlak, sedangkan dinar tersebut telah terjual, maka perwakilannya

juga batal, karena dia mewakilkannya untuk membeli dengan dinar tersebut.

Miryq dia menggunakan hasil penjualan dinar itu untuk membayar, baik

sebelum pembelian atau sesudahnya, dan hal tersebut terhalang unhrk

dilalcukan karena dinar tersebut rusak. Juga seandainya pembeliannya satr,

maka orang yang mewakilkan menanggung pembayaranyang tidak wajib

baginya, dan dia pun tidak rela dengan kewaj iban pembayaran tersebut.

Apabila wakil mengttangny4 kemudian mengganti dengan satu dinar,

lalu menggunakan dinar ini untuk membeli" maka itu seperti pembelian untuk

orang yang rnewakilkan dengan tanpa izin, karena perwakilan telah batal,

dan dinaryang digunakannya unnrk membayar utang itubelurn menjadi milik

orang yang mewakilkan sampai dia menerimanya. Apabila wakil

menggunakannya unhrk membeli sesuatu bagi orangyang mewakilkaq maka

pembelian tersebut tergantung pada perkenan orang yang mewakilkan.

Apabila dia memperkenankannya, maka pembelian itu sah, dan dia waj ib

membayar. Kalau tidak, maka wakil wajib membayar. Namun menurut

Ahmad, wakil wajib membayar dalam kondisi apapun.Al Qadhi berkata,

"Ketika seseorang membeli sesuatu dengan hartanya sendiri bagi orang lain,

maka pembelian batal, karena tidak sah seseoftmg membeli dengan hartanya

apa yang akan dimiliki orang lain." Para sahabat Syaf i mengatakan, "Ketika
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seseorulg membli dengan hartanya sendiri unhrk orang laiq makapembelian

' sah bagi wakil, baik secaratunai atau denganpertanggungan (utang), karena

dia membeli sesuatu yang dia tidak diizinkan unflrk membelinya."

Pasal: Atsram menukil dari Ahmad tentang seseorang yang memiliki
piutang beberapa dirham pada orang lain, lalu dia berkata kepada orang

tersebut "Kalau kamu bisa membayar, maka seratrkan dirham kepada firlan.

Sementara orang yang memiliki hak tidak ada di tempat dan tidak berpesan

kepada orang yang bakal diserahi pembayaran utang tersebu! tetapi pemilik

hak menj adikanrya wakil. Setelah penanggung utang sanggup membayar,

maka dia takut untuk menyerahkan dirham kepada wakil tersebut, sekiranya

orang yang mewakilkantelah meninggal duni4 dan dia takut dituntut oleh

ahli warisnya. Imam Ahmad berkata"'Menurutku, sebaiknya penanggung

utang itu tidak menyerahkan dirham kepada wakil, karena barangkali orang

yang mewakilkan tidak meninggal dunia. Tetapi, sebaiknya dia
mempertemukan antara wakil dan ahli waris, dan menyerahkan kepada

keduanya." Pendapat ini disebutkan Ahmad dalam konteks membela

kepentingan orang yang berutang, karena dikhawatirkan dituntut oleh ahli

waris sekiranya mauruts (yang diwarisi) mereka itu telah meninggal dunia
sehingga wakil tersebut terhentikan dan hak menjadi milik merek4 sehingga

mereka menuntut orang yang menyerahkan hak kepada wakil tersebut.

Adapun dari konteks hukurn, maka wakil boleh menuntut dan orang yang

berutang boleh menyerahkan dirham kepadanya, karenaAhmad dalam

riwayat Harb mengatakan, "Apabila seseorang mewakilkan orang lain dalam

perkara fuadd dan orang yang mewakilkan itu tidak ada di tempat, maka

wakil boleh mentnnst fuadd. " Ketentuan di atas lebih kuat daripada ketentuan

di sini, karena fuadddihindarkan ketika ada kesamaran. Namun, ini adalah

sikap hati-hati yang baik, dan membebaskan orang yang berpiutang secara

hukum dan hakiki, serta menghilangkan tanggungjawab darinya.

Riwayat ini mengandung clal i I bah*u *u1U terhentikan akibat kematian

orang yang mewakilkan meskipun wakil tidak mengetahui kematiannya,

karena Ahmad memilih pendapat agar orang yang berutang tidak
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menyerahkan dirham kepadawakil karenatakutjika orang yang mewakilkan

telatr meninggal duniq dan hak tenebut beralih kspada ahli waris. Bisajadi

Imam Ahmad memilih pendapat ini karena qadhi bisa berpandangan bahwa

wakit terhentikan akibat kematian orang yang mewakilkanny4 sehingga qadhi

memutuskan bahwa wakil telah terhentikan

Riwayat ini juga mengandung dalil tentang bolehnya menangguhkan

qabul dari ijab, karena orang pertama mewakilkan orang kedua untuk

menerima hak, sedangkan dia tidak mengetahui perwakilan tersebut dan

tidak ada di tempa! lalu dia menerima perwakilan tersebut. Riwayat ini juga

mengandung dalil mengenai keabsahan perwakilan dengan selain kata

'mewakilkan'. Namun Ja'far bin Muhammad rnengutip pendapat tentang

seseomng yang berkata kepada orang lain,'Jualkan pakaianku.' Menwutry4

tidak terjadi dampak ap a-apasebelum orang pertama mengatakan, 'Aku

mewakilkanmu.' Ini adalah kealpaan pengutip, karena sebelumnya telah

*r"6u66 dalil tentang kebolehan perwakilan dengan menggunakan selain

kata 'mewakilkan', dan inilahyang dikutip olehjarna'ah.

847. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang

mewakilkan orang lain untuk menceraikan istrinya, maka perwakilan

itu ada di tangan wakil sampai orangyang mewakilkan menghapus

perwakilan atau menyefu buhi istrinya."

Maksudny4 apabila perwakilan diberikan secara mutlak dan tidak

ditetapkan waktunya, maka wakil berhak melakukan tindakan selama

perwakilan tersebut belum terhapus. Cara menghapus perwakilan adalah

dengan mengatakan, "Aku hapus perwakilan, atau membatalkannya, atau

melanggamy4 atau menghentikanmu, atau menjauhkanmu dari perwakilan",

atau melarang wakil untuk melakukan apa yang diperintahkan atau

diwakilkannya; serta lafazlr-lafazh serupa yang menunjukkan penghentikan

wakil dan mengindikasikan maknanya. Atau wakil menghentikan dirinya

sendiri, atau ada hal yang mengakibatkan terhapusnya perwakilan secara

hukum sebagaimanatelatrkami jelaskan; atau kepemiiikan pemberi perwakilan
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hilang dari apa yang diwakilkanny4 atau ada hal yang menunjukkan batrwa

ia menarik perwakilannya.

Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menceraikan isninya

kemudian orang yang mewakilkan itu menyetubuhi istrinya, maka

perwakilannya terhapus, karena persetubuhannya itu menunjukkan
kesukaannyaterhadap istiryradanpilihannyauntuk mempertahankan isEinya-

Begitu pul4 j ika ia menyetubuhi istrinya setelah mencerai nya secan raj 'i
(boleh dirujuk) maka itu berarti suami ruj uk kepada istrinya. Karena itu,

apabila persetubuhan mengakibatkan suami rujuk kepada istrinya sesudah

ia mencerainy4 maka darnpak persetubuhan terhadap tetapnya pernikahan

dan terhalangnya perceraian itu lebih kuat.

Apabila suami menggauli istrinya pada selain kemaluannya, atau

melakukan terhadap istrinya apa yang haram bagi selain suami, apakah

perwakilan dalam cerai terhapus? Kemungkinan ada dua pendapat

berdasarkan perbedaan pendapat mengenai terj adinya ruj uk akibat pergaulan

yangdemikian.

Apabila seseorang mewakilkan orang lain unhrk menjual seorang

budah kemudian orang yang mewakilkan itu memerdekakan budaknya atau

menjualnya denganjual-beli yang sah, atau mel alotkan kitabah ataa tadbir
terhadapnya, maka perwakilan terhapus. Karena dengan hilangnya

kepemilikan oftrng yang mewakilkaq maka iatidak lagi berhak memberi izin
untuk melakukan tindakan terhadap apa yang tidak dimilikinya. Mengenai

kitabah dan tadbir menurut salah satu dari dua pendapat, ia tidak lagi
menghalalkan penjualan budak. Mentrrut riwayat yang lain, tindakan orang

yang mewakilkan terhadap budak tersebut menunjukkan bahwa ia
bermaksud menganulir penjualannya. Apabila ia menjualnya secara tidak
sah, maka perwakilan tidak batal, karena kepemilikannya pada budak tidak
hilang. Demikian pendapat yang disebutkan Ibnu Mwrdzir.

848. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa diwakilkan
unfuk membeli sesuafu , lalu dia membeli yang lain, maka orang yang

l

AtMughni- |?l|



mewakilkan diberi pilihan untuk menerima pembelian tersebut.

Apabila dia tidak menerima, maka wakil berkewajiban membayar.

Kecuali jika wakil membeli sesuatu yang lain itu dengan harta yang

seharusnya digunakan untuk membeli, sehingga pembelian tersebut

batal."

Maksudny4 apabila wakil pembelian meryralatri perintah orang yang

mewakilkannya dan membeli selain yang diwakilkan kepadanya, seperti

mewakilkannya untrk membeli budak laki-laki namun wakil membeli budak

perempuan, maka ada dua kemungkinan dalam pembeliannya; dengan harta

yang diberikan kepada wakil, atau dengan pertanggungan. Apabila wakil

membelinya dengan pertanggungannya, kemudian dia melunasi

maka pembeliannya sa[ karena dia membeli dengan harga

dalam pertanggungannya (berutang), dan apa yang dibelinya itu bukan milik

orang lain. Namun para sahabat Syaf i dalam salatr satu dari dua pendapat

mengatakantidak sah, karena wakil melangsrurgkan pembelian untuk orang

yang mewakilkarl dan orang yang mewakilkan tidak mengizinkan pembelian

tersebu! sehinggiahulumnyatidak sall seperti seandainya wakil membelinya

dengan harta yang diserahkan kepadanya.

Menurut karni, wakil tidak melalcukan pembelaqiaan terhadap milik

orang lain" sehingga pembelar{aan tersebut sah, seperti seandainya dia tidak

meniatkannya untuk orang lain. Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ada

dua pendapat dari Ahm ad. Pertama pembelian itu berlaku bagi pembeli.

lnilatr pendapat kedua para sahabat Syafi'i, karena dia membeli dengan

pertanggwrgan tanpa izin orangl ai4 sehingga pembelian itu urtukny4 seperti

seandainya dia tidak meniatkan pembelian untuk orang lain. Kedua,

tergantung pada perkenan orang yang mewakilkan. Apabila dia

memperkenankan pembelian tersebut, maka dia wajib membayar, karena

wakil membeli untuknya dan dia memperkenankannya sehingga wajib

membayar, seperti seandainya wakil membeli dengan izinnya. Apabila orang

yang mewakilkan tidak mengizinkan, maka wakil waj ib membayamy4 karena

tidak bolehmembebankan pembayaran pada oftmg yang mewakilkan, sebab
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dia tidak mengizinkan pembeliannya. Wakil wajib membayar karena

pembelian itu berasal darinya dan tidak ditetapkan bagi selainrya, sehingga

pembelian itu ditetapkan bagnya. Seperti seandainya ia membelinya urtuk
dirinya sendiri. Demikianlah hukum yang berlaku bagi setiap orang yang

membeli sesuafu dengan pertanggungannya trntuk orang lain tanpa seizirutya

baik dia wakil bagi orang yang bermaksud membeli untuknya" atau bukan

wakilryra

Adapunjika diamembeli denganharta orang yang mewakilkan, seperti

mengatakan" "Belikan aku budak perempuan dengan dinar-dinar ini," atau

menjual harta orang lain tanpa izirury4 maka menurut madzhab yang shahih

penj ualan tersebut batal. Ini adalah m ad4hab Syaf i. Namun ada riwayat

lain bahwajual-beli tenebtrt sah dan tergantung pada perkenan pemilik harta.

Apabila ia tidak memperkenankanny4 maka pembelian tidak sah. Apabila

ia memperkenankannya, maka pembelian sah. Hal ini berdasarkan hadits

Urwah bin Ja'd bahwa dia menjual apa yang tidak diizinkan unhrk dijualnya

namun Nabi SAW mengakuinya dan mendoakarurya.rT3 Juga karena itu
adalah melalekantindakanyang baik bagi orang yang mewakilkan, sehingga

hukumnya sah, dan pembelian tergantrurg pada perkenarq sama seperti wasiat

di atas sepertiga harga.

Adapun alasanpendapatyang pertama adalah akad tersebut adalah

akad atas harta orang yang tidak mengizinkan wakilnya untuk melakukan

akad, sehingga huktunnya tidak sah. Seperti seandainya ia merljual harta

anak kecil yang belum baligh, lalu anak tersebut baligh dan mengizinkan

penjualannya. Juga karena Nabi SAW berkata kepada Hakim bin Hizam,

"Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu."rTa Mengenai hadits

Urwah, dimtrngkinkan bahwa ia adalah wakil yang mutlak (tanpa batasan),

dengan dalil bahwa ia menjual, menyerahkan apa yang dijualnya, dan

r73 Status hadits telah dijelaskan sebelumnya.
r7a HRAbu Daud (3/3503), Tirmidzi(311232), Nasa'i (7/4627), Ibnu Maj ahQDIST),

Ahmaddalam Musnad-nya(31402,434),Bahaqi(5/267,317,339)dengansanadyang
shahih.
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menerima pembayarannya- Padahal hal tersebut tidak boleh dilalalkan oftIng

yang tidak diizinkan bertindak demikian menr.rnrt pendapat yang disepakati.

Ketika kita menghukumi per{ualan tenebut tidak sa}r, lalu lawan akad

mengklaim ketidakabsahan penjualan, atau hal tersebut dikuatkan dengan

bukti, maka wakil wajib mengembalikan apayang diambilnya. Tetapi apabila

lawan akad tidak mengklaimnya, dan tidak ada bukti yang menguatkanny4

maka pelaku akad bersumpah, dan ia tidak berkewajiban untuk

mengembalikan apapwr- Karena pada dasamya tindakan seseorang itu untuk

dirinya, sehingga tidak dialihkan kepada orang lain manakala akadnya tidak

satr

Apabila petdual mengklaim batrwa dia menjual harta orang lain tanpa

d^yumaka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan

alasan seperti yang telah kami jelaskan. Seandainya pembeli mengatakan,

"serungguhnya engkau menjual trarta orang lain tanpa izinny4" namun penjual

menyangkal dan mengatakan, "Bukan, tetapi aku menjual hartakg" atau dia

mengatakan, "Aku menjual harta orang yang mewakilkanku dengan

seizinnya," maka perkataan yang dipegang adalatr perkataan pembeli juga.

Apabila penjual dan pembeli menyepakati hal yang membatalkan jual-beli,

sedangkan orang yang mewakilkan mengatakan, "Tidak, melainkanjual-

beli itu sah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang

mewakilkan dengan disertai sumpahny4 dan ia tidak wajib mengembalikan

per, gganti yang diambilryra-

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menikahkannya dengan seorang perempuan, lalu wakil
menikahkannya den gan perempuan lain, atau menikahkannya tanpa

seizinnya, maka akad tidak sah dalam kondisi apapun menurut salah

satu dari dua pendapat.lni adalah m adzfnbsyaf i, karena di antara syarat

sahnya pernikahan adalah menyebutkan namamempelai. Apabila akad

dilakukan tanpa izinnya, maka akad tidak terjadi baginya, dan tidak pula

bagi wakil, karena yang dimaksud adalah dua pihak mempelai secarajelas,
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berbeda denganjual-beli, dimana wakil boleh membeli untuk orang yang
mewakilkarurya tanpa menyebut rulmanya. Jadi, pemikalran dan pembelian
itu berbeda. Sedangkan menurut pendapat kedu4 pemikatran tersebut satr

tetapi tergantung pada perkenan mempelai laki-laki yang dinikahkan. Apabila
ia memperkenankanny4 maka hukumnya satr. Jika tidak, maka hukumnya
batal. Ini adalah madzhabAbu Hanifatr. Ketentuan di dalamnya seperti
ketentuan dalam j ual-beli sebagaimana telatr dij elaskan.

Pasal: Al Qadhi berkata,'Apabila seseorang berkata kepada orang
lain, "Belikan makanan dengan piutangku yang ada padamu," maka
hukumnya tidak satr" seandainya dia mengatakan, '?injami aku seribu unfirk
membeli sekeranjangmakanar!" makahukumnya tidak sa[ karena seseoftrng

tidak boleh membeli dengan hartanya apa yang akan dimiliki orang lain.,'
seandainya dia mengatakan, "Belikan aku dengan pembayaran dalam
pertanggunganmu," atau dia mengatakan, '?injamkan aku seribu untuk
membeli sekerarlang makanarl lalu bayarlatr utang itu dengan hartamu, atau
denganpiutangkupadamg" makahtrkumnya sall karena apabila dia membeli
dalam pertanggungar! maka pembelian itu terjadi bagi orang yang mewakilkan
dan pembayaran menjadi tanggungannya. Apabila wakil membayarnya
dengan utangyang ditanggungnya, maka ituberarti wakil menyerahkan
pembayaran utang kepada orang yang diperintahkanpemilik utang. Apabila
wakil membayamya dengan hartany4 maka apa yang dibayarkan itu menjadi
utang bagi orang yang mewakilkan.

Pasal: wakil tidak berhak melakukan tindakan kecuali yang
difunjukkan oleh izin orang yang mewakilkannya secara verbal atau
menurut kebiasaan, karena tindakan wakil itu didasari dengan izin, sehingga
terbatas pada apa yang diizinkan baginya. Sementara izin itu terkadang
diketahui melalui ucapan verbal, dan terkadang melalui kebiasaan.

Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk melakukan suatu
tindakan pada waktu tertentu" maka dia berhak melakukan tindakan sebelum
dan sesudah wakru tersebut, karena tidak tercakup dalam kalimat izinnya,
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baik secara mutlak atau menurut kebiasaan. Dalam hal ini orang yang

mervakilkan memilih tindakan pada waknr ia membdutrkanny4 tidak di waktu

yang lain. Karena itu, ketikaAllah menetapkan waktu unhrk ibadah kepada-

Nya, maka tidak boleh mempercepat dan menunda ibadah pada waktu yang

ditetapkan untuknya. Seandainya seseorang berkata kepada orang lain,

"Jualkan pakaianku besok," maka dia tidak boleh menjualnya pada hari ini

danlusa.

Apabila dia telah menentukan tempa! dan tujuan perwakilan terkait

dengan ternpat trrsebut, seperti menyuruh wakilnya untuk menjual pakaiannya

di suatu pasar, dan pasar tersebut dikenal laris, atau harganya yang tinggi,

atau keshalihanpelakuny4 atau ada hubungan antaxa orang yang mewakilkan

dan para pelaku pasar, maka izin terbatasi pada tempat tersebut. Karena

onmg yang mewakilkan telah menetapkan perkara yang dia memiliki tujuan

khusus, sehingga wakil tidak boleh melewatkan perkara tersebut.

Seandainya tempatyang ditw{uk orang yang mewakilkan dan tempat

lain sama-sama menghasilkantujuanyang dimaksud" maka izintidak terbatas

pada tempat tersebut, dan wakil boleh menjual barang di ternpat lain, karena

tempat tersebut sama dengan tempat yang ditentukannya dalam hal

menghasilkan tujuan, sehingga penentuan salah satu tempat itu juga

merupakan izin untuk tempat yang lain. Seperti seandainya seseorang

memiqlarn tanah untuk ditanami sesuatg maka itujugamerupakan izin untuk

meruuurm tanaman yang senrya atau lebih rendatr lagi. Seandainya seseorang

menyewa sebuahproperti, maka dia boleh menempatkan sesuatu yang lumrah

di dalamnya. Seandainya seseorang bernadzar shalat atau i'tikaf di suatu

masj id, maka ia boleh shalat atau i'tikaf di masj id lain. Dalam kasus yang

kita bahas ini, baik orang yang mewakilkan telatr menetapkan harganya atau

tidakmenetapkanya.

Apabila orang yang mewakilkan telah menenflikan pembelinya dan

mengatakan, "Jualkan barang ini kepada fulan," maka wakil tidak berhak

menjualnyakepada orang lain, tanpa adaperbedaan pendapat yang kami

ketatrui, baik orang yang mewakilkan telahmenentukanharganya atau belum.
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Karena terkadang orang yang mewakilkan memiliki tujuan sendiri dalam

mengalihkan barang kepada pembeli yang dimaksud, bukan kepada yang

lain, kecuali wakil tatru berdasarkan indikasi atau pernyataan tegas bahwa

oftngyangmewakilkantidakmemilikitujuandalam pembeli.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
melakukan akad yang tidak sah, maka wakil tidak berhak
melakukannya, karenaAllah tidak mengizinkannya. Juga karena orang yang

mewakilkan tidak boleh melahrkannya , apalagiwakil. Wakil tidak boleh

melakukan akad yang sah, karena orang yang mewakilkan tidak
mengizinkannya. Pendapat ini dikemukakanboleh Syaf i. NamunAbu

Hanifah mengatakan, "Wakil boleh melakukan akad yang sah, karena

pemberi perwakilan mengizinkannya untuk melakukan akad yang tidak sah,

apalagi dengan akad yang satr.

Menurut kami, pemberi perwakilan mengizinkan wakil untuk
melakukan perkara yang haram sehingga ia tidak boleh melakukan perkara

yang halal dengan izin tersebut. Seperti seandainya pemberi perwakilan

mewakilkarurya unhrk membeli Khamer dan daging babi, maka dia tidak
boleh membeli kuda dan kambing.

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual
seorang buda\ atau hewan, atau properti, atau semisalnya, atau
membelinya, maka wakil tidak boleh melakukan akad atas
sebagiannya, karena perwakilan mencakup seluruhnya, sedangkan

akad atas sebagiannya itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang

mewakilkannya dan memecah-mecah kepemilikannya, dan dia pun tidak
mengizinkannya

Apabila seseoftng mewakilkan orang lain trrtuk meqiual atau membeli

beberapa budak, maka wakil boleh melakukan akad atas mereka secara

sekaligus, atau satu per satu, karena izin menunjukkan akad atas mereka

secara sekaligus, namun kebiasaan dalam jual-beli adalah satuper satu. Jadi,
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membeli atau menjual mereka secara sekaligus atau satu per satu itu tidak

menimbulkan mudharat. Apabila orang yang mewakilkan mengatakan,

"Belikan aku atau juaikan beberapa budak dengan satu transaksi, atau satu

per satu," maka wakil tidak boleh menyalahi perintah tersebut, karena

penetaparT carapembelian dan pe4iualan tersebutmenwrjukkan adanyatujuan

baginy4 sehingga izinnya tidak mencakup cara yang lain.

Apabila orang yang mewakilkan mengatakan, 'tselikan aku dua budak

dengan satutansaksi," lalu wakil membeli dua budak milik dua orang yang

berserikat dari wakit keduanya, atau dari salah satuorang yang berserikat

dengan izin temanny4 maka itu diperbolehkan.,{pabila masing-masing or-ang

yang benerikat itu memiliki satu budak tersendfui, laluwakil membeli kedua

budak dari kedua pemilik, dimana keduanya mewajibkan wakil untuk

membeli keduanya danwakilmenerima syarat itu dari kedua orang yang

berserikat, makaAl Qadhi berkata, "Orang yang mewakilkan tidak wajib

membayar." Ini adalahm adzlnb Syaf i, karena akad seseorang dengan dua

orang ituterbilang dua akad. Tetapi dimungkinkan orang yang mewakilkan

wajib membayar, karena penerimaan syarat tersebut berarti pembelian, dan

hal tersebut tersatukan, d4n tujuan yang dicapai tidak berbeda.

Apabila wakil membeli duabudak itu dari wakil keduapemilik budak,

dan dia telah menetapkan harta masing-masing budalq seperti wakil pemilik

budak mengatakan, "Aku jual kepada dua budak ini, yang ini harganya

seratus, dan yang ini harganya dua ratus," lalu wakil pembeli mengatakan,

,.Aku terima,,' maka dimungkinkan berlaku dua pendapat. Apabila wakil

pemilik tidak menentukan harga masing-masing, makajual-beli tidak sah

menurut salah satu dari dua pendapat, karena harga masing-masing tidak

diketahui. Namun dimungkinkan sah, dan harga ditetapkan menurut nilai

kedua budak tersebut.

Pasal: Apabila seseorang menyerahkan beberapa uang dirham

kepada wakilnya dan mengatakan, "Gunakan dirham ini untuk

membeli seorang budak " maka wakil boleh membeli budak dengan
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dirham ifu sendiri, dan dalam pertanggungan, karena pembelian dapat

terjadi dengan ftla cara ini. Apabila orang yang meunakilkan memberi perintah

secara mutlak (tanpa batasan), maka wakil boleh melakukan apa yang dia
mau dari dua cara tersebut.

Apabila orang yang mewakilkan mengatakarl'tselilah budak dengan

dirham ini, bukan yang lain," kemudian wakil membelinya dengan
pertanggungannpkemudianmelunasiny4 makaorangy,angmeu/akilkantidak

waj ib membayar, karena apabila harga telah ditetapkan, maka akad terh4us
akibat rusaknya alat pembayaran, atau karena dia diambil tanpa idn, dan

orang yang mewakilkan tidak wajib menanggung pembayaran Ini adalah

tujuan yang dimaksud orang yang mewakilkaq sehingga wakil tidak boleh

menyalahinya. Dalam kasus ini, pembelian terjadi unhrk wakil. Apakah ia
tergantung pada perkenan orang yang mewakilkan? Ada dua pendapat

Apabila orang yang mewakilkan mengatakan, "Belikan aku dalam

pertanggunganmq dan tukarkan dirhamdirham ini unhrk pembayarann5ra,"

lalu wakil membelinya dengan dirbamdirham itu sendiri," maka para sahabat

kami berpendapat bahwa orang yang mewakilkan waj ib membayar, karcna

dia mengizinkan uakil untuk melalarkan akad yarg mengakibaflran kewqiiban

harga baginya, baik uarig dirham itu masih ada atau rusak. Itu adalah izin
rnrtuk membeli budak dimana orang yang mewakilkan tidak wajib membayar

kecuali dirham-dirharn tersebut masih ada. Tetapi dimurgkinkan tidak sa[
karena terkadang orang yang mewakilkan memiliki tujuan tersendiri dari
pembelian dengan selain dirham itu sendiri, karenabarangkali dirbm t€Nebut

mengandung kesamaran dimana dia tidak ingin membeli dengan diftsa
tersebut, atau ingin akad terjadi dengan carayang tidak bisaterhapus akibat

kerusakan dirham dan tidak bisa batal akibat adanya pelarangan terhadap

dirham tersebut. Ini adalah tujuan yang sa[ sehingga tujuan tersebut tidak
boleh disampingkao Sebagaimana wakil tidak boleh menyampingkan qirr^n

orang yang mewakilkan dalam kasuspertama. Madzhab Syaf i dalam semua

kasus ini adalah seperti yang kamipaparkan.
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Pasal: Apabila orang yang mewakilkan telah menenfukan

pembelian dengan suatu mata uang atau secara kontan, makawakil

tidak boleh menyalahi perintah tenebut Apabila orangpng mewakilkan

mengizinkan tempo dan menjual dengan mata rrang apapun yang dia mau,

maka itu diperbolehkan. Apabila orang yang mewakilkan tidak menetapkan

apapun, maka tidak boleh menjual kecuali secara tempo dengan mata uang

dalam negeri, karena pada dasamyajual-beli itu adalah kontan. Menyebut

mata uang secara mutlak (tanpa menunjuk mata uang tertentu) itu diartikan

sebagai mata uang dalam negeri. Xama iur seandainya dia menyunrtr menjul

budaknya dengan harga sepuluh dirham, maka diartikan sebagai perintah

kontan dengan trang dalam negeri. Apabla di suatu negeri memiliki dua mata

uang, makawakil meqiual denganmatatnnglmg dominanApabilakeduarryla

sama, maka wakil boleh menjual dengan mata uang yang mana saja.

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Namun Abu Hanifah dan kedua

sahabatnya mengatakan, "Wakil boleh menjual secara tempo, karena itu

sudah bias4 sehingga serupa dengan penjualan secara tunai."

Kami bisa menerima pendapat semacrm ini berdasarkan pendapat

tentang mudharib, dan kami telatr menyebutkannya. Narnun pendapat yang

pertama lebih kuat, karena seandainya orang yang mewakilkan

memerintahkan penjualan secara bebas, maka yang dimaksud adalah

penjualan secara kontan. Begitu juga apabila ia memberikan perwakilan

pembelian di dalamnya Kami tidak menerimakesamaan kebiasaan di dalam

kewajiban dan mudharabah, karena pembelian secara tunai lebih banyak

terj adi. Penj ualan berbeda dengan mudharabah karena dua alasan Peftnma,

tujtran dari mudharabah adalah memperoleh keunhrngan, bukan memenuhi

kebutuhan denganmemperoleh secaratunai. Terkadangtujuan

dalam perwakilan adalah memenuhi kebutuhan yang mendesak, dimana

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi apabila pembayarannya ditangguhkan.

Kedua, pelunasan pembayaran dalam mudharabah ditanggung oleh

mudharib, sehingga kerugian penangguhan pelunasan itu kembali kepada

mudharib. Sedangkan perwakilan berbeda darinya, sehingga orang yang
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mewakilkan tidak rela Juga karena kenrgian akibat rusaknya pembayaran

itu ditanggu ng mudharib, karena pembayaran tersebut terhitung sebagai

keuntmga4 sementara keunfungan itu untuk menutnpi modal. Sedangkan

dalam perw-akilarl kerugian kembali kepada orang yang mewakilkan.

Pasak Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual
sebuah barang secara tempo, Ialu ia menjualnya secara tunai dengan

harga di bawah harga tempo, atau di bawah hargayang ditentukan
orang yang mewakilkan, maka penjualan tersebut tidak berlaku
karena perwakilan menyalahi perintah oreng yang mewakilkannya,
karena yang dikehendakinya adalah harga tempo, bukan harga kontan.

Apabilaumkil meqiualtrJrdsecaatunai fuganlxaryayang samadenganharga

kontan, atau orang yang mewakilkan menetapkan harganya lalu wakil
merfualnya dengan harga tersebut secara tunai, makaAl Qadhi berkata
'Tlukumnya sah karena wakil menamhhkan kebaikan padanya, sehingga

seolaholah dia diizir*an untuk melakukan hal tersebut menurut kebias:uln-

Seperti seandainya dia mervakilkannya untuk meqiual barang dengan l:rrga
sepulull lalu wakil meirjualryra &ngm hmga png lebitr tinggi.

Tetapi dimungkinkan masalah ini dilihat terlebih dahulu Jika orang

yang menmkilkan tidakmemiliki tujrrm tertentu dari penjualan secaratempo,

maka hukumnya satr. Apabila dia memiliki tujuan di dalamnya, seperti

pe,mbayaranryra benpa sesuatu png berbahaya apabila disimpan pada waktu

transaksi, atau dikhawatirkan rusak, atau dirampas orang, atau berubah

kondisinya hingga waktujanrh tempo, maka wakil seperti orang yang tidak
diizinkan Karena hukum pembayaran tmai itu tidak menyentuh apa yang

tidak dftrcapkan, kecuali diketahui bahwa pemhyaran hmai itu mengandung

m aslahat sehingga hukum di dalamnya ditetapkan dengan penegasan atau

peny€N:qpaan. Ketika kalimat yang diucapkan itu mengandung tujuan khusus

bagi orang yang mewakilkan, maka wakil tidak boleh melewatkan tujuan

tersebut- Kalau wakil melakukan hal yang berbed4 maka tidak berdampak

hukum. Al Qadhi menyebutkan pendapat sernacam ini di tempat lain.
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Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain unfuk membeli

dengan harga secara tunai, lalu wakil membelinya secara tempo

dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai, maka pembelian

tidak terjadi bagi orang yang mewakilkan. Apabila wakil membelinya

secara tempo dengan harga tunai, atau dengan harga yang ditetapkan orang

yang mewakilkan, makahukumnya seperti sebelumnya. Tetapi menurut

pendapat Al Qadhi pembelian tersebut sah bagi orang yang mewakilkan.

Menunrt pendapat yang karni kemukakan, hukum pembelian dilihat terlebih

dahulrr apabila mengandung resiko, seperti dianggap berbahaya sekiranya

pembayaran itu tetap ada padanya, atav semisalnya, maka tidak
diperboletrkar\ seperti pendapat kami dalam kasus sebelumnya. Sementara

pam sahabat Syaf i memiliki duapendapat mengenai keabsahanpembelian.

Pasal: Wakiltidakboleh menjual dengan harga dibawah harga

standar, atau dibawah hargayang ditetapkan orangyang mewakilkan.

Wakil juga tidak boleh membeli dengan harga yang lebih tinggi
daripada harga standar, atau lebih tinggi dari harga yang

ditetapkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i, Abu Yusuf, dan

Muhammad. SedangkanAbu Hanifah mengatakan, "Apabila orang yang

mewakilkan memberi perwakilan secara mutlak untuk menjual, maka wakil

boleh menjual dengan harga berapa saj4 karena kalimat izinnya bersifat

mutlalg sehingga perintah tersebut dimaknai bebas.

Menurut karni, itu addah perwakilan yang bebas dalam akad tukar-

menukar sehinggamenunfut harga standar, sama seperti pembelian, karena

Abu Hanifah menyetujui pendapat ini, dan pendapat yang dikemukakannya

itu gugrrr dengan ketentuan dalam pembelian."

Apabila wakil menjual dengan har gayanglebih rendah dari harga

standar, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga standar,

dimana orang-orang tidak biasa memainkan harga untuk barang semacam

itu, atau wakil menjual dengan harga yang lebih rendah daripada ang

ditetapkan orang yang mewakilkan, atau membeli dengan harga yang lebih
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tinggi daripada yang ditetapkanny4 maka hukumnya seperti hukum oftulg

yang tidak diizinkan untuk membeli dan menjual. kri adalatr pendapat Syaf i.

Tetapi pendapat dari Ahmad adalah penjualan tersebut boleh, tidak dengan

pembelian, dan wakil menanggung kekurangan, karena orang yang sah

menjual dengan harga standar itu sah menjual dengan harga di bawahnya,

seperti orang sakit.

Berdasarkanriwayat ini, penjualan tenebr:t satr, dan wakil merumggung

kekurangan. Ada dua pendapat mengenai ukuran yang ditanggungnya.

Pertama, antarahargastandar dan harga ju al. Kedua, antara harg ayang

dimainkan orang-orang, dan harga yang tidak dimainkan mereka. Karena

wakil sah menjual dengan harga yang dimainkan orang-orang itu satr. Namun

pendapat yang pertama lebih mendekati qiyas, karena wakil tidak diizinkan

urtuk melakukan penjualan demikian, sehingga serupa dengan penjualan

yang dilahrkan orang lain (bukan wakil).

Seandainya orang yang mewakilkanmengizinkannya untuk melalcukan

penjualan tersebu! maka ia tidak menanggung kekurangan, sehingga serupa

dengan pembelian. Setiap tindakan dimana wakil menyalahi perintah orang

yang mewakilkannya, maka hukumnya seperti hukum tindakan orang lain

sebagaimana telah kamijelaskan di tempatrya.

Adapun hargayang biasanya dimainkan orang-orang makapembelian

tersebut dimaafkan apabila orang yang mewakilkan tidak menentukan

harganya, karena harga yang dimainkan orang-orang inr dianggap sebagai

harga standar, dan hal itu tidak bisa dihindari.

Seandainya ada oftrng yang mau menaikkan harga di atas harga standar,

maka wakil tidak boleh menjual dengan harga standar, karena dia harus

berhati-hati dan mencari keunhngan bagi orang yang rnewakilkannya- Apabila

dia menjual dengan harga standar, lalu datang orang yang mau menaikkan

harga pada masa khiyaa maka dia tidak wajib menghapus akad menurut

pendapat yang benar, karena menaikkan harga tersebut tidak diperbolehkan,

sehingga wakil tidak boleh melakukannya. Juga karena orang yang mau

menaikkan harga itu terkadang tidak konsisten, sehingga wakil tidak waj ib

-L
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menghapus akad berdasarkan sesuatuyang ragu Tetapi dimungkinkan wakil

wajib melalnrkannya" karena itu adalah tambalran harga yang bisa diperoleh,

seperti seandainya orang tersebut datang sebelum penjualan. Lagi pula,

larangan tersebut ditujukan kepada orang yang menaikkan harga, bukan

kepada wakil, sehingga serupa dengan orang yang ditawari kenaikan harga

sebelum penjualan dan sesudah kesepakatan.

Pasal: Barangsiapa diwakilkan untuk menjual seorang budak

dengan harga seratus, kemudian dia menjualnya dengan harga yang

lebih tinggi maka itu sah hukumnya, baik kelebiharurya itu banyak atau

sedikit karenawakil mufual denganhargayang diizfutkan, danmenghasilkan

tambahan yang bermanfaat bagi orang yang mewakilkannya dan tidak

merugikannya; baik tambahan tersebut sejenis dengan pembayaran yang

diperintahkan, atau berbeda jenis. Misalnya, orang yang mewakilkan

menyunrh menjual dengan seratw dirbarn" lalu wakil menj ualnya dengan harga

seratus dirham di tambatr satu dinar atau pakaian. Namun para sahabat Syaf i
dalam salah satu dari dua pendapat mengatakan bahwa wakil tidak boleh

menjual dengan seratus dirham dan pakaian, karena pakaian berbeda jenis

dengan alat pembayaran yang ditentukan

Menunrt kami, itu adalah tambahan yang bermanfaat bagi orang yang

mewakilkan dantidak menrgikanny4 seperti seandainya wakil merlual budak

dengan harga serafiN dirham dan satu dinar Izin untuk menjual dengan harga

seratus dirham itu berafii izin untuk menjual de'ngan harga lebill karena orang

yang rela dengan harga seratus itu tidak menolak diberi tambahan berupa

pakaian yang berguna untukny4 dan tidak merugikarurya.

Apabila wakil menf ual dengan harga seratus dinar, atau sembilan puluh

dirham dansepuluhdiftr, atau semisalny4 ataudengan seratus pakaian,

atau dengan delapan puluh dirham dan dua puluh pakaian, maka itu tidak

sah. Pendapat ini dikemukakanAl Qadhi, danmerupakanmadzhab Syaf i,

karena ia menyalahi perintah orang yang mewakilkannya terkait jenis

pembayaran, sehingga serupa dengan mer{ual pakaian yang nilainya lebih
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dari seratus dirham. Tetapi dimungkinkan penjualan tersebut sah apabila

wakil mengganti dirham dengan dinar, atau sebagianny4 kaffira dinar adahrr
jenis pembayaranyang diizinkan orangpngmewakilkanmenunfi kebiasaan.

Karena orang yang rela dengan dfutmm itu biasanya rela diganti dengan dinar,

sehingga itu sama kedudukarurya dengan menjual budak dengan harga serafus

dirham dan satu dinar. Sedangkan menjual dengan pembayaran pakaian itu
tidak sah, karena pakaian berbeda jenis dengan pembayaran yang
ditentukannya-

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain unfuk menjual
seorang budak dengan harga seratus, lalu wakil menjual separohnya
dengan harga seratus, atau memberikan perwakilan secara bebas,

lalu wakil menjual separohnya dengan harga seluruhnya, maka itu
diperbolehkan, karena menurut kebiasaan hal itu diizinkan, sebab orang
yang rela denganharga seratus untuk selwuh budak itupasti reladengan
harga tenebut untuk separoh bdak. Juga karena wakil mengtr,asilkan seratus

untukny4 dan menyisakan kelebihan yang berguna baginya dan tidak
merugikannya"

Wakil boleh menjual separoh sisanya, karena dia diizinkan untuk
mer{ual selunrhny4 sehingga senrya dengan menjualnya dengan harga dua

kali lipat Tetapi dimungkinkan \ rakil tidak boleh menjualny4 karena orang
yang mewakilkan telatr memperoleh tujuannya berupa pembayaran dari
penjualan separohnya. Barangkali dia tidak berpikir untuk menjual sisanya

karena tidak butuh menjualnya lantarantelahmemperoleh separoh harganya.

Demikian pula pendapat mengenai perwakilan untuk menjual dua

budak dengan tmgaseratus. Apabila wakil menjual salatr seorang budak
dengan harga seratus, maka hukumnya satr- Apat<ah dia boleh menjual budak
yang lain? Ada dua pendapat.

Adapun bila pemilik budak mewakilkan untuk menjual budaknya
dengan harga seratm, lalu wakil menjual sebagian budak dengan harga yang

lebihrendahdari seratus, makahukumnyatidak boletr"Apabilapemilik budak
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mewakilkannya secara bebas, lalu wakil menjual sebagian budak dengan

harga yang lebih rendah daripada harga seluruhnya, maka itu tidak

diperbolebkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaf i, Abu Yusuf

dan Muhammad. Abu Hanifah mengatakan, "Boleh apabila pemilik budak

memberikan perwakilan secara bebas, berdasarkan pada ketentuan pokonya

bahwa wakil yang bebas itu boleh menjual dengan harga yang dia mau."

Menwut karni, orang yang mewakilkan mengalami kerugian akibat

budaknya dijual separoh-separo[ dan tidak ada izin untuk hal tenebut secara

lisaq dantidapulamenrntkebiasaan, sehinggahukuurryatidakboleh" Seperti

d ia mewakilkannya untuk membeli seorang budak, lalu wakil membeli

separohnya

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain unfuk membeli

budak tertentu dengan harga seratus, lalu wakil membelinya dengan

harga lima puluh, atau di bawah seratus, maka diperbolehkan, dan

orang yang mewakilkan wajib membayar, karena yang demikian itu diizinkan

menurut kebiasaan. Apabila orang yang mewakilkan mengatakan, "Jangan

kamu beli dia dengan harga di bawah seratus," lalu wakil menyalahi

perintahnya, maka hukumnya tidak boleh, karena wakil menyalahi

ketetapannya, dan kalimatrya yang gambalang itu lebih didahulukan daripada

indikasi kebiasaan

Apabila dia mengatakan, "Belilah dengan harga seratus, danjangan

kamu beli dengan harga lima puluh," maka wakil boleh membeli dengan

harga di atas lima pulu[ karena izinnya untuk membeli dangan harga seratus

itu menurut kebiasaan menunjukkan izinnya untuk membeli dengan harga di

bawahnya, tetapi dibatasi sampai limapuluh sesuai laranganyang tegas

tersebut Apabila dia membelinya dengan harga di bawatr lima puluh, maka

ada dua pendapat. Pertama, boleh dengan alasan tersebut. Juga karena

wakil tidak menplahi larangannya yang tegas, seperti seandainya dia membeli

harga di atas tima puluh . Kedua, tidak boleh karena dia melarang wakil

rnembeli dengan harga lima pulutr, sehingga larangan tersebut menunjukkan
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larangan turtuk membeli dengan harga di bauah lima puluh- Sebagaimana

izin untuk membeli dengan lruga serms immenrfddm izin -rtnk membeli

dengan harga di bawah seratus, sehinggahal itrrmmiliki kdudukanyang

sama dengan larangannya yang t€ga.s.

Apabila dia mengatakag'tselikm hdak @m hilga s€rdls dinff "
lalu wakil membelinya dengan hmga s€rers ffirryno maka hrrln'mnjra seperti

seandainya ia mengatakan, "Inlkmhrdaki[rder€Fn hilgascxahrs rlirhanr,"

lalu wakil mer{ ualnya dengan harya s€r&ls dinr, sesesuai @apat yang

telatrdijelaskan.

Apabila diamengatakan, "tselikm alnr sepmohhdak dengrn hilga
seratus," lalu wakil membeli selunftm5a ahu Hft dai saengahnyade-rgan

harga serafus, makahukumnyabol€h kil@hltrsehtfiizinlcnr menurut

kebiasaan.

Apabila dia mengafakan, Belikm aku sepilohhdak dengrn harga

seratus, danjanganlahkamubeli sehrnrbm5a" laluuakitmembeli lebihdari

separoh dan kurang dari selunrhn5ra dengm hilga strerE maka hukunn5a

sah menurut qiyas tuhadap masalah sebehrmnya Kamirrlikesi kebiasam

menunjukkan izin untuk membeli lebr'h dai sqaoh asalkan tidek sampai

seluruhnya berdasarkan larangannya 1mg tegas- Kalau kurang dari
seluruhnya" maka itumasih tercakrry.lelern izin

Pasal: Apabila seseorang mcweHker or:ng ldn qa1aft membeli

budak yang disebutkan sifat-sifrtuye dengrn hrrgr seratus, lelu wakil
membeli budak dengan sifat dimeksud deugm hrrge di bayah serafus,

maka diperbolehkan, karena ihr fi?inlffir nrernnilkdimanApat ilauakil
membelinyatidak sesuai dengmsifulAa;rernfsl@rmenrbdinl,adengr"
harga lebih tinggi dari seratus, maka orang ymg mewakilkantidak wajib
membayar.

Apabila dia mengatakan, 'Belikan aku smrang brdak dengan harga

seratus," lalu wakil membeli budak yang nilairUra seratus dengan harga di
bawah seratus, maka itu diperbolehkan, kaena seadainya dia membelinya
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dengan harga seratus maka diperbolehkan. Apabila dia membelinya dengan

harga lebih rendatr, maka itu berarti wakil menambahkan suatu kebaikan

sehingga hukumnya boleh. Tetapi apabila nilai budak tidak sampai seratus,

maka hukumnya tidak boleh. Apabila nilainya lebih tinggi darip adahargaia

membeliny4 maka hukurrnya tidak boleh karena wakil menyalahi perintah

orang yang mewakillcnny4 sehingga dia tidak memperoleh tujuannya.

Pasak Apabila seseorang mewakilkan orang lain unfuk membeli

seekor kambing dengan harga satu dinarr lalu wakil membeli dua

ekor kambing dimana nilai masing-masing kambing lebih rendah dari

satu dinar, maka pembelian tidak terjadi bagi orang yang mewakilkan.

Apabilamasing-masing haryanya senilai satu dinar, atau salah sahrrya senilai

satu dinar dan yang lain kurang dari satu dinar, maka hukumnya sah dan

perwakilan wajib membayar. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab

Syaf i. NamtrnAbu Hanifah mengatakary'?embelian salah satu kambing

terjadi untuk orang yang mewakilkan harga setengah dinar, dan pembelian

kambing png lain terjadi trntuk wakil, karena orang yang mewakilkan tidak

rela kecuali kewajiban membayar seekor kambing.

Kami berpegang padahadits dimanaNabi SAWmemberi Urwahbin

Ja'd uang satu dinar dan bersaMa" " Belikan untuk komi seelar kambing. "

Ialu aku mendatangi pasar hewan itu dan menawar kepada pemilikny4 lalu

aku membeli dua kambing betina denganharga satu dinar. Lalu aku datang

dengan menggiring dua kambing. Lalu aku bertemu de,ngan seorang laki-laki

dijatan, lalu iamenawar satul€mbing, dan akupunmenjualnya seharga safu

dinar. Makq aku menemui Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan

seekor kambing. Aku berkat4 *Ya Rasulullah, ini dinar Engkau, dan ini

kambing Engkau." Rasulullah bertanya, '!Bagaimana kamu

melahtkonnya? " Maka aku menceritakan kejadian itu kepada beliatl lalu

beliau berdo 4 " Ya Allah, b erkahilah trans al$inya. " t7 s

ur Statn. hadits telah dijelaskan sebelumnya.



Juga karena orang yang mewakilkan telah memperoleh apa yang

diizinkannya, dan sekaligus memperoleh tambahan yang sejenis yang

bermanfaat dan tidak merugikannya sehingga pembelian terjadi bagrnya.

Seperti seandainya dia mengatakan, "Jualkan dengan harga safu dinar," lalu

wakil menjualnya dengan harga dua dinar. Pen{apat yang dikemukakanAbu

Hanifah itu terbantah dengan ketentuan dalam penjualan.

Apabila wakil menjual salah satu ka.rrbing tanpa izin orang yang

mewakilkan, maka ada dua pendapat di dalamnya. Pertama, penjualan

batal karena wakil meqiual harga orang )ang mewakil*annya tanpa izinnya

sehingga tidak boletr, sama seperti menjual dua ekor k anbing. Kedua, apabila

kambing yang tersisa senilai satu dinar, maka hukumnya boleh berdasarkan

hadits Urwah bin Ja'dAl Bariqi. Juga karenauakil telahmemperoleh tujuan

orang yang mewakilkan- Seandainya tambahan itubukan berupa kambing,

maka hulnmrya boleh, sehingga uakil prn boleh mengganti kambing dengan

selainnya Pendapattelstual dariAhmad menr4iukkan keabsalranpenjualan,

karena dia berpegang pada hadits Urwah-

Apabila kita mengatalanwakil tidak bolehmenjual kambing tersebu!

lalu wakil me4iualnya apakah penjualan itu baal mu sah (bngan tergantung

pada perkenan orang yang mewakilkan? Ada dua pendapat. Inilah ketenfuan

pokok setiap orang yang mentransal<sikan milik orang lain tanpa izinnya,

dan wakil yang menyalahi perintah orang yang mewakilkannya; apakah

transaksi tenebut batal atau sah namtrntergantung pada perkenan pemilik?

Ada dua pendapat mengenainy4 dan Syaf i juga memiliki dua pendapat

mengenai keabsahanpenjualan di sini.

Pasal: Apabila seseorang mevakilkan orang hin unfu k membeli

suatu barang yang ditentukan sifatnya, maka wakil tidak boleh
membelinya kecuali dalam keadaan bebas cacat, karenaperwakilan
muflak rurtuk pembelian itu menunjukkan sifrt png bebas cacat. Karena itrl
barang boleh dikembalikan jika cacat.

Apabila wakil membeh barang yang cacat dan dia mengetahuiny4
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maka orang yang mewakilkan tidak wajib membayar, karena dia membeli

selain barang yang diizinkan. Apabila dia tidak mengetahui cacatny4 maka

pembelian sah, karena kewajibannya adalah pembeli barang yang bebas

dari cacat secara lahiriah, karena dia tidak mampu untuk menghindari

pembelian barang cacat yang ia tidak mengetahui cacatnya. Apabila dia

mengetahui cacatnya, maka dia berhak mengembalikannya. Juga karena

dalam pembelian itu dia menggantikan omng yang mewakilkan, dan orang

yang mewakilkan itu berhak mengembalikannyajug4 karena kepemilikan

adaditangannya

Apabila wakil datang sebehm menganbalikanny4 dan dia rela dengm

cacat tersebut maka wakil tidak boleh mengembalikanny4 karena hak ada

di tangan orang yang mewakilkan, berbeda dengan mudharib.Ia boleh

mengembalikan" meskipun pemilik modal rela dengan cacat pada barang,

karena ia memiliki hak sehingga haknyatidak gugurkarena kerelaan orang

lairl

Apabila orang yang mewakilkan beltun datang dan wakil bermakzud

mengembalikan" namrm peqiual berkata kepadany4 "Tahm sampai oftmg

yang mewakilkan datang, karena barangkali dia mau menerima cacat ini,"
maka wakil tidak hams menahan pengembalianny4 karena ada resiko tidak

bisa dikembalikan lantaran penjualnya kabur, atau pembayarannya tidak bisa

ditarik karenatelahrusak. Apabilawakil menangguhkan pengembalian karena

perkataan ini, lalu orang yang mewakilkan tidak menerima cacat tersebut,

maka hak untuk mengembalikannya tidak gugrr, meskipun kita mengafakan

bahwa pengembalian itu harus dilakukan dengan segera, karena ia

menangguhkan pengembalian dengan izin pembeli.

Apabila pembeli mengatakan, "Orang yang mewakilkanmu telah

mengetahui cacat itu dan menerimany4" maka ucapannya tidak diterima

kecuali dengan bukti. Apabila tidak punya bukti, maka wakil tidak diminta

bernrnrpah kecualijikadia didakwa sehinggaiabentrnpah untuk meniadakan

pengetallmn Pendapat ini dikemukakanoleh Syaf i. Diriwayatkanpula dari

Abu Hanifatr batrwa wakil tidak diminta bersumpah, maka seandainya ia
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bersumpah maka itu berarti ia menjadi wakil dalem bersumpab, da itu tidak
benar, karena tidak ada perwakilan dalam sumpah- Iahanyabersumpah

bahwa ia tidak tahq dan dalarn hal ini ia tidak menggantikan ses€orang.

Apabilawakiltelahmengernbalikarl laluoranglmgmeqakilkandahng

dan berkat4 "Aku telah mendengar cacat tersebut dan menerimany4" dan

penjual pun membenarkanny4 atau ada bukti yang menguatkannya, maka
pengembalian tidakjadi, onmg yang mewakilkanbolehmenganulimya dan

penjual boleh mengembalikannya. Karenakerelam omg5,angmewakill<an

terhadap cacat itu menjadi bukti bahwa seandairyra wakil mengetahuinya

maka dia tidak boleh mengembalikaq kecualijikakita berpendaat bahwa

wakil tidak diberhentikan sampai ia mengetahui pembefrefrim5ra Karcna

kerelaannya terhadap cacat itu menunjukftan pembertentianwakil rmtuk

mengembalikan barang, dengan dalil bahwa seandainfaunakil mengetahui

cacat, maka dia tidak boleh mengembalikan barang, kecuali jika kita
berpendapat wakil tidak tefrentikan sampai ia mengetahri penbefremimn5a

Apabila wakil reladenganbarang1ang cacat, atau menabm:nahingga

terhrtup kesempatan untuk meirgembalikannla" lalu r4yq nnsurakilkan

datang dan ingin mengembalikanrya, maka dia berbak melakukm5a eabila
penjual membenarkannyabatrwapembelianlersehltr'nt*nJ4 ffiiadah*ti
yang menguatkannya. Apabilapenjual mendustakannya dan orang yang

mewakilkan tidak memiliki bukti, maka penjual bensmpah k@m5a bahwa

dia tidak mengetahui bahwa penjualan itu untuk orang yang mewakilkan,

sehingga ia tidak berhak mengembalikan barang- Karcna secara lahiriall
barangsiapa membeli sesuatq maka sesuatu itu meirjadi miliknyq dan itu
mer{adi kewajibanwakil, dandiala}rprgmenangrrykenrgimpmba}aran-

Semua ini adalahmadzhab Syafi:i. NamunAbuFlmifahmengatakaa "Wakil
berhak membeli barang yang caca! karena perwakilanrrrrtrrk menjual secara

bebas itu mencakup barang yang cacat. Juga karena wakit adalah orang
kepercayaannya dalam membeli, sehingga dia bolehmembeli barang yang

cacat, sama sepert i mudh ar i b .

Menurut kami, akad jual-beli secara muflak itu mengimptikasikan
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barang yang bebas cacat bukanyang cacat. Demikianpulaperwakilan dalam

jual-beli. Ia berbeda dari mudharabahkarena tujuan dan mudharabah

adalah mencari keuntungan yang bisa diperoleh dari barang yangcacat,

sebagaimana keuntungan itu bisa diperoleh dari barang yang tidak cacat.

Sedangkan tujuan perwakilan adalah membeli sesuatu untuk kepemilikan

atau unhrk memenuhi kebututran orang yang mewakilkan. Terkadang cacat

itu menghalangi pemenuhankebutuhan dan kepemilikarU sehingga tujuannya

tidak tercapai. Abu Hanifatr telah menyalahi prinsipny4 karena mengenai

firmanAllah, "Mal{a (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak."
(Qs. Al Mujadilah [5 8] : 3) Abu Hanifah berkomentar, "Tidak boleh budak

yang buta dan cacat yang membahayakannya untuk bekerja." Sedangkan di

siniAbuHanifahmengatakan, "Wakil bolehmembelibudakyangbuta lurnpull

serta putus kedua tangan dan kedua kakinya."

Pasal: Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli

suatu barang tertentu,lalu wakil membelinya dan mendapatinya
dalam keadaan cacat, maka dimungkinkan wakil berhak
mengembalikannya, karena perintah mengarah kepada barang yang bebas

cacat. Seperti seandainya ia mewakilkannya untuk membeli suatu barang

yang telah dijelaskan sifat-sifatrya Tetapi dimungkinkan wakil tidak berhak

mengembalikannya, karena orang yang mewakilkan telah meniadakan

ijtihadnya untuk menentukan, karena barangkali orang yang mewakilkan

meneriam cacat itu dengan semua sifat-sifatrya.

Apabila perwakilan mengetahui cacatrya sebelum membeli, apakah

ia boleh membelinya. Ada dua kemurgkinan pendapat juga, berdasarkan

ketentuan tentang pengembaliannya ketika ia mengetahui cacat pada

barang sesudah membelinya. Apabila kita mengatakan bahwa wakil
berhak mengembalikarurya, maka ia tidak boleh membelinya, karena

seandainya wakil boleh mengembalikan karena cacat, maka mencegah

pembelian itu lebih baik. Apabila kita mengatakan bahwa wakil tidak

oleh mengembalikan, maka dia boleh membelinya di sini, karena ketetapan

omng yang mewakilkan telah memutu ijtihad wakil unhrk mengembalikan,
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demikian pula untuk membelinya-

Pasal: Apabila wakil membeli sesuatu bagi orang yang
mewakilkannya dengan seizinnya, maka kepemilikan beralih dari
penjual kepada orang yang mewakilkan, dan tidak masuk dalam
kepemilikan wakil. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaf i. Namurl
AbuHanifah "lamasukkedalamkepemilikanwakil,kemudian

beralih kepada orang yang mewakilkan, karena hak-hak akad itu terkait

dengan wakil, dengan dalil bahwa seandainyawakil membelinya dengan

hargayang lebih tinggi dari harga seharusny4 makabarang masukke dalam

kepemilikan wakil, dan tidak berpindah kepada orang yang mewakilkan.

Menrrut kami, wakil menerima akad bagi orang lain yang sah baginya

sehingga kepemilikannya wajib berpindah kepada orang yang mewakilkan,

sama seperti ayah dan penerima wasiat. Juga seperti seandainya wakil
menikahkan omng yang mewakilkannya. Pendapat mereka bahwa hak-hak

akad terkait dengan wakil itu tidak bisa diterima.

Berangkat dari ketentuan ini, seandainya seomng muslim mewakilkan

seorang dzimmi untuk membeli khamer atau babi, lalu wakil tersebut

membeliny4 maka pembelian tidak sah. NamunAbu Hanifah mengatakarl

"Pembelian sah, dan ia terjadi unhrk wakil yang dzimmi tersebut, karena

khamer itu terbilang harta bagi mereka, karena mereka rirenjadikannya

sebagi harta benda dan memperjual-belikannya sehingga perwakilan kepada

mereka untuk membelinya itu hukumnya salr, sama seperti harta-harta mereka

yanglain

Menurut kami, setiap hal yang tidak boleh diakadkan seorang muslim,

maka tidak boleh diwakilkannya, seperti menikahkan wanita Majwi. Dengan

demikian, khamer itu berbeda dengan harta benda mereka yang lain.

Apabila wakil menjual dengan hartra tertenhl maka kepemilikan atas

pembayaran ditetapkan milik orang yang mewakilkan, karena pembayaran

tersebut menggantikan barang yang dijual. Apabila pembayarannya dalam

pertanggungan, maka wakil dan orang yang mewakilkan berhak menuntutrya-
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Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaf i. Namun Abu Hanifah

mengatakan, "Orang yang mewakilkan tidak berhak menuntut, karena hak-

hak akad terkait dengan wakil, bukan orang yang mewakilkan. Karena itu,

hak khiyar ifiada pada wakil, bukan orang yang mewakilkannya. Demikian

puladenganpenerimaan

Menurut kami, ini adalatr piutang milik orang yang mewakilkan yang

dia sah untuk menerimanya" sehingga diajuga berhak menuntutnya, sama

seperti piutang-piutangnya yang lain yang diwakilkannya. Ia berbeda dengan

majlis akad, karena yang demikian itu merupakan bagian dari syarat akad,

sehingga diaterkait denganpelaku akad sama seperti ijab dan qabul. Adapun

pembayarannya adalah hak orang yang mewakilkan dan harta bendanya,

sehingga ia berhak untuk menuntutrrya. Kami tidak menerima pendapat bahwa

hak-hak akad itu melekat pada wakil, melainkan dia melekat pada orang

yang mewakilkan. Hak-hak akad dimaksud adalah penyerahan pembayaran,

penerimaan barang, pengembalian karena cacat, dan menanggung

kekurangan

Adapun pembayaran dari barang yang dibeli wakil apabila dalam

pertanggungan, maka ia ditetapkan dalam pertanggungan orang yang

mewakilkan sejak awal, sekaligus dalam pertanggungan wakil sebagai

penanggung. Pe4jual boleh menunhtt siapa yang dia mau di antara keduanya.

Apabila dia membebaskan wakil, maka orang yang mewakilkan belum bebas.

Apabila dia membebaskan orang yang mewakilkan, maka wakil ikut bebas

jug4 sama seperti penj amin dan yang dij anrin kewaj ibannya.

Apabila wakil menyeratrkan pembayaran kepada penjual, dan penjual

mendapati cacat pada pembayaran tersebut, lalu dia mengembalikannya

kepada wakil, maka itu menjadi arnanatr di tangannya. Apabila pembayaran

rusak, maka menjadi tanggungan orang yang mewakilkan.

Seandainya seseorang mewakilkan orang lain yang meminjamkannya

uang seribu dalam bentuk sekantong gandum, lalu wakil menjualkannya,

maka orang yang mewakilkan berhak atas pembayarannya, dan wakil

menjaminkew{ibanorangyang sebagaimanatelahdijelaskan"
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Pasat Ahmad be*afa dalam riwa)at Mghama "Apabila seseomng

menyerahkan pakaian kepada orang lain untuk dijrralkanny4 lalu wakil

tersebtrt melak*annya" talu pe,mbeli mengffibahkan sryu tangan

maka sapu tangan itu milik emprmya pakaian" Imam 6l*ad berbedapat

demikian karena penyebab hibah sapu tangan adalahjual-beli, dan sapu

tangan tersebut adalah tambahanpembapran, dimana 126f4[p1 di tempat

akad itu melekat pada akad

Pasal: Pasal ini membahas tentang kesaksian terhadap
perwakilan.

Apabila seseorang mengklaim p€rs,akilan dm mengajukan seorang

salsi satu lakiJaki dan duaperempuan, atau iab€rsmpahbersama seorang

saksinya, maka para sahabat kami psng'ehkan bahwa ada dua pendapat

mergenai ny a Pertama, per$xakilan ditetaflran aengan kesaksian tersebut

apabila perwakilan tedait denganhafia bend4 kar€naAhmad berkomentar

tentang seseorang png meunakilkmbahwadiahars mengpjukan saksi satu

lakilaki dan duaperempum apabila t'ntutannyabenryapfufang. Bila bukan,

maka tidak hanrs . Kedaa, perqxakilan tidak ditet4kan kecuali dengan dua

saksi yang adil. Pendapat ini dikutipAlKhiraqi dengmrcdaksin)"a Kesaksian

tidak diterima untuk seliain pe*axa hnta benda png bisa dilihat kaum laki-

laki minimal dua orang- Ini adalah@ac S'"df i Knenapemakilan adalatr

menetapkan hansaksi. Tetapi dimungkinkan pendapatAl Khiraqi seperti

riwayat pertam4 karena perwakilan dalan pe*ard harta itu dimaksudkan

unhrk memperoleh hart4 sehingga kesaksian perempuan dan laki-laki di
dalamnya diterim4 saama sepertipenjnelan danut'ng-

Apabila keduanya bersaksi atas perwakilannya kemrrdian salah

seorang saksi mengataka4 "Iatelah dibe,lhetrikan " maka perwakilannya

tidak ditetapkan dengan adanya peqrcaan ini, kilena pemiakilannya tidak

ditetapkan hanya dengan salah seorang saksi- Apabila yang memberi

kesaksian akan pemberhentian adalah seseomng 56lain dua saksi, maka

pemberhentian tidak ditetapkan menunrt kesaksiannya seorang, karena
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pemberhentian tidak ditetapkan kecuali dengan sesuatu yang menetapkan

perwakilan. Manakala salah seorang dari dua saksi perwakilan itu menarik

kesaksiannya dengan mengatakan, "Wakil telah diberhentikan," maka

perwakilan tidak ditetapkan dengan kesaksian keduanya, karena kesaksian

itu ditarik sebelum diputuskan, sehingga hakim tidak boleh memutuskan

berdasarkan keterangan yang telatr ditarik salai. Apabilahakim memutuskan

dengan kesaksian keduany4 kemudian salah seorang saksi mengatakan,

"Wakil telah diberhentikan sesudah diwakilkan," maka perkataannya tidak

dihiraukaru karena keputusan telah ditetapkan berdasarkan kesaksian, dan

pemberhentian tidak ditetapkan. Apabila kedua saksi mengatakan, "Wakil

telah diberhentikan," maka ditetapkan pemberhentianny4 karena kesaksian

mengenai pemberhentiannya telatr sempum4 seperti sempumanya kesaksian

mengenaiperwakilan.

Pasal: Apabila salah seorang saksi bersaksi bahwa orang yang

mewakilkan memberikan perwakilan pada hari Jum'at, sedangkan

saksilain mengatakan bahwa ia mewakilkan padahari Sabtu' maka

kesaksian tidak terjadi, karena perwakilan pada hari Jum'at itu bukan

merupakan perwakilan pada hari Sabtu, sehingga kesaksian keduanya tidak

sempuma atas safu perbuatan.

Apabila salah seorang saksi bersaksi bahwa orang yang mewakilkan

mengaku memberikan perwakilan pada hari Jum'at, sedangkan yang lain

bersaksi bahwa dia mengaku memberi perwakilan pada hari Sabtu, maka

kesalaian telah sepum4 karena dua pengakuan itu merupakan berita tentang

satu perbuatan, dan sulit untuk mengumpulkan saksi-saksi agar memberi

pengakuan di depa.n mereka dalam satu kondisi, sehingga dia boleh memberi

pengakuan di hadapan masing-masing secara sendiri-sendiri.

Demikian pul4 seandainya salah seorang saksi bersaksi bahwa orang

yang mewakilkan mengakui perwakilan di hadapannya dengan batrasaArab,

dan yang lain bersaksi bahwa dia mengakui perwakilan dengan bahasa non-

Arab, makaperwakilan ditetapkan. Seandainya salah seorang saksi benaksi
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bahwa orangyang mewakilkan memberikanperwakilan denganbahasaAxab,

dan yang lain bersaksi bahwa orang yang mewakilkan memberi kesaksian

dengan balrasa non-Arab, maka kesaksian tidak sempum4 karena perwakilan

dengan bahasaArab itu berbeda dengan perwakilan dengan bahasa non-
Arab, sehingga tidak sempuma kesaksian atas satu perbuatan.

Seandainya salah seorang saksi bersaksi bahwa orang yang

mewakilkan mengatakan, "Aku mewakilkanmu," dan saksi lain bersaksi

batrwa dia mengatakan, "Aku mengizinkanku unnrk melalcukan transaksi,"

atau berkat4 "Aku menjadikanmu wakil," atau saksi bersaksi batrwa orang

yangmewakilkan "Akumeqjadikanmurr'arty," mal<akesaksian

tidak sempuma, karena lafazhnya berbeda. Katajariyberarti wakil.

Seandainya salah seorang saksi berkata, "Aku bersaksi bahwa ia

mewakilkannya," dan saksi lain berkata, "Aku bersaksi bahwa dia

mengizinkannya untuk bernansaksi," maka kesaksian itu sempuma, karena

keduanya tidak mengutip kalimat orang yang mewakilkan, melainkan
mengungkapkan dengan kalimat sendiri, dan perbedaan kalimat keduanya

tidak berpengaruhjika maknanya sama.

Seandainya salah seorang saksi mengatakan, "Akubersaksi bahwa

dia mengakui di hadapanku bahwa dia mewakilkannya," dan saksi lain
mengatakan, "Aku bersaksi bahwa dia mengakui bahwa wakil itu adalah

suruhannya, atau ia berwasiat kepada wakil untuk melakukan tindakan di
masa hidupnya," maka perwakilan ditetapkan.

Seandainya salatr seorang saksi bersaksi bahwa dia mewakilkannya

untuk menjual budakny4 dan saksi lain bersaksi bahwa ia mewakilkannya

bersamaT,ad, atau bersaksi bahwa dia mewakilkannya rurhrk menjual Zaid,

dan dia berkata, "Jangan jrral dia sampai kamu menerima perintahku, atau

menerima perintah frrlan," maka kesaksian tidak sempurna, karena yang

pertama yang pertama menetapkan kemandirian wakil dalam menjual tanpa

ada syarat, sedangkan yang kedua menafikan kemandirian tersebut, sehingga

keduanya berbeda.
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Apabila salah seorang saksi bersaksi bahwa ia mewakilkannya untuk

menjual budaknya, dan saksi lain bersaksi bahwa ia mewakilkannya untuk

menjual budaknya yang laki-laki dan perempuan, maka ditetapkan

perwakilan berlaku unhrk budak laki-laki karena kedua kesaksian itu bertitik

temu pada budak laki-laki, sedangkan tambahan pada kesaksian kedua tidak

menciderai transaksinya dalam kesaksian yang pertama, sehingga tidak

membahayakannya. Demikian pula seandainya salah seorang saksi bersaksi

bahwa dia mewakilkannya untuk menjual budaknya kepada Zaid" sementara

saksi lain benaksi bahwa diamewakilkannyarnrttrkmer{ual budaknyakepada

Zud, ataukalau mau kepada Amr.

Pasal: Penvakilan dan pemberhentian tidak ditetapkan dengan

berita satu orang. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. SementaraAbu

Hanifah mengatakan bahwa perwakilan dapat ditetapkan dengan berita satu

orang, meskipun dia bukan orang yang tepercaya. Orang yang diberitahu

tentang perwakilan itu boleh melakukan tindakan apabila dia menduga kuat

kejujuran orang yang memberi kabar dengan syarat bertanggungjawab

apabila orang yang mewakilkan menyangkal. Pemberhentiandapat ditetad€n

dengan berita safu orang apabila orang tersebut adalah utusan, karena berat

untuk memberlakukan dua orang saksi dalam kasus ini, sehingga tidak

diperlukan. Juga karena orang yang mewakilkan mengizinkan untuk

melakukan tindakan dan melarangnya, sehingga tidak diberlakukan syafat-

syarat kesaksian, sama seperti meminta pelayanan budaknya.

Mentfut kami, perwakilan adalah akad harta sehingga tidak ditetapkan

denganberita satuorang, sama sepertijual-beli.Iaberbedadenganpermintaan

pelayanan, karena bukan akad.

Seandainya dua orang bersaksi bahwa frrlan yang tidak ada di tempat

mewakilkan fulan yang ada di tempat, lalu wakil mengatakan,'?ku tidak

tahu ini, dan aku melalarkan tansaksi untukny4" maka perwakilan ditetapkall

karena arti kalimat itu adalah, "Aku tidak mengetahuinya kecuali saat ini."

Penerimaan perwakilan itu boleh berjarak dari perintah. Lagi pula kehadiran
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dan pengetahuan wakil bukan merupakan syarat perwakilan, sehingga

ketidaktahuarurya akan perwakilan itu tidak berdampak negatif.

Apabila wakil mengatakan, "Aku tidak mengetahui kejujuran dua

saksi," maka perwakilannya tidak ditetapkan karena dia menilai negatif
kesaksian keduanya. Apabila wakil mengatakan, "Aku tidak tahu," dan dia 

'

diam,makaharusdikatakan "Apamaksudnya?"Jikamaksudnya

adalah yang pertama, maka perwakilannya ditetapkan. Tetapi bila yang

dimaksudnya adalah yang kedua, maka perwakilan tidak ditetapkan.

Pasal: Mendengarkan bukti perwakilan atas orang yang tidak
ada di tempat adalah sah hukumnya. Maksudny4 seseoftmg mengatakan

bahwa frrlan yang tidak ada di tempat mewakilkannyauntuk melakukan suatu

perbuatan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Abu Hanifatr mengatakan"

"Tidak sah berdasarkan ketentuan batrwa penetapan hukumnya atas orang
yang tidak ada di tempat itu hukumnya tidak sah."

Menurut kami, kerelaannya tidak dipertimbangkan dalam
mendengarkan bukti, sehingga kehadirannya pur tidak dipertimbangkarq sama

seperti selainnya.

Apabila orang yang menanggung hak berkata kepadanya,
"Bersumpahlatr bahwa kamu berhak menunfutku," maka dakwaannya tidak
didengar, karena ucapan tersebut membantah kesaksian.

Apabila orang yang menanggung hak mengatakan, "Orang yang

mewakilkan telatr memberhentikanmg maka benumpatrlah bahwa dia tidak
memberhentikanmg" maka wakil tidak diminta benumpafu karena dakwaan

itu ditujukan kepada orang yang mewakilkan, dan sumpah tidak bisa
digantikan"

Apabila orang yang menanggung hak mengatakarq'I(amu tahu bahwa

orang yang mewakilkanmu telah memberhentikanmu," maka dakwaannya

didengar. Apabila dia menuntut sumpah dari wakil, maka wakil bersumpah

bahwa ia tidak tahu bahwa orang yang mewakilkannya telah
memberhentikannya. Hal itu karena dakwaan ditujukan kepadanya. Apabila
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penggugatmengajukanbuktitentang makabuktiitudidengar

dan wakil diberhentikan.

Pasal: Kesaksian wakil yang memberatkan orang yang

mewakilkannya itu diterima karena tidak ada kecurigaan

terhadapnya, karena dengan kesaksian itu dia tidak berupaya memetik

manfaat dan tidak pula menghindari mudharat.

Kesalsian wakil yang menguntungftan wakiljuga diterima asalkantidak

terkait apa yang diwakilkannya kepadanya, karena dia tidak mengupayakan

manfaat bagi dirinya Tetapi kesaksian wakil yang menguntungkannya terkait

apa yang diwakilkan kepadanya itu tidak diterima, karena dia hendak

menetapkan suatu hak bagi dirinya. Dengan dalil bahwa apabila dia

mewakilkannya untuk menerima suatu hak, lalu diamemberi kesalsian yang

menguntunlcn orang yang mewakilkarurya, maka ituberarti wakil menetapkan

haknya untuk menerima hak tersebut. Juga karena wakil merupakan pihak

seteru di dalamny4 dengan dalil bahwa dia berhak menggugat. Apabila dia

memberi kesaksian terkait apayangdiwakilkan kepadanya sesudah dia

diberhentikan, maka kesaksiannya tidak diterima, baik dia menggugat

perwakilan atau tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan

Muhammad. NamunAbuHanifahmengatakan, "Apabila dia tidak melalarkan

gugatan di dalamny4 maka kesaksiannya diterim4 karena dia tidak memiliki

hak di dalamnya dantidakmelakukan gugatanmengenainy4 sehingga seperti

seandainya iabukan wakil di dalamnya." Imam Syaf i memiliki duapendapat

seperti dua madzhab tersebut.

Menurut kami, wakil dengan akad perwakilan itu telah menjadi pihak

seteru di dalamny4 sehingga kesaksiannya tidak diterima" seperti seandainya

ia melalarkan gugatan di dalamnya. Ia berbeda dengan kasus ketika ia bukan

wakil di dalamnya, karena ia bukan pihak seteru di dalamnya.

Pasal: Apabila seorang budak perempuan dimiliki dua orang,

lalu keduanya bersaksi bahwa suaminya mewakilkan untuk
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mencerainya, maka kesaksian keduanya tidak diterima, karena
keduanya mengupayakan manfaat bagi diri keduanya, yaitu hilanglya
hak suami terhadap persetubuhan yang menjadi milik keduanya.

Apabila keduanya bersaksi tentang pemberhentian wakil dalam

mencerai, maka kesaksiannya tidak diterima, karena keduanya
mengupayakan manfaat bagi diri merek4 yaitu mengupayakan kewajiban

nafkah tetap pada suami.

Kesaksian dua anak yang menguntungkan ayatrnya tidak diterima,

begitu pula kesaksiankedua orangtua yang menguntungkan anakny4 karena

berupaya menetapkan hak pengelolaan, sedangkan hak tidak ditetapkan

bagi seseorang berdasarkan kesaksian anaknya atau kedua orang tuanya.

Kesaksian dua anak orang yang mewakilkan mengenai perwakilan tidak
diterim4 begitujuga kesaksian kedua orangtuanya. Namun Lnam Syaf i
ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa kesaksian tersebut diterima,
karena ini adalatr hak yang ditanggrmg orang yang mewakilkan dimana wakil
berhak mentrntu! sehingga kesaksian kerabat orang yang mewakilkan itu
diterim4 samaseperti

Menuntr kami, ini adalah kesalcian yang mengakibatkan ditetapkannya

hak bagi kedua orang tuanya atau anaknya, sehingga kesaksian tersebut
tidak diterima. Seperti kesaksian dua anak wakil dan kedua orangtuanya.

Hal itu karena keduanya menetapkan bagi ayah keduanya seorang pengganti

yang bertindak untuknya. Ia berbeda dengan kesaksian yang
memberatkannya dengan pengakuan, karena itu adalah kesaksian yang

memberatkannya secara mumi.

Seandainya wakil mendakwakan perwakilan dan orang yang

mewakilkan menyangkalnya, lalu kedua anaknya atau kedua orangtuanya

memberikesaksianyang makaperwakilanditetapkandan

wakil melanjutkan transaksinya, karena itu adalah kesaksian yang

memberatkan orang yang mewakilkan.

Apabila orang yang mewakilkan mendalcwakan bahwa wakil bertindak
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berdasarkan perwakilannya sedangkan wakil menyangkal, lalu kedua orang

tuanya atau kedua anaknya memberi kesaksian yang memberatkan orang

yang mewakilkan" maka kesaksian itu diterima.

Apabila wakil mendakwakan bahwa orang yang mewakilkannya yang

tidak ada di tempat memiliki halq dan wakil menuntut hak tersebut, namun

pihak lawan mendakwakan bahwa orang yang mewakilkan telah

memberhentikannya, lalu dua anak orang yang mewakilkan memberi

kesaksian yang menguntungkan pihak lawan, maka kesaksian keduanya

diterima, karena keduanya bersaksi untuk orang yang tidak mendakwa

keduanya.

Apabila wakil telah menerima halg lalu orang yang mewakilkan datang

dan mendakwakan bahwa dia telah memberhentikan wakil, dan bahwa

haknya tetap ada dalam tanggungan orang yang berutang, lalu kedua anaknya

memberi kesaksian yang menguntungkannya, maka kesaksian keduanya

tidak diterim4 karena keduanya menetapkan hak bagi ayah mereka.

Seandainya btdak mukotab mendakwakan perwakilan" lalu tuannya

atau dua anak tuannya, atau kedua orangtuanya memberi kesaksian yang

mengunhngkan budak tersebut maka kesaksiannya tidak diterima, karena

tuan tersebut memberi kesaksian yang menguntungkan budaknya, kedua

anak tuan itumemberi kesaksianyang menguntungkan budak ayahmereka,

dan kedua orang tua itu memberi kesaksian yang menguntungkan budak

anak keduanya. Apabila budak mukntab telah dimerdekakan lalu dia

mengulangi kesaksiaq apakah kesaksiarurya diterima? Dimungkinkan berlaku

duapendapat.

Pasal: Apabila dua orang hadir di hadapan hakim, lalu salah satunya

mengakui bahwa orang lain mewakilkannya, kemudian orang yang

mewakilkan tidak ada di tempat sedangkan wakil ada di tempat, lalu dia

mengajukan gugatan kepada orang yang mewakilkan dan berkata, "Aku
adalah wakil fiilan'' namun pihak lawanmenyangkal keberadaannya sebagai

wakil firlan; makajika kita mengatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan
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berdasa*an pengetatruannya, maka dakwaannya tidak diterima sampai ada

bukti yang menunjukkan perwakilannya. Tetapi apabila kita mengatakan

bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuanny4 dan hakim

mengetatrui sosok orang yang mewakilkan, namanya dan nasabny4 maka

hakim boleh membenarkan wakil tersebut dan memberiryra kesempatan unhrk

berfansaksi,karenapengetahu,anhakimitusepertibukti.Tetapiapabilahakim

hanya mengetahui sosoknya, tidak mengetahui nama dan nasabnya, maka

perkataan wakil tersebut tidak diterima sampai dia mengajukan bukti yang

perwakilanny4 karena dia ingin menetapkan nasab orang yang

mewakilkan di hadapan hakim dengan ucapaflly4 sehingga tidak diterima.

Pasak Seandainya seseorang hadir di hadapan hakim dan mengklaim

bahwa dia adalah wakil fulan yang tidak ada di tempat untuk melakukan

sesuafu tertentu, dan dia mengajukan bukti yang menguatkan adanya

perwakilan, maka hakim mendengar bukti tersebut. Seandainya wakil
mengklaim hak bagi orang yang mewakilkannya sebelum perwakilannya

ditetapkan, maka hakim tidak mendengar dakwaannya. Pendapat ini
dikemukakan oleh Malik dan Syaf i. NamunAbu Hanifah mengatakan,

"Hakim tetap tidak mendengarny4 kecuali ia mengajukan salah seorang

lawan perkara orang yang mewakilkan lalu wakil menggugat hak kepadanya.

Apabila terdalnva menjawab pada waktu itr:' lalu hakim mendengarkan bukti,

maka terjadi perbedaan pendapat di antara kami dalam dua hukum.

Pertamo, menurut kami, hakim mendengar bukti yang membantah

perwakilan tanpa dihadiri lawan perkara. Ketika lawan perkara itu hadir,

dia tidak didengar. Keduo, dakwaan wakil bagi orang yang mewakilkarurya

itu tidak didengar sebelum perwakilannya ditetapkan. Pada saat itulah
dakwaannyadidengar.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya ini pada prinsip pokoknya

bahwakeputusan yang mengalahkanorangyang tidak ada di tempat itu
hukumnyatidak boleh" dan mendengarkan bukti akan perwakilan dari selain

lawan perkara itu berarti keputusan yang mengalahkan pihak yang tidak ada

di tempat; dan batrwa perwakilan tidak berlaku bagi pihak lawan selama
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wakil tidak menjawab dakwaan lawan bahwa dia bukan wakil.

Menurut kami, itu adalah penetapan perwakilan sehingga tidak

membutuhkan kehadiran orang yang menjadi tujuan perwakilan. Seperti

seandainya orang yang menjadi tujuan perwakilan itu berupa satu kelompok

orang, lalu hakim menghadirkan salah seorang dari mereka, maka sisanya

tidak diperlukan kehadirannya. Begitujuga dalam kasus ini. Dalil bahwa

dakwaan tidak dengar sebelum perwakilan ditetapkan adalah bahwa

dakwaan itut idak didengar kecuali dari pihak seteruyang memLeh diriny4

ataumernbelaorangyang mewakilkannya- Sedangkan orang ini tidakmembela

dirinya, dan belum ada ketetapan adalah wakil orang yang untuknya ia

mendalona, sehingga dakwaannya tidak didengar. Seperti seandainya dia

mendakwakan untuk orang yang dia sendiri tidak mendakwakan

perwakilannya. Ketentuan pokok ini mengandung jawaban terhadap

pendapat yang dikemukakanAbu Hanifah.

Pasal: Seandainya seseorang hadir dan mendalcwakan harta
atas orangyang tidak ada di tempat di depan wakilnyar lalu wakil itu
mengingkarinya, lalu orang tersebut mengajukan bukti atas

dakwaannya, maka hakim memintanya bersumpah. Kalau dia

bersumpah, maka hakim memutuskan bahwa dia memiliki hak atas

harta yang didalnvakannya itu. Apabila orang yang mewakilkan datang

dan mengingkari perwakilan, atau mengklaim bahwa ia telah

memberhentikarxly4 maka hal tersebut tidak memengaruhi hukum, karena

keputusan atas orang yang tidak ada di tempat itu tidak membutuhkan

kehadiranwakilnya-

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Jualkan pakaian ini
dengan harga sepuluh, kalau ada lebihnya maka untukmu," maka

hukumnya sah dan wakil berhak atas kelebihan harga. Namtrn Syaf i
mengatakantidak sah.

Menurut kami, hukumnya sah karena Ibnu'Abbas tidak melihat hal



tersebut dilarang. Juga karena wakil membelanjakan harta orang yang

mewakilkannya dengan seizinny4 sehingga syarat kerurtungan turtuknya itu
hukumnya sa[ sama seperti mudharib danpengelola dal an akad mus aq ah.
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KITAB MENGAKUI HAK

Iqrar berarti pengakuan. Dasar ketentuannya adalahAl Qur'an,

Sunnah dan i ma'. Dalam Al Qur anAllah berfimran,

tt -.2- 2"-'
;1;;l;,:u",i rLA s -, e'fi 'rs;; 4b #is i: "rb'+

u;;1iJv"6 ; 1 rs:;' ;;' 1iL13

"Dan (ingatlah), ketilca Allah mengambil perjanjian dari para

Nabi, 'Sungguh, apa saja yang Alu berikan kepadamu berupa

kitab dan hilonah, kemudian datang kepadamu seorang rasul

yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya komu aknn

s ungguh-sunggth b eriman kep adanya dan menol ongnya.' All ah

berfirman, 'Apalmh lmmu mengalai dan menerima perjaniian-

Ku terhadap yang demikian itu?' mereka meniawab, 'Kami

mengahti. "' (Qs. Aali Imraan [3] : 8 l)

-B;riLtr;iii;t;'t
"Dan (ada pula) orang-orong lain yang mengakui dosa-dosa

mereka. " (Qs.At-Taubah [9]: 102)

;[ ij6:8;JAi
""Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka ryenjawab, "Betul

(En glrau Tuhan kami) ". (Qs. /*L N ra.alf l7l: 17 2) dan masih banyak

lagi ayatyang lain.
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Dalam Sunnah, diriwayatkan bahwa Ma,iz mengakui zina, lalu
Rasulullah sAW meraj amnya. Begitu j uga Al Ghamidiyyah. Nabi sAW
bersabda,

ti:t:rtt'c;lfot',:r; ,

"Pergilah, hai Unais, untukmenemui istri laki-laki ini. Apabila
ia mengakui, maks rajamlah ia." 176

Sedangkan dalam ijma', para imam menyepakati keabsahan suatu
pengakuan. Juga karena pengakuan merupakan pemberitaan dengan cara
yang bisa menghilangkan kecurigaan dan keraguan. Karena seorang yang

berakal sehat tidak mungkin berbohong atas dirinya untuk membahayakan

dirinya sendiri. olehkarena iq pengakuan itu lebihkuat daripada kesaksiarl
sebab apabila terdakwa telah mengakui, maka tidak perlu didengarkan
kesaksian yang memberatkannya. Kesaksian itu didengar hanya jika dia
menyangkal. Seandainya pendakwa mendustakan buktinya, maka bukti itu
tidak didengar. Tetapi seandainya pendakwa membantah orang yang
mengakui dan dia sendiri membenarkan pengakuannya, maka pendakwa

tidakdidengar.

Pasal: Tidak sah pengakuan kecuali dari orang yang berakal
sehat dan memiliki kebebasan memilih. Adapun anak kecil, orang gila,
orang yang suka meracau, orang yang tidur dan orang pingsan, maka
pengakuan mereka tidak sah. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan
pendapat dalam hal ini. Nabi SAWbersabda,

6. . ro zor, ., 'lo. 6.

"t- 9.4t fs,& F

176 Hadits Unais telah disebutkan statusnya dalam kitab perwakilan, sedangkan
hadits Al Ghamidiyyah diriwayatkan Muslim dalam kitab Hudad (3/ L3zz, 1323).

EA 6?;t JL J;t U:itj

"'&t 6 r"wV &t g)'ry .- t'.6, *j,:,4-
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"Pena telah diangkat dari tiga orang, yaitu anak kecil sampai

baligh, orang gila sampai sadar: dan orang yang tidur sampai

bangun."r77

Nabi SAW menetapkan tiga kelompok. Orang yang suka meracau

dan orang yang pingsan itu bisa masuk kategori orang gila dan orang tidur.

Juga karena pengakuan yang demikian itu keluar dari orang yang hilang

akal sehingga tidak dijadikan dasar untuk menetapkan hukum seperti jual-

beli dan cerai. Adapun anak kecil yang sudah mampu menalar, apabila dia

terbatasi hak transaksinya" maka pengakuannya tidak satr. Tetapi apabila

dia diizinkaq maka pengakuannya sah sebatas apa yang diizinkan baginya.

ImamAhmad dalam riwayat Muhanna berkomentar tentang anak yatim,

'?pabila diizinkan untuk bemiaga dan dia memahami juat-beli, maka jual-

belinya diperbolehkan/sah. Apabila dia mengakui bahwa dia menyerahkan

sebagian dari hartany4 maka diperbolehkan sebatas yang diizinkan walinya-"

kri juga menrpakan pendapatAbu Hanifatr. Abu Bakar dan IbnuAbu Musa

berpendapat bahwa pengakuannya sah hanya terkait apa yang diizinkan

baginya dalam perniagaan yang sedikit. Sedangkan Syaf i berkata bahwa

pengakuannya tidak satr dalam kondisi apapun berdasarkan makna umum

khabar Juga karena dia belum baligh, sehingga serupa dengan anak kecil

biasa Juga karena kesa}sian dan riwayatryatidak diterima, sehingga serupa

dengan anak kecil biasa.

Menurut kami, dia telah berakal dan bisa memilih, serta sah

tansalsinya sehingga pengakuannya pun satr seperti anak yang telah baligh.

Kami telah mengajukan dalil tentang keabsahan transaksinya. Riwayat di

atas dapat dipahami sebagai peniadaan taklifdan dosa.

Apabila anak yang masih kecil dan tidak diizinkan itu mengakui,

kemudian dia dan orang yang diakui haknya berselisih mengenai status

r77 HRAbu Daud(4/4398), Nasa'i (2/100),Ibnu Majah (212041), Hakim (2/59).

Menurutny4 hadits ini shahih menurut kriteria Muslim, dan penilaiannya itu disepakati

oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dalan Musnad-nya (6/100,

I 0 l, 144). Lihatkitab lrwa' Al Ghalil Q97).
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balighnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan anak tersebu!

kecuali ada bukti yang menunjukkan balighnya karena menurut prinsipnya

anak tersebut belum baligh. Anak orang yang mengakui itu tidak diminta
benumpah, karena karni menghukuminya belum baligtr, kecuali keduanya

berselisih sesudah ditetapkan status batighnya maka anak harus benumpah

bahwa dia belum baligh saat memberi pengakuan.

Orang yang hilang akalnya karena sebab yang boleh atau ditolerir itu
hukumnya seperti orang gil4 dimana pengakuannya tidak didengar tanpa

ada perbedaan pendapat.

Apabila hilangnya akal karena maksiat seperti mabuk dan meminum

minuman yang bisa menghilangkan akalnya secara sengaja, maka

tidak sah Tetapi dimungkinkan pengakuannya sah berdasarkan

ketentuan tentangjatuhnya cerai orang tersebut. Pendapat inilah yang

dinyatakan Imam Syaf i, karena perbuatan-perbuatannya sama

kedudukannya dengan perempuan-perbuatan orang yang sehat.

Mentrrut kami, orang tersebut tidak berakal sehingga pe

tidak sah, seperti gila yang disebabkan perbuatan yang haram. Juga karena

orang yang mabuk itu tidak bisa dipercayai kebenaran ucapanny4 dan apa

yang diberitakannya itu mengundang kecurigaan, sehinggatidak ada makna

pengakuan yang mengakibatkan diterimanya ucapannya.

Adapun orang yang dipaksa itu tidak sah pengakuannya lantaran dia

dipaksa mengaku. kri adalah m adzlnb Syaf i, berdasarkan saMa Rasulullatr

SAW, "Diangkat dari umatku kekeliruan, lupa, dan qpa yang
dipalrsakan kepada mereka. "r78Juga karena pengakuan tersebut adalah

perkataan yang ia dipaksa untuk mengucapkannya tanpa ada hak, sehingga

r7E As-Sakhawi menyebutkannya dalam kitab I I Maqashid Al Hasanah(s2S) dan
berkata, "Lafazh ini terdapat dalam banyak kitab ulama fikih dan ushul. Ibnu .Adi
dalam kitab I I Kamil meriwayatkan dengan lafazh, *Allah mengangkat tiga hal dari
umat ini; kekeliruan, lupa dan perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya.',
Ja'far dan ayahnya adalah periwayat yang lemah. Namun hadits ini memiliki hadis
pembanding yang baik riwayatAbu Qasim Fadhl bin Ja'farAt-Tamimi yang dikenal
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hukunnya tidak sah, sama seperti jual-beli.

Apabila seseorang mengakui sesuatu yang bukan yang dipaksakan

padany4 seperti ia dipaksa untuk mengakui hak seseorang tetapi ia justeru

mengakui hak orang lain, atau dipaksa mengakui suatu jenis hartatetapi ia

justeru mengakui jenis harta yang lain, atau dia dipaksa unttrk mengakui

mencerai seoftrng istinya tetapi iajusteru mengaku mencerai istrinya yang

lain, atau dipaksa untuk membebaskan seorang budak tetapi dia justeru

mengaku membebaskan budak yang laiq maka hukumnya sah. Karena dia

mengakui sesuatu yang tidak dipaksakan padanya sehingga hukumnya sah,

seperti seandainya dia mengakuinya sejak awal (tanpapaksaan).

Seandainya seseorang dipaksa untuk menyeratrkan han4 kemudian

dia menjual sebagian hartanya agar bisa melaksanakan paksaan tersebut,

maka penjualannya sah. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad. Karena ia

tidak dipalsa untuk menj ual.

Barangsiapa yang mengakui suatu hak, kemudian mengklaim bahwa

dia dipaksa" maka ucapannya tidak diterima kecuali dengan bukti. Baik dia

mengakui di hadapan raj a atau di hadapan selainnya Karena pada prinsipnya

pemaksaan itu tidak ada. Kecuali ada bukti yang menunjukkan adanya

pemaksaan, seperti belenggq penahanan dan siksaaru sehingga perkataan

yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Karena

kondisi tersebut menunjukkan adanya paksaan.

Seandainya dia mengklaim bahwa dia hilang akal saat memberi

pengakuan, maka perkataannya tidak diterima kecuali dengan bukti, karena

pada prinsipnya dia sehat sampai diketahui adanya kondisi lain. Seandainya

dengan namaAbuAshim dalamkitab Al Fautaid."Demlkianlah komentarAs-Sakhawi.

Al 'Ajluni juga menyebutkannya dalam kitab Kasyf Al Khatha'(1393) dan berkata,

"Di dalam kitab Al-La'ali tidak terdapat hadits dengan lafazh ini. Hadits yang paling

mendekatinya adalahyang diriwayatkan lbnuAdi." Kemudian dia menyebutkan hadits

di atas dan berkat4 "Dan dari Ibnu 'Adi dari riwayat-riwayat muntar Ja'far bin Jasr."

Namun hadits ini dengan berbagai jalur riwayat dan hadits pembandingnya meningkat

kepada derajat shahih.
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ada beberapa saksi yang memberi kesaksian tentang pengakuanny4 maka

sahnya kesaksian itu tidak membutuhkan ucapan mereka, "Dengan suka

rela" mengenai kesehatan akalnya, karena secara lahiriah menunjukkan
sehabrya kondisi dan sahnya kesaksian.

Kami telah menyebutkan hukum pengakuan orang yang lemah akal,

orangyangpailigdanorangyangsakitpadababnya ing.Mengenai

budak, pengakuannya terlndap ftadd dan qishash atas selain nyawa itu satl
karena hak adalah miliknya, bukan milik tuannya. Pengakuan tuan yang

memberatkan budak itutidak sa[ karenatuantidak memiliki hakdari budak

selain harta. Tetapi dimungkinkan sah pengakuan tuan yang memberatkan

budak tentang sesuatu yang mengakibatkan qishash, dan yang menjadi
kewaj iban adalah harta bukan qishash" karena harta itu melekat pada pribadi

budak, yaitu harta tuarurya, sehingga pengakuannya sah, sama seperti

perbuatan pidana yang tidak sengaja.

Adapun pengakuan budak yang mengakibatkan qishash atas nyaw4
pendapat yang dinyatakan dari Ahmad adalah pengakuan tersebut tidak
diterima, namun pengakuan itu ditindak-lanjuti sesudah kemerdekaannya.

Pendapat ini dikemukakanolehZufar,Al Muzani, Dawud dan IbnuJarir
Ath-Thabari. Karena dengan pengakuannya itu ia menggugurkan hak tuanny4

sehingga serupa dengan pengakuan terhadap pembunuhan secara tidak
sengaja. Juga karena dicurigai dia mengakui hak qishash bagi seseorang

agar orang tersebut memaafkannya dan berhak atas dendanya, sehingga

dengan demikian budak tersebut terbebas dari tuannya. Namun Abu
Khaththab memilih pendapat bahwa pengakuannya terhadap hak qishash

tersebut sah. Inijuga merupakan pendapatAbu Hanifah dan syaf i. Karena

itu adalah salah satu dari duajenis qishash, sehingga pengakuannya

mengenainya hukumnya sa[ sama seperti qishash atas selain nyawa Dengan

prinsip ini maka dalil pendapat yangpertamapun gugur.

Berdasarkan pendapat ini, sepatutrya maafwali korban pidana dengan

kompensasi harta itu tidak sah kecuali dengan pilihan tuanny4 agar tidak
mengakibatkan kewajiban harta atas tuannya karenapengakuan orang lain.
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Karena itu" pengakuan budak terhadap perbuatan pidana yang tidak sengaj a

dan serupa-sengaja itu tidak diterima. Tidak pula pidana sengaja yang

implikasinya adalah kewajiban harga, seperti j a' ifah dan ma' mumahl1e,

karena pengakuan tersebut mengakibatkan hak pada pada pribadi budak,

dan itu terkait dengan hak maula.

Pengakuan tuan yang memberatkan budak itu diterima karena

pengakuan tersebut mengakibatkan hak pada hartanya. Apabila budak

mengakui pencurian yang mengakibatkan kewajiban harta, maka

pengakuannya tidak diterima. Tetapi pengakuan tuan yang memberatkan

budak itu diterima karena alasan yang kami sebutkan. Apabila dampak

hukumannya adalah potong tangan dan kewajiban harta, lalu budak

mengakuiny4 maka ia wajib dikenai hukuman potong tangan, tetapi tidak

ada kewajiban harta. Baik harta yang diakuinya dicurinya itu masih ada atau

sudah rusak di tangan tuannya atau di tangan budak tersebut.

Ahmad berpendapat mengenai seorang budak yang mengaku mencuri

beberapa dirham di tangannya dari seseorang, dan orang tersebut

mendakwanya demikiaq namun tuarurya mendustakan orang tersebut maka

dirham itu milil tuannya dan budak tersebut dipotong tanganny4 danhal itu

ditindak-lanjuti sesudah kemerdekaannya. Syaf i memiliki dua pendapat

mengenai kewajiban harta dalam kasus ini. Dimungkinkan tidak waj ib potong

tangan, karena kasus tersebut samar sehingga hukuman potong tangan itu

dihindari karena kesamaran tenebut lantaran potong tangan adalah hukuman

yang dihindari lantaran ada kesamaran-kesarnaran. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah. Hal itu karena benda yang diakui budak bahwa ia mencurinya itu

tidak tidak dihukumi sebagai barang curian, sehingga tidak ditetapkan

hukumanpotongt^ngan

Apabila budak mengakui perbudakannya bukan milik orang yang

menguasainya, maka pengakuannya tidak diterima, karena pengakuan

ne Ja'ifah adalah menusuk hingga ke rongga perut, dan ma 'Eumah adalah melukai
hingga ke bagian atas kepala.



terhadap perbudakan adalah pengakuan terhadap hak milik, sementara

pengakuan budak tidak diterima dalam kondisi apapun. Karena seandainya

kita menerima pengakuannya, maka kita akan merugikan tuannya.

Seandainya budak itu mau, maka dia bisa saja mengakui hak bagi selain

tuanny4 sehingga kepemilkannya batal.

Apabila tuan mengakui budak itu milik seseorang, sementara budak

mengaku sebagai milik orang lain, makadiamenjadi milik orangyang diakui

tuannya, karena dia berada di tangan tuannya, bukan berada di tangannya

sendiri. Juga karena seandainya tuan tersebut mengakuinya sendiri, maka

ituditerima.

Seandainya budak mengakui sendirian, maka pengakuannya tidak

diterima. Kalau pengakuannya sendirian itu tidak diterim4 lalu bagaimana

pengakuan diterima ketika bertentangan dengan pengakuan tuannya?

Seandainya pengakuan budak diterim4 maka pengakuan tuan tidak diterim4

seperti dalam kasus fuadddanpidana sengaja.

Adapun budak mukntab, hukumnya seperti orang merdeka dalam

hal keabsahan pengakuannya. Seandainya dia mengakui perbuatan pidana

tak-sengaja, maka pengakuannya itu sah. Apabila dia tidak mampu

membayar dend4 maka dia dijual unhrk membayar denda apabila tuannya

tidak menebusnya. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa dia diminta
berusaha untuk menebus kemerdekaannya. Apabila dia tidak mampu, maka

pengakuannya terhadap pidana tidak-sengaja tersebut batal, baik dia telah

membayar dendanya atau belum membayar dendanya. Pendapat yang

diriwayatkan dari Syaf i adalah seperti pendapat kami. Tetapi pendapat lain

diriwayatkan dari Syaf i bahwa kondisi budak itu diperhatikan. Apabila ia

mampu membayar dend4 maka pengakuan itu berlaku Apabila tidak mampu,

maka pengakuannya batal.

Memrrut kami, itu adalah pengakuan yang berlaku baginya dalam

kondisi sebagai budak mukata6, sehingga pengakuan tersebut tidak batal

karena ketidakmampuanny4 sama seperti pengakuan terhadap utang. Dan

menurut Syaf i, budak mukntab itu ada di tangannya sendiri (mandiri),
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sehingga pengakuannyaterhadap perbuatan pidana hukumnya sah, sama

seperti orangmerdeka

Pasal: Pengakuan terhadap setiap orang yang ditetapkan

memiliki hak itu sah hukumnya. Apabila seorang mengakui hak budak

berupa pemikahaa atau qishaslq atau sanksi tuduhan zin4 maka pengakuan

tersebut sah, baik tuannya membenarkannya atau mendustakarurya. Karena

hak itu adalah milikqa" bulcn milik tr:annya Dia berhak menuntutrya atau

memaafkanny4 sementara tuannya tidak berhak unhrk menuntutnya dan

memaafl<annya- Apabilabudak tersebut mendustakanny4 maka pengakuan

itutidakditerima-

Apabila seseomng mengakui budak memiliki hak harta, maka

pengakuan tersebtrt hkumnya sah dan harta tersebut milik tuanny4 karena

tangan budak itu seperti tangan tuann1a. Para sahabat Syaf i mengatakan,

"Apabila kita mengatakan bahwa budak itu berhak memiliki hartz,maka

pengakuan untuknya itu sah- Apabila kita mengatakan bahwa budak tidak

berhak memiliki hartq maka pengakuan tersebut adalah untuk tuannya,

dimana ia berlaku apabila tuannya membenarnya, dan batal apabila ia

menolaknya."

Apabila budak mengakui hak bagi binatang atau rumah, maka

pengakuannya tidak sah, dan itu batil, karena benda tersebut tidak memiliki

harta dan tidak memiliki tangan. Apabila budak mengatakan, "Aku
menanggung kewajiban akibatbinatang ini," maka itu bukan pengakuan bagi

seseorang. Juga karena dia tidak menyebut orang yang diakuinya haknya,

padahal di antara syarat sahnya pengakuan adalah menyebut nama orang

yang diakui haknya Apabila dia mengatakan,'?emilik bintang in atau Zaid

memiliki hak padakub€rupauang sebesar seribu lantaranbinatang ini," maka

pengakuan tersebut sah. Apabila dia mengatakan, "Disebabkan anak yang

dikandung binatang ini," maka pengakuannya tidak sah karena anak hewan

dalam kandungan tidak mungNin mengakibatkan sesuatu.
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Pasal: Apabila seseorang mengakui hakharta bagi bayiyang
dikandung seorang perempuan, dan ia menghubungkan hak harta ifu
dengan warisan atau wasiat, maka hukumnya sah, dan harta tersebut
milik anak yang dikandung. Apabila dia tidak menyebut keterimgan apapur!
makaAbuAbdullah bin Hamid berpendapat bahwa hukumnya sah. hi adalah
pendapat yang paling benar di antara dua pendapat Syaf i. Karena bayi
yang dikandung itu boleh memiliki dengan cara yang sah, sehingga pengakuan
yang mutlak baginya itujuga sah, seperti anak yang sudah dilahirkan. Atas
dasar itu, apabila perempuan tersebut melahirkan anak laki-laki atau
perempuan, maka harta dibagi separoh-separoh di antara keduanya. Apabila
hak hafia itu dinisbatkan kepada warisan atau wasia! maka dibagi di antara
keduanya sesuai hak masing-masing atas warisan atau wasiat tersebut.

Abu HasanAt-Tamimi berkata, '?engakuan tidak sah kecuali orang
yang mengaku ifu menghubungkannya dengan warisan atau wasiat.,'Ini
merupakanpendapatAbuTsaur, dan pendapat kedualmam syaf i. Karena
tanpa warisan dan wasia! anak yang dikandtrng itu tidak memiliki.

Apabila perempuan tersebut melahirkan anak dalarn keadaan mati,
dan pengakuan itu dinisbaflran kepada warian atau wasiaf maka harta kembali
kepada ahli waris pemberi wasiat dan orang yang diwarisi anak tersebut.

Apabila dia memberi pengakuan secara mr-ilrak (tidak menghubungkan
dengan suatu sebab), maka ia dibebani untuk menjelaskan sebabny4 lalu
perkataannya itu diberlakukan. Apabila dia tidak bisa memberi penj elasan
karena meninggal dunia atau sebab yang lain, maka pengakuannya batal,
seperti seandainya dia mengakui hak bagi seseofturg sedangkan ia sendiri
tidak tahu siapa yang dimaksudnya dengan pengakuan itu.

Apabila dia menghubt'rgkan hak yang diakui itu dengan sebab yang
tidak benar dengan mengatakan, *Bayr yang dikandung ini memiliki hak
padaku berupa uang seribu yang dipinjamkannya kepada, atau titipan yang
aku ambil dariny4" maka menurut pendapatAt-Tiamimi pengakuan tersebut

batal. Tetapi menurut pendapat Ibnu Hami4 seyogianya pengakuannya itu
sah. Pengakuan tersebut tidak satr karena ia menyambung pengakuan itu
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dengan keteranganyang menggugurkanny4 sehingga apa yang disambungnya

itumenjadi gugur. Seperti seandainyadiamengatakan, "Bayi dalam kandungan

ini memiliki hak padaku seribu yang tidak wajib bagiku."

Apabiladiamengatakan, "Baf dalam kandungan ini memiliki hak

padaku uang seribu yang kuberikan kepadanya," atausemacam itu, maka

itu adalahjanji yang tidak diberlakukan.

Pengakuan bagi bayi yang dikandung itu tidak satrkecuali diyakini

bahwa ia telah ada pada saat pengakuan diberikan, sebagaimana telah kami

jelaskanditempatnya.

Apabila seseorang menetapkan sesuatu untuk masjid, tempat kerja,

ataujalan, dan dia menghubungkannya dengan sebab yang benar, seperti

mengatakan, 'H* tersebut bersumber dari harta wakaf," maka sah

hukumnya. Tetapi apabila dia tidak menyebutkan sebabnya, maka dapat

diterapkan kepada pendapat di atas.

849. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang

mengakui sesuafu lalu dia mengecualikan sesuatu yang tidak sejenis,

makapengecualiannyaitu batal. Lain halnya jika dia mengecualikan

dinar dari dirham, atau dirham dari dinar.'n

Ada dua pasal dalam masalah ini . Pertama, tidak sah pengecualian

dalam pengakuan dari yang tidak sejenis. Pendapat ini dikemukakan oleh

ZufardanMuhammad bin Hasan. NamunAbuFlanifah mengatakan,'Apabila

dia mengecualikan sesuatu yang bisa ditimbang atau ditakar, maka

diperbolehkan. Apabila dia mengecualikan seorang budak atau pakaian dari

barang yang ditakar atau ditimbang, makatidak diperbolehkan." Sedangkan

Matik dan Syaf i berkata '?engecualian dari yang tidak sejenis secara mutlak

itu diperbolehkan, karena pengecualian tersebut terdapat dalam Al Qur'an

dan bahasaArab. Allah berfirmaru

"Dan (ingatlah) ketiko Kami berfirman kepada para maloikat,

'sujudlah kamu kepada Adam,'maks sujudlah mereka kecuali iblis."
(Qs.AlKahfi [8]: s0)
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Allah juga berfirman, "Mereka tidak mendengar di dalamnya

perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulknn

dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. " (Qs. Al Waaqi'ah

156l:25,26)

Menurut kami, istitsna' atzupengecualian adalah mengalihkan lafazh

dengan partikel pengecualian dari apa yang ditunjuldrkannya seandainya tanpa

partikel tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa istitsna' adalah

mengeluarkan sebagian dari apa yang tercakup mustatna minhu
(dikecualikan darinya). s edangkan pengecualian tak-sej enis tersebut tidak
tercakup di dalarn psmbicaraan. Apabila seseorang rnenyebutrya, maka dia

tidak mengalihkan pembicaraan dari arahny4 dan bukan pengecualian dari

cakupan umumnya, sehingga itutidak disebut istisna'.Ia disebut istitsna'

secara tidak tepat, padahal maksudnya adalah istidrak (pembetulan), dan

katailla di sini berarti lakin (tetapi),bukankecuali. Demikianlah pendapat

para ahli Bahasa Arab. Di antara mereka adalah Ibnu Qutaibah, dan

dituturkan dari Sibawaih. Istidrakttdakada kecuali sesudahj afudftalimat
negatif). Karenaitu"pengecualiantak-sejenisdidalamAlQur'antidakdisebut

kecuali sesudah kalimat negatif, dan tidak disebutkan kalimat positif
sesudahnya kecuali ada kalimat sempuma sesudahnya.

Apabila hal ini telah diterim4 maka tidak ada tempat b agi istidrak dr

dalam pengakuan, karena pengakuan adalah untuk menetapkan objek yang

diakui. Apabila dia menyebutkan istidrak sesudah pengakuan, maka

pengakuan itu batal. Apabila dia menyebutkan istidrak sesttdahkalimat yang

sempurna, seperti mengatakan, "Ia memiliki hak padaku sebesar seratus

dirham, kecuali pakaianyang menjadi hakkupadany4" maka itu berarti dia

mengakui sesuatu sekaligus mendakwakan sesuatu selain yang diakuiny4
sehinggapengakuannyaditerimadan batal, seperti seandainya

dia menyatakan hal tersebut secara gamblang tanpa menggunakan kata

istitsna'.

Adapun firman Allah, "Maka sujudlah merekn kecuali iblis,"
sesunggulurya iblis itu termasuk golongan malaika! dengan dalil bahwaAllah
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tidak menyuruh sujud selain mereka. Seandainya iblis bukan termasuk

golongan malaikat, maka dia tidak diperintah sujud dan tidak dianggap

bermaksiat saat menolak st{ud- Allah pasti tidak berfirman tentangny4 " Maka

ia mendurhalai perintah Tuhannya. " (Qs. Al Kahfi [ 1 8] : 50) Allah pasti

juga tidak berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud

(kepada Adam) di waHu Aku menyuruhmu? " (Qs. Al A raaf [7]: 12)

Kalau iblis tidak diperintahkan, lalu mengapaAllah menjatuhkannya ke bumi,

padahal Allah tidak menyuruh sujud kecuali malaikat. Apabila mereka

mengatakan bahwa perintah itu mencakup malaikat dan siapa saj a yang

bersama mereka, sehingga ia mencakup iblis karena ia bersama mereka,

maka kami katakan bahwa argumen mereka itu gugur. Karena manakala

iblis tercakup dalam mutatsna minhu dandiperintahkan sujud, maka itu

adalah pengecualian yang sejenis. Hal ini jelas bagi orang yang berpikir

objektif.tso

Ito Menurut say4 argumen ini terbantah olehAl Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW,

dan ucapan para sahabat. Di dalam Al Qur'an Allah berfirman, "Kecuali iblis. Dia
adalah dari golongan mengizinkan " (Qs. Al Kahfi [8]: 50) Para malaikat tidak
menyombongkan diri, tetapi iblis itu menyombongkan diri sebagaimana dalam firman
Allah, "Kecuali Iblis; ia enggan dan takabur " (Qs. Al Baqarah l2l: 3$ Selain itu,
para malaikat diciptakan dari cahaya" sedangkan jin dari api diciptakan sebagaimana

firman Allah, "Dari api yang sangat panas" (Qs.Al Hijr $51:27) Sebagaimaan
perkataan jin sendiri yang diterangkanAllah di dalamAl Qur'an, "Saya lebih baik
daripadanya: Engkau ciptakan soya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari
tanah. " (Qs. Al N raat (7): 12)

Adapun di dalam Sunnah terdapat riwayat yang shahih bahwa Nabi SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan malaikqt dari cahaya, menciptakan
jin dari api yang sangat panas, dan menciptakan Adam dari apa yang telah
dijelaskan kepada kalian. "

Asy-Syaukani dalam kitab Fath Al Qadir (1197,98) menyatakan, "IbnuAbi Hatim
meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dia berkata, "Allah mengawali

penciptaan iblis dengan watak kufur dan sesat, lalu ia mengerjakan amalan malaikat,
lalu dia kembali kepada kekafiran sebagaimana diciptakan pertama kali. Allah berfirman,
"Ia termasuk golongan orang-orang yang lafir " Saat menjawab pertanyaan yang

tertera dalam kitab Majmu'Al Fatawa (4/346),Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa

ketikaAllah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadaAdam, tidak satu syetan

pun yang termasuk golongan yang diperintah untuk sujud. Tetapi, bapak mereka,

iblis diperintah untuk sujud, namun ia menolak dan membangkang. Sebagian ulama
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Atas dasar itu, apabila seseorang mengatakan, "Iamemiliki hak seribu

dirham padaku kecuali satu pakaiarq" maka dia menanggung seribu dirham,

sedangkan yang dikecualikan gugur. Sama seperti dia mengatakan,"Ia

memiliki hak padaku sebesar seribu dirham, tetapi aku memiliki hak padanya

berupa sepotong pakaian."

P asal kedua, apabila seseorang mengecualikan dinar dari dirham, atau

mengecualikan dirham dari dinar, maka para sahabat kami befteda pendapat

mengenai keabsahannya. Abu Bakar Abdul Azizberpendapat bahwa

pengakuan tersebut tidak sah sesuai alasan yang kami j elaskan. Ini menrpakan

pendapat Muhammad bin Hasan. Ibnu Abu Musa berkata, "Ada dua

pendapat di dalamnya." SementaraAl Khiraqi memilih pendapat yang

menyatakan sah. Karena nilai salah satunya dapat diketahui dari yang lain,

dan salah satunya dapat digunakan unhrk menetapkan nilai yang lain. Kalena

satu kaum menyebut sembilan dirham dengan satu dinar, dan kaum yang lain

menyebut delapan dirham dengan satu dinar.

Apabila seseorang mengecualikan salatr satunya dari yang lain, maka

diketahuibahwaiaberrnaksud salahsatunlrauntukmenentulgn

nilai yang lain Apabila seseorang mengatakan, "Aku punya tanggungan satu

dinar kecuali tiga dirham" di satutempat dinama satu dinar diharyai sembilan

dirham, maka itu berarti dia memiliki tanggungan sebesar sembilan dirham

kecuali tiga dirham. Manakala suatu pengakuan dapat diarahkan kepada

makna yang benar, maka pengakuan tersebut tidak boleh dianulir. Pengakuan

itu dapat menggrurakan cara seperti ini, sehingga wajib dibena*an.

Abu Khaththab berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat antara dinar

dan dirham, serta selain keduanya. Keabsahan pengecualian salah satunya

menganggap iblis termasuk malaikat karena ia tercakup dalam perintah sujud, namun
sebagian yang lain menganggapnya tersebut mengizinkan karena ia memiliki kabilah
dan keturunan. Juga karena dia diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan
dari cahaya.

Kesimpulannya, iblis termasuk golongan malaikat dari segi bentukny4 tetapi bukan
termasuk mereka dari segi asal-usul penciptaan dan keserupaannya. Tidak ada satu

malaikat pun yang menolak sujud kepadaAdam, baik Jibril, Mika'il, atau selainnya.
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dari yang lain itu menisbatkan keabsahan pengecualianpakaian dan selainnya-

Kami telah menyebutkan perbedaannya, dan kedua pendapat itu dapat

disatukan dengan menakwilkan pendapat yang menyatakan sah dengan

kondisi ketika salah saftrrya digunakan untuk mengungkapkan yang lain,

atau salah satunya dapat diketahui nilainya dari yang lain; danpendapat yang

ditatavili dengan kondisi ketika hal tersebut tidak ada.

Pasal: Seandainya seseorang menyebut safu macam dari satujenis

dan mengecualikan macam yang lain dari jenis yang sama, seperti dia

mengatakan, "Ia memiliki hak padaku sepuluh keranjang kurma banani

kecuali tiga kurma ma'qali," maka hukumnya tidak boleh sesuai alasan yang

telah kami paparkan pada pasal pertama. Ia berbeda dengan dinar dan

dirham, karenanilai salah satumacam itutidak diketahui dari macam yang

lain, dan salah satunyatidak bisa digunakan unhrk menyebut yang lain. Tetapi

mentrut pendapatAl Khiraqi dimungkinkan boleh karena dekatnya malaud

dari dua macam tersebut, sehingga keduanya seperti dinar dan dirham.

Namun, pendapat yang pertama lebih benar, karena alasan yang benar pada

dinar dan dirham tidak demikian.

Pasal: Adapun pengecualian sebagian barang yang tercakup

dalam mustatsnu minhu itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan

pendapat yang kami ketahui, karena yang demikian itu digrrnakan dalam

bahasa sehari-hari, dan juga dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah. Allah

berfirman, "Makn ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima

puluh tahun. " (Qs. Al'Ankabuut [29]: A)

Allah juga berfirmarr, "Mako bersujudlah paro malaikat itu

semuqnya bersama-sama, kecuali iblis. " (Qs.Al Hijr [5]: 30, 31)

Nabi SAW benaMa tentang orang yang mati syahid, " Seluruh dosa-

dosanya dilebur kccuali utang. "rsr

r8r HR. Muslim dalam kitab 1n arah(3/1501,1502,119, 120), Tirmidzi (3/1712),
Nasa'i (6/34, 35), Ahmad dalarn Musnad-nya (2/308, 330, 3 /3 52, 37 3).
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Kalimat seperti ini banyak terdapat dalamAl Qur'an dan Sunnah,

serta dalam perkataan Arab.

Apabila seseorang mengakui sesuatu dan mengecualikan darinya,

maka itu berarti dia mengakui sisanya sesudah pengecualian. Apabila dia

mengatakan, "Ia memiliki hak padaku seratus kecuali sepuluh," maka itu

berarti dia mengakui sembilan puluh, karena pengecualian itu menghalangi

masuknya sesuatuke dalam lafazll dimanatanpapengecualian sesuafu masuk

ke dalamny4 karena seandainya sesuatu itu masuk, maka tidak mungkin

dikeluarkan. Seandainya seseorang mengakui sepuluh yang dikecualikan,

maka penyangkalannya tidak diterima. firman Allah, " Maka ia tinggal di
antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun" maksudnya adalah

sembilan ratus lima puluh. Jadi, pengecualian itu menjelaskan bahwa lima

puluh tahun yang dikecualian itu bukan yang dimaksud. Sebagaimana

talrhshish (pengkhususan) menj elaskan bahwa apa y angdikhususkan itu
bukan yang dimaksud dari redaksi yang umum.

Apabila dia mengatakaq' I(ecuali sepertigany4 atau seperemp aftry 4"
maka hulcwnnya sab, dan ituberarti dia mengakui sisa sesudahpengecualian.

Apabiladia "Rumah-rumahinimilikzaidkecualirumahini,"

maka itu berarti dia mengakui selain nrnah yang disebut belakangan. Begitu

pula apabila dia mengatakan, 'Rumalr-rumah ini milikny4 sedangkan r.umah

ini milikkrf" maka pengakuantersebut sahjug4 karena kalimat ini memiliki

arti pengecualian, karena dia mengecualikan sebagian yang tercakup dalam

lafazh pertama dengan kalimat yang bersambung. Apabila dia mengatakan,

"Budak-budak ini miliknya kecuali yang ini," maka hukumnya sah, dan itu

berarti dia mengakui budak-budak selain yang disebut belakangan.

Apabila dia mengatakan, "Kecuali satu," maka hukumnya sah, karena

pengakuan dalam keadaan tidakjelas itu hukumnya sah, sehingga sah pula

pengecualian darinya. Penentuan budak yang dikecualikan itu dikembalikan

kepadany4 karena hukum terkait dengan perkataanny4 dan dia sendiri yang

lebih mengetahui maksud perkataannya. Apabila ia menunjuk budak-budak

selain yang dikecualikan, maka hukumnya salr, dan sisanya menj adi miliknya
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Apabila budak-budak tersebut meninggal kecuali satu budak, lalu dia

mengatakan bahwa budak yang satu itulah yang dikecualikannya, maka

perkataannya diterima. Pendapat ini dikemukakanAl Qadhi dan merupakan

salah satu dari dua pendapatparasahabat Syaf i. NamunAbu Khaththab

bahwa dalam salah satu dari dua pendapat mengatakan bahwa perkataannya

tidak diterima" dan inilahpendapat keduapara sahabat Syaf i. Karena dengan

perkataan ini, dia telah membatalkan selunrh pengakuan. Namun pendapat

yang benar bahwa perkataannya diterima, karena penjelasannya tentang

pengecualian sewaktubudak-budak hidup itu diterima dengan alasan yang

ada sewaktu budak-budak tenebut telah meninggal, sehingga perkataannya

diterima, sama seperti pada waktu budak-budak tersebut masih hidup. Ini

bukanmenganulir melainkantidakmungkinmenyerahkanobjek

yang diakui karena telah rusak, bukan karena alasan yang kembali kepada

penafsiran. Sehingga serupa seandainya dia telah menenhrkan budak yang

dikecualikan pada waktu budak-budak itu hidup, lalu budak yang

dikecualikan itu meninggal sesudah ditunjuknya

Apabila seluruh budak terbunuh kecuali satu, maka penjelasannya

tentang sisa budak yang dikecualikarurya itu diterimamentrut satu pendapat.

Apabila seluruh budak terbunuh, maka dia berhak memperoleh nilai salah

seorang budak, dan penjelasannya dikembalikan kepadanya.

Apabila dia mengatakan, "Aku menganrbil budak-budakmu itu tanpa

izin, kecuali satu budak," lalu mereka semua meninggal kecuali satu budak,

maka penjelasannya tentang budak yang satu itu diterima menurut satu

pendapat. Karena orang yang diakui haknya itu berhak atas nilai budak-

budak yang meninggal, sehingga penafsiran tentang yang tersisa tersebut

tidak mengakibatkan gugurnya pengakuan, berbeda dengan kasus

sebelumnya-

Pasal: Hukum pengecualian dengan seluruh partikel
pengecualian itu sama seperti hukum pengecualian dengan partikel

illa (kecaati). Apabila seseorang mengatakan, "Iamemiliki hak padaku
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sepuluh dirham selain satu dirham," maka itu berarti ia mengaku sembilan

dirham. Kata yang biasanya digunakan sebagai partikel pengecualian dalam

bahasaArab adalah laisa (bukan), khala (melainkan), 'ada (diluar), ma

khal a (kecuali), m a' ada ftecuali) I a yalatnu (tidak), dan, ghair a (bukan)

dengan fa t h a h p ada r a' . B lIa dib ac a gh a i r u dengan dh am m a h, m aka ia

menj adi sifat, sehingga maksudnya adalah ia mengakui sepuluh dirham, bukan

pengecualian. Karena kalau untuk pengecualian, maka harus drbacafathah

pada ra ' . Ini berlaku bagi orang yang memahami bahasaArab secara fasih.

Apabila dia tidak memahaminy4 maka maksudnya adalah sembilan dirham,

karena secara lahiriah maksudnya adalah pengecualian, tetapi ia membacanya

dengan dhammah karena tidak memahami bahasa Arab, bukan
memaksudnya sebagai sifat.

Pasal: Pengecualian tidak sah kecuali bersambung dengan

kalimat utamanya. Apabila dia berdiam dalam jangka waktu yang

memungkinkannya trnhrk berbicara, atau ia memi sah arftan mustatsna dan

mustatsna minhu denganpembicaraan yang tidak terkai-L maka pengecualian

tidak sah, karena apabila ia diam atau beralih dari pengakuannya kepada

sesuatu yang lain, maka apa yang diakuinya itu telah mantap hukumnya

sehingga tidak terhapus. Berbedajika iamembuatpengecualian dalam kalimat

utam4 maka apayang diakuinya itutidak ditetapkanhukumnya sampai selesai

pembicaraannya. Pada kalimat tersebut terkait hukum pengecualian, syarat,

sambung, badal Q<eteranganpengganti) dan semisalnya.

Pasal: Pengecualian terhadap seluruh objek yang diakui itu
hukumnya tidaksah tanpa ada perbedaan pendapat karenapengecualian

adalah menghapus sebagian yang tercakup lafazh,sedangkan pengecualian

terhadap seluruh objek itu berarti menghapus keseluruhannya. Seandainya

pengecualian tersebut sah, maka seluruh pembicaraan menjadi sia-sia dan

tidakberguna.

Apabila seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku satu dirham

dan satu dirham kecuali satu dirham, atau tiga dirham dan dua dirham kecuali
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dua dirham, atau tiga setengah dirham kecuali setengah dirham, atau kecuali

satudirham,atautujutrptrluhdanlimakecualilimadfuham,"makapengecualian

tersebut tidak sah, dan apa yang diakuinya sebelum pengecualian itu menjadi

wajib baginya. Ini adalah pendapat Syaf i, dan inilah yang ditunjukkan oleh

madzhab Abu Hanifah. Namun, ada pendapat lain bahwa pengecualian

tersebut sah, karena kata sambtng "dan" itu menyahrkan dua bilangan dan

menjadikan duajumlah itu seperti satujumlah. Menurut dasar ketentuarmy4

apabila pengecualian disusul dengan beberapa kalimat yang sebagiannya

tersambung dengan sebagian yang lain dengan partikel "dan", maka

pengecualian itu tertuju kepada selunrh kalimat Seperti pendapat kami tentang

firman Allah, "Dan janganlah ksmu terima kesaksian mereka buat

s el am a-lamanya. D an me reka itul ah orang-orang y ang fas ik. Ke cual i
orang-orang yang bertobat sesudah itu." (Qs. An-Nuur [24]: 4, 5)

Pengecualian di sini kembali kepada dua kalimat. Jadi, maksudnya adalah

apabila orang yang menuduh zina itu bertaubat, maka kesaksiannya diterima.

Padanannya adalah sabda Nabi SAW, "Janganlah seseorang itu

mengimami orang lain di kerajaannya, dan janganlah dia duduk di

tempat kehormatannya, kecuali dengan s eizinnya. "

Namrur pendapat yang pertama lebih kuat (tidak sah), karena partikel

"dan" itu tidak mengeluarkan pembicaraan dari komposisinya dua kalimat,

dimana hanya pengecualian menghapus salah satunya Hal ini tidak memiliki

padanan dalam bahasa mereka. Juga karena sahnya pengecualian itu

menjadikan salah satu kalimat itu sia-sia dengan adanya pengecualian.

Sementara dalam kasus yang kita bahas ini, orang yang mengakui itu

menetapkan sesuatu dengan lafazh tunggal, kemudian ia menghapus

seluruhnya, sehinggapengecualian tersebut tidak sah. Seperti seandainya ia

mengecualikan dari satu kalimat, sedangkan ia tidak tersambung dengan

kalimatyanglain.

Mengenai ayat dan khabar di atas, pengecualian di dalamnya tidak

meniadakan salah satu dari dua kalimat. Melainkanmengecualikan dari kedua

kalimat secara bersama-sama orang yang memiliki suatu sifat. Padanannya
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dalam bahasa sehari-hari adatah, "siapa saja yang datang, maka izinkan dia
masuk dan beri dia uang satu dirham, kecuali fulan." Sedangkan padanan
masalah yang kita bahas sekarang adalah, "Muriakanl ahzaid.danAmr,
kaualiAmr."

Apabila seseorang mengatakan,'Dia memiliki hak padaku dua dfuharn

dan tig4 kecuali dua dirham," maka hukumnya tidak sah. Hal itu karena dia
meniadakan kalimat pertama seluruhny4 sehingga seperti dia mengatakarg
'Muliakanlah Taid dan Amr,kecuali Zaid. "

Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku tiga dirham dan
tiga dirham kecuali dua dirhar4" maka b€rlaku dua sisi pendapat di dalamny4
karena dia mengecualikan bagian yang paling besar sesudahnya" dimana
pengecualian terhadap bagian itu tidak sah, sama seperti pengecualian
terhadapkeselunrhan.

Pasal : Apabila seseorang membuat pengecualian sesudah
pengecualian dan menyambung yang kedua dengan yang pertama,
maka yang kedua itu ditambahkan atau dinisbatkan kepada yang
pertama,Apabila dia mengafakaq'Dia memiliki hak padaku sepuh{ kecuati
tiga dan kecuali dua dirham," maka itu berarti dia mengecualikan lima dan
menyisakan lima Apabilapengecualianyang keduatidak disambung dengan
yang pertam4 maka itu adalah pengecualian terhadap pengecualian, dan itu
diperbolehkandalam bahasa- Di dalamAl eur'anAllahberfirmaq " Mereka
menjawab, 'Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
Irecuali Luth b es erta pengikut -pengilcutnya. se sungguhnya Kami akan
menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya, Kami telah
menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang
tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya). ,, (es.Al Hijr
F5l: 58-60) Apabila kalimat diawali dengan bentuk positif, maka
pengecualian yang pertama berbentuk negatif dan yang kedua berbenhrk
positif. Apabila dia membuat pengecualian yang ketiga, maka itu adalah
penafian dimana masing-masing pengecualian kembali kepada kalimat
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sesudahnya. Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

sepuluh kecuali tiga kecuali satu dirham," maka itu berarti dia mengakui

delapan dirham, karena dia menetapkan sepuluh dirham, kemudian

meniadakan tiga dirham, kemudian menetapkan satu dfuham . DaIi tiga dirham

yang ditiadakan itu tenisa dua dirham yang dikecualikan dari sepuh:l1 sehingga

tersisa delapan. Kami akan merinci penjelasan ini dalam masalah pengecualian

terhadap bagian terbanyak

Pasal : Apabila seseoftmg mengatakarL "Ia memiliki rumah ini sebagai

hibah, atautempat tinggal, ataupinjaman," maka itu adalahpengakuan

terhadap apa yang diubah kalim atnya,bukan pengakuan terhadap rumah.

Karena dengan bagian terakhir dari kalimatnya, dia menghapus sebagian

yang tercakup di awal kalimat, sehingga sah htrkrrnnya- Seperti dia mengakui

suatu jumlah dan mengecualikan sebagiannya.

Al Qadhi dalam kasus ini menyebutkan satu pendapat bahwa

hukumnya tidak sah, karena itu adalah pengecualian yang tidak sejenis.

Sebenamy4 ini bukanpengecualian, melainkan 6 adol Setewryan

dan itu berlaku dalam bahasaArab. Kalimat semacam ini disebut badal

isytimal, yaitu mengganti sesuatu dengan sebagian yang tercakup dalam

sesuatu tersebut. Misalnya firman Allah , " Merekn bertanya kepadamu

tentang bulan Haram, (mal<sudnya) berperang pada bulan Haram-

Kataknnlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. "' (Qs. Al

Baqarah 12] 217) Jadi, kata' berperang' menggantikan kata' b ul an' yang

di dalamnya tercakup peperangan.

Allah juga mengabarkan perkataan Musa, "Dan tidak ada yang

melupalrnn aku untuk menceritaknnnya kecuali syetan. " (Qs.Al Kahfi

[1 8] : 63) Maksudny4 syetan melupakannya untuk mengingafirya.

Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki rumah ini sepertiganya, atau

seperempabry4" maka sah hukumny4 dan itu berarti dia mengakui sebagian

yang menggantikan keseluruhannya. Kalimat ini disebut badal al-ba'dh

(mengganti dengan sebagiannya), bukan is t it s na', seperti firman Allah,
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"Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit
(daripadanya), (yaitu) s eperduonya. " (Qs. Al Muzzammil [7 3]: 2-3) Juga

seperti firman Allah, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia

terhadap Allah, yaitu (bagi) orqng yang sanggup mengadakan

p erj al anan ke B aitull aft . " (Qs. Aali' trmraan I3l: 97)

B adal memiliki makna pengecualian karena ia mengeluarkan dari

pembicaraan sebagian yang tercakup di dalamnya seandainya tanpa

pengecualian tersebut. Tetapi badal berbda dengan istitsna' dimana badal

boleh mengeluarkan lebih dari separotr" dan bahkan boleh mengganti sesuatu

denganyang lain apabilatercakup di dalamnya. TidakkahAnda melihatbahwa

Allah mengganti sehnuhmanusia denganyang mampumengadakanperjalanan

haji saja, padahal jumlah mereka kurang dari separoh manusia; danAllah

mengganti Bulan Haram dengan peperangan di dalamnya, padahal Bulan

Haram itu berbeda dengan peperangan?

Ketikaseseorangberkata "Rumahinitempattinggalatau

pinjamam," maka berlaku hukum menempati rumah danpinjaman; dia tidak

bolehmenempatkanoranglaindi danmengembalikanapayang

dipiqiarnnyd-

850. Masalah: Abu Qasim berkata, "Barangsiapa yang didalwa
sesuatu, lalu dia mengatakan, t'Dia memiliki hak padaku dan aku

telah membayarnyar" maka itu bukan pengakuan."

IbnuAbi Musa menuturkan batrwa ada dua pendapat dalam masalatr
'ui. Pertamo, per{<ataan tenebut tidak disebut pengakuan. Pendapat ini dipilih

Al Qadhi. Ia berkat4 "Aku tidak menemukan riwayat pendapat dariAhmad

selain ini." Ke dua, diamengakui hak dan mengklaim telah membayamya,

sehingga harus mengajukan bukti tentang pembayaran. Kalau tidak, maka

orang yang berpiutang padanya bersumpah dan mengambil hak. Pendapat

ini dipilih olehAbu Khaththab, danmerupakanpendapatAbu Flanifalr, karena

dia mengakui utang dan mengklaim pembayaran, sehingga klaimnya tidak

diterima. Seperti dia mengklaim pembayaran dengan kalimat yang terpisatr.
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Juga karena dia menidakan selunrhyang ditetapkanny4 sehingga ucapannya

itu tidak diterim4 sama seperti pengecualian terhadap keseltruhan. Imam

Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua madzhab tersebut. Sementara

alasanAl Khiraqi adalah bahwa ucapan tersebtrt bersambung, dimungkinkan

benar dan tidak mengandung kontradiksi, sehingga wajib diterima seperti

pengecualian terhadap sebagian. Ia berbeda dengan pemyataan yang

terpisa\ karena hukum pemyataan yang pertama telah tetap dengan diamnya

ia terhadapny4 sehingga tidak bisa dihapus sesudah hukum itu tetap. Karena

itu, sebagiannya tidak bisa dihapus, baik dengan pengecualian atau

sebagiarurya Sedangkan klaim yang keluar sesudahnya adalah klaim yang

berdiri sendiri, tidak diterima kecuali dengan bukti. Adapun pengecualian

terhadap keseluruhan itu kontadiktif, karena tidak mungkin seseorang itu

benrtang seribu tetapi tidak menanggung apapun.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku

sebesar seratus, dan aku telatr membayar lima puluh di antaranya," maka

hukum yang berlaku seperti hukum yang berlaku dalam kasus ketika

mengatakan, "Aku telah membayar seluruhnya" Apabila seseorang berkata

kepadany4 "Aku pwrya hak padamu sebesar seratus," lalu dia mengatakan,

"Aku telah membayannu lima puluh," maka menurut Al Qadhi dia tidak

dianggap mengakui suatu hal<, karena lima puluh yang disebutrya bahwa dia

telah membayarkannya itu tidak menghalangi lima puluh yang tersisa. Ini

adalah kliam terhadap pembayaran, sementara sisa dari seratus itu tidak

disinggungnya- Ucapan "darinya" dimungkinkan maksudnya adalah dari yang

didalcwakannya Dimungkinkan dari dari yang ditanggungny4 sehingga tidak

ada suatu kewajiban apapun dengan kalimat yang interpretatif. Sementara

menurut pendapat ulama yang berpegang pada riwayat kedua, dia

menanggung lima puluh yang diklaim telah dibayamy4 karena klaim telah

membayar itu secara eksplisit mengandung pengakuan bahwa dia berutang

limapulutu sehinggaklaim telatr membayar itu tidak diterimatanpa ada bukti.

Pasal : Apabila dia berkata, "Dahulu dia memiliki hak padaku
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sebesar seribu," Ialu diam, maka hak seribu itu ditetapkan menurut

pendapat yang kuat para sahabat kami. Ini juga merupakan pendapat

Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Syaf i. Sedangkan dalam

pendapat yang lain Syaf i berkata, "Iatidak menanggung apapun, dan ini

tidak disebut pengakr:an, karena dia tidak menyebut suahr kewaj iban padanya

pada waktu dia berbicara, melainkan hanya mengabarkannya saja. Jadi, ia

berlaku untuk masa lalq dan tidak menetapkan suatu kewajiban di masa

sekarang. Karena itu, meskipun ada bukti yang menunjukkan kewajiban, ia

tidak ditetapkan.

Menurut kami, dia mengakui kewaj iban dan tidak menyebutkan hal

yang menghapusnya, sehingga kewajiban tersebut tetap pada kondisinya.

Seandainya kedua pihak bersengketa tentang rumah, lalu orang pertama

mengabari kepada orang kedua bahwa rumatr itu milik orang kedua" maka

rumahtersebut diputuskanmiliknya. Hanya saja dalam kasus ini, apabila dia

menarik pengakuan dan mengklaim telah membayar, atau telah dibebaskan,

maka klaimnya didengar, karena apa yang diakuinya dan yang didalcwakannya

itu tidak saling bertentangan.

Pasal : Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku

sebesar seribu dirham yang telah aku bayarkan kepada\y?r" maka

ia menanggung kewajiban seribu dirham dan klaim tentang

pembayaran tidak didengar. Namun Al Qadhi mengatakan bahwa

klaimnya didengar, karena ia menghapus apa yang ditetapkannya dengan

mengklaim pembayaran secara bersambung, serupa seandainya dia

mengatakan, "Ia memiliki hak padaku dan aku telah membayamya." Ibnu

Abi Musa mengatakan, "Apabila dia mengatakan, 'Aku telah membayar

seluruhnya,' maka ucapannya itu tidak diterima kecuali dengan bukti. Ia

menanggung apayang diakuinya ittl dan ia memiliki hak sumpah atas orang

yang diakui haknya.

Seandainya dia mengatakan, "Aku telah membayar sebagiannya,"

maka klaimnya itu diterima menurut salah satu dari dua pendapat, karena
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dia menghapus sebagian tanggungan yang diakuinya dengan kalim atyang

bersambung, sehingga seperti mengecualikannya. Berbeda jika dia

mengatakan, "Aku telah membayar seluruhnya," karena dia menghapus

selunrhtanggunganyang tetap, sehingga serupadenganpengecualianterhadap

keselunrlran.

Menurut kami, ini adalah perkataan yang kontradiktif, karena tidak

mungkin dia menanggung utang seribu dirham yang telah dibayamy4 karena

keberadaan seribu dirham sebagai tanggungannya itu mengakibatkan tetapnya

ia dalam pertanggungannya dan adanya hak unhrk menuntutry4 sementara

pelunasannya itu mengakibatkan kebebasannya dari pertanggungan dan

keharaman trntuk mentrrtutrya. Pengakuan terhadap utang menunjukkan

tetapnya utang, dan klaim pembayaran menunjukkan penghapusan

tanggungan. Kedua hal ini berlawanan, tidak masuk nalar jika keduanya

bersatu dalam satu waktu Berbedaj ika dia mengatakarl'Dia dahulu memiliki

hak padaku, dan aku telah membayarnya." Dengan kalimat ini, dia

mengabarkan kedua hal di dua waktu yang berbeda; Dimungkinkan apa

yang telah tetap itu terhapus, dan apa yang menjadi utang itu terbayarkan.

Kalaupenghapusanseluruturyaitutidaksabmaka sebagiannya

juga tidak sah, kalena mustahil utang seribu itu tetap menjadi tanggungannya

sementara ia telatr membayar sebagiannya. Ini berbeda dengan pengecualiarq

karena partikel pengecualian dan apa yang dikecualikan darinya itu

menunjukkan sisa dari pengecualian. Firman All ah, " Maka ia tinggal di
antara mereka seribu tahun lurang lima puluh tahun. " (Qs. Al 'Ankabuut

[29] : 14) menunjukkan angka sembilan ratus limapuluh. Adapun pelunasan

itu menghapus sebagian yang telah tetap. Apabila ia terhapus dengan

pembayaran, maka ia tidak boleh diungkapkan dengan kalimat yang

menunj ukkan tetapnya tanggungan.

Pasal : Apabila dia menyambung pengakuarurya dengan kalimat yang

menggugurkan pengakuan iq dimana dia mengatakan, "Aku menanggung

seribu dari harga Khamer, atau babi, atau harga makanan yang kubeli, lalu

makanan itu rusak sebelum serah-terim a, atauharta obj ek jual-beli yang
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rusak dan belum kuterim 4 atauyangkutanggung padahal aku memiliki hak

khiyaa " maka utang seribu itu tetap baginya, dan perkataan yang

menggugukanpengakuan itu tidak diterima- Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Khaththab, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu

dari dua pendapat Syaf i. Al Qadhi menyebutkan bahwa apabila seseorang

mengatakan, ".Aku memiliki tanggungan seribu zuyuf (dirham kualitas

rendah) " lalu dia menafsirkannya dengan tembaga atau timah, maka

perkataannya itu diterima karena menidakan apayqgtelah diakuinya.

Sementara dalam semua kasus yang kami sebutkan, Al Qadhi mengatakan

bahwa perkataannya diterim4 karena ia mengaitkan pengakuannya kepada

sebab, sehingga perkataannya itu diterima, seperti seandainya ia

mengaitkannya kepada sebab yang sah.

Menunrt kami, perkataan ini bertentangan dengan apayang diakuinya

sehingga ia tidak diterima, sama seperti kasus yang diterimaAl Qadhi. Seperti

seandainya dia mengatakaq "Aku memiliki tanggungan seribu yang tidak

wajib kepadaktl" atau dia mengatakan, "Aku telah membayar semua yang

kuakui," maka perkataannya tidak diterima, sama seperti pengecualian

terhadap keselunrtran. Kontadiksi ucapannya itu sangatjelas, karenatetapnya

tanggungan seribu dalam kasus-kasus ini tidak diterima akal, sementara

pengakuanya menunjukkan berita mengenai tetapnya tanggungan tersebut,

sehingga keduanya saling meniadakan. Apabila tetapnya tanggungan seribu

padanya itu diterima, maka itulah pendapat yang kami katakan.

. Pasal : Penryataan untuk menarik pengakuan itu tidak diterima

kecuali dalam kasus hadd sebagai hakAllah yang harus dihindari

ketika ada kesamaran dan harus dij atuhkan secara hati-hati. Adaptn

hak-hak manusia dan hak-hakAllatr yang tidak perlu dihindarkan manakala

ada kesamaran seperti zakat dan kafarat, maka pernyataan seseorang unftrk

menarikpengakuannya itutidak diterima Kami tidak menemukan perbedaan

pendapat dalarn masalah ini.

Apabila seseorang mengatakan,'Rumah ini milikZai4 ahbukan, tetapi
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milik 'Amr"; atau ketika Zaidmengklaim mayit memiliki tanggungan

kepadanya berupa sesuatu tertentu dari peninggalannya, lalu anaknya mayit

membenarkan kJaimzad,lalu 'Amr mengkalim hal yang sama dan anaknya

mayit j uga membenarkanny4 maka sesuatu tersebut ditetapkan sebagai milik

Zaid, dananakmayit itu rnenanggung hak kepada 'Amr. Ini adalah pendapat

yang kuat dalam salah satu dari dua pendapat Imam syaf i. Sedangkan

dalam pendapat yang lain, Imam Syaf i mengatakan bahwa ia tidak

menanggung hak kepada'Amr. Ini juga merupakan pendapatAbu Hanifah.

Karena ia mengakui hak bagi Amr berupa sesuatu yang waj ib diakuinya.

Hukumlatr yang melarang trrtuk menerima ucapanny4 dan hal tenebut tidak

mengakibatkan pertanggungan-"

Menr:nrtkami, anakmayittersebrrmenghalangiAmrurtukmemperoleh

hak miliknyayang diakuinya lantaran mengakuinya sebagai milik orang lain,

sehingga dia wajib menanggung. Seperti seandainya dua orang memberikan

kesaksian yang memberatkan kepada orang lain bahwa dia telah

memerdekakan budakny4 kemudian keduanya menarik kesalsian tersebut;

atau seperti dia melemparkannya ke laut kemudian mengakuinya.

Apabila seseorang mengatakan, "Aku mengambil rumah ini tanpa izin

dari 7aid, ah bukan, tetapi dari Amr," atau dia mengatakan, "Aku

mengambilnya tanpa izin dari Zad, dar:Zaid mengambilnyatanpa uin dari

Amr," maka rumah tersebut dihukumi milik Zaid, dan orang yang

mengambilnya wajib menyerahkarurya kepadazjdLdrlalu Zaid menanggungnya

kepada Amr. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan merupakan

pendapat yang kuat dari Syafi'i. Dalam pendapat yang lain, dia tidak

menanggurg dengan alasan seperti telah dijelaskan.

Menurut kami, orang tersebut mengakui pengambilan tanpatzinyang

mengakibatkan pertanggungan dan mengembalikan kepada orang yang

diambil milil*ya kemudian dia tidak mengembalikan ap ayangdiakuinya

telah diambilnyatarpa izin, sehingga wajib menanggung, seperti seandainya

barang yang diambil iturusak karena takdirAllatr. ImamAhmad dalam riwayat

Ibnu Manshur berkomentar tentang yang berkata kepada orang lain, "Aku
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menitipkan padamu pakaian ini," lalu orang lain itu berkata, "Kafiru benar,"

lalu ia berkata, "Orang lain yang menitipkan pakaian ini kepadaku," maka

pakaian tersebut milik penitip pertama, dan penerima titipan menanggung

nilai pakaian itu kepada penitip yang lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

apakah pengakuannya itu menggunakan kalim at yangbersambung atau

terpisah.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Aku mengambil rumah ini
dartZatdtanpauinrry4tetapirumahifu adalahmilikUmar,"makaiawajib

menyerahkan rumah tersebut kepad a Zaid,karena rumah tersebut ada di
tangannya. Hal ini menunjukkan keberadaan rumah di tangannya itu sesuai

dengan hak, dan kepemilikan Umar atas rumah tersebut tidak meniadakn

hal tersebut, karena bisajadi rumahtersebut ditanganZaid melalui akad

sew4 atau pinjarn, atau wasiat. Dia tidak menanggrmg sesuatu ptrn kepada

Umar, karena dia tidak melakukan keteledoran terhadapnya. Kasus ini
berbeda ketika seseoftrng mengatakan, "Rumah ini milik Zaid, melainkan

milik Umar." Juga karena orang yang mengambil mengakui bagi orang yang

kedua apa yang diakuinya bagi orang pertama. Sehingga pengaktran yang

kedua untuk menganulir pengakuan yang pertam4 karena keduanya saling

bertentangan. Sedangkan dalam kasus yang kita bahas ini, tidak ada

pertentangan di antara dua

Apabila seseorang mengatakan, "Rqmah ini milik Umar dan aku

mengambilnya tanpa izn dari Zaid, maka hukunnya sama seperti diatas.

Tidak ada perbedaan antara mendahulukan dan membelakangkan kalimat,

serta tidak ada perbedaan antara kalimat bersambung dan terpisah. Pendapat

ini dikemukakan olehAl Qadhi. Satu pendapat mengatakan bahwa, "Orang
yang mengambil tersebut wajib menyerahkan rumah kepada Umar dan dia

menanggrrngnya kepada Zard, karena ketika dia mengakui rumah itu milik
Umar terlebih dahuhg maka pengakuannya atas penguasaan Zaid terhadap

rumah itu tidak diterima" kri merupakan pendapat yang bai( dan para shahabat

Imam Syaf i memiliki duapendapat seperti duapendapat ini.
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Seandainya seseorang mengatakan ,"IJangseribu ini aku serahkan

kepadaZud, dan ia adalah milik Umar," atau dia mengatakan, "IJang seribu

ini milik Umar dan aku menyerahkannya kepadazaid," maka hukumnya

sama sebagaimana pendapat yang dipaparkan di atas.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Aku mengambil rumah

ini tanpa izin dari salah seorang di antar aZaiddan Uma4 atau rumah

ini milik salah seorang dari keduafry1r" maka pengakuan tersebut

sah, karena pengakuan terhadap barang yang tidak diketahui itu sah

hukumnya sehingga pengakuan untuk orang yang tidak diketahui juga sah.

Dia diturtut untuk memberi penjelasan. Apabila dia menunjuk salah satunya'

maka rumah itu diserahkan kepadanya, dan dia bersumpah kepada pihak

lain apabila pihak lain mengklaim rumah tersebut. Orang yang mengambil

rumah tidak menanggung apapun kepadanya, karena dia tidak mengakui

sesuatu baginya. Apabila dia mengatakan, "Akutidak mengetahui siapa

pemiliknya secara pinti," lalu kedua pihak membenarkan ucapanny4 maka

rumah itu diarnbil dari tangannya dan kedua pihak menjadi dua seteru dalarn

memperebutkannya. Apabila keduanya mendustakan ucapannya, maka dia

wajib bersumpah bahwa dia tidak mengetahui siapa pemilik rumah itu

sebenamya, lalu rumah diambil dari tangannya. Apabila salah satu pihak

memiliki bukti, makarumahtersebut diputuskan sebagai miliknyaberdasatkan

bukti tersebut. Apabilamasing-masing pihak tidak memiliki bukti, maka kami

mengundi di antara kami. Barangsiapa yang memperoleh turdian, maka dia

bersumpah dan rumah tersebut diserahkan kepadanya.

Apabila orang yang mengambil itu memberikan penjelasan sesudah

itu mengenai pemilik rumah, maka penjelasannya itu diterima, seperti

seandainya dia menjelaskannya sejak awal. Dimungkinkan ketika masing-

masing pihak mengklaim bahwa haknya diambil tanp aizin maka masing-

masing pihak wajib bersumpahbahwa orang yang mengambil rumah itu tidak

mengambilnya dari seterunya. Apabila dia bersumpah kepada salah seorzmg

seteru, maka dia wajib menyerahkan kepadapihak lain, karena sumpah

bahwa dia tidak mengambil dari salah satu pihak itu sama kedudukannya
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dengan menunjuk pemilik rumah. Apabila orang yang mengambil menolak

bersumpah kepada kedua pihak, kemudian rumah itu diserahkan kepada

salah satunya berdasarkanundian atau selainny4 maka ia wajib menanggung

kepada pihak lain karena dia menolak bersumpah yang dibebankan padany4

sehingga perkara keputusan yang memberatkan dij ahrhkan padanya. Seperti

seandainya hanya salah satu pihak yang mengklaim rumah tersebut.

Pasal : Apabila seseorang memegang dua budak, lalu dia
mengatakan, "Salah seorang budak ini milikZaid," maka dia dituntut untuk

memberi penjelasan. Apabila dia menunjuk salah satunya, lalu Zaid
membenarkan ucapannya, maka Zaid mengambil budak yang ditunjuknya

itu. Apabila dia mengatakan,'Budak yang ini mililku, dan budak yang lain

milik Zai4" maka dia wajib bersumpah mengenai budak yang disangkalnya

itu. Apabila Zaidmengatakan, "Budak yang lain itulah milikku," maka

perkataan yang dipegang adalah perkatan orang yang mengakui disertai

sunnpahnya terkait budak yang disangkalnya. Sedangkan budak yang diakui

itu tidak diserahkan kep ada Zaid,tetapi tetap berada di tangan orang yang

mengakui, karena pengakuannya tidak sah menurut salah satu dari dua

pendapat. Sedangkan merurut pend apatyanglain, budak tersebut diambil
dari tangannya karena dia mengakui bahwa dia tidak memilikinya. l^alu budak

tersebut diseratrkan ke Baifirl Mal, karena tidak ada pemilik pasti atas budak

tersebut, sehingga serupa dengan harta warisan yang tidak diketahui ahli

warisnya. Apabila orang yang meme gang budak tersebut menolak untuk
menunjuk, lalu orang yang diakui haknya menunjuk dengan mengatakan,

"Ini budakkq" maka diharuskan memberikanjawaban. Apabila dia menolak

rnemberi jawaban, maka pemilik budak bersumpah dan itu sama

kedudukannya dengan menunjuk budak yang lain. Apabila dia menolak

bersumpall maka pemegang budak tersebut dikalahkan perkamya. Apabila

ia mengakui budak itu sebagai millkZaid,maka itu sama kedudukannya

dengan menunjuk budak yang menj adi mil k Zaid.

Pasal : Seandainya seseorang mengakui seorang budak milik orang
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lain, lalu orang lain tsrsebut datang dan mengataka4 "Budak inilatr yang aku

akui," lalu orang lain tersebut berkata, "Bukan ini' tetapi yang lain"' maka

orang yang mengakui itu wajib bersumpah bahwa orang lain tenebut tidak

memiliki budak di tangannya selain budak yang ditunjuknya dan dia tidak

wajib menyerahkan Joa* y*g diakuinya itu kepada orang yang diakui

haknya karena yang diakui haknya itu tidak mengklaim budak tersebut'

Apabila orangyang diakui haknya mengatakan' "lni budakku' dan

aku memiliki budak yang lain di tanganmu"' maka pemegang budak

menyerahkan budak kepadanya dan bersumpah untuk meniadakan budak

yang lain. Setiap orang yang mengakui hak milik bagi seseorang' lalu yang

diakui haknya itu mendustakan pengakuanny4 maka pengakuannya batal

karenahak milikitutidak ditetapkanbagi seseorangyang tidak mengakuinya'

Ada dua pendapat mengenai harta benda' Pertama' dibiarkan di tangan

orang yang mengakr'ri, karena harta tersebut dihukumi sebagai miliknya'

Apabitapengakrranyabaral,makakondisitetapsepertisemula.Kedua,hartz

tersebut diambil dan diseratrkan kepada Baitul Mal, karena tidak ditetapkan

kepemilikanbagi orang yang mengakui' Satu pendapat mengatakan bahwa

hartatersebutdiambildandrjagasarrrpaidiketahuidenganjelassiapa
pemiliknya t<arcnatidak seorang pun yang mengftlaimnya- Madzlab Syaf i

sepertipendapatini.Apabilasatahseorangdarikeduarryamenarikucapannya

danmendustakandirisendiri,makabudaktersebutdiserahkankepada

temarrrry4karenaiamengakuihartatersebutdantidakadapihaklainyang

menggugatkepemilikannyaatasbudak.Apabitamasing-masrngpihak

mendustakan ucapannya, dimana pihak yang mengakui menarik

pengakuanny4o*o.uogy*gdiakuihaknyaberbalikmenarikklaimnya'

makahartatersebrftetapb€radadipihakyangmengakui,dimanaperkataan

yang dipegang adalah perkatannya disertai sumpahnya' Seperti seandainya

dia tidak mengaktri harta tersebut milik orang lain'

Apabilahartayangdiakuinyaitutidakadakarenarusak,melarikan

diri,atausemisalnya'tanpaadatindakanmelampauikewerrangandalisalah

safu pihak, -uru ,.,-pah dan selainnya tidak memiliki dampak apapun.
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Apabila harta tersebut tidak ada akibat perbuatan salah satunya yang

melampaui kewenangan, maka perk ataanyangdipegang adalah perkatan

orang yang mengakui disertai sumpalurya, seperti seandainya harta tersebut

masih ada. Apabila dia bersumpah, maka gugurlah pertangungan darinya.

Apabila kerusakannya akibat perbuatannya yang melampaui batas, dan dad
pihak lain wajib menanggung baginya apabila kerusakan harta disebabkan

perbuatannya yang melampaui batas.

851. Masalah: Abu Qasim berkatar,.Barangsiapa mengakui
sepuluh dirham, kemudian diam dalam jangka waktu yang
memungkinkannya untuk berbicara tentang hal itu, kemudian dia
mengatakan, (Zuyuf (dirham kualitas rendah), atau dirham kecil, atau
utang jatuh tempo satu bulan kemudianr" maka dia menanggung
sepuluh dirham dengan kualitas yang baik, dengan ukuran yang
sempurna, dan secara tunai.tt

Maksudnya, barangsiapa mengakui menanggung beberapa dirham,
dan ia tidak memberikan keterangan apapun, maka pengakuannya itu
menurf ukkan dirham yang sempurna dan berlaku di kawasan Islam, dimana
setiap sepuluh dirham itu sama beratnya dengan tujuh zlrs qal, dansetiap
dirhamnya s erulai- njvh daniq. Pengakuannya itu juga menunj ukan bahwa

dirham yang dimaksud adalah dirham kualitas baik dan utang tersebut bersifat

tunai. Seperti seandainya dia membeli sesuatu dengan harga sepuluh dirham
tanpa memberikan keterangar! maka dia wajib membayar dengan dirham
yang memiliki sifat-sifat tersebut.

Apabila dia diam dalam kondisi yang memungkinnya untuk bicara,
atau bicara mengoreksi ucapanny4 maka tanggungan ditetapkan atas dirinya.

Apabila dia mengoreksi dengan mengatakan, "Zuyuf,atau dirham kecil-
maksudnya dirham yang tidak sempurna, seperti dirham asal wilayah
Thabari," dimana setiap dirham bemilai empat daniq, yaitu duapertiga dirham,

"atau utang jatuh tempo sebulan kemudian," maka pengakuannya tidak
diterim4 karena dia menganulir sebagian pe dan menghapusnya
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dengankalimatlangt€rpisalt,sehinggaucapannyatidakditerim4 samaseperti

pengecualianyangterpivtr. kri adalahmad ab Syaf i. Dalamhal ini tidak

ada perbedaan antara pengakuan terhadap dirham sebagai utang, titipan,

ataumengambiltanPizin

AbuHanifrh berkata'?erkataannyamengenai mengambil tanpa izin

itu diterima" karena dia mengakui perbuatan terhadap suatu benda, dan

pengakuan tersebrfr tidak menunju}tcan batrwa benda tersebut dalam kondisi

bebas cacat. Seperti seandainya ia mengakui mengambil budak tanpa izin,

kemudian dia membawanya dalam keadaan c'acat -"

Menurut kami, menyebut nama tanpa batasan atau keterangan itu

menunjukkan ukuran yang baik. Sehingga penafsirannya dengan hal yang

berbeda seperti utang itutidak diterima. Dirham berbeda dengan budak,

karena cacat tidak menghatangi pelekatan nama budak pada diri budak

tersebut. Adapunjikaiamensifttiryrad€n$nlolimatyang bersanrbung, atau

dia diam untuk bernafrs, atau pembicaraannya terputus oleh batuk atau hal

semrrcarn itu, ke,mudian dia memberi keterangan dengan sifat-sifat tersebut,

atau sifat apa s4ia maka ucapannya diterima-

Abu Khalhhb menyebufkan bahwa dimungkinkan keterangan yang

tertundaitutidakditedma Ini menryakanpendapatAbuFlanifatrdan sebagian

sahabat Syaf i, karena itu menghalangi penuntutan hak,

sehingga penangguhan tersebut tidak diterima. Seperti seandainya dia

mengatakaq "4ku memiliki tanggungan beberapa dirham yang telah

kubayarkan kepadanya.'Sebagian sahabat Syaf i mengatakan bahwa

penafsirannya terhadap dirham yang tidak sempuma itu tidak diterima. Al

Qadhi berkata, ' Apabila dia mengafakan, 'Ia memiliki hak padaku sepuluh

dirham yang tidak sempurnzL' makaperkatannya diterima. Apabila dia

mengatakan,'Dirham yang kecil,' sedangkan masyarakat biasa menggunakan

dirham yang kecil, maka ucapannya diterimajuga. Apabila masyarakat tidak

memiliki dirham yang kecil, maka dia wajib menanggurg dirham yang

sempuma. seperti seandainya dia mengatakan, "Duraihim (dirham kecil),"

maka dia wajib menanggung dirham yang sempuma." Ini adalah pendapat
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IbnuAlqash, salah seorang sahabat Syaf i.

Mentrut kami, dia menafsirkan ucapannya dengan penjelasan yang

mungkin dengan kalimat yang tersamb*g, sehingga penafsirannya itu
diterima, sama seperti pengecualian terhadap sebagian. Hal itu karena kata

dirham digunakan untuk menyebut dirham yang sempurna dan yang tidak
sempum4 dirham yang baik kualitasnya dan yang rendah kualitasnya.

Keberadaan dirham sebagai tanggungannya itu dimrurgkinkan benifat
tunai atau tempo. Apabila dia memberi keterangan dengan kedua sifat
tersebut, maka sifat tersebut melekat pada dirham. Seperti seandainya dia

menyifati pembayaran denganmengatakan, "Aku menjualkepadamu dengan

harga sepuluh dirham secara tempo, dan dengan kualitas yang tidak
sempurna." Ditetapkannya dirharn tidak sesuai sifat yang demikian pada

kasrs ketika tidak ada keterangan (mutlak) itu tidak menghalangi pembatasan

dirham dengan sifat tersebut, sama seperti pembayaran. Pendapat mereka

bahwa penangguhan menghalangi penuntutan dirharn itu tidak benar. Sifat
tempo itu hanya menangguhkanpenyerahkan hak, sehingga serupa dengan

yang benifat tempo. Tegasny4 dirtramdirham ditetapkan dalam

tanggunganmerurnrtsifat-sifatdemikian.Apabiladiatelahditetapkandengan

sifat demikian, maka syari'at tidak menutup pengakuanterhadap dirham
tersebut sesuai sifatrya.

Pasal : Apabila seseorang mengakui kewajiban dirham tanpa

keterangan di sebuah negeri yang dirhamnya tidak sempum4 seperti negeri

Thabariyah yang dirhamnya senilai empat daniq, Khawarizni )ang dfuhamnya

senilai empat setengah daniq, dan Makkah yang dirhamnya juga tidak
sempurna, atau di negeri Maroko, atau negeri yang dirharnnya campuran

seperti Mesir dan Mosul, maka ada dua pendapat di dalamnya . Pertamo,

ia wajib membayar dengan dirham dan dinaryang berlaku di tempat tersebut.

Karena kalimat mutlak diberlakukan sesuai tadisi negeri tempat berhansaksi,

seperti dalam jual-beli danpembayaran. Kedua, iawajib membayar dengan

dengan dirham yang murni dari campuran, karena menyebut dirham tanpa
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keterangan itu menurut syara' dipahami sebagai dirham yang murni dari

campuftxl. Dalilnya adalah dirham tenebut digunakan untuk mengukur nishab

zakat dan nilai diyat, begitu juga ketika dirham disebut tanpa keterangan. Ia

berbeda denganjual-beli, karenajual-beli adalah tansaksi seketika sehingga

ia terkait khusus dengan dirham tempat kedua pihak melakukan hansaksi.

Sedangkan pengakuan adalah pemberitahuan tentang hak yang telah ada,

sehingga dirham tersebut ditafsiri dengan dirham menurut Islam.

Pasal : Apabila seseorang mengakui hak berupa beberapa dirham

tanpa memberi keterangarl kemudian ia menafsirkannya dengan mata uang

negeri tempat dia memberikan pengakuan, maka penafsirannya itu diterima"

karena pengakuan terhadap hak dirham dengan tanpa keterangan dialtikan

sebagai mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Apabila dia

menafsirkannya dengan selain mata uang yang berlaku di negeri tersebut,

dimana ia lebih baik daripada mata uang dalam negeri, maka ucapannya

diterim4 karena diamengakui dirinya menanggung sesuatuyang lebih berat.

Begrtu juga apabila kualitas atau nilainya sam4 kalena dia tidak memperoleh

keuntungan dari keterangan tersebut. Apabila dirham yang ditafsirinya itu

lebih rendah daripada mata uang di negeriny4 tetapi sama timbanganny4

maka dimungkinkan ucapannya tidak diterim4 karena menyebutkan dirhaln

tanpa keterangan itu menunjukkan dirham yang berlaku di tempat dia

memberikanpengakuarl sehinggapenaftirandengandirhamyang lebihrendatr

itu tidak diterim4 seperti seandainya penafsiran yang demikian dalam jual-

belitidakditerima. Jugakarenadirhamtersebutlebihrendatrnilainya sehingga

penafsirannya dengan dirham tersebut tidak diterim4 sama seperti dirham

yang lebih rendah timbangannya Tetapi dimungkinkan penafsirannya itu

diterima. Ini adalahpendapat knam Syaf i, karenapenyebutan dirham tanpa

keterangan itu mencakup penafsirarurya. Berbeda dengan dirham yang tidak

sempum4 karena penyebutan dirham tanpa keterangan itu tidak mencakup

penafsiran dengan dirham yang tidak sempurna Berbeda dengan kasus yang

kita bahas ini. Karena itu, dirham menurut syariat menjadi patokan dalam

nishab zakat dan selainnya. Ia berbeda dengan pembayaran, karena
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pembayaftn adalah tansaksi yang bersifat seketika, sedangkan pengakuan

adalah pemberitahuan tentang hak yang telah ada.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

sebesar satu dirham yang besar," maka dia wajib membayar dirham yang

berlaku menurut Islam, karena dirham dalam Islarn ihrlah dirtlam yang besar

menurut kebiasaan. Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

berupa duraihim (dirbankecil)," maka itu seperti dia me,lrgatakan'dirbam',

karena bentuk kata tashghir (kecil) itu disebut untuk sesuatu yang kecil
ukurannya, atau kecil nil arnya. Terkadang bentuk kata ini digrmakan rmtuk

menunjukkan kecintaarurya terhadap dirham terseht

Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hakpadaku sepuluh dirbam

dalam bilangarU" maka diamenanggung sepuluhdir*rem dalam bilanganpng

sempurna, karena penyebutan dirharn tanpa keterangan itu menunjukkan

dirham yang sempurna, dan penyebutan bilangan itu tidak meniadakan

timbangan yang sempum4 sehingga kedua hal tersebut harus digabwgfum-

Apabila pengakuan itu terjadi di suatu negeri yang masyarakatnya

bertransaksi dengan dirham secara kuantitas, bu}an dengan timbangan, maka

hukumnya seperti kasus ketika ia mengakui tanggungan di sebuah negeri

yang timbangan dirhamnya tidak sempunra, atau dirham mereka campuran

sebagaimana telah dirinci sebelumnya-

Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku berupa

satu dirham dan satu dirham, atau satu dirham lalu satu dirharn, atau satu

dirham kemudian satu dirham," maka dia menanggung dua dirham. Namun

Al Qadhi menyebutkan satu pendapat lain dalam kasus ketika dia
mengatakan, "Dirham lalu dirham," lalu dia mengatakon, "Yang sayamaksud

adalah satu dirham," maka ucapannya itu diterima Ini adalahpendapat Imam

Syaf i, karena perkataannya itu mengandturg kemungkinan sifat tersebut-

Menurut kami, kata'lalu' adalah salah satupartikel sambung, sehingga

menyerupai kata 'dan' dan 'kemudian'. Jugakarenaiamenyambung safu

kalimat dengan kalimat lain dengan partikel'lalu', sehingga mengakiba&an
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ditetapkannya keduahal tenebut. Seperti seandainya dia mengatakarq "Kamu

tercerai lalu tercerai." Imam Syaf i pun menerima pendapat ini. Kemungkinan

sifat yang mereka sebutkan itujauh dan tidak bisa dipahami pada saat ucapan

tidak disertai keterangan, sehingga penafsirannya dengan kalimat tersebut

tidak bisa diterima. Seperti seandainya ia menafsirkannya tang gungan

dirham tanpa keterangan, bahwa yang dimalsudnya adalah dirham kualitas

rendah, atau kecil, atau tanggungan yang bersifat tempo.

Apabiladia "Diamemilikihakpadakusatudirhamdan

satu dirham dan dua dirham," maka dia menanggung tiga dirham. Apabila

dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku satu dirham dan dua dinar, atau:

lalu dua dinar, atau sekantong gandum, atau semisalnya," maka dia

menanggung seluruh barang yang disebutkannya. Apabila dia mengatakan,

..Dia memiliki hak padaku benrpa satu dirham dan satu dirham," maka dia

menangung tiga dirharn. IbnuAbi Musa menuturkan dari sebagian sahabat

kami, bahwa apabila seseorang mengatakan, "Yang saya maksud dengan

dirham ketiga adalah untuk menegaskan dan menjelaskan dirham kedua,"

maka penafsirannya diterima kri adalah pendapat sebagian sahabat Syaf i,

karena dirham yang ketiga berada dalam lafazhyangsama dengan yang

kedua Narntur mentrnrt madztr,ab Syaf i yang paling ktrat, dia menanggung

tiga dirham karena kata 'dan' menunjukkan makna sambung, dimana kata

sarnbrurg itu mentrduklen dua hal png berbeda sehingga dirham yang ketiga

itu bukan dirham dirham yang keduq sebagaimana dirham yang kedua itu

bukan dirharn yang pertama I-agi pula kalimat tersebut tidak menunjukkan

penegasan, sehinggawajib diphami sebagai hitwrgan- Begitujuga hukumnya

ketika seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku berupa satu dirham

lalu satu dirham lalu satu dirham, atau: satu dirham kemudian satu dirham

kemudian satu dirham." Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku

satu dirham dan satu dirham kemudian satu dirham, atau: satu dirham dan

satu di*r,am ke,mudian satu dirfi,am, atau: satu diftam lalu satu dirham kemudian

satu dirham, atau: satu dirhap kemudian satu dirham lalu satu dirham," maka

dia menanggung tiga dirham menurut satu pendapat, karena dirham yang
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ketiga itu di luar dirham yang kedua, karena ada perbedaan dua partikel

sambung yang masuk pada keduanya, sehingga tidak dipahami sebagai

kalimatpenegasarr

Pasal : Apabila seseorang mengakui tanggungan satu dirham,
kemudian dia mengakui tanggungan safu dirharn" maka diamenanggung satu

dirham saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. NamunAbu Hanifah
mengatakan dia mengandurg dua di*ram, seperti seandainya dia mengatakan,

'1)iamemiliki hakpadaku satu dirtram dan satu dirtmm." Trdak adaperbedaan

antara pengakuandi satuwaktu atau di beberapawaktq di satu majelis atau

di beberapamajelis.

Merunf kami, bisajadi orang temebrt mengulangi b€rita te,eng ditram
yang pertam4 sebagaimanaAllah mengulangi beritatentang diutusnyaNrd
Hud, Shalih, S;ru'aib, Musa dan Isa. Apa yang disebutkan di dalam satu

kisah itu tidak berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kisah lain- Begitu
juga dalam kasus yang sedang kitabalras ini.

Apabila seseorang menyifati salah satunya dantidak menyifati yang

lain, maka hukumnya sama seperti di atas, karrena tidak mungkin sesesuafu

yang mutlak itu adalah sesuatu yang disifatinya dimana dia menyebrlkannya

tanpa keterangan di satu kondisi, dan menyifatinya pada kondisi yang lain
Apabila dia menyifatinya dengan mtu sifat sebaryak dua kali, maka itu adalah

penegasan sesuai alasan yang telah kami sebutkan Apabila dia menyifatinya

dalam satu kesempatan dengan sifat yang berbeda dari yang disebutkannya

pada kesempatn lain, dimana dia mengatakan, "Dia memitiki hak padaku

satu dirham untuk pembayaran barang yang dijual," kemudian dia
mengatakan, "Dia memiliki hak padaku satu dirham pinjaman, atau untuk
pembayaran pakaian, atau satu dirham dari pembayaran seorang budak,

atau satu dirham yang berwama puti[" kemudian dia mengatakan,'Dirhatn

yang berwarna hitarn, maka dia menanggung dua dirham, karena kduanya
berbeda sifat.
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Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

satudirham, bahkan duadirham,ataui satu dirham, bahkan dua dirham,"

maka dia menanggung dua dirham. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam

Syaf i. Namun Zufar dan Daud mengatakan, dia menanggung tiga dirham,

karena kata bahkan di sini memiliki arti penggabungan. Sebab ketika dia

mengakui tanggungan satu dirham lalu melakukan penggabungan, maka dia

wajib menanggung seluruhya, dan dia menanggung dua dirham yang

diakuinya-

Menurut kami, dia menafikan bahwa tanggungarmya cuma satu, dan

dia menetapkan tambahan diluar satu dirham tersebut, sehingga seperti

seandainya dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku berupa satu dirham,

bahkan lebihbanyak," maka diatidak wajib menanggung lebihdari dua

dirham. Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku satu

dirham, bahkan satu dirham, atau: tetapi satu dirham," maka ada dua pendapat

dalam hal ini. Pertoma, dia menanggung satu dirham saja, karena Imam

Ahmad berpendapat mengenai orang yang berkata kepada istriny4 "Kamu

tercerai, bahkan kamu tercerai," bahwa perempuan tersebut tidak tercerai

kecuali satu kali saja, dan kasus yang kita bahas ini memiliki kesan yang

sama- Inijuga merupakan madzlrab Syaf i, karena dia mengakui tanggungan

satu dirham sebanyak dua kali, sehingga tidak wajib menanggung kecuali

satu dirham. Seperti jika dia mengakui tanggungan satu dirham kemudian

menyangkalny4 kemudian mengatakan, "Tidalq tetapi aku menanggung satu

dirham." Kata 'tetapi' di sini untuk mengoreksi. Sedangkan pendapat kedua

adalah ia menanggrng dua dirham. Pendapat ini dikemukakan oleh IbnuAbi

Musa danAbu Bakar bin AbdulAziz. Namun pendapat ini bertentangan

dengan pendap atZufar danDaud, karena komponen kalimat setelah partikel

'bahkan' atau'tetapi' itu berbeda dengan komponen kalimat yang terletak

sesudahnya. Sehingga dirham yang terletak sesudah kata 'tetapi' adalah diluar

dirham yang diakuinya sehingga dia wajib menanggung dua dirham. Seperti

jika diamengatakan" "Dia memiliki hak padaku satu dirham, tetapi dua dinar."

Juga karena kata'tetapi' atau'bahkan' itutermasuk partikel sambung, dimana
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kat yang disambung itu bukan merupakan kata yang disambungkan, sehingga

keduanya harus ditambahkan. Seperti seandainya dia mengatakan, "Dia
memiliki hak padaku satu dirham, satu dirham." Juga karena seandainya kita

tidak mewajibkannya kecuali satu dirham saja, maka kita menjadikan
perkataannya itu sia-si4 dan partikel 'tetapi' tersebut tidak memiliki frurgsi.

Padahal, mentnutprinsipny4 perkataan orang yang berakal itu mengandung

safumakna.

Seandainya sesuatu yang disebtrt sebelurn kata'tatapT' itu tidak mungftin

sebagai sesuatu yang disebutkan setelah kata 'tetapi', dan tidak pula

seperti perkataaa "Dia memiliki hak padaku satu dirham, tetapi

satu dinar atau dua dinar, atau dia memiliki hak padaku satu kantong gandum

halus, tetapi satu kantong gandum kasar, atau satu dirharn, tetapi dua dirham

ini," maka dia merumggung selunrh barang yang disebutkannya tanpa ada

perbedaan pendapat yang kami ketatrui, karena lang pertama tidak mungkin

merupakan yang kedu4 dan tidak mungkin sebagiannya. Sehingga hal itu
berarti dia mengakui keduaduanya. Pemyataannya untuk menganulir salah

satunya itu tidak diterima

Begrtu pul4 setiap dua kalimat yang dia akui salah satunya kemudian

dia condong kepada kalimat yang laiq maka kedua kalimat tersebut menjadi

wajib bagrnya. Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku dua

dfuham, tetapi satu dirham, atau: sepuluh dirham, tetapi sembilan dirham,"
maka dia wajib menanggung yang paling banyak, karena dia beralih dari

salah satunya dan menafikannya sesudah dia mengakuinya, sehingga

penafiannya itu tidak diterima. Berbeda dengan pengecualian, dimana dia

tidak menafikan sesuatu yang diakuinya, karena pengecualian adalah

meryatakan sisa setelahpengecualian Apabila diamengatakaq'Dia memiliki
hak padaku sepuhrh di*ram kectrali satu dirham," maka itu maksudnya adalah

sembilandirham.

Pasal : Apabila diamengatakan,'1)iamemiliki hakpadaku satudfuham,

yang sebelumnya satu dirham, atau sesudahnya satu dirham," maka dia



menanggung dua dirham. Apabila seseorang mengatakan, "Yang sebelumnya

satu dirham dan sesudahnya satu dirham," maka dia menanggung tiga dirham,

karena kata ' sebelum' dan ' sesudah' itu digUnakan untuk mendahulukan

dan mengakhirkan kewajiban Apabila seseorang mengatakarq'Dia memiliki

hak padaku dirham di atas satu dirham, atau di bawah satu dirham, atau

bersama satu dkham," makaAl Qadhi mengatakan, "Dia wajib menanggung

satu dirham saja." Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Syaf i, karena

dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan kata 'di atas dirham' adalah

dari segi kualitas, atau di atas dirhamku. Begrtujuga dengan kata 'di bawah

dirham'. Sedangkankata'bersama satu dirharn' itu dimungkinkan malsudnya

adalah bersamaan dengan satu dirhamku. Begitujuga dengan kata bersama.

Jadi, tambahan tidak diwaj ibkan berdasarkan kemungkinan.

Abu Khaththab mengatakan,'Diamenanggung duadirham." Ini adalah

pendapat kedua Imam Syaf i, karena lafaz-h ini sama kedudukanya dengan

kata sambung, karena dia mentnjukkan penggabungan satu dirham dengan

dirham yang lain, dan hal tenebut disampaikan dalam konteks pengakuan.

Jadi, secara umum, ini adalah pengakuan. Juga karena ucapannya 'aku

menanggung' menunjukkan bahwa dirham tersebut ada dalam

pertanggunganny4 sedangkan orang yang mengalrui ihr tidak memiliki dirham

dalam pertanggungan tersebut bersamaan dengan dirham orang yang diakui

haknya, tidak di atasnya dan tidak pula di bawahnya. Dimana hal tersebut

tidak menetapkan sesuatu bagi seseorang dalam pertanggungan dirinya. Abu

Hanifah dan para sahabatrya mengatakan, "Apabila dia mengatakan'di atas

satu dirham', maka ia wajib menanggung dua dirham, karena kata 'di atas'

secara harfiah menunjukkan arti lebih. Apabila dia mengatakan, 'Di bawah

satu dirham', maka ia menanggung satu dirham saj4 karena kata'di bawah'

itumenunjukkan arti kurang. Menurut kami, ucapantenebut dipahami sebagai

kata sambung, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Namun,

apabila dipahami sebagai sifat bagi dirham yang diakuinya, maka dirham

yang diakui adalah satu dirham. Baik dia menyebutkan denganketerangan

yang menunjukkan kelebihan kualitas atau kekurangannya. Apabila dia
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mengatakan, "Dia memiliki hak padaku satu dirham yang sebelumnya satu

dinar, atau sesudahnya, atau satu gandum, atau bersamanya, atau di atasnya,

atau di bawalrnya, atau bersamaan dengan itu," maka pendapat mengenai

hat ini sama seperti pendapat mengenai dirham.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

antara satu dirham sampai sepuluh dirham," maka dia waj ib menanggung

delapan dirham, karena delapan dirham itu berada di antara dua angka

tersebut. Apabila dia mengatakan, "Dari safu dirham hingga sepuluh," maka

ada tiga pendapat di dalamnya . Pertama, dia wajib menanggung sembilan

dfuham. Pendapat ini dikemtrkakanAbu Hanifalr, karena kata' dari' berfi.ngsi

untuk memulai, sedangkan kata 'hingga atau sampai' menunjukkan akhir,

sehingga bilangan sepuluhtidak tercakup di dalamny4 sama seperti firman
Allah, " Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar. " (Qs. Al Baqarah [2): 187) Kedua, dia
menanggung delapan dirham, karena dirham yang pertama dan yang

kesepuluh itu adalah batas sehingga keduanya tidak masuk ke dalam
pengakuan, dan dia wajib menanggung dirham dengan bilangan di antara

keduanya, sama seperti pendapat sebelumnya . Ketiga, dia menanggung

sepuluh dirham, karenadirham yang kesepuluh adalah salah satu dari dua

batas bilangan yang disebutnya sehingga dirham kesepuluh tercakup di
dalamny4 sama seperti dirham yang pertama. Sebagaimana perkataannya,

"Aku membacaAl Qur'an dari awal hingga akhir."

Apabila dia mengatakan, "Yang kumaksud dengan ucapanku 'dari
satu hingga sepuluh' adalah jumlah seluruh bilangan. Maksudnya satu

ditambah dua dan seterusnya hingga sepuluh. Maka, dia menanggung lima
puluh lima dfuham. Hitrurgan singkatrya adala[ bilanganpertama yang satu

ditambahkan bilangan sepuluh sehingga hasilnya sebelas, kemudian dikalikan

separohdari sepuluh. Jumlahyangdihasilkanitulatryangmer$adijawabarurya

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

beberapa dirham," maka dia menanggung tiga dirham, karena bilangan tiga
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merupakan bilangan terkecil dari bentuk jamak. Apabila dia mengatakan,

"Dia memiliki hak padaku dirham yang banyak, atau yang besar," maka dia

merumggung tiga dirham. Pendapat ini dikemukakan olehlmam Syaf i. Abu

Hanifahme "Penafsirannyadenganangkadibawahsepuluhitu

tidak diterim4 karena angka sepuluh merupakan angkaterkecil dartiama'

knsrah Sthmldalam bilangan besar). SedangkanAbuYusuf dan Muhammad

mengatakan,'?enafsirannya dengan angka di bawah angka dua ratus itu

tidak diterima karena dengan angka dua ratus dirham itu seseorang disebut

kaya dan waj ib mengeluarkan z*at."

Menurut kami, kata banyak danbesar itutidak memiliki batasan secara

syar'i, bahasa dan kebiasaan. Ia berbeda-beda menurut kondisi manusia,

karena bilangan tiga itu lebih banyak daripada bilangan di bawahnya, dan

lebih sedikit daripada bilangan di atasnya. Di antara manusia adayang

menanggap banyak sesuatu yang sedikit, dan ada pul ayangmenanggap

sedikit sesuatu yang sedikit. Dimungkinkan orang yang mengakui itu

memaksudkan kata'banyak' itu dalam perbandingan dengan angka di

bawabnya atau dengan angka di bawahny4 sehingga tidak mengakibatkan

tambahan berrdasarkan kemungkinan.

Pasel : Apabila seseor:rng mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

dua dirtram dalam sepulutr," dan dia mengatakan bahwa yang dimaksudnya

adalah perkatian, maka dia menanggung dua puluh dirham. Apabila dia

mengatakan, "Yang saya maksud adalah dua dirham bersama sepulutr," dan

dia tidak mengetahui hitung-hitungan, maka ucapannya diterima dan dia

menanggung dua belas dirham, karena banyak orang awam yang

memaksudkan lafaz,h ini unhrk makna tersebut. Tetapi j ika dia termasuk orang

yang mengerti hitung-hitugan, maka dimungkinkan ucapannya tidak diterima

karena secara lahiriah hitung-hitungan menggunakan kata tersebut unhrk

makna perkatian. Tetapi dimungkinkan ucapannya itu diterima karena tidak

ada faktor yang menghalanginya menggunakan istilah orang awam. Apabila

dia mengatakan, "Yang saya maksud adalah dua dirham dalam sepuluh

milikktl" maka dia menanggung dua dirham saja, karena makna ini
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dimungkinkan sebagai makna ucapan tersebut.

Apabila dia mengatakan,'Dua dirham dalam satu dinar," maka kalimat

ini tidak menunjukkan hitungan sehingga dia ditanya mengenai maksudnya.

Apabila dia mengatakan bahwa maksudnya adalah kata penghubung, atau

arti 'bersama', maka dia menanggung dua dirham dan safu dinar. Apabila

dia mengatakan, "Aku menyerahkan dua dirham itu dalam satu dinar," lalu

orang yang diakui haknya membenarkan ucapanny4 maka pengakuannya

tidak sah, karena menyerahkan salah satu dari dua mata uang dalam mata

uang yang lain itu tidak sah.

Apabila orang yang diakui halaryra itu mendustakanrya" maka perkatan

yang dipegang dalam hal ini adalah perkataan orang yang diakui haknya

karena orang yang mengakui hak itu menyambung dengan

keterangan yang menggugurkannya- Sehingga dia wajib menanggung apa

yang diakuinya sedangkan perkatanryra mengenai dinart€rsebrr batal. Begitu

pula apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku satu dinar dalam

safu potong pakaian," lalu dia menafsirkannya bahwa uang tersebut untuk

akad salam, atau dia mengatakan, "Dalam pakaian yang kubeli dariny4"
lalu orang yang diakui membenarkan haknya" maka pengakuannya batal,

karena apabila pengakuan itu terjadi sesudah keduanya berpisah, maka orang

yang mengakui memiliki hak pilih antara menghapus akad atau

melangsungkannya. Apabila orang yang diakui haknya itu mendustakan

perkataan tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah perkatan orang

yangdiakuihaknyadisertai dandiamemilikihakatasduadirham.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

dalam satu pakaian, atau selendang, atau minyak dalamjerigen, atau kurma

dalam geriba, atau pisau dalam sarungny4 atau dompet dalam kotak ," atau

dia mengatakan, "Aku mengambil tanpa izin sepotong pakaian dalam sapu

tangan, atau minyak dalam jerigen, maka ada duapendapat di dalamnya.

Pertama, dia mengakui barang yang ditempatkan, bukan tempatnya.

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hamid, dan merupakan madzhab Maliki dan
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Syaf i,karena itutidakmeliputitempat,sehinggadimungkinkan

tempat tersebut milik orang yang mengakui, sehingga ia tidak wajib

menanggungnya . Kedua, dia menanggung selunrhny4 karena menyebutkan

tempat dalam konteks pengakuan, Dimungkinkan dia mengakuinya sehingga

menanggungnya. Seperti seandainya dia mengatakan, "Dia memiliki hak

padaku seorang budak yang mengenakan sorban. " Abu Hanifah berpendapat

mengenai pengambilan barang tanpa izin bahwa orang yang mengakui itu
wajib menanggung tempat yang disebutnya. Tetapi dalam kasus-kasus lain

dia tidak waj ib menanggungnya, karena sapun tangan itu menj adi tempat

untuk menanrh pakaian. Jadi, secara lahiriab sapu tangan itu me4jadi tempat

menaruh pakaian pada waktu diambi tanpa izin, dan seolah-olah dia

mengatakan, "Aku mengambil pakaian dan sapu tangan tarryaizn."

Menurut kami, dimungkinkan sapu tangan itu milik orang yang

mengambil tanpa izindan dijadikannyatempat untuk menaruh pakaian

sehinggadimungkinlcnmaksudnya adalah: Akumengambil tupaizinpakaian

dalam sapu tangan milikl$.

Seandainya seseorang mengucapkan kata 'ini', maka dia tidak

mengakui bahwa dia mengambilnya tanpa izin. Tetapi apabila tidak

mengucapkanny4 maka dimungkinkan dia mengakui perbuatan tersebut.

Seperti seandainya dia mengatakan, "Aku mengambil tanpa izin seekor hewan

di kandangnya," atau, "Dia memiliki hak padaku pakaian sapu tangan."

Apabila dia mengatakan" "Ia memiliki hak padaku satu derigen yang berisi

minyak, atau satu geriba yang berisi kurma, atau satu geriba yang berisi

pisar,4" maka ada dua pendapat. Apabila dia mengatakan, "Di atas stempel

yang di dalamnya terdapat cincin," maka hukumnya sama. Dimurgkinkan

dia mengakui cincintersebut menurut satupendapat karena cincin merupakan

bagian dari stempel, sehingga serupa perkataanny4 "Ia memiliki hak padaku

kain yang di dalamnya terdapat tanda." Seandainya dia mengatakan, 'ola

memiliki hak padaku satu stempel" tanpa memberi keterangan, maka ia

menanggung stempel berikut cincinnya, karena kata stempel itu mencakup

keduanya. Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku pakaian
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berhias," maka dia menanggung pakaian berikut hiasannya.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

rumah yang diberi alas, atau binatang yang berpelan4 atau sebuah budak
yang mengenakan sorban," maka ada dua pendapat juga dalam hal ini. para

sahabat Syaf i mengatakan, "Dia menanggung sorban budak, bukan alas

danpelan4 karenatangan budak itu menguasai sorbanny4 sedangkan tangan

budak itu sarna seperti tangan tuannya. Sementara binatang dan rurnah tidak
memilikibngan"

Menurut kami, pelanabinatang itumiliktuarurya- Begitupula seandairya

duaorangbersengketaatas pelana di atas seekorbinatang salah seorang di
antara keduanya, maka pelana tersebut milik empunya binatang, sehingga

pelana itu seperti sorban yang dikenakan budak.

Adapwr jika dia mengatakan, "Dia memiliki hak padaku binatang
dengan pelananya, atau rumah dengan alasnya, atau kapal dengan
makananny4 maka itu berarti dia mengakui sehrruhny4 karena kata 'dengan'

mengaitkan kalimat yang kedua kepada yang pertama.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

berupa satu dirham atau dinar, atau: beberapa dirham atau beberapa dinar,"
maka dia mengakui salah satunya, dan penafsirannya dikembalikan
kepadanya, karena kat a' atarf itu untuk mengekspresikan keraguan dan

menunjukkan salatr satu dari dtra hal yang disebu! bukan seluruhnya. Apabila
seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku satu dirham atau dua
dirham," maka dia mengakui satu dirham, sedangkan dirham yang kedua
diragukan, sehingga dia tidak menanggungnya berdasarkan keraguan.

852. Masalah: Abu Qasim berkata, ,,Barangsiapa yang
mengakui sesuatu dan dia mengecualikan bagian yang banyak, yaifu
lebih dariseparoh, maka itu dianggap sebagaipengecualian terhadap
keseluruhan, sehingga pengetahuannya batal."

Tidak ada perbedaan madzhab mengenai ketidakbolehan pengetahuan
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yang lebih dari separoh. Pendapat ini dituturkan dari Ibnu DarastawaihAn-

Nahwi.182 Tetapi Abu Hanifah, Malik, Syaf i dan para sahabat mereka

mengatakan sah selama tidak mengecualikan keseluruhan. Seandainya

seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku seratus kecuali sembilan

puluh sembilan,' ' maka dia hanya menanggung satu saj 4 dengan dalil firman

Allah, "Iblis menjawab, 'Demi kekuasaan Engkau aku akan

menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang

mukhlis di antara mereka. ' " (Qs. Shaad [3 8] : 82-83) Juga firman Allah,

"sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu

terhadap mereka, kecuali orong-orang yang mengikut kamu, yaitu

orang- orang y ang s e s at. " (Qs. Al Hij r I I 5 ] : 42) Di sini Allah mengecualikan

hamba-hambaAllah dari golongan yang sesat, dan mengecualikan golongan

yang sesat dari hamba-hambaAllah. Siapa di antara keduanya yang lebih

banyak? Hal itu menunjukkan pengecualian terhadap bagian yang lebih

banyak. Karena itu, pengecualian terhadap bagian yang lebih besar itu

hukumnyaboleh

Menurut kami, dalam bahasaArab tidak ada pengecualian kecuali

unhrk bagian yang lebih sedikit. Para pakar menolak pengecualian yang lebih

besar. Abu i shaqAz-Zajjajr83 mengatakan, '?engecualian tidak digunakan

kecuali untuk bagian yang sedikit dari bagian yang banyak. Seandainya

seseorang mengatakan seratus kecuali sembilanpuluh sembilan, maka dia

dianggap tidakpandai bahasaArab dan itu adalah ucapanyang sia-sia."Al

r82 Dia adalah Abdullah bin Ja'far bin Darastawaih bin MarzubanAbu Muhammad

Al Farisi An-Nahwi. Dia lahir pada tahun 285 H, dan meninggalkan beberapa kitab di
tridang sastra. Dia meninggal pada tahun 347 H. Lihat kitab Al Muntazhim (14/ll5)
dan Al Bidayah Wan-Nihayah (ll/233).

r83 Ia adalah imam ilmu Nahwu di masanya. Ia bernama Abu Ishaq Ibrahim bin
N{uhammad bin Sirri Az-Zaljaj Al Baghdadi, penulis kitab Ma'ani Al Qur'an dan

banyak kitab lainnya. Ia berguru kepadaAl Mubarrad. Setiap hari ia rnemberi gurunya

uang satu dirham dari hasil jerih payahnya, dan gurunya itu menasihati dan

mengajarinya. Ia wafat tahun l6 H. Lihat kitab Siar A'lam An-Nubala' (14/209).
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Qutaibite berkata" 'Kalimat yang benar adalah: aku puasa sebulan kecuali

sehari, bukan: Aku puasa sebulan kecuali dua pultrh sembilan hari. Kalimat

yang benar adalatr: Aku berjumpa dengan kaum itu seluruhnya kecuali satu

orang, bukan: Aku berjumpa dengan kaum itu kecuali kebanyakan dari

mereka. Apabila kalimat ini tidak benar dari segi bahasa, maka dia tidak

bisa menghapus apa yang diakuinya sama seperti pengecualian terhadap

keseluruban. Seperti seandainya dia mengatakan, 'Dia memiliki hak padaku

seprlutg melainkan lima"

Mengenai ayat yangmerekajadikan argumen, di dalam ayat pertama

Allah mengecualikan orang-orang yang ikhlas dari anakAdam, danjumlatr

mereka ifu minoritas, sebagalimanaAllatr berfirm aurr, " Kecuali orang orang

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah

merelra ini. " (Qs. Shaad [38]:2\ Sedangkan dalam ayat kedua, Allah

mengecualikan orang-orang yang sesat di antara hamba-hamba-Nya, dan

mereka itu minoritas. Karena para malaikat adalah hamba-hambaAllah,

dan mereka bukan makhluk yang sesat. Allah berfirman, "Sebenarnya

(m al ai lrnt -m al a i kat i t u), a dal ah hamb a-hamb a y an g dimuli akan. " (Qs.

Al Anbiyaa' [2ll: 26). Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah

pengecualian yang terputus dengan arti istidrak (korel<si). Sehingga firman

Allah, " Sesungguhnya hamb a-hamb a-Ku tidak ada kekuasaan b agimu

terhadap mereka" tetap padacakupan umumnya, tidak adabagianyang

dikecualian darinya. Sesudah ituAllah memulai dengan kalimat yang baru,

"Kecuali orang-orang yang mengilwti kamu, yaitu orang-orang yang

sesat. " (Qs. Al Hijr [ 1 5] : 42) Maksudnya, tetapi orang-orang sesat yang

mengihrtimu, mereka itu sesat lantaran mengikutimu. Kebenaran pendapat

ini ditunjukkan oleh fi rman Allah di ayat lain kepada para pengikut lblis,
"Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan

r8a Dia adalah ulama besar yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Dia bernama
Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri, konon Ad-Dauzi.
Dia melahirkan banyak kitab. Dia meninggal pada tahun 246 H. Lihat kitab Sryar
A' lam An-Nubala' (13 1296).
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(sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. " (Qs.

Ibraahiim $4}22) Atas dasar itq mereka tidak memperoleh argumen dalam

ayat tersebut. Mengenai bait syair di atas, Ibnu Fadhal An-Nahwir85

mengatakan, "Ini adalah syair buatan, tidak positifberasal dari masyarakat

Amb. Nab ini bukan merupakan pengecualian, karena pengecualian memiliki

kalimat-kalimat khusus, sedangkan di sini bukan termasuk kalimat tersebut.

Lagi pula, qiyas dalam bahasa itu tidak diperkenankan. Kemudian, kami

juga mengkitik bahwa ia mengecualikan lebih dari separoh sehingga

hukumnya tidak boleh, sama seperti pengecualian terhadap keseluruhan.

Perbedaan antara pengecu:rlian terhadap bagian yang besar dan bagian yang

kecil adalah masyarakatArab bisa menggunakan pengecualian untuk bagian

yang kecil dan menganggapnya baik saja, serta meniadakan pengecualian

unhrk bagian yang besar dan menganggapnya bunrk. Karena itu, tidak boleh

mengqiyaskan apa yang mereka anggap buruk dengan apa yang mereka

anggap baik dan memperkenankannya.

Pasal : Ada dua pendapat mengenai pengecualian terhadap separoh

bagian. Pertama, boleh. Ini adalah pendapat yang kuat dari Al Khiraqi. Ia

hanya membatalkan pengecualian yang lebih dari separoh, karena separoh

bukan lebih bannyak, sehingga hukumnya bole[ sama seperti pengecualian

yang lebih k ecll. Ked uo, tidak boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Bakar. Karena yang dimalsud dalam penjelasan mereka adalah yang sedikit

dari yang banyak, sedangkan separoh itu bukan sedikit.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

sepuuh, kecuali tujuh, kecuali lima, kucuali dua dirham," maka hukumnya

r85 Dia adalah pelopor di bidang Nahwu. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin
Fadhal binAli bin Ghalib Al Mujasyi'i. Ia berkeliling dunia dan berhubungan dengan

rezim Mulk. Ia menulis kitab Al lksir Fit-Tafsir setebal tiga puluh lima jilid, kitab
Nahwu setebal beberapa jilid, Al Burhan Fil-Tafsir setebal dua puluh jilid. Ia juga

menulis nazham yang sangat indah. Ia wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 497 H.
Lihat kitab Siar A' lam An-Nubala' (181528).
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sah, dandiadianggap mengakui enam dirham. Hal itukarenaapabiladia

mengecualikan keselurulran atau sebagian besar, maka pengecualian tersebut

gugur apabila dia berhenti. Tetapi bila dia menyambungnya dengan

pengecualian yang lain, maka kami memberlalcukannya karena pengecualian

bersama yang dikecualikan itu menghasilkan sisanya. Lima dirham kecuali

dua dirham hasilnya tiga, tiga dikecualikan dari tujuh hasilnya empat, dan

empat ini dikecualikan dari sepuluh sehingga hasilnya enam.

Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hakpadaku delapan

kecuali empat kecuali dua dirham," makapengecualian tersebut batal menurut

pendapat Abu Bakar, karena dia mengecualikan separoh. Namun menwut

pendapat lain adalah sah, sehingga dia menanggung lima dirham.

Apabila seseorang mengatakan" "Dia memiliki hak padaku sepuluh

kecuali lima kecuali tiga kecuali dua dirham kecuali satu dirharn," maka

seluruhpengecrralian batal menurut satu dari dua pendapa! dan sah menurut

pendapat yang laiq sehingga dengan demikian dia mengakui tujuh dirham.

Seandainya seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku tiga

kecuali dua dirham kecuali satu dirham," maka itu berarti dia mengakui tiga

dirham. Adapunj ika dia berkat4 "Ia memiliki hak padaku tiga dirham kecuali

tiga dirham kecuali dua dirham," maka selunfi pengecualian batal, karena

pengecualian dua dirham dari tiga dirham adalah pengecualian yang lebih

besar, dan itu terhenti pada pengetahuan tersebut. Apabila pengecualian yang

kedua batal, maka pengecualian yang pertama juga batal, karena yang

demikian itu adalah pengecualian terhadap keseltuuhan. Dalam hal ini para

sahabat Syaf i memiliki tigapendapat. Pertama, pengecualianbatal karena

yang pertama batal, sebab ia merupakanpengecualian terhadap keseluruhan,

sehingga batal pula pengecualian yang kedua karena merupakan kelanjutan

dari pengecualian yang pertam a. Kedua, sah dan dia menanggung safu

dirham, karena ketika pengecualian yang pertama batal, maka kita
menjadikan pengecualian yang kedua sebagai pengakuan, karena

pengecualian kedua inilah yang ada setelah pengakuan lantaran pengecualian

yang berada di antara keduanya (pengecualian pertama) batal. Ketiga, sah
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dan dia mengakui dua dirham. Karena ia mengecualikan dua dirham dari

tiga dirham sehingga tersisa satu dirham yang dikecualikan dari pengakuan,

sementara pengecualian lebih besar itu tidak sah menurut mereka. Al Qadhi

menyepakati pendapat mereka ini.

Apabila dia mengatakan, "Tigakecuali tiga kecuali satu dirham," maka

seluruh pengecualian batal. Contoh kasus seperti sebelumnya mengikuti

pendapat para sahabat Syaf i.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku

seribu dirham kecuali lima puluh," maka yang dikecualikan adalah dirham,

karena orangArab biasanya tidak mengecualikan melainkan dengan sejenis.

Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku seribu kecuali

limapuluh dirham," makayang dimaksud dengan seribudi sini adalah dirham

juga. Inilah pendapat terpilih Ibnu Hamid danAl Qadhi, dan merupakan

pendapat Abu Tsaur. Namun Hasan At-Tamimi dan Abu Khaththab

mengatakan, "Kata seribu itu masih samar, dan penafsirannya dikembalikan

kepada orang yang mengakui." lni merupakan pendapat Malik dan Syaf i.

Karena pengecualian dengan lainjenis itu sahmenuut keduanya. Juga karena

kata seribu itu masih samar, sedangkan kata dirham tidak disebutkan untuk

menafsirkannya, sehingga kata seribu itu masih samar.

Menurut kami, orang Arab tidak membuat pengecualian kecuali yang

sejenis. Manakala salah satu komponen diketahui jenisny4 maka komponen

yang lainjuga diketahui jenisnya, seperti jikayang dikecualikan itu telah

diketahui jenisnya. Alasannya adalah hubungan arfiara mustatsna dan

mustatsna minhu dari segi jenis. Kalau suatujenis telahpasti pada salah

satunya, maka dia juga pasti pada yang lain. Berdasarkan pendapat At-

Tamimi, dia ditanya m engenu mustatsna minhrz Apabila dia menafsirkannya

denganberbedajenis,makapengecualianitubatal. Mentrutulamalain, dilihat

terlebih dahulu mustatsna-nya. Jika dia sama nilainya atau lebih banyak,

maka pengecualian batal. Kalau tidak, maka sah.
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Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak
padaku sembilan puluh sembilan dirhamr" maka seluruhnya adalah

dirham. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Apabila dia mengatakan, "Seratus dan lima puluh dirham,"

makamaksudnya seperti di atas. Sebagian sahabatkami menyampaikan

satu pendapat bahwadiatidak menafsirkan kecuali tatradap kata sebehrnnya-

Ini merupakan pendapat sebagian sahabat Syafi'i. Begitu pula jika dia

mengatakan, "Dia memiliki hak padaku seribu dan tiga dirham, atau lima

puluh dirham dan seribu dirharn, atau seribu dan seratus dirham, atau serafus

dan seribu dirham." Pendapat yang benar adalahyang kami sampaikan,

karena dirham yang dijadikan penafsiran itu juga menafsiran bilangan

sebelumnya yang samar. Allah berfirman tentang salah satu dari dua orang

yang bersengketa sebagai berikut, "Sesungguhnya saudaraku ini
mempunyai sembilan puluh sembilan ekor lcambing betina. " (Qs. Shaad

p8J: 23lDi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. wafat pada usia

enam puluh dan tiga tahun, Abu Bakar wafat tahun enam puluh dan tiga

tahuq dan Umar wafat tahun enam puluh dan tiga tahun.r86

Juga karena kata dirham disebut sebpgai penafsiran. Karena itu, dia

tidak mengimplikasikan tambahan atas bilangan yang disebu! sehingga kata

dirham merupakan penafsiran bagi seluruh bilangan sesudahnya, karena

bilangan tersebut membuhrlrkan penafsiran. Makna ini ada pada kat4 "Seribu

dan tiga dfuham" dan bentuk-bentuk kalimat tersebut. Menurut pendapat

ulama yang tidak memasukkan bilangan yang sitmar (tanpa penafsiran) ke

dalam kategori bilangan yang diberi penafsimq seperti kalima! "Aku menjual

kepadamu barang ini dengan harga seratus dan limapuluh dirham, atau dua

puluh dan lima dirham," maka kalimat ini tidak sah. Namun ini merupakan

pendapat yangjanggal dan lemah, sertatidak memiliki dasar.

t86 HRAhmad dalam Musnad-nya(4/96) dengan lafazlnya dari Mu'awiyah bin
Abu Su$an. Bukhari (6/3536) meriwayatkan dari hadits Aisyah bahwa Nabi Saw.
wafat pada usia enam puluh tiga tahun. Tirmidzi (513621) meriwayatkan dari hadits
Ibnu 'Abbas.
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Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak

padaku seribu dirham atau dirham, atau seribu dan kain atau gandum,"

maka bilangan yang tidak diberi penafsiran itu sama jenisnya dengan

yang diberi penafsiran. Begitujuga seandainya dia mengatakan, "Seribu

dirham dan sepuluh, atau seribu pakaian dan dua puluh." lni merupakan

pendapat Al Qadhi, Ibnu Hamid dan Abu Tsaur. At-Tamimi dan Abu

Khaththab mengembalikan penafsiran bilangan yang samar itu kepadanya,

karena sesuatu itu disambung dengan yang sejenis. Allah berfirman,

"Menangguhkon dirinya (beridah) empat bulan sepuluh. " (Qs. Al
Baqarah [2):8$ Juga karena kata seribu itu masih samar, sehingga

penafsirarurya dikembalikan kepada orang yang mengakui, seperti seandainya

ia tidak menyambungnya. Abu Hanifah berkata,'Apabila dia menyambung

denganbilanganyang samar dari segi timbangan atautakaraq makaiamenjadi

penafsiran bagi bilangan yang surmax tersebut. Apabila menyambung dari

segi hasta atau bilangan, maka itu bukan penafsiran. Karena kalimat "Dia

memiliki hak padaku" inr berfi.ngsi unhrk membebankan kewajiban dalam

pertanggungan. Apabila diamenyambungnya dengan lafaztr yang menetapkan

pertanggungan dengan dirinya sendiri, maka itu dianggap sebagai penafsiran,

sama seperti kalimat, "seratus dan lima puluh dfuham."

Menurut kami, orangArab biasanya cukup menafsirkan salah satu

dari dua bilangan. Allah berfirman, " Dan merel(o tinggal dalam gua mereka

tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagil " (Qs.Al Kahfi

[ 8]: 25) Allah juga berfirman, " Seorang duduk di sebelah knnan dan

yang lain duduk di sebelah kiri." (Qs. Qaaf [50]: 17) Juga karena ia

menyebutkan bilangan yang samar bersamaan dengan bilangan yang diberi

penafsiran, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keduanya

tidak sejenis, sehingga bilangan yang samar itu samajenisnya dengan bilangan

yang diberi penafsiran. Seperti mengatakan, "Sertus dan lima puluh dirham,

atau tiga ratus dan tiga belas orang." Pastinya, bilangan yang samar itu

membutuhkan penafsiran, dan penafsiran telah disebut pada bilangan yang

menyertainya, dan layak untuk dijadikan penafsirannya, sehingga
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pemahirmannya harus diarahkan ke lafaztr penafsirtenebut. Adapun firman

Allah, "Menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan dan sepuluh,"

kata sepuluhtidakmungkin dipahami sebagai seprluhbulankarenadua alasan.

Pertama, kata' asyr (sepuluh) tarrpa ta' marbuthahadalah bilangan untuk

mu' annats (feminin) sedangkan k ata asyhur @ulan) berbentuk mudzal(J(nr

(maskulin) sehingga kata asyhur tidak boleh dihitung dengan kata 'asyr

yangtarrpa ta ' marbuthah. Keduo, seandainya maksudnya adalah sepuluh

bulan, maka kalimat yang benar adalah: arba'ata 'asyara asyhur dengan

tarkib (terangkai), bukan dengan 'athaf (bersambung), sebagaimana

firmanAllah, " Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). " (Qs.

AlMuddatsir [7a]: 30)

Mengenai pendapat mereka batrwa kata seribu itu samar, kami katakan

bahwa kata tersebut telah disertai dengan kata yang menunjukkan

penafsirannya, seperti mengatakan, "Serafus dan lima puluh dirham, atau

seratus dan satu dirham" menurut Abu Hanifah. Barangkali ada yang

berkomentar, 'Tika dia mengatakan, 'serahs dan limapuluh dirham,'dimana

dirham disebutkan untuk menafsirkan. Karena iht dia tidak mengakibatkan

bertambahnya bilanga4 sehingga seluruh bilangan dapat ditafsiri dengan kata

difiam. Hal ini berbeda dengan kalimat "seratus, dirham," karena kata dirham

di sini disebutkan untuk membebankan kewajibarq bukan untuk menafsirkan,

dengandalilbahwaiamengakibatkan bilangan."Kamikatakaq

kata tersebut cocok digunakan untuk ijab sekaligus penafsiran, sedangkan

di sini adakebutuhanterhadap penafsiran, sehinggakata ini harus dipahami

sebagai penafsiran untuk menjaga kalimat orang yang memberi pengakuan

dari kerancuan dan kesamaran, serta mengarahkannya agarjelas dan bisa

dipahami. Mengenai pendapat bahwa lafazh"Diamemiliki hak padaku"

berfrrngsi sebagai ijab, kami katakan bahwaketika ia menyambung kewajiban

dengan kew{iban" dimana salah satunya samar danyang lain diberi penafsiran,

dan yang samar itu mungkin ditafsiri denganny4 maka yang samar itu pasti

sejenis dengan yang diberi penafsiran. Tetapi jika tidak mungkin, seperti ia

menyambung brlangan mu' annats dengan mudzal*ot atau sebaliknya, maka
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salah satunya tidak sejenis dengan yang lain, dan yang samar itu tetap dalam

kesamarannya. Seperti seandainya seseorang mengatakan:

li:* : gr t; qt( * ij gamemilikihakpadakuempat dirham dan sepuluh).

853. Masalah: Abu Qasim berkata, "Apabila seseorang

mengatakan, "Dia memiliki sepuluh dirham padaku," (tanpa kata

'hak') kemudian mengatakan, "Sebagai titipanr" maka perkataan

yang dipegang adalah perkataannya."

Maksudnya, orang yang memberi pengakuan dengan lafazh ini, "Ia

memiliki padaku beberapa dirham," kemudian dia menafsiri pengakua$rya

batrwa dirham tenebutmerupakantitipan, makapenafsirannya diterima. Kami

tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang

masalah ini. Baik dia menafsirkannya dengan kalimat yang bersambrurg atau

terpisah, karena dia menafsirkan kalimatrya dengan keterangan yang perlu,

sehingga diterima. Seperti mengatakan, "Ia memiliki hak padaku beberapa

dirham," lalu dia menafsirkannya sebagai utang. Pada saat itg hukum-hukum

titipan berlaku padany4 sehingga sekiranya ia mengklaim titipan tersebut

nrsakatau diatelahmengembalikanny4 makaperkataanyang dipegang adalah

perkataannya- Apabila dia menafsirkannya sebagai utang, maka penafsirannya

juga diterim4 karena dia mengakui atas dirinya tanggrngan yang lebih berat.

Apabila dia mengatakan, "Dia memiliki titipan padaku yang telah

kukembalikan kepadanya, atau rusak," maka dia wajib menanggung dan

perkataannya tidak diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Hal itu

karena ada kontradiksi antara pengakuannya dan anulirnya terhadap

pengakuan tersebut, karena uang seribu yang dikembalikan atau rusak itu

tidak ada padanya sama sekali, dan ia tidak lagi me4j adi titipan. Setiap kalimat

yang bertentangan dengari pengakuan dan mengalihkannya itu wajib ditolak.

NamtnAl Qadhi mengatakan, "Ucapannya diterima, karenaAhmad dalam

riwayat Ibnu Manshur berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "Kamu

memiliki titipan padaku yang telah kuserahkan padamu," maka ucapannya

dibenarkan, karena dia mengklaim titipan tersebut rusak atau telah
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dikembalikamya, sehingga ucapannya diterima. Seperti seandainya dia

mengklaim hal tersebut dengan kalimat yang terpisah. Apabila dia

mengatakarl "fitipan itu ada padaku dan aku mengira masih ad4 dan temyata

ia telah rusak," maka hukumnya seperti hukum kasus sebelumnya.

854. Masalah: Abu Qasim berkata, *Seandainya seseorang

mengatakan, "Ia memiliki hak seribu padakur" kemudian dia
mengatakan, "Sebagai titipanr" maka ucapannya tidak diterima."

Maksudny4 apabila dia mengakui beberapa dirham dengan kata 'hak

padaku', kemudiandiamenafsirkarurya dengan titipan, maka ucapannya tidak

diterima" Seandainya sesudah itu dia mengklaim kensakarl maka ucapafllya
juga tidak diterima. Pendapat ini dikemukakan olehAbu Hanifah dan Syaf i.

Sebuah riwayat dari Syaf i mengatakan bahwa ucapannya'sebagai titipan'
itu diterima, Apabila sesudatr itu dia mengklaim kerusakan titipan maka

ucapannyajuga diterima. Al Qadhi juga mengemukakan pendapat yang

menguatkanpendapatini,karenatitipar, ituhanrsdijagadandikembalikanr5ra"

Kalau dia mengatakan 'hak padaku' dan menafsirkannya sebagai titipan,
maka tercakup kemungkinan ucapannya benar sehingga diterima. Seperti

seandainya dia menyambungnya dengan kalimatrya dengan mengatakan,

'Iamemilikihakpadaku seribusebagai titipan-"Jugakarenapartikel-partikel

sambung itu berbeda satu sama lain, sehingga kata 'alayya '(hak padaku)

boleh digunakan untuk makna 'indi (ptadaku), sebagaimana firmanAllah
saat mengabarkan perkataan Musa, "Dsn aku menanggung satu
kesalahan kepada mereka. " (Qs.Asy-Syu'araa'[26]: 14)

Menurut kami, kata'hak padaku' itu untuk membebankan kewajiban,

dan itu mengakibatkan keberadaan dirham dalam tanggungannya. Begitu
juga seandainya dia mengatakaq "Apa yang menjadi hak pada (tanggungan)

fi.rlan menjadi tanggrmganny4" maka dia menjamin frrlan. Sedangkan titipan

itu tidak berada dalam tanggunganny4 melainkan sesuatuyang ada padanya.

Kalimat yang mereka kemukakakan itu berbentuk majaz, dengan

menghilangkan mudhaf dan meletakkan mudhof ilaih untuk
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menggantikannya, atau mendudukkan satu partikel menggantikan partikel

lain. Sementara pengakuan itu dipahami mentrut tekstualnya, dengan dalil

bahwa seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku beberapa ditham,"

maka ia menanggungtiga dirham, meskipun lafazhjamak itu dapat digunakan

untuk mengungkapkan bilangan dua atau satu, sama seperti firmanAllah,

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makn ibunya

mendapat seperenam." (Qs.An-Nisaa' [a]: ll) juga di banyak tempat

laindalamAl Qur'an:

Seandainya dia mengatakan, "Ia memiliki hak satu dirham padaku,"

lalu dia mengatakan, "Yang larmaksud adatatr setengah dirham," dimana dia

menghilangk an mudhaf $ntukata: separoh) dan melet akkan mudhaf ilaih

(yaitu kata: dirham), maka ucapannya tidak diterima. Seandainya dia

mengatakan, "Kamumemiliki hak dari hartaku sebesar seribu," kemudian

yang diaj aknya bicara mengatakan, "Kamu benar," lalu dia mengatakan,

"Yang kumaksud kamumemiliki tanggungan dari hartaku," dimana dia

mengganti kata'tanggungan" dengan kata "hak", seperti dalam firmanAllatr,

" Dan jilra lramu berbuat jahat maka keiahatan itu bagi dirimu sendiri, "

(Qs. Al Israa' fl71: 7), maka ucapannya tidak diterima. Seandainya

kemungkinan yang bersifat tak terbatas itu diterima dalam pengakuan, maka

gugurlahpengakurur, dan diterimalah penafsiran kata dirham dengan dirham

yang tak-sempurna, dirham palsu, dan utang tempo. Adapun jika dia

mengatakan, "Kamu memiliki hak padaku sebesar seribu," kemudian dia

mengatakan, "sebagai titipan, lalu titipan itu rusak," maka ucapannya tidak

diterima, karena kontradiktif. Masalah semacam ini telah dijelaskan di atas.

Fasal : Apabila seseorang mengatakarS "Kamu memiliki hak padaku

sebesar seratus dirham," kemudian dia menghadirkan seratus dirham tersebut

dan berkat4 "trnilah yang krialcui, dan ini adalah titipan milikmu padakg" lalu

orang yang diakui haknya berkata, "Ini titipan, dan yang kau akui itu di luar

yang ini, ia adalah utang padamu," maka pendapatAl Kltiraqi menunjukkan

bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang diakui haknya.

Ini adalah pendapatAbu Hanifah. NamunAl Qadhi mengatakan bahwa
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perkatuum yang dipegang adalah perkataan orang yang mengakui dengan

disertai sumpatrrya Imam Syaf imemiliki duapendapat seperti duapendapat

tenebut. Alasannya adalatr seperti dijelaskan di atas.

Apabiladalam diaberkata'Kamumemilikihakfradaku

serafusdalam "makadalarnkastxiniAlQadhi setujubatrwa

ucapan orang yang mengakui itu tidak diterim4 karena titipan adalah barang

yang tidak berada dalam pertanggr.rngan." Al Qadhi mengatakan, "Tetapi

sebuah pendapat mengatakan bahwa ucapannya diterima, karena

dimungkinkan kata'dalam pertanggunganku' itu maksudnya pertanggungan

wrhrk menyerahkannya. Juga karena bisajadi ia melalnrkan tindakan di luar

kewenangan terhadap titipan tersebut, sehingga resikonya berada dalam

pertanggungannya." Para sahabat Syaf i memiliki dua pendapat dalam

masalahini.

Adapunjika dia menyambung kalimatrya denganmengata}an,'Karru

memiliki hak padaku seratus sebagai titipan," maka ucapannya diterima,

karena iamenyambung kalimatrya denganpeqielasanlangmungkiq sehingga

hukurnnya satr- Seperti seandainya dia mengatakaq "Iamemiliki hak padaku

dirham yang tak sempuma."

Apabila dia mengatakan, '1a memiliki hakpadaku seratus dirham

sebagai titipan sebagai utang atau mudharabah," maka hukumnya sah dan ia

merumggungnya. Karena bisajadi ia melakr:kan tindakan diluar kewenangan

terhadap titipan sehingga menjadi utang. Apabila dia mengatakan, "Yang

kumaksud, dia mensyaratkan padaku unfuk menanggun9frya," maka

ucapruuya tidak diterima, karena syarat tidak menjadikan titipan itu
dipertanggungkan.

Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki padaku seratus sebagai titipan

yang dia syaratkan agar aku menanggungflyd," maka dia tidak wajib
menanggungnya, karena syarat yang benar adalah tidak menjadikan titipan
itu sebagai tanggungan. Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku

seratus satu dirham sebagai pinjaman," maka dia menanggungnya, dan

pinjaman itumenjadi tanggurgan baginya, baik kita menghukumi purjaman
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dirham itu sah atau tidak, karena apayangdipertanggungkan dalam akad

yang sah itujuga dipertanggungkan dalam akad yang tidak sah. Apabila dia

mengatakan, "Ia menitipkan padaku seratus tetapi aku belum menerimanya,

atau ia meminjamiku seratus tetapi aku belum mengambilnya," maka

ucapannya diterima asalkan bersambung, dan tidak diterima apabila dalam

keadaan terpisah. Begitujuga apabila ai mengatakan, "Ia melunasiku seratus

tetapi akubelum menerimanya." Ini merupakanpendapat Imam Syaf i.

Pasal : Apabila seseorang berkatar "Ia memiliki hak padaku

seribu dalam budak inir" atau ia memiliki hak seribu dari budak ini,"

maka ia dimintai penjelasan. Apabila dia mengatakan, "Ia membayarkanku

seribu untuk hargany4" maka itu berarti utang. Apabila dia mengatakan, "Ia

membayar seribu untuk harganya," maka kami katakan, "Jelaskan berapa

harga budak tersebut dan bagaimana carapembeliannya." Apabila dia

mengatakan, "Dalam satu ijab, dia menaksir seribu dan aku menaksir seribtl"

maka itu berarti dia mengakui sepertiganya. Apabila dia mengatakan, "Aku

menaksir dua ribu," maka itu berarti dia mengakui sepertiganya. Perkataan

yang dipegang adalah perkataarury4 baik nilainya sesu,ai yang disebutkannya

atau lebih kecil, karena terkadang dia yang memainkan harga, atau dia yang

dipermainkan harganya.

Apabila dia mengatakan, "Kami membelinya dengan dua ij ab," maka

dikatakan, "Berapa kamu membeli darinya?" Apabila dia menjawab,

"Separoh, atau sepertiga, atau lebih rendah, atau lebih tinggi," maka

ucaparurya diterima dengan disertai sumpahnya, baik sesuai dengan nilai

tersebut atautidak.

Apabila seseorang mengatakan, "Ia berwasiat bagi orang itu seribu

dari harganya," maka barang terjual dan diserahkan kepadanya seribu dari

harganya. Apabila yang dimaksudnya adalah memberinya seribu dari

irartany4 bukan dari pembayaran budak, maka dia tidak waj ib menerimany4

karena penerima wasiat telah ditetapkan haknya pada pembayaran budak.

Apabila dia menafsirkannya dengan seribu darijinayahyang dilakukan
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budak, sehingga hak seribu itu melekat pada diri budak, maka ucapannya

diterima, dan ia berhak meniual budak dan menyerahkan seribu dari
pembayarannya. Apabila dia mengatakan, "Yang kumaksud adalah gadai

yang ada padanya," maka ada dua pendapat. Pertama, ucapannya tidak
diterima, karena hak penerima gadai itu dalam pertanggungan. Kedua,
diterima" karena utang terkait dengan gadar, sama sepertij inayah. Madzhab

Syaf i dalam sebuatr kasus adalah seperti pendapat yang kami sampaikan.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Baginya seribu dalam
hartaku ini, atau dari hartaku ini," lalu ia menafsirkannya sebagai

utang, atau titipan, atau wasiat, maka ucapannya diterima. Namun
sebagian sahabat Syaf i mengatakan tidak diterima, karena kata 'hartak' itu
tidak menunjukkan kepemilikan orang lain.

Menurtu kami, dia mengakui seribu sehingga ucapannya diterima.
Seperti seandainya dia mengatakan, "Di dalam hartaku." Bisa jadi dia
menambahkan harta orang lain ke dalam hartanya,atau menambahkan

hartanya ke dalam harta orang lain, karena ada hak khusus baginya, atau

hak kuasa, atau perwalian atas harta tersebut. Allah berfirman, "Dan
janganlah knmu serahkan kepada orong-orang yang belum sempurna
aknlnya, harta (merekayang oda dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan palaian
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada merelca knta-kata yang
b aik. " (Qs. An-Nis aa' [4]: 5) Allah b€rnrman tentang kaum wanita, " Dan
janganlah lramu mengeluarknn mereka dari rumah-rumah merekn."
(QS Ath-Thalaaq [65] : 33)Allatr berfirman kepada istri-istri Rasulullah SAW,
"Dan ltendaklah kamu tetap di rumahmu. " (Qs. AlAhzaab [33]: 33)
Jadi, pengakuannya tidak batal manakala dimungkinkanpengakuan itu benar.

Apabila dia mengatakan, "Yang kumaksud sebagai hibah," maka
ucapannya diterima, karena kemungkinan makna ini tercakup di dalamnya.

Apabila dia menolak menyerahkanny4 maka dia tidak dipaks4 karena hibah

itu tidak mengikat sebelum serah-terima. Begitujuga ketentuannya ketika
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dia mengatakan, 'tsagi frrlan separoh dalam rumahku ini, atau sebagian dari

rumahku ini." Dari Ahmad dituttrkan keterangan yang menunjukkan dua

riwayat tersebut. Dalam salah satu riwayat tentang orang yang berkata,

..Separoh budakku ini milik fulan," maka penafsirannya dengan hibah itu

tidak boleh kecuali dia mengatakan, "Aku menghibahkannya." Apabila dia

mengatakan, "separoh hartaku ini milik fulan " saya tidak mengetahui kalimat

semacam ini. Ibnu Manshur menutr.rkan, "Apabila dia mengatakan,' Kudaku

ini milik futa&" maka pengakuannya sah Apabila dia mengatakarl'la memiliki

hak dalam hartaku ini separohnya, atau dia memiliki separoh nrmah ini,"

maka itu adalah pengakuan yang sah. Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki

seribu dalam harta ini," maka pengakuan tersebut sah. Apabila dia

mengatakan, "Baginya seribu dalam warisan ayahku," maka itu adalah

pengakuan terhadap utang atas harta peninggalan. Apabila dia mengatakan,

..Dalam warisanku dari ayahku," lalu dia mengatakan, "Yang kumaksud

sebagia hiba[" maka pengakuannya diterim4 karenajika dia menyandarkan

warisan kepada ayahny4 maka indikasinya adalahhartayang ditinggalkanny4

sehingga yang demikian itu menunjuk kepada kewajiban objek yang diakui

dalam warisan. Apabila dia menyandarkan warisan kepada dinnya,maka

itu berarti apa yang diwarisinya dan telah berpindah kepadanya, sehingga

tidak dipahami sebagai kewajiban. Apabila dia menyandarkan sebagian harta

kepada diriny4 maka secara tahiriah dia memberi orang lain satu bagian dari

hartanya.

Fasal : Apabila seseorang mengatakan, "Dalam budak ini ada

syirkah (persekutuan atau kepemilikan bersama)," maka

pengakuannya sah, dan dia berhak menjelaskan prosentasenya.

Namun Abu Yusuf berpendapat bahwa kalimat ini berani dia mengakui

separohnya, sesuai dengan firmanAllah, " Mafta merekn berselutu dalam

yang sepertiga itu. " (Qs. An-Nisaa' [4] : 3) Ayat ini menunjukkan kesamaan

bagian di antara mereka. Begitu pula kata syirknh(persekutuan) dalam kasus

ini."
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Menurut kami, seberapapun bagian yang dimiliki seseorang dari budak
tersebut, maka itu dis ebut syirkah, sehingga ia boleh menafsirkannya sesuai

yang diinginkannya, seperti separoh. Penggunaan kata ryirtrahuntuk bagian
di bawah separoh itu bukan majaz, dan tidak bertentangan dengan makna
tekstual. Sementara ayat tersebut menetapkan kesamaan bagian pada
sepertiga berdasarkan'lali l. Demikian pula hukumnya ketika dia mengataka4
"Budak ini adalah syirlcahdi antara kami.,'
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PASAL: PENGAKUAN TERHADAP OBJEK
YANG TIDAK JELAS

Apabila seseoftmg mengatakan, "Fulan memiliki sesuatu padakq atau

sekian," maka pengakuannya sah dan dia wajib menafi sirkarurya. Tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ia berbeda dengan klaim, dimana

klaim terhadap objek yang tidak jelas itu tidak sah, karena klaim itu untuk

keuntungan dirinya, sedangkan pengakuan itu untuk memberatkan dirinya.

S ehingga apa y angmemberatk affiy a itu waj ib baginya me skipun tidak

dijelaskan. Juga karena ketika pendakwa tidak membenarkan klaimnya,

maka dia memiliki alasan untuk membebaskannya, sedangkan orang yang

mengakui tidak memiliki alasan untuk membebaskarulya, dan tidak ada

jaminan dia tidak menganulir pengakuanya, sehingga dengan demikian dia

menyia-nyiakan hak orang yang diakui haknya. Karena inr, kami menjanrhkan

pengakuan padanya meskipun objeknya tidak jelas.

Apabila dia menolak menafsirkannya, maka dia ditahan sampai

rnenafsirkan. Al Qadhi berkata, "Ia dianggap membangkan, dan orang yang

diakui haknya diperintahkan memberi penjelasan. Apabila dia menjelaskan

sesuatu lalu orang yang mengakui membenarkanny4 maka hak ditetapkan.

Apabita dia mendustakarurya dan menolak memberi penjelasan, maka

clikatakan kepadanya, "Kalau kamu tidak memberi penjelasan, maka kami

menganggapmu membangkang, dankami prtuskan kamubersalah." bri adalah

pendapat para sahabat Syaf i. Hanya saja mereka mengatakan, "Kalau kamu

ticlak menjelaskan, maka kami akan meminta orang yang diakui haknya

bersumpah atas klaimnya" dankami menjatuhkan isi klaim itupadamu-"Alasan

pendapat pertama adalah orang yang mengakui itu menolak memberikan

hak yang ditanggungnya, sehingga ia ditahan. Seperti seandainya dia telah
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menyebutnya tetapi menolak menyerahkannya. Dengan demikian, ketika
orang yangmengklaim telahmenyebutkanobjekny4 laluorang yiangmengakui

menolak, maka ketentuannnya seperti yang mereka kemukakan.

Apabila orang yang menanggulg hak itu mati, maka para ahli warisnya

diperlakukan sama, karena hak itu melekat pada orang yang mereka warisi,
sehingga terkait dengan harta peninggalannya, dan kini ia telah berpindah
tangan kepada para ahli waris, sehingga mereka menanggung kewajiban
yang ditanggung oftmg yang mereka warisi. Seperti seandainya hak tersebut

dijelaskan. Apabila orang yang mengakui itu tidak meninggalkan warisan,

makapara ahli waris tidak menanggung apapun.

Ketika dia menafsirkan pengakuannya dengan sesuatu yang menurut
kebiasaan dianggap sebagai harta, maka penafsirannya diterima dan hak
ditetapkan, kecuali orang yang diakui haknya itu mendustakannya dan
mengklaim jenis lain, atau dia tidak mengklaim sesuatu, sehingga
pengakuannya batal. Apabila dia menafsirkannya dengan sesuatu yang
biasanya tidak disebut harta benda, seperti kulit kelap4 maka pengakuannya

tidak diterima, karena pengakuan adalah mengakui hak yang ditetapkan
dalam pertanggungannya. Begitu pula jika dia menafsirkannya dengan sesuatu

yang tidak dianggap harta benda menuru syariat Islam, seperti khamea daging
babi, dan bangkai, maka pengakuannya tidak diterima. Apabila dia
menafsirkannya dengan anjing yang tidak boleh dimiliki, maka hukumnya
sama. Apabila ia menafsirkannya dengan anjing yang boleh dimiliki, atau
kulit bangkai yang belum disamak, maka ada dua pendapat. pertama,

pengakuan diterima, karena kedua benda tersebut wajib diserahkan kepada
empunya. Kedua, tidak diterima, karena pengakuan merupakan berita
tentang sesuatu yang wajib ditanggr.mgnya, sedangkan kedua benda ini tidak
wajib ditanggung. Apabila dia menafsirkannya dengan sebiji gandum dan
semisalnya, maka pengakuannya tidak diterima, karena satu butir gandum
itu mentrut kebiasaan tidak dianggap sebagai harta. Apabila dia menafsirkanya

denganfuadd atas tuduhan zina,makaditerima; karena ia merupakan hak
yang wajib baginya. Tetapi dimungkinkan tidak diterima, karena sanksi
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tersebut tidak berujung pada harta. Namun pend apatyangpertama lebih

tepat, karena sesuatuyang ditetapkart dalam pertanggungan itu sah untuk

dikatakan, "Aku menanggungnya." Apabila dia menafsirkannya dengan hak

syuf 'ah, maka pengakuannya diterima, karena itu adalah hak yattg wajib

dan dapat bermuara kepada harta benda. Apabila dia menafsirkannya dengan

jawaban sal am atautqsymil urtgk orang yang bersin dan semisalnya, maka

pengakuannya tidak diterima, karena kewajiban tersebut gugur setelah

terlewatkan, sehingga tidak ditetapkan dalam pertanggungan. Sedangkan

pengakuan itu menunjukkan adanya hak dalam pertanggungan. Tetapi

dimnngkinkan penafsirannya denganjawaban srlam atau tasymfi itu diterima

apabila yang dimaksud adalatr hak untuk menjawab salam seseorang ketika

ia mengucapkan salam, atau mendoakan ralrmat ketika bersin. Hal ini sesuai

dengan hadits, "seorang muslim memiliki tiga puluh hak atas muslim

lain: menjawab salamnya, mendoaknn rahmat baginya kettlca bersin,

memenuhi undangannya ... "tt7

Apabila diamengatakaq "Alumengarnbil tanpaizin sesuatu darinya,"

dan ia menafsirkanrryra dengan sesuatu langbukanhart4 maka pengakuannya

diterima- IGrena lafazh'mengambil tanpa izin' itu dapat digunakan rnrtukhal

tersebut. Apabila dia mengatakan, * tr*i ftalimat majaz yang berari:

aku menyetubuhinya), maka pengakuannya tidak diterimq Y'arcna ghashab a

(mengambil tanpa izin) tidak ditetapkan padanya. Masalatr ini kebanyakan

dikutip dari madzhab Syaf i. Dituturkan dari Abu Hanifatr batrwa dia tidak

menerima penafsiran pengakuan dengan barang yang tidak bisa ditakar dan

ditimbang, karena barang dengan sifat demikian itu sendiri tidak ditetapkan

dalampotanggungan.

18? Kami tidak menemukan hadits dengan lafazh ini. Yang kami temukan adalah

lafazhJafazh lain yang diriwayatkan Tirmidzi (5D736). Ibnu Majah (lll433) dengan

lafazh, "seorang muslim memiliki enam hak otas muslim loin dengan cara yang

ma,ruf." sanadhaditsshahih. sebagaimanaBukhari (3/1340) danMuslim (4/1704)

meriwayatkan dengan lafazf,'r, " Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima '.. "

Sebagaimana Muslim (411705) danAhmad dalarn Musnad-nya (2/372) meriwayatkan

dengan lafazh, "Hak seorang muslim atas muslim lain qda enqm.'. "
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Menurut kami, barang tersebut adalah hak milik yang bisa diakadkan,
sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan kata sesuatu dalam pengakuarl
sama seperti barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Juga karena ia dapat
ditetapkan dalam pertanggungan secara garis besar, sehingga penafsiran
dengannya sah, sama seperti barang yang bisa ditakar. penyebab

ditetapkannya hak dalam pengakuannya atau pemberitaannya itu tidak
dipe'rtimbangkan.

Pasal : Apabila seseorang mengakui tanggungan harta, maka
penafsirannya dengan sedikit atau banyak itu diterima. pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Syaf i. Namun, Abu Hanifah berkata,
"Penafsirannya dengan selain harta yang diken ai zakatitu tidak diterima
berdasarkan fi rman Allah, " Am b i l l ah z akat dar i s e b a gi an har t a m e re ka,
dengan zakat itu komu membersihkan dan mensucirmn merekn." (es.
At-Taubah [9]: 103) "Dan pada harta-harta mereka ada hak.,, (es.
Adz-Dzaaiyaat [5 I ] : I 9)

Sebagian sahabat Malik menuturkan tiga pendapat d arinya. pertoma,

sama seperti pendapatkami. Kedua, tidak diterimakecuali nishab pertama
dari nishab zakat dari harta yang sejenis dengan harta mereka . Ketiga,ukuran
yang mengakibatkan pencurinya dipotong tangan dan sahnya mahar,
berdasarkan firman Allah, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk ditrawini
bukan untuk berzina. " (Qs.An-Nisaa' [a]:2$

Menurut kami, apa yang tidak mereka sebutkan itujuga bisa dinamai
harta dalam arti yang sebenamya dan menurut toadisi, dan biasanya dijadikan
harta, sehingga penafsiran itu diterima, sama seperti harta yang mereka
sepakati. Adapun ayat-ayattentang zakatitubersifat umum dan masih
dikhususkan Sementara firmanAllah, " Dan pada harta-harta mereka ada
hak" itudimaksudkan sebagai perintah zakat, dengan dalil bahwa ayat ini
diturunkan di Makkah sebelum zakat diwajibkan. Jadi, mereka tidak memiiiki
argumen ayat tersebut. Kemudian, pendapat mereka itu terbantah dengan
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firman Allah , " Dan dihalallcan bagi knmu selain yang demikian (yaitu)

mencari istri-istri dengan hartamtr. " Kita tahu batrwa pemikahan itu boleh

dengan mahar dari jenis harta apapun, dan dengan ukuran di bawah nisab.

Apabila seseorang mengatakan" "Ia memiliki hak padaku harta yang

besar, atau banyak, ataumuli4 atau penting," maka diaboleh menafsirkarurya

dengan hana yang sedikit dan banyak. Seperti seandainya dia mengatakan
6'harta" 

saja tanpa menambah keterangan. Lni merupakan pendapat Syaf i.

Namun dituturkan dari Abu Hanifah bahwa penafsirannya dengan harta di

bawahsepuluhdirharnitutidakditerima"kare,nadenganukuraninilahseoftrlg

pencuri dipotong tangannya, dan inilah ukuran minimal mahar baginya.

Diriwayatkan darinya bahwa penafsiran dengan harta di bawah dua ratus

dirham itu tidak diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh kedua sahabatry4

karena ukuran inilah yang diwajibkan zakat. Sebagian sahabat Malik

berpendapat sarna seperti pendapat mereka tentang maaslah harta. Ada

pula yang mengatakan lebih dari itu, seberapapun. Dan di antara mereka

ada yang mengatakan seukwan diyat. Laits bin Sa'ad mengatakaru "Tujuh

puluh dua, karenaAllah berfirman, " Sesungguhnya Allah telah menolong

kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak. "

Diketahui bahwa peperangan Rasulullah Saw. terjadi sebanyak tujuh puluh

dua kali. Juga karena sebutir bij i itu tidak disebut harta yang besar dan banyak.

Menurut kami, ukuran seberapun yang dapat digunakan untuk

menafsirkan kata harta itu dapat pula digunakan untuk menafsirkan kata

'harta yang besar', sama seperti pendapat yang mereka terima. Karena

kata besar dan banyak itu tidak memiliki batas dari segi syariat, bahasa dan

tadisi. Manusia berbeda-beda dalam menentukannya. Adayang menganggap

besar sesuatuyang sedikit, adayang menganggap besar sesuatuyang banyak,

ada pula yang meremehkan sesuatu yang banyak. Sehingga tidak ada satu

batasan tetap untuk dijadikan acuan dalam menafsirkannya' Juga karefia

tidak ada satu hana pun melziinkan ia lebih besar dan banyak dibandingkan

dengan harta yang ada di bawahnya. Mungkin saja maksudnya adalah besar

bagi dfuinya karena ia orang yang miskin. Dalil-dalil yang mereka kemukakan
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itu tidak mengandung batasan tentang sesuatu yang banyak, dan apa yang
mereka sebut sebagai sesuatuyang banyak itutidakmenghalangi sifat banyak
untuk harta yang ada di bawahnya. Allah berfirm an, " Berdzikirlah kepada
Alloh dengan dzikiryang banyak. " (es.AlAhzaab [33]: 4l) Katabanyak
di sini tidak dimaknai seperti yang mereka katakan. Allahjuga berfirman,
"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan
golongan yang banyak dengan izin Allah." (es.Al Baqarah [2]:2a9)
Kata banyak di sinijuga tidak dimaknai seperti yang mereka katal€n. Hukum
yang berlaku ketika seseorang mengatakan, "sangat bes ar, ataubesar dan
besar" itu seperti ketika dia tidak mengatakanny4 berdasarkan alasan yang
telahkaminyatakan.

Pasal : seandainya seseorang mengatakan, .,Ia memiliki hak
padaku lebih banyak daripada harta fulanr" Ialu ia menafsirkannya
dengan lebih banyak secara bilangan atau nilai, maka ia
menanggungnya. Kata 'lebih' dapat ditafsiri dengan apapun yang
dimaksudkannya, meskipun sebutir biji atau lebih sedikit lagi.

Apabila dia mengatakan, "Aku tidak mengetahui fulan memiliki hak
lebih banyak dari sekian," lalu bukti menunjukkan lebih banyak dari yang
disebutnya, maka dia tidak menanggung lebih dari yang diakuinya, karena
ukuran harta yang seebnamya tidak dapat diketahui. Terkadang harta disebut
banyak secara lahir, dan terkadang secara batin, sehingga orang yang diakui
haknya itu dapat memiliki apa yang tidak diakuinya- Jadi, acuan dalam masalah
ini adalah keyakinan orang yang mengakui dengan disertai sumpahnya apabila
dia didakwa lebih banyak daripada yang diakuinya.

Apabila diamenafsirkannya dengan ukuran yang lebih sedikit dari
hartany4 padahal dia mengetahui jumlah hartanya maka penafsirannya tidak
diterima. Namunpara sahabat kami mengatakan, penafsirannya dengan
ukuran yang sedikit atau banyak itu diterima. Ini merupakan madztrab Syafi.i,
baik dia mengetahui harta firlan, atau tidak mengetahuiny4 dan menyebutkan
nilainya atau tidak, dan mengucapkannya setelah menyaksikan nilainya atau
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tidak, karenadimungkinkanbatrwamakzudnya adalah lebihbanyak awetry4

atau manfaatny4 atau berkahnya karena ia harta yang halal, atau karena ia

dalampertanggungan.

Al Qadhi berkata, "seandainya orang pertamamengatakan, 'Aku

memiliki hak padamu seribu dinar," lalu orang kedua mengatakarl "Kamu

memiliki hakpadalru lebih dari itg" maka diatidak menanggung trebihbanyak

dari seribu dinar, karena kata 'lebih banyak' itu samar, karena mencakup

apa yang kami sebutkan, dimungkinkan maksudnya adalah uang logam, atau

biji gantum, atau selainnya. Karena itu, penafsirannya dikembalikan

kepadanya." Pendapat inijauh dari kebenaran, karena kata 'lebih banyak'

itu kita gunakan secara hakiki untuk bilangan dan takaran, danjenis barang

yang dimaksud adalah jenis barang dimana kata 'lebih banyak' itu

disandarkan. Kata ini tidak dipalnmi selain demikian pada saat disebut tanpa

keterangan. Allah berfirm ary "Adalah orang-orangyang sebelum mereka

itu lebih hebat kekuatannya." (Qs. Ghaafir [a0]: 82) Allah juga

mengabarkan perkataan orang yang berkata, "Hartalcu lebih banyak

daripada hartamer. " (Qs. Al Kahfi [ I S] : 3a) Allah juga berfirman, " Kami

Ieb ih b anyak m empunyai hart a dan anak-anak (dar ipada kamu). " (Qs.

Saba'[34]:35).

Pengakuan itu dipandang menurut lahiriahnya, bukan cakupan

maknanya yang tak terbatas. Karena itu, seandainya seseorang mengakui

beberapa dirham, maka dia menanggung batasanjamak paling kecil dengan

kualitas yang baik secara tunai. Seandainya dia mengatakan, "Ia memiliki

hak padaku beberapa dirham," maka penafsirannya dengan titipan tidak

diterima. Seandainya dia kembali kepada cakupan makna yang tak terbatas,

maka gugwlah pengakuan tersebut. Cakupan makna yang mereka sebutkan

itu lebih jauh daripada cakupan-cakupan makna dimana mereka tidak

menerima penafsiran dengan cakupan-cakupan makna tersebut, sehingga

yang demikian itutidak bisa dijadikan acuatl..

Pasal: Seandainya seseorang mengatakan, "Iamemiliki hak padaku
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seribu kecuali sebagian," maka penafsirannya dengan lebih banyak dari lima
ratus itu diterim4 karena kata 'sebagian' ifu mencakup sedikit dan banyak.
Tetapi, pengecualian lebih banyak itu tidak boleh, sehingga kata sebagian di
sini harus dimaknai lebih sedikit dari separoh. Demikian pula jika dia
mengatakan, 'Kecuali sedikit," karena kata sedikit itu samar, sehingga serupa

dengan kalimat 'kecuali sebagian'. Apabila dia mengatakan, .,Ia memiliki
hak padaku sebagian besar dari seribu, atau mayoritas dari seribu, atau
mendekati seribu," maka dia menanggurg lebih banyak dari separoh, dan
bersumpah atas kelebihannya apabila didakwa.

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Ia memiliki hal padaku
sekian," maka ada tiga masalah di dalamnya . pertama, dia mengucapkan
kaia'sekian' tanpa pergulangan dan menyanrbr.urg. Keduodia mengulanginya
tanpa menyambung. Ketiga, dia menyambungnya dengan mengatakan
'sekiandan sekian'.

Masalah pertama Apabila dia mengatakan, 'Ia memiliki hak sekian
dirham,' maka tidak terlepas dari emp atkondrsi. pertam4 dia mengatakan,

r.atr rir 'db li ' dengan kat a dirham dibaca dhammah al<hknya, sehingga
berarti: Ia memiliki hak padaku sekian, satu dirham. Jika demikian, maka ia
menanggung satu dirham saja, karena kata 'sekian' itu diberi keterangan
pengganti dengan kata dirham. Kedua, dia mengat akan: gst rii dengan
lrasrah pada kata dirham yang berarti: Sekian dirham. balam hal ini ia
menanggung sebagian dari dirham dan penafsirannya dikembalikan
kepadanya. Ketiga, ia mengucaptun tbri denganfathaft, sehingga dia
menanggung satu dirham saja, karenakata dirham di sini berkedudukan
sebagai penafs tran atau t amylz. S ebagian ahli Nahwu mengatakan, ..Ia dibaca
nashab untuk memutus. seolah-olah ia memutus kalimat pertama dan
mengakui satu dirham. Ini menurut para ulamaNahwu Kufah. Keempat,
menyebutnya dengan berhenti, sehingga penafsirannya dengan sebagian
dirham itu diterima. Karena ia tidak boleh menggugurk anparnkeljarruntuk
berhenti. Lri merupakan madzhab syaf i. Al eadhi berkat4 ..Ia 

menanggung
satu dirham dalam semua kasus di atas." Ini merupakan merupakan pendapat
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sebagian satrabat Syaf i.

Menwut kami, kata 'sekian' adalah kata yang samaf, sehingga sah

untuk ditafsirkan dengan sebagian dirham, baik ketika kata dirham itu dibaca

dtrammahatauwaqaf.

Masalah kedua, apabila dia mengatakan, oSekian sekian'tanpa

'athaf, maka hukumnya seperti hukum kata sekian tanpa pengulangan.

Pengulangan ini tidak mengimplikasikan tambahan. Seolah-olah dia

mengatakan, "sesuatu sesuafu." Juga karena apabila ia mengucapkan kata

dirham dengan harakat kasrah, maka dimungkinkan ia menyandarkan satu

bagiankepadabagianyang lain, kemudian menyandarkanbagianyang terakhir

itu kepada dirham. Dia mengatakan, "separoh sepersembilan dirham."

Demikian pula seandainya dia mengatakan, "sekian sekian sekian." Kalena

dimungkinkan maksudnya adalah sepertiga dari seperlima dari sepertujuh

dirlmm, dan semisalnYa-

Masalah ketiga, apabila dia menggunakan 'athaf dengan

mengatakan, e'4 &'t rif (sekian dan sekian dirham) dengankata dirham

dibaca dhammah, makaia menanggung satu dirham. Karena ia menyebut

dua nilai, kemudian menggantinya dengan satu dirham, sehingga seolah-olah

dia mengatakan, "Keduanya adalah satu dfuham."

Apabila dia mengatakan, (j''lr dengan fathah' maka ada tiga

pendapat. P ertama, dia menanggung satu dirham. Ini merupakan pendapat

AbuAbdullatrbin Hamid danAl Qadhi. IGrcna kata'sekian' itu mengandung

makna kurang dari satu dirham. Apabila ia disambung dengan kata yang

sam4 kemudian ditafsirkannya dengan satu dirham, maka hukumnya boleh,

dan ini merupakan kalimat yang benar. Ketentuan ini dituturkan sebagai

pendapat syariat. Kedua, dia menanggung dua dirham. hri adalah pendapat

yang dipilihAbu HasanAt-Tamimi, karena ia menyebutkan dua bilangan.

Apabila ia menafsirkannya dengan satu dirham, maka penafsiran itu kepada

kepada masing-masing bilangan, sama seperti kalimat: dua puluh dirham.

Penafsiran dengan kata dirham itu kepada kepada bilang dua puluh, begitu

pula yang berlaku di sini. Ketentuan ini dituturkan sebagai pendapat kedua
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Syaf i. Ketiga, dia menanggung lebih dari satu dirham. Barangkali dia
bermaksud bahwa dirham yang disebutnya untuk menafsirkan kalimat
sesudalury4 sehingga dia menanggung satu dirham, sementara kalimatpertama
tetap dalam keadaan s:rmar, sehingga penafsirannya kembali kepada kata
dirham. Pendapat ini serupa dengan madzhabAt-Tamimi. Muhammad bin
Hasan berkata, 6h\: tk (sekian dirham), maka dia menanggung sebelas
dirham, karena sebelas merupakan angka terkecil dari angka majemuk yang
ditafsiri dengan kata berberrtuk tunggal yang dibaa nashab (fathah).Apabila
dia mengatakan, tii'.lr l?i r? (sekian dan sekian dirham), maka dia
merunggung duapuluh satu dirham, karena angka duapuluh safu merupakan
angka terkecil dari angka yang sebagiannya di-'athaf-kankepada sebagian
yang lain. Apabila dia mengatakan, grir 1j5 (sekian dirham) denganjan
(rasrah) pada kata dirham, maka ia menanggrrng seratus dirham, karena
seratus merupakan angka terke cil yang dt-mushaf-kankepadakata tunggal."
Dituturkan dari Abu yusuf bahwa apabila seseorang mengatakan, tk tk
(sekian sekian) atau tkj ri? (sekian dan sekian), maka ia menanggung
sebelas dirham.

Menurut kami, kata tersebut mencakup makna yang kami sampaikaa
danjuga mencakup makna yang rnereka sampaikan. Namun, kata ini harus
dimakna sesuai yang kami katakan karena makna inilahyangpasti, sedangkan
selebihnya diragukan, sehingga tidak kewajiban yang didasarkan pada
keraguan. seperti seandainya dia mengatakan, ..Ia memiliki hak padaku
beberapa dirham," maka ia tidak menanggung kecuali bilangan terkecil dari
bentuk jamak, tidak bilanganyangbesar. Karena apabila suatu lafazh
digunakan untuk dua makna secara hakiki, maka ia bisa ditafsiri dengan
kedua maknatersebut. Sesuai pendapat yang dikemukakan Muhammad,
lafazh tnnggal itu dapat mengindikasikan lebih banyak daripad alafazhyang
disebut berulang-ulang, karena kata tunggal dapat menunjukkan bilangan
dua puluh, sedangkan kata yang diulang menunjukkan bilangan sebelas.
Namun kami tidak mengetahui adanya kata tunggal yang mencakup bilangan
yang benar, yang mengakibatkan kewajiban lebih banyak daripada yang
diakibatkan kata yang diulang.
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Pasal : Seandainya seseorang mengatakanr t'Aku mengambil

darimu tanpa izin, atau aku menipumur" maka dia tidakmenanggung

apapun, karena bisajadi yang diambilnya adalah diri orang tersebut (dalam

bahasaArab, ini adalatr kiasan yang berarti menyetubuhi), dan yang ditipunya

bukan berupa harta benda.

Apabila dia mengatakan, "Aku mengambilmu sesuatu (sedikit) tanpa

izin " lalu dia menafsirkannya denganmaknam{azi, yaitu'rnenyetubuhinya',

maka penafsirannya tidak diterima. Karena ia menyebut dua objek. Karena

ia menj adikan mita bicara sebagai obj ek pertamar dan kata sesuatu sebagai

objek kedu4 sedangkan keduanya merupakan dua hal yang berbeda Apabila

dia menafsirkan kata sesuatu dengan harta maka penafsirarurya diterima.

Apabila menafsirkannya dengan anjing, atau kulit bangkai, atau pupuk

kandang yang dapat dimanfaatkan, maka penafsirannya diterima, karena

terkadang pemilik memaksanya sehingga ia mengambilnya. Apabila dia

menafsirkannya dengan barang yang tidak mengandrurg manfaat atau tidak

bolehdimarfaatkarUmakapenafsirannyatidakditerima"karenamengarnbilnya

bukan disebut gftas ab (mengambil tanpa izin).

Pasal : Kesaksian terhadap pengakuan dengan objek yang tidak jelas

itu diterima, karena pengakuan dengan objek demikian adalah sah. Suatu

tindakan yang sah dengan sendirinya itu sah diberikan kesaksian, sama seperti

pengakuan dengan objek yang jelas.

855. Masalah: Abu Qasim berkata, "seandainya seseorang

mengatakan, "Dia memiliki gadai padakur" lalu pemilikmengatakan,

"Bukan, tetapi titipan," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan pemilik."

Perkataan pemilik lebih didahulukan karena barang ditetapkan sebagai

miliknya berdasarkan pengakuan, sementara orang yang memegangnya

mengklaim utang yang tidak diakui pemilik barang, dimana perkataznyang

dipegang adalah perkataan pihak yang menyangkal. Juga karena pihak
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pertama mengakui harta orang lain dan mengklaim memiliki sangkut-paut
dengan harta tersebut, sehingga klaimnya tidak diterima, seperti seandainya
dia mengklaimnya dengan kalimat yang terpisah.

Begitu pula seandainya dia mengakui orang lain memiliki rumah, lalu
dia berkata, "Aku menyewanya," atau mengakui pakaian dan mengklaim
bahwa dia memendekkannya atau menjahitnya dengan upah yang harus
ditanggung orang yang diakui haknya, maka pengakuan tersebut tidak
diterima, karena dia mengklaim hak atas orang lain, sehingga ucapannya
tidak diterima kecuali dengan bukti. Begitujuga seandainya dia mengatakarl
"Rumah ini milikny4 dan aku memiliki hak untuk menempatinya selama
setatrun."

Pasal : Apabila seseorang mengatakan, "Kamu memiliki hak padaku
sebesar seribu dari pembayaran barang yang dijual yang belum kuterima,"
lalu tergugat meqiawab, "Tidak, melainkan aku memiliki hak padamu seribtt
dan kamu tidak memiliki apapunpadaku," makaAbu Kha*rttrab mengatakan
adaduapendapat:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang
diakui haknya karena orangpertamamengakui seribubaginya dan mengklaim
menanggung barang yang ddual. sehingga serupa ketika dia mengatakan,
"trni adalah gadai," sedangkan pemilik barang mengatakan, "Titipan,,'atau
ketika dia mengatakan, "Ia memiliki hak padaku dan aku punya barang
yang dijual padanya yang belum kuterima."

Keduo, perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang
mengakui. Al Qadhi mengatakan, "Ini adalah qiyas madzhab dan merupakan
pendapat syaf i danAbuYusuf, karena diamengakui hak sebagai barter
untuk haknya, dan hak yang satu tidak terlepas dari hak yang lain. Apabila
haknya tidak diserahkan, maka diajuga tidak menyerahkan tanggungan
kepada orang yang diakui haknya. Seperti seandainya dia berkata kepada
seseorang, "Aku menjual kepadamu budak ini denganharga seribu," lalu
orang yang diakui haknya berkata, "Tidak, melainkan aku memilikinya tanpa
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kewajiban apapun." Ini berbeda dengan kasus ketika dia mengatakan, "Dia

memiliki gadai padaku"" sedangkan pemilik barang mengatakan' "Bukan,

tetapi titiparl" karena utang itu terpisah dari gadai.

Seandainya seorang tuan berkata kepada budakny4 "Aku merdualmu

dirimu dengan harga seribu," lalu budak tersebut menyangkal, maka dia

merdeka dan orang yang mengakui tidak rnemperoleh apapun, karena

kemerdekaan itu terpisah dari pembayaran. Tidak adaperbedaan antara dia

mengatakan, "Aku belum menerimanya" secara terpisah atau bersarnbung'

Seandainya seseorang mengatakaq "Dia rnemiliki hak padaku seribu

dari pembayaran barang yang dijual," lalu dia diam, kemudian berkata, "Aku

belum menerimanya," maka ucapannya diterima, seperti seandainya dia

mengucapkanya secara bersambung, karena apa yang diakuinya itu terkait

dengan barang yang dijual, dan menurut ketentuan dasarnya penerimaan

pembayaran itu tidak ada, sehingga ucapannya diterima. Adapun jika dia

mengatakan,'Dia memiliki hak seribu padakq" kemudian diam, laluberkata

"Dari pembayaran barang yang dijual," maka ucapannya tidak diterima,

karena dia menafsirkan pengakuannya dengan hal yang menggugurkan

kewajiban untuk menyerahkannya dengan kalimat terpisah, sehingga

penafsirannya tidak diterima. Seperti seandainya dia mengatakan, "Dia

memiliki hak padaku seribu," kemudian dia diam, lalu berkata, "secara

tempo."

Pasal : Apabila orang pertama mengatakan, "Aku menjual kepadamu

budak perempuanku ini," lalu orang kedua mengatakan, "Tidak, melainkan

kamu menikatrkanku denganny4" maka perselisihan mereka itu tidak terlepas

dari terjadi sebelum penyeratran pembayaran atau sesudahny4 dan sebelum

i s t i I a d (per setubuhan) atau se sudahnya.

Apabila perselisihan tersebut terjadi sesudah pengakuan penjual

mengenai penerimaan pembayaran, maka itu berarti dia mengakui budak

tersebut milik orang yang mengklaim pernikahan, karena orang pertama

mengklaim sesuatu padanya, sedangkan suami menyangkal bahwa dia
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memilikinya dan mengklaim bahwa budak perempuan tenebut halal baginya
karena akad nikah. Karena itu, ditetapkan kehalalarurya berdasarkan
kesepakatan keduanya atas kehalalannya. Budak tersebut tidak dikembalikan
kepada penjual karena keduanya sama-sama mengakui bahwa penjual tidak
berhak mengambilnya lagi.

Apabila perselisihan terj adi sebelum pembayaran diterima dan sesudah
terjadi persetubuhan, maka penjual mengakui bahwa budak tersebut telah
menjadi ummu walad, dan anaknya menjadi merdeka, dan bahwa ia tidak
memperoleh mahar. Dia mengklaim pembayararl namunpembeli menyangkal
semua itu, sehingga ditetapkan kemerdekaan anak, karena orang yang
kepadanya dinisbatkan kepemilikan atas budak itu mengakui
kemerdekaannya. Anak juga tidak memikul status maula, karena penjual
mengakui bahwa anak tersebut merdeka dari awalnya. Ibunya tidak
dikembalikan kepada penjual, karena penjual mengakui bahwa dia adalah
ummu walad, dan tidak boleh mengalihkan kepemilikan atas dirinya.
sementara pembeli bersumpah bahwa dia tidak membeliny4 dan kewajiban
pembayaran gugur darinya kecuali sekadar mahar. Mahar tersebut wajib
karena keduanya menyepakati kewajibanny4 meskipun keduanya berselisih
mengenai penyebabnya. Ini merupakan pendapat sebagian sahabat Syafi.i.
Namun sebagian sahabat Syaf i yang lain mengatakan, ..Keduanya 

saling
bersumpah, serta tidak ada kewajiban mahar dan tidak pula pembayaran.,,
lni merupakan pendapatAl eadhi. Hanya saja, Al eadhi tidak menetapkan
sumpah bagi penjual, karena dia tidak melihat sumpah sebagai keharusan
dalam menyangkal pemikahan.

Nafkah anak ditanggung ayartnya,karena dia merdeka. sedangkan
nafl<atr budakperempuan ditanggung suaminy4 karena statusnyakalau bukan
sebagai suami, maka sebagai fuan, sedangkan keduanya sama-sama menjadi
penyebab kewajibanmemberi nafl<ah. NamunAl eadhi mengatakarq.T{aftah
budak diambil dari hasil jerih payahnya- Apabila ada kelebihanny4 maka ia
diwakafl<an. Hal itukarena kita menghilangkan kepemilikan hran dari dirinya
dan menetapkan hukum ummu w aradpadanya. Apabila dia meninggal dunia
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dan meninggalkan warisan, maka penjual memperoleh sebesar harganya,

karena kalau penjual itu jujur dalam klaimnya, maka ia berhak atas

pembayarannya dari pembeli, warisan tersebut milik pembeli, dan pembeli

mengakuinya milik penjual, sehingga per{ual mengambil warisarurya senilai

yang didalcwakannya. Apabila penjual itu bohong dalam klaimnya, maka

dak tersebut miliknya, selunrh warisanjahrh ke tanganya lalu ia mengambil

sesuai yang didakwakannya, dan sisanya diwakaflcan Apabilabudak tersebut

meninggal sesudah terjadi persetubuhaa maka dia meninggal dalam keadaan

merdeka sehingga warisannya milik anaknya dan para ahli warisnya. Apabila

ia tidak memiliki ahli waris, maka warisannya diwakafkan karena tidak

seormgpunyangmengklaimnya. Ttrantidak berhak mengambil warisan sesuai

harganya, karena dia mengklaim harga pada orang yang menyetubuhinya.

Diajuga tidak memperoleh harta warisannya.

Apabila perselisihan keduanya sebelum budak tersebut digauli, maka

mentrrutku budak tersebut diakui dalam kekuasaan suami karena keduanya

menyepakati hak suami atasnya. Ketentuan dibaliknya juga mengikuti

ketenhran ini. Kalau tuan itu jujtr, maka budak tersebut halal bagi suaminya

melalui akadjual-beli. Apabila dia bohong, maka budak tersebut halal baginya

lantaran pernikahan. Mengenai nilai yang mereka sepakati, apabila tuarurya

jujur maka dia berhak atas nilai tersebut sebagai pembayaran. Apabila dia

bohong, maka diaberhak atasnya sebagai mahar.

Al Qadhi berkata,o'Suami bersumpah bahwa dia tidak membelinya,

karena dia menyangkal dan gugurlatr kewajiban harga darinya. Tuan perlu

bersumpah untuk menafi kan perkawinan, katena dia tidak perlu diminta

bersumpah untuk masalah ini." Menurut Imam Syaf i, keduanya saling

bersumpah, dan kewajiban harga gugur bagi suami, karena akad jual-beli

tidak ditetapkan. Tidak ada pula kewajiban mahar, karena tuan tidak

mengklaimnya. Lalu budak tersebut dikembalikan kepada tuannya. Ada dua

pendapat mengenai cara pengembalianrry a. P ertamd, budak dikembalikan

kepadatuannya lalutuan memilikinya secara lahirdan batin (ral-hal yang

mengikutinya), seperti penjual menarik balik barang ketika pembeli pailit.
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Kedua, budak dikembalikan kepadanya secara lahir saja, bukan secara
batin, karena pembeli menolak membayar padahal ia mampu. Atas dasar
itu, hakim bertindak untuk menjual budak tersebut dan melunasinya dari
hasil penjualan budak. Kalau harganya sesuai dengan hak penjual, maka itu
baik. Kalau kurang, maka dia terpaksa mengambilnya. Kalau ada
kelebihannya, maka kelebihannya itu tidak diklaim oleh siapapun. Karena
pembeli mengakui budak tersebut milik penjual, sedangkan penjual tidak
mengklaim nilai yang leih besar dari harga pertama. Apakah ia tetap di tangan
pembeli, atau dikembalikan ke Baitul Mal?Ada duapendapat.

Apabila peqiual meralat ucapannya dan mengatakan, .,Seteruku 
benar.

Aku tidak menjual budak ini kepadany4 melainkan menikahkarrry4,, maka
ucapannya untuk menggugurkan kemerdekaan anak dan menarik kembali
budak tersebut tidak diterima apabila budak tersebut telah menjadi ummu
walad. Tetapi ucapannya diterima terkait pengguguran hart4 hak atas mahar,
mengambil kelebihan harga, dan haknya atas warisan budak dan warisan
anaknya. Apabila suami yarg mengoreksi ucaparny4 maka kemerdekaannya
ditetapkan dan suami menanggung harganya.

Pasal : seandainya seseoftmg mengakui kemerdekaan seorang budak,
kemudian dia membelinya; atau dua orang benaksi atas kemerdekaan seorang
budak milik orang lain, lalu kesaksian keduanya ditolak, lalu salah seorang
saksi membeli budak tersebut dari tuannya, maka budak tersebut merdeka
seketika karena pengakuannya bahwa budak yang dibelinya itu adalah
merdeka- Jual-beli tersebut sah bagi penjual, karena budak tersebut dihukumi
budak baginya danjuga bagr pembeli mengikuti keputusan hakim dan keluar
dari masalah. Tetapi ketika budak tersebut telah berali ke tangan pembeli,
maka budak tersebut dihukumi merdeka karena pengakuannya yang telah
lalu. Kejadiannya seperti seandainya dua orang laki-laki bersaksi atas
seseorang bahwa ia telah mencerai istrinay tiga kali, namun kesaksian
keduanya ditolak hakim, lalu keduanya menyeralrkan kompensasi kepada
suamiagarmencerunnyafthulu'),makahtittmnyasah.Bagisuami,ituadalah

khulu 'yang sah. Sedangkan bagi kedua saksi, khulu,tersebut untuk keluar
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darimasalab"

Dalam kasus budak, status maula-nya digantungkan, karena tidak

seorang pun yang mengklaimnya. Penjual mengatakan, "Aku tidak

memerdekakannya," dan pembeli mengatakan, "Aku tidak

memerdekakannya, tetapi penjual-latr yang memerdekakannya. Aku hanya

mengupayakan j alan keluar."

Apabila budak meninggal dunia dan meninggalkan hartq lalu salah

satu dari keduanya mengoreksi ucapannya, maka harta tersebut miliknya"

dan tidak ada orang lain yang mengklaimny4 karena apabila yang mengoreksi

ucapannya adalatr penjual dengan mengatakan, "Pembeli benar, aku

memerdekakannya," maka status maula itu dinisbatkan kepadanya. Dia

wajib mengembalikan pembayaran kepada pembeli karena mengakui

batalqajual-beli. Apabila yang mengoreksi adalah pembeli, maka ucapannya

terkait harta diterim4 karena tidak orang lain yang mengftlainrrya Sementara

ucapannya untuk menafikan kemerdekaan itu tidak diterima, karena itu adalatr

hak orang lain Apabila keduanya mengoreksi ucapan masing-masing, maka

dimungkinkan keputusannya ditunda sampai keduanya berdamai. Karena

status budak adalah salah satu dari dua status, dan tidak diketahui yang

mana. Dimungkinkan orang yang menguasai budaktersebut benumpah dan

mengarnbil budak, karena ia menyangkal. Apabila tidak ada yang mengoreksi

ucapailrya, maka ada dua pendapat. Pertama, budak tersebut tetap ada di

tangan orang yang menguasainya. Kalau dia tidak berada di tangan salah

seorang di antara keduanya" maka diamilik Baitul Mal, karena tidak seorang

pun yang mengklaimnya. Dimungkinkan budak tersebut diserahkan kepada

Baitul Mal dalam kondisi apapun.

Pasal : Apabila seseorang mengakui budak atau hal lain milik

seseorang, kemudian dia menghadirkannya dan mengatakan, "Inilah yang

kuakui sebagai milikmu," lalu orang yang diakui haknya itu berkata "Bukan

ini, tapi yang lain," maka dia tidak wajib menyerahkannya kepada orang

yang diakui haknya, karena dia tidak mengklaimnya. Lalu orang yang
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mengakui itu bersumpah bahwa tidak ada budak lain padanya. Kalau orang

yang diakui haknya mengoreksi ucapannya lalu mengklaim budak tersebut,

maka orang yang mengakui waj ib menyerahkan budak itu kepadany4 karena

tidak ada yang memprotes pengakuannya. Apabila orang yang diakui haknya

itu berkata, "Kamu benar, ini budal,ku. Sedangkan budak yang kau akui itu
bukan ini," maka dia wajib menyerahkan budak tersebut dan bersumpah

untuk menafikan budak lain yang didakwakannya.

856. Masalah: Abu Al Qasim berkata,',seandainya seseorang
meninggal dunia dan meninggalkan dua orang analg lalu salah satunya
mengakui seorangsaudara laki-laki atau saudara perempuan, maka
dia wajib menyerahkan kelebihan yang ada di tangannya kepada orang
yang diakuinyaitu."

Maksudny4 apabila salah seorang dari dua ahli waris mengakui adanya

ahli waris ketiga yang bersekutu dengan keduanya dalam memperoleh
warisan, maka nasab tidak ditetapkan mehurut ijma', karena nasab tidak
bisa terbagi-bagi, sehingga mustahil ditetapkan bagi yang mengakui, tidak
bagi orang yang menyangkal. Mustahil pula ditetapkan bagi keduanya karena

salah satwrya menyangkal dan tidak ada kesaksian untuk menetapkan nasab

tenebut. Tetapi, orang yang mengakui itu benekutu dalam memperoleh warisa

menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan syaf i mengatakan tidak
bersekutu. Pendapat ini ditutwkan dari Ibnu sirin. Ibrahim berkat4 "Ia tidak
memperoleh apapun sampai sampai mereka semua mengakui. Karena
nasabnya belum ditetapka4 sehingga ia tidak mewarisi. Seperti seandainya

seseorang mengakui nasab orang yang diketahui nasabnya.

Menurut kami, dia mengakui adanyasebab seseorang memperoleh
harta benda, dimana sebab tersebut tidak dihukumi batal, sehingga dia
menanggmg kewajiban harta. seperti seandainya dia mengakui adanyajual-
beli atau utang, lalu pihak lain menyangkal. lni berbeda dengan kasus ketika
seseorang mengakui nasab orang lain yang diketahui nasabnya, karena
pengakuan tersebut dihukumi batal. Juga karena ia mengakui bagi pihak lain
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harta yang didakwakannya orang yang diakui haknya, dan dimungkinkan

harta tersebut memang miliknya" sehinggawajib dihukumi sebagai miliknya-

Seperti seandainya seseorang mengakui utang yang ditanggung ayahnya, atau

ia mengakui orang lain memperoleh wasiat, namun para atrli waris lainnya

menyangkal. Jika demikiaru maka yang ditetapkan baginya adalah kelebihan

dari yang ada di tangan orang yang mengakui dari warisannya. Pendapat ini

dikemukakan oleh IbnuAbi Laila, Malik,Ats-Tsauri, Hasan bin Shalih,

Syarik, Yahya binAdam, Ishaq, Abu Ubaid danAbu Tsaur. SedangkanAbu

Hanifatr berkata 'Apabila ada dua orang dan salah satunya mengakui adanya

saudara lain, maka dia wajib memberi separoh warisan yang diterimanya.

Apabila dia mengakui adanya saudara perempuan, maka dia wajib

memberikan sepertiga dari warisan yang diperolehny4 karena dia mengambil

harta yang menjadi haknya dari warisan, sehingga seperti orang yang

mengambil tanpa izin. Karena itu, sisa warisan dibagi di antara keduany4

sepeti seandainya orang lain mengambil sebagian warisan tanpa izin. Juga

karena warisan itu terkait dengan sebagian ahli waris, seperti seandainya dia

terkait dengan selurubnya"

Apabila sebagian harta warisan itu rusak atau diambil tanpa izin,

maka hak melekat pada sisanya. Harta yang ada di tangan pihak

yang menyangkal itu seperti harta yang diambil tanpa izin. Keduanya berbagi

sisanya secara szrm4 seperti seandainya yang mengambil itu adalah orang

lain

Menurut kami, harta warisan itu dibagi sepertiga-sepertiga di antara

mereka, sehingga dia tidak memperoleh dari apayangada di tangannya

kecuali seperriga. Seperti seandainya nasabnya ditetapkan dengan bukti.

Karena ini adalah pengakuan terhadap hak yang melekat pada bagiannya

dan bagian sauaranya, sehingga tidak wajib memberikan lebih banyak

daripada hak pribadinya. Sama seperti pengakuan terhadap warisan, dan

seperti pengakuan salah satu dari dua sekutu akan adanya utang atas

harta syirkah. Juga karena seandainya ada orang lain yang ikut bersaksi

atas nasabnya, maka nasabnya ditetapkan. Seandainya dia wajib

)

@ -AtMughni



memberikan lebih banyak dari bagiannya, maka kesaksiannya tidak
diterima karena dengan kesaksian ini dia memetik manfaat, karena gugur
darinya sebagian kewajibannya. Juga karena ini adalah hak yang ditetapkan
dengan bukti, sehingga diatidak wajib menanggungkecuali sesuai

Apabila hak itu ditetapkan dengan pengakuan, maka ia tidak wajib
menanggung lebih dari itu" sama seperti wasiat. Ia berbeda dengan kasus
ketika sebagian harta warisan diambil tarryaniasedangkan ahli warisnya
hanya dua orang, karena masing-masing berhak atas separoh dari harta
warisan. Sedangkan di sini masing-masing berhak atas sepertiga dari setiap
bagianwarisan

Dalam kasus ketika orang yang mengakui itujujur di hadapanAllatl
apakah dia w{ib menyeratrkan bagiannya kepada orang yang diakui nasabnrya

itu? Para sahabat syaf i memiliki dua pendapat. Salah satu pendapat
menyataka4 dia wajib menyeratrkannya, dan inilatr pendapat yang paling
shatrih. Apakah dia wajib menyeratrkan separoh b4gian yang diperolehryra,
atau sepertiganya? Ada dua pendapat

Pasal : Apabila seluruh ahli waris mengakui nasab orang yang
bersekutu dengan mereka dalam memperoleh warisan, maka nasabnya
ditetapkan, baik ahli waris itu satu orang orang atau banyak, laki-laki atau
perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh syaf i danAbu yusuf, serta
dituhrkanAbuYusufdariAbu Hanifah, karcna atrli waris itu menggantikan
kedudukan mayit dalam masalah warisaq utang-piutang, kesaksian, klaim
dan sumpah. Demikian pula dalam masalatr nasab. Aisyah meriwayatkan
bahwa Sa'ad bin Abu waqqash bersengketa dengan AM bin zan,ah
mengenai anak dari budak perempuan Zam'ah. sa,ad berkata ..saudaraku

Utbah berwasiat kepadaku" apabila aku tiba di Makkah maka aku melihat
anak budak perempuan Zum'atr dan mengambilnya, karena itu adalah
anaknya" LaluAM bin 7am'ah be*at4 .T)ia saudarakq anak dari w alidalr
aphkq dia latrir di atas ranjangrya (makzudnya dari btrdak perempuan yang
dimilikinya)." MakaRasulullah SAW bersaMa, "Anak itu milikmra watrai
AM bin Zam'ab, dan pezina itu tidak memiliki hak alas nasab." Kemudian
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beliau bersabd4' tserhijablah dariny4 walrai $4sffi."188

Pendapat masyhur dariAbu Hanifah adalahnasab tidak ditetapkan

kecuali dengan pengakuan dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan

dua orang perempuan. Malik berkata, "Nasab tidak ditetapkan kecuali

dengan pengakuan dua orang laki-laki, karenapengakuan ini menyandarkan

nasab pada orang lain, sehingga bilangan orang yang mengakui berlaku di

dalamny4 sama seperti kesaksian."

Mentrut kami, nasab adalatr hak yang ditetapkan denganpengakuan,

sehingga bilangan orang yang mengakui tidak berlaku di dalamny4 sama

seperti utang. Juga karena pengakuan merupakan ucapan yang tidak

mempertimbangkan sifat adil, sehingga bilangan orang tidak berlaku di

dalamnya, sama seperti pengakuan orang yang diwarisi. Menganggap

pengakuan sebagai kesaksian itu tidak benar, karena dalam pengakuan tidak

berlaku kata kesaksian dan sifat adil. Pengakuan nasab itu batal dengan

adanya pengakuan atas utang.

I Et HR B ukhari (4 DO53), Musl im (A rcE0, 26), Abu Daud (2 1227 3), T tumidzi (3 I
I157), Ibnu Majatr (1200a), Nasa'i (68484),Ad-DarimiQ2237),Malik dalam kitabl/
Muwaththa'(2n39),AhmaddalunMrcnad-nya(61129,200,226,237).
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f'r4!'n,t:v
PASAL : SYARAT€YARAT PE NGAKUAN

NASAB

Pengakuannasab itutidakterlepas daripengakuanuntuk dirinya sendiri,

atauuntuk dirinya dan orang lainApabila diamengakui atas dirinya, seperti

mengakui seorang anak, maka dalarn penetapan nasabnya berlaku empat

syarat. Pertama, anak yang diakui itu tidak diketahui nasabnya. Apabila

anak tersebut telah diketahui nasabny4 maka tidak sah, karena pengakuan

tersebut memutus nasab yang telah tetap bagi orang lain. Nabi SAW melalaat

orang yang bernasab kepada selain ayahny4 atau menjadi wali bagi anak

yang ia bukan wali sebenarnya.r8e Kedua, tidak ada orang lain yang

memperebutkan nasab anak, karena apabila ada orang lain yang

memperebutkannya maka keduanya berlawanaq sehingga melekatkan nasab

pada salah satunya itu tidak lebih kuat daripada melekatkannya pada yang

lain. Ketiga. dimungkinkan pengakuannya itu benar, seperti orang yang

mengakui nasab itu dimungkinkan memiliki anak seperti an ak yang a*Uimnya

Keempd, anak yang diakui nasabnya itutidak didengar pendapatry4 seperti

anak kecil dan gil4 atau anak yang diakui itu membenarkan ucapannya apabila

perkataannya didengar, yaitu anak yang sudah mukallaf. Apabila dia bukan

mukallaf, maka pembenarannya tidak dipertimbangkan. Apabila dia telah

dewasa dan berakal, lalu ia menyangkal, maka penyangkalannya tidak

r8eHRBukhari (4/1S70) darihaditsyang panjangriwayatAli. Didalamnyaterdapat
lafaz.}., "Barangsiapayangmewalikansuatukaumtanpa ijinwalinya, maka baginya
Iabtat Allah dan seluruh manusia... " (hadits) Hadits ini juga diwayatkan Muslim
(2/1147), Abu Daud (4/5115) dari hadits Anas dengan lafazh, "Barangsiapa yang
menisbatkan diri kepada selain bapabrya, atau bernisbot kepada selain walina,

maka baginya laknat Allah yang berturut-turut hingga hari Kiamqt. " Hadits ini
juga diriwayatkanTirmidzi (4D127) danlbnuMajah(Zl2|72) dari hadits IbratrimAt-
Tamimi dari ayahnya, dan Ahmad dalan Musnad-nya ( I /3 2 8) dari hadits lbnu Abbas'
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didengar, karena nasabnya telah ditetapkan. Hal tersebut sama kedudukannya

dengan orang yang mengklaim budak yang masih kecil di tangannya, dan

kepemihkannya telah ditetapkan dengan klaim tersebut. Namun ketika budak

tersebut sudah besar, maka ia mengingkarinya. Seandainya anak tersebut

meminta ayahnya bersumpah, maka ayahnya tidak diminta bersumpah.

Karena seandainya ayah menarik pengakuannya dan menyangkal nasab,

maka ucaparurya pun tidak diterima.

Apabila seseorang mengakui bahwa orang ini adalah ayahnya, maka

itu seperti pengakuan seseorang terhadap anak. Adapunjika dia membuat

pengakuan nasab atas orang lain, maka di dalamnya berlaku empat syarat di

atas dan ditambah syarat yang kelima, yaitu orang yang mengakui adalah

seluruhahliwaris.Apabilayangmengakuiadalahsuamiatauistritanpadisertai

ahli waris, makanasab tidak ditetapkan denganpengakuan keduany4 karena

orang yang mengakui itu tidak mewarisi seluruh harta. Apabila imam ikut
mengakui bersamany4 maka nasab ditetapkan karena imam itu sama

kedudukannya dengan umat Islam dalam musyarakah ftongsi) dengan ahli

waris dan mengambil sisa. Apabila ahli warisnya adalah anak perempuan,

atau saudari perempuan, atav ibu, atau yang mewarisi seluruh harta

berdasarkan ketetapan bagian dalam warisan, atau berdasarkan 'ashabah,

maka nasab ditetapkan berdasarkan ucapannya, sama seperti anak, karena

dia mewarisi seluruh harta. Namun menurut Imam Syafi'i, nasab tidak

ditetapkan dengan ucaparury4 karena Imam Syaf i tidak menerima ketentuan

untuk mengembaiikan sisa warisan kepadany4 melainkan kepada Baihrl Mal.

Dalam kasus ketika imam membuat pengakuanyang sam4 para ulama

memiliki dua pendapat. Pendapat ini adalah cabang dari pendapat mengenai

pengembalian sisa harta warisan.

Apabila ahli warisnya adalah anak perempuan dan saudari perempuan,

atau saudari perempuan dan suami, maka nasab ditetapkan dengan ucapan

keduanya, karena keduanya mengambil seluruh warisan. Apabila dia

mengakui seorang anak, sedangkan anaknya telah meninggal, maka berlaku

syarat-syarat yang berlaku dalam pengakuan terhadap saudara. Begitu pul4
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apabila seseorang mengakui seoftng paman, dan dia adalah anak kakeknya,

maka ketentuannya seperti yang telah kami jelaskan.

Pasal : Apabila salah seorang dari dua anaktidak mewarisi karena

berstatus budal<, atau berbeda agama dengan yang diwarisinya atau seorang

pembunuh, maka kedudukannya tidak dipertimbangkan, dan nasab dapat

ditetapkan dengan perkataan anak yang lain, karena ia memperoleh selunrh

warisan. Kemudian, apabila anak yang diakui nasabnya itu mewarisi, maka

dia bersekutu dengan anak yang mengakui. Apabila yang diakui nasabnya

itu tidak mewarisi karena ada faktor penghalang pewarisan, maka nasabnya

ditetapkan dan dia tidak mewarisi, baik yang mengakui itu seorang muslim

ataukafir.

Pasal : Apabila salah seorang dari dua ahli waris itu bukan m ukallaf

seperti anak kecil dan gil4 lalu yang mukallafinmengakui saudara yang

ketig4 maka nasab tidak ditetapkan dengan pengakuannya karena ia tidak

memperoleh selunrh warisan. Apabila anak kecil itu telah baligh atau saudara

yang gilaitutelah sembulr, lalukeduanyamengakui nasab bagi saudarak tigq

makanasabnya ditetapkan karena seltrnrh ahli waris menyepakatinya. Apabila

dia menyangkal, maka nasab tidak ditetapkan. Apabila keduanya meninggal

sebelum keduanya menjadi mukallaf, maka nasab anak yang diakui itu
ditetapkan karena ia memperoleh pengakuan dari seluruh ahli waris, karena

anak yang diakui itu sama berkedudukan sebagai pewaris tunggal.

Seandainya dua ahli waris telah baligh dan benkal, lalu salah satunya

mengahi dan yang lain menyangftal kemudian yang menyangkal itu meninggat

dunia dan orang yang mengakui itu mewari.sinya, maka nasab anak yang

diakui itu ditetapkan, karena yang mengakui itu berkedudukan sebagai

pewaris tunggal, seperti seandainya dia mengakuinya sejak awal sesudah

kematian saudaxany4 dan seperti seandainya sekutunya dalam warisan itu

lrntkan mukallaf, Namun ada pendapat lain dalam maaslatr ini, bahwa nasab

tidak ditetapkan karena sebagian ahli waris menyangkalnya, sehingga

nasabryra tidak ditetapkan, seperti seandainya saudara yang menyangkal itu
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tidak meninggal. Berbeda ketika sekutunya dalam warisan itu bukan

mukallaf, karena tidak ada seorang ahli waris pun yang menyangkalnya.

Hal ini berlaku apabila orang yang mengakui memperoleh seluruh

warisan sepeninggal mayrt. Apabila mayit memiliki ahli waris selainny4 atau

orang yang bersekutu dengannya dalam memperoleh warisan, maka nasab

tidak ditetapkan dengan perkataan yang masih hidup di antara keduanya

menurut satu pendapat, karena kedudukannya bukan sebagai pewaris

tunggal, dan ahli waris menggantikan kedudukan mayit kedua. Apabila dia

menyet{ui pengakuan atrli waris yang mengakui, maka nasabnya ditetapkan.

Apabila dia menentang pengakuannya, maka nasab tidak ditetapkan, sama

seperti yang diwarisi.

Apabila mayit meninggalkan dua anak, dimana salah seorang anak

mengakui seorang saudara dan anak yang lain menyangkalny4 kemudian

anak yang menyangkal itu meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak,

lalu anak tersebut mengakui saudara yang disangkal ayahny4 maka nasabnya

ditetapkan karena adanya pengakuan selunrh ahli waris. Tetapi dim

nasabnya tidak ditetapkan karena ada penyangkalan mayit terhadapnya.

Pasal : Apabila ahi waris mengakui orang yang menghalangi

perolehannya terhadap warisan, seperti seorang saudara mengakui mengakui

seorang anak lakilaki bagi mayit, atau seorang saudara seayah mengakui

saudara sekandung mayit, dan seorang cucu laki-laki yang mengakui anak

mayit, maka nasab orang yang diakui itu ditetapkan dan ia memperoleh

warisan, sedangkan orang yang mengakui gugru hak warisnya. Pendapat ini

dipilih oleh Ibnu Hamid danAl Qadhi, dan merupakan pendapatAbuAbbas

bin Suraij. N:rmun mayoritas sahabat Syaf i mengatakan bahwa nasab orang

yang diakui itu ditetapkan dan ia tidak memperoleh warisan, karena

pewarisannya mengakibatkan gugumya pewarisannya, sehingga gugur hak

warisnya. Penjelasarurya, seandainya yang diakui itu memperoleh warisan

maka keluarlah orang yang mengakui itu dari keberadaannya sebagai ahli

waris, sehingga pengakuarurya itu batal. Yang diakui itu ditetapkan nasab
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dan pewarisanny4 dimana pewarisannya itu mengakibatkan gugumya nasab

dan pewarisanya. Karena itu, kami hanya menetapkan nasabnya saj a, brrkan

pewarisannya.

Menurut kami, ia orang yang telah ditetapkan nasabnya dan tidak ada

salah satu faktor penghalang warisan bagi dirinya, sehingga ia tercakup ke

dalam lafazh umum firmanAllah, "Allah mensyariatkan bagimu tentang

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Ysitu: bagian seorang anak

lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (Qs.An-

Nisaa' [4] : 1 1) Maksudnya dia mewarisi seperti seandainya nasabnya j elas-

jelas positif. Juga karena tetapnya nasab itu menjadi penyebab warisan,

sehingga hukumnya tidak boleh ditiadakan. Pihak yang terhalang olehnya itu

tidak memperoleh warisan saat dia ad4 dan saat tidak ada faktorpenghalang.

Apa yang merekajadikan argumen itu tidak benar, karena kita menganggap

keberadaan orang yang mengakui itu sebagai alrli waris dengan asumsi bahwa

yang diakui itu tidak ada" dan kita menganggap keluama ia dari warisan itu

tidak menghalangi keabsahan pengakuan. Dengan dalil batrwa ketika seorzmg

anak mengakui seorang saudara, maka dia mewarisi meskipun dengan

pengakuaffrya itu iatelah keh:ar dari kedudukannya sebagai pewaris tunggal.

Barangkali dikatakan bahwa itu diterima apabila yang diakui

membenarkanny4 sehingga itu menrpakan pengakuan dari selunrh ahli waris.

Apabilayang diakui adalah seoftrng anakkecil atau gilayang ucapannya

tidak dipertimbangkan, maka setiap pihak yang ucapannya dipertimbangkan

itu telatr mengakui. Bila dikatakan demikiaru maka kasus ini sama seperti itu;

apabila yang diakui itu sudah dewasa, maka harus ada pembenarannya,

sehinggasetiappihakyangdipertimbangkan itumengakuinya-

Apabila dia masih kecil dan ucapannya tidak dipertimbangkan, maka nasab

tidak ditetapkan denganucapanpihak lain, seperti seandainya salah satunya

belum baligh, lalu anak yang sudah baligh itu mengakui seorang saudar4

maka ucapannya tidak diterima. Mereka tidak mengatakan bahwa

persetujuannya itu tidak dipertimbangkan. Begitujuga dalam kasus yang

sedang kita bahas. Juga karena seandainya di tangan seseoftmg terdapat
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budak yang dihukumi sebagia miliknya" lalu dia mengakuinya sebagai milik
orang lain, maka budak tenebut ditetapkan sebagai milik orang lain. Apabila

orang yang mengakui itu keluar dari keberadaannya sebagai pemilik
disebabkan pengakuanny4 maka begitu pula di sini.

Pasal : Apabila mayit meninggalkan seorang anak, Ialu anak
tersebut mengakui seorang saudara, maka nasabnya ditetapkan.
Kemudian, apabila dia mengakui saudara yang ketiga, maka nasabnyajuga

ditetapkan. Karena itu adalah pengakuan dari seluruh ahli waris. Apabila
saudara yang ketiga mengatakan, "Yang kedua itu bukan saudara kami,"
makaAl Qadhi mengatakan, 'Tllasab yang kedua gugur, karena yang ketiga

merupakan ahli waris dan dia menyangkal nasab yang kedu4 sehingga serupa

seandainya nasab yang ketiga ditetapkan sebelum yang kedua." Namun ada

pendapat lain di dalamnya bahwa nasabnya dan pewarisannya tidak gugur,

karena nasabnya telah ditetapkan dengan perkataan saudara yang pertama,

dan pewarisannya ptrn telah ditetapkan, sehingga dia tidak gugur setelah ia
ditetapkan. Juga karena yang mengaluinya itu bertindak sebagai selunrh ahli

waris pada saat mengakui, sehingga tidak boleh menggugurkan nasab orang

yang telah ditetapkan nasabnya dengan ucapannya, sama seperti saudara

yang pertama Juga karena penggugtx"n tersebut mengakibatkan pengguguzn

pokok dengan cabang, padahal cabang tersebut ditetapkan dengan pokok
tersebut.

Pasal : Apabila seorang anak mengakui kedua saudaranya
secara sekaligusr lalu kedua saudara itu saling membenarkan, maka
nasab keduanya ditetapkan. Apabila keduanya saling mendustakan, maka

ada dua pendapat di dalamnya . Pertama, nasab keduanya tidak ditetapkan.

lni merupakan madzhab Syaf i, karena masing-masing tidak diakui oleh

selr:rulr ahli wais. Keduo, nasab keduanya ditetapkan karena masing-masing

memperolehpengakuan dari orang yang telah pasti nasabnya yang bertindak

sebagai selurutr pewaris pada saat memberi pengakuaq sehingga persetujuan

orang lain tidak dipertimbangkan, seperti seandainya dua saudara yang
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diakuinya itu masih kecil. Apabila salah satunya membenarkan yang lain,

sedangkan yang lain tidak membenarkannya, maka saudara yang disepakati

itu ditetapkan nasabnya. Sedangkan saudara yang lain itu terdapat dua

pendapatmengenainya.

Apabila keduanya saudara kembar, maka nasab keduanya ditetapkan,

danpen:yangkalanmerekatidak dihiraukaq baikkeduanya saling menyangkal,

atau salah satunya saja yang menyangkal, karena kita telah mengetahui

kebohongan keduanya, karena keduanya tidak berbeda. Seandainya ahli

waris mengakui nasab salah satuny4 maka nasab yang lain ikut ditetapkan,

karenakeduanyatidak berbeda nasab. Apabila alrli waris mengakui nasab

dua anak yang masih kecil dengan sekaligus, maka nasab keduanya ditetapkan

menurut pendapat yang menetapkan nasab dua orang dewasa yang saling

menyangkal. Apakahnasab kedua anak kecil itu ditetapkanmentrut pendapat

yang lain? Dimungkinkan nasabnya ditetapkan, karena nasab tersebut diakui

oleh orang yang bertindak sebagai selunrh atrli waris pada saat pengakuan,

sehingga tidak seoftng pun yang bisa menyangkalnya, seperti seandainya ia

sendirian. Dimungkinkan nasabnya tidak ditetapkan, karena salah satunya

adalah atrli waris dan ia tidak mengakui yang laiq sehingga seluruh atrli waris

tidak sepakat dalam mengakuinya.

Anak yang mengakui itu menyerahkan sepertiga bagian kepada masing-

masing saudara, baik kita berpendapat bahwa nasabnya ditetapkan atau

tidak, karena anak tersebut telah mengakui nasab.

Pasal : Apabila mayit meninggalkan seorang istri dan saudara, lalu

istri mengakui anak bagi mayrt sedangkan saudara menyangkalnya, maka

nasab anak tenebut tidak ditetapka4 dan isti waj ib menyerahkan kepadanya

seperdelapan warisaq yaitu sisa warisannya yang ada di tangan istri. Apabila

hanya saudara sajayang mengakui, makanasabnyatidak ditetapkan, dan

dia'wajib menyerahkan kepada anak tersebut seluruh harta warisan yang

ada di tangarury4 yaitu tiga perempat harga.

Apabila mayit meninggalkan dtra analq lalu salatr satunya mengakui
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seorang isti bagi ayahnya dan yang lain menyangkal, maka status isti tidak

ditetapkan, dan yang mengakui itu wajib menyerahkan seperdelapan dari

separoh warisan. Para sahabat Syaf i dalam masalah ini memiliki pendapat

seperti pendapat kami, karena pemikahan itu hilang akibat kematian, dan

yang diakui adalah haknya perempuan tersebut atas warisan. Namun para

sahabat Syaf i memiliki pendapat lain bahwa perempuan tersebut tidak

memperoleh apa-apa.

Apabila mayit memiliki istri laiq maka perempuan yang diakui sebagai

istri tersebut tidak memperoleh apa-apa, karena kelebihanyang mer{adi

haknya itu tidak berada di pihak yang mengakui. Begitu pula dengan kasus

serupa, seperti mayit meninggalkan seorang saudara seayah dan seorang

saudara seibu, lalu saudara seibu mengakui saudara lain bagi mait, maka

yang diakui itu tidak memperoleh apa-apa, baik dia mengakui saudara

sekandung, atau saudara seayah, atau saudara seibg karena warisantidak

berada di tangan orang yang mengakui.

Apabila dia (saudara seibu) mengakui dua saudara seibu yang lain,

maka dia menyerahkan kepada keduanya sepertiga dari warisan yang ada

di tangannya, karena ia mengakui bahwa mereka adalah sekutu dalam

memperoleh sepertiga bagian warisan. Masing-masing mendapatkan

sepersembilan, dan di tangarurya ada sepererulm, dan itu merupakan

sepersembilan ditambah separoh dari sepersembilan, sehingga di tangannya

tersisa separoh dari sepersembilan, dan itu adalah sepertiga dari warisan

yang ada di tangannya.

Pasal : Apabila dua orang ahli waris yang adil memberi

kesaksian atas nasab orang yang bersekutu dengan mereka dalam

memperolehwarisan, maka nasabnya ditetapkan apabila kedua ahli

waris tersebut tidak dicurigai bbimaksud memetik keuntungan dari
kesaksiannya itu, seperti dua saudara seribu yang memberi kesaksian

terhadap saudara sekandung bagi mayit. Begitu pulajika keduanya bersaksi

ataspengakuanmayittertradaporangtersebut.Tetapijikakeduanyadicurigai,
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seperti dua saudara seribu yang bersaksi atas nasab saudara sekandung

mayrt, dalam masalah dimana terdapat istri dan dua saudari perempuan

sekandung, maka kesaksian keduanya tidak diterima, karena ditetapkannya

nasab saudara sekandtng maytt itu menggugUrkan 'aul, sehinggakeduanya

memperoleh sepertiga bagian. Begitu juga seandainya keduanya bersaksi

atas nasab saudara seayah bagi mayit dalam pewarisan yang di dalamnya

terdapat ibu, saudari seayah dan saudari sekandung, maka kesaksian

keduanya tidak diterim4 karena tetapnya nasab saudara seayah bagi mayit

itu menggugurkan hak saudariny4 sehingga tidak berlaku' aul.

Apabila keduanya bukan ahli waris, atau mayit tidak memiliki harta

warisan, maka kesaksian keduanya diterima dan nasab ditetapkan karena

keftranya tidak dicurigai

Pasal : Apabila dua orang yang adil mengakui nasab seseorang

yang nantinya bersekutu dengan keduanya dalam memperoleh

warisan, sedangkan ada ahli waris selain kedua saksi tersebut, maka

nasab tidak ditetapkan kecuali jika keduanya bersaksi atas nasab

tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i. Sedangkan menurutAbu

HanifalU nasab ditetapkan karena keduanya memberi keterangan yang jelas.

Menurut kami, itu adalah pengakuan dari sebagian ahli waris sehingga

nasab tidak ditetapkan dengannya, sama seperti pengakuan satu orang. Ini

berbeda dengan kesaksian, karena dalam kesaksian berlaku syarat adil dan

laki-laki, berbeda dengan pengakuan.

Pasal : Apabila seseorang mengakui nasab orang yang sudah

meninggal, dan orangtersebutmasih kecil atau gila, maka nasabnya

ditetapkan dan dia mendapatkan warisan. Pendapat ini dikemukakan

Imam syaf i. Namun, dimungkinkan hanya nasabnya yang ditetapkarl bukan

pewarisannya, karena orang yang mengakui itu dicurigai bermaksud

mengambil warisannya. Sedangkan Abu Hanifah berkata,'T'{asab dan

pewarisannya tidak ditetapkan dengan alasan tersebut.
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Menurut kami, alasan nasab orang tersebut ditetapkan saat dia masih

hidup adalah pengakuan terhadap nasabnya itu, dan itu tetap ada setelah

meninggal. Karena itu, nasabnya ditetapkan, sama seperti kondisi sewaktu

hidup. Alasan yang mereka kemukakan terbantah dengan kasus ketiga orang

yang diakui itu masih hidup dan kaya, atau yang mengakui orang miskin.

Dalam kasus ini, nasabnya ditetapkan, dan orang yang mengakui berhak

mengelola hartanya dan membekukannya di tangannya.

Apabila orang yang diakui nasabnya itu sudah dewasa dan berakal

sehat makahukumnya sama seperti di atas menurutpendapatAl Qadhi dan

madzhab yang kuat dari Imam Syaf i, karena dia tidak memiliki hak bicara,

serupa dengan anak kecil. Mengenai hal ini ada pendapat lain, yaitu nasabnya

ditetapkarq karena nasab orang yurg sudah mukallaftrdak ditetapkan kecuali

setelah membenarkan pengakuan, dan pembenaran tersebut tidak ada.

Namunpendapatini dibantahbahwa anak kecil yang diakui nasabnyaitu

belum menj adi mul<allaf.

Apabila seseorang mengakui nasab seorang mukallaf di masa

hidupnya, lalu yang diakui itu tidak membenarkannya hingga orang yang

mengakui itu meninggal, kemudian yang diakui membenarkannya sesudah

itu, maka nasabnya ditetapkan. Hal itu karena telah ada pengakuan dan

pembenaran oleh orang yang diakui nasabnya- Seperti seandainya yang diakui

itu membenarkan pengakuan di masa hidup orang yang mengakui.

AbuKhaththab berkata, "Apabila seorang laki-laki mengakui status

perkawinan dengan seorang perempuan, atau seorang perempuan mengakui

bahwa fi.rlan adalah suaminya, lalu yang diakui itu tidak membenarkannya

kecuali setelah yang mengakui meninggal, maka yang diakui memperoleh

warisan. Hal itu karena telah ada pengakuan dan pembenaran secara

bersamaan."

Pasal : Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan

seorang isti dan seorang anak dari selain istri tenebut lalu anak tenebut

mengakui adanya saudara" maka nasabyang diakui itutidak ditetapkan"

El-Al'rlrl



karenayang mengakui bukan selunfi ahli waris.

Apakah keduanya (anak dan saudara yang diakuinya) itu saling
mewarisi? Ada dua pendap at. Pertama, keduanya saling mewarisi karena
masing-masing mengakui bahwa diatidak memiliki pewmis selain saudarany4
dan tidak ada yang menentang keduanya. Kedua, keduanya tidak saling
mewarisi karena nasab di antara keduanya belum ditetapkan, karena masing-
masing memiliki pewaris selain saudarany4 dimana pewaris lain itu menjadi
pesaing dalam warisan, dan nasabnya pun belum ditetapkan.

Pasal : Apabila nasab telah ditetapkan dengan pengakuan,
kemudian orang yang mengakui itu menyangkal, maka
penyangkalannya tidak diterima, karena nasab ditetapkan dengan dalil
syar'i, sehingga nasab tidak hilang dengan adanya penyangkalan. seperti
seandainya nasab itu ditetapkan dengan bukti ata.u denganfiraqt Baik yang
diakui nasabnya itu belum mukallaf atau sudah menjadi mutrallaf dandia
membenarkan orang yang mengakui. Narnun, dimungkinkan nasab orang
yang sudah mukallafrtugugrn lantaran keduanya sepakat unhrk menganulir
pengakuan, karena nasab itu ditetapkan dengan kesepakatan keduanya,
sehingga dia dapat hilang lantaran keduanya menganulir kesepakatan tenebu!
sama seperti harta benda. Namunpendapat yang pertama lebih benar karena
nasab tersebut ditetapkan dengan pengakuan, sehingga serupa dengan
pengakuan nasab bagi anak kecil dan orang gila. Ia berbeda dengan harta
benda, karena penetapan nasab harus hati-hati.

Pasal : Apabila seoftmg perempuanmengakui nasab seorang anak
sedangkan dia behnn menriliki suami dan nasab, maka pengakuannla diterima-
Kalau diamemiliki suani, apalCIhpengakuanrryra diterima?Ada duapendapat.
Pertomo, pengakuannya tidak diterima karena pengakuannya itu
mengakibatkan nasab anak dihubungkan dengan suaminya, sedangkan
suarninyatidakmengakuinya.Ataukarena itumenimbulkan
aib bagi suami karena istrinya melahirkan anak dari laki-laki lun. Kedua,
pengakuannya diterima karena perempuan tersebut adalah pribadi yang
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berhak mengakui anak yang dimungkinkan berasal darinya, sehingga

pengakuaffrya diterima" sama seperti laki-laki. Dalam riwayat IbnuManshur,

Ahmad berkata tentang seorang perempuan yang mengakui anak,'Apabila

perempuan tersebut memiliki saudara atau nasab yang jelas, maka anak

tersebut harus ditetapkan sebagai anaknya. Hal itu karena apabila ia memiliki

keluarga, maka diduga kuat kelahirannya itu tidak tersembunyi dari

keluarganya. Kalau dia mengakui seorang anak yang tidak mereka kenal,

maka secara lahiriah perempuan tersebut dianggap bohong. Tetapi

dimungkinkan pengakuannya diterima secara mutlak, karena nasab itu

ditetapkan dengan hati-hati, sehingga perempuan sama kedudukannya

dengan laki-laki.

Pasal : Seandainya ada seorang perempuan dari negara Romawi

dengan membawa seorang anak, lalu anak tenebut diakui oleh seorang laki-

laki, maka nasabnya dihubungkan dengan laki-laki tersebut karena ada

kemungkinan, dan tidak ada pihak yang komplairu sebab dimungkinkan laki-

laki tersebut masuk ke wilayah Romawi, atau perempuan tersebut masuk ke

wilayah Islam, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya. Lagi pul4 nasab itu

diakui dengan hati-hati. Karena itu, seandainya istri seorang laki-laki

melahirkaru sedangkan laki-laki tersebut tidak bersama istinya selama dua

puluh tahun, maka nasab anak dihubungkan dengannya, meskipun tidak

diketatrui laki-lakitersebutdatangmenemuiistiny4dantidakpuladiketahui

isrinya keluar dari negerinya.

Pasal : Apabila seorang laki-laki mengakui nasab anak kecil,

maka dia tidak dianggap mengakui stafus perkawinan dengan ibunya.

Pendapat ini dikemukakan Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Apabila ibunya

anak masyhur sebagai wanita yang merdeka, maka laki-laki dianggap

mengakui stafus perkawinaq karenanasab dankondisi seomng muslim itu

wajib dianggap didasari dengan akadyang sah. Maksudnya, perempuan

tersebut melatrirkan anak dari laki-laki tersebut dalam sebuah pernikahan

yangsah.
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Menurut kami, status perkawinan tidak terimplikasikan oleh kalimat
pengakuan dan bukan pula kandungannya, karena itu, dia tidak dianggap
mengakui status perkawinan. Seperti seandainya ibu anak itu tidak diketahui
sebagai wanita yang merdeka. Alasan yang mereka kemukakan itu tidak
benar, karena nasab itu dianggap berdasarkan akad yang sah, dan terkadang
dikaitkan dengan persetubuhan dalam pemikahan yang tidak sah dan syubhat
Karena itu, dengan pengakuany4 dia tidak berkewajiban atas apayang
tidak terkandung (dijelaskan) dalam kalimat pengakuan.

Pasal : Apabila seseorang memiliki budak perempwm yang memiliki
tiga anak laki-laki, sedangkan budak perempuan tersebut tidak memiliki
suami, dan pemilik budakpun tidak mengakui persetubuhan denganny4 lalu
dia mengatakan, "Salah satu dari mereka adalah anakku,', maka
pengakuannya sah dan dia dihrrtut menyampaikan bukti. Kalau diamenurt'uk
salah satu dari mereka, maka ditetapkan nasab dan kemerdekaannya.

setelah itu dia akan ditanya tentang cara dia menghamili budaknya,
kalau dia menjawab dengan pernikahan, maka dia tidak membawa status
maula, karena telah tersentuh status budak. Sedangkan ibu dan kedua
anaknya yang lain tetap menjadi budak. Kalau dia menjawab, "Aku
menghamilinya dengan kepemilikan atas budak," maka anak yang diakui
merdeka menurut ketenfuan dasamy4 ia tidak menanggung status maula.
Budak perempuan tersebut menjadiummuwalad. Kemudian, jika anak
yang diakui itu adalahyang palingtua, makahukum kedua saudaranya itu
sama seperti hukum ibunya, )aitu meqiadi merdeka setelatr tuannya meninggal
dturia. Kalau anak yang diakui adalah anak tengall maka yang paling besar
tetap menjadi budak, sedangkanyang paling kecil mengikuti hukum ibunya
Kalau yang mengakui menunjuk anak yang paling kecil, maka kedua
saudaranya tetap menjadi budak, karena ibunya melahir.kan keduanya
sebelum ia dihukumi sebagai ummu walad. Apabila pemilik budak
menjawab, "Anak itu hasil dari penetubuhan syubha!" maka anak tersebut
merdeka dari segi ketentuan dasamy4 sedangkan kedua saudaranya tetap
menjadibudak.
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Kalau pemilik meninggal sebelum menjelaskarq makapara atrli warisnya

yang menj elaskan, dan penjelasan mereka itu menggantikan penjelasannya.

Kalau mereka menjelaskan adanya nasab tanpa menjelaskan proses

kehamilan, maka ditetapkan nasab dan kemerdekaan anak, sedang ibu dan

kedua saudaranya tidak ditetapkan hukum kehamilan oleh pemilik budak,

karena dimungkinkan kelahirannya akibat pernikahan atau persetubuhan

syubhat. Kalau mereka tidak menjelaskan nasab dan mengatakan, "Kami

tidak mengetahui hal itu, dan tidak pula bagaimana pemilik budak menghamili

budaknya," maka kami berpegang pada keterangan q afah.ln Kalaumereka

menisbatkan salatr seor:ang anak kepadanya kami kami pun menisbatkannya

Hukum kehamilan budak oleh pemiliknya itu tidak ditetapkan bagi orang

lain. Kalau ti dak ada qafah, maka mereka diundi. Barangsiapa yang jatuh

undiannya, maka ia dimerdekakan dan menerima bagian warisan. Pendapat

ini dikemukakan oleh Syaf i. Hanya saja, Syaf i tidak memberikan bagtan

warisan unfuknya dengan turdian.

Menurut kami, anak tersebut merdeka dan kemerdekaannya

didasarkan pada pengakuan ayahnya, sehingga dia pun mewarisi, seperti

seandainya ayahnya menunjuknya saat mengakui.

Pasal : Apabila seseorang memiliki dua budak percmpuan dan masing-

masing memiliki seorang anak, lalu dia mengatakan, "Salatr satu dari dua

anak ini adalah anakku dari budakku," maka pengakuannya itu perlu dilihat

terlebih dahulu. Kalau masing-masing budak itu memiliki suami yang

memungkinkan anak tersebut dinisbatkan kepadanya, maka pengakuannya

tidak sall dan kedua anak tenebut dinisbatkan kepada suami masing-masing.

Apabila hanya satu budak saja yang memiliki suami, maka pengakuan ini

mengarah kepada anak dari budak yangtidak memiliki suami, karena kepada

tuarurya-latr anak tenebut mungkin untuk dinisbatkan. Kalau salah seoftng

budak tidak memiliki suami, tetapi tuannya mengakui telatr menyetubuhi



juga dimerdekakan. Namun, apabila dia belum menjadi ummu walad, maka

dia dimerdekakan di tangan anaknya apabila anaknya itu alrli waris tunggal.

Kalau ada ahli waris lain, maka ia dimerdekakan menurut bagian yang

diperolehanak.

Apabila pemilik budak meninggal sebelum memberi penj elasan, maka

ahli warisnya menggantikannya dalam memberi penjelasan, karena mereka

menggantikannya dalam menisbatkannasab dan selainnya. Kalau ahli waris

telah menjelaskan, maka hal itu sama seperti penjelasan orang yang diwarisi.

Apabila ahli waris tidak mengetahui bagaimanaproses terjadinya kehamilan,

maka ada pendapatyang berlaku bagi budak perempuan. Pertama, dia

tetap menjadi budalg karena status budak adalah stats awal, sehingga status

ini tidakhilang karena faktor yang benifat mtnglrln. Kedua, dia dimerdekalan,

karena didug kuat ia melahirkan anaknya dalam kepemilikan hrannya. Karena

ia mengakui anak budak tersebut saat berada dalam kepemilikannya. lni
adalah pendapat dari Imarn Syaf i.

Apbilatidak ada ahli waris, atauada ahli waris tetapi iatidakmenuqiuk

orangnya, maka perkaranya dibawa kepada qafah.Kalau qafah

menisbatkan salah satu anak kepada pemilik budak, maka nasabnya

ditetapkan" dan hukumnya seperti seandainya ahli waris menr.rnjuk orangnya-

Kalau tidak ada qafah, atau qafah ada tetapi dia tidak tahr:" maka diadakan

undian di antara dua anak tersebut, lalu kedua anak tersebut diundi, karena

urdian menjadi pintu masuk dalam menetapkankemerdekaan Dan menunrt

qiyas madzhab, nasab dan warisannya ditetapkan sesuai yang kami jelaskan

sebelumnya. Namun Syaf i mengatakan, 'Nasab dan warisan tidak

ditetapkan."

Para ularna berbeda pendapat mengenai warisan. Al Muzani berkata

"Bagian untuk anak ditatran, karena kami harus memastikan seorang anak

sebagai atrli waris." Para ularna memiliki pendapat lain, bahwa warisannya

tidak ditahan sama sekali, karenatidak adaharapanuntuk mengungkap

siapa sebenaqa anakpemilikbudak. AbuHanifah be*at4'Masing-masing
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dimerdekakan separo[ dikenakan s i' ayaftttt untuk memerdekakan separoh

ditityq dan keduanya tidak mewarisi." IbnuAbi Laila berpendapat serupa,

hanya saja ia tidak membagi warisan di antara keduanya, lalu keduanya

menyerahkan si' ayahkepadanya. Pembicaraan tentang bagian kemerdekaan

dan si'ayah akan dijelaskan dalam bab kemerdekaan budak.

857. Masalah: Abu Qasim berkatar 6'Demikian pula, apabila
seseorang mengakui utang yang ditanggung ayahnya, maka dia
menanggung utang sesuai nilai warisannya."

Maksudnya apabila ahli waris mengakui utang yang ditanggung oftutg

yang mewarisinya, maka pengakuannya diterima tanpa ada perbedaan

pendapat. Utangnya itu terkait (dibebankan) pada warisan mayit. Seperti

seandainya mayit mengakuinya sebelum meninggal. Kalau dia tidak
meninggalkan warisan, maka ahli waris tidak menanggung apapun" karena

ahli waris tidak wajib menanggwrg utangnya saat masih hidup dalam keadaan

pailit, maka begitu pula ketika dia telah meninggal dunia. Apabila dia
meninggalkan warisaq maka utang terkait dengan harta warisan tersebut.

Kalau ahli waris ingin menyerahkan harta untuk membayar utang, maka dia

tidakmerrilikikew{ibanselainhaltersebutTetapiapabiladiainginmenguasai

harta warisan dan melunasi utang dari hartanya, maka dia boleh
melalarkannya. Yang waj ib dibayamya adalatr nilai terendah antara nilai harta

warisan atau nilai utang sama kedudukannya dengan pelaku pidana.

Apabila ahli waris satu orang, makahukumnya seperti yang kami
jelaskan. Apabila ahli warisnya dua atau lebih, dan utang ditetapkan

berdasarkan pengakuan mayi! atau bukti, atau pengakr.ran semua atrli waris,

maka hukumnyajuga sama seperti di atas. Kalau para atrli waris memilih
mengambil harta warisan dan pembayaran utang diambil dari harta merek4

maka masing-masing menanggung bagian utang sesuai dengan bagran

ret Kewajiban harta yang dibebankan pada budak yang dimerdekakan separoh
untuk menebus separoh yang lain.
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warisannya. Kalau salah seorang atrli waris saja yang mengakui, maka dia

menanggung bagian utang menurut bagian warisanny4 dan dia diberi pilihan

antara menyerahkan bagian warisannya untuk membayar utang atau

mengambilnya. Kalau atrli waris dua orang, maka dia menanggung separoh.

Kalau ahli waris tiga orang, maka dia menanggrrng sepertiga. Pendapat ini

dikemukakanAn-Nakha'i, Hakam, Ishaq, Abu {Jbai4Abu Tsarn dan Syaf i
dalam salah satu dari dua pendapat. Sementara ularna ahli ra'yu berkata,

'Dia menanggung sehrrutnrtang, atau selunrh warisannya wajib diserahkan""

Ini adalah pendapat lain dari Imam Syaf i. Karena utang itu terkait dengan

peninggalannya, sehingga waris tidak berhak kecuali kelebihan setelatr

membayar utang. Hal ifu sesuai dengan firmanAllatr, " sesudah dipemthi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya. " (Qs' An-

Nisaa' pl: 12) Juga karena Syaf i berpendapat bahwa apa yang diarnbil

orang yang menyangkal itu diambilnya tanpa hak, sehingga dia dianggap

mengarnbil tanpa izin (ghashab). Karena itu, utang dibebankan pada wmisan

yang tersis4 seperti seandainya orang lain yang mengambilnya tanpu,n.

Menurut kami, diatidak berhak lebih dari separoh warisar5 sehingga

dia tidak menanggurg lebih dari separoh utang. Seperti seandainya saudaraqra

yang mengakuinya Jnga karena itu adalatr pengakuan terhadap bagian diriqra

dan bagian saudaranya, sehingga dia tidak wajib membayar selain yang

menjadi bagiarury4 sama seperti pengakuan teftadap wasiat dan pengakuan

salah seorang mitra atas harta syarikah. Juga karena itu adalatr hak yang

seandainyaditetapkanberdasartranbtrkti, atatrucapanmayit, ataupemgakuan

para ahli waris, maka ia hanya berkewajiban separoh, sehingga dengan

pengakuannya itu dia tidak menanggung lebih dari separoh, sama seperti

wasiat. Juga karena kesaksiannya akan adanya utang bersama ahli waris

lain itu diterima Seandainya dia menanggung lebih dari bagianny4 maka

kesaksiannya tidak diterima, dengan kesaksian ini dia mengupayakan

keuntungan bagi dirinya

Pasal : Seandainya dua orang mengklaim sebuah rumah yang

keduanya miliki karena suatu sebab yang mengharuskan kepemilikan
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bersama, seperti keduanya mengatakan, "Kami mewarisinya, atan

membelinya bersama-samanya, lalu terdakwa mengakui hanya separoh

nrmah yang menjadi milik salah satu dari keduany4 maka separoh rumah itu

milik keduanya secara bersama-sama, karena keduanya mengakui bahwa

rumahitumilikbenama.

Apabila seseorang mengambil separoh rumah dari keduanya tanpa

izin, maka pengambilan ini dari keduanya, dan sisa dari rumah dibagi di

antara keduanya. Kalau keduanya tidak mengklaim sesuatu yang

mengakibatkan kepemilikan bersam4 sebaliknya masing-masing mengklaim

separoh rumal1 lalu masing-masing mengakui klaim temanny4 maka masing-

masing tidak bersekutu dalam memiliki apa yang diklaim temanny4 karena

keduanya tidak mengakui kepemilikan bersama.

Apabilapihakpertamamengalcui selunrhnyamilikpihak lain, sedangkan

yang diakui itu mengakui separohnya milik pihak pertama, maka dia harus

menyerahkannya kepada pihak pertama. Begitu pulajika pengakuannya itu
lebih dahulu daripada pengakuan pihak pertama, maka dia wajib
menyerahkan separoh harta kepada pihak pertama, karena pihak yang

menguasai lrarta itu telah mengakui separohnya milik pihak pertam4 sehingga

dia sama kedudukannya dengan pihak pertama, sehingga separoh harta

ditetapkan milik orang yang diakuinya. Apabila pihak lain tidak mengakui

kepennilikan pihak pertama dan mengklaim selunrtrny4 atau mengklaim lebih

dari separolr" maka apabila ditanyakan: Bagaimana mungkin dia memiliki

dia hanya mengklaim separohnya? maka kami katalan:

Lebih dahulunya klaim itu bukan termasuk syarat sahnya pengakuan.

Sebalikny4 manakala seseorang mengakui suatu hak, lalu orang yang diakui

haknya itu membenarkannya, maka hak tersebut ditetapkan. Di sini ada

pembenaran terhadap separoh harta yang tidak diklaim sebelumnya.

Apabila pihak kedua tidak membenarkan pengakuan pihak pertama

terhadap separoh harta yang tidak diklaimnya, dan dia pun tidak
mengklaimnya milik pihak pertama, maka ada tiga pendap at. Pertoma,

pengakuan batal karena salah satu pihak mengakui hak bagi orang yang
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mengklaimnya. Kedaa, hakim mengambil alih dari tangannya sampai

ditetapkan bagi orang yang mengklaimny4 menyewakanny4 dan menyimpan

hasil sewanya bagi pemiliknya. Ketiga, diserahkan kepada orang yang

mengklaimnya karena tidak ada pihak yang komplain. Madzhab Syaf i dalam

masalah ini sama seperti pendapatyang kami kemukakan.

858. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Setiap pihak yang

menurutku usapannya dipegang, maka seterusnya wajib bersumpah."

Maksudnya, berlaku dalam masalah ini dan masalah yang serupa.

Misalnya seseorang mengatakan, "Aku memegang seribu," kemudian dia

berkat4 "Sebagai titipan," atau dia mengatakan, "Sebagai tanggungankq"

kemudian dia berkata, "Sebagai titipan," atau dia mengatakan, "Sebagai

gadai," namun pemiliknya mengatakaq "Sebagai titipan" Juga seperti sekutu

mudharib dan orang yang mengingkari klaim. Apabila keduanya berselisih

mengenai nilai gadai, atau ukuranny4 atau kadar utang gadai, atau hal-hal

semacam ini, maka setiap pihak yang menurut kami ucapannya dipegang itu

seterunya wajib bersumpah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.,

"Seandainya manusia diberi lantaran klaim-klaim merekn, maka suatu

kaum pasti mengHaim darah dan harta l<aum lain. Tetapi, orangyang

didalcwa itu wajib bersumpah. " (FIR Muslim;trz Juga karena sumpah itu

disyariatkan bagi orang yang kejujuraruryajelas dan posisinya kuat, dengan

tujuan untuk menguatkan perkataannya. Sementara ulama lain yang

menjadikanperkataan pngberlaku adalahperkataannya itujugamewajibkan

sumpahbaginya.

Pasal : Apabila seseorang mengakui bahwa dia diberi hibah dan telah

menguasai hibah, atau menerima gadai dan telah rnenguasai barang gadai,

atau telah menguasai barang yang dijual atau uang sewa dari penyewa,

kemudian sesudah itu dia menyangkalnya dan meminta agar seterusnya

disumpatr, maka ada dua pendapat dalam hal inf . Pertama, seterunya tidak

te2 Lihat kitab A l- Ijma' karyalbnu Mundzir (hlm. 75).
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diminta bersumpah. Ini adalah pendapatAbu Hanifah dan Muhammad,

karena klaimnya itu untuk mendustakan pengakuannya sendiri, sehingga

klaimnya tidak didengar. Seperti seandainya pengelola lz udharaboh mengaku

beruntung seribg kemudiandia berkata "Aku keliru." Juga karenapengakuan

itu lebih kuat daripada bukti. Seandainya bukti menunjukkan kebenaran

klaimnya, kemudian dia berkata, "Suruhlah seteruku itu bersumpah

kepadaku," maka seterunya itujuga tidak diminta bersumpah dalam kasus

inr. Ked ua, diminta bersumpatr. kri adalah m adzhab Syaf i dan Abu Yusuf,

karena kebiasaan yang berlaku adalah pengakuan sebelum penguas,urrl

barang, sehingga apa yang dikatakannya itu mungkin benar. Karena itu,
seyogianya seterunya diminta bersumpah untuk menafikan kemungkinan

tersebut. Pengakuan berbeda dengan bukti dari dva sisi. Pertama, menurut

kebiasaan pengakuan itu disertai dengan penguasaan barang, sedangkan

tidak menjadi kebiasan kesaksian atas penguasaan barang itu dilakukan

sebelumnya, karena yang demikian itu adalah kesaksian palsu. Kedua,

penyangkalarurya dengan disertai kesaksian itu menciderai bukti dan

mendustakannya, berbeda dengan pengakuan. Al Qadhi dalam kitab Al
Muj arrad tidak menyebutkan selain aspek ini.

Begitu pula, seandainya seseorang mengakui bahwa dia meminjam

uang seribu dari orang lain dantelahmenerimany4 ataudiamengataka4 "Ia
memiliki hak padaku sebesar seribrg" kemudian dia berkata, "Aku belum

dan aku mengakui srryaya akumenerimanya," maka huhrmnya

sama sepert di atas, karena dimungkinkan dia mengaku telatr menerimanya

berdasarkan ucapan wakilnya dan dugaanny4 sedangkan kesaksian itu tidak

boleh diberikan kecuali dengan didasari keyakinan" Adapunjika dia mengakui

bahwa seseorang meurberi makanan kepada orang lafuL kemudian dia berkata

"Aku belum menyerahkan makanan itu," sedangkan oftmg yang menerima

pemberian mengatakan, "Tidak, sebaliknya kamu telah menyerahkannya

kepadaku," maka perkataan yang dipegang adalatr perkataan pemberi,

karena menurut ketentuan dasarnya pemberian itu tidak ada.

Apabila makanan ada di tangan penerima pernberian, lalu dia berkata
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"Kamu telah memberikannya kepadakq" lalu pemberi mengatakan, "Tidak,

melainkan kamu mengzrmbilnya dariku tanpa izin" maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan pemberi jug4 karena menurut ketentuan awalnya

izin tersebut tidak ada. Kalau pada waktu pemberian makanan itu ada di

tangan penerima pemberian, maka izin pemberi tidak dipertimbangkan. Yang

menjadi pertimbangan adalah berlalunya waknr yang memungkinkan serah-

terima pemberian. Adapun orang yang menurut kami perkataannya dipegang

itu waj ib bersurpah berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

859. Masalah: Abu Qasim berkatar "Pengakuan terhadap

utang di waktu sakit menjelang kematian itu seperti pengakuan di

wakfu sehat apabila untuk selain ahli waris."

Ini adalah m adzhab y ang kuat dan merup akan pendapat mayoritas

ulama. Ibnu Mun&ir berkata "Ulama yang kami cacat pendapatrya sepakat

bahwa pengakuan orang sakit di waktu sakit untuk selain atrli waris adalah

boleh. Namun para sahabat kami menuturkan pendapat lain bahwa

pengakuannya tidak diterima, karena itu adalah pengakuan di waktu sakit

menjelang kematian, sehingga serupa dengan pengakuan untuk ahli waris.

Abu Khaththab berkata "Ada pendapat lain bahwa pengakuamya terhadap

hak yang melebih sepertiga harta warisnya itu tidak diterima, karena dia

dilarang memberikannya dalam jumlah tersebut kepada orang lain,

sebagaimana dilarang memberikannya kepada ahli waris, sehingga

pengakuannya terhadap sesratuyang tidak boleh diberikannya ituhukumnya

tidak sah. Hal ini berbeda dengan pemberian denganjumlatr sepertiga atau

lebihrendah."

Menurut kami, itu addah pengakuan yang tidak dicurigai sehingga

harus diterima, sama seperti pengakuan di waktu sehat. Alasannya' orang

yang sakit itu biasanya lebih hati-hati bagi dirinya, lebih termotivasi untuk

membebaskan utang, dan berlaku jujur, sehinggapengakuannya itu lebih

layak diterima. Ia berbeda dengan pengakuan bagi ahli waris, karena

pengakuantersebutmengundang kecurigaan sepertiyang akan kamijelaskan.
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Pasal : Apabila seseoftmg mengakui utang kepada orang lain di waktu
sakit, dan dia menanggung utang yang ditetapkan dengan bukti atau
pengakuan di wakru sehag sedangkan hartanya cukup untuk melunasi kedua
utang tersebut, maka keduanya sama-sama dilunasi. Namun, jika hartanya
tidak cukup untuk melunasi keduanya, maka menurut pendapat tekstual Al
Khiraqi kedua utang tersebut dibayar sama. Pendapat ini dipilihAt-Tamimi
dan dikemukakan oleh Malik, Syaf i danAbu Tsaur. Abu {.Ibaid mengatakan

bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama Madinah, karena keduanya
adalah hak yang wajib dibayar dari harta pokok, dimana salah satunya tidak
terkait dengan gadai, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama,

seperti seandainya keduanya sama-sama ditetapkan dengan bukti. Abu
Khaththab mengatakan, "orang-orang yang berpitang pada waktu sehat itu
tidak berbagi."Al Qadhi berkat4 "Ini adalah qiyas madzhab sesuai redaksi
Ahmad mengenai orang yang pailit, bahwa apabila dia mengakui utang
sedangkan dia juga menanggung utang lain yang ditetapkan dengan bukti,
maka utang yang pertama dibayar adalah utang dengan bukti. pendapat ini
dikemukakan olehAn-Nakha'i,Ats-Tsauri dan ulama ahli ra'yu, karena dia
membuat pengakuan setelah ada beban hak pada harta warisan, sehingga
orang yang diakui haknya itu tidak bersekutu dengan orang yang piutangnya
ditetapkan dengan bukti. sama seperti orang yang punya piutang kepada
orang yang pailit yang mengakui hak orang tersebut setelah hak transaksinya
dibatasi. Dalil hak tersebut dibebankan pada hartanya adalah dia dilarang
berderma dan mengakui hak bagi ahli waris. Juga karena dia adalah orang
yang dibatasi hak transaksinya. Karena itu, hibah dan dermanya tidak
terlaksana, sehingga orang yang diakui haknya sebelum pembatasan hak
transaksi itu tidak bersekutu dalam memperoleh pembayaran utang. orang
yang utangnya ditetapkan dengan bukti itu seperti orang yang diakui halarya
olehorangyangpallit.

Apabila seseoftmg mengakui hak keduanya sequa bersamaan di
uaktu sakit, mal€ kedualrjramemiliki kedrdulcan png sama lsarena kondisi
keduar5a sma setringga senpa dengm oarg pg memilfti pirtug di uaktu
cary yalg bennmg itu schd.
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860. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seseorang

mengakui hak bagi ahli waris, maka ahli waris lainnya tidak wajib

menerima kecuali ada bukti."

Pendapat ini dikemukakan oleh Syuraih, Abu Hasyim, Ibnu

udzainahle3, An-Nakha'i, Yahya Al Anshari, Abu Hanifah dan para

sahabatnya. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Qasim dan Salim.

Namun Atha" Hasan, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa

pengakuannya itu diterim4 karena orang yang satrpengakuannya di waktu

sehat itujuga satr pengakuanrya di waktu sakit, sama seperti pengtuannya

bagi orang lain (bukan ahli wafis). Imam Syaf i memiliki duapendapat seperti

dua madzhab tersebut. Imam Malik mengatakaq'?engakuanryra satr apabila

tidak mengundang kecurigaan, dan batal apabila mengundang kecwigaan.

Seperti apabila seseorumg memiliki anak perempuan dan anak paman, lalu

dia mengakui hak bagi anak perempuannya, maka pengakuanna tidak

diterima. Namun, jika dia mengakui hak bagi anak pamannya, maka

pengakuannya diterima, karena tidak ada kecurigaan bahwa dia hendak

rnencurangi anak perempuannya dan mengalirkan harta kepada anak

pamannya. Alasan tidak diterimanya pengakuan adalatr kecr:rigaan, sehingga

larangan tersebut terbatas pada kasus yang mengandung kecurigaan.

Menruut kami, pengakuan tersebut mengalirkan hartanya kepada ahli

warisnya dengan perkataan di waktu sakit menjelang kematian, sehingga

pengakuan tersebut tidak satr tanpa kerelaan para ahli warisny4 sama seperti

hibat!. Jugakarena dia dibatasi hak transaksinya, sehingga pengakuannya

kepada anak paman itu tidak sam, sama seperti anak kecil yang mengakui

hak semua orang. ia berbeda dengan pengakuan hak bagi orang lair5 karena

hibahnya orang yang sakit kepada orang lain ituhukumnya satr. Pendapat

yang dikemulakan Malik tidak b€nar, karena kecr.nigaan tidak mungkin dinilai

re3 Dia adalatr urwah bin udzainah, seorang tokoh dari Bani Laits, dan sumber

riwayat hadits. Al Ashma'i berkata, "urwah bin udzainah adalatr periwayat yang

tsiqih dn tsabit. DarinyaMalik bin Anas belajar fikih. Lihat kitab Asy-Syi'r Wasy-

W'ara'QE4).
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secara sendiri, melainkan dalam kasus yang memungkinkannya terjadi, yaitu

warisan. Begitu pula, kecurigaan itu dipertimbangkan dalam wasiat, derma

danselainnya.

Pasal : Apabila seseorang mengakui maharyang standar atau
Iebih rendah bagi istrinya, maka pengakuan tersebut sah menurut
semua ulama, karena tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda
pendapat dalam hal ini kecuali Asy-sya'bi. Ia berbedapat batrwa pengakuan

suami bagi istri itu tidak boleh, karena itu adalah pengakuan terhadap atrli
waris.

Menurut kami, itu pengakuan terhadap sesuatu yang dipastikan
sebabnya, diketahui keberadaannya, dan tidak diketahui adanya kebebasan

suami dari tanggungannya. sehingga serupa dengankasus seandainya dia
memnggung utang denganbukti, laludiamengalcui beltnn melunasinya Begitu
pula ketika dia membeli sesuatu dari ahli warisny4 lalu diamengakui belum

membayar harga yang standar untuknya, karena perkataan yang dipegang

adalah perkataan orang yang diakui haknya bahwa dia belum menerima

Apabila suami mengakui hak isfinya berupa utang selain mahar, maka
pengakuannya tidak diterima. Apabila suami mengakui hak istrinya,
mencerainya sec,ara ba'in,kemudian dia kembali menikahinya danmeninggal

dunia, dimana pengakuan tersebut dilakukan di waktu sakit, maka
pengakuannya bagi istinya tidak diterima. Muhammad bin Hasan berkat4
"Pengakuannya diterima, karena istri tersebut telah berada dalam kondisi
yang tidak mengundang kecurigaan, sehingga serupa seandainya orang yang

sakit itu mengakui, lalu dia terbebas dari tanggtrngan."

Menurut kami, itu adalah pengakuan unhrk ahli waris di waktu sakit
menjelang kematian, sehingga seperti seandainya suaminya itu tidak
mencerainya secxaba'in Ia berbeda dengan kasus ketika dia sembuh dari
sakitny4 karena yang demikian itu bukan sakit menjelang kematian.
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Pasal : Apabila seseorang mengakui hak bagi seorang ahli waris, lalu

dia keluar dari statusnya sebagai ahli waris, seperti seseorang yang mengakui

hak saudarany4 kemudian lahir seorang anak baginya, maka pengakuannya

bagi saudaranya itu tidak sah. Apabila dia mengakui hak bagi selain ahli

waris, lalu dia menjadi ahli waris, maka pengakuannya itu sah. Pendapat ini

dinyatakan olehAhmad dalam riwayat Ibnu Manshw'

Apabila seseorang mengakui utang bagi seorang perempuuxl, lalu dia

menikahinya, maka pengakuannya boleh karena tidak mencurigakan'

Dituturkan pendapat dari Suffan mengenai seorang laki-laki yang memiliki

dua anak laki-laki, lalu dia mengakui utang bagi salatr satunya di waktu sakit,

kemudian anaktenebtrt meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak

di saat ayahnya masih hidup kemudian meninggal sesudah itu, maka

pengakuannya dibolehkan. Namun Ahmad mengatakan tidak boleh'

Pendapat ini dikemukakan oleh utsman At Batti. Abu Khaththab

menyebutkan riwayat pendapat lain yang berbeda dengan pendapat yang

kami kemukakan dalam dua kasus tersebut. Ini merupakan pendapat Sufyan

Ats-Tsauri dan Syafi'i, karena dalam kasus ini tidak adanya warisan itu

dijadikan pertimbangan, sehingga yang menjadi pertimbangan di dalamnya

adalah kondisi kematian, sama seperti wasiat'

Menunrt kami, itu adalah perkataan dimana faktorkecurigaanmenjadi

pertimbangan di dalamnya. Karena itu, kecurigaan dipertimbangkan pada

waktu perkataan itu ad4 tidak dengan perkataan yang lain seperti kesaksian'

Juga karena apabila seseorang mengakui hak bagi selain atrli waris, maka

pengakuan tersebut ditetapkan dan satr karena pengakuan itu dilakrftan oftmg

yang layak memberikannya tanpa ada kecurigaan di dalamnya, sehingga

hak ditetapkan denganpengakuan tersebut. Lagi pula tidak ada faktor yang

menggrrgudranYa-

Apabila dia mengakui hak bagi seorang ahli waris, maka hukumnya

sah dan tetap berlangsung seperti seandairya tidak berlangswrgnya pewarisan

itu. Adapun wasiat, ia merupakan pemberian setelah kematian, sehingga
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kondisi kematian itu dijadikan pertimbangan di dalamny4 berbeda dengan

masalah yang kita batras.

Pasal : Apabila seseorilng mengakui hak bagi seorang ahli waris dan
orang lain (bukan ahli waris), makapengakuan tersebtrt batal unnrk ahli waris
dan sah untuk orang lain. Tetapi dimungkinkan tidak sah unflrk orang lain.
Seperti seandainya seseorang memberi kesaksian yang sebagiannya
menguntungkan dirinya, maka seluruh kesaksiannya batal. Seperti juga
seandainya dia memberi kesaksian yang anak laki-lakinya
dan orang lain. Abu Hanifah berkata, "Apabila seseorang mengakui utang
syirlrah bagi keduanya, lalu orang lain tersebut mengakui adanya syirkah,
makapengakuan bagi keduanya sah" Tetapi apabila orang lain itu mengingkari
adanya syirkah, maka pengakuan tersebut hanya sah baginya, tidak bagi
ahliwads."

Menurut kami, itu adalah pengakuan untuk ahli waris dan orang lain,
sehingga pengakuan tersebut sah untuk orang lain, bukan untuk ahli waris.
Seperti seandainya dia membuat pengakuan dengan dua kalimat, atau seperti
seandainya orang lain tersebut menyangkal adanya syikah. pengakuan

berbeda dengan kesaksian karena kuatrya pengakuan. Karena itq sifat adil
tidak disyaratkan dalam pengakuan Seandainya seseorang mengakui sesuatu
yang mengandung manfaat baginy4 seperti mengakui nasab oran yang kay4
maka pengakuannya diterima.

seandainya seseomng mengakui sesuatu yang mengandturg klaim atas

orang lain, maka pengakuannya diterima terkait sesuatu yang menjadi
tanggunganny4 bukan sesuatu yang menjadi haknya Seperti seandainya dia
mengatakan kepada istrinya, "Aku jatuhkan khulu'kepadamu dengan
kompensasi seribu dirham," maka istrinya tertalak ba'in lantaran
pengakuannya itu. Perkataan yang dipegang dalam menafikan kompensasi
adalahperkataan isti. Apabila seseorang berkata kepada budakny4 .,Engkau

membeli dirimu dariku dengan harga seribu," maka hukumnya sama seperti
di atas.
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Pasal : Pengakuan orang yang sakit terhadap ahli waris itu

hukumnya sah menurut salah satu dari dua riwayat, sedangkan menurut

riwayat pendapat yang lain tidak sah. Karena itu adalah pengakuan hak bagi

ahli waris, sehingga serupa dengan pengakuan harta bagi atrli waris. Namun

pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran, karena pada saat

pengakuan orang yang diakui itu bukan sebagai ahli waris, sehingga huktrmnya

sah. Seperti seandainya dia tidak menjadi ahli waris. Masalah ini dapat

dilandaskan pada kasus ketika seseomng mengakui hak bagi selain ahli waris,

lalu dia menjadi ahli waris. Ulama yang menganggapnya sah dalam kasus

tersebut juga menganggapnya sah dalam kasus ini. Sedangkan ulama yang

membatalkannya dalam kasus tersebut juga membatalkannya dalam kasus

ini

Apabila seseomng memiliki anak pamarurya sebagai budak, lalu dia

mengakui di waktu sakit bahwa dia telah memerdekakannya di waktu sehat,

sedangkan dia adalah kerabatrya yang paling deka! maka dia dimerdekakan

tetapi tidak memperoleh warisan, karena pemberian warisan kepadanya itu

mengakibatkan batalnya pengakuan akan kemerdekannya. Apabila

kemerdekaannya batal, maka pewarisan p1y1 gugur. Jadi, pewarisannya itu

menjadi penyebab gugumyapewarisan Tetapi dimungkinkan dia memperoleh

warisan, karena ia bukan ahli waris saat terjadi pengakuan, sehingga

pengakuannya sall sama seperti masalah sebelumnya.

Pasal : Pengakuan orang sakit bahwa dia menghamili budak

perempuannya adalah sah huktrmnya, karena dia berhak atas perbuatan

tenebut, sehingga berhak mengakuinya. Begitujuga setiap sesuatu yang ia

berhak atasnya, maka ia berhak mengakuinya. Apabila dia mengakui hal

tenebut lalumeninggal, maka apabila diameqjelaskanbahwa diamenghamili

budaknya itu dalam kapasitas sebagai budak miliknya, maka anaknya

merdeka sejak awal dan ibunya menjadi ummu waladyang dimerdekakan

dengan harta pokok. Tetapi jika dia mengatakan, "Akibat pernikahaq atau

persetubuhan syubhat " maka budak tersebut tidak menjadi ummu walad,

dan anak dinerdekakan. Apabila kehamilannya akibat pernikahan, maka
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anak menyandang stzttx mauh, karena ia telah terkena status budak. Apabila

pemilik budak mengatakarl "Hamilnya akibat persetubuhan syubhat," maka

budak tersebut tidak menj adi ummu w alad. Apabila dia tidak menj elaskan

penyebabnya, maka budak tersebut tetap menjadi budak, karena pada

mulanya dia memang seorang budak, sedangkan status kemerdekaannya

tidak pasti. Tetapi dimungkinkan anak tersebut mer:jadi ummu walad,karena

diduga kuat budak tenebut dihamili dalam kapasitas sebagai budak miliknya
dan kelahiran itu benar-benar tedadi. Si anak tidak menyandang $aits mqula,

pada menurut ketentuan dasamya status maula itu tidak ada, sehingga ia
tidak ditetapkan kecuali dengan indikasi.

Pasal : Lafazhlafazh yang karenanya pengakuan ditetapkan.
Apabila seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak seribu padaku," atau orang

lain berkata kepadanya, "Aku memiliki hak padamu seribu," lalu dia
mengatakan, "Ya, atau beful, atau kamu benar, atau demi Allah, atau aku

mengakuinya, atau aku mengakui klaimmu," maka dia dianggap telah

mengakui, karena lafazh-lafazh ini digunakan urhrk membenarkan. Allah
berfirman, "Maka apolmh kamu telah memperoleh dengan sebenarnya

apa (adzab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?'Mereka
(pendudukneraka) menjawab, 'Betul. "'(Qs. AlNraaf [7]: aa)

Apabila seseorang mengatakan, "Kamu memiliki hakpadaku seribu

dalam pengetahuanku," maka itu berarti dia mengakuinya. Karena kata

'dalam pengetahuanku' itu tidak mengandung makna selain pasti. Apabila
dia mengatakan, "Belilah budakku ini, atau berikan kepadaku budakku ini,"
lalu yang diajak bicara mengatakan ,"Y4" makaitu adalah pengakuan dengan

alasan seperti yang kami jelaskan. Apabila dia mengataka4 "Kamu memiliki
hak padaku seribq insya allaah(ikaAllah menghendaki)," maka itu berarti

dia mengakui hak tersebut. Pendapat ini dinyatakan olehAhmad. Namun
para sahabat Imam Syaf i mengatakan itu bukanpengakuan, karena dia

pengakuannya pada syarat, sehingga hukumnya tidak sah. Seperti

seandainya dia mengaitkan pengakuan pada keinginan seseorang. Juga karena

apa yang dikaitkarurya pada kehendak Allah itu tidak bisa diketahui .
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Menurut kami, dia menyambung pengakuannya dengan kalimat yang

meniadakan selunrhnya dan tidak mengalihkannya kepada selain pengakuan,

sehingga ap ayffirydiakuinya itu berlaku, sedangkan sambungannya batal.

Seperti seandainya dia mengatakan, "Dia memitki hak padaku seribu kecuali

seribu." Juga karena dia melanjutkan pengakuan dengan kalimat yang tidak

berimplikasi hukum lain, dan tidak pula menafikan hukum yang ada. Seperti

seandainya seseofimg mengatakan, "Dia memiliki hak padaku seribu dalam

kehendakAllah."

Apabila dia mengatakan, "Ia memiliki hakpadaku sebesar seribu,

kecuali Allah menghendaki," maka pengakuannya sah. Karena dia membuat

pengakuankemudianmengaitkanpenghapusanpengakuan itudengan sesuatu

yang tidak jelas, sehingga pengakuan tersebut tidak terhapus. Apabila dia

mengatakan, "Kamu memiliki hak padaku sebesar seribu jika kamu mau,

atau jika Zaidmau," maka pengakuannya tidak sah. Namun Al Qadhi

mengatakan satr, karena dia melanjutkan pengakuannya dengan kalimatyang

menghapus pengakuaa sehingga pengakuan tersebut sah, sedangkan kalimat

yang menghapus itu tidak sah, sama seperti pengecualian terhadap

keselunrhan, dan seperti seandainya dia menguc apkur insya allaah.

Menurut kami, dia menyandarkan pengakuan pada syarat yang bisa

diketatrui, sehinggahukumnya tidak sah. Seperti seandainya dia mengatakan,

"Ia memiliki hak padaku sebesar seribu apabila fulan memberi kesaksian

akan hak tersebut." Karena pengakuan merupakan informasi tentang hak

yang telah ada, sehingga tidak terkait dengan syarat di masa mendatang' Ia

berbeda dengan penyandaran pada kehendak Allah (menguc apkan insya

allaah), karena kehendakAllah disebut dalam kalimat untuk tabarruk

(mencari berkah), menghubungkan perkara kepadaAllah, dan menyerahkan

urusan kepada-Ny4 bukan untuk menetapkan syarat, seperti firmanAllah,

"sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya

allaah dalam keadaan aman, dengan menculrur rambut kcpala. " (Qs.

Al Fatlr pSl: 27) Nlatr tatru bahwa mereka akan memasuki Masj idil Harart

tanpa ada keraguan Selain ittr, umat Islam biasa mengatakan, "Kami shalat,
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insya allaah," meskipun mereka meyakini shalat mereka. KehendakAllah
berbeda dengan kehendak manusia. Kedua, kehendak Allah tidak diketahui

kecuali setelah suatu perkara terjadi, sehingga tidak mungkin menggantungkan

perkara pada keberadaan kehendak Allah. Sedangkan kehendak manusia

dapat diketahui, sehingga dapat dijadikan syarat dimana suatu perkara
tergantung pada keberadaannya. Perkara di masa lalu tidak mungkin
digantungkan, sehingga penyebutannya di sini dimaknai untuk masa

mendatang, sehingga ia disebutjanji, bukan pengakuan.

Apabila seseorang mengatakan, "Aku menjual kepadamu, insya
allaah; atau menikahkanmu, insya allaah," makaAbu Ishaq bin Syaqila
mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat darinya,

bahwa apabila dikatakan kepadanya, "Kamu menerima pemikahan ini?,,
lalu dia menjawab, "Ya, insya allaah," maka pemikahan sah.

Abu Hanifah berkata, "seandainya dia mengatakan, ',Aku menjual
kepadamu dengan harta seribujika kamu mau," orang yang ditawarinya
menjawab, "Aku mau dan menerim4" maka akad itu sah, karena syarat ini
termasuk fuktor yang menyebabkan akad, karena apabila telahadaijab
dari penjual, maka qabul tergantung pada kehendak dan pilihan pembeli.

Jika seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku sebesar dua
ribujika frrlan datarig," maka dia tidak menanggung hak tersebuq karena dia
tidak mengakuinya seketika itu. Apa yang tidak waj ib baginya pada satu
kondisi, maka tidak wajib baginya ketika syarat itu ada.

Apabila seseorang mengatakan, "Kalau firlan bersaksi bahwa kamu
memiliki hak padaku sebesar s eribu, maka aku akan membenarkannya,"
maka itu bukan pengakuan, karena dia tidak boleh membenarkan orang
yang bohong. Apabila dia mengatakan, "Kalau fulan memberi kesaksian,
dan dia jujur," maka dimungkinkan itu bukan pengakuan, karena dia
mengaitkannya pada syarat, sehingga serupa dengan kasus sebelumnya.
Tetapi dimungkinkan itu dianggap pengakuan dalam kasus tersebut, karena
dapat dipersepsi kejujurannya apabila dia bersaksi tentang hak tersebut,
kecuali jika utang itu telah ditetapkan pada waktu ihr" dan ia telatr mengakui
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Apabila seseorang mengatakan, "Dia memiliki hak padaku sebesar

seribujika fulan bersaksi," maka itu bukan pengakuan karena ia digantungkan

pada syarat.

Pasal : Apabila orang pertama mengatakan, "Aku memiliki hak

padamu sebesar seribrl" lalu orang kedua mengatakan, "Aku mengdkd,"

maka itu bukan pengakuan, karena itu adalah janji pengakuan di masa

mendatang. Apabila orang kedua mengatakan, "Aku tidak mengingkari,"

maka ini juga tidak disebut pengakuan, karena tidak adanya pengingkaran

itu bukan serta merta merupakan pengakuan. Karena di antara keduanya

ada sikap lain, yaitu diam terhadap keduanya Apabila dia mengatakan, "Aku

tidak mengingkari kamu berhak," maka itu bukan pengakuan. Apabila dia

mengatakan, "Aku mengakui," dan dia tidak menambahi keterangan apapun,

maka dimungkinkan dia mengakui, karena ucapan ini diucapkan sesudah

klaim sehingga maknanya diarahkan kepada pengakuan. Begrtujuga apabila

dia mengatakarl "Aku telah mengakui."Allah berfirman, " Allah berfirman,

,Apalrah lramu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang

demikian itu?'Mereka menjawab, 'Kami mengalai. "' (Qs'Ali Imran

[3]: 81) Mereka tidak mengatakan: Kami mengakui hal itu, dan tidak

menambahi keterangan apapun, sehinggahal itu dianggap pengakuan dari

mereka. Tetapi dimungkinkan dia tidak mengakui, karena dimungkinkan

maksudnya berbeda. Seperti dia bermaksud mengakui kesaksian, atau

kekelinranklaim.

Apabila dia mengatakan, "Barangkali, atau semoga," maka ia tidak

dianggap mengakui, karena kedua kata untuk mengekspresikan prediksi.

Apabila dia mengatakan, "Alu menduga" atau ingin sekirany4 atau mengir4"

maka itu bukan pengakuan, karena kata-kata tersebut digunakan untuk

mengekspresikan keraguan. Apabila dia mengatakan, "Ambillah, atau

timbanglatr," maka itu bukan pengakuaa karena dimrxrgkinkan ma}sudnya

adalah: Ambillah jawaban ini, atau timbanglatr seswrtu. Apabila dia
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mengatakan, "Ambillah uang itu, atau timbanglah ia atau itu sab" maka ada

dua pendapat. Pertamu. itu bukan pengakuan, karena sifat itu kembali

kepada pendakwa, dan dia tidak mengakui kewajibarurya. Juga karena ia

memberi sesuatu kepada pendakwa bukan sebagai kewajiban. Jadi,

perintahnya turhrk mengambilnya itu lebih kuat untuk tidak dimaknai sebagai

kewajiban. Kedua, dianggap pengakuan. Karenakata ganti kembali kepada

katasebelumnya.

Apabila seseorang mengatakan, "Ia memiliki hak padaku sebesar

seribu apabila datang akhir bulan; atau, bila datang akhir bulan, maka dia

memiliki hak padaku sebesar seribu," makapara sahabat kami mengatakan

bahwa yang pertama adalatr pengakuan dan yang kedua bukan pengakuan.

Ini adalah pendapat yang diredaksikan Syaf i. Karena kalimat pertama

diawali dengan pengakuan, sedangkan kalimat kedua tidak diawali dengan

pengakuan, kemudian disusul dengan kalimat yang tidak menunjukkan

penghapusan pengakuan. Karena kalimat "apabila datang akhir bulan"

dimungkinkan maksudnya adalah waktujatuturya tempo, sehingga dia tidak

membatalkan pengakuan denganperkara yang bersifat mungkin. Sedangkan

kalimat kedua diawali dengan syarat dengan lafaztryang bisa digrurakanuntuk

pengakwm, danjuga bisa digrrnakan untukjaqii. Karena itu, ia tidak disebut

pengakuan karena masih bersifat mungkin. lbtapi dimungkinkan tidak ada

perbedaan di antara kedua kalimat tersebut, karena mendahulukan syarat

dan membelakangkannya itu sama saja. Jadi, ada dua pendapat mengenai

drnkalimattersebut.
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